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Bismillahirrahmaanirrahmaanirrahiim 
Assalamu'alaikum 


Alhamdulillah, atas izin dan ridha allah dan atas pertolongannya penyusun dapat menyelesaikan tugas 
untuk menyusun risalah dien ini dalam waktu 7 (7 Hari), dengan alat sederhana dan hanya menyisihkan 
waktu untuk menyusun risalah ini di sela-sela kesibukan. Tujuan dari disusunya Ensiklopedia ini adalah 
semata untuk mencari ridha allah semata untuk mempermudah kaum muslimin umumnya dan 
khususnya pribadi dalam usaha dakwah khususnya dalam bahasan Jual beli ini yang mana buku-buku 
amatlah mahal harganya pun jarang sekali orang mengenal di kitab apakah sebaiknya merujuk tentang 
permasalahan ini. Penuslis menyadari bahwa penyusunan ini jauhlah dari sempurna, hanya berbekal 
koneksi internet dan mencopy paste apa yang saya dapatkan dari situs-situs yang bisa dipercaya 
khususnya dari situs http//www.pengusahamuslim.com/ meskipun tanpa meminta izin dari pengelola 
situs, saya memberanikan diri dengan keyakinan bahwa hak cipta ilmu adalah milik allah dan kewajiban 
kita adalah menyampaikannya meskipun hanya satu ayat, dan sesungguhnya memudahkan saudara kita 
untuk memperoleh ilmu itu adalah lebih baik. Demikianlah saya sampapikan semoga Ensiklopedia ini 
bermanfaat pun apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyusunan risalah ini maka itu adalah 
dari kebodohan dan kekurang telitian saya pribadi dan saya mengharap saran dan kritik untuk usaha 
penyempurnaan risalah ini 


Wabillahit Taufik Wal Hidaayah Wassalamu'alaikum wr' wb 
13 Desember 2010. 


Penyusun 


PENDAHULUAN 


Kitab Al-Buyu" (Jual - Beli) 


Definisi Buyu" 

Kata buyu' adalah bentuk jama' dari bai' artinya jual-beli. Sering dipakai dalam bentuk jama' 
karena jual-beli itu beraneka ragam bentuknya. 

Bai' Secara istilah ialah pemindahan hak milik kepada orang lain dengan imbalan harga. 
Sedangkan syira' (pembelian) ialah penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan harganya 


kepada si penjual). Dan seringkali masing-masing dari kedua kata tersebut diartikan jual beli. 


Disyari'atkan Jual Beli 
Allah swt berfirman: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (OS Al-Bagarah: 


275) 


Firman-Nya lagi: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka di antara kamu." (OS An-Nisaa': 29) 

Dari Hakim bin Hizam ra, dari Nabi saw, beliau bersabda. "Penjual dan pembeli memiliki hak 
khiyar (hak memilih) selama mereka belum berpisah." (Muttafagun 'alaih: Fathul Bari IX: 328 no: 2110, 
Muslim III: 1164 no: 1532, “Aunul Ma'bud IX: 330 no:3442, Tirmidzi Il: 359 no. 1264 dan Nasa'i VII: 244). 

Kaum Muslimin sepakat atas bolehnya melakukan perniagaan, dan kebijakan memang 
mengharuskan adanya aktifitas jual beli ini, karena kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya 
bergantung pada apa yang ada di tangan kawannya, sedangkan kawan tersebut terkadang tidak 
memberikannya dengan cuma-cuma kepada rekannya. Maka di dalam pensyariatan jual beli terdapat 
sarana yang sah untuk menggapai tujuan dengan cara yang sah tanpa menzhalimi orang lain. (Lihat 


Fathul Bari IV: 287). 


Dorongan dan Anjuran untuk Melakukan Usaha 

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat di bawah ini: 

Dari al-Migdam dari Nabi beliau bersabda, "Tidaklah seseorang menyantap mekanan yang lebih 
baik dari pada ia menyantap makanan dari hasil jerih payahnya sendiri. Dan sesungguhnya Nabiyullah 
Daud 'alaihis salam biasa makan dari hasil usahanya sendiri." (Shahih: Shahihul Jami' no: 5546 dan 
Fathul Bari IV: 303 no: 2072) 

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya seseorang di antara kamu 
mencari seikat kayu bakar, lalu dipanggul di atas punggunnya itu lebih baik daripada ia meminta-minta 
kepada orang lain, bisa jadi ia diberi ataupun ditolak." (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 7069, Fathul 
Bari IV: 303 no: 2074, Tirmidzi Il: 94 no: 675, dan Nasa'i V: 96). 


Boleh Mencari Kekayaan bagi Orang yang Bertakwa 

Orang yang bertakwa boleh mencari kekayaan sebagaimana riwayat berikut: 

Dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubaib ra, dari bapaknya dari pamannya bahwa Rasulullah saw 
bersabda, "Tidak mengapa (memburu) kekayaan bagi orang yang bertakwa: dan kesehatan itu lebih 
berharga bagi orang yang bertakwa daripada kekayaan dan jiwa yang baik temasuk nikmat (yang 


besar)." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1741 dan Ibnu Majah II : 724 no: 2141) 


Dorongan agar Bersikap Bijak dalam Mencari Nafkah 

Dari Jabir bin Abdullah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Wahai sekalian manusia 
bertakwalah kepada Allah dan carilah nafkah dengan cara yang baik, karena sesungguhnya seseorang 
tidak akan sekali-kali meninggal dunia sebelum rizkinya disempurnakan, sekalipun rizkinya terlambat 
(datang) kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rizki dengan cara yang baik, ambillah 
yang halal dan tinggalkanlah yang haram." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1743 dan Ibnu Majah II: 725 
no:2144). 


Dorongan untuk Bersikap Jujur dan Waspada Terhadap Dusta 

Dari Hakim bin Hizam ra, dari Nabi, beliau bersabda, "Dua orang yang melakukan jual beli 
mempunyai hak khiyar (hak pilih antara membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama mereka 
belum berpisah: jika mereka jujur dan menjelaskan (aib barangnya), niscaya mereka berdua diberi 


barakah dalam jual belinya: dan (sebaliknya) jika mereka menyembunyikan (aib barangnya) dan 


berdusta, niscaya barakah jual beli mereka dihapus." Takhrij hadits ini sudah diketengahkan dalam 
pembahasan (Disyari'atkan Jual Beli). 

Dari Ugbah bin Amir ra, ia berkata, Saya mendengar Rasulullah bersabda, "Orang muslim adalah 
saudara bagi muslim yang lain, dan tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang cacat kepada 
saudaranya, kecuali ia menerangkan cacatnya kepadanya." (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 6705 


dan Ibnu Majah II: 775 no: 2246) 


Anjuran agar Mempermudah dan Bersikap Toleran dalam Melakukan Transaksi Jual 
Beli 


Dari Jubir bin Abdullah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Allah pasti memberi rahmat kepada 
seorang yang bersikap toleran bila menjual, membeli dan menuntut (haknya)." (Shahih: Shahihul Jami'us 


Shaghir no: 4454 dan Fathul Bari IV: 206 no: 2076). 


Keutamaan Memberi Tangguh kepada Orang yang Kesulitan 

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw, Beliau bersabda, "Pernah ada seorang pedagang yang 
memberi pinjaman kepada orang-orang. Maka ketika ia melihat orang yang kesulitan (di antara mereka), 
ia berkata kepada para pemuda (penagih hutang), Hendaklah kalian memaafkan dia, mudah-mudahan 
Allah pun memaafkan kita.” Maka kemudian Allah memaafkannya." (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir 
no: 3495, Fathul Bari IV: 308 no: 2078). 


Dilarang Melakukan Penipuan 

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata : (Pada suatu hari) Rasulullah melewati seorang pedagang 
sedang menjual makanan, kemudian Beliau memasukkan tangannya ke dalam (tumpukan) makanan itu. 
Ternyata makanan tersebut sudah dicampur, maka Beliau bersabda, "Bukanlah dari golongan kami 
orang yang melakukan penipuan." (Shahih: Irwa'ul Ghalil no: 1319, Shahih Ibnu Majah no: 1809, Ibnu 
Majah II: 749 no: 2224 dan lafadz ini baginya, 'Aunul Ma'bud IX: 321 no: 3435, Tirmidzi Il: 389 no: 1329 
dan Muslim I: 99 no: 102). 


Dianjurkan Berpacu dalam Mencari Rizki 

Dari Shakhr al-Ghamidi ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Ya Allah berilah keberkahan kepada 
umatku (pada apa yang mereka kerjakan) di pagi hari." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1818, Ibnu Majah 
11: 752 no: 2236, Tirmidzi Il: 343 no: 1330 dan “Aunul Ma'bud VII: 265 no: 2589). 


Dzikir ketika Menjelang Masuk Pasar 

Dari Salim bin Abdullah bin Umar ra, dari bapaknya dari datuknya bahwa Rasulullah saw 
bersabda, "Barangsiapa mengucapkan ketika menjelang masuk pasar, LAAILAAHA ILLALLAH WAHDAHUU 
LAA SYARIIKA LAH, LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU, YUHYII WA YUMIITU WA HUWA HAYYUN LAA 
YAMUUTU, BIYADIHIL KHAIRU KULLUH, WA HUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN OADIIR (Tidak ada ilah (yang 
patut diibadahi) selain Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kekuassan dan bagi- 
Nya segala pujian. Dialah Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. Dan Dialah Yang Maha Hidup yang 
tidak akan mati. Di tangan-Nyalah segala kebaikan. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu), 
niscaya Allah menulis untuknya satu juta kebaikan, dan menghapus darinya satu juta kejelekan, serta 
membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga." (Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 1817 dan Ibnu 


majah II: 752 no: 2235). 


Allah Menghalalkan Jual Beli 
Pada prinsipnya boleh melakukan kegiatan jual beli apa saja dalam segala bentuk jual beli 
selama didasarkan pada sikap sama-sama ridha dari kedua belah pihak dan selama tidak dilarang oleh 


Allah dan Rasul-Nya. 
Sumber: Diadaptasi dari "Abdul "Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-Wajiz Fi Fighis Sunnah Wal Kitabil "Aziz, 
atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Our"an dan As-Sunnah Ash-Shahihah, terj. Ma"ruf Abdul 


Jalil (Pustaka As-Sunnah), hlm. 649 - 655. 


Sumber : http://alislamu.com/index.php?option-com. content&task-view&id-259&Itemid-22 
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JUAL BELI DALAM ISLAM 


Jual Beli dan Syarat-Syaratnya 


Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka 
dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama 
manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang 
mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika 
mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari 
tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan 
ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. 

Melihat paparan di atas, perlu kiranya kita mengetahui beberapa pernik tentang jual beli yang 
patut diperhatikan bagi mereka yang kesehariannya bergelut dengan transaksi jual beli, bahkan jika 
ditilik secara seksama, setiap orang tentulah bersentuhan dengan jual beli. Oleh karena itu, 


pengetahuan tentang jual beli yang disyariatkan mutlak diperlukan. 


Definisi Jual Beli 


Secara etimologi, al-bay'u ll (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu, dan 
merupakan derivat (turunan) dari «&W! (depa) karena orang Arab terbiasa mengulurkan depa mereka 
ketika mengadakan akad jual beli untuk saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah 
terlaksana atau ketika mereka saling menukar barang dan uang. 

Adapun secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi 
beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun 
perbuatan. (Taudhihul Ahkam, 4/211). 

Di dalam Fighus sunnah (3/46) disebutkan bahwa al-bay'u adalah transaksi tukar menukar harta 
yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan 
adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat. 

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang 
terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu 
yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang 


dimiliki saudaranya (Subulus Salam, 4/47). 
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Dalil Disyari'atkannya Jual Beli 


Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari A:-Our'an, sunnah, ijma' dan 


giyas (analogi). 


Dalil Al Our'an 


Allah ta'ala berfirman, 


GO oa sal AI Jt, 


“--— padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (OS. Al Bagarah: 275) 


Al “Allamah As Sa'diy mengatakan bahwa di dalam jual beli terdapat manfaat dan urgensi sosial, 
apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi 
(jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang 


transaksi tersebut. (Taisir Karimir Rahman 1/116). 


Dalil Sunnah 

Nabi shallallahu “alaihi wa sallam pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik? Maka beliau 
menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan 
dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan 
syariat. (Hadits shahih dengan banyaknya riwayat, diriwayatkan Al Bazzzar 2/83, Hakim 2/10: dinukil dari 
Taudhihul Ahkam 4/218-219). 


Beliau shallallahu “alaihi wa sallam juga bersabda: 


Uta gelak aalallg jail pati pak ol Oa ly Atil Abadi 3 AI AI 

an IG JS ISI Au HI gas Lali pak Tuai (ata ag NA gl gan € gan Jian 

“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, 

garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis,maka 
juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan” (HR. Muslim: 2970) 


Berdasarkan hadits-hadits ini, jual beli merupakan aktivitas yang disyariatkan. 


Dalil Ijma' 
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Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual 
beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan 
syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullahshallallahu 
“alaihi wa sallam hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli 


(Fighus Sunnah,3/46). 


Dalil Aiyas 

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena seseorang sangat membutuhkan sesuatu 
yang dimiliki orang lain baik, itu berupa barang atau uang, dan hal itu dapat diperoleh setelah 
menyerahkan timbal balik berupa kompensasi. Dengan demikian, terkandung hikmah dalam 
pensyariatan jual beli bagi manusia, yaitu sebagai sarana demi tercapainya suatu keinginan yang 


diharapkan oleh manusia (Al Mulakhos Al Fighy, 2/8). 


Syarat-syarat Sah Jual Beli 


Kondisi umat ini memang menyedihkan, dalam praktek jual beli mereka meremehkan batasan- 
batasan syariat, sehingga sebagian besar praktek jual beli yang terjadi di masyarakat adalah transaksi 
yang dipenuhi berbagai unsur penipuan, keculasan dan kezaliman. 

Lalai terhadap ajaran agama, sedikitnya rasa takut kepada Allah merupakan sebab yang 
mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut, tidak tanggung-tanggung berbagai upaya ditempuh 
agar keuntungan dapat diraih, bahkan dengan melekatkan label syar'i pada praktek perniagaan yang 
sedang marak belakangan ini walaupun pada hakikatnya yang mereka lakukan itu adalah transaksi 
ribawi. 

Jika kita memperhatikan praktek jual beli yang dilakukan para pedagang saat ini, mungkin kita 
dapat menarik satu konklusi, bahwa sebagian besar para pedagang dengan “ringan tangan” menipu para 
pembeli demi meraih keuntungan yang diinginkannya, oleh karena itu Rasulullah shallallahu “alaihi wa 


sallam bersabda, 


Oka MSI Gali UI AN AN Ul 8 adlah AINI Oia G UB OS KAN HA DIAN GJ 
Osis DARI, D AKB 
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“Sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang fajir (suka berbuat maksiat), para sahabat heran 
dan bertanya, “Bukankah Allah telah menghalalkan praktek jual beli, wahai Rasulullah?”. Maka beliau 
menjawab, “Benar, namun para pedagang itu tatkala menjajakan barang dagangannya, mereka 
bercerita tentang dagangannya kemudian berdusta, mereka bersumpah palsu dan melakukan 
perbuatan-perbuatan keji.” (Musnad Imam Ahmad 31/110, dinukil dari Maktabah Asy Syamilah: Hakim 
berkata: “Sanadnya shahih”, dan beliau disepakati Adz Dzahabi, Al Albani berkata, “Sanad hadits ini 
sebagaimana yang dikatakan oleh mereka berdua”, lihat Silsilah Ash Shahihah 1/365: dinukil dari 
Maktabah Asy Syamilah). 


Oleh karena itu seseorang yang menggeluti praktek jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat 
sah praktek jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan syari'at dan tidak 


terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan . 


Diriwayatkan dari Amirul Mu' minin “Umar ibnul Khaththab radhiyallahu “anhu, beliau berkata, 


GI UST UN (Anh Uya II Ui 3 mu 
“Yang boleh berjualan di pasar kami ini hanyalah orang-orang yang fagih (paham akan ilmu agama), 


karena jika tidak, maka dia akan menerjang riba.” 


Berikut beberapa syarat sah jual beli -yang kami rangkum dari kitab Taudhihul ahkam 4/213- 
214,Fikih Ekonomi Keuangan Islam dan beberapa referensi lainnya- untuk diketahui dan direalisasikan 


dalam praktek jual beli agar tidak terjerumus ke dalam praktek perniagaan yang menyimpang. 
Pertama, persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli, 
yaitu: 


e Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada 


paksaan. Allah ta'ala berfirman: 


Ala pra 3 Ke Solas 03 UI VI SIANG A3 ASIN gal | AS Y Isi caal laa G 
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“.. janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 


jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian...” (AS. An-Nisaa': 29) 


Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang 
mukallaf dan rasyid (memiliki kemampuan dalam mengatur uang), sehingga tidak sah transaksi 
yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa (Fikih Ekonomi 
Keuangan Islam, hal. 92). Hal ini merupakan salah satu bukti keadilan agama ini yang berupaya 
melindungi hak milik manusia dari kezaliman, karena seseorang yang gila, safiih (tidak cakap 
dalam bertransaksi) atau orang yang dipaksa, tidak mampu untuk membedakan transaksi mana 
yang baik dan buruk bagi dirinya sehingga dirinya rentan dirugikan dalam transaksi yang 


dilakukannya. Wallahu a'lam. 


Kedua, yang berkaitan dengan objek/barang yang diperjualbelikan, syarat-syaratnya yaitu: 


Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) merupakan barang yang suci dan 
bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya 
haram terlarang untuk diperjualbelikan. 

Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya 


apabila mendapat izin dari pemilik barang. Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallambersabda, 


“Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Abu Dawud 3503, Tirmidzi 1232, 
An Nasaa'i VII/289, Ibnu Majah 2187, Ahmad 1!1/402 dan 434: dishahihkan Syaikh Salim bin “led Al 
Hilaly) 

Seseorang diperbolehkan melakukan transaksi terhadap barang yang bukan miliknya 
dengan syarat pemilik memberi izin atau rida terhadap apa yang dilakukannya, karena yang 
menjadi tolok ukur dalam perkara muamalah adalah rida pemilik. (Lihat Figh wa Fatawal Buyu' hal. 
24). Hal ini ditunjukkan oleh persetujuan Nabi shallallahu “alaihi wa sallam terhadap perbuatan 
Urwah tatkala beliau memerintahkannya untuk membeli kambing buat beliau. (HR. Bukhari bab 28 
nomor 3642) 

Objek jual beli dapat diserahterimakan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, 


menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang 
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mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung gharar(spekulasi) dan 
menjual barang yang tidak dapat diserahkan. 

e Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga 
terhindar dari gharar. Abu Hurairah berkata: “Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam melarang jual 
beli hashaath (jual beli dengan menggunakan kerikil yang dilemparkan untuk menentukan barang 


yang akan dijual) dan jual beli gharar.” (HR. Muslim: 1513) 


Selain itu, tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan 


jual beli. Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda: 


AN AS U) ip ob Lili das Da d3 ikal Uang U pal yA dua 
“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual 
barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus 
menjelaskan cacat itu kepadanya” (HR. Ibnu Majah nomor 2246, Ahmad IV/158, Hakim II/8, Baihagi 
V/320: dishahihkan Syaikh Salim bin "led Al Hilali) 


Beliau shallallahu “alaihi wa sallam juga bersabda: 


JA “laa, Sial 9 « Kia yatld UKS ya 
“Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan 
makar dan tipu daya tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 567, Thabrani dalam Mu'jamul Kabiir10234, 
Abu Nu'aim dalam Al Hilyah IV/189: dihasankan Syaikh Salim Al Hilaly) 


Jual Beli Bukanlah Riba 


Sebagian orang beranggapan bahwa jual beli tidaklah berbeda dengan riba, anggapan mereka ini 
dilandasi kenyataan bahwa terkadang para pedagang mengambil keuntungan yang sangat besar dari 
pembeli. Atas dasar inilah mereka menyamakan antara jual beli dan riba?!. Alasan ini sangat keliru, Allah 
ta'ala telah menampik anggapan seperti ini. Allah ta'ala berfirman: 

LS) Na Alb NS Taat Ga AKAN AIA AN Aha US YI Ogah Y CON Ga Ga 
KO AA dal AN Uafg GO Oa aa 
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“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 
yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 


telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (OS. Al-Bagarah: 275) 


Tidak ada pembatasan keuntungan tertentu sehingga diharamkan untuk mengambil keuntungan 
yang lebih dari harga pasar, akan tetapi semua itu tergantung pada hukum permintaan dan penawaran, 
tanpa menghilangkan sikap santun dan toleran (disadur dari Fikih Ekonomi Keuangan Islam, hal. 87 
dengan beberapa penyesuaian). Bahkan Nabi shallallahu “alaihi wa sallam menyetujui tatkala 
sahabatnya Urwah mengambil keuntungan dua kali lipat dari harga pasar tatkala diperintah untuk 
membeli seekor kambing buat beliau shallallahu “alaihi wa sallam. (HR. Bukhari bab 28 nomor 3642) 

Namun, yang patut dicermati bahwa sikap yang lebih sesuai dengan petunjuk para ulama salaf 
dan ruh syariat adalah memberikan kemudahan, santun dan puas terhadap keuntungan yang sedikit 
sehingga hal ini akan membawa keberkahan dalam usaha. Ali radhiyallahu “anhu pernah berkata, “Hai 
para pedagang, ambillah hak kalian, kalian akan selamat. Jangan kalian tolak kentungan yang sedikit, 
karena kalian bisa terhalangi mendapatkan keuntungan yang besar.” 

Adapun seseorang yang merasa tertipu karena penjual mendapatkan keuntungan dengan 
menaikkan harga di luar batas kewajaran, maka syariat kita membolehkan pembeli untuk menuntut 
haknya dengan mengambil kembali uang yang telah dibayarkan dan mengembalikan barang tersebut 
kepada penjual, inilah yang dinamakan dengan khiyarul gabn bisa dilihat pada pembahasan berbagai 


jenis khiyar. Wallahu ta'ala a'lam bish shawab. 


Demikianlah beberapa penjelasan ringkas mengenai jual beli dan beberapa persyaratannya. Semoga 
bermanfaat bagi kami dan kaum muslimin. 

Washshalatu was salamu 'alaa nabiyyinal mushthafa. Wal hamdu lillahi rabbil “alamin. 

torak 

Penulis: Muhammad Nur Ichwan Muslim 


Artikel www.muslim.or.id 
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Syarat Sah Jual Beli 2 
Sahnya suatu jual beli bila ada dua unsur pokok yaitu bagi yang beragad dan (barang) yang diagadi, 
apabila salah satu dari syarat tersebut hilang atau gugur maka tidak sah jual belinya. Adapun syarat 


tersebut adalah sbb : 


Bagi yang beragad : 

1. Adanya saling ridha keduanya (penjual dan pembeli), tidak sah bagi suatu jual beli apabila salah 
satu dari keduanya ada unsur terpaksa tanpa hag (sesuatu yang diperbolehkan) berdasarkan 
firman Allah Ta'ala " kecuali jika jual beli yang saling ridha diantara kalian ", dan Nabi shalallahu 
'alaihi wasallam bersabda "hanya saja jual beli itu terjadi dengan asas keridhan" (HR. Ibnu Hiban, 
Ibnu Majah, dan selain keduanya), adapun apabila keterpaksaan itu adalah perkara yang hag 
(dibanarkan syariah), maka sah jual belinya. Sebagaimana seandainya seorang hakim memaksa 
seseorang untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya, maka meskipun itu terpaksa 
maka sah jual belinya. 

2. Yang beragad adalah orang yang diperkenankan (secara syariat) untuk melakukan transaksi, 
yaitu orang yang merdeka, mukallaf dan orang yang sehat akalnya, maka tidak sah jual beli dari 
anak kecil, bodoh, gila, hamba sahaya dengan tanpa izin tuannya. (catatan : jual beli yang tidak 
boleh anak kecil melakukannya transaksi adalah jual beli yang biasa dilakukan oleh orang 
dewasa seperti jual beli rumah, kendaraan dsb, bukan jual beli yang sifatnya sepele seperti jual 
beli jajanan anak kecil, ini berdasarkan pendapat sebagian dari para ulama pent) 

3. Yang beragad memiliki penuh atas barang yang diagadkan atau menempati posisi sebagai orang 
yang memiliki (mewakili), berdasarkan sabda Nabi kepada Hakim bin Hazam " Janganlah kau jual 
apa yang bukan milikmu" (diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi dan dishahihkan olehnya). 
Artinya jangan engkau menjual seseuatu yang tidak ada dalam kepemilikanmu. 

Berkata Al Wazir Ibnu Mughirah Mereka (para ulama) telah sepakat bahwa tidak boleh menjual sesuatu 
yang bukan miliknya, dan tidak juga dalam kekuasaanya, kemudian setelah dijual dia beli barang yang 


lain lagi (yang semisal) dan diberikan kepada pemiliknya, maka jual beli ini bathil 


Bagi (Barang) yang diagadi 
e Barang tersebut adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya secara mutlag, maka tidak sah 
menjual sesuatu yang diharamkan mengambil manfaatnya seperti khomer, alat-alat musik, 


bangkai berdasarkan sabda Nabi shalallahu 'alaihi wasallam Sesungguhnya Allah 


mengharamkan menjual bangkai, khomer, dan patung (Mutafag alaihi). Dalam riwayat Abu 
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Dawud dikatakan " mengharamkan khomer dan harganya, mengharamkan bangkai dan 

harganya, mengharamkan babi dan harganya", Tidak sah pula menjual minyak najis atau yang 

terkena najis, berdasarkan sabda Nabi " Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu 

(barang) mengharamkan juga harganya ", dan di dalam hadits mutafag alaihi: disebutkan " 
bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai, sesungguhnya lemak itu dipakai untuk 
memoles perahu, meminyaki (menyamak kulit) dan untuk dijadikan penerangan", maka beliau 
berata, " tidak karena sesungggnya itu adalah haram."'. 

e Yang diagadi baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai mampu untuk didapatkan (dikuasai), 
karena sesuatu yang tidak dapat didapatkan (dikuasai) menyerupai sesuatu yang tidak ada, 
maka tidak sah jual belinya, seperti tidak sah membeli seorang hamba yang melarikan diri, 
seekor unta yang kabur, dan seekor burung yang terbang di udara, dan tidak sah juga membeli 
barang curian dari orang yang bukan pencurinya, atau tidak mampu untuk mengambilnya dari 
pencuri karena yang menguasai barang curian adalah pencurinya sendiri.. 

e Barang yang diagadi tersebut diketahui ketika terjadi agad oleh yang beragad, karena 
ketidaktahuan terhadap barang tersebut merupakan suatu bentuk penipuan, sedangkan 
penipuan terlarang, maka tidak sah membeli sesuatu yang dia tidak melihatnya, atau dia 
melihatnya akan tetapi dia tidak mengetahui (hakikat) nya. Dengan demikian tidak boleh 
membeli unta yang masih dalam perut, susu dalam kantonggnya. Dan tidak sah juga membeli 
sesuatu yang hanya sebab menyentuh seperti mengatakan "pakaian mana yang telah engkau 


pegang, maka itu harus engkau beli dengan (harga) sekian " Dan tidak boleh juga membeli 
dengam melempar seperti mengatakan "pakaian mana yang engaku lemparkan kepadaku, maka 
itu (harganya0 sekian. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah radiallahu anhu bahwa Nabi 
shalallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan hasil memegang dan melempar" (mutafag 
alaihi). Dan tidak sah menjual dengan mengundi (dengan krikil) seperti ucapan " lemparkan 


(kerikil) undian ini, maka apabila mengenai suatu baju, maka bagimu harganya adalah sekian " 


Sumber : Mulakhos Fighy Syaikh Sholeh bin Fauzan AL Fauzan Penerbit Dar Ibnul Jauzi - Saudi Arabia 
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Definisi, Klasifikasi, Pembagian dan Syarat Jual Beli 
oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & Prof.Dr.Shalah ash-Shawi 


JUAL BELI DAN HUKUM-HUKUMNYA 

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan 
transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting 
dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual 
beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi 
satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha 
jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia 
betul-betul mengerti perso-alan. Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan beberapa persoalan 


yang berkaitan dengan masalah jual beli. Mari kita mengikuti pembahasan berikut ini: 


DEFINISI JUAL-BELI 

Jual beli secara etimologis artinya: Menukar harta dengan harta.(1) Secara terminologis artinya: 
Transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian "fasilitas" dan 
"kenikmatan", agar tidak termasuk di dalamnya pe-nyewaan dan menikah. 

(1) Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan Martina, namun masing-masing sering 
digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad 
transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, "Dua 
orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan, sebelum mereka berpindah dari lokasi 
jual beli." Akan tetapi bila disebutkan secara umum, yang terbetik dalam hak adalah bahwa kata penjual 
diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli adalah orang 
yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli 


adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran. 


DISYARIATKANNYA JUAL-BELI 
Jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus kaum mus-limin. Karena kehidupan umat menusia 
tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli. Allah berfirman: 


"Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba.." (Al-Bagarah: 275). 


KLASIFIKASI JUAL BELI 
Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Kami akan 


menyebutkan sebagian di antara pembagian tersebut: 
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Klasifikasi Jual Beli dari Sisi Objek Dagangan 

menukar uang dengan barang. Kedua: Jual beli ash-sharf atau Money Changer, yakni penukaran 

uang dengan uang. Ketiga: Jual beli mugayadhah atau barter. Yakni menukar barang dengan 

barang. 

Klasifikasi Jual Beli dari Sisi Cara Standarisasi Harga 

a) Jual beli Bargainal (Tawar-menawar). Yakni jual beli di mana penjual tidak memberitahukan 
modal barang yang dijualnya. 

b) Jual beli amanah. Yakni jual beli di mana penjual mem-beritahukan harga modal jualannya. 
Dengan dasar jual beli ini, jenis jual beli tersebut terbagi lain menjadi tiga jenis lain: 

e Jual beli murabahah. Yakni jual beli dengan modal dan ke-untungan yang diketahui. 
e Jual beli wadhi"ah. yakni jual dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian 
yang diketahui. 
e Jual beli tauliyah. Yakni jual beli dengan menjual barang dalam harga modal, tanpa 
keuntungan dan kerugian. 
Sebagian ahli figih menambahkan lagi jenis jual beli yaitu jual beli isyrak dan mustarsal. 
Isyrak adalah menjual sebagian barang dengan sebagian uang bayaran. Sedang jual beli 
mustarsal adalah jual beli dengan harga pasar. Mustarsil adalah orang lugu yang tidak 
mengerti harga dan tawar menawar. 

c) Jual beli muzayadah (lelang). Yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang 
dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran 
dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para 
pembeli tersebut. 

Kebalikannya disebut dengan jual beli munagadhah (obral). Yakni si pembeli 
menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual 
berlomba menawarkan dagang-annya, kemudian si pembeli akan membeli dengan harga 
ter-murah yang mereka tawarkan. 

Pembagian Jual Beli Dilihat dari Cara Pembayaran 

Ditinjau dari sisi ini, jual beli terbagi menjadi empat bagian: 

Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung. 
Jual beli dengan pembayaran tertunda. 


Jual beli dengan penyerahan barang tertunda. 
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e Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda. 


SYARAT-SYARAT SAH JUAL BELI 

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus 
direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan 
pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjual-belikan. 

Pertama: Yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam 
melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. 
Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa. 

Kedua: Yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut: 

a. Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa dise-rahterimakan, dan merupakan milik 
penuh salah satu pihak. 

Tidak sah menjualbelikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan 
daging babi. Karena benda-benda ter-sebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Di antara 
bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. 

Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (lever) dan limpa, karena 
ada dalil yang mengindikasikan demikian. 

Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik, karena ada dalil yang 
menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualian, melainkan dalam jual beli as-Salm. 
Yakni sejenis jual beli dengan menjual barang yang digambarkan kri-terianya secara jelas dalam 
kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu tetapi barang diserahterimakan 
bela-kangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini. 

Tidak sah juga menjual barang yang tidak ada atau yang ber-ada di luar kemampuan 
penjual untuk menyerahkannya seperti menjual Malagih, Madhamin atau menjual ikan yang 
masih dalam air, burung yang masih terbang di udara dan sejenisnya. Malagih adalah anak yang 
masih dalam tulang sulbi pejantan. Sementara madhamin adalah anak yang masih dalam tulang 
dada hewan be-tina. 

Adapun jual beli fudhuliy yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang 
diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari 
pemilik barang. Ada perbedaan pendapat tentang jual beli jenis ini. Na-mun yang benar adalah 


tergantung izin dari pemilik barang. 
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b. Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pemba-yarannya, agar tidak terkena faktor 


"ketidaktahuan" yang bisa termasuk "menjual kucing dalam karung", karena itu dilarang. 


c. Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang 
diketahui atau tidak di-ketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan 
syarat apabila sudah dibayar, maka jual beli itu diba-talkan. Itu disebut dengan "jual beli 


pelunasan". 


Prinsip Jual Beli dalam Ajaran Islam 


Saudaraku! Kita adalah penduduk Indonesia yang bermazhabkan dengan mazhab Imam As 


Syafi'i, maka sudah sepantasnyalah untuk mengamalkan petuah beliau... 


Aa dala3 #GAYI IG (3 talal dala3 SAN SI ya 
"Barang siapa yang menginginkan keuntungan di dunia, maka hendaknya ia berilmu dan barang siapa 


yang menginginkan keuntungan akhirat, maka hendaknya ia juga berilmu." 


Petuah yang begitu indah dan layak untuk dituliskan dengan tinta emas. Betapa tidak, apalah 
yang akan menimpa kita bila kita beramal, baik urusan agama atau dunia tanpa dasar ilmu yang cukup. 

Bila kita beramal dalam urusan agama tanpa dasar ilmu, maka tak ayal lagi kita akan terjerumus 
ke dalam amalan bid'ah. Dan bila dalam urusan dunia, niscaya kita terjerumus dalam perbuatan haram, 
atau kebinasaan. 

Jauh-jauh hari Khalifah Umar bin Khattab radhiallahu 'anhu telah berpesan kepada kaum 


muslimin secara umum: 

Sila plg yg. Saat Iga pall ae pal 2 KI UJI USI Yl, Asa Uya YI Us AA Ja 
GA At CA Gb AAA 3 ja SL UE da Y Hail Gia 

"Hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita selain orang yang telah faham (berilmu), bila tidak, niscaya 


ia akan memakan riba." (Ucapan beliau dengan teks demikian ini dinukilkan oleh Ibnu Abdil Bar Al 


Maliky) 
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Dan ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga Imam At Tirmizy dengan teks yang 
sedikit berbeda: "Hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita selain orang yang telah memiliki bekal 
ilmu agama." (Riwayat ini dihasankan oleh Al Albany) 

Imam Al Ourthuby Al Maliky menjelaskan: "Orang yang bodoh tentang hukum perniagaan,- 
walaupun perbuatannya tidak dihalangi- maka tidak pantas untuk diberi kepercayaan sepenuhnya dalam 
mengelola harta bendanya. Yang demikian ini dikarenakan ia tidak dapat membedakan perniagaan 
terlarang dari yang dibenarkan, transaksi halal dari yang haram. Sebagaimana ia juga dikawatirkan akan 
melakukan praktek riba dan transaksi haram lainnya. Hal ini juga berlaku pada orang kafir yang tinggal di 


negri Islam." (Ahkaamul Our'an oleh Imam Al Ourthuby Al Maaliky 5/29) 


1. HUKUM ASAL SETIAP TRANSAKSI ADALAH HALAL 

Hubungan interaksi antara sesama manusia, baik yang tunduk kepada syari'at atau yang keluar 
dari ketaatan kepadanya tidak terbatas. Setiap masa dan daerah terjadi berbagai bentuk dan model 
interaksi sesama mereka yang berbeda dengan bentuk interaksi pada masa dan daerah lainnya. Oleh 
karena bukan suatu hal bijak bila hubungan interaksi sesama mereka dikekang dan dibatasi dalam 
bentuk tertentu. Karena itulah dalam syari'at Islam tidak pernah ada dalil yang membatasi model 
interaksi sesama mereka. Ini adalah suatu hal yang amat jelas dan diketahui oleh setiap orang yang 
memahami syari'at islam, walau hanya sedikit. 


Sebagai salah satu buktinya, dalam ilmu figih dikenal suatu kaedah besar yang berbunyi: 


"Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya." 


Kaedah ini didukung oleh banyak dalil dalam Al Gur'an dan As Sunnah, diantaranya adalah firman Allah 


Ta'ala: 
beras KAU Aa ASI GR Gal Ah 


"Dialah yang menciptakan untuk kamu segala yang ada di bumi seluruhnya." (Os, Al-Bagarah 29) 


Dan juga sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: 


ala ol3) .Stasa al alel Asal 


"Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian." (Riwayat Muslim) 


Adapun yang berkaitan dengan peniagaan secara khusus, maka Allah Ta'ala telah berfirman: 
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UI SRG ml AMI Us 
"Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Os. Al Bagarah 275) 


Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga telah bersabda: 
Lesan LS, Wyity al La Jab Lagia anal 3 ISS Ya JI gali lal 
"Bila dua orang telah berjaul-beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak pilih, selama 


keduanya belum berpisah dan mereka masih bersama-sama (satu majlis)." (Riwayat Al Bukhary no: 4917, 


dan Muslim no: 1531, dari hadits riwayat Ibnu Umar radhiallahu 'anhu) 


3 US sam Jan Jil Jas JB Senada KI Gl il Ja GIS JB Aa us 


SY daa Sllal 3 (il pala! , anal 213) 0 HA 
"Dari sahabat Rafi' bin Khadij ia menuturkan: "Dikatakan (kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam) 
Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: "Hasil pekerjaan seseorang 
dangan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik." (Riwayat Ahmad, At Thabrany, Al Hakim, 


dan dishahihkan oleh Syeikh Al Albany. Hadits-hadits yang semakna dengan ini banyak sekali.) 


Para ulama' juga telah menyepakati bahwa perniagaan adalah pekerjaan yang dibolehkan, dan 
kesepakatan ini telah menjadi suatu bagian dari syari'at Islam yang telah diketahui oleh setiap orang. 
Sebagai salah satu buktinya, setiap ulama' yang menuliskan kitab figih, atau kitab hadits, mereka 
senantiasa mengkhususkan satu bab untuk membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan 
perniagaan. 

Berangkat dari dalil-dalil ini, para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan 


adalah boleh, selama tidak menyelisihi syari'at. 


2. SEBAB-SEBAB DIHARAMKANNYA SUATU PERNIAGAAN 

Bila telah dipahami bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, maka hal yang 
semestinya dikenali ialah hal-hal yang menjadikan suatu perniagaan diharamkan dalam Islam. Karena 
hal-hal yang menyebabkan suatu transaksi dilarang sedikit jumlahnya, berbeda halnya dengan 
perniagaan yang dibolehkan, jumlahnya tidak terbatas. 

Imam Ibnu Rusyud Al Maliky berkata: "Bila engkau meneliti berbagai sebab yang karenanya 
suatu perniagaan dilarang dalam syari'at, dan sebab-sebab itu berlaku pada seluruh jenis perniagaan, 


niscaya engkau dapatkan sebab-sebab itu terangkaum dalam empat hal: 
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Barang yang menjadi obyek perniagaan adalah barang yang diharamkan. 
1. Adanya unsur riba. 
2. Adanya ketidak jelasan (gharar). 


3. Adanya persyaratan yang memancing timbulnya dua hal di atas (riba dan gharar). 
Inilah hal-hal paling utama yang menjadikan suatu perniagaan terlarang." (Bidayatul Mujtahid 2/102) 


Perincian dari keempat faktor di atas membutuhkan penjelasan yang panjang dan lebar, 
sehingga pembahasannyapun membutuhkan waktu yang lebih luas. 

Keempat faktor yang disebutkan oleh imam Ibnu Rusyud di atas, adalah faktor penyebab 
terlarangnya suatu perniagaan dan yang terdapat pada rangkaian perniagaan tersebut. 

Masih ada faktor-faktor lain yang menjadikan suatu perniagaan dilarang, akan tetapi faktor- 


faktor tersebut merupakan faktor luar. Diantara faktor-faktor tersebut ialah: 


1. Waktu. 
Dilarang bagi seorang muslim untuk mengadakan akap perniagaan setelah muazzin 


mengumandangkan azan kedua pada hari jum'at. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: 
HA ARIS ARI IA AMIN JSI Gl Tetala RRAAN Ap Usa BU Geni 3) IA Gas GG 
F5 3 NO Oa £ o 
Coral ari Ul ASI 
"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka 


bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik 


bagimu jika kamu mengetahui." (Os. Al Jum'ah: 9) 


2. Penipuan. 
Telah diketahui bersama bahwa penipuan diharamkan Allah, dalam segala hal. Dan bila 


penipuan terjadi pada akad perniagaan, maka tindakan ini menjadikan perniagan tersebut diharamkan: 


Siak si LAS gp) eLagarya Gg Lagi ly ya Liga Waka gali e jia al La JUSIU Glagal 


dale (Gia (Logan AS p 


"Kedua orang yang saling berniaga memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah, dan bila 


keduanya berlaku jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi untuk mereka penjualannya, dan bila 
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mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan dihapuskan keberkahan penjualannya." 


(Muttafagun 'alaih) 


Pada hadits lain Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menegaskan: 
Lia nL | . na Ca 


"Barang siapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami." (Riwayat Muslim) 


3. Merugikan orang lain. 
Iu pa Pe el sia aan aa sa Ba GE 
delgah al alas Ng S3 Ulang aa ie Sans an V3 Ioi V3 Tone Y3 Itali 

dale Gila 0 jang Yg Alay Yg dallas Y alusall SI aluall 


"Dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu 'anhu ia menuturkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: Janganlah engkau saling hasad, janganlah saling menaikkan penawaran barang (padahal tidak 
ingin membelinya), janganlah saling membenci, janganlah saling merencanakan kejelekan, janganlah 
sebagian dariu kalian melangkahi pembelian sebagian lainnya, dan jadilah hamba-hamba Allah yang 
saling bersaudara. Seorang muslim adalah saudara orang muslim lainnya, tidaklah ia menzhalimi 
saudaranyanya, dan tidaklah ia membiarkannya dianiaya orang lain, dan tidaklah ia menghinanya." 


(Muttafagun 'alaih) 


Diantara bentuk-bentuk perniagaan yang merugikan orang lain ialah: 
a. Menimbun barang dagangan. 
Diantara bentuk penerapan terhadap prinsip ini ialah diharamkannya menimbun barang 


kebutuhan masyarakat banyak, sebagaimana disabdakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: 
dope g aluaols) iba gai Sial ya 
"Barang siapa yang menimbun maka ia telah berbuat dosa." (Riwayat Muslim) 


b. Melangkahi penawaran atau penjualan sesama muslim. 


Ab piala gu Yg Dasa Yg Oa ga AE Suara sn Y, LS JI Ijali Y 
alua 9 4 Wall ol3) 
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"Janganlah kamu menghadang orang-orang kampung yang membawa barang dagangannya (ke 
pasar), dan janganlah sebagian dari kamu melangkahi penjualan sebagian yang lain, dan 
jangalan kamu saling menaikkan tawaran suatu barang (tanpa niat untuk membelinya), dan 
janganlah orang kota menjualkan barang dagangan milik orang kampung." (Riwayat Bukhary dan 
Muslim) 


c. Percaloan 
aa 1 ala 9 dala AI aa dil Sgany Jl Ji Ai Al Goa dl Ae ja ala Ye 


ala ol3) MISA Uya agan Al GX ll esa ah pala 
"Dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiallahu 'anhu ia menuturkan: Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam 
bersabda: "Janganlah orang kota menjualkan barang-barang milik orang kampung, biarkanlah 


masyarakat, sebagian diberi rizki oleh Allah dari sebagian lainnya." (Riwayat Muslim) 


3. KEUNTUNGAN DALAM SYARIAT ISLAM 
Sejalan dengan kuatnya pengaruh pola pikir orang-orang non muslim yang tidak beriman kepada 
Allah dan hari akhir, maka kebanyakan ekonom muslimpun menjadi sempit pandangan terhadap arti 
keuntungan. 
Para ekonom muslim banyak yang membeo dengan teori dan doktrin musuh-musuh mereka. 
Sikap membeo ini dapat kita buktikan dengan nyata pada dua doktrin besar: 
e Keuntungan hanya ada satu, yaitu keuntungan materi atau yang berujung pada materi. 
e Setiap dana yang kita kelola sendiri atau digunakan oleh saudara kita, maka harus 
mendatangkan keuntungan materi. Terkesan bahwa dunia usaha pasti menguntungkan, ia lupa 


bahwa dunia usaha juga mengenal kerugian. 


Dua doktrin ini adalah cerminan dari jauhnya para pelaku kegiatan ekonomi zaman sekarang 
dari keimanan kepada Allah dan hari akhir. 
Dua doktrin ini adalah salah satu penyebab terjerumusnya para pengusaha ke dalam perbuatan 


haram, mengejar keuntungan materi dengan menghalalkan segala macam cara: 
Call Ad Jang agilicl Igad yg alu 9 date dil ola dil Jgn Doalartula Nail yna 
Unhas Gala yill olg) away yag AA SSI ya YI AA dalil aga Osama Jail Ol 1 Jaa 
SY danang (lal 3 lan 
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"Wahai para pedagang! Maka mereka memperhatikan seruan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
dan mereka menengadahkan leher dan pandangan mereka kepada beliau. Lalu beliau bersabda: 
"Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan kelak pada hari giyamat sebagai orang-orang fajir 
(jahat) kecuali pedagang yang bertagwa kepada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur." (Riwayat At 
Timizy, Ibnu Hibban, Al Hakim dan dishahihkan oleh Al Albany) 


Saudaraku! Sudah barang tentu, dua doktrin ini tidak dapat dan tidak boleh diamalkan oleh 
umat Islam. 
Syari'at Islam telah mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa memiliki pandangan yang luas 
tentang keuntungan usaha. 
Islam telah mengenalkan kepada umatnya bahwa keuntungan usaha dapat terwujud dalam dua hal 
e Keuntungan materi. 


e Keuntungan non materi, yang berupa keberkahan, pahala dan keridhaan Allah. 


Saudaraku, renungkanlah dua hadits berikut: 


Hadits pertama: 


ad La pall Gbenall 1 Jl alas 3 Ale AI laa (ai ye die AI oma) Aja Un AA US 
dile Gila Laguy AS ya Citata LAS LAS UI 3 (Laguy Gd Lag El) ga Lin ana Ga daya 


"Dari sahabat Hakim bin Hizam radhiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: 
"Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah, 
bila keduanya berlaku jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi untuk mereka penjualannya, dan bila 
mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan dihapuskan keberkahan penjualannya." 


(Muttafagun 'alaih) 


Hadits kedua: 

ena anna Ia ab su Aoa na ANN aa ae 

CSI Gl Lag LB Liam AI GngaKa Yg 1JE Masal 8 Calae Jia al JI Ya dil 

sahih Ikat 0 ypural! jail, pan gal! Cile yassil SISA JI all (BIS ya US call pall Ts 
Ale Gila (ane Ye Day las calia Io Gal UI 
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"Sahabat Huzaifah radhiallahu 'anhu menuturkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
besabda: "Allah mendatangkan salah seorang hamba-Nya yang pernah Ia beri harta kekayaan, kemudian 
Allah berfirman kepadanya: Apa yang engkau lakukan ketika di dunia? (Dan mereka tidak dapat 
menyembunyikan dari Allah suatu kejadian) (Surat An Nisa 42) lapun menjawab: Wahai Tuhanku, 
Engkau telah mengaruniakan kepadaku harta kekayaan, dan dahulu aku berjual-beli dengan orang lain, 
dan dahulu kebiasaanku (akhlagku) adalah senantiasa memudahkan, dahulu aku meringankan (tagihan) 
orang yang mampu dan menunda (tagihan kepada) orang yang tidak mampu. Kemudian Allah berfirman: 
Aku lebih berhak untuk melakukan ini daripada engkau, mudahkanlah hamba-kKu ini." (Muttafagun 
'alaih) 

Berdasarkan inilah, Syari'at Islam membagi transaksi ditinjau dari tujuannya ke dalam tiga 
bagian besar, sebagaimana telah dijelaskan pada poin pertama. 

Adapun batasan keuntungan yang dibenarkan syari'at, maka sebenarnya tidak ada dalil yang 
membatasinya. Dengan demikian berapapun keuntungan yang diambil oleh seorang pengusaha, maka 


itu sah-sah saja, asalkan didasari oleh asas suka sama suka 
ente | Jia al 9 dal Adil elu dil Joan) Ha JB Ai Al aa) AA 3 ye Ye 
AAS pall Al Lead | jlisag Slita Asia jlisas Lada Curat ppi Cu judi BLS gl Lysutal da 


dala Gal Sia jill g aghd gal ola) AA ajh HN JAN Ga jBI jl USA cam 
"Dari sahabat Urwah Al Barigy radhiallahu 'anhu, ia mengisahkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
memberiku uang satu dinar agar aku membelikan untuknya seekor kambing korban, atau seekor 
kambing, kemudian akupun membeli dua ekor kambing (dengan uang satu diner tersebut), dan 
kemudian aku menjual kembali seekor kambing seharga satu dinar, sehingga aku datang menemui 
beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi 
wa sallam mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli 
debu, niscaya ia akan mendapatkan laba darinya." (Riwayat Abu Dawud, At Tirmizy dan Ibnu Majah) 
Walau demi, dianjurkan kepada setiap pengusaha muslim untuk memudahkan dan meringankan 


saudaranya dalam setiap urusannya, tanpa terkecuali dalam hal perniagaan. 
Ia ana Me Ra aa Na UR aa Ga 
cit Hy JB Uas AA ya Yg 1 JB Masal Pc Calac Jala 14) Jaa «YLa dil ol 
cimad yanN Halyadi 3 Ae sana Ssh ad Al da DR al au ea aah 

dale Gilia (ane ye Ie alas cela Ky Gal Ul tatl Jia 
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"Sahabat Huzaifah radhiallahu 'anhu menuturkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam besabda: 
"Allah mendatangkan salah seorang hamba-Nya yang pernah Ia beri harta kekayaan, kemudian Allah 
berfirman kepadanya: Apa yang engkau lakukan ketika di dunia? (Dan mereka tidak dapat 
menyembunyikan dari Allah suatu kejadian) (Surat An Nisa 42) lapun menjawab: Wahai Tuhanku, 
Engkau telah mengaruniakan kepadaku harta kekayaan, dan dahulu aku berjual-beli dengan orang lain, 
dan dahulu kebiasaanku (akhlagku) adalah senantiasa memudahkan, dahulu aku meringankan (tagihan) 
orang yang mampu dan menunda (tagihan kepada) orang yang tidak mampu. Kemudian Allah berfirman: 
Aku lebih berhak untuk melakukan ini daripada engkau, mudahkanlah hamba-kKu ini." (Muttafagun 
'alaih) 

Saudaraku! Sebagaiman telah disinggung di atas, bahwa dunia usaha selalu mengenal dua sejoli 
yang senantiasa berpasang-pasangan, yaitu keuntungan dan kerugian. Pertanyaan yang seyogyanya 
anda renungkan ialah: Siapakah yang berhak mendapatkan keuntungan (materi) dalam syari'at islam 

Jawabannya: Yang berhak mendapat keuntungan ialah orang yang siap menerima kenyataan 
dunia usaha apa adanya. Bila dunia usaha merugi, maka ia siap menaggungnya dan bila menguntung, 
maka iapun dengan senang hati menerimanya. Pengusaha yang demikian inilah yang berhak 
mendapatkan keuntungan. Inilah salah satu prinsip perniagaan yang digariskan oleh Nabi shallallahu 


'alaihi wa sallam melalu sabdanya: 
Olah ay 
"Penghasilan/kegunaan adalah imbalan atas kesiapan menanggung jaminan." (Riwayat Ahmad, Abu 


Dawud, At Tirmizy, An Nasai dan dinyatakan sebagai hadits hasan oleh Al Albani) 


4. ASAS SUKA SAMA SUKA 

Islam adalah syarai'at yang benar-benar menghormati hak kepemilikan umatnya. Oleh karena 
itu, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk memakan atau menggunakan harta saudaranya kecuali bila 
sudaranya benar-benar merelakannya, baik melalui perniagaan atau lainnya. 
Allah Ta'ala berfirman: 

Sia pen Ye SS 03 OP UI JA Ain SIN AT IS Y Nail Gaal Ca G 

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (Os. An 
Nisa': 29) 


Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 


44 


BA -ya 


aga galg damlolyy M3 8 dual Unae ASI (yag lala Yg We Y Asal plis Sani AAL Y 
"Janganlah sekali-kali salah seorang darimu mengambil harta saudaranya, baik berpura-pura atau 
sungguh-sungguh.Dan barang siapa yang terlanjur mengambil —sebagai contoh- tongkat saudaranya, 
hendaknya ia segera mengembalikannya." (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, At Tirmizy dan dinyatakan 


sebagai hadits hasan oleh Al Albani) 


Pada hadits lain, beliau juga bersabda: 
dmna 9 (ega! 3 silat JSI 3 em ol) Aa pat tandas VI aliwa 25 yah Ula Jan Y 
AYI Jasa) 


"Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya." (Riwayat Ahmad, Ad 


Daraguthny, Al Baihagy dam dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dan Al Albany) 


Dan dalam hadits lain beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda secara khusus tentang perniagaan: 
SINI dag gam Gal 9 Raka Gaal ol) Lal J3 Ye gal Usil 
"Sesungguhnya perniagaan itu hanyalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka." (Riwayat 


Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan dishahihkan oleh Al Albany) 


Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi kedua belah pihak yang menjalankan suatu transaksi 


untuk berpisah kecuali bila telah tercapai kata sepakat. 


Bila tidak ada kata sepakat, maka transaksipun tidak ada. 
AYI Mama (ega! 3 (Sia YAI 3 Iga gal 3 Aam) ol4) ali us »A| gus aa Y 
"Janganlah sekali-kali kedua orang yang berjual-beli saling berpisah kecuali atas dasar suka-sama suka." 


(Riwayat Ahmad, Abu Dawud, At Tirmizy, Al Baihagy, dan dishahihkan oleh Al Albany) 


Berdasarkan persyaratan ini, maka tidak sah akad penjualan yang dilakukan oleh orang yang 
dipaksa tanpa ada alasan yang dibenarkan. 

Orang yang dipaksa adalah orang yang dipojokkan sehingga tidak dapat menolak penjualan 
tersebut, sehingga ia terpaksa menjual hartanya. Misalnya bila ada seseorang memaksa orang lain untuk 


menjual hartanya, dan bila tidak, ia akan dibunuh, kemudian karena takut dibunuh pemilik barang 
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tersebut terpaksa menjualnya, maka akad penjualan itu tidak sah, karena akad tersebut tidak didasari 
oleh asas suka sama suka 

Syeikkh Ibnu Utsaimin rahimahullah mencontohkan contoh lain bagi persyaratan ini: "Bila anda 
mengetahui bahwa penjual ini menjual barangnya kepada anda karena semata-mata rasa malu dan 
segan, maka tidak boleh bagi anda untuk membeli darinya, selama anda tahu bahwa seandainya bukan 
karena rasa malu dan segan, niscaya ia tidak akan menjual barang itu kepada anda. Oleh karena itu para 
ulama' rahimahumullah berkata: haram hukumnya menerima hadiah dari seseorang yang ia 
memberikankan hadiah itu kepada anda hanya karena rasa malu dan segan, karena walaupun ia tidak 
berterus terang bahwa ia tidak ridha/ rela, akan tetapi gelagatnya menunjukkan dengan jelas bahwa ia 
tidak rela." (As Syarhul Mumti' 8/121-122) 
Perlu dicatat: bahwa maksud paksaan di sini ialah paksaan yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan. 

Akan tetapi bila ada orang yang dipaksa untuk menjual hartanya dengan alasan yang dibenarkan, 
dan kemudian iapun menjual barangnya, maka penjualannya itu sah. Sebagai konsekwensinya, kitapun 
dibenarkan untuk membeli darinya barang tersebut. Yang demikian itu, karena akad ini bertujuan 
menegakkan kebenaran, dan tidak bermaksud menimpakan kedlaliman atau merampas harta orang lain. 

Contohnya: Orang yang telah menggadaikan rumahnya kepada seseorang sebagai jaminan atas 
suatu piutang yang ia tanggung, dan ketika jatuh tempo pembayaran hutang, penerima hutang tidak 
mampu membayar hutangnya, maka rumah yang telah ia gadaikan harus dijual guna melunasi 


hutangnya, tanpa memperdulikan apakah pemilik rumah rela dengan penjualan tersebut atau tidak. 


Demikian apa yang dapat saya utarakan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. 

Sl gan Uyas Eibiai Lie, Elal ya (ye SNAY Uas Aa 
"Ya Allah, limpahkanlah kecukupan kepada kami dengan rizgi-Mu yang halal dari memakan harta yang 
Engkau haramkan, dan cukupkanlah kami dengan kemurahan-Mu dari mengharapkan uluran tangan 
selain-Mu." Wallahu a'alam bisshowab. 


Footnotes: 


(1) Yang dimaksud dengan penitipan di sini ialah penitipan yang tanpa dipungut upah. Adapun penitipan yang 
sering terjadi di masyarakt, misalnya penitipan sepeda motor, mobil, dll yang dipungut biaya penitipan, 
maka akad ini sebenarnya bukan akad penitipan, akan tetapi akad jual-beli jasa, yang diistilahkan dalam 
ilmu figih dengan akad ijarah (kontrak kerja). 


(2) Yang dimaksud dengan akad yang serupa dengan keduanya ialah seluruh akad yang bertujuan untuk mencari 


keuntungan. 
“##Penulis: Ustadz Muhammad Arifin Badri, M.A 
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HUKUM JUAL BELI 


Hukun Jual Beli 

Jual beli adalah perkara yang diperbolehkan berdasarkan al Kitab, as Sunnah, ijma serta giyas : 

Allah Ta'ala berfirman :" Dan Allah menghalalkan jual beli Al Bagarah" 

Allah Ta'ala berfirman : " tidaklah dosa bagi kalian untuk mencari keutaman (rizki) dari Rabbmu " (Al 
Bagarah : 198, ayat ini berkaitan dengan jual beli di musim haji) 

Dan Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda "Dua orang yang saling berjual beli punya hak 
untuk saling memilih selama mereka tidak saling berpisah, maka jika keduianya saling jujur dalam jual 
beli dan menerangkan keadaan barang-barangnya (dari aib dan cacat), maka akan diberikan barokah jual 
beli bagi keduanya, dan apabila keduanya saling berdusta dan saling menyembunyikan aibnya maka 
akan dicabut barokah jual beli dari keduanya" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan shahihkan 
oleh Syaikh Al Bany dalam shahih Jami no. 2886) 

Dan para ulama telah ijma (sepakat) atas perkara (bolehnya) jual beli, adapun giyas yaitu dari 
satu sisi bahwa kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli, karena kebutuhan manusia 
berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa harga atau sesuaitu yang dihargai (barang 
dan jasa) dan dia tidak dapat mendapatkannya kecuali dengan menggantinya dengan sesuatu yang lain, 
maka jelaslah hikmah itu menuntut dibolehkannya jual beli untuik sampai kepada tujuan yang 


dikehendaki. 


Hukum Jual Beli JUZAF (JUAL BELI SPEKULATIF) 


oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & Prof.Dr.Shalah ash-Shawi 


Termasuk hal yang tersebar di dunia usaha modern adalah penjualan sebagian aset secara 
kolektif dengan hitungan global tanpa mengetahui ukuran dan jumlahnya secara rinci. Itu dikenal dalam 
figih Islam sebagai jual beli juzaf. Sebenarnya sejauh mana jual beli aset dengan cara demikian 


disyariatkan? Itulah yang akan penulis jelaskan dalam lembaran-lembaran berikut: 


Definisi Jual Beli Juzaf (Spekulatif) 
Juzaf secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak. 
Jual beli juzaf dalam terminologi ilmu figih yaitu: Menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang 


atau dihitung secara bo-rongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. 
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Contohnya adalah menjual setumpuk makanan tanpa menge-tahui takarannya, atau menjual 
setumpuk pakaian tanpa menge-tahui jumlahnya. Atau menjual sebidang tanah tanpa mengetahui 


luasnya. 


Hukum Jual Beli Spekulatif 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu 
harus diketahui. Maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual beli 
spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang 
dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membu-tuhkannya. 

Di antara dalil disyariatkannya jual beli ini adalah hadits Ibnu Umar p bahwa ia menceritakan, 
"Kami biasa membeli makanan dari para kafilah dagang dengan cara spekulatif. Lalu Rasulullah melarang 
kami menjualnya sebelum kami memin-dahkannya dari tempatnya." 

Dalam riwayat lain disebutkan, "Aku pernah melihat para sahabat di zaman Rasulullah kalau 
membeli makanan secara spekulatif, mereka diberi hukuman pukulan bila menjualnya lang-sung di 
lokasi pembelian, kecuali kalau mereka telah memin-dahkannya ke kendaraan mereka." HR. Bukhori 

Dalam hadits ini terdapat indikasi bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli 
spekulatif, sehingga hal itu menunjukkan bahwa jual beli semacam itu dibolehkan. 

Para ulama ahli figih bersepakat membolehkan secara global, lain halnya pada sebagian bentuk 


aplikatifnya secara rinci. 


Syarat-syarat Jual Beli Spekulatif 
Agar dibolehkan melakukan jual beli juzaf atau spekulatif ini ada sejumlah syarat yang harus 
dipenuhi. Para ahli figih Malikiyah telah menyebutkan sebagian di antaranya, yakni seba-gai berikut: 

o Baik pembeli atau penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Kalau salah seorang 
di antaranya mengetahui, jual beli itu tidak sah. 

o Jumlah barang dagangan jangan banyak sekali sehingga sulit untuk diprediksikan. Atau 
sebaliknya, terlalu sedikit sekali sehingga terlalu mudah untuk dihitung, jadi penjualan spekulatif 
ini menjadi tidak ada gunanya. 

Oo Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam 
spekulasi. 

o Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika 


terjadi akad. 
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Kalangan Malikiyah adalah yang paling banyak merinci persyaratan-persyaratan ini. Dalam 


sebagian persyaratan, ada juga selain madzhab Malikiyah yang ikut merincinya. 


Menjual Komoditi Riba Fadhal Secara Spekulatif 

Komoditi riba fadhal tidak boleh dijual dengan jenis yang sama secara spekulatif. Satu tandan 
kurma misalnya tidak bisa dijual dengan satu tandan kurma lain. Karena syarat dibolehkannya menjual 
komoditi-komoditi riba fadhal itu dengan yang sejenisnya adalah adanya kesamaan ukuran dan serah 
terima langsung. Se-mentara jual beli spekulatif tidak merealisasikan kesamaan ukuran itu karena 
berdasarkan spekulasi dan perkiraan saja. Padahal kaidah dalam jual beli komoditi riba fadhal 


"Ketidaktahuan akan kesamaan sama saja dengan mengetahui adanya perbedaan". 


SEBAB-SEBAB DILARANGNYA JUAL BELI 


Sebab-sebab Dilarang Jual Beli Bisa Kembali Kepada Akad Jual Beli dan Bisa Kepada Hal Lain 
Larangan yang kembali kepada akad dasarnya adalah tidak terpenuhinya persyaratan sahnya 
jual beli sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Dan dalam kesempatan ini kita ulangi kembali 
pembahasannya yang berkaitan dengan objek jual beli-nya, dan ada juga yang berkaitan dengan 
komitmen sebuah perjanjian/akad jual beli yang disepakati. 
Yang berkaitan dengan objeknya adalah sebagai berikut: 

o Tidak terpenuhinya syarat adanya perjanjian. Yakni men-jual yang tidak ada, seperti menjual 
anak binatang yang masih dalam tulang sulbi pejantannya atau masih tulang dada induknya, 
menjual janin yang masih dalam perut induknya dan sejenisnya. 

o Tidak terpenuhinya syarat nilai dan fungsi yang disyariatkan dari objek yang diperjualbelikan, 
seperti menjual bangkai, daging babi dan benda-benda haram lainnya, atau menjual barang- 
barang najis. Karena semua itu dianggap tidak bernilai, meskipun sebagian orang 
menganggapnya bernilai karena tidak memandangnya dengan hukum syariat. 

o Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual. Seperti jual beli fudhuliy 
dengan menjual barang milik orang lain tanpa izinnya dan tanpa surat kuasa darinya. Sehingga 
juga tidak sah menjual harta wakaf, masjid, harta sedekah atau hibah sebelum diserahterimakan 
kepada penjual, atau menjual harta rampasan perang sebelum dibagi-bagikan, dan sejenisnya. 

Yang berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya ada dua macam: 

o Karena jual beli yang mengandung riba. 


o Karena jual beli yang mengandung kecurangan. 
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Sementara sebab-sebab larangan yang tidak kembali kepada akadnya atau terhadap komitmen 
perjanjian jual belinya, namun berkaitan dengan hal-hal lain di luar kedua hal tersebut ada dua macam: 

Pertama: Yang barometer larangannya itu kembali kepada terjadinya penyulitan dan sikap 
merugikan, seperti seorang mus-lim yang menjual barang yang masih dalam proses transaksi temannya, 
atau menjual senjata pada masa terjadinya konflik berdarah antar sesama muslim, monopoli dan 
sejenisnya. 

Kedua: Yang barometer larangan itu kembali kepada adanya pelanggaran syariat semata, seperti 
berjualan ketika sudah diku-mandangkan adzan Jum'at, atau menjual mushaf al-Our"an kepada orang 
kafir, kalau menurut berat sangkaan orang kafir itu akan menghinakannya, dan sejenisnya. 

Kemungkinan sebab paling kuat dan yang paling banyak tersebar dalam realitas kehidupan 
modern sekarang ini, yang menyebabkan rusaknya perjanjian jual beli adalah sebagai berikut: 

o Objek jual beli yang haram. 
o Riba. 
o Kecurangan. 


Oo Syarat-syarat rusak yang menggiring kepada riba, kecurangan atau kedua-duanya. 
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Kesimpulan Jual Beli Dan Hukum-Hukumnya 


oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & Prof.Dr.Shalah ash-Shawi 


Jual beli adalah menukar harta dengan harta. Menurut ter-minologi ilmu figih, artinya: Bentuk 
usaha penukaran terhadap yang bukan fasilitas atau kenikmatan. 

Asal dari jual beli adalah mubah, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya. 

Jual beli diklasifikasikan dalam banyak macam, melalui su-dut pandang yang berbeda-beda. 

Dilihat dari jenis barang yang dijadikan perjanjian, jual beli terbagi menjadi beberapa macam: 
Jual beli bebas, yakni menukar barang dengan uang. Money Changer, yakni menukar uang de-ngan uang. 
Serta barter, yakni menukar barang dengan barang. 

Dilihat dari sisi cara penetapan harga, jual beli dibagi menja-di beberapa macam pula: Pertama, 
jual beli tawar menawar. Yakni jual beli, yang penjualnya tidak memberitahu harga modal ba-rangnya. 
Kedua, jual beli amanah. Yakni jual beli, yang penjual-nya menyebutkan harga modal barangnya yang 
dengan cara itu harga bisa ditetapkan. Ketiga, jual beli lelang. Yakni menjual barang kepada yang 
memberikan harga tertinggi. 

Dilihat dari cara pembayaran, jual beli terbagi menjadi bebe-rapa macam pula: Jual beli dengan 
penyerahan barang langsung dan pembayaran kontan, disebut jual beli kontan. Lalu jual beli dengan 
pembayaran dan penyerahan barang tertunda, disebut jual beli hutang dengan hutang. Jual beli dengan 
pembayaran tertunda, disebut jual beli nasi'ah. Serta jual beli dengan penye-rahan barang tertunda, 
disebut jual beli as-Salm. 

Jual beli memiliki beberapa persyaratan yang harus selu-ruhnya dipenuhi agar akad jual belinya 
menjadi sah. Di antara syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat, yakni 
kompetensi dalam melakukan aktivitas. Ada yang berkaitan dengan barang yang dijual belikan, yakni 
mengetahui jenis barang jualan dan mengetahui harganya, serta keberadaan barang tersebut yang 
harus suci, bermanfaat dan bisa diserah-terimakan, serta merupakan milik si penjual ketika terjadi akad, 
kemudian tidak ada pembatasan waktu. 

Jual beli borongan juga diperbolehkan, yakni jual beli barang yang biasa ditakar, ditimbang atau 
dihitung secara borongan tanpa ditimbang, ditakar atau dihitung lagi, namun sesuai dengan beberapa 
syarat yang dijelaskan secara rinci oleh kalangan Mali-kiyah. 

Namun menjual komoditi riba fadhal (enam jenis) dengan yang sejenisnya dengan cara 


borongan tidak diperbolehkan, ka-rena adanya syarat kesamaan ukuran atau takaran dalam barter 
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barang komoditi riba fadhal. Sementara kaidah dalam jual beli komoditi riba fadhal itu adalah: 
Ketidaktahuan akan kesamaan sama hukumnya dengan mengetahui ketidaksamaan. 

Sebab-sebab dilarangnya jual beli ada dua macam: sebab-sebab perjanjiannya dan yang bukan 
dari perjanjiannya. 

Sebab-sebab karena perjanjian di antaranya ada yang ber-kaitan dengan substansi perjanjiannya, 
seperti tidak terpenuhinya syarat adanya barang yang dijual belikan atau adanya nilai barang tersebut, 
atau hak kepemilikan penjual terhadap barang itu. Ada juga yang berkaitan dengan komitmen akadnya, 
karena mengan-dung riba atau manipulasi. 

Sementara sebab-sebab yang bukan dari akad jual beli yang dilakukan di antaranya adalah 
kembali kepada bentuk memper-sulit orang lain, mengganggu atau melakukan penipuan. 

Adapun sebab-sebab kerusakan akad jual beli ini ada empat: Diharamkannya barang yang 
diperjualbelikan, riba, manipulasi dan syarat-syarat yang rusak yang menggiring kepada perbuatan riba, 


manipulasi atau bahkan kedua-duanya. 
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JUAL BELI AS SALAM 


SALAM - Jual Beli Sistem Pemesanan 
1. PENGERTIAN SALAM 


Kata salam, huruf sin dan lam diberi harakat fathah, adalah semakna dengan kata salaf. 
Sedangkan hakikat salam menurut syar'i adalah jual beli barang secara memesan dengan menentukan 


jenisnya ketika akad dan harganya dibayar di muka. (Fighus Sunnah III: 171). 


2. PENSYARYATAN SALAM 


Allah Subhaanahu Wata"aala berfirman : 
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 


ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (OS al-Bagarah: 282). 


Ibnu Abbas Radhiyallahu "Anhu berkata, "Saya bersaksi bahwa jual beli secara memesan yang jangka 
waktunya ditentukan sampai waktu tertentu, benar-benar telah dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya, dan 
padanya Dia membolehkannya." Kemudian ia membaca ayat di atas. (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1369, 


Mustadrak Hakim II: 286 dan Baihagi VI: 18). 


Darinya (Ibnu Abbas) Radhiyallahu "Anhu, ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang di 
Madinah, sedang mereka biasa membeli kurma secara memesan, dua tahun dan tiga tahun, maka 
tentukanlah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu, buat satu masa tertentu." 
(Muttafagun 'alaih: Fathul Bari IV: 429 no: 2240, Muslim III: 1226 no: 1604, Tirmidzi Il: 387 no: 1325, 
“Aunul Ma' bud IX: 348 no: 3446, Ibnu Majah II: 765 no: 2280 dan Nasa'i VI: 290). 


3. JUAL BELI SECARA SALAM DENGAN ORANG YANG TIDAK PUNYA MODAL 


Dalam jual beli secara memesan tidak dipersyaratkan pihak penjual secara memesan harus 
sebagai pemilik penuh. 

Dari Muhammad bin Abi al-Mujahid, ia berkata: Saya pernah diutus oleh Abdullah bin Syaddad 
dan Abu Burdah untuk menemui Abdullah bin Abi Aufa Radhiyallahu "Anhu, maka mereka berdua 
berkata, "Tanyakanlah kepada Abdullah bin Abi Aufa, apakah para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa 


sallam pada masa Beliau shallallahu “alaihi wa sallam biasa membeli hinthah secara memesan ?" 
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(Setelah ditanya), Abdullah bin Abi Aufa menjawab, "Dahulu kami biasa membeli hinthah, sya'ir dan 
minyak kepada petani dari Syam secara memesan dengan takaran tertentu dan sampai waktu tertentu 
(pula)." Saya bertanya, "Kepada orang yang punya modal pokok?" Jawab Abdullah, "Pada waktu itu, 
kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka." Kemudian saya diutus oleh Abu Burdah menemui 
Abdurrahman bin Abza, "Adalah para sahabat Nabi shallallahu “alaihi wa sallam biasa membeli barang 
secara memesan pada masa Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam namun kami tidak pernah bertanya 
kepada mereka, apakah mereka punya ladang ataukah tidak." (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1370, Fathul 
Bari IV: 430 no: 2244 dan lafadz ini bagi Imam Bukhari, “Aunul Ma'bud IX: 349 no: 3447, Nasa'| VII: 290 
dan Ibnu Majah II: 766 no: 2282). 


Sumber: Diadaptasi dari "Abdul "Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-Wajiz Fi Fighis Sunnah Wal Kitabil "Aziz, 
atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Our"an dan As-Sunnah Ash-Shahihah, terj. Ma"ruf Abdul 


Jalil (Pustaka As-Sunnah), hlm. 692 - 694. 


Dikutip dari : http://alislamu.com/index.php?option-zcom content&task—view&id-270&Itemid-22 


Diantara bukti kesempurnaan agama Islam ialah dibolehkannya jual beli dengan cara salam, 
yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran 
tunai pada saat akad dilaksanakan. Yang demikian itu, dikarenakan dengan akad ini kedua belah pihak 


mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau ghoror (untung-untungan). 


Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa: 
1. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia 
inginkan. 
2. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan 


dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. 


Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli, 
diantaranya: 

1. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, 

sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. 


Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran 
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tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada 
kewajiban apapun. 
2. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang 


waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama. 


Jual-beli dengan cara salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna 
menghindari riba. Dan mungkin ini merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari'at jual-beli salam 


seusai larangan memakan riba. Allah Ta'ala berfirman: 


SPA aa dh li ga MEA IS) Uh Gaal Gl 
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu 


yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya." (Os. Al Bagarah: 282) 


Sahabat Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata: 


dng ja dil JB AB OSN, BUSI dil Alah Brama Jaal l Oa Hilal lal 
xx Gada 9 ASLI lg) AYI 0 AU rawa Jul Ca) Ca SIS NS) | gital 4d Lal L 
AYI drag (gatal! 9 Sl 3 Rais al Gaal SINI 


Saya bersaksi bahwa jual-beli As Salaf yang terjamin hingga tempo yang ditentukan telah dihalalkan dan 
diizinkan Allah dalam Al Our'an, Allah Ta'ala berfirman (artinya): "Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu bermu'amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menulisnya." (Riwayat As Syafi'i, At Thobary, Abdurrazzag, Ibnu Abi Syaibah, Al Hakim dan Al Baihagy, 
dan dishohihkan oleh Al Albany) 


Diantara dalil yang menguatkan penafsiran sahabat Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu di atas ialah akhir dari 


ayat tersebut yang berbunyi: 
IT blg SARAN AAlg AN Sie Saha AI Alai II Va jl Va SAI Uj Keatas 3 
La jaKI OT KUA Kila Gaib AG Giaa wal SUS DA al IN 3 
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"Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 
pembayarannya.Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan 
lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. (Tulislah mu'amalah itu) kecuali bila mu'amalah itu 
berupa perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tiada dosa atasmu bila kamu tidak 


menulisnya." (Os. Al Bagarah: 282) 


Dengan demikian, ayat diatas merupakan dalil disyari'atkannya jual-beli salam. Diantara dalil 


disyari'atkannya salam ialah hadits berikut: 


Oosilay A8 3 Aiptall ala 3 dale dil laa (adl) An "JB Lage dil ea) plis al Us 
Ja AP asba 0533 Asbta JS sei GA Lalat Ca JAS TAN pita YL 


Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallhu 'anhuma, ia berkata: "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di 
kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu 
dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: 'Barang siapa yang memesan sesuatu, maka 
hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam 
timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh 


kedua belah pihak) pula." (Muttafagun 'alaih) 


SYARAT-SYARAT JUAL BELI SALAM 


Berdasarkan dalil di atas dan juga lainnya, para ulama' telah menyepakati akan disyari'atkanya 
jual-beli salam. 

Walau demikian, sebagaimana dapat dipahami dari hadits di atas, jual-beli salam memiliki 
beberapa ketentuan (persyaratan) yang harus diindahkan. Persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan 
untuk mewujudkan maksud dan hikmah dari disyari'atkannya salam, serta menjauhkan akad salam dari 


unsur riba dan ghoror (untung-untungan/spekulasi) yang dapat merugikan salah satu pihak. 


Syarat Pertama: Pembayaran Dilakukan di Muka (kontan) 
Sebagaimana dapat dipahami dari namanya, yaitu as salam yang berarti penyerahan, atau as 


salaf, yang artinya mendahulukan, maka para ulama' telah menyepakati bahwa pembayaran pada akad 


as salam harus dilakukan di muka atau kontan, tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda. 
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Adapun bila pembayaran ditunda (dihutang) sebagaimana yang sering terjadi, yaitu dengan 
memesan barang dengan tempo satu tahun, kemudian ketika pembayaran, pemesan membayar dengan 
menggunakan cek atau bank garansi yang hanya dapat dicairkan setelah beberapa bulan yang akan 


datang, maka akad seperti ini terlarang dan haram hukumnya. Hal ini berdasarkan hadits berikut: 


015) ASIL SI en 0S eri alm 3 Ale Al laa ai GI Lagic dl oa 3 oi Nana 
Lag j3l 5 aan 3 call agia calall Jal (ya Jml 9 ye Ainun cagaall 3 Alat! 3 alas Jl 
AYI 
"Dari sahabat Ibnu Umar radhiallahu "anhu, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang 
jual-beli piutang dengan piutang." (Riwayat Ad Daraguthny, Al Hakim dan Al Baihagy dan hadits ini 

dilemahkan oleh banyak ulama' diantaranya Imam As Syafi'i, Ahmad, dan disetujui oleh Al Albany) 
Walau demikian halnya, banyak ulama' yang menyatakan bahwa kesepakatan ulama' telah bulat 

untuk melarang jual-beli piutang dengan piutang. 

Imam Ahmad bin Hambal berkata: "Tidak ada satu haditspun yang shahih tentang hal ini 


(larangan menjual piutang dengan piutang-pen), akan tetapi kesepakatan ulama' telah bulat bahwa 


tidak boleh memperjual-belikan piutang dengan piutang." 
Ungkapan senada juga diutarakan oleh Ibnul Munzir. (1) 


Ibnul Oayyim berkata: "Allah mensyaratkan pada akad salam agar pembayaran dilakukan 
dengan kontan, karena bila ditunda, niscaya kedua belah pihak sama-sama berhutang tanpa ada faedah 
yang didapat. Oleh karena itu, akad ini dinamakan dengan as Salam: dikarenakan adanya pembayaran di 
muka. Sehingga bila pembayaran ditunda, maka termasuk ke dalam penjualan piutang dengan piutang, 
bahkan itulah sebanarnya penjualan piutang dengan piutang, dan beresiko tinggi, serta termasuk 


praktek untung-untungan." (2) 


Syarat Kedua: Dilakukan Pada Barang-barang yang Memiliki Kriteria Jelas 
Telah diketahui bahwa akad salam ialah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan 


pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang 


dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan 
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barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada dihadapan 
mereka berdua. Dengan demikian, ketika jatuh tempo,—diharapkan- tidak terjadi percekcokan kedua 
belah pihak seputar barang yang dimaksud. 

Adapun barang-barang yang tidak dapat ditentukan kriterianya, misalnya: kulit binatang|3|, 
sayur mayur dil, maka tidak boleh diperjual-belikan dengan cara salam, karena itu termasuk jual-beli 


ghoror (untung-untungan) yang nyata-nyata dilarang dalam hadits berikut: 


Alas og) yaa an OS Ceri aku 9 Ale AI ea il Ul 


"Bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli untung-untungan." (Riwayat Muslim) 


Syarat Ketiga: Penyebutan Kriteria Barang Pada Saat Akad Dilangsungkan 
Dari hadits di atas, dapat dipahami pula bahwa pada akad salam, penjual dan pembeli 


berkewajiban untuk menyepakati kriteria barang yang dipesan. Kriteria yang dimaksud di sini ialah 
segala hal yang bersangkutan dengan jenis, macam, warna, ukuran, jumlah barang serta setiap kriteria 
yang diinginkan dan dapat mempengaruhi harga barang. 

Sebagai contoh: Bila A hendak memesan beras kepada B, maka A berkewajiban untuk 
menyebutkan: jenis beras yang dimaksud, tahun panen, mutu beras, daerah asal serta jumlah barang. 

Masing-masing kriteria ini mempengaruhi harga beras, karena —sebagaimana diketahui 
bersama- harga beras akan berbeda sesuai dengan perbedaan jenisnya, misalnya: beras rojo lele lebih 
mahal dibanding dengan beras IR. 

Sebagaimana beras hasil panen 5 tahun lalu —biasanya- lebih murah bila dibanding dengan beras 
hasil panen tahun ini. Beras grade 1 lebih mahal dari grade 2, dan beras yang dihasilkan di daerah 
Cianjur, lebih mahal dari beras hasil daerah lainnya. 

Adapun jumlah barang, maka pasti mempengaruhi harga beras, sebab beras 1 ton sudah barang 
tentu lebih mahal bila dibandingkan dengan beras 1 kwintal dari jenis yang sama. Oleh karena itu 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada hadits di atas bersabda: 


Ala Gita patin Jl) pia OI pala JK ab Ulu ya 
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"Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah 
diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), 
dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula." (Muttafagun 'alaih) 


Bila warna barang memiliki pengaruh pda harga barang, maka warnapun harus disepakati kedua 
belah pihak. Misalnya kendaraan, harganya selain dipengaruhi oleh hal-hal diatas, juga dipengaruhi oleh 
warnanya. Kendaraan berwarna putih lebih murah dibanding dengan yang berwarna metalik atau yang 
serupa. Karenanya, bila seseorang memesan kendaraan ia harus menentukan warna kendaraan yang 
diinginkan. 

Setelah kriteria barang yang diperlukan telah disepakati, maka kelak ketika telah jatuh tempo, 
ada beberapa kemungkinan yang terjadi: 

A. Kemungkinan Pertama: Penjual berhasil mendatangkan barang sesuai kriteria yang dinginkan, 
maka pembeli harus menerimanya, dan tidak berhak untuk membatalkan akad penjualan, 


kecuali atas persetujuan penjual. 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 


AWIYI knmag Lah 83 iga!» Xaml ol 3) Lagdag ya (elo (y aluall 


"Kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan mereka." (Riwayat Ahmad, Al Baihagy 


dan lainnya, dan hadits ini dishahihkan oleh Al Albani) 


B. Kemungkinan Kedua: Penjual hanya berhasil mendatangkan barang yang kriterianya lebih 
rendah, maka pembeli berhak untuk membatalkan pesanannya dan mengambil kembali uang 
pembayaran yang telah ia serahkan kepada penjual. Sebagaimana ia juga dibenarkan untuk 
menunda atau membuat perjanjian baru dengan penjual, baik yang berkenaan dengan kriteria 
barang atau harga barang dan hal lainnya yang berkenaan dengan akad tersebut, atau 
menerima barang yang telah didatangkan oleh penjual, walaupun kriterianya lebih rendah, dan 
memaafkan penjual atau dengan membuat akad jual-beli baru. 

Sikap apapun yang ditentukan oleh pemesan pada keadaan seperti ini, maka ia tidak 
dicela karenanya. 
Walau demikian, ia dianjurkan untuk memaafkan, yaitu dengan menerima barang yang 


telah didatangkan penjual atau dengan memberikan tenggang waktu lagi, agar penjual dapat 
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mendatangkan barang yang sesuai dengan pesanan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wa sallam: 


SAK Aly) gk Ip AAN Ia gl IS) Lara SI Al Aan 
Dari sahabat Jabir bin Abdillah semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda: "Semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa 
berbuat mudah ketika ia menjual, ketika membeli dan ketika menagih." (Riwayat Bukhary) 
Selain dianjurkan untuk memaafkan, pemesan juga disyari'atkan untuk tetap 
menampakkan budi dan perilaku luhur sebagai seorang muslim sehingga tidak hanyut dalam 


amarah,dan bersikap kurang terpuji. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 


Ula Gal s Aamla Gal s Sail otg) lg ae gl Lily Silic (4 Aallaala Usa call ya 


SI, 


"Barang siapa yang menagih haknya, hendaknya ia menagihnya dengan cara yang terhormat, 
baik ia berhasil mendapatkannya atau tidak." (Riwayat At Tirmizy, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan 
Al Hakim. (4)) 


Kemungkinan Ketiga: Penjual mendatangkan barang yang lebih bagus dari yang telah dipesan, 
dengan tanpa meminta tambahan bayaran, maka para ulama' berselisih pendapat: apakah 
pemesan berkewajiban untuk menerimanya atau tidak? 

Sebagian ulama' menyatakan, bahwa pemesan berkewajiban untuk menerima barang 
tersebut, dan ia tidak berhak untuk membatalkan pemesanannya. 

Mereka berdalih bahwa: Penjual telah memenuhi pesanannya tanpa ada sedikitpun 
kriteria yang terkurangi, dan bahkan ia telah berbuat baik kepada pemesan dengan 
mendatangkan barang yang lebih baik tanpa meminta tambahan uang. (SJ 

Sebagian ulama' lainnya berpendapat: Bahwa pemesan berhak untuk menolak barang 
yang didatangkan oleh penjual, apabila ia menduga bahwa suatu saat penjual akan menyakiti 
perasaannya, yaitu dengan mengungkit-ungkit kejadian tersebut di hadapan orang lain. Akan 


tetapi bila ia yakin bahwa penjual tidak akan melakukan hal itu, maka ia wajib untuk menerima 
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barang tersebut. Hal ini karena penjual telah berbuat baik, dan setiap orang yang berbuat baik 


tidak layak untuk dicela atau disusahkan: 


91 Ang! Jaran Ga Catusall (le La 
"Tiada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik." (Os. At Taubah: 91) 
(6J 
Pendapat kedua inilah yang lebih moderat dan kuat, karena padanya tergabung seluruh 


dalil dan alasan yang ada pada permasalahan ini, wallahu a'alam bis showab. 


Syarat Keempat: Penentuan Tempo Penyerahan Barang Pesanan 
Tidak aneh bila pada akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan 


tentang tempo pengadaan barang pesanan. Dan tempo yang disepakati —-menurut kebanyakan ulama'- 
haruslah tempo yang benar-benar mempengaruhi harga barang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wa sallam: 


"Hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula." (Muttafagun 'alaih) 


Sebagai contoh: Bila Amemesan kepada B, 1 ton beras jenis cisedani, hasil panen tahun ini, dan 
mutu no 1, maka keduanya harus menyepakati tempo/waktu penyediaan beras, dan tempo tersebut 
benar-benar mempengaruhi harga beras, misalnya 2 atau 3 bulan. 

Akan tetapi bila keduanya menyepakati tempo yang tidak berpengaruh pada harga beras, 
misalnya: 1 atau 2 minggu atau kurang, atau bahkan tidak ada tempo sama sekali, maka - menurut 


jumhur ulama'- akad mereka berdua tidak dibenarkan. 


Ini adalah pendapat jumhur ulama', mereka berdalil dengan teks hadits di atas: 


"Hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula." (Muttafagun 'alaih) 


Pada hadits ini, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mensyaratkan agar pada akad salam 


ditentukan tempo yang disepakati oleh kedua belah pihak. 


61 


Sebagaimana mereka juga berdalil dengan hikmah dan tujuan disyari'atkannya akad salam, yaitu 
pemesan mendapatkan barang dengan harga yang murah, dan penjual mendapatkan keuntungan dari 
usaha yang ia jalankan dengan dana dari pemesan tersebut yang telah dibayarkan di muka. Oleh 
karenanya bila tempo yang disepakati tidak memenuhi hikmah dari disyari'atkannya salam, maka tidak 


ada manfaatnya akad salam yang dijalin. (7| 


Pendapat kedua: Ulama' mazhab Syafi'i tidak sependapat dengan jumhur ulama', mereka 
menyatakan bahwa penentuan tempo dalam akad salam bukanlah persyaratan yang baku, sehingga 
dibenarkan bagi pemesan untuk memesan barang dengan tanpa tenggang waktu yang mempengaruhi 
harga barang, atau bahkan dengan tidak ada tenggang waktu sama-sekali. 

Mereka beralasan bahwa: bila pemesanan barang yang pemenuhannya dilakukan setelah 
berlalu waktu cukup lama dibenarkan, yang mungkin saja penjual tidak berhasil memenuhi pesanan, 
maka pemesanan yang langsung dipenuhi seusai akad lebih layak untuk dibenarkan. (8| 

Bila kita cermati kedua pendapat di atas, maka kita dapatkan pendapat kedualah yang lebih kuat. 


Hal ini berdasarkan alasan-alasan berikut: 


1. Hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah dan 
Rasul-Nya. Sedangkan pada permasalahan kita ini, tidak ada satu dalilpun yang nyata-nyata 
melarang akad salam yang tidak mengandung tenggang waktu pada proses penyerahan barang 
pesanan. 

2. Berdasarkan alasan di atas, sebagian ulama' menyatakan bahwa selama suatu akad dapat 
ditafsiri dengan suatu penafsiran yang benar, maka penafsiran itulah yang semestinya dijadikan 
sebagai dasar penilaian. 

3. Adapun hadits di atas, maka tidak tegas dalam pensyaratan tempo, sebagaimana hadits ini 
dapat ditafsirkan: "Bila kalian memesan hingga tempo tertentu, maka tempo tersebut haruslah 
diketahui/disepakati oleh kedua belah pihak." Penafsiran ini nampak kuat bila kita kaitkan 
dengan hal lain yang disebutkan pada hadits di atas, yaitu timbangan dan takaran. Para ulama' 
telah sepakat bahwa timbangan dan takaran tidak wajib ada pada setiap akad salam. Timbangan 
dan takaran wajib diketahui bersama bila akad salam dijalin pada barang-barang yang 
membutuhkan kepada takaran atau timbangan. Adapun pada barang yang penentuan 
jumlahnya dilakukan dengan menentukan hitungan, misalnya, salam pada kendaraan, maka 


sudah barang tentu takaran dan timbangan tidak ada perlunya disebut-sebut. (9| 
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Setelah persyaratan tempo pengadaan barang ini disepakati oleh kedua belah pihak, maka ada tiga 


kemungkinan yang dapat terjadi pada saat jatuh tempo: 


a. 


Kemungkinan Pertama: Pedagang berhasil mendatangkan barang pesanan tepat pada tempo 
yang telah disepakati, maka pada keadaan ini, pemesan berkewajiban untuk menerimanya. 
Kemungkinan Kedua: Pedagang tidak dapat mendatangkan barang pesanan, maka pemesan 
berhak menarik kembali uang pembayaran yang telah ia serahkan atau memperbaharui 
perjanjian, dengan membuat tempo baru. (10) 

Kemungkinan Ketiga: Pedagang mendatangkan barang sebelum tempo yang telah disepakati. 
Pada keadaan ini apabila pemesan tidak memiliki alasan untuk menolak barang yang ia pesan, 
maka ia diwajibkan untuk menerimanya. Hal ini dikarenakan pedagang telah berbuat baik, yaitu 


dengan menyegerakan pesanan, dan orang yang berbuat baik tidak layak untuk disalahkan: 


IL ASI Jatu 0a Uriwaal! le La 


"Tiada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik." (Os. At Taubah: 91) 


Adapun bila pemesan memiliki tujuan yang dibenarkan untuk tidak menerima 
pesanannya kecuali pada tempo yang telah disepakati, maka ia dibenarkan untuk menolaknya. 


Hal ini berdasarkan hadits berikut: 


(AYI Kiky Hala gala Saml ola) Lada V3 YAA Y 
"Tidak ada kemadhorotan atau pembalasan kemadhorotan dengan yang lebih besar dari 
perbuatan." (Riwayat Ahmad, Ibhnu Majah dan dihasankan oleh Al Albany) 

Sebagai contoh: bila barang yang dipesan adalah, buah-buahan, sehingga cepat rusak, 
padahal pemesan bermaksud menjualnya pada tempo yang telah disepakati, karena pada saat itu 
harga buah tersebut lebih mahal, atau banyak peminatnya, maka pemesan dibenarkan untuk 
tidak menerima pesanannya kecuali pada tempo yang telah disepakati. 

Atau barang pesanannya membutuhkan gudang yang luas, sedangkan saat itu gudang 
yang dimiliki oleh pemesan sedang penuh, maka ia dibenarkan untuk tidak menerima 


pesanannya kecuali pada tempo yang telah disepakati. 
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Syarat Kelima: Barang Pesanan Tersedia di Pasar Pada Saat Jatuh Tempo 
Pada saat menjalankan akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan 


ketersedian barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi menghindarkan akad salam dari 
praktek tipu-menipu dan untung-untungan, yang keduanya nyata-nayata diharamkan dalam syari'at 
Islam. 

Sebagai contoh: Bila seseorang memesan buah musiman seperti durian atau mangga dengan 
perjanjian: "Barang harus diadakan pada selain waktu musim buah durian dan mangga", maka 
pemesanan seperti ini tidak dibenarkan. Selain mengandung unsur ghoror (untung-untungan), akad 
semacam ini juga akan menyusahkan salah satu pihak. Padahal diantara prinsip dasar perniagaan dalam 


islam ialah "memudahkan", sebagaimana disebutkan pada hadits berikut: 


AYI dita 3 Aamla Gal 3 Samad ol) jjata Yg pa Y 


"Tidak ada kemadhorotan atau pembalasan kemadhorotan dengan yang lebih besar dari perbuatan." 


(Riwayat Ahmad, Ibhnu Majah dan dihasankan oleh Al Albany) 


Ditambah lagi pengabaian syarat tersedianya barang di pasaran pada saat jatuh tempo akan 
memancing terjadinya percekcokan dan perselisihan yang tercela. Padahal setiap perniagaan yang 
rentan menimbulkan percekcokan antara penjual dan pembeli pasti dilarang. Oleh karenanya Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 


NA Pa an TEA antara ani nan ND SNpn in Ma 
AE Gian aka MA SI Mal ala GAN Ala 


Dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu 'anhu ia menuturkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: “Janganlah engkau saling hasad, janganlah saling menaikkan penawaran barang (padahal 
tidak ingin membelinya), janganlah saling membenci, janganlah saling merencanakan kejelekan, 
janganlah sebagian dari kalian melangkahi pembelian sebagian lainnya, dan jadilah hamba-hamba Allah 
yang saling bersaudara. Seorang muslim adalah saudara orang muslim lainnya, tidaklah ia menzhalimi 
saudaranyanya, dan tidaklah ia membiarkannya dianiaya orang lain, dan tidaklah ia menghinanya." 


(Muttafagun 'alaih) 
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Syarat Keenam: Barang Pesanan Adalah Barang yang Pengadaannya Dijamin Pengusaha 
Yang dimaksud dengan barang yang terjamin adalah barang yang dipesan tidak ditentukan 


selain kriterianya. Adapun pengadaannya, maka diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha, sehingga ia 
memiliki kebebasan dalam hal tersebut. Pengusaha berhak untuk mendatangkan barang dari ladang 
atau persedian yang telah ada, atau dengan membelinya dari orang lain. 

Persyaratan ini bertujuan untuk menghindarkan akad salam dari unsur ghoror (untung- 
untungan), sebab bisa saja kelak ketika jatuh tempo, pengusaha —dikarenakan suatu hal- tidak bisa 
mendatangkan barang dari ladangnya, atau dari perusahaannya. 

Sebagai contoh: Bila seorang pedagang memesan gabah kepada seorang petani dengan kriteria 
yang telah disepakati, maka pada akad salam ini, petani tidak boleh dibatasi ruang kerjanya, yaitu 
dengan menyatakan: gabah yang didatangkan harus dari hasil ladang miliknya sendiri. Akan tetapi petani 
harus diberi kebebasan, sehingga ketika jatuh tempo, ia berhak menyerahkan gabah dari hasil ladang 
sendiri atau dari hasil ladang orang lain, yang telah ia beli terlebih dahulu . 

Contoh lain: Seorang pedagang yang di tokonya telah tersedia 100 bungkus semen, @ 50 kg, 
dari merek tertentu, tatkala anda memesan 50 bungkus semen dari merek tersebut yang beratnya @ 50 
kg, untuk tempo 4 bulan yang akan datang. Maka ketika anda membuat perjanjian salam dengannya, 
anda berdua tidak dibenarkan untuk mensyaratkan agar semen yang diserahkan kelak adalah dari ke 
100 bungkus semen yang sekarang ini telah dimiliki oleh pedagang. Karena mungkin saja semen yang 
serang telah ada ketika telah jatuh tempo menjadi rusak, atau dicuri orang. 

Persyaratan ini adalah pendapat jumhur ulama', sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa 
persyaratan ini tidak diperlukan (11, dengan alasan: 

1. Hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang telah nyata-nyata diharamkan dalam 
dalil. 

2. Berdasarkan hukum asal di atas, sebagian ulama' menyatakan: selama suatu akad dapat ditafsiri 
dengan suatu penafsiran yang benar, maka penafsiran itulah yang semestinya dijadikan sebagai 


dasar penilaian. 


Oleh karena itu ulama' yang berpendapat dengan pendapat kedua ini menyatakan: bahwa akad 
pemesanan dari barang yang telah ada dan terbatas jumlahnya, pada hakekatnya bukanlah akad 
salam/pemesanan, akan tetapi akad jual beli biasa, hanya saja diiringi dengan akad lain, yaitu penitipan 


barang dalam tempo waktu yang disepakati. 
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Dengan demikian, pada contoh kasus pemesanan semen diatas, pemesan telah membeli 50 
bungkus semen, ketika akad berlangsung, dan sekaligus menitipkan semen yang telah ia beli kepada 


pemilik toko hingga tempo 4 bulan. (12) 


Permasalahan ini tercakup oleh kaedah figih yang sangat masyhur, yaitu: 


TI CIA o SA Ta 8 9 0 
$ Uailasas Gl abal) kanan 3 all JA 
"Apakah yang menjadi pedoman dalam menghukumi suatu akad adalah kata-kata yang diucapkan ketika 


menjalankan akad, atau maknanya?" (13) 
Bila demikian adanya, maka pendapat yang lebih kuat ialah pendapat kedua. (14| 


Inilah persyaratan akad salam secara global, dan yang —berdasarkan ilmu saya yang sempit- rajih 


dari berbagai persyaratan yang disebutkan dalam berbagai bukuh figih. 


FATWA-FATWA SEPUTAR TRANSAKSI SALAM 

Selanjutnya, di bawah ini beberapa fatwa Komite Tetap Untuk Riset Ilmiyyah dan Fatwa kerajaan 
Saudi Arabia yang berkaitan dengan berbagai transaksi salam: 
A. Pertanyaan: 

Apabila ada seseorang yang sedang dalam kebutuhan, lalu ia mengambil dari orang lain 
sejumlah uang, dengan perjanjian: penghutang akan membayarnya setelah beberapa lamanya dengan 
beberapa sho' gandum atau kurma. Dan perjanjian ini dilakukan sebelum gandum dan kurma menua 


siap dipanen? 


Jawaban: 

Bila penghutang berjanji untuk membayar piutang dengan sejumlah sho' yang telah disepakati, 
maka kasus ini tergolong ke dalam permasalahan salam. Dan salam adalah salah satu bentuk transaksi 
jual-beli yang dibolehkan dengan beberapa persyaratan, yaitu: 

e Pertama: Dilakukan pada barang-barang yang dapat ditentukan kriterianya. 


e Kedua: Kedua belah pihak menyepakati berbagai kriteria barang yang mempengaruhi harganya. 
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e Ketiga: Hendaknya jumlah barang ditentukan, baik dengan takaran pada komoditi yang ditakar, 
atau dengan timbangan pada komoditi yang ditimbang, atau dengan meteran pada komoditi 
yang dihitung panjangnya. (15) 

e Keempat: Hendaknya pengadaan barang dilakukan setelah berlalunya tempo yang disepakati. 

e Kelima: Hendaknya komoditi yang dipesan adalah komoditi yang banyak diperoleh pada saat 
jatuh tempo. 

e Keenam: Hendaknya pembayaran dilakukan pada saat transaksi berlangsung. 

e Ketujuh: Hendaknya barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin oleh pengusaha, 
dan bukan barang yang telah ada. 


Dasar dihalalkannya transaksi salam dari Al Our'an adalah firman Allah Ta'ala berikut: 


» yA aka Jah JI ha SANG ISP Ugal Gasll Kal G 
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu 


yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya." (Os. Al Bagarah: 282) 


Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma berkata: 
"Saya bersaksi bahwa transaksi salaf (salam) yang terjamin hingga tempo yang ditentukan telah 
dihalalkan dan diizinkan Allah dalam Al Our'an, kemudian beliau membaca ayat tersebut. (Diriwayatkan 


oleh Sa'id (bin Manshur-pen)) 


Dan diantara dalil dari As-Sunnah ialah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu 'Abbas radhiallahu 
'anhuma: 
"Bahwa tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di kota madinah, (beliau mendapatkan 


penduduknya) memesan buah-buahan dalam tempo satu atau dua tahun, maka beliau bersabda: 


dale Gia (agbua Jai Jl aglua O)33 pgbra JS  Liuaali ob (3 Lalu Uya 


"Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah 
diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), 
dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula." (Muttafagun 'alaih) 
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Wabillahit taufig, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi 


Muhammad, keluarga dan sahabatnya. (16) 


B. Pertanyaan: 

Seseorang memberikan sejumlah pinjaman uang kepada pengusaha lebah madu, dengan 
perjanjian: ketika musim panen tiba, pemberi pinjaman berhak mengambil madu yang ia suka seharga 
pinjaman tersebut. Dan kadang kala musim panen tiba, sedangkan pengusaha lebah madu tidak 
mendapatkan madu sesuai kriteria pemberi piutang, atau mungkin pengusaha lebah telah menjual 
lebahnya atau lebahnya pergi. Apa hukum uang pinjaman tersebut? Berilah kami arahan, semoga Allah 


membalas kebaikan anda. 


Jawaban: 

Transaksi jual beli yang disebutkan pada pertanyaan adalah salah satu bentuk transaksi salam, 
hanya saja transaksi tersebut terlaksana dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, karena menyelisihi 
ketentuan akad salam. Yang demikian itu karena salam adalah akad jual-beli terhadap sesuatu barang 
yang telah ditentukan kriterianya dan dijamin pengadaanya oleh pengusaha, dengan disertai 
persyaratan berikut: 

e Penentuan kriterianya, dimulai dari jumlah takaran atau timbangan, atau meteran, dan juga 
jenis serta segala kriteria yang mempengaruhi harganya. 

e Adanya praduga kuat tentang kemampuan pengusaha untuk mengadakan barang ketika jatuh 
tempo. 

e Penentuan tempo pengadaan barang. 


e Pembayaran sepenuhnya dilakukan dimuka, ketika akad berlangsung. 


Sedangkan kasus yang disebutkan pada pertanyaan, maka itu adalah transaksi terhadap suatu 
barang yang pengadaannya tidak dijamin oleh pengusaha, dikarenakan ia memesan hanya dari hasil 
ladang lebah yang telah dimiliki. Sebagaimana halnya mereka berdua belum menyepakati jumlah madu 
dalam hitungan kilo yang dipesan, serta tidak menyebutkan tempo penyerahan madu. 

Transaksi ini serupa dengan transaksi yang dahulu dilakukan oleh penduduk Madinah yang 
menerima pesanan kurma dari hasil kebun mereka sendiri. Tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba 


di kota Madinah, beliau melarang akan hal itu, dengan alasan goror (untung-untungan) yang ada 
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padanya. Karena mungkin saja kebun tersebut terkena musibah, sehingga tidak menghasilkan. Ibnu 
Hajar dalam kitab (Fathul Bary 4/433) berkata: 

"Ibnu Munzir menukilkan kesepakatan jumhur ulama' yang melarang transaksi salam pada 
ladang tertentu: karena itu adalah ghoror/untung-untungan". Oleh karenanya dinyatakan pada hadits 


Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma: 


JS Hi el AU ya JL TS ii JUAN Go gilah pd Ka al ai 
Aale Gita. pita Sal Gl) at WN alah 


"Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah 
biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: 

"Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang 
telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah 
pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula." (Muttafagun 'alaih) 

Berdasarkan itu, maka transaksi salam yang disebutkan pada pertanyaan tidak sah, karena tidak 
memenuhi kebanyakan dari persyaratan salam. 

Dengan demikian, transaknya tidak sempurna, dan wajib atas pengusaha (lebah) untuk 
mengembalikan uang tersebut kepada pemesan. Wabillahit taufig, dan semoga shalawat dan salam 


senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.(17) 


C. Pertanyaan: 

Di Sudan ada seseorang yang biasa memanfaatkan perekonomian masyarakat (kaum muslimin) 
yang susah, dengan membeli hasil panen mereka jauh-jauh hari sebelum musim panen tiba, dengan 
harga yang sangat murah, dan ketika musim panen tiba, ia benar-benar menerima seluruh hasil panen 


mereka. Menurut Syari'at, apa hukum perbuatannya tersebut? 


Jawaban: 

Bila orang tersebut membeli dari para petani atau lainnya hasil panen ladang mereka, dengan 
persyaratan yang sesuai dengan jual-beli salam, yaitu dengan cara menyebutkan kriteria hasil ladang, 
dalam takaran atau timbangan yang telah disepakati, serta pembayaran sepenuhnya dilakukan pada 


saat transaksi, tanpa menentukan bahwa hasil ladang yang ia beli adalah hasil dari ladang tertentu, 
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maka transaksi ini dibolehkan, dan itulah transaksi salam yang disyari'atkan, berdasarkan sabda Nabi 


Shallallahu 'alaihi wa sallam: 


Asle Gila La glue Jml AI asbes 025 mgbea JS Libas ee (A Labual ya 


"Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah 
diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), 
dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula." (Muttafagun 'alaih) 


Adapun bila orang tersebut membeli hasil panen ladang tertentu sebelum masa tanaman 
menua dan siap panen, maka itu tidak dibolehkan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
melarang kita untuk menjual buah-buahan hingga menua dan biji-bijian hingga mengeras . Imam Muslim 


meriwayatkan dalam kitab shohihnya dari sahabat Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma: 


H3 Amal! Cal Ka ia Jail! an KL CR J3 HN ISI an US ai Al Is Ol 
ae Gila (BA pa 


"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli kurma hingga menua, dan jual-beli 
biji-bijian hingga memutih dan selamat dari bencana (puso), beliau melarang penjual dan 
pembeli."(Muttafagun 'alaih) 

Tanda menuanya buah-buahan ialah dengan berwarna merah atau kuning dan enak untuk 
dimakan. Apabila ia membeli hasil ladang setelah buah-buahan menua dan biji-bijian mengeras, maka 
itu adalah transaksi yang dibolehkan, dan tidak mengapa. Wabillahit taufig, dan semoga shalawat dan 


salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.(18) 


D. Pertanyaan: 

Apa hukumnya menyewakan kebun kelapa? Maksudnya: Seseorang yang memiliki kebun kelapa, 
kemudian ia menerima dari orang lain uang sebesar 1000 Peso, dengan perjanjian: Buah kelapa kebun 
tersebut menjadi milik penyewa selama lima tahun Apakah transaksi in dibolehkan dalam Islam atau 


tidak? 
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Jawaban: 

Transaksi ini terlarang, dikarenakan padanya terdapat unsur ketidak jelasan dan ghoror (untung- 
Uuntungan). Yang demikian itu karena mereka tidak dapat mengetahui seberapa banyak buah kelapa 
yang akan dihasilkan oleh kebun tersebut selama lima tahun kedepan. Mungkin saja kebun itu berbuah 
dan mungkin juga tidak berbuah, mungkin berbuah sedikit dan mungkin juga berbuah banyak. 

Dan telah tetap bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: 

"Melarang dari jual-beli buah-buahan hingga memerah atau menguning",(19) dan telah tetap 
pula bahwa beliau "melarang dari jual-beli biji-bijian hingga mengeras".(20) Sebagaimana beliau juga 
melarang dari "jual-beli al mu'awamah /tahunan",(21) serta jual-beli as sinin/tahunan".(22) Wabillahit 
taufig, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan 


sahabatnya." (23) 


E. Pertanyaan: 

Salah seorang masyarakat mendatangi seseorang yang kaya raya, untuk memesan satu unit 
mobil. Pada saat itu disepakati jenis dan model mobil yang diinginkan. Kemudian Orang tersebut 
menyerahkan sejumlah uang yang ia mampu bayarkan, dengan perjanjian ia akan memberi keuntungan 
—misalnya- sebesar sepuluh ribu atau lebih, sesuai dengan harga mobil di showroom. Setelah 
kesepakatan itu orang kaya tersebut akan pergi ke showroom guna membeli mobil dimaksud, kemudian 
ia menyerahkannya kepada pemesan. Pada gilirannya pemesan melunasi sisa pembayaran dengan dicicil 


sesuai dengan perjanjian. 


Jawaban: 

Bila perjanjian jual-beli antara kedua belah pihak dengan harga dan mobil, dan setelah keduanya 
menyepakati kriteria mobil tanpa menentukan barangnya, dan sebelum pengusaha tersebut membeli 
mobil dimaksud. Bila demikian adanya, maka itu termasuk akad salam tanpa ada tempo, dikarenakan 
pembayaran atau sebagainnya terhutang, sehingga termasuk jual-beli piutang dengan piutang. 
Disebabkan dengan disepakatinya akad jual-beli, maka mobil pembeli menjadi terhutang oleh 
pengusaha, sebagaimana harga mobil terhutang oleh pemesan, karena keduanya sama-sama belum 
menyelesaikan tanggungannya. Dan transaksi semacam ini adalah terlarang. 

Metode yang benar ialah: hendaknya kedua belah pihak tidak terlebih dahulu membuat akad 
jual-beli, akan tetapi pengusaha membeli mobil dan membawanya pulang terlebih dahulu. Setelahnya ia 


dibolehkan untuk menjual mobil tersebut dengan harga yang mereka sepakati. Dengan pembayaran 
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dicicil beberapa kali atau dengan sekali pembayaran pada tempo tertentu. Metode ini disebut dengan 
jual-beli dengan pembayaran dihutang, dan itu dibolehkan. 

Wabillahit taufig, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi 
Muhammad, keluarga dan sahabatnya." (24) 

Pada akhirnya, apa yang kami paparkan di atas adalah semata-mata sebatas ilmu yang saya 
miliki. Sehingga bila didapatkan kebenaran, maka itu adalah murni berasal dari taufik dan "Inayah Allah 
ta'ala. Sebaliknya, bila terdapat kesalahan maka itu adalah bersumber dari setan dan kebodohan saya. 
Semoga kita semua mendapatkan taufig dari Allah sehingga dapat meninggalkan riba berserta seluruh 


piranti dan perangkapnya, dan dimudahkan untuk mendapatkan rizgi yang halal. 


Wallahu a'lam bisshawab. 
Penulis: Ustadz Muhammad Arifin Badri, M.A. 


Artikel www.pengusahamuslim.com 


sk kk 


Footnote: 


(1) Silahkan baca At Talkhisu Al Habir oleh Ibnu Hajar Al Asgalany 3/406 & Irwa'ul Ghalil oleh Al Albany 5/220-222. 

(2) 'lamul Muwaggi'in oleh Ibnul Gayyim 2/20. 

(3) Kulit binatang, sebelum diolah, misalnya kulit domba, yang sudah dapat dipastikan lebar, dan mutu 
pengulitannya berbeda-beda. Ini pada zaman dahulu, akan tetapi bila pada zaman sekarng telah 
ditemukan suatu cara yang dapat menjadikan kulit dapat ditentukan kriterianya, maka tidak ada alasan 
untuk melarang akad salam pada kulit. Misalnya dengan menggunakan meteran panjang dan lebar. 

(4) Hadits yang mengandung ajaran mulia nan indah ini, merupakan setetes dari lautan keindahan syari'at Islam, 
sekaligus bukti bahwa Islam adalah ajaran yang datang dari Allah Ta'ala, Dzat Yang Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana. 

(SJ Al 'Aziz oleh Ar Rafi'i 4/425, Al Mughni oleh Ibnu Ghudamah 6/421, Mughni Al Muhtaj oleh As Syarbini 2/115, 
& As Syarah Al Mumti' oleh Syeikh Ibnu Utsaimin 9/69. 

(6) Idem. 

(7) Baca Bada'ius Shanai'i oleh Al Kasaany 4/448, Al Bidayatul Mujtahid oleh Ibnu Rusyd 7/394-396, & Al Mughni 
oleh Ibnu Oudamah 6/402-404. 

(8) Baca Al 'Aziz oleh Ar Rafi'i 4/396 & Mughnil Muhtaj oleh As Syarbiny 2/105. 

(9) Baca Ikhtiyarat Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah (dicetak bersama Al Fatawa Al Kubra 5/393, & As Syarhul Mumti' 
oleh Syeikh Ibnu Utsaimin 9/77-78. 

(10) Baca Al Mughni oleh Ibnu Oudamah 6/407. 

(11) Untuk lebih luas membaca keterangan ulama' tentang persyaratan ini, silahkan baca buku: Al 'Aziz oleh Ar 
Rafi'i 4/394-396, Al Mughni oleh Ibnu Oudamah 6/406, & Fathul Bary oleh Ibnu Hajar al 'Asgalaany 4/433. 

(12) Baca As Syarhul Mumti' oleh Syeikh Ibnu Utsaimin 9/84. 

(13) Yang lebih kuat ialah pendapat yang menyatakan: bahwa yang menjadi pedoman dalam menghukumi suatu 
akad ialah maksud dan maknanya, bukan sekedar lahir dari kata-kata yang diucapkan oleh pelaku 
transaksi tersebut. Bagi yang ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang kaedah ini, silahkan baca 
kitab Al Fatawa Al Kubra oleh Ibnu Taimiyyah 6/31-dst, Iilamul Muwadgi'in oleh Ibnul Gayyim 3/98-dst, 
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Tagrirul @awaid oleh Ibnu Rajab 1/267-273, Al Mantsur oleh Az Zarkasyi 2/371, Al Asybah wa An Nazhair 
oleh As Suyuthi hal: 166. 

(14) Baca As Syarhul Mumti' oleh Syeikh Ibnu Utsaimin 9/83-84. 

(15) Persyaratan ini, pada pembahasan sebelumnya, sengaja saya gabungkan dengan persyaratan kedua. 

(16) Majmu' Fatawa Al Lajnah Ad Da'imah 14/94, fatwa no: 437. 

(17) Idem 14/108, fatwa no: 19612. 

(18) Idem 14/88, fatwa no: 19690. 

(19) Riwayat Imam Ahmad, Bukhory, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Hibban, At Thoyalisi, At Thohawy dan Al Baihagy 
dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiallahu 'anhu. 

(20) Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At Tirmizy, Ibnu Majah, Ad Daraguthny, Ibnu Hibban, Abu Ya'la, Al Hakim, 
At Thohawy, dan Al Baihagy dari sahabat Anas bin Malik radhiallahu 'anhu. 

(21) Diriwayatkan dengan lafadz Al Mu'awamah oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At Tirmizy, An Nasa'i, 
Ibnu Abi Syaibah, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, At Thohawy, Ibnul Jarud, dan Al Baihagy. 

(22) Diriwayatkan dengan lafadz As sinin oleh Imam As Syafi'i, Ahmad, Muslim, Abu Dawud, An Nasa'i, Ibnu Majah, 
Ad Daraguthni, Al Humaidy, Ibnu Bai Syaibah, Ibnu Hibban, Abu Ya'la, Ibnul Jarud, At Thohawy, dan Al 
Baihagy. 

(23) Majmu' Fatawa Al Lajnah Ad Da'imah, 14/84, fatwa no: 12990. 

(24) Idem, 14/99, fatwa no: 6097. 


73 


TRANSAKSI JUAL BELI SALAM 


Segala puji hanya milik Allah Ta'ala, Dzat yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada 
kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, 
dan seluruh sahabatnya. Amiin. Diantara bukti kesempurnaan agama Islam ialah dibolehkannya jual beli 
dengan cara salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan 
dengan pembayaran kontan pada saat akad dilaksanakan. 

Yang demikian itu, dikarenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan 
tanpa ada unsur tipu-menipu atau ghoror (untung-untungan). Pembeli (biasanya) mendapatkan 
keuntungan berupa: 

1. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia 
inginkan. 
2. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan 


dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. 


Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli, 


diantaranya: 


1. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, 
sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. 
Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran 
tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada 
kewajiban apapun. 

2. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang 


waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama. 


Jual-beli dengan cara salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna 
menghindari riba. Dan mungkin ini merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari'at jual-beli salam 
seusai larangan memakan riba. 


Allah Ta'ala berfirman: 


» SUSU ama Jl AI Giaa ARIS NAf gih yaa Lal 


sh 
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"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu 


yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya." (Os. Al Bagarah: 282) 


Sahabat Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu berkata: 


Jang je Al JB CAB YA BUSI dil Alah 8 ama Sal (AI Osama Hill jl ag 
as goda 9 ASLI olgy AINI 0 si ama Jl Gl Casa Aiiala5 IAI Ogial Cal! Lal G 
AYI dmn g (gatal 9 Sl 3 Rais al Gala BINI 


"Saya bersaksi bahwa jual-beli As Salaf yang terjamin hingga tempo yang ditentukan telah dihalalkan dan 
diizinkan Allah dalam Al Our'an, Allah Ta'ala berfirman (artinya): "Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu bermu'amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menulisnya." (Riwayat As Syafi'i, At Thobary, Abdurrazzag, Ibnu Abi Syaibah, Al Hakim dan Al Baihagy, 
dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albany) 


Diantara dalil yang menguatkan penafsiran sahabat Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu di atas ialah akhir dari 


ayat tersebut yang berbunyi: 
GI 3 BAWA AAN AAN Ae Salah AKI AA AI Oa al Maia PA Ol elus Y, 
La Ai OT ALA KUE Gali AG Wi aa Pola SUS OKI Ol VI Li 
"Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 
pembayarannya.Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan 
lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. (Tulislah mu'amalah itu) kecuali bila mu'amalah itu 


berupa perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tiada dosa atasmu bila kamu tidak 


menulisnya." (Os. Al Bagarah: 282) 


Dengan demikian, ayat diatas merupakan dalil disyari'atkannya jual-beli salam. Diantara dalil 


disyari'atkannya salam ialah hadits berikut: 


SAN Ga YA Oil GA Kanal Gg pad JI Lagi dl aa) yel Ob ve 
Asle Gila, asik Ja Ml asik (739 Bale JK A3 isi AH Kilat ya) JS 
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"Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma, ia berkata: "Ketika Nabi tiba di kota Madinah, 
sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan 
tiga tahun, maka beliau bersabda: "Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan 
dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah 
diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) 
pula." (Muttafagun 'alaih) 

Berdasarkan dalil di atas dan juga lainnya, para ulama' telah menyepakati akan disyari'atkanya 
jual-beli salam. Walau demikian, sebagaimana dapat dipahami dari hadits di atas, jual-beli salam 
memiliki beberapa ketentuan (persyaratan) yang harus diindahkan. Dan persyaratan-persyaratan 
tersebut bertujuan untuk mewujudkan maksud dan hikmah disyari'atkannya salam, serta menjauhkan 
akad salam dari unsur riba dan ghoror (untung-untungan). 

Pertama: Pembayaran Dilakukan di Muka (kontan). 

Sebagaimana dapat dipahami dari namanya, yaitu as-Salam yang berarti penyerahan, atau as- 
Salaf, yang artinya mendahulukan, maka para ulama' telah menyepakati bahwa pembayaran pada akad 
as salam harus dilakukan di muka atau kontan, tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda. 

Adapun bila pembayaran ditunda (dihutang) sebagaimana yang sering terjadi, yaitu dengan 
memesan barang dengan tempo satu tahun, kemudian ketika pembayaran, pemesan membayar dengan 
menggunakan cek atau bank garansi yang hanya dapat dicairkan setelah beberapa bulan ayang akan 


datang, maka akad seperti ini terlarang dan haram hukumnya. 


Hal ini berdasarkan hadits berikut: 


Aini 9 Agaall 3 Alas! 3 (jidas jlall ol3) ASI ASI ne Sl ae us 
AWIYI Lag FI, ami 9 (ASLI aga calall Jai (ya ami, 
"Dari sahabat Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang 


jual-beli piutang dengan piutang." (Riwayat Ad Daraguthny, Al Hakim dan Al Baihagy dan hadits ini 


dilemahkan oleh banyak ulama' diantaranya Imam As Syafi'i, Ahmad, dan disetujui oleh Al Albany) 


Walau demikian halnya, banyak ulama' yang menyatakan bahwa kesepakatan ulama' telah bulat 


untuk melarang jual-beli piutang dengan piutang. 


76 


Imam Ahmad bin Hambal berkata: "Tidak ada satu haditspun yang shahih tentang hal ini 
(larangan menjual piutang dengan piutang-pen), akan tetapi kesepakatan ulama' telah bulat bahwa 


tidak boleh memperjual-belikan piutang dengan piutang." 


Ungkapan senada juga diutarakan oleh Ibnul Munzir: (1) 

Ibnul OGayyim berkata: "Allah mensyaratkan pada akad salam agar pembayaran dilakukan 
dengan kontan: karena bila ditunda, niscaya kedua belah pihak sama-sama berhutang tanpa ada faedah 
yang didapat. Oleh karena itu, akad ini dinamakan dengan as Salam: dikarenakan adanya penyerahan 
uang pembayaran di muka. Sehingga bila pembayaran ditunda, maka termasuk ke dalam penjualan 
piutang dengan piutang, bahkan itulah sebanarnya penjualan piutang dengan piutang, dan beresiko 
tinggi, serta termasuk praktek untung-untungan."(2) Dilakukan pada barang-barang yang dapat 


ditentukan kriterianya. 


Kedua: Dilakukan Pada Barang-barang yang Dapat Ditentukan Kriterianya. 

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa akad salam ialah akad pemesanan barang dengan 
pembayaran dimuka, maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang 
dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan 
barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada dihadapan 
mereka berdua. Dengan demikian, ketika jatuh tempo, kedua belah pihak —diharapkan- tidak terjadi 
percekcokan tentang barang yang dimaksud. 

Persyaratan ini merupakan penerapan langsung dari syarat sahnya akad jual-beli: "Barang yang 
diperjual-belikan telah diketahui oleh kedua belah pihak." 

Adapun barang-barang yang tidak dapat ditentukan kriterianya, misalnya: kulit binatang,(3) 
sayur mayur dan yang lainnya, maka tidak boleh diperjual-belikan dengan cara salam, karena itu 


termasuk jual-beli ghoror (untung-untungan) yang nyata-nyata dilarang dalam hadits berikut: 


Aa otg) Lol an ur ai al 


"Bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli untung-untungan." (Riwayat Muslim) 


Ketiga: Penyebutan Kriteria Barang Pada Saat Akad Dilangsungkan. 
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pada akad salam, penjual dan pembeli 


berkewajiban untuk menyepakati kriteria barang yang dipesan. Kriteria yang dimaksud di sini ialah 
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segala hal yang bersangkutan dengan jenis, macam, warna, ukuran, jumlah barang serta setiap kriteria 
yang diinginkan dan mempengaruhi harga barang. Sebagai contoh: Bila A hendak memesan beras 
kepada B, maka A berkewajiban untuk menyebutkan, jenis beras yang dimaksud, tahun panen, mutu 
beras, daerah asal serta jumlah barang. 

Masing-masing kriteria ini mempengaruhi harga beras, karena —sebagaimana diketahui 
bersama- harga beras akan berbeda sesuai dengan perbedaan jenisnya, misalnya: beras rojo lele lebih 
mahal dibanding dengan beras IR. 

Sebagaimana beras hasil panen 5 tahun lalu —biasanya- lebih murah bila dibanding dengan beras 
hasil panen tahun ini. Beras grade 1 lebih mahal dari grade 2, dan beras yang dihasilkan di daerah 
Cianjur, lebih mahal dari beras hasil daerah lainnya. 

Adapun jumlah barang, maka jelas sangat mempengaruhi harga beras, sebab beras 1 ton sudah 


barang tentu lebih mahal bila dibandingkan dengan beras 1 kwintal dari jenis yang sama. 


Oleh karena itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada hadits di atas bersabda: 


dale (Gila. astra Sal (Al aglra yy) 33 Astana JS A3 pe Cabul ya 


"Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang 
telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah 
pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula." (Muttafagun 'alaih) 


Diantara hal yang kadang mempengaruhi harga barang adalah warnanya, oleh karenanya 
pemesanan barang jenis ini, harus disertai dengan penentuan warna barang. Misalnya kendaraan, 
harganya selain dipengaruhi oleh hal-hal diatas, juga dipengaruhi oleh warnanya. Kendaraan berwarna 
putih lebih murah dibanding dengan yang berwarna metalik atau yang serupa. Karenanya, bila 
seseorang memesan kendaraan ia harus menentukan warna kendaraan yang diinginkan. 

Setelah kriteria barang yang diperlukan telah disepakati, maka kelak ketika telah jatuh tempo, 
ada beberapa keumngkinan yang terjadi: 

A. Kemungkinan Pertama: Penjual berhasil mendatangkan barang sesuai kriteria yang 
dinginkan, maka pembeli harus menerimanya, dan tidak berhak untuk membatalkan 
akad penjualan. 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
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AWIYI tamuag Lah 63 Signal!) Xaml ol3) Lagdag pai (le (y aluall 


"Kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan mereka." (Riwayat Ahmad, Al Baihagy 


dan lainnya, dan hadits ini dishahihkan oleh Al Albani) 


Kemungkinan Kedua: Penjual hanya berhasil mendatangkan barang yang kriterianya lebih 
rendah, maka pembeli berhak untuk membatalkan pesanannya dan mengambil kembali uang 
pembayaran yang telah ia serahkan kepada penjual. 

Sebagaimana ia juga dibenarkan untuk menunda atau membuat perjanjian baru dengan penjual, 
baik yang berkenaan dengan kriteria barang atau harga barang dan hal lainnya yang berkenaan 
dengan akad tersebut, atau menerima barang yang telah didatangkan oleh penjual, walaupun 
kriterianya lebih rendah. 

Sikap apapun yang ditentukan oleh pemesan pada keadaan seperti ini, maka ia tidak dicela 
karenanya. Walau demikian, ia dianjurkan untuk memaafkan, yaitu dengan menerima barang 
yang telah didatangkan penjual atau dengan memberikan tenggang waktu lagi. 


Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: 


GASA 23) cma! Nil GAN II SU IS laka Da dilan) 
"Dari sahabat Jabir bin Abdillah semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda: "Semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa 
berbuat mudah ketika ia menjual, ketika membeli dan ketika menagih." (Riwayat Bukhary) 
Selain dianjurkan untuk memaafkan, pemesan juga diperintahkan untuk tetap bersikap 
terhormat, menjaga akhlag karimah, dan tidak hanyak dalam amarah, sehingga ia bersikap 


kurang terpuji. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 


Cal 9 dala Cel3 Gala ol5) lg ye 3 Hal alis (3 Allan Cin call ya 
SSlall 3 yla 


"Barang siapa yang menagih haknya, hendaknya ia menagihnya dengan cara yang terhormat, 
baik ia berhasil mendapatkannya atau tidak." (Riwayat At Tirmizy, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan 
Al Hakim.) (4) 


79 


C. Kemungkinan Ketiga: 
Penjual mendatangkan barang yang lebih bagus dari yang telah dipesan, dengan tanpa meminta 
tambahan bayaran, maka para ulama' berselisih pendapat: apakah pemesan berkewajiban 
untuk menerimanya atau tidak? 
Sebagian ulama' menyatakan, bahwa pemesan berkewajiban untuk menerima barang tersebut, 
dan ia tidak berhak untuk membatalkan pemesanannya. 
Mereka berdalih bahwa: Penjual telah memenuhi pesanannya tanpa ada sedikitpun kriteria yang 
terkurangi, dan bahkan ia telah berbuat baik kepada pemesan dengan memberikan nilai lebih 
tanpa meminta tambahan uang.(5) 
Sebagian ulama' lainnya berpendapat: Bahwa pemesan berhak untuk menolak barang yang 
didatangkan oleh penjual, apabila ia menduga bahwa suatu saat penjual akan menyakiti 
perasaannya, yaitu dengan mengungkit-ungkit kejadian tersebut dihadapan orang lain. Akan 
tetapi bila ia yakin bahwa penjual tidak akan melakukan hal itu, maka ia wajib untuk menerima 
barang tersebut. Hal ini karena penjual telah berbuat baik, dan setiap orang yang berbuat baik 


tidak layak untuk dicela atau disusahkan: 


91 Agil) Jas Oya Unimed! Ae La 
"Tiada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik." (Os. At-Taubah 91) 
(6) 


Pendapat kedua inilah yang lebih moderat dan kuat, karena padanya tergabung seluruh dalil dan 


alasan yang ada pada permasalahan ini, wallahu a'alam bis shawab. 


Keempat: Penentuan Tempo Penyerahan Barang Pesanan. 

Tidak aneh bila pada akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan 
tentang tempo pengadaan barang pesanan. Dan tempo yang disepakati —-menurut kebanyakan ulama'- 
haruslah tempo yang benar-benar mempengaruhi harga barang. 


Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: 


"Hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula." (Muttafagun 'alaih) 
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Sebagai contoh: Bila Amemesan kepada B, 1 ton beras jenis cisedani, hasil panen tahun ini, dan 
mutu no 1, maka keduanya harus menyepakati tempo/waktu penyediaan beras, dan tempo tersebut 
benar-benar mempengaruhi harga beras, misalnya 2 atau 3 bulan. Akan tetapi bila keduanya 
menyepakati tempo yang tidak berpengaruh pada harga beras, misalnya: 1 atau 2 minggu atau kurang, 
atau bahkan tidak ada tempo sama sekali, maka - menurut jumhur ulama'- akad mereka berdua tidak 
dibenarkan. 

Pendapat pertama: Ini adalah pendapat jumhur ulama', mereka berdalil dengan teks hadits di 


atas: 


"Hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula." (Muttafagun 'alaih). 


Pada hadits ini, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mensyaratkan agar pada akad salam 
ditentukan tempo yang disepakati oleh kadua belah pihak. 

Sebagaimana mereka juga berdalil dengan himah dan tujuan disyari'atkannya akad salam, yaitu 
pemesan mendapatkan barang dengan harga yang murah, dan penjual mendapatkan keuntungan dari 
usaha yang ia jalankan dengan dana dari pemesan tersebut. Oleh karenanya bila tempo yang disepakati 


tidak memenuhi hikmah dari disyari'atkannya salam, maka tidak ada manfaatnya syari'at salam. (7) 


Pendapat kedua: Ulama' mazhab Syafi'i tidak sependapat dengan jumhur ulama', mereka 
menyatakan bahwa penentuan tempo dalam akad salam bukanlah persyaratan yang baku, sehingga 
dibenarkan bagi pemesan untuk memesan barang dengan tanpa tenggang waktu yang mempengaruhi 
harga barang, atau bahkan dengan tidak ada tenggang waktu sama-sekali. 

Mereka beralasan bahwa: bila pemesanan barang yang pemenuhannya dilakukan setelah 
berlalu waktu cukup lama dibenarkan, yang mungkin saja penjual tidak berhasil memenuhi pesanan, 
maka pemesanan yang langsung dipenuhi seusai akad lebih layak untuk dibenarkan.(8) 

Bila kita cermati kedua pendapat di atas, maka kita dapatkan pendapat kedualah yang lebih kuat. 
Hal ini berdasarkan alasan-alasan berikut: 

1. Hukum asal setiap perniagaan adalah halal dan boleh, kecuali yang nyata-nyata diharamkan oleh 

Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan pada permasalahan kita ini, tidak ada satu dalilpun yang nyata- 


nyata melarang akad salam yang tidak disertai tenggang waktu untuk memenuhi pesanan. 
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2. Berdasarkan alasan di atas, sebagian ulama' menyatakan bahwa setiap akad perniagaan yang 
dapat ditafsirkan dengan penafsiran yang diobenarkan dalam syari'at, maka itulah yang wajib 
dilakukan oleh seorang ahli fatwa. 

3. Adapun hadits di atas yang menjadi dalil jumhur ulama', maka tidak tegas dalam pensyaratan 
tempo, sebagaimana hadits ini dapat ditafsirkan: "bila kalian memesan hingga tempo tertentu, 


maka tempo tersebut haruslah diketahui/disepakati oleh kedua belah pihak". (9) 


Setelah persyaratan tempo pengadaan barang ini disepakati oleh kedua belah pihak, maka ada 
tiga kemungkinan yang dapat terjadi pada saat jatuh tempo: 

A. Kemungkinan pertama: Pedagang berhasil mendatangkan barang pesanan pada tempo yang 
telah disepakati, maka pada keadaan ini, pemesan berkewajiban untuk menerimanya. 

B. Kemungkinan Kedua: Pedagang tidak dapat mendatangkan barang pesanan, maka pemesan 
berhak menarik kembali uang pembayaran yang telah ia serahkan atau memperbaharui 
perjanjian (10). 

C. Kemungkinan Ketiga: Pedagang mendatangkan barang sebelum tempo yang telah disepakati. 
Pada keadaan ini apabila pemesan tidak memiliki alasan untuk menolak barang yang ia pesan, 
maka ia diwajibkan untuk menerimanya. Hal ini dikarenakan pedagang telah berbuat baik, yaitu 
dengan menyegerakan pesanan, dan orang yang beruat baik tidak layak untuk disalahkan. 

91 A53 Jasa Oa Urimarall le La 


"Tiada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik." (Os. At Taubah 91) 


Adapun bila pemesan memiliki tujuan yang dibenarkan untuk tidak menerima 


pesanannya kecuali pada tempo yang telah disepakati, maka ia dibenarkan untuk menolaknya. 


Hal ini berdasarkan hadits berikut: 
AYI Aitum 9 Zam Gal g Aaml ol 9), ja Yg SY 


"Tidak ada kemadharatan atau pembalasan kemadharatan dengan yang lebih besar dari 


perbuatan." (Riwayat Ahmad, Ibhnu Majah dan dihasankan oleh Al Albany) 
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Sebagai contoh: bila barang yang dipesan adalah, buah-buahan, sehingga cepat rusak, padahal 
pemesan bermaksud menjualnya pada tempo yang telah disepakati, karena pada saat itu harga 
buah tersebut lebih mahal, atau banyak peminatnya, maka pemesan dibenarkan untuk tidak 
menerima pesanannya kecuali pada tempo yang telah disepakati. 

Atau barang pesanannya membutuhkan gudang yang luas, sedangkan saat itu gudang 
yang dimiliki oleh pemesan sedang penuh, maka ia dibenarkan untuk tidak menerima 


pesanannya kecuali pada tempo yang telah disepakati. 


Kelima: Barang Pesanan Tersedia di Pasar Pada Saat Jatuh Tempo. 

Pada saat menjalankan akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan 
ketersedian barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi menghindarkan akad salam dari 
praktek tipu-menipu dan untung-untungan, yang keduanya nyata-nayata diharamkan dalam syari'at 
Islam. 

Sebagai contoh: Bila seseorang memesan buah musiman seperti durian atau mangga dengan 
perjanjian: "Barang harus diadakan pada selain waktu musim buah durian dan mangga ", maka 
pemesanan seperti ini tidak dibenarkan. 

Selain mengandung unsur ghoror (untung-untungan), akad semacam ini juga akan menyusahkan 
salah satu pihak. Padahal diantara prinsip dasar perniagaan dalam islam ialah "memudahkan", 


sebagaimana disebutkan pada hadits berikut: 
ISL ga ISI Uskamu Day dil my TJ Al Jan Ol Laga il aa) AI mo 3 yela Ye 


GJSA 213) Kemal lah 3 5 YAI 
"Dari sahabat Jabir bin Abdillah semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wa sallam bersabda: "Semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa berbuat mudah 


ketika ia menjual, ketika membeli dan ketika menagih." (Riwayat Bukhary) 


Ditambah lagi pengabaian syarat ketersedian barang di pasar pada saat jatuh tempo memancing 
terjadinya percekcokan dan perselisihan yang tercela. Padahal setiap perniagaan yang rentan 
menimbulkan percekcokan antara penjual dan pembeli pasti dilarang. 


Oleh karenanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
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V3 Lagalai Yg Lotatlii Yg Laalis Yg Lasalat V) tail Isa JAE Ra al Ue 
Yg Aas Y 3 dala Y alisall 4S) alwall ANN) Ic Pa S9 KAM Km ie Selama 
die Gila (2 yang 


"Dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu 'anhu ia menuturkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: Janganlah engkau saling hasad, janganlah saling menaikkan penawaran barang (padahal tidak 
ingin membelinya), janganlah saling membenci, janganlah saling merencanakan kejelekan, janganlah 
sebagian dariu kalian melangkahi pembelian sebagian lainnya, dan jadilah hamba-hamba Allah yang 
saling bersaudara. Seorang muslim adalah saudara orang muslim lainnya, tidaklah ia menzhalimi 
saudaranyanya, dan tidaklah ia membiarkannya dianiaya orang lain, dan tidaklah ia menghinanya." 


(Muttafagun 'alaih) 


Keenam: Barang Pesanan Adalah Barang yang Pengadaannya Dijamin Pengusaha. 

Yang dimaksud dengan barang yang terjamin adalah barang yang dipesan tidak ditentukan 
selain kriterianya. Adapun pengadaannya, maka diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha, sehingga ia 
memiliki kebebasan dalam hal tersebut. Pengusaha berhak untuk mendatangkan barang dari ladang 
atau persedian yang telah ada, atau dengan membelinya dari orang lain. 

Persyaratan ini bertujuan untuk menghindarkan akad salam dari unsur ghoror (untung- 
untungan), sebab bisa saja kelak ketika jatuh tempo, pengusaha —dikarenakan suatu hal- tidak bisa 
mendatangkan barang dari ladangnya. 

Sebagai contoh: Bila seorang pedagang memesan gabah kepada seorang petani dengan krioteria 
yang telah disepakati, maka pada akad salam ini, petani tidak boleh dibatasi ruang kerjanya, yaitu 
dengan menyatakan: gabah yang didatangkan harus dari hasil ladang miliknya sendiri. Akan tetapi petani 
harus diberi kebebasan, sehingga ketika jatuh tempo, ia berhak menyerahkan gabah dari hasil ladang 
sendiri atau dari hasil ladang orang lain. Contoh lain: Seorang pedagang yang di tokonya telah tersedia 
100 bungkus semen, @ 50 Kg, dari merek tertentu, tatkala anda memesan 50 bungkus semen dari 
merek tersebut yang beratnya @ 50 Kg, untuk tempo 4 bulan yang akan datang. Maka ketika anda 
membuat perjanjian salam dengannya, anda berdua tidak dibenarkan untuk mensyaratkan agar semen 
yang diserahkan kelak adalah dari ke 100 bungkus semen yang sekarang ini telah dimiliki oleh pedagang. 
Karena mungkin saja semen yang serang telah ada ketika telah jatuh tempo menjadi rusak, atau dicuri 


orang. 
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Persyaratan ini adalah pendapat jumhur ulama', sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa 
persyaratan ini tidak diperlukan,(11) dengan alasan: 

1. Hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang telah nyata-nyata diharamkan dalam 
dalil. 

2. Berdasarkan hukum asal di atas, sebagian ulama' menyatakan: selama ada penafsiran yang 
dibenarkan untuk menafsirkan suatu transaksi, maka penafsiran itulah yang semestinya 
dijadikan dasar penilaian. 

Oleh karena itu ulama' kedua ini menyatakan: bahwa akad pemesanan dari barang yang telah 
ada ada terbatas jumlahnya, pada hakekatnya bukanlah akad salam/pemesanan, akan tetapi akad jual 
beli biasa, hanya saja diiiringi dengan akad lain, yaitu penitipan barang dalam tempo waktu yang 
disepakati. 

Dengan demikian, pada contoh kasus pemesanan semen diatas, pemesan telah membeli 50 
bungkus semen, ketika akad berlangsung, dan sekaligus menitipkan semen yang teolah ia beli kepada 
pemilik toko hingga tempo 4 bulan. (12) 


Permasalahan ini tercakup oleh kaedah figih yang sangat masyhur, yaitu: 


Lesiluas jl giat das Bodi Ja 


"Apakah yang menjadi pedoman adalah teks ketika menjalankan akad, atau kandungannya? (13) 
Bila demikian adanya, maka pendapat yang lebih kuat ialah pendapat kedua.(14) 


Ketujuh: Tidak dipersyaratkan pedagang adalah pemilik barang obyek salam. 

Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa pedagang yang dibenarkan untuk menjalankan 
akad salam ialah pedagang yang memiliki barang obyek sakad salam. Ketahuilah saudaraku, ternyata 
anggapan ini tidak benar adanya. Oleh karena itu, dahulu semasa hidup Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, 
para sahabat tidak pernah bertanya kepada para pedagang yang menerima pesanan mereka: apakah 


mereka memiliki barang pesanannnya atau tidak. Muhammad bin Abil Mujalid mengisahkan: 


“AI da ae inn ISS Gp adi Sie An JB al al 3 Yama 
2 age AA - alang dal Al laa - all Ulil GS Ja Alka YA - Lagic dil mia) 
CAJAAN  AERIN f Jansi Kalah UK AN Kis UB AAN (Up gilkah - alang date dil elus 
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US La JB sale Alat GS Tya (AI Cat, Agra Sal BI mala ISA IN aa, 
SG Ae 
"Pada suatu hari aku diutus oleh Abdullah bin Syaddad dan Abu Burdah untuk bertanya kepada sahabat 
Abdullah bin Aufa radhiallahu 'anhu. Mereka berdua berpesan: bertanyalah kepadanya, apakah dahulu 
sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam semasa hidup Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memesan 
gandum dengan pembayaran lunas di muka? Ketika sahabat Abdullah ditanya demikian, beliau 
menjawab: Dahulu kami memesan gandum, sya'ir (satu jenis gandum dengan mutu rendah), dan minyak 
zaitun dalam takaran, dan tempo penyerahan yang disepakati dari para pedagang Negri Syam. 
Muhammad bin Abil Mujalid kembali bertanya: Apakah kalian memesan langsung dari para pemilik 
ladang? Abdullah bin Aufa kembali menjawab: Kami tidak bertanya kepada mereka, tentang hal itu." 
(Riwayat Al Bukhari) 
Berdasarkan praktek akad salam yang dilakukan oleh para sahabat ini, maka anda dibenarkan 
menjalin akad ini dengan para pedagang, walaupun mereka bukan prudusen atau pengrajin atau petani 


penghasil barang. 
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Footnotes: 


(1) Silahkan baca At Talkhisu Al Habir oleh Ibnu Hajar Al Asgalany 3/406 & Irwa'ul Ghalil oleh Al Albany 5/220- 
222. 

(2) I'lamul Muwaggi'in oleh Ibnul Gayyim 2/20. 

(3) Kulit binatang, misalnya kulit domba, berbeda-beda lebar, dan mutu pengulitannya. 

(4) Hadits yang mengandung ajaran mulia nan indah ini, merupakan setetes dari lautan keindahan syari'at Islam, 
sekaligus bukti bahwa Islam adalah ajaran yang datang dari Allah Ta'ala, Dzat Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 

(5) Al 'Aziz oleh Ar Rafi'i 4/425, Al Mughni oleh Ibnu Ghudamah 6/421, Mughni Al Muhtaj oleh As Syarbini 2/115, 
& As Syarah Al Mumti' oleh Syeikh Ibnu Utsaimin 9/69. 

(6) Idem. 

(7) Baca Bada'ius Shanai'i oleh Al Kasaany 4/448, As Bidayatul Mujtahid oleh Ibnu Rusyd 7/394-396, & Al Mughni 
oleh Ibnu Oudamah 6/402-404. 

(8) Baca Al 'Aziz oleh Ar Rafi'i 4/396 & Mughnil Muhtaj oleh As Syarbiny 2/105. 

(9) Baca Ikhtiyarat Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah (dicetak bersama Al Fatawa Al Kubra 5/393, & As Syarhul 
Mumti' oleh Syeikh Ibnu Utsaimin 9/77-78. 

(10) Baca Al Mughni oleh Ibnu Oudamah 6/407. 

(11) Untuk lebih luas membaca keterangan ulama' tentang persyaratan ini, silahkan baca buku: Al 'Aziz oleh Ar 
Rafi'i 4/394-396, Al Mughni oleh Ibnu Oudamah 6/406, & Fathul Bary oleh Ibnu Hajar al 'Asgalaany 4/433 

(12) Baca As Syarhul Mumti' oleh Syeikh Ibnu Utsaimin 9/84 
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(13) Yang lebuh kuat ialah pendapat yang menyatakan: bahwa yang menjadi pedoman dalam menghukumi suatu 
akad ialah maksud dan maknanya, bukan sekedar lahir dari kata-kata yang diucapkan oleh pelaku transaksi 
tersebut. Bagi yang ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang kaedah ini, silahkan baca kitab Al 
Fatawa Al Kubra, oleh Ibnu Taimiyyah 6/31-dst I'ilamul Muwagi'in, oleh Ibnul Gayyim 3/98-dst, Tagrirul 
Oawaid oleh Ibnu Rajab 1/267-273, Al Mantsur oleh Az Zarkasyi 2/371, Al Asybah wa An Nazhair oleh As 
Suyuthi hal: 166 

(14) Baca As Syarhul Mumti' oleh Syeikh Ibnu Utsaimin 9/83-84 

(15) Persyaratan ini, pada pembahasan sebelumnya, sengaja saya gabungkan dengan persyaratan kedua. 

(16) Majmu' Fatawa Al Lajnah Ad Da'imah 14/94, fatwa no: 437 

(17) Idem 14/108, fatwa no: 19612. 

(18) Idem 14/88, fatwa no: 19690. 

(19) Riwayat Imam Ahmad, Bukhory, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Hibban, At Thoyalisi, At Thohawy dan Al Baihagy 
dari sahabat Jabir bin Abdillah 

(20) Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At Tirmizy, Ibnu Majah, Ad Daraguthny, Ibnu Hibban, Abu Ya'la, Al Hakim, 
At Thohawy, dan Al Baihagy dari sahabat Anas bin Malik. 

(21) Diriwayatkan dengan lafadz Al Mu'awamah oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At Tirmizy, An Nasa'i, 
Ibnu Abi Syaibah, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, At Thohawy, Ibnul Jarud, dan Al Baihagy 

(22) Diriwayatkan dengan lafadz As sinin oleh Imam As Syafi'i, Ahmad, Muslim, Abu Dawud, An Nasa'i, Ibnu Majah, 
Ad Daraguthni, Al Humaidy, Ibnu Bai Syaibah, Ibnu Hibban, Abu Ya'la, Ibnul Jarud, AT Thohawy, dan Al 
Baihagy 

(23) Majmu' Fatawa Al Lajnah Ad Da'imah, 14/84, fatwa no: 12990 
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Jual Beli yang Diharamkan 
Menjual Tanggungan dengan Tanggungan 

Tidak dibolehkan menjual tanggungan dengan tanggungan, yakni hutang dengan hutang. Bentuk 
aplikatifnya ada beberapa macam: 

o Menjual pembayaran tertunda dengan pembayaran tertunda. Yakni aplikasi dari satu 
jenis jual beli "Tangguhkan saja pemba-yaran hutangku kepadamu, nanti akan 
kutambahkan." Dan ini adalah bentuk riba yang paling jelas. 

o Menjual pembayaran tertunda dengan barang dagangan tertentu yang juga tertunda 
penyerahannya. Aplikasinya adalah bahwa seseorang menjual kepada orang yang 
berhutang kepada-nya sebuah barang tertentu yang belum diserahkan dalam sebuah 
ikatan perjanjian jual beli. Jual beli semacam ini tidak menjadi masalah, karena mirip 
dengan kisah Nabi yang membeli unta kepada Jabir, lalu Jabir memberi syarat untuk 
menyerahkan untanya itu di kota Madinah, dan penyerahan bayarannya juga di kota 
Madinah. 

o Menjual pembayaran tertunda dengan barang yang dijelas-kan kriterianya namun juga 
diserahkan secara tertunda dalam sebuah akad jual beli. Bentuk aplikasinya, bahwa 
seseorang mem-beri hutang kepada orang lain. Lalu ia membeli barang dari orang yang 
berhutang kepadanya itu, yang dijelaskan kriterianya namun diserahkan secara tertunda. 
Apabila orang yang berhutang itu ingin disegerakan pelunasan hutangnya agar bisa 
menjadi uang muka untuk membeli barangnya, tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak, jual 
beli tidak berlaku karena tidak terpenuhinya syarat didahulukannya pembayaran harga 
modal. 

o Menjual barang yang disebutkan kriterianya dan diserahkan tertunda, dengan barang 
yang juga disebutkan kriterianya dan diserahkan tertunda juga. Kalau dilakukan seperti 
jual beli as-Salm maka itu tidak disyariatkan, karena tidak terpenuhinya syarat 
pembayaran di muka harga modal. Namun kalau dalam bentuk istishna”, tidak menjadi 
masalah, menurut para ulama yang menja-dikan pemesanan itu sebagai bentuk 


perjanjian jual beli tersendiri. 


Jual Beli dengan Persyaratan 
Tidak boleh jual beli dengan syarat. Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan aplikasi 


bentuk jual beli ini. 
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Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa jual beli bersyarat ini adalah jual beli dengan syarat 
yang bertentangan dengan konsekuensi akad jual beli. Seperti syarat agar tidak menjual lagi barangnya 
atau tidak menggunakannya. Atau yang menyebabkan rusaknya harga, seperti syarat peminjaman dari 
salah satu pihak yang terlibat. 

Sementara kalangan Hambaliyah memahami jual beli ber-syarat itu sebagai jual beli yang 
bertentangan dengan akad —telah dicontohkan sebelumnya- dan bertentangan dengan konsekuensi 
ajaran syariat. Seperti mempersyaratkan adanya bentuk usaha lain, baik itu jual beli lain atau 
peminjaman, karena ada larangan terhadap dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli. Atau 
persyaratan yang membuat jual beli tergantung, seperti menga-takan: "Saya jual ini kepadamu, kalau si 
Fulan ridha." 

Sementara kalangan Hanafiyah memahami jual bersyarat sebagai jual beli yang menetapkan 
syarat yang tidak termasuk dalam konsekuensi perjanjian jual beli, dan tidak relevan dengan perjanjian 
tersebut namun bermanfaat bagi salah satu pihak yang terlibat. Seperti menjual rumah dengan syarat 
untuk dibangun masjid di atasnya. Atau bermanfaat bagi objek perjanjian, seperti menjual seorang 
budak wanita dengan syarat memerdekakannya. 

Syarat manfaat yang dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah di atas masih harus diteliti lagi, 
berdasarkan hadits Jabir yang men-jual untanya kepada Nabi lalu memberikan persyaratan untuk 


memanfaatkannya hingga sampai ke kota Madinah. 


Dua Perjanjian dalam Satu Transaksi Jual Beli 
Tidak boleh melakukan dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli, namun masih 


diperdebatkan bentuk aplikasinya. Dalam hal ini ada beberapa pendapat: 

Jual beli dengan dua harga: harga kontan dengan harga kredit yang lebih mahal. Larangan 
terhadap jual beli ini masih perlu diselidiki. Bahkan larangan itu tertolak oleh berbagai dalil umum dan 
juga ketetapan berbagai Majelis Ulama. 

Jual beli “inah. Yakni menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, lalu membelinya kembali 


dengan pembayaran kontan yang lebih murah dari harga pertama. 


Mensyaratkan Transaksi Lain Dalam Perjanjian Jual Beli 
Menjual barang dengan penyerahan tertunda. Bila telah datang waktu penyerahan barang, 


dijual lagi barang itu secara tertunda pula dengan harga lebih mahal. Dalam kondisi demikian, ia harus 
mengambil harga terendah, yakni harga pertama. 
Menjual dalam Proses Transaksi dengan Orang Lain dan Menawar Barang yang Masih Ditawar 


Orang LainYakni apabila itu dilakukan sebelum selesainya transaksi se-belumnya dan tanpa izin dari 
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penjual pertama. Dan dalam masa-lah tawar menawar yang dilarang ini, dikecualikan yang terjadi dalam 


jual beli pelelangan, karena ada nash yang membo-lehkannya. 


Orang Kota Menjualkan Barang Orang Dusun" 
Orang kota tidak boleh menjualkan barang orang dusun, dalam arti menjadi brokernya/calo, 


karena dapat membahayakan para penduduk kota dan menyulitkan mereka. 

Dilarangnya orang kota menjualkan barang orang dusun ini tentu saja ada syarat-syaratnya: 
Kebutuhan umumnya masyarakat kepada barang transaksi yang ditawarkan oleh orang dusun tersebut. 
Ketidaktahuan pedagang dusun itu akan harga barang. Niat pedagang dusun itu untuk menjual 
barangnya secara lang-sung dengan harga sekarang, meningkatnya harga barang ter-sebut secara 
bertahap dari harga wajar, dan keberadaan pedagang dusun itu yang mengambil barang untuk dijual, 


bukan untuk disimpan sendiri. 


Menjual Anjing 
Tidak boleh menjual anjing berdasarkan hadits-hadits shahih yang melarangnya. Masih 


diperselisihkan anjing yang diizinkan seperti anjing penjaga kebun atau anjing buru. Kalangan Malikiyah 


membolehkannya, namun kalangan madzhab lain melarangnya. 


Menjual Alat-alat Musik dan Hiburan 
Mayoritas ahli figih mengharamkan menjual alat-alat musik dan alat-alat hiburan yang 


diharamkan. Namun bila ada dalil yang memberi keringanan pada jenis alat tertentu seperti rebana, 


tidak apa-apa. 


Jual Beli Saat Adzan Jum'at Berkumandang 


Diharamkan jual beli saat adzan Jum'at berkumandang karena ada dalil yang secara tegas melarangnya. 
Adzan yang dimaksud di sini adalah adzan ketika khatib berada di atas mimbar. Tran-saksi usaha selain 
jual beli bisa digiyaskan dengannya menurut mayoritas ulama. Parameter diharamkannya jual beli ini 
adalah bahwa orang yang melakukan transaksi adalah orang yang wajib shalat Jum'at, hendaknya ia 


sudah mengetahui larangan itu serta tidak dalam kondisi darurat untuk melakukannya. 


Kalau ada dua orang yang tidak wajib shalat Jum'at mela-kukan transaksi saat adzan berkumandang 
maka ini tidak apa-apa. Namun kalau salah satunya wajib shalat Jum'at, maka kedua-nya berdosa. Yang 
satu karena telah melakukan perbuatan terla-rang, sementara yang lain karena menolong orang lain 


berbuat dosa. 
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Beberapa Jual Beli yang Masih Diperdebatkan 
Penjualan Kredit dengan Harga Lebih Mahal 

Dibolehkan memberikan tambahan harga pada harga ter-tunda dari harga kontan, menurut 
pendapat yang paling benar dari dua pendapat para ulama yang ada. Namun jual beli itu hanya sah bila 


kedua pihak menegaskan mana di antara bentuk penjualan yang dipilih. 


Jual Beli Inah 
Yakni sejenis jual beli manipulatif agar pinjaman uang diba-yar dengan lebih banyak. Jual beli 


semacam ini tidak disyariatkan menurut mayoritas ulama demi mencegah terjadinya riba. Namun Imam 


asy-Syafi'i membolehkannya kalau itu terjadi tanpa dise-pakati sebelumnya. 


Jual Beli Wafa 
Yakni jual beli dengan syarat pengembalian barang dan pembayaran, ketika si penjual 


mengembalikan uang bayaran dan si pembeli mengembalikan barang. Jual beli ini tidak dibolehkan 
menurut pendapat para ulama yang paling benar. Karena tujuan sebenarnya dari jual beli ini adalah riba. 
Yakni dengan cara mem-berikan uang untuk dibayar secara tertunda, dan fasilitas barang itu dijadikan 


sebagai keuntungan alias bunganya. 


Jual Beli Berpanjar 
Yakni membeli barang dengan membayarkan sejumlah uang muka kepada penjual dengan 


perjanjian bila ia jadi membelinya, uang itu dimasukkan ke dalam harganya. Namun bila tidak jadi, uang 
itu menjadi milik penjual. 

Jual beli semacam ini boleh menurut pendapat para ulama yang paling benar, kalau diberi 
batasan waktu menunggu secara tegas dan uang itu akan menjadi bagian dari harga bila jual beli telah 


dilaksanakan, serta menjadi hak penjual kalau si pembeli tidak jadi membeli barangnya. 


Jual Beli Istijrar 
Yakni mengambil kebutuhan dari penjual sedikit demi sedikit, kemudian baru selang beberapa 


waktu membayarnya. Jual beli ini tidak apa-apa menurut pendapat ulama yang paling benar. Bahkan 
bisa jadi akan lebih menyenangkan pembeli dari-pada jual beli dengan tawar menawar. 


Rincian lebih lanjut akan dibahas pada bab berikutnya. 


Sumber : Alsofwah.or.id 
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NIAT 


Segala puji hanya milik Allah Ta'ala, Dzat yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada 
kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad keluarga, 
dan seluruh sahabatnya. Amiin. 

Niat seseorang memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap hukum perbuatan dan ucapannya. 
Bukan hanya dalam hal peribadatan, bahkan dalam hal mu'amalat (hubungan interaksi sesama manusia) 
dan juga amal duniawi lainnyapun, niat memiliki peranan yang begitu penting. 

Untuk menggambarkan betapa besar pengaruh niat pada hukum amalan dan ucapan manusia, 
maka saya mengajak para pembaca untuk merenungkan sabda Nabi shallallahu “alaihi wa sallam berikut 
ini: 


Anle (Gila 1933 La cg yah JSI Lail 3 Calailla Jas YI Lail 


“Sesungguhnya setiap amalan pasti disertai oleh niat, dan sesungguhnya setiap orang akan 


mendapatkan apa yang ia niatkan.” (Muttafagun 'alaih) 


Ibnul Oayyim rahimahullah menjelaskan sisi pendalilan dari hadits ini dengan berkata: “Niat 
adalah ruh, inti dan tonggak setiap amalan, dan amalan adalah cabang dari niat. Amalan akan menjadi 
sah bila niatnya sah, dan rusak bila niatnya rusak. Dan Nabi shallallahu “alaihi wa sallam telah 
menyabdakan dua kalimat yang mencakup dan jelas, dan pada keduanya terkandung ilmu-ilmu yang 


amat berharga. Kedua kalimat itu ialah sabda Beliau shallallahu “alaihi wa sallam: 


si La 15 yah JSI Kail Culik Jas YI Lai 


“Sesungguhnya setiap amalan pasti disertai oleh niat, dan sesungguhnya setiap orang akan 


mendapatkan apa yang ia niatkan.” 


Beliau shallallahu “alaihi wa sallam menjelaskan dengan kalimat pertama, bahwa tiada satu 
amalanpun yang dilakukan (oleh seseorang) kecuali disertai dengan niat, oleh karena itu tidaklah ada 
satu amalanpun melainkan disertai dengan niatnya. Kemudian beliau menjelaskan pada kalimat kedua: 
bahwa pelaku amalan tidaklah akan mendapatkan sesuatu dari amalannya tersebut selain apa yang 
telah ia niatkan. Dan hadits ini mencakup amalan ibadah, mu'amalah, sumpah, nazar, dan seluruh 


macam transaksi dan amalan. 
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Dan hadits ini merupakan dalil bahwa barang siapa yang menginginkan dari suatu transaksi jual- 
beli untuk dapat menjalankan praktek riba, berarti ia telah menjalankan praktek riba. Upayanya 
menutupi keinginannya tersebut dengan menampakkan praktek jual-beli tidaklah ada gunanya. Dan 
barang siapa yang menginginkan dari akad pernikahan untuk dapat menjadikan wanita yang ia nikahi 
halal (untuk dinikahi oleh mantan suaminya yang telah menceraikannya sebanyak tiga kali), maka ia 
dinyatakan sebagai muhallil (bandot sewaan), ia tidak dapat terbebas dari fakta ini dengan wujud 
pernikahan yang ia nampakkan, karena ia telah meniatkan rencananya tersebut.” (I'ilamul Muwaggi'in 
oleh Ibnul Oayyim 3/111-112) 

Pada lain kesempatan, Ibnul Gayyim juga menjelaskan: “Telah menjadi suatu ketetapan dalam 
syari'at yang tidak dapat diganggu gugat: sesungguhnya tujuan dan keyakinan seseorang harus 
dipertimbangkan dalam menilai setiap perbuatan dan ucapannya. Sebagaimana niat diperhitungkan 
dalam urusan ibadah, maka dalam urusan mu'amalah memiliki peranan yang peting. Niat dan keyakinan 
menjadi penentua suatu amalan itu halal atau haram, benar atau salah, amal ketaatan atau kemaksiatan. 
Sebagaimana niat dalam urusan ibadah menjadi penentu apakah suatu amalan itu hukumnya wajib atau 
sunnah atau haram, benar atau salah. Dan dalil-dalil yang membuktikan akan adanya ketentuan ini 
sangat banyak.(I'ilamul Muwaggi'in oleh Ibnul Gayyim 3/95-96) 

Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: “Sesungguhnya niat dan keyakinan senantiasa 
diperhitungkan dalam setiap perbuatan dan tradisi, sebagaimana keduanya senantiasa diperhitungkan 
dalam setiap amal ibadah. Niatlah yang menjadikan suatu hal halal atau haram, sah atau rusak/ batal, 
atau sah dari satu sisi dan batal dari sisi lain. Sebagaimana niat dalam amalan ibadah menjadikannya 


wajib, atau sunnah atau haram atau sah atau rusak/batal.” (Al Fatawa Al Kubra 6/54) 


Berikut beberapa contoh nyata dari peranan niat: 


Contoh pertama: 


SAE NAN BIT OA ta NA AN sa EA eos Da 
asalla J2 Y Ol cas A3 Gi UBI Ga pl Se Ae Aa Y Ol Gas GA ala 
IYA Gia JL Hall ol) Hjlu 33 


“Dari sahabat Abu Hurairah rahimahullah ia menuturkan: Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam telah 
bersabda: “Barang siapa yang menikahi seorang wanita dengan mahar tertentu, sedangkan ia berniat 


untuk tidak menyerahkan mahar tersebut kepadanya, maka ia adalah pezina. Dan barang siapa yang 
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berhutang suatu piutang, sedangkan ia berniat untuk tidak membayarnya, maka ia adalah pencuri.” 


(Riwayat Al Bazzar, dan Al Baihagy dan dishahihkan oleh Al Albany) 


Nabi shallallahu “alaihi wa sallam menganggap pembelli (orang yang berhutang) dan lelaki yang 
menikah bila keduanya berniat untuk tidak menunaikan kewajibannya bagaikan orang yang berzina dan 


mencuri, sehingga dosanya sama besarnya dengan dosa pezina dan pencuri.” (Al Fatawa Al Kubra 6/59) 


Dan pada hadits lain, nabi juga bersabda: 


Ao LAN IN jl SN Ga SJ la 3 dala Ai Gal LA Go Ai Ai alay POR cal Sp 
GAS al) ANN ARI ES Ang SAN Gay die AN (3 aga) 


“Sahabat Abu Hurairah rahimahullah meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu “alaihi wa sallam bersabda: 
“Barang siapa mengambil harta orang lain, sedangkan ia berniat untuk mengembalikannya (atau 
membayarnya), niscaya Allah akan memudahkannya untuk dapat mengembalikan harta tersebut. 
Sebaliknya bila ia mengambil dengan maksud merusakkannya (atau tidak mengembalikannya), niscaya 


Allah akan membinasakannya.” (Riwayat Imam Bukhari) 


Al Munawi dalam kitabnya Faidhul Oadiir menjelaskan bahwa orang yang berniat dan 
bersungguh-sungguh mengembalikan harta saudaranya, maka Allah akan memudahkannya dan 
melapangkan rizkinya, sehingga ia kuasa menunaikan kewajibannya. Sebaliknya orang yang sedari awal 
berniat merampas hak saudaranya, maka Allah akan memusnahkan harta kekayaannya, dengan cara 
menimpakan berbagai bencana, cobaan, terlilit hutang dan dihapuskan keberkahan hartanya. (Faidhul 
Oadiir 6/41) 

Saudaraku! Bagaimana dengan diri anda? Tatkala anda berhutang atau meminjam harta 
saudaramu, sudahkan anda memiliki kesungguhan niat untuk mengembalikannya? Ataukah ada 


keteledoran dalam merawat dan mengembalikan harta saudaramu? 


Selamat menantikan dan menemukan dampak dari niat anda sendiri. 
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Contoh kedua: 


Boke YAN dala g Aula dil Gelam ALI Oa Gal TU ie Ai mba) SL 3 Ud Le 
Ulas SIG elgailig elang cah Al anal g elglalag elgr jang el puainag eh pala 
SWIYI darma g Kalla pal 9 (EN Al ol) AI SI Sial elad Co Pal 


“Sahabat Anas bin Malik rahimahullah menuturkan: Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam telah 
melaknati sepuluh orang berkaitan dengan minuman khomer: pemerasnya, orang yang memesan untuk 
diperaskan, peminumnya, pembawanya (distributor), orang yang dibawakan kepadanya, penuangnya 
(penyajinya), penjualnya, pemakan hasil jualannya, pembelinya, dan orang yang dibelikan untuknya 
minuman khomer.” (Riwayat At Tirmizi, Ibnu Majah, dan hadits ini oleh Al Albany dinyatakan sebagai 


hadits shahih) 


Ibnul Oayyim berkata: “Tidak diragukan bahwa yang diperas oleh seorang pemeras adalah buah 
anggur. Akan tetapi karena niatnya adalah ingin memproduksi minuman khomer, maka amalan lahirnya 
tidak dapat menjadi pelindung dari laknatan Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam. Laknat itu 
menimpanya, akibat dari niat yang ada pada batinnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang 
semestinya menjadi pedoman anda dalam penilaian suatu transaksi dan amalan ialah hakikat dan tujuan 
pelakunya, dan bukan sekedar gambaran luar yang berupa ucapan dan perbuatan belaka.” (I'ilamul 


Muwaggi'in oleh Ibnul Gayyim 3/95) 


Contoh ketiga: 


M3 Ja Uya Selisih ala 3 dale Al laa AI Usa Ol is Ai may Al al us 
Gaal sal Aa AA BI ORI ma Ol aa) Gl Gala Ai Jl ya Us Ale Lani 
Mama lay AL MANA Gal Ja 3) SG) Alta Je deli GA VI Lesi Sal al 13 
Abu Rafi' rahimahullah mengisahkan: Bahwa pada suatu saat Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam 
berhutang seekor anak unta dari seseorang, lalu datanglah kepada Nabi shallallahu “alaihi wa sallam 
unta-unta zakat, maka beliau memerintahkan Abu Raafi' untuk mengganti anak unta yang beliau hutang 


dari orang tersebut. Tak selang beberapa saat, Abu Raafi' kembali menemui beliau dan berkata: “Aku 


hanya mendapatkan unta yang telah genap berumur enam tahun.” Maka Rasulullah shallallahu “alaihi 
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wa sallam bersabda kepadanya: “Berikanlah unta itu kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah 
orang yang paling baik pada saat melunasi piutangnya.” (Muttafagun 'alaih) 

Imam An Nawawi berkata: Pada hadits ini anda dapat mengambil pelajaran: Bahwa dianjurkan 
bagi orang yang berhutang untuk membayar piutangnya dengan yang lebih baik. Perbuatan ini termasuk 
amalan sunnah dan akhlag yang terpuji. Dan amalan ini tidaklah termasuk “piutang yang mendatangkan 
keuntungan” yang terlarang. Karena yang terlarang ialah tambahan yang dipersyaratkan ketika akad 
hutang-piutang.” (Syarah Shohih Muslim oleh Imam An Nawawi 11/37) 

Andai bukan karena mempertimbangkan maksud dan niat (seseorang), niscaya setiap pelaku 
riba (rentenir) bila hendak menukar uang seribu (dinar) dengan harga seribu lima ratus (dinar) yang 
dibayarkan kemudian (dihutang), akan dengan mudah berkata: aku tukar uang seribu milikku ini dengan 
seribu milikmu, dan aku memberimu hadiah uang sebanyak lima ratus, akan tetapi maksudnya seperti 


yang saya inginkan.” (Al Fatawa Al Kubra 6/60) 


Contoh keempat: 


Ig IIA Y Talas 9 dale dil Gua dil Jgany IE JB dis Al ay bh al US 
AGAR AAN Alis Ia ph ah uda Ki pa V3 NOISE Yg LAB V3 UPI 
Ale ia BAG Yp AB Yg Kalah Y aludt! jI Aaa 


“Dari sahabat Abu Hurairah rahimahullah ia menuturkan: Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam 
bersabda: Janganlah engkau saling hasad, saling menaikkan penawaran barang (padahal tidak ingin 
membelinya), saling membenci, saling merencanakan kejelekan, sebagian dari kalian melangkahi 
pembelian sebagian lainnya, dan hendaknya engkau menjadi hamba-hamba Allah yang saling 
bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak layak baginya untuk menzhalimi 
saudaranyanya, dan tidak pula untuk berpangku tangan mengetahui saudaranya dianiaya orang lain. 


Dan tidak layak pula baginya untuk menghina saudaranya.” (Muttafagun 'alaih) 


Imam As Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan an najesy ialah seseorang datang ke tempat 
penjualan suatu barang, lalu ia turut mengajukan penawaran, sedangkan ia tidak berminat untuk 
membelinya. Ia melakukan hal itu agar calon pembeli lainnya terpengaruh dengan penawarannya, 


sehingga merekapun menaikkan penawaran mereka sebelumnya. Barang siapa telah mengetahui 
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larangan Rasululullah shallallahu “alaihi wa sallam, lalu ia melakukan penawawan semacam ini, maka ia 


telah berbuat dosa.” (As Sunan Al Kubra oleh Al Baihagy 5/344) 


Contoh kelima: 


SIKA OKE ja Tan 9 Ale dil laa dil Say IE IE die Al ema BA al Ye 
Cita 3 Sally aamd ola della pi Dela ie Us Aa Ul Ani 


“Dari sahabat Abu Hurairah rahimahullah ia menuturkan, Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam 
bersabda: “Barang siapa yang menimbun suatu timbunan agar dengan cara ini harga menjadi mahal atas 


umat islam, maka ia telah berdosa.” (Riwayat Ahmad, Al Hakim dan Al Baihagy) 


Penulis 'Aunul Ma'bud berkata: “Pendek kata, alasan diharamkannya monopoli ialah karena 
perbuatan ini merugikan umat Islam secara umum. Monopoli diharamkan diharamkan bila merugikan 
umat Islam. Dengan demikian, hukum monopoli berlaku pada makanan pokok dan lainnya, karena 
monopoli pada komoditi apapun menimbulkan kerugian pada mereka.” ('Aunul Ma'bud oleh 


Muhammad Syamsul Hag Al “Azhim Al Abaady 9/228) 


Contoh keenam: 


Ol bea HA GRC Gi ol ad Us3 V9 20 HIS Pati Cita yh SAMA, 
228 Bill AAN NN Il SI Data Sal Desai SAN AN AG alga SK 


“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali guru'. Tidak boleh mereka 
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan Hari 
Akhir. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu 
menghendaki ishlah.” (Os. Al Bagarah: 228) 

Ibnu Katsir rahimahullah berkata: “Dan seorang suami yang telah menceraikan istrinya berhak 
untuk meruju' kembali istrinya, selama masih berada di masa 'iddah. Ketentuan ini hanya berlaku bila 


sang suami menghendaki kebaikan dari ruju' tersebut.” (Tafsir Ibnu Katsir 1/609) 
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Pada ayat lain Allah Ta'ala berfirman: 


8 Sarah V9 Hagyatay GA Aya Gol Hg atas OP Susi Ulah Cala elus slh IS, 
2313 yul Iga al « call NAS Yg dani alba A88 BU Jah yag Pia Na 


“Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka 
dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu 
rujuki mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. 
Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 


Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan.” (Os. Al Bagarah: 231) 


Para ulama' ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah larangan bagi para suami dari merujuk' 
istri-istrinya walaupun masa 'iddah masih berlaku, bila tujuannya ialah untuk menyakiti sang istri, 
dengan memperlama masa 'iddah. Menyakiti istri yang telah dicerai juga dapat terwujud dengan 
mengkondisikan istri sedemikian rupa, sehingga sang istri terpaksa mengajukan gugatan cerai khulu' , 
sehingga sang istri berkewajiban mengembalikan sebagian atau seluruh mas kawin yang pernah ia 
dapatkan. (Tafsir Ibnu Jarir At Thabari 5/8) 

Saudaraku! Anda pasti mengetahui bagaimana nasib kaum Yahudi yang sengaja melupakan akan 
asas ini. Tatkala Allah mengharamkan atas mereka untuk berburu pada hari sabtu, maka merekapun 
memasang perangkap atau jaring ikan pada hari Jum'at, dan pada haru sabtu mereka mengambil hasil 


tangkapannya. 


Agita ag Agil Agaili Al Call (Ay gia al ya Sola CS Al opal ye agdlal 3 

83 0. HN: - 3 0, et 0 da LAN SUS -090.-- GB 3n 

163 Sl 2YI. Csikata Il Lag ab alis SUS Aria Y Ogsnn Y oa lea 

“Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka 

melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada disekitar) 
mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang 


kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.” (Os. Al A'araf: 


163) 
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Atas ulah mereka ini, Allah menimpakan kepada mereka siksa dan azab yang begitu pedih: 


166 Sl YI Oaiml Asi Ae UM Ale Teki LA ye Nge la 
“Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, Kami 


katakan kepadanya:” Jadilah kamu kera yang hina.” (Os. Al A'araf: 166) 


Dan Nabi shallallahu “alaihi wa sallam juga menceritakan bagaimana perilaku bangsa yahudi yang 


berusaha melalaikan akan asas ini. 


Ob ta Ang gr g Call ale lu 9 Ane dil laa Coil) am Al die Al Ga) pala Ye 
aga SA AI Jan) G Jasa Ja AJA Ajal, JAS eh pa Aly yg AMI 
JB 3 ia AO LB Gal) ea Grain Sala La GA Cal! ga (ilah AS Ai 
Mn au 3 an en Ja SA Ie baal mala 5 
alrag SA Am yA ALS | JS 2 geo Sio gl Lea ya 


Dari sahabat Jabir rahimahullah bahwasannya ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wa 
sallam pada saat fathu Makkah (penakhlukan kota Makkah), disaat beliau masih berada di kota Makkah, 
bersabda: “Sesungguhnya Allah Azza Wa jalla dan Rasul-Nya, telah mengharamkan jual-beli khamer, 
bangkai, khinzir (babi) dan berhala (patung) Lalu dikatakan kepada beliau: “Ya, Rasulullah, 
bagaimanakan halnya dengan lemak bangkai, karena ia digunakan untuk melumasi perahu, dan 
meminyaki (melumuri) kulit, juga digunakan untuk bahan bakar lentera?” Beliaupun menjawab: “Tidak, 
itu (menjual lemak bangkai) adalah haram.” Kemudian Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda: 
“Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, sesungguhnya tatkala Allah mengharamkan atas 
mereka untuk memakan lemak binatang, merekapun mencairkannya, kemudian menjualnya, dan 


akhirnya mereka memakan hasil penjualan itu.” (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim) 


Saudaraku! saya yakin, tidak ada dari anda sekalian yang mendambakan untuk menemui nasib 
serupa dengan nasib yang menimpa bangsa yahudi. Bukankah demikian? 
Bila demikian adanya, maka perhatikanlah selalu niat anda dalam setiap aktifitas anda. 


Berlakulah jujur pada diri sendiri, sebelum anda mengaku berlaku jujur kepada orang lain. 
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Demikianlah peranan niat dalam perniagaan seorang muslim, semoga Allah Ta'ala senantiasa 


melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu a'alam bisshawab. 


Penulis: Ustadz Muhammad Arifin Badri, M.A. 


Artikel www.pengusahamuslim.com 
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Jual Beli dengan Sistem Panjar/Uang Muka 


Setiap orang tidak mungkin bisa lepas dari orang lain yang menutupi kebutuhannya. Interaksi 
antar individu manusia adalah perkara penting yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam. 


Khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta. Oleh karena itu Allah berfirman, 


V9 la pi Ie BUAS OKE UI VI JLN AG AGAN KEY La Gas al 
Las po OS AN 3) Ad 1 5 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Os. An 
Nisaa' 4: 29) 
Dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan pertukaran harta dapat dilakukan dengan 
perniagaan yang berasaskan saling suka diantara para transaktornya. 
Dewasa ini banyak sekali berkembang sistem perniagaan yang perlu dijelaskan hukum 
syariatnya, apalagi dimasa kaum muslimin sudah menjauh dari agamanya, ditambah lagi 
ketidakmengertian mereka terhadap syariat Islam. Salah satu sistem perniagaan tersebut adalah jual beli 


dengan panjar atau uang muka atau DP. 


Definisi 


Panjar (DP) dalam bahasa Arab adalah “Urbuun (uxbd!). Kata ini memiliki padanan kata 
(sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, Urbaan (v4JYI), “Urbaan (uks) dan Urbuun (1 us)Y!) Secara 


bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli. (2) 
Berkata penulis kitab Al Mishbah Al Munier (hal. 401), 


“AI Arabun dengan difathahkan huruf “Ain dan Ra'nya. Sebagian ulama menyatakan, yaitu seorang 
membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya 
kemudian menyatakan, “Apabila transaksi sempurna maka kita hitung ini sebagai pembayaran dan bila 
tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta kembali darimu.' Dikatakan Al “Urbun dengan wazan 


“Ushfur dan Al “Urbaan dengan huruf nun asli. 
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Al Ashma'i menyatkan, Al-Urbun adalah kata ajam (non arab) yang diarabkan.I3| 


Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut: 

Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si 
penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga 
pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. 

Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, “Apabila saya 
ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya tidak jadi mengambil 
(barang itu), maka uang (DP) tersebut untukmu.” (4) 

Atau seorang membeli barang dan menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau 
lebih dengan ketentuan apabila si pembeli mengambil barang tersebut, maka uang panjar 


tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik penjual.(5J 


Jelas disini bahwa sistem jual beli ini dikenal dalam masyarakat kita dengan pembayaran DP atau uang 


jadi. Wallahu A'lam. 


Hukum Jual Beli Ini 


Dalam permasalahan ini para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat: 


1. Jual beli dengan uang muka (panjar) ini tidak sah. 
Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyyah. Al 


Khothobi menyatakan, “Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Malik, 
Syafi'i menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits(6) dan karena terdapat syarat fasad 
dan Al Ghoror|7). Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. 
Demikian juga Ash-habul Ra'yi (madzhab Abu Hanifah -pen) menilainya tidak sah." (8) 

Ibnu Audamah menyatakan, “Ini pendapat Imam Malik, Al Syafi'i dan Ash-hab Al Ra'yi 
dan diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan Al Hasan Al Bashri.”(9| 

Dasar argumentasi mereka di antaranya: 


a. Hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata, 
oboa ga Ge alay Ane AIM aa AN Jgn) ee 
JA AAN GAS Yi Sial UR Ga al Ale N ANN G3 Uagi GAY, BAN 
Si tilas Ud ISI ol Anta EK cl Cie bm Ghlasf 
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Rasulullah shollallohu “alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik 
menyatakan, “Dan menurut yang kita lihat —wallahu A'lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli 
budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, 'Saya berikan kepadamu satu 
dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah 


saya berikan itu menjadi milikmu.” (10) 


b. Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena 
disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.|I11) Sedangkan memakan harta orang lain 


hukumnya haram sebagaimana firman Allah, 


V3 Kia Ga Ie FO D3 UN VI JL AK KM 1 AE Yaa Gal Gal G 
Van S3 GS ATI Gp Kail | gia 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. 


Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 


(Os. An Nisaa' 4: 29) 


Imam Al Ourthubi dalam Tafsirnya (5/150) menyatakan, “Diantara bentuk memakan harta orang 
lain dengan bathil adalah jual beli dengan panjar (uang muka). Jual beli ini tidak benar dan tidak 
boleh menurut sejumlah ahli figih dari ahli Hijaz dan Irag, karena termasuk jual beli perjudian, 
ghoror, spekulatif, dan memakan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti dan hadiah 


pemberian dan itu jelas batil menurut ijma'.” 
c. Karena dalam jual beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar dan syarat 


mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.|12) Padahal 


Rasululloh shollallohu “alaihi wa sallam bersabda, 


dawai ol 9), an AS OMA Yg € ang lu JM Y 


“Tidak boleh ada hutang dan jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli.” (HR Al Khomsah). 
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Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (Khiyaar Al Majhul). Kalau 
disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. 
Demikian juga apabila dikatakan, “Saya punya hak pilih. Kapan mau, akan saya kembalikan 
dengan tanpa dikembalikan uang bayarannya.(13) Ibnu Oudamah menyatakan, “Inilah giyas 
(analogi).”14) 

” Pendapat ini dirojihkan Al Syaukani dalam pernyataan beliau, “Yang rojih (kuat) adalah 
pendapat mayoritas ulama, karena hadits 'Amru bin Syu'aib telah ada dari beberapa jalan 
periwayatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadits yang 
terkandung larangan lebih rojih dari yang menunjukkan kebolehan sebagaimana telah jelas dalam 
ushul Figih...” 

“Illat (sebab hukum) dari larangan ini adalah jual beli ini mengandung dua syarat yang fasid: 

salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis apabila 


pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual 


apabila tidak terjadi keridhoan untuk membelinya.|15|J 


2. Jual beli ini diperbolehkan. 


Inilah pendapat madzhab Hambaliyyah dan diriwayatkan kebolehan jual beli ini dari Umar, Ibnu 


Umar, Sa'id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin.(16| 


Al Khothobi menyatakan, “Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan 


jual beli ini dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang 


membolehkannya dan menyatakan, “Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah 


pendapat Umar, yaitu tentang kebolehannya.' Ahmad pun melemahkan (mendhoifkan) hadits larangan 


jual beli ini, Karena terputus.|(17) 


Dasar argumentasi mereka adalah: 


Atsar yang berbunyi, 


- oya “GG se Tan o, 22 CP GEN Long AE 2. “2 La EA 
Ha UB Alit Gn UN sa Ca Comal IS yan SAN ASI en ja Gp ab Ye 
ISS 9 IS ala YI 3 "jas 
Diriwayatkan dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk 
Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka 


Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian. 
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Atsar ini dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya (5/392) dan Al Bukhori secara 
mu'allag (lihat Fathul Bari 5/91) dan Al Atsram meriwayatkannya dalam kitab Sunnahnya dari 
jalan periwayatan Ibnu “Uyainah dari Amru bin Dinaar dari Abdurrahman bin Farukh dengan 


lafadz, 


Kab y3 SI Anna Aa 033 GL gia Uya Gaal Dj 05 ji Sa Jia Me Up lu 

Ol sikat Kilang JA ya al yan Ula Al mala jas ma Ui 

Demikian juga Abdurrazaag dalam Mushonnafnya (5/148-149), Al Baihagi dalam sunannya 6/34, 

Al Azraagi dalam Akhbaar Makkah 2/165 dan Al Fakihi dalam Akhbaar Makkah 3/254 seluruhnya 
dari jalan Sufyan bin “Uyainah. 

Dalam sanad ini ada Abdurrahman bin Farukh Maula Al “Adawi, Al Haafidz ibnu Hajar 
dalam Al Tagrieb hal 254 menyatakan, “Magpbul dari tabagat ketiga dan imam al-Bukhori tidak 
secara gamblang menyebutnya.” 

Ibnu Hibaan menyebutnya dalam kitab Al Tsigaat 7/87 dan Al Dzahabi tidak 
berkomentar dalam Al Mizaan 2/582 serta Muslim menyebutkannya dalam kitab Al Wihdaan hal 
117 termasuk orang yang Amru bin Dinar bersendirian meriwayatkan hadits darinya dan Al 
Bukhori tidak memberikan keterangan tambahan dalam tarikhnya 5/337 selain menyatakan 
Abdurrahman bin Farukh maula Umar bin Al Khothob dari bapaknya. 

Syeikh Al Albani menyatakan dalam Mukhtashor Al Bukhori 2/137, “Sungguh 
Abdurrahman ini telah diisyaratkan Al Dzahabi sebagai perawi majhul, tidak meriwayatkan 
darinya kecuali Amru bin Dinaar.” 

Al Haafidz dalam Fathul Bari 5/91-92 menyatakan bahwa Umar bin Syubah 
meriwayatkannya dalam Akhbar Makkah dari jalan Ibnu Juraij dengan menghapus Abdurrahman 
dan yang benar bahwa Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Abdurahman ini juga, sebagaimana 
disampaikan Abdurrazag dalam Mushonnafnya 5/147-148. 

Riwayat ini dapat dijadikan hujjah, sebagaimana dilakukan imam Ahmad bin Hambal. 
Al-Atsram berkata, “Saya bertanya kepada Ahmad, “Apakah Anda berpendapat demikian?" 
Beliau menjawab, “Apa yang harus kukatakan? Ini Umar rodhiyallohu “anhu (telah berpendapat 


demikian). (18) 
Demikian juga Ibnul Gayyim menukilkannya dari beliau pada Bada'i Al Fawa'id 4/84. 
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Ditambah kisah ini telah masyhur dikalangan para ulama dan penulis sejarah Makkah 
seperti Al Azraagi, Al Fakihi dan Umar bin Syubah hingga diriwayatkan penjara ini masih ada 


sampai zaman Al Fakihie. Wallahu A'lam.|19J 


Hadits Amru bin Syuaib adalah lemah sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam 
melarang jual beli ini. 
Kelemahannya karena semua jalan periwayatannya kembali kepada orang tsigah yang mubham 
(tidak disebut namanya). Ini karena imam Malik menyatakan, Telah menceritakan kepadaku 
seorang tsigah sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan Malik di Muwatha'.” Sedangkan dalam 
riwayat Abu Daud dan ibnu Majah diriwayatkan imam Malik menyatakan, “Telah sampai kepada 
kami bahwa Amru bin Syu'aib ...” Ini tentu saja menunjukkan adanya perawi yang dihapus 
antara Malik dengan Amru bin Syu'aib. Adapun ibnu Majah meriwayatkan dari jalan lain, namun 
ada perawi bernama Abu Muhammad Habieb bin Abi Habieb Katib Malik yang matruk (lemah 
sekali) dan Abdullah bin Amir Al Aslami yang juga lemah. 

Hadits ini dinilai lemah oleh Imam Ahmad (20), Al Baihagi (211, Al Nawawi (221, Al 
Mundziri (23), Ibnu Hajar (24) dan Al Albani (25). 
Panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi 
selama beberapa waktu. la tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak 
sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa 
ada imbalannya. 
Tidak sahnya giyas atau analogi jual beli ini dengan Al Khiyar Al Majhul (hak pilih terhadap hal 
yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu 
menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka batallah analogi tersebut, dan 
hilanglah sisi yang dilarang dari jual beli tersebut. 
Jual beli ini tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian sebab tidak terkandung 
spekulasi antara untung dan buntung. Syaikh Ibnu “Utsaimin dalam Syarah Bulugh Al Maram hal. 
100 menyatakan, “Ketidakjelasan dalam jual beli al-Urbun tidak sama dengan ketidak jelasan 
dalam perjudian, karena ketidakjelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor tersebut 
berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak, karena penjual tidak merugi bahkan 
untung dan paling tidak barangnya dapat kembali. Sudah dimaklumi seorang penjual memiliki 
syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari, dan itu diperbolehkan. Dan jual beli 


dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih tersebut. Hanya saja penjual diberi sebagian 
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dari pembayaran apabila barang dikembalikan, karena nilainya telah berkurang bila orang 
mengetahui hal itu walaupun hal ini didahulukan namun ada maslahat disana. Juga ada 
maslahat lain bagi penjual karena pembeli bila telah menyerahkan uang muka akan termotivasi 
untuk menyempurnakan transaksi jual belinya. Demikian juga ada maslahat bagi pembeli, 
karena ia masih dapat memilih mengembalikan barang tersebut bila menyerahkan uang muka. 


Padahal bila tidak tentu diharuskan terjadinya jual beli tersebut.” (26J 


Pendapat Para Ulama Zaman Ini 
e Syeikh Abdulaziz bin Baaz mantan Mufti Agung Saudi Arabia Rohimahullah pernah ditanya,” Apa 


hukum melaksanakan jual beli sistem panjar (Al Urabun) apabila belum sempurna jual belinya. 
Bentuknya adalah dua orang melakukan transaksi jual beli, apabila jual beli sempurna maka 
pembeli menyempurnakan nilai pembayarannya dan bila tidak jadi maka penjual mengambil DP 
(panjar) tersebut dan tidak mengembalikannya kepada pembeli?”Beliau menjawab,” Tidak 
mengapa mengambil DP (uang panjar) tersebut dalam pendapat yang rojih dari dua pendapat 
ulama, apabila penjual dan pembeli telah sepakat untuk itu dan jual belinya tidak dilanjutkan 
(tidak disempurnakan). (27) 

e Fatwa Lajnah Daimah Lil Buhuts Al Ilmiyah Wa Al Ifta (komite tetap untuk penelitian ilmiyah dan 
fatwa kerajaan Saudi Arabia) 

1. Fatwa no. 9388 yang berbunyi: 

Pertanyaan: 

Bolehkah seorang penjual mengambil uang muka (“Urbuun) dari pembeli dan dalam keadaan 
pembeli gagal membeli atau mengembalikannya apakah penjual berhak secara hukum syari'at 
mengambil uang muka tersebut untuk dirinya tanpa mengembalikannya kepada pembeli? 

Jawaban: 

Apabila realitanya demikian maka dibolehkan baginya (penjual) untuk memiliki uang muka 
tersebut untuk dirinya dan tidak mengembalikannya kepada pembeli -—menurut pendapat yang rojih- 
apabila keduanya telah sepakat untuk itu. 

Ditanda tangani oleh Syeikh Abdulaziz bin Baaz, Abdurrazag “Afifi dan Abdullah bin 
Ghadayaan.|28) 


2. Fatwa no. 19637 menjawab pertanyaan: 
“AI 'Urbuun sudah dikenal dengan uang muka sedikit yang diserahkan pada waktu membeli untuk 


tanda jadi hingga menjadikan barang dagangan tersebut tergantung. Apa hukum jual beli tersebut? 
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Banyak dari para penjual yang mengambil harta Urbuun (panjar) ketika gagal pelunasan pembayaran, 
bagaimana hukumnya?”Jawaban: 

Jual beli dengan DP (“Urbuun) diperbolehkan. 

Jual beli ini dengan membayar seorang pembeli kepada penjual atau agennya (wakilnya) sejumlah 
uang yang lebih sedikit dari nilai harga barang tersebut setelah selesai transaksi, untuk jaminan barang. 
Ini dilakukan agar selain pembeli tersebut tidak mengambilnya dengan ketentuan apabila pembeli 
tersebut mengambilnya maka uang muka tersebut terhitung dalam bagian pembayaran dan bila tidak 
mengambilnya maka penjual berhak mengambil uang muka tersebut dan memilikinya. 

Jual beli sistem panjar ('urbuun) ini sah, baik telah menentukan batas waktu pembayaran sisanya 
atau belum menentukannya dan penjual memiliki hak secara syar'i menagih pembeli untuk melunasi 
pembayaran setelah sempurna jual beli dan terjadi serah terima barang. 

Kebolehan jual beli “urbuun ini ditunjukkan oleh perbuatan Umar bin Al Khothob rodhiyallohu 
"anhu. Imam Ahmad menyatakan tentang jual beli panjar ini, “Boleh.” Dan dari Ibnu Umar rodhiyallohu 
'anhuma beliapun membolehkannya. Sa'id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin menyatakan, 
“Diperbolehkan bila ia tidak ingin untuk mengembalikan barangnya dan mengembalikan bersamanya 
sejumlah harta. 


Sedangkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi shollallohu “alaihi wa sallam yang berbunyi, 


Obor an 02 plug date AMI Ina AMI Jgn) gi 
“Rasulullah shollallohu “alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka.” Adalah 
hadits yang lemah (Dhoif), imam Ahmad dan selainnya telah mendhoifkannya sehingga tidak bisa 
dijadikan sandaran. 
Ditanda tangani oleh Syeikh Abdulaziz bin Baaz, Abdurrazag “Afifi dan Abdullah bin 
Ghadayaan.|29) 

e Majlis Fikih Islam pada seminar ke delapan telah selesai berkesimpulan dibolehkannya jual beli 
panjar. Berikut ini ketetapan-ketetapan yang mereka buat:Pertama: Yang dimaksud dengan jual 
beli sistem panjar adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si 
penjual dengan syarat bila ia jadi mengambil barang itu, maka uang muka tersebut masuk dalam 
harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu 
menjadi milik penjual. Transaksi ini selain berlaku untuk jual beli juga berlaku untuk sewa 
menyewa, karena menyewa berarti membeli fasilitas.Di antara jual beli dikecualikan jual beli 


yang memiliki syarat harus ada serah terima pembayaran atau barang transaksi di lokasi akad 
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(jual beli As-Salm) atau serah terima keduanya (barter komoditi riba fadhal dan Money Changer). 
Dan dalam transaksi jual beli murabahah tidak berlaku bagi orang yang mengharuskan 
pembayaran pada waktu yang dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua yang 
dijanjikan.Kedua: Jual beli sistem panjar dibolehkan bila dibatasi waktu menunggunya secara 
pasti, dan panjar itu dimasukkan sebagai bagian pembayaran, bila sudah dibayar lunas. Dan 
menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.|30) 

e Fatwa Al Hai'at Al Syar'iyah Li Syarikat Al Raajihi Al Mashrafiyah Lil Istitsmaar (Dewan syari'at 
Bank Islam Al Rajihi KSA), ketetapan no. 99.Dengan demikian yang rojih —insya Allah- adalah 
pendapat yang membolehkannya. Namun perlu diingat bila penjual mengembalikan uang muka 
(panjar) tersebut kepada pembeli ketika gagal menyempurnakan jual belinya, itu lebih baik dan 
lebih besar pahalanya disisi Allah sebagaimana disabdakan Rasululloh shollallohu “alaihi wa 
sallam,45 4 All Alai Uatus Ulil ysSiapa yang berbuat igaalah dalam jual belinya kepada seorang 
muslim maka Allah akan bebaskan ia dari kesalahan dan dosanya.Igalah dalam jual beli dapat 
digambarkan dengan seorang membeli sesuatu dari seorang penjual, kemudian pembeli ini 
menyesal membelinya, ada kala karena sangat rugi atau sudah tidak butuh lagi atau tidak 
mampu melunasinya, lalu pembeli itu mengembalikan barangnya kepada penjual dan 
penjualnya menerimanya kembali (tanpa mengambil sesuatu dari pembeli).(31| 

Demikian seputar permasalahan jual beli dengan pemberian uang muka, mudah-mudahan bermanfaat. 
sok 
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JUAL BELI YANG TERLARANG 


1. Jual Beli secara Gharar (yang tidak jelas sifatnya) 


Yaitu segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung jahalah (unsur ketidakjelasan), atau di 
dalamnya terdapat unsur taruhan atau judi. 

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli 
(dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara gharar." (Shahih: Muktashar Muslim no: 
939, Irwa'ul Ghalil no: 1294, Muslim III: 1153 no: 1513, Tirmidzi Il: 349. no: 1248, 'Aunul Ma'bud IX: 230 
no: 3360, Ibnu Majah II: 739 no: 2194 dan Nasa'i VII: 262). 

Imam Nawawi dalam Syarhu Muslimnya X: 156 menjelaskan "Adapun larangan jual beli secara 
gharar, merupakan prinsip yang agung dari sekian banyak prinsip yang terkandung dalam Bab Jual Beli, 
oleh karena itu, Imam Muslim menempatkan hadits gharar ini di bagian pertama dalam Kitabul Buyu' 
yang dapat dimasukkan ke dalamnya berbagai permasalahan yang amat banyak tanpa batas, seperti, 
jual beli budak yang kabur, jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak diketahui, jual beli 
barang yang tidak dapat diserahterimakan, jual beli barang yang belum menjadi hak milik penuh si 
penjual, jual beli ikan di dalam kolam yang lebar, jual beli air susu yang masih berada di dalam tetek 
hewan, jual beli janin yang ada di dalam perut induknya, menjual sebagian dari seonggok makanan 
dalam keadaan tidak jelas (tanpa ditakar dan tanpa ditimbang), menjual satu pakaian di antara sekian 
banyak pakaian, menjual seekor kambing di antara sekian banyak kambing, dan yang semisal dengan itu 
semuanya. Dan, semua jual beli ini bathil, karena sifatnya gharar tanpa ada keperluan yang mendesak." 

Selanjutnya, beliau (Nawawi) berkata : "Kalau ada hajat yang mengharuskan melakukan gharar, 
dan tertutup kemungkinan untuk menghindarinya, kecuali dengan amat sulit sekali, lagi pula gharar 
tersebut bersifat sepele, maka boleh jual beli yang dimaksud. Oleh sebab itu, kaum muslim sepakat atas 
bolehnya jual beli jas yang di dalamnya terdapat kapas yang sulit dipisahkan, dan kalau kapasnya dijual 
secara terpisah justru tidak boleh." 

"Ketahuilah bahwa jual beli barang secara mulamasah, secara munabadzah, jual beli barang 
secara habalul habalah, jual beli barang dengan cara melemparkan batu kecil, dan larangan itu semua 
yang terkategori jual beli yang ditegaskan oleh nash-nash tertentu maka semua itu masuk ke dalam 
larangan jual beli barang secara gharar. Akan tetapi jual beli secara gharar ini disebutkan secara 
sendirian dan ada larangan secara khusus, karena praktik jual beli gharar ini termasuk praktik jual beli 


jahiliyah yang amat terkenal. Wallahu a'lam." 
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2. Jual Beli Secara Mulamasah dan Munabadzah 


Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "(Kita) dilarang dari (melakukan) dua bentuk jual beli: yaitu 
secara mulamasah dan munabadzah. Adapun munabadzah ialah setiap orang dari pihak penjual dan 
pembeli meraba pakaian rekannya tanpa memperhatikannya. Sedangkan munabadzah ialah masing- 
masing dari keduanya melemparkan pakaiannya kepada rekannya, dan salah satu dari keduanya tidak 
memperhatikan pakaian rekannya" (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 938 dan Muslim III: 1152 no: 2 dan 
1511). 

Dari Abu Sa'ad al-Khudri ra, ia berkata, "Rasulullah telah melarang kita dari (melakukan) dua 
bentuk jual beli dan dua hal yang mengandung ketidakjelasan: yaitu jual beli secara mulamasah dan 
munabadzah. Mulamasah ialah seseorang meraba pakaian orang lain dengan tangannya, pada waktu 
malam atau siang hari, tetapi tanpa membalik-baliknya: dan munabadzah ialah seseorang melemparkan 
pakaiannya kepada orang lain dan orang lain itupun melemparkan pakaiannya kepada pelempar 
pertama yang berarti masing-masing telah membeli dari yang lainnya tanpa diteliti dan tanpa saling 
merelakan." (Muttafagun'alaih: Muslim III: 1152 No 1512, dan ini lafadznya, Fathul Bari IV: 358 no: 2147, 
44, ' Aunul Ma'bud IX: 231 no: 3362 dan Nasa'i VII: 260). 


3. Jual Beli Barang secara Habalul Habalah 


Dari Ibnu Umar ra, ia berkata, "Adalah kaum jahiliyah biasa melakukan jual beli daging unta 
sampai dengan lahirnya kandungan, kemudian unta yang dilahirkan itu bunting. Dan, habalul habalah 
yaitu unta yang dikandung itu lahir, kemudian unta yang dilahirkan itu bunting, kemudian Nabi melarang 
yang demikian itu." (Muttafagun “alaih: Fathul Bari IV: 356 no: 2143, Muslim III: 1153 no: 1514, “Aunul 
Ma'bud IX: 233 no: 3365, 64, Tirmidzi II: 349 no: 1247 secara ringkas, Nasa'i VII: 293 dan Ibnu Majah 


11:740 no: 2197 secara ringkas). 


4. Jual Beli Dengan Lemparan Batu Kecil 


Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah saw melarang jual beli dengan lemparan batu kecil 
dan jual beli secara gharar." (Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 1817 dan Ibnu Majah II: 752 no: 2235). 
Dalam kitab Syarhu muslim X:156, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, "Adapun jual beli 


secara lemparan batu-batu kecil itu, ada tiga penafsiran: 
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Pertama, seorang penjual berkata pada si pembeli, “Saya menjual dari sebagian pakaian ini, yang 
terkena lemparan batu saya, atau ia berkata kepada si pembeli, “Saya menjual kepadamu tanah ini, 
yaitu dari sini sampai dengan batas tempat jatuhnya batu yang dilemparkan.' 

Kedua, seorang berkata kepada si pembeli, “Saya jual kepadamu barang ini, dengan catatan 
engkau mempunyai hak khiyar (pilih) sampai aku melemparkan batu kecil ini.” 

Ketiga, pihak penjual dan pembeli menjadikan sesuatu yang dilempar dengan batu sebagai 
barang dagangan, yaitu pembeli berkata kepada penjual, “Apabila saya lempar pakaian ini dengan batu, 


maka ia saya beli darimu dengan harga sekian." 


5. Upah Persetubuhan Pejantan 


Dari Ibnu Umar ra, ia berkata, "Nabi saw melarang (makan) upah persetubuhan pejantan." 
(Shahih: Mukhtashar Muslim no: 939, Fathul Bari IV: 461 no: 2284, “Aunul Ma'bud IX: 296 no: 3412, 
Tirmidzi Il: 372 no: 1291 dan Nasa'i VII: 310). 


6. Jual Beli Sesuatu yang Belum Menjadi Hak Milik 


Dari Hakim bin Hizam ra, ia berkata : Aku berkata, "Ya Rasulullah, ada seorang yang akan 
membeli dariku sesuatu yang tidak kumiliki. Bolehkan saya menjualnya?" Maka jawab beliau, "Jangan 
kamu jual sesuatu yang tidak menjadi milikmu." (Shahih: Irwa'ul Ghalil no: 1292, Ibnu Majah II: 737 
no:2187, Tirmidzi 11:350 no: 1250, “Aunul Ma' bud IX: 401 no: 3486, Nasa'i VII: 289). 


7. Jual Beli Barang yang Belum Diterima 


Dari Ibnu Abbas ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Barang siapa membeli makanan, maka 
janganlah ia menjualnya hingga ia menerimanya." Ibnu Abas berkata, "Saya menduga segala sesuatu 
sama statusnya dengan makanan." (Muttafagun 'alaih: Muslim III: 1160 no: 30 dan 1525 dan lafadz ini 
baginya, Fathul Bari IV: 349 no: 2135, 'Aunul Ma'bud IX: 393 no:3480, Nasa'i VII: 286 dan Tirmidzi II: 379 
no: 1309). 

Dari Thawas dari Ibnu Abas ra bahwa Rasulullah saw bersabda, "Barang siapa membeli makanan, 
maka janganlah menjualnya hingga ia manakarnya." Kemudian saya (Thawas) berkata kepada Ibnu Abas, 
"Mengapa?" Jawabnya, "Tidakkah engkau melihat orang-orang membeli dengan emas, sedangkan 
makanan yang dibeli itu tertangguhkan." (Muttafagun “alaih: Muslim Ill: 1160 no: 31 dan 1525 dan 
lafadz ini baginya, Fathul Bari IV: 347 no: 2132 dan “Aunul Ma'bud IX: 392 no: 3479). 
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8. Jual Beli Atas Pembelian Saudara 


Dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Janganlah sebagian di antara kamu 
membeli atas pembelian sebagaian yang lain." (Muttafagun 'alaih: Fathul Bari IV: 373 no: 2165, Muslim 
II: 1154 no:1412, dan Ibnu Majah II: 333 no: 1271). 

Dari abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Janganlah seseorang Muslim menawar 


atas tawaran saudaranya." (Shahih: Irwa'ul Ghalil no: 1298, dan Muslim III: 1154 no: 1515). 


9. Jual Beli secara Inah. 


Yang dimaksud jual beli secara 'inah ialah seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan 
harga bertempo, lalu sesuatu itu diserahkan kepada pihak pembeli, kemudian penjual itu membeli 
kembali barangnya tadi secara kontan sebelum harganya diterima, dengan harga yang lebih rendah 
daripada harga penjualnya tadi. 

Dari Ibnu Umar ra, bahwa Nabi saw bersabda, "Apabila kamu berjual beli secara 'inah dan 
"memegangi ekor-ekor sapi" (Ikinayah/kiasan sibuk dengan urusan peternakan/keduniaanz dan puas 
dengan pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasakan atas kamu kehinaan, dia 
tidak akan mencabut hingga kamu kembali kepada agamamu." (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no:423 
dan "Aunul Ma' bud IX:335 no:3445). 


10. Jual Beli Barang Secara Tagsith (Kredit atau dengan penambahan harga) 


Jual beli bertempo dengan harga lebih mahal daripada harga kontan atau cash dewasa ini 
menjamur di mana-mana. Praktek jual beli model ini dikenal dengan sebutan bai' bittagsith (jual beli 
secara kredit), yaitu sebagaimana yang sudah dimaklumi yaitu menjual barang secara kredit dengan 
harga lebih tinggi daripada harga cash sebagai imbalan bagi pelunasannya yang bertempo ini. Sebagai 
misal, ada barang dijual secara kontan dengan harga seribu Pound, lalu secara tagsith seribu dua ratus 
Pound. Maka jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang. 

Dari Abu Huairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Barang siapa menjual dua penjualan 
dalam satu penjualan maka baginya yang paling ringan di antara keduanya atau menjadi riba." (Hasan: 
Shahihul Jami' no: 6116, “Aunul Ma'bud no: 3444, untuk lebih jelasnya lihat as-Silsilah Ash-Shahihah oleh 
Syaikh al-Albani no: 2326 dan kitab al-Oaulu al-Fashl Fi Bai'il Ajali oleh Syaikh Abdurrahman Abdul 
Khalig). 
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Namun, menurut jumhur ulama jual beli barang secara kredit diperbolehkan. Hanya sebagian 
kecil ulama yang tidak membolehkan, seperti yang menulis buku ini dan Syaikh Nasiruddin Al-Albani. 


Wallahu A"lam (red.). 


Sumber: Diadaptasi dari "Abdul "Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-Wajiz Fi Fighis Sunnah Wal Kitabil "Aziz, 
atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Our"an dan As-Sunnah Ash-Shahihah, terj. Ma"ruf Abdul 
Jalil (Pustaka As-Sunnah), hlm. 655-662. 


JUAL BELI YANG TERLARANG Oleh : Syaikh Shaleh bin Fauzan Abdullah Alu Fauzan 


Allah Ta'ala membolehkan jual beli bagi hamba-Nya selama tidak melalaikan dari perkara yang 
lebih penting dan bermanfaat. Seperti melalaikannya dari ibadah yang wajib atau membuat madharat 


terhadap kewajiban lainnya. 


Jual Beli Ketika Panggilan Adzan 

Jual beli tidak sah dilakukan bila telah masuk kewajiban untuk melakukan shalat Jum'at. Yaitu 
setelah terdengar panggilan adzan yang kedua, berdasarkan Firman Allah Ta'ala :“Hai orang-orang yang 
beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada 
mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." 
(OS. Al Jumu'ah : 9). 

Allah melarang jual beli agar tidak menjadikannya sebagai kesibukan yang menghalanginya 
untuk melakukan Shalat Jum'at. Allah mengkhususkan melarang jual beli karena ini adalah perkara 
terpenting yang (sering) menyebabkan kesibukan seseorang. Larangan ini menunjukan makna 
pengharaman dan tidak sahnya jual beli. Kemudian Allah mengatakan “dzalikum” (yang demikian itu), 
yakni yang Aku telah sebutkan kepadamu dari perkara meninggalkan jual beli dan menghadiri Shalat 
Jum'at adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui akan maslahatnya. Maka, melakukan kesibukan 
dengan perkara selain jual beli sehingga mengabaikan shalat Jumat adalah juga perkara yang 
diharamkan. 

Demikian juga shalat fardhu lainnya, tidak boleh disibukkan dengan aktivitas jual beli ataupun 
yang lainnya setelah ada panggilan untuk menghadirinya. Allah Ta'ala berfirman “Bertasbih kepada Allah 
di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada 
waktu pagi dan waktu petang. laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual 
beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari 


yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) 
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supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah 
mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezki 


kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas." (OS. 24:36-37-38). 


Jual Beli Untuk Kejahatan 

Demikian juga Allah melarang kita menjual sesuatu yang dapat membantu terwujudnya 
kemaksiatan dan dipergunakan kepada yang diharamkan Allah. Karena itu, tidak boleh menjual sirup 
yang dijadikan untuk membuat khamer karena hal tersebut akan membantu terwujudnya permusuhan. 
Hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala “Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatuan dosa dan 
permusuhan (Ai Maidah : 2)” 

Demikian juga tidak boleh menjual persenjataan serta peralatan perang lainnya di waktu terjadi 
fitnah (peperangan) antar kaum muslimin supaya tidak menjadi penyebab adanya pembunuhan. Allah 
dan Rasul-Nya telah melarang dari yang demikian. 

Ibnul Goyim berkata "Telah jelas dari dalil-dalil syara” bahwa maksud dari akad jual beli akan 
menentukan sah atau rusaknya akad tersebut. Maka persenjataan yang dijual seseorang akan bernilai 
haram atau batil manakala diketahui maksud pembeliaan tersebut adalah untuk membunuh seorang 
Muslim. Karena hal tesebut berarti telah membantu terwujudnya dosa dan permusuhan. Apabila 
menjualnya kepada orang yang dikenal bahwa dia adalah Mujahid fi sabilillah maka ini adalah keta'atan 
dan gurbah. Demikian pula bagi yang menjualnya untuk memerangi kaum muslimin atau memutuskan 


jalan perjuangan kaum muslimin maka dia telah tolong menolong untuk kemaksiatan." 


Menjual Budak Muslim kepada Non Muslim 

Allah melarang menjual hamba sahaya muslim kepada seorang kafir jika dia tidak 
membebaskannya. Karena hal tersebut akan menjadikan budak tersebut hina dan rendah di hadapan 
orang kafir. Allah ta'ala telah berfirman “Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang 
kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (OS. 4:141). 

Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda : “Islam itu tinggi dan tidak akan pernah ditinggikan 


atasnya" (shahih dalam Al Irwa' : 1268, Shahih Al Jami' : 2778) 


Jual Beli di atas Jual Beli Saudaranya 

Diharamkan menjual barang di atas penjualan saudaranya, seperti seseorang berkata kepada 
orang yang hendak membeli barang seharga sepuluh, “Aku akan memberimu barang yang seperti itu 
dengan harga sembilan”... Atau perkataan “Aku akan memberimu lebih baik dari itu dengan harga yang 


lebih baik pula”. Nabi shalallahu “alaihi wasallam bersabda: 
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“Tidaklah sebagian diatara kalian diperkenankan untuk menjual (barang) atas (penjualan) 
sebagian lainnya.” (Mutafag alaihi). Juga sabdanya: “Tidaklah seorang menjual di atas jualan saudaranya 
(Mutfag 'alaih)”. 

Demikian juga diharamkan membeli barang di atas pembelian saudaranya. Seperti mengatakan 
terhadap orang yang menjual dengan harga sembilan : “Saya beli dengan harga sepuluh” 

Kini betapa banyak contoh-contoh muamalah yang diharamkan seperti ini terjadi di pasar-pasar kaum 
muslimin. Maka wajib bagi kita untuk menjauhinya dan melarang manusia dari pebuatan seperti 


tersebut serta mengingkari segenap pelakunya. 


Samsaran 

Termasuk jual beli yang diharamkan adalah jual belinya orang yang bertindak sebagai samsaran, 
(yaitu seorang penduduk kota menghadang orang yang datang dari tempat lain (luar kota), kemudian 
orang itu meminta kepadanya untuk menjadi perantara dalam jual belinya, begitupun sebaliknya, pent). 
Hal ini berdasarkan sabda Nabi shalallahu “alaihi wasallam :“Tidak boleh seorang yang hadir (tinggal di 
kota) menjualkan barang terhadap orang yang baadi (orang kampung lain yang dating ke kota)” 

Ibnu Abbas Radhiallahu anhu berkata: “Tidak boleh menjadi Samsar baginya” (yaitu penunjuk 
jalan yang jadi perantara penjual dan pemberi). Nabi Shalallahu “alaihi wasallam bersabda “Biarkanlah 
manusia berusaha sebagian mereka terhadap sebagian yang lain untuk mendapatkan rizki Allah, (Shahih 
Tirmidzi, 977, Shahih Al Jami' 8603” 

Begitu pula tidak boleh bagi orang yang mukim untuk untuk membelikan barang bagi seorang 
pendatang. Seperti seorang penduduk kota (mukim) pergi menemui penduduk kampung (pendatang) 
dan berkata “Saya akan membelikan barang untukmu atau menjualkan“. Kecuali bila pendatang itu 
meminta kepada penduduk kota (yang mukim) untuk membelikan atau menjualkan barang miliknya, 


maka ini tidak dilarang” 


Jual Beli dengan “Inah 

Diantara jual beli yang juga terlarang adalah jual beli dengan cara 'inah, yaitu menjual sebuah 
barang kepada seseorang dengan harga kredit, kemudian dia membelinya lagi dengan harga kontan 
akan tetapi lebih rendah dari harga kredit. Misalnya, seseorang menjual barang seharga Rp 20.000 
dengan cara kredit. Kemudian (setelah dijual) dia membelinya lagi dengan harga Rp 15.000 kontan. 
Adapun harga Rp 20.000 tetap dalam hitungan hutang si pembeli sampai batas waktu yang ditentukan. 
Maka ini adalah perbuatan yang diharamkan karena termasuk bentuk tipu daya yang bisa mengantarkan 


kepada riba. Seolah-olah dia menjual dirham-dirham yang dikreditkan dengan dirham-dirham yang 
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kontan bersamaan dengan adanya perbedaan (selisih). Sedangkan harga barang itu hanya sekedar tipu 
daya saja (hilah), padahal intinya adalah riba. 

Nabi shalallahu “alaihi wasallam bersabda: “Jika kalian telah berjual beli dengan cara 'inah' dan 
telah sibuk dengan ekor-ekor sapi (sibuk denngan bercocok tanam), sehingga kalian meninggalkan jihad, 
maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, dan (Dia) tidak akan mengangkat kehinaan dari 
kalian, sampai kalian kembail kepada agama kalian.” (Silsilah As Shahihah : 11, Shahih Abu Dawud : 
2956) dan juga sabdanya “ Akan datang pada manusia suatu masa yang mereka menghalalkan riba 
dengan jual beli “ (Hadits Dha'if , dilemahkan oleh Al Albany dalam Ghayatul Maram : 13) 


Wallahu a'lam 


(Dikutip dari situs Zisonline, tulisan al Ustadz omar Su'aidi, Lc. Diarsipkan al akh Fikri Thalib. Sumber : 


Diambil dari Mulakhos Fighy Juz II Hal 11-13) 
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JUAL BELI YANG DIHARAMKAN 
oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & Prof.Dr.Shalah ash-Shawi 


1. Menjual tanggungan dengan tanggungan 


Menjual tanggungan dengan tanggungan yakni menjual hutang dengan hutang. 

Telah diriwayatkan larangan terhadap menjual tanggungan dengan tanggungan dalam sunnah 
Nabi yang suci. Dalam hadits Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu “alaihi wasallam melarang menjual 
tanggungan dengan tanggungan. (Dikeluarkan oleh ath-Thahawi dalam Syarhul Ma"ani IV: 21, dan juga 
dalam Musykilul Atsar nomor 795. Diriwayatkan oleh ad-Daruguthni III:71, juga oleh al-Hakim 11:57, dan 
oleh al-Baihagi V: 290 dengan sanad yang lemah, karena lemahnya Musa bin Ubaidah ar-Rubadzi. Al- 
Hafizh Ibnu Hajar menukil dalam at-Talkhish 111:26, dari Imam Ahmad: "Dalam masalah ini tidak ada 
hadits shahih. Akan tetapi ijma" kaum muslimin adalah bahwa menjual hutang dengan hutang tidak 
boleh." Sementara Imam ath-Thahawi menyatakan: "Ahlul hadits menafsirkan hadits ini dengan riwayat 
Abu Musa bin Ubaidah, meskipun mengandung kekurangan dalam sanadnya. Ini merupakan bab besar 
dalam ilmu figih." Lihat Musykilul Atsar II: 266.) 

Menjual hutang dengan hutang memiliki aplikasi yang bermacam-macam. Jenis yang 
disyariatkan terkadang sulit dibedakan dengan yang tidak disyariatkan. Tampaknya persoalan ini amat 
dibutuhkan sekali untuk dirinci. Penulis menegaskan: 

Hutang yang dijual itu tidak lepas dari keberadaannya seba-gai pembayaran yang ditangguhkan, 
barang dagangan tertentu yang diserahkan secara tertunda, atau barang dagangan yang di-gambarkan 
kriterianya dan akan diserahkan juga secara tertunda. Masing-masing dari aplikasi itu memiliki hukum 
tersendiri. Berikut penjelasannya: 

Aplikasi Pertama: Menjual harga yang ditangguhkan dengan pembayaran yang ditangguhkan 
juga. 

Di antaranya adalah menggugurkan apa yang ada pada tanggungan orang yang berhutang 
dengan jaminan nilai tertentu yang pengambilannya ditangguhkan dari waktu pengguguran. Itu adalah 
bentuk yang disebut "Silakan tangguhkan pembayaran hutangmu, tapi tambah jumlahnya". Itu 
merupakan bentuk riba yang paling jelas dan paling jelek sekali. 

Contoh lain penukaran dua hutang uang yang keduanya adalah ditangguhkan. Menurut semua 
ulama dalam masalah hukum sharf bahwa kalau uang dijual dengan uang yang sama jenisnya, harus 


dipenuhi dua syarat: Keduanya harus sama nilai-nya dan harus diserahterimakan secara langsung. 
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Namun bila dijual dengan jenis lain, hanya ada keharusan serahterima secara langsung saja, 
ketidaksamaan nilai dibolehkan. Serahterima secara langsung merupakan syarat sahnya jual beli Money 
Changer dalam segala kondisi. Karena dalam aplikasi ini syarat tersebut tidak ada, maka jelas perjanjian 
ini tidak diragukan lagi adalah batal. 

Aplikasi Kedua: Menjual harga yang ditangguhkan dengan Barang Dagangan Tertentu yang Juga 
Diserahterimakan Secara Tertunda 

Bentuk aplikasinya adalah bila seseorang menjual piutang-nya kepada orang yang punya hutang 
dengan barang dagangan tertentu (mobil misalnya) yang akan diterimanya secara tertunda. Cara ini 
tentu saja mirip dengan kisah Nabi yang membeli unta dari Jabir, dan Jabir meminta kepada Nabi untuk 
menyerahkan untanya itu di kota Al-Madinah. Dan Rasulullah juga akan mem-bayarkan nanti bila sampai 
di Al-Madinah. Transaksi itu terjadi pada salah satu perjalanan Nabi shallallahu “alaihi wasallam . 
Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab al-Buyu", bab: Ad-Dawab nomor 2097. 
Diriwayatkan oleh Muslim dalam al-Musagat, bab: Menjual Unta dan Meminta Tetap Mengendarainya 
Sementara. 

Aplikasi Ketiga: Menjual harga yang ditangguhkan dengan Barang yang Digambarkan Kriterianya 
dan Diterima Secara Ter-tunda 

Bentuk aplikasinya adalah seseorang memiliki piutang atas seseorang secara tertunda, lalu ia 
membeli dari orang yang dihu-tanginya barang yang digambarkan kriterianya (sekarung beras misalnya) 
dan diterima secara tertunda pula. Ini termasuk bentuk jual beli as-Salm. Kalau orang yang berhutang 
rela untuk menye-gerakan pembayaran yang menjadi tanggungannya, dan menjadi-kannya sebagai 
pembayaran pesanan itu, maka ini boleh-boleh saja. Karena bentuk aplikasi ini sudah memenuhi 
persyaratan jual beli as-salm yang termasuk di antara salah satu persyaratannya yang paling mengikat 
adalah: disegerakannya pembayaran harga modal. Karena yang berada dalam kepemilikan sama halnya 
dengan yang ada di tangan. Namun kalau orang yang berhutang tidak mau kalau menyegerakan 
pembayaran hutangnya yang menjadi tanggungannya dan dijadikannya sebagai pembayaran as-Salm, 
maka bentuk aplikasi jual beli ini tidak sah, karena salah satu syarat jual beli as-Salm tidak terpenuhi, 
yakni penyegeraan pem-bayaran modal barang. 

Aplikasi Keempat: Menjual Barang yang Digambarkan Kriterianya Secara Tertunda dengan 
Barang yang Digambarkan Kriterianya Secara Tertunda Pula 

Bentuk aplikatifnya adalah seseorang menjual sejumlah mobil yang digambarkan kriterianya dan 
diserahkan secara ter-tunda dengan sejumlah Freezer yang juga digambarkan kriterianya dan diserahkan 


secara tertunda pula. Bentuk aplikasi jual beli ini ada dua kemungkinan: 
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Dilaksanakan transaksinya seperti jual beli as-Salm. Bila demikian, maka tidak boleh, karena 
salah satu dari syarat jual beli As-Salm tidak terpenuhi, yakni pembayaran uang di muka. 

Dilakukan akad dengan bentuk seperti kontrak, dalam hal ini tampaknya tidak ada masalah bagi 
mereka yang berpendapat bahwa kontrak adalah bentuk akad jual beli tersendiri, tidak ada persyaratan 
harus ada pembayaran di muka dalam lokasi transaksi. 

Mirip dengan bentuk aplikasi ini, apa yang disebutkan Abu Ubaid ketika ia menggambarkan jual 
beli tanggungan dengan tanggunan. Ia berkata: Gambarannya yaitu: seseorang menyerah-kan beberapa 
dirham untuk membeli makanan yang diserahkan secara tertunda. Kalau datang waktunya, orang yang 
harus menyerahkan makanan berkata: "Saya tidak mempunyai makanan. Jual saja lagi makanan yang 
seharusnya kuberikan itu kepadaku dengan pembayaran tertunda." Yang demikian itu pembayaran 
tertunda yang berbalik menjadi pembayaran tertunda lain. Kalau makanan itu sudah diserahkan dan 
dijual kepada orang lain, baru uangnya diserahkan, bukanlah termasuk menjual tanggungan de-ngan 


tanggungan. 


2. Jual Beli dan Syarat 


Syariat Islam yang suci telah memerintahkan ditunaikannya janji dengan komitmen yang 
menjadi persyaratan janji tersebut, kecuali apabila syarat itu berbentuk menghalalkan yang haram dan 


mengharamkan yang halal. Allah berfirman: 


"Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian.." (Al-Maidah: 1). 


Nabi shallallahu “alaihi wasallam bersabda: "Kaum muslimin selalu terikat dengan persyaratan 
(perjanjian) sesama mereka, terkecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan 
yang halal." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi 1353. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2353. Diriwayatkan oleh 
ad-Daruguthni 1!I:27. Diriwayatkan juga oleh al-Baihagi VI:79. Sanadnya lemah sekali karena adanya 
Katsier bin Abdullah, dishahihkan oleh at-Tirmidzi. Karena hadits ini sesuai dengan dasar-dasar ilmu 
hadits dan dinyatakan hasan oleh al-Bukhari. Dinukil oleh at-Tirmidzi dari perawi yang sama 

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam juga bersabda: "Setiap 
persyaratan yang tidak ada dalam Kitabullah, maka itu batil." Hadits ini akan disebutkan nanti dalam 
kisah Barirah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim 

Umar bin Khatthab menyatakan, "Denyut hukum itu ada pada persyaratannya.." Diriwayatkan 


juga larangan terhadap menjual dengan "dua syarat" dari hadits Amru bin Syu"aib, dari ayahnya, dari 
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kakeknya, bahwa Nabi a melarang dua syarat dalam jual beli." Diriwayatkan oleh Abu Daud 3504. 
Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi 1234, dan beliau menyatakan: Hasan shahih 

Para ulama telah membagi persyaratan dalam berbagai transaksi jual beli kepada persyaratan 
yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan. Sebelumnya telah penulis jelaskan dalam pem-bahasan ini 
keunggulan pendapat bahwa asal dari aktivitas jual beli dan syaratnya adalah mubah, sebelum ada dalil 
yang meng-haramkannya. Oleh sebab itu penulis di sini cukup menyebutkan syarat-syarat yang tidak 
disyariatkan. Selain dari itu, berarti dalam kondisi aslinya, yakni dibolehkan. 

Kalangan Malikiyah memahami larangan dalam hadits ten-tang menjual dengan syarat, 
( Dikeluarkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath 4361. Diriwayatkan juga oleh al-Hakim dalam Ulumul 
Hadits 128, yakni hadits yang amat kacau sekali. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa hadits itu adalah 
batil dalam Majmu" al-Fatawa VIII: 63.) bahwa syarat di situ adalah yang bertentangan dengan 
konsekuensi jual beli atau yang menyebab-kan rusaknya harga jual. 

Syarat bertentangan dengan konsekuensi perjanjian itu adalah seperti seorang penjual 
mensyaratkan terhadap pembeli agar tidak menjual kembali dagangannya itu kepada orang lain, atau 
agar si pembeli tidak mengenakan barang beliannya itu, atau agar ia tidak mengendarainya, tidak 
meninggalinya dan tidak menyewakannya. Atau bila si pembeli menjual kembali barangnya itu, maka si 
penjual yang lebih berhak mengambil keuntungan-nya. Para ulama mengecualikan sebagian bentuk 
aplikasinya yang kemudian mereka bolehkan, seperti menjual budak wanita dengan syarat harus 
dibebaskan, karena ajaran syariat memang mengi-nginkan sekali budak wanita itu dibebaskan. Atau 
seorang penjual yang memberi persyaratan agar objek jualan itu diwakafkan, dihibahkan atau 
disedekahkan. Karena itu termasuk amal keba-jikan yang dianjurkan oleh Islam. 

Kemudian syarat yang menyebabkan rusaknya harga adalah seperti persyaratan dari salah satu 
pihak untuk meminjam objek jualan. Karena hal itu dapat menyebabkan ketidakjelasan harga barang, 
atau bisa juga menggiring kepada semacam riba, bila dili-hat dari sisi pinjaman yang mendatangkan 
keuntungan. Karena penentuan harga menjadi tidak adil karena pertimbangan pemin-jaman barang 
tersebut. Kalau syarat peminjaman itu dari pembeli, jelas itu merusak harga, karena menyebabkan 
ketidakjelasan harga barang karena bertambah. Peminjaman barang itu sendiri termasuk harga yang 
tidak diketahui. Kalau seandainya persya-ratan peminjaman itu berasal dari penjual, itu juga 
menyebabkan rusaknya harga karena terjadinya pengurangan. Karena pemin-jaman yang dilakukan oleh 


penjual itu masuk dalam harga yang tidak diketahui. 
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Sementara kalangan Hambaliyah menafsirkan syarat yang dilarang itu sebagai syarat yang 
bertentangan dengan konsekuensi perjanjian, atau persyaratan yang menghilangkan konsekuensi-nya. 
Atau persyaratan yang menyebabkan jual beli menjadi ter-gantung. 

Syarat yang bertentangan dengan konsekuensi perjanjian adalah sebagaimana telah 
dicontohkan di atas, seorang penjual yang memberi syarat kepada pembeli agar tidak menjual, mem- 
berikan, membebaskan barang jualannya, dan sejenisnya. Yakni segala persyaratan yang menghalangi 
pembeli untuk secara bebas menggunakan hasil beliannya. 

Sementara syarat yang melenyapkan konsekuensi perjanjian adalah seperti seorang pelaku 
memberi persyaratan kepada pihak lain sebuah bentuk perjanjian tersendiri lagi, seperti perjanjian jual 
beli, perjanjian as-Salm, perjanjian peminjaman, penyewaan, kerjasama dan sejenisnya. Karena Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam sudah melarang hal itu. Beliau melarang kita melakukan dua perjanjian jual 
beli dalam satu transaksi jual beli. 

Adapun syarat yang membuat jual beli menjadi tergantung misalnya ucapan penjual, "Saya jual 
barang ini kepadamu, kalau si Fulan ridha." Atau ucapan pembeli, "Saya akan beli barang ini, kalau si 
Fulan sudah datang." Kedua macam transaksi jual beli itu tidak sah menurut kalangan Hambaliyah. 
Karena konsekuensi jual beli adalah pemindahan kepemilikan pada saat akad, sementara dengan adanya 
persyaratan demikian, tentu saja tidak mungkin. 

Lain lagi dengan kalangan Hanafiyah, mereka menafsirkan larangan syarat dalam jual beli itu, 
bahwa yang dimaksudkan dengan syarat adalah syarat yang bukan termasuk bagian perjan-jian, atau 
tidak relevan dengan perjanjian namun bermanfaat bagi salah satu pihak pelaku, bagi orang lain, atau 
bagi kepentingan objek perjanjian tersebut yang menjadi milik orang yang berhak, sementara kebiasaan 
tidak berjalan demikian, dan syariat juga tidak mengizinkannya. 

Berkaitan dengan syarat demi kepentingan salah satu pihak yang bertransaksi mereka memberi 
contoh seperti menjual rumah dengan syarat si penjual boleh meninggalinya selama sebulan, atau 
menjual tanah dengan syarat si penjual boleh menanaminya selama setahun, atau menjual mobil 
dengan syarat si penjual bo-leh mengendarainya selama satu minggu, dan sejenisnya. 

Syarat demi kepentingan orang lain, seperti menjual ha-laman luas dengan syarat boleh 
dibangun masjid di atasnya, atau menjual makanan agar si pembeli menyedekahkannya. 

Sementara syarat demi kepentingan objek perjanjian itu sendiri adalah seperti menjual budak 
wanita untuk dibebaskan, meskipun persoalan ini masih diperdebatkan di kalangan Hana-fiyah sendiri. 


Mereka menganggap manfaat atau kepentingan itu sebagai bagian dari riba, karena merupakan syarat 
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tambahan da-lam sebuah perjanjian yang tidak diberi kompensasi. Itu sama dengan riba, atau paling 
tidak menyerupainya. 

Berkaitan dengan syarat demi kepentingan objek perjanjian itu mereka mengecualikan yang 
sudah menjadi kebiasaan, seperti membeli pakaian dengan syarat ditambal bagiannya yang robek, atau 
membeli topi dengan syarat dibuatkan pengikatnya, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Mereka juga 
mengecualikan yang disahkan dalam ajaran syariat melalui dalil, seperti persyaratan pembayaran 
tertunda, syarat hak pilih dan sejenisnya, karena Islam telah membolehkan semua persyaratan tersebut. 

Yang paling tepat menurut kami setelah memaparkan selu-ruh pendapat ini bahwa syarat yang 
bertentangan dengan konse-kuensi perjanjian jual beli adalah syarat yang rusak, seperti syarat agar 
barang yang dijual belikan tidak boleh dijual lagi, tidak boleh dihibahkan dan sejenisnya. Atau syarat 
yang bertentangan dengan konsekuensi ajaran syariat, seperti yang menggiring kepada per-buatan 
menghalalkan yang haram, atau menyebabkan harga barang menjadi tidak jelas, atau penggandaan 
jumlah transaksi, atau persyaratan adanya perjanjian lain seperti penjualan, penyewaan, peminjaman 
dan lain-lain. Adapun syarat demi kepentingan ter-tentu, pihak Hanafiyah sendiri mengatakan bahwa 
persoalan ini masih perlu diselidiki kembali, karena adanya hadits Jabir yang menceritakan bahwa ia 
pernah menjual untanya kepada Nabi dengan persyaratan tetap mengendarainya hingga sampai ke kota 


Madinah. 


3. Dua Perjanjian Dalam Satu Transaksi Jual Beli 


Membuat dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli merupakan hal yang dilarang dalam 
syariat. Diriwayatkan adanya sejumlah dalil yang melarang perbuatan tersebut. Diriwayatkan oleh 
Ahmad dan at-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah tentang larangan Rasulullah terhadap hal tersebut. 

Hadits Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam diriwayatkan bahwa beliau 
bersabda: "Barangsiapa yang melakukan dua perjanjian jual beli dalam satu transaksi jual beli, maka 
hendaknya ia mengambil yang paling sedikit, kalau tidak ia telah mengambil riba." 

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya dari Hadits Ibnu Mas"ud bahwa ia menceritakan, 
"Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam melarang adanya dua perjanjian dalam satu transaksi." 

Dalam riwayat lain disebutkan, "Tidaklah pantas melakukan dua perjanjian dalam satu 
transaksi." 

Para ulama berbeda pendapat tentang arti dari dua per-janjian tersebut. Ada beberapa 


pendapat yang kita lampirkan di bawah ini: 
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1. Artinya adalah jual beli dengan dua harga, kontan dan kredit dengan harga lebih mahal. 
Tambahan harga dengan men-jual barang secara tertunda pembayarannya namun lebih mahal 
dari harga sekarang, diriwayatkan dari Zainal Abidin bahwa beliau menyatakan keharamannya. 
Yakni keharaman menjual se-suatu lebih mahal dari harga sekarang dengan pembayaran ter- 
tunda. Penafsiran semacam ini telah dibantah oleh mayoritas ulama. Namun bentuk jual beli 


semacam ini, menurut pendapat yang benar dari dua pendapat yang ada, adalah disyariatkan. 


2. Penjualan dengan dua harga, kontan dan kredit, dan harga kredit atau tertundanya lebih mahal, 
namun tidak dijelaskan. Misalnya seorang penjual berkata, "Kalau kontan bisa sekian har-ganya, 
dan kalau dibayar belakangan atau dibeli kredit bisa sekian." Kemudian kedua orang itu berpisah 


(dari majlis) dengan ketidak-jelasan, tanpa menentukan salah satunya. 


Alasan dilarangnya bentuk jual beli ini ada dua hal : Pertama: Ketidakjelasan dan ketidakstabilan 
harga. Kedua: Ada kemungkinan terjadinya riba, karena yang demikian itu berarti ia 
memindahkan kepemilikan dengan pembayaran satu dinar secara kontan dan dengan dua dinar 
bila dibayar secara tertunda. Dan yang pasti menjadi miliknya adalah salah satu dari keduanya. 
Jadi seolah-olah yang menjadi miliknya adalah satu dinar secara kontan, lalu ia tangguhkan 
pembayarannya sehingga berubah menjadi dua dinar. Atau yang menjadi kewajibannya adalah 
dua dinar secara tertunda, lalu ia segerakan pembayarannya sehingga berubah menjadi satu 


dinar saja. 


3. Menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, kemudian membelinya kembali dengan 
pembayaran kontan dengan harga lebih murah dari harga pertama. Jual beli ini disebut juga 
dengan jual beli “inah. Termasuk salah satu jenis jual beli yang menjadi fasilitator riba. Karena 
tujuannya sebenarnya adalah meminjami uang dengan dibayar uang berikut tambahan, 
sedangkan barang dagangan hanya dijadikan mediator semata untuk melegali-sasikan bunga 
tersebut. Ibnul Gayyim menyatakan dalam Tahdzib as-Sunan, "Arti hadits yang menyebutkan 
(diharamkannya) dua transaksi dalam satu aktivitas jual beli adalah satu arti saja, tidak ada lagi 
pengertian selain itu. Yaitu yang relevan dengan sabda Nabi yang melarang seseorang menjual 
sesuatu dengan pemba-yaran tertunda, lalu membelinya lagi secara kontan dengan harga lebih 
murah dari harga pertama. la hanya berhak mengambil harga yang termurah dari keduanya, 


karena selebihnya adalah riba. Ia bisa mengambil harga yang lebih besar, dan itu adalah riba. 
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Atau mengambil harga yang terendah, yakni harga pertama. Bisa juga artinya adalah menjual 
uang secara kontan dengan pem-bayaran secara tertunda dengan jumlah lebih banyak. Yang 
berhak ia ambil hanya uang yang menjadi modalnya saja. Mereka yang berpendapat tentang 
haramnya jual beli “inah akan menyatakan bahwa jual beli itu selain haram juga merusak, kalau 
betul-betul dilakukan. Dan kalau itu dilakukan dengan kesepakatan, bukan karena faktor 


kebetulan, maka jual beli itu batal, berdasarkan kesepakatan para ulama. 


Arti dua perjanjian dalam satu aktivitas jual beli adalah memberikan syarat sebuah perjanjian 
lain dalam satu transaksi jual beli yang berlangsung. Misalnya si penjual mengatakan, "Saya akan 
menjual rumah ini kepadamu dengan harga sekian dengan syarat engkau menjual mobilmu 
kepadaku dengan harga sekian. Tak ada bedanya apakah ditentukan harga dan barang yang 
dimaksud dalam perjanjian kedua ataupun tidak. Karena kedua bentuk perjanjian itu tergabung 
dalam satu perjanjian jual beli, dan itu dilarang. Perbuatan itu termasuk dalam larangan umum 
tentang melakukan dua perjanjian dalam satu aktivitas jual beli. Aplikasi jual beli semacam ini 
harus dibedakan dengan menjual dua jenis barang dengan satu harga, seperti menjual mobil 
dan rumah dengan harga satu juta dinar misalnya. Atau menjual satu barang dengan mobil 
ditambah seribu dolar. Yang demikian itu tidak termasuk melakukan dua perjanjian dalam satu 


aktivitas jual beli, dan bahkan ini boleh dengan kesepakatan. 


Memesan barang berjangka dengan serah terima tertunda. Bila telah jatuh tempo, barang itu 
kembali dijual kepadanya secara berjangka pula dengan harga lebih. Penjualan kedua ini 
termasuk dalam jual beli pertama. Maka harus dikembalikan kepada yang paling sedikit 
keuntungannya, yakni penjualan pertama. Jual beli semacam ini dilarang menurut kesepakatan 


para ulama. 


4. Menjual Barang Yang Masih Dalam Proses Transaksi Dengan Orang Atau Menawar 
Barang yang Masih Di-tawar Orang Lain 


Di antara bentuk jual beli yang dilarang yakni apabila sese-orang menjual sesuatu yang masih 


dalam proses transaksi dengan orang lain, atau menawar barang yang masih ditawar orang lain. 


Di antara bentuk aplikatif menjual sesuatu dalam transaksi orang lain misalnya: Ada dua orang 


yang berjual beli dan sepakat pada satu harga tertentu. Lalu datang penjual lain dan mena-warkan 


barangnya kepada pembeli dengan harga lebih murah. Atau menawarkan kepada si pembeli barang lain 
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yang berkualitas lebih baik dengan harga sama atau bahkan lebih murah. Tidak ada perbedaan pendapat 
di kalangan ulama bahwa itu adalah per-buatan dosa bila aplikasinya demikian, karena dapat menyebab- 
kan ketidaksenangan orang lain dan membahayakannya. Selain juga karena ada larangan tegas terhadap 
perbuatan itu dari Sunnah Nabi yang shahih. 

Bentuknya yang lain misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Sabda Rasulullah, 
"Tidak sah menjual sesuatu dalam transaksi orang lain." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 
Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Janganlah seseorang melakukan transaksi penjualan dalam transaksi 
orang lain. Dan janganlah seseorang meminang wanita yang masih dipinang oleh orang lain, kecuali bila 
mendapatkan izin dari pelaku transaksi atau peminang pertama." 

Sementara dalam riwayat an-Nasai disebutkan, "Janganlah seseorang menjual dalam transaksi 
orang lain, se-hingga ia membelinya atau meninggalkan transaksi tersebut." 

Dengan alasan itulah mayoritas ulama memilih pendapat haramnya bentuk-bentuk jual beli 


semacam itu, bahkan meng-anggapnya sebagai kemaksiatan. 


Parameter Keharaman Bentuk-bentuk Jual Beli di Atas 

Transaksi di atas transaksi tersebut terjadi sebelum terlak-sananya transaksi pertama. Kalau 
transaksi kedua terjadi setelah terlaksananya transaksi pertama, sementara si pembeli tidak mungkin 
membatalkan transaksi tersebut, tidak ada larangan da-lam hal ini, karena masalah tersebut tidak 
menimbulkan bahaya. 

Transaksi jual beli itu tanpa seizin penjual pertama. Kalau penjual pertama mengizinkannya, 
tidak menjadi masalah, karena Nabi shallallahu “alaihi wasallam bersabda, "...kecuali bila penjual 
pertama atau peminang pertama mengizinkannya." 

Selain jual beli, yang diharamkan dengan bentuk transaksi tersebut juga sewa menyewa, pinjam 
meminjam, peminjaman modal, musagat, muzara"ah dan lain sebagainya. Kesemuanya tidak sah 
dilakukan bila telah didahului transaksi lain, digiyaskan dengan jual beli, karena semuanya mengandung 


unsur menyakiti. 


5. Menawar Barang yang Sedang Ditawar Orang Lain 


Adapun menawar barang yang masih ditawar orang lain, yakni seperti dua pihak yang 
melakukan transaksi jual beli lalu sama-sama sepakat pada satu harga tertentu, lalu datang pembeli lain 
yang menawar barang yang menjadi objek transaksi mereka dengan harga lebih mahal, atau dengan 
harga yang sama, hanya saja karena ia orang yang berkedudukan, maka si penjual lebih cenderung 


menjual kepada orang itu, karena melihat kedudukan orang kedua tersebut. 
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Kalau kedua orang itu saling tawar menawar, lalu terlihat indikasi bahwa keduanya tidak bisa 
menyepakati satu harga, tidak diharamkan untuk menawar barang transaksi mereka. Namun kalau 
belum kelihatan apakah mereka telah memiliki kesepakatan harga atau tidak, penawaran dari pihak 
pembeli lain untuk sementara ditahan. Demikian juga menurut kalangan Hambaliyah, perlu dibuktikan 
terlebih dahulu adanya kesepakatan mereka, agar se-mua pihak merasa senang. Namun menurut 
kalangan Hanafiyah, hal itu tidak mengapa. Boleh-boleh saja melakukan penawaran dengan harga lebih 
sekalipun, karena itu termasuk jual beli yang disebut lelang. Hal itu tidak dilarang. 

Dengan terbuktinya keharaman bentuk-bentuk jual beli ter-sebut di atas, namun menurut para 
ulama jual beli tersebut tetap sah, karena larangan itu kembali kepada hal di luar pengertian transaksi 
dan berbagai komitmennya. Karena jual beli tersebut tetap tidak kehilangan satupun dari rukun- 
rukunnya, atau salah satu dari syarat-syarat sahnya. Larangan itu terhadap hal yang berkaitan dengan 
transaksi tetapi berada di luar substansi tran-saksi tersebut dan komitmen-komitmennya. Itu termasuk 


per-buatan yang mengganggu orang lain, namun tidak membatalkan transaksi menurut mayoritas ulama. 


Pelelangan 

Dari larangan terhadap penawaran barang yang masih dalam penawaran orang lain, 
dikecualikan sejenis jual beli yang disebut pelelangan. Pelelangan itu boleh berdasarkan ijma/konsensus 
kaum muslimin. Pelelangan adalah penawaran barang di tengah keramaian. Lalu para pembeli saling 
menawar dengan harga tertinggi, sampai kepada batas harga tertinggi yang ditawarkan, lalu terjadilah 
transaksi, dan si pembeli bisa mengambil barang yang dijual. 

Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya jual beli yang disebut pelelangan itu, yaitu: 

Hadits Anas bin Malik -rodhiyallahu "anhu- yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki dari 
kalangan Anshar yang datang menemui Nabi shallallahu “alaihi wasallam dan ia meminta sesuatu kepada 
beliau. Beliau bertanya kepa-danya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menja-wab, 
"Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk 
meminum air." Beliau berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang 
membawanya. Rasulullah y bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat 
beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan satu dirham." Beliau bertanya lagi, "Ada yang mau 
membelinya dengan harga lebih mahal?" Beliau menawar-kannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba 
salah seorang sahabat beliau yang lain berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka 
beliau memberikan kedua benda itu kepada-nya. Beliau mengambil uang dua dirham itu dan 
memberikannya kepada lelaki dari Anshar tersebut. Beliau berkata, "Gunakanlah yang satu dirham 


untuk membeli makanan dan berikan kepada keluargamu. Lalu gunakan yang satu dirham lagi untuk 
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membeli kapak, lalu bawa kapak itu ke hadapanku." Lelaki itu pun pergi dan kembali lagi dengan 
membawa sebilah kapak. Nabi meng-gunakan kapak itu untuk membelah kayu dengan tangan beliau 
sendiri, lalu beliau berkata, "Pergi dan carilah kayu bakar, lalu juallah. Jangan perlihatkan dirimu selama 
lima belas hari." Lelaki itupun pergi mencari kayu bakar dan menjualnya. Ia pulang de-ngan membawa 
hasil sepuluh dirham. Uang itu ia gunakan seba-gian untuk membeli pakaian dan sebagian lain untuk 
membeli makanan. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 

"Ini lebih baik bagimu daripada kebiasaanmu meminta-minta itu akan menjadi bercak hitam di 
wajahmu pada hari Kiamat nanti. Meminta-minta itu hanya dibolehkan bagi tiga orang: orang yang 
terlilit kemiskinan, orang yang terlilit hutang dan orang yang menanggung diyat." Diriwayatkan oleh Abu 
Daud 1641. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi 1218. Diriwayatkan oleh an-Nasai VII: 259. Diriwayatkan oleh 
Ahmad dalam Musnadnya III: 100, 114. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, beliau berkata, "Hadits ini hasan." 
Inilah yang menjadi amalan para ulama. 

Dan sesungguhnya kaum muslimin masih melakukan muzaayadah ini di pasar-pasar mereka 
tanpa ada pengingkaran. Dan sesungguhnya larangan itu hanya pada penawaran saat jual beli, 


sedangkan muzayadah adalah di luar jual beli. 


6. Orang Kota Menjualkan Barang Orang Dusun 


Hadirah (kota) adalah lawan dari badiyah (dusun). Sementara kata hadir (orang kota) adalah 
orang yang terbiasa tinggal di kota-kota, perkampungan modern dan sejenisnya. Sementara bady (orang 
dusun) adalah orang yang tinggal di pedusunan. Dusun adalah selain kota dan perkampungan maju. 
Kalangan Hambaliyah bahkah memahaminya secara lebih luas lagi. Mereka meng-anggap bahwa orang 
dusun adalah semua orang yang tinggal di pedusunan, dan juga setiap orang yang masuk ke satu desa 
sementara ia bukan penduduk asli desa tersebut, baik ia orang du-sun dalam arti sesungguhnya, atau 


orang desa, atau orang kota lain. 


Arti Dari Penjualan, "Orang Kota Menjualkan Barang Kepada Orang Dusun" 

Yang dimaksudkan dengan istilah orang kota menjadi calo bagi orang dusun menurut mayoritas 
ulama adalah orang kota menjadi calo pedagang orang dusun. Ia mengatakan kepada peda-gang dusun 
itu, "Kamu jangan menjual barang sendiri, saya lebih tahu tentang masalah jual beli ini." Akhirnya si 
pedagang bergan-tung kepadanya, menjual barangnya dan pada akhirnya ia mema-sarkan barang 
dengan harga tinggi. Kalau si calo membiarkannya berjual-beli sendiri, pasti ia bisa menjual dengan 


harga lebih mu-rah kepada orang lain. 
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Ada juga yang berpendapat bahwa arti terminologi itu ada-lah: Orang kota yang menjual barang 
kepada orang dusun karena mencari keuntungan banyak (karena orang dusun tidak mengenal harga) 


sehingga membahayakan orang-orang kota itu. Namun pendapat pertama lebih tepat. 


Hukum "Orang Kota Menjualkan Barang Orang Dusun" 

Para ulama sependapat melarang jual beli semacam itu, karena adanya dalil-dalil shahih dan 
tegas yang melarangnya. Di antara dalil-dalil itu misalnya, Sabda shallallahu “alaihi wasallam : "Janganlah 
orang kota menjualkan komoditi orang dusun. Biarkan manusia itu Allah berikan rizki, dengan saling 
memberi keun-tungan yang satu kepada yang lain." 

Dalil lain adalah hadits Anas rodhiyallahu "anhu: "Kami dilarang untuk melakukan "penjualan 
orang kota bagi orang dusun", meskipun dia itu saudaranya atau ayahnya sekalipun." Diriwayatkan oleh 
al-Bukhari dalam kitab al-Buyu", bab: Janganlah Orang Kota Membelikan Barang Orang Dusun Sebagai 
Broker I: VI: 2. Diriwayatkan oleh Muslim pada bab yang sama nomor 1523. 

Dalam riwayat: "Meskipun dia itu saudara satu ayah atau saudara satu ibu sekalipun.." 
Diriwayatkan oleh Muslim dalam bab yang sama, nomor 1523. 

Dengan alasan inilah mayoritas mengharamkan "orang kota menjualkan barang orang dusun", 
sementara kalangan Hanafiyah menganggapnya makruh tahrim (setingkat di atas makruh dan setingkat 
di bawah haram), berdasarkan madzhab mereka yang membedakan antara haram dengan makruh 
tahrim. 

Namun pengharaman ini tidaklah menyebabkan jual beli tersebut batal, menurut mayoritas 
ulama. Karena keharaman itu tidak kembali kepada perjanjian atau akadnya. Karena tidak ada rukun 
yang hilang. Juga tidak kembali kepada komitmen per-janjian, karena syarat sahnya jual beli yang hilang. 
Namun keha-raman itu kembali kepada soal lain yang tidak bersifat permanen, seperti mengakibatkan 
kesulitan atau mengganggu orang lain. Namun kalangan Malikiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa 
perbuatan itu membatalkan dan merusak perjanjian. Imam Ahmad pernah ditanya tentang jual beli ini. 
Beliau menjawab, "Saya membenci itu. Saya akan membatalkan jual beli dengan cara itu." Al-Mughni IV: 
280 

Di antara hal yang layak diingat adalah apa yang diriwa-yatkan oleh Imam Ahmad tentang 
pendapat yang menyatakan bahwa jual beli semacam itu adalah sah, bahkan tidak makruh. Beliau 
memahami hadits-hadits yang melarang jual beli itu bahwa semua hadits tersebut adalah di awal-awal 


Islam, karena pada waktu itu kehidupan ekonomi mereka amat terjepit. 
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Alasan Dilarangnya Penjualan “Orang Kota Bagi Orang Dusun” 

Alasan dilarangnya jual beli ini menurut mayoritas ulama adalah karena jual beli ini berbahaya 
bagi para penduduk kota, dan dapat menyulitkan orang banyak. Karena kalau orang dusun itu dibiarkan 
saja menjual barangnya, tentu masyarakat akan bisa membelinya dengan harga murah, dan mereka juga 
akan merasa lapang. Adapun kalau orang kota itu menangani penjualan barang itu, dan dia hanya mau 
menjual dengan harga yang dipatok untuk kota tersebut, tentulah masyarakat akan merasa kesulitan. 

Alasan dilarangnya jual beli ini menurut penafsiran lain adalah sisi lain yang dapat 
membahayakan para penduduk kota, di samping barang yang tidak bisa dibeli dengan murah, yakni 
langkanya barang kebutuhan. Karena terkadang para penduduk kota mengalami paceklik, mereka 
membutuhkan makan untuk mereka dan binatang-binatang ternak mereka. Sementara si orang kota 
hanya mau menjual barang-barangnya kepada penduduk dusun itu saja, dengan harapan besar akan 


mendapatkan keun-tungan lebih banyak. 


Syarat-syarat Dilarangnya "orang kota menjualkan barang orang dusun" 
Dilarangnya penjualan orang kota bagi orang dusun itu memiliki beberapa syarat. Kami singgung 
secara ringkas berikut ini: 

Adanya kebutuhan masyarakat umum kepada barang yang ditawarkan pedagang dusun 
tersebut. Adapun barang yang jarang sekali dibutuhkan oleh masyarakat umum, tidaklah 
termasuk keumuman larangan dalam hadits. 

Ketidaktahuan pedagang dusun tadi akan harga sesungguh-nya, karena kalau tidak, 
tentu larangan tadi tidak ada gunanya. Karena tidak ada bedanya antara si orang dusun 
menjualnya sen-diri, atau diurus penjualannya oleh orang kota. 

Keinginan si pedagang dusun untuk menjual barangnya se-cara langsung dengan harga 
hari itu. Karena kalau bertujuan hendak menjualnya secara bertahap, lalu si orang kota yang 
mengurus penjualannya, tidak menjadi masalah. Karena pada saat itu jual beli tersebut tidak lagi 
membahayakan. Dan si pemilik barang juga tidak berhak lagi melarangnya mengurus 
dagangannya. 

Meningkatnya harga barang dagangan secara bertahap dari harga jual pada saat 
pertama. Karena peningkatan harga itulah yang diinginkan oleh pedagang dusun dari bantuan si 
orang kota, sehingga mengakibatkan kesulitan masyarakat. 

Hendaknya si pedagang dusun mengambil barang-barang itu untuk dijual. Kalau ia 
mengambilnya untuk simpanan atau untuk dikonsumsinya sendiri, lalu datang orang kota itu 


mendo-rong untuk menjualnya, maka ini justru memberi kelapangan, bukan menyulitkan. 
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Para ulama berbeda pendapat tentang saran pendapat orang kota kepada pedagang 
dusun untuk tidak melakukan langsung proses penjualan tersebut. Sebagian ulama 


membolehkan dan se-bagian lain melarang. 


7. Menjual Anjing 


Jual beli anjing bukanlah bisnis yang Islami. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam dalam hadits 
Ibnu Mas"ud -rodhiyallahu "anhu- telah melarang mengambil untung dari menjual anjing, melacur dan 
menjadi dukun." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab al-Buyu", bab: Hasil Menjual Anjing, nomor 
2237. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab al-Musagat, bab: diharamkannya hasil menjual anjing, 
nomor 1567. 

Dalam hadits Juhaifah diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam melarang hasil 
menjual darah, anjing dan hasil usaha budak wanita.." HR. al-Bukhari 

Dengan alasan ini, kalangan Syafi"iyah dan Hambaliyah menganggap tidak sah menjual anjing, 
anjing apapun juga, mes-kipun anjing yang sudah dilatih berburu. Sementara kalangan Malikiyah 
membedakan antara anjing yang boleh dipelihara, se-perti anjing buru, dan anjing penjaga, dengan 
anjing-anjing lain. Kelompok pertama mereka membolehkan untuk dijual, sementara selain itu tidak 


boleh, karena hadits: 


"Rasulullah mengharamkan hasil jualan anjing, kecuali anjing buru." (HR. An-Nasa'i). 


8. Berdagang Alat-alat Musik dan Hiburan 


Sudah jelas, bahwa apabila Allah mengharamkan sesuatu, tentu Allah juga mengharamkan 
menjualnya dan memperdagangkannya. Dengan alasan itu, mayoritas ulama mengharamkan berjualan 
alat-alat musik dan hiburan yang diharamkan, kecuali yang boleh digunakan (duff/rebana). Bahkan 
mereka secara tegas menyatakan bahwa jual beli barang-barang semacam itu tidak sah. 

Sengaja diberi tambahan kriteria "yang diharamkan", agar tidak termasuk di antaranya catur 
misalnya, bagi mereka yang menghalalkan. Dan agar tidak termasuk di antaranya rebana, karena boleh 
digunakan di saat-saat gembira dan sejenisnya. Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dalam Shahihnya 
pada bab: Menabuh Rebana dalam Pernikahan dan Pesta Pernikahan. Diriwayatkan oleh al-Bukhari 
dalam Shahihnya, dalam kitab an-Nikah, bab: Menabuh Rebana dalam Pernikahan dan Pesta Pernikahan, 


nomor 5147. 
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Dalam bab itu Imam al-Bukhari menukil hadits Rubai" binti Mu"awwidz bin Afra bahwa ia 
menceritakan, "Suatu hari Nabi a datang, dan menemuiku pada hari pernikahanku. Beliau duduk di atas 
hamparan milikku seperti Anda duduk di sisiku. Tiba-tiba datang budak-budak wanita kecil milik kami 
pula sambil mena-buh rebana dan bernyanyi meratapi kematian bapak-bapak kami di perang Badar. 
Salah seorang di antaranya berkata, "Di antara kami ada seorang Nabi yang mengetahui kejadian di hari 
esok." Beliau berkata, "Jangan ucapkan kalimat itu. Namun silahkan ulangi kembali ucapan 
sebelumnya." 

Dengan alasan hadits ini, mayoritas ulama berpendapat akan haramnya menjual semua alat-alat 
hiburan dan alat-alat musik yang diharamkan. Karena semua alat-alat itu dibuat untuk per-buatan 
maksiat, sehingga tidak lagi bernilai dan transaksi penju-alannya batal, seperti halnya minuman keras. 
Karena salah satu dari syarat objek transaksi adalah harus bisa dimanfaatkan sesuai syariat, meskipun 
sedikit kegunaannya, seperti tanah misalnya. Diharamkannya alat-alat tersebut menggugurkan 


fasilitasnya yang sesuai dengan syariat, sehingga menjualnya juga haram. 


9. Berjualan Ketika Dikumandangkan Adzan Jum'at 


Di antara fenomena yang tidak lepas dari pandangan mata di tengah masyarakat barat adalah 
tersebarnya satu bentuk fenomena, yakni jual beli saat dikumandangkannya adzan Jum'at. Padahal 
sudah ada larangan tegas terhadap perbuatan itu dalam Kitabulla, yakni dalam firmanNya: 

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum"at, maka 
bersegeralah kamu kepada meng-ingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik 
bagimu jika kamu mengetahui..." (AlJum"ah: 9). 

Para ulama tidak berbeda pendapat sedikitpun, bahwa jual beli pada saat itu diharamkan, 
berdasarkan dalil ini. 

Adzan yang dimaksud di sini adalah adzan yang dikumandangkan ketika khatib sudah naik 
mimbar (setelah khatib mengucapkan salam. Red) . Yakni adzan yang biasa dilakukan pada zaman Nabi. 
Itulah arti dari adzan atau panggilan bila disebutkan secara lepas. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam 
Shahihnya dari as-Saib bin Yazid bahwa ia men-ceritakan, "Dahulu adzan Jum'at dikumandangkan ketika 
khatib sudah duduk di atas mimbar, yakni pada zaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Di masa Utsman, 
karena umat Islam sudah terlalu banyak, maka ditambah satu adzan lagi yang dikumandangkan di az- 
Zura." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab ash-Shalah, bab: Adzan di Hari Jum'at, nomor 912. 

Dari sisi lain, sesungguhnya jual beli pada saat adzan diku-mandangkan ini menyebabkan 


seseorang melalaikan shalat, akhir-nya meninggalkan sebagiannya atau bahkan seluruhnya. 
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Paremeter Haramnya Jual Beli Ketika Dikumandangkan Adzan Jum'at 
Diharamkannya jual beli saat dikumandangkannya adzan Jum'at tentu saja dengan beberapa 
paremeter tertentu. Di anta-ranya: 

o Orang yang melakukan perjanjian jual beli harus orang yang tidak wajib shalat Jum'at. Maka Jual 
beli boleh dilakukan oleh kaum wanita, anak-anak kecil dan orang sakit. Karena Allah melarang 
jual beli dengan alasan memerintahkan mereka agar segera berangkat ke masjid. Orang-orang 
yang tidak terkena perintah itu, tentu saja tidak dilarang untuk tetap melakukan jual beli. Dan 
juga karena diharamkannya jual beli itu karena alasan menyibukkan diri hingga lalai shalat 
Jum'at. Dan alasan itu tidak mengenai diri mereka. 

o Tidak dalam kondisi mendesak untuk melakukan jual beli. Seperti orang yang dalam kondisi 
darurat harus membeli ma-kanan, menjual kafan untuk orang mati yang dikhawatirkan akan 
membusuk kalau ditangguhkan. Kalau tidak dalam kondisi demikian, jual beli diharamkan pada 
saat itu. 

o Orang yang sibuk bertransaksi tersebut sudah mengetahui larangan tersebut. Karena hukum 
tidak bisa diberlakukan kepada seseorang yang belum mengetahuinya. 


o Jual beli itu berlangsung ketika mulai berkumandangnya adzan khutbah, atau adzan kedua. 


Menganalogikan Semua Jenis Perjanjian Jual Beli dengan Jual Beli dalam Pengharaman 


Mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan terhadap jual beli pada saat adzan Jum'at 
berkumandang juga berlaku pada semua jenis usaha lain seperti sewa menyewa, kerjasama dagang, 
syuf'ah dan sejenisnya yang bisa melalaikan dari kewajiban shalat Jum'at. Bahkan mereka menegaskan 
larangan terhadap segala hal yang menyebabkan kelalaian terhadap shalat Jum'at, seperti me-nenun 
selendang, makan, menjahit, memproduksi barang, bahkan juga ibadah-ibadah lain yang menyibukkan. 

Pendapat resmi dari madzhab Hambali bahwa larangan itu khusus untuk jual beli saja, karena 
disebutkannya larangan ter-hadap perjanjian jual beli tersebut saja. Dan bentuk kegiatan bisnis lain tidak 
bisa disamakan karena jarang terjadi, sehingga apabila dibolehkan tidak akan menyebabkan orang 


meninggalkan shalat Jum'at. Dengan demikian, tidak bisa dianalogikan dengan per-janjian jual beli. 


Hukum Orang yang Wajib Shalat Jum'at Menjual Barang Kepada Orang 
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa orang-orang yang tidak wajib shalat Jum'at, dikecualikan 
dari larangan untuk berjual-beli ketika adzan Jum'at dikumandangkan. Kalau ada dua orang yang sama- 


sama tidak berkewajiban shalat Jum'at melakukan perjanjian jual beli, tidak ada masalah sama sekali. 
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Namun kalau salah seorang di antaranya wajib shalat Jum'at sementara yang lain tidak, maka 
menurut pendapat mayoritas ulama keduanya berdosa. Orang yang wajib shalat Jum'at berdosa karena 
ia telah melakukan perbuatan terlarang. Sementara yang tidak wajib shalat Jum'at berdosa karena ia 


menolong orang lain berbuat dosa. 


Menjual Barang Halal, Namun Dibeli Untuk Tujuan Haram 


Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), 

"Janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan melanggar batasan Allah." (OS. Al 
Maidah: 2) 

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya (yakni Buraidah), beliau berkata bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 

"Siapa saja yang menanam anggur ketika panen hingga menjualnya pada orang yang ingin 
mengolah anggur tersebut menjadi khomr, maka dia berhak masuk neraka di atas pandangannya." (HR. 
Thobroni dalam Al Awsath. Ibnu Hajar dalam Bulughul Marom mengatakan bahwa sanad hadits ini 
hasan) 

(Komentar Syaikh Al Albani dalam Silsilah Ash Shohihah no. 1269 mengenai hadits ini: Al Hafizh 
Ibnu Hajar keliru dalam menilai hadits ini. Beliau tidak mengomentari hadits ini dalam At Talkhish (239) 
dan Al Hafizh mengatakan dalam Bulughul Marom bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ath Thobroni 
dalam Al Awsath dengan sanad yang hasan. Syaikh Al Albani menukil perkataan Ibnu Abi Hatim dalam Al 
“lal yang mengatakan bahwa dia berkata pada ayahnya tentang hadits ini. Ayahnya menjawab bahwa 
hadits ini dusta dan batil. Syaikh Al Albani sendiri menyimpulkan bahwa hadits ini bathil- 

Walaupun hadits ini dinilai batil oleh sebagian ulama, namun banyak ulama yang mengambil 


faedah dari hadits ini karena hadits ini termasuk dalam keumuman surat Al Maidah ayat 2 di atas. 


Penjelasan Ash Shon'ani 

"Hadits ini adalah dalil mengenai haramnya menjual anggur yang nantinya akan diolah menjai 
khomr karena adanya ancaman neraka yang disebutkan dalam hadits. Kalau memang menjual anggur 
pada orang lain yang diketahui akan menjadikannya khomr, maka ini diharamkan berdasarkan ijma' 
(kesepakatan para ulama). Adapun jika tidak diketahui seperti ini, Al Hadawiyah mengatakan bahwa hal 
ini diperbolehkan namun dinilai makruh karena ada keragu-raguan kalau anggur ini akan dijadikan 
khomr. Adapun jika sudah diketahui bahwa anggur tersebut akan dijadikan khomr, maka haram untuk 


dijual karena hal ini berarti telah saling tolong menolong dalam berbuat maksiat. 


135 


Adapun jika yang dijual adalah nyanyian, alat musik dan semacamnya, maka tidak boleh menjual 
atau membelinya dan ini berdasarkan ijma' (kesepakatan kaum muslimin). Begitu juga menjual senjata 
dan kuda pada orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, maka ini juga tidak diperbolehkan." 


(Subulus Salam, 4/139, Mawgi' Al Islam) 


Pelajaran yang Sangat Apik dari Syaikhul Islam 

Tidak sah jual beli, jika diketahui akan digunakan untuk yang haram seperti hasil perasan 
(seperti perasan anggur, pen) yang akan diolah menjadi khomr. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan 
selainnya. Juga tidak diperbolehkan menjualnya jika ada sangkaan kuat akan digunakan untuk yang 
haram sebagaimana salah satu pendapat dari Imam Ahmad. 

(Hukum menyewakan rumah pada orang yang akan menggunakan rumah tersebut untuk maksiat» 

Adapun para ulama Hanabilah mengatakan, "Seandainya pemilik rumah mengetahui bahwa 
orang yang menyewa rumah tersebut akan menggunakan rumah itu untuk maksiat seperti digunakan 
untuk menjual khomr dan selainnya, maka pemilik rumah tidak boleh menyewakannya kepada orang 
tadi. Sewa tersebut tidak sah. Hukum jual beli dan sewa menyewa dalam hal ini adalah sama. " (Al 
Ikhtiyarot Al Ilmiyah Li Syaikhil Islam, hal. 108, Mawgi' Misykatul Islamiyah) 

Jika ada yang bertanya: Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa orang yang membeli ini akan 
menggunakan perasan tadi untuk dijadikan khomr atau dia meminum langsung? 

Syaikh Abu Malik menjawab, "Cukup dengan sangkaan kuatmu. Jika orang tersebut terlihat 
adalah orang yang sering membeli perasan untuk dijadikan khomr, jadilah haram menjual barang 
tersebut padanya. Karena jika kita tetap menjualnya berarti kita telah menolongnya dalam berbuat dosa 
dan melanggar batasan Allah. Padahal Allah melarang bentuk tolong menolong seperti ini. Jika orang 
tersebut menurut sangkaan kuat tidak demikian, maka jual beli tersebut tetap sah dan tidak terlarang." 
(Shohih Figih Sunnah, 4/409) 

Jika barang yang dijual pada asalnya halal lalu diketahui atau berdasarkan sangkaan kuat akan 
digunakan oleh pembeli untuk maksud yang haram, maka jual beli tersebut tidak sah dan haram. 

Jika barang yang dijual pada asalnya halal dan tidak diketahui akan digunakan oleh pembeli 
untuk yang haram, maka jual beli tersebut tetap sah dan tidak terlarang. 

Semoga Allah selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat. 
Alhamdu lillahilladzi bi ni'matihi tatimmush sholihaat. 
Panggang, Gunung Kidul, 21 Muharram 1430 H 

Yang selalu mengharapkan ampunan dan rahmat Rabbnya 


Muhammad Abduh Tuasikal 
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HUKUM JUAL BELI YANG DIPERDEBATKAN 
oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & Prof.Dr.Shalah ash-Shawi 


Penjualan kredit dengan tambahan harga 


Jual beli dalam figih Islam terkadang dilakukan dengan pembayaran kontan —dari tangan ke 
tangan—, dan terkadang dengan pembayaran dan penyerahan barang tertunda, hutang de-ngan hutang. 
Terkadang salah satu keduanya kontan dan yang lainnya tertunda. Kalau pembayaran kontan dan 
penyerahan barang tertunda, maka itu disebut jugal beli as-Salm. Kalau penyerahan barangnya langsung 
dan pembayarannya tertunda, itu disebut jual beli nasi'ah. Pembayaran tertunda itu sendiri terkadang 
dibayar belakangan dengan sekali bayar sekaligus. Terkadang di-bayar dengan cicilan, yakni dibayar 
dengan jumlah tertentu pada waktu-waktu tertentu. Itu disebut jual beli tagsit atau kredit. Kredit di sini 
merupakan cara memberikan pembayaran barang dagangan. 

Jual beli kredit itu hanyalah salah satu bentuk dari jual beli nasi'ah. Syariat yang suci 
membolehkan jual beli nasiah itu dengan pembayaran tertunda, demikian juga dengan jual beli as-Salm 
dengan penyerahan barang tertunda, sesuai dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan pada 


kesempatan lain. 


Disyariatkannya Jual Beli Nasi'ah (berhutang terlebih dahulu) 

Para ulama telah bersepakat tentang dibolehkannya jual beli nasiah karena banyaknya hadits- 
hadits yang tegas yang diriwa-yatkan tentang jual beli itu. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim 
serta para perawi lainnya bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan 
pembayaran ter-tunda. Beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari 
dalam kitab al-Buyu", bab: Nabi Membeli dengan Pembayaran Tertunda, nomor 2068, 2069, dan bab: 
Membeli Makan dengan Pembayaran Tertunda 2200. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab al-Musgat, 
bab: Penggadaian dan Pembolehannya, nomor 1063.) 

Dibolehkannya jual beli nasi'ah berarti juga dibolehkan jual beli secara kredit. Karena jual beli 
kredit tidak lain adalah jual beli dengan pembayaran tertunda, hanya pembayarannya yang dicicil 
selama beberapa kali dalam waktu-waktu tertentu. Tidak ada perbedaan dalam hukum syariat terhadap 


jual beli dengan pem-bayaran tertunda dalam satu waktu atau pada beberapa waktu berbeda. 
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Hukum Jual Beli Kredit Dengan Tambahan Harga Karena Faktor Waktu Penundaan 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada asalnya jual beli kredit telah disepakati kehalalannya. 
Akan tetapi terkadang ter-jadi hal yang kontroversial dalam jual beli semacam ini, yakni bertambahnya 
harga dengan ganti tenggang waktu. Misalnya har-ga suatu barang bila dibeli secara kontan adalah 
seratus juneih. Lalu bila dibayar dengan kredit, harganya menjadi seratus lima puluh juneih. Pendapat 
yang benar dari para ulama adalah diboleh-kannya bentuk jual beli kredit semacam ini, berdasarkan 
alasan-alasan berikut: 

Keumuman dalil yang menetapkan dibolehkannya jual beli semacam ini. Penjualan kredit 
hanyalah salah satu dari jenis jual beli yang disyariatkan tersebut (jual beli nasi'ah). Para ulama yang 
melarangnya tidak memberikan alasan yang mengalihkan hukum jual beli ini menjadi haram. 

Allah berfirman: 

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu"amalah tidak secara tunai untuk waktu 
yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (Al-Bagarah: 282). 

Ayat tersebut secara umum juga meliputi penjualan barang dengan pembayaran tertunda, yakni 
jual beli nasi'ah. Ayat ini juga meliputi hukum menjual barang yang berada dalam kepemilikian namun 
dengan penyerahan tertunda, yakni jual beli as-Salm. Karena dalam jual beli as-Salm juga bisa dikurangi 
harga karena penyerahan barang yang tertunda, maka dalam jual beli nasi'ah juga boleh dilebihkan 
harganya karena pembayarannya yang tertunda. 

Nabi shallallahu “alaihi wasallam bersabda: 

"Emas boleh dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut 
dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, asal sama ukuran atau takarannya, 
diserahterimakan dan dibayar secara langsung. Kalau jenis yang satu dijual dengan jenis yang lain, 
silahkan kalian menjual sekehendak kalian, namun harus tetap dengan kontan." (Diriwayatkan oleh 
Muslim kitab al-Musagat, bab: Money Changer, dan Barter Emas dengan Perak Secara Kontan, nomor 
158) 

Dalam hadits ini ada indikasi terhadap beberapa hal berikut: 

Apabila emas dijual dengan emas, gandum dijual dengan gandum, disyaratkan harus ada 
kesamaan ukuran atau takaran dan langsung diserahterimakan (asal sama ukuran atau takaran-nya, 
diserahterimakan dan dibayar secara langsung). Maka diha-ramkan adanya kelebihan berat atau takaran 
salah satu barang yang ditukar, dan juga diharamkan pembayaran tertunda. 

Namun kalau emas ditukar dengan perak, atau kurma de-ngan jewawut, hanya disyaratkan 


serahterima dan pembayaran langsung saja, namun tidak disyaratkan harus sama ukuran mau-pun 
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takarannya. Dibolehkan ketidaksamaan ukuran dan takaran, karena perbedaan jenis, namun tetap 
diharamkan penangguhan penyerahan barang dan pembayarannya. 

Apabila emas ditukar atau dijual dengan gandum, atau pe-rak dengan kurma, boleh tidak sama 
ukuran/takarannya dan boleh juga ditangguhkan penyerahan kompensasi dan pemba-yarannya. Karena 
dibolehkannya kelebihan salah satu barang tersebut oleh perbedaan jenis, juga disebabkan oleh 
perbedaan waktu. 

Penjualan emas dengan emas ada kesamaan, sehingga tidak bisa diberlakukan jual beli 
nasiah,yakni dengan sistem penye-rahan barang tertunda, karena penundaan itu bisa menghilangkan 
kesamaan tersebut. Namun syarat itu tidak berlaku pada pen-jualan emas dengan gandum misalnya. 
Oleh sebab itu boleh ada kelebihan salah satu barang yang dipertukarkan, baik karena perbedaan 


kualitas, bisa juga karena perbedaan waktu. 


Kacaunya Alasan-alasan Mereka yang Melarang Jual Beli Ini 

Dalam mengharamkan jual beli ini (kredit dengan harga lebih besar) mereka beralasan bahwa 
tambahan tersebut sebagai padanan dari pertambahan waktu. Mengambil keuntungan tam-bahan dari 
pertambahan waktu termasuk riba. 

Alasan ini bisa dibantah, bahwa tambahan tersebut tidak bisa digolongkan sebagai riba yang 
diharamkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Bahwasanya semua komoditi riba fadhal yang 
enam bila dijual dengan yang sejenis, maka diharam-kan sebagai riba karena kelebihan salah satu 
barang transaksinya dan karena penundaan serah terima (emas dengan emas atau dolar dengan dolar). 
Dan kalau sesuatu itu dijual atau dibarter dengan jenis lain namun memiliki kesamaan “illah/ alasan 
hukum (emas dengan perak, dolar dengan juneih), boleh dilebihkan salah satunya, namun tidak boleh 
dilakukan dan serah terima tertunda. Dan apabila yang dibarter adalah barang dengan yang tidak sejenis 
dan tidak sama “illat-nya (emas dengan gandum atau dolar dengan kurma) boleh dilebihkan salah 
satunya dan juga dibo-lehkan serah terima tertunda. Yakni dibolehkan perbedaan harga karena 
perbedaan jenis, dan dibolehkan perbedaan harga karena penangguhan serah terima. 

Mereka yang mengharamkan juga beralasan dengan nash-nash umum yang mengharamkan riba, 
bahwa jual beli ini juga tergolong riba. Namun keumuman nash ini dikonfrontasikan dengan nash-nash 
umum lain yang menghalalkan jual beli secara kontan dan tertunda pembayaran atau serah terima 
barangnya. Dan jual beli ini juga termasuk di antaranya. 

Mereka juga beralasan dengan riwayat larangan melakukan dua perjanjian dalam satu aktivitas 


jual beli, sebagaimana dalam sabda Nabi shallallahu “alaihi wasallam: 
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"Barangsiapa yang melakukan dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli, maka ia harus 
mengambil keuntungan terendah, bila tidak berarti ia melakukan riba." (Diriwayatkan oleh Abu Daud 
2461. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya 4974. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi 1231. 
Diriwayatkan oleh an-Nasai VII: 296. Diriwayatkan juga oleh al-Hakim II: 45, dinyatakan shahih oleh at- 
Tirmidzi dan al-Hakim.) 

Namun alasan ini dapat dibantah kalau pun dimisalkan hadits ini shahih, maka dua perjanjian 
dalam satu aktivitas jual beli itu ditafsirkan sebagai jual beli “inah, bukan jual beli dengan pembayaran 
tertunda semacam ini. Maksudnya ('“inah) adalah membeli barang untuk dibayar tertunda, kemudian 
mengem-balikan barang itu kepada penjual dan menjualnya dengan harga lebih murah secara kontan. 
Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah jual beli manipulatif sebagai riba tersembunyi dengan cara yang 
menyamarkannya, di mana barang dagangan hanya dijadikan se-bagai mediator kosong saja, untuk 
melegalitas peminjaman uang berbunga. 

Ada juga yang berpendapat bahwa arti dua transaksi dalam satu jual beli itu adalah terjadinya 
dua jual beli pada satu barang transaksi. Caranya adalah dengan memberikan pinjaman uang satu dinar 
untuk membeli satu kilo gandum misalnya dan dibayar tiga bulan kemudian. Bila sudah datang waktu 
pembayarannya, si penjual itu berkata, "Juallah kepadaku gandum milikmu itu dengan lima ratus kilo 
dalam jangka enam bulan," misalnya. Ini adalah jual beli kedua yang masuk dalam jual beli pertama. Ada 
juga yang berpendapat bahwa artinya adalah seseorang yang mengatakan, "Kamu jual kepadaku barang 
ini dengan syarat engkau juga menjual rumahmu kepadaku." Ini adalah penafsiran Imam asy-Syafi'i. Ada 
juga yang berpendapat bahwa artinya adalah bila seseorang berkata, "Saya jual barang ini kepadamu 
secara kontan dengan harga sepuluh juta, dan dengan harga lima belas juta bila dibayar dalam jangka 
setahun." Lalu si pembeli mengambil barang itu tanpa menentukan harga mana dengan jangka waktu 
yang mana yang dia pilih. Ini adalah penafsiran Malik dan salah satu pendapat asy-Syafi'i. Alasan 
dilarangnya jual beli ini adalah adanya manipulasi yang muncul dari ketidaktahuan ukuran harga yang 
sesungguhnya. 

Yang perlu diingatkan di sini bahwa apabila pembeli terlambat membayar cicilan kredit, tidak 
dibolehkan bagi penjual untuk memberikan denda keuangan sebagai kompensasi keter-lambatannya. 
Namun ia berhak untuk menuntut pembayaran sisa cicilan ketika terjadi ketidakmampuan membayar, 


bila itu ter-masuk dalam akad kreditnya. 
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Penjelasan Majelis Ulama Figih Tentang Hukum Jual-beli Kredit 

Pembolehan jual beli dengan pembayaran tertunda dengan tambahan harga yang telah kami 
paparkan sebelumnya, demikian juga tidak bolehnya memberikan sanksi denda bila terjadi keter- 
lambatan, adalah pendapat yang dipilih oleh Majelis Ulama Figih yang ikut dalam Organisasi Muktamar 
Islam. Dalam muktamar-nya yang keenam di Jeddah pada bulan Sya"ban tahun 1410 H. ditetapkan 
sebagai berikut: 

"Dibolehkannya tambahan harga kredit dari harga kontan. Juga dibolehkan menyebutkan harga 
kontan dengan harga kreditnya disertai dengan waktu-waktu penyicilannya. Jual beli dianggap tidak sah 
sebelum kedua transaktornya menegaskan mana yang mereka pilih, kontan atau kredit. Kalau jual beli 
itu dilakukan dengan keragu-raguan antara kontan dengan kredit, misalnya belum terjadi kesepakatan 
antara kedua belah pihak, maka jual beli itu tidak sah secara syar'i. 

Menurut ajaran syariat, ketika terjadi proses jual beli ini tidak boleh menegaskan keuntungan 
kredit secara rinci secara terpisah dari harga kontan, sehingga ada keterikatan dengan jangka waktu. 
Baik kedua pelaku jual beli itu menyepakati prosentase keuntungan tertentu, atau tergantung dengan 
jumlah penam-bahan waktu saja. 

Kalau pembeli sekaligus orang yang berhutang terlambat membayar cicilannya sesuai dengan 
waktu yang ditentukan, tidak boleh memaksa dia membayar tambahan lain dari jumlah hutang-nya, 
dengan persyaratan yang disebut dalam akadnya ataupun tidak. Karena itu adalah bentuk riba yang 
diharamkan. 

Orang yang berhutang padahal mampu membayar tidak boleh dia memperlambat pembayaran 
hutangnya yang sudah tiba waktu cicilannya. Meski demikian, juga tidak boleh memberi per-syaratan 
adanya kompensasi atau sanksi denda bila terjadi keter-lambatan pembayaran. 

Menurut syariat dibolehkan seorang penjual meminta pe-nyegeraan pembayaran cicilan dari 
waktu yang ditentukan, ketika orang yang berhutang pernah terlambat dalam membayar cicilan 
sebelumnya, selama orang yang berhutang itu rela dengan syarat tersebut ketika terjadi transaksi. 

Penjual tidak boleh menyimpan barang milik pembeli sete-lah terjadi proses jual beli kredit ini. 
Namun ia bisa meminta syarat untuk sementara barang itu digadaikan di tempatnya seba-gai jaminan 


hingga ia melunasi hutang cicilannya. 


Jual Beli Inah 


“Inah secara bahasa artinya adalah pinjaman. Dikatakan mi-salnya: si Fulan melakukan "ain, 


yakni membeli sesuatu dengan pembayaran tertunda atau berhutang. Atau menjual barang dengan 
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pembayaran tertunda, lalu membelinya lagi dengan harga lebih murah dari harga penjualan. Jual beli ini 
disebut'inah karena si pemilik barang bukan menginginkan menjual barang, tetapi yang diinginkannya 
adalah "ain (uang). Atau karena si penjual kembali memiliki "ain (benda) yang dia jual. 

Menurut terminologi ilmu figih artinya: Jual beli manipulatif untuk digunakan alasan 
peminjaman uang yang dibayar lebih dari jumlahnya. Yakni dengan cara menjual barang dengan pem- 


bayaran tertunda, lalu membelinya kembali secara kontan dengan harga lebih murah. 


Hukum Jual Beli Inah 

Para ulama sependapat bahwa jual beli “inah ini diharamkan bila terjadi melalui kesepakatan 
dan persetujuan bersama dalam perjanjian pertama untuk memasukkan perjanjian kedua ke dalamnya. 

Namun para ulama berbeda pendapat bila tidak terjadi kesepakatan sebelumnya. Di sini ada dua 
pendapat: 

Pendapat pertama:Haram. 

Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah. Di 
antara dalil-dalil mereka dalam menetapkan keharamannya yaitu: 

Riwayat Atha dari Ibnu Umar -rodhiyallahu "anhu- bahwa ia menceritakan, "Aku pernah 
mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: 

"Kalau manusia sudah menjadi kikir gara-gara uang (dinar dan dirham), sudah mulai melakukan 
jual beli “inah, mengikuti ekor-ekor sapi dan meninggalkan jihad fi sabilillah, pasti Allah akan 
menurunkan bencana kepada mereka, dan bencana itu tidak akan dihilangkan sebelum mereka kembali 
kepada agama mereka." (HR. Ahmad dalam Musnadnya). (Diriwayatkan oleh Abu Daud 3456. 
Diriwayatkan oleh al-Baihagi V: 325. Namun dalam sanadnya terdapat Atha al-Khurasani ia perawi yang 
lemah. la meriwayatkan dari Ishag bin Usaid al-Khurasani, yang juga tidak diketahui identitasnya. 
Demikian dinyatakan oleh Abu Ahmad dan al-Hakim. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Iyyasy, dari al- 
A"masy. Dikeluarkan oleh Ahmad (4875 cet. Syakir) Ibnu Iyyasy ini juga lemah, ia menjadikan riwayat ini 
dari Atha bin Abi Rabbah. Lihat Sunan al-Baihagi V: 316 dan juga Nashbur Raayah IV: 16 dan juga asy- 
Syarhul Kabir terhadap al-Mugni" IV: 54.) 

Indikasi hadits terhadap haramnya jual beli ini amat jelas. Karena berjual beli dengan sistem 
''nah merupakan salah satu sebab turunnya bencana. Alasan dengan hadits ini dapat dibantah dari dua 
sisi: 

Sisi pertama: Dari sisi sanad. Karena dalam sanad hadits itu terdapat Ishag bin Usaid al- 

Khurasani yang haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah. Dalam sanad hadits itu juga terdapat 


Atha al-Khurasani. Ia juga masih diragukan. 
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Sisi kedua: Dari sisi indikasinya terhadap keharaman jual beli “inah. Karena jual beli 'inah 
dalam hadits itu diseiringkan dengan berbagai hal lain yang tidak diharamkan, seperti membajak 


de-ngan sapi dan sibuk bercocok tanam. 


Jelas sekali bahwa bantahan ini lemah sekali. Karena hadits ini menggabungkan beberapa hal 
yang berbeda dalam satu alur pembicaraan, padahal hukum masing-masing dari semua hal tersebut 
berbeda-beda tergantung dengan niat dan tujuan. Seperti sabda Nabi shallallahu "alaihi wasallam : 

"Hasil profesi tukang bekam adalah busuk. Hasil upah seorang dukun adalah busuk. Upah bagi 
seorang pelacur adalah busuk.( Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab al-Musagat bab: Diharamkannya 
Menjual Anjing, nomor 1568.) 

"Padahal upah kerja seorang pembekam tidaklah haram. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
sendiri pernah berbekam dan memberikan upah kepada si tukang bekam." ( Diriwayatkan oleh Ibnu 
Hibban dalam Shahihnya 5151. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2164, dan sanadnya shahih. Lihat 
Tahdzibus Sunan V: 101) 

Diriwayatkan oleh Imam ad-Daruguthni dan al-Baihagi dari Abu Ishag, dari istrinya Aliyyah 
bahwa ia pernah menemui Aisyah radhiyallah “anha bersama dengan Ummu Walad Zaid bin Argam serta 
seorang wanita lain. Ummu Walad Zaid berkata, "Aku pernah menjual budak kepada Zaid seharga 
delapan ratus dirham dengan pembayaran tertunda. Dan aku membelinya kembali seharga enam ratus 
dirham kontan." Aisyah berkata, "Sungguh tidak bagus cara engkau berjualan dan cara engkau membeli. 
Katakan kepada Zaid, bahwa ia telah membatalkan pahala jihad dan hajinya bersama Rasulullah, kecuali 
kalau ia bertaubat!" Wanita itu berkata, "Bagai-mana kalau yang kuambil hanya modalku saja?" Aisyah 
menjawab, "Allah berfirman: 

"Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan)." (Al- 
Bagarah: 275). 

Indikasi hadits tersebut terhadap keharaman jual beli ter-sebut jelas sekali. Bahkan Aisyah 
menganggap perbuatan itu dapat membatalkan pahala haji dan jihad, kecuali kalau pelaku-nya 
bertaubat. 

Namun alasan dengan dalil ini juga dapat dibantah dari dua sisi pula: 

Pertama: Dari sisi sanad hadits. Istri Abu Ihshag di sini tidak diketahui identitasnya, dan 
dia juga belum pernah mendengar hadits dari Aisyah. Namun ia mendengarnya dari istri Abu as- 


Safar, dan dia lebih tidak dikenal lagi identitasnya. 
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Kedua: Dari sisi indikasi hadits. Karena mustahil bila Aisyah sampai menetapkan 
batalnya pahala jihad seorang sahabat besar karena satu perkara yang paling banter beliau 
hanya bisa dihu-kum sebagai seorang mujtahid yang keliru. Beliau berhak menda-patkan satu 
pahala, bukan sebaliknya malah divonis telah batal pahala haji dan jihadnya! Bagaimana tidak? 
Beliau adalah salah seorang yang turut melakukan baiat di bawah pohon ar-Ridhwan. Keridhaan 
Allah terhadap para pelakunya tercatat dalam ayat Al-Our"an yang dibaca oleh umat manusia 


sepanjang masa? 


Kemudian alasan mereka yang lain adalah beberapa riwayat daripada sahabat tentang 
haramnya jual beli ini. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas y bahwa ia pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menjual 
sehelai sutera kepada orang lain seharga seratus dirham. Kemudian ia membelinya kembali seharga lima 
puluh dirham saja secara kontan. Ibnu Abbas men-jawab, "Itu artinya menjual dirham dengan dirham 
secara berbu-nga, namun mediatornya adalah sehelai sutera." 

Di antaranya lagi riwayat dari Anas bin Malik ketika ditanya tentang jual beli 'inah -yakni dengan 
sutera sebagai mediatornya-, beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah tidak mungkin dikelabui. Itu 


termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya." Apabila seorang sahabat Nabi 
mengatakan, "Diharamkan oleh Allah dan RasulNya," demikian juga bila ia mengatakan, "..diperintahkan 
oleh Allah dan RasulNya," maka hukumnya seperti hadits marfu", yakni yang berasal dari Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam langsung. 

Namun alasan dengan riwayat-riwayat itu juga masih bisa dibantah, yakni bahwa semua riwayat 
tersebut bertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang menetapkan bolehnya jual beli tersebut. Maka 


pendapat para sahabat yang melarangnya itu bisa ditafsirkan, bila jual beli itu dilakukan dengan 


kesepakatan, bukan secara kebetulan. 


Pendapat kedua: Boleh. 
Ini adalah pendapat asy-Syafi'i, Abu Yusuf dan azh-Zhahiriyah. Di antara dalil-dalil mereka misalnya: 
Keumuman nash atau dalil-dalil tegas tentang halalnya jual beli. Jual beli “inah adalah salah satu 
dari bentuk jual beli. Tidak akan keluar dari asal hukum jual beli, kecuali dengan dalil. 
Namun pendapat ini bisa dibantah, bahwa semua dalil-dalil umum tersebut telah dikhususkan 
oleh berbagai dalil lain yang dijadikan alasan oleh para ulama yang melarangnya. 


Beberapa riwayat dari sebagian sahabat. 
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Diriwayatkan oleh al-Baihagi dengan sanadnya bahwa ada seorang lelaki yang pernah menjual 
pelana kuda namun tidak mengambil langsung bayarannya. Pemilik pelana baru yang mem-beli pelana 
itu darinya, berencana menjualnya kembali. Orang yang menjual pelana tadi mau membelinya kembali 
dengan harga lebih murah. Persoalan itu ditanya kepada Ibnu Umar, namun beliau menganggap jual beli 
itu sah-sah saja. Ibnu Umar berkata, "Bisa jadi kalau ia menjualnya kepada orang lain, ia juga akan 
menjualnya dengan harga itu, atau bahkan lebih murah lagi." 

Diriwayatkan juga oleh al-Baihagi bahwa ada seorang lelaki yang menjual unta kepada orang lain 
(dengan pembayaran ter-tunda), lalu ia berkata, "Berikan kembali kepadaku untamu itu, dan akan 
kubayar kontan tiga puluh dirham." Mereka mena-nyakan persoalan itu kepada Syuraih, dan beliau 
menganggap hal itu tidak menjadi masalah. 

Kalau jual beli itu tidak sah, tidak akan dibolehkan oleh Ibnu Umar dan Syuraih! 

Alasan dengan hadits ini masih bisa dibantah, bahwa hadits-hadits ini bertentangan dengan 
berbagai riwayat lain yang justru melarang, sebagian di antaranya telah dipaparkan sebelumnya. 
Memilih Pendapat yang Benar 

Yang bisa kita simpulkan setelah memaparkan beberapa pendapat tersebut, bahwa yang benar 
jual beli semacam itu dilarang, untuk menutup jalan menuju riba dan memutus jalan bagi orang-orang 


yang suka membuat penyamaran terhadap bentuk usaha yang haram, agar tujuan mereka tidak tercapai. 


Jual Beli Wafa 


Yakni jual beli dengan persyaratan saling mengembalikan hak pihak lain. Yakni kapan penjual 
mengembalikan uang si pembeli, si pembeli juga akan mengembalikan barang si penjual. Disebut 
sebagai jual beli wafa (pelunasan), karena ada semacam perjanjian dari pembeli untuk melunasi hak si 
penjual, yakni me-ngembalikan barangnya, kalau si pembeli mengembalikan uang bayarannya. 

Selayang Pandang Sejarah Jual Beli Wafa 

Bentuk jual beli ini terjadi pertama kali di Bukhara dan Balkh pada awal abad ke lima hijriyah. 
Yang menjadi pemicunya adalah karena kebanyakan orang yang berharta tidak mau meminjamkan 
uangnya secara baik, sementara mereka merasa berat melakukan riba, di sisi lain orang banyak amat 
membutuhkan harta. Oleh sebab itu, mereka mencari jalan keluar yang mereka anggap dapat 
merealisasikan kemaslahatan kedua belah pihak. 

Manfaat bagi penjual karena bisa mendapatkan uang yang dia inginkan tanpa harus dengan 
terpaksa menjual barang mati yang bisa jadi dia niatkan secara keras agar tidak keluar dari 


kepemilikannya. 
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Manfaat bagi pembeli sehingga dapat mengembangkan har-tanya, jauh dari lingkaran perbuatan 
riba yang terang-terangan. 
Proses Transaksi Jual Beli Wafa 

Jelas bahwa transaksi semacam itu mengandung improvisasi berbagai macam hukum jual beli 
dan berbagai hukum pegadaian. 

Dalam jual beli itu terdapat hukum-hukum jual beli, misal-nya si pembeli boleh memanfaatkan 
barang dagangannya penggu-naan dan pemanfaatan yang benar. Ia bisa menggunakannya untuk diri 
sendiri dan memanfaatkannya untuk disewakan tanpa izin si penjual. 

Jual beli itu juga mengandung hukum-hukum pegadaian, se-perti tidak adanya hak pembeli 
untuk mengkonsumsi barang dagangan atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Barang 
itu juga tidak bisa dipakai untuk syuf'ah, dan biaya pera-watannya atas penjual di samping pembeli juga 
harus menjaga komitmen untuk mengembalikan barang itu bila si penjual telah mengembalikan uang 


pembayarannya. 


Hukum Wafa 
Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli wafa ini. 


o Ada di antara ulama yang menganggapnya sebagai jual beli yang sah, karena dibutuhkan. 
Kebutuhan kadang bisa me-nempati kedudukan (sama hukumnya dengan) kondisi 
darurat. 

o Di antara mereka ada yang menganggapnya sebagai pega-daian yang sah, sehingga 


hukum-hukum pegadaian berlaku di dalamnya. 


o Di antara ulama ada juga yang menganggapnya sebagai jual beli yang rusak, karena 
adanya syarat saling mengembalikan. 

o Ada juga di antara ulama yang memandangnya sebagai jual beli model baru yang 
menggabungkan antara jual beli sah, jual beli rusak dan pegadaian. Namun tetap 


dianggap sebagai jual beli yang disyariatkan karena dibutuhkan. 


Yang benar, bahwa jual beli semacam itu tidak dibenarkan, karena tujuan yang sebenarnya 
adalah riba, yakni dengan cara memberikan uang untuk dibayar secara tertunda, sementara fasi-litas 
penggunaan barang yang digunakan dalam perjanjian dan sejenisnya adalah keuntungannya. Namun 


sebutan sebagai jual beli pelunasan atau jual beli amanah tidak lepas dari jual beli sepeti itu karena yang 
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dilihat adalah hakikat dan tujuan sesung-guhnya dari jual beli tersebut, bukan bentuk aplikatif dan tam- 
pilan lahiriahnya saja. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, "Sejenis jual beli yang mereka perlihatkan yang 
disebut jual beli amanah yang dalam jual beli itu mereka bersepakat bahwa apabila telah dikem-balikan 
pembayaran si penjual, barang juga dikembalikan, adalah jual beli batil menurut kesepakatan para imam, 
baik dengan per-syaratan yang disebutkan dalam waktu akad atau melalui kesepa-katan sebelum akad. 


Itu pendapat yang tepat daripada ulama". 


Jual Beli dengan Sistem Panjar/Uang Muka 


Panjar dalam bahasa Arab adalah urbun. Secara bahasa arti-nya adalah yang dijadikan perjanjian 
dalam jual beli. Diucapkan urbun. Adapun arbun, tidak umum diucapkan oleh orang-orang Arab. 

Adapun arti terminologisnya yaitu: Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang 
pembeli barang kepada si pen-jual. Bila akad itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dima-sukkan ke 


dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka men-jadi milik si penjual. 


Hukum Panjar/Uang Muka 
Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum panjar ini. 


Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi"iyah berpendapat bahwa jual beli 


urbun itu tidak sah. Dalil-dalil yang mereka gunakan di antaranya: 


o Hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata, "Rasulullah 


melarang jual beli dengan sistem urbun." 


o Bahwa jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, 
karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. 

o Karena dalam jual beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar (hibah) 
dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak 
ridha. 

Oo Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui. Kalau disyaratkan 
harus ada pengembalian ba-rang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian 
juga apabila dikatakan, "Saya punya hak pilih. Kapan mau akan saya kembalikan, namun 


harus dikembalikan uang bayarannya." 
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Dalam hal ini kalangan Hambaliyah berpendapat lain de-mikian juga sebagian ulama lainnya. 


Mereka menyatakan bahwa jual beli semacam itu boleh. Di antara dalil mereka misalnya: 


Oo 


Oo 


Diriwayatkan oleh Nafi bin al-Harits pernah membelikan buat Umar sebuah bangunan 
penjara dari Shafwan bin Umayyah, yakni apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan 
berhak men-dapatkan uang sekian dan sekian. Al-Atsram berkata, "Saya bertanya 
kepada Ahmad, "Apakah Anda berpendapat demikian?" Beliau bertanya, "Apa yang 
harus kukatakan? Ini Umar y (berpendapat seperti itu)"." 

Lemahnya hadits Amru bin Syu"aib yang menjelaskan dila-rangnya jual beli itu. 

Panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang 
transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan 
berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan 
syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya. 

Tidak sahnya giyas atau analogi jual beli ini dengan hak pilih terhadap hal yang tidak 
diketahui, karena syarat diboleh-kannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. 
Dengan dibatasinya waktu pembayaran, batallah analogi tersebut, dan hilangnya sisi 


yang dilarang dari jual beli tersebut. 


Ketetapan Majelis Figih Islam Seputar Masalah Panjar 
Di antara hal yang patut diingat adalah bahwa Majlis Figih Islam pada seminar ke delapan telah 


selesai berkesimpulan dibolehkannya jual beli panjar, dan berikut ini ketetapan-ketetapan yang mereka 


buat: 


Pertama: Yang dimaksud dengan jual beli sistem panjar adalah menjual barang, lalu si pembeli 


memberi sejumlah uang kepada si penjual dengan syarat bahwa ia jadi mengambil barang itu, 


maka uang muka tersebut masuk dalam harga yang harus dibayar. Na-mun kalau ia tidak jadi 


membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual. Perjanjian ini selain berlaku untuk 


jual beli juga berlaku untuk sewa menyewa, karena menyewa berarti mem-beli fasilitas. Di 
antara jual beli dikecualikan jual beli yang memi-liki syarat harus ada serah terima pembayaran 
atau barang tran-saksi di lokasi akad (jual beli as-Salm) atau serah terima keduanya (barter 
komoditi riba fadhal dan Money Changer). Dan dalam transaksi jual beli murabahah tidak 
berlaku bagi orang yang meng-haruskan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, namun hanya 


pada fase penjualan kedua yang dijanjikan. 
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Kedua: Jual beli sistem panjar dibolehkan bila dibatasi waktu menunggunya secara pasti, dan 
panjar itu dimasukkan sebagai bagian pembayaran, bila pembelian berlanjut. Dan menjadi milik 


penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian. 


Di antara transaksi yang berkembang di masyarakat kita adalah jual-beli dengan menggunakan 
uang muka atau persekot. Pada umumnya, jenis transaksi ini digunakan untuk jual-beli barang-barang 
yang memiliki nilai nominal yang cukup tinggi, misalnya: tanah. Terdapat nilai nominal atau persentasi 
tertentu dari keseluruhan jumlah harga yang harus diserahkan di awal transaksi sebagai tanda jadi. 

Konsekuensinya, jika ternyata akad dibatalkan oleh pihak pembeli, maka uang muka tersebut 
menjadi milik penjual. Akan tetapi, bila transaksi berlanjut, maka uang muka tersebut menjadi bagian 
dari harga yang telah disepakati. 

Apakah transaksi seperti ini tidak termasuk kezaliman? Inilah yang akan kita bahas pada 
kesempatan ini. 

Dalam kitab-kitab para ulama, model transaksi tersebut biasa disebut dengan “ba'i 'urbun”. 
Boleh juga disebut “urbun” (dengan hamzah), “urban ataupun urbun (dengan hamzah). 

Hadits yang menjelaskan tentang jenis transaksi ini adalah riwayat dari 'Amr bin Syu'aib dari 
ayahnya dari kakeknya, beliau mengatakan, “Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam melarang ba'i 
“urban” (Hr. Malik: Imam Malik mengatakan, “Telah sampai kepadaku sebuah hadits dari “Amr bin 
Syu'aib”. Lihat Bulughul Maram, hadits no. 680) 

Singkat kata, hadits di atas adalah hadits yang lemah. Penjelasannya bisa disimak di Taudhih al- 
Ahkam karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam: 4/290. 

Seandainya hadits di atas adalah hadits yang kuat, maka hadits di atas merupakan dalil yang 
gamblang menunjukkan haramnya transaksi “urbun, sehingga transaksi tersebut dinilai batal (tidak sah — 
ed). Akan tetapi, tidak kita dapatkan dalil yang tegas dalam masalah ini, sehingga para ulama bersilang 
pendapat tentang status hukum transaksi ini. 

Hanya Imam Ahmad yang menegaskan keabsahan transaksi 'urbun, sehingga penjual berhak 
memiliki uang muka yang telah diserahkan pembeli ketika pembeli mengurungkan niatnya. 

Pendapat beliau ini diselisihi oleh tiga imam mazhab yang lain, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam 
Malik, dan Imam Syafi'i. Pendapat ini juga diriwayatkan sebagai pendapat Abdullah bin Abbas (dari 
kalangan para sahabat) dan al-Hasan al-Basri (dari generasi tabi'in). Pendapat ini beralasan dengan 


hadits di atas, yang telah jelas kelemahannya, sehingga tidak layak dijadikan dalil. 
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Alasan lainnya adalah, persekot merupakan kesepakatan yang menguntungkan penjual tanpa 
timbal balik apa pun dari penjual, dan hal semacam ini tidak bisa dibenarkan . Oleh karena itu, Malikiyah 
(pengikut mazhab Imam Malik -ed), Syafi'iyyah, dan Hanafiyyah menilai tidak sahnya transaksi ini, 
dengan vonis batil dalam istilah Malikiyyah dan Syafi'iyyah, serta vonis fasid dalam istilah Hanafiyyah. 

Ibnu Audamah mengatakan, “Dalam istilah jual-beli, 'urbun adalah (suatu transaksi) dimana 
pembeli menyerahkan uang dalam nominal tertentu kepada penjual dengan perjanjian, dan jika pembeli 
mengambil barang, maka sejumlah uang tersebut dinilai sebagai bagian dari seluruh harga total barang. 
Akan tetapi, jika pembeli tidak jadi mengambil barang, maka uang tersebut menjadi hak milik penjual. 
Imam Ahmad mengatakan tentang hal ini, “(Transaksi jenis ini) tidaklah mengapa dilakukan karena 
Khalifah Umar bin Khaththab melakukannya.” 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau juga memperbolehkan jenis transaksi ini. Sa'id bin 
Musayyib dan Muhammad bin Sirin mengatakan, “Jika pembeli merasa tidak suka, maka dia boleh 
mengembalikan barang tersebut kepada penjual, sambil menyerahkan sejumlah uang kepadanya.” 

Pendapat dua ulama besar dari generasi tabi'in tersebut dikomentari oleh Imam Ahmad dengan 
mengatakan, “Urbun itu sejenis dengan transaksi di atas.” Artinya, Imam Ahmad memperbolehkan 
transaksi “urbun dengan dasar penganalogan (permisalan -ed) dengan transaksi yang diperbolehkan oleh 
Said bin Musayyib dan Muhammad bin Sirin di atas. (Lihat Taudhih al-Ahkam: 4/292) 

Di antara ulama masa kini yang melarang transaksi 'urbun adalah Syekh Abu Bakr Jabir al-Jazairi. 
Dalam kitabnya, Minhajul Muslim hlm. 303, beliau mengatakan, “Seorang muslim tidak diperbolehkan 
mengadakan transaksi 'urbun atau mengambil uang muka yang telah diserahkan oleh pembeli, sama 
sekali, karena diriwayatkan dari Nabi shallallahu “alaihi wa sallam bahwa beliau melarang transaksi 
“urbun (hadits riwayat Malik). 

Ketika menjelaskan hadits tersebut, Imam Malik mengatakan, “Urbun adalah (transaksi dimana) 
seseorang yang hendak membeli suatu barang atau menyewa suatu kendaraan mengatakan kepada 
penjual atau penyewa, “Aku berikan kepadamu uang sejumlah satu dinar, dengan ketentuan: jika aku 
tidak jadi mengambil barang tersebut atau tidak jadi menyewa maka uang tersebut manjadi hakmu.” 

Di sisi lain, para ulama yang tergabung dalam Lajnah Daimah (Komite Fatwa Para Ulama Saudi 
Arabia) dengan tegas memperbolehkan jenis transaksi ini. Dalam fatwa no. 19637, Lajnah Daimah 
mengatakan, “Transaksi “urbun itu diperbolehkan. Transaksi 'urbun adalah (transaksi dimana) pembeli 
menyerahkan sejumlah uang --yang nominalnya kurang dari harga total barang-- kepada penjual atau 
wakil penjual, setelah kesepakatan jual-beli disetujui oleh kedua belah pihak. Uang ini diberikan dengan 


maksud memastikan bahwa barang tersebut tidak akan dijual kepada pihak lain, dengan perjanjian: jika 
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pembeli jadi mengambil barang maka uang yang telah diserahkan merupakan bagian dari seluruh harga 
total. Akan tetapi, jika pembeli tidak jadi mengambil barang maka penjual berhak mengambil uang 
tersebut dan memilikinya. 

Transaksi 'urbun adalah transaksi yang sah, baik waktu pelunasan telah ditentukan ataupun 
tidak. Secara hukum agama, penjual memiliki hak untuk menuntut pembeli agar segera melunasi sisa 
harga yang belum dia lunasi jika transaksi jual-beli telah sempurna dan pembeli telah mengambil barang 
yang dia beli. 

Dalil diperbolehkannya transaksi ini adalah perbuatan Umar bin al-Khaththab. Tentang transaksi 
'urbun, Imam Ahmad mengatakan, “Tidak mengapa.” Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau 
memperbolehkan transaksi ini. Adapun Said bin Musayyib dan Ibnu Sirin mengatakan, “Tidak mengapa, 
jika pembeli ternyata tidak suka dengan barang yang dibeli, lalu dia menyerahkan kembali barang 
tersebut kepada penjual sambil menyerahkan sesuatu kepadanya.” 

Adapun hadits yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu “alaihi wa sallam bahwa beliau melarang 
transaksi “urbun, adalah hadits yang lemah. Hadits tersebut dinilai lemah oleh Imam Ahmad dan ulama 
lain, sehingga hadits tersebut tidak bisa dijadikan hujjah (argumentasi).” 

Fatwa ini ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Abdul Aziz Alu Syekh (yang 
sekarang menduduki jabatan Mufti Besar Saudi Arabia), Shalih al-Fauzan, dan Bakr Abu Zaid. 

Dalam Fatwa Lajnah Daimah no. 17341 ditegaskan, “Menurut pendapat terkuat dari dua 
pendapat ulama dalam hal ini, dalam transaksi “urbun, (penjual) diperbolehkan untuk mengambil uang 
muka yang telah diserahkan pembeli dan tidak mengembalikannya kepada pembeli jika pembeli 
membatalkan transaksi. Hal ini dengan syarat, di awal transaksi, penjual dan pembeli telah sepakat 
untuk itu.” (Lihat Fatawa Lajnah Daimah: 13/133--134) 

Simpulan yang bagus tentang masalah ini diberikan oleh Dr. Abdurrazag as-Sanhuri dalam 
kitabnya, Mashadir al-Hag. Beliau mengatakan, “Yang pertama, ulama yang berpendapat tentang 
batalnya transaksi “urbun mendasari pendapatnya dengan hadits Nabi yang melarang transaksi 'urbun. 
Selain itu, ulama tersebut juga beralasan bahwa transksi ini merupakan persyaratan yang 
menguntungkan penjual tanpa ada kompensasi dari penjual, dan ini merupakan persyaratan yang tidak 
sah. Transaksi ini juga mirip dengan khiyar (hak membatalkan transaksi) yang tidak jelas batasan 
waktunya. 

Dalam transaksi 'urbun, pembeli menetapkan syarat bahwa dia berhak membatalkan transaksi 


tanpa ada penegasan tentang batas waktu berlakunya. Hal ini persis dengan perkataan pembeli, “Aku 
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memiliki hak khiyar. Kapan saja aku mau aku bisa mengembalikan barang yang sudah kubeli sambil 
kuserahkan sejumlah uang.” 

Yang kedua, Imam Ahmad memperbolehkan transaksi 'urbun dan mendasari pendapatnya 
dengan riwayat dari Khalifah Umar, dan beliau juga melemahkan hadits yang melarang transaksi 'urbun. 
Selain itu, beliau berdalil menggunakan analog dengan transaksi yang disepakati para ulama boleh dan 
sahnya. Yaitu, tidaklah mengapa jika pembeli ternyata merasa tidak suka dengan barang yang telah 
dibeli, lalu dia mengembalikan barang tersebut kepada penjual sambil menyerahkan sesuatu kepadanya. 
Imam Ahmad mengatakan, “Transaksi 'urbun itu semisal dengan transaksi tersebut.” 

Yang ketiga, kami berpandangan bahwa argumentasi lain dari ulama yang menyatakan tidak 
sahnya transaksi 'urbun bisa dipatahkan, yaitu argumen bahwa 'urbun adalah perjanjian yang 
menguntungkan penjual tanpa ada kompensasi balik dari penjual. Sebenarnya, dalam transaksi 'urbun, 
kompensasi yang diberikan penjual adalah memberi waktu kepada pembeli sehingga pembeli 
menjatuhkan pilihan, tetap membeli barang ataukah tidak dan menghilangkan kesempatan calon 
pembeli yang lain untuk membeli barang tersebut sampai batas waktu tertentu. Jadi, transaksi “urbun 


itu berbeda dengan khiyar yang tidak jelas batas akhirnya. 


Dalam transaksi 'urbun, pembeli hanya mensyaratkan khiyar untuk membatalkan transaksi jual-beli. Jika 


dia tidak membatalkan, maka transaksi terus berlanjut dan hak khiyar hilang dengan sendirinya”. (Lihat 


Taudhih al-Ahkam: 4/291--292). 


Singkat kata, transaksi “urbun itu diperbolehkan, menurut pendapat ulama yang terkuat. Wallahu a'lam. 


Penulis: Ustadz Abu “Ukkasyah Aris Munandar, S.S. 
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Jual Beli Istijrar 


Istijrar secara bahasa artinya menarik atau menyeret. 
Secara terminologis ilmu figih: Mengambil kebutuhan yang perlu dibeli sedikit demi sedikit, lalu 


membayarnya sesudah itu. 


Hukum Jual Beli Istijrar 
Para ahli figih berbeda pendapat juga tentang jual beli ini. Pemicu perbedaan pendapat mereka 


adalah karena si pembeli tidak tahu harga barang ketika mengambilnya, bukan karena pembayarannya 
yang ditunda sampai waktu penghitungannya. Berdasarkan hal ini, apabila harganya telah diketahui 
secara pasti, maka jual beli ini sah menurut seluruh ulama. Karena dalam kon-disi demikian, jual beli ini 
tidak akan keluar dari bentuk jual beli nasiah,sehingga termasuk dalam keumuman dalil-dalil yang me- 
netapkan disyariatkannya jual beli tersebut. Namun kalau harga-nya tidak diketahui, inilah yang menjadi 
perdebatan di antara para ulama. 

Mayoritas ulama menetapkan tidak disyariatkannya jual beli ini karena tidak diketahuinya harga 
pembayaran. 

Kalangan Hambaliyah dalam salah satu riwayat dari mereka menjelaskan bahwa hal itu 
dibolehkan. Itulah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul OGayyim. Hal itu menurut mereka 
sama dengan sahnya nikah tanpa menyebutkan jumlah mahar. Jumlah mahar itu dikembalikan dengan 
standar mahar secara umum. Dan harga barang dalam jual beli ini pun dikem-balikan kepada harga 
standar. Kemungkinan di antara dalil yang paling jelas yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini 
adalah karena bentuk jual beli ini sudah demikian populer di berbagai negeri dan belahan dunia, sampai 
di kalangan mereka yang mela-rangnya sekalipun. Dan tak seorangpun di antara mereka yang berani 
menyatakan bahwa jual beli itu batal. 

Abu Daud menjelaskan dalam al-Masail bab: Membeli Tanpa Mengetahui Harga, "Aku pernah 
mendengar Ahmad ditanya tentang seorang lelaki yang mengirim orang ke tukang sayur dan mengambil 
kebutuhannya satu demi satu, baru di kemudian hari ia menghitung semua pembeliannya. Beliau 
menjawab, "Saya harap jual beli semacam itu tidak ada apa-apa." Beliau ditanya, "Apakah saat itu juga 
disebut sebagai jual beli?" Beliau menjawab, "Tidak"." 

Ibnul OGayyim 5 menyebutkan dalam I"lamul Muwaggi"in: "Para ulama berbeda pendapat 
tentang bolehnya jual beli tersebut karena harga diputuskan tanpa perkiraan harga barang sesung- 
guhnya pada saat transaksi. Bentuk aplikatifnya: Jual beli yang dilakukan dengan rekan bisnis, seperti 


tukang roti, tukang daging atau penjual minyak samin, atau yang lainnya. Ia mengambil kebutuhannya 
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dari mereka dan menghitung seluruhnya di awal bulan atau awal tahun, lalu membayarnya. Namun 
sebagian besar ulama melarangnya. Mereka menganggap serah terima barang itu tidak memindahkan 
kepemilikan. Itu adalah serah terima rusak seperti halnya serah terima barang rampasan. Karena serah 
terima itu dilakukan dengan transaksi yang rusak. Namun mereka semua juga melakukan jual beli 
tersebut, selain orang yang bersikap ekstrim. Karena mereka tidak menemukan jalan lain, meskipun 
mereka menyebutkan fatwa bahwa jual beli semacam itu batil, dan bahwa barang itu masih dalam 
kepemilikan oleh si penjual. Ia tidak bisa melepaskan diri dari jual beli itu, dalam arti mereka tidak 
mungkin menawar setiap kali ia membutuhkan sesuatu yang diambil, murah atau mahal. Kalau serah 
terima barang harus dilakukan dengan pelafalan, maka tawar menawar itupun harus dilakukan dengan 
pelafalan ijab dan gabul (serah terima). 

kemudian Ibnul Gayyim melanjutkan: 

"Pendapat kedua: —dan inilah pendapat yang tepat- yakni yang selalu diamalkan oleh umat 
Islam di segala masa dan di segala tempat, yakni dibolehkannya jual beli itu sampai batas har-ga 
termahal. Itulah pendapat yang dinyatakan oleh Ahmad dan dipilih oleh guru kami Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyah 5. Aku pernah mendengarnya berkata, "Itu lebih menyenangkan hati pembeli daripada tawar 
menawar. Dalam hal ini saya juga memi-liki panutan. Saya hanya memilih pendapat yang telah diambil 
oleh ulama selain saya." Kemudian beliau melanjutkan, "Orang-orang yang melarang jual beli semacam 
itu tetap tidak mungkin meninggalkan jual beli tersebut. Bahkan mereka turut melakukan-nya juga. 
Sementara dalam Kitabullah maupun Sunnah Rasulullah bahkan juga ijma" kaum muslimin, atau sekedar 
pendapat seorang sahabat maupun giyas yang sah, tidak ada yang menjelaskan keharamannya. Di sisi 
lain umat Islam telah bersepakat mengang-gap sah nikah tanpa mengetahui jumlah mahar dengan 
memberi-kan mahar standar. Bahkan kebanyakan ulama juga membolehkan perjanjian sewa menyewa 
dengan pembayaran standar, seperti me-nyewa tukang cuci, tukang roti, nelayan, tukang membersihkan 
dan dapur. Namun setidaknya jual beli tersebut dengan meng-gunakan harga standar. Jual beli semacam 
itu dibolehkan, sebagai-mana halnya membayar dengan harga standar baik dalam jual beli ini ataupun 
jual beli lainnya. Inilah giyas yang tepat, yang hanya dengan analogi inilah kepentingan umat dapat 


ditegakkan. 


Sumber : Alsofwah.or.id 
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AKAD / IJAB OABUL DAN MACAM-MACAMNYA 


Akad Jual Beli : 


Akad jual beli bisa dengan bentuk perkataan maupun perbuatan : 


Bentuk perkataan terdiri dari Ijab yaitu kata yang keluar dari penjual seperti ucapan " saya jual" 
dan Oobul yaitu ucapan yang keluar dari pembeli dengan ucapan "saya beli " 

Bentuk perbuatan yaitu muaathoh (saling memberi) yang terdiri dari perbuatan mengambil dan 
memberi seperti penjual memberikan barang dagangan kepadanya (pembeli) dan (pembeli) 


memberikan harga yang wajar (telah ditentukan). 


Dan kadang bentuk akad terdiri dari ucapan dan perbuatan sekaligus : 


Berkata Syaikh Tagiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah : jual beli Muathoh ada beberapa gambaran 


1. 


Penjual hanya melakukan ijab lafadz saja, dan pembeli mengambilnya seperti ucapan " ambilah 
baju ini dengan satu dinar, maka kemudian diambil, demikian pula kalau harga itu dengan 
sesuatu tertentu seperti mengucapkan "ambilah baju ini dengan bajumu", maka kemudian dia 


mengambilnya. 


2. Pembeli mengucapkan suatu lafadz sedang dari penjual hanya memberi, sama saja apakah harga 
barang tersebut sudah pasti atau dalam bentuk suatu jaminan dalam perjanjian.(dihutangkan) 
3. Keduanya tidak mengucapkan lapadz apapun, bahkan ada kebiasaan yaitu meletakkan uang 
(suatu harga) dan mengambil sesuatu yang telah dihargai. 
Pengertian Akad 


Dalam bahasa Arab istilah akad memiliki beberapa pengertian namun semuanya memiliki kesamaan 


makna yaitu mengikat dua hal. Dua hal tersebut bisa konkret, bisa pula abstrak semisal akad jual beli. 


Sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain 


dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Contohnya 


adalah akad jual beli. 
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Di samping itu, akad juga memiliki makna luas yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan 
sesuatu baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Berdasarkan makna luas ini maka nadzar dan 


sumpah termasuk akad. 


Akad dengan makna luas inilah yang Allah inginkan dalam firman-Nya, 


agan Dag | sih Gaal aa 5 


"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Os. al Maidah: 1) 


Rukun Akad 


Ada tiga rukun akad yaitu dua pihak yang mengadakan transaksi, objek transaksi dan 
shighah/pernyataan resmi adanya transaksi. 

Dua pihak yang mengadakan transaksi adalah dua pihak yang secara langsung menangani 
sebuah transaksi. Agar sebuah akad atau transaksi itu sah maka pihak yang mengadakan transaksi 
haruslah orang yang dalam sudut pandang figh memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi. 

Dalam sudut pandang figh orang yang memiliki kapasitas untuk mengadakan transaksi adalah 
orang yang memenuhi kriteria berikut: 

Pertama, rusyd yaitu kemampuan untuk membelanjakan harta dengan baik. Kemampuan ini 
dimiliki oleh orang yang baligh, bukan anak kecil, dan berakal, bukan orang gila. Di samping itu orang 
tersebut juga tidak sedang di-hajr. Hajr dalam hal ini adalah hukuman yang tetapkan oleh hakim 
terhadap seseorang berupa tidak boleh mengadakan transaksi. Hal ini disebabkan orang tersebut 
sedang terlilit hutang atau dinilai tidak bisa memegang uang dengan baik. 

Kedua, tidak dipaksa. Oleh karena itu transaksi yang diadakan oleh orang yang dalam kondisi 
dipaksa itu tidak sah kecuali jika pemaksaan yang dilakukan dalam hal ini memang bisa dibenarkan 
secara hukum syariat. Contohnya adalah penghutang yang menunda-nunda untuk melunasi hutangnya 
tanpa alasan atau orang yang pailit dipaksa oleh pihak pengadilan untuk menjual hartanya dalam rangka 
melunasi hutang yang menjadi kewajibannya. 

Sebuah transaksi itu bersifat mengikat yaitu tidak bisa lagi dibatalkan jika tidak mengandung 
khiyar. Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh dua belah pihak yang mengadakan transaksi untuk 


melanjutkan transaksi ataukah membatalkannya. 
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Objek Transaksi 


Yang dimaksud dengan objek transaksi adalah semisal barang yang hendak diperjualbelikan 


dalam transaksi jual beli dan barang yang hendak disewakan dalam transaksi sewa. 


Agar sebuah transaksi sah maka objek transaksi harus memenuhi kriteria berikut ini: 


1. 


Barang tersebut adalah barang yang suci (bukan najis) atau terkena najis namun masih 
memungkinkan untuk dibersihkan. Oleh karena itu, transaksi dengan objek benda najis semisal 
bangkai tidaklah sah. Demikian pula, jika benda tersebut berlumuran najis dan tidak mungkin 
untuk dibersihkan semisal susu atau cuka atau benda cair yang lain ketika bercampur dengan 
najis. Jika memungkinkan untuk dipisahkan maka benda tersebut boleh menjadi objek transaksi. 
Benda tersebut bisa dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang diizinkan oleh syariat. Bisa 
dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang diizinkan oleh syariat adalah asas untuk menilai suatu 
benda itu termasuk harta ataukah tidak dan memiliki nilai ataukah tidak. Oleh karena itu benda- 
benda yang tidak ada manfaatnya semisal benda-benda remeh yang tidak dilirik orang tidaklah 
sah jika dijadikan sebagai objek transaksi. Demikian pula, jika manfaat benda tersebut adalah 
manfaat yang haram semisal manfaat yang terkandung pada khamr dan semacamnya tidaklah 
sah dijadikan sebagai objek transaksi. Namun perlu diingat baik-baik bahwa status suatu benda 
bisa dimanfaatkan ataukah tidak itu bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman dan 
tempat. Di masa silam barang rongsokan termasuk kategori benda tidak bernilai sehingga tidak 
sah jika dijadikan sebagai objek transaksi. Sedangkan di zaman sekarang barang rongsokan 
termasuk benda yang memiliki nilai jual. 

Bisa diserahkan. Oleh karenanya, benda yang tidak ada tidaklah dijadikan objek transaksi. 
Demikian pula benda yang ada namun tidak bisa diserahkan. Benda-benda ini tidak sah dijadikan 
sebagai objek transaksi karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Sedangkan setiap 
transaksi yang mengandung gharar itu terlarang dalam syariat. 

Telah dimiliki dengan sempurna oleh orang yang mengadakan transaksi. Karenanya, benda yang 
tidak bisa dimiliki tidaklah sah dijadikan sebagai objek transaksi. 

Benda tersebut diketahui dengan jelas oleh orang yang mengadakan transaksi dalam transaksi 
langsung. Atau benda tersebut diketahui kadar, jenis dan bentuknya dalam transaksi tidak 
langsung. Jadi dalam transaksi jual beli langsung, benda yang menjadi objek transaksi 
disyaratkan bendanya telah diketahui secara jelas semisal jual beli mobil tertentu atau rumah 
tertentu. Akan tetapi jika transaksinya tidak langsung semisal transaksi salam maka disyaratkan 


benda yang akan diterima oleh pembeli itu diketahui kadar, jenis dan bentuknya. Transaksi 
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salam adalah seorang penjual yang menjual barang yang sudah jelas ciri-cirinya namun barang 
ini baru bisa diterima oleh pembeli setelah transaksi diadakan sesuai dengan waktu yang telah 


disepakati. 


Jika persyaratan di atas telah terpenuhi maka transaksi pada objek tersebut bersifat mengikat 
(baca: tidak bisa dibatalkan) jika tidak ada pada benda objek transaksi hal-hal yang menyebabkan 


munculnya hak khiyar semisal cacat pada barang. 


Shighah 


Yang dimaksud dengan shighah di sini adalah ungkapan yang digunakan oleh pihak yang 
mengadakan transaksi untuk mengekspresikan keinginannya. Ungkapan ini berbentuk kalimat-kalimat 
yang menunjukkan terjadinya transaksi. Shighah itu terdiri dari ijab dan gobul. 

Menurut mayoritas ulama yang dimaksud dengan ijab adalah kalimat yang menunjukkan 
pemindahan kepemilikan. Sedangkan gobul adalah kalimat yang menunjukkan sikap menerima 
pemindahan kepemilikan. Sehingga yang menjadi tolak ukur ijab adalah jika yang mengeluarkan 
pernyataan tersebut adalah orang yang bisa memindahkan kepemilikan objek akad semisal penjual, 
orang yang menyewakan dan wali penganten perempuan. Suatu kalimat bernilai gobul jika dikeluarkan 
orang pemilik baru objek akad semisal pembeli, penyewa dan penganten laki-laki. 

Jadi yang menjadi parameter bukanlah siapa yang pertama kali mengeluarkan pernyataan dan 
siapa yang nomer dua namun siapa pihak yang memindahkan kepemilikan dan siapa pihak yang 
menerima pemindahan kepemilikan. 

Berbeda dengan pendapat para ulama hanafiyah yang mengatakan bahwa siapa yang 
mengeluarkan pernyataan pertama kali maka itulah orang yang melakukan ijab. Sedangkan pernyataan 


kedua adalah gobul apapun isi pernyataan tersebut. 


kk 


Ustadz Aris Munandar 


Sumber: ustadzaris.com 
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Ijab dan Oabul 


Segala puji hanya milik Allah Ta'ala, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada nabi 
Muhammad, keluarga dans ahabatnya. 

Hubungan interaksi antara dua orang, terlebih-lebih akad perniagaan, biasanya diungkapkan 
dengan rangkaian kata-kata, yang disebut dengan ijab dan gabul. Ijab-gabul tersebut berfungsi untuk 
mengekspresikan akan maksud dan keinginan kedua belah pihak. 

Ijab ialah perkataan yang diucapkan oleh penjual, atau yang mewakilinya dalam mengutarakan 
kehendak hatinya yang berkaitan dengan akad yang dijalin 

Sedangkan Oabul ialah perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya sebagai 
ekspresi dari kehendaknya berkaitan dengan akad tersebut. 

Transaksi jual-beli dapat berlangsung dengan segala ucapan yang menunjukkan kepadanya, 
misalnya: saya jual kepadamu barang ini, saya berikan kepadamu barang ini, milikilah barang ini, 
singkatnya tidak ada ucapan tertentu yang harus diucapkan dalam transaksi jual-beli, sehingga ucapan 
apa saja yang menunjukkan akan jual-beli, maka terjalinlah dengannya transaksi jual-beli. 

Imam An Nawawi rahimahullah berkata: "Pendapat inilah yang secara dalil lebih kuat, dan itulah 
yang saya pilih, karena dalam syari'at tidak ada dalil yang mensyaratkan ucapan tertentu, sehingga kita 
harus mengikuti tradisi yang berlaku, sebagaimana hal-hal lainnya." (111) 

Dan praktek masyarakat sejak zaman dahulu, mereka menggunakan berbagai ucapan dalam 
menjalankan akad jual-beli, ada yang dengan kata: "kirimkan", ada pula yang dengan kata: "beri saya 
beras sekian kilo", misalnya, ada yang dengan kata: "minta minyak goreng sekian liter", misalnya, dst. 
Dan dengan berbagai ucapan ini, dan masing-masing dari penjual dan pembeli memahami dan tidak ada 


perbedaan sedikitpun bahwa yang dimaksud dari berbagai ucapan ini adalah akad jual-beli. 


Bila ada yang bertanya: Apakah pendapat ini berlaku pada seluruh transaksi (akad)? 


Permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama": 
e Pendapat pertama: Sebagian ulama' ada yang mensyaratkan bagi sebagian akad teks- 
teks tertentu, yang harus diucapkan padanya, misalnya akad nikah, mereka berpendapat 
bahwa pada akad ini harus digunakan kata-kata: (sis »)/ saya nikahkan/kawinkan anda), 


dan pihak kedua menjawab dengan berkata: Saya terima. 
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e Pendapat kedua: Sebagian lagi, ada yang berpendapat bahwa setiap akad/ transaksi 
dapat terjalin dan sah dengan ucapan apa saja yang biasa digunakan oleh masyarakat 


guna menjalankan akad tersebut. 


Pendapat kedua inilah yang rajih (lebih kuat) dan yang semestinya untuk dianut. Pendapat ini adalah 


pendapat yang dipilih oleh Syeikhul Islam Ibnu taimiyyah rahimahullah.((21) 


Permasalahan mu'amalat (interaksi sesama manusia) tidaklah termasuk amalan ibadah sehingga 
harus seratus persen sesuai dengan yang dicontohkan. Mu'amalat hanyalah hubungan sesama manusia, 
sehingga apa saja yang mereka anggap sebagai transaksi jual-beli, maka itu dikatakan jual-beli. Apa saja 
yang mereka anggap sebagai akad pegadaian, maka itu adalah pegadaian, Apa saja yang mereka anggap 
sebagai wakaf, maka itu adalah wakaf. Dapa saja yang mereka anggap sebagai akad pernikahan, maka 
itu adalah pernikahan. 

Tidak pernah ada satu dalilpun atau satu riwayatpun, baik dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
atau para sahabatnya yang dapat dijadikan dalil guna menggariskan definisi akad jual-beli. 

Ibnu Taimiyyah berkata: Berbagai nama dan istilah ini telah disebutkan dalam Al Our'an dan 
hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beserta berbagai hukum yang terkait dengannya. Dan setiap 
nama pasti memiliki definisi tersendiri. 

Sebagian definisi nama-nama tersebut dapat diketahui melalui ilmu bahasa, semisal sebutan 
matahari, bulan, gandum, laut, langit, dan bumi. 

Sebagian lainnya hanya dapat diketahui melalui wahyu (syari'at), semisal sebutan: mukmin, kafir, 
munafig, shalat, zakat, puasa, dan haji. 

Sedangkan nama atau sebutan yang tidak ditemukan definisinya dalam ilmu bahasa atau wahyu 
(syari'at), maka anda harus merujuk kepada tradisi masyarakat setempat. Misalnya sebutan al gabdhu 


(serah-terima) yang disebutkan pada sabda nabi shallallahu "alaihi wa sallam berikut: 


"Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai 


menerimanya." 


Telah diketahui bahwa Allah dan Rasul-Nya tidak pernah menyebutkan definisi jual-beli, sewa- 


menyewa, hibah dan yang serupa, baik dalam Al Our'an atau As sunnah. Sebagaimana tidak pernah 
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diriwayatkan dari seorang sahabat, atau tabi'inpun, bahwa ia menentukan ucapan tertentu guna 
menjalankan akad ini. Juga tidak pernah ditemukan satu ucapan yang dapat mengarah kepada 
pemahaman bahwa suatu akad tidak sah, kecuali bila dijalin dengan ucapan-ucapan tertentu. 

Sebaliknya, sebagian ulama' menegaskan bahwa anggapan semacam ini nyata-nyata menyelisihi 
kesepakatan ulama' zaman dahulu, sehingga dapat dikatagorikan sebagai bid'ah. Bila suatu hal tidak 
memiliki definisi dalam syari'at, tidak juga dalam ilmu bahasa, maka rujukannya adalah tradisi masing- 
masing masyarakat. 

Pendek kata: apa saja yang oleh masyarakat disebut sebagai jual-beli maka itulah jual-beli. Dan 
apa saja yang mereka sebut sebagai hibah, maka itulah hibah. (Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyyah 29/16) 

Pada kesempatan lain beliau berkata: "Pendapat yang benar, bahwa kedua pihak bila telah 
saling mengetahui maksud lawan transaksinya, maka dengan ucapan apa saja mereka menjalankan 
suatu akad, akad antara mereka berdua adalah sah. Dan ini berlaku umum pada seluruh jenis transaksi. 
Dikarenakan Allah dan rasul-Nya tidak pernah memberikan batasan dalam hal ucapan akad. Akan tetapi 
Allah Ta'ala dan rasul-Nya menyebutkannya tanpa ada batasan. Sebagaimana transaksi dapat dijalin 
dengan bahasa Persia, Romawi atau lainnya, maka transaksi boleh dijalin dengan ucapan apa saja dalam 


bahasa Arab yang menunjukkan akan transaksi tersebut." 


Kesimpulan beliau ini didukung oleh kaedah ilmu figih yang berbunyi: 


daa Balai! 


"Adat-istiadat itu memiliki kekuatan hukum." 


Yang dimaksud dengan adat-istiadat disini ialah adat-istiadat yang telah berlaku dan dijalankan 


oleh setiap orang dan tidak menyelisihi syari'at. 


Dan kaedah berikut juga menguatkan kesimpulan beliau di atas: 


AXUYI Batal (AJI 
"Hukum asal pada setiap masalah yang tercakup dalam adat kebiasaan, adalah boleh." Dan akad jual- 


beli, sewa-menyewa, pernikahan dan yang serupa adalah sebagian dari bentuk adat istiadat, dan bukan 


peribadahan. Dengan demikian, semua akad ini tercakup oleh keumuman kaedah tersebut. 


161 


"Bila ada yang berkata: Akad nikah, disebutkan oleh Allah dengan kata-kata nikah, sehingga 
pada akadnya harus menggunakan kata-kata: menikahkan. Maka kita jawab: begitu juga halnya dengan 
(a!/ jual-beli beli), Allah sebutkan dengan kata (e!/jual-beli), apakah anda juga akan berpendapat 
bahwa ketika anda bertransaksi jual-beli anda harus menggunakan kata: (LX) saya jual? Jawabannya 
pasti: tidak. Bila demikian, akad jual-beli beli dapat terjalin dengan ucapan apa saja yang biasa 
digunakan ketika menjual (ijab) dan begitu juga ketika membeli (kabul)."((31) 

Ditambah lagi, ternyata akad nikah dalam hadits-hadits nabi tidak hanya disebutkan dengan kata 


nikah. Akan tetapi disebut pula dengan kata lainnya. 


Ala Gita ol all Aya Cleta Vas LSAKE4 A88 LAI 
"Silahkan engkau membawanya pulang, aku telah menjadikannya milikmu dengan mas kawin surat-surat 


Al Our'an yang telah engkau hafal." (Muttafagun 'alaih) 


Anda bisa bayangkan, betapa susahnya hidup anda, bila setiap transaksi yang anda jalankan 
harus diutarakan dan diucapkan. Bila demikian adanya, maka anda tidak akan bisa berbelanja di 


supermarket, atau tempat-tempat serupa. 


Apakah Akad Sudah Dianggap Sah Dengan Adanya Serah Terima Barang? 


Oleh Prof.Dr.Abdullah al-Muslih dan Prof.Dr.Shalah ash-Shawi 


Para ulama telah sepakat bahwa akad itu sudah dianggap sah dengan adanya pengucapan lafal 
perjanjian tersebut. Namun mereka berbeda pendapat apakah perjanjian itu sah dengan sekedar adanya 
serah terima barang. Yakni seorang penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang 
bayarannya tanpa adanya ucapan dari salah seorang di antara mereka berdua. Kenyataan pada zaman 
modern kita sekarang ini, perangkat komputer bisa dijadikan etalase barang-barang jualan dengan 
urutan tertentu. Lalu datang pembeli dan memilih barang mana yang disukainya, kemudian ia 
menyerahkan uang bayarannya di tempat yang sudah ditentukan. Si komputer akan menyerahkan 
kepadanya barang yang diinginkan dengan cara yang canggih pula. Pendapat yang benar menurut 
mayoritas ulama adalah bahwa jual beli semacam itu sah berdasarkan hal-hal berikut: 

a. Hakikat dari jual beli yang disyariatkan adalah menukar harta dengan harta dengan dasar 
kerelaan hati dari kedua belah pihak, tidak ada ketentuan syar'i tentang harusnya lafal tertentu. 


Sehingga semuanya dikembalikan kepada adat kebiasaan. 
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b. Tidak terbukti adanya syarat ijab gabul secara lisan dalam nash-nash syariat. Kalau itu 
merupakan syarat, pasti sudah ada nash yang menjelaskannya. 

c. Umat manusia telah terbiasa melakukan jual beli di pasar-pasar mereka dengan melakukan 
serah terima barang saja (tanpa penguapan lafal akad) di berbagai negeri dan tempat, tanpa 


per-nah diingkari ajaran syariat. Sehingga itu sudah menjadi ijma" (konsensus umat). 


SYARAT-SYARAT PENGUCAPAN AKAD SERAH TERIMA 


Pertama: 

Harus berada dalam satu lokasi. Karena ijab itu hanya bisa menjadi bagian dari akad bila ia 
bertemu langsung dengan gabul. Perlu dicatat, bahwa kesamaan lokasi tersebut disesuaikan dengan 
kondisi zaman. akad itu bisa berlangsung melalui pesawat telepon. Dalam kondisi demikian, lokasi 
tersebut adalah masa berlangsungnya percakapan telepon. Selama percakapan itu masih berlangsung, 
dan line telepon masih tersam-bung, berarti kedua belah pihak masih berada dalam lokasi akad. Al- 
Majma' al-Fighiy pernah mendiskusikan persoalan melangsung-kan akad usaha melalui media 
komunikasi modern. Akhirnya mereka menetapkan satu keputusan yang kami nukilkan teksnya sebagai 


berikut: 


Surat Keputusan No. (45/3/6) 


Melakukan Akad Usaha Melalui Media Komunikasi Modern 

Kalau akad usaha antara kedua belah pihak berlangsung sementara keduanya tidak berada 
dalam lokasi akad, masing-masing tidak melihat pihak lain dengan mata kepala sendiri, juga tidak 
mendengar suaranya, sementara media komunikasi yang menghubungkan antara keduanya adalah 
tulisan, surat, kedutaan atau delegasi, via telegram, surat kilat, faksimili, layar monitor komputer, dalam 
semua kondisi tersebut perjanjian dianggap sah, kalau ijab bisa sampai kepada pihak yang dituju, 
demikian juga gabul dari pihak yang lain. 

Kalau akad antara kedua belah pihak sudah berlangsung pada satu waktu sementara keduanya 
berada di dua lokasi yang berjauhan, akad itu dilakukan dengan telepon dan faksimili, maka akad antara 
dua pihak tersebut dianggap sebagai akad antara dua orang yang hadir. Pada kondisi demikian 
diterapkan hukum asal yang ditetapkan oleh para ulama ahli figih yang tergabung dalam diskusi ini, 


tersebut dalam lampiran. 


163 


Kalau pihak yang menawarkan akad dengan media-media tersebut memberikan ijab dengan 
waktu tertentu, maka harus di-jaga konsekuensi pada masa tertentu tersebut, tidak boleh diralat 
kembali. 

Semua kaidah-kaidah tersebut di atas tidak berlaku bagi akad nikah karena nikah mengharuskan 
adanya saksi, tidak juga berlaku untuk sharf (penukaran mata uang asing) karena ada syarat penyerahan 
barang langsung, juga tidak untuk jual beli as-Salm (cttn kaki:Pengecualian jual beli sharf dan salm masih 
perlu diperdebatkan. Karena semua media yang memung-kinkan diberlangsungkannya transaksi dengan 
cara seperti itu juga bisa memberikan harga modal di muka dalam lokasi transaksi seperti pada jual beli 
salim, yakni dengan mentransfernya secara langsung ke rekening penjual melalui internet. Pemberian 
barang secara langsung juga dapat dilakukan seperti dalam jual beli sharf» karena ada syarat 
pembayaran harus dibayar di muka. 

Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pemalsuan dan penggelapan atau kekeliruan, harus 


dikembalikan kepada kaidah-kaidah umum untuk menetapkan perkara. 


Kedua: 
Hal yang menjadi penyebab terjadinya ijab harus tetap ada hingga terjadinya gabul dari pihak 
kedua yang ikut dalam akad. Kalau ijab itu ditarik oleh pihak pertama, lalu datang gabul, itu dianggap 


gabul tanpa ijab, dan itu tidak ada nilainya sama sekali. 


Ketiga: 
Tidak adanya hal yang menunjukkan penolakan atau pemunduran diri dari pihak kedua. Karena 
adanya hal itu mem-batalkan ijab. Kalau datang lagi penerimaan sesudah itu, sudah tidak ada gunanya 


lagi, karena tidak terkait lagi dengan ijab sebe-lumnya secara tegas sehingga akad bisa dilangsungkan. 
(Disalin dari buku Ma La Yasa"ut Tajiru Jahluhu, edisi Indonesia Fikih Ekonomi Keuangan Islam oleh 
Prof.Dr.Abdullah al-Muslih dan Prof.Dr.Shalah ash-Shawi, Penerjemah Abu Umar Basyir, Penerbit Darul 


Hag, Jakarta hal. hal. 30-32- 


Sumber : Almanhaj.or.id 
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JENIS-JENIS AKAD DAN BERBAGAI KONSEKUENSI HUKUMNYA 


Diantara hal prinsip yang seyogyanya diketahui oleh setiap pengusaha atau calon pengusaha 
ialah mengenali macam-macam akad dan konsekwensi hukumnya masing-masing. Hal ini penting untuk 
diketahui dan senantiasa diperhatikan, sebab menurut pengalaman pribadi saya, dengan menguasainya 
pembagian akad dan konsekwensi masing-masing, memudahkan kita dalam memahami berbagai hukum 
syariat terkait dengannya. (Pembagian macam-macam akad ini saya sarikan dari beberapa referensi 
berikut: OAawaidh Ibnu Rajab Al Hambaly 1/375, kaedah ke-52, & 2/418, kaedah ke-105, Al Muwafagat 
oleh As Syathiby 3/199, As Syarhul Mumti' oleh Syeikh Ibnu Utsaimin 8/278, 9/120, 127-129, Ad Dirasyat 
As Syar'iyah li Ahammil ugud Al Maliyyah Al Mustahdatsah, oleh Dr. Muhammad Musthofa As Syingity 
1/73-89| 


A. Pembagian akad ditinjau dari tujuannya. 

Bila kita memperhatikan tujuan atau maksud berbagai akad yang terjadi antara dua orang atau 
lebih, maka kita dapat membagi berbagai akad tersebut menjadi tiga macam: 

Pertama: Akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan materi, sehingga setiap orang yang 
menjalankan akad ini senantiasa sadar dan menyadari bahwa lawan akadnya sedang berusaha 
mendapatkan keuntungan dari akad yang ia jalin. 

Pada akad ini biasanya terjadi suatu proses yang disebut dengan tawar-menawar. Sehingga 
setiap orang tidak akan menyesal atau terkejut bila dikemudian hari ia mengetahui bahwa lawan 
akadnya berhasil memperoleh keuntungan dari akad yang telah terjalin dengannya. 

Contoh nyata dari akad macam ini ialah akad jual-beli, sewa-menyewa, syarikat dagang, 
penggarapan tanah (musagaah), dll. 

Syari'at Islam pada prinsipnya membenarkan bagi siapa saja untuk mencari keuntungan melalui 
akad macam ini. 

Kedua: Akad yang bertujuan untuk memberikan perhargaan, pertolongan, jasa baik atau uluran 
tangan kepada orang lain. Dengan kata lain, akad-akad yang bertujuan mencari keuntungan non materi. 

Biasanya yang menjalin akad macam ini ialah orang yang sedang membutuhkan bantuan atau 
sedang terjepit oleh suatu masalah. Oleh karena itu, orang yang menjalankan akad ini tidak rela bila ada 
orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitannya ini, guna mengeruk keuntungan dari 
bantuan yang ia berikan. 

Contoh nyata dari akad macam ini ialah: akad hutang-piutang, penitipan (1J, peminjaman, 


shadagah, hadiyah, pernikahan, dll. 
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Karena tujuan asal dari akad jenis ini demikian adanya, maka syari'at Islam tidak membenarkan 

bagi siapapun untuk mengeruk keuntungan darinya. 
Al ES UK Tang Y AAN LEAN ea 3 GAN (Gara 
"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap 


dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (Os. Al-Bagarah: 276) 


Pada ayat ini Allah Ta'ala mengancam para pemakan riba dan kemudian dilanjutkan dengan 
menyebutkan ganjaran yang akan diterima oleh orang yang bersedekah. Ini adalah isyarat bagi kita 
bahwa praktek riba adalah lawan dari shadagah. Isyarat ini menjadi semakin kuat bila kita mencermati 
ayat-ayat selanjunya: 

LAS Nafi AI OB. Dante Ai Ol ON Ga Gi C1 AN LAN Lal Gal GG 
Ao ANE Aa AAA LK Ara o cor LI 0 era ORA a -.. 28 

BUS Us. Oei V3 Ogallai Y SIG Gap) ASIA As UG Alah AI Cya aya 

Ta IN Oon £ o B0 BA a An Pa Kn La - TE mn” 0 4 

Loela AAS Go ASI SI Aa og Sopan (AI BS 3 jus 
"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum 
dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 
riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan 
jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan 


menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Os. Al- 


Bagarah: 278-280) 


Oleh karena itu dinyatakan dalam satu kaidah yang sangat masyhur dalam ilmu figih: 


bo) sei lai ya KHS 
"Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba." (Baca Al Muhazzab oleh As 


Syairazy 1/304, Al Mughny oleh Ibnu Oudamah 4/211&213, As Syarhul Mumti' 9/108-109 dll) 


Ketiga: Akad yang berfungsi sebagai jaminan atas hak yang terhutang. Dengan demikian, akad 
ini biasanya diadakan pada akad hutang-piutang, sehingga tidak dibenarkan bagi pemberi piutang 


(kreditur) untuk mengambil keuntungan dari barang yang dijaminkan kepadanya. Bila kreditur 
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mendapatkan manfaat atau keuntungan dari piutang yang ia berikan, maka ia telah memakan riba, 
sebagaimana ditegaskan pada kaidah ilmu figih di atas. 
Ditambah lagi, harta beserta seluruh pemanfaatannya adalah hak pemiliknya, dan tidak ada 


seseorangpun yang berhak untuk menggunakannya tanpa seizin dan kerelaan dari pemiliknya. 


Ama 9 (Sal, A3 JSI Asal ol5) Alia adi Hulay Y) alua (5 yal Ju Jaa Y 
AYI Jasa! 


"Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya." (Riwayat Ahmad, Ad 


Daraguthny, Al Baihagy dam dishahihkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dan Al Albany) 


Dikecualikan dari keumuman hukum ini, bila keuntungan tersebut dipersyaratkan ketika akad 
jual beli atau sewa-menyewa atau akad serupa dengan keduanya (2) yang dilakukan dengan 
pembayaran dihutang. (Baca Majmu' Fatwa Al Lajnah Ad Daimah 14/176-177, fatwa no: 20244) 

Misalnya: Bila A menjual mobil kepada B seharga Rp 50.000.000,- dan dibayarkan setelah satu 
tahun, dengan jaminan sebuah rumah. Dan ketika akad penjualan sedang berlangsung, A mensyaratkan 
agar ia menempati rumah tersebut selama satu tahun hingga tempo pembayaran tiba, dan B menyetujui 
persyaratan tersebut, maka A dibenarkan untuk menempati rumah milik B yang digadaikan tersebut. 
Karena dengan cara seperti ini, sebenarnya A telah menjual mobilnya dengan harga Rp 50.000.000,- 
ditambah ongkos sewa rumah tersebut selama satu tahun 

Adapun bila akad penjualan telah selesai ditandatangani, maka tidak dibenarkan bagi A untuk 
menempati rumah tersebut, baik seizin B atau tanpa seizin darinya, sebab bila ia memanfaatkan rumah 
tersebut, berarti ia telah mendapat keuntungan dari piutang dan itu adalah riba, sebagaimana 
ditegaskan pada kaedah ilmu figih di atas. 

Diantara akad yang tergolong kedalam kelompok ini ialah akad pegadaian (rahnu), jaminan 


(kafalah), persaksian (syahadah) dll. 


Manfaat mengetahui pembagian akad ditinjau dari tujuannya. 
Dengan memahami pembagian akad ditinjau dari tujuannya semacam ini, kita dapat memahami 
alasan dan hikmah diharamkannya riba. Sebagaimana kita dapat memahami hikmah pembedaan antara 


riba dengan akad jual-beli: 
Usil TN Agil SA Gatal! Tya GUSI Al Al ajh US II Oya YUI SG Gaal 
US Aoa AN AN Of UAN Oa Al 
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"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah 


telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Os. Al Bagarah: 275) 


Diantara faedah mengetahui pembagian akad ditinjau dari tujuannya semacam ini, akan nampak 
disaat terjadi perselisihan yang diakibatan oleh adanya cacat pada barang yang menjadi obyek suatu 
akad. Karena adanya cacat pada obyek tersebut akan sangat berpengaruh pada proses akad jenis 
pertama. Tetapi keberadaan cacat tersebut tidak memiliki pengaruh apapun pada akad jenis kedua dan 


ketiga. 


B. Pembagian akad ditinjau dari konsekuensinya 
Akad sesama manusia bila ditinjau dari sifat dasar akad tersebut, maka kita dapat 
mengelompokkannya menjadi dua kelompok besar: 


Pertama: Akad yang mengikat kedua belah pihak. 


Maksud kata "mengikat" disini ialah bila suatu akad telah selesai dijalankan dengan segala 
persyaratannya, maka konsekwensi akad tersebut sepenuhnya harus dipatuhi dan siapapun tidak berhak 
untuk membatalkan akad tersebut tanpa kerelaan dari pihak kedua, kecuali bila terjadi cacat pada 
barang yang menjadi obyek akad tersebut. 

Diantara contoh akad jenis ini ialah akad jual-beli, sewa-menyewa, pernikahan, dll 

Kedua: Akad yang mengikat salah satu pihak saja, sehingga pihak pertama tidak berhak untuk 
membatalkan akad ini tanpa izin dan kerelaan pihak kedua, akan tetapi pihak kedua berhak untuk 
membatalkan akad ini kapanpun ia suka. 

Diantara contoh akad jenis ini ialah: Akad pergadaian (agunan). Pada akad ini pihak pemberi 
hutang berhak mengembalikan agunan yang ia terima kapanpun ia suka, sedangkan pihak penerima 
hutang sekaligus pemilik barang yang dijadikan agunan/digadaikan tidak berhak untuk membatalkan 
pegadaian ini tanpa seizin dari pihak pemberi piutang. 

Ketiga: Akad yang tidak mengikat kedua belah pihak. 

Maksudnya masing-masing pihak berhak untuk membatalkan akad ini kapanpun ia suka dan 
walaupun tanpa seizin dari pihak kedua, dan walaupun tanpa ada cacat pada obyek akad tersebut. 

Diantara contoh akad jenis ini ialah: akad syarikat dagang, mudharabah (bagi hasil) penitipan, 


peminjaman, wasiat, dll. 
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Manfaat mengetahui pembagian akad ditinjau dari konsekwensinya. 

Dengan mengetahui pembagian macam-macam akad ditinjau dari sisi ini, kita dapat mengetahui 
hukum berbagai persengketaan yang sering terjadi di masyarakat karena perselisihan tentang siapakah 
yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada barang yang menjadi obyek suatu akad. 

Diantara manfaat mengetahui pembagian akad ditinjau dari sisi ini ialah: kita dapat mengetahui 
hukum memutuskan akad yang telah dijalin, karena pada akad jenis pertama, tidak dibenarkan bagi 
siapapun dari pihak-pihak yang telah melangsungkan akad untuk membatalkannya kecuali dengan seizin 
pihak kedua. 

Sedangkan pada akad jenis kedua, maka bagi pihak yang terikat dengan akad tersebut tidak 
dibenarkan untuk memutuskan atau membatalkan akadnya kecuali atas seizin pihak kedua, akan tetapi 
pihak kedua berhak membatalkannya kapanpun ia suka, walau tanpa seizin pihak pertama. 

Sedangkan pada akad jenis ketiga, kedua belah pihak berhak untuk membatalkan akadnya, 


kapanpun ia sudan dan tanpa persetujuan pihak kedua. 


Dan masih banyak lagi pembagian macam-macam akad, ditinjau dari berbagai hal, akan tetapi yang saya 


rasa penting untuk diketahui adalah dua pembagian yang telah saya sebutkan di atas. 
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Akad Istishna' 


Akad istishna' ialah salah satu bentuk transaksi yang dibolehkan oleh para ulama' sejak dahulu 


kala, dan menjadi salah satu solusi islami yang tepat dalam dunia perniagaan di masa kini. 


DEFINISI 

Akad Istishna' ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang 
produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang 
sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya. (Badai'i As shanaai'i 


oleh Al Kasaani 5/2 & Al Bahrur Raa'ig oleh Ibnu Nujaim 6/185) 


HUKUM AKAD ISTISHNA' 

Ulama' figih sejak dahulu telah berbeda pendapat dalam permasalahan ini ke dalam dua pendapat: 
Pendapat pertama: Istishna' ialah akad yang tidak benar alias batil dalam syari'at islam. 
Pendapat ini dianut oleh para pengikut mazhab Hambali dan Zufar salah seorang tokoh mazhab 
Hanafi. (Al Furu' oleh Ibnu Muflih 4/18, Al Inshaf oleh Al Murdawi 4/300, Fathul Oadir oleh Ibnul 
Humaam 7/114 & Al Bahrur Raa'ig oleh Ibnu Nujaim 6/185) 

Ulama' mazhab Hambali melarang akad ini berdalilkan dengan Hadits Hakim bin Hizam 
radhiallahu 'anhu: 

Gie Gal Ca ai Y 
"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, An 
Nasa'i, At Tirmizy, Ibnu Majah, As Syafi'i, Ibnul Jarud, Ad Daraguthny, Al Baihagy 8/519 dan Ibnu 
Hazem) 

Pada akad istishna' pihak ke-2 yaitu produsen telah menjual barang yang belum ia miliki 
kepada pihak pertama, tanpa mengindahkan persyaratan akad salam. Dengan demikian, akad ini 
tercakup oleh larangan dalam hadits di atas. (Al Furu' oleh Ibnu Muflih 14/18 & Al Bahrur Raa'ig 
oleh Ibnu Nujaim 6/185.) 

Sebagaimana mereka juga beralasan: Hakikat istishna' ialah menyewa jasa produsen 
agar ia mengolah barang miliknya dengan upah yang disepakati. (Fathul Oadir oleh Ibnul 


Humaam 7/114) 


Pendapat kedua: Istishna' adalah salah satu bentuk akad salam, dengan demikian akad ini boleh 
dijalankan bila memenuhi berbagai persyaratan akad salam. Dan bila tidak memenuhi 


persyaratan salam, maka tidak dibenarkan alias batil. Ini adalah pendapat yang dianut dalam 
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mazhab Maliki & Syafi'i. (Mawahibul Jalil oleh Al Hatthab 4/514, Al Mugaddmat Al Mumahhidaat 
2/193, Al Muhazzab oleh As Syairozi 1/297, Raudhatut Thalibin oleh An Nawawi 4/26.) 

Ulama' yang berfatwa dengan pendapat kedua ini berdalilkan dengan dalil-dalil yang 
berkaitan dengan akad salam. 

Bila demikian adanya, berdasarkan pendapat ke dua ini, maka dapat disimpulkan bahwa 
bila pihak 1 (pemesan) tidak mendatangkan bahan baku, maka berbagai persyaratan salam 
harus dipenuhi. (silakan baca artikel tentang Transaksi Salam -ed) 

Akan tetapi bila pihak 1 (pemesan) mendatangkan bahan baku, maka yang terjadi 
adalah jual/sewa jasa dan bukan salam, maka berbagai persyaratan pada akad sewa jasa harus 


dipenuhi, diantaranya yang berkaitan dengan tempo pengkerjaan, dan jumlah upah. 


Pendapat ketiga: Istishna' adalah akad yang benar dan halal, ini adalah pendapat kebanyakan 
ulama' penganut mazhab Hanafi dan kebanyakan ulama' ahli figih zaman sekarang. (Al Mabsuth 
oleh As Sarakhsi 12/138, Fathul Oadir oleh Ibnul Humaam 7/114, & Al Bahrur Raa'ig oleh Ibnu 
Nujaim 6/185, Sug Al Auraag Al Maaliyah Baina As Sayari'ah Al Islamiyyah wa An Nuzhum Al 
Wad'iyyah oleh Dr Khursyid Asyraf Igbal 448) 


DALIL-DALIL 
Ulama' mazhab Hanafi berdalilkan dengan beberapa dalil berikut guna menguatkan pendapatnya: 


Dalil pertama: Keumuman dalil yang menghalalkan jual-beli, diantaranya firman Allah Ta'ala: 


UJI 25AG ml AMI Us 
"Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Os. Al Bagarah: 275) 
Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap 


perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat lagi shahih 


alias valid. 


Dalil kedua: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memesan agar dibuatkan cincin dari perak. 
ABI GI TG ol IS IS laa 3 Aa dl el AI Aa Dl die AI Lamo po Dg 
SE UG Hah Tia CAK pil IA dil UUS ot Y HAN HA Usa 

luna og 2015 daa 
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Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu "anhu, pada suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: 
Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka 
beliaupun memesan agar ia dibautkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: 
Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (Riwayat 
Muslim) 

Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad istishna' adalah akad yang 


dibolehkan. (Fathul Oadir oleh Ibnul Humaam 7/115) 


Dalil ketiga: Sebagian ulama' menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de facto 
telah bersepakat alias merajut konsensus (ijma') bahwa akad istishna' adalah akad yang 
dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulamakpun 
yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya. (Al Mabsuth oleh 


As Sarakhsi 12/138 & Fathul Oadir oleh Ibnul Humaam 7/115) 


Dalil keempat: Para ulama' di sepanjang masa dan di setiap mazhab figih yang ada di tengah 


umat Islam telah menggariskan kaedah dalam segala hal selain ibadah: 


"Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan 


keharamannya." 


Dalil kelima: Logika: banyak dari masyarakat dalam banyak kesempatan membutuhkan kepada 
suatu barang yang spesial, dan sesuai dengan bentuk dan kriteria yang dia inginkan. Dan barang 
dengan ketentuan demikian itu tidak di dapatkan di pasar, sehingga ia merasa perlu untuk 
memesannya dari para produsen. Bila akad pemesanan semacam ini tidak dibolehkan, maka 
masyarakat akan mengalamai banyak kesusahan. Dan sudah barang tentu kesusahan semacam 
ini sepantasnya disingkap dan dicegah agar tidak mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. 


(Badai'i As shanaai'i oleh Al Kasaani 5/3) 
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Alasan ini selaras dengan salah satu prinsip dasar agama Islam, yaitu taisir (memudahkan): 
SISA og) jg Gaal Oj 
"Sesungguhnya agama itu mudah." (Riwayat Bukhari) 


Dalil keenam: Akad istishna' dapat mendatangkan banyak kemaslahatan dan keuntungan, dan 
tidak mengandung unsur riba, atau ketidak jelasan/spekulasi tinggi (gharar) dan tidak merugikan 
kedua belah pihak. Bahkan sebaliknya, kedua belah pihak merasa mendapatkan keuntungan. 
Dengan demikian setiap hal yang demikian ini adanya, sudah sepantasnya untuk diizinkan dan 


tidak dilarang. 


Berdasarkan pemaparan singkat di atas, dapat anda saksikan bahwa pendapat ketiga lebih 
kuat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad istishna' adalah akad yang dibenarkan dalam 


syari'at islam. 


HAKEKAT AKAD ISTISHNA' 

Ulama' mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang hakekat akad istishna', sebagian dari mereka 
menganggapnya sebagai akad jual beli barang yang disertai dengan syarat pengolahan barang yang 
dibeli, atau gabungan dari akad salam dan jual-beli jasa (ijarah). (Al Mabsuth oleh As Sarakhsi 12/139, & 
15/84-85 & Badai'i As Shanaai'i oleh Al Kasaani 5/3) 

Sebagian lainnya menganggapnya sebagai akad ijarah (jual jasa) pada awal akad istishna' dan 
setelah produsen selesai dari pekerjaannya memproduksi barang yang di pesan, akadnya berubah 
menjadi akad jual beli. (Fathul Oadir Ibnul Humam 7/116) 

Menurut hemat saya, pendapat pertamalah yang lebih selaras dengan fakta akad istishna'. 
Karena pihak 1 yaitu pemesan dan pihak 2 yaitu produsen hanya melakukan sekali akad. Dan pada akad 
itu, pemesan menyatakan kesiapannya membeli barang-barang yang dimiliki oleh produsen, dengan 


syarat ia mengolahnya terlebih dahulu menjadi barang olahan yang diingikan oleh pemesan. 


PERSYARATAN AKAD ISTISHNA' 
Dengan memahami hakekat akad istishna', kita dapat pahami bahwa akad istishna' yang 
dibolehkan oleh Ulama' mazhab Hanafi memiliki beberapa persyaratan, sebagaimana yang berlaku pada 


akad salam diantaranya: 
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Penyebutan & penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan, persyaratan ini guna 
mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo 


penyerahan barang yang dipesan. 


Tidak dibatasi waktu penyerahan barang. Bila ditentukan waktu penyerahan barang, maka 
akadnya secara otomastis berubah menjadi akad salam, sehingga berlaku padanya seluruh 
hukum-hukum akad salam, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah. Akan tetapi kedua 
muridnya yaitu Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan menyelisihinya, mereka berdua 
berpendapat bahwa tidak mengapa menentukan waktu penyerahan, dan tidak 
menyebabkannya berubah menjadi akad salam, karena demikianlah tradisi masyarakat sejak 
dahulu kala dalam akad istishna'. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarang penentuan 
waktu penyerahan barang pesanan, karena tradisi masyarakat ini tidak menyelisihi dalil atau 


hukum syari'at. (Al Mabsuth oleh As Sarakhsi 12/140 & Badai'i As Shanaai'i oleh Al Kasaani 5/3) 


Barang yang dipesan adalah barang yang telah biasa dipesan dengan akad istishna'. Persyaratan 
ini sebagai imbas langsung dari dasar dibolehkannya akad istishna'. Telah dijelaskan di atas 
bahwa akad istishna' dibolehkan berdasarkan tradisi umat Islam yang telah berlangsung sejak 
dahulu kala. Dengan demikian, akad ini hanya berlaku dan dibenarkan pada barang-barang yang 
oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema akad istishna'. Adapun selainnya, maka 
dikembalikan kepada hukum asal (Badai'i As Shanaai'i oleh Al Kasaani 5/3, Fathul Oadir oleh 
Ibnul Humamm 7/115 & Al Bahru Ar Raa'ig oleh Ibnu Nujaim 6//185) 


Akan tetapi, dengan merujuk dalil-dalil dibolehkannya akad istishna' yang telah saya sebutkan, 


maka dengan sendirinya persyaratan ini tidak kuat. Betapa tidak, karena akad istishna' bukan hanya 


berdasarkan tradisi umat islam, akan tetapi juga berdasarkan dalil dari Al Gur'an dan As Sunnah. Bila 


demikian adanya, maka tidak ada alasan untuk membatasi akad istishna' pada barang-barang yang oleh 


masyarakat biasa dipesan dengan skema istishna' saja. 


KONSEKUENSI AKAD ISTISHNA' 


Imam Abu Hanifah dan kebanyakan pengikutnya menggolongkan akad istishna' ke dalam jenis 


akad yang tidak mengikat. Dengan demikian, sebelum barang diserahkan keduanya berhak untuk 


mengundurkan diri akad istishna', produsen berhak menjual barang hasil produksinya kepada orang lain, 


sebagaimana pemesan berhak untuk membatalkan pesanannya. 
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Sedangkan Abu Yusuf murid Abu Hanifah, memilih untuk berbeda pendapat dengan gurunya. 
Beliau menganggap akad istishna' sebagai salah satu akad yang mengikat. Dengan demikian, bila telah 
jatuh tempo penyerahan barang, dan produsen berhasil membuatkan barang sesuai dengna pesanan, 
maka tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesanannya. Sebagaimana produsen 
tidak berhak untukmenjual hasil produksinya kepada orang lain. (Fathul Oadir oleh Ibnul Humamm 
7/116-117 & Al Bahru Ar Raa'ig oleh Ibnu Nujaim 6//186) 

Menurut hemat saya, pendapat Abu Yusuf inilah yang lebih kuat, karena kedua belah pihak telah 
terikat janji dengan saudaranya. Bila demikian, maka keduanya berkewajiban untuk memenuhi 


perjanjiannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 


SWYI Anang (eigaall 3 Slall gp agla gal otg) sebagi ie U yaluwall 


"Kaum muslimin senantiasa memenuhi persyaratan mereka." (Riwayat Abu Dawud, Al Hakim, Al Baihagy 


dan dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Al Albany) 


KESIMPULAN 
Dari pemaparan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa akad istishna' ialah akad tersendiri, 


dan tidak sama dengan akad salam. Dengan demikian, hukum keduanyapun berbeda. Dan para ulama' 
yang membahas kedua akad ini menyebutkan beberapa perbedaan, akan tetapi menurut hemat saya, 
perbedaan yang paling menonjol antara keduanya terletak pada dua berikut: 

1. Obyek akad keduanya: pada akad salam yang menjadi objek adalah barang semata, tanpa ada 
proses pengolahan. Sedangkan objek akad istishna' ialah barang dan jasa pengolahan barang 
secara bersamaan. 

2. Waktu pembayaran, pada akad salam, para ulama' telah sepakat bahwa pembayaran dilakukan 
seutuhnya di muka alias tunai. Sedangkan pada akad istishna', pembayaran dapat dilakukan di 
muka dan juga boleh dilakukan dengan pembayaran terhutang. 

Wallahu a'alam bisshawab. 

sorak 

Penulis: Ustadz Muhammad Arifin Badri, M.A. 
Artikel www.pengusahamuslim.com 


kk 


Pembahasan tentang transaksi Salam, silakan baca pada link: Jual Beli As Salam 
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Hukum Jual Beli Dengan Metode Mu'athah 


Dan di antara metode jual-beli yang dibenarkan dalam syari'at ialah dengan cara saling 
menyerahkan barang yang dimaksud, pembeli menyerahkan uang pembayaran, dan penjual 
menyerahkan barang yang dibeli oleh pembeli tanpa ada satu katapun dari kedua belah pihak (metode 
mu'athah). Hal ini sebagaimana yang lazim terjadi di pusat-pusat perbelanjaan, seperti supermarket, dan 
yang serupa. 

Alasannya: Allah Ta'ala melalui Al Our'an dan As Sunnah An Nabawiyyah hanya mensyaratkan 
dalam perniagaan adanya taradhi (suka sama suka), dan hal ini letaknya dalam hati setiap orang. 
Sebagaimana ucapan ijab dan gabul dianggap sebagai bukti adanya rasa suka sama suka dalam hati, 
begitu juga perbuatan saling menyerahkan, dapat menjadi bukti adanya rasa suka sama suka yang 
dimaksudkan. Dan praktek masyarakat sejak zaman dahulu menunjukkan akan hal ini. Inilah pendapat 
yang lebih kuat dalam permasalahan ini.((4)) 

Ibnu Oudamah berkata: "Sesungguhnya Allah telah menghalalkan transaksi jual-beli, dan Allah 
tidak pernah menjelaskan kepada kita tentang metodenya, sehingga wajib atas kita untuk mengikuti 
tradisi yang telah berlaku, sebagaimana tradisi telah dijadikan standar/pedoman dalam penentuan 
metode penyerah-terimaan barang yang diperjual-belikan, dan juga dalam batasan perpisahan dalam 
akad. Dan seperti inilah praktek kaum muslimun di pasar-pasar dan dalam setiap perniagaan mereka. 
Karena perniagaan telah ada sejak zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan telah dikenal sejak 
zaman dahulu, akan tetapi Allah dan Rasul-Nya hanya menentukan beberapa hukum dengan peniagaan 
tersebut, dan tetap membiarkannya seperti yang telah berjalan di masyarakat, sehingga tidak boleh bagi 
kita untuk merubah yang telah berlaku hanya berdasarkan akal-pikiran dan seenak sendiri. Dan tidak 
pernah diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan juga tidak dari para sahabatnya -padahal 
mereka seering melakukan perniagaan- penggunaan kata ijab dan gabul. Dan seandainya mereka 
menggunakan ijab dan gabul dalam perniagaan mereka, niscaya akan diriwayatkan secara mutawatir. 
Dan seandainya ijab dan gabul adalah syarat dalam setiap perniagaan, niscaya hukumnya wajib untuk 
diriwayatkan, dan tidak mungkiun para ulama' melupakannya, karena perniagaan adalah hal yang telah 
memasyarakat..."(I5)) 

Dengan demikian, akad jual-beli dapat dilakukan dengan metode ucapan lisan dan metode 
perbuatan 


Metode ucapan lisan, yaitu dengan adanya ucapan ijab dari penjual dan kabul dari pembeli. 
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Metode perbuatan, yaitu yang diistilahkan dengan al mu'athah, yaitu dengan saling 
menyerahkan barang yang dimaksudkan oleh masing-masing dari yang menjalankan akad jual-beli, 
tanpa adanya ucapan ijab atau gabul dari keduanya, atau dari salah satunya: 

Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa urusan transaksi itu mudah, pedomannya ialah 
tradisi masyarakat, dan seluruh masyarakat telah menganggap metode jual-beli dengan perbuatan 


semacam ini sebagai akad jual-beli yang jelas dan sah. 


Semoga apa yang dipaparkan di sini bermanfaat bagi kita semua, wallahu a'alam bisshawab. 


sk kk 


Penulis: Ustadz Muhammad Arifin Badri, M.A. 
Artikel www.pengusahamuslim.com 


(1) ) Raudhatut Thalibin, oleh Imam An Nawawi 3/337 

(21) Ini adalah pendapat yang dianut dalam mazhab Maliky. 

Syeikhul Islam berkata dalam kitab al Ikhtiyaraat, hal (121): "Dan setiap transaksi yang dianggap oleh masyarakat 
sebagai transaksi jual-beli, atau hibah, baik secara berkesinambungan (antara ucapan ijab dan kabulnya) 
atau terjadi tenggang waktu antara keduanya, baik berupa ucapan atau perbuatan, maka terjalinlah (telah 
sah-lah) transaksi jual-beli dan hibah." 

(3) ) Syarhul Mumti' 8/115. 

(41 ) Sebagian ulama', diantaranya Imam As Syafi'i dan kebanyakan para pengikutnya mensyaratkan adanya ijab 
dan gabul dalam akad jual-beli, sehingga menurut mereka jual-beli tidak sah bila tidak ada ada ijab dari 
penjual dan gabul dari pembeli. Baca: Raudhatut Thalibin 3/336, Tafsir Ibnu Katsir, 1/479, Kifayatul Akhyar, 
1/239, Subulus Salaam, 3/4. 

(SJ) Al Mughny Oleh Ibnu Gudamah 6/8. 
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KHIYAR 


Khiyar (memilih) dalam Jual Beli 


Oleh Syaikh Shalih bin Fauzan Abdullah Alu Fauzan 


Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan syamil (menyeluruh) 
meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai maslahat dan keadaan, mengangkat 
dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam maslahat tersebut adalah sesuatu yang Allah 
syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas dalam 
urusannya dan dia bisa melihat maslahat dan madharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia 
bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat 


tidak ada maslahat padanya. 


Pengertian Khiyar 
Khiyar (memilih) dalam jual beli maknanya adalah memilih yang terbaik dari dua perkara untuk 


melangsungkan atau membatalkan akad jual beli. Khiyar terdiri dari delapan macam : 


1. Khiyar Masijlis (pilihan majelis) 

Yaitu tempat berlangsungnya jual beli. Maksudnya bagi yang berjual beli mempunyai hak untuk 
memilih selama keduanya ada di dalam majelis. Dalilnya adalah sabda Rasulullah shlallalahu “alalihi 
wasaallam. “Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing punya hak untuk memilih selama 
belum berpisah dan keduanya ada di dalam majelis” (Shahih, dalam shahihul Jami : 422) 

Ibnul @oyyim rahimahullah berkata : Dalam penetapan adanya khiyar majelis dalam jual beli 
oleh Allah dan Rasul-Nya ada hikmah dan maslahat bagi keduanya, yaitu agar terwujud kesempurnaan 
ridha yang disyaratkan oleh Allah ta'ala dalam jual beli melalui firman-Nya “Kecuali saling keridhaan di 
atara kalian” (An Nisa :29) karena sesungguhnya akad jual beli itu sering terjadi dengan tiba-tiba tanpa 
berfikir panjang dan melihat harga. Maka kebaikan-kebaikan syariat yang sempurna ini mengharuskan 
adanya sebuah aturan berupa khiyar supaya masing-masing penjual dan pembeli melakukannya dalam 
keadaan puas dan melihat kembali trasnsksi itu (maslahat dan mandaratnya). Maka masing-masing 


punya hak untuk memilh sesuai dengan hadits “selama keduanya tidak berpisah dari tempat jual beli”. 
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Kalau keduanya meniadakan khiyar (hanya asas kepercayaan) yaitu saling berjual beli dengan 
syarat tidak ada khiyar, atau salah seorang keduanya merelakan tidak ingin khiyar maka ketika itu harus 
terjadi jual beli pada keduanya atau terhadap orang yang mengugurkan hak khiyarnya hanya dengan 
sebatas akad saja. (karena khiyar itu merupakan hak dari orang yang bertransaksi maka hak itu hilang 
jika yang punya hak membatalkannya-pent). Sebagaimana sabda rasulullah “Selama keduana belum 
berpisah atau pilihan salah seorang dari keduanya terhadap yang lain” (Shahih, dalam Shahih Al Jami': 
422). 

Dan diharamkan bagi salah satu dari kedunya untuk memisahkan saudaranya dengan tujuan 
untuk menggugurkan hak khiyarnya berdasarkan hadits Amr bin Syu'aib yang padanya terdapat 
perkataan Nabi :“Tidak halal baginya untuk memisahkannya karena khawatir dia akan menerima hak 


khiyar (menggagalkan jual belinya)”. (Hasan, dalam Irwaul Ghalil : 1211) 


2. Khiyar Syarat, 

Yaitu masing-masing dari keduanya mensyaratkan adanya khiyar ketika melakukan akad atau 
setelahnya selama khiyar majelis dalam waktu tertenu, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu “alaihi 
Wasallam “orang-orang muslim itu berada di atas syarat-syarat mereka” dan juga karena keumuman 
firman Allah Ta'ala “Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah janji-janji itu” (Al Maidah :1.). Dua orang 
yang bertransaksi sah untuk mensyaratkan khiyar terhadap salah seorang dari keduanya karena khiyar 


merupakan hak dari keduanya, maka selama keduanya ridho berarti hal itu boleh. 


3. Khiyar Ghobn, 

Yaitu jika seorang tertipu dalam jual beli dengan penipuan yang keluar dari kebiasaan, maka 
seorang yang tertipu dia diberi pilihan apakah akan melangsungkan transsaksinya atau membatalkannya. 
Dalilnya sabda rasul “Tidak ada madharat dan tidak ada memadharati” (Silsilah As Shahihah : 250) dan 
sabdanya “Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kelapangan darinya (dalam menjualnya)” 
(Irwaul Ghalil : 1761) . 

Dan orang yang tertipu tidak akan lapang jiwanya denga penipuan, kecuali kalau penipuan 
tersebut adalah penipuan ringan yang sudah biasa terjadi, maka tidak ada khiyar baginya. 

Gambaran Khiyar Ghabn 
1. Orang-orang kota menyambut orang-orang yang datang dari pelosok yang datang untuk 
mengambil (memeberikan) barang dagangan mereka di kota, jika orang-orang kota 
menyambutnya kemudian membeli dari mereka dalam keadaan jelas orang-orang yang datang 


dari pelosok itu tertipu dengan penipuan yang besar, maka mereka berhak untuk memilih 
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(khiyar) karena sabda Nabi Shallallahu “alaihi Wasallam “Jangan kalian sambut orang-orang yang 
datang itu, maka barang siapa yang menyambutnya dan membeli barangnya, jika kemudian 
mereka datang ke pasar (ternyata dia mengetahui harganya) maka dia berhak untuk khiyar" (HR. 
Muslim). 

Maka Nabi Shallallahu “alaihi Wasalam merlarang untuk menyambut merkea di luar pasar yang 
didalamnya terdapat jual beli barang, dan beliau memerintahkan jika penjual itu datang ke pasar 
sehingga dia mengetahui harga-harga barang maka penjual tersebut berhak untuk melanjutkan 
jual beli atau membatalkannya. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata “ Nabi Shallallahu “alaihi Wasalam menetapkan khiyar bagi 
pendatang jika dia bertemu dengan pembeli (dari kota), karena padanya ada unsur penipuan. 
Ibnul O@oyim menjelaskan “Nabi Shallallahu “alaihi Wasalam melarang darinya (melakukan 
penyambutan untuik membeli, -pent) karena adanya penipuan terhadap penjual yaitu penjual 
tidak tahu harga, sehingga orang-orang di kota membeli darinya dengan harga minim, oleh 
karena itu Nabi Shallallahu “alaihi Wasalam menetapkan hak khiyar bagi penjual setelah dia 
memasuki pasar. Adapun tentnag adanya khiyar dalam kodisi tertipu tidak ada pertentangan di 
kalangan para ulama karena penjual yang datang ke kota jika dia tidak tahu harga, maka dia 
teranggap tidak tahu terhadap harga-harga yagg semestinya sehingga dengan demikian pembeli 
telah menipunya. Demikian pula jika penjual menjual sesuatu kepada pembeli maka bagi 
pembeli berhak untuk khiyar jika dia masuk pasar dan merasa tertipu dengan penipuan yang 


keluar dari kebiasaan. 


Penipuan yang disebabkan oleh adanya tambahan harga oleh najasy, Najasy yaitu orang yag 
memberikan tambahan terhadap barang dagangan sedangkan dia sendiri tidak berniat untuk 
membelinya melainkan hanya sekedar untuk menaikan harga barang terhadap pembeli. Maka 
ini adalah amalan yang diharamkan, Nabi Shallahllahu “alaihi Wasallam telah melarang dengan 
sabdanya “Janganlah kalian saling nerbuatan nasjasy” (Shahih dalam Shahih Abu Dawud No 
2922, Shahih Ibnu Majah 1767, Shahih Tirmidzi No 1050 dll), karena pada perbuatan ini ada 
unsur penipuan terhadap pembeli dan ini termasuk ke dalam makna Ghisy. 

Termasuk ke dalam Najasy yang diharamkan adalah yaitu pemilik barang mengatakan “aku 
berikan kepada orang lain dengan harga sekian” padahal dia dusta”, atau mengatakan" aku tidak 


akan menjualnya kecuali dnegan harga sekian padahal dia dusta. 
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Gambaran lain dari najasy yang diharamkan adalah pemilik barang mengatakan “Tidaklah aku 
menjual barang ini kecuali dengan harga sekian atau seharga sekian, dengan tujuan supaya 
pembeli membelinya dengan harga minimal yang dia sebutkan seperti mengatakan terhadap 
suatu barang “harga barang ini lima ribu saya jual dengan harga sepuluh ribu” dengan tujuan 


pembeli membelinya dengan harga yang mendekati nilai sepuluh ribu (padahal dia dusta, -pent) 


Ghabn Mustarsil. Ibnul Goyim berkata dalam hadits disebutkan “Menipu orang yang mustasrsil 
adalah riba” (Hadits Bathil dalam Silsilah Ad Dhaifah : 668, dan lemah dalam Dhaiful Jami : 2908, 
Al Albany) . Mustarsil adalah orang yang tidak tahu harga dan tidak bisa menawar bahkan dia 
percaya sepenuhnya kepada penjual, jika ternyata dia ditipu dengan penipuan yang besar maka 
dia punya hak untuk khiyar 

Ghabn adalah diharamkan karena padanya mengandung unsur penipuan terhadap pembeli. Dan 
beberapa perkara yang diharamkan dan sering terjadi di pasar-pasar kaum muslimin seperti 
sebagian orang ketika membawa barang dagangan ke pasar. 

Orang-orang pasar sepkat untuk tidak menawar barang (dengan harga tinggi), apabila pembeli 
tidak ada yang bersedia menambah harta pembelian, maka akhirnya penjual terpaksa 
menjualnya dengan harta murah. Maka ini adalah Ghabn (penipuan) yang dzalim dan 
diharamkan. Apabila pemilik barang mengetahui bahwa dia telah ditipu maka boleh baginya 
untuk khiyar dan mengambil kembali barangnya. Maka wajib bagi yang melakukan penipuan 
seperti ini untuk meninggalkan perbuatan ini dan bertaubat darinya. Dan bagi yang mengetahui 
hal ini wajib baginya untuk mengingkari orang yang berbuat seperti ini dan menyampaikan 


kepada pihak yang berwenang untuk ditindak. 


4. Khiyar Tadlis, 


Yaitu khiyar yang disebabkan oleh adanya tadlis. Tadlis yaitu menampakan barang yang aib 


(cacat) dalam bentuk yang bagus seakan-akan tidak ada cacat. Kata tadlis diambil dari kata addalah 


dengan makna ad dzulmah (gelap) yaitu seolah-olah penjual menunjukan barang kepada pembeli yang 


bagus di kegelapan sehingga barang tersebut tidak terlihat secara sempurna. Dan ini ada dua macam 


Pertama : menyembunyian cacat barang 


Kedua : Menghiasi dan memperindahnya dengan sesuatu yang menyebabkan harganya bertambah. 


Tadlis ini haram, karena dia merasa tertipu dengan membelanjakan hartanya terhadap barang 


yang ditunjukan oleh penjual dan kalau dia tahu barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan harga yang 


dia berikan maka syariat memperbolehkan bagi pembeli untuk mengembalikan barang pembeliannya. 
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Diantara contoh-contoh tadlis yang ada adalah menahan air susu kambing, sapi dan unta ketika 
hendak dipajang untuk dijual, sehingga pembeli mengira ternak itu selalu banyak air susunya. Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda “janganlah kalian membiarkan air susu unta dan kambing 
(sehingga tampak banyak air susunya), maka apabila dia tetap menjualnya maka bagi pembeli berhak 
untuk khiyar dari dua pilihan apakah dia akan melangsungkan membeli atau mengembalikannya dengan 
satu sha kurma”. (Shahih dalam Shahihul Jami :7347, Al Albany) 

Contoh lain adalah menghiasi rumah yang cacat untuk menipu pembeli atau penyewa, 
menghiasi mobil-mobil sampai nampak seperti belum pernah dipakai dengan maksud untuk menipu 
pembeli serta contoh-contoh lainnya dari bentuk penipuan.. 

Maka wajib bagi seorang muslim untuk berlaku jujur serta menjelaskan hakikat dari barang- 
barang yang akan dijual, sebagaimana sabda Nabi shallallahu “alaihi wasallam “Dua orang penjual dan 
pembeli berhak untuk khiyar selama keduanya tidak berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan 
(hakikat dari barang-barangnya), maka berkah bagi keduanya dalam jual beli.. Akan tetapi apabila 
keduanya dusta dan menyembunyikan aib barangnya, maka terhapuslah berkah jual belinya." 
(Shahihdalam Shahihul Jami' :2897, Al Albany) Nabi shallallahu “alaihi wasallam pun mengabarkan 
bahwa “Jujur dalam menjual dan membeli adalah dari sebab berkah, dan sesungguhnya dusta adalah 
penyebab hilangnya berkah.” Maka harga (nilai uang) meskipun sedikit apabila disertai dengan kejujuran 
maka Allah akan memberikan berkah padanya, dan sebaliknya banyak akan tetapi disertai dengan 


kedustaan maka hal itu akan mengapuskan berkah dan tidak ada kebaikan padanya. 


5. Khiyar Aib 

Yaitu khiyar bagi pembeli yang disebabkan adanya aib dalam suatu barang yang tidak disebutkan 
oleh penjual atau tidak diketahui olehnya, akan tetapi jelas aib itu ada dalam barang dagangan sebelum 
dijual. Adapun ketentuan aib yang memperbolehkan adanya khiyar adalah dengan adanya aib itu 
biasanya menyebabkan nilai barang berkurang, atau mengurangi harga barang itu sendri.. Adapun 
landasan untuk mengetahui hal ini kembali kepada bentuk perniagaan yang sudah terpandang, kalau 
mereka menganggapnya sebagai aib maka boleh adanya khiyar, dan kalau mereka tidak menganggapnya 
sebagai suatu aib yang dengannya dapat mengurangi nilai barang atau harga barang itu sendiri maka 
tidak teranggap adanya khiyar. Apabila pembeli mengetahui aib setelah akad, maka baginya berhak 
khiyar untuk melanjutkan membeli dan mengambil ganti rugi seukuran perbedaan antara harga barang 
yang baik dengan yang terdapat aib. Atau boleh baginya untuk membatalkan pembelian dengan 


mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah dia berikan.. 
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6. Khiyar Takhbir Bitsaman 

Menjual barang dengan harga pembelian, kemudian dia mengkhabarkan kadar barang tersebut 
yang ternyata tidak sesuai dengan hakikat dari barang tersebut.seperti harga itu lebih banyak atau lebih 
sedikit dari yang dia sebutkan, atau dia berkata “Aku sertakan engkau dengan modalku di dalam barang 
ini” atau dia mengatkaan “Aku jual kepadamu barang ini dengan laba sekian dari modalku” atau dia 
mengatkaan “Aku jual barang ini kepadamu kurang sekian dari harga yang aku beli”. Dari keempat 
gambaran ini jika ternyata modalnya lebih dari yang dia khabarkan , maka bagi pembeli boleh untuk 
memilih antara tetap membeli atau mengembalikannya menurut pendapat suatu madzhab. Menurut 
pendapat yang kedua dalam kodisi seperti ini tidak ada khiyar bagi pembeli, dan hukum berlaku bagi 


harga yang hakiki, sedang tambahan itu akan jatuh darinya (tidak bermakna). Wallahu a'lam 


7. Khiyar bisababi takhaluf 

Khiyar yang terjadi apabila penjual dan pembeli berselisih dalam sebagian perkara, seperti 
berselisih dalam kadar harga atau dalam barang itu sendiri, atau ukurannya, atau berselisih dalam 
keadaan tidak ada kejelasan dari keduanya, maka ketika itu terjadi perselisihan. Ketika kedunya saling 
berbeda terhadap apa yang diinginkan maka keduanya boleh untuk membatalkan jika dia tidak ridha 


dengan perkataan yang lainnya 


8. Khiyar ru'yah 
Khiyar bagi pembeli jika dia membeli sesuatu barang berdasarkan penglihatan sebelumnya, 
kemudian ternyata dia mendapati adanya perubahan sifat barang tersebut, maka ketika itu baginya 


berhak untuk memilih antara melanjutkan pembelian atau membatalkannya 


Wallahu a'lam 


Sumber : Mulakhos Fighy Juz II Oleh Syaikh Sholeh Fauzan Al Fauzan 
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HUKUM MENYEMBUNYIKAN AIB BARANG 


Suatu hari Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam lewat di samping sebuah gundukan makanan 
(sejenis gandum). Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam gundukan makanan tersebut sehingga 
jari-jarinya basah. Beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Ia menjawab, "Kehujanan, wahai 
Rasulullah!" Rasulullah bersabda, 

"Kenapa tidak engkau letakkan di (bagian) atas makanan sehingga orang-orang dapat melihatnya? 
Barangsiapa menipu maka dia tidak termasuk golongan kami."( Hadits riwayat Muslim, 1/99.) 

Pada saat ini, banyak pedagang yang tidak takut kepada Allah dengan menyembunyikan aib 
barang. Misalnya dengan memberinya lem perekat, atau meletakkannya di bagian bawah kotak barang, 
atau menggunakan zat kimia atau semacamnya sehingga barang tersebut tampak bagus. Jika berupa 
barang-barang elektronik, mungkin dengan menyembunyikan cacat pada komponen tertentu, sehingga 
ketika barang itu dibawa pulang oleh pembeli, tak lama kemudian barang itu rusak. Sebagian penjual 
ada yang mengubah tanggal kadarluarsa penggunaan barang, atau menolak pembeli yang ingin meneliti 
barang atau mencobanya. Dan betapa banyak kita saksikan orang-orang yang menjual mobil atau 
peralatan lainnya, tidak mau menerangkan cacat barang yang hendak dijualnya. Semua ini hukumnya 
haram. 

Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 

"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang 
kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacat, kecuali ia menerangkan cacat tersebut." (Hadits riwayat 
Ibnu Majah,2/754: Shahihul Jami', 6705.) 

Sebagian orang mengira, menjual secara lelang dengan serta merta akan melepaskan dirinya 
dari tanggung jawab soal aib barang. Misalnya dengan mengatakan kepada pembeli, saya jual kepada 
anda setumpuk besi .. saya jual kepada anda setumpuk besi. 

Tidak, justeru menjual barang seperti itu (dengan tanpa menerangkan cacat barang), juga yang 
sejenisnya adalah perdagangan yang tidak diberkahi. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Kedua orang yang sedang jual beli ada di dalam khiyar (pilihan) selama keduanya belum 
berpisah. Jika keduanya jujur dan menerangkan (aib barang) maka jual beli keduanya diberkahi. Tetapi 
jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aib barang) maka dihapuslah berkah jual beli 


keduanya."(Hadits riwayat Al-Bukhari, lihat Fathul Bari,4/328.) 


(Dari kitab "Muharramat Istahana Bihan Naas" karya Syaikh Muhammad bin Sholeh Al-Munajjid / alsofwah) 
http://www.kajianislam.net/modules/smartsection/item.php?itemid-398 
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RIBA 


Definisi Riba 
Ditinjau dari ilmu bahasa arab, riba bermakna: tambahan, tumbuh, dan menjadi tinggi. (1) 


Firman Allah Ta'ala berikut merupakan contoh nyata akan penggunaan kata riba dalam pengertian 


semacam ini: 


HN Tn IS oa Lita Uno ji Lali Lele Lal Ia Saala Ga UI A3 
"Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan 


menjadi tinggi (suburlah) dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah" (Os. Al 


Hajj: 5) 


Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menafsirkan ayat ini, berkata: "Bila Allah telah menurunkan 
hujan ke bumi, maka bumi bergerak dengan menumbuhkan tetumbuhan dan tanah yang sebelumnya 
mati (gersang) menjadi hidup, lalu batangnya menjulang tinggi dari permukaan tanah. Dan dengan hujan, 
Allah menumbuhkan berbagai rupa dan macam buah-buahan, tanaman, tumbuh-tumbuhan dengan 
beraneka ragam warna, rasa, aroma, bentuk dan kegunaannya." (2) 

Adapun dalam pemahaman syari'at, maka para ulama' berbeda-beda ungkapannya dalam 
mendefinisikannya, akan tetapi maksud dan maknanya tidak jauh berbeda. Diantara definisi yang saya 


rasa cukup mewakili berbagai definisi yang ada ialah: 


"Suatu akad/transaksi atas barang tertentu yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya 
menurut ukuran syari'at atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi obyek akad 
atau salah satunya." (3| 


Ada juga yang mendefinisikannya sebagai berikut: 


Ak gai olah Sa JI 


"Penambahan pada komoditi/barang dagangan tertentu." (4| 
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Hakekat Riba 


Oleh : Ustadz Kholid Syamhudi, Lc. 
Banyak sekali kaum muslimin telah mengetahui pengharaman riba namun masih terjebak 
karena tidak mengenal hakekat riba. Karenanya kami sampaikan hakekat riba dalam penjelasan sebagai 


berikut: 


Definisi Riba 
1. Pengertian Secara Bahasa 
Kata Riba berasal dari bahasa Arab yang menunjukkan pengertian "tambahan atau pertumbuhan". 


Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Our'an, diantaranya adalah firman Allah Ta'ala: 


al Baal ARE 3) Ogan N goand 
"Maka (masing-masing) mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan 


siksaan yang seperti riba." (AS. Al-Haaggah: 10), yakni siksa yang bertambah terus. 


Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: 


ga aa) US Ga LAN, Kanya Siji 2 Lali Lele WII Ia 


"kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah..." (OS. Al-Hajj: 5) 


Kata Riba berasal dari bahasa Arab yang menunjukkan pengertian “tambahan atau 


pertumbuhan”. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Our'an, diantaranya adalah firman Allah Ta'ala 


2. Pengertian Secara Istilah 

Menurut terminologi ilmu fikih, para ulama mendefinisikannya dalam beberapa definisi, 
diantaranya: 
tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua transaktor tanpa ada imbalan tertentu. 


Yang dimaksud dengan 'tambahan' secara definitif 


1. Tambahan kwantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan 


kwantitas (tafadhul), yakni penjualan barang-barang riba fadhal: Emas, perak, gandum, kurma, 


186 


jewawut (gandum merah) dan garam, serta segala komiditi yang disetarakan dengan keenam 
komoditi tersebut. 
Kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, kurma dengan kurma misalnya, harus sama 
kwantitasnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Setiap tambahan atau kelebihan 
kwantitas pada salah satu komoditi yang ditukar atau keterlambatan penyerahannya, maka itu 
adalah riba yang diharamkan. 

2. Tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga 
hutang. 

3. Tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset 
yang diharuskan adanya serah-terima langsung. Kalau emas dijual dengan perak, atau Junaih 
dengan Dollar misalnya, harus ada serah-terima secara langsung. Setiap penangguhan penyerahan 


salah satu dari dua barang yang dibarter, maka itu adalah riba yang diharamkan. 
Sedangkan ulama lain memberikan definisi: 
Kasal AB Uang La Gatal) "AG, daubay cagay Alila (3 Ulas 
Perbedaan dalam pertukaran ribawi dengan sejenisnya dan pengakhiran serah-terima pada sesuatu 


yang ada serah-terimanya, 


Ada juga yang menyatakan: 


Jina gaada (Jl gal AA EN al 3G 


Tambahan atau pengakhiran (tempo) pada harta tertentu. 


Sedangkan Syeikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu Ta'ala mendefinisikannya dengan: 


LI ai LA OA ah LA RI 


Tambahan dalam jual beli dua komoditi ribawi. Tidak semua tambahan adalah riba menurut syari'at (1| 
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Hikmah Diharamkannya Riba 


Berikut beberapa fatwa Komite Tetap untuk Riset Ilmiyyah dan Fatwa, Kerajaan Saudi Arabia, 
seputar riba nasi'ah dan berbagai permasalahan riba nasi'ah kontemporer: 
"Wajib atas setiap orang muslim untuk berserah diri dan senantiasa ridha/berlapang dada dengan 
hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia belum/tidak mengetahui alasan diwajibkannya 
atau diharamnya hal tersebut. Akan tetapi, sebagian hukum dapat diketahui dengan jelas alasan 
diharamkannya hal tersebut, sebagaimana halnya dengan hukum haramnya riba. Pada praktik riba, 
terjadi tindak pemanfaatan kesusahan orang-orang miskin, dan pelipatgandaan piutang atasnya. 
Ditambah lagi, praktik riba akan menyulut api permusuhan dan rasa kebencian. Dan praktik-praktik riba 
menyebabkan masyarakat tidak produktif, karena mereka malas berkerja dan hanya mengandalkan 
bunga piutangnya (tabungannya), sehingga mereka malas untuk mengembangkan sumber daya alamnya, 


dan dampak negatif serta kerugian lainnya. 


Wabillahit taufig, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, 


keluarga dan sahabatnya." Sumber: Majmu' Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah 13/266, Fatwa no. 9450 


Jenis Riba 


Para ulama membagi Riba mejadi 2, yaitu: 


1. Riba Jahiliyah atau Riba Al Gard (Hutang) 
Yaitu pertambahan dalam hutang sebagai imbalan tempo pembayaran (Ta'khir), baik 


disyaratkan ketika jatuh tempo pembayaran atau di awal tempo pembayaran|2). Inilah riba yang 
pertama kali diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firmanNya: 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 
yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang 
kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal di dalamnya.” 


(OS. Al Bagarah: 275) 
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Riba inilah yang dikatakan orang jahiliyah dahulu (ui Jia all Lal), Riba ini juga yang disabdakan 


Rasulullah Shallallahu “alahi wa sallam: 


AS Pp ya AAA ANN ep Ulin Go) dahh Ga) Ul 9 gia ya Aa 5 


“Riba jahiliyah dihapus dan awal riba yang dihapus adalah riba Al Abas bin Abdilmutholib, maka 


sekarang seluruhnya dihapus.” (HR Muslim). 


Demikianlah Allah dan RasulNya mengharamkannya karena berisi kezhaliman dan memakan harta orang 
lain dengan batil, karena tambahan yang diambil orang yang berpiutang dari yang berhutang tanpa 


imbalan.(3| 


Beberapa Bentuk Aplikasi Riba di Masa Jahiliyyah 
Pada masa jahiliyyah riba memiliki beberapa bentuk aplikatif, diantaranya adalah: 

Bentuk pertama: Riba pinjaman. Yakni yang direfleksikan dalam satu kaidah di masa jahiliyyah: 
“Tangguhkanlah hutangku, aku akan menambahnya.” 

Misalnya, seseorang memiliki hutang terhadap seseorang. Ketika tiba waktu pembayaran, orang 
yang berhutang itu tidak mampu melunasinya. Akhirnya ia berkata: “Tangguhkanlah hutangku, aku akan 
memberikan tambahan.” Yakni: perlambatlah dan tangguhkanlah masa pembayarannya, aku akan 
menambah jumlah hutang yang akan kubayar. Penambahan itu bisa dengan cara melipatgandakan 
hutang, atau (bila berupa binatang) dengan penambahan umur binatang. Kalau yang dihutangkan adalah 
binatang ternak, seperti unta, sapi dan kambing, dibayar nanti dengan umur yang lebih tua. Kalau 
berupa barang atau uang, jumlahnya yang ditambah. Demikian seterusnya. 

Oatadah menyatakan: “Sesungguhnya riba di masa jahiliyyah bentuknya sebagai berikut: Ada 
seseorang yang menjual barang untuk dibayar secara tertunda. Kalau sudah datang waktu 
pembayarannya, sementara orang yang berhutang itu tidak mampu membayarnya, ia menangguhkan 
pembayarannya dan menambah jumlahnya.” 

Atha' menuturkan: “Dahulu Tsagif pernah berhutang uang kepada Bani Al-Mughirah pada masa 
jahiliyyah. Ketika datang masa pembayaran, mereka berkata: “Kami akan tambahkan jumlah hutang 


yang akan kami bayar, tetapi tolong ditangguhkan pembayarannya.” Maka turunlah firman Allah: 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda.” (OS. Ali 
Imran: 130) 

Ibnul Gayyim rahimahullah menyatakan dalam 'laamul Muwaggi'in: “Adapun riba yang jelas 
adalah riba nasii-ah. Itulah riba yang dilakukan oleh masyarakat Arab di masa Jahiliyyah, seperti 
menangguhkan pembayaran hutang namun menambahkan jumlahnya. Setiap kali ditangguhkan, 
semakin bertambah jumlahnya, sehingga hutang seratus dirham menjadi beribu-ribu dirham.” 4J 

Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang riba yang tidak diragukan lagi unsur ribanya. 
Beliau menjawab: “Ada orang yang menghutangi seseorang, lalu ia berkata: “Anda mau melunasinya, 
atau menambahkan jumlahnya dengan ditangguhkan lagi?” Kalau orang itu tidak segera melunasinya, 


maka ia menangguhkan masa pembayarannya dengan menambahkan jumlahnya.” 


Bentuk kedua: Pinjaman dengan pembayaran tertunda, namun dengan syarat harus dibayar 
dengan bunganya. Hutang itu dibayar sekaligus pada saat berakhirnya masa pembayaran. 

Al-Jashash menyatakan: “Riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah 
berbentuk pinjaman uang dirham atau dinar yang dibayar secara tertunda dengan bunganya dengan 
jumlah sesuai dengan jumlah hutang dan sesuai dengan kesepakatan bersama.I5)” Di lain kesempatan, 
beliau menjelaskan: “Sudah dimaklumi bahwa riba di masa jahiliyyah adalah berbentuk pinjaman 
berjangka dengan bunga yang ditentukan. Tambahan atau bunga itu adalah kompensasi dari tambahan 


waktu. Maka Allah menjelaskan kebatilannya dan mengharamkannya.I6|" 


Bentuk ketiga: Pinjaman Berjangka dan Berbunga dengan Syarat Dibayar Perbulan (kredit 
bulanan) 

Fakhruddin Ar-Razi menyatakan “Riba nasii-ah adalah kebiasaan yang sudah dikenal luas dan 
populer di masa jahiliyyah. Yakni bahwa mereka biasa mengeluarkan uang agar mendapatkan sejumlah 
uang tertentu pada setiap bulannya, sementara modalnya tetap. Apabila datang waktu pembayaran, 
mereka meminta kepada orang-orang yang berhutang untuk membayar jumlah modalnya. Kalau mereka 
tidak mampu melunasinya, waktu pembayaran diundur dan mereka harus menambah jumlah yang 
harus dibayar. Inilah riba yang biasa dilakukan di masa jahiliyyah.I71" 

Ibnu Hajar Al-Haitsami menyatakan: “Riba nasii-ah adalah riba yang populer di masa jahiliyyah. 
Karena biasanya seseorang meminjamkan uangnya kepada orang lain untuk dibayar secara tertunda, 
dengan syarat ia mengambil sejumlah uang tertentu tiap bulannya dari orang yang berhutang 


sementara jumlah piutangnya tetap. Kalau tiba waktu pembayaran, ia menuntut pembayaran uang yang 
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dia hutangkan. Kalau dia tidak mampu melunasinya, waktu pembayaran diundur dan ia harus 
menambah jumlah yang harus dibayar|81.” 

Riba dalam hutang piutang di sini sebenarnya dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Yang 
dimaksud dengan riba al gardh dapat dicontohkan dengan meminjamkan uang seratus ribu lalu 
disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian. Keuntungan ini bisa berupa materi atau pun 
jasa. Ini semua adalah riba dan pada hakekatnya bukan termasuk mengutangi. Karena yang namanya 
mengutangi adalah dalam rangka tolong menolong dan berbuat baik. Jadi -sebagaimana dikatakan oleh 
Syaikh “Abdurrahman bin Nashir As Sa'di-, jika bentuk utang piutang yang di dalamnya terdapat 
keuntungan, itu sama saja dengan menukar dirham dengan dirham atau rupiah dengan rupiah kemudian 


keuntungannya ditunda. (Lihat Figh wa Fatawa Al Buyu”, 10) 


Para ulama telah memberikan sebuah kaedah yang mesti kita perhatikan berkenaan dengan hutang 


piutang. Kaedah yang dimaksud adalah: 
z “SIK ag. @- PE sa 
li) sed Aadila pa pa US 


“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba.” (Lihat Al 


Majmu' Al Fatawa, 29/533: Fathul Wahaab, 1/327: Fathul Mu'in, 3/65: Subulus Salam, 4/97) 


Ibnu Oudamah membawakan sebuah fasal: 


» 


SER Oia NG Ge Bi GA DO pa UK 


“Setiap piutang yang mensyaratkan adanya tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tidak ada 


perselisihan di antara para ulama.” 
Lalu Ibnu Oudamah kemudian membawakan perkataan Ibnul Mundzir. Beliau mengatakan, 
“Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang 


berutang agar memberikan tambahan, hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka 


pengambilan tambahan tersebut adalah riba.” 
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Lalu kenapa bentuk pengambilan keuntungan dalam utang piutang ini terlarang? Ibnu Oudamah 
mengatakan, “Karena yang namanya utang piutang adalah bentuk tolong menolong dan berbuat baik. 
Jika dipersyaratkan adanya tambahan ketika pengembalian utang, maka itu sudah keluar dari tujuan 
Utama mengutangi (yaitu untuk tolong menolong).” (Lihat Al Mughni, 9/104). 

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Imam Asy Syairazi Asy Syafi'i. Beliau mengatakan, 
“Diriwayatkan dari Abu Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu “Abbas radhiyallahu “anhum, mereka semua 
melarang piutang yang di dalamnya terdapat keuntungan. Alasannya, karena utang piutang adalah 
untuk tolong menolong (berbuat baik). Jika dipersyaratkan adanya keuntungan, maka akad utang 


piutang berarti telah keluar dari tujuannya (yaitu untuk tolong menolong).” (Al Muhadzdzab, 2/ 81) 


Begitu pula kenapa mengambil keuntungan dalam utang piutang itu terlarang? Hal ini 


dikarenakan ada sebuah hadits, Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


ang ala Jay U 
“Tidak boleh ada piutang bersamaan dengan jual beli (mencari keuntungan).” (HR. Tirmidzi, Abu Daud 


dan An Nasaa'i. At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini shahih. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa 


hadits ini hasan) 


Dalam lafazh lain dikatakan, 


o- - 


“Nabi shallallahu “alaihi wa sallam melarang adanya piutang dan jual beli bersamaan dalam satu akad.” 


(HR. Tirmidzi dan An Nasaa'i. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih) 


Kami Sudah Saling Ridho 
Jika ada yang mengatakan, “Kami diberi tambahan dalam pengembalian hutang sebagai yang 


kami syaratkan karena sudah sama-sama ridho (alias suka sama suka). Lalu kenapa mesti dilarang?” 
Ada dua sanggahan mengenai hal ini: 

Pertama, ini sebenarnya masih tetap dikatakan suatu kezholiman karena di dalamnya terdapat 
pengambilan harta tanpa melalui jalur yang dibenarkan. Jika seseorang yang berhutang telah masuk 


masa jatuh tempo pelunasan dan belum mampu melunasi hutangnya, maka seharusnya orang yang 
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menghutangi memberikan tenggang waktu lagi tanpa harus ada tambahan karena adanya penundaan. 
Jika orang yang menghutangi mengambil tambahan tersebut, ini berarti dia mengambil sesuatu tanpa 
melalui jalur yang dibenarkan. Jika orang yang berhutang tetap ridho menyerahkan tambahan tersebut, 
maka ridho mereka pada sesuatu yang syari'at ini tidak ridhoi tidak dibenarkan. Jadi, ridho dari orang 
yang berhutang tidaklah teranggap sama sekali. 

Kedua, pada hakikat senyatanya, hal ini bukanlah ridho, namun semi pemaksaan. Orang yang 
menghutangi (creditor) sebenarnya takut jika orang yang berhutang tidak ikut dalam mu'amalah riba 
semacam ini. Ini adalah ridho, namun senyatanya bukan ridho. (Lihat penjelasan Syaikh “Abdurrahman 


bin Nashir As Sa'di —rahimahullah- dalam Figh wa Fatawa Al Buyu', 10) 


Jika seseorang meninggalkan berbagai bentuk muamalah riba di atas dan menggantinya dengan jual beli 


yang diridhoi oleh Allah, pasti dia akan mendapat ganti yang lebih baik. 


Saudaraku, cukup nasehat Nabi shallallahu “alaihi wa sallam berikut sebagai wejangan bagi kita semua. 
Aa NA GA Lady AN SIG VI Un ya Al G3 RS yA) 
“Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti 


padamu dengan sesuatu yang lebih baik.” (HR. Ahmad. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa 


sanad hadits ini shahih) 


Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kaum muslimin sekalian. Semoga Allah selalu memberikan kita 


ketakwaan dan memberi kita taufik untuk menjauhkan diri dari yang haram. 


Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush sholihaat. Wa shallallahu “ala Nabiyyina Muhammad wa 'ala 


alihi wa shohbihi wa sallam. 


bkk 


Selesai disusun di shubuh hari, 19 Rajab 1430 H 
Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal 


http://www.rumaysho.com/belajar-islam/figihmuamalah/2624-mengenal-riba-an-nasiah-dan-riba- 


dalam-utang-piutang.html! 
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2. Riba Jual Beli 
Yaitu riba yang terdapat pada penjualan komoditi riba fadhal. Komoditi riba fadhal yang 


disebutkan dalam nash ada enam: Emas, perak, gandum, kurma, garam dan jewawut. 


Riba jual beli ini terbagi dua, yaitu riba fadhal dan riba nasii-ah. 


A. Riba Fadhal 
Kata Fadhl dalam bahasa Arab bermakna Tambahan, sedangkan dalam terminologi ulama 


adalah 


Gala Gatal! asia Gaga Jl Asi Sab jl 


(Tambahan pada salah satu dari dua barang ribawi yang sama jenis secara kontan). 


Atau ada yang mendefinisikan dengan: 

Kelebihan pada salah satu dari dua komoditi yang ditukar dalam penjualan komoditi riba fadhal 
atau tambahan pada salah satu alat pertukaran (komoditi) ribawi yang sama jenisnya. Seperti menukar 
20 gram emas dengan 23 gram emas juga. Sebab kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, maka 
harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Demikian juga dengan segala 


kelebihan yang disertakan dalam jual beli komoditi riba fadhal. 


Riba Fadhl ini dilarang dalam syariat islam dengan dasar: 
1. Hadits Ubadah 
Hadits Ubadah bin Shaamit radhiyallahu “anhu disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu “alahi 


wa sallam bersabda: 


LAN PA AAN 2S, 'y0SAN DN DN Ki Key ca, LAI 
IS) AA LAS | jsh MALAS TERI NI Sy IS ega gia Jis Uta alah 


Tan II UKS 

“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum merah dengan gandum 
merah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam harus sama 
beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual 


“ 


sesuka kalian, namun harus secara kontan juga.”.I9| 
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Hadits Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu “anhu, Rasulullah Shallallahu 'alahi wa sallam bersabda: 
Go! | grasi Up pean e Letaan | gais Ug Jitag Uta UI RAL SAI | pns U 
. z An IN Idi Ka Pee aa - Pen pa PN An In m0 
Jap Ulee | grasi Up plan Te Lensa Iga Ug Ji Us UI Go lb 
“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama beratnya, dan janganlah kalian 
menjual sebagiannya dengan lainnya dengan perbedaan bera,t dan jangan menjual yang tidak 


ada (di tempat transaksi) dengan yang ada.” (HR Al Bukhari) 
Sedangkan dalam Shahih Muslim berbunyi: 


Alay Yaa "AN SN "pat DANG "AN Aksi Aisi sel CA 

4 laka AB batal BAYI SI SAB Ijah gl NG La Xu NG Jiias Ula pelalU 

“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum merah dengan gandum 
merah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam harus sama 
beratnya, dan harus diserahterimakan secara langsung. Barang siapa yang menambah atau 


minta tambahan maka telah berbuat riba, yang mengambil dan memberi hukumnya sama.” 


Hadits Al Bara' bin “Azib dan Zaid bin Argam radhiyallahu “anhuma keduanya berkata: 


K3 SARAN GOS ah US «Rail go ee 
“Rasulullah Shallallahu 'alahi wa sallam melarang jual beli perak dengan emas secara tempo 
(hutang)”. (HR Al Bukhari). 

Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu “alahi wa sallam banyak hadits dalam persoalan ini. 
Sebagian di antaranya disebutkan oleh As-Subki dalam Takmiltul Majmu', yakni sejumlah dua 
puluh dua hadits dalam sebuah pasal tersendiri tentang riba fadhal. Ada yang terdapat dalam 
Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim. Ada juga yang hanya diriwayatkan oleh Muslim. Namun 
ada juga yang ada di luar Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Ada yang shahih, namun ada juga 


yang masih diperdebatkan. 


Para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma 


dan garam) yang disebutkan dalam hadits di atas termasuk komoditi ribawi. 


Riba itu ada dua macam bahkan lebih lengkapnya lagi kita dapat bagi menjadi tiga macam. 
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(Pertama) Riba Fadhil (riba karena adanya penambahan) 


Keterangan mengenai riba fadhl terdapat dalam hadits berikut. 


His lal Galallg pal yag oilh pal Dah Ny Atil Anil! 3 RAL KAN 
ANgia AI GebaaNg MAY aah A3 Mita ad AN) Tab Maa 195 yaa 

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah 
satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, 
maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah 


atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan 


orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584) 


His lal caleg pal yag aah pal Dal Ny Atil Anil 3 RAL KAN 
Sig NS IE NI) HE AE aah LAN AA TERI NA Xt IA ega BN aa ian 

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah 
satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, 
maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi 


berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan 


(tunai).” (HR. Muslim no. 1587) 


Para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma 
dan garam) yang disebutkan dalam hadits di atas termasuk komoditi ribawi. Sehingga enam komoditi 
tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter dilakukan 
antara komoditi yang sama -misalnya kurma dengan kurma, emas dengan emas, gandum dengan 
gandum-, maka akad tersebut harus memenuhi dua persyaratan. 

Persyaratan pertama, transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai). Sehingga penyerahan 
barang yang dibarterkan harus dilakukan pada saat terjadi akad transaksi dan tidak boleh ditunda seusai 
akad atau setelah kedua belah pihak yang mengadakan akad barter berpisah, walaupun hanya sejenak. 
Misalnya, kurma kualitas bagus sebanyak 2 kg ingin dibarter dengan kurma lama sebanyak 2 kg pula, 


maka syarat ini harus terpenuhi. Kurma lama harus ditukar dan tanpa boleh ada satu gram yang 
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tertunda (misal satu jam atau satu hari) ketika akad barter. Pembahasan ini akan masuk riba jenis kedua 
yaitu riba nasi'ah (riba karena adanya penundaan). 

Persyaratan kedua, barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya, 
walau terjadi perbedaan mutu antara kedua barang. 
Misalnya, Ahmad ingin menukar emas 21 karat sebanyak 5 gram dengan emas 24 karat. Maka ketika 
terjadi akad barter, tidak boleh emas 24 karat dilebihkan misalnya jadi 7 gram. Jika dilebihkan, maka 
terjadilah riba fadhl. 

Jika dua syarat di atas tidak terpenuhi, maka jual beli di atas tidaklah sah dan jika barangnya 


dimakan, berarti telah memakan barang yang haram. 


Para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi tersebut dalam hadits di atas adalah 
komoditi riba atau berlaku padanya hukum riba perniagaan (riba fadhel). Sehingga tidak boleh diperjual- 
belikan dengan cara barter (tukar-menukar barang) melainkan dengan ketentuan yang telah disebutkan 
pada hadits di atas, yaitu sebagai berikut: 

Pertama: Bila barter dilakukan antara dua komoditi yang sama, misalnya: kurma dengan kurma, 

emas dengan emas (dinar dengan dinar) atau gandum dengan gandum, maka akad barter 


tersebut harus memenuhi dua persyaratan: 


Misal lain: seseorang memiliki 10 gram perhiasaan emas yang telah lama atau ia pakai emas 24 
karat, dan ia menginginkan untuk menukarnya dengan perhiasan emas yang baru atau emas 21 
karat. Bila akad dilakukan dengan cara barter (tukar-menukar), maka ia harus menukarnya 
dengan perhiasan emas seberat 10 gram pula, tanpa harus membayar tambahan. Bila ia 
membayar tambahan, atau menukarnya dengan perhiasaan seberat 9 gram, maka ia telah 


terjatuh dalam riba perniagaan, dan itu adalah haram hukumnya. 


Y) 1J alang Ale dil Ala dil gay cal Ai dil Goa) SAI Aa al KS 
Go | gas Yg sodara le Lentana | gai Yy Silas His Y sedalh akal) | gama 
(nyala bale gita Iyan Yg sulam (elo Lemtaan Iga Yg (Jis Ola YI Gol 


"Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu “anhu, bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi 


wa sallam bersabda, "Janganlah engkau menjual / membarterkan emas dengan emas, 
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melainkan sama-sama (beratnya) dan janganlah engkau lebihkan sebagian atas lainnya. Dan 
janganlah engkau membarterkan perak dengan perak malainkan sama-sama (beratnya), dan 
janganlah engkau lebihkan sebagian atas lainnya. Dan janganlah engkau menjual sebagian 
darinya dalam keadaan tidak ada di tempat berlangsungnya akad perniagaan dengan emas atau 


perak yang telah hadir di tempat berlangsungnya akad perniagaan." (HR. Muttafagun 'alaih). 


Pada hadits ini dengan tegas, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan dua 
persyaratan di atas, yaitu barter dengan cara kontan dan dalam timbangan yang sama beratnya. 

Jalan keluarnya bagi orang yang hendak menukarkan perhiasan emasnya yang telah 
lama ia pakai dengan perhiasan yang baru, agar ia tidak terjatuh ke dalam akad riba adalah ia 
terlebih dahulu menjual perhiasaan lamanya dengan uang, dan kemudian ia membeli 
perhiasaan baru yang ia kehendaki, dengan hasil penjualan tersebut, baik dengan harga yang 
lebih mahal atau lebih murah. Hal ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi shallallahu “alaihi wa 


sallam dalam kisah berikut, 


Al Jis cuanin yalis celah € yuA le Din) ala Ale All laa dil Iga) Jariul 
Ul cal Jaan) dil g CV IIA (SIASA JUS pai USI) saling ale dil laa dil Jaa) 
dal Al elu dil Jgn) JA ANDI Gac luall 3 cnc lualh clia Gya p kal Jalu 
Os) JB dal) Asha alaik il ai cam pall mami H3 dasi DA) talug 
EN GOA Ol Sa IP UST dasi Y UII ae Bg) talang dal AI laa Al 


dale Gita (A3 Jail JSI aan das 
"Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam pernah menunjuk seseorang menjadi pegawai / 
perwakilan beliau di daerah Khaibar, kemudian pada suatu saat ia datang menemui beliau 
dengan membawa kurma dengan mutu terbaik, maka Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam 
bertanya kepadanya, “Apakah seluruh kurma daerah Khaibar demikian ini?” la menjawab, “Tidak, 
sungguh demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya kami membeli satu takar dari kurma ini dengan 
dua takar (kurma lainnya), dan dua takar dengan tiga takar.” Maka, Rasulullah shallallahu “alaihi 
wa sallam bersabda, "Janganlah engkau lakukan, juallah kurma yang biasa dengan uang dirham, 


kemudian belilah dengan uang dirham tersebut kurma dengan mutu terbaik tersebut." 
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Dan pada riwayat lain Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, "Aduh, (itulah) riba yang 
sebanarnya, janganlah engkau lakukan, akan tetapi bila engkau hendak membeli kurma (dengan 
mutu baik), maka juallah kurma milikmu (yang mutunya rendah) dengan penjualan tersendiri, 


kemudian belilah dengan (uang) hasil penjualannya." (HR. Muttafagun 'alaih). 


Kedua: Bila barter dilakukan antara dua barang yang berbeda jenis, misalnya gandum 
dibarterkan dengan garam, emas dengan perak, maka boleh untuk melebihkan salah satu 
barang dalam hal timbangan, akan tetapi pembayaran / penyerah-terimaan barang tetap harus 


dilakukan dengan cara kontan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu “alaihi wa sallam, 


Aly pai yeily padi prtillg pala pallg Aasaila Aeaill, AL AA 
IS) ai HN ga GilisaYI da Cai IIA cap Nay pl yaag Ol yaa Jia Nia melalu 


(ala 233) Lg Jaa IS 


"Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir 
(salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual 
dengan garam, sama dengan sama dan (dibayar dengan) kontan. Bila macam / jenis barang 
berbeda, maka silakan engkau membarterkannya dengan cara sesuka hatimu, bila hal itu 


dilakukan dengan cara kontan." (HR. Muslim). 


Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA. —hafizhahullah- 


Artikel: www.pengusahamuslim.com 


Catatan: 

Apakah riba hanya berlaku pada enam komoditi ribawi (yaitu emas, perak, gandum, sya'ir, 
kurma dan garam) atau bisa juga berlaku pada komoditi yang lain? Menurut jumhur (mayoritas ulama), 
riba juga berlaku pada selain enam komoditi tadi. Komoditi lain berlaku hal yang sama jika memiliki 
kesamaan 'illah (alasan). Namun para ulama berselisih mengenai apa 'illah dari masing-masing komoditi. 
Yang jelas mereka sepakat bahwa emas dan perak memiliki kesamaan “illah. Sedangkan kurma, gandum, 
sya'ir dan garam juga memiliki kesamaan 'illah tersendiri. 

Di antara pendapat yang ada mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak 


adalah karena keduanya ditimbang, sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena ditakar. Jadi 
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setiap barang yang ditimbang dan ditakar, berlaku hukum riba fadhl. Inilah pendapat Hanafiyah dan 
Hambali. (Lihat Al Mughni, 7/495) 

Pendapat yang lain mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah 
karena keduanya merupakan alat untuk berjual beli, sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena 
sebagai makanan pokok yang dapat disimpan. Jadi setiap barang yang memiliki kesamaan seperti ini 
berlaku hukum riba fadhl semacam beras, jagung, dan sagu. Inilah pendapat Malikiyah. (Lihat Bidayatul 
Mujtahid, 7/182-183) 

Pendapat yang lain mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah 
karena keduanya adalah alat untuk berjual beli, sedangkan komoditi lain adalah sebagai bahan makanan. 
Jadi setiap barang yang termasuk bahan makanan pokok atau bukan, berlaku pula hukum riba. Inilah 
pendapat Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad. (Lihat Mughnil Muhtaj dan Al Mughni) 

Sedangkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad 
berpendapat bahwa emas dan perak berlaku hukum riba karena keduanya adalah alat untuk jual beli, 
sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena termasuk bahan makanan yang ditakar atau 
ditimbang. 

Namun ada pendapat yang lebih bagus lagi sebagaimana yang dipilih oleh Syaikh Muhammad 
bin Sholeh Al Utsaimin dalam Syarhul Mumthi'. Alasan berlakunya riba pada emas dan perak yaitu 
karena keduanya adalah emas dan perak, baik sebagai alat untuk jual beli atau tidak. Sedangkan empat 
komoditi lain termasuk komoditi riba karena merupakan bahan makanan yang ditakar atau ditimbang. 
Jadi jika kalung emas ingin ditukar dengan kalung emas —misalnya-, berlaku juga hukum riba, walaupun 
kalung bukan alat untuk jual beli. 

Sebagaimana terdapat dalam hadits Fadholah bin “Ubaid Al Anshori, bahwa beliau pernah 
didatangi Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam pada saat peperangan Khaibar. Fadholah ketika itu 
memiliki kalung yang terdapat permata dan emas. Kalung ini berasal dari ghonimah yang akan dijual. 
Kemudian Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam memerintahkan untuk memisahkan emas yang ada di 
kalung tersebut. Lalu Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


Ro 


p33 653 masak Gaal 


“Jika emas ingin ditukar dengan emas, maka harus sama timbangannya.” (HR. Muslim no. 1591) 


Lalu bagaimanakah dengan uang kertas (mata uang)? Apakah juga berlaku hukum riba? 
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Jawabannya: Iya, keduanya dihukumi sama dengan emas dan perak. Sehingga ada beberapa 
ketentuan yang berlaku tatkala ingin menukar mata uang sebagaimana berlaku pada emas dan perak. 
Ketentuan tersebut adalah: 

1. Tidak dibolehkan sama sekali untuk menukarkan uang kertas yang sama —seperti menukar 
rupiah dan rupiah- atau menukarkan uang kertas dengan yang beda jenis —seperti menukar 
dolar dan rupiah- dengan cara pembayaran diutang (kredit). 

2. Tidak dibolehkkan untuk menukarkan uang yang sama dengan cara melebihkan sebagian dari 
yang lain, seperti menukarkan seratus ribu rupiah dengan seratus sepuluh ribu rupiah, ini tidak 
diperbolehkan. 

3. Boleh menukarkan uang kertas yang berbeda jenis -misal dolar dan rupiah- dengan melebihkan 
salah satunya, asalkan dilakukan secara kontan (tunai). (Lihat penjelasan Fatwa Al Lajnah Ad 


Da'imah, 13/442, no. 3291) 


Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal 


Hikmah Diharamkannya Riba Fadhl 
Hikmah diharamkannya riba fadhal tidak diketahui oleh banyak orang, karena secara zhahir jual 


beli ini tidak mengandung manipulasi. Karena satu hal yang logis dan aksiomatik bahwa yang jelek tidak 
sama dengan yang bagus, yang baik tidak sama dengan yang buruk. 

Kalau satu shaa' kurma bagus dibeli dengan dua shaa' kurma jelek, secara logika tidak ada hal 
yang salah. Lalu di mana letak hikmah dari pengharaman tersebut? 

Sebelum kita berupaya mencari hikmah tersebut melalui bebagai tulisan para ulama dalam 
persoalan ini, tidak lupa kita menyebutkan dasar fundamental yang bersifat permanen, yang tidak boleh 
kita lupakan dalam persoalan yang sudah rumit ini, yakni bahwa seorang muslim harus mengikuti 
perintah Allah Ta'ala, baik ia sudah mengetahui hikmah perintah itu maupun belum. Cukup bagi dirinya 
mengetahui bahwa perintah ini memang berasal dari Allah Yang Maha Bijaksana Lagi Maha Mengetahui, 
yang rahmat dan ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, yang segala firman-Nya pasti benar dan penuh 
keadilan. 

Allah “Azza wa Jalla berfirman: 

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu 
hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka 
sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” 


(OS. An-Nisaa : 65) 
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Setelah pendahuluan ini, baru kita tegaskan: Kemungkinan penjelasan hikmah yang paling jelas 
tentang keharaman riba fadhal ini adalah sebagai upaya menutup jalan menuju perbuatan haram. 
Karena riba fadhal ini seringkali menggiring kepada riba nasii-ah. Bahkan juga bisa menimbulkan bibit- 
bibit berkembangnya budaya riba di tengah masyarakat. Karena orang yang menjual sesuatu dengan 
sesuatu yang sejenis secara langsung dengan kelebihan pada salah satu yang ditukar, akan 


mendorongnya untuk suatu saat menjualnya dengan pembayaran tertunda, bersama bunganya. 


Itulah yang disyaratkan dalam sabda Nabi Shallallahu “alahi wa sallam: 


grasi Up Gema Te Lensa | ati Ug Jis Uta UI Goslb Gogly MAA AAN | pai U 
eta jl ASale c ari iB Jali Iis Late Uni 
“Janganlah emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, kecuali hanya boleh dilakukan bila sama 


ukuran/beratnya. Jangan kalian pisahkan salah satu di antaranya, dan jangan kalian menjual yang belum 


ada dengan yang sudah ada. Karena aku khawatir kalian melakukan rama'.|10)” 


Rama yaitu riba. Karena kalau Allah melarang kita mengambil kelebihan dalam jual beli 
komoditi riba fadhal secara langsung, padahal kelebihan itu karena kwalitas, kriteria, bentuk dan 
sejenisnya, maka lebih layak dan lebih masuk akal lagi bila Allah melarang kelebihan yang tidak ada 


imbalannya, tapi hanya semata-mata penangguhan waktu. 


Komoditi Ribawi 
Para ulama sepakat riba berlaku pada enam jenis harta yang ada dalam hadits-hadits Nabi, 


yaitu: emas, perak, kurma, Asy Sya'ir (gandum), Al Burr (Gandum merah) dan garam. Sehingga tidak 
boleh menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma 
dan garam dengan garam, kecuali dengan sama berat dan kontan (cash) di majelis akad transaksi. 

Namun mereka berselisih apakah di sana ada illah (sebab pelarangan) yang menjadikannya 
menjadi komoditi ribawi atau tidak ada? Dalam dua pendapat: 

Pertama: Riba tidak berlaku pada selain enam komoditi tersebut dan tidak ada illat yang dapat 
dijadikan dasar dalam menganalogikan selainnya. Inilah pendapat madzhab Azh Zhahiriyah. 

Kedua: Ada illat yang menjadikannya sebagai komoditi ribawi sehingga dapat dianalogikan 


selainnya. Inilah pendapat mayoritas ahli fikih. 
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Pendapat yang rajih adalah pendapat mayoritas ahli fikih, karena syari'at secara umum tidak 
mungkin membedakan antara yang serupa. 

Mayoritas Ahli Fikih menyetarakan dengan enam komoditi itu segala komoditi yang sama 
fungsinya (ilaat-nya). Namun kemudian, mereka berbeda pendapat dalam penentuan ilaat ribawi pada 


komoditi tersebut. 


Ilaat Ribawi pada emas dan perak. 
Yang rojih dari pendapat para ulama tentang illat ribawi dalam emas dan perak adalah 


bernilainya (Ats Tsamaniyah). Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan pengertian ats-Tsamaniyah 
dengan menyatakan: Yang dimaksud disini adalah pembicaraan tentang illat ribawi pada dinar dan 
dirham. Yang rojih illatnya adalah ats-Tsamaniyah bukan timbangan sebagaimana pendapat mayoritas 
ulama —sehingga beliau menyatakan- : penentuan illat (ta'liel) dengan ats-Tsamaniyah adalah ta'liel 
dengan sifat yang pas, karena maksud dari al-Atsmaan adalah untuk dijadikan standar ukuran harta 


benda yang mengantar kepada pengenalan ukuran harta benda bukan untuk dimanfaatkan jenisnya 


Ilaat Ribawi pada selain emas dan perak. 
Sedangkan pada selain emas dan perak maka illat ribawi adalah makanan pokok yang dapat 


disimpan (Muddakhor), yaitu menjadi makanan pokok orang dan dapat disimpan dalam waktu yang 
lama.(11) Sehingga yang menjadi standar adalah keberadaannya sebagai bahan makanan pokok dan bisa 
disimpan. Setiap komoditi yang memiliki dua kriteria tersebut, berarti termasuk komoditi riba fadhal, 


dan diberlakukan segala hukum yang berkaitan dengannya. 


Alasan kebenaran pendapat ini adalah sebagai berikut: 

Pertama: Orang yang mengamati empat komoditi tersebut, pasti akan mendapatkan kedua 
kriteria ini padanya. 

Kedua: Sesungguhnya tujuan dari diharamkannya riba adalah memelihara harta manusia dan 
menghilangkan unsur penipuan dalam jual beli mereka, maka hal itu harus dibatasi dengan hal-hal yang 
amat dibutuhkan oleh mereka, seperti makanan pokok yang bisa disimpan, karena keduanya adalah 
dasar pencarian nafkah dan tulang punggung kehidupan. 

Inilah pendapat yang dirojihkan Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan 
pendapat para ulama seputar ilaat ribawi pada enam komoditi tersebut, beliau menyatakan: “Inilah 


pendapat yang paling rajih dari selainnya.” (121 
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Dengan demikian menjual komoditi ribawi ini tidak lepas dari dua keadaan: 


1. Barang yang dibarter (ditukar menukarkan) keduanya dari satu jenis, seperti kurma dengan kurma, 


gandum dengan gandum, garam dengan garam, jagung dengan jagung. Maka disyaratkan dua syarat: 


sama dalam kwantitas, inilah yang ditunjukkan dalam sabda Nabi Shallallahu “alahi wa sallam : 
Pembayaran cash (kontan) di majelis akad. Ini ditunjukkan oleh sabda Nabi Shallallahu “alahi wa 


sallam: (Am Tag )) 


Ini berlaku juga pada jual beli emas dan perak dengan sejenisnya, sebagaimana 


ditunjukkan hadits Ubadah bin Shamit radhiyallahu “anhu yang berbunyi: 


BLN PAN YANG sal Pa GL AN Ki Kia SUL LASI 
DS II Ah LK Lah GULA pi TARI 153 Ap IS el giay Agan pas Us ella 


“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum merah dengan gandum 
merah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam harus sama 
beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual 


sesuka kalian, namun harus secara kontan juga.” (13) 


Inilah yang dimaksud dengan kaedah : ( Kanal , Jalal Hg denim Oa Ba lal ) 


2. Apabila komoditi ribawi yang ditukar berlainan jenis, maka tidak lepas dari dua keadaan: 


Pertama: Berbeda jenis namun sama dalam ilaat ribawinya, seperti kurma dengan gandum, 


garam dengan gandum, -keduanya berbeda jenis namun satu ilaat-nya yaitu makanan pokok dan 


ditakar- atau emas dengan perak — keduanya berbeda jenis, namun satu ilaat-nya yaitu bernilai tukar 


(Ats Tsamniyah). Maka diwajibkan padanya pembayaran cash (kontan) di majelis akad dan tidak 


disyaratkan kesamaan kwantitas. Dasarnya adalah hadits Ubadah bin Shamit di atas, Rasulullah 


Shallallahu “alahi wa sallam menyatakan: 


“ah KY OS Is) Pata 4 2x | 3 La UI pk 0 Are | Ist 


“Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga..”(14| 
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Dengan demikian bila berbeda jenisnya, namun satu ilaat ribawinya, maka hanya diwajibkan 


pembayaran cash dalam majelis akad. Inilah yang dikenal dalam kaidah riba Fadhl: 


(Jasa sasaiil Cam g dunia pa) 


Kedua: Berbeda komoditi ribawi yang ditukar dalam jenis dan ilaat-nya, seperti emas dengan 
gandum atau beras dengan perak. Apabila berbeda jenis dan ilaat-nya maka tidak diwajibkan kesamaan 


kwantitas dan pembayaran tunai (cash). Inilah yang dimaksud kaedah: 


(ec Gem al dll) catat (3) ) 
B. Riba Nasii-ah (Al 4) 


Definisi Riba Nasii-ah 

Nasii-ah dalam etimologi bahasa Arab bermakna Pengakhiran. Sedangkan dalam pengertian 
etimologi ahli fikih adalah pengakhiran serah terima pada salah satu komoditi ribawi yang satu illaat-nya 
pada riba fadhl (Jl L) Ale (4 Cpasidl Usai dal Sd Uas! pl) atau penerimaan salah satu dari barang 
yang dibarter atau dijual secara tertunda dalam jual beli komoditi riba fadhal. Kalau salah satu komoditi 
riba fadhal dijual dengan barang riba fadhal lain, seperti emas dijual dengan perak atau sebaliknya, atau 
satu mata uang dijual dengan mata uang lain, dibolehkan adanya ketidaksamaan, namun tetap 
diharamkan penangguhan penyerahannya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi Shallallahu “alahi wa sallam: 


»” 


Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga. “ 


Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada akad tukar 
menukar dua barang yang tergolong komoditi ribawi (emas, perak, kurma, gandum dan garam), baik 
satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau 
kedua-duanya. 

Dari enam komoditi ribawi dapat kita kelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama adalah 
emas dan perak. Sedangkan kelompok kedua adalah empat komoditi lainnya (kurma, gandum, sya'ir dan 
garam). 

Jika sesama jenis komoditi di atas dibarter -misalnya adalah emas dan emas- maka di sini harus 
terpenuhi dua syarat, yaitu kontan dan timbangannya harus sama. Jika syarat ini tidak terpenuhi dan 


kelebihan timbangan atau takaran ketika barter, maka ini masuk riba fadhl. 
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Jika komoditi di atas berbeda jenis dibarter, namun masih dalam satu kelompok -misalnya 
adalah emas dan perak atau kurma dan gandum- maka di sini hanya harus terpenuhi satu syarat, yaitu 
kontan, sedangkan timbangan atau takaran boleh berbeda. Jadi, jika beda jenis itu dibarter, maka boleh 
ada kelebihan timbangan atau takaran —misalnya boleh menukar emas 2 gram dengan perak 5 gram-. 
Maka pada point kedua ini berlaku riba nasi'ah jika ada penundaan ketika barter dan tidak terjadi riba 
fadhl. 

Jika komoditi tadi berbeda jenis dan juga kelompok dibarter —misalnya emas dan kurma-, maka 
di sini tidak ada syarat, boleh tidak kontan dan boleh berbeda timbangan atau takaran. 

Contoh riba nasi'ah sudah kami berikan sebagian di atas. Contoh lainnya adalah barter emas. 
Misalnya emas 24 karat ingin dibarter dengan emas 21 karat dengan timbangan yang sama. Akan tetapi 
emas 24 karat baru diserahkan satu minggu lagi setelah transaksi dilaksanakan. Ini yang dimaksud riba 
nasi'ah karena sebab adanya penundaan. 

Misalnya lagi adalah dalam masalah tukar menukar uang —karena uang dapat dianalogikan 
dengan emas dan perak-. Sufyan ingin menukarkan uang kertas Rp.100.000,- dengan pecahan Rp.1000,- 
kepada Ahmad. Akan tetapi karena Ahmad pada saat itu hanya memiliki 60 lembar Rp.1000,- , maka 40 
lembarnya lagi dia serahkan satu jam kemudian setelah terjadinya akad. Penundaan ini termasuk dalam 
riba nasi'ah. 

Riba nasi'ah juga disebut riba jahiliyah. Riba ini adalah riba yang paling berbahaya dan paling 


diharamkan. 


Perhatian 

Nash-nash pengharaman riba mencakup semua jenis riba yang telah dijelaskan di atas. Dengan 
demikian, jelaslah keberadaan riba dalam muamalat menjadi sebab pengharamannya dan larangannya 
secara syar'I. Namun menghukumi banyak keadaan sebagai muamalah ribawi atau bukan butuh 
penelitian dan kehati-hatian. Ibnu katsir rahimahullah memberikan peringatan dalam hal ini : 


“Bab (pembahasan) Riba termasuk pembahasan yang paling rumit bagi banyak ulama.” (15) 


kokoh 


Selesai disusun di shubuh hari, 19 Rajab 1430 H 
Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal 


http://www.rumaysho.com/belajar-islam/figih-mua 
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Footnote: 


S0” 00: “Ou UP 00. M3 


10. 
11. 
12. 


13. 


14. 


15. 


Syarhul Mumti' 8/387 

Al Hawafiz Al Taswigiyah 39. 

Lihat Majmu' fatawa 29/419, "lam Al Muwadgi'in 1/387 dan Al Muwafagaat 4/40. 

Lihat 'laamul Muwaggi'ien oleh Ibnul Gayyim 2/ 135. 

Ahkaamul Our'aan 1/ 465. 

Ahkaamul Our'aan 1/ 67. 

Tafsir Ar-Raazi 4/ 92. 

Az-Zawajir “aig Tiraafil Kabaa-ir 1/222. 

Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya dalam kitab Al-Musaagat, bab: Menjual emas dengan perak 
secara kontan, nomor 1587. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya 3348. Diriwayatkan oleh An- 
Nasaa-i 4562. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2253, 2254. 

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya III : 4, dan sanadnya shahih. 

Al Figih Al Muyassar —Oismul Muamalat -78 

Majmu' Fatawa 29/470-471, lihat juga Taisir Al Fighi Al Jaami' Lil Ikhtiyaraat Al Fighiyah Lisyeikhil Islam 
Ibnu Taimiyah, Ahmad Muwafi, 2/1022-1025. 

Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya dalam kitab Al-Musaagat, bab: Menjual emas dengan perak 
secara kontan, nomor 1587. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya 3348. Diriwayatkan oleh An- 
Nasaa-i 4562. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2253, 2254. 

Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya dalam kitab Al-Musaagat, bab: Menjual emas dengan perak 
secara kontan, nomor 1587. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya 3348. Diriwayatkan oleh An- 
Nasaa-i 4562. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2253, 2254. 

Tafsir Ibnu Katsir 1/327. 
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Riba Nasi'ah / Penundaan (Riba Jahiliyyah) 
Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA. 


Yaitu riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar-menukar 
dua barang yang tergolong ke dalam komoditi riba, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda 
penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya (Majmu' Fatawa al-Lajnah ad- 
Da'imah, 13/263 dan ar-Riba 'Illatuhu Wa Dhawabituhu, oleh Dr. Shaleh bin Muhammad as-Sulthan, 8). 

Riba jenis ini dapat terjadi pada akad perniagaan, sebagaimana dapat juga terjadi pada akad 


hutang-piutang. 


Contoh riba nasi'ah dalam perniagaan: 

Misalnya menukarkan emas bagus / baru dengan emas lama yang sama beratnya, akan tetapi 
emas yang bagus baru dapat diterima setelah satu bulan dari waktu transaksi dilaksanakan. 

Misal lain: Bila A menukarkan uang kertas pecahan Rp 100.000,- dengan pecahan Rp. 1.000,- 
kepada B, akan tetapi B pada waktu akad penukaran hanya membawa 50 lembar uang pecahan Rp. 
1.000,- , maka sisanya baru dapat ia serahkan setelah satu jam dari saat terjadinya akad penukaran, 
perbuatan mereka berdua ini disebut riba nasi'ah. 

Contoh riba nasi'ah dalam akad hutang-piutang: 

Misal kasus riba dalam akad hutang-piutang: Bila A berhutang kepada B uang sejumlah Rp. 
1.000.000,- dengan perjanjian: A berkewajiban melunasi piutangnya ini setelah satu bulan dari waktu 
akad piutang. Dan ketika jatuh tempo, ternyata A belum mampu melunasinya, maka B bersedia 
menunda tagihannya dengan syarat A memberikan tambahan / bunga bagi piutangnya —misalnya- setiap 
bulan 5 96 dari jumlah piutangnya. Atau, ketika akad hutang-piutang dilangsungkan, salah satu dari 


mereka telah mensyaratkan agar A memberikan bunga / tambahan ketika telah jatuh tempo. 


Al-Mujahid rahimahullah berkata: 


RB US A3 TAS NAS El Jaa Coal Ja JI He Ja NOS Salat) AI ls 
Ac 
"Dahulu orang-orang Jahiliyyah bila ada orang yang berhutang kepada seseorang (dan telah jatuh tempo 


dan belum mampu melunasinya) ia berkata, “Engkau akan aku beri demikian dan demikian, dengan 
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syarat engkau menunda tagihanmu, maka pemberi piutang-pun menunda tagihannya." (Tafsir at- 


Thabary, 3/101). 


Abu Bakar al-Jashash rahimahullah berkata, "Dan gambaran riba yang dahulu dikenal dan 
dijalankan oleh orang-orang Arab ialah: menghutangkan uang dirham atau dinar hingga tempo tertentu 
dengan mensyaratkan bunga / tambahan di atas jumlah uang yang terhutang sesuai kesepakatan antara 
kedua belah pihak, ... dan gambaran transaksi riba yang biasa mereka lakukan ialah seperti yang saya 
sebutkan, yaitu menghutangkan uang dirham atau dinar dalam tempo waktu tertentu dengan 
mensyaratkan tambahan / bunga." (Ahkamul Our'an oleh Abu Bakar al-Jashash, 2/184.). 

Inilah riba yang ada sejak zaman Jahiliyyah, bahkan telah dilakukan oleh umat manusia sejak 


sebelum datang Islam, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala berikut, 


AMSAN, OS AN Jasa 02 Adaa Al Tlah cilah Agile Wayan Iga Oa Uya alias 
Vagll GIS Agita Dad ie, JL GAN Olga ASN, Ae 13 S3 UII 

(161-160: Luill) 

"Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) 
yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi 
(manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah 
dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah 


menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (Os. an-Nisa': 160- 


161). 


Riba jenis inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam dari khutbah 


beliau di Padang Arafah, ketika beliau menunaikan haji Wada', 


AS $ pin ya Ali call Aye Ga alas Ly Ul) Hal Ly Jala ep yenga Jalal 3 


(elusa 05) 


"Dan riba Jahiliyyah dihapuskan, dan riba pertama yang aku hapuskan ialah riba kami (kabilah kami), 


yaitu riba Abbas bin Abdul Mutthalib, sesungguhnya ribanya dihapuskan semua." (HR. Imam Muslim). 
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Sebagaimana yang pernah saya paparkan -pada buku Figih Perniagaan 1-, bahwa akad hutang- 
piutang termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk menolong dan mengulurkan tangan kepada 
orang yang membutuhkan bantuan (oleh karenanya, orang yang berhutang biasanya ialah orang yang 
sedang dalam kesusahan ekonomi atau dari kalangan fakir dan miskin), sehingga tidak dibenarkan bagi 
siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini. Sehingga, pemakan 
riba bagaikan musang berbulu domba, mengesankan bahwa ia sedang menolong, akan tetapi 
sebenarnya ia sedang memancing di air keruh, menjadikan kesusahan orang lain sebagai ajang 
mengeruk keuntungan. Oleh karena itu, adzab pemakan riba di akhirat setimpal dan serupa dengan 


kejahatan yang telah ia lakukan di dunia. 


Imam Bukhary meriwayatkan bahwa adzab pemakan riba ialah, "la akan berenang-renang di 
sungai darah, sedangkan di tepi sungai ada seseorang yang dihadapannya terdapat bebatuan, setiap kali 
orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar darinya, lelaki yang berada di pinggir sungai 
tersebut segera melemparkan bebatuan ke mulut orang tersebut, sehingga ia terdorong kembali ke 


tengah sungai, dan demikian itu seterusnya.” (Riwayat al-Bukhari). 


Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA. 


Artikel: www.PengusahaMuslim.com 
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Hukum Memakan Uang Riba 


Dalam Kitab suci-Nya Al-Our'an, Allah tidak pernah memaklumkan perang kepada seseorang 


kecuali kepada pemakan riba. Allah berfirman, 


- 


r : | 28 2 Irutf BeAT 3: 1 
Job Dom AS Ol Ip Ge a33 WN Ia 
P3 


-- B0 GP Uu »- ie ane 
V3 ss Taha das K5 Ol9 Alang WI ja 3 Ip 


"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang 
belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan 
(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." (Al Bagarah: 


278-279) 
Cukuplah ayat di atas menjadi petunjuk betapa keji dosa riba di sisi Allah Ta'ala. 


Orang yang memperhatikan pengaruh riba dalam kehidupan individu hingga tingkat negara, 
niscaya akan mendapatkan kesimpulan, melakukan kegiatan riba mengakibatkan kerugian, 
kebangkrutan, kelesuan, kemandegan dan kelemahan. Baik karena lilitan utang yang tak terbayar atau 
berupa kepincangan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, ambruknya perseroan dan usaha bisnis. 
Di samping, kegiatan riba menjadikan hasil keringat dan jerih payah kerja tiap hari hanya 
dikonsentrasikan untuk membayar bunga riba yang tak pernah ada akhirnya. Ini berarti menciptakan 
kesenjangan sosial, membangun gunung rupiah untuk satu kelompok masyarakat yang jumlahnya 
minoritas di satu sisi, dan di sisi lain menciptakan kemiskinan di tengah masyarakat -yang jumlahnya 
mayoritas- yang sudah merana dan papa. Barangkali inilah salah satu potret kezhaliman dari kegiatan 
riba sehingga Allah memaklumkan perang atasnya. 

Semua pihak yang berperan dalam kegiatan riba, baik yang secara langsung terjun dalam 
kegiatan riba, perantara atau para pembantu kelancaran kegiatan riba adalah orang-orang yang dilaknat 


melalui lisan Muhammad shallallahu “alaihi wasallam, 
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"Dari jabir radhiallahu “anhu, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat 
pemakan riba, pemberi riba, penulis dan kedua orang yang menjadi saksi atasnya" Ia berkata: "Mereka 
itu sama (saja)." (Hadits riwayat Muslim, 3/1219.) 

Berdasarkan hadits di atas, maka setiap umat Islam tidak diperkenankan bekerja sebagai 
sekretaris, petugas pembukuan, penerima uang nasabah, nasabah, pengantar uang nasabah, satpam 
dan pekerjaan lainnya yang mendukung kegiatan riba. 

Sungguh Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam telah menerangkan betapa buruk kegiatan riba 
tersebut. Abdullah bin Mas'ud radhiallahu “anhu meriwayatkan, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
bersabda, 

"Riba itu (memiliki) tujuh puluh tiga pintu, yang paling ringan daripadanya adalah seperti (dosa) 
seorang laki-laki yang menyetubuhi ibunya (sendiri). Dan sejahat-jahat riba adalah kehormatan seorang 
muslim." (Hadits riwayat Al-Hakim dalam Al Mustadrak, 2/37: Shahihul Jami', 3533.) 

Juga dalam sabda beliau, 

"Sedirham (uang) riba yang dimakan oleh seorang laki-laki, sedang dia mengetahui (uang itu hasil riba) 
lebih keras (siksanya) daripada tiga puluh enam wanita pezina." (Hadits riwayat Al-Hakim dalam Al 
Mustadrak, 2/37: Shahihul Jami', 3533.) 

Pengharaman riba berlaku umum, tidak dikhususkan -sebagaimana diduga oleh sebagian orang- 
hanya antara si kaya dengan si miskin. Pengharaman itu berlaku untuk semua orang dan dalam semua 
keadaan. 

Betapa banyak kita saksikan bangkrutnya pedagang-pedagang besar dan orang-orang kaya 
karena melibatkan diri dalam kegiatan ribawi. Atau paling tidak , berkah uang riba tersebut —meski 
jumlahnya banyak- dihilangkan oleh Allah. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 

"(Uang) riba itu meski (pada awalnya) banyak, tetapi pada akhirnya ia akan (menjadi) 
sedikit."( Hadits riwayat Al-Hakim, 2/37: Shahihul Jami', 3542.) 

Riba juga tidak dikhususkan pada jumlah peredaran uang sehingga dikatakan kalau dalam 
jumlah banyak, riba itu haram dan kalau sedikit tidak. Sedikit atau banyak, riba hukumnya haram. Orang 
yang memakan atau mengambil uang riba, kelak akan dibangkitkan dari dalam kuburnya pada hari 
Kiamat seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. 

Meskipun riba adalah suatu dosa yang sangat keji, tetapi Allah tetap menerima taubat orang 
yang hendak meninggalkan perbuatan tersebut. Langkah yang harus ditempuh oleh orang yang benar- 


benar taubat dari kegiatan riba adalah sebagaimana dituturkan firman Allah, "Dan jika bertaubat (dari 
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kegiatan dan pemanfaatan riba) maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) 
dianiaya." (Al-Bagarah: 279) 

Dengan mengambil langkah tersebut, maka keadilan benar-benar terwujud. Setiap pribadi 
muslim harus menjauhkan diri dari dosa besar ini, memandangnya sebagai sesuatu yang buruk dan keji. 
Bahkan hingga orang-orang yang meletakkan uangnya di bank-bank konvensional (ribawi) karena 
terpaksa disebabkan takut hilang atau dicuri, hendaknya ia benar-benar merasakannya sebagai sesuatu 
yang sangat terpaksa. Yakni keterpaksaan itu sebanding dengan keterpaksaan orang yang makan 
bangkai atau lebih dari itu, dengan tetap memohon ampun kepada Allah dan berusaha untuk mencari 
gantinya, bila memungkinkan. Orang-orang itu tidak boleh meminta bunga deposito dari bank-bank 
tersebut. Jika bunga itu dimasukkan ke dalam rekeningnya, maka ia harus menggunakan uang tersebut 
untuk sesuatu yang dibolehkan, ( Seperti untuk membangun wc umum atau semisalnya (pent.).) sebagai 
bentuk penghindaran dari uang tersebut, tidak sebagai sedekah. Karena Allah adalah Dzat Yang Maha 
Baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Ia tidak boleh memanfaatkan uang riba tersebut dalam 
bentuk apapun. Tidak untuk makan, minum, pakaian, kendaraan, atau tempat tinggal. Juga tidak boleh 
untuk diberikan sebagai nafkah kepada isteri, anak, bapak atau ibu. Juga tidak boleh untuk membayar 
zakat, membayar pajak atau menjadikannya sarana untuk menolak kezhaliman yang menimpanya. 


Tetapi hendaknya ia membebaskan diri daripadanya, karena takut kepada siksaan Allah Ta'ala. 


(Dari kitab "Muharramat Istahana Bihan Naas" karya Syaikh Muhammad bin Sholeh Al-Munajjid / 


alsofwah) 


http://www.kajianislam.net/modules/smartsection/item.php?itemid-397 
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Hukum Riba 


Riba, hukumnya berdasar Kitabullah, sunnah Rasul-Nya dan ijma' umat Islam: 


Lks opa Di heh ES Ol Pal Ru 39 21 11 Dania Tomal Uas, 
do 

2 2 PJ Pertad 1 3 -8- 

DE Iga Ayi) HA K5 op Ayang Ol Ga eh NP 

3123 


"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum 
dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 
maka permaklumkanlah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu: kami tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (OS 


Al-Bagarah: 278-279). 


- C Pa 9.27 An Na Ga 3 2 LA 3 Kebaa OK TAN era A3 z. Go 
Dus Ge Ca | Evi | s SA Ok sena sama KE 
(S ,-A 


orang-orang yang Makan (mengambil) riba|174| tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 
yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila(175J). Keadaan mereka yang demikian itu, 
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal 
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu(176J (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang 
kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal di dalamnya. 


Al Bagarah (2) : 275 
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"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadagah." (OS Al-Bagarah: 276). 

Dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda, "Jauhilah tujuh hal yang membinasakan." Para 
sahabat bertanya, "Apa itu, ya Rasulullah?" Jawab Beliau, "(Pertama) melakukan kemusyrikan kepada 
Allah, (kedua) sihir, (ketiga) membunuh jiwa yang telah haramkan kecuali dengan cara yang hag, 
(keempat) makan riba, (kelima) makan harta anak yatim, (keenam) melarikan diri pada hari pertemuan 
dua pasukan, dan (ketujuh) menuduh berzina perempuan baik-baik yang tidak tahu menahu tentang 
urusan ini dan beriman kepada Allah." (Muttafagun 'alaih: Fathul Bari V: 393 no: 2766, Muslim I: 92 no: 
89, “Aunul Ma' bud VIII: 77 no: 2857 dan Nasa'i VI: 257). 

Dari Jabir ra, ia berkata. "Rasulullah saw melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, dua 
saksinya dan penulisnya." Dan Beliau bersabda, "Mereka semua sama." (Shahih: Mukhtasar Muslim no: 
955, Shahihul Jami'us Shaghir no: 5090 dan Muslim III: 1219 no: 1598). 

Dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Nabi saw bersabda, "Riba itu mempunyai tujuh puluh tiga pintu, 
yang paling ringan (dosanya) seperti seorang anak menyetubuhi ibunya." (Shahih: Shahihul Jami'us 
Shaghir no: 3539 dan Mustadrak Hakim II: 37). 

Dari Abdullah bin Hanzhalah ra dari Nabi saw bersabda, "Satu Dirham yang riba dimakan 
seseorang padahal ia tahu, adalah lebih berat daripada tiga puluh enam pelacur." (Shahih: Shahihul 
Jami'us Shaghir no: 3375 dan al-Fathur Rabbani XV: 69 no: 230). 

Dari Ibnu Mas'ud ra dari Nabi saw, Beliau bersabda, "Tak seorang pun memperbanyak (harta 
kekayaannya) dari hasil riba, melainkan pasti akibat akhirnya ia jatuh miskin." (Shahih: Shahihul Jami'us 
Shaghir no: 5518 dan Ibnu Majah II: 765 no: 2279). 

Tidak asing lagi bahwa riba adalah salah satu hal yang diharamkan dalam syariat Islam. Banyak 
dalil yang menunjukkan akan keharaman riba dan berbagai sarana terjadinya riba. 

Firman Allah Ta'ala berikut adalah salah satu dalil yang nyata-nyata menegaskan akan keharaman 


praktik riba: 


130 "Ula Jl, iki Alt AN 1 Ng A0 AA telaah G3 SE LA Gaal Gal G 
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah 


kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Os. Ali Imran: 130). 
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Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini berkata, "Allah Ta'ala melarang hamba- 
hamba-Nya kaum mukminin dari praktik dan memakan riba yang senantiasa berlipat ganda. Dahulu, di 
zaman jahiliyyah, bila piutang telah jatuh tempo mereka berkata kepada yang berhutang, “engkau 
melunasi hutangmu atau membayar riba', bila ia tidak melunasinya, maka pemberi hutangpun 
menundanya dan orang yang berhutang menambah jumlah pembayarannya. Demikianlah setiap tahun, 
sehingga bisa saja piutang yang sedikit menjadi berlipat ganda hingga menjadi besar jumlahnya 
beberapa kali lipat. Dan pada ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa 


bertakwa agar mereka selamat di dunia dan di akhirat." (Tafsir Ibnu Katsir, 1/404). 


Pada ayat lain, Allah Tala'a berfirman, 


Ul IN Agil SIS Catat! Gro DUMAI AIA (AI Ah US II rasa YUI us Gaal 
alas Ca AB (oetila A1) iya Alas ya bela yah UJI AA Pan) AN Jai, GI Uta — 
anis WOL AI S1 (275P SAK Ups MA JI SA Sg Ie Gay AI JI 3 jl 
SIKA gala g CAM AN Tglat 3 gal Gaal! Ol (276h Al ES US Lani Y ANN, Kali 

- di No A OA Ao 

abal Gel Lal 5 4277P OK 8 V3 Aeile BMA Yg sei) Se Aaja ad SEGI TT, 
AN Ga jas Nita 1 ass 13 JB (278) Daya ai Ul WA Da eh Ca 133 AM NA 
2. Ka NC TA Lo IA o -.0 3 AA 0 4 084 Pn 

)280-275 2 ll) O salat V3 sala Y IV pal Gag3) ASI abah Us Al ska ya 
"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Allah telah 
menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Rabb-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 
dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi 
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal di dalamnya. Allah 
memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang senantiasa 
berbuat kekafiran / ingkar, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, 


mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 


Rabbnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang- 
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orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu 
orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah 
bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka 


bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Os. al-Bagarah: 275-280). 


Kelima ayat ini merupakan larangan sekaligus ancaman berat bagi orang-orang yang memakan 


riba. Dan pada kelima ayat ini terdapat berbagai petunjuk (alasan) kuat lagi tegas bagi keharaman riba: 


Pertama: Pemakan riba akan dihinakan di hadapan seluruh makhuk 
Pemakan riba akan dihinakan di hadapan seluruh makhuk, yaitu ketika ia dibangkitkan dari kuburannya, 
ia dibangkitkan dalam keadaan yang amat hina, ia dibangkitkan bagaikan orang kesurupan lagi gila. 

Ibnu 'Abbas radhiallahu “anhu berkata, "Pemakan riba akan dibangkitkan dari kuburannya dalam 
keadaan gila dan tercekik." 

Penjelasan yang senada dengan ini juga disampaikan oleh Sa'id bin Jubair, Gatadah, dan Ibnu 


Zaid, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir at-Thobary dalam tafsirnya (Tafsir At Thobary 3/102). 


Kedua: Penegasan bahwa riba diharamkan oleh Allah Ta'ala 
Penegasan bahwa riba diharamkan oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak termasuk ke dalam perniagaan yang 


nyata-nyata dihalalkan. 


Ketiga: Ancaman bagi orang yang tetap menjalankan praktik riba 
Ancaman bagi orang yang tetap menjalankan praktik riba setelah datang kepadanya penjelasan dan 
setelah ia mengetahui bahwa riba diharamkan dalam syariat Islam, akan dimasukkan ke neraka. Bahkan 
bukan sekedar masuk ke dalamnya, akan tetapi dinyatakan pada ayat di atas bahwa "ia kekal di 
dalamnya." 

Disebutkannya ancaman berupa adzab neraka atau hukuman di dunia merupakan salah satu 
bukti bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar, sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama (Silakan 
baca keterangan lebih lanjut tentang definisi dosa besar dalam kitab: al-Fishal Fi Milal wal Ahwa' Wal 
Ahwa' oleh Ibnu Hazem al-Andalusy, 4/48, al-Kabair oleh Imam adz-Dzahaby, 7). 


Imam adz-Dzahaby rahimahullah berkata: 
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Sae 3 An ola j) AS yaall p Li jl 3 JAKNS Lal (4d Xx da3 Lag pillanil SAM (ya Uni SI ya 
9 date dil aa Hama Lini Uleal (de Adela pad gl ayagi jl Kawat jl Calie ya BAYI LA 
8 3S Ail8 alus 


"Barangsiapa yang melakukan salah satu dari perbuatan besar ini, yang padanya ditetapkan hukum had 
(pidana) di dunia, misalnya pembunuhan, perzinaan, dan pencurian atau datang suatu ancaman di 
akhirat berupa adzab atau kemurkaan (Allah) atau ancaman atau kutukan terhadap pelakunya melalui 
lisan Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam, maka berarti perbuatan tersebut adalah dosa besar." 
(Idem). 

Dan dalam banyak hadits Nabi shallallahu “alaihi wa sallam nyata-nyata menyebutkan perbuatan 


memakan riba sebagai perbuatan dosa besar. 


mall Igaital) 1JB ala 3 dale dil lem dil Sgm Ul dis Al aa) Sp Al us 
VI aya AI Gatill JB, pama g dil el AI JI Soya Lag cdil gay ba BL gal 
(Silita gall SOAL) Elina Ha Lim JII ag Agil UJI ISI, asia! Jla JSI, Gadh 


"Dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu “anhu, bahwasannya Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam 
bersabda, Jauhilah olehmu tujuh dosa besar yang akan menjerumuskan (pelakunya ke dalam neraka). 
Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah dosa-dosa itu?' Beliau bersabda, “Menyekutukan Allah, 
sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan harta 
anak yatim, memakan riba, melarikan diri dari medan peperangan, dan menuduh wanita mukmin yang 


menjaga (kehormatannya) lagi baik (bahwa ia telah zina)'" (HR. Muttafagun 'alaihi). 


Keempat: Penegasan bahwa Allah akan menghapuskan dan memusnahkan 

Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Ia akan memusnahkan riba, 
maksudnya bisa saja memusnahkannya secara keseluruhan dari tangan pemiliknya atau menghalangi 
pemiliknya dari keberkahan hartanya tersebut. Dengan demikian pemilik riba tidak mendapatkan 
kemanfaatan harta ribanya, bahkan Allah akan membinasakannya dengan harta tersebut dalam 
kehidupan dunia, dan kelak di hari akhirat Allah akan menyiksanya akibat harta tersebut." (Tafsir Ibnu 


Katsir 1/328). 
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Penafsiran Ibnu Katsir ini semakna dengan hadits berikut: 


ca Jaa Aan 9 Sal $ (halal Xaml ol3) (JB) pawai diale CS Ob OI OM 


AYI yaa 
"Sesungguhnya (harta) riba, walaupun banyak jumlahnya, pada akhirnya akan menjadi sedikit." (Riwayat 
Imam Ahmad, at-Thabrany, al- Hakim dan dihasankan oleh Ibnu Hajar dan al-Albany). 

Bila kita mengamati kehidupan orang-orang yang menjalankan praktik-praktik riba, niscaya kita 
dapatkan banyak bukti bagi kebenaran ayat dan hadits di atas. Betapa banyak pemakan riba yang 
hartanya berlimpah ruah, hingga tak terhitung jumlahnya, akan tetapi tidak satupun dari mereka yang 
merasakan keberkahan dan kebahagiaan dari harta haram tersebut. 

Agar kita sedikit mengetahui betapa besar peranan keberkahan harta dalam kehidupan 


seseorang, maka saya mengajak para pembaca untuk merenungkan beberapa hadits berikut: 


Hadits Pertama: 
Ketika Nabi shallallahu “alaihi wasallam menceritakan tentang berbagai kejadian yang 


mendahului kebangkitan hari Kiamat, beliau bersabda, 


Olla Alay Ga dalan JS Saga ES Gay Elia il UBI JW 
AAN Ga AN Kraal Ga Ai ASE NI Uya KAN Gal ia INN Ela deal 
Baal 93 (akal ya SRAM LAS pia Kya ASN 3 ega Ca Alas) ASI 


"Akan diperintahkan (oleh Allah) kepada bumi: tumbuhkanlah buah-buahanmu, dan kembalikan 
keberkahanmu, maka pada masa itu, sekelompok orang akan merasa cukup (menjadi kenyang) dengan 
memakan satu buah delima, dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. Dan air susu diberkahi, 
sampai-sampai sekali peras seekor onta dapat mencukupi banyak orang, dan sekali peras susu seekor 
sapi dapat mencukupi manusia satu kabilah, dan sekali peras susu seekor domba dapat mencukupi satu 


cabang kabilah." (Riwayat Imam Muslim). 
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Demikianlah ketika keberkahan telah Allah turunkan, sehingga rezeki yang sedikit jumlahnya 
akan tetapi manfaatannya amat banyak, sampai-sampai satu buah delima dapat mengenyangkan 


segerombolan orang, dan susu hasil perasan seekor sapi dapat mencukupi kebutuhan orang satu kabilah. 


Hadits Kedua: 


Ad Jati yaah gia VJ Hala g dal dil Ala dil Joan) KS Ai dil ay BL Al Ur 
dile Gaia (asli jitu al g alelall Cuti 


Dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu “anhu, ia menuturkan dari Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam, 
bahwasannya beliau bersabda, "Seandainya kalau bukan karena ulah Bani Isra'il, niscaya makanan tidak 


akan pernah basi dan daging tidak akan pernah membusuk." (HR. Muttafagun 'alaih). 


Para ulama menjelaskan, bahwa tatkala Bani Isra'il diberi rezeki oleh Allah Ta'ala berupa burung- 
burung salwa (semacam burung puyuh) yang datang dan dapat mereka tangkap dengan mudah setiap 
pagi hari, mereka dilarang untuk menyimpan daging-daging burung tersebut. Setiap pagi hari, mereka 
hanya dibenarkan untuk mengambil daging yang akan mereka makan pada hari tersebut. Akan tetapi 
mereka melanggar perintah ini, dan mengambil daging dalam jumlah yang melebihi kebutuhan mereka 
pada hari tersebut, dan kemudian mereka simpan. Akibat perbuatan mereka ini, Allah menghukumi 
mereka, sehingga daging-daging yang mereka simpan tersebut menjadi busuk (Ma'alim at-Tanzil, oleh 
al-Baghawy 1/97, Syarah Shahih Muslim oleh Imam an-Nawawi 10/59, dan Fathul Bari oleh Ibnu Hajar 
6/411). 


Hadits Ketiga: 


B tuilaoti ala 9 date AI elus dl Jgany Call 1JE die AI alay AA La AKA Ye 
2S (pad cBgla 8 ad Jlall ISA GI sama U JB AS asa All ai e ilasla dala 
at V3 IS GAS, Ca AI Ala al asi Hal pil OA Cyag CAB AT SI) ya oya 3 gua 
ham DO Gal Stay GAN 3 cadil Segan G Cal pat JB 4 dial Al Uya 33 Ualal! adil 

ale Gila (asal GE SS Us Ela 
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Dari sahabat Hakim bin Hizam radhiallahu “anhu, ia mengisahkan, "Pada suatu saat aku pernah meminta 
sesuatu kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam, dan beliaupun memberiku, kemudian aku 
kembali meminta kepadanya, dan beliau kembali memberiku, kemudian aku kembali meminta 
kepadanya, dan beliaupun kembali memberiku, kemudian beliau bersabda, “Wahai Hakim, 
sesungguhnya harta ini bak buah yang segar lagi manis, dan barang siapa yang mengambilnya dengan 
tanpa ambisi (tama' atau atas kerelaan pemiliknya), maka akan diberkahi untuknya harta tersebut. Dan 
barang siapa yang mengambilnya dengan keserakahan, niscaya harta tersebut tidak akan diberkahi 
untuknya, dan ia bagaikan orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Tangan yang berada di 
atas lebih mulia dibanding tangan yang berada di bawah.' Hakim melanjutkan kisahnya dengan berkata, 
"Kemudian aku berkata, Wahai Rasulullah, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa 
kebenaran, aku tidak akan pernah lagi meminta harta seorangpun sepeninggalmu hingga aku meninggal 
dunia." (HR. Muttafagun 'alaih). 

Ibnu Batthal berkata, "Sabda Nabi shallallahu “alaihi wa sallam (dan barang siapa yang 
mengambilnya dengan tanpa ambisi (tama' atau atas kerelaan pemiliknya), maka akan diberkahi 
untuknya harta tersebut) menunjukkan bahwa sifat gana'ah, senantiasa merasa kecukupan, dan upaya 
mencari rezeki dari jalan yang baik senantiasa diiringi oleh keberkahan. Dan bahwa barangsiapa yang 
mencari harta dengan penuh ambisi dan keserakahan, niscaya harta penghasilannya tidak akan 
diberkahi, dan ia akan terhalangi dari keberkahan seluruh hartanya." (Syarah Ibnu Batthal, 6/47). 

Imam an-Nawawi berkata, "Pada hadits ini dan juga hadits sebelumnya, terdapat anjuran untuk 
senantiasa menjaga kehormatan diri, merasa kecukupan, dan ridha dengan apa yang berhasil ia peroleh 
dengan cara-cara yang terhormat, walau hanya sedikit, serta anjuran untuk mencari rezeki dari jalan- 
jalan yang baik (halal). Sebagaimana seseorang hendaknya tidak terbuai oleh banyaknya harta yang 
berhasil ia peroleh melalui keserakahan dan ambisi atau yang serupa, karena ia tidak akan pernah 


mendapatkan keberkahan padanya. Hal ini sangat menyerupai firman Allah Ta'ala, 


CAEAAN pa ia Mah ATI (atas 
"Allah memusnahkan riba dan melipat-gandakan sedekah." (Syarah Shahih Imam Muslim oleh Imam an- 


Nawawi, 3/486). 
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Hadits Keempat: 


Ata! Sal) SI) 1 ala 3 Ale dil laa dil Jaan y JB JB Ae AI aa) alas Cal Us 
dale (Gile (LAS Gigih La dia AKU dial "33 Age Cal LAB 


.—.. 


"Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallahu “anhu ia menceritakan, Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam 
bersabda, “Aku melihat surga, kemudian aku berusaha untuk mengambil setandan buah anggur, 
seandainya aku berhasil mengambilnya, niscaya kalian akan dapat memakannya selama dunia masih 


ada." (HR. Muttafagun 'alaih). 


Demikianlah bila keberkahan benar-benar telah dilimpahkan kepada sesuatu hal, sampai-sampai 
setandan buah anggur dapat dimakan oleh umat manusia sepanjang masa. Hal ini bukanlah suatu hal 


yang mustahil, sebagai salah satu pembuktiannya, marilah kita simak kisah berikut, 


Oa AN ANA GA UAN ORG Als SAN LA se 3 Ta ata ARA ga 
aah SES JS ab AAN al) 5 lan 9 dala AA elus call IT iakl, AKIS al yel pl dulakual 
Ula cal dilasill Ical ol5) (SUSI adi 


"Dari sahabat 'Aisyah radhiallahu 'anha, bahwasanya Nabi shallallahu “alaihi wa sallam pada suatu saat 
sedang makan bersama enam orang sahabatnya, tiba-tiba datang seorang Arab baduwi, lalu ia memakan 
makanan beliau dalam dua kali suapan. Maka Nabi shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 'Ketahuilah, 
seandainya ia menyebut nama Allah (membaca Basmallah-pen), niscaya makanan itu akan mencukupi 
kalian." (Riwayat Ahmad, an-Nasai dan Ibnu Hibban). 
Demikianlah contoh nyata pada makanan yang diberkahi dan yang tidak diberkahi. 

Bila kita telah memahami hadits di atas, maka akan menjadi mudah bagi kita untuk memahami 


sabda Nabi shallallahu “alaihi wa sallam berikut, 


Ans II ASI GAY ala 9 GAY (SA al Ill alada 
"Makanan satu orang dapat mencukupi dua orang, dan makanan dua orang dapat mencukupi empat 


orang." (Riwayat ath-Thabrani, dan lain-lain) 
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Kelima: Allah Ta'ala menyifatkan pemakan riba sebagai "orang yang senantiasa 
berbuat kekafiran / ingkar, dan selalu berbuat dosa". 


Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Sesungguhnya, pemakan riba tidak rela dengan pembagian 
Allah untuknya, berupa rezeki yang halal, dan merasa tidak cukup dengan syariat Allah yang telah 
membolehkan untuknya berbagai cara mencari penghasilan yang halal. Oleh karenanya, ia berusaha 
untuk mengeruk harta orang lain dengan cara-cara yang batil, yaitu dengan berbagai cara yang buruk. 
Dengan demikian, sikapnya merupakan pengingkaran terhadap berbagai kenikmatan, dan amat zhalim 
lagi berlaku dosa, yang senantiasa memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil." (Tafsir Ibnu 


Katsir, 1/330). 


Keenam: Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar bertakwa, 
hakikat ketakwaan adalah menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. 
Bukan hanya hal-hal yang nyata-nyata haram, bahkan hal-hal yang tergolong sebagai syubhat, Rasulullah 


shallallahu “alaihi wa sallam memerintahkan umatnya untuk meninggalkannya. 


SI oa Coal ya yi Gerabry Y Cilgsiiia ) gal Laging cu aloadl Ol 5 ec JSI ll 
CS SS celah Aaj Ula Ag Yng daya dial Dal AA Cilgasil 
HA ola VI ata dl Gam la VI aa Sla JS Ul YA aing Ol Elia amal! Jiya 
otg (Salah (gd 9 YI AS aan aah Crush IA 3 MIS Anu) Telan Cralaa IS) (Aanae Jml 


ala 3 5 Ball 


"Sesungguhnya yang halal itu nyata dan yang haram itu nyata pula, dan antara keduanya (halal dan 
haram) terdapat hal-hal yang diragukan (syubhat), banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maka 
barang siapa menghindari syubhat, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang 
siapa yang terjatuh ke dalam hal-hal syubhat, niscaya ia terjatuh ke dalam hal yang diharamkan. 
Perumpamaannya bagaikan seorang penggembala yang menggembala (gembalaannya) di sekitar 
wilayah larangan, tak lama lagi gkembalaannya akan memasuki wilayah itu. Ketahuilah, bahwa setiap raja 
memiliki wilayah larangan. Ketahuilah, bahwa wilayah larangan Allah adalah hal-hal yang Ia haramkan. 
Ketahuilah, bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging (jantung), bila ia baik niscaya 
seluruh jasad (raga) akan baik, dan bila ia rusak, niscaya seluruh jasad akan rusak pula. Ketahuilah, 


segumpal daging itu ialah jantung.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). 
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Ketujuh: Perintah tegas agar meninggalkan riba. 

Dan dari perintah tegas semacam inilah disimpulkan hukum wajibnya sesuatu. Dengan demikian, 
meninggalkan riba adalah wajib hukumnya. Bila suatu hal telah diwajibkan untuk ditinggalkan, maka 
tidak diragukan lagi akan keharamannya. 

Kedelapan: Allah menjadikan perbuatan meninggalkan riba sebagai bukti akan 

keimanan seseorang 

dengan demikian dapat dipahami bahwa orang yang tetap memakan riba berarti imannya cacat 
dan tidak sempurna. 

Kesembilan: Allah Ta'ala mengumandangkan peperangan dengan orang-orang yang 

enggan meninggalkan riba. 

Sahabat Ibnu 'Abbas radhiallahu “anhu menjelaskan maksud ini dengan berkata, "Yakinilah 
(wahai para pemakan riba) bahwa Allah dan Rasul-Nya pasti memerangi kalian." (Diriwayatkan oleh Ibnu 
Jarir ath-Thabary dalam kitab Tafsir-nya, 3/107). 

Pada riwayat lain, beliau berkata, "Kelak pada hari Kiamat, akan dikatakan kepada pemakan riba, 
“Ambillah senjatamu untuk berperang (melawan Allah dan Rasul-Nya)." (Idem: 3/101). 

Ibnul OGayyim rahimahullah berkata, "Allah Ta'ala menekankan hukum keharaman riba dengan 
suatu hal yang paling berat dan keras, yaitu berupa peperangan pemakan riba melawan Allah dan Rasul- 


Nya, Allah Ta'ala berfirman, 


AA AN ja saya MAA Ui Ad oa 
"Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul- 
Nya akan memerangimu". Pada ancaman ini, dinyatakan bahwa pemakan riba adalah orang yang 
memerangi Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana Allah juga telah mengumandangkan peperangan 
dengannya. Ancaman semacam ini tidak pernah ditujukan kepada pelaku dosa besar selain memakan 
riba, perampokan dan upaya membuat kerusakan di muka bumi (sebagaimana disebutkan dalam ayat 
33 surat al-Maidah). Hal ini dikarenakan masing-masing dari keduanya sedang berupaya membuat 
kerusakan di muka bumi. Perampok membuat kerusakan dengan kekuatannya dan tindak sewenang- 
sewenangnya terhadap orang lain. Sedangkan pemakan riba, berbuat kerusakan dengan sikapnya yang 
enggan memudahkan kesusahan orang lain melainkan dengan cara membebankan kepada mereka 


kesusahan yang lebih berat. Allah mengabarkan, bahwa para perampok sedang memerangi Allah dan 
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Rasul-Nya dan Allah mengumandangkan kepada pemakan riba peperangan dari-Nya dan dari Rasul- 
Nya." (Tharigul Hijratain wa Babus Sa'adatain, oleh Ibnul Oayyim, 558-559). 

Kesepuluh: Allah Ta'ala menyifatkan orang yang berhenti dari memungut riba dan 

hanya memungut modalnya (uang pokoknya) saja 

Firman-Nya, "Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." Dari penggalan makna ayat ini 
dapat dipahami dengan jelas, bahwa orang yang memungut riba, berarti ia telah berbuat zhalim atau 
aniaya terhadap saudaranya, karena ia telah mengambil sebagian dari hartanya dengan cara-cara yang 


tidak dibenarkan dalam syariat. 


Kesebelas : Allah Ta'ala menjadikan riba sebagai lawan dari sedekah. 

Ibnu OAayyim al-Jauziyyah berkata, "Allah Yang Maha Suci telah menyebutkan sikap seluruh 
manusia dalam hal harta benda pada akhir surat al-Bagarah, yaitu terbagi menjadi tiga bagian: adil, 
zhalim, dan keutamaan. Keadilan berupa akad jual beli, zhalim berupa perbuatan riba, dan keutamaan 
berupa sedekah. Kemudian Allah memuji orang-orang yang bersedekah dan menyebutkan pahala 
mereka, Ia mencela pemakan riba dan menyebutkan hukuman mereka, dan Ia membolehkan jual beli 
serta hutang-piutang hingga tempo yang telah ditentukan." (I'ilamul Muwaggi'in oleh Ibnul Oayyim, 
2/37.). 

Dan di antara dalil dari hadits-hadits Nabi shallallahu “alaihi wa sallam yang menunjukkan akan 


haramnya riba, ialah hadits berikut: 


1JG CAYAMUS 9 ASLS 9 ALS gag Lagi JSI alus 9 Ale dil elu dil Joey ad JB ala Ke 
Akaash (ola pn) 


“Dari sahabat Jabir radhiallahu 'anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam telah melaknat 
pemakan riba (rentenir), orang yang memberikan / membayar riba (nasabah), penulisnya (sekretarisnya), 
dan juga dua orang saksinya. Dan beliau juga bersabda: “Mereka itu sama dalam hal dosanya.'" (HR. 
Muslim). 

Orang yang dilaknat ialah orang yang dijauhkan atau didoakan agar dijauhkan dari kerahmatan 
Allah Ta'ala. 

Agar kita semua semakin memahami tentang betapa besarnya dosa memakan harta riba, maka 
saya mengajak pembaca untuk merenungkan sabda Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam berikut yang 


menjelaskan kadar dosa memakan harta riba, 
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Ja asia bl ca ola cat Ja OI Sita ala du gag GE 


SY dmn g Co yat 3 AN pala ol5) Ms Ya 
"(Dosa) riba itu memiliki tujuh puluh dua pintu, yang paling ringan ialah semisal dengan (dosa) 
seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Dan sesungguhnya riba yang paling besar ialah 
seseorang yang melangggar kehormatan / harga diri saudarnya." (Riwayat ath-Thabrany dan lainnya 
serta dishahihkan oleh al-Albany). 


Pada hadits lain, Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda: 


besi ja Ani) OSN Ca Cya Kaali bari JIN ya Jan JI dana ak JI 

its 3 Rapkl) 2d Cal GA Lasal Goal Cl otg) (abal! Jail Gaye LI saj ola dal 

AYI damuag 

"Sesungguhnya satu dirham yang diperoleh seseorang dengan cara riba, dosanya lebih besar di sisi Allah 

dibanding tiga puluh enam kali perzinaan yang dilakukan oleh seseorang. Dan riba yang paling besar 

ialah yang berkaitan dengan kehormatan seorang muslim." (Riwayat Ibnu Abi ad-Dunya dalam kitab 
Zammul Ghibah, al-Baihagy dan dishahihkan oleh al-Albany). 

Dalil-dalil di atas hanyalah sebagian dari sekian banyak dalil dari al-Our'an dan hadits yang 
dengan tegas mengharamkan riba dengan berbagai bentuknya. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebutlah 
para ulama' mensepakati/berijma' akan keharamannya (baca Maratibul Ijma' oleh Ibnu Hazem al- 
Andalusi 89, al-Mughni oleh Ibnu Audamah 6/52, Mughnil Muhtaj oleh As Syarbiny, 2/21). 

Syeikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Keharaman riba telah 
disepakati oleh ulama, oleh karena itu barang siapa yang mengingkari keharamannya, sedangkan ia 
tinggal di masyarakat muslim, berarti ia telah murtad (keluar dari agama Islam), karena riba termasuk 
hal-hal haram yang telah jelas dan diketahui oleh setiap orang serta telah disepekati." (as-Syarhul 
Mumti' oleh Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, 8/387). 

Karena hukum dan dosa riba demikian besarnya, maka sudah semestinya atas setiap orang Islam 
untuk memahaminya dan mengetahui berbagai transaksi yang tergolong ke dalamnya, agar tidak 
tergelincir dalam perbuatan dosa besar ini. Terlebih-lebih pada zaman sekarang, dimana ambisi untuk 


mengeruk harta telah menguasai kebanyakan manusia, sampai-sampai sebagian mereka bersemboyan, 
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adl dia aya La al pall 3 adl 3 Ja La JII 

"Yang halal adalah yang sampai ke tangan kita, dan yang haram adalah yang tidak sampai ke tangan kita.” 
La haula wala guwwata illa billah. 

Oleh karena itu, jauh-jauh hari Khalifah Umar bin Khattab radhiallahu “anhu telah berpesan 


kepada kaum muslimin secara umum, 


JAN Wes gal ass Gal 03 (LN JSI VI AB ya YI liga ya Y) 

AYI dian (Uma (BAKAT 8 Cya YP UB gan am Y) aah GA AN Ela ol 33 

"Hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita selain orang yang telah paham (berilmu), bila tidak, niscaya 

ia akan memakan riba." Ucapan beliau dengan teks demikian ini dinukilkan oleh Ibnu Abdil Bar al-Maliky. 

Dan ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam at-Tirmidzy dengan teks yang sedikit 

berbeda, "Hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita, selain orang yang telah memiliki bekal ilmu 
agama." Riwayat ini dihasankan oleh al-Albany. 

Hal semakna juga ditegaskan oleh Imam al-Ourthuby, "Adapun orang yang bodoh tentang 
hukum perniagaan,-walaupun perbuatannya tidak dihalangi- maka tidak pantas untuk diberi 
kepercayaan sepenuhnya dalam mengelola harta bendanya. Yang demikian ini dikarenakan ia tidak 
dapat membedakan perniagaan yang terlarang dari yang dibenarkan, transaksi yang halal dari yang 
haram. Sebagaimana ia juga dikawatirkan akan melakukan praktik riba dan transaksi haram lainnya, 


demikian juga halnya dengan orang kafir yang tinggal di negeri Islam." (Ahkaamul Our'an oleh Imam al- 


Ourthuby al-Maaliky, 5/29). 


Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA. —hafizhahullah- 
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Beberapa Barang yang padanya Diharamkan Melakukan Riba 
Riba tidak berlaku, kecuali pada enam jenis barang yang sudah ditegaskan nash-nash syar'i berikut: 

Dari Ubaidah bin Shamir ra bahwa Rasulullah saw bersabda, "(Boleh menjual emas dengan emas, 
perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir (sejenis gandum) dengan sya'ir, kurma dengan 
kurma, garam dengan garam, sebanding, sama dan tunai, tetapi jika berbeda jenis, maka juallah 
sesukamu, apabila tunai dengan tunai." (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 949, dan Muslim III: 1211 no: 


81 dan 1587). 
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Dengan demikian, apabila terjadi barter barang yang sejenis dari empat jenis barang ini, yaitu 
emas ditukar dengan emas, tamar dengan tamar, maka haram tambahannya baik secara riba fadhl 
maupun secara riba nasiah, harus sama baik dalam hal timbangan maupun takarannya, tanpa 
memperhatikan kualitasnya bermutu atau jelek, dan harus diserahterimakan dalam majlis. 

Dari Abi Sa'id al-Khudri ra bahwa Rasulullah saw bersabda, "Janganlah kamu menjual emas 
kecuali sama, janganlah kamu tambah sebagiannya atas sebagian yang lain, janganlah kamu menjual 
perak dengan perak kecuali sama, janganlah kamu tambah sebagiannya atas sebagian yang lain, dan 
janganlah kamu menjual emas dan perak yang barang-barangnya belum ada dengan kontan." 
(Muttafagun 'alaih: Fathul Bari IV: 379 no: 2177, Muslim III: 1208 no: 1584, Nasa'i VII: 278 dan Tirmidzi 
11: 355 no: 1259 sema'na). 

Dari Umar bin Khattab ra bahwa Rasulullah saw bersabda. "Emas dengan emas adalah riba 
kecuali begini dengan begini (satu pihak mengambil barang, sedang yang lain menyerahkan) bur dengan 
bur (juga) riba kecuali begini dengan begini, sya'ir dengan sya'ir riba kecuali begini dengan begini, dan 
tamar dengan tamar adalah riba kecuali begini dengan begini." (Muttafagun'alaih: Fathul Bahri IV: 347 
no: 2134, dan lafadz ini bagi Imam Bukhari, Muslim III: 1209 no: 1586, Tirmidzi II: 357 no: 1261, Nasa'i 
VII: 273 dan bagi mereka lafadz pertama memakai adz-dzahabu bil warig (emas dengan perak) dan 
Aunul Ma'bud IX: 197 no: 3332 dengan dua model lafadz). 

Dari Abu Sa'id ra, ia bertutur: Kami pada masa Rasulullah saw pernah mendapat rizki berupa 
tamar jama', yaitu satu jenis tamar, kemudian kami menukar dua sha' tamar dengan satu sha' tamar. 
Lalu kasus ini sampai kepada Rasulullah saw maka Beliau bersabda, "Tidak sah (pertukaran) dua sha' 
tamar dengan satu sha' tamar, tidak sah (pula) dua sha' biji gandum dengan satu sha' biji gandum, dan 
tidak sah (juga) satu Dirham dengan dua Dirham." (Muttafagun 'alaih: Muslim III: 1216 no: 1595 dan 
lafadz ini baginya, Fathul Bari IV: 311 no: 2080 secara ringkas dan Nasa'i VII: 272). 

Manakala terjadi barter di antara enam jenis barang ini dengan lain jenis, seperti emas ditukar 
dengan perak, bur dengan sya'ir, maka boleh ada kelebihan dengan syarat harus diserahterimakan di 
majlis: 

Berdasar hadits Ubadah tadi: 


"tetapi jika berlainan jenis maka juallah sesukamu, apabila tunai dengan tunai." 


Dalam riwayat Imam Abu Daud dan lainnya dari Ubadah ra Nabi saw bersabda: "Tidak mengapa 
menjual emas dengan perak dan peraknya lebih besar jumlahnya daripada emasnya secara kontan, dan 


adapun secara kredit, maka tidak boleh: dan tidak mengapa menjual bur dengan sya'ir dan sya'irnya 
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lebih banyak daripada burnya secara kontan dan adapun secara kredit, maka tidak boleh." (Shahih: Irwa- 
ul Ghalil V: 195 dan “Aunul Ma'bud IX: 198 no: 3333). 

Apabila salah satu jenis di antara enam jenis ini ditukar dengan barang yang berlain jenis dan 
'illah 'sebab', seperti emas ditukar dengan bur, atau perak dengan garam, maka boleh ada kelebihan 
atau secara bertempo, kredit: 

Dari Aisyah ra bahwa Nabi saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, 
sedangkan Nabi saw menggadaikan sebuah baju besinya kepada Yahudi itu. (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 
1393 dan Fathul Bari IV: 399 no: 2200). 

Dalam kitab Subulus Salam III: 38, al-Amir ash-Sha'ani menyatakan. "Ketahuilah bahwa para 
Ulama' telah sepakat atas bolehnya barang ribawi (barang yang bisa ditakar atau ditimbang, edt) ditukar 
dengan barang ribawi yang berlainan jenis, baik secara bertempo meskipun ada kelebihan jumlah atau 
berbeda beratnya, misalnya emas ditukar dengan hinthah (gandum), perak dengan gandum, dan lain 
sebagainya yang termasuk barang yang bisa ditakar." 

Namun, tidak boleh menjual ruthab (kurma basah) dengan kurma kering, kecuali para pemilik 
'ariyah, karena mereka adalah orang-orang yang fagir yang tidak mempunyai pohon kurma, yaitu 
mereka boleh membeli kurma basah dari petani kurma, kemudian mereka makan dalam keadaan masih 
berada di pohonnya, yang mereka taksir, mereka menukarnya dengan kurma kering. 

Dari Abdullah bin Umar ra, bahwa Rasulullah saw melarang muzabanah. Muzabanah ialah 
menjual buah-buahan dengan tamar secara takaran, dan menjual anggur dengan kismis secara takaran. 
(Muttafagun 'alaih: Fathul Bari IV: 384 no: 2185, Muslim Ill: 1171 no: 1542 dan Nasa'i VII: 266) 

Dari Zaid bin Tsabit ra bahwa Rasulullah saw memberi kelonggaran kepada pemilik “ariyyah agar 
menjualnya dengan tamar secara taksiran. (Muttafagun'alaih: Muslim III: 1169 no: 60 dan 1539 dan 
lafadz ini baginya dan sema'na dalam Fathul Bari IV: 390 no: 2192, “Aunul Ma'bud IX: 216 no: 3346, 
Nasa'i VII: 267, Tirmidzi Il: 383 no: 1218 dan Ibnu Majah II: 762 no: 2269). 

Sesungguhnya Nabi saw melarang menjual kurma basah dengan tamar hanyalah karena kurma 
basah kalau kering pasti menyusut. 

Dari Sa'ad bin Abi Waggash ra bahwa Nabi saw pernah ditanya perihal menjual kurma basah 
dengan tamar. Maka Beliau (balik) bertanya, "Apakah kurma basah itu menyusut apabila telah kering?" 
Jawab para sahabat, "Ya, menyusut." Maka Beliaupun melarangnya. (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1352, 
“Aunul Ma'bud IX: 211 no: 3343, Ibnu Majah II: 761 no: 2264, Nasa'i VII: 269 dan Tirmidzi II: 348 no: 
1243). 
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Dan, tidak sah jual beli barang ribawi dengan yang sejenisnya sementara keduanya atau salah 
satunya mengandung unsur lain. 

Riwayat Fadhalah bin Ubaid yang menjadi landasan kesimpulan ini dimuat juga dalam 
Mukhtashar Nailul Authar hadits no: 2904. Imam Asy-Syaukani, memberi komentar sebagai berikut, 
"Hadits ini menunjukkan bahwa tidak boleh menjual emas yang mengandung unsur lainnya dengan 
emas murni hingga unsur lain itu dipisahkan agar diketahui ukuran emasnya, demikian juga perak dan 
semua jenis barang ribawi lainnya, karena ada kesamaan illat, yaitu haram menjual satu jenis barang 
dengan sejenisnya secara berlebih." 

Dari Fadhalah bin Ubaid ia berkata: "Pada waktu perang Khaibar aku pernah membeli sebuah 
kalung seharga dua belas Dinar sedang dalam perhiasan itu ada emas dan permata, kemudian aku 
pisahkan, lalu kudapatkan padanya lebih dari dua belas Dinar, kemudian hal itu kusampaikan kepada 
Nabi saw, Maka Beliau bersabda, “Kalung itu tidak boleh dijual hingga dipisahkan." (Shahih: Irwa-ul 
Ghalil no: 1356, Muslim III: 1213 no: 90 dan 1591, Tirmidzi Il: 363 no: 1273, “Aunul Ma'bud IX: 202 no: 
3336 dan Nasa'i VII: 279). 


Sumber: Diadaptasi dari "Abdul "Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-Wajiz Fi Fighis Sunnah Wal Kitabil "Aziz, 
atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Our"an dan As-Sunnah Ash-Shahihah, terj. Ma"ruf Abdul 
Jalil (Pustaka As-Sunnah), hlm. 668 - 676. 


http://alislamu.com/index.php?option-com content&task-view&id-263&Itemid-22 


Kaidah Penting Seputar Transaksi Riba: Pembagian Akad Ditinjau dari Tujuannya 


Bila kita memperhatikan tujuan atau maksud berbagai akad yang terjadi antara dua orang atau 
lebih, maka kita dapat membagi berbagai akad tersebut menjadi tiga macam: 
Pertama, akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga setiap orang yang menjalankan 
akad ini senantiasa sadar dan menyadari bahwa lawan akadnya sedang berusaha mendapatkan 
keuntungan dari akad yang ia jalin, demikian juga dengan dirinya. Oleh karena itu, pada akad ini 
biasanya terjadi suatu proses yang disebut dengan tawar-menawar sehingga setiap orang tidak akan 
menyesal atau terkejut bila di kemudian hari ia mengetahui bahwa lawan akadnya berhasil memperoleh 
keuntungan dari akad yang telah mereka jalin. 
Contoh nyata dari akad macam ini ialah akad jual beli, sewa-menyewa, syarikat dagang, penggarapan 


tanah (musagaah) dan lain-lain. 
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Syariat Islam pada prinsipnya membenarkan bagi siapa saja untuk mencari keuntungan melalui 
akad semacam ini, bahkan keuntungan yang diperoleh dari akad ini -bila dijalankan dengan cara-cara 


yang benar- termasuk penghasilan yang halal dan paling baik. 


Ha JS cam Jan Jll Jas) 1JB Sendal Kam Ca Tedil Jan 3G Ja JB m@A Ua Aly Us 


AYI dnmag SSI 9 il adal 4 Samad ol) (25yaa 
"Dari sahabat Rafi' bin Khadij ia menuturkan, 'Dikatakan (kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam) 
Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik'? Beliau menjawab, 'Hasil pekerjaan seseorang 
dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik."" (HR. Ahmad, ath-Thabrani, al-Hakim, dan 


disahihkan oleh Syaikh al-Albani). 


Kedua, akad yang bertujuan untuk memberikan perhargaan, pertolongan, dan jasa baik atau uluran 
tangan kepada orang lain. Sehingga biasanya yang menjalin akad macam ini ialah orang yang sedang 
membutuhkan bantuan atau sedang terjepit oleh suatu masalah, yang mengakibatkannya 
membutuhkan kepada uluran tangan saudaranya. Oleh karena itu, orang yang menjalankan akad ini 
tidak rela bila ada orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitannya ini, guna mengeruk 
keuntungan dari bantuan yang ia berikan. Contoh nyata dari akad macam ini ialah akad utang-piutang, 
penitipan(1), peminjaman, sedekah, hadiah, pernikahan dan lain-lain. 

Oleh karena tujuan akad macam ini seperti disebutkan di atas, maka syariat Islam tidak 
membenarkan bagi siapapun untuk memanfaatkan keadaan sebagian orang yang sedang terjepit atau 
dalam kesusahan untuk mengeruk keuntungan, baik keuntungan materi atau maknawi dari lawan 


akadnya. 


MEN ME US Kang YAN SES Ga KANAN Gg 
"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap 


dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (Os. al-Bagarah: 276). 


Pada ayat ini Allah Ta'ala mengancam para pemakan riba dan kemudian dilanjutkan dengan 
menyebutkan ganjaran yang akan diterima oleh orang yang bersedekah. Ini mengisyaratkan kepada kita 
bahwa praktik riba adalah lawan dari sedekah. Isyarat ini juga dapat kita pahami dengan jelas pada ayat- 


ayat selanjutnya, 
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batasi MUA Cskaga SS Ul WII Oa CA Va 1913 AMAN Lgi Gali Aa G 
KE AA GL AA SEM A3 gd 

PUS Uls Usai Y3 Osaka Y Alyah a33) ASI Abi UI Alat 3 AN Gya tayang 
3 A0 OA, A0 SG PE Ti ANN EA NAN Lah 8 Pe SN AONNK HN 

Lose Ai ul AI (33 | Aha la Bata (I Sojata 3 jus 

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum 
dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 
riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan 
jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan 


menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Os. al- 


Bagarah: 278-280). 


Oleh karena itu, dinyatakan dalam satu kaidah yang amat masyhur dalam ilmu fikih, 


bo) sei lesi ya KHS 
"Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba" (baca al-Muhadzdzab oleh asy- 
Syairazi 1/304, al-Mughni oleh Ibnu Gudamah 4/211&213, asy-Syarhu al-Mumti', 9/108-109 dan lain- 


lain). 


Ketiga, akad yang dapat diperlakukan dengan kedua tujuan di atas, yaitu dapat sebagai akad yang 
bertujuan menolong dan dapat diperlakukan sebagai akad yang bertujuan mencari keuntungan. Di 
antara akad jenis ini ialah akad syarikah, igaalah (membatalkan suatu akad), dan akad at-tauliyah 


(menjual barang dengan harga beli) (baca Bidayah al-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd al-Hafidz, 7/236). 


Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri 


Artikel www.PengusahaMuslim.com 


Catatan kaki: 


Yang dimaksud dengan penitipan di sini ialah penitipan yang tanpa dipungut upah. Adapun penitipan yang sering 
terjadi di masyarakat, misalnya penitipan sepeda motor, mobil dan lain-lain yang dipungut biaya penitipan, maka 
akad ini sebenarnya bukan akad penitipan, akan tetapi akad jual-beli jasa, yang diistilahkan dalam ilmu fikih 
dengan akad ijarah (kontrak kerja). 
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Kaidah Penting Seputar Transaksi Riba: Pembagian Akad Ditinjau dari Tujuannya 


Bila kita memperhatikan tujuan atau maksud berbagai akad yang terjadi antara dua orang atau 
lebih, maka kita dapat membagi berbagai akad tersebut menjadi tiga macam: 
Pertama, akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga setiap orang yang menjalankan 
akad ini senantiasa sadar dan menyadari bahwa lawan akadnya sedang berusaha mendapatkan 
keuntungan dari akad yang ia jalin, demikian juga dengan dirinya. Oleh karena itu, pada akad ini 
biasanya terjadi suatu proses yang disebut dengan tawar-menawar sehingga setiap orang tidak akan 
menyesal atau terkejut bila di kemudian hari ia mengetahui bahwa lawan akadnya berhasil memperoleh 
keuntungan dari akad yang telah mereka jalin. 

Contoh nyata dari akad macam ini ialah akad jual beli, sewa-menyewa, syarikat dagang, 
penggarapan tanah (musagaah) dan lain-lain. 

Syariat Islam pada prinsipnya membenarkan bagi siapa saja untuk mencari keuntungan melalui 
akad semacam ini, bahkan keuntungan yang diperoleh dari akad ini -bila dijalankan dengan cara-cara 


yang benar- termasuk penghasilan yang halal dan paling baik. 


Ha JS cam Jan Jll Jas) 1JB Sendal Kam Ci Iedil Jan 3G Ja JB Aa al us 


AYI Anang Sl 9 il salat $ Samad ol) (o5yaa 
"Dari sahabat Rafi' bin Khadij ia menuturkan, 'Dikatakan (kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam) 
Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik'? Beliau menjawab, 'Hasil pekerjaan seseorang 
dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik."" (HR. Ahmad, ath-Thabrani, al-Hakim, dan 


disahihkan oleh Syaikh al-Albani). 


Kedua, akad yang bertujuan untuk memberikan perhargaan, pertolongan, dan jasa baik atau uluran 
tangan kepada orang lain. Sehingga biasanya yang menjalin akad macam ini ialah orang yang sedang 
membutuhkan bantuan atau sedang terjepit oleh suatu masalah, yang mengakibatkannya 
membutuhkan kepada uluran tangan saudaranya. Oleh karena itu, orang yang menjalankan akad ini 
tidak rela bila ada orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitannya ini, guna mengeruk 
keuntungan dari bantuan yang ia berikan. Contoh nyata dari akad macam ini ialah akad utang-piutang, 


penitipan(1), peminjaman, sedekah, hadiah, pernikahan dan lain-lain. 
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Oleh karena tujuan akad macam ini seperti disebutkan di atas, maka syariat Islam tidak 
membenarkan bagi siapapun untuk memanfaatkan keadaan sebagian orang yang sedang terjepit atau 
dalam kesusahan untuk mengeruk keuntungan, baik keuntungan materi atau maknawi dari lawan 


akadnya. 


MEN ME US Kang YAN SES Ga KANAN Gg 
"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap 


dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (Os. al-Bagarah: 276). 


Pada ayat ini Allah Ta'ala mengancam para pemakan riba dan kemudian dilanjutkan dengan 
menyebutkan ganjaran yang akan diterima oleh orang yang bersedekah. Ini mengisyaratkan kepada kita 
bahwa praktik riba adalah lawan dari sedekah. Isyarat ini juga dapat kita pahami dengan jelas pada ayat- 


ayat selanjutnya, 


LIA ai AT ja Tata ai Gl OI Da Gadh La 1373 AIM LA Ta Sal GA 
BLANK SAMA KK AA o Lor LA 0 ya ORA Hati te 5. ag 

PUS Os Usai YO sablai Y ASIN yal a99) ASIA At Cg Al gan yg AI Ca Ca AH 

spa IN Oo 8a 5 o BO AA a 1 TS AO a am OA 

Uoyalas AAS Gl ASI (RS | Aina lg Bola dl SAS 2 jae 

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum 

dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 

riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 

pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan 

jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan 

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Os. al- 


Bagarah: 278-280). 


Oleh karena itu, dinyatakan dalam satu kaidah yang amat masyhur dalam ilmu fikih, 


bo) sei lesi ya KHAS 
"Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba" (baca al-Muhadzdzab oleh asy- 
Syairazi 1/304, al-Mughni oleh Ibnu Gudamah 4/211&213, asy-Syarhu al-Mumti', 9/108-109 dan lain- 


lain). 
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Ketiga, akad yang dapat diperlakukan dengan kedua tujuan di atas, yaitu dapat sebagai akad yang 
bertujuan menolong dan dapat diperlakukan sebagai akad yang bertujuan mencari keuntungan. Di 
antara akad jenis ini ialah akad syarikah, igaalah (membatalkan suatu akad), dan akad at-tauliyah 


(menjual barang dengan harga beli) (baca Bidayah al-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd al-Hafidz, 7/236). 


Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri 


Artikel www.PengusahaMuslim.com 


Catatan kaki: 


(1) Yang dimaksud dengan penitipan di sini ialah penitipan yang tanpa dipungut upah. Adapun penitipan yang 
sering terjadi di masyarakat, misalnya penitipan sepeda motor, mobil dan lain-lain yang dipungut biaya penitipan, 
maka akad ini sebenarnya bukan akad penitipan, akan tetapi akad jual-beli jasa, yang diistilahkan dalam ilmu fikih 
dengan akad ijarah (kontrak kerja). 


Kaidah Penting Seputar Transaksi Riba: Perbedaan antara Piutang dengan Tabungan 
(Wadi'ah) 

Permasalahan ini harus dikuasai dan senantiasa diingat, agar tidak terkecoh dengan 
perubahan nama atau sebutan riba. Masyarakat di belahan bumi manapun, pada zaman ini 
telah mengubah nama riba menjadi bunga atau faidah, dan mengubah nama piutang menjadi 
tabungan atau wadi'ah. 

Piutang (al-gardhu) adalah suatu akad berupa memberikan harta kepada orang yang 
akan menggunakannya dan kemudian ia berkewajiban mengembalikan gantinya (baca Mughni 
al-Muhtaj oleh asy-Syarbiny asy-Syafi'i, 2/117 dan asy-Syarhu al-Mumti' oleh Ibnu “Ustaimin, 
9/93). Adapun akad tabungan atau wadi'ah adalah menyerahkan harta kepada orang yang 
menjaganya/menyimpankannya (baca Mughni al-Muhtaj, 3/79, Kifayah al-Akhyaar oleh 
Tagiyuddin al-Hishny, 2/11 dan asy-Syarhu al-Mumti', 10/285). 

Agar perbedaan antara wadi'ah (titipan) dengan dain (piutang) menjadi jelas, maka 


cermatilah perbedaan hukum antara keduanya dalam diagram berikut: 
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Tabel Perbedaan Piutang dengan Tabungan 

No Piutang (Dain) Tabunganj/Titipan/Simpanan (Wadi'ah) 

1 (Penghutang (bank) Penyimpan, tidak dibenarkan untuk 
sepenuhnya dibenarkan menggunakan uang atau barang yang 


untuk menggunakan uang disimpankan kepadanya, kecuali atas seizin 


piutangnya, baik dengan (pemilik uang / barang. Bila ia 


dibelanjakan atau menggunakannya, maka ia telah 
dihibahkan atau berkhianat, dan berkewajiban mengganti 
dihutangkan kembali barang tersebut bila terjadi kerusakan. 


kepada orang lain. 


2 Bila uang atau barang Kerusakan yang tidak disengaja, atau tanpa 
rusak atau hilang, setelah ada kelalaian dari penerima titipan, maka 
akad piutang terjadi, maka 'ia tidak bertanggung jawab untuk 
sepenuhnya menjadi menggantinya atasnya. 
tanggung jawab 


penghutang (bank). 


3 Piutang adalah akad yang Penyimpan, berhak mengambil barang 
mengikat, sehingga tidak — simpanannya kapanpun, walau sebelum 
dibenarkan bagi pemberi jatuh tempo yang telah disepakati, asalkan 
piutang untuk menarik tidak menyusahkan penyimpan. 
kembali uangnya kecuali 
setelah jatuh tempo atau 


atas izin penghutang. 


4 |Diharamkan bagi pemberi (Mustahil ada orang yang siap menjadi 
piutang untuk penyimpan barang atau uang, bila pemilik 
mensyaratkan keuntungan barang mensyaratkan agar ia memberi 
dalam wujud apapun atas keuntungan kepada pemilik barang. 
penghutang. Padahal penyimpan tidak dibenarkan 


untuk menggunakan barang simpanan. 


5 IPenghutang (bank)tidak Bila penyimpan memungut upah atas 


dibenarkan sama sekali simpanan, maka akadnya secara otomatis 


untuk memungut upah dari berubah menjadi akad sewa-menyewa 


pemberi piutang, karena 
itu termasuk tindak 


kezhaliman. 


Tujuan piutang adalah 
untuk memenuhi 


kebutuhan orang yang 


berhutang. Sehingga yang 


diuntungkan biasanya 


adalah penghutang. 


Kepemilikian barang atau 
uang telah berpindah 
tangan menjadi milik 
penghutang (bagi yang 
ingin mendapatkan 
penjelasan lebih banyak 
tentang berbagai hukum 
hutang piutang, silakan 
baca al-'Aziiz Syarah al- 
Wajiiz oleh Imam ar- 
Raafi'1, 4/432 dan 
seterusnya, Mughni al- 
Muhtaj, 2/117-120, asy- 
Syarhu al-Mumti', 9/93- 
116). 


atau jual beli jasa. Hal ini akan 
menimbulkan konsekuensi hukum yang 
berbeda dengan akad simpanan yaitu 
penyimpan berkewajiban untuk 
memberikan dhamaan (jaminan) bila 
terjadi kerusakan. Selain itu ia telah 


berlaku khianat dan berdosa. 


Tujuan akad penitipan ialah untuk 
menolong pemilik barang, sehingga yang 
diuntungkan biasanya adalah pemilik 


barang. 


Kepemilikan barang tidak pernah 
berpindah tangan menjadi milik 
penyimpan (untuk mendapatkan kejelasan 
lebih banyak tentang berbagai hukum yang 
berkaitan dengan Wadi'ah, silakan baca al- 
'Aziiz Syarah al-Wajiiz, oleh Imam ar- 
Raafi'i, 7/292 dan seterusnya, Mughni al- 
Muhtaj, 3/79-91 dan asy-Syarhu al-Mumti', 
10/285-316, Kifayah al-Akhyaar oleh 
Tagiyuddin al-Hishni 2/12-17). 
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Bila kita bandingkan antara tabungan di perbankan zaman kita ini dengan hukum-hukum 
wadi''ah yang ada pada kolom di atas, niscaya akan kita dapati adanya beberapa 
ketidaksesuaian. Wadi'ah yang diterapkan dalam perbankan lebih sesuai dengan hukum 
dain/piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. 
Dengan demikian, sebenarnya wadi'ah/tabungan yang ada di perbankan adalah piutang, 
sehingga yang berlaku padanya adalah hukum hutang piutang, dan bukan hukum 


wadi'ah/titipan. 


Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri 


Artikel www.PengusahaMuslim.com 


Kaidah Penting Seputar Transaksi Riba: Setiap Keuntungan dari Piutang Adalah Riba 


Kaidah Pertama: Setiap Keuntungan dari Piutang Adalah Riba. 
Ditinjau dari tujuannya, berbagai transaksi yang dilakukan oleh manusia dapat kita bagi menjadi tiga 
bagian: 
1. Transaksi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, misalnya jual beli, sewa-menyewa, 
mudharabah dan lain-lain. 
2. Transaksi yang bertujuan memberikan bantuan uluran tangan dan meringankan kesusahan orang 
lain, misalnya hutang-piutang, peminjaman barang, penitipan barang, hibah dan lain-lain. 
3. Transaksi yang bertujuan memberikan jaminan kepada pihak lain, bahwa haknya tidak akan hilang, 


misalnya pegadaian, jaminan dan lain-lain. 


Akad (Transaksi) jenis kedua, biasanya terjadi antara orang yang sedang dalam kesusahan, sehingga ia 
membutuhkan pertolongan orang lain yang memiliki kelapangan dalam hal harta benda atau lainnya. 
Pada keadaan semacam ini, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak memancing dalam air keruh. 
Bahkan bukan sekadar melarang, Islam juga menganjurkan umatnya untuk ikut andil dalam 


menjernihkan air yang sedang keruh: yaitu dengan cara memberikan pertolongan dan bantuan. 
Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


alur ol 9) AAS USA Sal US Una Yoo HAN, 
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“Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, selama ia menolong saudaranya.” (HR Muslim) 


Dalam hal hutang piutang, Allah Ta'ala berfirman, 


280 BU, (gali Ai Uh ASI ARI AAA Ola Boat AI PO jata poyue MU Us 

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. 

Dan menyedakahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Os. 
al-Bagarah: 280) 

Abu Abdillah Muhammad al-Bukhari al-Hanafi berkata, “Tidaklah ada orang yang sudi 
menanggung riba, selain orang yang sedang terhimpit oleh kebutuhan dan kesusahannya. Sehingga, 
seharusnya orang yang demikian ini dikasihani, disayangi dan ditolong. Oleh karena itu, orang-orang 
semacam ini biasanya berhak untuk menerima sedekah. Andaikata kita tidak bersedekah, maka paling 
tidak kita tidak meminta tambahan/bunga atas piutangnya. Akan tetapi, bila kita tetap juga meminta 
tambahan atas piutangnya, maka sikap ini menunjukkan, bahwa kita benar-benar tidak memiliki rasa iba 
dan sangat berambisi untuk menumpuk harta. Sudah barang tentu sikap ini tidak layak bagi orang yang 
beriman, bahwa ia akan meninggalkan kehidupan fana ini.” (Mahaasin al-Islam oleh Abu Abdillah 
Muhammad al-Bukhari al-Hanafi, hal. 84) 

Ucapan senada juga diutarakan oleh Ibnu Taimiyyah, “Pada asalnya, tidaklah ada orang yang 
sudi untuk bertransaksi dengan cara riba, selain orang yang sedang dalam kesusahan. Bila tidak, maka 
sudah barang tentu orang yang dalam kelapangan tidak mungkin rela untuk membeli barang seharga 
1000 dengan harga 1200 dengan pembayaran dihutang, bila ia benar-benar sedang tidak membutuhkan 
uang 1000 tersebut. Orang yang rela untuk membeli barang dengan harga yang melebihi harga 
semestinya hanyalah orang yang sedang dalam kesusahan. Sehingga perbedaan harga kredit dengan 
kontan tersebut merupakan tindak kezhaliman kepada orang yang sedang mengalami kesusahan... dan 
riba benar-benar terwujud padanya tindak kezhaliman kepada orang yang sedang kesusahan. Oleh 
karenanya, riba sebagai lawan dari sedekah. Hal ini karena Allah tidaklah membebaskan orang-orang 
kaya, hingga mereka menyantuni orang-orang fakir karena kemaslahatan orang kaya dan juga fakir 
dalam urusan agama dan dunia tidak akan terwujud dengan sempurna, melainkan dengan cara tersebut.” 


(al-Gawaid an-Nuraniyah, hal. 116) 
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Dikarenakan alasan yang sangat mulia ini, syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang 
dikeruk dari piutang, dan menyebutnya sebagai riba. Oleh karenanya, para ulama menegaskan hal ini 


dalam sebuah kaidah yang sangat masyhur dalam ilmu fikih, yaitu: 


bo) sei lesi pa KHAS 

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba.” (baca al- 

Muhadzdzab oleh asy-Syairazi 1/304, al-Mughni oleh Ibnu Oudamah 4/211 & 213, Majmu' Fatawa Ibnu 
Taimiyyah 29/533, Ghamzu “Uyun al-Basha'ir 5/187, asy-Syarhul Mumthi' 9/108-109 dan lain-lain) 

Imam asy-Syairazi asy-Syafi'i berkata, “Tidak dibenarkan setiap piutang yang mendatangkan 
manfaat/keuntungan. Misalnya, ia menghutangi orang lain 1000 (dinar), dengan syarat penghutang 
menjual rumahnya kepada pemberi hutang, atau mengembalikannya dengan lempengan dinar yang 
lebih baik atau lebih banyak, atau menuliskan suftajah|1J, sehingga ia diuntungkan dalam wujud rasa 
aman selama di perjalanan. Dalil hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh "Amr bin Syu'aib dari 


ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi shallallahu “alaihi wa sallam bersabda: 


ag Halu US 
“Melarang salaf (piutang) bersama jual-beli.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan 
dihasankan oleh al-Albani) 

Yang dimaksud dengan salaf ialah piutang, kata salaf adalah bahasa orang-orang Hijaz (Mekkah, 
Madinah dan sekitarnya -pen). Diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu “Abbas 
radhiallahu '“anhum, bahwa mereka semua melarang setiap piutang yang mendatangkan manfaat, 
karena piutang adalah suatu akad yang bertujuan untuk memberikan uluran tangan (pertolongan), 
sehingga bila pemberi piutang mensyaratkan suatu manfaat, maka akad piutang telah keluar dari tujuan 
utamanya.” (al-Muhadzdzab oleh Imam asy-Syairazy asy-Syafi'i, 1/304) 

Muhammad Nawawi al-Bantaani berkata, “Tidak dibenarkan untuk berhutang uang atau lainnya 
bila disertai persyaratan yang mendatangkan keuntungan bagi pemberi piutang, misalnya dengan 
syarat: pembayaran lebih atau dengan barang yang lebih bagus dari yang dihutangi. Hal ini berdasarkan 


ucapan sahabat Fudholah bin Ubaid radhiallahu “anhu, 


bo) sed Aaiia pa KAA IS 
“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan, maka itu adalah riba.” (2) 
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Maksudnya setiap piutang yang dipersyaratkan padanya suatu hal yang akan mendatangkan 
kemanfaatan bagi pemberi piutang maka itu adalah riba. Bila ada orang yang melakukan hal itu, maka 
akad hutang-piutangnya batal, bila persyaratan itu terjadi pada saat akad berlangsung.” (Nihayatu az- 
Zain Fi Irsyad al-Mubtadiin oleh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi 242. Keterangan serupa juga 
dapat dibaca di Mughni al-Muhtaaj oleh asy-Syarbini, 2/119, Nihayatu al-Muhtaaj oleh ar-Ramli, 4/231) 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap keuntungan dalam hutang piutang, baik 
berupa materi atau jasa atau yang lainnya adalah haram, karena itu semua adalah riba. Bukan hanya 
mengharamkan riba, Islam juga membuka pintu-pintu kebaikan dan amal salih, yaitu dengan 


menganjurkan umatnya untuk menunda atau memaafkan haknya, Allah Ta'ala berfirman, 


Oon AS Gu ASI OR DAS UI Boata di SA Bas US Us 

“Dan bila orang yang berhutang itu dalam kesusahan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. 

Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Os. 
al-Bagarah: 280) 

Untuk sedikit mengetahui betapa besarnya pahala yang akan didapatkan oleh orang yang 

memberikan pertolongan kepada orang yang sedang kesusahan, maka saya mengajak pembaca untuk 


kembali merenungkan kisah berikut: 


BT alas Ca Aang il Gl 1 alang dal AI Ala dil gay JB UE dis dil ema) ia Ye 
CL (isl ay UI Jas AI yga4 Yf 1 Mba Talas Tila 24) Ja Ya il 


Aslo Gia gane Ge Ig jala celia Ih Gal Ul 

"Sahabat Hudzaifah radhiallahu a'nhu menuturkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda, '(Pada hari kiamat kelak) Allah mendatangkan salah seorang hamba-Nya yang pernah Ia beri 
harta kekayaan, kemudian Allah bertanya kepadanya, 'Apa yang engkau lakukan ketika di dunia?" (Dan 
mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah suatu kejadian) (Os. an-Nisa: 42) la pun menjawab, 
“Wahai Tuhanku, Engkau telah mengaruniakan kepadaku harta kekayaan, dan aku berjual beli dengan 
orang lain, dan kebiasaanku (akhlakku) adalah senantiasa memudahkan, aku meringankan (tagihan) 


orang yang mampu dan menunda (tagihan kepada) orang yang tidak mampu.' Kemudian Allah berfirman, 
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“Aku lebih berhak untuk melakukan ini daripada engkau, mudahkanlah hamba-Ku ini.” (Muttafagu 
“alaih) 
Betapa indahnya syariat Islam dan betapa mulianya akhlak seseorang yang benar-benar 
mengamalkan ajaran agama Allah. Jika beranjak dari hati yang jernih dan objektif kita mau merenungkan 
syariat Islam yang berkaitan dengan hutang piutang ini, niscaya kita akan sampai pada keyakinan, bahwa 


syariat ini adalah syariat yang benar-benar datang dari Allah Ta'ala. 


Footnote: 


(1 Suftajah ialah semacam surat kuasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, sehingga dengan surat kuasa tersebut 
pemegang surat kuasa dapat mencairkan uangnya di tempat lain dari perwakilan pihak yang mengeluarkan surat tersebut. 
Sehingga dapat dipahami bahwa Suftajah pada zaman dahulu, berfungsi seperti fungsi cek pada zaman sekarang. Baca al- 
Misbah al-Munir oleh al-Fayyumi 1/278 dan al-Oamus al-Muhith oleh al-Fairuz Abadi 1/301. 

(21 Ucapan Fudhalah bin Ubaid radhiallahu “anhu diriwayatkan oleh al-Baihagi. Ucapan serupa juga diriwayatkan dari sahabat 
Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Salaam dan Anas bin Malik radhialahu 'anhum. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, “Dan 
piutang yang mendatangkan kemanfaatan, telah tetap pelarangannya dari beberapa sahabat yang sebagian disebutkan oleh 
penanya dan juga dari selain mereka, di antaranya sahabat Abdullah bin Salaam dan Anas bin Maalik.” (Majmu' Fatawa Ibnu 
Taimiyyah, 29/334). -bersambung insya Allah- 
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Kaidah Penting Seputar Transaksi Riba: Persyaratan Tertulis dan Tidak Tertulis 


Dalam menjalankan berbagai akad, kita seringkali mensyaratkan berbagai persyaratan. Bila kita 
cermati persyaratan-persyaratan yang biasa terjadi dalam perniagaan, niscaya kita akan dapatkan ada 
dua macam persyaratan: 

Persyaratan yang dituangkan dengan tegas secara lisan atau tulisan dalam akad penjualan. 

Persyaratan yang tidak dituangkan secara tulisan atau lisan dalam akad penjualan, akan tetapi 
persyaratan itu telah diketahui dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat (baca I'lamul Muwaggi'in 
oleh Ibnul Oayyim, 2/414, Asy-Syarhul Mumti' oleh Syaikh Ibnu 'Utsaimin, 9/11 dan Dirasatun Syar'iyyah 
oleh Dr. Muhammad Musthafa as Syangithy, 1/50-53). Para ulama menuangkan hukum persyaratan 


jenis kedua ini dalam suatu kaidah, 


"Sesuatu yang telah diketahui secara bersama, bagaikan hal yang telah ditegaskan dalam persyaratan." 
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Sebagai contoh bagi persyaratan jenis kedua, bila suatu masyarakat memiliki tradisi bahwa 
dalam jual beli barang mebel dan yang serupa, penjual berkewajiban mengantarkan mebel yang telah 
dibeli ke rumah pembeli, tanpa tambahan biaya, maka tradisi ini memiliki kekuatan hukum sehingga 
harus dijalankan. Dengan demikian, penjual (toko) berkewajiban mengantarkan barang yang telah 
terbeli ke rumah pembeli, walaupun ketika akad pembelian kedua belah pihak tidak menyinggung- 
nyinggung sama sekali servis antar ini. Karena, kebiasaan masyarakat ini bagaikan salah satu persyaratan 
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad jual beli mereka, sehingga kebiasaan ini wajib 
diindahkan oleh kedua belah pihak. 

Kaitan pembahasan hal ini dengan hukum riba adalah setiap faidah atau tambahan yang 
dipersyaratkan dari suatu piutang, baik dipersyaratkan secara tertulis sebagai persyaratan atau telah 
menjadi tradisi pelaku akad, maka semuanya dikategorikan sebagai riba. Misalnya, seseorang yang telah 
dikenal bahwa ia tidak sudi untuk mengutangkan uangnya kepada orang lain, kecuali bila pengutang 
memberikan bunga 1056, maka kebiasaannya tersebut telah menjadi persyaratan yang mempengaruhi 


hukum akad utang piutangnya, dan status bunga yang ia ambil adalah riba. 


Oleh karena itu, tatkala praktik riba telah merajalela di negeri Irak, maka sahabat Abdullah bin Salam 
radhiallahu 'anhu berpesan kepada Abu Burdah untuk tidak menerima hadiah yang diberikan oleh 


pengutang, 


S3 Situala J jiall (sasa Gilas JW sala Ca Alih ane Caild “Aipall Ca JB Bap (al US 
sana Callasld Saya laa Anuna (ed Cola g Calung dale dil laa dil Jgn AA api FS 
Mn ae na is 
Ayam gai Alang da oil da IA Jah II sa Ga Saad Ol Aaj Ala ya Uls 

Seal 9 SBI ol) .Uea8 Lag All lks Gila 


"Dari Abu Burdah, ia mengisahkan, 'Aku tiba di Madinah, lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam, 
maka beliau berkata (kepadaku), 'Mari singgah ke rumahku, dan akan aku hidangkan untukmu minuman 
di bejana yang pernah digunakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk minum, dan engkau 
dapat menunaikan shalat di tempat yang pernah beliau gunakan untuk shalat.' Maka, akupun pergi 
bersamanya. Lalu ia memberiku minuman dari gandum (sawig), dan menghidangkan untukku kurma, 


dan aku menunaikan shalat di tempat ia shalat (mushalla dalam rumah-pen.). Selanjutnya beliau 
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berpesan kepadaku, 'Sesungguhnya engkau tinggal di suatu negeri yang padanya praktik riba merajalela, 
dan sesungguhnya di antara pintu-pintu riba ialah seseorang dari kalian memberikan piutang hingga 
tempo tertentu, dan bila telah jatuh tempo, penghutang datang dengan uang yang ia hutang sambil 
membawa serta keranjang yang berisikan hadiah, maka hendaknya engkau menghindari keranjang 
beserta isinya itu." (HR. Bukhari dan al-Baihagi). 

Bila kita amati, maka kita akan dapatkan bahwa nasabah yang menabungkan dananya di bank 
syariah agar mendapatkan bagian hasil, -biasanya atau bahkan semuanya- tidak sudi bila dananya 
terkurangi walau pihak bank mengalami kerugian. Dengan demikian, berdasarkan kaidah ini -walau tidak 
dituliskan atau diucapkan-, maka bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah adalah riba, dan 
bukan bagi hasil. 

Adapun bila tidak ada persyaratan yang tertulis atau terucap, juga tidak ada tradisi sebelumnya, 
maka penghutang ketika saat pelunasan dibenarkan untuk memberikan hadiah sebagai ungkapan terima 


kasih. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Abu Rafi' radhiallahu 'anhu berikut, 


Hita Jl ya Ul dal Tani M3 JR Ya Kiliaikul alang Asle Al (alun AM Uguat) Ol 
Mel LA VI Lai Sl ab TJ Gaal dal Aa NA BKI IR Gamat Ol Ll ada 
alua ol gy eat Agil Gali JUS Ojo) hei : Jas 
"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berhutang seekor anak unta dari seseorang, lalu 
datanglah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam unta-unta zakat, maka beliau memerintahkan Abu 
Rafi' untuk menyerahkan anak untanya kepada orang tersebut. Tak selang beberapa saat, Abu Rafi' 
kembali menemui beliau dan berkata, 'Aku hanya mendapatkan unta yang telah genap berumur enam 
tahun.' Maka, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya, 'Berikanlah unta itu 
kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik pada saat melunasi piutangnya." 
(HR. Muslim) 

Imam an-Nawawi berkata, "Pada hadits ini terdapat pelajaran, bahwa orang yang berhutang 
disunahkan untuk membayar hutang dengan yang lebih baik dari piutang yang sebenarnya ia tanggung. 
Perbuatan ini termasuk hal yang disunahkan dan akhlak terpuji, serta tidak termasuk dalam piutang 
yang mendatangkan kemanfaatan yang terlarang. Karena yang dilarang ialah kemanfaatan yang 
dipersyaratkan pada saat akad piutang. Menurut madzhab kita (madzhab Syafi'i), disunahkan untuk 
memberikan tambahan pada saat pelunasan melebihi jumlah piutang yang sebenarnya. Sebagaimana 


diperbolehkan pula bagi pemberi piutang untuk menerima tambahan tersebut, baik tambahan berupa 
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kriteria yang lebih baik, atau tambahan dalam jumlah, misalnya menghutangi sepuluh, lalu penghutang 
memberinya sebelas dinar." (Syarah Shahih Muslim oleh Imam an-Nawawi asy-Syafi'i, 11/37). 
Keterangan serupa juga disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathu al-Bari, bahkan 
beliau memberikan tambahan penting, yaitu diharamkannya tambahan yang dipersyaratkan pada akad 
piutang adalah suatu hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama (Fathu al-Bari oleh Ibnu Hajar al- 


Asgalani, 5/67). 
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Kaidah Penting Seputar Transaksi Riba: Perubahan Nama Tidak Dapat Mengubah 
Hakikat dan Hukum Sesuatu 

Ibnul Gayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita metode yang paling efektif dan selamat 
dalam mengetahui dan memahami syariat Allah Ta'ala yaitu dengan mengetahui, memahami dan 
menguasai setiap nama dan istilah yang ada dalam syariat, beliau berkata, 

“Telah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada hamba-hamba- 
Nya batasan-batasan halal dan haram melalui firman-Nya. Dan Allah juga telah mencela orang-orang 
yang tidak mengetahui batasan-batasan yang telah Allah wahyukan kepada Rasul-Nya shallallahu “alaihi 
wa sallam (sebagaimana ditegaskan dalam surat at-Taubah, ayat 97). 

Batasan-batasan yang telah Allah wahyukan adalah Kalamullah, sehingga batasan-batasan 
syariat Allah senantiasa memperhatikan setiap pengertian nama/istilah yang akan menetapkan hukum 
halal dan haram. Itulah batasan-batasan syariat yang diwahyukan kepada Rasul-Nya. Batasan 
namaristilah tersebut adalah kandungannya yang telah ditetapkan dalam ilmu bahasa atau syariat 
(definisi menurut bahasa atau istilah syariat -pen.), sehingga tidak ada yang masuk ke dalamnya sesuatu 
apapun yang tidak termasuk darinya, dan tidak pula dikecualikan sesuatu apapun yang termasuk bagian 
darinya. 

Nama-nama yang memiliki batasan-batasan dalam Kalamullah dan Rasul-Nya ada tiga macam: 
o Nama-nama yang memiliki batasan-batasan (definisi/pengertian) secara bahasa 
(diistilahkan dalam ilmu ushul figih dengan hakikat lughowiyyah -pen.), misalnya kata 
matahari, bulan, daratan, lautan, malam, siang. Barangsiapa yang mengartikan nama- 


nama ini dengan selain kandungannya, atau mengkhususkannya pada sebagian 
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kandungannya, atau mengeluarkan sebagian kandungannya, maka ia telah melampaui 
batasannya. 

o Nama-nama yang memiliki batasan-batasan (definisi/pengertian) dalam syariat 
(diistilahkan dalam ushul figih dengan hakikat syariiyah -pen.), misalnya kata shalat, 
puasa, haji, zakat, iman, Islam, takwa dan yang serupa. Cakupan nama-nama ini 
terhadap kandungannya serupa dengan cakupan nama-nama jenis pertama terhadap 
kandungannya dalam ilmu bahasa. 

Oo Nama-nama yang memiliki batasan-batasan (definisi/pengertian) dalam “urf/adat- 
istiadat (diistilahkan dalam ushul figih dengan hakikat “urfiyah -pen.). Allah Ta'ala dan 
Rasul-Nya tidaklah pernah memberikan batasan/definisi terhadap nama-nama jenis ini, 
selain definisi yang telah dikenal dalam adat. Sebagaimana nama-nama ini juga tidak 
pernah memiliki definisi tersendiri dalam ilmu bahasa. Misalnya kata-kata safar, sakit 
yang membolehkan untuk mengambil rukhshah/keringanan, safah/pandir dan gila yang 
menjadi penyebab hukum hajr (pembatasan perilaku seseorang)... Cakupan nama-nama 
ini terhadap kandungannya serupa dengan cakupan nama-nama pada dua jenis pertama 


terhadap kandungannya.” (I'ilam al-Muwadgi'in oleh Ibnu al-Oayyim, 2/485-486). 


Ketiga jenis penafsiran yang dijelaskan oleh Ibnul Oayyim di atas, tidaklah boleh dicampur- 
adukkan, agar tidak menimbulkan kerusakan dalam pemahaman dan kesimpulan. Penjelasan Ibnul 
Oayyim di atas, sebenarnya jauh-jauh hari telah diisyaratkan oleh Nabi shallallahu “alaihi wa sallam 


dalam banyak hadits, di antaranya: 


Hal Ga si Go oat "sis dil Jgn y gram Al di Al ala Sya la al Ye 
BoiS al get Ala sdg sal ola) Lesarul paka Led gawg pai! 


Dari Abu Malik al-'Asy'ari radhiallahu 'anhu, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 
“alaihi wa sallam bersabda, 'Sungguh akan ada sekelompok orang dari umatku yang minum khamr, dan 
mereka menamakannya dengan selain namanya.” (HR. Abu Dawud, dan hadits ini memiliki banyak 
syawahid). 

Bila kita lihat dalam kamus-kamus bahasa Arab kita akan dapatkan, bahwa yang dinamakan 


khamr secara bahasa, adalah perasan (jus) anggur yang memabukkan. Sehingga jika kita memahami 
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ayat-ayat dan hadits-hadits yang mengharamkan khamr hanya berdasarkan pemahaman bahasa, maka 
kita akan katakan bahwa jus selain anggur bukan khamr, walaupun memabukkan. Oleh karena itu, 
banyak orang (thalabah al-ilmi) yang mengharamkan minuman memabukkan yang terbuat dari selain 
anggur, dengan dalil giyas. Padahal jika kita memahami kata khamr secara istilah syar'i, maka kita tidak 
memerlukan lagi dalil giyas dalam mengharamkan minuman tersebut. Sebagai buktinya, mari kita simak 


dan renungkan hadits berikut, 


Lara La jnall Aga) Gale La pati Lecamal paito Led yana yASII iiial Uya Cal Ga yaa 

Mp8 9 ipad, dgld galg and olg) ya jlid 9 Ba j3 agia Jana YAI ag Al 

“Sungguh akan ada sekelompok orang dari umatku yang minum khamr, dan mereka menamakannya 

dengan selain namanya, sambil ditabuh alat-alat musik di atas kepala mereka, lalu Allah akan 

menenggelamkan (sebagian) mereka ke dalam bumi, dan sebagian lagi dikutuk menjadi kera dan babi.” 
(HR. Abu Dawud, dan hadits ini memiliki banyak syawahid). 

Ibnu Hajar al-Asgalaani asy-Syafi'i berkata, “Pada hadits ini terdapat ancaman keras atas orang- 
orang yang merekayasa berbagai cara untuk menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah dengan cara 
mengubah penamaannya. Dan pada hadits ini pula dapat disimpulkan bahwa setiap hukum senantiasa 
mengikuti “illah-nya (alasannya), dan 'illah diharamkannya khamr ialah karena memabukkan, maka acap 
kali suatu minuman menyebabkan seseorang mabuk, maka minuman itu pasti haram, walau namanya 
telah berubah, bukan lagi khamr. Ibnu al-'Arabi berkata, “Hadits ini adalah dasar bagi kaidah: Setiap 
hukum hanyalah berkaitan dengan makna suatu istilah, tidak dengan sekadar namanya saja.” (Fathu al- 


Baari oleh Ibnu Hajar al-Asgalaani, 10/56). 


Dari hadits dan penjelasan Ibnu Hajar di atas, kita akan mendapatkan beberapa pelajaran penting 
sebagai berikut: 

o Kata khamr dalam syariat memiliki makna khusus, sehingga setiap minuman yang punya 
makna sama dengan khamr maka dinamakan khamr, walaupun masyarakat 
menamakannya dengan nama lain. 

o Bahwa yang menjadi pedoman (manathul hukmi) dalam menghukumi suatu masalah 
adalah hakikatnya (realita), bukan sekadar penamaan. 

o Hakikat khamr dalam syariat tidak berubah hanya sekadar perubahan nama. Dengan 


kata lain, nama tidak dapat mengubah hakikat. 
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Kaitan pembahasan masalah ini dengan permasalahan riba adalah nama untuk piutang 
(dain/gardh) yang dalam dunia perbankan telah diubah menjadi wadi'ah (tabungan). Berdasarkan 
kaidah di atas, maka perubahan nama semacam ini, tidak dapat mengubah sedikitpun status piutang 
(dain/gardh) dari proses penyerahan uang nasabah kepada bank. Sehingga tidak mengherankan bila 


para ulama memasukkan tabungan di perbankan dalam cakupan kaidah fikih di atas, 


0) sei lesi pa KHAS 


“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba.” 


Penamaan akad ini dengan nama wadi'ah tak lain hanyalah bentuk tipu muslihat dan 
kebohongan terhadap publik, yang semakin menjadikan dosa pelakunya berlipat ganda. Dosa memakan 


riba, berdusta dan menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. 


| asasi 3 gal! Ca yI La | 9S yi Y) SJ alang Ale dil la dal Joan Ol Boa (al Ye 

AYI AA) 99 3S (pl Amma 9 Alan (pal ol4) AJI ab Al aja 
“Dari Abu Hurairah radhiallahu “anhu, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 
“Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sehingga kalian menghalalkan 


hal-hal yang diharamkan Allah dengan sedikit tipu muslihat.” (HR. Ibnu Baththah dan dihasankan oleh 


Ibnu Katsir serta disetujui oleh al-Albani). 


Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri 


Artikel www.PengusahaMuslim.com 
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20 Kaidah Memahami Riba 


Sebelum membahas tentang kaidah-kaidah dalam riba, kita perlu memahami terlebih dahulu 
sebuah masalah penting, yakni apa sebenarnya yang dimaksud barang-barang ribawi itu? 

Kita katakan, bahwasanya sebagian dari barang-barang ribawi telah diterangkan oleh Nabi 
shallallahu “alaihi wa sallam. Dan sebagian yang lain telah ditambahkan oleh para ulama' karena 
kesamaan ilat/sebab dengan barang-barang riba yang nabi sebutkan, seperti Emas, perak, gandum halus, 
gandum kasar, kurma, garam dan anggur. 

Dalam hadits Ma'mar dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa nabi bersabda, “Makanan 
ditukar dengan makanan harus sama.” Apakah barang-barang ribawiyah itu hanya terdiri dari nama- 
nama yang nabi sebutkan atau setiap barang yang memiliki sifat seperti barang yang nabi sebutkan? 

Pendapat pertama: Kaum Dzahiriyah mengatakan bahwasanya barang ribawiyah itu hanya 
nama-nama yang Nabi sudah sebutkan saja. Adapun selainnya maka tidak termasuk barang ribawiyah. 
Ini adalah pendapat Ibnu Ugail dari madzhab Hambali. 

Pendapat kedua: Bahwasanya barang-barang ribawiyah itu tidak hanya terbatas pada barang- 
barang yang disebutkan oleh nabi saja, namun juga tercakup setiap barang yang memiliki kesamaan sifat 
dengan barang-barang yang disebutkan nabi itu. Dari pendapat ini, para ulama kemudian berbeda 
pendapat tentang ilat (sebab/alasan) barang-barang yang disebutkan nabi sehingga disebut sebagai 
barang-barang ribawi. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya bahwa nabi menyebutkan barang- 


barang ribawiyah berupa emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam. 


Perbedaan pendapat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: 

- Pendapat pertama: Bahwa ilat dari emas dan perak adalah ukuran timbangan. Adapun barang- 
barang selainnya yang empat (yang tersebut dalam nash) adalah ukuran takaran. Ini adalah 
pendapat Abu Hanifah dan Ahmad. Atas dasar pendapat inilah maka hukum riba berlaku pada 
setiap barang-barang yang dapat ditimbang-baik itu makanan atau selainnya- dan setiap barang- 
barang yang dapat di takar- baik itu makanan atau selainnya-. Atas dasar pendapat ini pula 
hukum riba berlaku untuk besi. Barangsiapa yang menukar besi dengan besi haruslah seukuran 
dan tunai, karena memiliki jenis yang sama (nanti akan dijelaskan dalam kaidah bahwa apabila 
barang yang ditukar itu adalah barang yang sejenis, maka haruslah seukuran dan tunai). 
Menurut pendapat ini maka hukum riba berlaku pada emas, besi, tembaga, kuningan, timah dll. 
Begitu pula berlaku pada barang-barang lain yang dapat ditimbang seperti kain, sutera, wol, 


kapas dan semua barang yang dapat ditimbang. Begitu pula hukum ini berlaku untuk barang- 
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barang yang dapat ditakar seperti gandum halus, gandum kasar, kurma, beras dan semua benda 
cair, seperti minyak dan susu.Inilah pendapat pertama yaitu timbangan dan takaran. Dengan ilat 
ini berlakulah hukum riba untuk setiap barang yang dapat ditimbang dan ditakar baik berupa 


makanan atau selainnya. 


Pendapat kedua: Imam Syafii rahimahullah berpendapat bahwa ilat (alasan) dari emas dan 
perak adalah karena keduanya merupakan standard harga untuk barang-barang lainnya (alat 
tukar). Adapun ke empat barang yang lainnya, maka ilatnya adalah jenis makanan.Atas dasar 
pendapat ini maka hukum riba berlaku untuk: 

e Emas dan perak saja. Adapun timah, besi, tembaga dsb, tidak berlaku hukum ribawi. 

e Jenis makanan. Maka setiap makanan termasuk barang ribawi, tidak terkait dengan 


kondisinya yang biasa ditimbang atau ditakar. 


Pendapat ke tiga: Imam Malik berpendapat bahwa ilat dari emas dan perak adalah alat tukar. 
Adapun empat barang lainnya maka ilatnya karena barang-barang tersebut merupakan 
makanan pokok dan makanan simpanan. Yaitu makanan sehari-hari dan makanan yang dapat 
disimpan dalam jangka waktu yang lama. Seperti gandum, maka ia adalah makanan pokok dan 


biasa disimpan dalam waktu lama. Begitu pula gandum, syair, jagung dan jewawut. 


Pendapat keempat: Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berpendapat bahwa ilat dari 
emas dan perak adalah alat tukar yaitu barang yang bisa digunakaan untuk pembayaran bagi 
barang selainnya. Adapun empat barang lainnya ilatnya adalah makanan yang biasa ditakar atau 
ditimbang. 


Sebagai contoh: 


1. Pertukaran antara satu Apel dengan dua Apel. Apakah berlaku hukum riba? 

Menurut Madzhab Hanafi dan Hanbali: Tidak berlaku hukum riba. Karena keduanya 
bukan termasuk barang yang biasa diukur dengan takaran atau timbangan, namun dengan 
jumlah atau bilangan. Menurut Madzhab Syafii: Berlaku hukum riba, karena apel adalah 
makanan. Menurut Madzhab Imam Malik: Tidak berlaku hukum riba, karena apel bukanlah emas, 


perak maupun makanan pokok yang biasa disimpan. 
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2. Satu sho' gandum halus ditukar dengan dua sho' gandum halus. Apakah berlaku hukum 
riba? 

Menurut madzhab Hanafi dan Hanbali: Berlaku hukum riba, karena pertukaran terjadi 
pada barang yang biasa diukur dengan takaran. Menurut madzhab Syafii: Berlaku juga, karena 
pertukaran terjadi pada makanan.Menurut madzhab Maliki: Berlaku, karena pertukaran terjadi 
pada makanan pokok yang biasa disimpan. Menurut Syaikhul Islam: Berlaku, karena pertukaran 


terjadi pada makanan yang biasa diukur dengan takaran. 


3. Satu kilogram besi ditukar dengan dua kilogram besi. 

Menurut madzhab Hanafi dan Hanbali: Berlaku karena besi termasuk barang yang biasa 
diukur dengan timbangan. Menurut madzhab Syafii: tidak berlaku, karena bukan emas atau 
perak. Bukan pula makanan pokok yang disimpan. Menurut syaikhul Islam: tidak belaku, karena 


ilat menurut beliau adalah alat tukar, makanan yang ditakar atau ditimbang. 


4. Satu pena ditukar dengan dua pena 

Menurut madzhab Hanafi dan Hambali: Tidak berlaku. Karena bukan termasuk barang 
yang biasa diukur dengan takaran maupun timbangan akan tetapi bilangan. Menurut Madzhab 
Syafii: Tidak berlaku. Karena bukan emas atau perak. Bukan pula makanan. ilat yang digunakan 
pada madzhab ini adalah statusnya sebagai makanan atau alat tukar. Menurut Syaikul Islam: 
Tidak berlaku. Karena ilat menurut beliau adalah alat tukar, makanan yang dapat ditimbang atau 
ditakar. 


Kita mengetahui barang ribawiyah menurut Syaikul Islam adalah: 


e Barang yang menjadi alat tukar seperti Riyal, Dinar dan Pounds, serta apa saja yang 


menjadi alat tukar manusia. 


e Barang-barang yang menjadi makanan yang ditakar atau makanan yang ditimbang dan 


inilah pendapat yang rojih dalam masalah ini. 
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Inilah kaidah-kaidah yang harus dipahami dalam permasalahan riba: 


KAIDAH PERTAMA 


Laman? Allan ate Ja jdi MIL « ( Jail Ly Ale ) Uli Gatal! basil Uang) JS Ul 

Gam 9 Jslall 9 Jalal : GUS yk AYU 

Setiap barang yang jenis dan ilatnya sama maka boleh ditukarkan dengan berdasar pada dua syarat: 
yaitu sama banyaknya dan tunai. 

Berdasarkan perkataan Syaikhul Islam, uang riyal termasuk barang Ribawi. Apabila riyal ditukar 
dengan riyal (keduanya sama jenis dan ilatnya) maka harus terpenuhi dua syarat: Sama banyak dan tunai. 
Contoh: 

e 10 riyal ditukar dengan 10 riyal, 50 riyal ditukar dengan 50 riyal, dan harus tunai dan barangnya 
ada ditempat (serah terima barang ditempat transaksi). Karena terkadang transaksi secara tunai 
akan tetapi barangnya tidak ada di tempat. Hal ini terjadi dengan kesepakatan antara keduanya 
bahwa transaksi tunai tetapi tidak boleh langsung diambil. Seperti perkataan, “Kamu datang 2 
jam lagi baru kamu ambil barangnya.” Terkadang juga ada yang penyerahanya ditunda atau 
tunai akan tetapi barang tidak langsung diambil. Yang benar adalah tunai dan barang langsung 
diambil. 

e Tukar menukar daging. Berdasarkan pendapat Syaikul Islam Ibn Taimiyah maka daging termasuk 
barang ribawi, karena daging adalah makanan yang lazim diukur dengan timbangan. Maka 
tatkala saling menukar daging onta harus terpenuhi dua syarat: sama banyaknya dan langsung 
diserah terimakan. 

e Gula termasuk barang ribawi karena termasuk makanan yang lazim diukur dengan timbangan. 


Tatkala hendak tukar menukar gula maka wajib terpenuhi kedua syarat di atas. 


KAIDAH KEDUA 


AYU Lada Alila die Ja JASA « Gatal! (8 Latih» Juasll by Ale ( Iaail Una) JS 
Kama, Jglall ! y83 « Jnlg Da pi 


Setiap barang ribawi yang ilatnya sama namun berbeda jenis barangnya apabila hendak ditukar maka 


disyaratkan harus tunai atau langsung diserah terimakan. 
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Contoh: 


Riyal ditukar dengan Pounds. ilatnya sama yaitu alat tukar. Maka syarat pertukarannya adalah 
tunai atau serah terima secara langsung. Adapun kesamaan jumlah maka ini bukan syarat. 
Daging onta dengan daging kambing. ilat dari kedua barang ini adalah makanan yang lazimnya 
diukur dengan timbangan. Jenis dari kedua barang ini berbeda. Maka disyaratkan tunai dan 
diperbolehkan untuk melebihkan salah satu barang. Karena nabi bersabda, “Apabila jenis barang 
berbeda, maka juallah sekehendak kalian asalkan tunai.” 

Gandum kasar (Sya'ir) dengan gandum halus (Birr). ilatnya sama yaitu makanan yang lazim 
diukur dengan takaran. Apabila keduanya hendak ditukar maka disyaratkan untuk tunai. Adapun 


harus sama banyaknya, maka ini bukanlah syarat. Kita diperbolehkan menjualnya sekehendak 


kita. 
KAIDAH KETIGA 
Is judy Y SSL «Ia Lataml JS3 Gatal! (A lilial, Juaill bh) Ale (A lamil Ganga) JS 


& P3 


Setiap barang ribawi yang ilatnya sama akan tetapi jenis barangnya berbeda dan salah satunya adalah 


emas atau perak maka tidak ada syarat apapun jika hendak ditukarkan. 


Kaidah ini berlaku menurut madzhab Abu Hanifah dan Ahmad. Telah kita ketahui sebelumnya 


bahwa pendapat madzhab ini marjuh (lemah). 


Contoh: 


Perak ditukar dengan tembaga. ilat dari keduanya adalah timbangan. Perak dn tembaga 
keduanya lazim diukur dengan timbangan. Maka seperti ini boleh dijual dengan sekehendak hati, 
dan tidak disyaratkan harus tunai. Juga tidak disyaratkan harus sama ukurannya. Seandainya kita 
menjual 2 kg tembaga dengan 1 kg perak dengan tempo tertentu maka ini diperbolehkan. 

Emas dengan besi. Madzhab ini mengatakan bahwa ilatnya adalah timbangan. Oleh kerenanya 


tidak mengapa kita menjualnya sesuai dengan keinginan kita. 


KAIDAH KEEMPAT 
ANSI ISS 6 ay Antam CIDLas gl 4 Aya83 Bls Asasi Blah gl Sis ai Aldlia ye 


Ar 


Jap Uda, sendi, Jos 2. cast, Jill «1 GUS Lo yity adl € patall 
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Tukar menukar An-Nagd (mata uang logam) atau antara uang kertas dengan uang kertas (atau barang 
logam dengan yang lainnya), jika sama jenisnya maka harus memenuhi dua persyaratan, yaitu (1) sama 
Ukurannya dan (2) serah terima secara tunai. Adapun apabila berbeda jenisnya maka syaratnya hanya 


satu, yaitu serah terima secara tunai. 


e Contoh barang yang sejenis: Riyal saudi ditukar dengan riyal saudi. Contoh an Nagd dengan an 
Nagd ( para ulama apabila menyebutkan an Nagd maka yang dimaksudkan adalah emas dan 
perak ). Emas dengan emas. 

e Contoh yang berbeda jenis: Emas dengan perak. Maka dipersyaratkan harus tunai. Contoh 
lainnya adalah jika kita menjual emas dan uang lembaran. Keduanya berbeda jenis dengan ilat 
yang sama yaitu alat tukar. Maka disyaratkan harus tunai. Atau jika kita menjual perak dengan 


uang lembaran maka syaratnya adalah tunai. 


KAIDAH KELIMA 


Y3 Cdi, Jalal Y (AYU Lagaal Halus die Jo jitu DB «Abal (AKAN yu say JS 


Setiap barang ribawi yang berbeda ilatnya, maka tidak disyaratkan tunai, juga tidak disyaratkan sama 
ukurannya. 

Jika kita menukar barang ribawi satu dengan yang lainnya padahal ilatnya berbeda maka tidak 
ada syarat apapun yang harus dipenuhi. 

e Riyal dengan kurma. Ilat dari riyal adalah alat tukar. Adapun kurma maka ilatnya adalah 
makanan yang lazim diukur dengan timbangan. Maka tidak ada syarat yang harus dipenuhi 
untuk saling menukarnya. 

e Gandum halus dengan emas. Gandum halus ilatnya adalah makanan yang lazim diukur dengan 
takaran. Adapun emas ilatnya adalah alat tukar. 


e Sya'ir (Gandum kasar) dengan perak. Maka tidak ada syarat untuk keduanya. 


KAIDAH KEENAM 


Jslal Ja jitu YAA 6 Ganga) 8 Oaaga Alila gl Gg) Jaka ayay Halaa Iis 
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Tukar menukar barang ribawi dengan barang bukan ribawi, atau saling menukar antara barang bukan 


ribawi, maka tidak ada syarat yang harus dipenuhi. 


Dalam kaidah ini ada 2 bentuk transaksi. 
1. Tukar menukar antara barang ribawi dengan barang bukan ribawi, maka tidak ada syarat 

untuk keduanya. 

Contoh: 
e Emas dengan pakaian. 
e Emas dengan buah jeruk, 
e Riyal dengan pakaian. 

Tidak ada syarat dalam pertukaran ini. Kita boleh menjual sekehendak kita. Tidak harus sama, 


tidak pula harus tunai. 


2. Tukar menukar barang bukan ribawi. Tidak dipersyaratkan apa-apa dan tidak ada ilat pada 
kedua barang tsb. 
Contoh: 
e Pakaian dengan kitab -keduanya bukan barang ribawi-, 
e Mobil dengan buku, 


e Pakaian dengan rumah. 


Ini semua bukan barang ribawi. Tatkala kita hendak menukar barang -ribawi dengan barang 


bukan ribawi atau dua-duanya bukan barang ribawi, maka tidak ada syarat yang harus dipenuhi. 


KAIDAH KETUJUH 


Ja sy Jadi oA8 (AA € asa Gatal! las Nic Bela jl, Saga! sip sill GOGAY JI Y 
Perbedaan jenis atau kualitas bukan faktor yang diperhitungkan pada barang ribawi sejenis. Yang 
dipersyaratkan adalah persamaan ukuran dan harus tunai. 


Tatkala hendak tukar menukar barang ribawi yang sejenis maka harus sama jumlah ukurannya 


dan tunai, meskipun terdapat perbedaan kualitas. 
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Contoh: Pertukaran antara kurma dengan kurma. Keduanya memiliki jenis yang sama. Maka 
wajib dilakukan secara tunai dan sama ukurannya. Jika satu sho' maka ditukar dengan satu sho'. 
Meskipun salah satu kurma dengan kualitas bagus dan yang lainnya jelek, tetap tidak boleh kita 
mengatakan kita tukar 1 sho' kurma macam yang ini dengan 2 sho macam yang itu. Perbedaan macam 
kurma tidaklah berpengaruh karena perbedaan macam pada jenis yang sama tidaklah berpengaruh. 

Demikian pula kualitas. Ini kualitas bagus dan ini kualitas buruk. Ini kurma merek A berkualitas 
bagus dan ini kurma merek B berkualitas buruk. Meskipun ada perbedaan, yang satu kurma baru dan 
yang lainnya kurma lama, tetap harus sama ukurannya. 

Keterangan ini berdasar pada hadits Abu Said tatkala mendatangi Nabi shallallahu “alaihi wa 
sallam di Khaibar. lapun datang dengan membawa kurma janiiib (kualitas baik ) yang masih baru. 
Nabipun bertanya, “Apakah semua kurma Khaibar seperti ini ?” para sahabat menjawab, “Tidak wahai 
Rasulullah. Kami mengambil satu sho kurma janiib dengan dua sho' kurma al jam'u (kualitas buruk).” 
Nabi bersabda, “Jauhkan dia. Ini adalah salah satu jenis riba.” 

Hadits ini menunjukkan bahwa perbedaan macam atau kualitas barang tidak berpengaruh 
selama masih dalam jenis yang sama. 

Contoh: 

e Gandum. Gandum memiliki macam yang beragam. (al khintoh, al lagiimi, dan al Miayyah). Maka 
tatkala al khintoh ditukar dengan al khintoh harus secara tunai dan sama jumlahnya. 

e Daging. Apabila berbeda macamnya (sapi misalnya ) daging sapi irab dengan sapi jamuus, 
Apabila hendak ditukar antara ini dan itu selama keduanya masih sama-sama daging sapi maka 
harus secara tunai dan sama banyaknya. 

e Susu. 

e Daging kambing. Apabila ditukar daging domba dengan daging kambing namun dengan 
penambahan maka ini termasuk riba. Perbedaan macam kambing ini tidak dilihat dan hanyalah 


harus terpenuhi syarat tunai dan sama ukurannya. 


KAIDAH KEDELAPAN 


DAS 1s pall 0 Jaran Jill! 3 Ggs G3 Ol Ae Gagal 3 Jia) Aa Ja ju La 
S3) yall (Age OS 
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Setiap kondisi yang disyaratkan harus sama jumlah ukurannya maka harus benar-benar sama 
menurut ukuran standard yang diakui oleh syariat. Dengan takaran yang standard jika barang takaran 
dan dengan timbangan standard jika barang timbangan. 

Kapan disyaratkan harus sama ukurannya? Yakni apabila pertukaran terjadi pada barang ribawi 
yang sama jenisnya. Apabila disyaratkan harus sama maka harus disamakan menurut ukuran standard 
syar'i. Tidak boleh dengan ukuran sembarangan. Karena barang-barang ribawi ini memiliki ukuran 
standard secara syar'i. Nabi bersabda, “Emas dengan Emas, seukuran dengan ukuran yang sama. Perak 
dengan perak, seukuran dengan ukuran yang sama.” Oleh karenanya apabila seseorang menukar 1 sho' 
emas dengan 1 sho' emas, hal ini termasuk riba meskipun kelihatannya sama. Mengapa demikian? 
karena tidak menggunakan ukuran standard yang diakui oleh syariat. 

Seandainya kita ambil emas pertama yang diukur dengan sho' (satuan volume) dan kita timbang 
dengan timbangan standardnya. Kemudian kita ambil emas kedua dan kita timbang dengan timbangan 
standardnya, tentu kita akan mendapatkan perbedaan. 

Demikian halnya dengan barang lain. Apabila kita menimbang barang yang lazimnya ditakar 
(berdasar satuan volume) atau menakar barang yang lazimnya ditimbang (berdasar satuan berat) maka 
hal ini termasuk dalam praktek riba. Contohnya perak. Ukuran standard menurut syariat adalah dengan 
timbangan. Akan dijelaskan tentang kaidah ukuran standard. Insya Allah. 

Tatkala 10 kg gandum ditukar dengan 10 kg gandum maka ini termasuk riba. Karena kita 
menggunakan ukuran timbangan (satuan berat). Padahal gandum ukuran standardnya adalah takaran 
(berdasar satuan volume). Adapun kg atau gram adalah ukuran timbangan (berat). Pertukaran ini harus 
diukur dengan standard syar'i. Gandum adalah barang yang lazim ditakar. Maka kita mengukurnya 
dengan alat ukur seperti sho', wasg, mud dsb. 


Adapun barang-barang timbangan diukur dengan alat timbangan seperti kg, gram, pound dll. 


KAIDAH KESEMBILAN 


Gslasill Sal FS ae Jie ee pall jlarall Ja jita Y RI Gan Ga) Van die 


Para pertukaran barang-barang ribawi, tidak dipersyaratkan menggunakan ukuran standard apabila 
tidak ada syarat harus sama ukuran jumlahnya. 
Demikian pula pada pertukaran barang ribawi dengan barang bukan ribawi. Tidak 


dipersyaratkan menggunakan ukuran standard syar'i. Pada pertukaran barang ribawi dengan barang 
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ribawi jenis lainnya, tidak dipersyaratkan harus dengan ukuran standard. Mengapa? karena beda jenis 


maka tidak dipersyaratkan harus sama jumlahnya. 


Dipersyaratkan harus menggunakan ukuran standard syar'i apabila terjadi pada barang-barang 


yang dipersyaratkan harus sama ukurannya karena sama jenisnya. Adapun jika kita tukarkan barang 


ribawi dengan barang ribawi jenis lainnya maka kita boleh mengukurnya sesuai dengan kehendak kita. 


Baik pada barang-barang takaran maupun timbangan. 


Contoh barang ribawi dengan barang ribawi jenis lain: 


Pertukaran emas dengan kurma. Sama saja apakah dengan timbangan, takaran atau tidak diukur 
sama sekali. Kurma lazimnya diukur dengan takaran. Akan tetapi apabila hendak kita tukar 
dengan emas atau riyal maka tidak mengapa kita mengukurnya dengan timbangan. Begitu pula 
emas. 

Gandum halus dengan gandum kasar. Keduanya lazim diukur dengan takaran. Selama tidak 
dipersyaratkan harus sama ukurannya maka tidak disyaratkan pula harus diukur dengan ukuran 
standard. Juallah 1 sho' gandum kasar dengan 2 sho ' gandum halus. Atau 10 kg gandum kasar 
dengan 20 kg gandum halus. Atau juga 1 sho' gandum kasar dengan 10 kg gandum halus. Diukur 


dengan timbangan atau takaran, semua boleh. Akan tetapi harus tunai. 


Contoh pertukaran barang yang berbeda dan tidak sama jenisnya: 


Kurma dengan riyal, maka hal ini tidak mengapa. Misalnya apabila kita membelinya dari 
pedagang kurma. Bukannya menakar, pedagang itu malah menimbangnya. Ini boleh. Mengapa 
demikian? Karena kita tidak diharuskan untuk menyamakan ukuran. Antara kurma dan riyal 
berbeda jenisnya. 

Demikian pula contohnya apabila kita membeli beras. Kemudian diberikan 2 kg beras (bukan 
dengan ukurun sho').Ini tidak mengapa. Kita tidak membeli barang ribawi yang sejenis, akan 
tetapi beda jenis. Dalam konteks ini, kita tidak dipersyaratkan harus menggunakan ukuran 


standard syar'i kerena kita tidak disyaratkan untuk menyamakan ukuran. 


Begitu pula jika kita mengganti atau menukar barang ribawi dengan barang bukan ribawi. Atau 


tukar menukar barang yang bukan ribawi, maka tidak ada syarat menggunakan ukuran standard. Seperti 


kita menukar baju dengan baju. 
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Mengapakah para ulama mensyaratkan untuk menggunakan alat ukur yang standard? Tidak lain 


supaya terwujud kesamaan dengan sebenarnya. Nabi bersabda: 


“Misal dengan semisalnya dan sama dengan persamaannya.” 


Tidaklah terwujud persamaan ini kecuali dengan ukuran yang standard. 


KAIDAH KESEPULUH 


dalil! aga (AI Use sei ga AS Jah Xie al Ande dil aa ai 
Barang apa saja yang dikenal oleh penduduk Madinah pada zaman nabi sebagai barang yang lazim 
diukur dengan takaran maka ia diukur dengan takaran. Barang apa saja yang dikenal oleh penduduk 


Makkah pada zaman nabi sebagai barang yang lazim diukur dengan timbangan maka dia diukur dengan 


timbangan selamanya hingga hari kiamat. 


Kaidah inilah yang ingin kita jelaskan terkait dengan landasan penggolongan barang yang 
ditimbang atau barang yang ditakar. Persisnya tatkala kita hendak menukar barang ribawi yang sejenis 
sehingga dipersyarakan untuk sama berdasar ukuran standard syariat. Dari sini timbul pertanyaan, 
barang apa saja yang ukuran standarnya adalah timbangan? barang apa saja yang ukuran standardnya 
takaran? maka kita jelaskan, bahwasanya dalam kaidah ini terdapat patokan-patokan sbb: 

1. Seluruh biji-bijian termasuk barang yang ditakar. Hal ini mencakup banyak barang seperti 
gandum halus, gandum kasar, jewawut, kacang, dsb. 

2. Seluruh benda cair adalah barang yang ditakar (susu, yogurt, minyak, madu dsb.) maka tatkala 
hendak bertukar antara madu dengan madu, harus diukur dengan takaran. Begitu pula gandum 
dengan gandum, harus diukur dengan takaran pula. 

3. Seluruh benda logam adalah barang yang diukur dengan timbangan seperti besi, tembaga, 
kuningan dsb. Ini adalah pendapat madzhab Hanafi dan Hanbali. Yang benar, tidaklah berlaku 
hukum riba kecuali pada emas dan perak. Sedangkan menurut pendapat Syaikhul Islam, maka 


emas dan perak dan apa-apa yang termasuk alat tukar atau alat pembayaran. 
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4. Bulu dan sejenisnya termasuk barang-barang yang diukur dengan timbangan seperti wool, 
sutera, kapas dll. Segala hal yang menjadi bahan baku pakaian termasuk barang yang diukur 
dengan takaran. 


5. Kurma dan sejenisnya termasuk barang yang diukur dengan takaran. 


Kaidah mengatakan bahwa barang apa saja yang dikenal di kalangan penduduk Madinah pada 
zaman nabi sebagai barang takaran, maka barang itu dianggap barang yang diukur dengan takaran. Hal 
ini berlaku selamanya. Seperti biji-bijian dan benda-benda cair. Demikian pula setiap barang yang 
dikenal oleh penduduk Makkah pada zaman nabi sebagai barang timbangan maka dianggap sebagai 
barang yang diukur dengan timbangan selamanya. Seperti benda logam, emas, dan perak. Hal ini 
ditunjukkan oleh hadits nabi yang berbunyi, “Takaran itu dengan takarannya penduduk madinah dan 
timbangan itu dengan timbangannya penduduk Makkah.” 

Sebagian ulama berkata, “Emas dan perak diukur dengan timbangan, adapun empat barang 
ribawi lainnya diukur dengan takaran. Adapun selainnya maka dikembalikan menurut kebiasaan 
masyarakat setempat.” Contoh, menukar sekantong beras dengan sekantong beras. Hal ini tidak boleh. 
Karena beras termasuk barang ribawi. Tidak boleh ditukar dalam keadaan belum diukur dengan ukuran 


standard syariat. 


KAIDAH KESEBELAS 

OxSall Y € Uuill Asi aya Itali dad aya La US 
Setiap barang yang haram untuk dilebihkan haram pula untuk ditunda pembayarannya. Dan tidak 
berlaku sebaliknya. 

Kapan barang diharamkan untuk dilebihkan? Yaitu tatkala sama jenisnya. Maka haram pula 
untuk ditunda pembayarannya. 

Contoh, emas dengan emas. Haram untuk dilebihkan. Kita tidak boleh menjual 100 kg emas 
dengan 120 kg emas. Maka haram pula untuk ditunda pembayarannya. Kita tidak boleh menukar emas 
dan emas dengan tempo. Kaidah ini tidak berlaku untuk kasus sebaliknya. Terkadang haram untuk 
ditunda pembayarannya akan tetapi tidak diharamkan untuk dilebihkan. Seperti emas dan perak. Haram 
untuk menunda pembayaran, harus tunai, akan tetapi tidak haram untuk melebihkan salah satunya. Jadi 


boleh kita menjual 100 gr emas dengan 200 gr perak. 
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KAIDAH KEDUA BELAS 
bo) JAYI Jilia Call Asah jl 
Bertambahnya hutang untuk menunda pembayaran (hutang berbunga) adalah riba. 

Ini adalah praktek riba jahiliyyah. Sebagai gambaran, seseorang memberi hutang kepada orang 
lain. Saatnya tiba waktu pembayaran, ia mengatakan, “Pilih engkau lunasi hutangnya atau engkau 
tambah bunganya.” Seseorang menghutangi 100 gr emas. Saatnya pembayaran tiba, ia mengatakan, 
“Kamu lunasi atau engkau tambahi.” Penambahan jumlah ini dikerenakan penambahan tempo 


pembayaran. 


KAIDAH KETIGA BELAS 


Ci EA tama gl Usia Lanal Am Gaia Ya Gd asal 33 NA 
Ana grasi 


Apabila terdapat keadaan yang membuat tidak sempurnanya sifat sama pada salah satu jenis barang 
ribawi disebabkan oleh jenis atau sebab lain maka tidak sah penggantinya. 

Apabila pertukaran terjadi pada barang ribawi sejenis maka disyaratkan adanya persamaan atau 
serah terima secara kontan. Oleh karenanya apabila tidak sempurna persamaan jumlah barang 
disebabkan jenis barang itu sendiri atau sebab lain maka tidak sah pertukarannya. 

Misalnya, tatkala kita menjual roti yang terbuat dari gandum dengan gandum. Disini terdapat 
cacat persamaan jumlah barang. Karena gandum diukur dengan takaran (ukuran volume) sedangkan roti 
tidak mungkin diukur dengan takaran. Akan datang penjelasan tentang hukum apabila barang-barang 
ribawi yang tidak lagi dapat diukur dengan timbangan atau takaran lantaran telah diproses menjadi 
produk lain. Apakah barang tersebut masih tetap termasuk barang ribawi atau telah berubah? disini 
terdapat perbedaan pendapat. Yang terpenting apabila kita menukar roti yang terbuat dari gandum 
dengan gandum, kita katakan bahwa persamaan jumlah disini tidak sempurna. Karena gandum diukur 


dengan takaran adapun roti tidak lazim diukur dengan takaran. 


KAIDAH KEEMPAT BELAS 


lemalasih Ailiss plat Jalil 48 1 & gilly « tel sil Jadi 
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Dua barang yang terbuat dari satu bahan yang sama, maka keduanya adalah sejenis. Jenis adalah 
sesuatu yang memiliki nama khusus, mencakup berbagai macam/tipe. Adapun yang dimaksud 


Tipe/Macam mencakup semua item dengan karakter yang berbeda-beda. 


Kaidah ini menerangkan pengertian jenis dan macam: 
e Gandum adalah jenis yang mencakup berbagai macam yang berbeda. Gandum ada beberapa 
macam. Seperti khintoh, lagimi, maiyah, dsb. 
e Kurma adalah jenis yang mencakup kurma ajwah, kurma sukari, kurma barkhi dsb. 
e Daging adalah jenis yang mencakup daging onta, daging kambing, daging sapi dsb. 


e Kambing adalah jenis yang mencakup domba, kibasy dsb. 


Contoh kasus: al khintoh adalah macam dari jenis gandum. Jenisnya gandum, sedangkan 
macam/tipenya khintoh. Apabila kita memiliki sekantong gandum al khintoh, dan sekantong lagi 
gandum al khintoh. Kedua kantung ini macamnya sama, namun bisa berbeda pada dzatnya atau sifatnya. 
Maka macam barang mencakup atas item-item yang berbeda. Apabila memliki perbedaaan tipe/maca 
maka ini disebut jenis barang. 

Contoh lain: Kurma as sukary. Kita punya 3 kantong kurma as sukary. Tiga kantong ini 
dinamakan macam. Mengapa? Karena sudah terpecah menjadi item-item yang berbeda. 

Telah kita bahas bahwa pertukaran barang yang sejenis tidak melihat kepada perbedaan macam. 
Tatkala kita hendak menukar gandum dengan gandum, kita tidak melihat perbedaan macamnya. Jika 
kita menukar gandum khintoh dengan gandum lagiim atau maiyah maka tetap diharuskan tunai dan 


dalam jumlah yang sama. Apalagi jika barangnya semacam seperti khintoh dengan khintoh. 


KAIDAH KELIMABELAS 
Sally 30 paint! Aina! (8 15 glailI Lest Ia JSI Lusiana Cuma IAI Gali VI P3 

Jenis barang yang bermacam-macam apabila dijual dengan jenisnya disyaratkan adanya kesamaan sifat 
yang dimaksudkan dalam akad. 

Gandum halus jenis dagiig apabila ditukar dengan gandum halus jenis dagiig maka disyaratkan 
harus sama dalam tingkat kehalusannya. Tidak boleh menjual 1 sho' gandum halus jenis dagiig dengan 1 
sho' gandum halus jenis jurais — beda tingkat kehalusan-, karena tidak sama. 

Tatkala kita membeli khintoh dengan khintoh atau maiyah dengan maiyah -—-macam gandum-, 


maka tidak ada pengaruh perbedaan macam selama masih dalam jenis yang sama. Atau tatkala kita 
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membeli daging domba dengan daging kambing, maka ini tidak ada perbedaan, diharuskan sama dan 


tunai. 


KAIDAH KEENAM BELAS 


Anadiis AS palm 38 Jo 6 3 ga Kal dasnalh Lgi Ke GA La 


Bahan makanan yang sudah diubah menjadi produk lain bukan lagi termasuk barang ribawi. Akan tetapi 


sudah menjadi jenis barang tersendiri. 


Kaidah ini berdasar pada pendapat Syaikul Islam. Adapun pendapat yang mashur dari madzhab 


Hanbali dan Hanafi bahwa hal itu tidak bersifat mutlag. Ada dua keadaan: 


1. 


Pertukarannya dengan jenis lain (meskipun bahan aslinya satu) maka ini boleh. Seperti 
pertukaran roti dengan bubur. 
Pertukarannya dengan jenis yang sama. Seperti roti dengan roti, bubur dengan bubur. Maka 


dalam hal ini diharuskan sama. 


Yang paling penting diperhatikan dari kaidah ini adalah: Apabila barang yang lazim ditakar atau 


ditimbang sudah berubah lantaran diolah menjadi produk baru, apakah masih tetap termasuk barang 


ribawi? 


Menurut Syaikhul Islam: Barang timbangan atau takaran yang berubah lantaran diolah menjadi 


produk baru maka sudah bukan lagi barang ribawi meskipun dijual dengan yang sejenisnya. 


Seandainya kita tukarkan 1 sho' gandum yang sudah diubah menjadi roti dengan 2 sho' gandum 
yang masih asli, maka hal ini boleh menurut Syaikhul Islam. Karena beliau mengatakan bahwa 
gandum yang sudah diolah menjadi roti bukan lagi termasuk barang ribawi meskipun kita jual 
dengan yang sejenisnya. Setiap yang diolah maka ia sudah tidak lagi termasuk barang ribawi. 

Contoh lagi pada barang yang ditimbang -Syaikul islam tidak memandang adanya ilat pada 
barang yang ditimbang, beliau tidak memandang bahwa sebab barang masuk dalam kategori 
ribawi itu karena barang yang ditimbang. Seperti jika kita menjual bejana dari besi dengan besi. 
Maka besi yang sudah diolah menjadi bejana bukan lagi masuk barang ribawi. Sehingga boleh 
kita menjual ketel dari besi dengan besi mentah. Sama saja apakah dengan ukuran sama atau 
dilebihkan, tunai atau tempo, semuanya boleh dilakukan. Syaikhul Islam berpendapat, apabila 
barang sudah bukan lagi barang ribawi lantaran telah diolah menjadi produk lain maka tidak lagi 


berlaku hukum-hukum ribawi. 


263 


Pendapat yang masyhur dari madzhab Hanbali dan Hanafi adalah barang-barang ribawi yang 
ditakar apabila telah diolah menjadi produk lain maka tetap dalam statusnya barang ribawi. Tidak boleh 
tukar-menukar gandum dengan roti juga tidak boleh roti dengan roti kecuali dengan syarat harus sama 
jumlahnya. Roti ditukar dengan roti sah jika sama keringnya. Adapun roti dengan gandum hal ini tidak 
sah menurut madzhab ini. 

Dalam hal barang-barang yang ditimbang, mereka memandang bahwa barang-barang yang 
sudah diolah menjadi produk lain bukan lagi barang ribawi. Maka boleh menukarkan 1 ketel dari besi 
dengan 2 ketel. Meskipun keduanya berasal dari besi. Mereka membedakan antara barang timbangan 
dan barang takaran. Adapun syaikul islam memandang bahwa setelah barang ribawi itu berubah 
menjadi barang bukan ribawi lantaran sudah diolah menjadi produk lain-baik yang ditimbang maupun 


yang ditakar- maka tidak lagi berlaku hukum ribawi. 


KAIDAH KETUJUH BELAS 


Alslhall xi alkali Aeluall jl Y 


Tidak berlaku ongkos tambahan pembuatan dalam tukar menukar barang. 


Kaidah ini berbeda dengan pendapat Syaikul Islam. Beliau berpendapat bahwa ongkos 
pembuatan berpengaruh. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa biaya tambahan untuk ongkos 
pembuatan tidak berpengaruh dalam pertukaran. Maka tatkala kita menukar emas yang telah dibentuk 
dengan emas yang belum dibentuk, kemudian diberikan tambahan biaya pembuatan maka hal ini 
termasuk dalam riba. Hal ini didasari oleh hadits Fudholah bin Ubaid bahwa dia membeli cincin dengan 
dinar yang ada mutiaranya. Maka tatkala hendak dilepaskan ada biaya tambahan. Maka Nabi shallallahu 
“alaihi wa sallam bersabda, “Jangan, hingga kamu melepaskannya.” Selain itu nabi juga bersabda, “Emas 
dengan emas yang setara. Perak dengan perak yang setara.” 

Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama yaitu pembuatan 
tidaklah berpengaruh. Ini merupakan kebalikan dari pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Jika kita 
menginginkan adanya tambahan dari ongkos pembuatan maka kita katakan bahwa ini tidak boleh dan 


jatuh kepada riba. Haditsnya jelas, “Emas dengan emas, perak dengan perak, yang sama dan semisal.” 


KAIDAH KEDELAPAN BELAS 


264 


Lagusin 012 Uya Ladaal goa gl Lagrsag during (9 sa jl Alas 
Menukar barang ribawi dengan sejenisnya yang terdapat pada salah satu atau keduanya barang lain 
yang tidak sejenis. 

Para ulama menamainya sebagai (38 725 3522 La Ulu) masalah “ mud kurma ajwah dan dirham.” 
Ajwah merupakan salah satu jenis kurma madinah. Permasalahan yang dikenal dengan “mud kurma 
ajwah dan dirham” ini ada 2 gambaran: 

1. Pertukaran barang ribawi dengan sejenisnya yang pada keduanya ada barang lain yang tidak 
sejenis. 
2. Pertukaran barang ribawi dengan sejenisnya, pada salah satunya terdapat barang lain yang tidak 
sejenis. 
Contoh gambaran A: 
Menukar 1 mud kurma ajwah dengan 1 mud kurma ajwah. Pada keduanya terdapat barang lain yang 
tidak sejenis. Yang pertama ada dirhamnya yang kedua juga ada dirhamnya. Jumhur ulama mengatakan 
bahwa kasus seperti ini tidak boleh. Karena ada unsur tipu muslihat pada barang ribawi yang sejenis 
dengan penambahan. Syaikul Islam berpendapat boleh jika jumlah mud keduanya sama dan jumlah 
dirhamnya juga sama. 
Contoh gambaran B: 
Satu mud kurma ajwah yang disertai dirham dengan 2 mud kurma ajwah. Jumhur berpendapat tidak 
boleh. Adapun pendapat kedua mengatakan jika mud ditukar mud dan dirhamnya sebagai pembayaran 
atas kelebihannya, maka ini boleh. 

Tatkala kita membeli perhiasan intan dari pembuatnya. Kita memberinya perhiasan lama, 
kemudian kita mengambil perhiasan baru. Pembuat perhiasan meminta kita harus menambah, apakah 
ini boleh? atau kita memberi 20 gr perhiasan lama dan mengambil 15 gr perhiasan baru yang sudah 
dibentu, apakah ini boleh? 

Ini masuk dalam masalah “mud kurma ajwah dan dirham”. Karena kita telah menukar barang 
ribawi dengan sejenisnya, pada salah satunya terdapat uang dirham yang bukan dari jenisnya, menurut 
jumhur ulama ini boleh. Menurut Syaikhul Islam apabila tambahannya sebagai biaya pembuatan barang 
maka hal ini boleh. Akan tetapi pendapat yang benar adalah tidak boleh menukar karena hadits telah 
jelas menerangkan, “Emas dengan emas...” demikian pula kisah Fudholah ketika membeli cincin yang 
ada mutiaranya dengan dinar maka Nabi bersabda, “Jangan, sampai kamu lepaskan mutiaranya.” maka 
yang benar menukar barang ribawi dengan jenisnya tidak dibenarkan adanya tambahan. Harus sama 


antara keduanya dalam timbangan. Tidak berpengaruh ongkos pembuatan. Sebagaimana kami jelaskan 
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sebelumnya, bahwa macam barang itu tidak berpengaruh apa-apa. Solusinya, kita jual perhiasan lama 
kita dan kita tahan dirhamnya, baru kemudian uangnya kita gunakan untuk membeli yang baru. Akan 
tetapi yang menjadi masalah, sebagian pembuat perhiasan itu mengatakan, “Aku akan membeli darimu 
dengan syarat kamu nanti harus membeli dariku.” Maka kita katakan, disini kita terjatuh dalam riba, 
yaitu emas ditukar emas dengan tambahan. Karena syaratnya adalah kita menjual kepadanya dan 
kitapun harus membeli darinya. Ini seolah-olah kita menukar emas dengan emas dengan harga 
tambahan. Imam Ahmad mengatakan, “Engkau jual barangmu dan ambil harganya. Lalu cari tempat lain. 
Ini dilakukan untuk menghindari syubhat riba. Jika ternyata tidak menemukan tempat lain yang bisa 


memenuhi kebutuhan kita maka tidak mengapa kembali ke tempat semula.” 


KAIDAH KESEMBILAN BELAS 


Alialaall Gini Alilaal! (4 Elis 


Keraguan terhadap kesamaan ukuran dihukumi seperti adanya penambahan. 

Jika terjadi keraguan apakah ukuran barang sudah sama atau belum, maka dianggap adanya 
penambahan. Dengan demikian wajib bagi kita memastikannya dengan menggunakan ukuran standard 
syariat. Tidak mengetahui bahwa barang itu seukuran sama saja artinya dengan mengetahui bahwa 


barang itu ada kelebihan. 


KAIDAH KEDUAPULUH 


9 Alan! lia gta Ja 4 Can! Haa dio Ia gl Eli Gas 
Apakah cek atau giro dapat mengantikan uang dalam pembayaran? 

Ini adalah permasalahan modern yang terjadi tatkala menukar barang yang mengharuskan 
pembayaran tunai. Contoh emas dengan riyal. Ketika hendak membeli emas, kita diharuskan untuk 
membayar tunai karena bertemunya 2 barang ribawi. Kitapun lantas memberikan cek sebagai ganti uang 
riyal. Apakah cek ini bisa menggantikan posisi uang secara syariat? Para ulama kontemporer berbeda 
pendapat. 

Sebagian mereka berpendapat bahwa cek bisa menggantikan uang. Penggunaan cek untuk jual 
beli telah menjadi kebiasaan manusia zaman ini. Maka cek menggantikan dirham. Maka tatkala kita 
membeli emas dan kita menyerahkan cek, hukumnya boleh. 

Pendapat sebagian yang lainnya adalah bahwa cek tidak dapat menggantikan dirham. Tatkala 


kita membeli emas atau perak atau pounds dengan riyal Saudi, tidak cukup dengan memberikan cek. 
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Karena pemberian cek tidak dianggap sebagai pembayaran tunai. Alasannya yaitu apabila cek ini hilang 
atau terbakar apakah akan kembali kepada yang memberi cek atau tidak? jawabnya adalah kembali. Ini 
menunjukkan bahwa cek tidaklah tunai. Berbeda keadaannya apabila dalam posisi dirham. Jika kita 
mengambil emas dan kita beri 1000 riyal dan ternyata hilang atau terbakar riyal itu, apakah dianggap 
tunai? jawabnya iya. Apakah akan kembali kepada yang punya? jawabnya tidak. Adapun cek akan 
kembali. Ini menunjukkan cek tidak dianggap kontan. 

Pendapat ketiga mengatakan hal ini perlu perincian. Jika ceknya asli maka boleh. Jika ceknya 
kosong maka tidak boleh. Karena cek asli senilai dengan harga yang tercantum. Dan pendapat ketiga 


inilah yang lebih dekat kepada kebenaran. Allahu a'lam. 


sk kk 


Sumber: 
Situs Syaikh Kholid bin Ali Al Musyaigih 
(http://www.almoshaigeh.com/index.php?option-content&task-view&id-10711&Itemid-8) 


Dipublikasi ulang dari http://www.direktori-islam.com 
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Kiat-Kiat Mengenal Riba 


Kiat Pertama: Setiap Keuntungan Dari Piutang Adalah Riba 
Dalam mengarungi samudra kehidupan dunia, Islam tidak mengizinkan umat manusia untuk 
bersikap egois, hanya memikirkan kepentingan sendiri. Karenanya, walaupun Islam mengizinkan anda 
untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Islam juga mengajarkan agar anda bersikap sosial, dan turut 
serta mengupayakan sebagian kemaslahatan bagi saudara anda, dengan tanpa pamrih. 
alay) dal ge Sal US La all ee HAN, 


"Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, selama ia menolong saudaranya." (HR Muslim) 


Dalam hal hutang piutang, Allah Ta'ala berfirman: 


3 3 R0 83 OI o B0 AG FN Mean Kei 2 RT an” OA 4 LA NRA 
Kosaas Aii Ul AI AA | gituh Gg Skate AI Sl Bae US Us 
"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan 


menyedakahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Os. Al 


Bagarah: 280) 


Ucapan senada juga diutarakan oleh Ibnu Taimiyyah, "Pada asalnya tidaklah ada orang yang 
sudi untuk bertransaksi dengan cara riba, selain orang yang sedang dalam kesusahan. Bila tidak, maka 
sudah barang tentu orang yang dalam kelapangan tidak mungkin rela untuk membeli barang seharga 
1000 dengan harga 1200 dengan pembayaran dihutang, bila ia benar-benar sedang tidak membutuhkan 
uang 1000 tersebut. Orang yang rela untuk membeli barang dengan harga yang melebihi harga 
semestinya hanyalah orang yang sedang dalam kesusahan. Sehingga perbedaan harga kredit dengan 
kontan tersebut merupakan tindak kelaliman kepada orang yang sedang mengalami kesusahan... dan 
Riba benar-benar terwujud padanya tindak kelaliman kepada orang yang sedang kesusahan. Oleh 
karenanya, riba sebagai lawan dari sedekah. Hal ini karena Allah tidaklah membebaskan orang-orang 
kaya, hingga mereka menyantuni orang-orang fakir karena kemaslahatan orang kaya dan juga fakir 
dalam urusan agama dan dunia tidak akan terwujud dengan sempurna, melainkan dengan cara 
tersebut." (26| 

Dikarenakan alasan yang sangat mulia ini, syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang 
dikeruk dari piutang, dan menyebutnya sebagai riba. Oleh karenanya para ulama menegaskan hal ini 


dalam sebuah kaidah yang sangat masyhur dalam ilmu fikih, yaitu: 
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0) sei lesi pa KHAS 


"Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba." (27| 


Muhammad Nawawi Al Bantaani berkata, "Tidak dibenarkan untuk berhutang uang atau lainnya 
bila disertai persyaratan yang mendatangkan keuntungan bagi pemberi piutang misalnya dengan syarat: 
pembayaran lebih atau dengan barang yang lebih bagus dari yang dihutangi. Hal ini berdasarkan ucapan 


sahabat Fudholah bin Ubaid radhiallahu 'anhu: 


bo) sei Aaiia ya KAA IS 


"Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan maka itu adalah riba. (28) 


Maksudnya setiap piutang yang dipersyaratkan padanya suatu hal yang akan mendatangkan 
kemanfaatan bagi pemberi piutang maka itu adalah riba. Bila ada orang yang melakukan hal itu, maka 
akad hutang-piutangnya batal, bila persyaratan itu terjadi pada saat akad berlangsung." (29) 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap keuntungan dalam hutang piutang, baik 
berupa materi atau jasa atau yang lainnya adalah haram: karena itu semua adalah riba. 

Betapa indahnya syariat Islam dan betapa mulianya akhlak seseorang yang benar-benar 
mengamalkan ajaran agama Allah. Jika beranjak dari hati yang jernih dan obyektif kita mau 
merenungkan syariat Islam yang berkaitan dengan hutang piutang ini, niscaya kita akan sampai pada 


keyakinan bahwa syariat ini adalah syariat yang benar-benar datang dari Allah ta'ala. 


Kiat Kedua: Mengenal Perbedaan Piutang Dari Tabungan (Wadi'ah) 

Permasalahan ini harus anda kuasai dan senantiasa anda ingat agar tidak terkecoh dengan 
perubahan nama atau sebutan riba. Masyarakat di belahan bumi manapun, pada zaman ini telah 
mengubah nama riba menjadi faedah atau bunga, dan mengubah nama piutang menjadi tabungan atau 
wadi'ah. 

Saudaraku! ketahuilah bahwa hakikat piutang (al-Oardhu) adalah menyerahkan sebagian harta 
kepada orang yang akan menggunakannya dan kemudian ia berkewajiban mengembalikan gantinya (30) 

Adapun akad tabungan atau wadi'ah adalah menyerahkan harta kepada orang yang 
merawatkannya/menjagakannya/menyimpankannya. (31) 

Agar perbedaan antara wadi'ah (titipan) dengan dain (piutang) menjadi jelas, maka cermatilah 


perbedaan hukum antara keduanya dalam tabel berikut: 
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Perbedaan Antara Piutang dan Tabungan 
Saudaraku, coba anda bandingkan tabungan di perbankan dengan wadi'ah (titipan) yang ada 


pada tabel di atas, niscaya anda dapatkan banyak perbedaan. 

Tabungan yang ada pada perbankan lebih sesuai dengan hukum dain/piutang, karena pihak 
bank bebas memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Keuntungan serta kerugiannyapun 
sepenuhnya menjadi milik dan tanggung jawab operator perbankan. 

Dengan demikian, sebenarnya wadi'ah/tabungan yang ada di perbankan adalah piutang, 
karenanya berlaku pula padanya berbagai hukum hutang piutang, dan bukan hukum wadi'ah/titipan. 

Dengan memahami dua macam akad ini, serta perbedaan antara keduanya, jelaslah bagi anda 
bahwa tabungan atau yang dikenal dalam bahasa Arab dengan al wadi'ah atau al iidaa' pada hakikatnya 
bukanlah wadi'ah atau al idaa' atau tabungan, akan tetapi sebenarnya adalah hutang piutang yang 


diterima oleh pihak bank dari nasabahnya. 


Kiat Ketiga: Mengenal "Persyaratan Tertulis dan Tidak Tertulis." 

Dalam menjalankan berbagai akad, anda seringkali mempersyaratkan berbagai hal. Dan bila 
anda mencermati berbagai persyaratan yang biasa terjadi dalam perniagaan, niscaya anda dapat 
membaginya ke dalam jenis persyaratan: 

1. Persyaratan yang dituangkan dengan tegas secara lisan atau tulisan dalam akad. 
2. Persyaratan yang tidak dituangkan secara tulisan atau lisan dalam akad, akan tetapi persyaratan 


itu telah diketahui dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat |34|. 


Persyaratan jenis kedua inilah yang dimaksudkan oleh para ulama' ahli figih dari kaidah, 


"Sesuatu yang telah diketahui secara bersama, bagaikan hal yang telah ditegaskan dalam persyaratan." 


Sebagai contoh bagi persyaratan jenis kedua, bila suatu masyarakat memiliki tradisi bahwa pada 
jual-beli mebel dan yang serupa, penjual berkewajiban mengantarkan mebel yang telah dibeli ke rumah 
pembeli, tanpa tambahan biaya. Tradisi ini memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dipenuhi, 
walaupun ketika akad pembelian kedua belah pihak tidak menyinggung sama sekali servis antar ini. 

Bila demikian adanya maka setiap faedah atau tambahan yang dipersyaratkan dari suatu piutang, 
baik dipersyaratkan secara tertulis atau tidak, akan tetapi telah menjadi tradisi pelaku akad, maka 


semuanya dikategorikan sebagai riba. 
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Misalnya seseorang yang telah dikenal bahwa ia tidak sudi untuk menghutangkan uangnya 
kepada orang lain, kecuali bila penghutang/debitur memberikan bunga 10X, maka kebiasaannya 
tersebut telah menjadi persyaratan yang mempengaruhi hukum akad hutang-piutangnya. 

Oleh karena itu tatkala praktek riba telah merajalela di negeri Irak, sahabat Abdullah bin Salam 
radhiallahu 'anhu berpesan kepada Abu Burdah untuk tidak menerima hadiah yang diberikan oleh 


penghutang/debitur: 


Gd elu J jiall (ra Glail HJ cal Ga dh me Cus (Aya Cradi J Ba ya (al Ye 
cAnaa Oalbaili YAA Cola Anna (ed elu g Cal 9 Anto Alih laa Al Jgn AA Capai TA 
GOR Lea UI CI ASI IA JB Lodnna Caleg ey sianlal 3 el gan lai 
Ayam gai Alia g da oil da IA Jah AI sa Ga Saad Ol AJI laa ya Uls 

ea! 9 SAI ol) .Uea8 Lag Alull Siti Gila 


Dari Abu Burdah, ia mengisahkan: "Aku tiba di Madinah, lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam, 
maka beliau berkata (kepadaku): 'Mari singgah ke rumahku, dan akan aku hidangkan untukmu minuman 
di bejana yang pernah digunakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk minum, dan engkau 
dapat menunaikan sholat di tempat yang pernah beliau gunakan untuk shalat." Maka akupun pergi 
bersamanya. Lalu ia memberiku minuman dari gandum (sawig), dan menghidangkan untukku kurma, 
dan aku menunaikan sholat di tempat ia sholat (musholla dalam rumah-pen). Selanjutnya beliau 
berpesan kepadaku: "Sesungguhnya engkau tinggal di suatu negeri yang padanya praktek riba merajalela, 
dan sesungguhnya di antara pintu-pintu riba ialah: Seseorang dari kalian memberikan piutang hingga 
tempo tertentu, dan bila telah jatuh tempo, penghutang datang dengan uang yang ia hutang sambil 
membawa serta keranjang yang berisikan hadiah, maka hendaknya engkau menghindari keranjang 
beserta isinya itu."" (HR Bukhari dan al-Baihagi) 

Saudaraku, coba cermati praktek perbankan yang ada di masyarakat. Setiap nasabah yang 
menabungkan dananya di bank syari'ah atau lainnya berkeinginan mendapatkan bagi hasil. Mereka 
tidak rela bila dananya tidak mendapatkan tambahan sama sekali, apalagi terkurangi karena operator 
perbankan merugi dalam usahanya. 

Dengan demikian, berdasarkan kaidah ini, -walau tidak dituliskan atau diucapkan- maka bunga 


yang diberikan oleh bank kepada nasabah adalah riba, dan bukan bagi hasil. 
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Adapun bila tidak ada persyaratan yang tertulis atau terucap, juga tidak ada tradisi sebelumnya, 
maka penghutang ketika saat pelunasan dibenarkan untuk memberikan hadiah sebagai ungkapan terima 


kasih. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Abu Rafi' radhiallahu 'anhu berikut: 


HW Ji cya Ui ale Tit MX J3 ca Giaa alay Ale Al ea AN Ogan UI 
dist) OG3 YI es Sal das Gaal sal Aa SA 0 ISI eU MU ah 

alusa ol 9) selai Agiwal Galih J3 jl ol Alas :Jlaa 
Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berhutang seekor anak unta dari seseorang, lalu 
datanglah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam unta-unta zakat, maka beliau memerintahkan Abu 
Raafi' untuk menyerahkan anak untanya kepada orang tersebut. Tak selang beberapa saat, Abu Raafi' 
kembali menemui beliau dan berkata: "Aku hanya mendapatkan unta yang telah genap berumur enam 
tahun." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: "Berikanlah unta itu 


kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik pada saat melunasi piutangnya." 


(Riwayat Muslim) 


Imam an-Nawawi berkata, "Pada hadits ini terdapat pelajaran bahwa orang yang berhutang 
disunahkan untuk membayar hutang dengan yang lebih baik dari yang sebenarnya ia tanggung. 
Perbuatan ini termasuk hal yang disunahkan dan akhlak terpuji serta tidak termasuk dalam piutang yang 
mendatangkan kemanfaatan yang terlarang. Karena yang dilarang ialah kemanfaatan yang 
dipersyaratkan pada saat akad piutang. Menurut mazhab kita (Mazhab Syaafi'i), disunahkan untuk 
memberikan tambahan pada saat pelunasan melebihi jumlah hutang yang sebenarnya. Sebagaimana 
diperbolehkan pula bagi pemberi piutang untuk menerima tambahan tersebut, baik tambahan berupa 
kriteria yang lebih baik, atau tambahan dalam jumlah, misalnya menghutangi sepuluh, lalu penghutang 
memberinya sebelas dinar." (35) 

Keterangan serupa juga disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Baari, bahkan beliau 
memberikan tambahan penting, yaitu diharamkannya tambahan yang dipersyaratkan pada akad piutang 


adalah suatu hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama'. (36) 


Kerugian, Tanggung Jawab Siapa? 
Sejak zaman dahulu, dalam dunia bisnis, manusia telah mengenal dua hal yang saling 


berlawanan, yaitu keuntungan dan kerugian. Kedua hal ini senantiasa ada dalam dunia bisnis, dan tidak 


mungkin dapat dipisahkan. 
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Walau manusia telah berhasil mencapai berbagai kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, 
akan tetapi mereka tetap saja tidak mampu menemukan cara untuk memisahkan antara keduanya. 
Krisis ekonomi global yang terjadi sekarang ini menjadi bukti teranyar bagi ketentuan ini. Oleh karena itu, 
bila anda berkeinginan menekuni dunia usaha, maka anda harus telah menyiapkan mental dan strategi 
guna menghadapi satu dari dua hal tersebut. 

Siapa saja yang anda ajak berbicara tentang prospek cerah suatu usaha dan prediksi positif suatu 
usaha, pasti ia berapi-api dan raut wajahnyapun bersinar-sinar? Akan tetapi, coba berhenti sejenak dan 
rubah tema pembicaraan, dan mulailah presentasikan berbagai resiko usaha yang mungkin saja terjadi. 
Amatilah raut wajahnya dan intonasi pembicaraannya. Bandingkan antara dua keadaan yang anda temui. 
Bila lawan bicara anda tetap optimis dan menunjukkan jiwa besar, maka ketahuilah bahwa ia adalah 
benar-benar pengusaha. Akan tetapi bila anda mendapatkannya patah arang hanya sekedar mendengar 
presentasi negatif anda, maka ketahuilah bahwa ia bukanlah pengusaha sejati, maka waspadailah. 

Saudaraku! agama Islam adalah agama yang selaras dengan fitrah Allah Ta'ala yang telah 
diturunkan ke bumi ini, maka kedua hal inipun senantiasa mendapatkan perhatian. Para ulama 


menggambarkan perhatian Islam terhadap dua hal ini dalam sebuah kaidah: 


aah asal 


"Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian." 


Atau dalam ungkapan lain yang juga sering disebut: 
Olah FAN 
"Penghasilan/kegunaan adalah imbalan atas kesiapan menanggung jaminan." 
Maksud kaidah ini ialah orang yang berhak mendapatkan keuntungan ialah orang yang 


berkewajiban menanggung kerugian —jika hal itu terjadi-. 


Kaidah ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: 

Ag Sg Bi dasih Ul AN GS age Alila MALE BI UK Ol Ui AI Ona) AAA Ep 
38 AMI Jom), GIS JB caale SA Gala Anto Al ola all Al Kawali cnc 
aga galy Sant olgy latah FAN sala 9 ale Al aa AI Ogan) JS Scale Jital 
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Dari sahabat 'Aisyah radhiallahu 'anha bahwasanya seorang lelaki membeli seorang budak laki-laki. 
Kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli 
mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian pembeli mengadukan penjual budak 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Nabi-pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. 
Maka Penjual berkata: "Ya Rasulullah! Sungguh ia telah mempekerjakan budakku?" Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Keuntungan adalah imbalan atas kerugian." (Riwayat Ahmad, 


Abu Dawud, At Tirmizy, An Nasai dan dihasankan oleh Al Albani) 


Abu Ubaid menjelaskan maksud hadits ini dengan berkata, "Yang dimaksud dengan keuntungan 
pada hadits ini adalah hasil pekerjaan budak tersebut yang telah dibeli oleh pembeli, kemudian ia 
pekerjakan beberapa waktu. Setelah ia mempekerjakannya, ia menemukan cacat yang sengaja ditutup- 
tutupi oleh penjual, sehingga pembelipun mengembalikan budak tersebut dan pembeli berhak 
mengambil uang pembayarannya dengan utuh. Dengan demikian ia telah mendapat keuntungan berupa 
seluruh hasil pekerjaan budak tersebut (selama berada di tangannya -—ed). Hal ini dikarenakan budak 
tersebut -sebelum dikembalikan- merupakan tanggung jawab pembeli. Andai budak tersebut mati, maka 
budak itu dihitung dari hartanya (sehingga ia menanggung kerugiannya)." 

Seusai menyebutkan ucapan Abu Ubaid di atas, as-Suyuthi berkata, "Para ahli fikih juga 
menyatakan demikian. Makna hadits tersebut ialah segala yang dihasilkan oleh suatu hal, baik berupa 
penghasilan, manfaat, atau hal lain, maka itu adalah milik pembeli. Ia berhak mendapatkannya karena 
ialah penanggung jawab atas kerusakan barang itu sebagai pemilik. Andaikata barang yang telah ia beli 
tersebut mengalami kerusakan, niscaya kerusakan itu adalah tanggung jawabnya. Sudah sepatutnyalah 
bila hasil/keuntungannyapun menjadi miliknya, dengan demikian keuntungan benar-benar menjadi 
imbalan atas kerugian yang mungkin ia derita." (37) 

Demikianlah semestinya peniagaan dijalankan, yaitu setiap orang yang berniaga mencari 
keuntungan, maka dia harus siap menanggung kerugian yang mungkin terjadi. Bila seorang pedagang 
berupaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi, maka upaya 
tersebut sudah dapat dipastikan terlarang. 

Dan dikarenakan mudharabah adalah salah satu bentuk perniagaan, maka kaedah inipun 
berlaku padanya. Oleh karena itu para ulama' menjelaskan bahwa kerugian yang berkaitan dengan 
modal (materi) menjadi tanggung jawab pemodal, sedangkan kerugian non materi, (skill/tenaga) 


menjadi tanggung jawab pengusaha. 
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Andai pemodal atau mensyaratkan agar pengusaha menjamin modalnya, sehingga bila terjadi 


kerugian modal dikembalikan utuh, maka persyaratan adalah persyaratan yang tidak sah. (38| 


Perbandingan Antara Mudharabah Dengan Riba 


Sekilas, perniagaan (mudharabah) menyerupai riba, karena masing-masing pemodal (pemilik 
dana) pada kedua transaksi ini menyerahkan dananya kepada pihak ke-2, dan kemudian menerima 
kembalian yang lebih banyak. Akan tetapi hukum keduanya, sangat berbeda, mudharabah hukumnya 


halal, sedangkan riba adalah haram. 


KAN AG SA AM OSN, UII OA AN AM UANG UN Oa ag Lai) 1 fa 
"Mereka berkata sesungguhnya perniagaan itu serupa dengan riba, dan Allah telah menghalalkan 


perniagaan dan mengharamkan riba." (Os. Al Bagarah: 275) 


Saudaraku! Para ulama' telah menegaskan bahwa tidaklah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya 
membedakan antara dua hal yang nampak serupa, melainkan terdapat perbedaan yang sangat 
mendasar antara keduanya. Sebagaimana tidaklah syari'at menyamakan antara dua hal, melainkan 
terdapat persamaan yang sangat mendasar antara keduanya. (39) 

Dan bila anda berusaha mencari perbedaan nyata yang mendasari perbedaan hukum antara riba 
dan mudharabah, niscaya anda akan mendapatkan bahwa kaedah di atas merupakah pembeda utama 
antara keduanya. 

Seorang pemakan riba berusaha mengeruk keuntungan, akan tetapi ia tidak sudi untuk turut 
menanggung resiko usaha, apapun bentuknya. Oleh karena itu, ia menuntut agar dananya kembali utuh 
dan ditambah dengan bunganya, tanpa peduli dengan kerugian dan kesulitan yang menimpa dunia 
usaha dan yang diderita oleh pelaku usaha penerima piutang. 

Demikianlah yang terjadi pada dunia perbankan yang ada di negeri kita. Sehingga bila dari usaha 
berhasil diperoleh keuntungan, maka pemodal berhak menerima modal secara utuh ditambah bagi hasil 
(baca: bunga). Akan tetapi bila terjadi kerugian, maka pemodal berhak menerima modal yang telah ia 
berikan secara utuh, walaupun sebagian perbankan tidak menuntut bunga. 

Bila kaidah yang telah kita jelaskan di atas, kita terapkan pada transaksi ini, niscaya akan 
menjadi jelas bahwa ini adalah transaksi riba, karena pemodal tidak siap untuk ikut andil dalam 


menanggung kerugian 
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Ditambah lagi hakikat riba, yaitu sebagai tindak kelaliman benar-benar terwujud pada transaksi 
ini. Hal itu dikarenakan, pengusaha (penerima modal) selain tidak mendapat keuntungan, dan jerih 
payahnya merugi: sehingga seluruh kucuran keringatnya tidak mendatangkan hasil, ia masih harus 


mengembalikan modal secara utuh kepada pemodal. 


Pada tabel berikut ini, kami akan coba paparkan perbedaan antara akad piutang dengan akad bagi hasil 


(mudharabah): 


Perbedaan Antara Akad Piutang dan Akad Bagi Hasil 
Semoga pemaparan singkat ini menjadikan kita semakin mengenal berbagai akad riba yang ada 


di sekitar kita dan selanjutnya kita dapat menghindarinya. 


IN gan ae Alitata site fg Slal ja (3 BUNGA SI Agil 
"Ya Allah, limpahkanlah kecukupan kepada kami dengan rizgi-Mu yang halal dari memakan harta yang 


Engkau haramkan, dan cukupkanlah kami dengan kemurahan-Mu dari mengharapkan uluran tangan 


selain-Mu." 


Footnotes: 


(26) al-Gawaid an-Nuraniyah hal: 116. 

(27) Baca al-Muhazzab oleh As Syairazi 1/304, al-Mughni oleh Ibnu Oudamah 4/211&213, Majmu Fatawa Ibnu 
Taimiyyah 29/533, Ghamzu 'Uyun al-Basha'ir 5/187, as-Syarhul Mumthi' 9/108-109 dan lain-lain. 

(28) Ucapan Fudholah bin Ubaid radhiallahu 'anhu diriwayatkan oleh Al Baihagi. Ucapan serupa juga diriwayatkan 
dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Salaam dan Anas bin Malik radhiallahu 'anhum. Syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Dan piutang yang mendatangkan kemanfaatan, telah tetap pelarangannya 
dari beberapa sahabat yang sebagian disebutkan oleh penanya dan juga dari selain mereka, di antaranya 
sahabat Abdullah bin Salaam dan Anas bin Maalik." (Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 29/334). 

(29) Nihayatu az-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al Jawi 242. Keterangan serupa 
juga dapat dibaca di Mughni al-Muhtaaj oleh as-Syarbini 2/119, Nihayatu al-Muhtaaj oleh ar-Ramli 4/231. 

(30) Baca Mughni al-Muhtaj, oleh as-Syarbiny as-Syafi'i, 2/117, dan as-Syarhu al-Mumti' oleh Ibnu 'Ustaimin 9/93. 

(31) Baca Mughni al-Muhtaj 3/79, Kifayah al-Akhyaar oleh Tagiyuddin al-Hishny 2/11, dan as-Syarhu al-Mumti' 
10/285. 

(32) Bagi yang ingin mendapatkan penjelasan lebih banyak tentang berbagai hukum hutang piutang, silahkan baca 
al-'Aziiz Syarah al-Wajiiz oleh Imam ar-Raafi'i 4/432-dst, Mughni al-Muhtaj, 2/117-120, as-Syarhu al- 
Mumti' 9/93-116. 

(33) Untuk mendapatkan kejelasan lebih banyak tentang berbagai hukum yang berkaitan dengan wadi'ah, silakan 
baca al-'Aziiz Syarah al-Wajiiz, oleh Imam ar-Raafi'i 7/292-dst, Mughni al-Muhtaj 3/79-91 dan as-Syarhu al- 
Mumti' 10/285-316, Kifayah al-Akhyaar oleh Tagiyuddin al-Hishni 2/12.17 

(34) Baca I'lamul Muwaggi'in oleh Ibnul Gayyim 2/414, as-Syarhul Mumti' oleh Syeikh Ibnu Utsaimin 9/11, & 
Dirasaatun Syar'iyyah oleh Dr. Muhammad Musthafa As Syangithy 1/50-53. 

(35) Syarah Shahih Muslim oleh Imam an-Nawawi as-Syafi'i 11/37. 

(36) Fathu al-Bari oleh Ibnu Hajar al-Asgalaani 5/67. 
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(37) Baca al-Asybah wa an-Nazhoir oleh as-Suyuthi hal 136. Baca juga al-Mantsur fi al-Gawaidh, oleh az-Zarkasyi 
1/328, Aun al-Ma'bud oleh al-Azhim al-Abadi 8/3 dan Tuhfaz al-Ahwazi oleh al-Mubaraktfuri 3/397. 

(38) Baca Badaa'i as Shanaa'ii oleh Al Kasani Al Hanafy 5/119, al-Mughni oleh Ibnu Gudaamah 7/176, Syarikah al- 
Mudharabah fii al-Fighi al-Islami, oleh Dr. Sa'ad bin Gharir bin Mahdi as-Silmu hal. 291. 

(39) Baca Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 20/504-dst, I'ilamul Muwagi'in oleh Ibnul Gayyim 2/3-dst, dan al-Ma'dul 
bihi 'anil Oiyaas, oleh Dr Umar bin Abdul Aziz. 


(bagian pertama artikel ini dapat dibaca pada link ini: Memahami Akad Riba bag. 1) 


Penulis: Ustadz Muhammad Arifin Badri, M.A. 


Artikel www.pengusahamuslim.com 
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Muamalah Ribawi dan Bahayanya 


Mugaddimah 

Muamalah Maliyah adalah medan hidup yang sudah tersentuh oleh tangan-tangan manusia 
sejak jaman klasik, bahkan jaman purbakala. Setiap orang membutuhkan harta yang ada di tangan orang 
lain. Hal ini membuat manusia berusaha membuat beragam cara pertukaran, bermula dengan kebiasaan 
melakukan tukar menukar barang yang disebut barter, berkembang menjadi sebuah sistem jual beli 
yang kompleks dan multidimensional. 

Bagaimana tidak, karena semua pihak yang terlibat berasal dari latar belakang yang berbeda- 
beda, dengan karakter dan pola pemikiran yang bermacam-macam, dengan tingkat pendidikan dan 
pemahaman yang tidak sama. Baik itu pihak pembeli atau penyewa, penjual atau pemberi sewaan, yang 
berhutang dan berpiutang, pemberi hadiah atau yang diberi, saksi, sekretaris atau juru tulis, hingga calo 
atau broker, kesemuanya adalah majemuk dari berbagai kalangan dengan berbagai latar belakang sosial 
dan pendidikannya yang variatif. Selain itu, transaksi muamalah maliyah juga semakin berkembang 
sesuai dengan tuntutan jaman. Sarana atau media dan fasilitator dalam melakukan transaksi juga kian 
hari kian canggih. Sementara komoditi yang diikat dalam satu transaksi juga semakin bercorak-ragam, 
mengikuti kebutuhan umat manusia yang semakin konsumtif dan semakin terikat tuntutan jaman yang 
juga kian berkembang. 

Oleh sebab itu, muamalah maliyah yang sangat erat dengan perekonomian islam ini akan 
tampak urgensinya bila kita melihat salah satu bagiannya yaitu dunia bisnis perniagaan dan khususnya 
level menengah ke atas. Seorang yang memasuki dunia perbisnisan ini membutuhkan kepekaan yang 
tinggi, feeling yang kuat dan keterampilan yang matang serta pengetahuan yang komplit terhadap 
berbagai epistimologi terkait, seperti ilmu manajemen, akuntansi, perdagangan, bahkan perbankan dan 
sejenisnya. Atau berbagai ilmu yang secara tidak langsung juga dibutuhkan dalam dunia perniagaan 
modern, seperti komunikasi, informatika, operasi komputer, dan lain-lain. Itu dalam standar kebutuhan 
businessman (orang yang berwirausaha) secara umum. 

Bagi seorang muslim, dibutuhkan syarat dan prasyaratan lebih untuk menjadi bisnisman dan 
pengelola modal yang berhasil. Karena seorang muslim selalu terikat —selain dengan kode etik ilmu 
perdagangan secara umum- dengan aturan dan syariat Islam dengan hukum-hukumnya yang 
komprehensif. Oleh sebab itu, tidak selayaknya seorang muslim memasuki dunia bisnis dengan 
pengetahuan kosong terhadap ajaran syariat, dalam soal jual beli misalnya. Karena yang demikian itu 
merupakan sasaran empuk ambisi syetan pada diri manusia untuk menjerumuskan seorang muslim 


dalam kehinaan. 
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Diantara permasalahan yang sering terjadi dan menimpa kaum muslimin dalam muamalah 
maliyah adalah permasalahan Riba. Sehingga sudah menjadi kewajiban orang yang masuk dalam 


muamalah ini untuk mengetahui permasalahan ini dengan baik dan jelas. 


Pengharaman Riba 
Diharamkannya riba berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma' para ulama. Bahkan 


bisa dikatakan keharamannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam ini. 
Dalil-dalil yang Mengharamkan Riba dari Al-Our'an 


Al-Our'an telah membicarakan riba dalam empat tempat terpisah: salah satunya adalah Ayat Makkiyyah, 


sementara tiga lainnya adalah Ayat-ayat Madaniyyah. 


Dalam surat Ar-Ruum Allah ta'ala berfirman: 


- 380 - 


Ho 2 Ta MANA LS & 20 - Oo doa 

AI AS USA HS ra AA Uag AI Se gap DB Oa Ilaal  aoad G0 Oa Hal Lag 

Oa las Gt ta 

"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba 

itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan 

untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat 
gandakan (pahalanya)." (OS. Ar-Ruum: 39) 

Ayat tersebut tidak mengandung ketetapan hukum pasti tentang haramnya riba. Karena kala 

riba memang belum diharamkan. Riba baru diharamkan di masa Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam di 

kota Al-Madinah. Hanya saja ini mempersiapkan jiwa kaum muslimin agar mampu menerima hukum 


haramnya riba yang terlanjur membudaya kala itu. 


Dalam surat An-Nisaa, Allah “Azza wa Jalla berfirman: 


Sa IS AI Jaka De pay Al Telah SA le EA AA ai ja alba 
Lai IS Aga Ga Wil JL Oa Ogah peleT Ai Lagi 3 UI 
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"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik- 
baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari 
jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang 
daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah 
menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (OS. An-Nisaa': 160- 


161) 


Ayat di atas menjelaskan diharamkannya riba terhadap orang-orang Yahudi. Ini merupakan 
pendahuluan yang amat gamblang, untuk kemudian baru diharamkan terhadap kalangan kaum 


muslimin. Ayat tersebut turun di kota Al-Madinah sebelum orang-orang Yahudi menjelaskannya. 


Dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: 


Gala All ALI | 535, Ao aa Kalah GI NIS Y | sih Gaal Leni G 


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah 


kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (OS. Ali Imraan: 130) 


Baru kemudian turun beberapa ayat pada akhir surat Al-Bagarah, yaitu: 


USS IG Ae SIS Gatal! Ga Uas) ALA GAN) Aga US YI O gagah Y UI o SU Gaal 
Kalu Ca Al Sea an Gk maan Bae 
as WOL ATI Gak YVO) GSAJLS Lead ah JAN Galak CNG ale Tag AI II 3 yaa 
Skl! | yalily calalkkal! Igkac 3 | gtah Gaal UN YVT) asi JAS OS Sama Y AN ci) 
sial God Ugal GYVV) Osiyan 8 Yg agile 33 Yg agi) Ne Mal Ad BEI UI, 
all ya caryas Daidta I la35 Al GIA YVA) Gata'ga Pa Cia Ca Iya AMI II 
(YVA) Osalsi Yg 0 yallas Y ASIN sal a98) daan Us Alan 3 


"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 


kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 


280 


disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang 
kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal di dalamnya. 
Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap 
dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal 
saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, 
bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 
beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah 
dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu 


pokok hartamu: kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (OS. Al-Bagarah: 275-279) 
Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat tentang riba yang terakhir diturunkan dalam Al-Our'an Al-Karim. 
Dalil-dalil yang Mengharamkan Riba dari As-Sunnah 


Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu “alahi wa 


sallam bersabda: 


AI OI IS) Sala AN STAN OB Oh Ur KN Osis 1 LB SAN gal | j3 
SEN TR) HA Tg AG Asi Ola UX, GO UST, GalL dj AMI YA 

SUN Cia yall 
"Hindarilah tujuh hal yang membinasakan." Ada yang bertanya: "Apakah tujuh hal itu wahai Rasulullah?" 
Beliau menjawab: "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa dengan cara yang haram, memakan riba, 


memakan harta anak yatim, kabur dari medan perang, menuduh berzina wanita suci yang sudah 


menikah karena kelengahan mereka. " 
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Diriwayatkan oleh imam Muslim dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu “anhu bahwa ia menceritakan: 


#9 AIM UA9 AS ALS Gg GOL UST aing dala All (ika AI Ogu) Cal 
"Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, 


dua orang saksinya, semuanya sama saja." 


Diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu “anhu bahwa ia menceritakan: 


Rasulullah Shallallahu “alahi wa sallam bersabda: 


AB 2 La ae UI A2 GALANG Kita pa AI AOA ASI alan AN ca, 
BRI IU AA ye Ae ORI JB laa M3 up Uk og Jan) clay M3 UR 
AB dy ai ea US Jaa JS Uya SAR AS (Ayang JSI ay FUI 

BO UST Sei AA cai) Olah ia La Calah UE US pari jam 
"Tadi malam aku melihat dua orang lelaki, lalu keduanya mengajakku pergi ke sebuah tanah yang 
disucikan. Kamipun berangkat sehingga sampai ke satu sungai yang berair darah. Di situ terdapat 
seorang lelaki sedang berdiri. Di tengah sungai terdapat seorang lelaki lain yang menaruh batu di 
hadapannya. la menghadap ke arah lelaki yang ada di sungai. Kalau lelaki di sungai itu mau keluar, ia 
melemparnya dengan batu sehingga terpaksa lelaki itu kembali ke dalam sungai darah. Demikianlah 
seterusnya setiap kali lelaki itu hendak keluar, lelaki yang di pinggir sungai melempar batu ke mulutnya 


sehingga ia terpaksa kembali lagi seperti semula. Aku bertanya: "Apa ini?" Salah seorang lelaki yang 


bersamaku menjawab: "Yang engkau lihat dalam sungai darah itu adalah pemakan riba." 


Ijma' yang Mengharamkan Riba 

Kaum muslimin seluruhnya telah bersepakat bahwa asal dari riba adalah diharamkan, terutama 
sekali riba pinjaman atau hutang. Bahkan mereka telah berkonsensus dalam hal itu pada setiap masa 
dan tempat. Para ulama Ahli Fikih seluruh madzhab telah menukil ijma' tersebut. Memang ada 
perbedaan pendapat tentang sebagian bentuk aplikasinya, apakah termasuk riba atau tidak dari segi 


praktisnya, namun tidak bertentangan dengan asal ijma' yang telah diputuskan dalam persoalan itu. 
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Iima' akan pengharamannya dinukilkan Ibnu Hazm dalam Maratib Al Ijma' hal 103, Ibnu Rusyd 
dalam Al Mugaddimah wal Mumahadah 2/8, Al Mawardi dalam Al Haawi Al Kabir 5/74, An Nawawi 
dalam Al Majmu' Syarhul Muhadzab 9/391, dan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al fatawa 29/419. 

Pengharaman Riba tidak terbatas hanya pada syari'at islam bahkan juga ada dalam syari'at 


agama sebelumnya. 


Balasan Pemakan Riba 
Imam Al Sarkhosi menyampaikan 5 balasan dan hukuman bagi pemakan riba yang ada dalam 
ayat-ayat ini (Al Bagarah: 275-279) yaitu: 


1. Kesurupan, seperti dalam firman Allah ta'ala: 


Cash Ia Agil SUS Gatal ya (Uanall Alan GA aga US YI Oa Y UII 0 SG Gas 
Kilas Ca Al Goal AI) Uya Alie 'ya cela Uyad UII aya, adl ATI Isl, GO Oia gali 
Ost Ipad ad JUNI lara Sal 3G Sle Gay AI II 3 yaa 


"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang 
kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal di 


dalamnya." (OS. Al Bagarah: 275) 


2. Dihapus (Barokahnya), seperti dalam firman-Nya “Azza wa Jalla: 


GI af Pad 23 


"Allah memusnahkan Riba..." (OS. Al Bagarah: 276) 
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3. Kufur, bagi yang menghalalkannya. dijelaskan dalam firman-Nya Subhanahu wa ta'ala: 


asi JAS US Lama Y AN citata! ag GAN Gala 
"Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap 


dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (OS. Al Bagarah: 276) 


4. Kekal di Neraka. Ini ada dalam firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala: 


USAIK beat ad JII Ulah Sl Ale ag 
"orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka 


kekal di dalamnya."(OS. Al Bagarah: 275) 


5. Allah Ta'ala memerangi pemakan riba. Seperti dalam firman-Nya “Azza wa Jalla: 


| ASIA | gas AT UU YVA) Caia'ya Ma Cia La Ig AG ATI NASI | gila adl Ugal G 
vsabai V9 Uyalai Y SIN al Gaga”) SIA AA 9 Al gan yg AINI Cya AH 


"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum 
dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 
riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." 


(OS. Al Bagarah: 278-279) 


Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc. 


284 


Bahaya dan Implikasi Buruk Riba 

Syari'at islam tidak memerintahkan kepada manusia kecuali pada sesuatu yang membawa 
kepada kebahagian dan kemuliannya didunia dan akherat dan hanya melarang dari sesuatu yang 
membawa kesengsaraan dan kerugian didunia dan akherat. 

Demikian juga larangan riba dikarenakan memiliki implikasi buruk dan bahaya bagi manusia, 
diantaranya: 

1. Berbahaya bagi akhlak dan kejiwaan manusia. 

Didapatkan orang yang bermuamalah ribawi adalah orang yang memiliki tabi'at bakhil, sempir, 
hati yang keras dan menyembah harta serta yang lain-lainnya dari sifat-sifat rendahan. 

Bila melihat kepada aturan dan system riba didapatkan hal itu menyelisihi akhlak yang luhur dan 
menghancurkan karekteristik pembentukan masyarakat islam. System ini mencabut dari hati seseorang 
perasaan sayang dan rahmat terhadap saudaranya. Lihatlah kreditor (pemilik harta) senantiasa 
menunggu dan mencari-cari serta berharap kesusahan menimpa orang lain sehingga dapat mengambil 
hutang darinya. Tentunya hal ini menampakkan kekerasan, tidak adanya rasa sayang dan penyembahan 
terhadap harta. Hingga tampak sekali Muraabi (pemberi pinjaman ribawi) seakan-akan melepas pakaian 
kemanusiaannya, sikap persaudaraan dan kerja sama saling tolong menolong. 

Riba tidak akan didapatkan pada seorang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan infag, 
shodagah, berbuat baikpun tidak ada pada masyarakat ribawi. Hal ini karena pelaku ribawi (Muraabi) 
mencari celah kebutuhan manusia dan memakan harta mereka dengan batil. Ini merupakan dosa besar 
yang telah diperingatkan Allah dan RasulNya. 

Diantara dalil adalah ayat-ayat riba selalu didahului atau diikuti dengan ayat-ayat anjuran 
berinfag dan shodagah. 

2. bahaya dalam kemasyarakatan dan sosial. 

Riba memiliki implikasi buruk terhadap sosial kemasyarakatan, karena masyarakat yang 
bermuamalah dengan riba tidak akan terjadi adanya saling bantu-membantu dan seandainya adapun 
karena berharap sesuatu dibaliknya sehingga kalangan orang kaya akan berlawanan dan menganiaya 
yang tidak punya. 

Kemudian dapat menumbuhkan kedengkian dan kebencian di masing-masing individu 
masyarakat. Demikian juga menjadi sebab tersebarnya kejahatan dan penyakit jiwa. Hal ini disebabkan 
karena individu masyarakat yang bermuamalah dengan riba bermuamalah dengan sistem menang 
sendiri dan tidak membantu yang lainnya kecuali dengan imbalan keuntungan tertentu, sehingga 


kesulitan dan kesempitan orang lain menjadi kesempatan emas dan peluang bagi yang kaya untuk 
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mengembangkan hartanya dan mengambil manfaat sesuai hitungannya. Tentunya ini akan memutus 
dan menghilangkan persaudaraan dan sifat gotong-royong dan menimbulkan kebencian dan 
permusuhan diantara mereka. 

Seorang dokter ahli penyakit dalam bernama dr. Abdulaziz Ismail dalam kitabnya berjudul Islam 
wa al-Thib al-Hadits (Islam dan kedokteran modern) menyatakan bahwa Riba adalah sebab dalam 
banyaknya penyakit jantung. (Al-Riba Wa Mua'malat al-Mashrofiyah hal. 172) 

3. Bahaya terhadap perekonomian. 

Krisis ekonomi yang menimpa dunia ini bersumber secara umum kepada hutang-hutang riba 
yang berlipat-lipat pada banyak perusahaan besar dan kecil. Lalu banyak Negara modern mengetahui hal 
itu sehingga mereka membatasi persentase bunga ribawi. Namun hal itu tidak menghapus bahaya riba. 

Sudah dimaklumi bahwa maslahat dunia ini tidak akan teratur dan baik kecuali —setelah izin 
Allah- dengan perniagaan, keahlian, industri dan pengembangan harta dalam proyek-proyek umum yang 
bermanfaat, karena dengan demikian harta akan keluar dari pemiliknya dan berputar. Dengan 
berputarnya harta tersebut maka sejumlah umat ini dapat mengambil manfaat, sehingga terwujudlah 
kemakmuran. Padahal Muraabi duduk dan tidak melakukan usaha mengembangkan fungsi hartanya 
untuk kemanfaatan orang lain 

Riba juga menjadi sarana kolonial (penjajahan). Telah dimaklumi bahwa perang ekonomi 
dibangun di atas muamalah riba. Cara pembuka yang efektif untuk penjajahan yang membuat runtuh 
banyak Negara timur adalah dengan riba. Ketika Pemerintah Negara timur berhutang dengan riba dan 
membuka pintu bagi para muraabi asing maka tidak lama kemudian dalam hitungan tahun tidak terasa 
kekayaan mereka telah berpindah dari tangan warga Negaranya ke tangan orang-orang asing tersebut, 
hingga ketika pemerintah tersebut sadar dan ingin melepas diri dan hartanya, maka orang-orang asing 
tersebut meminta campur tangan negaranya dengan nama menjaga hak dan kepentingannya. Oleh 


karena itu pantaslah bila Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda: 


el yan pd Ulag ALS 3 AAS ALS yag Lal JSI afug date AMI ina AI Ogan) Cal 

"Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, 
dua orang saksinya, semuanya sama saja." 

Melihat bahaya dan implikasi buruk riba ini, maka sudah menjadi satu kewajiban bagi kita untuk 


mengetahui hakikat Riba, agar tidak terjerumus padanya. 
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Riba dan Dampaknya 


Oleh : Abu “Umair Al Makassari 


Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam pernah memperingatkan umatnya akan fitnah harta yang 
akan menimpa mereka. Bukanlah kefakiran yang beliau takutkan, namun sebaliknya beliau justru 
khawatir jika fitnah harta duniawi menimpa umatnya sehingga melalaikan mereka dari urusan akhirat. 


Tengoklah peringatan beliau tatkala mengucapkan, 


ayal Ca al JikalI Cal Jali AS Lag 2 yel! lu Y Ola Os le Gatal 

“Akan datang suatu zaman dimana manusia tidak lagi peduli darimana mereka mendapatkan harta, 

apakah dari usaha yang halal atau haram.” (HR. Bukhari -Al Fath 4/296 nomor 2059: 4/313 nomor 
2083). 

Ibnu At Tiin mengatakan, “Sabda beliau ini merupakan peringatan terhadap fitnah harta 
sekaligus salah satu bukti kenabian beliau, karena memberitakan sesuatu yang tidak terjadi di masa 
beliau. Segi celaan dari hadits ini adalah penyamaan beliau shallallahu “alaihi wa sallam terhadap dua 
perkara (yaitu perkara halal dan haram-pen), jika tidak demikian, tentunya memperoleh harta dari jalan 
yang halal tidaklah tercela. Wallahu a'lam.” (Fathul Baari 6/362). 

Kenyataan pun membenarkan apa yang beliau sabdakan di atas, bukankah tidak sedikit kaum 
muslimin yang terfitnah dengan harta sehingga melegalkan segala cara demi mendapatkan kenikmatan 
duniawi yang mereka inginkan. Salah satu bukti adalah maraknya praktek ribawi yang dilakukan oleh 
komunitas muslim, lagi-lagi alasannya berujungpangkal pada ketamakan terhadap dunia. 

Permasalahan riba inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Hal ini mengingat 
betapa pentingnya masalah ini. Kaum muslimin perlu mengetahui hakekat riba serta keburukan yang 
terkandung di dalamnya sehingga dapat membentengi dan tidak menjerumuskan diri ke dalam berbagai 
transaksi ribawi. Risalah ini juga merupakan penjelasan dan peringatan bagi mereka yang telah bergelut 
dan pernah berinteraksi dengan riba agar segera menyadari kesalahannya, bertaubat dan “mencuci 
tangan” dari transaksi ribawi. 

Definisi Riba 

Secara etimologi riba berarti tambahan, baik yang terdapat pada sesuatu atau tambahan 


tersebut sebagai ganti terhadap sesuatu tersebut, seperti menukar satu dirham dengan dua dirham. 


287 


Lafadz ini juga digunakan atas segala bentuk jual beli yang diharamkan (Syarh An Nawawi 'alaa Shahih 
Muslim 11/8, Fathul Baari 4/312). 

Adapun secara terminologi, riba berarti adanya tambahan dalam suatu barang yang khusus dan 
istilah ini digunakan pada dua bentuk riba, yaitu riba fadl dan riba nasiah (Lihat Al Mughni 6/52, Fathul 
Oadir 1/294: dinukil dari Ar Ribaa Adraruhu wa Atsaruhu fii Dlauil Kitabi was Sunnah). Al Ustadz Aunur 
Rofig Ghufron mengatakan, “Maksud tambahan secara khusus, ialah tambahan yang diharamkan oleh 
syari'at Islam, baik diperoleh dengan cara penjualan, atau penukaran atau peminjaman yang berkenaan 


dengan benda riba.” (Majalah As Sunnah edisi 3 tahun VII). 


Dalil-dalil yang mengharamkan riba 

Riba haram berdasarkan Al-Our'an, sunnah, ijma' dan giyas. Bahkan seluruh agama samawi 
selain Islam pun mengharamkannya. 

Disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama, “Jika engkau meminjamkan harta kepada salah seorang 
dari kalangan bangsaku, janganlah engkau bersikap seperti rentenir dan janganlah engkau mengambil 
keuntungan dari piutangmu.” (Safarul Khuruj pasal 22 ayat 25: dinukil dari Fighus Sunnah 3/130). 

Masih dalam kitab yang sama disebutkan, “Apabila saudara kalian sedang kesulitan, maka 
bantulah ia. Janganlah dirimu mengambil keuntungan dan manfaat darinya.” (Safarul Khuruj pasal 25 
ayat 35: dinukil dari Fighus Sunnah 3/130). 

Dalam Perjanjian Baru disebutkan, “Jika kalian memberikan pinjaman kepada orang yang kalian 
harapkan imbalan darinya, maka keutamaan apakah yang akan kalian peroleh? Lakukanlah kebajikan 
dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan adanya imbalan sehingga kalian memperoleh pahala yang 


besar.” (Injil Lukas pasal 6 ayat 34-35: dinukil dari Fighus Sunnah 3/131). 


Bahkan para ahli agama mereka telah sepakat akan keharaman riba, 

Sakubar mengatakan, “Sesungguhnya orang yang mengatakan riba tidak termasuk kemaksiatan, 
maka dia termasuk kafir dan keluar dari agama.” 

Di kesempatan lain Pastur Buni mengatakan, “Sesungguhnya orang-orang yang melakukan 
transaksi ribawi tidak memiliki kehormatan di dunia dan mereka tidak layak dikafani ketika mereka mati.” 
(Fighus Sunnah 3/131-132). 

Demikianlah perkataan kaum kuffar yang menyatakan akan keharaman riba. 
Adapun islam, maka agama yang mulia ini melarangnya dengan berdasarkan dalil-dalil dari Al- 


Our'an, sunnah, ijma dan giyas. 
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Dalil dari Al-OGur'an, Allah ta'ala berfirman, yang artinya: 


“Dan Allah telah mengharamkan riba.” (Al Bagarah: 275). 


Dalil dari As Sunnah, Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


ega ah Ig AJA ANN, ALS yag Lal JSI alang Aale AIM (lum AI Jaa) Gal 

“Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan 

riba, juru tulis transaksi riba dan dua orang saksinya. Kedudukan mereka itu semuanya sama.” (HR. 
Muslim nomor 2995). 

Kaum muslimin pun telah sepakat untuk mengharamkannya dan meyakini bahwa hal tersebut 
termasuk dosa besar. 

Di sisi lain, riba merupakan salah satu bentuk kezhaliman sedangkan keadilan yang terkandung 

dalam syari'at yang adil tentunya mengharamkan kezhaliman (Taudlihul Ahkam 4/367). 
Jika ada yang mengatakan, “Bagaimana bisa transaksi ribawi dikatakan sebagai bentuk 


kezhaliman padahal mereka yang berhutang, ridla terhadap bentuk mu'amalah ini?” 


Maka jawabannya adalah sebagai berikut, 

Pertama, sesungguhnya bentuk kezhaliman dalam bentuk mu'amalah ribawi sangat nyata, yaitu 
mengambil harta milik orang lain secara batil. (Karena) sesunguhnya kewajiban bagi orang yang 
menghutangi adalah memberikan kelonggaran dan tambahan waktu bagi pihak yang berhutang tatkala 
kesulitan untuk melunasi hutangnya (sebagaimana firman Allah dalam surat al Bagarah ayat 280-pen). 
Apabila terdapat tambahan dalam transaksi tersebut lalu diambil, maka hal ini merupakan salah satu 
bentuk tindakan mengambil harta orang lain tanpa hak. Yang patut diperhatikan pula, bahwa seluruh 
hamba di bawah aturan yang telah ditetapkan Allah, mereka tidak boleh ridla terhadap sesuatu yang 
tidak diridlai oleh Allah. Oleh karenanya, keridlaan pihak yang berhutang terhadap transaksi ribawi tidak 
dapat dijadikan alasan untuk melegalkan praktek ribawi. 

Kedua, jika ditilik lebih jauh, sebenarnya pihak yang berhutang tidaklah ridla terhadap transaksi 
tersebut sehingga statusnya layaknya orang yang tengah dipaksa, karena dirinya takut kepada pihak 
yang menghutangi apabila tidak menuruti dan mengikuti bentuk mu'amalah ini, mereka akan 
memenjarakan dan melukai dirinya atau menghalanginya dari bentuk mu'amalah yang lain. Maka secara 


lisan (dirinya) menyatakan ridla, namun sebenarnya dirinya tidaklah ridla, karena seorang yang berakal 
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tentunya tidak akan ridla hutangnya dinaikkan tanpa ada manfaat yang dia peroleh (Figh wa Fatawal 


Buyu' hal. 10 dengan beberapa penyesuaian). 


Dampak Negatif Riba 

Selayaknya bagi seorang muslim untuk ta'at dan patuh tatkala Allah dan rasul-Nya melarang 
manusia dari sesuatu. Bukanlah sifat seorang muslim, tatkala berhadapan dengan larangan Rabb-nya 
atau rasul-Nya dirinya malah berpaling dan memilih untuk menuruti apa yang diinginkan oleh nafsunya. 

Tidak diragukan lagi bahwasanya riba memiliki bahaya yang sangat besar dan dampak yang 
sangat merugikan sekaligus sulit untuk dilenyapkan. Tentunya tatkala Islam memerintahkan umatnya 
untuk menjauhi riba pastilah disana terkandung suatu hikmah, sebab dinul Islam tidaklah 
memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu melainkan disana terkandung sesuatu yang dapat 
menghantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikian pula sebaliknya, bila syari'at ini 
melarang akan sesuatu, tentulah sesuatu tersebut mengandung kerusakan dan berbagai keburukan 
yang dapat menghantarkan manusia kepada kerugian di dunia dan akhirat. 

Dalam permasalahan riba ini pun tidak jauh berbeda, cukuplah nash-nash yang telah lewat 
menggambarkan keburukan riba. Namun, tatkala kesadaran mulai melemah dan rendahnya keinginan 
untuk merenungi nash-nash syar'i telah menyebar di kalangan kaum muslimin, perlu kiranya 
menjelaskan berbagai keburukan dan dampak negatif yang dihasilkan oleh berbagai transaksi ribawi. 

Berikut ini diantara dampak negatif riba yang kami sarikan dari Ar Riba Adlraruhu wa Atsaruhu fii 


Dlauil Kitabi was Sunnah karya Dr. Sa'id bin Wahf Al Oahthani disertai beberapa penyesuaian. 


1. a. Dampak negatif bagi individu 
e Riba memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Jika diperhatikan, maka kita 


akan menemukan bahwa mereka yang berinteraksi dengan riba adalah individu yang secara 
alami memiliki sifat kikir, dada yang sempit, berhati keras, menyembah harta, tamak akan 
kemewahan dunia dan sifat-sifat hina lainnya. 


e Riba merupakan akhlag dan perbuatan musuh Allah, Yahudi. Allah ta'ala berfirman, 


like Ata Gal) Kate f3 Jalal cakil Oral Al Ate Lagi A3 UI Aa, 
Call 


“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang 


daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami 
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Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (An 
Nisaa' : 161). 

Riba merupakan akhlak kaum jahiliyah. Barangsiapa yang melakukannya, maka sungguh dia 
telah menyamakan dirinya dengan mereka. 

Pelaku (baca: pemakan) riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti 


orang gila. Allah ta'ala berfirman yang artinya, 


Ma BIS Taat Ta KILAEAN ATA AAN A5 UE YI as Y US ob Gas 
SE AI) La Ab ya bela Io UII AOA all AAN Da3 GO Oa Aa) US If 
GA Ud Ah JI GA G3 Aa Ya AN NI 2 Kata Ca A3 


“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya 
orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan 
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya 
(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni- 
penghuni neraka: mereka kekal di dalamnya.” (Al Bagarah : 275). 

Seseorang yang bergelut dan berinteraksi dengan riba berarti secara terang-terangan 
mengumumkan dirinya sebagai penentang Allah dan rasul-Nya dan dirinya layak diperangi oleh 


Allah dan rasul-Nya. Allah ta'ala berfirman, 


atasi Al LS, Pen Su Cas Ca Ig 33 AMI ISI Iga Gaal Laal G 
Lsabai V3 Coyallat Y ASIN al Ga get) AKB Si Ul 9 Al gan yg AINI Uya aryan | sila 


“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang 
belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan 
(meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan 
jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak 


menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Al Bagarah : 278-279). Maka keuntungan apakah yang 
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akan diraih bagi mereka yang telah mengikrarkan dirinya sebagai musuh Allah dan akankah 
mereka meraih kemenangan jika yang mereka hadapi adalah Allah dan rasul-Nya?! 
Memakan riba menunjukkan kelemahan dan lenyapnya takwa dalam diri pelakunya. Hal ini 


menyebabkan kerugian di dunia dan akhirat. Allah ta'ala berfirman, 


ON 33, Cost All ALI | j5 3 Ade Lua Lalaisal GI 3S Y 1 sial Gaal Lal G 
Dan Kit UN AN alel. Da IU het Al 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan 
bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu 
dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan rasul, 
supaya kamu diberi rahmat.” (Ali Imran : 130-132). 
Memakan riba menyebabkan pelakunya mendapat laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. 
Rasulullah pun melaknat pemakan riba, yang memberi riba, juru tulisnya dan kedua saksinya, 
beliau berkata, “Mereka semua sama saja.” (HR. Muslim nomor 2995). 
Setelah meninggal, pemakan riba akan diadzab dengan berenang di sungai darah sembari 
mulutnya dilempari dengan bebatuan sehingga dirinya tidak mampu untuk keluar dari sungai 
tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan dalah hadits Samurah radliallahu “anhu (HR. Bukhari 
3/11 nomor 2085). 
Memakan riba merupakan salah satu perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kebinasaan. 
Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan!” 
Para sahabat bertanya, “Apa sajakah perkara tersebut, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, 
“Syirik, sihir, membunuh jiwa yan diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak, memakan 
riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran dan menuduh wanita mukminah 
berzina.” (HR. Bukhari nomor 2615, Muslim nomor 89). 


Riba merupakan perbuatan maksiat kepada Allah dan rasul-Nya. Allah “Azza wa Jalla berfirman, 
Al Gal panah SI A8 Aint ol ajal De OA Gaal AB 


“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau 


ditimpa azab yang pedih.” (An Nuur: 63). 
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Gan HlAe Ag Uas JAM IG AURA 2 GAN Ai Al gan 79 ATI) (aan yag 
Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan- 


Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya: dan 


baginya siksa yang menghinakan. (An Nisaa: 14). 


pl usa adu 3 Ol Ina Aga yg AMI ag NI Aa 5 “ya Yg Cyagal JS Lag 

Kista YO Jaa A88 Al gk yg AI yan yag 

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, 
apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan 


(yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka 


sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (Al Ahdzaab: 36). 


Ian Uas Oa AA OA GB Al gay AI) Gan Cyag 
“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka Sesungguhnya baginyalah 
neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.” (Al Jin: 23). 


Pemakan riba diancam dengan neraka jika tidak bertaubat. Allah “Azza wa Jalla berfirman, 


Sal Lilis Us A8 HB AI) La Aya Sela ad US AOA al AI Ot, Gol 
BAN Ya Ah EN AT Sa IS Ya AN NI 


padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka 
baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka: mereka kekal di dalamnya.” (Al Bagarah : 275). 

Allah tidak akan menerima sedekah yang diperoleh dari riba, karena Rasulullah shallallahu “alaihi 
wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali 
yang baik.” (HR. Muslim 2/3 nomor 1014). 

Do'a seorang pemakan riba tidak akan terkabul. Rasullullah shallallahu “alaihi wa sallam pernah 
menceritakan bahwa ada seorang yang bersafar kemudian menengadahkan tangannya ke langit 


seraya berdo'a, “Ya Rabbi, ya Rabbi!” Akan tetapi makanan dan minumannya berasal dari yang 
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haram, pakaiannya haram dan dikenyangkan oleh barang yang haram. Maka bagaimana bisa 
do'anya akan dikabulkan?! (HR. Muslim nomor 1014). 
Memakan riba menyebabkan hati membatu dan memasukkan “ar raan” ke dalam hati. Allah 
ta'ala berfirman, 
Us) | IS La pgn le Ul) JS 
“Sekali-kali tidak (demikian), Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati 
mereka.” (Al Muthaffifin: 14). 

Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, “Ketahuilah di dalam jasad terdapat 
sepotong daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh badan. Namun jika ia rusak, maka rusaklah 
seluruh badan. Ketahuilah sepotong daging itu adalah hati.” (HR. Bukhari 1/19 nomor 52, 
Muslim nomor 1599). 

Memakan riba adalah bentuk kezhaliman dan kezhaliman merupakan kegelapan di hari kiamat. 


Allah ta'ala berfirman, 


MAAN AB SAR Gal OR Ul OsAlUaN Uli Ka OB AI GAS YG 


Sl ya AgiaBly Api ja Agil! S3 Y Agan ge”) (crita Canlagaa 


“Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang 
diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka 
sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas 
memenuhi panggilan dengan mangangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip 
dan hati mereka kosong.” (Ibrahim: 42-43). 

Pelaku riba biasanya jarang melakukan berbagai kebajikan, karena dirinya tidak memberikan 
pinjaman dengan cara yang baik, tidak memperhatikan orang yang kesulitan, tidak pula 
meringankan kesulitannya bahkan dirinya mempersulit dengan pemberian pinjaman yang 
disertai tambahan bunga. Padahal Allah telah menerangkan keutamaan seorang yang 
meringankan kesulitan seorang mukmin, rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 
“Barangsiapa meringankan satu kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitnnya di dunia , 
maka Allah akan meringankan kesulitan dari berbagai kesulitan yang akan dihadapinya pada hari 


kiamat kelak. Barangsiapa yang memeri keringanan bagi orang yang kesulitan, maka Allah akan 
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memberi keringanan baginya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menembunyikan aib seorang 
muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat.” (HR. Muslim nomor 2699). 

Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam juga bersabda, “Barangsiapa memperhatikan 
orang yang ditimpa kesulitan dan menghilangkannya, maka Allah akan menaunginya dalam 
naungan-Nya.” (HR. Muslim nomor 3006). 

Riba melunturkan rasa simpati dan kasih sayang dari diri seseorang. Karena seorang rentenir 
tidak akan ragu untuk mengambil seluruh harta orang yang berhutang kepadanya. Oleh karena 


itu rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


Ab Ga Yam le Y 

“Tidaklah sifat kasih sayang itu diangkat kecuali dari seorang yang celaka.” (HR. Abu Dawud 

nomor 4942, Tirmidzi nomor 1923 dan hadits ini dishahihkan oleh al “Allamah Al Albani dalam 

Shahih Tirmidzi 2/180). 

Rasulullah juga bersabda, “Allah tidak akan menyayangi seseorang yang tidak sayang 
kepada sesama manusia.” (HR. Bukhari nomor 7376, Muslim nomor 2319). 

Beliau shallallahu “alaihi wa sallam juga bersabda, “Orang yang memiliki sifat kasih 

sayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya Dzat yang 

ada di langit akan menyayangi kalian.” (HR. Abu Dawud nomor 1941, Tirmidzi nomor 924 dan 


hadits ini dishahihkan oleh Imam Al Albani dalam Shahih Tirmidzi 2/180). 


1. b. Dampak negatif bagi masyarakat dan perekonomian 


Riba menimbulkan permusuhan dan kebencian antar individu dan masyarakat serta 
menumbuhkembangkan fitnah dan terputusnya jalinan persaudaraan. 

Masyarakat yang berinteraksi dengan riba adalah masyarakat yang miskin, tidak memiliki rasa 
simpatik. Mereka tidak akan saling tolong menolong dan membantu sesama manusia kecuali 
ada keinginan tertentu yang tersembunyi di balik bantuan yang mereka berikan. Masyarakat 
seperti ini tidak akan pernah merasakan kesejahteraan dan ketenangan. Bahkan kekacauan dan 
kesenjangan akan senantiasa terjadi di setiap saat. 

Perbuatan riba mengarahkan ekonomi ke arah yang menyimpang dan hal tersebut 
mengakibatkan ishraf (pemborosan). 

Riba mengakibatkan harta kaum muslimin berada dalam genggaman musuh dan hal ini salah 


satu musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin. Karena, mereka telah menitipkan 
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sebagian besar harta mereka kepada bank-bank ribawi yang terletak di berbagai negara kafir. 
Hal ini akan melunturkan dan menghilangkan sifat ulet dan tangkas dari kaum muslimin serta 
(perbuatan ini termasuk) membantu kaum kuffar atau pelaku riba dalam melemahkan kaum 
muslimin dan mengambil manfaat dari harta mereka. 

Tersebarnya riba merupakan “pernyataan tidak langsung” dari suatu kaum bahwa mereka 
berhak dan layak untuk mendapatkan adzab dari Allah ta'ala. Rasulullah shallallahu “alaihi wa 


sallam bersabda, 
Al alis agiil Iglal IA do j3 Lal JII peda Il 
“Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk 
negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah.” (HR. Al Hakim 2/37, 


beliau menshahihkannya dan disetujui oleh Adz Dzahabi. Syaikh Al Albani menghasankan hadits 
ini dalam Ghayatul Maram fii Takhrij Ahaditsil Halal wal Haram hal. 203 nomor 344). 


Riba merupakan perantara untuk menjajah negeri Islam, oleh karenanya terdapat pepatah, 


aa 3 syal ly pw jlariuYI 


“Penjajahan itu senantiasa berjalan mengikuti para pedagang dan tukang fitnah.” 
Kita pun telah mengetahui bagaimana riba dan dampak yang ditimbulkannya telah 


merajalela dan menguasai berbagai negeri kaum muslimin. 


Memakan riba merupakan sebab yang akan menghalangi suatu masyarakat dari berbagai 


kebaikan. Allah ta'ala berfirman, 


No AN Juta G0 Ming aed Ualah Lilik Agale Wes NAS Call Uya alias 
ISS Hata ORdSI) RE, JL KASN Olga AgI Ale Li UD ah, 

Lali 
Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan 
makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak 
menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal 


sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda 
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orang lain dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di 
antara mereka itu siksa yang pedih.” (An Nisaa': 160-161). 

e Maraknya praktek riba sekaligus menunjukkan rendahnya rasa simpatik antara sesama muslim, 
sehingga seorang muslim yang sedang kesulitan dan membutuhkan lebih “rela” pergi ke 
lembaga keuangan ribawi karena sulit menemukan saudara seiman yang dapat membantunya. 

e Maraknya praktek riba juga menunjukkan semakin tingginya gaya hidup konsumtif dan kapitalis 
di kalangan kaum muslimin, mengingat tidak sedikit kaum muslimin yang terjerat dengan hutang 
ribawi disebabkan menuruti hawa nafsu mereka untuk mendapatkan kebutuhan yang tidak 


mendesak. 


Tinggalkan Riba! 
Setelah memperhatikan berbagai dalil yang mengharamkan riba dan berbagai dampak negatif 


yang ditimbulkan olehnya, selayaknya kaum muslimin untuk menjauhi dan segera meninggalkan 
transaksi yang mempraktekkan riba. Bukankah keselamatan dan kesuksesan akan diperoleh ketika 
mentaati Allah dan rasul-Nya. Ketahuilah tolok ukur kesuksesan bukan terletak pada kekayaan! 
Anggapan yang keliru semacam inilah yang mendorong manusia melakukan berbagai macam 
penyimpangan dalam agama demi mendapatkan kekayaan, walau itu diperoleh dengan praktek ribawi 
misalnya. 

Bukankah telah cukup laknat Allah dan rasul-Nya sebagai peringatan bagi kaum muslimin? Tentu 
akal yang sehat dan fitrah yang lurus akan menggiring pemiliknya untuk menjauhi dan meninggalkan 
transaksi ribawi. Suatu keanehan jika ternyata di antara kaum muslimin yang mengetahui keharaman 
dan keburukan riba kemudian nekat menjerumuskan diri ke dalamnya demi memperoleh bagian dunia 


yang sedikit, renungilah sabda Nabi shallallahu “alaihi wa sallam berikut, 


As) OS, Cam Ga AM abs gag Ja JI ASLI by agya 

“Satu dirham yang diperoleh oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar 

dan buruk dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali.” (HR. Ahmad 5/225. Syaikh 

Muhammad Nashiruddin Al Albani mengatakan, “Sanad hadits ini shahih sesuai dengan kriteria 

syaikhain (Imam Bukhari dan Muslim).” Lihat Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah 2/29 nomor 1033. Syaikh 
Syu'aib Al Arnauth berkata dalam catatan kaki Syarhus Sunnah karya Al Baghawi 2/55, “Shahihul isnad.” 
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Demikianlah apa yang bisa kami hadirkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi 
kami pribadi dan kaum muslimin. Semoga Allah 'Azza wa Jalla menolong kaum muslimin untuk terlepas 
dari jeratan riba dan beralih kepada bentuk-bentuk mu'amalah yang sesuai dengan syari'at. Amin. 
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi shallallahu “alaihi wa sallam, keluarga beliau, para 


sahabat dan mereka yang berjalan di atas sunnahnya. 


Artikel: www.pustakaalbayaty.wordpress.com 
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GHOROR 


Kejelasan Status Dalam Jual Beli 


Allah Ta'ala berfirman, 


10 5 Salam SAI Doel! Ui) 
"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara." (Os. Al Hujuraat: 10) 


Dan pada ayat lain, Allah Ta'ala berfirman, 


Ca aa AI GL al 3 Stay CR Lha | ge US Yg Ad ga 73 AMI | sandal 
46 JWYI 
"Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan 


kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang- 


orang yang sabar." (Os. Al Anfal: 46) 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam banyak haditsnya juga menegaskan akan hal yang 


sama, di antaranya beliau bersabda, 


Jila Al coli gulae dia SESI ISI null Jia agilolai 3 agam jig abal gi Cd Cjala pall Jia 
ala ol5) «all 9 yeh dll 


"Perumpamaan kaum mukminin dalam hal kecintaan, kasih saying, dan bahu-membahu sesama mereka 
bak satu tubuh, bila ada anggota tubuh itu yang mendeita, niscaya anggota tubuh lainnya akan sama- 


sama merasakan susah tidur dan demam." (Riwayat Muslim) 


Imam An Nawawi rahimahullah berkata: "Hadits ini sangat tegas nan jelas menunjukkan betapa 
agungnya hak-hak sesama umat Islam, dan memerintahkan agar mereka saling menyayangi, berlemah- 
lembut, bantu-membantu dalam hal-hal yang bukan merupakan perbuatan dosa atau hal-hal yang 


dibenci." (Syarah Muslim, oleh Imam An Nawawi 16/139) 
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Dan pada hadits lainnya, beliau bersabda, 


Ic PS Oia an ie Silana mn Yg Ig padat Yg | geaelai Yg Doain Yg | gaulai Y 
na ana ar Ea 


"Janganlah engkau saling hasad, janganlah saling menaikkan penawaran barang (padahal tidak ingin 
membelinya), janganlah saling membenci, janganlah saling merencanakan kejelekan, janganlah sebagian 
dari kalian melangkahi pembelian sebagian lainnya, dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling 
bersaudara. Seorang muslim adalah saudara orang muslim lainnya, tidaklah ia menzhalimi 
saudaranyanya, dan tidaklah ia membiarkannya dianiaya orang lain, dan tidaklah ia menghinanya." 


(Muttafagun 'alaih) 


Pengaruh Gharar (ketidak jelasan status) Dalam Jaul-beli Dalam Syari'at Islam 


Diantara metode yang diajarkan Syari'at Islam guna merealisasikan misi di atas ialah dengan 
melarang setiap akad jual beli atau yang semakna bila mengandung unshur gharar (ketidak jelasan 


status). 


Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, 


ENG Or Oa ana y an ai 
alwa ol5) LI US bw 3 Ale dl laa all 
"Bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli gharar (tidak jelas statusnya)." 


(Riwayat Muslim) 
Oa Sa Aan Da KAI EL Doa asal Gila DANG SN CG ISI 7 all J6 


Jati, 
Model perniagaan yang tercakup oleh hadits ini sangatlah banyak, bahkan tidak terhitung jumlahnya. 
Al Baji menjelaskan: "Bila hal ini telah diketahui dengan baik, maka ketahuilah bahwa gharar 


dapat terjadi dari tiga arah: akad, harga atau barang yang diperjual-belikan dan tempo pembayaran atau 


penyerahan barang." (Al Muntaga oleh Al Baji 5/41) 
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Ibnu Ar Rusyd Al Mailiki lebih terperinci menegaskan: "Diantara akad jual-beli yang terlarang 
ialah berbagai jenis akad jual-beli yang berpotensi menimbulkan kerugian pada orang lain, karena 
adanya ketidakjelasan status. Dan ketidakjelasan status dalam akad jual-beli dapat ditemukan pada: 

1. Ketidakpastian dalam penentuan barang yang diperjual-belikan. 

2. Ketidakpastian akad. 

3. Ketidakpastian harga. 

4. Ketidakpastian barang yang dijual-belikan. 

5. Ketidakpastian kadar harga atau barang. 

6. Ketidakpastian tempo pembayaran atau penyerahan barang (bila pembayaran atau penyerahan 
barang ditunda). 

7. Ketidakpastian ada atau tidaknya barang, atau ketidakpastian apakah penjual kuasa 
menyerahkan barang yang ia jual. 


8. Dan ketidak pastian utuh tidaknya barang yang diperjual-belikan. (Bidayatul Mujtahid 2/148). 


Tidak diragukan bahwa adanya ketidakpastian pada salah satu hal di atas dapat menjadi 
pemincu terjadinya persengketaan dan permusuhan antara sesama muslim. Tentu perpecahan dan 
perselisihan itu tidak diinginkan secara syari'at. Oleh karena itu, syari'at Islam menutup pintu ini, guna 
menjaga utuhnya persatuan dan terjaganya hubungan yang harmonis antara seluruh komponen umat 
islam. 

Ibnu Rusyd Al Maliki berkata: "Secara global, seluruh ulama' ahli figih sepakat bahwa tidak 
dibenarkan adanya ketidakpastian (gharar) yang besar pada setiap akad jual-beli. Sebagaimana mereka 
juga sepakat bahwa gharar yang kecil dimaafkan. Akan tetapi para ulama' berbeda pendapat dalam 
beberapa bentuk akad jual-beli, apakah gharar yang terdapat padanya termasuk gharar yang besar 
sehingga terlarang atau termasuk yang kecil sehingga dimaafkan? Perbedaan itu terjadi dikarenakan 
gharar yang ada berada di tengah-tengah antara gharar yang besar dan gharar yang kecil." (Bidayatul 


Mujtrahid 2/154-155) 
Penjelasan senada juga dipaparkan oleh Al Baji Al Maliki dalam kitabnya Al Muntaga 5/41. 


Kadang kala sebagian gharar dimaafkan, terutama bila ada alasan yang dibenarkan. Berikut 
beberapa misal dari gharar yang dibenarkan: anda dibolehkan membeli atau menjual rumah, walaupun 


anda atau pembeli tidak mengetahui pondasinya. Anda juga dibolehkan untuk membeli atau menjual 
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kambing yang sedang bunting, sehingga dalam putingnya terdapat susu, walaupun anda tidak 
mengetahui seberapa kadar susu yang ada di dalamnya. Yang demikian itu dikarenakan status dan 
hukum pondasi mengikuti bagian dari rumah yang nampak oleh penglihatan. Sebagaimana keadaan juga 
menuntut kita untuk membolehkan jual-beli rumah walau tanpa mengetahui pondasinya, karena bila 
kita syaratkan agar pondasi rumah diketahui oleh kedua pihak, pasti merepotkan mereka berdua. 
Demikian juga halnya dengan menjual hewan bunting yang telah mengeluarkan susu dari putingnya. 
Walau demikian, bukan berarti kita bebas sesuka hati dalam membuat kesimpulan. Karena 
ternyata para ulama' telah meletakkan kaedah yang jelas dalam menilai apakah gharar yang ada 
termasuk yang terlarang atau yang dimaafkan. Imam Al Mawardi As Syafi'i memberikan pedoman 
kepada kita metode yang benar-benar bagus dan jelas dalam mengidentifikasi gharar yang ada pada 


suatu akad. Beliau berkata, 


Vagale! CagaAI Gn Un SI La al Aya daa) 
"Hakikat gharar yang terlarang dalam akad jual beli ialah suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan, 


akan tetapi kemungkinan buruklah yang paling besar peluangnya." (Al Hawi Al Kabir 5/25) 


Dan pada kesempatan lain, beliau berkata, 


CAK “of WE en 0. ai . Pan Aa A2 Tag bara Sean A3 EL TA IA 
Cagia 5S pegi al 6 ega ee Kaji on NS BB3) 
"Gharar ialah suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan, dengan peluang yang sama-sama besar 


atau kemungkinan buruknya lebih besar peluangnya." (Al Hawi Al Kabir 7/869) 


Dari keterangan Al Mawardi dan juga lainnya dapat disimpulkan bahwa batasan gharar yang 
terlarang dari yang dimaafkan ialah: Bila keadaan mengharuskan kita untuk mengesampingkan unshur 
gharar yang ada, dikarenakan gharar itu tidak mungkin untuk dihindari kecuali dengan mendatangkan 
hal-hal yang sangat menyusahkan, maka gharar yang demikian itu adanya dianggap gharar yang remeh, 
sehingga tidak mempengaruhi hukum jual-beli. Sebaliknya, bila gharar itu dapat dihindarkan tanpa 
mendatangkan kesusahan yang besar, maka jual-beli yang mengandung gharar menjadi terlarang alias 
batal. Dan perselisihan para ulama' pada sebagian akad yang ada kaitannya dengan masalah ini 
bersumber dari perbedaan mereka dalam menerapkan ketentuan ini. Sebagian mereka beranggapan 


bahwa unshur gharar yang terdapat pada akad itu adalah kecil, sehingga tidak layak untuk 
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dipertimbangkan, dan hasilnya, akadnyapun dianggap sah. Sebaliknya, sebagian lainnya menganggap 


besar gharar itu, sehingga iapun menganggap tidak sah akad itu, wallahu a'alam. 


Beberapa contoh nyata dari akad yang mengandung unsur Gharar 
1. Sistem Ijon. 
Diantara bentuk jual-beli yang mengandung gharar dan yang nyata-nyata telah dilarang oleh 


Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ialah: jual-beli dengan sistem ijon. 


Lo .h Oon jajar Y AR . y & “0 3 af 
HS Sail an UE oi ala dala Al la AINI Jain) Gl die dil ema EL Kal Le 
0 LPS AN Ka Aa gi 3 LL nga E Beo aya oh. gg 9o.d 

dale Gia Selai Ula Jatiai aga 8 jail! AMI ata Ia) Jaa Mai JB ba Lag Ia A3 
Dari sahabat Anas bin Malik radhiallahu 'anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu "alaihi wa 

sallam melarang penjualan buah-buahan (hasil tanaman) hingga menua? Para sahabat bertanya: "Apa 
maksudnya telah menua?" Beliau menjawab: "Bila telah berwarna merah." Kemudian beliau bersabda: 


"Bila Allah menghalangi masa penen buah-buahan tersebut (gagal panen), maka dengan sebab apa 


engkau memakan harta saudaramu (uang pembeli)?" (Muttafagun 'alaih) 


Dan pada riwayat lain sahabat Anas bin Malik juga meriwayatkan: 


(ET ag 2 - 0-0... Go - - 4 o- 0, - y 9 ana 
MY SS Hal en US Ng SS atall EN US ala 3 Ale di ea 
"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang penjualan anggur hingga berubah menjadi kehitam- 


hitaman, dan penjualan biji-bijian hingga mengeras." (Riwayat Abu Dawud dan lainnya) 


Dengan demikian, jelaslah bahwa sistem ijon adalah penjualan yang terlarang dalam syari'at 
Islam, baik sistem ijon yang hanya untuk sekali panen atau untuk berkali-kali hingga beberapa tahun 


lamanya. 
2. Membeli janin hewan. 


Diantara bentuk jual beli yang mengandung unsur gharar sehingga terlarang daam syari'at ialah 


memperjualbelikan janin hewan. 
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LS Sei - alang date dil Gala - ATI Jp) Ol - Lagie dil Caday - as up Al ne Ge 
AI GAS Ol al Da PEG JR US 4 AAN JT AA US USG ALAN JS ea 
An Ia Jenang 


"Sahabat Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhuma mengisahkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam melarang menjual-belikan anak dari janin yang masih ada dalam perut induknya. Akad ini dahulu 
biasa dilakukan di zaman jahiliyah. Dahulu seseorang membeli seekor onta, dan tempo penyerahannya 
ialah bila onta yang ia miliki telah melahirkan seekor anak, dan selanjutnya anaknya tersebut juga telah 


beranak." (Riwayat Bukhari) 


Para ulama' pensyarah hadits ini menjelaskan bahwa jual beli gharar semacam ini dapat terwujud dalam 
dua model: 


A. Model pertama: 


Bila terlahirnya janin kedua ini dijadikan sebagai tempo pembayaran atau penyerahan barang 
yang dibeli. Tentu ini adalah tempo yang tidak jelas, sebab bisa saja onta betina yang ia miliki 
tidak pernah bunting, dan kalaupun bunting bisa saja ia tidak pernah melahirkan janin betina. 
Dan kalaupun berhasil melahirkan janin betina belum tentu janin tersebut bertahan hidup dan 
melahirkan janin, dan seterusnya. 

Oleh karena itu, diantara etika hutang-piutang yang seyogyanya diindahkan oleh setiap 
muslim ialah senantiasa menentukan batas pembayaran atau penyerahan barang. Dengan 
demikian, tidak ada peluang untuk terjadinya persengketaan masalah waktu pelunasan atau 


penyerahan barang. 


282 2 fall 13 SE Sasa Jl AI Cs AIA IAI skah Gaal Ugal 


C 


"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu 


yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (Os. Al Bagarah: 282) 
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Dan katika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan tentang akad pemesanan dengan 


pembayaran lunas di muka, atau yang disebut dengan akad salam, beliau bersabda, 


Ala Gita patin Sal pia OI pala JK ab ja Ulu yo 


"Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang 
telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua 
belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula." 


(Muttafagun 'alaih) 
B. Model kedua: 


Bila yang dijadikan obyek jual-beli ialah janin yang akan dilahirkan oleh janin yang sekarang 
masih berada dalam perut induknya. Tentu ini gharar yang besar, sebab barang yang dijadikan 
obyek akad jual-beli tidak jelas, bisa saja janin tersebut mati sebelum terlahirkan, dan kalaupun 
terlahirkan, bisa saja terlahirkan dalam keadaan cacat, atau ternyata berkelamin jantan, dan 
seterusnya. 

Akad jual beli seperti ini masih didapatkan disebagian masyarakat di negeri kita, terutama pada 


para pemilik kuda pacuan, sapi jenis tertentu di sebagian daerah. 


3. Penjualan dengan dua harga tanpa ada kejelasan harga yang dipilih. 

Diantara penjualan yang mengandung unsur gharar sehingga terlarang ialah: menjual barang 
dengan dua harga, kontan sekian dan kredit sekian, akan tetapi ketika pembeli pergi membawa barang, 
ia belum memutuskan pilihan harga yang ia ambil. 

Metode seperti ini sering dilakukan oleh dua orang yang telah lama menjalin hubungan jual-beli 
atau sesama sahabat atau tetangga. Biasanya, ketika penjual menegur pembeli agar terlebih dahulu 
menentukan pilihan, ia pembeli sering berdalih: kan kita sahabat, relasi lama, gampang lah, atau ucapan 
serupa. Dan tidak jarang ucapan ini malah diucapkan oleh penjual, sehingga ketika pembeli menanyakan 
harga barang yang ia beli, sering kali penjual berkata: "Pakai dululah, kan sudah lama kita menjalin 
hubungan..." Sikap-sikap seperti ini sering kali dilakukan ketika salah satu pihak sedang dalam keadaan 
terburu-buru atau membutuhkan kepada barang secepatnya. 

Metode penjualan atau pembelian semacam ini adalah salah satu akad yang tercakup oleh 


keumuman hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, 
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0 HE 9 Aamlolg) Ana A Odan OS ala 9 Sale Al (el AI Joy ki 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dua penjualan pada satu akad." (Riwayat Ahmad dan 


lainnya) 


4. Jual beli Mulamasah dan Munabazah. 
Diantara akad yang mengandung unsur gharar ialah akad mulamasah dan munabazah, sehingga 


keduanya termasuk akad yang diharamkan. 


dara dkall Segi ala g Aale dil laa dil Iyan Ul die dil may HR Alus 
GS ol5) Bni) 9 


Dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu 'anhu ia menuturkan: "Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam 
melarang penjualan dengan cara mulamasah (hanya dengan cara saling menyentuh) dan dengan cara 


munabazah (saling melempar)." (Riwayat Bukhari) 


Yang dimaksud dengan penjualan dengan cara mulamasah ialah seperti yang disebutkan oleh 


sahabat Abu Sa'id Al Khudri berikut, 


alusa 9 (5 Ball ol3) (deli yaa dalan 
"Mulamasah ialah (menjual-belikan dengan hanya) menyentuh baju tanpa melihatnya." Dan pada 


riwayat lain: "Adapun mulamasah ialah masing-masing dari penjual dan pembeli hanya menyentuh 


pakaian milik lawan transaksinya tanpa diamati." (Riwayat Bukhari & Muslim) 


Adapun penjualan dengan cara Munabazah ialah seperti yang ditafsiri oleh Abu Sa'id Al Khudri 


radhiallahu 'anhu berikut ini, 


ol 9) Amalia Lagi (dl Lagia aalg Jati aly YAYI II dag Lagia dal JS Sai Ol Sadiall 
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"Dan munabazah ialah masing-masing dari keduanya saling melemparkan pakaiannya kepada lawan 
transaksinya, dan keduanya tidak melihat dengan seksama pakaian lawan transaksinya tersebut." 


(Riwayat Bukhari dan Muslim) 


Syeikh Abdullah Al Bassam berkata: "Yang menjadi larangan syari'at dalam kedua bentuk 
transaksi ini adanya ketidakjelasan pada barang yang diperjual-belikan yang tentunya hal ini akan 
memancing terjadinya pertengkaran dan perselisihan." (Taudhihul Ahkam Min Bulughil Maram 4/310) 

Ibnu Hajar Al 'Asgalany setelah menyebutkan penafsiran tentang kedua bentuk akad ini dengan 
mengatakan: "Tentu ini termasuk dalam perjudian." (Fathul Bari, 4/359) 

Mungkin saudara akan berkata: Mungkinkah pada zaman sekarang akad semacam ini masih bisa 
terjadi, karena penerangan telah begitu mudah didapat? 

Benar, akad semacam ini masih mungkin terjadi, sebagai salah satu contohnya ialah apa yang 
dilakukan oleh para pedagang pakaian bekas. Mereka membeli pakaian dalam jumlah besar yang 
dibungkus. Dan mereka membeli dengan hitungan per bungkus, padahal di dalam bungkus tersebut 


terdapat berbagai jenis pakaian, ada yang masih bagus, ada yang jelek dan seterusnya. 


5. Menjual barang yang belum menjadi miliknya. 
Diantara bentuk akad penjualan yang terlarang karena mengandung gharar ialah menjual 


barang yang belum menjadi milik penjual. Hal ini berdasarkan hadits berikut, 


Jl sil AN Ogan G Cla3 alang Ale ATI Aa il) Ela Jaja yh AS Ye 
Ale (adl Va jai UU Giga! (ya AI AN IA Aa Akal anto al AN itu 

Dari sahabat Hakim bin Hizam, ia mengisahkan: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam: "Wahai Rasulullah, ada sebagian orang yang datang kepadaku, lalu ia meminta agar 
aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya dari 
pasar?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Janganlah engkau menjual sesuatu yang 


tidak ada padamu." (Riwayat Ahmad Abu Dawud, An Nasa'i, At Tirmizy, Ibnu Majah, As Syafi'i, Ibnul 
Jarud, Ad Daraguthny, Al Baihagy dan Ibnu Hazm) 


Diantara salah satu bentuk dari menjual belikan barang yang belum menjadi milik kita ialah 


menjual barang yang belum sepenuhnya diserahterimakan kepada kita, walaupun barang itu telah kita 
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beli, dan mungkin saja pembayaran telah lunas. Larangan ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi 


wa sallam: 


Asle Gia alelall Al jias edi US cawan g "value Cpl JM (daa JS dan 
Dari sahabat Ibnu 'Abbas radhiallahu 'ahu ia menuturkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: "Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga 


ia selesai menerimanya." Ibnu 'Abbas berkata: "Dan saya berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya 


seperti bahan makanan." (Muttafagun 'alaih) 


Pemahaman Ibnu 'Abbas ini didukung oleh riwayat Zaid bin Tsabit radhiallahu 'anhu, 


sebagaimana diriwayatkan dalam hadits berikut: 


bag) A3 eilarla Ja) Gasal (caadil Atom gituh Lald 69 gas (5d Ui) Centil 1G yae cal Ye 
Cui p 3) MERE EA AS ya da) Sala CAS (le pal al can ja ART 
Ol ce ala 3 dala dil alam dil Joy OB Ela) EA TX Aina Ca dasi Y 13 

Sal $ aga al ol3) sia) Hi ybs La jga ia plis Cu @lull Eli 


Dari sahabat Ibnu Umar ia mengisahkan: Pada suatu saat saya membeli minyak di pasar, dan ketika saya 
telah selesai membelinya, ada seorang lelaki yang menemuiku dan menawar minyak tersebut, kemudian 
ia memberiku keuntungan yang cukup banyak, maka akupun hendak menyalami tangannya (guna 
menerima tawaran dari orang tersebut) tiba-tiba ada seseorang dari belakangku yang memegang 
lenganku. Maka aku pun menoleh, dan ternyata ia adalah Zaid bin Tsabit, kemudian ia berkata: 
"Janganlah engkau jual minyak itu di tempat engkau membelinya hingga engkau pindahkan ke 
tempatmu, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari menjual kembali barang di 
tempat barang tersebut dibeli, hingga barang tersebut dipindahkan oleh para pedagang ke tempat 
mereka masing-masing." (HR Abu Dawud dan Al Hakim). (Walaupun pada sanadnya ada Muhammad bin 
Ishak, akan tetapi ia telah menyatakan dengan tegas bahwa ia mendengar langsung hadits ini dari 
gurunya, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam kitab at-Tahgig. Baca Nasbu ar-Rayah 4/43, dan at- 
Tahgig 2/181) 
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Para ulama menyebutkan hikmah dari larangan ini, di antaranya ialah karena barang yang belum 
diserahterimakan kepada pembeli bisa saja batal, karena suatu sebab, misalnya barang tersebut hancur 
terbakar, atau rusak terkena air dan lain-lain, sehingga ketika ia telah menjualnya kembali ia tidak dapat 
menyerahkannya kepada pembeli kedua tersebut. 

Hikmah kedua, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhu ketika muridnya 


yaitu Thawus mempertanyakan sebab larangan ini: 


dana alelall 3 adl jas #dl ya SINI 2 JB SES HS Hala La 


Saya bertanya kepada Ibnu 'Abbas: "Bagaimana kok demikian?" Ia menjawab: "Itu karena sebenarnya 
yang terjadi adalah menjual dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda." (Riwayat 


Bukhari dan Muslim) 


Ibnu Hajar menjelaskan perkataan Ibnu 'Abbas di atas sebagaimana berikut: "Bila seseorang 
membeli bahan makanan seharga 100 dinar —misalnya- dan ia telah membayarkan uang tersebut 
kepada penjual, sedangkan ia belum menerima bahan makanan yang ia beli, kemudian ia menjualnya 
kembali kepada orang lain seharga 120 dinar dan ia langsung menerima uang pembayaran tersebut, 
padahal bahan makanan masih tetap berada di penjual pertama, maka seakan-akan orang ini telah 
menjual/menukar uang 100 dinar dengan harga 120 dinar. Dan berdasarkan penafsiran ini, maka 
larangan ini tidak hanya berlaku pada bahan makanan saja." (Fathu al-Bari, oleh Ibnu Hajar al-Asgalani 
4/348-349) 

Berdasarkan kedua hadits di atas dan juga lainnya, para ulama' syari'at, melarang kita untuk 
menjual kembali barang yang kita beli sebelum barang itu berpindah dari tempat penjual pertama dan 


keluar dari dhomannya (tanggung jawabnya). Wallahu a'alam bisshowab. 


bkk 


Penulis: Ustadz Muhammad Arifin Badri, M.A. 


Artikel www.pengusahamuslim.com 
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Jual Beli Gharar - Future Trading - Jual Beli yang Mengandung Ketidakjelasan 


Menurut bahasa Arab, makna al-gharar adalah, al-khathr (pertaruhan) (1). Sehingga Syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (majhul al-'agibah) (21. 
Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, al-gharar adalah al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah 
(ketidak jelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian (3J. 

Sehingga , dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli gharar adalah, 


semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan: pertaruhan, atau perjudian. (4) 


HUKUM GHARAR 


Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah shallallahu 


“alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi. 


“Artinya: Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.” (5J 


Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. 
Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam 


firmanNya. 


“Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan 
jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 


mengetahui.” (Os. Al-Bagarah: 188) 


“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu : sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Os. An- 


Nisaa: 29) 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan 


Allah dalam Al-Our'an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi 


shallallahu “alaihi wa sallam beliau melarang jual beli gharar ini. (6J. 
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Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah. 


“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) 
berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah 


perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Os. Al-Maidah: 90) 


Sedangkan jual-beli gharar, menurut keterangan Syaikh As-Sa'di, termasuk dalam katagori 
perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual 
burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al- 


hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Our'an. (71 


HIKMAH LARANGAN JUAL BELI GHARAR 


Diantara hikmah larangan julan beli ini adalah, karena nampak adanya pertaruhan dan 
menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang 
besar kepada pihak lain. (8J. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak 


hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini. 


PENTINGNYA MENGENAL KAIDAH GHARAR 


Dalam masalah jual beli, mengenal kaidah gharar sangatlah penting, karena banyak 
permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidak jelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. 
Imam Nawawi mengatakan: “Larangan jual beli gharar merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. 
Oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang masuk dalam jual-beli 


jenis ini sangat banyak, tidak terhitung.” (9J 


JENIS GHARAR 


Dilihat dari peristiwanya, jual-beli gharar bisa ditinjau dari tiga sisi. 

Pertama: Jual-beli barang yang belum ada (ma'dum), seperti jual beli habal al habalah (janin dari 
hewan ternak). 

Kedua: Jual beli barang yang tidak jelas (majhul), baik yang muthlak, seperti pernyataan 
seseorang: “Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah,” tetapi barangnya tidak diketahui secara 


jelas, atau seperti ucapan seseorang: “Aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta,” 
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namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan 
seseorang: “Aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui. 

Ketiga: Jual-beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Seperti jual beli budak yang kabur, 
atau jual beli mobil yang dicuri.I10). Ketidak jelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad 
jual belinya. 

Ketidak jelasan pada harga dapat terjadi karena jumlahnya, seperti segenggam Dinar. Sedangkan 
ketidak jelasan pada barang, yaitu sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun ketidak-jelasan pada akad, 
seperti menjual dengan harga 10 Dinar bila kontan dan 20 Dinar bila diangsur, tanpa menentukan salah 
satu dari keduanya sebagai pembayarannya.|11| 

Syaikh As-Sa'di menyatakan: “Kesimpulan jual-beli gharar kembali kepada jual-beli ma'dum 
(belum ada wujudnya), seperti habal al habalah dan as-sinin, atau kepada jual-beli yang tidak dapat 
diserahterimakan, seperti budak yang kabur dan sejenisnya, atau kepada ketidak-jelasan, baik mutlak 


pada barangnya, jenisnya atau sifatnya.” (12) 


GHARAR YANG DIPERBOLEHKAN 


Jual-beli yang mengandung gharar, menurut hukumnya ada tiga macam. 
a. Yang disepakati larangannya dalam jual-beli, seperti jual-beli yang belum ada wujudnya 
(ma'dum). 
b. Disepakati kebolehannya, seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran 
serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena 


merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya. 


Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual-beli gharar dilarang dengan dasar hadits ini. 
Maksudnya adalah, yang secara jelas mengandung unsur gharar, dan mungkin dilepas darinya. Adapun 
hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan 
yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau 
betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu 
dan sejenisnya. Menurut ijma', semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga, para ulama menukilkan 
ijma tentang bolehnya barang-barang yang mengandung gharar yang ringan. Di antaranya, umat ini 
sepakat mengesahkan jual-beli baju jubah mahsyuwah.” (13) 

Ibnul Oayyim juga mengatakan: “Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, 


apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan 
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akad jual beli. Karena, gharar (ketidak jelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang 
mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas 
darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan 
sejenisnya, adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya 
tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya.” (14) 

Dalam kitab lainnya, Ibnul Gayyim menyatakan, terkadang, sebagian gharar dapat disahkan, 
apabila hajat mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah dan membeli 
kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan, karena pondasi rumah ikut dengan 
rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya. (15) 

Dari sini dapat disimpulkan, gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang ringan, atau 
ghararnya tidak ringan namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan. Oleh karena itu, Imam 
An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar 


gharar ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau ghararnya ringan. (16J 


Gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua? 

Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, 
bawang dan lain-lainnya. 

Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli tersebut, namun masih berbeda 
dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka —diantaranya Imam Malik- 
memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, 
sehingga memperbolehkannya. Dan sebagian yang lain di antaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah- 
memandang ghararnya besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, shingga mengharamkannya. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul OGayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan: “Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah 
madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual-beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau 
sedikit ghararnya: sehingga memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti 
wortel, lobak dan sebagainya” (17) 

Sedangkan Ibnul Oayyim menyatakan, jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah tidak 


memiliki dua perkara tersebut, karena ghararnya ringan, dan tidak mungkin di lepas. (18| 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi jelaslah, bahwa tidak semua jual-beli yang 
mengandung unsur gharar dilarang. Permasalahan ini, sebagaimana nampak dari pandangan para ulama, 
karena permasalahan yang menyangkut gharar ini sangat luas dan banyak. Dengan mengetahui 
pandangan para ulama, mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam tafagguh fiddin, dan lebih 
dalam mengenai persoalan halal dan haram. 
Wabillahit Taufig. 
(Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 04/Tahun X/1427H/2006M. Penerbit Yayasan Lajnah Istigomah 
Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183) 
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IJON 
Transaksi Ijon Dalam Pandangan Syariat 


Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, 
keluarga dan sahabatnya. 

Saudaraku, semoga Allah merahmati saudara dan membukakan pintu-pintu kebaikan bagi 
saudara. 

Dalam syari'at perniagaan, Islam mengajarkan kita agar senantiasa membangun perniagaan di 
atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, barang, dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyari'atkan agar 
kita menjauhkan akad perniagaan yang kita jalin dari segala hal yang bersifat untung-untungan, atau 
yang disebut dalam bahasa arab dengan gharar. Yang demikian itu, dikarenakan unsur gharar atau 


ketidakjelasan status, sangat rentang untuk menimbulkan persengketaan dan permusuhan. 


Sahabat Abu Hurairah radhiallahu "anhu meriwayatkan: 


ag 0 0, 2 S5 5 na 
ala ol,) LA US eialu 3 Ande dil ea al Ul 
"Bahwasannya Nabi shallallahu "alaihi wa sallam melarang jual-beli yang mengandung unsur ketidak 


jelasan (gharar). (Riwayat Muslim) 


Imam An Nawawi rahimahullah menjelaskan maksud dari hadits ini dengan berkata: "Larangan 
mengadakan jual-beli gharar adalah salah satu prinsip utama dalam syari'at perniagaan. Oleh karena itu 
Imam Muslim mendahulukan hadits ini dibanding hadits-hadits lain yang berkaitan dengan perniagaan. 

Model perniagaan yang tercakup oleh hadits ini sangatlah banyak, bahkan tidak terhitung 
jumlahnya. Di antara bentuk perniagaan yang tercakup oleh keumuman hadits ini ialah: Jual-beli 
binatang atau budak yang kabur, barang yang belum ada, barang yang belum diketahui kriterianya, dan 
barang yang penjualnya tidak kuasa untuk menyerah-terimakannya kepada pembeli. Sebagaimana 
mencakup juga barang yang belum sepenuhnya dimiliki oleh penjual, ikan yang berada di dalam kolam, 
susu di dalam puting hewan ternak, janin dalam perut induknya, sebagian dari segunduk makanan tanpa 
ditentukan kadarnya, salah satu baju dari setumpuk baju tanpa ditentukan mana yang dimaksud, dan 
bentuk-bentu perniagaan lainnya yang serupa. Semua ini adalah perniagaan yang batil, dikarenakan 


mengandung gharar (ketidak jelasan) tanpa adanya alasan yang dibenarkan. 
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Kadang kala sebagian gharar dimaafkan, terutama bila ada alasan yang dibenarkan. Berikut 
beberapa misal dari gharar yang dibenarkan: anda dibolehkan membeli atau menjual rumah, walaupun 
anda atau pembeli tidak mengetahui pondasinya. Anda juga dibolehkan untuk membeli atau menjual 
kambing yang sedang bunting, sehingga dalam putingnya terdapat susu, walaupun anda tidak 
mengetahui seberapa kadar susu yang ada di dalamnya. Yang demikian itu dikarenakan status dan 
hukum pondasi mengikuti bagian dari rumah yang nampak oleh penglihatan. Sebagaimana keadaan juga 
menuntut kita untuk membolehkan jual-beli rumah walau tanpa mengetahui pondasinya, karena bila 
kita syaratkan agar pondasi rumah diketahui oleh kedua pihak, pasti merepotkan mereka berdua. 
Demikian juga halnya dengan menjual hewan bunting yang telah mengeluarkan susu dari putingnya. 

Para ulama' telah menjelaskan batasan batal dan tidaknya jual-beli dikarenakan adanya gharar 
bahwa: Bila keadaan mengharuskan kita untuk mengesampingkan unshur gharar yang ada, dikarenakan 
gharar itu tidak mungkin untuk dihindari kecuali dengan mendatangkan hal-hal yang sangat 
menyusahkan, maka gharar yang demikian itu adanya dianggap gharar yang remeh, sehingga tidak 
mempengaruhi hukum jual-beli. Sebaliknya, bila gharar itu dapat dihindarkan tanpa mendatangkan 
kesusahan yang besar, maka jual-beli yang mengandung gharar menjadi terlarang alias batal. Dan 
perselisihan para ulama' pada sebagian akad yang ada kaitannya dengan masalah ini bersumber dari 
perbedaan mereka dalam menerapkan ketentuan ini. Sebagian mereka beranggapan bahwa unshur 
gharar yang terdapat pada akad itu adalah kecil, sehingga tidak layak untuk dipertimbangkan, dan 
hasilnya, akadnyapun dianggap sah. Sebaliknya, sebagian lainnya menganggap besar gharar itu, sehingga 
iapun menganggap tidak sah akad itu, wallahu a'alam. 

Di antara bentuk jual-beli yang mengandung gharar dan yang nyata-nyata telah DILARANG oleh 


Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ialah: jual-beli dengan sistem IJON. 


ooh 0-9. Tg 4 AR Oa an y 2 9 ea 
SS Bali ah US Ceri alas y Ande dil ala ALI Jaka Ol die dil Gea EL ya Gas He 
0. LN BL Ma Aa HA LL NA Ao aya oh sg. 9o.d 

dale Gia Selyal Ula Jatiat pad 8 yaill AMI ata Ia) Jaa Mami JB ba Lag Ia A3 
Dari sahabat Anas bin Malik radhiallahu 'anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
melarang penjualan buah-buahan (hasil tanaman) hingga menua? Para sahabat bertanya: "Apa 
maksudnya telah menua?" Beliau menjawab: "Bila telah berwarna merah." Kemudian beliau bersabda: 


"Bila Allah menghalangi masa penen buah-buahan tersebut (gagal panen), maka dengan sebab apa 


engkau memakan harta saudaramu (uang pembeli)?" (Muttafagun 'alaih) 
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Dan pada riwayat lain sahabat Anas bin Malik juga meriwayatkan: 


(TI ag 2 - 0-0. Go - - 4 o- 0 - - y 8 ana, 
SES SS HAN eh S3 Hj HS Hall Eh US eri alay Ale AI ea ai 
"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang penjualan anggur hingga berubah menjadi kehitam- 


hitaman, dan penjualan biji-bijian hingga mengeras." (Riwayat Abu Dawud dan lainnya) 


Dengan demikian, jelaslah bahwa sistem ijon adalah penjualan yang terlarang dalam syari'at 
islam, baik sistem ijon yang hanya untuk sekali panen atau untuk berkali-kali hingga beberapa tahun 
lamanya. 

Sebagai solusinya, bisa ditempuh jual beli salam. Yaitu pemesanan dengan pembayaran yang 
dilakukan lunas di muka: pada saat akad dilakukan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa 


sallam: 


Axle (Gila castea Sal II astata 35 Asta ISA Lalunla Galah (ya 
"Barang siapa yang membeli dengan cara memesan dengan pembayaran di muka (salam), hendaknya ia 


memesan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan hingga batas waktu yang jelas pula." 


(Muttafagun 'alaih) 


Beda antara sistem ijon dengan akad salam ada pada beberapa poin berikut: 
1. Penjual memiliki kebebasan dalam pengadaan barang, dapat dari hasil ladangnya dan bisa pula 
dengan membeli dari hasil ladang orang lain, sedangkan sistem ijon, penjual hanya dibatasi agar 


mengadakan buah dari ladangnya sendiri. 


2. Pada akad salam, penjual bisa saja mendapatkan hasil panen yang melebihi jumlah pesanan, 
sebagaimana dimungkinkan pula hasil panen ladangnya tidak mencukupi jumlah pesanan. Akan 
tetapi itu tidak menjadi masalah yang berarti, sebab ia dapat menutup kekurangannya dengan 
membeli dari orang lain. Sedangkan pada sistem ijon, maka semua hasil panen ladang penjual 
menjadi milik pembeli, tanpa peduli sedikit banyaknya hasil panen. Dengan demikian, bila hasil 
panennya melimpah, maka penjual merugi besar, sebaliknya bila hasil panen kurang bagus, 


karena suatu hal, maka pembeli merugi besar pula. 
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3. Pada akad salam, buah yang diperjual-belikan telah ditentukan mutu dan kriterianya, tanpa 
peduli ladang asalnya. Sehingga bila pada saat jatuh tempo, jika penjual tidak bisa 
mendatangkan barang dengan mutu dan kriteria yang disepakati maka pembeli berhak untuk 
membatalkan pesanannya. Adapun pada sistem ijon, pembeli tidak memiliki hak pilih pada saat 


jatuh tempo, apa yang dihasilkan oleh ladang penjual, maka itulah yang harus ia terima. 


Dengan mencermati ketiga perbedaan di atas, maka saudara dapat mengetahui bahwa jual-beli 
dengan cara salam lebih adil dibanding dengan sistem ijon. Pada sistem salam, penjual dan pembeli 
sama-sama mendapatkan haknya tanpa merugikan pihak yang lain. Sedangkan, pada sistem ijon, 
biasanya pada saat panen salah satu pihak merasa tertipu atau dirugikan. 

Berdasarkan itu, saya menganjurkan agar kita menempuh sistem jual-beli salam dan 


meninggalkan sistem ijon. Dengan demikian atas izin Allah, perniagaan kita akan diberkahi. 


Wallahu a'alam bisshowab. 


Penulis: Ustadz Muhammad Arifin Badri, M.A. 


Artikel www.pengusahamuslim.com 


Pada tulisan ini, ustadz Muhammad Arifin menjelaskan perbandingan antara akad ijon dengan akad 


salam. 


318 


MUDHARABAH 


Mengenal Konsep Mudharabah 


Oleh Ustadz Kholid Syamhudi, Lc. 


Allah menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu 
sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam 
mengelola dan mengembangkannya, disisi lain ada yang memiliki skill kemampuan namun tidak 
memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan 
mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan 


syarikat dalam usaha diantaranya Al Mudharabah. 


Pengertian Al Mudharabah 


Syarikat Mudhaarabah memiliki dua istilah yaitu Al Mudharabah dan Al Oiradh sesuai dengan 
penggunaannya di kalangan kaum muslimin. Penduduk Irak menggunakan istilah Al Mudharabah untuk 
mengungkapkan transaksi syarikat ini. Disebut sebagai mudharabah karena diambil dari kata dharb di 
muka bumi yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang, Allah 
berfirman: 

LA LA 0,4 0, AA 3 Kn AL en Aa MATA A0 0 ka Aa, Load JG Ga Si 
O3oal 3 AI Sita Ca Usai KAU SU srtan U3 RI ena ya AS | ta UI ale 
Ala ag La LA AN Jaa 3 OA 

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang 


berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah: dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di 


jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Our'an” (AS. Al Muzamnil:20) 


Ada juga yang mengatakan diambil dari kata: dharb (mengambil) keuntungan dengan saham yang 
dimiliki. 
Dalam istilah bahasa Hijaaz disebut juga sebagai giraadh, karena diambil dari kata mugaaradhah 


yang arinya penyamaan dan penyeimbangan. Seperti yang dikatakan 
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vol GS 
“Dua orang penyair melakukan mugaaradhah,” yakni saling membandingkan syair-syair mereka. Disini 
perbandingan antara usaha pengelola modal dan modal yang dimiliki pihak pemodal, sehingga keduanya 
seimbang. Ada juga yang menyatakan bahwa kata itu diambil dari gardh yakni memotong. Tikus itu 
melakukan gardh terhadap kain, yakni menggigitnya hingga putus. Dalam kasus ini, pemilik modal 
memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan dia juga akan memotong 
keuntungan usahanya.1 
Sedangkan dalam istilah para ulama Syarikat Mudhaarabah memiliki pengertian: Pihak pemodal 
(Investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Dan berhak 
mendapat bagian tertentu dari keuntungan.2 Dengan kata lain Al Mudharabah adalah akad (transaksi) 
antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan 
dengan pembagian keuntungan diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan.3 Sehingga Al 
Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (Shahib Al 
Mal/Investor) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (Mudharib) dengan suatu perjanjian 
pembagian keuntungan.4 Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100X modal dari shahib 


Al Mal dan keahlian dari Mudharib. 


Hukum Al Mudharabah Dalam Islam 


Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem 
jual beli ini adalah ijma' ulama yang membolehkannya. Seperti dinukilkan Ibnul Mundzir5, Ibnu Hazm6 
Ibnu Taimiyah7 dan lainnya. 

Ibnu Hazm menyatakan: “Semua bab dalam figih selalu memiliki dasar dalam Al OGur'an dan 
Sunnah yang kita ketahui -Alhamdulillah- kecuali Al Oiraadh (Al Mudharabah (pen). Kami tidak 
mendapati satu dasarpun untuknya dalam Al Our'an dan Sunnah. Namun dasarnya adalah ijma' yang 
benar. Yang dapat kami pastikan bahwa hal ini ada dizaman Shallallahu'alaihi Wasallam, beliau ketahui 
dan setujui dan seandainya tidak demikian maka tidak boleh”.8 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari pernyataan Ibnu Hazm diatas dengan menyatakan: 
“Ada kritikan atas pernyataan beliau ini: 

1. Bukan termasuk madzhab beliau membenarkan ijma' tanpa diketahui sandarannya dari Al 

Our'an dan Sunnah dan ia sendiri mengakui bahwa ia tidak mendapatkan dasar dalil 


Mudhorabah dalam Al Our'an dan Sunah. 
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2. Beliau tidak memandang bahwa tidak adanya yang menyelisihi adalah ijma', padahal ia tidak 
memiliki disini kecuali ketidak tahuan adanya yang menyelisihinya. 

3. Beliau mengakui persetujuan Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam setelah mengetahui sistem 
muamalah ini. Tagrier (persetujuan) Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam termasuk satu jenis 
sunnah, sehingga (pengakuan beliau) tidak adanya dasar dari sunnah menentang pernyataan 
beliau tentang tagrir ini. 

4. Jual beli (perdagangan) dengan keridhaan kedua belah fihak yang ada dalam Al Our'an meliputi 
juga Al Oiradh dan mudhorabah 

5. Madzhab beliau menyatakan harus ada nash dalam Al Our'an dan Sunnah atas setiap 
permasalahan, lalu bagaimana disini meniadakan dasar dalil Al Oiradh dalam Al Our'an dan 
Sunnah 

6. Tidak ditemukannya dalil tidak menunjukkan ketidak adaannya 

7. Atsar yang ada dalam hal ini dari Nabi Shallallahu'alaihi Wasallamtidak sampai pada derajat pasti 
(Oath'i) dengan semua kandungannya, padahal penulis (Ibnu Hazm) memastikan persetujuan 


Nabi dalam permasalahan ini.9 


Demikian juga Syaikh Al Albani mengkritik pernyataan Ibnu Hazm diatas dengan menyatakan: 
“Ada beberapa bantahan (atas pernyataan beliau), yang terpenting bahwa asal dalam Muamalah adalah 
boleh kecuali ada nas (yang melarang) beda dengan ibadah, pada asalnya dalam ibadah dilarang kecuali 
ada nas, sebagaimana dijelaskan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Al Oiradh dan Mudharabah jelas 
termasuk yang pertama. Juga ada nas dalam Al Our'an yang membolehkan perdagangan dengan 
keridhoan dan ini jelas mencakup Al Oiraadh. Ini semua cukup sebagai dalil kebolehannya dan dikuatkan 
dengan ijma' yang beliau akui sendiri”.10 

Dalam kesempatan lain Ibnu Taimiyah menyatakan: “Sebagian orang menjelaskan beberapa 
permasalahan yang ada ijma' padanya namun tidak memiliki dasar nas, seperti Al Mudharabah, hal itu 
tidak demikian. Mudharabah sudah masyhur dikalangan bangsa Arab dijahiliyah apalagi pada bangsa 
Ouraisy, karena umumnya perniagaan jadi pekerjaan mereka. Pemilik harta menyerahkan hartanya 
kepada pengelola (“umaal). Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam sendiri pernah berangkat membawa 
harta orang lain sebelum kenabian sebagaimana telah berangkat dalam perniagaan harta Khadijah. Juga 
kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan kebanyakannya dengan sistem mudharabah dengan Abu 
Sufyan dan selainnya. Ketika datang islam Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam menyetujuinya dan 


para sahabatpun berangkat dalam perniagaan harta orang lain secara mudhorabah dan beliau 
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Shallallahu'alaihi Wasallam tidak melarangnya. Sunnah disini adalah perkataan, pebuatan dan 
persetujuan beliau, ketiak beliau setujui maka mudharabah dibenarkan dengan sunnah.11 

Juga hukum ini dikuatkan dengan adanya amalan sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu'alaihi 
Wasallam diantaranya yang diriwayatkan dalam Al-Muwattha'12 dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya 
bahwa ia menceritakan: Abdullah dan Ubaidillah bin Umar bin Al-Khattab pernah keluar dalam satu 
pasukan ke negeri Iraag. Ketika mereka kembali, mereka lewat di hadapan Abu Musa Al-Asy'ari, yakni 
gubernur Bashrah. Beliau menyambut mereka berdua dan menerima mereka sebagai tamu dengan suka 
cita. Beliau berkata: “Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang berguna buat kalian, pasti akan kulakukan.” 
Kemudian beliau berkata: “Sepertinya aku bisa melakukannya. Ini ada uang dari Allah yang akan 
kukirimkan kepada Amirul Mukminin. Beliau meminjamkannya kepada kalian untuk kalian belikan 
sesuau di Iraag ini, kemudian kalian jugal di kota Al-Madinah. Kalian kembalikan modalnya kepada 
Amirul Mukminin, dan keuntungannya kalian ambil.” Mereka berkata: “Kami suka itu.” Maka beliau 
menyerahkan uang itu kepada mereka dan menulis surat untuk disampaikan kepada Umar bin Al- 
Khattab agar Amirul Mukminin itu mengambil dari mereka uang yang dia titipkan. Sesampainya di kota 
Al-Madinah, mereka menjual barang itu dan mendapatkan keuntungan. Ketika mereka membayarkan 
uang itu kepada Umar. Umar lantas bertanya: “Apakah setiap anggota pasukan diberi pinjaman oleh Abu 
Musa seperti yang diberikan kepada kalian berdua?” Mereka menjawab: “Tidak.” Beliau berkata: 
“Apakah karena kalian adalah anak-anak Amirul Mukminin sehingga ia memberi kalian pinjaman?” 
Kembalikan uang itu beserta keuntungannya.” Adapun Abdullah, hanya membungkam saja. Sementara 
Ubaidillah langsung angkat bicara: “Tidak sepantasnya engkau berbuat demikian wahai Amirul 
Mukminin! Kalau uang ini berkurang atau habis, pasti kami akan bertanggungjawab.” Umar tetap 
berkata: “Berikan uang itu semaunya.” Abdullah tetap diam, sementara Ubaidillah tetap membantah. 
Tiba-tiba salah seorang di antara penggawa Umar berkata: “Bagaimana bila engkau menjadikannya 
sebagai investasi modal wahai Umar?” Umar menjawab: “Ya. Aku jadikan itu sebagai investasi modal.” 
Umar segera mengambil modal beserta setengah keuntungannya, sementara Abdullah dan Ubaidillah 
mengambil setengah keuntungan sisanya.13 

Kaum muslimin sudah terbiasa melakukan akad kerja sama semacam itu hingga jaman kiwari ini 
di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Ini merupakan konsensus yang 
diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan bangsa Ouraisy secara turun temurun dari jaman 
jahiliyah hingga zaman Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam,kemudian beliau mengetahui, melakukan dan 


tidak mengingkarinya. 
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Tentulah sangat bijak, bila pengembangan modal dan peningkatan nilainya merupakan salah 
satu tujuan yang disyariatkan. Sementara modal itu hanya bisa dikembangkan dengan dikelola dan 
diperniagakan. Sementara tidak setiap orang yang mempunyai harta mampu berniaga, juga tidak setiap 
yang berkeahlian dagang mempunyai modal. Maka masing-masing kelebihan itu dibutuhkan oleh pihak 


lain. Oleh sebab itu mudhorabah ini disyariatkan oleh Allah demi kepentingan kedua belah pihak. 


Hikmah Disyariatkannya Al Mudharabah 


Islam mensyariatkan akad kerja sama Mudhorabah untuk memudahkan orang, karena sebagian 
mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak 
memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat 
membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Shohib Al 
mal (investor) memanfaatkan keahlian Mudhorib (pengelola) dan Mudhorib (pengelola) memanfaatkan 
harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah Ta'ala tidak mensyariatkan 


satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.14 


Jenis Al Mudhorabah 


Para ulama membagi Al Mudharabah menjadi dua jenis: 

1. Al Mudhorabah Al Muthlagah (Mudharabah bebas). Pengertiannya adalah sistem mudharabah 
dimana pemilik modal (investor/Shohib Al Mal) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa 
pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini 
memberikan kebebasan kepada Mudhorib (pengelola modal) melakukan apa saja yang 
dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan. 

2. Al Mudhorabah Al Mugayyadah (Mudhorabah terbatas). Pengertiannya pemilik modal (investor) 
menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu 
atau orang yang akan bertransaksi dengan Mudharib. 15 jenis kedua ini diperselisihkan para 
ulama keabsahan syaratnya, namun yang rajih bahwa pembatasan tersebut berguna dan tidak 
sama sekali menyelisihi dalil syar'i, itu hanya sekedar ijtihad dan dilakukan dengan kesepakatan 


dan keridhoan kedua belah pihak sehingga wajib ditunaikan.16 


Perbedaan antara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai permintaan investor. 
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Mengenal Akad Mudharabah 


Akad mudharabah telah diklaim oleh dunia perbankan syariat sebagai prodak utama yang 
mereka tawarkan dan mendasari berbagai transaksi mereka. Oleh karena itu, saya rasa sangat urgen 
bagi kita untuk sedikit mengenal akad ini, agar kita dapat menerapkannya dengan benar dan tidak 


teperdaya dengan nama besar yang kosong dari hakikatnya. 


Definisi Mudharabah 

Para ulama ahli figih dari berbagai madzhab telah berusaha untuk memberikan gambaran yang 
jelas dan tuntas tentang akad ini. Walau terjadi perbedaan ungkapan dalam mendefinisikan akad ini, 
akan tetapi semuanya mengarah kepada suatu pemahaman yang sama, yaitu "suatu akad serikat dagang 
antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemodal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha, dan 
keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam persentase yang telah disepakati antara 
keduanya." (Al-Aziz oleh ar-Rafi'i 6/3, Agdul Mudharabah Fil Fighil Islamy, oleh Dr. Zaid bin Muhammad 
ar-Rummaani, hal. 14, dan Syarikah al-Mudharabah fil Fighil Islami, oleh Dr. Sa'ad bin Gharir as-Silmy, 
37). 

Mudharabah dalam figih juga dikenal dengan sebutan al-Oiraadh, al-Mugaaradhah, dan al- 
Mu'amalah (Al-Aziz oleh ar-Rafi'i 6/3, Agdul Mudharabah Fil Fighil Islamy, oleh Dr. Zaid bin Muhammad 
ar-Rummaani, hal. 14, dan Syarikah al-Mudharabah fil Fighil Islami, oleh Dr. Sa'ad bin Gharir as-Silmy, 
37). 


Dalil-dalil Disyariatkannya Mudharabah 

Akad mudharabah sangat populer dan menjadi asas utama berbagai transaksi antarumat 
manusia secara umum dan dalam dunia perbankan syariat secara khusus. Walau demikian, kita tidak 
mendapatkan dalil khusus dari al-Guran atau as-Sunnah tentangnya, padahal akad ini telah dikenal oleh 
umat manusia jauh-jauh hari sebelum datangnya agama Islam, dan senantiasa diterapkan oleh umat 
Islam hingga zaman kita ini. 

Fenomena ini mengisyaratkan kepada kita kepada suatu hal penting, yaitu akad mudharabah 
adalah salah satu hal yang mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerugian, atau manfaatnya 
lebih besar bila dibanding madharat-nya. Dan fakta perniagaan yang dilakukan oleh umat manusia 
secara umum dan kaum muslimin secara khusus merupakan bukti nyata akan hal tersebut. Dengan 
demikian, akad mudharabah tercakup oleh dalil-dalil umum yang menghalalkan kita untuk berniaga dan 
mencari keuntungan yang halal, serta dalil-dalil yang menghalalkan segala hal yang bermanfaat atau 


yang manfaatnya lebih besar dibanding madharat-nya. 
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Di antara dalil-dalil umum yang dapat menjadi dasar hukum akad mudharabah ialah: 


Firman Allah Ta'ala, 


Kia Ga Ge SAI UKS Ol II Jb Ktp AINI Tati Y gal Gadil Lal G 
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (Os. an- 
Nisa': 29). 
Dan tidak diragukan lagi bahwa mudharabah adalah salah satu bentuk perniagaan yang didasari 
oleh asas suka sama suka, dengan demikian, akad mudharabah tercakup oleh keumuman ayat ini. 


Firman Allah Ta'ala, 


AU ja Dah MAA ol PA KIE Ui 


"Bukanlah suatu dosa atasmu untuk mencari karunia dari Tuhan-mu." (Os. al-Bagarah: 198). 


Imam al-Mawardi asy-Syafi'i berkata, "Dan di antara dalil dihalalkannya al-Oiraadh adalah firman 
Allah Ta'ala (yang artinya-pen.), " Bukanlah suatu dosa atasmu untuk mencari karunia dari Tuhan-mu" 
dan tidak diragukan lagi bahwa al-Oiraadh adalah salah satu upaya untuk mencari karunia dari Allah, dan 
mencari keuntungan." (Al-Haawi al-Kabir oleh al-Mawardy, 7/306). 

Di antara hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang dapat menjadi dasar akad mudharabah 


ialah hadits Abdullah bin Umar berikut, 


dil Sgm lg pel gal cya Wa glains er Lena Ja US pn3 gg aa 
(4ale Gita) la pai yaah alang date dil (lum 


"Bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun 
kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, 
dengan perjanjian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendapatkan separuh dari hasil panennya." 
(HR. Muttafagun 'alaih). 

Pada hadits ini dengan jelas dinyatakan, bahwa perkebunan kurma dan ladang daerah Khaibar 


yang telah menjadi milik umat Islam dipercayakan kepada warga Yahudi setempat, agar dirawat dan 
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ditanami, dengan perjanjian bagi hasil 50 X banding 50 96. Akad semacam inilah yang disebut dalam ilmu 
figih dengan istilah musaagaah. 

Walaupun hadits di atas, secara khusus berkenaan dengan akad musaagaah, akan tetapi secara 
tidak langsung menjadi dalil disyariatkannya akad mudharabah. Yang demikian itu karena kedua akad ini 


serupa, baik dalam hal wujud lahirnya, atau konsekuensi hukumnya. 


Ijma' (kesepakatan) ulama 

Di antara dalil kuat yang menunjukkan akan disyariatkannya mudharabah ialah kesepakatan 
ulama Islam sejak zaman dahulu hingga sekarang akan hal tersebut. 

Ibnu Munzir asy-Syafi'i berkata, "Kita tidak mendapatkan dalil tentang al-Oiradh (mudharabah) 
dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla, tidak juga dalam sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Akan 
tetapi, kita dapatkan bahwa para ulama telah menyepakati akan kehalalan al-Oiraadh dengan modal 
berupa uang dinar dan dirham." (Al-Isyaraf oleh Ibnul Munzir asy-Syafi'i, 2/38). 

Ibnu Hazm berkata, "Al-Oiraadh (al-Mudharabah) telah dikenal sejak zaman Jahiliyyah, dan 
dahulu kaum Ouraish adalah para pedagang. Mereka tidak memiliki mata pencaharian selain darinya, 
padahal di tengah-tengah mereka terdapat orang tua yang tidak lagi kuasa untuk bepergian, wanita, 
anak kecil, anak yatim. Oleh karena itu, orang-orang yang sedang sibuk atau sakit menyerahkan 
modalnya kepada orang lain yang mengelolanya dengan imbalan mendapatkan bagian dari hasil 
keuntungannya. Dan tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah diutus, beliaupun 
membenarkan akad tersebut, dan kaum muslimin kala itu juga menjalankannya. Kalaupun sekarang ada 
yang menyelisihi tentang hal ini, maka pendapatnya itu tidak perlu diperhatikan, sebab ia telah terlebih 
dahulu menyelisihi praktik nyata seluruh umat dari zaman kita hingga zaman Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam." (Al-Muhalla oleh Ibnu Hazm, 8/247). 

Di antara bukti nyata bahwa kesepakatan akan disyariatkannya mudharabah ialah praktik dari 
para al-Khulafa' ar-Rasyidiin, tanpa ada seorangpun dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang 
mengingkarinya (Riwayat-riwayat dari para al-khulafa' ar-Rasyidin dapat dibaca di kitab Irwaa'ul Ghalil 


oleh al-Albany, 5/290-294). 


Rukun Mudharabah 


Mudharabah, sebagaimana juga jenis pengelolaan usaha lainnya, memiliki tiga rukun. 


“ Pertama : Adanya dua pelaku atau lebih, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola 
(mudharib) 
“ Kedua : Objek transaksi kerjasama, yaitu modal, usaha dan keuntungan. 
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“& Ketiga : Pelafalan perjanjian 


Sedangkan Imam Asy-Syarbini di dalam Syarh Al-Minhaj menjelaskan, bahwa rukun mudharabah 
ada lima, yaitu: Modal, jenis usaha, keuntungan, pelafalan transaksi dan dua pelaku transaksi (1|. Ini 


semua ditinjau dari perinciannya, dan semuanya tetap kembali kepada tiga rukun diatas. 


RUKUN PERTAMA: ADANYA DUA PELAKU ATAU LEBIH 

Kedua pelaku kerja sama ini adalah pemilik modal dan pengelola modal. Pada rukun pertama ini, 
keduanya disyaratkan memiliki kompetensi (jaiz al-tasharruf), dalam pengertian, mereka berdua baligh, 
berakal, rasyid (normal) dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya. (2) 

Sebagian ulama mensyaratkan, keduanya harus muslim atau pengelola harus muslim. Sebab, 
seorang muslim tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram. (3) Namun sebagian 
lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga diperbolehkan bekerja sama dengan orang kafir yang 
dapat dipercaya, dengan syarat harus terbukti adanya pematauan terhadap pengelolaan modal dari 
pihak muslim, sehingga terbebas dari praktek riba dan haram. (4| 

RUKUN KEDUA : ADANYA KEJELASAN 
IAI. Modal 
Ada empat syarat modal yang harus dipenuhi. 

1. Modal harus berupa alat tukar atau satuan mata uang (al-nagd). Dasarnya adalah Ijma'. (SJ 
atau barang yang ditetapkan nilainya ketika akad menurut pendapat yang rajih. (6) 

2. Modal yang diserahkan harus jelas diketahui. (7) 

3. Modal diserahkan harus tertentu 

4. Modal diserahkan kepada pihak pengelola, dan pengelola menerimanya langsung, dan dapat 
beraktivitas dengannya. (8| 

Jadi dalam mudharabah, modal yang diserahkan, disyaratkan harus diketahui. Dan penyerahan 
jumlah modal kepada mudharib (pengelola modal) harus berupa alat tukar, seperti emas, perak dan 
satuan mata uang secara umum. Tidak diperbolehkan berupa barang, kecuali bila nilai tersebut dihitung 
berdasarkan nilai mata uang ketika terjadi akan (transaksi), sehingga nilai barang tersebut menjadi 
modal mudharabah. 

Contohnya, seorang memiliki sebuah mobil yang akan diserhak kepada mudharib (pengelola 


modal). Ketika akad kerja sama tersebut disepakati, maka mobil tersebut wajib ditentukan nilai mata 
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uang saat itu, misalnya disepakati Rp 80.000.000, maka modal mudharabah tersebut adalah Rp 


80.000.000. 


Kejelasan jumlah modal ini menjadi syarat, karena untuk menentukan pembagian keuntungan. 


Apabila modal tersebut berupa barang dan tidak diketahui nilainya ketika akad, bisa jadi barang tersebut 


berubah harga dan nilainya, seiring berjalannya waktu, sehingga dapat menimbulkan ketidak jelasan 


dalam pembagian keuntungan. 


IBI. Jenis Usaha 
Jenis usaha disini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. 


1. 
2. 


Jenis usaha tersebut di bidang perniagaan 

Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang menyulitkannya. Misalnya, harus 
berdagang permata merah delima atau mutiara yang sangat jarang sekali adanya. (9) 

Asal dari usaha dalam mudharabah adalah di bidang perniagaan dan yang terkait dengannya, serta 
tidak dilarang syariat. Pengelola modal dilarang mengadakan transaksi perdagangan barang-barang 
haram, seperti daging babi, minuman keras dan sebagainya. (10J 

Pembatasan waktu penanaman modal. Menurut pendapat madzhab Hambaliyah, dalam kerja 
sama penanaman modal ini, dipebolehkan membatasi waktu usaha, (11) dengan dasar digiyaskan 
(dianalogikan) dengan sistem sponsorship pada satu sisi, dan dengan berbagai kriteria lain yang 


dibolehkan, pada sisi lainnya. (12) 


ICI. Keuntungan 


Setiap usaha yang dilakukan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Demikian juga dengan 


mudharabah. Namun dalam mudharabah pendapatan keuntungan itu disyaratkan dengan empat syarat. 


1. 


Keuntungan, khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama, ayitu pemilik modal (investor) dan 
pengelola modal. Seandainya sebagian keuntungan disyaratkan untuk pihak ketiga, misalnya 
dengan menyatakan “Mudharabah dengan pembagian 1/3 keuntungan untukmu, 1/3 keuntungan 
untukku dan 1/3 lagi untuk isteriku atau orang lain”, maka tidak sah, kecuali disyaratkan pihak 
ketiga ikut mengelola modal tersebut, sehingga menjadi giradh bersama dua orang. (13) 
Seandainya dikatakan “Seapruh keuntungan untukku dan sepruhnya untukmu, namun separuh 
dari bagianku untuk isteriku”, maka ini sah, karena ini akad janji hadiah kepada isteri. (14) 
Pembagian keuntungan untuk berdua, tidak boleh hanya untuk satu pihak saja. Seandainya 
dikatakan : “Saya bekerja sama mudharabah denganmu, dengan keuntungan sepenuhnya 
untukmu”, maka yang demikian ini menurut madzhab Syafi'i tidak sah. (15J 


Keuntungan harus diketahui secara jelas. 
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Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan 
pengelola. Sehingga keuntungannya dibagi sebagaimana telah ditentukan prosentasenya, seperti : 
setengah, sepertiga atau seperempat. (16) Apabila ditentukan nilainya, contohnya jika dikatakan, 
“Kita bekerja sama mudharabah dengan pembagian keuntungan untukmu satu juta, dan sisanya 
untukku”, maka akad mudharabah demikian ini tidak sah. Demikian juga bila tidak jelas 


prosentasenya, seperti “Sebagian untukmu dan sebagian lainnya untukku”. 


Adapun Dalam Pembagian Keuntungan Perlu Sekali Melihat Hal-Hal Berikut: 


1: 


Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung pemilik 
modal. (17) 

Ibnu Oudamah di dalam Syarhul Kabir menyatakan: “Keuntungan sesuai dengan 
kesepakatan berdua. Lalu dijelaskan dengan pernyataan, maksudnya, dalam seluruh jenis sayrikah. 
Hal itu tidak terdapat perselisihan dalam mudharabah murni”. 

Ibnu Mundzir menyatakan: “Para ulama bersepakat, bahwa pengelola berhak 
memberikan syarat atas pemilik modal 1/3 keuntungan atau Y, atau sesuai kesepakatan berdua 


setelah hal itu diketahui dengan jelas dalam bentuk prosentase”. (18J 


Pengelola modal hendaknya menentukan bagiannya dari keuntungannya. Apabila keduanya tidak 
menentukan hal tersebut, maka pengelola mendapatkan gaji yang umum, dan seluruh keuntungan 
merupakan milik pemilik modal (investor). (18) 

Ibnu Oudamah menyatakan: “Di antara syarat sah mudharabah adalah, penentuan 
bagian (bagian) pengelola modal, karena ia berhak mendapatkan keuntungan dengan syarat 
sehingga tidak ditetapkan kecuali dengannya. Seandainya dikatakan “ambil harta ini secara 
mudharabah” dan ketika akan tidak disebutkan bagian untuk pengelola sedikitpun dari keuntungan, 
maka keuntungan seluruhnya untuk pemilik modal. Demikian pula kerugian ditanggung oleh 
pemilik modal. Adapun pengelola modal, ia mendapatkan gaji sebagaimana umumnya. Inilah 
pendapat Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaag, Abu Tsaur dan Ashab Ar-Ra'yi (Hanafiyah)”. (20). Ibnu 


Oudamah merajihkan pendapat ini. 


Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungan sebelum menyerahkan kembali modal secara 


sempurna. 
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Berarti, tidak seorangpun berhak mengambil bagian keuntungan sampai modal 
diserahkan kepada pemilik modal. Apabila ada kerugian dan keuntungan, maka kerugian ditutupi 
dari keuntungan tersebut, baik kerugian dan keuntungan dalam satu kali, atau kerugian dalam satu 
perniagaan dan keuntungan dari perniagaan yang lainnya. Atau yang satu dalam satu perjalnan 
niaga, dan yang lainnya dari perjalanan lain. Karena makna keuntungan adalah, kelebihan dari 
modal. Dan yang tidak ada kelebihannya, maka bukan keuntungan. Kami tidak tahu ada 


perselisihan dalam hal ini. (21) 


Keuntungan tidak dibagikan selama akad masih berjalan, kecuali apabila kedua pihak saling ridha 
dan sepakat. (22) 

Ibnu O@udamah menyatakan: “Jika dalam mudharabah tampak adanya keuntungan, 
maka pengelola tidak boleh mengambil sedikitpun darinya tanpa izin pemilik modal. Dalam 
masalah ini, kami tidak menemukan adanya perbedaan di antara para ulama”. 

Tidak Dapat Melakukannya Karena Tiga Hal: 

a) Keuntungan adalah cadangan modal, karena tidak bisa dipastikan tidak adanya 
kerugian yang dapat ditutupi dengan keuntungan tersebut, sehingga berakhir hal itu 
tidak menjadi keuntungan. 

b) Pemilik modal adalah mitra usaha pengelola sehingga ia tidak memiliki hak 
membagi keuntungan tersebut untuk dirinya. 

c) Kepemilikannya atas hal itu tidak tetap karena mungkin sekali keluar dari tangannya 
untuk menutupi kerugian. 

Namun apabila pemilik modal mengizinkan untuk mengambil sebagiannya, maka 


diperbolehkan karena hak tersebut milik mereka berdua. (23| 


Hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan 
perhitungan akhir atas usaha tersebut. 

Sesungguhnya hak kepemilikan masing-masing pihak terhadap keuntungan yang 
dibagikan bersifat tidak tetap, sebelum berakhirnya pernjanjian dan sebelum seluruh usaha 
bersama tersebut dihitung. Adapun sebelum itu, keuntungan yang dibagikan itupun masih bersifat 
cadangan modal yang digunakan menutupi kerugian yang bisa saja terjadi di kemudian, sebelum 
dilakukan perhitungan akhir. 


Perhitungan Akhir Untuk Menetapkan Hak Kepemilikan Keuntungan, Aplikasinya Bisa Dua Macam. 
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a) Perhitungannya di akhir usaha. Dengan cara ini, pemilik modal bisa menarik kembali 
modalnya dan menyelesaikan ikatan kerjasama antara kedua belah pihak. 

b) Finish Cleansing terhadap kalkulasi keuntungan. Yakni dengan cara asset yang dimilikinya 
dituangkan terlebih dahulu, lalu menetapkan nilainya secara kalkulatif. Apabila pemilik 
modal mau, maka dia bisa mengambilnya. Tetapi kalau ia ingin diputar kembali, berarti 


harus dilakukan perjanjian usha baru, bukan meneruskan usaha yang lalu. (24) 


RUKUN KETIGA: PELAFALAN PERJANJIAN (SHIGHAH TRANSAKSI) 
Shighah adalah, ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku transaksi yang 


menunjukkan keinginan melakukannya. Shighah ini terdiri dari ijab gabul. Transaksi mudharabah atau 


syarikah dianggap sah dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan maksudnya. (25| 


Demikian rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam kerja sama mudharabah, yang semestinya dipahami 


secara bersama oleh masing-masing pihak. Sehingga terbangunlah mua'amalah yang shahih dan 


terhindar dari sifat merugikan pihak lain. Wallahu a'lam 


Foote Note 

(1). Lihat Takmilah al-Majmu Syarhu al-Muhadzab Imam an-Nawawi, oleh Muhammad Najib Al-Muthi'i yang 
digabung dengan kitab Majmu Syarhu al-Muhadzab (15/148). 

(21. Al-Figh Al-Muyassar, Bagian Figih Mu'amalah karya Prof Dr Abdullah bin Muhammad ath-Thayar. Prof Dr 
Abdullah bin Muhammad al-Muthlig dan Dr Muhammad bin Ibrahim Alimusaa, Cetakan Pertama, Th 
1425H, hal. 169 

(3). Lihat al-Bunuk al-Islamiyah Baina an-Nadzariyat wa Tathbig, karya Prof Dr Abdullah bin Muhammad ath- 
Thayar., Cetakan Kedua, Th 1414H, Muassasah al-Jurais, Riyadh, KSA, hal. 123 

(4). Lihat kitab Ma'la Yasa'u at tajir Jahluhu, karya Prof.Dr Abdullah al-Mushlih dan Prof.Dr Shalah ash-Shawi. Telah 
diterjemahkan dalam edisi bahasa Indonesia, oleh Abu Umar Basyir, dengan judul Figih Ekonomi Islam, 
Penerbit Darul Hag, Jakarta, Hal. 173 

(5J. Lihat Maratib al-Ijima, karya Ibnu Hazm, tanpa tahun dan cetakan, Penerbit Dar al-Kutub al-llmiyah. Beirut, 
hal.92 dan Takmilah al-Majmu, op, cit (15/143) 

(6). Pendapat inilah yang dirajihkan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam asy-Syarhu al-Mumti, op.cit (4/258) 

(71. Al-Bunuk al-Islamiyah, op.cit hal.123 dan Takmilah al-Majmu op.cit (15/144) 

(8). Takmilah al-Majmu, op.cit. (15/145) 

(9). Ibid (15/146-147) 


(10). Lihat Figih Ekonomi Keuangan Islam, op.cit. hal.176 
(11). Al-Mughni, karya Ibnu Oudamah, tahgig Abdullah bin Abdul Muhsin at-turki, Cetakan Kedua, Tahun 1412H, 


Penerbit Hajr, (7/177) 


(12). Fikih Ekonomi Keuangan Islam, op. cit.177 
(13). Lihat Juga al-mughni, op.cit (7/144) 

(14). Takmilah al-Majmu, op.cit. (15/160) 

(151. Inid (15/159) 


331 


(16). Lihat Maratib al-ljma, op.cit.hal.92, asy-Syarhu al-Mumti, op.cit. (4/259) dan Takmilah al-Majmu.op.cit. 
(15/159-160). 

(17). Masalah kerugian lihat artikel “Membagi Kerugian Dalam Mudharabah”. 

(18). Al-Mughni, op.cit. (7/138) 

(19). Al-Bunuk al-Islamiyah, op.cit.hal.123 

(20). Al-Mughni, op.cit. (7/140) 

(21). Ibid (7/165) 

(22). Al-Bunuk al-Islamiyah, op.cit. 123 

(23). Al-Mughni, op.cit. (7/172) 

(24). Figih Ekonomi Keuangan Islam, op.cit, hal. 181-182 

(25). Al-Figh Al-Muyassar, op.cit, hal. 169 


sk kk 


Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc. 
Artikel UstadzKholid.Com 


Rukun-Rukun Akad Mudharabah 


Setiap akad pasti terdiri dari beberapa rukun, yang tidak mungkin akad tersebut dapat terwujud 
melainkan bila rukun-rukun itu terpenuhi seluruhnya, demikian juga halnya dengan akad mudharabah. 
Dan setiap rukun dari suatu akad pasti memiliki beberapa kriteria (persyaratan) yang harus diindahkan, 


agar akad tersebut dapat dilakukan dengan benar dan selaras dengan syariat Allah Ta'ala. 


Rukun Pertama: Ijab & Oabul. 

Yang dimaksud dengan ijab ialah perkataan yang diucapkan oleh pihak pertama yang 
menghendaki terjalinnya akad mudharabah. Sedangkan gabul ialah jawaban yang mengandung 
persetujuan yang diucapkan oleh pihak kedua atau yang mewakilinya. 

Akad mudharabah dapat berlangsung dengan segala ucapan yang menunjukkan tentangnya 
misalnya, “Saya ajak Anda untuk bekerja sama dalam usaha, saya sebagai pemodal, dan Anda sebagai 
pelaku usaha, dengan ketentuan pembagian hasil 5096 banding 50X” Kemudian pihak kedua berkata, 
“Baiklah, saya terima tawaran Anda. Atau saya beri Anda modal untuk usaha, dan keuntungan yang 
berhasil Anda peroleh dibagi dua, saya 40X dan Anda 606” Singkat kata, tidak ada kata-kata khusus 
yang harus diucapkan oleh masing-masing pihak, agar mudaharabah dapat terjalin antara mereka. Hal 
ini dikarenakan akad mudharabah bukanlah amalan ibadah, layaknya shalat, haji, dan lain-lain. Akan 
tetapi, mudharabah adalah salah satu wujud interaksi sesama umat manusia, sehingga dapat dijalin 
dengan ungkapan apa saja, yang menunjukkan akan maksud dan kesepakatan kedua belah pihak, baik 
disampaikan secara lisan atau tulisan. Penjelasan ini didukung oleh kaidah dalam ilmu figih yang 


berbunyi: 


332 


ASama Bakal 
“Adat-istiadat itu memiliki kekuatan hukum”. Yang dimaksud dengan adat-istiadat disini ialah adat- 
istiadat yang telah berlaku dan dijalankan oleh setiap orang dan tidak menyelisihi syariat. 

Rukun kedua: Pemodal & Pelaku Usaha. 

Orang yang dibolehkan untuk menjalin akad mudharabah ialah orang yang memenuhi empat 
kriteria: merdeka, telah baligh, berakal sehat, dan rasyid (mampu membelanjakan hartanya dengan baik 
dalam hal-hal yang berguna). 

Kriteria pertama: Ia adalah seorang merdeka, dan bukan seorang budak, karena seorang 
budak tidak dibenarkan untuk bertransaksi kecuali dengan seizin tuannya. Yang demikian ini 
karena budak tidak memiliki harta benda, dan seluruh harta yang ada padanya adalah milik 
tuannya. 


Dalil kriteria ini ialah sabda Nabi shallallahu “alaihi wa sallam, 


# isat! Ala jisiy Gl VI dailal Alas JLa Al laac gl (ya 


“Barangsiapa menjual seorang budak yang memiliki harta, maka harta budak itu adalah milik 
penjualnya, kecuali bila pembelinya mensyaratkan agar harta tersebut menjadi miliknya.” (HR. 
al-Bukhary dan Muslim) 

Kriteria kedua: Telah baligh. 

Baligh pada lelaki dapat diketahui dengan telah sampainya seseorang pada umur lima 
belas tahun atau telah bermimpi junub. Dan pada wanita ditandainya dengan dimulainya siklus 
datang bulan (haidh), atau hamil, atau telah berumur lima belas tahun. 


Dalil kriteria ini ialah firman Allah Ta'ala, 


SN al Ag | ASN (SS) Sela as UB FAKAN Iga Il A3 AI 

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut 

pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka 
harta-hartanya.” (Os. an-Nisa': 6) 

Allah Ta'ala mensyaratkan dua hal sebelum diserahkannya harta benda anak yatim 

kepada mereka: mereka telah cukup umur untuk menikah yaitu telah baligh, dan mampu 


membelanjakan harta bendanya dengan baik (dan diriwayatkan juga dari Imam Ahmad, bahwa 
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anak yang telah mumayyiz (kira-kira berumur tujuh tahun atau lebih) perbuatannya sah, akan 
tetapi harus disetujui oleh walinya (Al-Inshaf, 4/267)) 

Kriteria ketiga: Berakal sehat, sehingga orang yang mengalami gangguan jiwa, atau 
serupa tidak sah akad perniagaannya. Dan di antara orang-orang yang dinyatakan tidak berakal 
sehat adalah orang pikun, atau pandir. 

Kriteria keempat: Ia mampu membelanjakan hartanya dengan baik, sehingga ia tidak 
membelanjakannya pada hal-hal yang diharamkan, juga tidak pada hal-hal yang tidak ada 
gunanya. Orang yang tidak mampu membelanjakan hartanya dengan baik dalam ilmu figih 


disebut dengan safih sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut, 


MabB KI AN Ja (AI KINI Seal | 33 V3 
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta 


(mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan bagimu.” 


(Os. an-Nisa': 5) 


Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Dan dari ayat ini disimpulkan syariat hajr (cekal 
kebebasan membelanjakan harta) terhadap orang-orang yang tidak mampu membelanjakan 
hartanya dengan baik (safih) dan mereka itu ada beberapa golongan: kadang kala hajr 
diberlakukan atas anak kecil, karena anak kecil ucapannya tidak dianggap, kadang kala 
diterapkan pada orang gila, kadang kala diterapkan pada orang yang buruk dalam 
membelanjakan hartanya, karena akalnya yang kurang sempurna, atau agamanya yang kurang 
baik.” (Tafsir Ibnu Katsir, 1/452) 

Dalil permasalahan ini ialah kisah berikut, 

“Ada seseorang di zaman Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam dan ia biasa berjual beli, 
padahal ia kurang sempurna dalam akalnya. Kemudian keluarganya mendatangi Nabi shallallahu 
“alaihi wa sallam dan berkata kepadanya, “Wahai Nabi Allah, terapkanlah pada fulan hajr 
(batasilah kebebasan membelanjakan harta), karena ia senantiasa berjual beli ia kurang 
sempurna akalnya. Maka iapun dipanggil oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan beliau 
melarangnya dari berjual beli. Kemudian ia berkata, Wahai Nabi Allah, sesungguhnya saya tidak 
kuasa untuk menahan diri dari berjual beli. Maka Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam 


bersabda, “Bila engkau enggan untuk meninggalkan jual beli, maka katakanlah ketika engkau 
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berjual beli: Ini dibeli dengan harga sekian, dan tidak ada penipuan.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, 
at-Tirmidzy dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh al-Albany) 

Nabi shallallahu “alaihi wa sallam tidak mengingkari permintaan keluarga sahabat yang 
akalnya kurang sempurna tersebut, ini menunjukkan bahwa membatasi kebebasan orang yang 
tidak mampu membelanjakan hartanya dikarenakan ia tidak atau belum berakal atau cacat 


mental dari membelanjakan hartanya, adalah suatu hal yang dibenarkan dalam syariat. 


Rukun Ketiga: Modal. 

Yang dimaksud dengan modal ialah harta milik pihak pertama (pemodal) kepada pihak kedua 
(pelaku usaha) guna membiayai usaha yang dikerjakan oleh pihak kedua. Para ulama telah menyebutkan 
beberapa persyaratan bagi harta yang menjadi modal akad mudharabah. 

Syarat pertama: Diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. 

Ulama telah sepakat bahwa kedua belah pihak yang terkait dalam akad mudharabah 
harus mengetahui tentang jumlah modal akad mudharabah yang mereka jalin. Hal ini 
dikarenakan konsekuensi akad mudharabah adalah pengembalian modal kepada pemodal, lalu 
kedua belah pihak berbagi keuntungan yang berhasil diperoleh, sesuai dengan perjanjian. 
Dengan demikian, bila jumlah modal tidak diketahui oleh kedua belah pihak, maka akan 
menimbulkan perselisihan tentang keuntungan. Sebab, keuntungan tidak dapat dikatakan 
sebagai keuntungan, melainkan bila jumlah modal telah diketahui dan berhasil dikembalikan 
dengan utuh kepada pemiliknya (baca al-Aziiz oleh ar-Rafi'i asy-Syafi'i 6/8, al-Mughni oleh Ibnu 
Oudaamah, 7/183) 

Syarat kedua: Modal diserahkan kepada pelaku usaha. 

Maksud persyaratan ini ialah pelaku usaha sepenuhnya diberi kebebasan untuk 
menggunakan modal tersebut guna membiayai usaha yang ia lakukan, tanpa ada campur tangan 
dari pemodal. Persyaratan ini bukan berarti seluruh modal harus diserahkan ke tangan pelaku 
usaha, atau ditransfer ke rekeningnya. Akan tetapi, kebebasan ini dapat diwujudkan dengan 
memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada pelaku usaha dalam pengambilan dan 
penyalurannya, tanpa ada campur tangan dari pemodal, walaupun dana tersebut tetap 
tersimpan di rekening pemodal. Inilah pendapat yang menurut hemat saya paling kuat dalam 
permasalahan ini, dan ini merupakan madzhab Syafi'i dan Hambali (baca al-Aziiz oleh ar-Rafi'i 
asy-Syafi'i 6/8, Mughnil Muhtaaj oleh asy-Syarbini 2/310, al-Mughni oleh Ibnu Oudaamah 7/136, 
dan Syarikah al-Mudharabah fil Fighil Islami, oleh Dr. Sa'ad bin Gharir as-Silmy167-173) 
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Inilah kedua persyaratan utama yang harus terpenuhi pada harta yang menjadi modal dalam 
akad mudharabah. Sebenarnya, para ulama telah mensyaratkan beberapa persyaratan lain, akan tetapi 
persyaratan-persyaratan tersebut tidak begitu kuat dasar hukumnya. Oleh karenanya, saya cukupkan 


dengan menyebutkan dua persyaratan ini saja. 


Rukun Keempat: Usaha. 
Secara global, akad mudharabah yang terjalin antara dua orang atau lebih, dapat dibagi menjadi 


dua bagian, selaras dengan perjanjian antara kedua belah pihak: 


I. Mudharabah terbatas. 
Yaitu akad mudharabah yang kedua belah pihak terkait telah menyepakati agar pelaku usaha 


mengembangkan modal yang ia terima dalam unit usaha tertentu. Pada keadaan semacam ini, maka 
pelaku usaha wajib mengindahkan persyaratan yang telah ia sepakati bersama pemodal. Bila ia 
melanggar kesepakatan, dan terjadi kerugian, maka ia wajib menanggung kerugian. 

Sebagai contoh, bila ketika perjanjian akad mudharabah disyaratkan agar usaha yang 
dikembangkan adalah jual beli pakaian, atau kendaraan, atau lainnya, maka pelaku usaha tidak 
dibenarkan untuk menggunakan modal tersebut dalam unit usaha lainnya. Hal ini berdasarkan 


keumuman sabda Nabi shallallahu “alaihi wa sallam, 


WYI Mamuag Samlol3) ag yi He G seluall 


“Umat Islam wajib memenuhi persyaratan mereka.” (HR. Imam Ahmad dan dishahihkan oleh al-Albani) 


Dahulu sahabat Hakim bin Hizam radhiallahu “anhu apabila menjalin akad mudharabah dengan 
seseorang, beliau senantiasa mensyaratkan kepadanya beberapa persyaratan berikut: 

1. Agar pelaku usaha tidak mengembangkan modalnya pada usaha-usaha yang berkenaan dengan 
binatang hidup, (misalnya jual beli binatang ternak atau yang semisal). 

2. Tidak membawa serta modalnya ketika pelaku usaha sedang safar melalui jalur laut. 

3. Tidak dibawa serta ketika sedang turun ke suatu lembah yang mengalir/sungai. 

4. Bila pelaku usaha melanggar ketiga hal di atas, maka ia berkewajiban menanggung ganti rugi bila 
terjadi kerusakan pada modal usahanya (riwayat ad-Daraguthny, al-Baihagy dan dishahihkan oleh 


al-Albany). 
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II. Mudharabah bebas. 
Yaitu apabila kedua belah pihak tidak mengajukan persyaratan apapun, baik berkenaan jenis- 


jenis usaha, tempat, waktu, atau lainnya yang membatasi kebebasan pelaku usaha dalam pengelolaan 
modal yang ia terima. Sehingga tatkala akad berlangsung, pemodal dengan tegas menyatakan kepada 
pelaku usaha, agar ia mengelola modal yang ia serahkan dalam usaha yang ia rasa dapat 
menguntungkan, apapun bentuknya, dengan ketentuan bagi hasil sekian banding sekian. Demikian juga 
sebaliknya, pelaku usaha tidak mensyaratkan kepada pemodal suatu jenis usaha atau tempat tertentu. 

Pada mudharabah jenis kedua ini, pelaku usaha memiliki kebebasan sepenuhnya untuk 
menjalankan usaha-usaha yang dibenarkan dalam syariat, apapun wujudnya. Walau demikian, bukan 
berarti ia dibenarkan untuk berbuat ceroboh dan tanpa perhitungan. Pelaku usaha pada mudharabah 
jenis ini tetap saja berkewajiban untuk menjalankan usaha sebaik mungkin, agar benar-benar 
mendapatkan keuntungan dan terhindar dari kerugian. Yang demikian itu dikarenakan, modal yang ia 
terima adalah amanah yang harus ia jaga dan dikelola sebaik mungkin, sesuai dengan yang diharapkan 
oleh pemodal. Dan para ulama menyatakan bahwa di antara bentuk penunaian amanat dalam 
mudharabah ialah dengan senantiasa berusaha untuk melakukan yang terbaik dan paling banyak 
mendatangkan keuntungan. Inilah yang dimaksud oleh para ulama, bahwa pelaku usaha berkewajiban 
untuk mengelola dana pemodal dengan cara-cara ghibthah (baca al-Aziiz oleh ar-Rafi'i 6/21, dan 
Mughnil Muhtaaj oleh asy-Syarbiny 2/316). 

Pada suatu hari Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam memberi amanat berupa uang satu dinar 
kepada sahabat Urwah bin Abil Jaed al-Barigy radhiallahu “anhu, untuk membeli seekor kambing kurban. 
Mendapat amanah tersebut, sahabat Urwah radhiallahu 'anhu segera pergi ke pasar guna membeli 
seekor kambing kurban. Sesampai di pasar, beliau membeli dua ekor kambing dengan harga satu dinar. 
Dan sebelum pulang, beliau menjual kembali salah satunya seharga satu dinar. Ketika ia datang 
menghadap Nabi dengan membawa uang satu dinar dan seekor kambing, Nabi shallallahu “alaihi wa 
sallam mendoakannya agar mendapatkan keberkahan dalam setiap perniagaannya. 

Subhanaallah, Allah Ta'ala mengabulkan doa Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam, sehingga 
sahabat Urwah radhiallahu “anhu senantiasa mendapatkan keberkahan pada perniagaannya. Begitu 
besarnya keberkahan yang dilimpahkan kepada beliau, sampai-sampai digambarkan oleh perawi bahwa 
andai ia membeli debu, niscaya ia akan mendapatkan keuntungan darinya (kisah ini diriwayatkan oleh 


Imam Bukhari). 
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Pelaku usaha menginvestasikan kembali modal yang ia terima kepada pengusaha lain. 
Para ulama telah sepakat, bahwa bila pemodal tidak mengizinkan pengusaha untuk 


kembali menginvestasikan modalnya kepada pengusaha lain, maka tidak dibenarkan bagi 
pengusaha pertama untuk melakukan hal itu (baca Syarikah al-Mudharabah Fil Fighil Islami, oleh 
Dr. Sa'ad bin Gharir as-Silmy 201). 
Akan tetapi, bila pemodal jelas-jelas telah mengizinkan hal itu atau akad yang disepakati 
adalah akad mudharabah jenis kedua, yaitu mudharabah lepas, maka ada tiga kemungkinan: 
Kemungkinan pertama: Bila pelaku usaha pertama ikut serta dalam pelaksanaan usaha. 

Agar permasalahan ini mudah dipahami, maka saya akan berusaha 
menjelaskannya dalam contoh kasus berikut: 

Pak Ahmad menyerahkan modalnya sebesar dua ratus juta rupiah (Rp 
200.000.000,-) kepada Pak Ali dengan perjanjian mudharabah lepas, dengan perjanjian 
bagi hasil 50 banding 50 5. Setelah menerima modal tersebut, Pak Ali mengajak Pak 
Umar untuk ikut serta mengelola modal tersebut, dengan perjanjian bagian hasil yang 
akan diperoleh akan dibagi antara mereka berdua. Pada akhir tahun, ketika datang 
saatnya tutup buku, usaha yang dijalankan Pak Ali berhasil mendapat keuntungan bersih 
sebesar Rp 50.000.000,-. 

Dengan demikian, pemodal, yaitu Pak Ahmad berhak mendapatkan bagi hasil 
sebesar 5046 dari total keuntungan bersih (Rp 50.000.000) sehingga pak Ahmad akan 
mendapatkan uang sebesar: Rp 200.000.000,- (modal yanga pernah ia keluarkan) # Rp 
25.000.000,- - Rp 225.000.000,-. 


Adapun Pak Ali dan Pak Umar, maka masing-masing mendapatkan Rp 12.500.000,- 


Perbuatan Pak Ali yang mengikut sertakan Pak Umar dalam pengelolaan modal 
Pak Ahmad, dengan tanpa mengurangi bagian Pak Ahmad dari keuntungan yang 
didapatkan, dibenarkan oleh sebagian ulama ahli figih, dan inilah pendapat yang paling 
kuat (baca at-Tahdziib oleh Imam al-Baghawy, 4/392-393, al-Aziiz oleh ar-Rafi'i 6/27, 
Raudhah ath-Thalibin oleh Imam an-Nawawi 5/132, al-Mughni oleh Ibnu Oudamah 157, 
Mughnil Muhtaaj oleh asy-Syarbiny 2/314, Syarikah al-Mudharabah Fil Fighil Islami, oleh 
Dr. Sa'ad bin Gharir as-Silmy 2201-203). 
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Kemungkinan kedua: Pelaku usaha pertama tidak ikut serta dalam pelaksaaan usaha. 


Bila pelaku usaha pertama sepenuhnya menyerahkan dana pemodal kepada 
pengusaha lain, sedangkan ia sama sekali tidak ikut serta dalam pengelolaan modal 
tersebut, maka pada keadaan ini terdapat dua kemungkinan lain: 


1. Pengusaha pertama tetap menginginkan bagian dari hasil. 


Bila kemungkinan ini yang terjadi, maka para ulama menegaskan bahwa 
perbuatan pengusaha pertama ini mengakibatkan akad mudharabah menjadi batal. Bila 
akad mudharabah dinyatakan batal, maka modal harus dikembalikan kepada pemiliknya 
dengan utuh (baca at-Tahdziib oleh Imam al-Baghawy, 4/392-393, al-Aziiz oleh ar-Rafi'i 
6/27, Raudhah ath-Thalibin oleh Imam an-Nawawi 5/132, al-Mughni oleh Ibnu 
Oudamah 157, Mughnil Muhtaaj oleh asy-Syarbiny 2/314, Syarikah al-Mudharabah Fil 
Fighil Islami, oleh Dr. Sa'ad bin Gharir as-Silmy 2201-203). 

Imam an-Nawawi berkata, “Hukum kedua: tidak dibenarkan bagi pelaku usaha 
(mudharib) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ke tiga dengan 
perjanjian mudharabah. Bila ia melakukan hal itu atas seizin pemodal, sehingga ia keluar 
dari akad mudharabah (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan bagi pemodal 
pada akad mudharabah kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan tetapi, ia tidak dibenarkan 
untuk mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh. Bila ia 
tetap mensyaratkan hal itu, maka akad mudharabah kedua bathil.” (Raudhah ath- 
Thalibin oleh Imam an-Nawawi 5/132, silakan baca juga at-Tahdzib oleh Imam al- 
Baghawi 4/392, Mughni al-Muhtaj oleh asy-Syarbini 2/314, dan Syarikah al-Mudharabah 
Fii al-Fighi al-Islami, oleh Dr. Sa'ad bin Gharir bin Mahdi as-Silmu hal. 202). 

Ucapan senada juga diutarakan oleh Imam Ibnu Gudamah al-Hambali, ia berkata, 
“Tidak dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal (yang ia terima) kepada 
orang lain dalam bentuk mudharabah, demikian penegasan Imam Ahmad. ... Pendapat 
ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan aku tidak mengetahui ada ulama 
lain yang menyelisihinya.” (al-Mughni oleh Ibnu Gudamah al-Hambali, 7/156). 


2. Pengusaha pertama diam, tidak mensyaratkan apa-apa kepada pengusaha kedua. 


Bila kemungkinan ini yang terjadi, maka pengusaha pertama berubah statusnya 
menjadi perwakilan dari pemodal, sehingga ia tidak berhak untuk mendapatkan bagian 


dari hasil, karena ia tidak ikut serta pengelolaan modal. Sebagaimana ia juga tidak 
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berhak mendapatkan upah, karena tidak kesepakatan antaranya dengan pemodal 


tentang hal itu (al-Mughni oleh Ibnu OAudamah al-Hambali, 7/156). 


Kemungkinan ketiga: Pengusaha pertama berlepas diri dari akad mudharabah. 


Bila kemungkinan ini yang terjadi, maka menurut madzhab asy-Syafi'i, 
perbuatan pengusaha pertama ini dibenarkan, dan ia benar-benar telah keluar dari akad 
mudharabah. Dengan demikian, akad mudharabah berubah menjadi antara pemodal 
dengan pengusaha kedua, seakan-akan pengusaha pertama tidak pernah ada (al-Aziiz 
oleh ar-Raafi'i 6/27, Mughnil Muhtaaj oleh asy-Syabini 2/314, dan Syarikah al- 
Mudharabah Fii al-Fighi al-Islami, oleh Dr. Sa'ad bin Gharir bin Mahdi as-Silmu, hal. 203). 


Rukun Kelima: Keuntungan. 

Tujuan utama diadakannya akad ini adalah keuntungan, sehingga kedua belah pihak terkait 
mendapatkan kemanfaatan materi. Pemodal, diuntungkan karena dananya berkembang, sebagaimana 
pengusaha beruntung, karena mendapatkan bagian dari hasil. Oleh karena itu, rukun ini merupakan 
rukun terpenting dari akad mudharabah. Berkaitan dengan rukun ini para ulama telah menyebutkan 
beberapa persyaratan berikut: 

Kedua belah pihak terkait harus mengetahui dan telah menyepakati sejak awal akad persentase 
bagian masing-masing dari keuntungan. Alasan disyaratkannya hal ini, adalah karena keuntungan adalah 
objek utama dari akad mudharabah, sehingga bila ada salah satu pihak terkait tidak mengetauhi nisbah 
bagiannya, maka ini menjadi penyebab batalnya akad mudharabah (Badaa'i ash-Shanaa'i oleh al-Kasany 
al-Hanafy 5/118, al-Aziiz oleh ar-Rafi'i 6/16). 

Pembagian hasil harus dalam bentuk nisbah, misalnya separuh, sepertiga, seperempat dan 
seterusnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan untuk membagi hasil dalam bentuk uang nyata dalam 
jumlah tertentu. 

Ibnu Munzir asy-Syafi'i berkata, “Kami dapatkan ulama telah sepakat membolehkan pelaku 
usaha untuk mensyaratkan atas pemodal sepertiga keuntungan, atau separuh, atau nisbah berapapun 
yang mereka berdua sepakati, selama bagian yang ia persyaratkan diketahui bersama dan dalam nisbah 
tertentu. Dan seluruh ulama yang pendapatnya sampai kepada saya juga telah menyepakati, akan 
batilnya akad mudharabah yang salah satu pihak terkait atau keduanya mensyaratkan agar dirinya 


mendapatkan bagian berupa uang dalam jumlah tertentu. Di antara ulama yang saya ingat menyatakan 
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demikian ialah Imam Malik, al-Auzaa'i, asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan ahlur ra'yi (madzhab Hanafy).” (Al- 
Isyraaf oleh Ibnu Mundzir 2/39, baca juga al-Aziiz oleh ar-Rafi'i 6/17). 

Al-Kaasani al-Hanafy berkata, “Bila keduanya mensyaratkan agar mendapatkan bagian dari 
keuntungan, uang dalam jumlah tertentu, misalnya seratus dirham, atau yang semisal, dan sisa 
keuntungan menjadi milik pihak kedua, maka persyaratan ini tidak dibenarkan, dan akad mudharabah 
dinyatakan batal. Karena, mudharabah adalah salah satu bentuk perserikatan dagang, yaitu perserikatan 
dalam hal keuntungan. Sehingga, fakta ini mengharuskan agar kedua pihak terkait benar-benar 
berserikat/bersekutu dalam kepemilikan terhadap keuntungan. Mungkin saja pengusaha tidak berhasil 
mendapatkan keuntungan kecuali sejumlah uang tersebut, dengan persyaratan itu, keuntungan menjadi 
milik seseorang saja, sehingga perserikatan dalam hal keuntungan tidak dapat terwujud.” (Badaa'i Ash- 
Shanaa'i oleh al-Kasany al-Hanafy, 5/119). 

Benar-benar yang dibagi adalah keuntungan. Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa yang 
menjadi objek akad mudharabah ialah keuntungan, dengan demikian, tidak dibenarkan bagi keduanya 
untuk mensyaratkan agar mendapat bagian berupa nisbah dari selain keuntungan. Misalnya, 
mensyaratkan agar pemodal mendapatkan bagian 30 X dari total modal yang ia berikan kepada 
pengusaha. Perilaku pemodal ini menjadikan ia senantiasa mendapatkan bagian, walaupun pengusaha 
tidak berhasil mendapatkan sedikitpun keuntungan (al-Bahrur Ra'ig oleh Ibnu Nujaim 7/264, dan 
Syarikah al-Mudharabah Fii al-Fighi al-Islami, oleh Dr. Sa'ad bin Gharir bin Mahdi as-Silmu, hal. 254) 


Ketika Terjadi Kerugian Usaha dalam Mudharabah 


Sejak zaman dahulu, dalam dunia bisnis, manusia telah mengenal dua hal yang saling 
berlawanan, yaitu keuntungan dan kerugian. Kedua hal ini senantiasa ada dalam dunia bisnis, dan tidak 
mungkin dapat dipisahkan. Walau manusia telah berhasil mencapai berbagai kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, akan tetapi mereka tetap saja tidak mampu menemukan cara untuk 
memisahkan antara keduanya. Ini semua dikarenakan keuntungan dan kerugian dalam perniagaan 
memiliki banyak sebab, mulai dari faktor yang datang dari kejadian alam seperti misalnya bencana alam, 
hingga berbagai hal yang berkenaan dengan kesalahan pelaku usaha. Oleh karena itu, setiap orang yang 
hendak menggeluti dunia bisnis, harus telah menyiapkan mental dan strategi guna menghadapi salah 


satu dari dua hal tersebut. 
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Karena agama Islam adalah agama yang selaras dengan fitrah Allah Ta'ala yang telah diturunkan ke bumi 
ini, maka kedua hal ini senantiasa mendapatkan perhatian. Para ulama menggambarkan perhatian Islam 


terhadap dua hal ini dalam sebuah kaidah, 


ab Sial 


"Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian". 


Atau dalam ungkapan lain sering juga disebut, 


Clash el al 


"Penghasilan/kegunaan adalah imbalan atas kesiapan menanggung jaminan." 


Maksud kaidah ini ialah orang yang berhak mendapatkan keuntungan ialah orang yang punya 
kewajiban menanggung kerugian -jika hal itu terjadi-. Kaidah ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 


'alaihi wa sallam, 


Nan ea AN Tb ae Ja PE en nee AN Ne 3s 
tah IAIN Doha G UNY JB el BSA eng Ale Ga Gl Kel la 
aja s3 Eve ol4) Mo Asa) Jalu date al laa ati Us) Jika Slis 


"Dari sahabat 'Aisyah radhiallahu 'anha, bahwasanya seorang lelaki membeli seorang budak laki- 
laki. Kemudian, budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli 
mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian, pembeli mengadukan penjual budak 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Nabi-pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. 
Maka Penjual berkata, "Ya Rasulullah! Sungguh ia telah mempekerjakan budakku?' Maka, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Keuntungan adalah imbalan atas kerugian.'"" (HR. Ahmad, Abu 


Dawud, at-Tirmidzy, an-Nasai dan dihasankan oleh al-Albani). 
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Abu Ubaid menjelaskan maksud hadits ini dengan berkata, "Yang dimaksud dengan keuntungan 
pada hadits ini adalah hasil pekerjaan budak tersebut yang telah dibeli oleh pembeli, kemudian ia 
pekerjakan beberapa waktu. Setelah ia mempekerjakannya, ia menemukan cacat yang sengaja ditutup- 
tutupi oleh penjual, sehingga pembelipun mengembalikan budak tersebut dan pembeli berhak 
mengambil uang pembayarannya dengan utuh. Dengan demikian, ia telah mendapat keuntungan 
berupa seluruh hasil pekerjaan budak tersebut (selama ada di tangannya -ed). Hal ini dikarenakan budak 
tersebut -sebelum dikembalikan- merupakan tanggung jawab pembeli. Seandainya budak tersebut mati, 
maka budak itu dihitung dari hartanya (ia yang menanggung kerugiannya)." 

Seusai menyebutkan ucapan Abu Ubaid di atas, as-Suyuthi berkata, “Para ahli fikih juga 
menyatakan demikian. Makna hadits tersebut ialah segala yang dihasilkan oleh suatu hal, baik berupa 
penghasilan, manfaat, atau suatu benda, maka itu adalah milik pembeli sebagai imbalan atas tanggung 
jawabnya sebagai pemilik. Karena, andaikata barang yang telah ia beli tersebut mengalami kerusakan, 
maka kerusakan itu tanggung jawabnya. Oleh karenanya hasilnya pun menjadi miliknya, agar benar- 
benar keuntungan menjadi pengganti atas kerugian." (Baca al-Asybah wa an-Nazhair oleh as-Suyuthi hal. 
136. Baca juga al-Mantsur Fi al-Gawaidh oleh az-Zarkasyi 1/328, Aun al-Ma'bud oleh al-Azhim al-Abadi 
8/3 dan Tuhfaz al-Ahwazi oleh al-Mubarakfuri 3/397). 

Demikianlah semestinya peniagaan dijalankan, yaitu setiap orang yang berniaga mencari 
keuntungan, maka dia harus siap menanggung kerugian yang mungkin terjadi. Bila seorang pedagang 
berupaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi, maka upaya 
tersebut sudah dapat dipastikan terlarang. 

Bila kita mencermati berbagai bentuk transaksi riba, niscaya kita dapatkan bahwa para pemakan 
riba nyata-nyata melanggar kaidah ini. Seorang rentenir hanya ingin menumpuk keuntungan sebanyak- 
banyaknya, sedangkan ia tidak sedikitpun sudi untuk menanggung kerugian. Bahkan, ia ingin tetap 
mendapatkan keuntungan (bunga) walaupun nasabah mengalami kerugian. 

Dan dikarenakan mudharabah adalah salah satu bentuk perniagaan, maka kaidah inipun berlaku 
padanya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa kerugian yang berkaitan dengan modal 
(materi) menjadi tanggung jawab pemodal, sedangkan kerugian non-materi, (skiil/tenaga) menjadi 
tanggung jawab pengusaha. 

Andai pemodal mensyaratkan agar pengusaha menjamin modalnya, sehingga bila terjadi 
kerugian modal dikembalikan utuh, maka persyaratan adalah persyaratan yang tidak sah (Baca Badaa'i 
ash-Shanaa'ii oleh al-Kasani al-Hanafy 5/119, al-Mughni oleh Ibnu OGudaamah 7/176, Syarikah al- 
Mudharabah Fii al-Fighi al-Islami oleh Dr. Sa'ad bin Gharir bin Mahdi as-Silmu hal. 291). 
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MEMBAGI KERUGIAN DALAM MUDHARABAH 


Oleh 
Ustadz Abu Ihsan Al-Atsari 


Mudharabah adalah salah satu bentuk syarikah dalam jual beli. Islam telah menghalalkan sistem 
muamalah ini. Dan Islam telah melegalkan seluruh bentuk syarikah. 


SYARIKAH ADA DUA JENIS 


Pertama : Syarikah Amlaak 

Yaitu penguasaan harta secara kolektif, berupa bangunan, barang bergerak atau barang 
berharga. Yaitu pensyarikahan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, 
warisan atau yang lainnya. Dalam bentuk syarikah seperti ini kedua belah pihak tidak berhak mengusik 
bagian rekan kongsinya, ia tidak boleh menggunakannya tanpa seijin rekannya. 
Kedua : Syarikah Uguud 

Yaitu perkongsian dalam transaksi, misalnya, dalam transaksi jual beli atau lainnya. Bentuk 
syarikah seperti inilah yang hendak kami ulas dalam tulisan kali ini. Dalam syarikah seperti ini, pihak- 
pihak yang berkongsi berhak menggunakan barang syarikah dengan kuasa masing-masing. Dalam hal ini, 
seseorang bertindak sebagai pemilik barang, jika yang digunakan adalah miliknya. Dan sebagai wakil, jika 
barang yang dipergunakan adalah milik rekannya. 
Syarikah Uguud ini, oleh para ahli figih dibagi menjadi lima bagian 
(1). Syarigah Inaan 

Yaitu dua orang atau lebih yang bersyarikah dengan harta masing-masing untuk dikelola oleh 
mereka sendiri, dan keuntungan dibagi di antara mereka, atau salah seorang sebagai pengelola dan 
mendapat bagian lebih banyak dari keuntungan, daripada rekannya. 
(21. Syarikah Mudharabah 

Yaitu, seseorang sebagai pemodal menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk 
diperdagangkan, dan dia berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan. 
(31. Sayrikah Wujuuh 

Yaitu dua orang atau lebih yang bersyarikah terhadap keuntungan dari barang dagangan yang 
mereka beli bersama tanpa modal. Pendapatan keuntungan dibagi atas dasar kesepakatan di antara 


mereka. 
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(4). Syarikah Abdaan 

Yaitu dua orang atau lebih yang bersyarikah pada harta halal hasil usaha mereka masing-masing. 
Atau bersyarikah pada harta yang mereka terima dari jasa tenaga atau keahlian mereka. 

(5J. Syarikah Mufaawadhah 

Yaitu masing-masing pihak menyerahakn kuasa penuh atas setiap transaksi materi maupun fisik, 
dalam bentuk jual beli dan dalam seluruh urusan mereka tanpa menggabungkan ke dalamnya 
keuntungan atau hutang-piutang yang bersifat pribadi. (1) 

Dalam melakukan bentuk kerjasama ini, masing-masing harus menjaga sifat amanah. Apalagi 
terjadi kecurangan dan penipuan dari salah satu pihak, maka bentuk kerja sama ini batal dengan 
sendirinya. (2| 

Pembahasan masalah syarikah ini sangat panjang. Namun dalam kesempatan kali ini, kita 
memfokuskan pembicaraan pada salah satu bentuk syarikah, yaitu syarikah mudharabah. Lebih khusus 
lagi, yakni berkaitan dengan masalah kerugian yang terjadi dalam syarikah mudharabah ini. 

Masalah : Pihak pemodal menyerahkan uangnya kepada pihak pengelola, lalu terjadi kerugian 
dalam usaha tersebut sehingga menghabiskan uang milik pemodal. Maka siapakah yang menanggung 
kerugian tersebut? Apakah pihak pemodal atau pengelola atau keduanya? 

Jawab : Ini adalah bentuk syarikah yang disebut mudharabah. Sebagian orang, yakni penduduk 
Hijaz menyebutnya giraadh. Orang-orang umum menyebutnya dhimaar. Yaitu seseorang menyerahkan 
hartanya untuk dikelola oleh orang lain. Satu pihak disebut pemodal, dan pihak lain disebut pengelola 

Kerugian dalam syarikah seperti ini disebut wadhii'ah. Kerugian ini mutlak menjadi tanggung 
jawab pemodal (pemilik harta), sama sekali bukan menjadi tanggungan pihak pengelola. Dengan catatan, 
pihak pengelola tidak melakukan kelalaian dan kesalahan prosedur dalam menjalankan usaha yang telah 
disepakati syarat-syaratnya. Kerugian pihak pengelola adalah dari sisi tenaga dan waktu yang telah 
dikeluarkannya tanpa mendapat keuntungan. 

Pihak pemodal berhak mendapat keuntungan dari harta atau modal yang dikeluarkannya, dan 
pihak pengelola mendapat keuntungan dari tenaga dan waktu yang dikeluarkannya. Maka kerugian 
ditanggung pihak pemodal atau pemilik harta. Adapun pihak pengelola, ia mendapat kerugian dari jasa 
dan tenaga yang telah dikeluarkannya. 

Ini adalah perkara yang telah disepakati oleh para ulama, seperti yang telah ditegaskan oleh 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu Fatawa (XXX/82). 

Ibnu Audamah al-Maggdisi dalam kitab al-Mughni (V/183) mengatakan, "Kami tidak mengetahui 


adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini". 
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Pada bagian lain (V/148), al-Magdisi mengatakan, kerugian dalam syarikah mudharabah 
ditanggung secara khusus oleh pihak pemodal, bukan tanggungan pihak pengelola. Karena wadii'ah, 
hakikatnya adalah kekurangan pada modal. Dan ini, secara khusus menjadi urusan pemilik modal, bukan 
tanggungan pihak pengelola. Kekurangan tersebut adalah kekurangan pada hartanya, bukan harta orang 
lain. Kedua belah pihak bersyarikah dalam keuntungan yang diperoleh. 

Seperti dalam kerja sama musaagat dan muzaara'ah, dalam kerja sama ini, tuan tanah atau 
pemilik pohon bersyarikah dengan pihak pengelola atau pekerja dalam keuntungan yang dihasilkan dari 
kebun dan buah. Namun, jika terjadi kerusakan pada pohon atau jatuh musibah atas tanah tersebut, 
misalnya tenggelam atau musibah lainnya, maka pihak pengelola atau pekerja tidak menanggung 
kerugian sekalipun. 

Masalah : Akan tetapi bagaimana hukumnya bila pihak pengelola dan pihak pemodal telah 
membuat syarat dan kesepakatan, bahwa kerugian yang diderita dibagi dua atau sepertiga ditanggung 
pihak pengelola, dan selebihnya pihak pemodal? 

Jawab : Syarat dan kesepakatan seperti ini bertentangan dengan Kitabullah. Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wa sallam telah mengatakan. 

"Artinya : Mengapa sejumlah orang mengajukan syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitabullah? 
Barangsiapa mengajukan syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, maka tidak diterima, meskipun ia 
mengajukan seratus syarat". (3) 

Ibnu Oudamah al-Magdisi menegaskan batalnya syarat-syarat ini, tanpa ada perselisihan di 
kalangan ulama. (4) Ibnu Gudamah berkata, "Intinya, apabila disyaratkan atas pihak pengelola tanggung 
jawab terhadap kerugian atau mendapat bagian tanggungan dari wadhii'ah (kerugian), maka syarat itu 
bathil. Kami mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini. 

Barangkali para pemodal akan mengatakan : "Kalian para ulama telah membuka pintu seluas- 
luasnya bagi para pengelola untuk mempermainkan uang kami. Apabila kami menuntutnya, mereka 
mengatakan, "Kami mengalami kerugian". 

Kalau pengelola tadi adalah orang yang lemah iman: lemah imannya kepada hari akhirat dan 
berani menjual agamanya dengan materi dunia, maka orang seperti inilah yang berani mempermainkan 
harta kaum muslimin, lalu mereka bersumpah telah mengalami kerugian. Kelonggaran ini bukanlah 
disebabkan fatwa dan pendapat ahli ilmu. Kewajiban atas pemilik harta adalah, mencari orang yang 
amanah agamanya dan ahli dalam pekerjaannya. Jika tidak menemukan orang seperti ini, maka 


hendaklah ia menahan hartanya. Adapun ia serahkan hartanya kepada orang yang tidak amanah dan 
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tidak bisa mengelola lalu berkata, Ahli Ilmu telah membuka pintu bagi pengelola untuk mempermainkan 
harta kami, maka alasan seperti ini, sama sekali tidak bisa diterima. 

Masalah : bolehkah pihak pengelola menanggung kerugian atas kerelaan darinya, tanpa 
paksaan? 

Jawaban : Apabila pihak pengelola turut menanggung kerugan atas kerelaan darinya dan tanpa 
tekanan dari pihak manapun, maka hal itu dibolehkan, bahkan itu termasuk akhlak yang terpuji. Wallahu 
“alam 

Masalah : Bagaimana bila pada jual beli pertama mereka mendapat keuntungan, lalu pada jual 
beli kedua mereka mendapat kerugian, apakah keuntungan pada jual beli pertama dibagi dahulu, lalu 
kerugian pada jual beli kedua menjadi tanggungan pihak pengelola? Ataukah keuntungan itu dipakai 
untuk menutupi kerugian, lalu sisanya dibagi kemudian? 

Jawab : Dalam kasus seperti ini, keuntungan harus digunakan lebih dulu untuk menutupi 
kerugian. Jika keuntungan tersebut masih tersisa setelah modal ditutupi, maka baru kemudian dibagi 
kepada pihak pengelola dan pihak pemodal menurut kesepakatan mereka. Demikian yang dijelaskan 
oleh para ulama. 

Ibnu OAudamah dalam kitab al-Mughni (V/169) mengatakan :"Masalah, pihak pengelola tidak 
berhak mengambil keuntungan hingga ia menyerahkan modal kepada pihak pemodal. Apabila dalam 
usaha terjadi kerugian dan keuntungan, maka kerugian ditutupi dengan keuntungan. Baik kerugian dan 
keuntungan itu diperoleh dalam satu transaksi, ataupun kerugian terjadi pada transaksi pertama, lalu 
keuntungan dihasilkan pada transaksi berikutnya. Karena keuntungan itu hakikatnya adalah, sesuatu 
yang lebih dari modal dasar. Dan apabila tidak lebih, maka belum dihitung sebagai keuntungan. Kami 
tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat di kalangan dalam masalah ini". 

Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnul Mundzir dalam kitab al-ljma (halaman 112 nomor 534). 
Beliau rahimahullah berkata :"Para ulama sepakat, bahwa pembagian keuntungn (itu) dibolehkan, 
apabila pihak pemodal telah mengambil modalnya". 

Hanya saja Ibnu Hazm menyebutkan dalam kitab Maraatibul Ijma, halaman 93, baha para ulama 
berselisih pendapat dalam masalah ini. Namun kesimpulanya, pendapat yang kuat adalah yang telah kita 
jelaskan diatas. 

Apabila keuntungan telah dihitung dan dibagikan, dan masing-masing pihak telah mengambil 
bagian dari keuntungan, lalau setelah itu terjadi kerugian, maka dalam kasus ini, pihak pengelola tidak 
berhak memaksa pihak pemodal untuk menutupi kerugian dan keuntungan yang telah dibagikan, sudah 


menjadi, hak masing-masing. Wallahu “alam 
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Masalah : Bagaimana bila pihak pengelola melanggar syarat atau melakukan kesalahan prosedur 
dalam usaha sehingga menyebabkan kerugian? 

Jawab : Kerugian tersebut menjadi tanggungan pihak pengelola yang telah melanggar 
persyaratan yang telah disepakati, atau melakukan kelalaian, atau kesalahan prosedur. Sejumlah ahli 
ilmu telah menyebutkan kesepakatan ulama dalam masalah ini, di antaranya adalah Ibnu Hazm dalam 
kitab Maraatibul Ijma (hal. 93), dan Ibnul Mundzir dalam Al-ljma (hal.112 nomor 535). Namun Ibnu Abi 
Syaibah menukil dalam Mushannaf-nya (IV/402-403) dari Az-Zuhri rahimahullah, bahwa beliau 
menyelisihi ijma' ini. Demikian pula atsar dari Thawus dan Al-Hasan. 

Ibnu Audamah mengatakan dalam Al-Mughni (VII/162) : "Apabila pihak pengelola melakukan 
pelanggaran prosedur, atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, atau membeli sesuatu 
yang dilarang untuk dibeli, maka ia bertanggung jawab terhadap harta tersebut. Demikianlah menurut 
pendapat mayoritas ahli ilmu". 

Namun pendapat yang kuat adalah, pihak pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut, 
jika ia melanggar syarat. Karena seorang mukmin wajib memenuhi syarat-syarat yang telah mereka 
sepakati. Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam bersabda. 

"Artinya : Kaum muslimin harus menepati syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali 
syarat yang mehalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal", 

Masalah : Namun, bagaimana jika pihak pengelola melanggar syarat, akan tetapi ia mendapat 
keuntungan? 

Jawab : Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa keuntungan merupakan hak pemilik modal. 
Karena harta itu merupakan hartanya. Sebagian ahli ilmu lainnya berpendapat, bahwa keuntungan 
menjadi hak pengelola. Karena dialah yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian. Ada pula ulama 
yang berpendapat, bahwa keuntungan itu menjadi harta sedekah, diberikan kepada fakir miskin. Ada 
yang berpendapat, keuntungan diserahkan kepada pemodal. Adapun si pengelola berhak memperoleh 
uang jasa yang setimpal. Ada pula yang berpendapat, keuntungan tersebut dibagi menurut kesepakatan 
merka berdua. 

Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana 
tersebut di dalam Majmu Fatawa (XXX/86-87). Wallahu a'lam 

Masalah : Bolehkah pihak pengelola mencampur modal tersebut dengan hartanya? Bagaimana 
bila itu terjadi ? 

Jawab : Ibnu Oudamah di dalam kitab Al-Mughni (VII/158) menjelaskan, pihak pengelola tidak 


boleh mencampur modal mudharabah dengan hartanya. Jika ia melakukan itu, lalu ia tidak bisa memilah 
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mana hartanya dan mana modal mudharabah, maka ia menanggung kerugian yang mungkin terjadi 
karenanya. Karena ia yang diberi amanah, (dan) modal tersebut ibarat wadhi'ah (barang titipan)". 

Masalah : Bagaimana bila masih bersisa dari harta mudharabah, bolehkah pihak pengelola 
mengambilnya? 

Jawab : Apabila pihak pengelola mendapati di tangannya masih tersisa harta mudharabah, maka 
ia tidak boleh mengambilnya, kecuali dengan izin pihak pemodal. 

Ibnu Oudamah mejelaskan dalam kitab Al-Mughni (VII/171). Intinya, apabila terlihat keuntungan 
pada harta mudharabah, maka pihak pengelola tidak boleh mengambilnya tanpa seizin pihak pemodal. 
Kami tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ulama dalam masalah ini. Pihak pengelola tidak 
berhak mengambilnya karena tiga alasan. 

Pertama : Keuntungan digunakan untuk menutupi modal dasar, masih terbuka kemungkinan 
keuntungan tersebut dipakai untuk menutupi kerugian. Sehingga belum bisa disebut sebagai 
keuntungan. 

Kedua : Pemilik modal -dalam hal ini- mitra bisnisnya, dia tidak boleh memotong haknya 
sebelum pembagian. 

Ketiga : Kepemilikan atas keuntungan itu belum tetap, karena bisa saja keuntungan tersebut 
diambil kembali untuk menutupi kerugian. Namun, apabila pemilik modal mengizinkannya maka ia 
boleh mengambilnya.karena harta tersebut merupakan hak mereka berdua, dan tidak akan keluar dari 


hak keduanya. 


(Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 03/Tahun X/1427H/2006M. Penerbit Yayasan Lajnah Istigomah Surakarta, Jl. 
Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183| 
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Perbandingan Antara Mudharabah dengan Riba 

Sekilas, perniagaan (mudharabah) menyerupai riba, karena masing-masing pemilik uang 
pada kedua transaksi ini menyerahkan uang kepada orang lain, dan kemudian menerima 
kembalian yang lebih banyak. Akan tetapi, hukumnya sangat berbeda, mudharabah hukumnya 
halal, sedangkan riba adalah haram. 

2275 B3 OI oa ll AN JAN GO Aoa all AI J3 GO ka @all LSI TA 
"Mereka berkata, sesungguhnya perniagaan itu serupa dengan riba, dan Allah telah 
menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba." (Os. al-Bagarah: 275). 

Telah ditegaskan oleh banyak ulama, bahwa tidaklah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya 
membedakan antara dua hal yang sekilas nampak sama, melainkan antara keduanya terdapat 
perbedaan yang mendasarinya. Sebagaimana tidaklah syariat menyamakan antara dua hal, 
melainkan antara keduanya terdapat persamaan yang mendasarinya (baca Majmu' Fatawa Ibnu 
Taimiyyah, 20/504 dan seterusnya, I'ilamul Muwagi'in oleh Ibnul Gayyim 2/3 dan seterusnya, 
dan al-Ma'dul Bihi 'Anil Aiyaas oleh Dr. Umar bin Abdul Aziz). 

Dan bila kita berusaha mencari perbedaan nyata yang mendasari perbedaan hukum 
antara riba dan mudharabah, niscaya kita akan mendapatkan bahwa kaidah ini merupakan 
salah satu perbedaan utama antara keduanya. 

Seorang pemakan riba berusaha mengeruk keuntungan, akan tetapi ia tidak sudi 
menanggung kerugian. Oleh karena itu, ia menuntut agar modal yang ia keluarkan kembali utuh 
dan ditambah lagi dengan bunganya, tanpa peduli dengan kerugian dan kesulitan yang 
menimpa penerima piutang. Tatkala masyarakat di negeri kita telah banyak yang menyadari 
akan keharaman riba, dan bahwa dosanya ditanggung oleh penerima dan pemberi secara 
bersamaan, sebagian pemakan riba berusaha mengelabui mereka dengan cara mengubah nama 
bunga menjadi bagi hasil (mudharabah). Sehingga yang terjadi bila dari usaha berhasil diperoleh 
keuntungan, maka pemodal berhak menerima modal secara utuh ditambah bagi hasil (baca: 
bunga). Akan tetapi bila terjadi kerugian, maka pemodal berhak menerima modal yang telah ia 
berikan secara utuh, tanpa disertai dengan bagian hasil (bunga). 

Bila kaidah yang telah kita jelaskan di atas kita terapkan pada transaksi ini, niscaya akan 


menjadi jelas bahwa ini adalah transaksi riba, karena pemodal tidak siap untuk ikut andil dalam 
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menanggung kerugian. Ditambah lagi hakikat riba, yaitu sebagai tindak kezhaliman benar-benar 


terwujud pada transaksi ini. Hal itu dikarenakan, pengusaha (penerima modal) selain tidak 


mendapat keuntungan, dan jerih payahnya merugi sehingga seluruh kucuran keringatnya tidak 


mendatangkan hasil, ia masih harus mengembalikan modal secara utuh kepada pemodal. 


Pada tabel berikut ini, kami akan coba paparkan perbedaan antara akad piutang dengan 


akad bagi hasil (mudharabah): 


Tabel Perbedaan Akad Piutang dengan Akad Bagi Hasil 


No 


1 


3 


Akad Piutang 
Uang sepenuhnya menjadi milik 
penghutang (debitur), sehingga ia 
memiliki hak penuh untuk 
menggunakan uang tersebut sesuai 
dengan yang ia kehendaki. Baik 
dibelanjakan, dihibahkan, 
dihutangkan atau ditabungkan 
(dibekukan). Kreditur bukan 
sebagai pemilik saham, hal ini 
sebagaimana yang kita dapatkan 
diberbagai perbankan yang ada di 


masyarakat. 


Pemberi piutang (kreditur) tidak 
dibenarkan untuk ikut campur 
dalam pengelolaan uang yang telah 


ia piutangkan. 


Bila debitur mengizinkan pada 


Akad Bagi Hasil (Mudharabah) 


Uang/modal sepenuhnya adalah 
milik pemodal. Pengusaha 
berkewajiban untuk menjaganya 
dan menggunakannya dalam usaha 
yang telah disepakati. Ia tidak 
dibenarkan untuk menghibahkan, 
menghutangkan atau 
membekukan (menabungkan) uang 
itu. Dengan demikian, perusahaan 
(atau saham perusahaan) milik 
pemodal, sedangkan pelaku usaha 
hanya berhak mendapatkan bagian 
dari keuntungan saja. (Pemilik 
modal adalah para pemilik saham 


perusahaan/bank). 


Pemilik modal dibenarkan untuk 
mengawasi pemakaian modal yang 
ia berikan kepada pelaku usaha. 
Apabila pelaku usaha menyelisihi 
kesepakatan, maka pemilik modal 


berhak menghentikan perjanjian. 


Pemilik modal diizinkan untuk ikut 
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kreditur untuk mengelola uang 
tersebut, maka pada keadaan ini 
kreditur berstatus sebagai 
pegawai. 

Debitur berkewajiban untuk 
mengembalikan uang piutang 
dengan utuh pada tempo yang 
telah disepakati, walaupun uang 
tersebut hilang dicuri orang, tanpa 
peduli sedikit pun apakah ada 
kesalahan yang dilakukan oleh 
penghutang dalam 


merawat/menyimpan atau tidak. 


Bila debitur menggunakan uang 
piutangnya untuk usaha kemudian 
terjadi kerugian, maka seluruh 
kerugian sepenuhnya menjadi 
tanggung jawab debitur. Adapun 
kreditur tidak berkewajiban untuk 
ikut menanggung kerugian 
sedikitpun dan dalam bentuk 
apapun. 

Bila debitur menggunakan uang itu 
untuk usaha dan ia beruntung, 
maka keuntungan sepenuhnya 


menjadi milik debitur. 


Kreditur diharamkan untuk 
mensyaratkan keuntungan apapun 


dari piutang yang ia berikan. 


serta mengelola modalnya, dan 
statusnya tidak pernah berubah, 


yaitu sebagai pemilik modal. 


Pengusaha tidak berkewajiban 
untuk mengembalikan modal bila 
uang hilang misalnya jika uang 
dicuri orang, dengan catatan tidak 
ada kesalahan dari pengusaha 
dalam merawat/menyimpan modal 


tersebut. 


Bila pengusaha merugi dalam 
usahanya, maka pemodal harus 
ikut menanggung kerugian 
tersebut. Pemodal menanggung 
seluruh kerugian finansial, 
sedangkan pengusaha 
menanggung kerugian tenaga dan 
seluruh jerih payahnya (non- 
finansial). 

Bila dari modal, pengusaha 
mendapatkan keuntungan, maka 
keuntungan menjadi milik 
bersama: pemodal dan pengusaha 
sesuai dengan perjanjian. 
Pemodal dihalalkan untuk 
mensyaratkan keuntungan 

dari modal yang ia berikan kepada 


pengusaha. 
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8 Bila telah jatuh tempo dan debitur Bila telah jatuh tempo, usaha yang 
dalam keadaan kesusahan, maka dijalankan oleh pengusaha merugi, 
pemilik uang diwajibkan untuk maka pemilik modal dibenarkan 
menunda tagihan, dan status akad 'untuk menarik seluruh modalnya, 
hutang piutang tetap seperti sedia dengan ketentuan akad 
kala. mudharabah antara mereka 


terputus (selesai). 


9 Riba pada piutang senantiasa Bagi hasil benar-benar sesuai dengan 
menyesuaikan dengan jumlah keuntungan bersih yang berhasil 


besarnya piutang dan tempo didapatkan oleh pelaku usaha. Bahkan 


pembayaran, tanpa perduli akan bila terjadi kerugian, maka dana 


. . pemodal dapat berkurang atau bahkan 
apa yang didapatkan oleh kreditur. 


mungkin saja hangus. 


Hikmah Disyariatkannya Mudharabah 


Sebagaimana yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapatkan ada sebagian 
orang yang diberi kelebihan dalam hal harta kekayaan, akan tetapi ia tidak mampu untuk mengelolanya. 
Di sisi lain, didapatkan sebagian orang yang diberi kelebihan dalam hal pengelolaan harta kekayaan dan 
pengembangannya, akan tetapi ia tidak memiliki harta kekayaan yang dapat ia kelola, sehingga 
mendatangkan keuntungan yang diharapkan. 

Dengan demikian, merupakan suatu hal yang sangat tepat dan bijak bila kedua jenis anggota 
masyarakat ini menyatukan potensi masing-masing, sehingga dapat mewujudkan keuntungan dan 
kekuatan ekonomi yang produktif. Sebagaimana akad mudharabah merupakan implementasi nyata dari 
asas ta'aawun atau bahu-membahu dalam hal yang bermanfaat secara umum dan dalam 
pengembangan ekonomi umat secara khusus. Bila asas ta'aawun yang diwujudkan dalam akad 
mudharabah ini berjalan sebagaimana mestinya, niscaya umat Islam dapat mempertahankan kejayaan 
dan kemuliaan martabatnya, sehingga dapat hidup mandiri tanpa bergantung kepada umat lain. 

Imam al-Marghinani al-Hanafy berkata, "Akad mudharabah dihalalkan, karena benar-benar 
diperlukan oleh umat manusia. Karena di antara manusia ada orang-orang yang kaya akan harta benda, 
akan tetapi ia tidak pandai untuk mengelolanya. Sebagaimana di antara mereka ada orang-orang yang 


lihai dalam mengelola kekayaan, akan tetapi mereka miskin tidak memiliki modal usaha. Dengan 
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demikian, sangat urgen untuk disyariatkan transaksi semacam ini, agar kemaslahatan kedua belah pihak, 
yaitu orang yang kaya (tapi tidak berpengalaman) dan orang yang cerdik (tapi tidak memiliki modal), 
orang yang miskin (tapi lihai) dan orang yang dungu (tapi kaya) dapat terwujud." (Al-Hidayah Syarah al- 
Bidaayah oleh al-Marghinaani al-Hanafi, 3/202). 

Umat Islam pada saat ini sedang merasakan betapa pahit dan kejamnya sistem perekonomian 
yang berasaskan riba. Umat Islam di belahan bumi manapun sedang merasakan betapa kejamnya 
penjajahan bangsa-bangsa lain melalui belenggu riba yang dari hari ke hari terus dililitkan kepada tubuh 
umat Islam. Saya optimis, bila kita mengembangkan ekonomi umat dengan asas syariat, di antaranya 
dengan menerapkan akad mudharabah secara luas, insya Allah dalam waktu singkat, harkat dan 
martabat umat Islam akan terangkat. 

Di antara hikmah mulia dari akad mudharabah ialah masing-masing pihak yang menjalin 
hubungan kerjasama mudharabah mendapatkan keuntungan dalam bentuk materi, pengalaman dan 
lainnya. Sehingga pada suatu saatnya nati, pemilik moda dapat mengelola kekayaannya dengan sendiri. 
Sebagaimana pelaku usaha dapat merintis usaha dengan bermodalkan keahliannya dan modal yang 
berhasil ia kumpulkan dari hasil bagi hasil dengan pemodal pertama. Dan bila proses peningkatan 
potensi dan kemampuan, baik materi ataupun keahlian ini terus dijalankan secara berkesinambungan, 
niscaya pada saatnya nati, umat Islam akan terhindar dari penderitaan ekonomi dan sosial yang 
sekarang sedang menghimpit kita. 

Pada akad mudharabah, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, 
yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang 
diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, 
pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non- 
materi (tenaga dan pikiran). Sehingga pada akad mudharabah tidak ada seorangpun yang dibenarkan 


untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha. 


Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri 


Artikel www.PengusahaMuslim.com 
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Sistem Mudharabah (Investasi) dan Hukum-Hukumnya 
Penulis: Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih & Prof. Dr. Shalah ash-Shawi 


Definisi Mudharabah 


Mudharabah atau penanaman modal disini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada 
orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan. Bentuk usaha ini meli-batkan 
dua pihak: pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis. Dan kedua, pihak yang pandai 


berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi. 


Disyariatkannya Penanaman Modal 


Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem 
jual beli ini adalah ijima' ulama yang membolehkannya. 

Diriwayatkan dalam al-Muwaththa' dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya bahwa ia menceritakan, 
"Abdullah dan Ubaidullah bin Umar bin Al-Khaththab pernah keluar dalam satu pasukan ke negeri Irag. 
Ketika mereka kembali, mereka lewat di hadapan Abu Musa al-Asy'ari, yakni gubernur Bashrah. Beliau 
menyambut mereka berdua dan menerima mereka sebagai tamu dengan suka cita. Beliau berkata, 
"Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang berguna buat kalian, pasti akan kulakukan." Kemudian beliau 
me-lanjutkan, "Sepertinya aku bisa melakukannya. Ini ada uang dari Allah yang akan kukirimkan kepada 
Amirul Mukminin. Saya me-minjamkannya kepada kalian untuk kalian belikan sesuatu di Irag ini, 
kemudian kalian jual di kota Madinah. Kalian kembalikan modalnya kepada Amirul Mukminin, dan 
keuntungannya kalian ambil." Mereka berkata, "Kami suka itu." Maka beliau menyerahkan uang itu 
kepada mereka dan menulis surat untuk disampaikan kepada Umar bin Al-Khaththab agar Amirul 
Mukminin itu meng-ambil dari mereka uang yang dia titipkan. Sesampainya di kota Madinah, mereka 
menjual barang itu dan mendapatkan keun-tungan. Ketika mereka membayarkan uang itu kepada Umar. 
Umar lantas bertanya, "Apakah setiap anggota pasukan diberi pinjaman oleh Abu Musa seperti yang 
diberikan kepada kalian berdua?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau berkata, "Apakah karena kalian 
adalah anak-anak Amirul Mukminin sehingga ia memberi kalian pinjaman? Kembalikan uang itu beserta 
keun-tungannya." Adapun Abdullah, hanya membungkam saja. Semen-tara Ubaidullah langsung angkat 
bicara, "Tidak sepantasnya engkau berbuat demikian wahai Amirul Mukminin! Kalau uang ini berkurang 
atau habis, pasti kami akan bertanggung jawab." Umar tetap berkata, "Berikan uang itu semuanya." 


Abdullah tetap diam, sementara Ubaidullah tetap membantah. Tiba-tiba salah se-orang di antara 
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sahabat Umar berkata, "Bagaimana bila engkau menjadikannya sebagai investasi modal wahai Umar?" 
Umar menjawab, "Ya. Aku jadikan itu sebagai investasi modal." Umar segera mengambil modal beserta 
setengah keuntungannya, se-mentara Abdullah dan Ubaidullah mengambil setengah keuntungan 
sisanya." 

Diriwayatkan juga dari al-Alla bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Utsman bin 
Affan memberinya uang sebagai modal usaha, dan keuntungannya dibagi dua.Kaum muslimin sudah 
terbiasa melakukan perjanjian usaha semacam itu hingga jaman sekarang ini di berbagai masa dan 
tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Ini merupakan konsensus yang diyakini umat, karena 
cara ini sudah digunakan secara turun temurun hingga jaman Nabi, beliau mengetahui dan 
membiarkannya. 

Satu hal yang logis, bila pengembangan modal dan pening-katan nilainya merupakan salah satu 
tujuan yang disyariatkan. Sementara modal itu hanya bisa dikembangkan melalui pemu-taran atau 
perdagangan. Sementara tidak setiap orang yang mempunyai harta mampu berjual-beli. Dan tidak 
setiap yang berkeahlian dagang mempunyai modal. Maka masing-masing kelebihan itu dibutuhkan oleh 
pihak lain. Oleh sebab itu bisnis penanaman modal ini disyariatkan oleh Allah demi kepentingan 


keduabelah pihak. 


Rukun-rukun Bisnis Investasi 


Seperti bentuk usaha yang lain, bisnis penanaman modal ini juga memiliki tiga rukun: Dua atau 


lebih pelaku, objek transaksi dan pelafalan perjanjian. 


Pertama: Dua atau Lebih Pelaku. 

Kedua pihak di sini adalah investor dan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki 
kompetensi beraktivitas. Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang. Orang yang 
bangkrut terlilit hutang, orang yang masih kecil, orang gila, orang ediot, semuanya tidak boleh 
melaksanakan transaksi ini. Dan bukan merupakan syarat bahwa salah satu pihak atau kedua pihak 
harus seorang muslim. Boleh saja bekerja sama dalam bisnis penanaman modal ini dengan orang-orang 
kafir Ahlu Dzimmah (orang kafir yang dilindungi, pent.) atau orang-orang Yahudi dan Nashrani yang 
dapat dipercaya, dengan syarat harus terbukti ada-nya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan 
modal dari pihak muslim sehingga aktivitas tersebut terbebas dari riba dan berbagai bentuk jual beli 


yang berdasarkan riba. 
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Kedua: Objek transaksi. 


Objek transaksi dalam penanaman modal ini tidak lain adalah modal, usaha dan keuntungan. 


1. Modal 
Dalam soal modal ini disyaratkan harus merupakan alat tukar, seperti emas, perak atau uang 


secara Umum. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan barang, kecuali bila 
disepakati untuk menetapkan nilai harganya dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal 
yang digunakan untuk memulai usaha. Dengan dasar itulah hitung-hitungannya dianggap selesai untuk 
masa kemudian. 

Alasan dilarangnya sistem penanaman modal dengan meng-gunakan barang komoditi tersebut 
karena konsekuensi ketidakje-lasan keuntungan saat pembagian. Karena harga barang itu diketahui 
dengan perkiraan dan rekaan saja, dan itupun bisa ber-beda-beda dengan perbedaan alat tukar yang 
digunakan. Ketidak-jelasan itulah yang akhirnya akan menimbulkan kerusakan dan pertikaian. Karena 
ketika ia mengambil barang, harganya sekian. Dan ketika ia mengembalikannya, harganya sudah 
berbeda pula. Hal itupun berimbas pada ketidakjelasan keuntungan dan modal. 

Boleh saja melakukan penanaman modal dengan hutang yang ada di tangan orang lain, selama 
orang itu bukan orang yang kesulitan membayarnya, berdasarkan pendapat yang benar dari para 
ulama.Dan dibolehkan juga melakukan penanaman modal dengan menggunakan uang titipan, kecuali 
kalau uang yang dititipkan tersebut sudah dibelanjakan dan berubah menjadi hutang dalam tanggungan 
yang dititipi, karena pada saat itu ia berubah menjadi penanaman modal dengan hutang. Itu sudah 
dibahas dalam pem-bahasan sebelum ini, dibolehkan kalau pihak yang berhutang mam-pu 


membayarnya, namun kalau ia orang yang kesulitan, tidak dibolehkan. 


Penambahan atau Penarikan Modal 
Investor boleh-boleh saja menambahkan dana segar ke dalam modal yang ditanamkan, dengan 


syarat ia harus meneliti dahulu modal yang digerakkan oleh pengelola secara nyata dalam bentuk jual 
beli, dengan menghitung modal baru itu sebagai kesatuan tersendiri, dengan segala konsekuensi untung 
ruginya. 

Dengan dasar ini, tidak ada salahnya memberi tambahan dana segar bila modal pertama belum 
dioperasikan, seperti halnya bila ia memberikan modal sekian juta secara langsung. Dan boleh juga 
diberikan setelah modal pertama dioperasikan, kalau modal itu telah kembali menjadi uang kontan 
sebagaimana adanya tanpa bertambah dan tidak juga berkurang. Bentuk ini sama dengan sebelumnya. 
Atau modal itu sudah mengalami penambahan atau pengurangan dan sudah diselesaikan hitung- 


hitungannya. Masing-masing sudah mendapatkan kembali haknya, untung ataupun rugi. Lalu keduanya 


357 


menjalankan jual beli dengan sistem pena-naman modal baru. Pada saat itu, ia boleh menambahkan 
modal yang sudah ada sesuka hati. 

Namun kalau ia memberikan modal baru setelah dioperasi-kannya modal pertama dengan jual 
beli, lalu disyaratkan untuk dicampurkan dengan modal pertama, itu tidak sah. Karena konsekuensi 
terjadinya penambalan kerugian yang satu dengan keuntungan yang lain. 

Seorang investor boleh saja menarik sebagian modalnya kembali yang dia tanamkan dan 
membatalkan kerja sama penana-man modal pada modal yang telah diambilnya. Kemudian kalau itu 
dilakukan sebelum jelasnya keuntungan dan kerugian usaha, maka bagian yang diambil itu hanya bagian 
dari modal saja. 

Namun kalau itu dilakukan setelah jelas keuntungannya, maka bagian yang diambil itu dianggap 
sebagai keuntungan seka-ligus modal yang diambil dari total keuntungan dan modal yang ada. Hak dari 
pengelola tetap diambil dari keuntungan yang sudah disisihkan. Usaha pengelola modal tidak akan 
mengubah status modal yang telah terkurangi dan keuntungan yang didapat-nya tidak terpengaruh oleh 
kerugian yang terjadi selanjutnya. 

Dan apabila penarikan modal itu dilakukan setelah terlihat kerugian, kerugian itu dibagi-bagikan 
pada modal yang diambil dan pada modal yang tersisa. Dan kerugian pada bagian yang telah diambil 


tidak bisa ditutupi, meskipun setelah itu memper-oleh keuntungan. 


2. Usaha 
Asal dari usaha dalam penanaman modal adalah di bidang perniagaan atau bidang-bidang 


terkait lainnya. Di antara yang tidak termasuk perniagaan adalah bila pengelola modal mencari 
keuntungan melalui bidang perindustrian. Bidang perindustrian tidak bisa dijadikan lahan penanaman 
modal, karena itu adalah usaha berkarakter tertentu yang bisa disewakan. Kalau seseorang 
menanamkan modal untuk usaha itu, maka penanaman modal itu tidak sah, seperti menanamkan modal 
pada usaha pemintalan benang yang kemudian ditenun dan dijual hasilnya. Atau untuk usaha 
penumbukan gandum, lalu setelah menjadi tepung diadoni dan dijual. Demikian seterusnya. Hanya saja 
kalangan Ham-baliyah berpandangan bahwa penanaman modal semacam itu dibolehkan, yakni dengan 
cara menyerahkan alat-alat perindus-trian ke sebuah perusahaan industri dengan imbalan sebagian dari 
keuntungan perusahaan. Hal itu dikiyaskan dengan musagat dan muzara"ah. Mereka yang 
membolehkan beralasan bahwa alat itu adalah materi yang dikembangkan melalui usaha, sehingga sah 
diikat dengan perjanjian usaha dengan imbalan sebagian keun-tungan perusahaan. Seperti modal pohon 


dalam musagat dan modal tanah dalam muzara"ah. 
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Pengelola modal tidak boleh bekerjasama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan 
kesepakatan ulama. Seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman keras, dan jual beli riba atau 


yang sejenisnya. 


Investasi dengan Kriteria Tertentu. 
Usaha dengan sistem penanaman modal terkadang bersifat bebas, terkadang memiliki kriteria 


tertentu. Usaha dengan sistem penanaman modal bebas adalah dengan cara menyerahkan uang kepada 
pengelola tanpa menentukan jenis, bentuk, tempat dan waktu usaha, juga tanpa menentukan mitra 
usaha yang diajak bekerjasama. 

Adapun penanaman modal dengan kriteria tertentu adalah dengan menentukan salah satu dari 
faktor tersebut di atas. Pada asalnya, setiap kriteria tertentu bisa disahkan, selama memang bermanfaat 
sebagaimana yang diriwayatkan bahwa al-Abbas pernah memberikan persyaratan kepada orang yang 
mengelola dana yang beliau tanamkan: agar tidak boleh dibawa berlayar di lautan, tidak boleh dibawa 
melewati lembah, tidak untuk dibe-likan benda hidup. Namun kalau kriteria itu tidak berguna, dianggap 
batal dan dianggap tidak ada. 

Parameter untuk menentukan apakah kriteria itu bermanfaat atau tidak adalah hukum 
kebiasaan. Dan tidak bisa dihalangi bahwa bisa saja terjadi perubahan fatwa dalam persoalan itu ka-rena 


perubahan jaman dan tempat, selaras dengan perubahan kebiasaan yang ada. 


Pembatasan Waktu Penanaman Modal 
Tidak ada salahnya membatasi waktu usaha dengan penanaman modal menurut pendapat 


ulama yang paling benar, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah, 
dikiyaskan dengan sistem penjaminan pada satu sisi, dan dengan berbagai kriteria lain yang dibolehkan, 


pada sisi yang lainnya. 


Mempekerjakan Orang Untuk Melakukan Investasi 
Boleh-boleh saja seorang pengelola menyewa orang untuk melakukan hal-hal yang tidak harus 


dikerjakannya sendiri dari usaha itu, seperti menawarkan barang dagangan, memindahkan-nya ke 
gudang penyimpanan dan sejenisnya. Pembatasan per-soalan ini hanya dikembalikan kepada kebiasaan. 
Namun selain itu, hendaknya pengelola modal mengurusnya sendiri tanpa menerima bayaran tersendiri. 

Pihak pengelola juga bisa menjual barangnya dengan sistem pembayaran tertunda, atau 
membawa modalnya melakukan per-jalanan dengan hukum dasar transaksi mutak lagi dibatasi dengan 
kebiasaan dan kemaslahatan saja. Karena kebiasaan dunia niaga dan kepentingan usaha dengan 


penanaman modal itu meng-haruskan adanya sistem yang lentur dalam persoalan ini. 
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Melakukan Usaha Berantai dengan Penanaman Modal 
Pengelola modal, bila diizinkan oleh pemilik modal atau diserahkan untuk mengurus modal itu 


dengan pemikirannya sendiri, boleh saja ia menamkan modal itu kembali kepada orang lain. Kalau ia 
juga ikut andil dalam pengelolaannya, ia juga men-dapatkan bagian keuntungan. Tetapi kalau ia tidak 
ikut andil dalam usaha, bahkan melepaskan diri dari usaha penanaman modal itu dengan menjadikan 
dirinya sebagai perantara saja, maka ia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, kecuali kalau ada 
kesepakatan bahwa ia mendapatkan upah dengan jumlah tertentu sebagai perantara. 

Dan dalam kondisi ia ikut andil dalam usaha dan keun-tungan, apakah diserahkan kepada 
pemilik modal apa yang telah ia syaratkan berupa keuntungan ia mendapatkan keuntungan dari seluruh 
modal, atau dari bagian dia sebagai pengelola modal per-tama? Ukurannya adalah kesepakatan yang 
tegas, atau dikem-balikan kepada lafal yang diucapkan dalam perjanjian antara pemilik dengan 
pengelola modal. Kalau pemilik modal menga-takan, "Ini modal untuk Anda kelola, keuntungannya nanti 
bila diberikan oleh Allah, akan dibagi dua di antara kita." Maka pe-ngelola modal kedua bisa mengambil 
ketetapan serupa, yakni pembagian keuntungan antara dia dengan pengelola pertama. Baru sisanya, 
dibagikan antara pengelola pertama dengan inves-tor. Namun kalau investor mengatakan, "Keuntungan 
yang Anda peroleh sebagai rezeki dari Allah, harus dibagikan di antara kita dengan prosentase sekian." 
Maka pengelola pertama harus me-nyerahkan keuntungan kepada investor kedua dan pemilik modal 
dari seluruh modal yang ada. Kalau ada yang tersisa setelah diam-bil prosentase keuntungan mereka, 
baru pengelola pertama bisa mengambil keuntungan. Kalau tidak ada, ia tidak mendapatkan keuntungan 


apa-apa. 


Syirkah dengan Penanaman Modal 
Pengelola modal yang telah diberi kekuasaan penuh mengelola modal seseorang, bisa saja 


mengajak orang lain untuk ber-syirkah dengannya dengan modal tadi, sebagaimana pendapat yang 
dipilih oleh kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah. Ia juga boleh mencampurkan modal itu dengan harta 
pribadinya, kalau secara kebiasaan dibenarkan. Karena banyak di antara mereka yang mengelola modal 
yang ditanamkan orang lain, yang sebelumnya ia telah melakukan usaha dengan modalnya sendiri di 
dunia perniagaan. Yang jelas asal pemilik modal mengetahui hal itu dan mengizinkannya. Lain halnya 


kalau investor justru menunjukkan sikap sebaliknya. 


Berhutang Setelah Menerima Investasi Modal 
Seorang pengelola modal tidak berhak membeli barang lebih banyak dari modal untuk investasi 


itu, karena itu berarti ia menambah tanggungjawab pemilik modal tanpa keridhaannya. Kalau itu ia 


lakukan juga, dan pembelian itu telah dilakukan, maka ia menjadi mitra investor dengan modal 
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tambahan yang harus dia tanggung itu. Namun investasi semula dari investor tidaklah mengalami 


penambahan. 


Pengelola Ganda 
Seorang pengelola modal boleh saja menerima investasi tambahan dari investor lain, selama itu 


tidak mengganggu usaha pengelolaan dana yang dia lakukan terhadap dana investor pertama, dan juga 


tidak membahayakan investor pertama. Berba-gai Lembaga Keuangan Islam bersandar pada sistem ini 


pada berbagai pengembangan modal modern yang mereka geluti. 


3. Hukum-hukum Keuntungan 


a. Syarat-syarat Keuntungan 


Keuntungan dalam sistem penanaman modal ini diper-syaratkan sebagai berikut: 


Hendaknya diketahui secara jelas. Hendaknya dalam tran-saksi ditegaskan prosentase 


tertentu bagi investor dan pengelola modal. 


Keuntungan itu juga dibagikan dengan prosentase yang sifatnya merata, seperti 
setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah 
keuntungan pasti bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak lain, maka itu 
adalah usaha investasi yang tidak sah, tanpa perlu diperdebatkan lagi. Karena bisa jadi 
keuntungan dari usaha itu hanyalah bagian, sehingga kerja sama itu harus diberhentikan 
dalam keuntungan yang demikian tanggung sehingga tidak bisa lagi disebut usaha 
dengan sistem investasi. Dan yang lebih rusak lagi dari ini adalah apabila pemilik 
memberikan syarat prosentase tertentu dari mo-dalnya yang tidak terkait dengan usaha 
penanaman modal ini. Karena itu berarti mengkompromikan antara usaha melalui 
sistem penanaman modal ini dengan usaha berbasis riba. Ibnul Mundzir menyatakan, 
"Banyak kalangan ulama yang kami kenal betul yang bersepakat bahwa penanaman 
modal itu dianggap batal kalau salah seorang di antara kedua belah pihak atau kedua- 


duanya menetapkan prosentase tertentu dirinya untuk tidak diputar dalam usaha." 


b. Kode Etik Pembagian Hasil Keuntungan 


Ada sejumlah kode etik dalam sistem pembagian keun-tungan dalam usaha berbasis penanaman 


modal ini yang kami ringkaskan sebagai berikut: 
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Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya 
ditanggung oleh pemilik modal saja. Pembagian keuntungan itu antara dua belah pihak 
yang terlibat usaha dengan penanaman modal itu adalah berdasarkan kesepakatan 
mereka berdua. Namun hanya pemilik modal saja yang menanggung kerugian. 
Pengelola modal hanya mengalami kerugian kehilangan tenaga. Alasannya, karena 
kerugian itu adalah ungkapan yang menunjukkan berkurangnya modal, dan itu adalah 
persoalan pemilik modal, pengelola tidak memilik kekuasaan dalam hal itu, sehingga 


kekurangan modal hanya ditanggung oleh pemilik modal saja, tidak oleh pihak lain. 


Keuntungan Dijadikan Sebagai Cadangan Modal, artinya, pengelola tidak berhak 
menerima keuntungan sebelum ia menyerahkan kembali modal yang ada. Karena keun- 
tungan itu adalah kelebihan dari modal. Kalau belum menjadi tambahan, maka tidak 
disebut keuntungan. Kalau ada keun-tungan di satu sisi dan kerugian atau kerusakan di 
sisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu de-ngan 
keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi-bagikan berdua sesuai dengan 


kesepakatan. 


Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Pengelola 
sudah berhak atas bagian keuntungan dengan semata-mata terlihatnya keuntungan 
tersebut. Akan tetapi hak tersebut tertahan sampai adanya pembagian di akhir masa 
perjan-jian. Oleh sebab itu tidak ada hak bagi pengelola modal untuk mengambil 
bagiannya dari keuntungan yang ada kecuali dengan pembagian resmi akhir itu. Dan 
pembagian itu hanya dengan izin dari pemilik modal atau dengan kehadirannya. Tidak 
diketahui adanya perbedaan pendapat dalam persoalan ini. 
Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagiannya dari 
keuntungan kecuali setelah masa pembagian adalah sebagai berikut: 
o Bisa jadi terjadi kerugian setelah itu, sehingga keuntungan itu digunakan untuk 
menutupinya, sebagaimana telah dijelaskan fungsi keuntungan itu sebagai 
cadangan modal. Sehingga bukan hanya dengan pembagian saja hak masing- 


masing dari kedua belah pihak terjaga. 


362 


o Pemilik modal adalah mitra usaha pengelola, sehingga tidak ada hak baginya 
untuk mengambil bagian keuntungannya tanpa izin dari mitra usahanya itu atau 


tanpa kehadirannya. 


Hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan 
perhitungan akhir terhadap usaha tersebut. 

Sesungguhnya hak kepemilikan masing-masing pihak terhadap keuntungan yang 
dibagikan adalah hak yang labil dan tidak akan bersikap permanen sebelum 
diberakhirkannya perjan-jian dan disaring seluruh bentuk usaha bersama yang ada. 
Adapun sebelum itu, keuntungan yang dibagikan itupun masih bersifat cadangan modal 
yang digunakan menutupi kerugian yang bisa saja terjadi kemudian sebelum dilakukan 
perhitungan akhir. 

Perhitungan akhir yang mempermanenkan hak kepemilikan keuntungan, 
aplikasinya bisa dua macam: 

o Pertama: Perhitungan akhir terhadap usaha. Yakni dengan cara itu pemilik 
modal bisa menarik kembali modalnya dan me-nyelesaikan ikatan kerjasama 
antara kedua belah pihak. 

o Kedua: Perhitungan akhir terhadap kalkulasi keuntungan. Yakni dengan cara 
penguangan aset dan menghadirkannya lalu menetapkan nilainya secara 
kalkulatif, di mana apabila pemilik modal mau dia bisa mengambilnya. Tetapi 
kalau ia ingin diputar kembali, berarti harus dilakukan perjanian usaha baru, 


bukan meneruskan usaha yang lalu. 


Boleh saja melakukan pembagian awal keuntungan sebelum dipisahkan tanpa merusak 
keberadaan keuntungan itu sebagai cadangan modal.Meskipun hak kepemilikan terhadap keuntungan 
kedua belah pihak hanya bisa dipermanenkan melalui perhitungan akhir seperti telah dijelaskan 
sebelumnya, tetapi bisa saja mereka saling menyepakati pembagian keuntungan awal yang tetap akan 
tunduk kepada hasil perhitungan akhir nanti. Yakni kalau terjadi kerugian setelah itu, harus ditutupi 


dengan keuntungan yang telah dibagikan. Kalangan Ahli Figih Hanafiyah dan Hamba-liyah membolehkan 
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Dana Operasional Pengelola 
Pengelola bisa mengambil dana operasional untuk dirinya dari modal usaha bila ia dalam 


perjalanan, sesuai dengan kebiasaan dunia dagang. Yakni kalau pengelola melakukan satu perjalanan 
untuk keperluan usaha bersama itu, ia boleh meng-gunakan dana usaha untuk semua keperluannya 
selama ia dalam perjalanan dan selama ia tinggal di daerah orang hingga kembali ke daerahnya. Adapun 
bila ia bermukin di daerah atau kotanya sendiri, ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari dana usaha 
tersebut. Karena tinggalnya ia di negerinya, bukanlah untuk tujuan mencari keuntungan, karena 
sebelumnya ia juga tinggal di daerahnya tersebut. Pembedaan antara saat bepergian dengan saat tinggal 


di kampung halaman adalah pendapat yang dipilih oleh kalangan Hanafiyah dan Malikiyah. 


Tanggungjawab Pengelola Terhadap Modal Investasi 
Tidak ada tanggungjawab bagi pengelola terhadap modal usaha kecuali karena keteledoran atau 


pelanggaran, sama dengan tanggungjawab orang-orang yang diamanahi sesuatu. Sama sekali tidak bisa 
digunakan segala bentuk trik manipulatif untuk meng-gugurkan hukum ini. Karena merusak kode etik ini 
dapat meng-giring usaha ini kepada bentuk jual beli berasas riba. 

Kalau pemilik modal menetapkan syarat bagi pengelola modalnya untuk bertanggung jawab 
terhadap modal yang dike-lolanya, atau pengurangan keuntungan, maka syarat tersebut adalah batil. 
Akan tetapi apakah kerusakan itu akan terus membias kepa-da dasar perjanjian? Masih ada perbedaan 
pendapat Ahli Figih. Kemungkinan pendapat yang benar adalah bahwa perjanjian tetap sah, meski 
syaratnya rusak. Artinya, syarat itu tidak berlaku, tetapi perjanjian itu tetap berjalan. Para ulama 


Hanafiyah telah menegaskan hal itu, demikian juga kalangan Hambaliyah. 


Berakhirnya Usaha Berbasis Isvestasi 
Usaha ini berakhir dengan pembatalan dari salah satu pihak. Karena keharusan itu bukan bagian 


konsekuensi perjanjian usaha semacam ini. Masing-masing pihak bisa membatalkan perjanjian kapan 
saja dia menghendaki. Hanya saja perjanjian ini wajib dilaksanakan bila sudah dimulai usahanya, 
menurut yang paling benar dari dua pendapat ulama yang ada. Artinya, kalau penge-lola telah memulai 
usahanya, berarti penanaman modal itu wajib terus berlangsung dan pemilik modal tidak bisa 
mengambil modalnya kembali, yakni sampai modal itu kembali menjadi uang kontan, yakni sebagaimana 
sebelumnya. Modal itu tidak bisa ditarik ketika usaha sedang berjalan, karena dikhawatirkan akan 
menimbulkan bahaya yang timbul karena pemutusan hubungan kerja secara tiba-tiba, padahal usaha 
sedang berjalan. Pendapat ini diambil oleh kalangan Malikiyah. 

Perjanjian usaha investatif ini juga bisa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak pelaku 


perjanjian, atau karena ia gila atau idiot. Kecuali kalau itu terjadi setelah usaha berlangsung, kalau 
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mengacu kepada pendapat Malikiyah yang menyatakan bahwa perjanjian berjalan dengan berjalannya 
usaha, maka perjan-jian itu tidak berhenti. Ahli warisnya atau walinya bisa melanjutkan perjanjian 
tersebut sesuai dengan kesepakatan terhadap pendahu-lunya atau orang yang memberi kuasa 


kepadanya sebelumnya. 


Cara Memfungsikan Usaha Berbasis Investasi dalam Dunia Perbankan 
Perbankan Islam modern telah memanfaatkan jasa bentuk usaha ini dan menjadikannya sebagai 


pendongkrak kemajuan ber-bagai proyek pengembangan modal dengan cara yang sesuai dengan ajaran 
Islam. Telah kita paparkan sebelumnya, bahwa mudharabah atau usaha investasif ini dilakukan dengan 
adanya dua pihak yang terlibat: pertama pihak yang memiliki modal dan kedua pihak yang melakukan 
usaha. Pihak pertama disebut investor dan pihak kedua disebut pengelola modal. 

Ini adalah realita yang jelas dalam berbagai bentuk aplikasi usaha berbasis penanaman modal 
ini: baik yang bersifat umum atau yang memiliki kriteria tertentu, baik yang bersifat modal lama atau 
yang modern, dan baik yang melibatkan dua pihak, atau kerja sama kolektif. 

Kalau rumus ini kita terapkan dalam lingkaran berbagai aktivitas perbankan, kita harus 
mengenali terlebih dahulu karak-ter pemilik modal dan pengelolanya sehingga kita bisa mengenal 
seluruh pihak terkait dengan perjanjian pengelolaan modal ter-sebut. Itu baru awal dari sebuah 
perjalanan. 

Tidak syak bahwa orang-orang yang memiliki titipan dan simpanan di berbagai bank adalah 
pihak yang menjalankan peranan pemilik modal dalam konteks ini. 

Sementara pengelola modalnya teraplikasikan pada pihak bank yang menerima berbagai dana 
titipan dan simpanan tersebut untuk disalurkan ke berbagai usaha pengembangan modal yang 
bermacam-macam. Setelah melakukan berbagai penelitian dan pengkajian yang lazim terhadap setiap 
proyek pengelolaan dana yang akan digeluti. Kemudian bekerja keras siang malam meng-urus dan 
memonitor perkembangan usaha tersebut hingga sampai pada perhitungan akhir. Pihak bank 
memainkan peranan sebagai manager dalam pengelolaan dan pengembangan modal untuk disalurkan 
ke berbagai lokasi pengembangan modal. 

Kalau pihak bank mau menambahkan modal itu dengan dana bank pribadi bank tersebut pada 
modal simpanan dan titipan yang ada padanya, lalu seluruh modal yang terkumpul diserah-kan pada 
berbagai proyek pengembangan modal yang bermacam-macam bentuknya, sebagai pengelola modal 
sekaligus mitra bisnis. Sebagai pengelola modal bagi dana orang lain dan sebagai mitra bisnis dengan 
modal yang dimilikinya sendiri sebagai modal usaha. Dalam pembahasan tentang usaha berbasis 


investasi, penulis memilih bahwa aplikasi usaha semacam ini adalah boleh. 
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Adapun berhubungan dengan sejumlah orang pengembang modal yang mendatangi pihak bank 
mengajukan proposal untuk pendanaan proyek-proyek mereka, atau untuk bekerjasama de-ngan 
mereka dalam proyek-proyek tersebut. Sesungguhnya birokrasi mereka dengan pihak pihak bank 
berbeda-beda, tergan-tung dengan bentuk pengembangan modal yang ditawarkan kepada mereka. 

Terkadang peran mereka hanya sebatas sebagai partner modal dalam sebuah usaha investasif, 
yakni apabila pihak bank membiayai semua kebutuhan usaha secara lengkap, sehingga me-reka hanya 
melakukan tugas usaha dan administrasinya saja. Pada saat itu, pihak bank menjadi pemilik modal dari 
usaha mereka. 

Terkadang mereka menggabungkan tugas sebagai pemilik sekaligus pengelola modal, kalau 
pihak bank hanya menyediakan sebagian modal yang dibutuhkan oleh proyek. Dengan modal yang 
mereka miliki, mereka menjadi mitra pihak bank. Dan dengan usaha yang mereka lakukan, mereka 
menjadi pengelola modal. 

Terkadang mereka juga bisa berfungsi hanya sebagai pekerja bayaran atau pegawai, kalau kita 
misalkan pihak bank-lah yang bekerja mendirikan proyek tertentu dan mengikat perjanjian dengan 
mereka gaji yang ditentukan. 

Bisa juga mereka tampil hanya sebagai peminjam uang, kalau karena satu hal atau karena alasan 
tertentu pihak bank tidak bisa memberikan pinjaman lunak (tak berbunga). Hal itu tentu saja sesuai 
dengan sistem managerial bank tersebut. 

Terkadang di antara mereka ada yang hanya menjadi semacam pembeli. Misalnya pihak bank 
menjual semacam barang dengan penjualan langsung atau dengan sistem pembayaran ter-tunda, dalam 
arti pihak bank memberikan penjualan kepada mereka dengan bentuk barang untuk dibayar secara 
tertunda. 

Dengan demikian, model hubungan pihak bank dilihat dari kedudukan bank sebagai investor 
menghadapi para pengelola modal, berbeda-beda sesuai dengan karakter usaha yang mengi-kat kedua 
belah pihak. Terkadang dalam bentuk usaha berbasis investasi, atau syirkah, jual beli saling 
menguntungkan atau dengan pembayaran tertunda, serta berbagai bentuk hubungan lainnya. Adapun 
hubungan bank dengan para nasabah yang me-nitipkan uang kepada mereka adalah atas dasar 
perjanjian usaha berbasis investasi dari mereka. Itulah yang menjadi bentuk usaha dasar dalam dunia 
pengembangan modal perbankan. Sementara birokrasi hubungan pihak bank sendiri dengan kalangan 
penge-lola modal tergantung pada situasi dan kondisi. 

Sebagian peneliti hukum lebih cenderung menganggap hu-bungan pihak bank dengan para 


nasabah yang menitipkan modal kepada mereka berdasarkan penjaminan, dalam arti bahwa pihak bank 
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mewakili para nasabahnya dalam perekrutan dana, pengum-pulan dan pencarian lubang-lubang bisnis 
pengembangan modal yang sesuai untuk menginvestasikan dana-dana tersebut. Baru kemudian pihak 
bank yang memonitor dan mengkalkulasikan segalanya, sebagai ganti dari sistem upah tetap dengan 
jumlah tertentu. 

Sebenarnya, hubungan semacam itu tampak lebih relevan dengan dunia jasa perbankan yang 
hanya sebatas penyediaan fasilitas dengan upah tertentu. Adapun dalam bidang pengem-bangan modal, 
sepantasnya bagi pihak bank dan pihak penitip modal untuk menyempurnakan kerja sama di antara 
mereka di atas dasar usaha investatif. Karena pekerja itu harus diberikan gaji secara tetap. Hal itu tentu 
saja melipatgandakan dorongan untuk melakukan berbagai kreasi baru. Lain halnya dengan mitra usaha 
atau pengelola modal yang berpandangan bahwa kepentingannya dengan kepentingan pemilik modal 
itu tidak dapat dipisahkan, bahwasanya tidak ada jalan memperoleh keuntungan dan hasil selain dengan 
menjalankan proyek dan merealisasikan semua targetnya. Kalau tidak, usahanya akan gagal. Dalam hal 
ini tidak perlu dikorbankan ruh keikhlasan dan tidak perlu membuang percuma segala potensi dan kreasi 
yang dimiliki. 

Kesimpulannya, hendaknya pihak bank yang melakukan usaha investasif berperan sebagai 
pengelola di hadapan para nasa-bah yang menitipkan dana kepada mereka. Sementara ben-tuk 
hubungannya dengan para pengelola modal tergantung pada kon-disi. Bisa jadi ia akan menjadi sesama 
pemilik modal atau sebagai mitra usaha mengelola modal, sebagai penjual atau sebagai pemberi 


pinjaman, tergantung dengan karakter perjanjian usaha yang mengikat kedua belah pihak. 


Bentuk kerja sama ini diikat dengan beberapa kaidah be-rikut: 
e Tidak adanya tanggungjawab pihak pengelola modal terhadap usaha investatif ini kecuali karena 
faktor keteledoran atau faktor pelanggaran. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara usaha 


investatif melalui jasa perbankan atau usaha-usaha inves-tatif lainnya. 


e Masalah pertanggungjawaban di berbagai bank-bank Islam tidak akan dapat diselesaikan selain 
dengan membangun keimanan yang bisa mengarahkan orang untuk tetap konsekuen menjaga 
keseimbangan kehidupan manusia. Kemudian ditambah dengan memberikan perhatian 
maksimal dalam mempelajari berbagai sistem pengembangan modal yang digeluti oleh berbagai 
bank Islam dengan tetap memantau sistematika sub diskripsi dan letak geografis berbagai 
proyek tujuan serta berbagai bentuk hubungan lazim lainnya yang dikenal orang sebagai berada 


di bawah pertanggungjawaban pihak bank. 
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Tidak perlu memperhatikan upaya yang dilakukan kalangan kontemporer yang memaksa pihak 
bank bertanggungjawab dalam transaksi ini. Itu disebabkan lemahnya dasar-dasar ilmu figih 
mereka ketika mengemukakan berbagai upaya tersebut. Belum lagi bahwa upaya mereka itu 


bertentangan dengan ijma' Ahli Figih. 


Tidak boleh menetapkan prosentase tertentu dari modal yang ada dalam sebuah usaha 


investasif. Kalau ketetapan itu diambil, maka perjanjian dianggap batal. 


Dibolehkan membagikan keuntungan pada setengah pu-taran dengan terus menjalankan usaha. 
Bisa jadi keuntungan itu akan bersifat permanen, kalau masing-masing dari putaran itu dianggap 
sebagai perjanjian tersendiri dengan kalkulasi dan pen-danaan tersendiri pula. Kemudian bila 
investor mau menarik modalnya dibolehkan, dan dibolehkan juga untuk dikembangkan kembali 


dengan perjanjian baru. 


Keuntungan dibagi-bagikan pada semua dana yang dititip-kan secara keseluruhan meskipun 
sebagian dari dana kadang tidak tergunakan secara langsung dalam pengelolaan modal. Karena 
hak dalam perjanjian kerja sama tergantung pada perjanjiannya, bukan pada modalnya. Jadi 
tidak tergantung pada penggunaan dana, namun disesuaikan dengan kesepakatan untuk 


mengkhu-suskan penggunaan dana tersebut dalam kepentingan syirkah. 


Kerja tahunan perbankan itu hendaknya dibagi menjadi beberapa masa putaran yang saling 
beruntun. Masing-masing masa putaran membentuk sebuah usaha investatif tersendiri dengan 
kalkulasi keuntungan dan kerugian tersendiri. Pihak bank hendaknya memperbanyak masa 
putaran itu agar semakin ba-nyak kesempatan bertubi-tubi para pengelola modal yang terbuka 
di depan mata mereka untuk mengembangkan dana mereka, sehingga bisa ikut andil dalam 
proyek mana saja yang mereka kehendaki. Tanpa mereka harus beralih kepada bentuk usaha 
investatif lain setelah memulai bekerjasama dengan proyek tersebut, atau terpaksa menunggu 


lama tanpa ada proses pengem-bangan modal yang diinginkan. 


Keuntungan dibagi-bagikan pada semua dana titipan de-ngan cara yang lazim. Kalau masing- 


masing dana yang ada jumlahnya itu jumlahnya sama maka tentu keuntungan dibagikan dengan 
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sama rata. Kalau tidak sama, dibagikan secara prosentasif berdasarkan jumlah dana masing- 
masing. Sehingga tidak perlu lagi mengadopsi aturan "siapa kuat siapa menang" seperti adopsi 
yang dilakukan berbagai bank Islam dari berbagai bank berbasis riba, untuk menyelesaikan 
problematika dana-dana yang tidak seimbang waktu penarikannya. Karena dengan sistem 


pemutaran dana itu batas penarikan dana nasabah menjadi satu. 


Akhirnya, sistem usaha investatif dengan ilmu dan keya-kinan dalam memahami hukum- 
hukumnya dapat memuaskan kebutuhan usaha-usaha perbankkan dengan segala macam cabang- 


cabang dan pihak yang terkait serta intensitas kerjanya yang nyaris tidak pernah berhenti. 


Kiat Memfungsikan Sistem Investasi Kolektif Secara Umum 
Berbagai bank Islam telah banyak memberikan manfaat melalui sistem perjanjian usaha 


semacam ini. Oleh sebab itu, se-baiknya perusahan-perusahaan pengembangan modal Islam juga 
berperan serta memfungsikannya. Misalnya dengan menerima titipan dana dari para investor dengan 
perhitungan mereka seba-gai pemilik dana, kemudian menghidupkan dana-dana tersebut dalam 
berbagai proyek pengembangan dana di sektor pertanian, perindustrian dan perniagaan, dengan 
berfungsi sebagai penge-lola atau mitra pengelola. Bila Allah memberikan rezeki keun-tungan kepada 
mereka, dibagi-bagi di antara mereka dengan para pemilik modal berdasarkan kesepakatan. Ini yang 
disebut sebagai pengembangan dana langsung. 

Pihak perusahaan juga bisa mengulang kembali usaha investatif ini dengan dana yang ada 
dengan menyerahkannya kepada orang-orang yang memiliki skill dan kemampuan menge-lola proyek- 
proyek tertentu, akan tetapi mereka membutuhkan modal untuk mendanani semua proyek mereka. 
Dengan cara itu, karakter perusahaan ini menjadi ganda. 

Di hadapan para penitip modal pertama, perusahaan ini berperan sebagai pengelola dana atau 
mitra usaha investatif. 

Sementara di hadapan orang-orang yang gualified yang me-reka serahkan dana untuk diputar, 
mereka berperan sebagai pemilik modal atau sebagai orang yang diberi hak kuasa, bila terjadi 
kesepakatan di atas akad wikalah ma'jurah (pemegang kuasa yang di upah) investor untuk membayar 
mereka sebagai peme-gang hak kuasa dana. 

Pemikiran inilah yang menjadi batu pertama dalam mem-bangun berbagai bank Islam modern, 


sebagaimana telah dijelas-kan sebelumnya. 
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Cara Pembagian Keuntungan Terhadap Dana yang Ber-beda-beda Waktu Penggunaannya 
Sebagai Modal UsahaSehubungan dengan pengelolaan dana kolektif ada proble-matika dalam sistem 
pembagian keuntungan terhadap dana-dana yang berbeda-beda waktu penggunaannya sebagai modal 
usaha. Karena usaha tersebut dilakukan dengan mencampurkan aku-mulasi dana yang masuk secara 
beruntun, yang dana-dana itu tidak terkumpulkan secara bersamaan pada awal usaha. Untuk 
menyelesaikan problematika ini, bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara: 

e Pertama: Dengan sistem beberapa kali masa pemutaran dana, sebagaimana telah disinggung 


sebelumnya. 


e Kedua: Dilakukan hukum rimba, yakni dengan cara memberikan keuntungan pada dana-dana itu 
sesuai dengan masa mendekamnya dana-dana itu untuk digunakan sebagai modal usaha 
pengembangan dana. Uang titipan yang mendekam selama setahun misalnya, bisa memperolah 
keuntungan sempurna. Se-mentara yang hanya mendekam setengah tahun, mendapatkan 
setengah keuntungan. Dan yang mendekam selama tiga bulan, hanya mendapatkan seperempat 


keuntungan. Demikian seterusnya. 


Di antara yang layak diingat sehubungan dengan peraturan terakhir ini, bahwa sistem ini masih 
diperdebatkan, karena me-ngandung unsur manipulasi. Karena bisa jadi uang yang datang belakangan 
itu berfungsi menutup kerugian, atau memperoleh keuntungan dari fase di mana dana itu belum 


berfungsi sebagai modal. 


Beberapa Catatan Untuk Diingat 
Ketika mencanangkan sebuah usaha pengembangan modal kolektif berdasarkan perjanjian 


usaha seperti di atas, harus meng-hindari beberapa hal berikut: 
e Menetapkan keuntungan dengan prosentase yang tetap dari modal yang ada, atau jumlah mati. 


Hal itu berdasarkan ijma" ulama persyaratan atau ketetapan itu adalah batil. 


e Meminta pertanggungjawaban pengelola tanpa adanya keteledoran atau pelanggaran. Itu juga 
berdasarkan ijma" posisi pengelola dana terhadap dana yang dikelolanya, seperti posisi orang 
yang dititipkan amanah. Ia tidak bertanggung jawab menggantinya kecuali bila melakukan 


keteledoran atau pelanggaran. 
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Satu hal lagi yang perlu diingatkan, bahwa berbagai upaya yang bermacam-macam telah 
dilakukan pada masa sekarang ini untuk melegalisasikan dua hal terlarang di atas. Semua upaya tersebut 
tak lepas dari cacat. Upaya untuk mencari keringanan pada dua hal ini atau pada salah satu di antaranya 
bisa meng-alihkan perjanjian tersebut dari bentuk usaha investatif, kepada bentuk simpan pinjam. 
Sementara kelebihan yang diperoleh teralihkan dari lingkaran keuntungan kepada bentuk riba yang 


diharamkan, sehingga menghancurkan persyaratan perjanjian ini dari dasarnya. 


KESIMPULAN: 


Hukum-hukum Tentang Syarikat 


Syirkah dalam terminologi Ahli Figih berarti aliansi dalam kepemilikan atau dalam beraktivitas. 


Syirkah disyariatkan menu-rut ijma' para ulama kaum muslimin. 


Syirkah ada dua macam: Syirkah kepemilikan dan syirkah transaksional. 

Sementara syirkah transaksional terbagi menjadi: Syirkah 'inan, syirkah abdan (usaha), syirkah 
wujuh (prestigal), syirkah mufa-wadhah (komprehensif) dan syirkah mudharabah (usaha investatif). 

Syirkah "inan adalah aliansi dalam modal, usaha dan keun-tungan. Syirkah seperti ini secara 


konsensus dibolehkan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat pada beberapa bentuk aplikasinya. 


Rukun-rukun syirkah ini ada tiga: 
1. Dua pihak transaktor yang memiliki kompetensi beraktivitas. Boleh dilakukan bersama non 
muslim, asal dia tidak dibi-arkan mengoperasikan modal sendirian, karena khawatir akan 


memasuki berbagai bentuk usaha yang diharamkan. 


2. Objek transaksi, yakni modal, usaha dan keuntungan. Modal syaratnya harus diketahui dan 
harus ada ketika dilakukan transaksi pembelian, tidak boleh berupa hutang di tangan orang yang 
kesulitan membayarnya. Sementara berkaitan dengan usaha, masing-masing dari transaktor 
bebas beroperasi sesuai dengan kebiasaan di kalangan para pedagang. Masing-masing juga bisa 
menyerahkan tugasnya kepada pihak lain. Adapun tentang keuntungan, syaratnya harus 
diketahui prosentasenya. Harus me-rupakan bentuk prosentase yang umum. Kalau ada bagian 
yang diperuntukkan secara khusus bagi salah satu pihak tanpa melalui proses pemutaran dana, 


perjanjian tersebut rusak. 
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3. Pelafalan perjanjian. Yakni yang disebut ijab gabul. Pelafalan ini dapat dilakukan dengan segala 
cara yang dapat mengindi-kasikan kearah terlaksananya perjanjian, baik berupa ucapan maupun 


tindakan. 


Dalam syirkah ini tidak disyaratkan bahwa keuntungan itu harus berdasarkan jumlah modal. Bisa 
saja di dibeda-bedakan. Karena keuntungan itu bisa didapat berdasarkan modal, bisa juga berdasarkan 
usaha. Sementara usaha yang dilakukan masing-masing pihak berbeda-beda. 

Asal dari syirkah ini adalah dibolehkan. Syirkah itu berakhir dengan pembatalan dari salah satu 
pihak. Namun syirkah itu secara otomatis berlangsung dengan berjalannya usaha, menurut pendapat 
ulama yang paling kuat. Itu terus berlangung sampai hingga modal habis diputar dan kembali menjadi 
uang kontan seperti sebelumnya. syirkah juga berakhir dengan meninggalnya salah seorang transaktor, 
karena dia gila atau tercekal karena bangkrut terlilit hutang. 

Namun syirkah tidak menjadi batal dengan habisnya salah satu dari dua modal yang ada setelah 
keduanya dicampurkan. Namun kalau harta itu hangus sebelum dicampurkan, berarti syirkah batal. 

Di antara bentuk aplikasi bentuk usaha syirkah dalam berba-gai bentuk pengembangan modal 
kolektif adalah syirkah permanen, syirkah berdasarkan proyek tertentu dan syirkah non permanen yang 


pada akhirnya menjadi hak milik penuh pengelola. 


Syirkatul Abdan (Syirkah Usaha) 


Yakni aliansi dua pihak atau lebih dalam segala usaha yang dilakukan oleh tangan mereka, 
seperti kerjasama yang dilakukan oleh para ahli keterampilan usaha dan sejenisnya. Mayoritas ulama 
membolehkan syirkah semacam itu. Namun Imam Syafi'i melarangnya. 

Para ulama berbeda pendapat tentang disyaratkannya kesamaan usaha dalam syirkah ini. 
Kalangan Malikiyah dan Hambaliyah dalam salah satu riwayat dari mereka memberla-kukan syarat itu. 
Namun kalangan Hanafiyah dan juga kalangan Hambaliyah dalam riwayat lain menentang pendapat itu. 

Keuntungan dalam syirkah semacam ini berdasarkan kesepa-katan orang-orang yang beraliansi 
di dalamnya, disamakan atau dibeda-bedakan. Dasar aliansi para transaktor dalam keuntungan pada 
syirkah ini adalah jaminan masing-masing kepada yang lain. Maka seluruh orang yang terlibat kerjasama 
dalam syirkah ini berada dalam satu hak. Setiap usaha yang dilakukan oleh salah seorang di antara 


mereka adalah di bawah jaminan pihak lain. 
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syirkah ini berakhir dengan pembatalan dari salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian, atau karena 


dia meninggal dunia, gila atau tercekal karena bangkrut terlilit hutang. 


Syirkatul Wujuh (Syirkah Prestigal) 


Yakni aliansi yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk membeli barang dagangan dengan 
modal nama baik mereka secara berhutang, lalu bila ada keuntungan dibagi secara bersama. 

Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum syirkah ini. Kalangan Hanafiyah 
membolehkannya demikian juga kalangan Hambaliyah. Namun kalangan Syafi''yah dan Malikiyah 


melarang sebagian bentuknya. 


Syirkatul Mufawadhah 


Yakni syirkah di mana seluruh yang terlibat dalam syirkah ini memiliki kesamaan modal, aktivitas 
dan bahkan hutang piutang dari awal syirkah hingga akhir. Ini merupakan bentuk kerja sama 
komprehensif di mana seluruh pihak bersepakat untuk bersekutu dalam segala sesuatu. Bahkan masing- 
masing menyerahkan kepa-da pihak lain untuk melakukan segala bentuk aktivitas yang wajib dilakukan 
pihak lain. 

Para ulama Ahli Figih berbeda pendapat tentang disyariat-kannya syirkah ini. Mayoritas ulama 
membolehkannya, namun kembali Imam Syafi'i 5 melarangnya. 

Alasan yang diambil oleh Imam Syafi'i untuk melarangnya adalah bahwa karena syirkah ini 
mengandung unsur penjaminan terhadap yang tidak diketahui dan juga jaminan terhadap sesuatu yang 
tidak diketahui. Keduanya adalah perjanjian rusak, bila ditinjau secara terpisah, bagaimana lagi bila 
keduanya dilakukan secara bersamaan? 

Alasan beliau itu dibantah dengan pernyataan bahwa keti-daktahuan tersebut karena terjadi 
sebagai konsekuensi logis. Satu tindakan terkadang dianggap tidak sah kalau dijadikan tujuan, tetapi 
diangap sah bila hanya sebagai konsekuensi. 

Sementara kalangan Hambaliyah menetapkan syarat dibo-lehkannya syirkah ini bila tidak 
dimasukkan ke dalamnya usaha sampingan dan denda-denda. Kalau keduanya dimasukkan, ber-arti 
kerja sama batal, karena mengandung unsur penipuan. 

Adapun kalangan Hanafiyah memberikan persyaratan ada-nya kesamaan dalam modal, usaha 
dan keuntungan serta hutang piutang. Pada umumnya syirkah ini dilakukan dalam berbagai bentuk 


perniagaan, harus diimplementasikan melalui pelafalan sebagai syirkah Mufawadhah. Kalau syarat- 
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syarat atau sebagai syarat-syarat Syirkah Mufawadhah ini tidak terpenuhi, maka menurut para ulama, 
syirkah ini berubah menjadi Syirkah 'Inan. 

Para ulama Ahli Figih telah bersepakat bahwa tanggungan kerugian selalu identik dengan jumlah 
modal dalam segala bentuk syirkah. Namun dalam soal keuntungan, mereka berbeda pendapat apakah 
harus disesuaikan dengan jumlah modal atau berdasarkan kesepakatan, harus disamakan atau dibeda- 


bedakan. 


Syirkatul Mudharabah (Kerjasama Usaha Investatif) 


Mudharabah adalah penyerahkan modal kepada orang yang terbiasa berdagang dengan 
memberikan sebagian keuntungan kepada pedagang itu. Kerja sama ini dibolehkan berdasarkan ijma' 
ulama kaum muslimin. 

Rukun-rukun kerja sama ini ada tiga: Dua pihak transaktor, objek transaksi dan pelafalan 
perjanjian. 

Dua transaktor seperti biasa disyaratkan harus memiliki kompetensi beraktivitas. Boleh saja 
bekerja sama dengan non muslim, dengan syarat harus terus dimonitor pengelolaan dana-nya agar 
tetap terjaga kehalalannya. 

Sementara objek transaksi disyaratkan harus berupa alat tukar -—emas, perak dan uang--. 
Dibolehkan menanamkan modal dengan hutang yang berada di tangan orang yang mampu memba- 
yarnya dan tentu saja mengakui bahwa dirinya memang berhutang, menurut pendapat yang benar dari 
kalangan ulama. Dibolehkan juga menanamkan modal dengan menggunakan uang titipan, kecuali kalau 
Uang titipan tersebut sudah dibelanjakan, sehingga hukumnya menjadi modal berupa hutang. Investor 
juga bisa menambahkan dana segar pada modal yang ada, namun harus ditinjau sebagai modal terpisah 
dengan keuntungan dan kerugian tersendiri. Boleh juga menarik sebagian modal, yang berarti transaksi 
terhadap modal yang sudah ditarik menjadi batal. Namun hak investor terhadap modal yang tersisa 
tetap ada. Ketika terjadi kerugian, kerugian itu bagi-bagikan pada modal yang sudah tertarik dan yang 
tersisa. 

Sementara dalam usaha investasi ini disyaratkan hendaknya modal diputar dalam dunia niaga 
dan bidang-bidang terkait. Ka-langan Hambaliyah membolehkan penyerahan modal itu kepada para 
industriawan dalam bentuk alat-alat produksi dengan meng-ambil keuntungan dari sebagian hasilnya, 
dikiyaskan atau diana-logikan dengan muzara"ah (usaha investatif pertanian) dan musagat (usaha 
penyiraman perkebunan). Pengelola modal tidak dibo-lehkan mengembangkan modal dengan menjual 


barang-barang haram, para ulama bersepakat dalam hal ini. Boleh juga mela-kukan usaha investasif 
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dengan kriteria tertentu, selama kriteria tersebut berguna dan dikembalikan kepada kebiasaan yang ada. 
Memberi batasan waktu pada usaha ini juga dibolehkan menurut pendapat ulama yang benar, 
sebagaimana pendapat kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah. Pengelola juga bisa menyewa orang untuk 
melaksanakan berbagai tugas pengelolaan yang memang tidak harus dikerjakanannya sendiri menurut 
kebiasaan. Bahkan pengelola bisa melakukan usaha investasi lain dengan pengelola lain menggunakan 
modal yang sama, kalau ia diizinkan oleh pemilik modal atau diberikan hak penuh untuk mengelola 
modal-nya sesuka hati. Pengelola juga bisa menggunakan modal tersebut untuk mengajak kerja sama 
pengelola lain. Namun pengelola tidak dibolehkan untuk berhutang dalam melakukan usaha, kecuali bila 
diizinkan oleh investor, karena tindakan itu menambah tanggung jawab pada diri investor tanpa 
keridhaannya. Kalau itu dilakukan, berarti jual beli itu menjadi jual beli pengelola sendiri, dan ia menjadi 
mitra investor, selama itu tidak mengganggu akti-vitas pengelolaan modalnya bersama investor. 

Keuntungan usaha investatif ini harus diketahui secara jelas, harus berupa prosentase yang 
umum. Kalau salah seorang diten-tukan mendapatkan bagian tetap (yang tidak diputar), maka perjanjian 
itu batal. 

Sehubungan dengan keuntungan dalam usaha investatif ini, pembagiannya harus memenuhi 
beberapa kode etik berikut: 

Keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sementara kerugian hanya ditanggung 
oleh investor saja. 

Keuntungan dalam usaha investatif juga sebagai cadangan modal. Pengelola tidak mendapatkan 
keuntungan sebelum ia me-nerima kembali modal secara utuh. Pengelola hanya bisa mengambil 
keuntungan melalui pem-bagian. 

Hak kepemilikan keuntungan hanya menjadi permanen bagi masing-masing pihak setelah 
dilakukan perhitungan akhir, baik secara aplikatif maupun kalkulatif. 

Boleh dilakukan pembagian keuntungan awal, namun nan-tinya dihitung pada perhitungan akhir. 

Pengelola boleh mengambil bagian dari uang modal sebagai biaya perjalanannya melakukan 
bisnis, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang. 

Tidak ada pertanggungjawaban bagi pengelola dalam perjan-jian ini selain karena keteledoran 
atau pelanggaran. Tidak perlu diperhatikan adanya berbagai trik kamuflase untuk membatalkan dasar 
hukum ini. 

Perjanjian usaha investatif ini berakhir dengan mening-galnya salah satu transaktor atau karena 
dia gila, atau tercekal karena bangkrut terlilit hutang. Bisa juga karena pembatalan salah satu pihak, 


hanya saja usaha itu tetap berlangsung bila telah di-mulai menurut pendapat yang benar dari para 
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ulama, hingga habisnya modal diputar, demi menghindari bahaya akibat pemu-tusan hubungan usaha 
yang tiba-tiba. 

Dibolehkan mengambil keuntungan usaha ini dalam lingkungan perbankan dengan cara 
memberikan modal kepada pihak lain untuk diputar atau dengan cara lain. Demikian juga dalam 


lingkungan pengembangan modal kolektif lain secara umum. 


Penulis: Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih & Prof. Dr. Shalah ash-Shawi 


Sumber: Alsofwah.or.id 
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MURABAHAH 


Mengenal Jual Beli Murabahah 


Dewasa ini lembaga keuangan berlabel syari'at berkembang dalam skala besar dengan 
menawarkan produk-produknya yang beraneka ragam dengan istilah-istilah berbahasa Arab. Banyak 
masyarakat yang masih bingung dengan istilah-istilah tersebut dan masih ragu apakah benar semua 
produk tersebut adalah benar-benar jauh dari pelanggaran syari'at ataukah hanya rekayasa semata. 
Melihat banyaknya pertanyaan seputar ini maka dalam rubrik fikih kali ini kami angkat salah satu produk 
tersebut untuk melihat kehalalannya dalam tinjauan fikih islami. Jual beli Murabahah (Bai' al- 
Murabahah) demikianlah istilah yang banyak diusung lembaga keuangan tersebut sebagai bentuk dari 
Financing (pembiayaan) yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Sehingga semua 
atau hampir semua lembaga keuangan syari'at menjadikannya sebagai produk financing dalam 


pengembangan modal mereka (1) 


Nama lain Jual Beli Murabahah ini 
Jual beli Murabahah yang dilakukan lembaga keuangan syari'at ini dikenal dengan nama-nama 
sebagai berikut: 
4. al-Murabahah lil Aamir bi Asy-Syira' 
5. al-Murabahah lil Wa'id bi Asy-Syira' 
6. Bai' al-Muwa'adah 
7. al-Murabahah al-Mashrafiyah 
8. al-Muwaa'adah 'Ala al-Murabahah. (2) 


Sedangkan di negara indonesia dikenal dengan jual beli Murabahah atau Murabahah Kepada 


Pemesanan Pembelian (KPP) (3| 


Definisi Jual-Beli Murabahah (Deferred Payment Sale) 

Kata al-Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu (&J!!) yang berarti kelebihan dan 
tambahan (keuntungan) (4) Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan 
modal ditambah keuntungan yang diketahui. (5) Hakekatnya adalah menjual barang dengan harga 
(modal) nya yang diketahui kedua belah transaktor (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang 
diketahui keduanya. Sehingga penjual menyatakan modalnya adalah seratus ribu rupiah dan saya jual 


kepada kamu dengan keuntungan sepuluh ribu rupiah. Syeikh Bakr Abu Zaid menyatakan: (Inilah 
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pengertian yang ada dalam pernyataan mereka: Saya menjual barang ini dengan sistem murabahah... 


rukun akad ini adalah pengetahuan kedua belah pihak tentang nilai modal pembelian dan nilai 


keuntungannya, dimana hal itu diketahui kedua belah pihak maka jual belinya shohih dan bila tidak 


diketahui maka batil. Bentuk jual beli Murabahah seperti ini adalah boleh tanpa ada khilaf diantara 


ulama, sebagaimana disampaikan ibnu Oudaamah (6|, bahkan Ibnu Hubairoh (7) menyampaikan ijma' 


dalam hal itu demikian juga al-Kaasaani (81.) (9) Inilah jual beli Murabahah yang ada dalam kitab-kitab 


ulama fikih terdahulu. Namun jual beli Murabahah yang sedang marak di masa ini tidaklah demikian 


bentuknya. Jual beli Murabahah sekarang berlaku di lembaga-lembaga keuangan syari'at lebih komplek 


daripada yang berlaku dimasa lalu (10). Oleh karena itu para ulama kontemporer dan para peneliti 


ekonomi islam memberikan definisi berbeda sehingga apakah hukumnya sama ataukah berbeda? 


Diantara definisi yang disampaikan mereka adalah: 


1: 


Bank melaksanakan realisai permintaan orang yang bertransaksi dengannya dengan dasar pihak 
pertama (Bank) membeli yang diminta pihak kedua (nasabah) dengan dana yang dibayarkan 
bank —secara penuh atau sebagian- dan itu dibarengi dengan keterikatan pemohon untuk 
membeli yang ia pesan tersebut dengan keuntungan yang disepakati didepan (diawal transaksi). 
(11) 

Lembaga keuangan bersepakat dengan nasabah agar lembaga keuangan melakukan pembelian 
barang baik yang bergerak (dapat dipindah) atau tidak. Kemudian nasabah terikat untuk 
membelinya dari lembaga keuangan tersebut setelah itu dan lembaga keuangan itupun terikat 
untuk menjualnya kepadanya. Hal itu dengan harga didepan atau dibelakang dan ditentukan 
nisbat tambahan (profit) padanya atas harga pembeliaun dimuka. (12| 

Orang yang ingin membeli barang mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan, karena 
ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar kontan nilai barang tersebut dan karena 
penjual (pemilik barang) tidak menjualnya secara tempo. Kemudian lembaga keuangan 
membelinya dengan kontan dan menjualnya kepada nasabah (pemohon) dengan tempo yang 
lebih tinggi. (13) 

la adalah yang terdiri dari tiga pihak: penjual, pembeli dan bank dengan tinjauan sebagai 
pedagang perantara antara penjual pertama (pemilik barang) dan pembeli. Bank tidak membeli 
barang tersebut disini kecuali setelah pembeli menentukan keinginannya dan adanya janji 


memberi dimuka. (14| 
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Definis-definisi diatas cukup jelas memberikan gambaran jual beli murabahah KPP ini. 


Bentuk Gambarannya 


Dari definisi diatas dan praktek yang ada di lingkungan lembaga keuangan syariat didunia dapat 


disimpulkan ada tiga bentuk: 


1. 


Pelaksanaan janji yang mengikat dengan kesepakatan antara dua pihak sebelum lembaga 
keuangan menerima barang dan menjadi miliknya dengan menyebutkan nilai keuntungannya 
dimuka (15). Hal itu dengan datangnya nasabah kepada lembaga keuangan memohon darinya 
untuk membeli barang tertentu dengan sifat tertentu. Keduanya bersepakat dengan ketentuan 
lembaga keuangan terikat untuk membelikan barang dan nasabah terikat untuk membelinya 
dari lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan terikat harus menjualnya kepada nasabah 
dengan nilai harga yang telah disepakati keduanya baik nilai ukuran, tempo dan keuntungannya. 


(16) 


Pelaksanaan janji (al-Muwaa'adah) tidak mengikat pada kedua belah pihak. Hal itu dengan 
ketentuan nasabah yang ingin membeli barang tertentu, lalu pergi ke lembaga keuangan dan 
terjadi antara keduanya perjanjian dari nasabah untuk membeli dan dari lembaga keuangan 
untuk membelinya. Janji ini tidak dianggap kesepakatan sebagaimana juga janji tersebut tidak 
mengikat pada kedua belah pihak. Bentuk gambaran ini bisa dibagi dalam dua keadaan: a. 
pelaksanaan janji tidak mengikat tanpa ada penentuan nilai keuntungan dimuka. b. Pelaksanaan 


janji tidak mengikat dengan adanya penentuan nilai keuntungan yang akan diberikannya. (171 


Pelaksanaan janji mengikat lembaga keuangan tanpa nasabah. Inilah yang diamalkan di bank 
Faishol al-Islami di Sudan. Hal itu dengan ketentuan akad transaksi mengikat bank dan tidak 
mengikat nasabah sehingga nasabah memiliki hak Khiyar (memilih) apabila melihat barangnya 


untuk menyempurnakan transaksi atau menggagalkannya. (18) 


Pernyataan para Ulama terdahulu tentang Jenis jual beli ini 


Permasalahan jual belia murabahah KPP ini sebenarnya bukanlah perkara kontemporer dan 


baru (Nawaazil) namun telah dijelaskan para ulama terdahulu. Berikut ini sebagian pernyataan mereka: 


Imam As-Syafi'i menyatakan: Apabila seorang menunjukkan kepada orang lain satu barang seraya 


berkata: Belilah itu dan saya akan berikan keuntungan padamu sekian. Lalu ia membelinya maka jual 
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belinya boleh dan yang menyatakan: Saya akan memberikan keuntungan kepadamu memiliki hak pilih 
(khiyaar), apabila ia ingin maka ia akan melakukan jual-beli dan bila tidak maka ia akan tinggalkan. 
Demikian juga jika ia berkata: 'Belilah untukku barang tersebut'. Lalu ia mensifatkan jenis barangnya 
atau 'barang' jenis apa saja yang kamu sukai dan saya akan memberika keuntungan kepadamu', semua 
ini sama. Diperbolehkan pada yang pertama dan dalam semua yang diberikan ada hak pilih (khiyaar). 
Sama juga dalam hal ini yang disifatkan apabila menyatakan: Belilah dan aku akan membelinya darimu 
dengan kontan atau tempo. Jual beli pertamam diperbolehkan dan harus ada hak memilih pada jual beli 
yang kedua. Apabila keduanya memperbaharui (akadnya) maka boleh dan bila berjual beli dengan itu 
dengan ketentuan adanya keduanya mengikat diri (dalam jual beli tersebut) maka ia termasuk dalam 
dua hal: 
1. Berjual beli sebelum penjual memilikinya. 


2. Berada dalam spekulasi (Mukhathorah). (19) 


Imam ad-Dardier dalam kitab asy-Syarhu ash-Shaghir 3/129 menyatakan: al-'Inah adalah jual beli 
orang yang diminta darinya satu barang untuk dibeli dan (barang tersebut) tidak ada padanya untuk 
(dijual) kepada orang yang memintanya setelah ia membelinya adalah boleh kecuali yang minta 
menyatakan: Belilah dengan sepuluh secara kontan dan saya akan ambil dari kamu dengan dua belas 
secara tempo. Maka ia dilarang padanya karena tuduhan (hutang yang menghasilkan manfaat), karena 
seakan-akan ia meminjam darinya senilai barang tersebut untuk mengambil darinya setelah jatuh tempo 
dua belas. (20| 

Jelaslah dari sebagian pernyataan ulama fikih terdahulu ini bahwa mereka menyatakan pemesan 
tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan. Demikian juga the 
Islamic Figih Academy (Majma' al-Figih al-Islami) menegaskan bahwa jual beli muwaada'ah yang ada dari 
dua pihak dibolehkan dalam jual beli murabahah dengan syarat al-Khiyaar untuk kedua transaktor 
seluruhnya atau salah satunya. Apa bila tidak ada hak al-Khiyaar di sana maka tidak boleh, karena al- 
Muwaa'adah yang mengikat (al-Mulzamah) dalam jual beli al-Murabahah menyerupai jual beli itu sendiri, 
dimana disyaratkan pada waktu itu penjual telah memiliki barang tersebut hingga tidak ada pelanggaran 
terhadap larangan nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang seorang menjual yang tidak dimilikinya. (21) 

Syeikh Abdul Aziz bin Baaz ketika ditanya tentang jual beli ini menjawab: Apabila barang tidak 
ada di pemilikan orang yang menghutangkannya atau dalam kepemilikannya namun tidak mampu 


menyerahkannya maka ia tidak boleh menyempurnakan akad transaksi jual belinya bersama pembeli. 
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Keduanya hanya boleh bersepakat atas harga dan tidak sempurna jual beli diantara keduanya hingga 
barang tersebut dikepemilikan penjual. (22) 
Hukum Bai' Murabahah dengan pelaksanaan janji yang tidak mengikat (Ghairu al- 
Mulzaam) 
Telah lalu bentuk kedua dari murabahah dengan pelaksanaan janji yang tidak mengikat ada dua: 

1. Pelaksanaan janji tidak mengikat tanpa ada penentuan nilai keuntungan dimuka. Hal ini yang 
rojih adalah boleh dalam pendapat madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Hal itu karena 
tidak ada dalam bentuk ini ikatan kewajiban menyempurnakan janji untuk bertransaksi atau 
penggantian ganti kerugian. Seandainya barang tersebut hilang atau rusak maka nasabah tidak 
menanggungnya. Sehingga lembaga keuangan tersebut bersepekulasi dalam pembelian barang 
dan tidak yakin nasabah akan membelinya dengan memberikan keuntungan kepadanya. 
Seandainya salah satu dari keduanya berpaling dari keinginannya maka tidak ada ikatan 


kewajiban dan tidak ada satupun akibat yang ditanggungnya. (23) 


2. Pelaksanaan janji tidak mengikat dengan adanya penentuan nilai keuntungan yang akan 
diberikannya, maka ini dilarang karena masuk dalam kategori al-'Inah sebagaimana disampaikan 


Ibnu Rusyd dalam kitabnya al-Mugaddimah dan inilah yang dirojihkan Syeikh Bakr Abu Zaid. (24| 


Hukum Ba'i Murabahah dengan pelaksanaan janji yang mengikat 
Untuk mengetahui hukum ini maka kami sampaikan beberapa hal yang berhubungan langsung 
dengannya. 
Langkah proses Murabahah KPP bentuk ini 
Mu'amalah jual beli murabahah KPP melalui beberapa langkah tahapan, diantara yang 
terpenting adalah: 
1. Pengajuan permohonan nasabah untuk pembiayaan pembelian barang. 
a) Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli barang yang diinginkan dengan sifat-sifat 
yang jelas. 
b) Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli tentang lembaga tertentu dalam pembelian 
barang tersebut. 
2. Lembaga keuangan mempelajari formulir atau proposal yang diajukan nasabah. 
3. Lembaga keuangan mempelajari barang yang diinginkan. 


4. Mengadakan kesepakatan janji pembelian barang. 
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a. Mengadakan perjanjian yang mengikat. 
b. Membayar sejumlah jaminan untuk menunjukkan kesungguhan pelaksanaan janji. 
c. Penentuan nisbat keuntungan dalam masa janji. 
d. Lembaga keuangan mengambil jaminan dari nasabah ada masa janji ini. 
5. Lembaga keuangian mengadakan transaksi dengan penjual barang (pemilik pertama) 
6. Penyerahan dan kepemilikan barang oleh lembaga keuangan. 
7. Transaksi lembaga keuangan dengan nasabah 
a. Penentuan harga barang. 
b. Penentuan biaya pengeluaran yang memungkinkan untuk dimasukkan kedalam harga. 
C. Penentuan nisbat keuntungan (profit) d. Penentuan syarat-syarat pembayaran. 


d. Penentuan jaminan-jaminan yang dituntut. 


Demikianlah secara umum langkah proses jual beli Murabahah KPP yang kami ambil secara 
bebas dari kitab al-'Uguud al-Maliyah al-Murakkabah hal. 261-162. sedangkan dalam buku Bank Syari'at 


dari Teori ke Praktek hal. 107 memberikan skema bai' Murabahah sebagai berikut: 


Agad ganda (Murakkab) dalam Murabahah KPP bentuk ini. (25) 
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli murabahah KPP ini terdiri dari: 
1. Ada tiga pihak yang terkait yaitu: 
a. Pemohon atau pemesan barang dan ia adalah pembeli barang dari lembaga keuangan. 
b. Penjual barang kepada lembaga keuangan. 
c. Lembaga keuangan yang memberi barang sekaligus penjual barang kepada pemohon atau 
pemesan barang 
2. Ada dua akad transaksi yaitu: 
a. Akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan. 
b. Akad dari lembaga keuangan kepada pihak yang minta dibelikan (pemohon). 
3. Ada tiga janji yaitu: 
a. Janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang. 
b. Janji mengikat dari lembaga keuangan untuk membali barang untuk pemohon. 


Cc. Janji mengikat dari pemohon (nasabah) untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan. 


Dari sini jelaslah bahwa jual beli murabahah KPP ini adalah jenis akad berganda (al-'Uguud al- 


Murakkabah) yang tersusun dari dua akad, tiga janji dan ada tiga pihak. Setelah meneliti muamalah ini 
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dan langkah prosesnya akan tampak jelas ada padanya dua akad transaksi dalam satu akad transaksi, 
namun kedua akad transaksi ini tidak sempurna prosesnya dalam satu waktu dari sisi kesempurnaan 
akadnya, karena keduanya adalah dua akad yang tidak diikat oleh satu akad. Bisa saja disimpulkan 
bahwa dua akad tersebut saling terkait dengan satu sebab yaitu janji yang mengikat dari kedua belah 
pihak yaitu lembaga keuangan dengan nasabahnya. Berdasarkan hal ini maka jual beli ini menyerupai 
pensyaratan akad dalam satu transaksi dari sisi yang mengikat sehingga dapat dinyatakan dengan 
uangkapan: Belkan untuk saya barang dan saya akan berikan untung kamu dengan sekian. Hal ini karena 
barang pada akad pertama tidak dimiliki oleh lembaga keuangan, namun akan dibeli dengan dasar janji 
mengikat untuk membelinya. Dengan melihat kepada muamalah ini dari seluruh tahapannya dan 
kewajiban-kewajiban yang ada padanya jelaslah bahwa ini adalah Mu'amalah Murakkabah secara umum 
dan juga secara khusus dalam tinjauan kewajiban yang ada dalam muamalah ini. Berbeda dengan 
Murabahah yang tidak terdapat janji yang mengikat (Ghairu al-Mulzaam) yang merupakan akad yang 


tidak saling terikat, sehingga jelas hukumnya berbeda. 


Hukumnya 


Yang rojih dalam masalah ini adalah tidak boleh dengan beberapa argumen di antaranya: 

a. Kewajiban mengikat dalam janji pembelian sebelum kepemilikan penjual barang tersebut masuk 
dalam larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjual barang yang belum dimiliki. 
Kesepakatan tersebut pada hakekatnya adalah akad dan bila kesepakatan tersebut diberlakukan 
maka ini adalah akad batil yang dilarang, karena lembaga keuangan ketika itu menjual kepada 


nasabah sesuatu yang belum dimilikinya. 


b. Muamalah seperti ini termasuk al-Hielah (rekayasa) atas hutang dengan bunga, karena hakekat 
transaksi adalah jual uang dengan uang lebih besar darinya secara tempu dengan adanya barang 


penghalal diantara keduanya. 


c. Murabahah jenis ini masuk dalam larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits yang 


berbunyi: 
Ant A Uan 02 alay Ale Al laa ATI Jgn gi 
Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam melarang dari dua transaksi jual beli dalam satu jual beli 


(HR at-Tirmidzi dan dishohihkan al-Albani dalam Irwa' al-Gholil 5/149) Al-Muwaa'adah apabila 
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mengikat kedua belah pihak maka menjadi agad (transaksi) setelah sebelumnya hanya janji, 


sehingga ada disana dua akad dalam satu jual beli. (26) 


Ketentuan diperbolehkannya 


Syeikh Bakar bin Abdillah Abu Zaid menjelaskan ketentuan diperbolehkannya jual beli 
murabahah KPP ini dengan menyatakan bahwa jual beli Muwaa'adah diperbolehkan dengan tiga hal: 

1. Tidak terdapat kewajiban mengikat untuk menyempurnakan transaksi baik secara tulisan 
ataupun lisan sebelum mendapatkan barang dengan kepemilikan dan serah terima. 

2. Tidak ada kewajiban menanggung kehilangan dan kerusakan barang dari salah satu dari dua 
belah pihak baik nasabah atau lembaga keuangan, namun tetap kembali menjadi tanggung 
jawab lembaga keuangan. 

3. Tidak terjadi transaksi jual beli kecuali setelah terjadi serah terima barang kepada lembaga 


keuangan dan sudah menjadi miliknya. (271 


Demikianlah hukum jual beli ini menurut pendapat ulama syari'at, mudah-mudahan dapat 


memperjelas permasalahan ini. Wabillahi Taufig. 


Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc. 
Sumber artikel: http://www.ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-jual-beli- 


murabahah.html 


Footnotes: 

(1) Lihat al-Bunuuk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at-Tathbiig, Prof. DR. Abdullah Ath-Thoyaar hal. 307. 
(2) Kelima nama ini disebutkan dalam al-'Uguud al-Maliyah al-Murakkabah hal 260-261. 

(3) Lihat Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, Muhammad Syafi'l Antonio, hal 103. 

(4) Lihat al-Gaamus al-Muhith hal. 279. 

(5J Al-'Uguud al-Murakkabah hal 257. 

(6) Al-Mughni 4/259 

(71 Al-Ifashoh 2/350 dinukil dari Fighu an-Nawaazil, Bakr bin Abdillah Abu Zaid 2/64. 


(8) Bada'i ash-Shanaa'i 7/92 (9) Fighu an-Nawaazil, Bakr bin Abdillah Abu Zaid 2/64. 
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(10) Penulis pernah melakukan dialog tentang hal ini dengan dua orang pegawai salah satu lembaga keuangan 


syari'at di kediaman penulis pada hari Kamis tanggal 3 april 2008 M ba'da Ashar. 


(11) Bai' al-Murabahah lil Aamir bi asy-Syira' karya Saami Hamud dalam kumpulan Majalah Majma' al-Figh al-Islami 


edisi kelima (2/1092) dinukil dari al-'“Uguud al-Maaliyah al-Murakkabah hal. 257. 


(12) Lihat Bai' al-Murabahah Kamaa Tajriha al-Bunuuk al-Islamiyah Muhammad al-Asygar hal. 6-7 dinukil dari al- 


'Uguud al-maaliyah al-Murakabah hal. 257. 


(13) al-'Uguud al-Maliyah al-Murakkabah hal 258. 


(14) Ibid (151 Fikih Nawazil 2/90. 


(16) al-'Uguud al-Maliyah al-Murakkabah hal 259. 


(17) Lihat Fikih Nawazil 2/90 dan al-'Uguud al-Maliyah al-Murakkabah hal 259. 


(18) Lihat al-Bunuuk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at-Tathbiig hal. 308. 


(19) Lihat al-Umm dan ini kami nukil dari Fikih Nawazil 2/88-89. 


(20) Dinukil dari Fikih Nawazil 2/88. 


(21) Lihat al-'“Uguud al-Maliyah al-Murakkabah hal. 267. 


(22) Majalah al-Jami'ah al-Islamiyah edisi satu tahun kelima Rajab 1392 hal 118 dinukil dari al-Bunuuk al-Islamiyah 


hal. 308. 


(231 Lihat Fikih Nawazil 2/90. 


I24l ibid 


(25JLihat al-'Uguud al-Maliyah al-Murakkabah hal. 265-266 


(26) Untuk lebih lengkapnya silahkan merujuk pada kitab al-'Ugud al-Maaliyah al-Murakkabah hal 267-284 dan 


Fikih Nawazil 2/ 83-96. 


(27) Fikih Nawazil 2/97 dengan sedikit perubahan. 
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Hukum Murabahah Baitul Mal wa Tamwil (BMT) (Bagian 1) 


Oleh Syaikh Bakr Abu Zaid hafizhahullah 


Pendahuluan 

Untaian puji hanyalah milik Allah. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. 

Makalah ini merupakan kumpulan pembahasan mengenai bentuk jual beli muwa'adah beserta 
hukumnya yang marak dipraktekkan oleh berbagai lembaga keuangan islam dengan istilah “Jual Beli 
Murabahah lil Amir bisy Syira” (namun lebih popular dengan istilah murabahah-pent). 

Saya (penulis) lebih condong mengkategorikannya sebagai jual beli muwa'adah karena seluruh 
bentuk praktek jual-beli tersebut mengandung unsur janji (al wa'du), baik yang wajib dipenuhi dan tidak 
bisa dibatalkan maupun sebaliknya. Maksud dari pengkategorian ini adalah untuk menghindari 
kerancuan istilah 'murabahah' yang digunakan oleh praktisi ekonomi syari'ah dengan istilah murabahah 
yang telah ditetapkan oleh para ahli figih terdahulu dalam bab Jual Beli Amanah. 

Selain itu bentuk jual beli muwa'adah (yang banyak dipraktekkan saat) ini termasuk dalam 
kategori jual beli salam secara tunai yang dilarang oleh syari'at sebagaimana tersirat dalam hadits Hakim 
bin Hizam radliallahu “anhuiallahu “anhu dan termaktub dalam kitab Zaadul Ma'ad yang akan disebutkan 
pada pembahasan keenam dan anda akan menjumpai pengkategorian yang tepat bagi permasalahan ini 
dalam pembahasan kedua. 

Berikut adalah berbagai tema bahasan yang akan dibahas dalam makalah ini, 
o Pembahasan pertama, membahas jual beli murabahah berdasarkan terminologi para ahli figih 
terdahulu. 
o Kedua, membahas selayang pandang permasalahan kewajiban menunaikan janji. 
o Ketiga, menyebutkan berbagai makalah dan tulisan dalam perkara jual beli murabahah lil amir 
bisy syira'. 
Oo Keempat, membahas berbagai bentuk jual beli murabahah lil amir bisy syira'. 


o Kelima, menceritakan sebab dipraktekkannya jual beli tersebut. 


o Keenam, membahas hukum bentuk mu'amalah ini. 
o Ketujuh, memaparkan kesimpulan dari makalah sekaligus menyebutkan ketentuan pokok dalam 
mengimplementasikan bentuk jual beli murabahah lil amir bisy syira'. Berikut pembahasan 


mengenai hal ini, hanya Allah-lah Pemberi petunjuk dan taufik. 
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Murabahah Menurut Ulama Figih Terdahulu 
Beberapa ulama yang meneliti berbagai bentuk jual beli, membaginya menjadi 4 jenis, yaitu: 
e Jual beli musawamah terkadang disebut juga jual beli mumakasah atau jual beli mukaayasah. 
e Jual beli muzayadah. 
e Jual beli murabahah. 


e Jual beli amanah. 


Namun, sebagian ulama yang lain, mengkategorikan jual beli murabahah ke dalam jenis jual beli amanah, 
sehingga jual beli amanah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu: 
e Jual beli murabahah, yaitu menjual barang dengan adanya tambahan keuntungan dari harga 
pokok. 
e Jual beli wadli'ah, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pokok. 


e Jual beli tauliyah, yakni menjual barang tanpa memperoleh untung ataupun rugi. 


Ketiga bentuk jual beli di atas termasuk jual beli amanah, karena adanya unsur kepercayaan (al 
itman) dari kedua belah pihak terhadap kebenaran informasi dari pemilik barang mengenai harga beli 
barang yang akan dijualnya. Sehingga hakikat dari jual beli murabahah adalah transaksi jual beli suatu 
barang dengan mengetahui modal penjual ketika membeli barang itu, dan keuntungan yang 
diperolehnya tatkala menjualnya kepada pihak lain, jual beli ini dinamakan juga jual beli salam secara 
tunai (Zaadul Ma'ad 4/265). 

Contoh bentuk jual beli ini adalah sebagai berikut, pemilik barang berkata kepada pembeli, 
“Modal yang aku keluarkan ketika membeli barang ini adalah 100 riyal dan aku jual kepadamu dengan 
mengambil untung sebesar 10 riyal.” 

Demikianlah makna murabahah yang dipakai oleh para ulama figih terdahulu, sehingga tatkala 
mereka menyebutkan perkataan semisal, “Aku beli barang ini secara murabah” atau “Aku jual barang ini 
secara murabahah”, maka yang mereka maksudkan adalah murabahah dengan pengertian yang telah 
kami sebutkan tadi. 

Rukun akad jual beli ini adalah kedua belah pihak yang mengadakan transaksi mengetahui harga 
beli awal barang tersebut dan keuntungan yang diperoleh oleh penjual. Apabila hal ini terpenuhi maka 


status jual beli tersebut sah. Namun jika tidak, maka status jual beli tersebut tidak sah. 
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Jual beli semacam ini (jual beli murabahah) diperbolehkan tanpa adanya perselisihan di 
kalangan para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Oudamah (Al Mughny 4/259), bahkan 
Ibnu Hubairah dan Kasany meriwayatkan adanya ijma' akan hal ini (Lihat Al Ifshoh 2/350 dan Bada'i Ash 
Shanai' 7/92). 

Namun, terdapat pendapat yang memakruhkannya (makruh tanzih) sebagaimana disebutkan 
dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, pendapat ini diriwayatkan juga sebagai 
pendapat Ibnu "Umar, Ibnu “Abbas radliallahu “anhuma, dan juga dari Al Hasan, Masrug, Ikrimah dan 
Atha' ibn Yasar rahimahumullah. 

Mereka beralasan, salah satu bentuk jual beli ini mengandung jahalah (ketidakjelasan), semisal 
perkataan seseorang, “Aku beli barang ini dengan modal 100 riyal dan aku mengambil untung 1 dirham 
per 10 riyalnya”. Bentuk jahalahnya adalah, karena pembeli membutuhkan kalkulasi terlebih dahulu 
agar mengetahui kadar keuntungan yang akan diperoleh penjual. Namun, pendapat ini tidak tepat 
karena jahalah tersebut akan hilang apabila telah dilakukan kalkulasi, bahkan tidak tepat jika bentuk jual 
beli ini disifati dengan jahalah karena tidak terdapat unsur gharar (spekulasi) dan mukhatharah (untung- 
untunganjjudi) di dalamnya. 

Pendapat tersebut (yang memakruhkan-pent) bersandar pada riwayat dari Ibnu Rahuyah 
rahimahullah yang melarang bentuk jual beli di atas. Anda pun telah mengetahui kekeliruan pendapat 
itu karena jahalah yang mereka maksudkan dapat dihilangkan apabila telah dilakukan kalkulasi, namun 
yang (juga) patut dilakukan adalah meneliti kebenaran sanad dari riwayat Ibnu Rahuyah tersebut. 

Pendapat yang tepat adalah diperbolehkannya bentuk jual beli ini, dan hal ini diperkuat dengan 
kaidah syari'ah bahwa hukum asal dalam perkara mu'amalah adalah diperbolehkan dan halal hingga 
terdapat dalil yang melarangnya. 

Inilah jual beli murabahah yang termaktub dalam berbagai kitab para ulama dan dimasukkan 
dalam bab jual beli serta memiliki berbagai bentuk. Masyarakat pun telah mempraktekkannya di pasar- 
pasar tanpa ada ulama yang mengingkarinya. 

Namun, bentuk jual beli yang telah kami sebutkan tadi bukanlah tema pokok risalah ini. 
Penjabaran ini (yaitu jual beli murabahah dalam terminologi para ahli figih-pent) terlebih dahulu kami 
utarakan, karena adanya penyamaan istilah dengan jual beli Murabahah lil Amir wasy Syira' yang sedang 
berkembang dan marak dipraktekkan berbagai lembaga keuangan islam. Maka perhatikanlah dengan 
seksama, apakah dengan adanya penyamaan istilah, keduanya memiliki hukum yang sama? Ataukah 
hukum bentuk jual beli murabahah yang beredar tersebut haram secara mutlak ataukah memerlukan 


perincian. Permasalahan inilah yang akan anda temukan dalam risalah ini. 
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(1) Risalah ini merupakan hasil kajian Figh Mu'amalah yang diasuh oleh Ustadzuna tercinta, Abu “Ukkasyah 
hafizhahullah ta'ala yang membahas sub bab "AI Murabahah lil Amir bisy Syira" dari kitab “Fighun Nawazil” karya 
Syaikh Bakr Abu Zaid rahimahullah ta'ala pent-. Diterjemahkan oleh Muhammad Nur Ikhwan Muslim dan 


dimuraja'ah oleh Ust. Abu Umamah hafizhahullah. 


Sumber: http://wahonot.wordpress.com 


Selayang Pandang Kewajiban Menunaikan Janji 

Pada sub bab ini, akan dibahas sejauh mana kewajiban menunaikan janji dapat digunakan 
sebagai “pisau analisis” untuk membedah permasalahan dan menguak hukum muamalah ini (Murabahah 
lil amir bisy syira”). 

Kaum muslimin sepakat bahwa menunaikan janji adalah suatu tindakan terpuji sedangkan 
menyelisihi dan tidak menepatinya merupakan tindakan yang tercela. Allah ta'ala telah memuji Nabi 


Isma'il karena beliau adalah seorang yang jujur dalam menunaikan janji, 
(SE) V5 IG ag Bala DE 4 Jne lahal MEI 3 "KA, 


“Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Ouran. 
Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi” (Maryam: 
54). 

Berdasarkan konsekuensi ayat ini, maka dapat dipahami bahwa menyelisihi janji adalah sesuatu 
yang tercela. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Our'an, diantaranya adalah firman-Nya, 
yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu 
kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu 
kerjakan” (Ash Shaaf: 2-3). 

Allah ta'ala juga berfirman, yang artinya, “Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati 
mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah 
apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta” (At Taubah: 77). 

Dalil dari sunnah pun menegaskan hal ini, diantaranya adalah hadits dari Abu Hurairah 


radliallahu “anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


Kala Ie Ng 1 BALE (gali! AYI 
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“Tanda kemunafikan itu ada 3, (diantaranya adalah), apabila berjanji menyelisihinya....” (HR. Bukhari 
nomor 32, 2485, 2544, 5630: Muslim nomor 89, 2555, Ahmad nomor 8331, Al Baihagi dalam Sunanul 
Kubra 6/85, 6/288, 10/196). 

Penjelasan di atas terkait dengan permasalahan menunaikan janji secara umum. Adapun janji 
yang terkait dengan finansial, maka para ulama menetapkan adanya khilaf, apakah permasalahan ini 
dapat diajukan ke pengadilan ataukah tidak, berdasarkan tolok ukur bahwa definisi 'janji' yang 
ditetapkan oleh para ulama adalah sebagaimana definisi yang diungkapkan oleh Ibnu “Arafah Al Maliky 
rahimahullah ta'ala(1J, yaitu yang dimaksud dengan janji adalah pemberitahuan dari seseorang bahwa 
dia akan melakukan suatu kebaikan di masa mendatang. Inilah yang dinamakan al wa' du bil ma'ruf (janji 
untuk melakukan suatu kebaikan tanpa ada kompensasi apapun), definisi inilah yang sering 
diperbincangkan para ulama tatkala membahas hukum menunaikan janji, sebagaimana khilaf para 
ulama yang dikemukakan oleh Syaikh “Ilyas setelah menjelaskan hakikat permasalahannya. 

Berdasarkan hal tersebut, anda dapat menjumpai permasalahan ini diperbincangkan (pula) oleh 
para ahli tafsir, ahli hadits, ahli figih dan (tidak hanya itu, bahkan) di dalam kitab-kitab ragaig|2) dan 
fadlail a'mal(3) (dibicarakan pula hal tersebut). Al Bukhari menyebutkan beberapa hadits mengenai 
permasalahan menunaikan janji dalam kitabnya Al Adabul Mufrad dan juga An Nawawi dalam Al Adzkar. 

Oleh karena itu, khilaf yang terjadi di antara ulama terkait dengan hukum menunaikan janji, 
tidaklah tepat jika digunakan sebagai pisau analisis dalam permasalahan al wa'du at tijary (janji finansial 
berkaitan dengan perniagaan untuk mencari keuntungan-pent) yang dilakukan oleh berbagai lembaga 
keuangan saat ini, yakni mengadakan transaksi tukar menukar barang dengan harga beserta 
keuntungannya sedangkan kepemilikan barang yang menjadi objek transaksi belum berpindah ke tangan 
lembaga keuangan. 

Permasalahan tersebut lebih tepat jika dimasukkan ke dalam ruang lingkup pembahasan hadits 
Hakim bin Hizam dan yang semakna dengannya atau pembahasan mengenai jual beli yang dikaitkan 
dengan suatu sebab (bai' ul mu'allaa). 

Dapat disimpulkan bahwa segala bentuk akad mu'awwadlot, -yaitu bentuk akad mu'amalah 
yang dilakukan dengan maksud memperoleh manfaat dan keuntungan- terkecualikan dari pembahasan 
pemenuhan janji yang diperbincangkan para ulama dan khilaf yang timbul di dalamnya, karena segala 
bentuk permisalan yang dikemukakan oleh para ulama dalam masalah ini terkait dengan janji yang 
bersifat sosial (memberikan manfaat kepada suatu individu atau masyarakat tanpa adanya kompensasi- 
pent) bukan janji yang terkait dengan usaha perniagaan (terdapat kesimpulan penting mengenai hal ini 


dalam kitab Bai'ul Murabahah hal. 32-33). 
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Berdasarkan hal ini pula, maka akad al ishtisna', — semisal pesanan seseorang kepada produsen 
untuk memproduksi suatu barang dengan spesifikasi tertentu-, termasuk akad dan bukan termasuk al 
wa' du (janji), oleh karenanya akad ini merupakan salah satu akad mu'awadlot yang terbebas dari gharar 
(Al Gharar hal. 457-458). 

Berdasarkan penjelasan yang telah berlalu, para ahli ilmu menyebutkan bentuk 'terbaru' dari 
jual beli ini dalam pembahasan “Berbagai bentuk jual beli al mu'awwadlot yang diharamkan”, mereka 
telah menyinggungnya dalam pembahasan: 

9. Bai'ul 'inah 
10. Permasalahan al hiyal al muharramah (berbagai bentuk rekayasa yang diharamkan) 
11. Pembahasan hadits Hakim bin Hizam dan selainnya 


12. Permasalahan mengaitkan akad dengan berbagai persyaratan 


Oleh karena itu, sebagian besar peneliti kontemporer telah keliru karena mengkategorikan 
bentuk jual beli ini sebagai bagian dari permasalahan menunaikan janji, apakah wajib dipenuhi atau 
tidak. Sehingga menggelincirkan mereka yang sedang mempelajari bentuk mu'amalah ini. Sedangkan 
ulama yang terhindar dari kesalahan ini sepanjang pengetahuan kami adalah, 

" Syaikh kami, Al “Allamah Abdul “Aziz bin Baaz dalam fatwa beliau. Beliau memasukkan masalah 
ini dalam pembahasan hadits Hakim bin Hizam. 

" Murid beliau, Asy Syaikh Al “Allamah Muhammad Al Asygar dalam tulisan beliau Bai'ul 
Murabahah. 


Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah seseorang yang menyelisihi janji harus 


menunaikannya dan dapat dimejahijaukan jika tidak menunaikannya? 


Terdapat 3 pendapat dalam permasalahan ini, 


Pendapat pertama, tidak ada keharusan menunaikan janji secara mutlak 
Ini merupakan madzhab jumhur diantaranya adalah imam madzhab yang tiga dan salah satu 


pendapat dari imam Malik, Dawud Adz Dzhahiri dan Ibnu Hazm. Al Muhallib, Ibnu Baththal dan Ibnu 
Abdil Barr menyatakan adanya ijma akan hal ini, namun hal ini dikritik oleh Al Hafizh Ibnu Hajar karena 


terdapat ulama yang menyelisihi pendapat ini walau jumlahnya sedikit. 
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Pendapat kedua, wajib menunaikan janji secara mutlak|4| 
Hal ini dikemukakan oleh “Umar bin Abdul “Aziz, Ibnul Asywa' Al Hamdani Al Kufi dan Ibnu 


Syubrumah. 


Pendapat ketiga, merinci permasalahan ini 
Apabila timbul permasalahan yang besar jika janji tersebut tidak dipenuhi, maka wajib 


menunaikan janji tersebut. Namun jika tidak, maka tidak wajib. Contohnya adalah seseorang yang 
berkata kepada koleganya, “menikahlah engkau!”. Namun temannya tersebut menjawab, “Aku tidak 
memiliki harta yang dapat aku jadikan sebagai mahar”, kemudian orang tersebut berkata kepada 
koleganya, “Menikahlah, tetapkanlah mahar baginya dan aku yang akan membayar mahar tersebut 


» 


untukmu!”. Sehingga menikahlah sang kolega berdasarkan janji tersebut. Janji yang diucapkan orang 
tersebut dapat menjerumuskan koleganya kedalam permasalahan yang besar dan runyam apabila tidak 


dipenuhi, maka janji yang seperti ini wajib untuk ditunaikan. 


Dalil pendapat pertama: 
Pendapat ini menyatakan bahwa tidak ada keharusan menunaikan janji bila orang tersebut tidak 


menepatinya dan orang tersebut tidak dapat dipaksa oleh pengadilan, baik janji tersebut terkait dengan 
suatu sebab atau tidak. Para ulama yang memegang pendapat ini berdalil dengan ijma' bahwasanya 
orang yang diberi janji untuk diberi hutang tidak bisa menuntut terhadap orang yang ingin 
menghutanginya. Ijma' dala hal ini dikemukakan oleh Al Muhallab, Ibnu Baththal, Ibnu Abdil Barr. 

Al Muhallab mengatakan, “Menunaikan janji adalah perkara yang diperintahkan, namun hanya 
berupa anjuran menurut kesepakatan para ulama. Hukumnya tidak wajib (ditunaikan) berdasarkan 
kesepakatan mereka bahwa seseorang yang diberi janji untuk diberi hutang tidak bisa menuntut orang 
yang ingin menghutangi agar menunaikan janjinya.” (Fathul Baari 5/290). 

Ibnu Baththal mengatakan, “Tidak ada satu pun ulama salaf yang meriwayatkan wajibnya 
menunaikan janji secara mutlak (terkait dengan sebab atau tidak-pent), akan tetapi terdapat sebuah 
riwayat dari Imam Malik bahwa beliau mewajibkan penunaian janji bila terkait dengan sebab.” (Fathul 
Baari 5/222). 

Al Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengkritik adanya klaim ijma' dalam permasalahan 
tersebut, beliau berkata, “Nukilan akan adanya ijma' dalam permasalahan tersebut tidak dapat diterima. 
Realita menunjukkan terdapat khilaf yang masyhur dalam permasalahan tersebut, namun hanya sedikit 
ulama yang menyelisihi pendapat yang telah lalu (pendapat yang tidak mewajibkan-pent). Ibnu Abdil 
Barr dan Ibnul “Arabi berkata, “Orang termulia yang berpendapat akan keharusan menunaikan janji 


adalah "Umar bin Abdul “Aziz” (Fathul Baari 5/290). 
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Penjelasan terhadap pendapat ini (pendapat pertama pent-) (dari sisi logika) adalah sebagai 
berikut, bahwasanya hal tersebut termasuk janji yang murni sosial (Adlwa'ul Bayan 4/325), sehingga 
tidak ada keharusan untuk memenuhinya.' Selain itu, pendapat ini juga berdalil dengan menyamakan 
masalah ini dengan masalah hibah. Menurut jumhur, hibah belum terealisasi sebelum terjadi serah 
terima, hal ini berseberangan dengan pendapat Malikiyah. 

Berdasarkan pendapat jumhur, maka pihak pemberi hibah tidak dapat diperkarakan apabila dia 
menarik hibah yang akan diberikannya sebelum terjadi serah terima. Berdasarkan hal ini, jika hibah itu 
baru sekedar janji , tentunya hal tersebut lebih utama untuk tidak diperkarakan (Al Mughni 4/594: Al 
Adzkar hal 270, Bai'ul Murabahah hal. 25 dan 41). Oleh karena itu, Ibnu Audamah dalam Al Mughni dan 
An Nawawi dalam Al Adzkar berdalil dengan hal ini untuk menyatakan tidak adanya kewajiban untuk 
menunaikan janji. An Nawawi berkata dalam Al Adzkar, “Ulama yang berpendapat tidak adanya 
kewajiban untuk menunaikan janji beralasan bahwa hal itu sejenis dengan hibah. Hibah tidaklah wajib 


sebelum adanya serah terima menurut pendapat jumhur, sedangkan Malikiyah berpendapat sebaliknya”. 


Dalil pendapat kedua: 
Wajib ditunaikan. Pendapat ini ditopang oleh nash-nash yang telah lalu dan hadits “janji adalah 


hutang” yang diriwayatkan oleh Ath Thabrani dari Ibnu Mas'ud secara marfu' dalam Al Awsath, Al 
Oadha'i, Abu Nu'aim, Al Bukhari dalam Al Adabul Mufrad, Ad Dailami, Al Kharaithi dalam Makarimul 
Akhlag, Abu Dawud dalam Marasil, Ibnu Abid Dunya dalam Ash Shumt dan selain mereka, seluruh 
riwayat mereka datang dengan lafadz yang berbeda namun semakna dan riwayat-riwayat tersebut tidak 
lepas dari kelemahan (Kasyful Khifa, Faidlul OGadir, Adwa'ul Bayan, Al Magashid Al Hasanah karya As 
Sakhawi dan beliau menyendirikan pembahasan hadits ini dalam buku tersendiri. Dalam Tajul “Urus 
karya Az Zubaidi pada pembahasan Al Wa'du disebutkan bahwa buku tersebut berjudul, Iltimasus Sa” di 


fil Wafa-i bil Wa'di (Merengkuh Kebahagiaan dengan Menunaikan Janji). 


Dalil Pendapat Ketiga: 
Pendapat ini menyatakan apabila janji tersebut dapat menimbulkan kerugian atau bahaya jika 


tidak ditunaikan, maka dapat diajukan ke pengadilan untuk memaksa agar janji tersebut ditunaikan 
(Fathul Baari 5/222, 290). Hujjah pendapat ini adalah keumuman sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, 
“Tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat mencelakakan diri sendiri maupun orang lain.” (HR. Ibnu 
Majah nomor 2331, 2332: Ad Daruguthni nomor 3124, 4595, 4597: Malik nomor 1234: Ahmad nomor 
2719, 21714, Al Hakim nomor 2305) 
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Syaikh kami, Al Amin rahimahullah dalam Adlwaul Bayan setelah memaparkan khilaf dalam 
permasalahan ini berkata, “Pendapat yang benar menurutku dalam permasalahan ini, wallahu ta'ala 
a'lam, adalah tidak diperbolehkannya menyelisihi janji, karena hal tersebut merupakan salah satu ciri 


kemunafikan dan Allah ta'ala juga berfirman, 


(V) Oetkti Y La Ielts lali Sie Lita 
Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan” (Ash 


Shaaf: 3). 


Keumuman ayat ini mencakup perbuatan menyelisihi janji. Namun, apabila seseorang terhalang 
untuk menunaikan janjinya, maka dia tidak dapat dimejahijaukan dan juga tidak dapat dipaksa untuk 
menunaikan hal tersebut. Yang patut dilakukan adalah menasehati tanpa memaksanya, karena sebagian 
besar ulama berpendapat bahwa orang tersebut tidak dapat dipaksa untuk menunaikan janjinya. Hal ini 
disebabkan janji yang dimaksudkan adalah semata-mata janji seseorang untuk memberikan suatu 
kebaikan kepada pihak lain (bukan janji yang terkait dengan perniagaan-pent). Dan hanya Allah-lah yang 
Mahamengetahui” (Adlwa'ul Bayan 4/2). 

Berbagai Makalah dan Tulisan yang Membahas Jual Beli Murabahah lil Amir bisy Syira' 


Berikut beberapa tulisan dan makalah yang telah membahas permasalahan ini, 

1. Bai'ul Murabahah kamaa Tajriihi Al Banuk Al Islamiyah, karya Muhammad bin Sulaiman Al Asygar, 
terbitan tahun 1404 H oleh Maktabah Al Falah, Kuwait. 

2. Fighul Murabahah fit Tathbigil Igtishadil Mu'ashir, karya Abdul Hamid bin Mahmud Al Ba'ily. 
Penerbit Maktabah As Salam Al “Alamiyah, Kairo. 

3. Bai'ul Murabahah lil Amir bisy Syira' kamaa Tajriihil Masharif Al Islamiyah, karya Yusuf Al 
Oaradlawy. Terbitan Darul Galam, Kuwait, tahun 1405 H. 

4. Al Murabahah: Ushuluha wa Ahkamuha wa Tathbiguha fil Masharifil Islamiyah, karya Ahmad “Ali 
Abdullah, terbitan Ad Darus Sudaniyah, Khurthum, tahun 1407 H. 

5. Kasyful Ghitha' “an Bai'il Murabahah lil Amir bisy Syira”, karya Rafig Al Mishry. 

6. Al Mausu'ah Al “lmiyah wal “Amaliyah lil Banuk Al Islamiyah. Persatuan Bangsa-bangsa untuk Bank 
Islami. 

7. Al Murabahah fil Banuk Al Islamiyah wa Munagasyatu Wadl'iha 'alaa Dlauil Adillah, karya Badr bin 
Abdillah Al Muthawwi', terbitan Mathba'atul Jadzur, Kuwait. 
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8. Al Istitsmar Al Arbawi fii Nithagi “Agdil Murabahah, tulisan Hasan bin Abdillah Al Amiin. 
9. Tathwirul A'malil Mashrafiyyah bimaa Yattafigusy Syari'atal Islamiyah . Saami Hamud, Al Urdun. 
10. Al Wadai'il Mashrafiyah wa Istitsmariha fil Islam halaman 325-330, karya Hasan Abillah Al Amiin. 


Berbagai seminar perbankan islam telah diadakan untuk membahas permasalahan ini dan telah 
mengeluarkan sejumlah fatwa, diantaranya adalah 

1. Al Mu'tamar Ad Daulits Tsani lil Igtishadil Islamiyah yang diadakan di Islamabad, Pakistan tahun 
1983 Masehi. 
Mu'tamar Al Mashraf Al Islamy pertama di Dubai tahun 1399 H. 
Mu'tamar Al Mashraf Al Islamy kedua di Kuwait tahun 1403 H. 
Al Majma' Al Milki li Buhutsil Hadlaratl Islamiyah di Amman tahun 1407 H. 


Fatwa Samahatusy Syaikh Abdul “Aziz bin Baaz, Saudi. 


Met PN XM 


Fatwa Syaikh Badr Al Mutawally Abdil Basith, Kuwait. 


(1) Al Hudud karya Ibnu “Arafah, lihat Fatawa “Ilyas 1/254, Al Adzkar hal. 270: Al Adabul Mufrad ma'a syarhihi: 
Bai'ul Murabahah karya Al Asygar. 

(2) Kitab yang membicarakan kiat-kiat untuk melembutkan hati.pent- 

(3) Kitab yang membicarakan keutamaan-keutamaan berbagai amalan.pent- 

(4) Inilah pendapat yang rajih berdasarkan ayat-ayat dan hadits yang menjelaskan bahwa menyelisihi janji adalah 
perkara yang dicela syari'at dan merupakan salah satu ciri kemunafikan. Wallahu ta'ala a'lam. Namun, 
mengenai pelakunya, apakah dapat dimejahijaukan ataukah tidak, maka anda dapat melihat kesimpulan 


permasalahan tersebut pada penjelasan Syaikh Al Amin Asy Syingithi rahimahullah.pent- 


Berbagai Bentuk Jual Beli Muwa'adah 


Berdasarkan penelitian, model murabahah lil amir bisy syira' yang dipraktekkan berbagai 
lembaga keuangan islam dapat dikategorikan sebagai bai' al muwa'adah yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: 


e Bentuk pertama 


Akad yang dilakukan bukanlah akad yang lazim (harus dipenuhi) diantara kedua belah 
pihak tanpa menyebutkan kadar keuntungan. Seperti seorang nasabah ingin membeli suatu 
barang kemudian dia mendatangi suatu lembaga keuangan dan berkata, “Belilah barang ini 
untukmu dan aku akan membelinya darimu dengan disertai tambahan harga, baik secara kontan 
maupun bertempo”. 


e Bentuk kedua 
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Akad yang dilakukan adalah bukan akad yang lazim (harus dipenuhi) diantara kedua 
belah pihak, namun kadar keuntungan disebutkan. Semisal seseorang yang menginginkan suatu 
barang tertentu kemudian mendatangi suatu lembaga keuangan dan berkata, “Belilah barang ini 
untukmu! Aku akan membelinya darimu baik secara kontan atau bertempo dan aku akan 
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memberi laba 1000 riya 
e Bentuk ketiga 


yang dilakukan kedua belah pihak adalah akad lazim (harus dipenuhi) sesuai 
kesepakatan mereka dengan menyebutkan kadar keuntungan. Seperti seseorang yang 
menginginkan barang dengan karakteristik tertentu kemudian mendatangi suatu lembaga 
keuangan dan keduanya bersepakat bahwa lembaga keuangan tersebut berkomitmen membeli 
barang yang dimaksudkan -dapat berupa aktiva tetap, perkakas atau semisalnya-, setelah 
barang dibeli oleh lembaga keuangan, nasabah berkomitmen untuk membeli barang itu dari 
lembaga keuangan, dengan harga yang telah disepakati bersama baik secara kontan maupun 
bertempo. 


Sebab Terjadi Jual Beli Muwa'adah 


Negeri-negeri Islam mengerang disebabkan terjadinya berbagai bentuk mu'amalah ribawi yang 
menekan berbagai bank dan lembaga keuangan. Seluruh tempat tersebut merupakan tempat yang 
mengumandangkan perang terhadap Allah dan rasul-Nya, pusat terbesar yang mengguncangkan 
ekonomi, menghancurkan negeri, memisahkan rasa malu dari kehidupan serta menambah jumlah orang 
yang fakir dan yang berhutang. 


Di masa permulaan, berbagai bentuk mu'amalah yang banyak dilakukan orang adalah 
mu'amalah ribawi yang dibesar-besarkan dengan nama dusta, yaitu 'pinjaman berbunga”. Dan 
sesungguhnya di antara dampak gelombang semangat keislaman kontemporer adalah adanya gerakan 
dari bank-bank Islam. Telah menjadi kewajiban mereka, mewujudkan mu'amalah yang islami sehingga 
mengembalikan umat agar dapat menunaikan bentuk mu'amalat yang sesuai dengan agama dan syari'at 
Allah serta menepis segala bentuk infiltrasi yang ingin menyusup ke dalamnya. 


Layaknya seorang muslim yang terlahir dari pernikahan yang islami maka dirinya wajib meniti 
hidup serta mempraktekkan segala usaha dan bentuk mu'amalah berdasarkan akad-akad syar'i yang 
terbebas dari bentuk riba. 


Didorong keinginan untuk menolak mu'amalah ribawi yang disebut dengan “pinjaman berbunga' 
tadi, maka berbagai lembaga keuangan islam mengadakan bentuk mu'amalah yang dinamakan 'Bai'ul 
Murabahah' atau 'Bai'ul Murabahah lil Amir wasy Syira', akan tetapi nama yang lebih tepat untuk 
bentuk mu'amalah ini adalah “Bai'ul Muwa'adah', karena di dalam transaksi mu'amalah tersebut 
terdapat janji yang diadakan kedua belah pihak, yaitu janji yang berasal dari nasabah untuk membeli 
barang dari bank, dan janji dari bank untuk membeli barang yang dipesan nasabah kemudian menjual 
barang itu kepadanya. 
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Selain itu, perjanjian antara kedua belah pihak dalam bentuk jual beli ini,-apakah ditunaikan 
atau tidak- merupakan pokok perselisihan di antara ulama dalam menentukan hukumnya,-apakah 
haram atau tidak-. Sehingga penamaan transaksi ini dengan “Bai'ul Muwa'dah' lebih tepat untuk 
digunakan karena nama merupakan wadah bagi makna yang terkandung di dalamnya. 


Maka apakah bentuk mu'amalah ini hukumnya haram seperti pinjaman berbunga? Atau boleh 
secara mutlak atau perlu perincian? Silahkan menyimak pembahasan berikut? Wallahu a'lam. 


Hukum Jual Beli Muwa'adah 


Beberapa peneliti telah keliru karena menganggap permasalahan ini adalah permasalahan 
kontemporer sehingga terjerumus ke dalam berbagai kekeliruan. Insya Allah terdapat pembahasan 
khusus mengenai hal tersebut dalam sub-bab ini. 


Sesungguhnya permasalahan ini telah dibahas dan dikodifikasikan oleh para ahli figih terdahulu 
dalam pembahasan 'al hiyal' dan “al buyu', sebagaimana yang diterangkan oleh Muhammad bin Al 
Hasan Asy Syaibani dalam kitab Al Hiyal hal. 79 dan 127, Malik dalam Al Muwaththa' beserta Al Muntaga 
karya Al Baji hal. 38-39, Asy Syafi'i dalam Al Umm 3/39, Ibnul Gayyim dalam A'lamul Muwagi'in 4/39 dan 
para ulama selain mereka 


Berikut beberapa perkataan mereka dalam permasalahan ini, 
e Ulama Hanafiyah 


Muhammad bin Al Hasan Asy Syaibani dalam Al Hiyal berkata, “Aku berkata (kepada 
Abu Hanifah), “Bagaimana pendapat anda mengenai seseorang yang memerintahkan orang lain 
untuk membeli sebuah rumah berharga 1000 dirham, dan dia mengatakan jika orang tersebut 
telah melakukannya maka orang yang memerintahkan tadi akan membelinya dengan harga 
1100 dirham. Maka orang yang diperintahkan tadi hendak melakukannya namun dia khawatir 
apabila dia telah membelinya, orang yang memerintahkan tersebut membatalkan dan tidak jadi 
membeli rumah tersebut darinya, bagaimana solusi terhadap permasalahan tersebut? 


Beliau (Abu Hanifah) berkata, “Hendaknya orang yang diperintah tadi membeli rumah 
tersebut dan meminta hak khiyar selama 3 hari kemudian rumah tersebut diserahterimakan. 
Setelah itu, apabila orang yang memerintahkan datang kepadanya, hendaknya orang tersebut 
(yang memerintahkan untuk membeli rumah-pent) yang memulai pembicaraan, semisal, “Aku 
beli rumah ini darimu dengan harga 1100 dirham” dan hendaknya dia (pihak yang diperintah- 
pent) menjawab dengan perkataan semisal, “Rumah itu untukmu dengan harga tersebut”. 
Sehingga akad tersebut menjadi akad yang lazim (harus dipenuhi) bagi orang yang 
memerintahkan tadi dan perkataannya (perkataan orang yang diperintah untuk membeli rumah, 
pent-) hanya sebagai jawaban terhadap orang tadi. 


Maksudnya adalah hendaknya orang yang diperintahkan untuk membeli rumah tadi 
jangan memulai pembicaraan terlebih dahulu dengan mengatakan, “Aku jual rumah tersebut 
kepadamu dengan harga 1100 dirham”. Karena hal tersebut dapat membatalkan hak khiyarnya 
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dan gugurlah haknya untuk mengembalikan rumah tersebut kepada penjualnya. Dengan 
demikian, apabila orang yang memerintahkan tadi membatalkan keinginannya, maka masih 
memungkinkan rumah tersebut dikembalikan pada masa khiyar sehingga kerugian dapat 
dihindari”. 


e Ulama Malikiyah 


Dalam Al Muwaththa', bab “Bai'ataini fii Bai'atin”. Beliau (Imam Malik, pent-) 
mendengar berita bahwa seseorang berkata kepada orang lain, “Belilah unta tersebut bagiku 
secara kontan dan aku akan membelinya darimu dengan hutang. Imam Malik bertanya pada 
Abdullah Ibnu “Umar mengenai permasalahan ini dan beliau radliallahu “anhu membenci dan 
melarang hal tersebut”. 


Masalah ini dijelaskan oleh ulama Malikiyah -(lihat: Bai” Al Murabahah karya Al Asygar 
hal. 34)- dalam Al Muntaga karya Al Baji 5/38-39, Al Kafi karya Ibnu Abdil Barr, Al Mugaddimat 
karya Ibnu Rusyd 2/537 dan Khalil dalam Al Mukhtashar dan seluruh Syarh Mukhtashar Khalil. 


Berikut ini penjelasan Ibnu Rusyd dalam Al Mugaddimat (2/537-539), “Pasal jual beli 
“Inah terbagi menjadi 3 jenis, ada yang hukumnya boleh, makruh dan haram. 


Jual beli “inah yang diperbolehkan semisal seseorang yang bertanya pada seorang 
penjual 'inah, “Apakah engkau memiliki barang berikut ini sehingga aku dapat membelinya 
darimu?”, penjual menjawab, “Aku tidak memilikinya”. Namun penjual tersebut bergegas 
membeli barang yang diminta dan memberitahukan orang tersebut bahwa dia telah memiliki 
barang yang dicarinya tadi, kemudian orang tersebut membeli barang itu darinya baik secara 
kontan atau hutang. 


Adapun jual beli 'inah yang dimakruhkan, semisal perkataan seseorang kepada orang 
lain, “Belilah suatu barang dan aku akan membelinya darimu dengan harga yang lebih tinggi”, 
hal ini dilakukan tanpa adanya tawar-menawar untuk menetapkan kadar keuntungan. 


Adapun jual beli “inah yang diharamkan terbagi menjadi 6 bentuk, 


Pertama, terjadi tawar-menawar dalam penentuan kadar keuntungan, semisal 
perkataan, “Belilah barang itu yang berharga 10 dirham secara kontan dan aku akan 
membelinya darimu seharga 12 dirham dengan kontan”. 


Kedua, semisal perkataan, “Belilah barang itu bagiku dengan harga 10 dirham secara 
kontan dan aku akan membelinya darimu seharga 12 dirham dengan hutang”. 


Ketiga, berkebalikan dengan bentuk yang kedua, semisal perkataan, “Belilah barang itu 
seharga 12 dirham secara hutang dan aku akan membelinya darimu dengan kontan seharga 10 
dirham”. 
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Keempat, semisal perkataan seseorang “Belilah barang itu untuk dirimu seharga 10 
dirham dengan kontan dan aku akan membelinya darimu seharga 12 dirham secara kontan”. 


Kelima, semisal perkataan seseorang, “Belilah barang itu untukmu dengan 10 dirham secara 
kontan dan aku akan membelinya darimu seharga 12 dirham dengan hutang”. 


Keenam, kebalikan dari bentuk sebelumnya, semisal perkataan, “Belilah barang itu 
untukmu” atau perkataan, “Belilah”, kemudian aku akan membelinya darimu seharga 12 dirham 
secara kontan”. 


Perincian Ibnu Rusyd terhadap Bentuk Pertama dan Kedua 


Kami (penterjemah) membatasi penjelasan Ibnu Rusyd pada bentuk pertama dan kedua, 
mengingat kedua bentuk ini yang berkaitan dengan tema bahasan kita. Ibnu Rusyd berkata, 


Bentuk pertama —yakni perkataan seseorang, “Beli barang itu untukku dengan harga 10 
dinar kontan dan aku akan membelinya darimu seharga 12 dinar kontan-. Berdasarkan hal ini, 
maka status orang yang diperintah tadi adalah sebagai orang suruhan untuk membeli barang 
yang diminta dengan upah sebesar 2 dinar, karena dia membeli barang tersebut bukan untuk 
dirinya melainkan untuk orang yang memerintahkannya. 


Sehingga ucapan pihak yang memerintah, “Aku akan membeli barang itu darimu” adalah 
sia-sia dan tidak berguna, karena dialah yang memerintahkan orang lain agar membeli barang 
tersebut untuk dirinya. 


Maka, apabila uang untuk membeli barang berasal dari pihak yang memerintah atau 
pihak yang diperintah, dan tidak disertai adanya persyaratan tertentu maka transaksi semacam 
ini diperbolehkan. Akan tetapi, apabila uang tersebut berasal dari pihak yang diperintah disertai 
adanya persyaratan tertentu, maka bentuk transaksi ini merupakan bentuk ijarah yang terlarang. 
Hal ini dikarenakan, karena pihak pertama memberikan dua dinar tambahan kepada pihak 
kedua, dengan syarat pihak kedua membeli barang tersebut bagi pihak pertama dengan uang 
miliknya (pihak kedua, pent-) dan harga jual barang dari pihak kedua kepada pihak pertama 
ditentukan oleh pihak pertama, sehingga transaksi ini mengandung akad ijarah dan salaf. Orang 
yang diperintah berhak mendapatkan upah standar kecuali upah standar tersebut melebihi dua 
dinar, maka dia tidak boleh mengambil upah tersebut menurut madzhab Ibnul Oasim. 


Bentuk Kedua 


Bentuk kedua adalah semisal perkataan seseorang kepada orang lain, “Belilah barang 
yang berharga 10 dinar itu untukku secara kontan, kemudian aku akan membelinya darimu 
seharga 12 dinar secara hutang. Hukum transaksi ini adalah haram dan tidak diperbolehkan, 
karena terdapat tambahan dalam hutangnya dari harga yang semestinya, yaitu dua dinar. 


Namun, apabila hal ini terjadi maka barang tersebut menjadi hak milik pihak yang 
memerintahkan karena barang tersebut diperuntukkan baginya dan dia mengadakan hutang 
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dengan pihak yang diperintah, agar pihak kedua tersebut dapat mengambil untung yang lebih 
besar pada saat hutangnya jatuh tempo. Maka solusinya adalah, pihak pertama memberi uang 
kepada pihak kedua sebesar 10 dinar secara kontan dan membuang tambahan hutang sebesar 
dua dinar tersebut. 


Adapun upah bagi pihak kedua, maka terdapat beberapa pendapat. Pertama, dia 
memperoleh upah standar seberapapun besarnya. Kedua, dia mengambil nominal terkecil 
antara upah standar atau tambahan dua dinar tadi. Ketiga, tidak diperkenankan baginya untuk 
memperoleh upah sama sekali karena hal tersebut adalah upaya untuk menyempurnakan riba 
dan pendapat ini merupakan pendapat Sa'id ibnul Musayyib. 


Ad Dardir berkata dalam Asy Syarhush Shoghir 3/129 (dinukil dari Bai'ul Murabahah karya Al 
Asygar hal.37): 


“Yang dimaksud dengan jual beli “inah adalah jual beli yang dilakukan seseorang, dimana tatkala 
dimintai suatu barang, namun pada saat itu dia tidak memilikinya. Kemudian dia membeli 
barang yang diminta oleh si pembeli dan menjual kepadanya. Transaksi ini diperbolehkan, 
kecuali bila si pembeli mengatakan, “Belilah barang itu dengan tunai seharga 10 dinar dan aku 
akan membelinya darimu seharga 12 dinar secara hutang”, maka bentuk semacam ini terlarang, 
dikarenakan mengandung unsur adanya tambahan manfaat yang diambil dari hutang, sebab 
seakan-akan penjual menghutangi pembeli seharga 10 dinar, kemudian mengambil keuntungan 
sebesar 2 dinar ketika jatuh tempo. 


e Ulama Syafi'iyah 
Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam Al Umm, 


Apabila terdapat dua orang, yang satu mengatakan kepada yang lainnya, “Belilah barang 
itu dan aku akan membelinya darimu dengan tambahan keuntungan.”, kemudian lelaki tersebut 
membelinya. Maka aku berpendapat transaksi seperti ini diperbolehkan dan orang yang 
mengatakan, “Aku akan membelinya darimu dengan adanya tambahan keuntungan dan adanya 
hak khiyar”, maka apabila dia mau dia boleh membeli barang tersebut atau membatalkannya. 
Demikian pula apabila dia berkata, “Belikan untukku sebuah barang dengan sifat tertentu atau 
barang apapun yang engkau mau, aku akan membeli barang tersebut darimu dengan 
keuntungan tertentu” Bentuk ini sama dengan yang sebelumnya. Apabila kedua pihak 
memperbaharui akad transaksi, maka diperbolehkan. 


Namun, jika keduanya mengadakan transaksi jual beli dengan syarat saling mewajibkan 
diri mereka masing-masing untuk melakukan akad di atas (tidak ada hak khiyar bagi pihak yang 
mencari barang-pent), maka ini tidak diperbolehkan karena dua hal, 


e Keduanya melakukan transaksi jual beli barang yang belum dimiliki oleh pihak yang akan 
menjual. 
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e Mengandung unsur untung-untungan yang termaktub dalam ucapan, “Apabila engkau 
membeli barang tersebut dengan harga sekian, aku akan memberi keuntungan sekian.” 


e Ulama Hanabilah 
Ibnul Oayyim berkata dalam A'lamul Muwadi'in: 


“Contoh keseratus —di antara contoh-contoh trik hiyal- adalah seseorang berkata 
kepada orang lain, “Belilah rumah atau barang ini dari fulan seharga sekian, dan aku akan 
membeli barang itu darimu dengan adanya tambahan keuntungan.” Kemudian orang yang 
diperintah membeli barang itu khawatir apabila pihak yang memerintahkannya tidak jadi 
membeli barang itu sehingga tidak memungkinkan baginya untuk mengembalikan barang 
tersebut kepada pemiliknya. 


Solusi untuk masalah ini adalah hendaknya pihak yang diperintah tadi membeli barang 
itu dan meminta hak khiyar selama 3 hari atau lebih, kemudian dia berkata kepada pihak yang 
memerintahkannya, “Aku telah membeli barang yang engkau sebutkan.” Apabila pihak yang 
memerintahkan tadi membeli barang tersebut, maka selesai perkara. Apabila dia tidak jadi 
membelinya, maka pihak yang diperintahkan tadi dapat mengembalikan barang tersebut kepada 
pemiliknya dengan hak khiyar yang dia miliki. 


Apabila pihak yang memerintahkan mempersyaratkan adanya hak khiyar untuknya 
dalam transaksi, maka solusinya hendaknya khiyar bagi pihak yang memerintahkan lebih pendek 
daripada hak khiyar yang dimiliki oleh pihak yang diperintah. Sehingga apabila pihak yang 
memerintah tidak jadi membeli, maka pihak yang diperintah masih dapat mengembalikan 
barang tersebut kepada pemiliknya yang pertama.” (A'lamul Muwagi'in 4/302). 


Demikianlah sejumlah perkataan para ulama mengenai kasus fighiyyah ini yang diadopsi 
oleh berbagai lembaga keuangan islam dalam bermu'amalah dengan nasabah guna menjauhi 
transaksi ribawi yang diselenggarakan bank-bank konvensional, yaitu hutang yang disertai 
tambahan bunga. 


Berdasarkan nukilan-nukilan ini, hukum ketiga bentuk jual beli muwa'adah (murabahah 
lilamir bisy syira”) yang telah lalu dapat kita terangkan sebagai berikut: 


e Bentuk pertama, 


Adanya janji antara kedua belah pihak namun tidak wajib untuk dipenuhi (tidak lazim), 
serta tidak ada penentuan kadar keuntungan dan tawar-menawar diantara kedua belah pihak. 
Maka menurut pendapat yang lebih kuat transaksi ini hukumnya boleh sebagaimana yang telah 
dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan perkataan Ibnu Rusyd. 


Hal ini dikarenakan dalam bentuk transaksi ini tidak terdapat keharusan untuk 
memenuhi janji atau penyerahan kompensasi ketika terjadi kerusakan pada barang. Oleh karena 
itu, tidak ada ganti rugi bagi nasabah ketika barang tersebut rusak. Dengan demikian 
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bank/lembaga keuangan berada pada kondisi yang tidak pasti, karena nasabah belum tentu 
membeli barang tersebut darinya. Sekiranya salah satu dari kedua belah pihak membatalkan 
janjinya, maka tidak ada kompensasi hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang 
membatalkan, hal inilah (yaitu adanya ketidakpastian nasabah membeli barang dari 
bank/lembaga keuangan pent-) yang menjadi alasan dibolehkannya bentuk transaksi ini. 
Wallahu a'lam (Lihat Bai'ul Murabahah karya Al Asygar hal 47). 


e Bentuk kedua 


Yakni bentuk transaksi jual beli muwa'adah dimana terjadi saling janji antara kedua 
belah pihak namun tidak wajib untuk dipenuhi disertai adanya penentuan kadar keuntungan 
yang akan diberikan oleh pihak nasabah. Transaksi ini hukumnya terlarang sebagaimana 
perkataan Ibnu Rusyd yang telah lalu, karena pada transaksi ini pihak nasabah memberi 
tambahan terhadap salaf (utang)nya dan telah berlalu perkataan Ad Dardir dalam Asy Syarhush 
Shaghir. 


e Bentuk ketiga 


Transaksi saling janji diantara kedua belah pihak disertai keharusan untuk memenuhinya 
(akad lazim). Hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebelum objek transaksi 
menjadi milik lembaga keuangan juga disertai penentuan kadar keuntungan dan persyaratan 
adanya pihak yang menanggung apabila terjadi kerusakan pada barang. Hukum transaksi ini 
adalah haram karena setali tiga uang dengan hutang yang berbunga, berikut beberapa 
alasannya: 


1. Hakekat transaksi tersebut merupakan akad jual beli barang dengan adanya keuntungan 
bagi lembaga keuangan sebelum lembaga tersebut memiliki barang yang menjadi objek 
transaksi secara hakiki (belum terjadi serah terima dari penjual pertama, seperti dealer 
sepeda motor jika objeknya berupa motor pent-). 

2. Keumuman hadits-hadits Nabi yang melarang menjual barang yang belum dimiliki. 
Diantaranya adalah hadits Hakim bin Hizam radliyallahu “anhu, beliau berkata, “Aku 
bertanya pada Rasulullah, “Wahai Rasulullah seseorang mendatangiku dan meminta 
barang yang tidak kumiliki. Maka aku mengadakan akad jual beli dengannya kemudian 
barulah aku membeli barang tersebut dari pasar (untuk kuserahkan padanya-pent).” Maka 
beliau shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah engkau menjual barang yang tidak 
engkau miliki.” (HR. Abu Dawud nomor 3040, Tirmidzi nomor 1153: Nasaa'i nomor 4534: 
Ibnu Majah nomor 2178: Ahmad nomor 14772, 14773, 14776, 15021, Dishahihkan oleh Al 
Albani dalam Irwa'ul Ghalil nomor 1292, Ar Raudl An Nadlir nomor 296, Al Misykah nomor 
2967, Shahihul Jaami' nomor 7206). Alasan yang melatarbelakangi Nabi melarang 
seseorang menjual barang yang bukan miliknya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh 
Ibnu Audamah dalam Al Mughni (4/206): “Alasan beliau shallallahu “alaihi wa sallam- 
wallahu a'lam- adalah adanya unsur gharar (ketidakjelasan), apakah barang tersebut dapat 
diserahkan atau tidak.” (Al Gharar wa Atsaruhu fil “Ugud hal.319) 
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Dari Ibnu Umar radliallahu anhu, Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 
KPI Ketan Ld o Sa ee Ui LA ST Oa 0 TR Kat 0 . £ Oo... LA MISA KaMO 8 Ta 


“Tidak halal salaf yang dibarengi dengan penjualan , tidak halal dua syarat dalam satu 
transaksi, tidak halal mengambil keuntungan dari sesuatu yang belum menjadi tanggungan 
dan tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.”(HR. Abu Dawud nomor 3041: 
Tirmidzi nomor 1155, Nasaa'i nomor 4532: Ahmad nomor 6384: Al Hakim nomor 2146: 
Dishahihkan oleh Al Albani dalam Al Misykah nomor 2870 dan Shahih wadl Dla'iful 
Jaami'ish Shaaghiir nomor 13602). 


Ibnul Oayyim berkata, “Kedua lafadz hadits bersesuaian bahwa Nabi shallallahu “alaihi 
wa sallam melarang untuk menjual suatu barang yang belum dimiliki karena hal tersebut 
mengandung gharar. Apabila seseorang menjual suatu barang tertentu namun barang 
tersebut belum menjadi miliknya dan tidak berada di tempat akad, kemudian seseorang 
membelinya dan hendak mengambilnya maka penjual berada dalam ketidakpastian, 
apakah barang tersebut dapat diserahkan ataukah tidak. Maka transaksi ini mengandung 
gharar yang menyerupai judi sehingga beliau melarangnya.” Sebagian orang menyangka 
beliau shallallahu “alaihi wa sallam melarang transaksi semacam ini dikarenakan hal 
tersebut merupakan bentuk jual beli suatu barang yang ma'dum (tidak ada wujudnya-pent) 
dan mereka meriwayatkan sebuah hadits bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
melarang jual beli ma'dum. Akan tetapi, hadits tersebut tidak pernah termaktub di dalam 
kitab-kitab hadits dan tidak memiliki sanad.” (Zaadul Ma'aad 4/262). 


Al Khaththabi rahimahullah mengatakan, “Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
memaksudkan dalam sabda beliau “lx cml Wi Y” adalah jual beli benda tertentu 
bukan benda dengan sifat tertentu, bukankah beliau shallallahu “alaihi wa sallam 
membolehkan jual beli salam yang ditangguhkan, sedangkan hal tersebut merupakan jual 
beli suatu barang yang tidak dimiliki oleh penjual pada saat terjadinya transaksi . Beliau 
hanyalah melarang jual beli suatu barang yang tidak dimiliki oleh penjual dikarenakan 
mengandung unsur gharar (yakni adanya ketidakpastian dalam penyerahan barang 
sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ibnul Oayyim atau barang tersebut tidak 
mungkn diserahterimakan-pent), hal ini seperti seorang yang menjual budaknya yang 
kabur atau untanya yang hilang. Termasuk dalam kategori ini adalah menjual suatu barang 
yang belum yang menjadi tanggungan penjual semisal dia membeli suatu barang kemudian 
dia menjualnya sebelum barang tersebut diserahterimakan kepadanya” (Ma'aalimus Sunan 
ma'at Tahdzib 5/143) 


Keumuman hadits-hadits yang secara tegas melarang seseorang untuk menjual barang 


yang telah dibelinya namun belum diserahterimakan kepadanya (Zaadul Ma'aad 4/262- 
265: Tahdzibus Sunan 5/138-140). 
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Seluruh hadits yang diriwayatkan dari Ibnu “Umar, Ibnu' Abbas, Ibnu 'Amru dan selain 
mereka radliallahu 'anil jami' yang menyatakan hal ini berderajat shahih. Diantaranya 
adalah hadits Ibnu “Umar radliallahu “anhuma bahwasanya Rasulullah shallallahu “alaihi wa 
sallam bersabda, 


A3 gia (ia dan US Ualala # Ul Gya 


“Barangsiapa membeli makanan maka janganlah dia menjualnya kembali hingga dia 
mengambilnya.” (HR. Bukhari nomor 1982, 1992: Muslim nomor 2806, 2810: Abu Dawud 
nomor 3029: Tirmidzi nomor 1212, Nasaa'i nomor 4518: Ibnu Majah 2217 dan 2218, 
Ahmad nomor 373, 5057, 14681). 


Dari Ibnu “Umar radliallahu “anhuma bahwasanya Nabi shallallahu “alaihi wa sallam 
melarang untuk mengambil keuntungan dari barang yang belum menjadi tanggungannya 
dan menjual barang yang belum diserahterimakan. Hadits ini diriwayatkan Tirmidzi dan 
selainnya (takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya pada hal.29) 


Ibnul Mundzir, Al Khaththabi, Ibnul Gayyim dan selainnya meriwayatkan ijma' terlarangnya 
seseorang menjual makanan yang telah dibelinya namun belum diambilnya. 


Adapun barang selain makanan namun termasuk komoditi yang ditakar dan ditimbang atau 
berupa aktiva tetap (tanah, rumah dan semisalnya-pent) atau selainnya, maka mengenai 
hukumnya terdapat perselisihan di kalangan ulama menjadi 4 pendapat. Pendapat yang 
kuat dan dipilih para ulama peneliti adalah sama sekali tidak diperbolehkan menjual segala 
barang dagangan sebelum diserahterimakan . Ini merupakan madzhab Ibnu 'Abbas, 
Muhammad ibnul Hasan dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ibnul Oayyim 
menceritakan hal tersebut dan memilih pendapat ini serta mengatakan, “Pendapat ini 
merupakan pendapat yang paling benar dan kami memilihnya.” (Tahdzibus Sunan 5/132). 


Kemudian beliau (Ibnul Oayyim) menegaskan kembali alasan pelarangan dalam menjual 
barang yang belum dimiliki (diserahterimakan): 


“Maka alasan yang benar dalam masalah ini bahwa sebab terlarangnya bentuk jual beli 
tersebut adalah belum sempurnanya penguasaan barang oleh pembeli (penjual kedua- 
pent) dan keterputusan hak kepemilikan penjual (penjual pertama) terhadap barang 
tersebut. Penjual pertama dapat berupaya untuk membatalkan akad serta menolak untuk 
menyerahkan barang kepada pembeli (penjual kedua) ketika dirinya melihat bahwa 
pembeli (penjual kedua) memperoleh keuntungan yang besar.” (Tahdzibus Sunan 5/136- 
137). 


Sisi pendalilan dari pendapat ini berkaitan dengan permasalahan yang sedang kita bahas, 
adalah apabila seluruh nash yang secara tegas melarang penjualan barang yang belum 
diserahterimakan merupakan nash yang shahih, bermakna umum dan bahwasanya alasan 
pelarangan hal itu adalah tidak sempurnanya penguasaan barang di tangan pembeli 
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(penjual kedua), maka bagaimana bisa lembaga keuangan diperbolehkan untuk menjual 
sesuatu yang belum dimilikinya, memperjualbelikannya atau mengambil keuntungan 
darinya padahal barang itu secara hakiki belum menjadi miliknya dan belum dikuasai. Maka 
dalam kasus ini tentunya larangan lebih dipertegas. Wallahu a'lam. 


Sesungguhnya hakikat transaksi model ini adalah jual beli uang dengan uang yang 
kadarnya lebih banyak secara berjangka (bertempo), dan diantara keduanya terdapat 
sebuah barang yang “dihalalkan”. Tujuannya adalah memberikan pinjaman disertai adanya 
bunga. 

Oleh karena itu Ibnu “Abbas radliallahu “anhu berkomentar mengenai jual beli barang yang 
belum diserahterimakan, “Sesungguhnya dahulu transaksi ini seperti seseorang menjual 
dirham dengan dirham disertai makanan secara bertempo.” Diriwayatkan Bukhari, Muslim, 
Tirmidzi, An Nasaa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah. 

Al Khaththabi berkata, “Transaksi semacam itu tidak diperbolehkan, karena sebenarnya hal 
tersebut seperti menjual emas dengan emas sedangkan makanannya tidak berada di 
tempat transaksi.” 

Pendapat yang dipilih oleh para peneliti adalah larangan jual beli barang yang belum 
diserahterimakan mencakup makanan dan selainnya, adapun penggunaan makanan dalam 
perkataan ulama di atas adalah karena makanan merupakan objek yang sering digunakan 
dalam transaksi tersebut. Wallahu a'lam (Al Gharar wa Atsaruhu fil “Ugud hal. 329-330). 


Sesungguhnya seluruh jual beli yang diharamkan intinya karena tiga hal: 
se Riba 

se  Gharar 

e Memakan harta manusia dengan batil 


Al Jama'ah selain Bukhari telah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 
“alaihi wa sallam melarang jual beli gharar dan banyak hadits lain yang semakna 
dengannya. 


Hadits ini bukan menyandarkan maushuf kepada sifatnya, sehingga larangan Nabi 
shallallahu “alaihi wa sallam terkait dengan transaksi jual beli itu sendiri. Namun, hadits ini 
termasuk penyandaran mashdar kepada maf'ul-nya, sehingga larangan dalam hadits 
tersebut terkait dengan objek yang diperjualbelikan yang mengandung gharar (tidak pasti 
atau tidak mungkin diserahterimakan) seperti menjual buah sebelum matang dan menjual 
barang yang tidak dimiliki. Ini merupakan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul 
Oayyim rahimahumallah ta'ala (Zaadul Ma'ad 4/467: Al Gharar hal. 62-63). 


Oleh karena itu, Ibnul Gayyim memaparkan berbagai jenis jual beli ma'dum (objek 
transaksi tidak hadir saat transaksi-pent) sebagai berikut: 
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e Jual beli ma'dum dengan memaparkan sifat-sifat objek transaksi dengan menunda 
penyerahan objek tersebut (jual beli salam). Para ulama sepakat jual beli ini 
diperbolehkan. 

e Jual beli ma'dum yang wujud objek transaksi ada dan dapat diserahterimakan, seperti 
jual beli buah yang telah matang. Jual beli seperti ini diperbolehkan. 

e Jenis jual beli ma'dum yang ketiga adalah jual beli ma'dum yang tidak pasti dalam 
penyerahterimaannya dan tidak ada kepercayaan atas kemampuan penjual untuk 
menyerahkan barang tersebut kepada pembeli sehingga dalam kondisi ini pembeli 
berada dalam ketidakpastian. Jual beli model ini dilarang oleh Allah. Latar 
belakangnya adalah status objek transaksi tidak jelas, bukan karena status objek 
barang tidak berada saat transaksi. Diantara jual beli model ini adalah apa yang 
terkandung dalam hadits Hakim bin Hizam dan Ibnu “Umar radliallahu “anhuma. 
Sesungguhnya seorang penjual apabila menjual barang yang bukan miliknya dan tidak 
mampu menyerahkannya pada pembeli, maka hal ini persis dengan judi dan untung- 
untungan, yang pada hakekatnya hanya menjadikan akad jual beli yang dilakukan 
menjadi sia-sia (Zaadul Ma'aad 4/263). 


Beberapa Alasan yang Dikemukakan oleh Pihak yang Menyelisihi 


Dari penjelasan yang telah lewat, jelas tidak terdapat khilaf yang berarti menurut para ulama 
bahwa hukum jual beli bentuk ketiga adalah batil dan haram. Akan tetapi, tatkala bentuk mu'amalah ini 
telah tersebar luas di saat ini, dan berbagai pihak telah mencoba untuk mengupas permasalahan ini 
sehingga mengakibatkan perselisihan diantara mereka, antara pihak yang melarang dan membolehkan, 
(maka kami ketengahkan) beberapa alasan yang dikemukakan oleh pihak yang membolehkan bentuk 
mu'amalah tersebut. 


1. (Mereka beralasan) bahwa janji wajib ditepati, dan akad ini dilakukan semata-mata untuk 
mendapatkan objek transaksi sehingga akad yang dilakukan bukanlah kamuflase (untuk 
mendapatkan keuntungan tambahan). Nasabah (melakukan akad ini) guna memanfaatkan objek 
tersebut bukan demi memperoleh dirham tambahan. 

2. Adapun larangan Nabi shallallahu “alaihi wa sallam terhadap seseorang yang menjual barang 
yang tidak dimilikinya, maka itu khusus terkait dengan jual beli dimana objek transaksi harus 
diserahkan pada saat transaksi. Jika objek yang dijual ditangguhkan dengan adanya penentuan 
waktu, maka larangan tersebut tidak berlaku pada kondisi ini. Maka dalam kondisi demikian, 
yang berlaku adalah hukum jual beli aajal (adanya penangguhan penyerahan objek yang dijual). 

3. Larangan terhadap jual beli ma'dum hanyalah berlaku pada objek yang tidak mungkin ada di 
waktu mendatang. (Pada bentuk mu'amalah yang dipraktekkan saat ini), umumnya objek 
transaksi dapat dipastikan keberadaannya di waktu mendatang (Al Gharar wa Atsaruhu fil “Ugud 
hal. 357). 

4. Selain itu, dalam prakteknya, apabila nasabah terlambat dalam membayar hutangnya, tidak 
dikenakan tambahan hutang. 

5. Sesungguhnya bentuk mu'amalah ini sangat dibutuhkan sehingga hal ini menjadi motif untuk 
pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana kebutuhan untuk melangsungkan jual beli salam dan akad 
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istishna'. Gharar yang terdapat dalam bentuk mu'amalah tersebut dapat ditoleransi karena 
adanya kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan tersebut merupakan motif untuk melakukan 
mu'amalah ini dikarenakan luasnya praktek mu'amalah dan adanya kelebihan modal. 


Apabila mu'amalah ini tidak diperbolehkan, maka individu muslim akan mengalami kesulitan 


sehingga tidak mampu memperoleh berbagai kebutuhan yang ia inginkan. Jika mu'amalah ini tidak 


diperkenankan, maka dirinya akan melakukan hutang yang berbunga, padahal syari'at melarang setiap 


individu muslim untuk mengerjakan mu'amalah riba tersebut. Maka, mu'amalah ini diperbolehkan 


karena 


adanya kebutuhan yang bersifat urgen sekaligus sebagai upaya untuk melepaskan diri dari 


kekangan riba yang diharamkan dan demi mengejawantahkan berbagai manfaat bagi kaum muslimin. 


Kesimpulan 


(Berikut ini adalah) ketentuan pokok yang selayaknya diperhatikan agar jual beli muwa'adah 


atau murabahah lil amir bisy syira yang dipraktekkan oleh berbagai lembaga keuangan islam sesuai 


dengan 


1. 


Habis.... 


aturan syari'at: 


Hendaknya praktek yang dilakukan terbebas dari adanya kewajiban untuk menunaikan akad -— 
baik secara tertulis maupun lisan- antara kedua belah pihak|1Jsebelum barang dimiliki dan 
diserahterimakan kepada penjual kedua. 

Hendaknya kedua belah pihak (nasabah atau lembaga keuangan) terbebas dari kewajiban untuk 
menanggung kerugian apabila terjadi kerusakan pada barang. Bahkan pada asalnya, yang 
menanggung kerusakan barang adalah pihak lembaga keuangan. 

Akad tidak boleh dilaksanakan melainkan lembaga keuangan telah memiliki barang tersebut dan 
telah berpindah tangan ke pihak lembaga keuangan. Wallahu a'lam..(2). 


(1) Lihat kembali perkataan para ulama yang menyatakan bahwa dalam akad seperti ini tidak diperbolehkan 


bagi kedua pihak untuk mengadakan akad lazim pent-. 


(2) Segala puji bagi Allah ta'ala, diselesaikan pada tanggal 15 Rajab 1428 H bertepatan tanggal 29 Juli 2007 


Diterjemahkan oleh Muhammad Nur Ikhwan Muslim dan dimuraja'ah oleh Ust. Abu Umamah 
hafizhahullah. 
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PERBANKAN 


Bank Konvensional 


Perekonomian adalah salah satu bidang yang diperhatikan oleh syari'at Islam dan diatur dengan 
undang-undang yang penuh dengan kebaikan dan bersih dari kedhaliman. Oleh karenanya, Allah 
mengharamkan riba yang menyimpan berbagai dampak negatif bagi umat manusia dan merusak 
perekonomian bangsa. 

Sejarah dan fakta menjadi saksi nyata bahwa suatu perekonomian yang tidak dibangun di atas 
undang-undang Islam, maka kesudahannya adalah kesusahan dan kerugian. Bila anda ingin bukti 
sederhana, maka lihatlah kepada bank-bank konvensional yang ada di sekitar kita, bagaimana ia begitu 


megah bangunannya, tetapi keberkahan tiada terlihat darinya. Sungguh benar firman Allah: 


Cal Ca an LAN AAN 33 
Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. (OS. Al-Bagoroh: 276) 
Nah, di sinilah pentingnya bagi kita untuk mengetahui masalah Bank konvensional dan sejauh 


mana kesesuaiannya dengan hukum Islam karena pada zaman sekarang ini, Bank bagi kehidupan 


manusia hampir sulit dihindari. 
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Bank Syariah 


Sudah dimaklumi bahwa bank konvensional ribawi berkembang bersama datangnya para 
kolonial. Kesamaan masa antara pendudukan kolonial dengan berdirinya bank-bank ini di masyarakat 
islam membenarkan pendapat bahwa bank-bank tersebut dibangun dengan sengaja agar membantu 
penjajahan dengan menguasai perekonomiannya. Juga agar tertanam dihati masyarakat adanya ketidak 
sesuaian antara yang mereka yakini tentang pengharaman riba dengan realita yang mereka geluti yang 
tidak lepas dari riba. Demikian juga dibangun untuk menancapkan benih-benih keraguan tentang benar 
dan cocoknya syari'at islam di masa-masa kiwari ini. 

Namun Allah Ta'ala telah menjamin kebenaran syari'at-Nya dan memudahkan orang untuk 
berfikir ulang bahaya riba yang telah menimpa umat manusia dewasa ini. Akhirnya banyak orang yang 
berfikir untuk membangun bank-bank yang dibangun diatas sistem syari'at islam. Tentu saja 
tantangannya cukup berat karena harus meyakinkan masyarakat bahwa bank tersebut dapat menjadi 
solusi pengganti bank-bank ribawi. Karena itu perbankan syari'at harus mampu menunaikan hal-hal 
berikut ini: 

1. Bank syari'at harus mampu menunaikan semua fungsi yang telah dilakukan bank-bank ribawi 
berupa pembiayaan (Financing), memperlancar dan mempermudah urusan muamalaat, menarik 
dana-dana tabungan masyarakat, kliring dan transfer, masalah moneter dan sejenisnya dari 
praktek-praktek perbankan lainnya. 

2. Bank syari'at harus komitmen dengan hukum-hukum syari'at disertai kemampuan menunaikan 
tuntutan zaman dari sisi pengembangan ekonomi dalam semua aspeknya. 

3. Bank syari'at harus komitmen dengan asas dan prinsip dasar ekonomi yang benar yang sesuai 
dengan ideologi dan kaedah syari'at islam dan jangan sekedar menggunakan dasar-dasar teori 


ekonomi umum keuangan yang tentunya dibangun diatas dasar mu'amalah ribawiyah. 


Tiga perkara ini harus ditunaikan bank syari'at agar dapat berjalan seiring perkembangan zaman 


dengan semua fenomena dan problema kontemporernya. 


Karekteristik Bank Syari'at 


Lembaga keuangan syari'at memiliki karekteristik yang membedakannya dari bank-bank ribawi, 
diantaranya adalah: 
1. Lembaga keuangan syariat harus bersih dari semua bentuk riba dan mu'amalah yang dilarangan 


syari'at. Ini menjadi jorgan dan syiar utamanya. Tanpa ini satu lembaga keuangan tidak boleh 
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dinamakan lembaga keuangan syari'at. DR. Ghorib al-Gamal menyatakan: “Karekteristik bersih 
dari riba dalam muamalat perbankan syari'at adalah karekteristik utamanya dan menjadikan 
keberadaannya seiring dengan tetanan yang benar untuk masyarakat islami. (Lembaga 
keuangan syari'at) harus mewarnai seluruh aktifitasnya dengan ruh yang kokoh dan motivasi 
akidah yang menjadikan para praktisinya selalu merasa bahwa aktifitas yang mereka geluti tidak 
sekdar aktifitas bertujuan merealisasikan keuntungan semata, namun perlu ditambahkan bahwa 
itu adalah salah satu cara berjihad dalam mengemban beban risalah dan persiapan 
menyelamatkan umat dari praktek-praktek yang menyelisihi norma dasar islam. Diatas itu 
semua para praktisi hendaknya merasa bahwa aktifitasnya tersebut adalah ibadah dan 
ketakwaan yang akan mendapatkan pahala dari Allah bersama balasan materi duniawi yang 
didapatkan.” (Lihat Kitab Al-Mashorif Wa Buyut at-Tamwiel al-Islamiyah, DR. Gharib al-Jamal hal 
47!) 

2. Mengarahkan segala kemampuan pada pertambahan (at-Tanmiyah) dengan jalan its-titsmar 
(pengembangan modal) tidak dengan jalan hutang (al-Oardh) yang memberi keuntungan. 
Lembaga keuangan syari'at harus dapat mengelola hartanya dengan salah satu dari dua hal 


berikut yang telah diakui syari'at: 


1. Investasi Pengembangan modal langsung (al-lts-titsmar al-Mubaasyir) dalam pengertian 
Bank melakukan sendiri pengelolaan harta perniagaan dalam proyek-proyek riil yang 
menguntungkan. 

2. Investasi modal dengan musyarakah dalam pengertian Bank menanam saham dalam modal 
sector riil yang menjadikan bank syari'at tersebut sebagai Syariek (sekutu) dalam 
kepemilikan proyek tersebut dan berperan dalam administrasi, menegemen dan 
pengawasannya serta menjadi syariek juga dalam semua yang dihasilkan proyek tersebut 
baik berupa keuntungan atau kerugian dalam prosentase yang telah disepakati diantara 


para syariek. 


Karena bank syari'at dibangun diatas asas dan prinsip islam, maka seluruh aktifitas mereka 
tunduk kepada standar halal dan haram yang telah ditentukan syari'at islam. Hal ini menuntut lembaga 
keuangan berbuat beberapa hal berikut: 

1. Mengarahkan pengembangan modalnya (investment) dan memusatkannya pada lingkaran 


produk barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan umum kaum muslimin. 
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Menjaga jangan sampai produknya terjerumus dalam lingkaran haram. 

Menjaga setiap tahapan-tahapan produknya tetap berada dalam lingkaran halal. 

Menjaga setiap sebab produknya (sistem operasi dan sejenisnya) bersesuaian dalam lingkaran 
halal. 

Memutuskan dasar kebutuhan masyarakat dan maslahat umum sebelum melihat kepada profit 


yang akan didapat individunya. 


(Lihat Kitab Mi'at Su'al wa Mi'at Jawaab Haula al-Bunuk al-Islamiyah hal. 45-46| 


Mengikat pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial. Lembaga keuangan syari'at 
tidak hanya sekedar mengikat pengembangan ekonomi dan pertumbuhan social semata, namun 
harus menganggap pertumbuhan sosial masyarakat sebagai asas yang tidaklah pengembangan 
ekonomi memberikan hasilnya tanpa memperhatikan hal ini. Dengan demikian bank syari'at 
harus menutupi dua sisi ini dan komitmen terhadap perbaikan masyarakat dan keadilannya. 
Tidak mengarah seperti bank ribawi yang mengarah kepada proyek-proyek yang memiliki 
prospek dan menjanjika keuntungan yang lebih banyaj tanpa memperhatikan perkara 
pertumbuhan sosial kemasyarakatan, karena hal itu adalah kekurangan yang memiliki akibat 


bahaya dalam masyarakat. 


Mengumpulkan harta yang menganggur dan menyerahkannya kepada aktivitas its-titsmaar dan 
pengelolaan dengan target pembiayaan (tamwiel) proyek-proyek perdagangan, industri dan 
pertanian, karena kaum muslimin yang tidak ingin menyimpan hartanya di bank-bank 


ribawiberharap adanya bank syari'at untuk menyimpan harta mereka disana. 


Memudahkan sarana pembayaran dan memperlancar gerakan pertukaran perdagangan 
langsung (Harakah at-Tabaadul at-Tijaari al-Mubasyir) sedunia islam dan bekerja sama dalam 
bidang tersebut dengan seluruh lembaga keuangan syariat dunia agar dapat menunaikan 


tugasnya dengan sesempurna mungkin. 


Menghidupkan tatanan zakat dengan membuat lembaga zakat dalam bank sendiri yang 


mengumpulkan hasil zakat bank tersebut. Lalu menegemen lembaga keuangan sendiri yang 
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mengelola lembag zakat tersebut. Karena lembaga keuangan syari'at tunduk kepada 


pengelolaan harat untuk muamalat islami dan hak-hak wajib pada harta-harta tersebut. 


Membangun baitul mal kaum muslimin dan mendirikan lembaga untuk itu yang dikelola 


langsung manajemennya oleh lembaga keuangan tersebut. 


Menanamkan kaedah adil dan kesamaan dalam keberuntungan dan kerugian dan menjauhkan 
unsur ihtikaar (penimbunan barang agar menaikkan harga) dan meratakan kemaslahatan pada 
sebanyak mungkin jumlah kaum muslimin setelah sebelumnya kemaslahatan tersebut hanya 


milik pemilik harta yang besar yang tidak peduli dari jalan mana medapatkannya 


Demikianlah beberapa karekteristik lembaga keuangan syari'at yang diharapkan menjadi solusi 


pengganti bank-bank ribawi. Semoga harapan ini direalisasikan dalam bentuk nyata. 


Wabillahi at-Taufig. 


(Makalah ini diadaptasi seluruhnya dari kitab al-Bunuk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at-Tathbig, Prof.DR. 
Abdullah bin Muhammad bin Ahmad ath-Thoyaar, cetakan kedua tahun 1414 H, Dar al-Wathan, Riyadh, KSA hal 


91-95) 


Penulis: Kholid Syamhudi, Lc. 
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Definisi Bank Dan Sejarahnya 


Bank diambil dari bahasa Italia yang artinya meja. Konon penamaan itu disebabkan karena 
pekerjanya pada zaman dulu melakukan transaksi jual beli mata uang di tempat umum dengan duduk di 
atas meja. Kemudian modelnya terus berkembang sehingga berubah menjadi Bank yang sekarang 
banyak kita jumpai. 

Bank didefenisikan sebagai suatu tempat untuk menyimpan harta manusia secara aman dan 
mengembalikan kepada pemiliknya ketika dibutuhkan. Pokok intinya adalah menerima tabungan dan 
memberikan pinjaman. 

Bank yang pertama kali berdiri adalah di Bundugiyyah, salah satu kota di Negara Italia pada 
tahun 1157 M. Kemudian terus mengalami perkembangan hingga perkembangan yang pesat sekali 
adalah pada abad ke-16, di mana pada tahun 1587 berdirilah di Negara Italia sebuah bank bernama 
Banco Della Pizza Dirialto dan berdiri juga pada tahun 1609 bank Amsterdam Belanda, kemudian berdiri 
bank-bank lainnya di Eropa. Sekitar tahun1898, Bank masuk ke Negara-negara Arab, di Mesir berdiri 


Bank Ahli Mishri dengan modal lima ratus ribu Junaih|1|. 


Pekerjaan Bank 


Seorang tidak bisa menghukumi sesuatu kecuali setelah mengetahui gambarannya dan pokok 
permasalahannya. Dari sinilah, penting bagi kita untuk mengetahui hakekat Bank agar kita bisa 
menimbangnya dengan kaca mata syari'at. 

Pekerjaan Bank ada yang boleh dan ada yang haram, hal itu dapat kita gambarkan secara global 


sebagai berikut: 


A. Pekerjaan Bank Yang Boleh 
13. Transfer uang dari satu tempat ke tempat lain dengan ongkos pengiriman. 


14. Menerbitkan kartu ATM untuk memudahkan pemiliknya ketika bepergian tanpa harus 
memberatkan diri dengan membawa uang di tas atau dompet. 

15. Menyewakan lemari besi bagi orang yang ingin menaruh uang di situ. 

16. Mempermudah hubungan dengan Negara-negara lain, di mana Bank banyak membantu para 
pedagang dalam mewakili penerimaan kwitansi pengiriman barang dan menyerahkan uang 


pembayarannya kepada penjual barang. 
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Pekerjaan-pekerjaan di atas dengan adanya ongkos pembayaran hukumnya adalah boleh dalam 


pandangan syari'at. 


B. Pekerjaan Bank Yang Tidak Boleh 
1. Menerima tabungan dengan imbalan bunga, lalu uang tabungan tersebut akan digunakan oleh 


Bank untuk memberikan pinjaman kepada manusia dengan bunga yang berlipat-lipat dari bunga 
yang diberikan kepada penabung. 

2. Memberikan pinjaman uang kepada para pedagang dan selainnya dalam tempo waktu tertentu 
dengan syarat peminjam harus membayar lebih dari hutangnya dengan peresentase. 

3. Membuat surat kuasa bagi para pedagang untuk meminjam kepada Bank tatkala mereka 
membutuhkan dengan jumlah uang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi bunga di sini 


tidak dihitung kecuali setelah menerima pinjaman.I2| 


Bunga Bank Konvensional 


Dengan gambaran di atas, maka nyatalah bagi kita bahwa kebanyakan pekerjaan Bank dibangun 
di atas riba yang hukumnya haram berdasarkan Al-Our'an, hadits dan kesepakatan ulama Islam. 
1. Dalil Al-Gur'an 
OIL yag all AI Us, 
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (OS. Al-Bagoroh: 275) 
Cukuplah bagi seorang muslim untuk membaca akhir surat Al-Bagoroh ayat 275-281, maka dia 
akan merinding akan dahsyatnya ancaman Allah kepada pelaku riba. Bacalah dan 
renungkanlah!! 


2. Dalil hadits 
ASAM ABE AIS ga GO JSI sabang Ale dil eelua- ATI Ui) Dad UB ala DE 
Siwa J3 
Dari Jabir berkata: Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, wakilnya, sekretarisnya dan 
saksinya. (HR. Muslim 4177) 
3. Dalil Ijma' 


e Para ulama sepanjang zaman telah bersepakat tentang haramnya riba, barangsiapa 


membolehkannya maka dia kafirl3J. Bahkan, riba juga diharamkan dalam agama-agama 
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sebelum Islam. Imam al-Mawardi berkata: "Allah tidak pernah membolehkan zina dan riba 
dalam syari'at manapun" (4| 

e Kalau ada yang berkata: Kami sepakat dengan anda bahwa riba hukumnya adalah haram, tetapi 
apakah bunga Bank termasuk riba?! Kami jawab: Wahai saudaraku, janganlah engkau tertipu 
dengan perubahan nama. Demi Allah, kalau bunga Bank itu tidak dinamakan dengan riba, maka 
tidak ada riba di dunia ini, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok 


harta, inilah keadaan bunga bank konvensional itu. 


Kami tidak ingin memperpanjang permasalahan ini. Cukuplah sebagai renungan bagi kita bahwa 
telah digelar berbagai seminar dan diskusi tentang masalah ini, semunya menegaskan kebulatan bahwa 
bunga Bank konvensional adalah riba yang diharamkan Allah(5J. Bahkan dalam muktamar pertama 
tentang perekonomian Islam yang digelar di Mekkah dan dihadiri oleh tiga ratus peserta yang terdiri dari 
ulama syari'at dan pakar ekonomi internasional, tidak ada satupun di antara mereka yang menyelisihi 


tentang haramnya bunga Bank. 


Sebagai faedah, kami akan menyebutkan beberapa fatwa dan muktamar besar yang menyimpulkan 
haramnya bunga Bank: 
1. Keputusan muktamar kedua Majma' Buhuts Islamiyyah di Kairo pada bulan Muharram tahun 
1385 H/Bulan Mei tahun 1965 M dan dihadiri oleh para peserta dari tiga puluh Negara. 
2. Keputusan muktamar kedua Majma' Figih Islami di Jeddah pada 10-16 Rabi' Tsani 1406 H/22-28 
Desember 1985 M. 
3. Keputusan Majma' Robithoh Alam Islami yang diselenggarakan di Mekkah hari sabtu 12 Rojab 
1406 H sampai sabtu 19 Rojab 1406 H. 
4. Keputusan muktamar kedua tentang ekonomi Islami di Kuwait pada tahun 1403 H/1983 M. 
5. Keputusan Majma' Figih Islam di India pada bulan Jumadi Ula 1410 H.I6| 


Setelah menukil ijma' ulama tentang masalah haramnya bunga bank, DR. Ali bin Ahmad As-Salus 
mengatakan: 
"Dengan demikian, maka masalah bunga bank menjadi masalah haram yang jelas dan bukan lagi perkara 


yang samar, sehingga tidak ada ruang lagi untukperselisihan dan fatwa-fatwa pribadi".(7| 
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Setelah konsensus ini, maka janganlah kita tertipu dengan berbagai syubhat (kerancuan) 
sebagian kalangan|8| yang berusaha untuk membolehkan riba Bank, apalagi para ulama telah bangkit 


untuk membedah syubhat-syubhat tersebut.|9) 


Bekerja di Bank 


Bila kita ketahui bahwa Bank adalah tempat riba yang diharamkan dalam Islam, maka bekerja di 
Bank hukumnya adalah haram, karena hal itu berarti membantu mereka dalam keharaman dan dosa, 
atau minimalnya adalah berarti dia ridho dengan kemunkaran yang dia lihat. 


Allah berfirman: 


Abal! Apit AM GAM IA ORG AYI ae TS V9 SN, Gal le Ia 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat 


berat siksa-Nya. (OS. Al-Maidah: 2) 


Ayat ini merupakan kaidah umum tentang larangan tolong menolong di atas dosa dan 
kemaksiatan. Oleh karenanya, para ahli figih berdalil dengan ayat di atas tentang haramnya jual beli 
senjata pada saat fitnah, jual beli lilin untuk hari raya Nashoro dan sebagainya, karena semua itu 
termasuk tolong menolong di atas kebathilan. 


Lebih jelas lagi, perhatikan bersamaku hadits berikut: 


Ula Aaaa Ly ASIS AS yag Lal JSI -aluy date dil lum AMI Ugaa) cad JB yel Ye 
Sa 
Dari Jabir berkata: Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, wakilnya, sekretarisnya dan 
saksinya. (HR. Muslim 4177) 
Imam Nawawi berkata: "Hadits ini jelas menunjukkan haramnya menjadi sekretaris untuk riba 
dan saksinya. Hadits ini juga menunjukkan haramnya membantu kebathilan".(10) 
Para ulama kita sekarang telah menegaskan tentang tidak bolehnya menjadi pegawai Bank, 


sekalipun hanya sebagai satpam. Kewajiban baginya adalah menghindari dari laknat Allah dan mencari 


pekerjaan lain yang halal, sesungguhnya Allah Maha luas rizkiNya.|(11) 
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Bolehkah Menabung di Bank 


Pada asalnya menyimpan uang di Bank hukumnya tidak boleh karena hal itu termasuk 
membantu kelancaran perekonomian riba yang jelas hukumnya haram, sebab uang tersebut akan 
digunakan oleh Bank untuk memberikan pinjaman kepada orang lain dengan riba. Oleh karena itu, maka 
pada asalnya setiap muslim harus putus hubungan dan thalak tiga dengan Bank. Hanya saja, pada zaman 
sekarang terkadang seorang tidak bisa menghindari diri dari Bank, sehingga para ulama 
membolehkannya apabila dalam keadaan dharurat sekali dan tidak ada cara lain untuk menyimpan 
hartanya. 

Dari sini, dapat kita katakan bahwa orang yang menyimpan uang di Bank tidak keluar dari dua 
keadaan: 

Pertama: Orang yang ingin membungakan dan mengembangkan hartanya dengan jalan riba. 
Tidak ragu lagi bahwa orang ini telah terjatuh dalam keharaman dan terancam dengan peperangan Allah 


dan rasulNya. Lantas, siapakah yang menang jika berhadapan dengan Allah dan rasulNya?! 


Al ga 3 AI Ga sala Lita 


Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. (OS. Al-Bagoroh: 279) 


Kedua: Orang yang ingin menyimpan hartanya agar aman. Hal ini terbagi menjadi beberapa 

keadaan: 
1. Apabila ada tempat lain atau bank Islam yang bersih dari riba untuk penyimpanan secara aman, 
maka tidak boleh dia menyimpan di bank konvensional karena tidak ada kebutuhan mendesak 


dan ada pengganti lainnya yang boleh. 


2. Apabila tidak ada bank Islami yang bersih dari riba atau tempat aman lainnya padahal dia sangat 
khawatir bila harta tersebut akan dicuri atau lainnya, maka hukumnya adalah boleh karena 
dharurat. Hal ini berbeda-beda sesuai keadaan manusia. Artinya, tidak semua orang terdesak 
untuk menyimpan uangnya di Bank. Maka hendaknya seorang bertagwa dan takut kepada Allah, 
janganlah dia meremehkan dengan alasan dharurat padahal tidak ada dharurat sama sekali 


sebagaimana banyak dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin.I12| 
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Memanfaatkan Bunga Bank 


Kalau kita katakan bahwa boleh menabung di Bank dalam kondisi dharurat, maka tentu saja 


akan muncul pertanyaan: Apa yang kita perbuat dengan bunga (baca: riba) yang diberikan Bank kepada 


tabungan kita?! 


Kami katakan: Ada beberapa kemungkinan apa yang kita lakukan terhadapnya: 


1: 


2 
3. 
4 


Mengambilnya dan memanfaatkannya seperti uang pokok. 

Membiarkannya untuk Bank agar dimanfaatkan sesuka Bank. 

Mengambilnya lalu merusaknya. 

Mengambilnya lalu memberikannya kepada fakir miskin atau untuk keperluan umum bagi 


kemaslahatan kaum muslimin 


Mengambilnya dan memberikannya kepada orang yang dizhalimi oleh Bank dengan riba. 


Pendapat yang paling mendekati kebenaran -menurut kami- adalah pendapat keempat yaitu 


mengambilnya dan memberikannya kepada fakir miskin atau keperluan umum bukan dengan niat 


sedekah tetapi untuk membebaskan diri dari uang yang haram. Inilah pendapat yang dipilih oleh para 


ulama seperti Lajnah Daimah|13J, al-Albani(|14J, Musthofa az-Zargo dan lain sebagainya|15|. 


Solusi Dan Seruan 


Setelah keterangan singkat di atas maka sudah semestinya bagi kaum muslimin, khususnya 
kepada para pemimpin|16J untuk mengingkari bersama praktek riba yang berkembang di Bank 
dan berusaha untuk mendirikan Bank-Bank Islam yang bersih dari riba dan sesuai dengan 
undang-undang syari'at Islam yang mulia, atau memperbaiki bank-bank Islam yang sudah ada 
karena masih disinyalir oleh banyak kalangan belum bersih dari praktek riba dan belum 
memadai pelayanannya di semua penjuru kota. 

Sungguh keji keji ucapan seorang bahwa tidak ada Bank kecuali dengan bunga dan tidak ada 
kekuatan ekonomi Islam kecuali dengan Bank|(17). Ini adalah kedustaan nyata, sebab sepanjang 
sejarah Islam berabad-abad lamanya, perekonomian mereka stabil tanpa Bank Riba. 

Sekali lagi, kami menghimbau kepada para ulama, para pemimpin, para ahli ekonomi, para 
pedagang besar untuk berkumpul dan mendiskusikan masalah ini dengan harapan agar Bank- 


Bank Islam yang bersih dari kotoran riba akan banyak bermunculan di Negeri kita tercinta 
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sehingga kita tidak lagi membutuhkan kepada bank-bank riba. Dan kewajiban bagi setiap muslim 
untuk bahu-membahu mendukung ide tersebut agar mereka selamat dari jeratan riba yang 


menyebabkan murka Allah. 


disusun oleh: 
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi 
http://abiubaidah.wordpress.com 
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Tinjauan Kritis Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia 


Tinjauan Pertama: Status Perbankan Yang Tidak Jelas. 

Perbankan syariat yang ada telah mengklaim, bahwa mudharabah merupakan asas bagi 
berbagai transaksi yang mereka jalankan. Baik transaksi antara nasabah pemilik modal dengan 
perbankan, atau transaksi antara perbankan dengan nasabah pelaku usaha. Sekilas, hal ini tidak menjadi 
masalah, padahal masalah ini adalah masalah besar yang perlu ditinjau ulang. Sebab, perbankan dalam 
hal ini memainkan status ganda yang saling bertentangan. Untuk menjelaskan permasalahan ini, lihatlah 


skema berikut: 


Pelaku Usaha Pelaku Usaha 


Kn 
p dal Bank 
sana Pelaku Usaha dan Pemodal Pelaku Usaha 


Pemodal Pemodal 


Skema Peran Perbankan Syariah 


Bank berperan sebagai pelaku usaha, yaitu ketika berhubungan dengan nasabah (kreditur) 
sebagai pemilik modal. Namun dalam sekejap status ini berubah, di mana bank berperan sebagai 
pemodal, yaitu ketika pihak perbankan berhadapan dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana 
untuk mengembangkan usahanya. 

Status ganda yang diperankan oleh perbankan ini membuktikan, bahwa akad yang sebenarnya 
dijalankan oleh perbankan selama ini adalah akad utang piutang dan bukan akad mudharabah. Yang 
demikian itu karena bila ia berperan sebagai pelaku usaha, maka status dana yang ada padanya adalah 
amanah yang harus dijaga sebagaimana layaknya menjaga amanah lainnya. Dan amanah dari pemodal 
ialah mengelola dana tersebut dalam usaha nyata yang akan mendatangkan hasil (keuntungan), 
sehingga tidak semestinya bank kembali menyalurkan modal yang ia terima dari nasabah (pemodal) ke 


pengusaha lain dengan akad mudharabah. Akan tetapi bila ia berperan sebagai pemodal, maka ini 
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mendustakan kenyataan yang sebenarnya, yaitu sebagian besar dana yang dikelola adalah milik 
nasabah. 

Imam an-Nawawi berkata, "Hukum kedua: tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (mudharib) untuk 
menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ketiga dengan perjanjian mudharabah. Bila ia 
melakukan hal itu atas seizin pemodal, sehingga ia keluar dari akad mudharabah (pertama) dan berubah 
status menjadi perwakilan bagi pemodal pada akad mudharabah kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan 
tetapi, ia tidak dibenarkan untuk mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh. 
Bila ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad mudharabah kedua batil." (Raudhah ath-Thalibin oleh 
Imam an-Nawawi 5/132, silakan baca juga at-Tahdzib oleh Imam al-Baghawi 4/392, Mughni al-Muhtaj 
oleh asy-Syarbini 2/314, dan Syarikah al-Mudharabah Fii al-Fighi al-Islami, oleh Dr. Sa'ad bin Gharir bin 
Mahdi as-Silmu hal. 202). 

Ucapan senada juga diutarakan oleh Imam Ibnu Oudamah al-Hambali, ia berkata, "Tidak 
dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal (yang ia terima) kepada orang lain dalam 
bentuk mudharabah, demikian penegasan Imam Ahmad.... Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu 
Hanifah, asy-Syafi'i dan aku tidak mengetahui ada ulama lain yang menyelisihinya." (al-Mughni oleh Ibnu 
Oudamah al-Hambali, 7/156). 

Dalam akad mudharabah, bila perbankan memerankan peranan ganda semacam ini atas seizin 
pemodal, sedangkan ia tidak ikut serta dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha 
kedua, maka bank tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan, karena statusnya hanyalah 
sebagai perantara (calo). Para ulama menjelaskan bahwa, alasan hukum ini adalah karena 
hasil/keuntungan dalam akad mudharabah hanyalah hak pemilik modal dan pelaku usaha, sedangkan 
pihak yang tidak memiliki modal, dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan usaha, maka ia tidak berhak 
untuk mendapatkan bagian dari hasil (baca Al-Aziz oleh ar-Rafi'i 6/27-28, Raudhah ath-Thalibin oleh 
Imam an-Nawawi 5/132, al-Mughni oleh Ibnu Gudamah 7/158, Mughnil Muhtaaj oleh asy-Syarbini 
2/314, dan Syarikatul Mudharabah Fil Fighil Islaamy oleh Dr. Saad bin Gharir as-Silmy, hal. 202) 


Tinjauan Kedua: Bank Tidak Memiliki Usaha Riil. 

Badan-badan keuangan yang menamakan dirinya sebagai perbankan syariah seakan tidak 
sepenuh hati dalam menerapkan sistem perekonomian Islam. Badan-badan tersebut berusaha untuk 
menghindari sunnatullah yang telah Allah Ta'ala tentukan dalam dunia usaha. Sunnatullah tersebut 
berupa pasangan sejoli yang tidak mungkin dipisahkan, yaitu untung dan rugi. Operator perbankan 


syariah senantiasa menghentikan langkah syariat pada tahap yang aman dan tidak beresiko. 
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Oleh karena itu, perbankan syariah yang ada —biasanya- tidak atau belum memiliki usaha nyata 
yang dapat menghasilkan keuntungan. Semua jenis produk perbankan yang mereka tawarkan hanyalah 
sebatas pembiayaan dan pendanaan. Dengan demikian, pada setiap unit usaha yang dikelola, peran 
perbankan hanya sebagai penyalur dana nasabah (metode ini menjadikan kita kesulitan untuk 
mendapatkan perbedaan yang berarti antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dan 
mungkin inilah yang menjadikan negara-negara kafir pun ikut berlomba-lomba mendirikan perbankan 
syariah. Bahkan, beberapa negara kafir tersebut —misalnya Singapura- telah memproklamirkan diri 
sebagai pusat perekonomian syariah (perbankan syariah). Oleh karena itu, tidak mengherankan bila 
Majalah MODAL melansir pernyataan Bapak Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua DPR RI kala itu): Tidak ada 
istilah ekonomi syariah dan ekonomi non-syariah, karena itu hanya soal penamaan saja. (Majalah 
MODAL no. 18/II April 2004, hal. 19)J. 

Sebagai contoh nyata dari produk perbankan yang ada ialah mudharabah. Operator perbankan 
tidak berperan sebagai pelaku usaha, akan tetapi sebagai penyalur dana nasabah. Hal ini mereka 
lakukan karena takut dari berbagai resiko usaha, dan hanya ingin mendapatkan keuntungan. Bila 
demikian ini keadaannya, maka keuntungan yang diperoleh atau dipersyaratkan oleh perbankan kepada 
nasabah pelaksana usaha adalah haram, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa ulama di antaranya 


sebagaimana yang disebutkan oleh Imam an-Nawawi di atas. 


Tinjauan Ketiga: Bank Tidak Siap Menanggung Kerugian. 

Andaikata kita menutup mata dari kedua hal di atas, maka masih ada masalah besar yang 
menghadang langkah perbankan syariah di negeri kita. Hal tersebut ialah, ketidaksiapan operator 
perbankan untuk ikut menanggung resiko mudharabah yang mereka jalin dengan para pelaku usaha. 
Bila pelaku usaha mengalami kerugian walaupun tanpa disengaja, niscaya kita dapatkan perbankan 
segera ambil langkah seribu dengan cara meminta kembali modal yang telah ia kucurkan dengan utuh. 
Hal ini menjadi indikasi bahwa akad antara perbankan dengan nasabah pelaku usaha bukanlah 
mudharabah, akan tetapi utang piutang yang berbunga alias riba. 

Para ulama dari berbagai mazhab telah menegaskan bahwa pemilik modal tidak dibenarkan 
untuk mensyaratkan agar pelaku usaha memberikan jaminan seluruh atau sebagian modalnya. Sehingga 
apa yang diterapkan pada perbankan syariah, yaitu mewajibkan atas pelaku usaha untuk 
mengembalikan seluruh modal dengan utuh bila terjadi kerugian usaha adalah persyaratan yang batil 
(baca: al-Mughni oleh Ibnu OGudamah 7/145, al-Mausu'ah al-Fighiyyah al-Kuwaitiyyah, 38/64). Dan 
dalam ilmu figih, bila pada suatu akad terdapat persyaratan yang batil, maka solusinya yang ada adalah 


satu dari dua hal berikut: 
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1- Akad beserta persyaratan tersebut tidak sah, sehingga masing-masing pihak terkait harus 
mengembalikan seluruh hak-hak lawan akadnya. 


2- Akad dapat diteruskan, akan tetapi dengan meninggalkan persyaratan tersebut. 


Sebagai contoh, misalnya Bank Syariah Yogyakarta mengucurkan modal kepada Pak Ahmad — 
misalnya- sebesar Rp. 100.000.000,- dengan perjanjian bagi hasil 60X banding 40X. Setelah usaha 
berjalan dan telah jatuh tempo, Pak Ahmad mengalami kecurian, atau gudangnya terbakar atau yang 
serupa, sehingga modal yang ia terima dari bank hanya tersisa Rp. 20.000.000,-. Dalam keadaan 
semacam ini, Bank Syariah Yogyakarta akan tetap meminta agar Pak Ahmad mengembalikan modalnya 
secara utuh, yaitu Rp. 100.000.000,-. 

Mungkin operator perbankan syariat akan berdalih, bahwa dalam dunia usaha, uang kembali 
seperti semula tanpa ada keuntungan adalah kerugian. Dengan demikian, perbankan telah ikut serta 
menanggung kerugian yang terjadi. Maka kita katakan bahwa, alasan serupa juga dapat diutarakan oleh 
pelaksana usaha, dalam dunia usaha, seseorang bekerja tanpa mendapatkan hasil sedikit pun adalah 
kerugian. Andai ia bekerja pada suatu perusahaan, niscaya ia akan mendapatkan gaji yang telah 
disepakati, walau perusahaan sedang merugi. Bahkan dalam akad mudharabah dengan perbankan 
syariat, pelaku usaha merugi dua kali: 

Pertama, ia telah bekerja banting tulang, peras keringat, dan pada akhirnya tidak mendapatkan 
hasil sedikitpun. Kedua, ia masih juga harus menutup kekurangan yang terjadi pada modal yang pernah 
ia terima dari bank. 

Contoh lain dari produk perbankan syariat ialah bai' al-murabahah. Bentuknya kurang lebih 
demikian: bila ada seseorang yang ingin memiliki motor, ia dapat mengajukan permohonan ke salah 
satu perbankan syariah, agar bank tersebut membelikannya. Selanjutnya pihak bank akan mengkaji 
kelayakan calon nasabahnya ini. Bila permintaannya diterima, maka bank akan segera mengadakan 
barang yang dimaksud dan segera menyerahkannya kepada pemesan, dengan ketentuan yang 
sebelumnya telah disepakati (Bank Syariah dari Teori ke Praktek oleh Muhammad Syafi'i Antonio, 171). 

Sekilas akad ini tidak bermasalah, akan tetapi bila kita cermati lebih seksama, maka akan 
nampak dengan jelas bahwa pihak bank berusaha untuk menutup segala resiko. Oleh karenanya, 
sebelum bank mengadakan barang yang dimaksud, bank telah membuat kesepakatan jual beli dengan 
segala ketentuannya dengan nasabah. Dengan demikian, bank telah menjual barang yang belum ia miliki, 


dan itu adalah terlarang. 
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DE Lalada @ isl ya) salug dal dil lua dil Joan) JB Jl Lagis dil ay Gale Gal Ye 
Ale Gila plaball AI jiag egii JS Sumaly alas Lal JB (Ai ia dag 

"Dari sahabat Ibnu 'Abbas radhiallahu “anhuma ia menuturkan, Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam 
bersabda, 'Barangsiapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia 


selesai menerimanya. Ibnu 'Abbas berkata, “Dan saya berpendapat bahwa, segala sesuatu hukumnya 


seperti bahan makanan.” (HR. Muttafagun 'alaih). 


Pemahaman Ibnu 'Abbas ini didukung oleh riwayat Zaid bin Tsabit radhillahu “anhu, sebagaimana 


diriwayatkan dalam hadits berikut, 


bag) A3 Gilarla Ja) Gasal caadil Atom gila Lald 69 gas (ed Ui) Cuntial 1JE yae cal Ye 
Cui Cp MN) MERE (YA il ye Jay Jaa KAI (le pal 3 can ja (Uu 
Ol Kei alang Ale dil laa Ai Jay O Slla) (dl oa AAN Minta Ea dasi Y 23 

Sal aga sa ol4) sia) Hi ybs La jga (ia plis Cus uli Eli 


"Dari sahabat Ibnu Umar ia mengisahkan, “Pada suatu saat saya membeli minyak di pasar, dan ketika 
saya telah selesai membelinya, ada seorang lelaki yang menemuiku dan menawar minyak tersebut, 
kemudian ia memberiku keuntungan yang cukup banyak, maka akupun hendak menyalami tangannya 
(guna menerima tawaran dari orang tersebut), tiba-tiba ada seseorang dari belakangku yang memegang 
lenganku. Maka aku pun menoleh, dan ternyata ia adalah Zaid bin Tsabit, kemudian ia berkata, 
Janganlah engkau jual minyak itu di tempat engkau membelinya, hingga engkau pindahkan ke 
tempatmu, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari menjual kembali barang di 
tempat barang tersebut dibeli, hingga barang tersebut dipindahkan oleh para pedagang ke tempat 
mereka masing-masing." (HR. Abu Dawud dan al Hakim, walaupun pada sanadnya ada Muhammad bin 
Ishak, akan tetapi ia telah menyatakan dengan tegas, bahwa ia mendengar langsung hadits ini dari 
gurunya, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam kitab at-Tahgig. Baca Nasbu ar-Rayah, 4/43 , dan at- 
Tahgig, 2/181). 

Para ulama menyebutkan hikmah dari larangan ini, di antaranya ialah karena barang yang belum 
diserahterimakan kepada pembeli bisa saja batal karena suatu sebab, misalnya barang tersebut hancur 
terbakar, atau rusak terkena air dan lain-lain, sehingga ketika ia telah menjualnya kembali ia tidak dapat 


menyerahkannya kepada pembeli kedua tersebut. 
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Hikmah kedua, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu 'Abbas radhillahu “anhuma ketika muridnya 


yaitu Thawus mempertanyakan sebab larangan ini, 


dana alelall y al jas ad ya SINI 2 JB SES HS ml Ya 


"Saya bertanya kepada Ibnu 'Abbas, “Bagaimana kok demikian?” la menjawab, “Itu karena sebenarnya 
yang terjadi adalah menjual dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda." (Riwayat 


Bukhari dan Muslim). 


Ibnu Hajar menjelaskan perkataan Ibnu 'Abbas di atas sebagaimana berikut, "Bila seseorang membeli 
bahan makanan seharga 100 dinar -misalnya- dan ia telah membayarkan uang tersebut kepada penjual, 
sedangkan ia belum menerima bahan makanan yang ia beli, kemudian ia menjualnya kembali kepada 
orang lain seharga 120 dinar dan ia langsung menerima uang pembayaran tersebut, padahal bahan 
makanan masih tetap berada di penjual pertama, maka seakan-akan orang ini telah menjual/menukar 
uang 100 dinar dengan harga 120 dinar. Dan berdasarkan penafsiran ini, maka larangan ini tidak hanya 


berlaku pada bahan makanan saja." (Fathu al-Bari oleh Ibnu Hajar al-Asgalani, 4/348-349). 


Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, M.A 


Artikel www.PengusahaMuslim.com 


Tinjauan Keempat: Nasabah Bank Tidak Siap Menanggung Kerugian. 

Bila kita berdiri di pintu masuk salah satu bank syariah yang ada di negeri kita, lalu kita bertanya 
kepada setiap nasabah yang menabungkan atau menginvestasikan dananya, “Apakah sikap bapak/ibu 
bila pada suatu saat pihak operator bank menyatakan, bahwa usaha yang dikelola bank merugi, 
sehingga dana bapak/ibu berkurang atau bahkan hangus?” Saya yakin, mayoritas atau bahkan seluruh 
nasabah dengan berbagai macamnya akan menjawab pertanyaan di atas dengan tegas, "Tidak, dana 
saya harus aman, minimal, bila tidak ada bagi hasil, maka harus kembali utuh". 

Jawaban mereka ini, merupakan bukti bahwa sebenarnya mereka adalah pemberi piutang 
kepada bank, bukan pemodal. Dengan demikian, setiap keuntungan yang mereka peroleh (apapun 
wujud keuntungan yang diperoleh oleh nasabah, maka tercakup oleh kaidah di atas) dari bank dan yang 
sebelumnya telah disepakati (baik tertulis atau tidak) adalah riba, bukan bagi hasil, karena tercakup 


oleh kaidah, 
bo) sei lai ya KHAS 
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"Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba." 


Tinjauan Kelima: Semua Nasabah Mendapatkan Bagi Hasil. 

Perbankan syariah mencampur adukkan seluruh dana yang masuk kepadanya. Sehingga, tidak 
dapat diketahui nasabah yang dananya telah disalurkan dari nasabah yang dananya masih beku di bank. 
Walau demikian, pada setiap akhir bulan, seluruh nasabah mendapatkan bagian dari hasil/keuntungan. 
Mungkin menurut perbankan syariah yang ada, hal ini tidak menjadi masalah. Sebab, yang menjadi 
pertimbangan utama bank dalam membagikan keuntungannya adalah total modal nasabah, bukan 
keuntungan yang diperoleh dari dana masing-masing nasabah. 

Akan tetapi, hal ini menjadi masalah besar dalam metode mudharabah yang benar-benar Islami. 
Sebab, yang menjadi pertimbangan dalam membagikan keuntungan kepada nasabah adalah keuntungan 
yang diperoleh dari masing-masing dana nasabah. Sehingga nasabah yang dananya belum disalurkan, 
tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil. Sebab, keuntungan yang diperoleh adalah hasil dari 
pengelolaan modal nasabah selain mereka. Pembagian hasil kepada nasabah yang dananya belum 
tersalurkan jelas-jelas merugikan nasabah yang dananya telah disalurkan. 

Inilah fakta perbankan syariah yang ada di negeri kita. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila 
perbankan syariah dihantui oleh over likuiditas. Yaitu suatu keadaan di mana bank kebanjiran dana 
masyarakat/nasabah, sehingga tidak mampu menyalurkan seluruh dana yang terkumpul dari 
nasabahnya. Keadaan ini memaksa perbankan syariat untuk menyimpan dana yang tidak tersalurkan 
tersebut di Bank Indonesia (BI) dalam bentuk Sertifikat Wadiah. Sebagai contoh, pada periode Januari 
2004 dilaporkan, perbankan syariat berhasil mengumpulkan dana dari nasabah sebesar 6,62 triliun 
rupiah, akan tetapi dana yang berhasil mereka gulirkan hanya 5,86 triliun rupiah (Majalah MODAL edisi 
19/Il-Mei 2004, hal. 25). 

Keadaan ini menjadi masalah besar, dikarenakan perbankan syariah yang ada telah menjanjikan 
(baik tertulis atau tidak) untuk memberikan "keuntungan" kepada setiap nasabahnya. Bank dalam hal ini 
tidak membedakan antara nasabah yang dananya berhasil disalurkan dari nasabah yang dananya belum 
berhasil disalurkan. Fenomena perbankan syariat ini membuktikan, bahwa sebenarnya hubungan antara 
bank dengan pelaku usaha atau konsumen produk perbankan adalah hubungan antara pemilik uang 
dengan penghutang. Dalam hal ini bank bukanlah pemodal, akan tetapi pemberi piutang (daa'in) dan 
nasabah bukanlah pelaku usaha, akan tetapi penghutang (madien). Dengan demikian, seluruh 


keuntungan yang diperoleh bank dari nasabahnya adalah riba dan bukan keuntungan (bagi hasil). 
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Tinjauan Keenam: Metode Bagi Hasil yang Berbelit-Belit. 

Bila kita datang ke salah satu kantor perbankan syariah yang terdekat dengan rumah kita, 
niscaya kita akan dapatkan suatu brosur yang menjelaskan tentang metode pembagian hasil. Untuk 
dapat memahami metode pembagian hasil tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, terlebih-lebih bagi 
yang taraf pendidikannya rendah. Berikut adalah metode bagi hasil yang diterapkan oleh salah satu 


perbankan syariah di Indonesia: 


Bagi hasil nasabah- dana/saldo nasabah x E x Rasio/nisbah nasabah 
1000 100 


E - pendapatan rata-rata investasi dari setiap 1000 rupiah dari dana nasabah. 


Dapat dilihat dengan jelas bahwa, salah satu pengali dalam perhitungan hasil pada skema di atas 
adalah total modal (dana) nasabah. Adapun dalam akad mudharabah, maka yang dihitung adalah 
keuntungan atau hasilnya, oleh karenanya akad ini dinamakan bagi hasil. 

Muhammad Nawawi al-Bantaani berkata, "Rukun mudharabah kelima adalah keuntungan. 
Rukun ini memiliki beberapa persyaratan di antaranya, keuntungan hanya milik pemodal dan pelaku 
usaha. Hendaknya mereka berdua sama-sama memilikinya, dan hendaknya bagian masing-masing dari 
mereka ditentukan dalam prosentase." (Nihayatu az-Zain oleh Muhammad Nawawi al-Jawi, 254). 

Inilah yang menjadikan metode penghitungan hasil dalam mudharabah yang benar-benar syari 


sangat simpel, dan mudah dipahami. Berikut skema pembagian hasil dalam akad mudharabah: 


Bagi hasil nasabah - keuntungan bersih x nisbah nasabah x nisbah modal nasabah dari total uang yang 


dikelola oleh bank. 


Perbedaan antara dua metode di atas dapat dipahami dengan jelas melalui contoh berikut. Pak Ahmad 
menginvestasikan modal sebesar Rp. 100.000.000,- dengan perjanjian 50 X untuk pemodal dan 50 & 
untuk pelaku usaha (bank), dan total uang yang dikelola oleh bank sejumlah 10.000.000.000,- (10 miliar). 
Dengan demikian, modal Pak Ahmad adalah 1 96 dari keseluruhan dana yang dikelola oleh bank. Pada 
akhir bulan, bank berhasil membukukan laba bersih sebesar 1.000.000.000 (1 miliar). Operator bank - 
setelah melalui perhitungan yang berbelit-belit pula- menentukan bahwa pendapatan investasi dari 


setiap Rp. 1.000,- adalah Rp 11,61. 
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Bila kita menggunakan metode perbankan syariat, maka hasilnya adalah sebagai berikut: 


100.000.000 x 11,61 x 50 - Rp. 580.500,- 
1000 100 


Dengan metode ini, Pak Ahmad hanya mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 580.500,- saja. 


Sedangkan bila kita menggunakan metode mudharabah yang sebenarnya, maka hasilnya sebagai 


berikut: 


1.000.000.000 x 50 x 1 -5.000.000,- 
100 100 


Dengan metode penghitungan hasil mudharabah yang sebenarnya, Pak Ahmad berhak mendapatkan 
bagi hasil sebesar Rp: 5.000.000,-. Metode pembagian yang diterapkan oleh bank berbelit-belit dan 


merugikan nasabah. 


Yang lebih rumit lagi adalah metode bank dalam menentukan pendapatan rata-rata investasi dari setiap 
1000 rupiah. Berikut salah satu contoh dari metode yang diterapkan oleh salah satu perbankan syariat di 


Indonesia: 


E - (total dana nasabah — Giro Wajib Minimum) x Total pendapatan x 1000 


Total Investasi Total dana nasabah 


Metode perhitungan bagi hasil yang berbelit-belit ini membuktikan, bahwa perbankan syariat yang ada 
tidak menerapkan metode mudharabah yang sebenarnya. Dari sedikit pemaparan di atas, kita dapat 
simpulkan bahwa perbankan syariat yang ada hanyalah sekedar nama besar tanpa ada hakikatnya. 
Bahkan, yang terjadi sebenarnya hanyalah upaya mempermainkan istilah-istilah syariah. Mungkin, inilah 


yang mendorong sebagian umat Islam berani mempermainkan berbagai istilah syariah. 


Majalah MODAL mengisahkan bahwa, sebagian pemain golf yang biasanya berjudi ketika bermain golf 


telah menamakan kebiasaan judinya dengan golf syariah. Cara yang mereka lakukan ialah dengan 
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mengumpulkan uang judinya dengan sebutan tabarru', bila dana yang telah terkumpul telah habis, 
kembali mereka mengumpulkan lagi dengan sebutan shadagah. Dan bila telah habis, mereka 
mengumpulkan uang lagi dengan sebutan infag dan demikianlah seterusnya. Pada akhir permainan, 
mereka mengecek siapa dari mereka yang paling banyak kalah (paling apes). Bila ada dari mereka yang 
kehabisan uang, atau menderita kekalahan yang banyak, maka pemenang diwajibkan mengeluarkan 
zakat 2,5 X kepada yang bersangkutan. Perilaku para pemain golf tersebut adalah haram, bahkan 
dosanya lebih besar dari pada para pegolf judi lainnya. Karena selain menanggung dosa judi, mereka 
juga menanggung dosa mempermainkan istilah-istilah syariat tidak pada tempatnya (kisah ini dimuat 


dalam Majalah MODAL edisi 36, tahun 2006, hal. 26-27). 


Perbuatan mereka itu tak ubahnya seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi tatkala diharamkan atas 
mereka untuk memakan lemak. Mengakali pengharaman itu, mereka mencairkan lemak tersebut, lalu 
menjualnya dan kemudian hasil penjualan itulah yang mereka makan. Menanggapi perilaku keji kaum 


yahudi ini Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


GS daya ata | sASIA cogoli aj co slonla tagamill agale aya dl Ul CA galih adl Jl 


Aung 


"Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, sesungguhnya tatkala Allah mengharamkan atas 
mereka untuk memakan lemak binatang, merekapun mencairkannya, kemudian menjualnya, dan 


akhirnya mereka memakan hasil penjualan itu." (HR. Bukhari dan Muslim). 


Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, M.A 


Artikel www.PengusahaMuslim.com 


Solusi Perbankan Syariah 


Berikut beberapa usulan yang dapat diterapkan oleh perbankan yang benar-benar ingin menerapkan 


sistem perbankan yang Islami. 


Pemilahan nasabah berdasarkan tujuan masing-masing. 
Secara global, kita dapat mengelompokkan nasabah yang menyimpan dananya di bank menjadi 


dua kelompok besar. 
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Kelompok pertama, nasabah yang semata-mata bertujuan untuk mengamankan hartanya. 
Kelompok kedua, nasabah yang bertujuan mencari keuntungan dengan menginvestasikan dananya 
melalui jalur perbankan yang ada. 

Masing-masing kelompok nasabah ini memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda, 
sebagaimana yang telah dijabarkan di atas. Berdasarkan pemilahan ini pula, pihak operator perbankan 
dapat menentukan hak dan kewajibannya terhadap masing-masing kelompok. Dana yang berhasil 
dikumpulkan oleh bank dari nasabah jenis pertama dapat dimanfaatkan dalam membiayai berbagai 
usaha yang menguntungkan dan sepenuhnya keuntungan yang diperoleh menjadi milik bank. Dari hasil 
investasi dengan dana nasabah jenis pertama ini, bank dapat membiayai operasionalnya. Bahkan tidak 
menutup kemungkinan, bahwa bank akan mendapat keuntungan yang surplus bila dibanding dana 
oprasionalnya. 

Di antara keuntungan pemilahan ini, perbankan akan terhindar dari overlikuidasi, karena bank 
tidak akan pernah menerima dana investasi, melainkan setelah membuka peluang usaha yang benar- 
benar halal dan dibenarkan. Sebagaimana pihak perbankan tidak berkewajiban untuk memberikan 
keuntungan kepada nasabah, kecuali bila dananya benar-benar telah disalurkan dan menghasilkan 
keuntungan. Dengan cara ini pula, prinsip mudharabah benar-benar akan dapat diterapkan, sehingga 
penghitungan hasil akan dapat ditempuh dengan metode yang simpel nan transparan, yaitu dengan 


mengalikan jumlah keuntungan yang berhasil dibukukan dengan nisbah masing-masing nasabah. 


Perbankan terjun langsung ke sektor riil. 

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa untuk menjalankan operasional suatu bank pasti 
membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, agar bank terkait dapat memenuhi 
kebutuhannya ini, ia harus memiliki berbagai unit usaha nyata yang dapat menghasilkan keuntungan. 
Tidak sepantasnya perbankan hanya mencukupkan diri dengan menjadi pihak penyalur dana semata, 
tanpa terjun langsung dalam usaha nyata. Dengan demikian, keuntungan yang didapatkan oleh bank 
benar-benar keuntungan yang halal dan bukan hasil menghutangkan dana kepada pihak ketiga. Selama 
perbankan tidak terjun langsung dalam dunia usaha nyata dan hanya mencukupkan dirinya sebagai 
penyalur dana nasabah, maka riba tidak akan pernah dapat dihindarkan. 

Dengan cara ini, keberadaan perbankan syariah akan benar-benar menghidupkan perekonomian 
umat Islam. Karena dengan cara ini perbankan pasti membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. 
Sebagaimana perbankan Islami akan menjadi produsen sekaligus konsumen bagi produk-produk yang 


beredar di masyarakat. 
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Sebagai konsekuensi dari hal ini, tentu kedua belah pihak yaitu nasabah yang menginvestasikan 
dananya ke proyek-proyek perbankan dan juga pihak operator bank siap untuk menanggung segala 
risiko dunia usaha. Pemodal menanggung kerugian dalam bentuk materi, dan pelaku usaha menanggung 


kerugian skiil. 


Perbankan menerapkan mudharabah sepihak. 

Pada saat sekarang ini, amanah dan kepercayaan susah untuk didapatkan, bahkan yang sering 
terjadi di masyarakat kita ialah sebaliknya: pengkhianatan dan kedustaan. Oleh karena itu, sangat sulit 
bagi kita, terlebih lagi bagi suatu badan usaha untuk menerapkan sistem mudharabah dengan 
sepenuhnya. Untuk mensiasat keadaan yang memilukan ini, saya mengusulkan agar perbankan syariat 
yang ada menerapkan mudharabah sepihak. 

Yang saya maksud dengan mudharabah sepihak ialah, perbankan menerima modal dari 
masyarakat untuk menjalankan berbagai unit usaha yang ia kelola, akan tetapi perbankan tidak 
menyalurkan modalnya ke masyarakat dengan skema mudharabah. Dengan cara ini, dana nasabah yang 
disalurkan ke perbankan syariah dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, dan perbankan terhindar 


dari berbagai kejahatan berbagai pihak yang tidak memiliki amanah dan rasa takut kepada Allah Ta'ala. 


Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, M.A 


Artikel www.PengusahaMuslim.com 
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Diskusi Perbankan Syariah (Bag. 1) 


Saudara-saudara sekalian, berikut ini adalah diskusi antara ustadz Muhammad Arifin Badri yang 
merupakan pembina milis Pengusaha Muslim dengan seorang ustadz praktisi perbankan syariah 
(selanjutnya disingkat UPPS). 

Sebelum saudara membaca diskusi ini, ada baiknya kami jelaskan latar belakang terjadinya 
diskusi. Diskusi bermula ketika UPPS tersebut mengkritisi jawaban ustadz Muhammad Arifin Badri 
terhadap pertanyaan tentang hukum meminjam uang di bank syariah. Berikut ini kami sertakan Tanya 


Jawab tersebut: 


Pertanyaan: 


Assalamualaikum 

Saya mau tanya, saya punya rumah sudah saatnya perlu diperbaiki/renovasi, tetapi saya belum 
mempunyai uang yang cukup untuk memperbaikinya. Kalau saya meminjam uang dari bank (seperti 
Bank Syariah Mandiri, yang notabene berbasiskan agama Islam, maaf terpaksa menyebutkan namanya) 
bagaimana? 

Kalau di bank tersebut, tidak menyebutnya dengan bunga, tetapi dengan istilah lainnya. Apakah 


itu termasuk haram? 

Jazakumullah khairan katsiran. 
Wassalamualaikum. 

Jawaban: 

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wa barakatuh 


Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan 


sahabatnya. 
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Selama akadnya adalah hutang-piutang, maka setiap keuntungan atau tambahan yang 
dipersyaratkan atau disepakati oleh kedua belah pihak adalah riba dan itu diharamkan dalam Islam. Hal 


ini berdasarkan ucapan sahabat Fudholah bin Ubaid radhiallahu 'anhu: 


bo) sed Aaiia ya KA AS 


"Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan maka itu adalah riba." 


Ucapan Fudholah bin Ubaid radhiallahu 'anhu diriwayatkan oleh Al Baihagi. Ucapan serupa juga 
diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Salaam dan Anas bin Malik radhiallahu 
'anhuma. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Dan piutang yang mendatangkan kemanfaatan, telah 
tetap pelarangannya dari beberapa sahabat yang sebagian disebutkan oleh penanya dan juga dari selain 
mereka, di antaranya sahabat Abdullah bin Salaam dan Anas bin Maalik." (Majmu' Fatawa Ibnu 
Taimiyyah 29/334) 

Adapun perubahan nama atau sebutan itu tidak dapat merubah hukum, bahkan itu semakin 


menjadikan dosanya berlipat ganda, dosa memakan riba dan dosa memanipulasi syari'at Allah. 


Ibarat pal CASE La yA 3 Y TJ al 3 dal dil elu dl Uya Ol BA al Ge 
AYI AAA 9g oi Gal Kim 9 Alas Cal ola) Jani ala Ah alan 
Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
"Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sehingga kalian 
menghalalkan hal:-hal yang diharamkan Allah dengan sedikit tipu muslihat." (Riwayat Ibnu Batthah dan 
dihasankan oleh Ibnu Katsir serta disetujui oleh al-Albani) 
Untuk mengetahui apakah akad yang ditawarkan oleh bank adalah akad hutang piutang atau 
akad istisna' atau murabahah, anda dapat mengetahuinya dengan menjawab dua pertanyaan berikut: 
17. Siapakah yang mendatangkan barang kepada saudara? Bila bank mendatangkan barang, 
maka itu adalah perniagaan biasa, akan tetapi bila saudara yang mendatangkan barang, 
maka itu berarti akad hutang piutang. 
18. Kepada siapakah saudara mengajukan komplain bila terjadi kerusakan atau cacat pada 
barang/pekerjaan yang anda peroleh dengan akad itu? Bila bank tidak mau tanggung jawab 
atas setiap komplain terhadap barang yang anda peroleh melalui akad itu, maka akad yang 


terjadi adalah hutang-piutang. Akan tetapi bila bank bertanggung jawab atas kerusakan 
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pada barang yang anda peroleh melalui akad itu, berarti akad itu adalah akad perniagaan 


biasa dan insya Allah halal. 


Perlu diketahui, bahwa dalam syari'at perniagaan dalam Islam yang dibenarkan untuk 
mengambil keuntungan ialah orang yang punya kewajiban menanggung kerugian —jika hal itu terjadi-. 


Kaidah ini berdasarkan sabda Nabi shallalllahu 'alaihi wa sallam: 


As Sg Beast ON AAN GLS Ca Bae Alila UE PSI UR Gl gia AINI Una AAA Te 
38 All Jsmy UG JSI Jlah calo 63 Gala 3 Anto dil elu il II dawalA3 ena 
agla galg Sawit olgy Clakalk #NYAN talas 9 ale Al laa AI Ogan) JS Scale Jul 

Dari sahabat 'Aisyah radhiallahu 'anha bahwasanya seorang lelaki membeli seorang budak laki- 
laki. Kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli 
mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian pembeli mengadukan penjual budak 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Nabi-pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. 
Maka Penjual berkata: "Ya Rasulullah! Sungguh ia telah mempekerjakan budakku?" Maka Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Keuntungan adalah imbalan atas kerugian." (Riwayat Ahmad, 


Abu Dawud, At Tirmizy, An Nasai dan dihasankan oleh Al Albani) 

Wallahu a'alam bisshowab. 

Ustadz Muhammad Arifin Badri, M.A. 

Berikut ini komentar UPPS terhadap jawaban ustadz Muhammad Arifin Badri di atas (diapit dengan 
tanda //), dan pada bagian bawah setiap komentar UPPS kami sertakan tanggapan ustadz Muhammad 
Arifin Badri. 

(DIALOG 1) 

(Komentar UPPSJ 
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Pertama, akad yang dijalankan pada bank syariah untuk pengadaan rumah atau konsumtif lainnya 


adalah jual beli secara murabahah dan bukan hutang piutang (gardh), dengan demikian tidak berlaku 


hukum gardh, yang jika ada added value dikategorikan sebagai riba atau bunga yang haram. Added 


value yang timbul adalah profit atau margin dari jual beli barang dan bukan jual beli uang. 


11 


(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 


Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, 


keluarga dan sahabatnya. 


Sangat berbahagia hati ini mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan UPPS, salah 


seorang ustadz Dewan Syariah Nasional. Semoga saya bisa menimba ilmu dan pengalaman yang banyak 


dari beliau. 


Menanggapai komentar Anda di atas, ada beberapa hal yang perlu didudukkan dengan jelas, 


agar kita tidak salah berpendapat: 


1. 


Bila akad yang dijalin antara Bank Syari'ah dengan nasabah (pemilik rumah yang hendak 
merenovasi rumahnya) adalah akad murabahah seperti yang Anda sampaikan, maka ini 
bertentangan dengan komentar kedua Anda di bawah (silakan lihat bagian Diskusi 2 —ed): Anda 
mengakui bahwa bank adalah lembaga intermediary alias penghubung. Berdasarkan pengakuan 
Anda di bawah berarti status bank hanyalah sebagai mediator alias calo atau perantara. Bila 
demikian adanya, maka seharusnya yang diperoleh oleh bank adalah upah/ujrah, dan bukan ar 
ribhu (keuntungan) yang dihitung dalam prosentasi dari keuntungan proyek. Saya yakin Anda 
sepakat dengan saya bahwa ujrah/upah berbeda dengan bagi hasil. Bila bank bersikukuh untuk 
tetap mengambil bagi hasil dan bukan ujrah, maka sikap ini menjadikan akad yang ia jalankan 


ternodai oleh gharar dan itu diharamkan: 


Alas og) yaa an OS ed aku 9 Ale AI ea ai 


"Bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli untung-untungan (gharar)." 


(Riwayat Muslim) 
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Dan kalau Anda tetap menganggap bahwa akad yang dijalin antara bank dengan pemakai jasa 
yaitu pemilik rumah adalah akad murabahah, maka berarti bank telah menjual barang yang 
belum ia miliki atau belum sepenuhnya dimiliki, karena barang masih berada di tempat dan 
tanggung jawab penjual pertama, dan itu nyata-nyata diharamkan dalam banyak hadits. 


Diantaranya pada sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berikut: 


"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (Riwayat Ahmad 3/401, 403, Abu 


Dawud, no: 3503, An Nasa'i 2/225, At Tirmizy no: 1232, Ibnu Majah no: 2187, As Syafi'i no: 1249, 
Ibnul Jarud no: 602, Ad Daraguthny 3/15, Al Baihagy 8/519 dan Ibnu Hazem 8/519.) 


Dan bila akad yang terjadi antara bank dengan pemilik rumah adalah gabungan antara 
murabahah dengan ijarah (jual jasa sebagai perantara) maka itu namanya manipulasi syari'at, 


dan ini lebih besar dosanya. 


Alas (palolay damdl ala Ala Jasa Go sia ca gel HSE JI La ISS JA Y 

0 yE 3 Asasi pal Aim Aliuh 
"Janganlah kalian melakukan apa yang pernah diperbuat oleh orang-orang Yahudi, sehingga 
kalian melanggar hal-hal yang diharamkan Allah dengan melakukan sedikit rekayasa." (Riwayat 
Ibnu Batthoh dengan sanad yang dihasankan oleh Ibnu Taimiyyah dan lainnya). Dan pada hadits 


lain dikisahkan salah satu bentuk perilaku orang-orang yahudi yang mengakali hukum Allah 


dengan cara-cara yang membuktikan akan buruknya keimanan dan akal mereka. 


ASas gay Riil ale abu g Anto dil ola coil! raw Mil Ai Al ay pala Ye 
1JsA alina Yg ya AN 9 Aisall 9 yA aa Laga Alay Jang je Al Ol Jaa 
Gi Cargill! Lea GRAN Gaal Lea (iban AIA (Aina 2 gai Cal JI cal Sa) G 
CI SIS die alu 3 Ale dil ba dl Jom JBS ala YES La 
Am yA Aas ISU toyota di co glamli ca gal! agale aya dil Ul saga AI 

alusa 3 (5 JSI 
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Dari sahabat Jabir radhiallahu 'anhu bahwasannya ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam pada saat fathu Makkah (penaklukan kota Makkah), di saat beliau masih berada 
di kota Makkah, bersabda: "Sesungguhnya Allah Azza wa jalla dan Rasul-Nya, telah 
mengharamkan jual-beli khamr, bangkai, khinzir (babi) dan berhala (patung)." Lalu dikatakan 
kepada beliau: "Ya, Rasulullah, bagaimanakan halnya dengan lemak bangkai, karena ia 
digunakan untuk melumasi perahu, dan meminyaki (melumuri) kulit, juga digunakan untuk 
bahan bakar lentera?" Beliaupun menjawab: "Tidak, itu (menjual lemak bangkai) adalah haram." 
Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semoga Allah membinasakan 
orang-orang Yahudi, sesungguhnya tatkala Allah mengharamkan atas mereka untuk memakan 
lemak binatang, merekapun mencairkannya, kemudian menjualnya, dan akhirnya mereka 


memakan hasil penjualan itu." (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim) 
(DIALOG 2) 


(Komentar UPPSJ 
11 

Kedua, bank adalah lembaga intermediary dan bukan sektor real, sehingga pengadaan barang 
tidak dapat terlepas dari pihak ketiga (dealer, supplier, atau developer). Kepastian kepemilikan atas 
barang yang dijual oleh bank syariah adalah dengan mekanisme wakalah, wujud teknisnya purchasing 
order (PO). Hal demikian sudah diapprove oleh DSN MUI. 
11 


(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 


Bila benar ini yang terjadi maka praktek inipun tidak selamat, karena bank telah menjual barang 
yang belum sepenuhnya diserahterimakan dan masih berada dalam tanggung jawab (dhomain) penjual 
pertama. Dan ini diharamkan oleh banyak ulama, diantaranya oleh ulama yang bermazhab Syafi'i yang 
merupakan mazhab umat Islam di negeri kita tercinta. Saya yakin Anda mengetahui perselisihan ulama' 


seputar masalah: 


(A8 JB dll an) 
Pengharaman ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berikut: 
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Ale Hita alaball AI jiag egii US Kumal 3 onde Cal JB Aang ia da 
Dari sahabat Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhu, ia menuturkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: "Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga 


ia selesai menerimanya." Ibnu 'Abbas berkata: "Dan saya berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya 


seperti bahan makanan." (Muttafagun 'alaih) 


Pemahaman Ibnu 'Abbas ini didukung oleh riwayat Zaid bin Tsabit radhiallahu 'anhu, 


sebagaimana diriwayatkan dalam hadits berikut: 


bag da Gillaeli Ja) Geisil | casbil Aam giaa Lali 63 gaul (38 Us) Cuatal JL jas cal Ye 
C3 ep nj ISA sila (eelyia ak ya Jay Ala (OA le Haa gl cak (Uu 
Ol Kei ala g Ale dl lum Ai Joy OA Ella) esai HS Mia Ca dadi Y J3 
Sal aga sa ol4) sa) Hi ybs La jga (ia plis Cun @lull ali 


Dari sahabat Ibnu Umar, ia mengisahkan: Pada suatu saat saya membeli minyak di pasar, dan ketika saya 
telah selesai membelinya, ada seorang lelaki yang menemuiku dan menawar minyak tersebut, kemudian 
ia memberiku keuntungan yang cukup banyak, maka akupun hendak menyalami tangannya (guna 
menerima tawaran dari orang tersebut), tiba-tiba ada seseorang dari belakangku yang memegang 
lenganku. Maka aku pun menoleh, dan ternyata ia adalah Zaid bin Tsabit, kemudian ia berkata: 
"Janganlah engkau jual minyak itu di tempat engkau membelinya hingga engkau pindahkan ke 
tempatmu, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari menjual kembali barang di 
tempat barang tersebut dibeli, hingga barang tersebut dipindahkan oleh para pedagang ke tempat 
mereka masing-masing." (HR Abu Dawud dan Al Hakim). (Walaupun pada sanadnya ada Muhammad bin 
Ishak, akan tetapi ia telah menyatakan dengan tegas bahwa ia mendengar langsung hadits ini dari 
gurunya, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam kitab at-Tahgig. Baca Nasbu ar-Rayah 4/43 , dan at- 
Tahgig 2/181). 

Para ulama menyebutkan hikmah dari larangan ini, di antaranya ialah karena barang yang belum 


diserahterimakan kepada pembeli bisa saja batal, karena suatu sebab, misalnya barang tersebut hancur 
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terbakar, atau rusak terkena air dan lain-lain, sehingga ketika ia telah menjualnya kembali ia tidak dapat 
menyerahkannya kepada pembeli kedua tersebut. 
Hikmah kedua, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhu ketika muridnya 


yaitu Thawus mempertanyakan sebab larangan ini: 


Ina alelall 9 al jas AMI ya BINA JB SSI HS nlae YaY Ca, 


Saya bertanya kepada Ibnu 'Abbas: "Bagaimana kok demikian?" Ia menjawab: "Itu karena sebenarnya 
yang terjadi adalah menjual dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda." (Riwayat 
Bukhari dan Muslim) 

Ibnu Hajar menjelaskan perkataan Ibnu 'Abbas di atas sebagaimana berikut: "Bila seseorang 
membeli bahan makanan seharga 100 dinar —misalnya- dan ia telah membayarkan uang tersebut 
kepada penjual, sedangkan ia belum menerima bahan makanan yang ia beli, kemudian ia menjualnya 
kembali kepada orang lain seharga 120 dinar dan ia langsung menerima uang pembayaran tersebut, 
padahal bahan makanan masih tetap berada di penjual pertama, maka seakan-akan orang ini telah 
menjual/menukar uang 100 dinar dengan harga 120 dinar. Dan berdasarkan penafsiran ini, maka 
larangan ini tidak hanya berlaku pada bahan makanan saja." (Fathu al-Bari, oleh Ibnu Hajar al-Asgalani 
4/348-349) 

Adapun apa yang Anda sebutkan bahwa kepastian kepemilikan ditempuh dengan mekanisme 
wakalah, maka itu menurut syari'at belum cukup, sebagaimana ditegaskan pada hadits Ibnu Abbas dan 
Ibnu Umar di atas. Berdasarkan kedua hadits di atas dan juga lainnya, para ulama syari'at, melarang kita 
untuk menjual kembali barang yang kita beli sebelum barang itu berpindah dari tempat penjual pertama 
dan keluar dari dhomannya (tanggung jawabnya). 

Karenanya, bila terjadi komplain terhadap barang yang dibeli, konsumen tidak mengajukan 
komplain ke bank, akan tetapi ke pihak developer, atau supplier, atau penjual pertama, sedangkan pihak 
bank terlepas dari komplain itu. Sebagaimana apabila pada tengah-tengah pengadaan barang kemudian 
terjadi musibah, pihak bank juga tidak mau tanggung jawab, dan sepenuhnya tanggung jawab 
dibebankan kepada pihak ke-3 yang berperan sebagai penyedia barang, baik itu developer atau supplier 
atau lainnya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya bank telah menjual barang yang belum sepenuhnya 
menjadi miliknya dan belum sepenuhnya masuk ke dalam tanggung jawabnya. Padahal diantara prinsip 


perniagaan dalam islam yang disepakati oleh seluruh ulama' menegaskan: 
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ab Sial 


"Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian." 


Atau dalam ungkapan lain sering juga disebut 


Clash el Al 


"Penghasilan/kegunaan adalah imbalan atas kesiapan menanggung jaminan." 


Maksud kaidah ini ialah orang yang berhak mendapatkan keuntungan ialah orang yang punya 
kewajiban menanggung kerugian —jika hal itu terjadi-. Kaidah ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 


'alaihi wa sallam: 


As Sa Di dasi Ol AAN GLS Ca Sale Alila AE PSI UR Gl gia AN Una AAA Te 
S8 AI Oak G UROIN JLB (ARIS GAYA talas 3 date AI erlaa T AN AI TKA ea 
agla galy Sawit olgy laka ENYA sala 9 date Al laa AI Ogan) JS Scale Jital 
Dari sahabat 'Aisyah radhiallahu 'anha bahwasanya seorang lelaki membeli seorang budak laki-laki. 
Kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli 
mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian pembeli mengadukan penjual budak 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Nabi-pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. 
Maka Penjual berkata: "Ya Rasulullah! Sungguh ia telah mempekerjakan budakku?" Maka Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Keuntungan adalah imbalan atas kerugian." (Riwayat Ahmad, 


Abu Dawud, At Tirmizy, An Nasai dan dihasankan oleh Al Albani) 


(DIALOG 3) 
(Komentar Ustadz UPPSJ| 
1 


Ketiga, fatwa yang tidak keluar dan tidak didukung real case studi di lapangan akan 


menghasilkan fatwa yang keliru atau syadz, dengan demikian kita harapkan para ustadz atau yang 


441 


sejenis kalau belum memahami hakekat operasional bank, jangan sekali kali melakukan "penilaian dini" 
yg berdampak fatal dan merusak kafa'ah ilmiyah. 

11 

(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 

Sebaliknya juga demikian, fakta yang tidak sesuai dengan fatwa juga salah. Yang saya maksud, 
adanya fatwa halal belum cukup untuk menjadi jaminan halal atau tidaknya suatu transaksi, sebab bisa 
saja fatwanya benar akan tetapi aplikasi di lapangan -karena berbagai alasan- menyeleweng dari fatwa 
tersebut. Terlebih-lebih fatwa DSN MUI tidak sampai membahas pada teknis aplikasinya di lapangan, 
padahal bisa saja pada tahap aplikasi terdapat penyelewengan. 

Dan kalau tidak salah fatwa DSN MUI jumlahnya lebih sedikit dibanding jenis transaksi dan akad 
yang dijalankan oleh perbankan syariat yang ada (mohon koreksi). 

Dan pada kesempatan ini, saya juga perlu mengingatkan saudara-saudaraku para praktisi 


perbankan syari'at dengan petuah Khalifah Umar bin Khattab radhiallahu 'anhu berikut: 


La lg yg, BSN Wigs all ae goal 23 UJI UST Ip A8 ya IL EGA bah 9 

AI Ai CA Gb AAA 3 ja SL UE da Y Hail Gia 
"Hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita, kecuali orang yang telah faham (berilmu), bila tidak, 
niscaya ia akan memakan riba." (Ucapan beliau dengan teks demikian ini dinukilkan oleh Ibnu Abdil Bar 
Al Maliky) 

Dan ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga Imam At Tirmizy dengan teks yang 
sedikit berbeda: "Hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita, kecuali orang yang telah memiliki bekal 
ilmu agama." (Riwayat ini dihasankan oleh Al Albany) 

Imam Al Ourthuby Al Maliky menjelaskan: "Orang yang bodoh tentang hukum perniagaan,- 
walaupun perbuatannya tidak dihalangi- maka tidak pantas untuk diberi kepercayaan sepenuhnya dalam 
mengelola harta bendanya. Yang demikian ini dikarenakan ia tidak dapat membedakan perniagaan 
terlarang dari yang dibenarkan, transaksi halal dari yang haram. Sebagaimana ia juga dikawatirkan akan 
melakukan praktek riba dan transaksi haram lainnya. Hal ini juga berlaku pada orang kafir yang tinggal di 
negri Islam." (Ahkaamul Our'an oleh Imam Al Ourthuby Al Maaliky 5/29) 

Menyandingkan antara ilmu syariat dengan ilmu tentang realiti ini begitu penting, karena 
seorang mufti yang tidak paham akan realita permasalahan yang hendak ia hukumi sangat 


dimungkinkan akan salah dalam berfatwa. Dan Seorang praktisi yang kurang menguasai ilmu agama, 
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sangat dimungkinkan tersesat ketika hendak menerapkan fatwa, terlebih-lebih realita suatu akad atau 
kejadian menurut ulama terbagi menjadi dua bagian: 
e Bagian pertama: 


Realita yang memiliki pengaruh dalam penentuan hukum syariat. 


e Bagian kedua: 


Realita yang tidak memiliki pengaruh dalam penentuan hukum syar'i. 


Realita jenis kedua ini dalam ilmu ushul figih disebut dengan (“ Jall G,YI). Dan realita jenis 
kedua ini termasuk dalam "ilmu yang bila diketahui tidak ada manfaatnya, dan bila tidak diketahui juga 


tidak merugikan." 


Contoh nyata dari kedua jenis realita di atas: 

A. Berlakunya hukum riba pada emas dan perak (dinar dan dirham) tidak ada kaitannya dengan 
warna dan bentuk keduanya. Tidak setiap yang berwarna kuning atau putih berkilau berlaku 
padanya hukum riba, walaupun pada kenyataanya emas berwarna kuning, dan perak berwarna 
putih berkilau. 

B. Diharamkannya khomer, apakah hanya karena ia terbuat dari jus anggur, sehingga minuman 


yang terbuat dari bahan-bahan lain tidak haram, walaupun memabukkan? 


Minuman yang diolah dari bahan tebu atau lainnya, diramu dengan teknologi tinggi, disterilisasi, 
dan dikemas dengan kemasan yang bagus lagi menarik, kemudian diminum di tempat-tempat yang 
terhormat, bukan di bar akan tetapi di masjid (misalnya), apakah tidak dikatakan khamr? Tentu orang 
yang memahami hukum syariat tentang keharaman khamr tidak akan berubah fatwanya hanya karena 
adanya perubahan dalam hal-hal ini. Syariat pengharaman khamr bukan karena bahan bakunya, akan 
tetapi sifat memabukkan yang ada pada minuman itu. Dengan demikian, setiap yang memabukkan 


dalam syariat disebut khamr, dan setiap yang memabukkan maka haram hukumnya. 


Alan olga AIYA Ka UI YA Kal UK 


"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram." (HR Muslim) 
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Kaitannya dengan permasalahan ini: Dalam fatwa, seorang ahli figih tidak diharuskan 
mengetahui seluk beluk setiap masalah hingga sedetail mungkin, akan tetapi ia cukup mengetahui seluk 
beluk permasalahan yang mempengaruhi hukum dan dipertimbangkan dalam syariat. 

Dan dalam kasus yang menjadi tema pembahasan yaitu akad murabahah dengan merenovasi 
rumah, atau pengadaan barang konsumtif lainnya telah jelas terdapat unsur-unsur yang terlarang dalam 
syariat, yaitu gharar atau riba, sebagaimana dijelaskan pada tanggapan saya di atas. Dan saya yakin 
Anda mengetahui bahwa gharar atau riba adalah bagian dari keempat yang menjadikan suatu akad 
terlarang dalam syariat. Keempat hal itu ialah: 

1. Barang yang menjadi obyek akad adalah barang yang diharamkan. 
2. Adanya faktor riba, 
3. Adanya faktor ketidak jelasan (gharar), 


4. Adanya persyaratan yang akan mengakibatkan terjadinya praktek riba atau ketidak jelasan. 


IDIALOG 4| 


(Komentar UPPS| 
1 
Keempat, fatwa tentang praktek bank syariah dengan akad jual beli secara murabahah sudah diterbitkan 


bukan hanya level nasional akan tetapi internasional (AAOIFI dan Majma al Figh al Islamy OKI) 


11 


(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badril 


Adanya fatwa tentang halalnya murabahah bukanlah hal yang baru. Akan tetapi poin penting 
yang perlu diingat adalah pemahaman dan aplikasi akad murabahah yang ada di perbankan syariah yang 
ada. Apakah sesuai dengan murabahah yang dihalalkan oleh para ulama atau hanya sekedar persamaan 
nama, akan tetapi hakekatnya berbeda? 

Saya yakin ustadz mengetahui bahwa istilah murabahah di sini tidaklah sama dengan istilah 
murabahah yang dimaksudkan oleh para ulama zaman dahulu, atau yang oleh masyakarat sekarang 
disebut dengan istilah figih klasik. Menurut fikih ulama zaman dahulu, murabah ialah seorang pedagang 
menjual barang yang telah ia miliki kepada konsumen dengan menyebutkan modal pembelian yang 


ditambah dengan keuntungan dalam persentase atau nominal tertentu. 
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Agar para pembaca dapat mengetahui perbedaan fatwa Majma' Al Figh Al Islami di bawah 
organisasi OKI, dari aplikasi murabahah yang dijalankan oleh perbankan syariat di negeri kita, berikut 


saya nukilkan fatwa mereka: 


sam Gym jl da sm 

Asman g ATI ole 9 Gyasaill SL Samin Udin ole Abal! 3 Ol! 3 Call 3) di Asal 
Gaal 

(5/3 55/2)41-40:8) J3) 

SSI yA Kant pall, ac gl slah ls 

6-1 0s Su SIL natal! 0 jai ga 8730 (Ad Adeial! (gal) oohayI Asal! mama Gala Vj 
“21988 (sramsa) IV Os 15 — 10 G8 sal! 1409 (AYI akan 

vas gila elagil Gan gan ga el MAIN 3 plis YI Uya Aodiall Ca gal! le de Wal an 
(Lagi ya Cola Fl CiLSilial! Aolaiulg cel pl ya Amal yal3 

el 

Cogaball Sila (3 lela ana Kalu ole ig lil el ah NU Amal all am Ol II 

SI Al ggasa ) gala! elo ai LIS Lalu « jila gn Mei Oa gbaall Gas Jaa, 
Jay yi Ca AN gi Gaaluill an JIN Silam ya ya 2 Sg (SAN Caalh JII Kasi, coaluill JB 
Anil ya Cal 9 maa 

Cajla US4 — INI Ang le ogalall gl yAYI Uya yana GEA yag — ae gl Cal 
Anis AAS (AB Age gall Ing Kasi Ae Calaa JS Jah elead ayla gag «yaa Y) dilua del sll 
SI pl ye ega Lah cae gl Sati Lah ALAN ola GG AYI SAI daan Lc jl 
02 Dp de gl ola gih sae Kirun Da3 

Ja ba yaa dal pall am jai — UR lal Ya pawai AI Ag — Basi yall GL 

da jlall Bae sall 5Y «)3m3 Y Laila JUS Silia CS al Jala cLatami 3) LagalS ceyael giall 
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Ya na IL SI 3 Ul Sinie Jb ji Cum cdi gesall dai Lal pal! an AA 
sale Gaal La jas YI dn 0S alang dal Adil ola (il ed Allan Elia 

(el Las Knagas 

vs Jasad! AI KUALA Calet AA dail Aya ln YI Ga jln! JSI UI Uya am gl Lae yaa 
so ya Amal pall Goa 

Lagu 3 alay! dai Kanal Si Aa la YI Sa Jl! maan Jali gb Ul Yi 
(Aa Jutarall 3 AS Jliall Ga ya 00 gl Anal Aa gga Kn Jl gi He linal A3 Judul etil 
Gol Al al aa 

AYI 3 jleaal! Gaal el pl yA Aan pall Ganlatl Jalani! SY Gagas jl ats 
Aalal Aye pil Ala YI Bel ya ce Ganiy adas (AJIAN & f3 ya pari Ja ag 
SN lb yA dal ya! ass Anal ji 


(alel dil, 


(965 5 754 & 2 (opal adal!) Hama Alma 


Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa 
dilimpahkan kepada sayyidina Muhammad, penghulu para nabi, kepada keluarga dan seluruh 
sahabatnya. 


Keputusan No: 40-41(2/5 & 3/5) 


Perihal: 


Kewajiban memenuhi perjanjian, dan hukum murabahah dengan pemesan. 


Sesungguhnya rapat pleno Majma' Al Figih Al Islami Ad Dauly yang kelima yang diadakan di Kuwait sejak 
tanggal 1 - 6 Jumadil Ula 1409 H yang bertepatan 10 — 15 Desember 1988 M. 
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Setelah mengkaji lembar kerja yang diajukan oleh anggota Majma' Al Figih dan juga yang ditulis oleh 
para pakar tentang dua permasalahan: Kewajiban memenuhi perjanjian, dan hukum murabahah dengan 
pemesan, serta setelah mendengarkan berbagai diskusi anggota Majma' tentang keduanya, maka 


Majma' Al Figih memutuskan: 


Pertama: 
Akad jual-beli murabahah dengan pemesan bila dilakukan pada barang yang telah sepenuhnya dimiliki 
oleh penjual penerima pesanan, dan sepenuhnya telah diserahterimakan secara syariat, maka itu adalah 


akad yang dibolehkan. 


Dengan catatan: 


e Penjual penerima pesanan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi sebelum barang 
diserahkan kepada pemesan. 

e Bertanggung jawab atas resiko komplain/pengembalian barang karena ada cacat (khafi) yang 
tidak diketahui oleh penjual pertama/penyedia barang atau alasan serupa yang membolehkan 
pemesan untuk mengembalikan barang. 

e Memenuhi berbagai persyaratan jual-beli. 


e Terbebas dari berbagai faktor yang menjadikan akad jual-beli terlarang. 


Kedua: Janji/komitmen sepihak dari pemesan atau penjual secara agama bersifat mengikat pihak yang 
berjanji, kecuali bila ada uzur. Dan janji itu juga mengikat secara peradilan bila dikaitkan dengan suatu 
sebab sehingga pihak yang dijanjikan terlanjur melakukan pembiayaan dikarenakan janji tersebut. 
Aplikasi dari sifat mengikat tersebut pada keadaan semacam ini diwujudkan dengan memenuhi janji, 
baik dengan mengganti kerugian yang benar-benar terjadi akibat dari tidak dipenuhinya janji pembelian 


atau penjualan yang tanpa alasan. 


Ketiga: Janji/Komitmen dari kedua belah pihak (bukan sepihak) dibolehkan dalam akad murabahah 
dengan ketentuan harus ada hak khiyar (hak membatalkan akad) bagi kedua belah pihak atau salah satu 
pihak. Dengan demikian, bila pada akad tidak ada hak khiyar (membatalkan akad) sama sekali, maka 
akad ini tidak dibenarkan: karena janji yang sepenuhnya mengikat (tanpa ada hak khiyar) pada akad 


murabahah seperti ini serupa dengan akad jual beli biasa. Pada keadaan semacam ini dipersyaratkan 
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agar penjual terlebih dahulu telah memiliki barang yang diperjual-belikan, agar tidak melanggar larangan 


Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari menjual barang yang belum sepenuhnya menjadi miliknya. 


Majma' Al Figh Al Islamy merekomendasikan berikut: 


Berdasarkan fakta yang didapatkan di lapangan bahwa kebanyakan kegiatan perbankan Islam mengarah 


pada pembiayaan melalui skema murabahah dengan pemesan. 


Pertama: Hendaknya gerak seluruh perbankan Islam mencakup seluruh metode pengelolaan 
perekonomian, terlebih-lebih dengan mendirikan berbagai proyek industri atau perdagangan, baik 
mandiri atau melalui menanamkan modal, atau menjalin akad mudharabah (bagi hasil) dengan pihak- 


pihak lain. 


Kedua: Hendaknya diadakan studi banding seputar aplikasi akad murabahah dengan pemesan yang 
diterapkan oleh perbankan Islam, guna meletakkan pedoman-pedoman yang jelas sehingga pada 
tahapan prakteknya tidak terjerumus ke dalam kesalahan, serta memudahkan bagi praktisi perbankan 
dalam mengindahkan berbagai hukum syariat secara umum atau yang berlaku khusus pada akad 
murabah dengan pemesan. Wallahu a'lam. (Disadur dari majalah Majma' Al Figh Al Islami edisi 5, jilid 2 
hal: 754 & 965) 
sorak 

Dengan demikian, jelaslah bahwa Majma' Al Fighi Al Islami TIDAK MENGHALALKAN AKAD 
MURABAHAH SECARA MUTLAK. Akad murabahah yang dihalalkan adalah yang memenuhi beberapa 
persyaratan yang telah dijelaskan pada keputusan di atas. Dengan demikian, tidak ada yang perlu 
dirisaukan pada tulisan saya, karena yang saya permasalahkan bukan hukum asal akad murabahah, akan 
tetapi aplikasinya yang ada di perbankan syariat di negeri kita. 

Ada satu hal yang perlu dicatat di sini: Sudah saatnya bagi setiap muslim di negeri kita untuk 
bersikap kritis, sehingga tidak cukup dengan adanya fatwa halal atau haram terhadap suatu hal, akan 
tetapi terus mengawal fatwa tersebut hingga pada tahap aplikasinya di lapangan atau masyarakat. 


Wallahu a'lam bisshowab. 


sk kk 


Artikel www.pengusahamuslim.com 
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Diskusi Perbankan Syariah (Bag. 2) 


Diskusi bagian kedua ini bermula ketika moderator milis Pengusaha Muslim menanggapi 
komentar UPPS (lihat DISKUSI PERBANKAN SYARIAH BAG I). Kemudian UPPS memberikan komentar balik. 
Komentar UPPS (diapit tanda //) terhadap moderator milis Pengusaha Muslim kemudian ditanggapi 


kembali oleh ustadz Muhammad Arifin Badri (pembina milis Pengusaha Muslim). 


(Komentar Moderator Milis) 

Assalamu 'alaikum warohmatullah wabarokatuh 

Terimakasih pak, tentang hal ini sudah kami sampaikan kepada ustadz Muhammad Arifin Badri, M.A. 
yang insya Allah beliau juga memiliki kapasitas di bidang ini (beliau sekarang sedang menyelesaikan S3 di 
Jami'ah Islamiyah Madinah, Arab Saudi). Satu hal yang menjadi catatan di sini adalah: kajian terhadap 
Bank Syariah masih terbuka lebar untuk dibahas dan dikritisi, dan bahkan DSN MUI pun masih sangat 


pantas untuk dikritisi (tentunya dengan adab dan ilmiah). 

Di antara pertanyaan di benak saya (mungkin ini agak melebar dari topik): apakah benar ada jaminan 
dari DSN MUI bahwa praktek perbankan sudah aman 100 persen secara syariat? Jika belum aman 100 
persen, maka bagian manakah dari praktek perbankan syariah yang perlu diwaspadai oleh ummat? 
tentu hal ini harus dipaparkan dan diungkapkan oleh DSN MUI kepada ummat, tanpa perlu ada yang 
ditutup-tutupi. Pertanyaan selanjutnya, sampai sejauh mana kontrol DSN MUI terhadap praktek 
perbankan syariah di Indonesia? 

Terimakasih. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. 

Moderator 


(DIALOG 1) 


(Komentar UPPSJ 
1 
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Tidak ada yg bisa menjamin akan aplikasi perenial values atau kesyariahan dalam angka 10096 pada 
pribadi muslim, terlebih dalam sebuah lembaga bisnis yang relatif lebih komplek, hatta pada masa Nabi 
saw, karena masih ditemukan juga perilaku jahiliyah yang secara langsung disaksikan Nabi saw. 


"7A 
(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 


Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga 


dan sahabatnya. 


Saya merasa heran dengan komentar Anda di atas. Terkesan ada upaya menutup rapat-rapat pintu kritik 
dari masyarakat umum terhadap perbankan Islam yang ada di negeri kita. Yang lebih mengherankan 


adalah ucapan Anda berikut: 


"hatta pada masa Nabi saw, karena masih ditemukan juga perilaku jahiliyah yang secara langsung 


disaksikan Nabi saw." 


Ucapan ini dapat menimbulkan kesan dan pemahaman yang kurang bagus pada pembaca. Bisa saja ada 
dari pembaca yang menyimpulkan bahwa para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersikap 
kurang ajar sehingga tetap dengan sengaja melangggar syariat walaupun berada di hadapan nabi 
Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Tentu kesan seperti ini tidak layak terbetik di pikiran seorang 


muslim yang mengenal dan paham bagaimana keluhuran akhlag dan ketulusan batin para sahabat. 


Selain itu, pernyataan Anda ini dapat menimbulkan kesan pada pembaca bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam membiarkan sebagian sahabatnya melanggar syariat. Tentu ini tidak benar, mustahil Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam membiarkan kemungkaran terjadi di hadapannya tanpa ada pengingkaran. 


Sebab diam ketika menyaksikan kemungkaran adalah perbuatan haram: 


Alas glaiaan al US Ailuala @laiuy Al UNA saya 0 parald | Sia Sis el) Ya 
"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan 


tangannya (kekuatannya), jika tidak bisa, maka dengan lisannya dan bila tidak bisa maka dengan 


hatinya." (Riwayat Muslim) 
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Bila Anda menampik adanya dua kesan ini dari ucapannya, maka itu menuntut Anda untuk 
legowo menerima dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk mengkritisi praktek 
perbankan syariah yang ada di negeri kita. Karena memang sulit untuk mencapai kesempurnaan dalam 
penerapan syariat, baik dalam skala pribadi atau lembaga, sehingga masukan dan kritikan harus tetap 
dibuka lebar-lebar. Dan sudah sepantasnya sebagai seorang muslim yang sejati untuk berlaku sebagai 


seorang pemberani dan ksatria bila terbukti salah dengan ruju' (kembali) kepada kebenaran. 


ASlall Anna g Kana (pal 3 ola JAN amdal) Ugal gal) ARI "183 2S pal Cal US 
"Setiap anak Adam sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang 


bertaubat (kembali kepada kebenaran)." (Riwayat Ahmad, At Tirmizy, Ibnu Majah, dan dishohihkan oleh 
Al Hakim) 


(DIALOG 2) 


(Komentar UPPSJ 

11 

Pihak yang berkewajiban mengontrol dan mengawasi secara langsung akan produk dan praktek lembaga 
bisnis syariah adalah DPS bukan DSN MUI, DSN hanya bertugas menerbitkan fatwa yang terbatas dalam 
marhalah ijtihadiyah bukan pada marhalah tathbigiyah. 

11 


(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 


UPPS yang terhormat, jika yang Anda maksudkan adalah tanggung jawab dan kewajiban secara 


kelembagaan, saya dapat menerima komentar Anda ini. 


Akan tetapi kalau yang dimaksud adalah kewajiban secara umum, sehingga mencakup kewajiban secara 
moral dalam beragama maka saya tidak sependapat dengan Anda. Karena komentar Anda tersebut 
mengarah kepada pengekangan kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan bersikap. Seakan Anda 
ingin memaksakan agar masyarakat taglid kepada DSN dan DPS. Padahal DSN dan DPS sendiri masih 


layak untuk dikritisi, sebagai konsekuensi langsung dari keterbatasan dan kekurangan yang senantiasa 
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melekat pada diri setiap anak manusia, termasuk seluruh anggota DPS sebagaimana yang Anda 


paparkan sebelumnya, bahwa kesempurnaan dalam beragama itu sulit terwujud. 


Masing-masing orang yang memiliki rencana atau bahkan terlanjur berhubungan dengannyapun 
memiliki kewajiban yang sama. Hanya dengan demikian, masing-masing pihak terkait dapat terbebas 
dari tanggung jawab moral di hadapan Allah. Karena kelak di hari kiamat, masing-masing manusia akan 
mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Bagi seorang muslim yang meragukan atau 
bahkan meyakini bahwa praktek perbankan syariat yang ada sekarang ini masih belum atau tidak selaras 
dengan syariat islam, maka tidak pantas baginya untuk mempercayakan pengelolaan dananya kepada 


badan-badan tersebut. 


Jae La dale Ge cela Lag ojae Ge Hal Ye Ula GAS Aa Ap Sie La J3 9 
Soal Gaji oly) SDI Lag dahan (03 AKAN Cagg Aiu Gal Da Ala DE 


"Kelak kedua kaki setiap hamba tidak akan beranjak, hingga ditanyai tentang empat hal: tentang 
umurnya: ia pergunakan untuk mengamalkan apa?, ilmunya: apa yang ia perbuat dengannya?, harta- 
bendanya: dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan?, badannya: ia pergunakan untuk 


mengamalkan apa?" (Riwayat At Tirmizy, At Thabrany dan dishahihkan oleh Al Albani) 


(DIALOG 3) 

(Komentar UPPSJ 

11 

Peluang untuk mengkritisi DSN sangat terbuka lebar, dan saya adalah orang yg sering mengkritik 
beberapa fatwa DSN khususnya di forum "Kompartemen Perbankan Syariah". Akan tetapi harus diingat 
mereka sudah berupaya sekuat mungkin untuk melakukan tugasnya, dan jika hasil ijtihad mereka salah, 
masih diberi satu pahala (insya Allah). 


11 
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(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 


Saya rasa peluang yang sama juga masih terbuka di hadapan kita terhadap DPS. Saya yakin Anda 
tetap komitmen terhadap ucapan Anda di atas bahwa mencapai kesempurnaan itu sulit dicapai. 
Karenanya saya yakin Anda pun masih menyadari bahwa DPS masih berpeluang melakukan kesalahan, 
baik disengaja atau tidak dalam menjalankan peranan dan tugasnya. Oleh karena itu sudah sepantasnya 
para praktisi perbankan syariat, dan seluruh komponen terkait untuk tetap legowo menghadapi kritikan 
dan hujatan dari berbagai pihak, selama kritikan itu berdasarkan dalil dan alasan yang kuat. 

Masalah DSN MUI atau DPS telah berupaya sekuat tenaga, itu tidak dapat dijadikan alasan untuk 
menutup pintu kritik, sehingga bila terbukti ada kesalahan sudah sepantasnya bagi setiap muslim untuk 
tidak mengikuti kesalahan tersebut. Walaupun di sisi Allah para anggota DSN atau DPS tidak dianggap 
berdosa (bahkan mendapatkan pahala) bila tidak melakukan kesalahan yang disengaja. 

Dan sebaliknya, sudah sepantasnya pula DPS dan DSN untuk menerima koreksi yang terbukti 
benar dan meninggalkan kesalahan mereka. Tidak sepantasnya usaha keras itu dijadikan alasan untuk 


mempertahankan kesalahan. 


(DIALOG 4) 


(Komentar UPPSJ 

11 

Hal lain yg perlu diingat bahwa dalam tataran dirasah fighiyah banyak sekali khilafiyah yg harus disikapi 
secara mature. 

Seorang yang murni akademisi atau ustadz boleh-boleh saja mengkritisi penerapan syariah dalam bank 
dll, akan tetapi dari pengalaman yang ada, mereka hanya sebatas teks langit yang belum membumi, dan 
menurut hemat saya harus diselami juga aspek dari sisi praktisinya. 


11 


(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 


UPPS, saya ingin bertanya: Bila terjadi pertentangan antara hukum dan paktek di lapangan, manakah 


yang harus diubah dan disesuaikan? 
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Saya yakin setiap muslim akan berpendapat bahwa yang harus aktif menyesuaikan diri adalah 
para praktisi dan bukan para ustadz, ulama atau para ahli fatwa. Jadi menurut hemat saya, istilah 
MEMBUMI harus diganti dengan istilah MELANGIT. Maksudnya, segala praktek dan pola hidup manusia 
haruslah diupayakan agar selaras dengan hukum Allah, sehingga para praktisilah yang harus aktif 
menyelaraskan produk ekonomi mereka dengan hukum-hukum Allah, bukan sebaliknya para ustadz dan 


ahli fatwa yang sibuk menyelaraskan fatwa mereka dengan paktek para praktisi ekonomi. 


Lae desak AI G3) AAN EN Ad gta3 ABI 1335 Gain | AA UI gal Gaal Ugal 
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertagwalah 


kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Os. Al-Hujurat: 1) 


Ibnu Katsir berkata: 
JAN Han GA besi IS Ja AL ses et aa SUSYI GA Igo asi Y 


"Hendaknya kalian tidak terburu-buru dalam setiap urusan sehingga melangkahi kehendak Allah dan 
Rasul-Nya. Akan tetapi seyogyanya kalian senantiasa menuruti kehendak Allah dan Rasul-Nya dalam 


segala urusanmu." (Tafsir Ibnu Katsir 7/364) 


Bila para para ahli fatwa yang sibuk menyelaraskan fatwanya dengan praktek masyarakat maka 
sangat dimungkinkan para ahli fatwa akan terjerumus ke dalam kenistaan. Kenistaan yang saya maksud 
ialah menjual ayat-ayat Allah dan syariat-Nya, sehingga berfungsi sebagai label halal yang oleh para 
pedagang dijadikan sarana untuk mengeruk keuntungan. 

Saya yakin Anda mengetahui sepenuhnya bahwa seorang ahli fatwa yang benar-benar bertakwa 
dan berilmu tidaklah akan berani berfatwa kecuali setelah mengetahui seluk beluak kejadian yang 
hendak ia hukumi. Karena bila seorang ahli fatwa belum menguasai permasalahan dengan baik maka ia 


terjerumus ke dalam ancaman firman Allah Ta'ala berikut: 


Gaal GP HAN AMI de Iga apa IR UDA Ih AKN Kiu | Lawa Ud Y 
Usa Y HASII all le yaaa 
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"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal 
dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang 


mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." (Os. An Nahl: 116) 
(DIALOG 5) 


(Komentar UPPSJ 
1 
Saya pribadi beberapa kali membaca pengkritisan terhadap bank syariah yang dilakukan oleh alumni 


madinah, akan tetapi belum menyentuh aspek maslahat dan common practice sebuah bank. 


1 
(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 


UPPS yang terhormat, saya jadi kurang mengerti dengan pola pikir Anda dalam berijtihad dan 
menghukumi suatu masalah. Sebab dalam syariat Islam, maslahat dan kepentingan umat manusia 
dibatasi oleh syariat, bukan sebaliknya syariat dibatasi oleh maslahat dan kepentingan manusia. Saya 
kira Anda sudah tahu lebih banyak daripada saya tentang perbedaan antara keduanya. Terlebih-lebih 
syariat Islam diturunkan demi mewujudkan kemaslahatan ummat manusia, sehinga seorang muslim 
yang benar-benar beriman ialah orang yang senantiasa yakin dan mengimani bahwa kemaslahatannya 
terletak pada tindakan penerapan syariat Islam secara menyeluruh. Tidak heran bila imam Izzuddin bin 


Abdissalam menuliskan bukunya: 


JEYI aallina (SAY! Ae 

Pada kitab ini, beliau menjelaskan bahwa seluruh syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan 
kemaslahatan manusia. 

Oleh karena itu, manusia yang paling banyak mendapatkan maslahah ialah yang paling 


komitmen dengan ajaran agamanya. 


Casa gAe ASI ASI JUAN jAR | gas V9 ABS Alkall (AIA akal Gaal) Leah 


seh 
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"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu 
turuti langkah-langkah syaithan. Sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagimu." (Os. Al Bagarah: 
208) 


Upaya para praktisi perbankan syariah yang ada di negeri kita dengan merintis dan mendirikan bank- 


bank yang berbasis syariat adalah salah satu bukti nyata akan apa yang saya utarakan di atas. 


Dengan demikian, bila yang Anda maksudkan dari kata "maslahah" ialah maslahah yang masih berada 
dalam batasan syariat maka saya setuju dengan Anda. Akan tetapi bila yang Anda maksud adalah 
kemaslahatan yang berupa "yang penting perusahaan untung" maka saya tidak setuju, dan saya yakin 


Anda termasuk orang yang terdepan dalam memerangi "maslahat" semacam ini. 


P PA Sia “si bagai, call sling “yuS As Lagus ca aral! 9 Bea) Us SI silam 
an t s5 ASial GUY ASI Al) Ga SIK all J3 gas laka S5 sila 


"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya itu terdapat dosa 
besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.' Dan 
mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari 
keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir." (Os. Al 


Bagarah: 219) 
Pada ayat ini dengan jelas Allah menyatakan bahwa pada khamr dan perjudian terdapat kemaslahatan, 
akan tetapi dikarenakan kemaslahatannya lebih kecil dibanding mafsadahnya, maka keduanya 


diharamkan. 


Singkat kata, kata "maslahah" harus ditimbang dengan hukum syariat bukan hukum syariat ditimbang 


dengan "maslahah". 
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IDIALOG 6| 


(Komentar UPPSJ 

11 

Menurut hemat saya, orang yang paling "kriminil" adalah orang yang mencemooh praktek bank syariah 
dengan men-judge belum syariah sementara dirinya dan rekeningnya ada di bank ribawi, bahkan tidak 
malu-malu bertransaksi kartu kredit yang kontraknya jelas-jelas bunga. 


1 
(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 


UPPS yang saya hormati, kalau masalah persepsi, maka kebalikan dari pendapat Anda pun tidak kalah 
besar nilai "kriminal"nya. 
Dalam syariat Islam, mengharamkan yang halal sama dengan menghalalkan yang haram, sama-sama 


dosa besar: 


Ci SP AKN AI AE TAN NG (GA UN IA BEN Kill Karat Ul 3 
usa Y DASI) AMI le Os 
"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 'ini halal 


dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang 


mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." (Os. An Nahl: 116) 


Masalah kartu kredit, saya yakin Anda lebih mengetahui tentangnya dari pada saya, karena 
alhamdulillah hingga saat ini saya tidak pernah mempunyai kartu kredit, apatah pula kartu kredit, 
rekening bank saja alhamdulillah saya tidak punya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi saya dan 
seluruh saudara kita seiman dan seakidah dari riba dan debunya. Wallahu a'alam bisshowab, mohon 
maaf sebelumnya bila ada kata-kata saya yang jahil ini yang mungkin kurang berkenan atau kurang 


santun. 


Semoga sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan 


sahabatnya. 
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Diskusi Perbankan Syariah (Bag. 3 dan 4) 


Berikut ini adalah kelanjutan diskusi sebelumnya antara ustadz Muhammad Arifin Badri dan 
UPPS. Diskusi ini semakin menarik, dan insya Allah semakin banyak ilmu pengetahuan yang dapat kita 
reguk dari diskusi ini. Bagi Anda yang belum membaca diskusi sebelumnya, kami anjurkan Anda untuk 
membaca dan mencermati diskusi sebelumnya. Silakan Anda membacanya pada link ini: 
1. Diskusi Perbankan Syariah (Bagian 01) 
2. Diskusi Perbankan Syariah (Bagian 02) 


Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. 


DISKUSI PERBANKAN SYARIAH (Bag. 3) 


(Komentar UPPS| 


11 
Ass. Wr. Wb 


Terima kasih ustadz M. Arifin Badri atas nasehat dan petuahnya, jika berkenan ana (saya —ed) akan 


sedikit berikan penjelasan atas pendapat ana yang lalu sbb: 


Ana sependapat dengan ustadz bahwa menjual sesuatu yang belum dimiliki (al bai fiimaa laa 
yumlak) adalah dilarang adanya, namun demikian yang dilakukan oleh bank syariah adalah mekanisme 
gabdh hukmy dengan instrumen PO seperti yang sudah ana jelaskan, dan bukan gabdh fi'ly sebagaimana 
yang dilakukan pedagang di sektor riil pada umumnya. 

Kenapa demikian? Regulasi di Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI), serta peraturan 
perpajakan yang melatarbelakangi fatwa DSN akan bolehnya transaksi murabahah dengan wakalah. 

Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank umum melarang seluruh bank umum 
untuk bertindak sebagaimana pedagang sektor riil (menyetok barang dan dijual). Artinya direct selling 
oleh bank dilarang oleh regulasi, karena bank adalah sektor intermediasi. 


11 


1458 


(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 
Wa'alaikumussalam. UPPS, semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan kepada Anda dan keluarga. 


Pertama saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya, karena Anda telah mengakui bahwa 
perbankan syariah yang ada telah menjual barang yang mereka beli sebelum terjadi gabdh fi'ly. 
Pengakuan ini secara tidak langsung adalah pengakuan bahwa perbankan telah melakukan hal yang 
nyata-nyata terlarang. 

Karena dalam syariat Islam yang dimaksud dengan gabdh (serah terima) yang disebutkan dalam 
hadits Ibnu Abbas dan lainny adalah al gabdh al fi'li (benar-benar diserah terimakan) karena saya yakin 
Anda mengetahui bahwa akad jual beli adalah akad yang mulzimah (mengikat) sehingga sekedar akad 
jual-beli selesai ditanda tangani, kepemilikan barang dan uang secara otomatis berpindah. Barang 
berpindah kepemilikan kepada pembeli dan uang dari pembeli menjadi milik penjual. Walau demikian 
adanya, Nabi shallallahu "alaihi wa sallam tidak mengizinkan kepada pembeli untuk menjual ulang 
barang itu (walaupun secara hukum telah menjadi miliknya). Yang demikian itu dikarenakan bila pembeli 
menjual ulang barang yang ia beli sebelum sepenuhnya diserah-terimakan, maka pembeli telah 
mendapatkan keuntungan dari barang yang belum menjadi tanggung jawabnya. Dan keuntungan 


semacam ini terlarang. 


f Ba 2... Xt - 0-0, 3 0 8 0 - o- PN 0. LM ore Nay. - 
Asal ol9) dis can Ca ea Ya Ga al La ay Ya an SMA ya Yg ang Lalu Jan Y 
AYI Amung GA jg aga s3 
"Tidak halal menggabungkan antara piutang dengan akad jual-beli, juga tidak halal dua persyaratan 
dalam satu akad jual-beli, sebagaimana tidak halal keuntungan yang diperoleh dari barang yang belum 


menjadi tanggung jawab penjual, tidak pula menjual barang yang tidak ada (tidak engkau miliki) 


padamu." (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, At Tirmizy dan dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Al Albani) 


Pendek kata, status barang yang telah menjadi milik perbankan belum cukup, akan tetapi harus 
benar-benar telah diserahterimakan oleh penjual kepada bank. 
Masalah peraturan Bank Indonesia, maka itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar 


ketentuan hukum Islam ini. 
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Apakah layak bagi seorang muslim untuk mengalahkan hukum Allah demi mematuhi peraturan 


manusia? 


DA Ancaman ya Ul Aawamas yaa Cl Vla S3 Kami Lari A0 Unll 3 masll alwall $ pall (.lc 
saga Ao Us Y 3 waw 


"Wajib atas setiap orang muslim untuk mendengar dan menta'ati, baik dalam hal yang ia suka atau yang 
ia benci, kecuali kalau ia diperintahkan dengan kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan 


menta'ati." (Muttafagun 'alaih) 


Pada hadits lain beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 


SILII Hanana (3 Gali Ze5Y 


"Tidak ada keta'atan kepada makhluk dalam memaksiati sang pencipta." (Riwayat At Tirmizy) 


Walau demikian, saya yakin Anda mengetahui bahwa peraturan PBI di atas masih bisa diakali alias 
disiasati, karena peraturan itu hanya urusan administrasi, sedangkan praktek di lapangan, sepenuhnya 


urusan operator. 


Sebagai contoh: Bisa saja operator suatu bank membeli barang terlebih dahulu, dengan 
pembayaran ditunda satu minggu (misal) tanpa dibuatkan surat pembelian atau penjualan. Selanjutnya 
dealer mengantarkan kendaraan ke Bank atau ke rumah nasabah. Setiba di rumah nasabah dan setelah 
petugas dari dealer pergi, segera petugas dari bank dan nasabah mengadakan akad jual beli. Setelah 
akad jual-beli antara bank dengan nasabah selesai ditandatangani, maka bank dapat membuat surat 
penjualan dan pembelian dengan dealer. Dengan demikian, tanggal penjualan antara Bank dan nasabah 
lebih dahulu dibanding tanggal pembelian dan penjualan antara bank dan dealer. 

Dalam praktek perundang-undangan di negeri kita, manipulasi atau akal-akalan semacam ini 
biasa terjadi, dan itu telah menjadi rahasia umum. Mengapa para praktisi perbankan syariah kok ciut 
nyali, sehingga tunduk dan patuh seratus persen, sehingga melanggar ketentuan syariat ini? 

Solusi ini selamat secara syariat dan secara peraturan BI. Hanya saja solusi ini memiliki resiko, 
misalnya nasabah ingkar janji, atau terjadi kerusakan pada barang setelah diserahkan oleh dealer, misal 


terjadi gempa, atau banjir, atau perampokan. Tapi resiko semacam ini adalah konsekuensi dari dunia 
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perniagaan yang wajar. Karena kesiapan menanggung resiko semacam inilah, akad ini halal, dan 
menyelisihi akad hutang piutang atau riba. Demikianlah karakter dunia usaha yang tidak mungkin bisa 


dirubah. Oleh karenanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 


AYI dita 9 (dilasill 9 (aka jg gl gal g Xaml ol 9) ULakalh FAN 
"Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian." (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, At 


Tirmizy, An Nasai dan dinyatakan hasan oleh Al Albani) 


Dengan cara ini, apa yang di khawatirkan berupa peraturan BI dan repot menimbun barang 
dapat dihindari. 

Bila solusi ini tidak bisa atau belum bisa diterapkan, mengapa kita memaksakan diri? Bukankah 
masih ada solusi lain selain perbankan, sehingga kita bisa menjalankan akad murabahah atau 
mudharabah yang sebenarnya. Misalnya dengan mendirikan perusahaan publik biasa, sehingga bebas 
membeli dan menjual. Dan benar-benar menggerakkan perekonomian umat. 

Praktek perbankan syari'ah selama ini menurut hemat saya adalah solusi pemalas belaka. 
Betapa tidak, perbankan yang ada hanya menerima dana dan kemudian mencari para pengelola dari 
pihak ketiga. Seharusnya perbankan yang memiliki segudang tenaga handal, menerima dana dari 
masyarakat lalu ia kelola dalam sektor riil. Bukan malah masyarakat yang jelas memiliki banyak 


kekurangan diminta mengembangkan dana milik perbankan. 


(Komentar UPPSJ 
1 


Kendala kedua, isu double tax yang memberatkan industri. Ketika bank syariah harus membeli barang 


maka secara langsung masuk dalam buku kita sebagai aset bank dan menjadi obyek pajak. Kemudian 


tersebut bank syariah menjadi tidak efisien karena over head costnya melambung tinggi. 


11 


(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 
UPPS yang saya hormati, apa yang Anda khawatirkan berupa double tax, dapat disiasati, 


misalnya dengan cara yang saya gambarkan di atas. Atau dengan membeli barang dari agen besar atau 
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PMT suatu merek dagang atau bahkan langsung ke perusahaan pemroduksi barang, dengan meminta 
agar bank mendapatkan harga yang jauh lebih murah dari yang berlaku umum di pasaran. 

Karena pajak dan yang serupa hanya berlaku bila transaksi kita lakukan dengan formal: 
dibukukan, ada surat penjualan dan pembelian. Akan tetapi bila surat menyurat ditunda, atau penjualan 
antara dealer dengan pihak bank surat menyuratnya ditiadakan, maka tidak akan ada Ppn. 

Saya yakin bila pihak operator perbankan syariat benar-benar serius mencari solusi yang sesuai 
syariat dan mengedepankan hukum agama dibanding undang-undang manusia, pasti ada celah yang 


bisa ditempuh. 


(Komentar UPPSJ 

11 

Ust, kami sedang berjuang untuk membebaskan diri dari pajak dengan loby kepada pemerintah agar 
treathment double tax bagi bank syariah dihapuskan, karena dalam jangka panjang sisi madharatnya 


lebih terlihat dari pada maslahatnya. 


Dan info terbaru bahwa pemerintah AKAN menghapus regulasi tersebut bagi bank syariah, karena hal 
yang sama tidak diberlakukan bagi bank ribawi, dimana mereka berlindung di bawah UU tahun 1998, 
dimana aktifitas perbankan, asuransi, dan leasing bebas Ppn. 


11 


(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 


UPPS yang terhormat, kembali saya ucapkan banyak terimakasih atas info yang sangat berharga ini. 
Betapa tidak, info bahwa para praktisi perbankan syariat diantaranya Anda yang berusaha meminta 
kebijaksanaan agar dapat terhindar dari double tax merupakan pengakuan bahwa praktek murabahah 
yang sekarang diterapkan belum selaras dengan syariat. Karena kalau Anda sudah meyakini praktek 
perbankan syariat yang sekarang telah selaras dengan syariat, maka apa gunanya perjuangan meminta 


dibebaskan double tax semacam ini? 


Upaya ini merupakan kilas dari kesadaran bahwa praktek murabahah yang ada belum selaras dengan 


syariat. 
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(Komentar UPPSJ 

1 

Ust, sekalipun regulasi tersebut tidak lagi diberlakukan, dan bank syariah harus memiliki inventory 
dalam transaski murabahahnya, maka regulasi BI atau PBI tetap melarang bank untuk melakukan 
aktifitas direct selling. 


11 


(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 


UPPS, pengakuan ini sangat berharga bagi saya, karena pengakuan ini artinya Anda menyadari 
bahwa akad yang dijalin antara bank dengan nasabah hanyalah berkutat pada kegiatan pembiayaan alias 
mudayanah dan bukan akad jual-beli. Karena andai murabahah yang dijalankan oleh perbankan syari'ah 
adalah benar-benar murabahah, niscaya dilarang oleh BI atau PBI. Saya yakin pihak BI dan PBI tidak 
sebodoh yang dibayangkan oleh sebagian orang. Mereka tahu sepenuhnya apa perbedaan konsekuensi 
direct selling dari murabahah yang diterapkan oleh perbankan syariat. 

Direct selling memiliki resiko untung rugi, barang rusak, dicuri dan resiko lain, sedangkan 
murabahah yang diterapkan perbankan syari'ah sama sekali tidak ada resiko di atas, sehingga tidak ada 
bedanya dengan yang dilakukan oleh perbankan konvensional, sama-sama aman tanpa resiko. Bedanya 
hanya dasi, baju koko, dan sebutan, adapun hakekatnya kosong. 

Tidak heran bila Singapura dan Inggris mengibarkan bendera bahwa mereka sebagai kiblat 
perekonomian/perbankan syariat internasional. Lucu bukan? Masak negara semisal Singapura dan 


Inggris sudi menerapkan syariat Islam yang sebenarnya? 


(Komentar UPPSJ 
1 


Selain itu, kalau bank syariah harus menyetok barang, maka berapa banyak gudang yang harus dimiliki 
bank? Gedung, mobil, motor, mesin berat, rumah, dll, itu semua madharat bagi bank karena over head 
cost menjadi sangat tinggi dan tidak efisien. 


11 
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(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 


Saya yakin masalah gudang bukan masalah yang prinsipil, karena pihak perbankan bisa saja 
menjual barang tanpa harus memiliki gudang, yaitu dengan cara tidak membeli barang kecuali setelah 
ada nasabah yang janji akan membeli. Setelah membeli barang di dealer atau agen, maka barang bisa 
langsung dikirim ke rumah atau tempat calon pembeli, dan selanjutnya diadakan serah terima barang di 
sana, dan selanjutnya langsung diadakan akad jual beli antara perwakilan/pegawai bank nasabah 
pemesan. 

Mudah bukan? Tidak perlu gudang, sehingga tidak ada pajak bangunan, sewa, gedung, satpam 


dan lainnya. 


(Komentar UPPSJ 

11 

Dulu Islamic Bank di Sudan awalnya menyetok barang, karena berupaya mengamalkan hadits-hadits 
Nabi, bahwa menjual barang yang belum dimiliki dilarang. Namun demikian sekarang mereka kembali ke 


konsep bank sebagai lembaga intermediasi karena tidak efisien dan over head cost yang besar. 


11 


(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 


UPPS yang terhormat, kembali info ini adalah info yang sangat berharga bagi saya, betapa tidak 
info ini semakin menambah banyak data yang saya ketahui tentang perilaku perbankan syariat di negeri 
kita. Para praktisi perbankan syariat siap mengadakan study banding dengan perbankan yang ada di 
mana saja, sampaipun yang ada di benua afrika, akan tetapi saya heran kenapa mereka terkesan 
menutup mata dari praktek perbankan Islam yang ada di Saudi Arabia. 

Saya yakin Anda mengetahui bahwa Ar Rajhi Bank yang ada di Saudi Arabia menyelisihi praktek 
perbankan syari'ah yang ada di indonesia. Ar Rajhi Bank memiliki banyak gudang bahan bangunan, 
gudang kendaraan, dan alat-alat berat. Bahkan saya beberapa kali mendapatkan info dari penduduk 
saudi bahwa Ar Rajhi Bank mengadakan lelang kendaraan-kendaraannya yang kurang laku jual, dan 
telah berlalu beberapa tahun dari pembeliannya. 

Di antara faktor yang menjadikan perbankan syariat di negeri kita tidak siap untuk melakukan 


seperti yang dilakukan oleh Ar Rajhi Bank ialah karena perbankan syari'ah di negeri kita memiliki 
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kewajiban atau komitmen untuk memberikan "bagi hasil" kepada setiap nasabah yang menyimpan dana 
di tempatnya. Walaupun pada kenyataannya dana nasabah tersebut belum disalurkan kepada pihak 
ketiga. Oleh karena itu kita sering mendengar berita bahwa perbankan syariat mengalami over likuiditas, 
sehingga akhirnya dananya yang melimpah itu disalurkan ke Sertifikat Bank Indonesia. 

Sedangkan di Ar Rajhi Bank, kewajiban ini tidak ada, sehingga walaupun seorang nasabah 
menabungkan puluhan juta real atau bahkan mungkin miliaran real, pihak Ar Rajhi Bank tidak akan 
pernah memberinya fee atau bagi hasil walau hanya 1 real saja, bila ia tidak menginvestasikannya dalam 
proyek-proyek yang dijalankan oleh Ar Rajhi. Dengan demikian, walaupun Bank Ar Rajhi belum atau 
tidak bisa menyalurkan sebagian dana nasabahnya, tidak menjadi masalah baginya. 

Fakta ini menjadikan kita meragukan status "bagi hasil" yang diberikan oleh perbankan syariat 
yang ada di negri kita. Bagi hasil kok diberikan kepada setiap nasabah, tanpa ada beda, nasabah yang 


dananya telah disalurkan dalam unit usaha dari nasabah yang dananya masih macet di bank. 


(Komentar UPPS| 

11 

Ada investor besar dari timteng (tumur tengah —ed) yang akan invest bank syariah di Indonesia, namun 
karena adanya regulasi double tax tersebut, mereka mundur dengan pasti. Inilah ijtihad DSN MUI 
sampai hari ini, tidak menutup kemungkinan akan ada fatwa baru yang disesuaikan dengan hajat, dan 
kami berupaya loby secara mudawamah kepada regulator agar regulasi tersebut dihapuskan. 


11 


(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 


Semoga perubahan fatwa yang akan datang berdasarkan dalil dan bukan berdasarkan hajat 
(kebutuhan). Saya yakin pembaca mengetahui perbedaan antara perubahan fatwa karena hajat dari 


perubahan fatwa karena dalil. 


(Komentar UPPSJ 
1 


Bank syariah di Indonesia terhitung baru, dan inilah upaya kita untuk membumikan nash-nash langit ke 
dalam bisnis bank, walaupun kendala regulasi mengharuskan kita untuk melakukan ijtihad semampu 


kami. 
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Semoga prinsip taghayyur ahkam bitaghayyuri azman yang dimaknai positif tidak disalahgunakan dalam 
prakteknya. 
"AA 


(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 

Kembali saya kritisi istilah membumikan nash-nash langit, dan saya mengusulkan agar diganti 
melangitkan praktek-praktek bumi. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui bahwa hukum 
syariah adalah baku, sedangkan yang harus dirubah dan disesuaikan adalah praktek masyarakat dan 
bukan nash-nash Al Our'an dan As sunnah. Oleh karena itu, kalaupun di kemudian hari terjadi 
perubahan ijtihad, maka perubahan itu berdasarkan dalil dan bukan karena perubahan praktek dan 
tuntutan masyarakat. 

Adapun kaedah yang Anda sebutkan: "taghayyur ahkam bitaghayyuri azman" maka perlu dicatat, 
bahwa ahkam yang dimaksudkan dalam kaedah ini ialah ahkam yang berdasarkan adat istiadat, semisal 
hukum yang berkaitan dengan kadar nafkah seorang suami untuk istrinya, ahkam yang berkaitan dengan 
bahasa, semisal hukum yang ada pada kata-kata nikah, talak, sumpah dan yang serupa. 

Adapun hukum yang berdasarkan dalil, maka tidak dapat diubah-ubah walaupun zaman dan 
daerah telah berubah. Dengan demikian prinsip-prinsip perniagaan yang telah digariskan dalam Al 


Our'an dan As Sunnah tidak boleh diubah untuk selama-lamanya. 


(Komentar UPPSJ 

11 

Prinsip figh sebagaimana diketahui bersama banyak khilafiyah di dalamnya, bahkan ada persoalan baru 
yang belum pernah dibahas oleh para fugaha dan ulama kita, yang mengharuskan kita melakukan ijtijad 


semampunya sesuai dhuruf dan hal. 


11 


(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 

UPPS, saya yakin khilaf ulama' yang ada bukanlah masalah yang harus dirisaukan, karena kita 
beragama bukan dengan agama satu ulama' tertentu, akan tetapi kita beragama dengan Al Our'an dan 
As Sunnah. Dengan demikian, pendapat siapapun yang selaras dengan kedua dasar hukum Islam ini, 


maka itulah yang wajib di amalkan. 
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Oleh karena itu, dahulu ulama' salaf kita senantiasa menekankan agar kita meninggalkan 


pendapat mereka yang terbukti salah dan menyelisihi dalil. 


Alas 3 Male di eelun il YP FA ATA La LA IL ASI Gal 
"Tidaklah ada seorangpun, melainkan pendapatnya bisa diambil dan juga bisa ditinggalkan, kecuali Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam." (Diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Mu'jam Al Kabir 11/339, dari 
sahabat Ibnu Abbas dengan sanad yang marfu' (sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam) dan 
dinyatakan oleh Al Haitsami bahwa para perawinya adalah tsigah. (Majma' Az Zawaid 1/179). Walaupun 


yang masyhur, ini adalah ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullah.) 


Imam As Syafi'i juga berpesan: 


JAN ia | gi IA CAN Sala TAN Ce sah Ya pi La pa Ja 
"Bila ada hadits yang shohih, maka itulah pendapat (mazhab)ku, dan bila suatu hadits telah terbukti 


keshahihannya, maka campakkanlah pendapatku ke dinding." (Siyar A'alam An Nubala' oleh Adz Zahaby 
10/35, dan Oaulul Imam Al Muthalliby: Idza Shohhal Hadits Fahuwa Madzhaby) 


Pada riwayat lain beliau menyatakan: 


SPAN 33 Al laa 9 dal Al alan Al Jaka 2 Alia Al Sal uya al Ae Ga al 
AA Ha sal JI KN 
"Para ulama' telah sepakat bahwa apabila telah terbukti sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 


bagi seseorang, maka tidak dibenarkan baginya untuk meninggalkan sunnah itu hanya karena ucapan 


seseorang." 


Penjelasan ini bukan berarti seruan untuk tidak menjaga kehormatan mereka. Ahlussunnah 
adalah orang yang paling hormat dan paling santun terhadap para ulama'. Betapa tidak, mereka adalah 
para penerus atau ahli waris Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah mewarisi ilmu dan teladan 


beliau. 
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Terlebih dari itu, walaupun banyak permasalahan kontemporer yang belum pernah disebut oleh 
ulama' kita, akan tetapi permasalahan-permasalahan tersebut tidak akan keluar dari kaedah dan prinsip- 
prinsip yang telah digariskan oleh para ulama' berdasarkan dalil-dalil Al Gur'an dan As Sunnah. 

Benar bila kita berkutat seputar perubahan nama, maka kita akan kebingungan, akan tetapi bila 
kita berpedoman pada hakikat dari setiap permasalahan, niscaya semuanya menjadi gamblang. 

Bila Anda berpegangan pada nama besar "Bank Syariah" maka saya yakin Anda akan 
kebingungan. Akan tetapi bila Andamelepaskan nama besar "Bank Syariah" kemudian mengkaji masalah 
akad "murabahah" berdasarkan dalil-dalil yang ada, dan kaedah-kaedah yang telah digariskan oleh para 
ulama' niscaya akan gamblang semuanya. Nyata-nyata menjual barang yang belum dimiliki, nyata-nyata 
tidak siap menanggung resiko perdagangan, maka jelaslah bahwa yang terjadi bukanlah jual-beli 


murabahah, akan tetapi hutang-piutang atau permainan istilah atau nama belaka. 


(Komentar UPPSJ 

11 

Kehadiran Bank Syariah di indonesia sedikit banyak memberikan maslahat bagi umat, dan bukankah 
kewajiban menegakkan syariah berlaku bagi setiap individu muslim, karena jika syariah tidak ditegakkan 


maka dosa kolektif yang akan diperoleh. 


11 


(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 


Saya tidak begitu paham akan maksud dari ucapan Anda ini, apakah maksudnya bila umat Islam 
tidak mendirikan bank maka seluruh umat akan dosa? Bila ini maksud Anda, maka itu jelas-jelas tidak 
benar, karena seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perbankan adalah amalan-amalan mubah, dan 
bukan amalan ibadah mahdhah, apalagi fardhu 'ain atau kifayah, sehingga tidak ada dosa. Yang berdosa 
ialah yang menghalalkan riba, melanggar prinsip perniagaan yang diajarkan dalam Syariat hanya karena 
mengikuti trend dan kehendak masyarakat. Atau mengharamkan yang halal. Adapun amalan mubah, 
jual-beli, hutang-piutang, transfer dana, atau yang serupa maka itu sepenuhnya terserah kepada 
masing-masing individu. Dengan demikian, umat tidak berdosa apabila tidak ada bank, atau tidak ada 
pabrik. 

Dan kalau yang dimaksud ialah menegakkan syariat dengan menjalankan transaksi melalui bank 


syariat, maka itupun juga tidak benar. Karena tidak ada dalil yang mengharuskan agar umat Islam 
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menjalankan transaksi perniagannya melalui bank syariah. Mereka bebas menjalankan transaksinya 
dengan cara apa saja, asalkan tidak melanggar syariat. Sehingga orang yang tidak bertransaksi dengan 
bank syariah sama sekali tidak akan pernah berdosa karenanya. Betapa banyak umat Islam yang sampai 
mati ia tidak penah membutuhkan kepada jasa perbankan sama sekali, sebagaimana yang dialami oleh 
banyak dari penduduk desa. 

Terlebih-lebih syariat Islam dalam hal muamalah dapat ditegakkan tanpa harus melalui badan 
keuangan semisal bank. Syariat muamalah dapat diterapkan di pasar tradisional, perusahaan, organisasi 
atau lainnya. 

Jadi saya harap Anda tidak hidup dalam daun kelor, akan tetapi hiduplah dalam alam nyata. 
Umat manusia bisa hidup dan bisa menjalankan syariat agamanya walau tanpa menggunakan jasa 
perbankan syariat, terlebih-lebih yang ekonomi rendah, sehingga tidak butuh terhadap layanan 
perbankan sama sekali. 

Kalo yang dimaksud ialah menegakkan syariat dalam artian "mendirikan negara Islam, 
menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar" maka itu bisa ditempuh walau tanpa melalui jalur perbankan. 

Dengan demikian, komentar Anda di atas harus diklarifikasi ulang agar jelas maksud dan arahnya. 


Semoga Anda berkenan melakukannya. 


(Komentar UPPSJ 
1 
Ustadz Dr. Al Ushaimy (guru besar ekonomi syariah di Jamiah Muhammad Ibnu Saud Riyadh pernah 


mengatakan kepada saya dalam konteks bank syariah saat ini: 


"Ayyuhuma afdhal min an namsyia 'uryaanan awa namsyi 'ala tsaubin muraga'?" 


Sungguh ini akan menjadi amal shalih bagi umat Islam jika lembaga keuangan syariah dijadikan 
pusat transaksi umat Islam di seluruh dunia. Sementara itu dulu ust jawaban dari kami, semoga mafhum 
mugtadha al hal dapat dipraktekan dengan baik. 

Wallahu a'lam 
Akhukun fillah 
11 
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(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 


UPPS, ucapan Dr. Al Ushaimy di atas saya rasa hanya tepat diterapkan pada masyarakat, dan 
hanya dari satu sisi pandang. Bagi masyarakat, memang lebih baik baik bertransaksi dengan orang yang 
pelanggarannya 704 dibanding dengan orang yang pelanggarannya 100x 

Akan tetapi dari sisi lain, yaitu dari sisi operator perbankan, itu tidak menjadi alasan bagi mereka 
untuk menempuh filsafat lilin, menerangi orang lain, akan tetapi diri sendiri luluh terbakar. Mungkin 
orang lain menjadi nyaman, karena dananya dijaga sehingga tidak dicuri, mudah bertransaksi, dan 
lainnya, akan tetapi itu tidak cukup untuk menghapus dosa-dosa pelanggaran syariat yang dilakukan 


oleh operator perbankan. 


Masing-masing dari kita akan mempertanggung jawabkan amalan kita sendiri di hadapan Allah. 


Jae Ca date (ye cell Lagi o jas ye taat Le Ulah AA Abal ag ae Lai J3 Y 
Gi ala Ca FN alay AS Una dunia Cop AAN Uap ALAN CAT Uya Ala YR Ca 
SUIYI ama, 

"Kelak kedua kaki setiap hamba tidak akan beranjak, hingga dipertanyai tentang empat hal: tentang 
umurnya: ia pergunakan untuk mengamalkan apa?, ilmunya: apa yang ia perbuat dengannya?, harta- 
bendanya: dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan?, badannya: ia pergunakan untuk 


mengamalkan apa?" (Riwayat At Tirmizy, At Thabrany dan dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Al 
Albani) 


Sebagaimana perbuatan Anda menukil ucapan Dr. Al Ushaimy yang menggambarkan konteks 
perbankan Islam yang ada sebagai seseorang yang mengenakan pakaian bertambal sulam layaknya 
seroang gembel. Penukilan ini bagi saya sebagai pengakuan terselubung bahwa perbankan syariat yang 
ada gambarannya bagaikan baju tambalan, bolong sana-sini, compang-camping, layaknya gembel, dan 
bahkan sangat dimungkinkan terdapat banyak robekan yang belum atau tidak kuasa ditambal karena 


begitu luasnya robekan yang ada. Dalam pepatah arab disebutkan: 
ABI de Ai jI Casil 
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"Apa daya bila robekan baju telah terlalu lebar untuk ditambal" atau dalam pepatah indonesia: Maksud 
hati memeluk gunung apa daya bila tangan tak sampai. 
Pertanyaannya: Seberapa luas dan seberapa banyakkah robekan yang ada di baju yang Anda kenakan? 


Inilah yang menjadi inti permasalahan dan tema diskusi kita. 


Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, sungguh tiada maksud sedikitpun di hati untuk 


menggunakan kata-kata yang tidak layak atau tidak santun. Wallahu a'alam. 


DISKUSI PERBANKAN SYARIAH (Bag. 4) 


Pada diskusi keempat ini, saudara AH, seorang anggota milis Pengusaha Muslim, membuka 
diskusi dengan mengomentari komentar UPPS yang ditanggapi oleh ustadz Muhammad Arifin Badri di 


atas. 


(Komentar AH| 


Bismillaahirrahmaanirrahiim... 

Ihwan wa ahwat fillah member milis pengusaha muslim (yang semoga dirahmati Allah), ikutilah 
orang karea dia benar, dan Janganlah mengikuti kebenaran karena orang, carilah kebenaran itu niscaya 
engkau akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Insya Allah saya merasa yakin bagi siapa yang 
telah menyimak dan memahami dan berusaha kuat agar mencari kebenaran disertai doa ....maka akan 
bisa memilah/memilih pendapat yang benar/mendekati kebenaran di antara 2 pendapat yang ada. 
Begitu pula dari diskusi ini ....tanyakan pada hati nurani anda sebagai tempat masuknya Taufik Hidayah 
sehingga menjadikan ia berjiwa Haniif... lapang menerima kebenaran dari siapapun dan kapanpun 
kebenaran itu sampai maka ia bergegas meninggalkan hawa nafsu & kesalahannya menuju 
pengampunan Allah. 

Semoga Allah memudahkan kita agar lapang menerima kebenaran meskipun pahit bertolak 
belakang dengan hawa nafsunya. Semoga kita termasuk hamba yang berusaha keras untuk 
mengamalkan DALIL dan bukan men-DALIL amal. 


Baarokallaahu fiikum.... 


NB: afwan ahsannya ucapan salam tidak disingkat!? 
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Komentar AH di atas kemudian dijawab oleh UPPS, dan jawaban UPPS tersebut ditanggapi oleh ustadz 


Muhammad Arifin Badri. Silakan menyimak diskusinya berikut ini: 


(Komentar UPPS Buat AHJ 

11 

Kita semua sepakat bahwa kita berislam harus menggunakan rujukan atau dalil, dan ketika dalil yang 
dicari tidak ditemukan maka peranan ijtihad lah yang mengambil alih, terlebih lagi untuk transaksi 
muamalah kontemporer yang belum diakomodir dalam figh dan ijtihad ulama zaman dahulu, hujiyatu 
ijtihad sangat kuat. Kita bukan men-DALIL kan amalan, akan tetapi berupaya membentuk maslahat 


dengan ijtihad. 


Dalam hal figh, selama memiliki acuan baik nagly, agly, dan hissy, serta landasan ijtihad insya Allah ahlan 
wa sahlan, dan dalam hal figh terlebih lagi umur khilafiyah tidak ada yang berhak mengklaim mana yang 
benar dan mana yang salah. Yang benar adalah yang membawa maslahat bagi semua sesuai dengan 


dhuruf (mugtadha al hal). 


Bersikaplah mature dalam menyikapi perbedaan, dengan tidak saling menyalahkan, INGAT para imam 
mujtahid muthlag saja saling ta'dhim terhadap persoalan yang mereka berbeda pendapat, sementara 
orang sekarang yang realitanya memiliki jaudah ilmiyah munkhafidhah mengekpresikan sikap al bathar 
dan ghamthu naas, bukankah hal demikian madzmum dalam syariah ini. 


11 


(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 

UPPS yang terhormat, saya kurang setuju dengan ucapan ustadz di atas. Betapa banyak para 
ulama menyalahkan sebagian lainnya dalam urusan ijtihadiyah. 

Sebagai contoh misalnya dalam masalah hukum jual-beli 'inah (A menjaul barang kepada B 
dengan pembayaran terhutang, selanjutnya B menjual kembali barang itu kepada A dengan pembayaran 


kontan dan lebih murah dari harga pertama). Simaklah ucapan "Aisyah radhiallahu 'anha: 


Kai NU) Aa Ale AI Gua AI Jgn ala Sila Ulil SAI BI D3 S3 ORI 
"Sampaikanlah kepada Zaid, bahwa ia telah menggugurkan nilai jihadnya bersama Rasulullah shallallahu 


'alaihi wa sallam bila ia tidak bertobat." (Riwayat Ad Daraguthni dan Al Baihagi) 
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Bila Anda kurang percaya, silahkan buka kitab Al Umm karya imam As Syafi'i. Padanya Anda akan 
dapatkan, bagaimana imam As Syafi'i membantah gurunya sendiri yaitu Imam Malik, begitu juga Abu 


Hanifah, Al Laits Bin Sa'ad dan lainnya. 


Perlu dibedakan antara menyalahkan dengan menghormati. Urusan salah dan benar itu urusan 
dalil, mana yang terbukti dalilnya lebih kuat maka itulah yang benar dan sebaliknya adalah yang salah. 
Adapun urusan menghormati itu urusan harga diri seorang muslim. Dengan demikian tidak sepantasnya 
dicampuradukkan. Makanya dalam diskusi ini, walaupun saya menganggap pendapat Anda kurang benar 


akan tetapi saya tetap menghormati dan menghargai Anda sebagai seorang muslim yang berilmu. 


(Komentar UPPS Buat AH| 
1 
Kalau yang diminta dalil yang termasuk dalam dairah ijtihad pasti tidak ada, sebab jika ada dalil atau 


nash runtuh atau tidak berlaku ijtihad. 


Model transaksi kontemporer yang belum ada rujukannya zaman salaf shalih pasti metode ijtihad yang 
digunakan, bahwa hal tersebut adalah ijtihad DSN, dengan mengambil ijma ulama tentang bolehnya 
Wakalah dalam melakukan perkara. 


11 


(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 

UPPS, ucapan Anda ini menurut hemat saya sangat rancu. Betapa tidak, Anda mengesankan 
bahwa pada masalah ijtihadiyah tidak ada dalil secara mutlak. Padahal nyatanya tidak demikian. 

Benar, bila yang Anda maksudkan dengan dalil ialah dalil yang dikategorikan sebagai (nash atau 
shorih), akan tetapi bila yang dimaksudkan ialah dalil secara mutlak, maka itu tidak benar. Karena itu 
artinya mengesankan ulama' berijtihad tanpa dasar dalil sama sekali. 

Saya yakin Anda mengetahui sepenuhnya bahwa dalam masalah-masalah ijithadiyah yang tidak 
ada dalil nash/sharih para ulama' berusaha berpegang atau berusaha menerapkan dalil-dalil umum atau 
kaedah umum dalam syariat. Karena ijtihad menurut ulama' terbagi menjadi dua: 


1. Ijtihad fi fahmi an nash (ijtihad dalam memahami dalil). Ijithad jenis ini pasti ada dalilnya. 
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2. ljtihad fi tathbig an nash (penerapan ijtihad jenis pertama pada kejadian yang ada di masyarakat). 
Pada ijtihad jenis ini pun pasti ada dalilnya, baik dalil yang sharih atau keumuman suatu dalil dan yang 


serupa dengannya. 


(Komentar UPPS Buat AH) 

11 

Dalil-dalil yang dinukil ust Badri itu sangat tepat diterapkan 1004 dalam sektor riil atau person to person. 
Namun ketika dijalankan pada industri bank syariah khususnya di Indonesia berpotensi adanya 


constraint. Langkah ijtihad adalah solusi. 


11 


(Tanggapan Ustadz Muhammad Arifin Badri) 

Saya tidak mempermasalahkan diperlukannya ijtihad dalam menyesuaikan aplikasi perbankan 
dan undang-undang yang ada agar selaras dengan syariat. Akan tetapi, itu tidak berarti ada kebebasan 
bagi kita untuk keluar dari ketentuan dan prisnip-prinsip perniagaan yang telah digariskan pada dalil- 
dalil yang ada. 

Karenanya, bila peraturan dan aplikasi perbankan yang ada tidak bisa disesuaikan dengan 
prinsip-prinsip yang ada, maka yang harus dirombak adalah perbankannya, kalo perlu dibuat badan 
usaha lain selain perbankan yang lebih bisa bebas dan leluasa mengembangkan perekonomian umat 
tanpa melanggar syariat. Misalnya dengan mendirikan perusahaan investasi, atau perusahaan 
multinasional yang bergerak dalam berbagai sektor perdagangan, industri, pemasaran, jasa dan lainnya. 

Dan komentar ustadz ini menurt saya juga sebagai pengakuan lain bahwa praktek perbankan 
syariat yang ada masih sangat layak untuk dikritisi, bahkan disalahkan. Betapa tidak, perbankan yang ada 
hanyalah sebatas produk ijtihad segelintir orang saja. Tentunya produk ijitihad mereka masih 
menyisakan peluang untuk itu. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini saya menyeru kepada saudara-saudaraku sekalian untuk 
bersama-sama mengkritisi dan mengawasi hasil ijtihad beberapa saudara kita di perbankan syariat agar 
tidak terjadi kesalahan. Bila tidak, bisa-bisa terjadi pergeseran pemahaman terhadap syariat Islam, 
terutama yang berkaitan dengan berbagai akad dan unit usaha perbankan syariat. Wallahu a'alam 
bisshowab. 


sk kk 
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Pertanyaan 1: 

Saya menyimpan uang di bank syariah, karena alasan keamanan. Tiap bulan, saya hitung bagi 
hasilnya untuk saya pisahkan karena, menurut para ustadz yang saya tanya, bagi hasil dari bank syariah 
hanya namanya saja, sesungguhnya itu masih seperti bunga pada bank konvensional. Yang ingin saya 
tanyakan, bolehkah uang hasil bagi hasil bank syariah saya gunakan untuk membayar Pajak Pendapatan 
Pribadi karena saya mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak, red) pribadi? Syukran sebelumnya. 
Ningsih 


kk 


Jawaban: 

Bismillah. 

Jika kita telah memahami bahwa uang bagi hasil itu hakikatnya adalah riba maka uang tersebut tidak 
boleh digunakan untuk kepentingan yang manfaatnya kembali ke pemilik uang (riba), apapun bentuknya, 
termasuk pembayaran pajak. 

Karena itu, uang bagi hasil tadi tidak boleh digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan Pribadi. Allahu 


a'lam. 


Ustadz Ammi Nur Baits, S.T. 


Pertanyaan 2: 
Sedikit menambahkan pertanyaan bagi Ustadz Ammi hafizhahullahu wa nafa'allahu bihi. 


Ustadz, bagaimana istinbat pengharaman uang riba yg digunakan sebagai pembayaran pajak, padahal: 


Pertama, berkenaan dengan pajak, bukankah pajak dalam artian seperti yg diterapkan oleh negeri ini 
adalah pajak yang tidak diterima di dalam syara' (syariat Islam, red), dan bahkan termasuk kezaliman 
terhadap kaum muslimin --sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Fadhilatul Ustadz DR. Arifin Badri--. 
Jadi, pajak itu sendiri adalah bentuk kezaliman, berupa perampasan harta terhadap kaum muslimin 
dengan cara yang tidak hag. 

Kedua, bukankah pajak --sebagian besarnya-- ditarik oleh pemerintah untuk dialokasikan bagi 
pembangunan fasilitas umum, jalan raya, santunan fakir miskin, dan lain-lain, yang mana mayoritas 


anggaran pembelanjaan negara juga sebagian besar dari pajak? CMIIW (correct me if I'm wrong, mohon 
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benarkan jika saya salah, red). Jadi, bukankah banyak fatwa para ulama yang memperbolehkan 
mengeluarkan uang riba untuk pembangunan fasilitas umum, atau bahkan diinfakkan bagi fakir miskin, 


sebagaimana salah satu jawaban antum tentang hal ini? 


Lantas, Fadhilatul Ustadz, bagaimanakah wijhatun nazhar (sudut pandang, red) pengharaman 
menggunakan uang riba untuk pajak? Di mana kita sama-sama tahu bahwa pajak itu adalah suatu yang 


tidak diterima oleh syara', dan pemerintah pun menggunakan pajak tersebut untuk kepentingan umum. 


Adakah fatwa atau jawaban dari para ulama yang mungkin Ustadz ketahui??? Atas penjelasan dan 


jawaban dari Fadhilatil Ustadz, saya ucapkan jazakallahu khayral jazaa'. 


NB: Bagi para pembaca, jangan sampai salah paham. Walaupun pajak adalah suatu hal yang menyelisihi 
syariat dan suatu bentuk kezaliman terhadap kaum muslimin, namun kita tetap wajib menaatinya 
sebagai bagian dari ketaatan terhadap penguasa kaum muslimin, sebagai pengejawantahan terhadap 
hadits-hadits yang sangat banyak jumlahnya, yang menuntunkan agar kita tetap sabar, mendengar, dan 


taat walaupun penguasa merampas hak kita dan memukul punggung kita. Wallahu a'lam. 


Ustadz Abu Salma 
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Jawaban: 
Bismillah. 
Fatwa yang saya temukan adalah sebagai berikut: 


Fatwa pertama: 


Ag gay al pall ya Kail pal! Ada Ayo Lgu 91/p 

baya | anal! Gya Saka! (AYI kiat YI Atalll le K2 2(2078) 

Asap so 31 Jali Gian Gd Cal Ji Ugal Aa ga UI As ada Uta Sialan Ga 
Os oag3 Ag gim Cal pala lee Adi 

Ke ena na pa Gn ak alan Sasa Kek 
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(ab La Sial) uda 

Ca Sa ta) yA jga Y Ng Anya) Bada Jakata Sl gal! BJL ga olah jaan Ye 
dabel! pellumall Ha panai Lai 3 JA YI ya Jian Les #LinYI ) gag Y A28 WAY Jl ya! da 
G3) alel dil 9 na Lea ata Yg SIN Gya Saudia Y 3 Halu! 3 awal! ae « 

Su IL sl3yI $ Usa 


Terjemahan fatwa tersebut: 


Hukum membayar pajak dengan bunga ribawi. 


Pertanyaan: Saya memiliki tanah di salah satu negara Eropa, yang wajib dibayar pajaknya setiap tahun 


kepada negara ini. Bolehkah melunasi pajak ini dengan harta ribawi hasil dari bunga bank? 


Jawaban: Tidak boleh menyimpan uang di bank dalam rangka mendapatkan bunga ribawi. Oleh karena 
itu, tidak boleh melunasi pajak dari uang ini, karena riba adalah harta kotor yang tidak boleh 
dimanfaatkan, untuk apa pun keadaannya. Namun, bunga itu digunakan untuk kemaslahatan umum, 
selain masjid, pengadaan Al-Ouran, dan tidak boleh dianggap sebagai zakat, serta tidak boleh digunakan 
membayar utang. Allahu a'lam. (Fatawa Outha'ul Ifta' di Kuwait, no. 2078, diambil dari fatwa Lajnah 


Istifta"). 


Fatwa kedua: 


ahad Jual oya Kail pt! aa jl mao (daud! 23036 SAN AB) 
1423 a23 1 sll aU 


#Jl pad! 
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Alia gantang Udin (sia yaYI Callatyd Aya Sa Ciliiia (4 Jaci pala Jglia Ul ASale Ahli 
besaliaal Y Lg SSI ga Lel Sandi dllial! OA8 g 0 ya2 3 (ilawall CaUaS Aalasil gila anti 

HI pall Asli SI elo liyrs (la BIS) Aamll dig adal g Lea yan (salah MAS Y, 
AI SI jang SSI padat! La daa Y SI All Jua Cya ISI Ul JA lean alel Atil 33 yi 


tu Dos 


1 gal 


any Lal danang Al leg dil Span ole Alai 9 2D! 3 di Asal! 

at pall Kala 9 gp Ale dam gl La VI 2 yal Jla (Kama Y il Jua Ol eny DA 
592 Ap G3 AA Lela Gama S8 al gatal Gd 5 ya Lai call! Jl gal 

Landa (33 Lal «jga DA Sltall XI 33 Gya ai) yua! oA Kala Lah LAI pall Aa Cun ya AS 
HA Kasal AI GB mal jig Kila pasal XI gl) OA Uya dekati (Jill 3 call Ailantl (ya 
1983 

AiNalun (dp pil akal Bel ya ale daan ya Gale TS Jill (ajaa Ol eilas dil Jia 


del, 


Pinay ASASI Ga gbi) Mual) dilas 9 Gl AL Gagal Sya 1 itall 


Terjemahan fatwa tersebut: 


Judul fatwa: Sebab terlarangnya membayar pajak dengan harta haram 


Pertanyaan: Saya kontraktor khusus yang membangun fasilitas pemerintahan. Pemerintah menyuruh 


saya untuk menyimpan uang di bank guna menutupi biaya Letter of Guarantee dan biaya lainnya. Uang 
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yang sama simpan menghasilkan bunga, namun saya tidak pernah menerimanya dan mengambilnya 
karena saya tahu statusnya haram.... Bolehkah saya mengambil uang riba tersebut untuk membayar 


pajak? 


Jawaban: Pada dasarnya, manusia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan hartanya kecuali karena 
kewajiban yang telah ditetapkan syariat. Mewajibkan adanya pajak terhadap harta masyarakat 
dibolehkan dengan aturan-aturan tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fatwa no. 592. Hal 
ini jika dilihat dari sisi hukum pajak. Adapun membayar pajak dengan bunga bank, hukumnya tidak boleh, 
karena pembayaran pajak akan memberikan perlindungan bagi harta pemiliknya, sehingga dia telah 


memanfaatkan riba yang haram ini. Silakan baca kembali fatwa no. 1983.... Allahu a'lam. 


Komentar kami (Tim Dakwah PM): 


Satu hal yang patut digaris-bawahi dari fatwa di atas adalah bahwa dengan membayar pajak telah 
memberikan manfaat khusus bagi orang yang membayarnya. Sehingga, jika itu diambilkan dari uang riba, 
maka artinya dia telah memanfaatkan uang tersebut untuk sesuatu yang manfaatnya kembali pada 


kepentingan dirinya. Allahu a'lam. 


Ustadz Ammi Nur Baits, S.T. 
Tim Dakwah PM 
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Pertanyaan 3: 


Menabung di Bank Agar Dapat Bersedekah Kepada Fakir-Miskin 


Seseorang memiliki harta, ia merencanakan untuk menabungkannya di salah satu bank. Ia 
sepenuhnya mengetahui bahwa bank akan memberinya bunga tertentu, akan tetapi orang tersebut 
benar-benar menyadari bahwa tambahan uang (bunga) tersebut adalah riba dan haram. Bila ia biarkan 
bunga tersebut, maka akan dimanfaatkan oleh bank, dan bank diuntungan dengan bunga tersebut. 
Apakah boleh bagi orang tersebut untuk mengambil bunga tersebut dan kemudian diberikan kepada 


keluarga-keluarga miskin tanpa sedikitpun mengharapkan pahala? Tujuannya hanyalah agar keluarga- 
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keluarga tersebut mendapatkan bantuan dari bunga tersebut, karena mereka benar-benar 


membutuhkan kepada uang, daripada bunga tersebut dimanfaatkan oleh Bank. 


Jawaban: 


Tidak boleh menabung uang di bank-bank konvensional dengan tujuan mengambil bunganya untuk 
tujuan apapun. Karena Allah telah mengharamkan riba, dan mengancamnya dengan ancaman yang 

amat keras. Sebagaimana Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam telah malaknat /mengutuk pemakannya, 
orang yang memberinya, kedua saksinya dan penulisnya. Oleh karena itu, tidak boleh mengambil bunga 
dengan niat disedekahkan, karena itu adalah penghasilan yang haram lagi hina, sedangkan Allah itu 


Bagus dan tidak akan menerima selain yang bagus pula. 


Wabillahit taufig, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, 


keluarga dan sahabatnya 


Sumber: Majmu' Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, 13/355, fatwa no. 19585 


Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA. 


Artikel: www.PengusahaMuslim.com 
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Pertanyaan 4: 


Hukum Menabung di Bank 


Jawaban: 
Menabung di bank dengan bunga tertentu tidak diperbolehkan, karena ini termasuk transaksi 


yang mengandung faktor riba. Allah Ta'ala telah berfirman, 


275 Soga) Gl gag mall AI Jl, 


"Allah telah menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba." (Os. al-Bagarah: 275). 


Dan Allah Ta'ala juga berfirman, 


LAMA Nafa Al Gi Gaya abi cah LE Ta LA Va TG ANA TT GAN Al 
2278 BAN) Laga Yg Catat SI HEWAN Lai AIR AA Gap Al Faig AAN Ga GAN 
219 


"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum 
dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 
riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Os. 


al-Bagarah: 275-280). 


Bunga yang diambil oleh penabung ini tidak ada barokahnya, Allah Ta'ala berfirman: 


276/276 8 AI) BAN yaa YON AMI Gas 


"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah". (Os. Al Bagarah 276.) 
Riba semacam ini termasuk ke dalam riba nasi'ah dan juga riba fadhl (riba perniagaan), karena 


orang yang menabung (nasabah) menyetorkan uangnya ke Bank dengan ketentuan uang tabungannya 


tersebut berada di Bank dalam waktu tertentu dan dengan bunga tertentu pula. 
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Pertanyaan 5: 


Apakah boleh menabung di bank tanpa mengambil bunga? 


Jawaban: 

Bila memungkinkan bagi orang yang memiliki uang untuk menitipkannya kepada orang yang 
diperkirakan kuat tidak akan menggunakannya dalam perniagaan yang haram, maka itulah yang harus ia 
lakukan. Dan bila ia tidak merasa aman bila dititipkan kepadanya, dan tidak pula memungkinkan 
dititipkan kepada orang yang menggunakannya dalam berbagai transaksi yang dibolehkan, sedangkan ia 
khawatir uangnya akan hilang/dicuri, maka hendaknya ia berusaha menabungkannya di bank yang 


paling sedikit transaksi haramnya. 


Wabillahit taufig, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, 


keluarga dan sahabatnya (Majmu' Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, 13/342, fatwa no. 222). 


Pertanyaan 6: 
Apakah boleh menabung uang di bank-bank konvensional yang dikhawatirkan dicuri, agar dapat 
dicairkan pada saat dibutuhkan tanpa mendapatkan bunga sedikitpun dan tanpa dipungut dari mereka 


upah / uang administrasi ataukah tidak boleh? 


Jawaban: 

Tidak boleh menabung uang dan yang serupa di bank-bank konvensional atau badan-badan 
usaha yang serupa yang bertransaksi dengan riba/bunga. Baik tabungannya dengan bunga atau tanpa 
bunga. Hal ini karena menabung berati bahu-membahu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, 


padahal Allah Ta'ala telah berfirman, 


2 BILA) LSN AYI le SY, 


"Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Os. al-Maidah: 2). 


Kecuali bila ditakutkan uang tersebut akan hilang karena dicuri, atau dirampok atau yang serupa, 
sedangkan ia tidak mendapatkan cara lain untuk menjaganya selain menabungkannya di bank 


konvensional —misalnya-, maka dibolehkan baginya untuk menabungkannya di bank atau badan usaha 
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yang serupa, tanpa memungut bunga, demi menjaga keselamatan uang tersebut. Perbuatan ini 


merupakan sikap menanggung resiko yang teringan. 


Wabillahit taufig, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, 


keluarga dan sahabatnya. (Majmu' Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, 13/346, fatwa no: 4682.). 


Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA. 
Artikel: www.PengusahaMuslim.com 
Menerima Hadiah Dari Bank, Bolehkah? 


13 Juli 2010 | Dibaca : 739 kali | O Komentar | Share/Bookmark 


Pertanyaan: 


Saya menabungkan uang saya di salah satu bank di Kairo, dan saya meminta dari mereka agar 
tidak memberikan bunga kepada saya. Dan setelah beberapa hari dan setelah saya pergi dari Kairo 
menuju Saudi Arabia, saya kedatangan surat pemberitahuan dari bank yang menyatakan: Telah 
dilaksanakan undian terhadap nomor-nomor yang ada di bank, dan nomor-nomor tersebut berurutan 
sesuai urutan nasabah yang menabung di bank, dan nomor urut saya salah satu nomor yang 
memenangkan hadiah berbentuk uang, dan mereka memberitahukan, bahwa saya memenangkan uang 
sebesar 5 Junaih setiap bulan selama satu tahun. Dan mereka bertanya kepada saya, “Apakah uang 
hadiah tersebut ditambahkan ke rekening saya atau akan Anda ambil cash setiap bulan?” Apakah hadiah 
ini termasuk riba juga? Dan bila saya ambil, maka saya (gunakan) untuk apa? Apakah harus saya 
sedekahkan? Dan bila saya tabungkan uang saya di Bank, sedangkan saya mengetahui bahwa mereka 
akan menggunakannya untuk perniagaan dengan nasabah lainnya, dan mereka telah menentukan 


keuntungan yang akan diberikan kepada saya tanpa terjadi kerugian, apakah ini juga termasuk riba juga? 


Jawaban: 


Pertama: Dibolehkan bagi Anda untuk menabungkan uang Anda di bank tanpa bunga bila 
memang Anda benar-benar terpaksa melakukannya. Dan Anda tidak boleh mengambil hadiah yang 
diberikan kepada nomor urut Anda, dan hadiah itu adalah riba, karena mereka tidaklah memberikannya 


kepada Anda kecuali karena uang yang Anda tabungkan di bank tersebut. Penamaan mereka terhadap 
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barang yang diberikan kepada Anda dengan hadiah atau imbalan, tidaklah dapat mengeluarkannya dari 
makna/hakikat riba (hal ini berdasarkan kaidah figih yang telah dijabarkan di atas, yaitu, "Setiap piutang 
yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba."). 

Hal ini dikarenakan yang menjadi pedoman adalah hakikat setiap permasalahan dan bukanlah 
sekedar penamaannya. Dan kalau bukan karena uang Anda yang ditabungkan di bank mereka, sehingga 
mereka menggunakannya untuk kepentingan mereka, niscaya mereka tidak akan memberi Anda apa 
yang mereka sebut-sebut sebagai hadiah. Oleh karena itu, Anda tidak boleh mengambil hadiah tersebut. 

Kedua: Keuntungan yang telah ditentukan untuk Anda dengan persentase tertentu dari jumlah 
tabungan Anda yang digunakan oleh bank bersama dengan tabungan nasabah-nasabah lainnya adalah 
riba murni, maka tidak boleh bagi Anda untuk mengambilnya. 

Wabillahit taufig, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi 
Muhammad, keluarga dan sahabatnya Sumber: Majmu' Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, 13/347-348, 


fatwa no. 1532 


Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA. —hafizhahullah- 


Artikel: www.PengusahaMuslim.com 
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RAHN (GADAI) 


Tentang Gadai (Al Rahn) 
Oleh Ustadz Kholid Syamhudi, Lc. 


Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan 
dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu'amalah (hubungan antar makhluk). 
Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling 
tolong menolong diantara mereka. 

Karena itulah sangat perlu sekali kita mengetahui aturan islam dalam seluruh sisi kehidupan kita 
sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi social dengan sesama manusia, khususnya berkenaan 
dengan berpindahnya harta dari satu tangan ketangan yang lainnya. 

Hutang piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak bermunculan fenomena 
ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya dizaman kiwari ini. Sehingga orang terdesak untuk 
meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya. 

Tidak dapat dipungkiri realita yang ada, suburnya usaha-usaha pergadaian baik dikelola 
pemerintah atau swasta menjadi bukti terjadinya gadai menggadai ini. Ironisnya banyak kaum muslimin 
yang belum mengenal aturan indah dan adil Islam mengenai hal ini. Padahal perkara ini bukanlah 
perkara baru dalam kehidupan mereka, sudah sejak lama mereka mengenal jenis transaksi seperti ini. 


Sebagai akibatnya terjadi kedzoliman dan saling memakan harta saudaranya dengan batil. 


Definisi Al Rahn 


Rahn dalam bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan kontinyu.(1) Dikatakan dalam bahasa 
Arab: (2815! sLall) apabila tidak mengalir dan kata (4s!) Zaxi) bermakna nikmat yang tidak putus. Ada 


yang menyatakan kata Rahn bermakna tertahan dengan dasar firman Allah: 


Asa) Casa Lag pati US 
Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya, (OS. 74:38) kata Rahienah 


bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu 


tetap ditempatnya.I2| 
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Ibnu Faaris menyatakan: Huruf Raa, Haa' dan Nun adalah asal kata yang menunjukkan tetapnya 
sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak. Dari kata ini adalah kata Al Rahn yaitu sesuatu yang 
digadaikan.(3| 
Adapun definisi Rahn dalam istilah Syari'at, dijelaskan para ulama dengan ungkapan: 

Menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika 
tidak mampu melunasinyal|4| 

Atau harta benda yang dijadikan jaminan hutang untuk dilunasi (hutang tersebut) dari nilai 
barang jaminan tersebut apabila tidak mampu melunasinya dari orang yang berhutang.I5S| 

memberikan harta sebagai jaminan hutang agar digunakan sebagai pelunasan hutang dengan 
harta atau nilai harta tersebut bila pihak berhutang tidak mampu melunasinyal6|. 

Sedangkan Syeikh Al Basaam mendefinisikan, Al Rahn sebagai jaminan hutang dengan barang 
yang memungkinkan pelunasan hutang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut apabila 


orang yang berhutang tidak mampu melunasinya.|7| 


Hukum Al Rahn. 


Sistem hutang piutang dengan gadai ini diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar Al Our'an, 
Sunnah dan ijma' kaum muslimin. 


Dalil Al OAur'an adalah firman Allah: 


ag SAN Hala Unang ilang Uyal UB Aa gita UR US giat Aly ya elo AS 3 

bale ben Uag AAN ARI AS ASI UKG Gray SARAN | yat3 V3 LAIN AT LL 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan 
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertagwa kepada Allah Rabbnya: dan janganlah 
kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka 
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(OS. 2:283). 

Dalam ayat ini walaupun ada pernyataan 'dalam perjalanan” namun tetap menunjukkan 
keumumannya, baik dalam perjalanan atau dalam keadaan mukim, karena kata “dalam perjalanan' 


dalam ayat hanya menunjukkan keadaan yang biasa membutuhkan sistem ini. 
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Hal inipun dipertegas dengan amalan Rasululloh yang melakukan pergadaian sebagaimana 


dikisahkan umul mukminin A'isyah dalam pernyataan beliau: 


HAK Uya key KAK 3 Jal l (52363 La Ualala (3 FA Aug Aile A ea GA Dl 
Sesungguhnya Nabi Shalallaahu alaihi wasalam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan 


cara hutang dan menggadaikan baju besinya. (HR Al Bukhori no 2513 dan Muslim no. 1603). 


Demikian juga para ulama bersepakat menyatakan pensyariatan Al Rahn ini dalam keadaan safar 
(perjalanan) dan masih berselisih kebolehannya dalam keadaan tidak safar. Imam Al Ourthubi 
menyatakan: Tidak ada seorangpun yang melarang Al Rahn pada keadaan tidak safat kecuali Mujaahid, 
Al Dhohak dan Daud (Al Dzohiri).(8) Demikian juga Ibnu Hazm. 

Ibnu Oudamah menyatakan: Diperbolehkan Al rahn dalam keadaan tidak safar (menetap) 
sebagaimana diperbolehkan dalam keadaan safar (bepergian). Ibnul Mundzir menyatakan: Kami tidak 
mengetahui seorangpun yang menyelisihi hal ini kecuali Mujahid, ia menyatakan: Al Rahn tidak ada 
kecuali dalam keadaan safar, karena Allah I berfirman: 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak 
memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang). 

Namun benar dalam hal ini adalah pendapat mayoritas ulama dengan adanya perbuatan 


Rasululloh SAW diatas dan sabda beliau: 


LE Al ag aka IS II Aa LA YAN Gl Wah ja JSI atas UG SAI 

daa an ng 

Al Rahn (Gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan dan susu hewan menyusui 

diminum dengan sebab nafkah apabila digadaikan dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya 

nafkah. (HR Al Bukhori no. 2512). Wallahu A'lam.(9) Pendapat ini dirojihkan Ibnu OAudamah, Al Hafidz 
Ibnu Hajar|10| dan Muhammad Al Amien Al Singagithil11J 

Setelah jelas pensyariatan Al Rahn dalam keadaan safar (perjalanan), apakah hukumnya wajib 

dalam safar dan mukim atau tidak wajib pada keseluruhannya atau wajib dalam keadaan safar saja? 


Para ulama berselisih dalam dua pendapat. 
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4. Tidak wajib baik dalam perjalanan atau mukim. Inilah pendapat Madzhab imam empat 
(Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah). 
Berkata Ibnu Oudamah: Al Rahn tidak wajib, kami tidak mengetahui orang yang menyelisihinya, 
karena ia adalah jaminan atas hutang sehingga tidak wajib seperti Dhimaan (jaminan 
pertanggung jawaban)|121. 

Dalil pendapat ini adalah dalil-dalil ang menunjukkan pensyariatan Al rahn dalam 
keadaan mukim diatas yang tidak menunjukkan adanya perintah sehingga menunjukkan tidak 
wajibnya. 

Demikian juga karena Al rahn adalah jaminan hutang sehingga tidak wajib seperti Al 
Dhimaan (Jaminan oertanggungjawaban) dan Al Kitabah (penulisan perjanjian hutang) dan juga 
karena ini ada ketika sulit melakukan penulisan perjanjian hutang. Bila Al Kitaabah tidak wajib 


maka demikian juga penggantinya. 


5. Wajib dalam keadaan safar. Inilah pendapat Ibnu Hazm dan yang menyepakatinya. Pendapat ini 
berdalil dengan firman Allah: 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak 
memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh 
yang berpiutang). 

Mereka menyatakan bahawa kalimat (maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang)) adalah berita bermakna perintah. Juga dengan sabda 
Rasululloh SAW : 


JA AAL GIS Us UG ed AI ESA Gal BO UK 


Semua syarat yang tidak ada dikitabullah maka ia bathil walaupun seratus syarat. (HR Al 
Bukhori). 

Mereka menyatakan: Pensyaratan Al Rahn dalam keadaan safar ada dalam Al Our'an 
dan diperintahkan, sehingga wajib mengamalkannya dan tidak ada pensyaratannya dalam 
keadaan mukim sehingga ia tertolak. 

Pendapat ini dibantah bahwa perintah dalam ayat tersebut bermaksud bimbingan 


bukan kewajiban. Ini jelas ditunjukkan dalam firman Allah setelahnya: 
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Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) (OS. 2:283). Demikian juga pada asalnya 
dalam transaksi mu'amalah adalah kebolehan (mubah) hingga ada larangannya dan disini tidak 


ada larangannya.|(13) 


Yang rojih adalah pendapat pertama, Wallahu A'lam. 


Hikmah Pensyariatannya 


Setiap orang berbeda-beda keadaannya, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta 
sangat dicintai setiap jiwa. Lalu terkadang seorang disatu waktu sangat butuh kepada uang untuk 
menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak dan tidak mendapatkan orang yang bersedekah 
kepadanya atau yang meminjamkan uang kapadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya. 
Hingga ia mendatangi orang lain membeli barang yang dibutuhkannya dengan hutang yang disepakati 
kedua belah pihak atau meminjam darinya dengan ketentuan memberikan jaminan gadai yang disimpan 
pada pihak pemberi hutang hingga ia melunasi hutangnya. 

Oleh karena itu Allah mensyariatkan Al Rahn (gadai) untuk kemaslahatan orang yang 
menggadaikan (Raahin), pemberi hutangan (Murtahin) dan masyarakat. 

Untuk Raahin ia mendapatkan keuntungan dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bias 
menyelamatkannya dari krisis dan menghilangkan kegundahan dihatinya serta kadang ia bias berdagang 
dengan modal tersebut lalu menjadi sebab ia menjadi kaya. 

Sedangkan Murtahin (pihak pemberi hutang) akan menjadi tenang dan merasa aman atas 
haknya dan mendapatkan keuntungan syar'I dan bila ia berniat baik maka mendapatkan pahala dari 
Allah. 

Adapun kemaslahatan yang kembalai kepada masyarakat adalah memperluas interaksi 
perdagangan dan saling memberikan kecintaandan kasih saying diantara manusia, karena ini termasuk 
tolong meniolong dalam kebaikan dan takwa. Disana ada manfaat menjadi solusi dalam krisis, 


memperkecil permusuhan dan melapangkan penguasa.|14| 


Rukun Al Rahn (Gadai) 


Mayoritas ulama memandang rukun Al rohn (Gadai) ada empay yaitu : 
1. Al Rahn atau Al Marhuun (barang yang digadaikan) 
2. Al Marhun bihi (hutang) 
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3. Shighah (151 
4. Dua pihak yang bertransaksi yaitu Raahin (orang yang menggadaikan) dan Murtahin (pemberi 


hutang) 


Sedangkan madzhab Hanafiyah memandang Al rahn (gadai) hanya memiliki satu rukun yaitu 


shighah, karena ia pada hakekatnya adalah transaksi. (16| 


Syarat Al Rahn 


Disyaratkan dalam Al Rahn sebagai berikut: 
1. syarat yang berhubungan dengan transaktor (orang yang bertransaksi) yaitu Orang yang 
menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, 


berakal dan rusyd (kemampuan mengatur).(17) 


2. Syarat yang berhubungan dengan Al Marhun (barang gadai) ada dua: 
a) Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya baik barang atau 
nilainya ketika tidak mampu melunasinya.|18| 
b) Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yang dizinkan baginya 
untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.(19) 
c) Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena Al rahn adalah 


transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.(20) 


3. Syarat berhubungan dengan Al Marhun bihi (hutang) adalah hutang yang wajib atau yang 
akhirnya menjadi wajib. (21| 


Kapan Al Rahn (Gadai) menjadi keharusan? 


Para ulama berselisih pendapat dalam masalah Al Rahn menjadi keharusan langsung ketika 
transaksi ataukah setelah serah terima barang gadainya dalam dua pendapat: 
1. Serah terima adalah syarat keharusan terjadinya Al Rahn. Ini pendapat Madzhab Hanafiyah, 
Syafi'iyah dan riwayat dalam madzhab Ahmad bin Hambal serta madzhab Dzohiriyah. 
Dasar pendapat ini adalah firman Allah : “As8e UW dalam ayat ini Allah 
mensifatkannya dengan dipegang (serah terima) dan Al rahn adalah transaksi penyerta yang 


butuh kepada penerimaan, sehingga butuh kepada serah terima (Al Aabdh) seperti hutang. Juga 
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karena hal itu adalah Rahn (Gadai) yang belum diserah terimakan maka tidak diharuskan 
menyerahkannya sebagaimana bila yang menggadaikannya meninggal dunia.|22| 

2. Al Rahn langsung terjadi setelah selesai transaksi, dengan demikian bila pihak yang 
menggadaikan menolak menyerahkan barang gadainya maka dipaksa untuk menyerahkannya. 


Ini pendapat madzhab Malikiyah dan riwayat dalam madzhab Al Hambaliyah. 


Dasar pendapat ini adalah firman Allah : Ass UM) dalam ayat ini Allah menetapkannya 
sebagai Al Rahn sebelum dipegang (serah terimakan). Juga AL Rahn adalah akad transaksi yang 
mengharuskan adanya serah terima sehingga juga menjadi wajib sebelumnya seperti jual beli. Demikian 
juga menurut imam Malik, serah terima hanyalah menjadi penyempurna Al rahn dan bukan syarat 
sahnya. 

Syeikh Abdurrahman bin Hasan menyatakan: Adapun firman Allah : d5 xx UK 3 itu adalah sifat 
keumumannya namun hajat menuntut (keharusannya) tidak dengan serah terima (Al @abdh).(23) 

Prof. DR. Abdullah Al Thoyyar menyatakan bahwa yang rojih adalah Al Rahn menjadi keharusan 
dengan akad transaksi, karena hal itu dapat merealisasikan faedah Al Rahn berupa pelunasan hutang 
dengannya atau dengan nilainya ketika tidak mampu dilunasi dan ayat hanya menjelaskan sifat 
mayoritas dan kebutuhan menuntut adanya jaminan walaupun belum sempurna serah terimanya 


karena ada kemungkinan mendapatkannya.|24| 


Kapan dianggap sah serah terima Al Rahn 


Barang gadai adakalanya berupa barang yang tidak dapat dipindahkan seperti rumah dan 
tananh, maka disepakati serah terimanya dengan mengosongkannya untuk murtahin tanpa ada 
penghalangnya. Ada kalanya berupa barang yang dapat dipindahkan, bila berupa barang yang ditakar 
maka disepakati serah terimanya dengan ditakar pada takaran, bila barang timbangan maka disepakati 
serah terimanya dengan ditimbang dan dihitung bila barangnya dapat dihitung serta diukur bila 
barangnya berupa barang yang diukur. Namun bila berupa tumpukan bahan makanan yang dijual secara 
tumpukan maka terjadi perselisihan pendapat tantang cara serah terimanya: ada yang berpendapat 
dengan cara memindahkannya dari tempat semula dan ada yang menyatakan cukup dengan 


ditinggalkan pihak yang menggadaikannya dan murtahin dapat mengambilnya. 
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Hukum-hukum setelah serah terima. 


Ada beberapa ketentuan dalam gadai setelah terjadinya serah terima yang berhubungan dengan 


pembiayaan (pemeliharaan), pertumbuhan barang gadai dan pemanfaatan serta jaminan pertanggung 


jawaban bila rusak atau hilang, diantaranya: 


1. 


Pemegang barang gadai 
Barang gadai tersebut berada ditangan Murtahin selama masa perjanjian gadai tersebut, 


sebagaimana firman Allah: 


mg SA IT 4 Ym € A Ko “- - 08, Na 
Ana gita Oa PUS Tadi Aly jau (le pa lg 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak 


memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh 


yang berpiutang).(OS. 2:283) dan sabda beliau: 


LAN GA LE3 ANA BE II LOR SAN Sip UpA Sa IS IS) Lp Dada 
3 dna, 3. 0m 


ke ar 


Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila 
hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum memberi nafkahnya. 


(Hadits Shohih riwayat Al Tirmidzi). 


Pembiayaan pemeliharaan dan pemanfaatan barang gadai 

Pada asalnya barang, biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang digadaikan adalah 
milik orang yang menggadaikan (Raahin) dan Murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang 
gadaian tersebut kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air 
susunya, maka boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia memberikan nafkah 
(dalam pemeliharaan barang tersebut). Pemanfaatannya tentunya sesuai dengan besarnya 
nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. Hal ini di dasarkan sabda Rasululloh 


SAW : 


LE GAN ag Uh GIS LAI SAM SATA Aya IS IS) LE Sada 
3 Ana, 3. 0m 


AAS CU ja 9 
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Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum 
apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum memberi 
nafkahnya. (Hadits Shohih riwayat Al Tirmidzi). 

Syeikh Al Basaam menyatakan: Menurut kesepakatan ulama bahwa biaya pemeliharaan 
barang gadai dibebankan kepada pemiliknya. 

Demikian juga pertumbuhan dan keuntungan barang tersebut juga miliknya kecuali dua 
pengecualian ini (yaitu kendaraan dan hewan yang memiliki air susu yang diperas (pen)). (25J 

Penulis kitab Al Figh Al Muyassar menyatakan: Manfaat dan pertumbuhan barang gadai 
adalah hak pihak penggadai, karena itu adalah miliknya. Tidak boleh orang lain mengambilnya 
tanpa seizinnya. Bila ia mengizinkan murtahin (pemberi hutang) untuk mengambil manfaat 
barang gadainya tanpa imbalan dan hutang gadainya dihasilkan dari peminjaman maka tidak 
boleh, karena itu adalah peminjaman hutang yang menghasilkan manfaat. Adapun bila barang 
gadainya berupa kendaraan atau hewan yang memiliki susu perah, mak diperbolehkan murtahin 
mengendarainya dan memeras susunya sesuai besarnya nafkah tanpa izin dari penggadai karena 


sabda Rasululloh: 


SA Aa Wah ja JS II aka LI YAN Gala Aya IS TA) asia UE GRI 

Aa LA 
Al Rahn (Gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan dan susu hewan 
menyusui diminum dengan sebab nafkah apabila digadaikan dan wajib bagi menungganginya 
dan meminumnya nafkah. (HR Al Bukhori no. 2512). Ini madzhab Hanabilah. Adapun mayotitas 
ulama figih dari hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah mereka memandang tidak boleh murtahin 
mengambil manfaat barang gadai dan pemanfaatan hanyalah hak penggadai dengan dalil sabda 


Rasululloh: 


Any Ane g dare Al 


la yang berhak memanfaatkannya dan wajib baginya biaya pemeliharaannya. (HR Al daraguthni 
dan Al Hakim) 
Tidak mengamalkan hadits pemanfaatan kendaraan danhewan perah sesuai nafkahnya 


kecuali Ahmad dan inilha yang rojih Insya Allah karena hadits shohih tersebut.(26| 
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Ibnul Gayyim memberikan komentar atas hadits pemanfaatan kendaraan gadai dengan 
pernyataan: Hadits ini dan kaedah dan ushul syari'at menunjukkan hewan gadai dihormati 
karena hak Allah dan pemiliknya memiliki hak kepemilikan dan murtahin (yang memberikan 
hutang) memiliki padanya hak jaminan. Bila barang gadai tersebut ditangannya lalu tidak dinaiki 
dan tidak diperas susunya tentulah akan hilang kemanfaatannya secara sia-sia. Sehingga 
tuntutan keadilan, analogi (Oiyas) dan kemaslahatan penggadai, pemegang barang gadai 
(murtahin) dan hewan tersebut adalah Murtahin mengambil manfaat mengendarai dan 
memeras susunya dan menggantikannya dengan menafkahi (hewan tersebut). Bila murtahin 
menyempurnakan pemanfaatannya dan menggantinya dengan nafkah maka dalam hal ini ada 


kompromi dua kemaslahatan dan dua hak.I27| 


Pertumbuhan barang gadai 

Pertumbuhan atau pertambahan barang gadai setelah digadaikan adakalanya 
bergabung dan adakalanya terpisah. Bila tergabung seperti (bertambah) gemuk, maka ia masuk 
dalam barang gadai dengan kesepakatan ulama dan bila terpisah maka terjadi perbedaan 
pendapat ulama disini. Abu hanifah dan imam Ahmad dan yang menyepakatinya memandang 
pertambahan atau pertumbuhan barang gadai yang terjadi setelah barang gadai ditangan 
murtahin maka ikut kepada barang gadai tersebut. Sedangkan imam Syafi'l dan ibnu Hazm dan 
yang menyepatinya memandang hal itu bukan ikut barang gadai dan itu milik orang yang 
menggadaikannya. Hanya saja Ibnu hazm berbeda dengan Syafi'l dalam kendaraan dan hewan 
menyusui, karena Ibnu Hazm berpendapat dalam kendaraan dan hewan yang menyusui, 


(pertambahan dan pertumbuhannya) milik yang menafkahinya.|28| 


Perpindahan kepemilikan dan Pelunasan hutang dangan barang gadai 

Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada murtahin apabila telah selesai 
masa perjanjiannya kecuali dengan izin orang yang menggadaikannya (Raahin) dan tidak mampu 
melunasinya 

Pada zaman jahiliyah dahulu apabila telah jatuh tempo pembayaran hutang dan orang 
yang menggadaikan belum melunasi hutangnya kepada pihak yang berpiutang, maka pihak yang 
berpiutang menyita barang gadai tersebut secara langsung tanpa izin orang yang 
menggadaikannya. Lalu Islam membatalkan cara yang dzalim ini dan menjelaskan bahwa barang 


gadai tersebut adalah amanat pemiliknya ditangan pihak yang berpiutang, tidak boleh memaksa 
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orang yang menggadaikannya menjualnya kecuali dalam keadaan tidak mampu melunasi 
hutangnya tesebut. Bila tidak mampu melunasi saat jatuh tempo maka barang gadai tersebut 
dijual untuk membayar pelunasan hutang tersebut. Apa bila ternyata ada sisanya maka ia milik 
pemilik barang gadai tersebut (orang yang menggadaikan barang tersebut) dan bila harga 
barang tersebut belum dapat melunasi hutangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut 
masih menanggung sisa hutangnya.|29| 

Demikianlah barang gadai adlah milik orang yang menggadaikannya, namun bila telah 
jatuh tempo, maka penggadai meminta kepada murtahin (pemilik piutang) untuk emnyelesaikan 
permasalah hutangnya, karena itu adalah hutang yang sudah jatuh tempo maka harus dilunasi 
seperti hutang tanpa gadai. Bila ia dapat melunasi seluruhnya tanpa (menjual atau 
memindahkan kepemilikian) barang gadainya maka murtahin melepas barang tersebut. Bila ia 
tidak mampu melunasi seluruhnya atau sebagiannya maka wajib bagi orang yang menggadaikan 
(Al Raahin) untuk menjual sendiri barang gadainya atau melalui wakilnya dengan izin dari 
murtahin dan didahulukan murtahin daalam pembayarannya atas pemilik piutang lainnya. 
Apabila penggadai tersebut enggan melunasi hutangnya dan menjual barang gadainya, maka 
pemerintah boleh menghukumnya dengan penjara agar ia menjual barang gadainya tersebut. 
Apabila tidak juga menjualnya maka pemerintah menjual barang gadai tersebut dan melunasi 
hutang tersebut dari nilai hasil jualnya. Inilah pendapat madzhab Syafi'iyah dan Hambaliyah. 
Malikiyah memadang pemerintah boleh menjual barang gadainya tanpa memenjarakannya dan 
melunasi hutang tersebut dengan hasil penjualannya. Sedangkan Hanafiyah memandang 
murtahin boleh menagih pelunasan hutang kepada penggadai dan meminta pemerintah untuk 
memenjarakannya bila nampak ia tidak mau melunasinya. Tidak boleh pemerintah (pengadilan) 
menjual barang gadainya, namun memenjarakannya saja sampai ia menjualnya dalam rangka 
menolak kedzoliman.|30J 

Yang rojih, pemerintah menjual barang gadainya dan melunasi hutangnya dengan hasil 
penjualan tersebut tanpa memenjarakan sang penggadai tersebut, karena tujuannya adalah 
membayar hutang dan itu terrealisasikan dengan hal itu. Ditambah juga adanya dampak negatip 
social masyarakat dan lainnya pada pemenjaraan. Apabila barang gadai tersebut dapat 
menutupi seluruh hutangnya maka selesailah hutang tersebut dan bila tidak dapat menutupinya 
maka tetap penggadai tersebut memiliki hutang sisa antara nila barang gadai dan hutangnya 


dan ia wajib melunasinya. 
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Demikianlah keindahan islam dalam permasalah gadai, tidak seperti yang banyak berlaku 
direalitas yang ada. Dimana pemilik piutang menyita barang gadainya walaupun nilainya lebih besar dari 
hutangnya bahkan mungkin berlipat-lipat. Ini jelas perbuatan kejahiliyah dan kedzoliman yang harus 


dihilangkan. 


Wallahul Muwaffig. Kholid Syamhudi 
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Bab Rahn - Hukum Gadai dalam Syariat Islam 


Bab Rahn - Hukum Gadai dalam Syariat Islam 


1. PENGERTIAN RAHN 


Menurut bahasa, "rahn" berarti pemenjaraan. Misalnya perkataan mereka (orang Arab), 
"rahanasy syai-a" artinya apabila sesuatu itu terus menerus dan menetap. Allah berfirman: "Tiap-tiap 
diri bertanggung jawab atas perbuatannya." (OS Al-Muddatsir: 38). 

Adapun menurut istilah syara”, kata rahn ialah memperlakukan harta sebagai jaminan atas 
hutang yang dipinjam, supaya dianggap sebagai pembayaran manakala yang berhutang tidak sanggup 


melunasi hutangnya. (Fathul Bari V: 140 dan Manarus Sabil I: 351). 


2. PENSYARYATAN RAHN 


Allah Subhaanahu Wata"aala berfirman: 


"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang." (OS al-Bagarah: 283) 
Dikaitkannya hutang piutang dengan safar pada ayat di atas hanyalah karena disampaikan sesuai 
dengan situasi dan kondisi pada umumnya saat itu, sehingga mahfum dalam ayat di atas tidak berlaku, 
artinya untuk melakukan rahn tidak harus dalam safar. Ketika mugim juga boleh, hal ini ditegaskan oleh 


riwayat berikut: 
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Dari Aisyah Radhiyallahu "Anha bahwa Nabi shallallahu “alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari 
seorang Yahudi secara bertempo, dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi itu. 


(Muttafagun 'alaih). 


3. PEMINJAMAN BARANG GADAI MEMANFAATKAN BARANG JAMINAN 


Penerimaan barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Berdasarkan 


riwayat yang termuat dalam pembahasan giradh: 


Setiap pinjaman yang membawa manfa'at, maka ia adalah riba. 


Terkecuali barang gadai itu berupa binatang ternak yang bisa diperah susunya, atau yang dapat 
dikendarai, maka boleh diperah susunya dan ditunggangi, bila sang penerima gadai sanggup membiayai 
dan merawatnya: 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu "Anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 
"Binatang itu boleh dikendarai (dipakai) apabila telah digadaikan, dan susu binatang perahan boleh 
diminum apabila telah digadaikan dan bagi orang yang mengendarainya dan meminumnya agar 
menanggung (peliharaan) nafkahnya (memberinya makan dan minum)." (Shahih: Shahihul Jami'us 
Shaghir no: 3962, Fathul Bari V: 143 no: 2512, “Aunul Ma'bud IX: 439 no: 3509, Tirmidzi II: 362 no: 1272 
dan Ibnu Majah II: 816 no: 2440). 


Sumber: Diadaptasi dari "Abdul "Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-Wajiz Fi Fighis Sunnah Wal Kitabil "Aziz, 
atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Our"an dan As-Sunnah Ash-Shahihah, terj. Ma"ruf Abdul 


Jalil (Pustaka As-Sunnah), hlm. 702 - 704. 


Dikutip dari : 
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PERKREDITAN 


Hukum Perkreditan: Masalah dan Solusinya 
HUKUM PERKREDITAN 


Macam-Macam Praktek Perkreditan. 

Diantara salah satu bentuk perniagaan yang marak dijalankan di masyarakat ialah dengan jual- 
beli dengan cara kredit. 

Dahulu, praktek perkreditan yang dijalankan di masyarakat sangat sederhana, sebagai 
konsekwensi langsung dari kesederhanaan metode kehidupan mereka. Akan tetapi pada zaman 
sekarang, kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan. 

Tidak pelak lagi, untuk dapat mengetahui hukum berbagai hal yang dilakukan oleh masyarakat 
sekarang, kita harus mengadakan study lebih mendalam untuk mengetahui tingkat kesamaan antara 
yang ada dengan yang pernah diterapkan di zaman Nabi shallallahu “alaihi wa sallam. Bisa saja, nama 
tetap sama, akan tepai kandungannya jauh berbeda, sehingga hukumnyapun berbeda. 

Adalah kesalahan besar bagi seorang mujtahid ketika hendak berijtihad, hanya berpedoman 
kepada kesamaan nama, tanpa memperhatikan adanya pergeseran atau perkembangan makna dan 
kandungannya. 

Diantara jenis transaksi yang telah mengalami perkembangan makna dan penerapannya adalah 
transaksi perkreditan. 

Dahulu, transaksi ini hanya mengenal satu metode saja, yaitu metode langsung antara pemilik 
barang dengan konsumen. Akan tetapi di zaman sekarang, perkreditan telah berkembang dan mengenal 
metode baru, yaitu metode tidak langsung, dengan melibatkan pihak ketiga. 

Dengan demikian pembeli sebagai pihak pertama tidak hanya bertransaksi dengan pemilik 
barang, akan tetapi ia bertransaksi dengan dua pihak yang berbeda: 

Pihak kedua: Pemilik barang. 
Pihak ketiga: Perusahaan pembiayaan atau perkreditan atau perbankan. Perkreditan semacan ini biasa 


kita temukan pada perkreditan rumah (KPR), atau kendaraan bermotor. 


Pada kesempatan ini, saya mengajak para pembaca untuk bersama-sama mengkaji hukum 


kedua jenis perkreditan ini. 
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Hukum Perkreditan Langsung 


Perkreditan yang dilakukan secara langsung antara pemilik barang dengan pembeli adalah suatu 
transaksi perniagaan yang dihalalkan dalam syari'at. Hukum akad perkreditan ini tetap berlaku, 
walaupun harga pembelian dengan kredit lebih besar dibanding dengan harga pembelian dengan cara 
kontan. Inilah pendapat -sebatas ilmu yang saya miliki-, yang paling kuat, dan pendapat ini merupakan 
pendapat kebanyakan ulama'. Kesimpulan hukum ini berdasarkan beberapa dalil berikut: 


Dalil pertama: Keumuman firman Allah Ta'ala: 
282 18 Jis! 0 yi ana Jml (AI yaa ALIS NA I sial Gaal Lal G 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Os. Al Bagarah: 282) 
Ayat ini adalah salah satu dalil yang menghalalkan adanya praktek hutang-piutang, sedangkan 


akad kredit adalah salah satu bentuk hutang, maka dengan keumuman ayat ini menjadi dasar 


dibolehkannya perkreditan. 


Dalil kedua: Hadits riwayat 'Aisyah radhiaalahu 'anha. 
Ale (ii AE) Aid y3 Kipas Lalulo (53 9g3 cya alis 3 dal dl Gala dil Jgng BSI 
“Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan 
pembayaran dihutang, dan beliau menggadaikan perisai beliau kepadanya.” (Muttafagun 'alaih) 
Pada hadits ini, Nabi shallallahu “alaihi wa sallam membeli bahan makanan dengan pembayaran 
dihutang, dan sebagai jaminannya, beliau menggadaikan perisainya. Dengan demikian hadits ini menjadi 
dasar dibolehkannya jual-beli dengan pembayaran dihutang, dan perkreditan adalah salah satu bentuk 


jual-beli dengan pembayaran dihutang. 


Dalil ketiga: Hadits Abdullah bin “Amer bin Al “Ash radhiallahu “anhu. 

lite Gadly 9340 Ga dil an JB Uli jean Ob ayal ala 9 dal Adil alun dil Jay 
Al ane US Gnaa FIK oi Lea pin Ol ala 9 dale Al ola all! o jali JB el 
sale Ahh aa dil Jgany pal Gara TIK AI PyIba Oppa oral 90 ca 


AYI dian 9 dilat ola aga gal Ian ol 3) Lal 


500 


“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkanku untuk mempersiapkan suatu pasukan, 
sedangkan kita tidak memiliki tunggangan, Maka Nabi memerintahkan Abdullah bin Amer bin Al “Ash 
untuk membeli tunggangan dengan pembayaran ditunda hingga datang saatnya penarikan zakat. Maka 
Abdullah bin Amer bin Al “Ashpun seperintah Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam membeli setiap 
ekor onta dengan harga dua ekor onta yang akan dibayarkan ketika telah tiba saatnya penarikan zakat. 


Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ad Daraguthni dan dihasankan oleh Al Albani. 


Pada kisah ini, Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam memerintahkan sahabat Abdullah bin 
'Amer Al “Ash untuk membeli setiap ekor onta dengan harga dua ekor onta dengan pembayaran 
dihutang. Sudah dapat ditebak bahwa beliau tidak akan rela dengan harga yang begitu mahal, (200 6) 
bila beliau membeli dengan pembayaran tunai. Dengan demikian, pada kisah ini, telah terjadi 


penambahan harga barang karena pembayaran yang ditunda (terhutang). 
Dalil keempat: Keumuman hadits salam (jual-beli dengan pemesanan). 


Diantara bentuk perniagaan yang diijinkan syari'at adalah dengan cara salam, yaitu memesan 
barang dengan pembayaran di muka (kontan). Transaksi ini adalah kebalikan dari transaksi kredit. Ketika 
menjelaskan akan hukum transaksi ini, Nabi shallallahu “alaihi wa sallam tidak mensyaratkan agar harga 
barang tidak berubah dari pembelian dengan penyerahan barang langsung. Nabi shallallahu “alaihi wa 


sallam hanya bersabda: 


Aslo Giia aglua Jml HI aglua 99 aslua JS  Liluaala Calul Uya 


“Barang siapa yang membeli dengan cara memesan (salam), hendaknya ia memesan dalam takaran 


yang jelas dan timbangan yang jelas dan hingga batas waktu yang jelas pula.” (Muttafagun “Alaih) 


Pemahaman dari empat dalil di atas dan juga lainnya selaras dengan kaedah dalam ilmu figih, 
yang menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal. Berdasarkan kaedah ini, para 
ulama' menyatakan bahwa: selama tidak ada dalil yang shahih nan tegas yang mengharamkan suatu 


bentuk perniagaan, maka perniagaan tersebut boleh atau halal untuk dilakukan. 
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Adapun sabda Nabi shallallahu “alaihi wa sallam: 


op 3 Sia ji oly) G0 gl CaguS'g) AB dan Un PL Ya 

“Barang siapa yang menjual jual penjualan dalam satu penjualan maka ia hanya dibenarkan mengambil 
harga yang paling kecil, kalau tidak, maka ia telah terjatuh ke dalam riba.” Riwayat At Tirmizy dan lain- 
lain, maka penafsirannya yang lebih tepat ialah apa yang dijelaskan oleh Ibnul Gayyim dan lainnya((1J) , 
bahwa makna hadits ini adalah larangan dari berjual beli dengan cara 'inah. Jual beli “Innah ialah 
seseorang menjual kepada orang lain suatu barang dengan pembayaran dihutang, kemudian seusai 
barang diserahkan, segera penjual membeli kembali barang tersebut dengan dengan pembayaran 


kontan dan harga yang lebih murah. 


Hukum Perkreditan Segitiga 


Agar lebih mudah memahami hukum perkreditian jenis ini, maka berikut saya sebutkan contoh 
singkat tentang perkreditan jenis ini: 

Bila pak Ahmad hendak membeli motor dengan pembayaran dicicil/kredit, maka ia dapat 
mendatangi salah satu showrom motor yang melayani penjualan dengan cara kredit. Setelah ia memilih 
motor yang diinginkan, dan menentukan pilihan masa pengkreditan, ia akan diminta mengisi formulir 
serta manandatanganinya, dan biasanya dengan menyertakan barang jaminan, serta uang muka.(I2)) 
Bila harga motor tersebut dangan pembayaran tunai, adalah Rp 10.000.000,-, maka ketika pembeliannya 
dengan cara kredit, harganya Rp 12.000.000,- atau lebih. 

Setelah akad jual-beli ini selesai ditanda tangani dan pembelipun telah membawa pulang motor 
yang ia beli, maka pembeli tersebut berkewajiban untuk menyetorkan uang cicilan motornya itu ke bank 
atau ke PT perkreditan, dan bukan ke showrom tempat ia mengadakan transkasi dan menerima motor 


yang ia beli tersebut. 


Praktek serupa juga dapat kita saksikan pada perkreditan rumah, atau lainnya. 
Keberadaan dan peranan pihak ketiga ini menimbulkan pertanyaan di benak kita: mengapa pak 
Ahmad harus membayarkan cicilannya ke bank atau PT perkreditan, bukan ke showrom tempat ia 


bertransaksi dan menerima motornya? 
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Jawabannya sederhana: karena Bank atau PT Perkreditannya telah mengadakan kesepakatan 
bisnis dengan pihak showrom, yang intinya: bila ada pembeli dengan cara kredit, maka pihak bank 
berkewajiban membayarkan harga motor tersebut dengan pembayaran kontan, dengan konsekwensi 
pembeli tersebut dengan otomatis menjadi nasabah bank, sehingga bank berhak menerima cicilannya. 
Dengan demikian, seusai pembeli menandatangani formulir pembelian, pihak showrom langsung 
mendapatkan haknya, yaitu berupa pembayaran tunai dari bank. Sedangkan pembeli secara otomatis 
telah menjadi nasabah bank terkait. 

Praktek semacam ini dalam ilmu figih disebut dengan hawalah, yaitu memindahkan piutang 
kepada pihak ketiga dengan ketentuan tertentu. 

Pada dasarnya, akad hawalah dibenarkan dalam syari'at, akan tetatpi permasalahannya menjadi 
lain, tatkala hawalah digabungkan dengan akad jual-beli dalam satu transaksi. Untuk mengetahui 
dengan benar hukum perkreditan yang menyatukan antara akad jual beli dengan akad hawalah, maka 
kita lakukan dengan memahami dua penafsiran yang sebanarnya dari akad perkreditan segitiga ini. 

Bila kita berusaha mengkaji dengan seksama akad perkreditan segitiga ini, niscaya akan kita 
dapatkan dua penafsiran yang saling mendukung dan berujung pada kesimpulan hukum yang sama. 
Kedua penafsiran tersebut adalah: 

Penafsiran pertama: Bank telah menghutangi pembeli motor tersebut uang sejumlah Rp 
10.000.000,- dan dalam waktu yang sama Bank langsung membayarkannya ke showrom tempat ia 
membeli motornya itu. Kemudian Bank menuntut pembeli ini untuk membayar piutang tersebut dalam 
jumlah Rp 13.000.000,-. Bila penafsiran ini yang terjadi, maka ini jelas-jelas riba nasi'ah (riba jahiliyyah). 


Dan hukumnya seperti yang disebutkan dalam hadits berikut: 


1JlEg CAYAMUS 9 ASLS 9 ALS gag Lay JSI alwi 3 ale dl alun dil Joey ad JB ala Ke 


alua ol3) sel y#W - 
Dari sahabat Jabir radhiallahu “anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam telah melaknati 


pemakan riba (rentenir), orang yang memberikan/membayar riba (nasabah), penulisnya (sekretarisnya), 


dan juga dua orang saksinya. Dan beliau juga bersabda: “Mereka itu sama dalam hal dosanya.” (Muslim) 


Penafsiran kedua: Bank telah membeli motor tersebut dari Show Room, dan menjualnya kembali 
kepada pembeli tersebut. Sehingga bila penafsiran ini yang benar, maka Bank telah menjual motor yang 


ia beli sebelum ia pindahkan dari tempat penjual yaitu showrom ke tempatnya sendiri, sehingga Bank 
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telah menjual barang yang belum sepenuhnya menjadi miliknya. Sebagai salah satu buktinya, surat- 
menyurat motor tersebut semuanya langsung dituliskan dengan nama pembeli tersebut, dan bukan atas 
nama bank yang kemudian di balik nama ke pembeli tersebut. Bila penafsiran ini yang terjadi, maka 


perkreditan ini adalah salah satu bentuk rekasaya riba yang jelas-jelas diharamkan dalam syari'at. 


NI Laala # Ul ya Sala 3 ale Al abad Segan JB JB dio Al gala alas Cal Ve 
dale (ia Lalalall Al jias eeoid JS Cuma g "alas Gal JW Antaniy Sia dan 


“Dari sahabat Ibnu “Abbas radhiallahu “anhu, ia menuturkan: Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam 
bersabda: “Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga 
ia selesai menerimanya.” Ibnu “Abbas berkata: “Dan saya berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya 


seperti bahan makanan.” (Muttafagun 'alaih) 


Pendapat Ibnu “Abbas ini selaras dengan hadits Zaid bin Tsabit t berikut: 


lang A3 Gile Ja) Cai Ggaadil Alam gital Lah 6G yaa! (3 Un) Caatil JB jas Ud Us 
Cui p 3) MEN (elaa AlR ya Ja) Jala KAI (le pal al can ja ART 
Era dal pls Ol ie Al Iga JB Ela) Al nyai AS Kini Eya dai Y 13 


Seal agla gal otg) gila dl Jai La j yag ia lis 

“Dari sahabat Ibnu Umar ia mengisahkan: Pada suatu saat saya membeli minyak di pasar, dan ketika 
saya telah selesai membelinya, ada seorang lelaki yang menemuiku dan menawar minyak tersebut, 
kemudian ia memberiku keuntungan yang cukup banyak, maka akupun hendak menyalami tangannya 
(guna menerima tawaran dari orang tersebut) tiba-tiba ada seseorang dari belakangku yang memegang 
lenganku. Maka akupun menoleh, dan ternyata ia adalah Zaid bin Tsabit, kemudian ia berkata: 
“Janganlah engkau jual minyak itu di tempat engkau membelinya hingga engkau pindahkan ke 
tempatmu, karena Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam melarang dari menjual kembali barang di 
tempat barang tersebut dibeli, hingga barang tersebut dipindahkan oleh para pedagang ke tempat 


mereka masing-masing.” (Riwayat Abu dawud dan Al Hakim)((3)) 
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Para ulama' menyebutkan beberapa hikmah dari larangan ini, di antaranya ialah, karena 
kepemilikan penjual terhadap barang yang belum ia terima bisa saja batal, karena suatu sebab, misalnya 
barang tersebut hancur terbakar, atau rusak terkena air dll, sehingga ketika ia telah menjualnya kembali, 


ia tidak dapat menyerahkannya kepada pembeli kedua tersebut. 


Dan hikmah kedua: Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu “Abbas t ketika muridnya yang bernama Thawus 


mempertanyakan sebab larangan ini: 


daya alat y al jas adl ya SINI 2 JB SES HS ala LA 


Saya bertanya kepada Ibnu “Abbas: “Bagaimana kok demikian?” la menjawab: “Itu karena sebenarnya 


yang terjadi adalah menjual dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda.” ((4)) 


Ibnu Hajar menjelaskan perkatan Ibnu “Abbas di atas dengan berkata: “Bila seseorang membeli 
bahan makanan seharga 100 dinar -—misalnya- dan ia telah membayarkan uang tersebut kepada penjual, 
sedangkan ia belum menerima bahan makanan yang ia beli, kemudian ia menjualnya kembali kepada 
orang lain seharga 120 dinar dan ia langsung menerima uang pembayaran tersebut, padahal bahan 
makanan yang ia jual masih tetap berada di penjual pertama, maka seakan-akan orang ini telah 
menjual/ menukar (menghutangkan) uang 100 dinar dengan pembayaran/harga 120 dinar. Dan sebagai 
konsekwensi penafsiran ini, maka larangan ini tidak hanya berlaku pada bahan makanan saja, (akan 
tetapi berlaku juga pada komoditi perniagaan lainnya-pen)." (I5J) 

Dengan penjelasan ini, dapat kita simpulkan bahwa pembelian rumah atau kendaraan dengan 
melalui perkreditan yang biasa terjadi di masyarakat adalah terlarang karena merupakan salah satu 


bentuk perniagaan riba. 


Solusi 

Sebagai solusi dari perkreditan riba yang pasti tidak akan diberkahi Allah, maka kita dapat 
menggunakan metode perkreditan pertama, yaitu dengan membeli langsung dari pemilik barang, tanpa 
menyertakan pihak ketiga. Misalnya dengan menempuh akad al wa'du bis syira' (janji pembelian) yaitu 
dengan meminta kepada seorang pengusaha yang memiliki modal agar ia membeli terlebih dahulu 
barang yang dimaksud. Setelah barang yang dimaksud terbeli dan berpindah tangan kepada pengusaha 
tersebut, kita membeli barang itu darinya dengan pembayaran dicicil/terhutang . Tentu dengan 


memberinya keuntungan yang layak. 
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Dan bila solusi pertama ini tidak dapat diterapkan karena suatu hal, maka saya menganjurkan kepada 
pembaca untuk bersabar dan tidak melanggar hukum Allah Ta'ala demi mendapatkan barang yang 
diinginkan tanpa memperdulikan faktor keberkahan dan keridhaan ilahi. Tentunya dengan sambil 
menabung dan menempuh hidup hemat, dan tidak memaksakan diri dalam pemenuhan kebutuhan. 
Berlatihlah untuk senantiasa bangga dan menghargai rizgi yang telah Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, 
sehingga kita akan lebih mudah untuk mensyukuri setiap nikmat yang kita miliki. Bila kita benar-benar 


mensyukuri kenikmatan Allah, niscaya Allah Ta'ala akan melipatgandakan karunia-Nya kepada kita: 


3 an «- 3, o Ro “5 gt 08. .K ok Gu 510 8- sara 9 ta 
Tamala Jail AAS Ul SLS OA SIN MA Oa SA 
“Dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengumandangkan: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami 


akan menambah (ni'mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku) maka sesungguhnya azab- 


Ku sangat pedih.” (Os. Ibrahim: 7) 


Dan hendaknya kita senantiasa yakin bahwa barang siapa bertagwa kepada Allah dengan 
menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, niscaya Allah akan memudahkan jalan keluar yang 


penuh dengan keberkahan. 


Ming Y Sya ya A8) yag La pa AI Jarang dil GL ag 
“Barangsiapa yang bertagwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan 


memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.” (Os. At Thalag: 2-3) 


Dahulu dinyatakan oleh para ulama': 


Ala | ya dil Anta go di Uinh SI j3 Uya 
“Barang siapa meninggalkan suatu hal karena Allah, niscaya Allah akan menggantikannya dengan 


sesuatu yang lebih baik.” 


Wallau Ta'ala a'alam bisshowab. 


kk 


Penulis: Ustadz Muhammad Arifin Badri, M.A. 


Artikel www.pengusahamuslim.com 
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Footnote: 


(1) ) Sebagaimana beilau jelaskan dalam kitabnya I'lamul Muwaggiin dan Hasyi'ah “ala Syarah Sunan Abi Dawud. 

(21) Sebagian showroom tidak mensyaratkan pembayaran uang muka. 

(31 ) Walaupun pada sanadnya ada Muhammad bin Ishag, akan tetapi ia telah menyatakan dengan tegas bahwa ia 
mendengar langsung hadits ini dari gurunya, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam kitab At Tahgig. Baca 
Nasbur Rayah 4/43 , dan At Tahgig 2/181. 

(41) Riwayat Bukhary dan Muslim. 

(5)) Fathul Bari, oleh Ibnu Hajar Al Asgalany 4/348-349. 
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Hukum Kartu Kredit dalam Jual Beli 
Oleh Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih dan Prof. Dr. Shalah ash-Shawi 


DEFINISI KARTU KREDIT 
Definisinya Secara Bahasa: 

Kata bithagah (kartu) secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, 
diatasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. sementara kata i'timan secara 
bahasa artinya adalah kondisi aman dan saling percaya. Dalam kebiasaan dalam dunia usaha artinya 
semacam pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan terhadap peminjam dan sikap amanahnya 
serta kejujurannya. Oleh sebab itu ia memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara 


tertunda. 


Definisi Kartu Kredit Secara Terminologis: 

Kartu kredit yaitu: kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan 
oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara 
hutang. 

Kalau kita terjemahkan kata 'kredit giro” ini secara langsung artinya adalah kartu pinjaman. Atau 


kartu yang memberikan kesempatan kepada pembawanya untuk mendapatkan pinjaman. 


MACAM-MACAM KARTU KREDIT 
Kartu kredit adalah bagian dari beberapa bentuk kartu kerja sama finansial. Kartu kredit ini 
terbagi menjadi dua: 
1. Kartu Kredit Pinjaman yang Tidak Dapat Diperbaharui (Charge Card) 

Di antara keistimewaan paling menonjol dari kartu ini adalah diharuskannya menutup 
total dana yang ditarik secara lengkap dalam waktu tertentu yang diperkenankan, atau sebagian 
dari dana tersebut. Biasanya waktu yang diperkenankan tidak lebih dari tiga puluh hari, namun 
terkadang bisa mencapai dua bulan. Kalau pihak pembawa kartu terlambat membayarnya dalam 
waktu yang telah ditentukan, ia akan dikenai denda keterlambatan. Dan kalau ia menolak 
membayar, keanggotaannya dicabut, kartunya ditarik kembali dan persoalannya diangkat ke 
pengadilan. 

2. Kartu Kredit Pinjaman yang Bisa Diperbaharui (Revolving Credit Card) 
Jenis kartu ini termasuk yang paling popular di berbagai negara maju. Pemilik kartu ini 


diberikan pilihan cara menutupi semua tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang 
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ditoleransi atau sebagian dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda, 
dan dapat diikutkan pada tagihan berikutnya. Bila ia menunda pembayaran, ia akan dikenakan 
dua macam bunga: Pertama bunga keterlambatan, kedua bunga dari sisa dana yang belum 
ditutupi. Kalau ia berhasil menutupi dana tersebut dalam waktu yang ditentukan, ia hanya 
terkena satu macam bunga saja, yaitu bunga penundaan pembayaran. Dana yang ditarik tidak 
akan terbatas bila pemiliknya terus saja melunasi tagihan beserta bunga kartu kreditnya secara 


simultan. 


PENDUDUKAN MASALAH SECARA FIOIH SEPUTAR KARTU KREDIT 

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu itu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang 
sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kartu- 
kartu kredit tersebut, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukkan masalah terhadap 
berbagai transaksi yang dikenal dalam figih Islam dan penjelasan tentang hukum-hukumnya, halal atau 
haram, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti yang disyariatkan bila hasil penelitian 
menegaskan keharamannya. 
Kartu kredit ini membentuk tiga hal terkait yang akan kita ulas secara berurut sebagai berikut: 

Pertama: Kaitan Antara Kartu Tersebut Dengan Pihak Bank yang Mengeluarkannya Dalam 

"Transaksi Pengeluaran Kartu". 

Banyak sudah kajian figih seputar hubungan ini. Banyak sudah pendapat yang lahir 
seputar persoalan itu dalam berbagai Lembaga Pengkajian Figih tentang keberadaan kartu ini 
sebagai pinjaman dari pihak bank yang mengeluarkannya, atau sebagai jaminan untuk 
melaksanakan berbagai komitmen terhadap pihak lain, atau menjadi penjamin untuk 
berhubungan dengan pihak lain. 

Kemungkinan gabungan antara jaminan, penjamin dan pinjaman itulah yang paling 
dekat dengan teori untuk mengulas transaksi ini. Karena itulah yang menjadi tujuan 
sesungguhnya dari keberadaan kartu itu. Karena sebelum digunakan, kartu itu adalah jaminan, 
dan janji pinjaman serta penjamin. Namun setelah digunakan dalam arti sesungguhnya dan 
pihak bank telah menutupi biaya yang dikeluarkan untuk mewakili pihak nasabah, janji tersebut 
telah menjadi kenyataan sehingga menjadi pinjaman dan penjamin dalam arti sesungguhnya. 

Kedua: Hubungan Antara Kartu Ini Dengan Bank yang Mengeluarkan Kartu dan Pihak 
Pedagang. 

Juga sudah banyak ulasan figih seputar hubungan ini antara keberadaannya yang mirip 


dengan pengurangan nilai tukar dengan keberadaannya sebagai jaminan, yakni bahwa pihak 
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yang mengeluarkan kartu telah menjamin pihak pedagang bahwa ia akan membayarkan harga 
barang jualannya dengan perantaraan kartu tersebut, dan juga keberadaannya sebagai 
penjamin dengan upah, atau sebagai perantara. Bahkan ada sebagian pihak yang mengeluarkan 
kartu itu dalam hubungannya dengan jual beli. Jadi yang dijadikan sebagai pihak yang 
mengeluarkan kartu adalah pembeli yang sesungguhnya dari barang-barang tersebut, kemudian 
baru dikembalikan kepada nasabah untuk dijual. Jual beli ini mirip dengan jual beli dengan 
sistem fixed price terhadap orang yang meminta dibelikan barang. 

Kemungkinan pendudukan masalah paling menonjol terhadap dasar jaminan dan 
penjaminan ini adalah pendudukan masalah yang membuka peluang disyariatkannya transaksi 
atau pendebatan yang dilakukan pihak bank dalam kasus ini. Karena upah yang dilarang dalam 
sistem jaminan adalah yang berasal dari pihak yang mendapatkan jaminan untuk yang menjamin. 
Sementara di sini upah itu berasal dari pihak yang mendapatkan pengaruh dari jaminan, yakni 
pihak pedagang kepada pihak yang memberikan jaminan. Adapun upah dalam sistem jual beli 
dengan penjaminan, dibolehkan dalam kondisi apapun. 

Ketiga: Hubungan Antara Pemilik Kartu dengan Pedagang 

Sudah berkali-kali juga dikeluarkan kajian figih berkaitan dengan hubungan ini, antara 
keberadaannya sebagai sistem hiwalah, dimana pihak pemegang kartu mengalihkan hutangnya 
pada pedagang kepada pihak yang mengeluarkan kartu, dimana Hilawah semacam itu dapat 
direalisasikan dengan menandatangani rekening pembelian, antara keberadaan kartu itu yang 
demikian dengan keberadaannya sebagai mediator jual beli atau sewa menyewa. Sehingga 
transaksinya dibagi dua, antara posisi jual beli atau sewa menyewa, dengan objek transaksi 
pembuatan kartu. Kemudian tanggung jawab pembayaran dilimpahkan kepada pihak yang 
mengeluarkan kartu yang telah menjamin untuk menutupi biaya yang ditarik berupa pembelian 


atau penyewaan. 


PENJELASAN GLOBAL TENTANG HAKIKAT KARTU KREDIT 

Mungkin pendudukan masalah secara global yang paling mendekati hakikat dari kartu-kartu 
kredit tersebut adalah bahwa kartu tersebut secara umum tersusun dari beberapa transaksi. 

Pertama, transaksi yang mengaitkan antara pihak yang mengeluarkan kartu dengan pihak 

pemegangnya. Transaksi ini terdiri dari tiga unsur: jaminan, penjaminan dan peminjaman. Pihak 

yang mengeluarkan kartu telah memberikan jaminan untuk pemegang kartu tersebut di 


hadapan pedagang, meminjamkan kepadanya dana yang dia tarik melalui kartu tersebut, lalu 
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pemegang kartu telah menjadikan pihak bank sebagai penjaminnya untuk melunasi pembayaran 


tersebut kepada si pedagang. 


Kedua, transaksi antara yang mengeluarkan kartu dengan pihak pedagang. Transaksi ini terdiri 
dari dua unsur saja: Jaminan dan penjaminan. Pihak yang mengeluarkan kartu telah 
memberikan jaminan kepada pedagang untuk membayarkan semua haknya melalui kartu 
tersebut, yang kemudian pihak bank akan menagih pembayaran itu dari pemegang kartu 
nantinya dan memasukkannya ke dalam rekeningnya setelah terlebih dahulu memotongnya 


dengan biaya administrasi yang disepakati. 


Ketiga, Transaksi antara pemegang kartu dengan pedagang yang hukumnya disesuaikan dengan 
jual beli atau penyewaan yang dilakukan sesuai dengan karakter transaksi di samping sistem 
hiwalah, yakni pemegang kartu itu melimpahkan pembayarannya terhadap barang jualan 


pedagang kepada pihak yang mengeluarkan kartu tersebut. 


HUKUM-HUKUM SYARIAT TENTANG KARTU KREDIT 

Kartu-kartu kredit ini mencuatkan beberapa kemusykilan menurut ajaran syariat yang akan 
penulis paparkan sebagai berikut sebagian di antaranya: 
Pertama: Persyaratan Berbau Riba 

Transaksi untuk mengeluarkan kartu-kartu tersebut pada umumnya mengandung beberapa 
komitmen berbau riba yang intinya mengharuskan pemegang kartu untuk membayar bunga-bunga riba 
atau denda-denda finansial bila terlambat menutupi hutangnya. Apa pengaruh komitmen-komitmen 


tersebut terhadap sah tidaknya transaksi pembuatan kartu-kartu kredit ini? 


Ulama Figih kontemporer ketika membahas persoalan ini pandangan mereka terbagi menjadi 
dua kubu: 
Pertama: Kubu yang membolehkan. 
Mereka menganggap bahwa transaksi itu sah, namun komitmennya batal. Yakni 
apabila pihak nasabah yakin bahwa ia akan mampu menjaga diri untuk tidak terjerumus 
ke dalam konsekuensi menanggung akibat komitmen tersebut. Karena syarat rusak ini 


pada dasarnya menurut kaca mata syariat sudah batal dengan sendirinya. Syarat ini 
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munkar dan justru harus dilakukan kebalikannya. Dasar mereka yang membolehkan 


adalah sebagai berikut: 


6. 


Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Aisyah radhiallahu 'anha ketika 
Aisyah hendak membeli Barirah namun majikannya tidak mau melepaskannya 
kecuali dengan syarat, hak wala' budak itu tetap milik mereka. Itu jelas syarat 
yang bertentangan dengan ajaran syariat, karena loyalitas atau perwalian 
menurut syariat diberikan kepada orang yang membebaskannya. Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Aisyah radhiallahu 'anha, "Belilah 
budak itu, dan tetapkan syarat bagi mereka, karena perwalian itu hanya 
diberikan kepada yang memerdekakan. Karena perwalian itu adalah hak orang 
yang membebaskannya." 

Makna hadits: Janganlah pedulikan, karena persyaratan mereka itu 
bertentangan dengan yang hag, ini bukan untuk pembolehan namun yang 
dimaksudkan adalah penghinaan dan tidak ambil peduli dengan syarat itu serta 
keberadaan syarat itu sama dengan tidak ada. 

Dari sini dapat dipahami bahwa jika seseorang memaksakan suatu syarat yang 
bertentangan dengan syariat mengenai akad-akad yang diperlukan secara luas 
dan ia enggan untuk menetapkan akad tersebut kecuali berdasarkan syarat yang 
rusak ini, maka akad-akad ini tidak boleh dihentikan karena pemaksaan itu. Tidak 
boleh difatwakan mengenai ketidaklegalannya, tetapi tetap harus dilaksanakan. 
Dan harus diupayakan untuk membatalkan syarat yang rusak ini, baik lewat 
penguasa maupun dengan cara berusaha menjaga diri agar tidak terperangkap 
syarat tersebut bila pada satu masa tidak ada penguasa yang menegakkan syariat 


Allah. 


Karena sudah terlalu banyak yang melakukannya di berbagai negeri dengan 
adanya transaksi pemakaian listrik, telepon dan lain sebagainya, yang 
kesemuanya menggunakan komitmen-komitmen yang sama, yaitu apabila pihak 
pelanggan terlambat membayar berarti harus dikenai denda tertentu. Namun 
ternyata tidak seorangpun ulama yang mengharamkan berlangganan fasilitas- 


fasilitas tersebut, padahal syarat-syarat tersebut ada di dalamnya. 
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8. Pinjaman tidak begitu saja batal karena batalnya persyaratan. Bahkan 
peminjaman itu tetap sah meskipun syaratnya batal, berdasarkan sabda Nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam: 

"Kenapa masih ada orang yang menetapkan syarat yang tidak berasal dari 
Kitabullah? Barangsiapa yang menetapkan syarat yang bukan berasal dari 


Kitabullah maka persyaratannya batal, meski jumlahnya seratus syarat." 


Kubu kedua, yakni yang melarangnya. 

Mereka menganggap transaksi tersebut batal. Demikian pendapat tegas dari 
kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah. 

Mereka membantah dalil yang digunakan oleh kubu pertama, yakni tentang 
hadits Barirah, bahwa giyas itu adalah giyas dengan alasan berbeda. Karena dalam kasus 
Barirah syarat tersebut mampu dibatalkan oleh Aisyah radhiallahu 'anha karena 
dianggap bertentangan dengan ajaran syariat. Karena kejadian itu terjadi ketika syariat 
Islam betul-betul masih menjadi panutan, Negara Islam masih menjadi pemelihara 
ajaran Islam dan masih memimpin dunia. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan 
dengan syarat berbau riba dalam pengambilan kartu kredit yakni syarat yang bersandar 
pada referensi sekulerisme yang didasari atas pemisahan agama dengan negara, lalu 
mengingkari referensi Islam yang suci yang melibatkan agama dalam kehidupan 
manusia? 

Mereka juga membantah giyas dengan transaksi pemakaian listrik dan telepon, 
karena fasilitas ini amatlah dibutuhkan dan kemaslahatan kehidupan umat manusia 
amat tergantung kepadanya. 

Sementara kartu kredit memiliki bobot vitalitas yang lebih rendah dari itu. 
Orang bisa saja hidup secara wajar atau cukup wajar tanpa menggunakan kartu-kartu itu. 
Namun ia tidak akan bisa hidup wajar tanpa menggunakan fasilitas listrik dan telepon 
misalnya. 

Yang benar menurut kami bahwa hukumnya adalah boleh-boleh saja bagi orang 
yang berberat sangka (sangat yakin sekali) bahwa ia akan mampu menunaikan 
hutangnya pada waktu yang diperkenankan, sehingga dengan demikian ia tidak akan 
terkena konsekuensi persyaratan itu, tentunya dengan mengupayakan segala cara yang 


bisa dilakukan untuk tujuan tersebut. Wallahu A'lam. 
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Kedua: Prosentase yang dipotong oleh pihak yang mengeluarkan kartu dari bayaran untuk pedagang 
Sudah dimaklumi, bahwa melalui kartu-kartu itu pihak yang mengeluarkan tidak membayar jumlah 
bayaran yang ditetapkan dalam rekening pembayaran. Namun pihak yang mengeluarkan kartu akan 
memotong prosentase yang disepakati bersama dalam transaksi yang tegas antara pihak itu dengan 
pihak pedagang. Apa pendudukan masalah secara syar'i yang paling tepat berkaitan dengan hal 


tersebut? 


Ahli figih kontemporer berbeda pendapat dalam mengulas tentang jenis kartu tersebut: 


Sebagian ada yang mendudukkan prosentase itu sebagai biaya administrasi, upah dari 
pengambilan pembayaran dari nasabah. Sementara mengambil upah dari usaha pengambilan hutang 
atau menyampaikan barang yang dihutangkan adalah boleh-boleh saja. 

Sebagian ada yang mendudukkanya sebagai upah dari jasa yang diberikan oleh pihak bank 
kepada pihak pedagang, seperti pesan-pesan, iklan, dan bantuan penyaluran barang atau yang 
sejenisnya. Bisa juga didudukkan sebagai upah perantara. Karena pihak bank sudah membantu 
mencarikan pelanggan untuk pihak pedagang, sehingga layak mendapatkan upah karenanya. 

Sebagian menganggapnya sebagai kompensasi perdamaian bersama pihak yang memberi 
hutang dengan jumlah yang lebih sedikit dari yang harus dibayar, karena hubungan antara pihak yang 
mengeluarkan kartu dengan pihak pemegang kartu di bawah sistem jaminan. Cara demikian dinyatakan 
boleh oleh kalangan Hanafiyah. 

Sebagian ada juga yang berpandangan bahwa pengambilan prosentase itu tidak mengandung 
syubhat sebagai riba secara mendasar. Karena kita dihadapkan dengan persoalan rabat/discount, bukan 
tambahan harga. Sehingga tidak ada hal yang menyeretnya kepada bentuk riba. 

Apapun pendudukan masalah yang dipilih di sini, pengkajian figih kontemporer tetap 
berkesimpulan bahwa pengambilan prosentase keuntungan di sini tetap dibolehkan, dengan catatan 
harus dibatasi sehingga layak disebut sebagai upah jasa yang diberikan kepada pihak pedagang dan 
tergambar langsung dalam rekening pembeliannya, dan juga agar dapat menarik para pelanggan untuk 
membeli barang kepada pedagang tersebut, mempermudah proses jual beli mereka, lalu pihak bank 
yang mengeluarkan kartu itu dan pihak bank lain yang hanya melakukan transaksi dagang bisa membagi 
rata upah dari pelayanan tersebut, karena mereka secara bersamaan melakukan jasa tersebut untuk 


kepentingan pedagang. 
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Lembaga Syariat Perusahaan Perbankan ar-Rajihi membo-lehkan uang administrasi ini dalam 
fatwanya nomor 47. lembaga ini menetapkan bahwa tidak ada larangan mengambil prosentase dari 
harga yang dibeli oleh pemegang kartu, selama prosentase itu dipotong dari upah jasa atau dari harga 
barang. Sistem pemotongan ini diambil dari pihak penjual untuk kepentingan bank yang mengeluarkan 
kartu dengan perusahaan visa internasional. 

Lembaga syariat juga mengeluarkan fatwa yang membolehkan pengambilan prosentase 
keuntungan tersebut, fatwa itu ditujukan kepada Dewan Keuangan Kuwait dan Bank Islam Yordania, 
dimana uang administrasi yang diambil pihak bank dari pedagang yang menggunakan fasilitas kartu itu 
dihitung sebagai upah penjaminan karena menjadi penjamin dan mediator antara pedagang dengan 
pemegang kartu kredit, dan juga karena mediasi itu pihak bank menjadi sebab terjadinya banyak hal, 
seperti lakunya barang-barang yang dijualnya, rasa aman yang dirasakan para pelanggan, mendapatkan 
kesempatan memperoleh piutang dengan selamat. Sebagaimana jaminan itu terkadang juga tidak 
berpengaruh apa-apa. Karena uang administrasi itu tidak menambah jumlah harga dan juga tidak 


memperhatikan jumlah harga yang dijaminnya. 


Ketiga: Denda Keterlambatan dan Bunga Riba 

Pihak yang mengeluarkan kartu ini menetapkan beberapa bentuk denda finansial karena 
keterlambatan penutupan hutang, karena penundaan atau karena tersendatnya pembayaran dana yang 
ditarik dari melalui kartu. Denda semacam itu termasuk riba yang jelas yang tidak pantas diperdebatkan 
lagi. Itu termasuk riba nasi'ah yang keharamannya langsung ditentukan melalui turunnya ayat al-Our'an. 


Bahkan para pelakunya diancam perang oleh Allah dan RasulNya!!. 


Bagaimana Mengatasi Problematika Keterlambatan Pembayaran Hutang? 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa bunga dan denda keterlambatan membayar hutang adalah 
jelas-jelas riba jahiliyah yang diharamkan. Tidak ada alasan bagi bank-bank Islam untuk menerapkannya 
sama sekali. Maka bagaimana persoalan keterlambatan pembayaran hutang itu bisa diatasi dalam 
bingkai ajaran Islam? 

Ada sebagian alternatif untuk bunga-bunga riba dan denda-denda keterlambatan itu yang akan 
kami sebutkan sebagian di antaranya: 

Memberikan kelonggaran kepada pihak yang berhutang, kalau ia adalah orang miskin yang 
kesulitan mengembalikan hutangnya. Membatalkan keanggotaannya, menarik kartu kreditnya kemudian 


mengadukan persoalannya ke pengadilan, lalu melimpahkan kepadanya semua biaya kemelut tersebut. 
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Bisa juga dengan menyebarkan nama pelanggan bersangkutan dalam daftar hitam (black list), 
diumumkan kepada seluruh bank agar tidak menerimanya sebagai anggota dan juga agar menjadi 


pelajaran bagi orang-orang yang berperilaku sepertinya. 


BOLEHKAN MEMBELI EMAS ATAU PERAK DENGAN KARTU KREDIT? 

Emas dan perak hanya bisa dibeli dengan kontan, yakni dari tangan ke tangan. Penyerahan 
barang dan pembayaran secara langsung merupakan syarat sahnya jenis jual beli kedua barang ini, 
sebagaimana sabda Nabi shallallahu “alaihi wa sallam: 

"Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, harus sama beratnya dan harus 
diserahterimakan secara langsung. Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus 
secara kontan juga." 

Lalu bolehkah membeli emas atau perak dengan kartu kredit? 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa serahterima langsung adalah penyerahan barang dari 
tangan ke tangan. Dan dalam syariat sendiri sifatnya mutlak, pembatasannya dikembalikan kepada 
kebiasaan yang ada. Lembaga Pengkajian Figih Islam telah mengeluarkan fatwa dibolehkannya membeli 
emas atau perak dengan menggunakan cek dengan syarat bahwa serahterimanya diselesaikan saat 
transaksi. Penyerahan cek itu disetarakan dengan penyerahan uang secara langsung ketika diserahkan 
kepada pihak bank yang bekerja sama dengan pedagang. Kalau pihak pedagang telah memegang cek 
tersebut, berarti serah terima barang dan pembayaran yang disyaratkan dalam jual beli kedua barang itu. 

Dengan demikian kartu kredit yang bisa juga dijadikan pembayaran langsung sehingga bisa 
digunakan untuk membeli emas atau perak. Sementara alat tukar yang tidak bisa dijadikan pembayaran 


langsung, tidak bisa digunakan untuk membeli kedua barang itu. 


PENUKARAN UANG DENGAN KARTU KREDIT 

Asal kartu kredit berfungsi sebagai kartu internasional, dan pemegangnya bisa menggunakannya 
di Negara manapun. Kalau ia menarik dananya dengan menggunakan mata uang asing yang berbeda 
nilainya dengan mata uang yang dijadikan alat transaksi dalam kalkulasi nanti, maka pihak yang 
mengeluarkan kartu akan menutupi biaya pengeluaran dengan mata uang asing itu, kemudian 
memperhitungkannya atas nasabahnya itu dengan mata uang lokal dengan menggunakan harga 
penukaran yang disepakati bersama. Namun bolehkah membayar hutang dengan menggunakan mata 
uang yang berbeda dengan mata uang yang dijadikan hutang? 

Tidak diragukan lagi bahwa serahterima langsung merupakan syarat sahnya penukaran uang, 


berdasarkan sabda Nabi shallallahu “alaihi wa sallam: 
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"Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga." 


Penukaran uang di atas tanggungan (hutang) adalah boleh asal harganya dengan harga saat itu, 
bila kedua orang penukar berada di lokasi berbeda, dan tidak ada hutang piutang di antara mereka 
berdua. Yakni disyaratkan agar salah seorang di antara mereka tidak memiliki tanggungan terhadap yang 
lain. 

Penukaran dengan cara ini terkadang dilakukan antara uang yang berada dalam kepemilikan 
namun tidak ada dalam lokasi transaksi, dengan uang yang ada di lokasi transaksi, atau bisa juga antara 
dua jenis mata uang yang sama-sama dalam kepemilikan dan tidak ada dalam lokasi transaksi. Kasus ini 
disebut pengguntingan atau penukaran hutang. Pengguntingan ini hanya bisa dilakukan pada sebagian 
kecil penukaran saja, sementara sisanya ditutupi mata uang lain, sehingga ketika berpisah sudah tidak 
ada hitung-hitungan lagi. 

Dasarnya adalah hadits Ibnu Umar radhiallahu 'anhu yang menceritakan, "Kami pernah menjual 
unta di Nagie'. Kami menjualnya dengan uang emas, lalu mendapatkan bayaran dengan uang perak. 
Atau menjualnya dengan uang perak, dan mendapatkan bayaran dengan uang emas. Aku menanyakan 
hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau menjawab, 'Boleh saja, asal dijual dengan 
harga hari itu juga, apabila kalian keluar dari transaksi tanpa ada apa-apa di antara kalian." 

Dengan demikian boleh saja melakukan tansaksi dengan perbedaan mata uang ini, dengan 
catatan bahwa kalkulasinya dilakukan berdasarkan harga penukaran hari standar atau hari 


pengguntingan. Yakni hari pendebetan rekening yang dimiliki oleh pemegang kartu. 


UANG ADMINISTRASI PENARIKAN UANG TUNAI 

Di antara jenis kartu kredit ada yang bisa digunakan untuk menarik uang tunai dari rekening 
bank bersangkutan. Biasanya pihak bank akan mengambil uang administrasi dari pengambilan uang 
tunai itu. Sejauh mana uang administrasi itu dibolehkan? 

Para ulama figih kontemporer berbeda pendapat tentang hukum uang-uang administrasi 
semacam itu, berdasarkan perbedaan jenis penarikan itu, apakan sekedar penarikan uang tunai dari 
rekening pemegang kartu saja, atau ada unsur pinjaman? 

Di antara ulama ada yang berpandangan bahwa hukum uang-uang administrasi itu boleh, 
karena tidak lebih dari sekedar upah, imbalan dari pentransferan uang nasabah dari rekeningnya 
menuju berbagai lokasi dimana uang itu digunakan, yang tentu saja membutuhkan biaya operasional. 


Jadi kedudukannya adalah sebagai upah transfer uang dari satu negeri ke negeri lain. Hanya saja sistem 
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transfer tersebut terbalik. Karena pihak bank yang mewakili pihak yang mengeluarkan kartu kredit itu 
terlebih dahulu membayarkan uang, kemudian baru memintanya dari pihak yang memegang kartu 
untuk merealisasikan syarat pembayaran langsung dalam penukaran mata uang ini. Jarak yang ada 
antara penyerahan uang kontan dengan penutupan hutang tidaklah menjadi tujuan dalam proses ini, 
juga bukan termasuk penentunya. Inilah pendapat yang akhirnya dipilih oleh Lembaga Keuangan Kuwait 
dan Bank Islam Yordania. 

Ada juga yang berpendapat bahwa uang administrasi dalam kasus ini haram hukumnya. Karena 
proses penarikannya bersifat hutang atau peminjaman dari pihak pemegang kartu, atau dari pihak bank 
yang mewakilinya. Maka uang yang diambil sebagai imbalannya termasuk riba yang diharamkan. Inilah 


pendapat yang diambil oleh bank ar-Rajihi. 


Menurut kami yang paling benar adalah harus dibedakan antara dua kondisi berbeda: 
Pertama: Kalau penukaran itu melalui penarikan dana langsung dari rekening nasabah, lalu 
diambil uang administrasinya, cara demikian disyariatkan. Demikian juga apabila pihak bank 
yang mengeluarkan kartu memiliki uang di bank yang mewakili sehingga bisa menutupi biaya 


dana yang ditarik tersebut. 


Kedua: Ketika bentuknya adalah pinjaman. Maka imbalan yang diambil ketika itu adalah riba 
yang diharamkan. Demikian juga apabila rekeningnya adalah rekening bebas, atau dana yang 


ada tidak cukup untuk menutupi biaya yang ditarik, wallahu a'lam. 


Tidak diragukan lagi bahwa keharaman dalam kasus ini berkaitan dengan hubungan antara pihak 
bank yang mengeluarkan kartu dengan bank yang mewakilinya. Adapun nasabah sendiri, kerjanya hanya 
menarik dana yang dititipkan pada pihak yang mengeluarkan kartu. Uang administrasi yang dia 
keluarkan adalah upah dari kesulitan yang dihadapi pihak yang mengeluarkan kartu, dengan upaya dan 
segala tanggungjawab berikut biaya yang juga harus dikeluarkan untuk tujuan itu. Pihak nasabah tidak 
memiliki kaitan dengan urusan antara pihak bank yang mengeluarkan kartu dengan bank yang 
mewakilinya. 


bkk 


Artikel ini dinukil oleh Abu Farwah dari kitab Figih Ekonomi Keuangan Islam, cet. Daarul Hag, 
Sumber: http://www.alsofwah.or.id/?pilih-indexanalisa&id-295&section-an020 
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Fatwa: Hukum Kredit Rumah dan Kendaraan Melalui Bank Syariah (Jual Beli 
Murabahah) 

Jual Beli Murabahah 

Oleh : Ustadz Kholid Syamhudi, Lc. 


Dewasa ini berkembang dalam skala besar lembaga keuangan berlebel syari'at dengan 
menawarkan produk-produknya yang beraneka ragam dengan istilah-istilah berbahasa Arab. Banyak 
masyarakat yang masih bingung dengan istilah-istilah tersebut dan masih ragu apakah benar semua 
produk tersebut adalah benar-benar jauh dari pelanggaran syari'at ataukah hanya rekayasa semata. 

Melihat banyaknya pertanyaan seputar ini maka dalam rubrik fikih kali ini kami angkat salah satu 
produk tersebut untuk melihat kehalalannya dalam tinjauan fikih islami. 

Jual beli Murabahah (Bai' al-Murabahah) demikianlah istilah yang banyak diusung lembaga 
keuangan tersebut sebagai bentuk dari Financing (pembiayaan) yang memiliki prospek keuntungan yang 
cukup menjanjikan. Sehingga semua atau hampir semua lembaga keuangan syari'at menjadikannya 


sebagai produk financing dalam pengembangan modal mereka1. 


Nama Lain Jual Beli Murabahah ini 
Jual beli Murabahah yang dilakukan lembaga keuangan syari'at ini dikenal dengan nama-nama sebagai 
berikut: 

1. al-Murabahah lil Aamir bi Asy-Syira' 

2. al-Murabahah lil Wa'id bi Asy-Syira' 

3. Bai' al-Muwa'adah 

4. al-Murabahah al-Mashrafiyah 

5. al-Muwaa'adah 'Ala al-Murabahah.2 


Sedangkan dinegara indonesia dikenal dengan jual beli Murabahah atau Murabahah kepada 
pemesanan pembelian (KPP)3 
Definisi Jual-Beli Murabahah (Deferred Payment Sale) 


Kata al-Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu yang berarti kelebihan dan 
tambahan (keuntungan)4. Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal 


ditambah keuntungan yang diketahui. 5 Hakekatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) nya 
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yang diketahui kedua belah transaktor (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui 
keduanya. Sehingga penjual menyatakan modalnya adalah seratus ribu rupiah dan saya jual kepada 
kamu dengan keuntungan sepuluh ribu rupiah. 

Syeikh Bakr Abu Zaid menyatakan: (Inilah pengertian yang ada dalam pernyataan mereka: Saya 
menjual barang ini dengan sistem murabahah...rukun akad ini adalah pengetahuan kedua belah pihak 
tentang nilai modal pembelian dan nilai keuntungannya, dimana hal itu diketahui kedua belah pihak 
maka jual belinya shohih dan bila tidak diketahui maka batil. Bentuk jual beli Murabahah seperti ini 
adalah boleh tanpa ada khilaf diantara ulama, sebagaimana disampaikan ibnu Oudaamah6, bahkan Ibnu 
Hubairoh7 menyampaikan ijma' dalam hal itu demikian juga al-Kaasaani8.).9 

Inilah jual beli Murabahah yang ada dalam kitab-kitab ulama fikih terdahulu. Namun jual beli 
Murabahah yang sedang marak dimasa ini tidak lah demikian bentuknya. Jual beli Murabahah sekarang 
berlaku di lembaga-lembaga keuangan syari'at lebih komplek dari pada yang berlaku dimasa lalu10. Oleh 
karena itu para ulama kontemporer dan para peneliti ekonomi islam memberikan definisi berbeda 


sehingga apakah hukumnya sama atakah berbeda? 


Diantara definisi yang disampaikan mereka adalah: 

1. Bank melaksanakan realisai permintaan orang yang bertransaksi dengannya dengan dasar pihak 
pertama (Bank) membeli yang diminta pihak kedua (nasabah) dengan dana yang dibayarkan 
bank —secara penuh atau sebagian- dan itu dibarengi dengan keterikatan pemohon untuk 
membeli yang ia pesan tersebut dengan keuntungan yang disepakati didepan (diawal 


transaksi).11 


2. Lembaga keuangan bersepakat dengan nasabah agar lembaga keuangan melakukan pembelian 
barang baik yang bergerak (dapat dipindah) atau tidak. Kemudian nasabah terikat untuk 
membelinya dari lembaga keuangan tersebut setelah itu dan lembaga keuangan itupun terikat 
untuk menjualnya kepadanya. Hal itu dengan harga didepan atau dibelakang dan ditentukan 


nisbat tambahan (profit) padanya atas harga pembeliaun dimuka.12 


3. Orang yang ingin membeli barang mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan, karena 


ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar kontan nilai barang tersebut dan karena 


penjual (pemilik barang) tidak menjualnya secara tempo. Kemudian lembaga keuangan 
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membelinya dengan kontan dan menjualnya kepada nasabah (pemohon) dengan tempo yang 


lebih tinggi.13 


la adalah yang terdiri dari tiga pihak: penjual, pembeli dan bank dengan tinjauan sebagai 
pedagang perantara antara penjual pertama (pemilik barang) dan pembeli. Bank tidak membeli 
barang tersebut disini kecuali setelah pembeli menentukan keinginannya dan adanya janji 


memberi dimuka.14 


Definis-definisi diatas cukup jelas memberikan gambaran jual beli murabahah KPP ini. 


Bentuk Gambarannya 


Dari definisi diatas dan praktek yang ada di lingkungan lembaga keuangan syariat didunia dapat 


disimpulkan ada tiga bentuk: 


1. 


Pelaksanaan janji yang mengikat dengan kesepakatan antara dua pihak sebelum lembaga 
keuangan menerima barang dan menjadi miliknya dengan menyebutkan nilai keuntungannya 
dimuka15. Hal itu dengan datangnya nasabah kepada lembaga keuangan memohon darinya 
untuk membeli barang tertentu dengan sifat tertentu. Keduanya bersepakat dengan ketentuan 
lembaga keuangan terikat untuk membelikan barang dan nasabah terikat untuk membelinya 
dari lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan terikat harus menjualnya kepada nasabah 
dengan nilai harga yang telah disepakati keduanya baik nilai ukuran, tempo dan 


keuntungannya.16 


Pelaksanaan janji (al-Muwaa'adah) tidak mengikat pada kedua belah pihak. Hal itu dengan 
ketentuan nasabah yang ingin membeli barang tertentu, lalu pergi ke lembaga keuangan dan 
terjadi antara keduanya perjanjian dari nasabah untuk membeli dan dari lembaga keuangan 
untuk membelinya. Janji ini tidak dianggap kesepakatan sebagaimana juga janji tersebut tidak 
mengikat pada kedua belah pihak. Bentuk gambaran ini bisa dibagi dalam dua keadaan: 


- Pelaksanaan janji tidak mengikat tanpa ada penentuan nilai keuntungan dimuka. 
- Pelaksanaan janji tidak mengikat dengan adanya penentuan nilai keuntungan yang akan 
diberikannya.17 


Pelaksanaan janji mengikat lembaga keuangan tanpa nasabah. Inilah yang diamalkan di bank 


Faishol al-Islami disudan. Hal itu dengan ketentuan akad transaksi mengikat bank dan tidak 
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mengikat nasabah sehingga nasabah memiliki hak Khiyar (memilih) apabila melihat barangnya 


untuk menyempurnakan transaksi atau menggagalkannya. 18 


Pernyataan para Ulama terdahulu tentang Jenis jual beli ini 


Permasalahan jual belia murabahah KPP ini sebenarnya bukanlah perkara kontemporer dan 
baru (Nawaazil) namun telah dijelaskan para ulama terdahulu. Berikut ini sebagian pernyataan mereka: 

Imam As-Syafi'i menyatakan: Apabila seorang menunjukkan kepada orang lain satu barang 
seraya berkata: Belilah itu dan saya akan berikan keuntungan padamu sekian. Lalu ia membelinya maka 
jual belinya boleh dan yang menyatakan: Saya akan memberikan keuntungan kepadamu memiliki hak 
pilih (Khiyaar), apabila ia ingin maka ia akan melakukan jual-beli dan bila tidak maka ia akan tinggalkan. 
Demikian juga jika ia berkata: 'Belilah untukku barang tersebut'. Lalu ia mensifatkan jenis barangnya 
atau 'barang' jenis apa saja yang kamu sukai dan saya akan memberika keuntungan kepadamu', semua 
ini sama. Diperbolehkan pada yang pertama dan dalam semua yang diberikan ada hak pilih (Khiyaar). 
Sama juga dalam hal ini yang disifatkan apabila menyatakan: Belilah dan aku akan membelinya darimu 
dengan kontan atau tempo. Jual beli pertamam diperbolehkan dan harus ada hak memilih pada jual beli 
yang kedua. Apabila keduanya memperbaharui (akadnya) maka boleh dan bila berjual beli dengan itu 
dengan ketentuan adanya keduanya mengikat diri (dalam jual beli tersebut) maka ia termasuk dalam 
dua hal: 

1. Berjual beli sebelum penjual memilikinya 
2. Berada dalam spekulasi (Mukhathorah).19 

Imam ad-Dardier dalam kitab asy-Syarhu ash-Shaghir 3/129 menyatakan: al-'Inah adalah jual beli 
orang yang diminta darinya satu barang untuk dibeli dan (barang tersebut) tidak ada padanya untuk 
(dijual) kepada orang yang memintanya setelah ia membelinya adalah boleh kecuali yang minta 
menyatakan: Belilah dengan sepuluh secara kontan dan saya akan ambil dari kamu dengan dua belas 
secara tempo. Maka ia dilarang padanya karena tuduhan (hutang yang menghasilkan manfaat), karena 
seakan-akan ia meminjam darinya senilai barang tersebut untuk mengambil darinya setelah jatuh tempo 
dua belas.20 

Jelaslah dari sebagian pernyataan ulama fikih terdahulu ini bahwa mereka menyatakan pemesan 
tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan. Demikian juga the 
islamic Figih Academy (Majma' al-Figih al-Islami) menegaskan bahwa jual beli muwaada'ah yang ada dari 
dua pihak dibolehkan dalam jual beli murabahah dengan syarat al-Khiyaar untuk kedua transaktor 


seluruhnya atau salah satunya. Apa bila tidak ada hak al-Khiyaar disana maka tidak boleh, karena al 
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Muwaa'adah yang mengikat (al-Mulzamah) dalam jual beli al-Murabahah menyerupai jual beli itu sendiri, 
dimana disyaratkan pada waktu itu penjual telah memiliki barang tersebut hingga tidak ada pelanggaran 
terhadap larangan nabi n tentang seorang menjual yang tidak dimilikinya.21 

Syeikh Abdulaziz bin Baaz ketika ditanya tentang jual beli ini menjawab: Apabila barang tidak 
ada dipemilikan orang yang menghutangkannya atau dalam kepemilikannya namun tidak mampu 
menyerahkannya maka ia tidak boleh menyempurnakan akad transaksi jual belinya bersama pembeli. 
Keduanya hanya boleh bersepakat atas harga dan tidak sempurna jual beli diantara keduanya hingga 


barang tersebut dikepemilikan penjual.22 


Hukum Bai' Murabahah dengan pelaksanaan janji yang tidak mengikat (Ghairu al- 
Mulzaam) 
Telah lalu bentuk kedua dari murabahah dengan pelaksanaan janji yang tidak mengikat ada dua : 

1. pelaksanaan janji tidak mengikat tanpa ada penentuan nilai keuntungan dimuka. Hal ini yang 
rojih adalah boleh dalam pendapat madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Hal itu karena 
tidak ada dalam bentuk ini ikatan kewajiban menyempurnakan janji untuk bertransaksi atau 
penggantian ganti kerugian. Seandainya barang tersebut hilang atau rusak maka nasabah tidak 
menanggungnya. Sehingga lembaga keuangan tersebut bersepekulasi dalam pembelian barang 
dan tidak yakin nasabah akan membelinya dengan memberikan keuntungan kepadanya. 
Seandainya salah satu dari keduanya berpaling dari keinginannya maka tidak ada ikatan 


kewajiban dan tidak ada satupun akibat yang ditanggungnya. 23 


2. Pelaksanaan janji tidak mengikat dengan adanya penentuan nilai keuntungan yang akan 
diberikannya, maka ini dilarang karena masuk dalam kategori al-'Inah sebagaimana disampaikan 


Ibnu Rusyd dalam kitabnya al-Mugaddimah dan inilah yang dirojihkan Syeikh bakr Abu Zaid.24 


Hukum Ba'I Murabahah dengan pelaksanaan janji yang mengikat 


Untuk mengetahui hukum ini maka kami sampaikan beberapa hal yang berhubungan langsung 
dengannya. 
Langkah proses Murabahah KPP bentuk ini. 

Mu'amalah jual beli murabahah KPP melalui beberapa langkah tahapan, diantara yang 


terpenting adalah: 
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1. Pengajuan permohonan nasabah untuk pembiayaan pembelian barang. 
- Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli barang yang diinginkan dengan sifat-sifat 
yang jelas 
- Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli tentang lembaga tertentu dalam 
pembelian barang tersebut 
2. Lembaga keuangan mempelajari formulir atau proposal yang diajukan nasabah. 
3. Lembaga keuangan mempelajari barang yang diinginkan 
4. Mengadakan kesepakatan janji pembelian barang 
- Mengadakan perjanjian yang mengikat 
- Membayar sejumlah jaminan untuk menunjukkan kesungguhan pelaksanaan janji. 
- Penentuan nisbat keuntungan dalam masa janji. 


- Lembaga keuangan mengambil jaminan dari nasabah ada masa janji ini. 


lea) 


. Lembaga keuangan mengadakan transaksi dengan penjual barang (pemilik pertama) 


kep) 


. Penyerahan dan kepemilikan barang oleh lembaga keuangan 

7. Transaksi lembaga keuangan dengan nasabah. 

- Penentuan harga barang 

- Penentuan biaya pengeluaran yang memungkinkan untuk dimasukkan kedalam harga. 
- Penentuan nisbat keuntungan (profit) 

- Penentuan syarat-syarat pembayaran. 


- Penentuan jaminan-jaminan yang dituntut. 


Demikianlah secara umum langkah proses jual beli Murabahah KPP yang kami ambil secara 
bebas dari kitab al-'Uguud al-Maliyah al-Murakkabah hal. 261-162. sedangkan dalam buku Bank syari'at 


dari teori ke praktek hal. 107 memberikan skema bai' Murabahah sebagai berikut: 


Agad ganda (Murakkab) dalam Murabahah KPP bentuk ini.25 


Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli murabahah KPP ini terdiri dari: 
1. Ada tiga pihak yang terkait yaitu: 
a. Pemohon atau pemesan barang dan ia adalah pembeli barang dari lembaga keuangan 


b. Penjual barang kepada lembaga keuangan 
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c. Lembaga keuangan yang memberi barang sekaligus penjual barang kepada pemohon 
atau pemesan barang. 
2. ada dua akad transaksi yaitu: 
a. Akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan 
b. Akad dari lembaga keuangan kepada pihak yang minta dibelikan (pemohon) 
3. Ada tiga janji yaitu : 
a. Janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang 
b. Janji mengikat dari lembaga keuangan untuk membali barang untuk pemohon 
Cc. Janji mengikat dari pemohon (nasabah) untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan. 

Dari sini jelaslah bahwa jual beli murabahah KPP ini adalah jenis akad berganda ( al-'Uguud al- 
Murakkabah) yang tersusun dari dua akad, tiga janji dan ada tiga pihak. Setelah meneliti muamalah ini 
dan langkah prosesnya akan tampak jelas ada padanya dua akad transaksi dalam satu akad transaksi, 
namun kedua akad transaksi ini tidak sempurna prosesnya dalam satu waktu dari sisi kesempurnaan 
akadnya, karena keduanya adalah dua akad yang tidak diikat oleh satu akad. Bisa saja disimpulkan 
bahwa dua akad tersebut saling terkait dengan satu sebab yaitu janji yang mengikat dari kedua belah 
pihak yaitu lembaga keuangan dengan nasabahnya. 

Berdasarkan hal ini maka jual beli ini menyerupai pensyaratan akad dalam satu transaksi dari sisi 
yang mengikat sehingga dapat dinyatakan dengan ungkapan: Belikan untuk saya barang dan saya akan 
berikan untung kamu dengan sekian. 

Hal ini karena barang pada akad pertama tidak dimiliki oleh lembaga keuangan, namun akan 
dibeli dengan dasar janji mengikat untuk membelinya. Dengan melihat kepada muamalah ini dari 
seluruh tahapannya dan kewajiban-kewajiban yang ada padanya jelaslah bahwa ini adalah mu'amalah 
murakkabah secara umum dan juga secara khusus dalam tinjauan kewajiban yang ada dalam muamalah 
ini. Berbeda dengan Murabahah yang tidak terdapat janji yang mengikat (Ghairu al-Mulzaam) yang 


merupakan akad yang tidak saling terikat, sehingga jelas hukumnya berbeda. 


Hukumnya 


Yang rojih dalam masalah ini adalah tidak boleh dengan beberapa argumen diantaranya : 
1. Kewajiban mengikat dalam janji pembelian sebelum kepemilikan penjual barang 
tersebut masuk dalam larangan Rasululloh shallallahu “alaihi wa sallam menjual barang 


yang belum dimiliki. Kesepakatan tersebut pada hakekatnya adalah akad dan bila 
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kesepakatan tersebut diberlakukan maka ini adalah akad batil yang dilarang, karena 
lembaga keuangan ketika itu menjual kepada nasabah sesuatu yang belum dimilikinya. 

2. Muamalah seperti ini termasuk al-Hielah (rekayasa) atas hutang dengan bunga, karena 
hakekat transaksi adalah jual uang dengan uang lebih besar darinya secara tempu 
dengan adanya barang penghalal diantara keduanya. 

3. Murabahah jenis ini masuk dalam larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam 
hadits yang artinya: 

4. "Rasululloh shallallahu “alaihi wa sallam melarang dari dua transaksi jual beli dalam satu 


jual beli" (HR at-Tirmidzi dan dishohihkan al-Albani dalam Irwa' al-Gholil 5/149). 


Al-Muwaa'adah apabila mengikat kedua belah pihak maka menjadi agad (transaksi) 


setelah sebelumnya hanya janji, sehingga ada disana dua akad dalam satu jual beli.26 


Ketentuan diperbolehkannya 


Syeikh Bakar bin Abdillah Abu Zaid menjelaskan ketentuan diperbolehkannya jual beli 
murabahah KPP ini dengan menyatakan bahwa jual beli Muwaa'adah diperbolehkan dengan tiga hal: 

1. Tidak terdapat kewajiban mengikat untuk menyempurnakan transaksi baik secara tulisan 
ataupun lisan sebelum mendapatkan barang dengan kepemilikan dan serah terima. 

2. Tidak ada kewajiban menanggung kehilangan dan kerusakan barang dari salah satu dari dua 
belah pihak baik nasabah atau lembaga keuangan, namun tetap kembali menjadi tanggung 
jawab lembaga keuangan. 

3. Ttidak terjadi transaksi jual beli kecuali setelah terjadi serah terima barang kepada lembaga 


keuangan dan sudah menjadi miliknya.27 


Demikianlah hukum jual beli ini menurut pendapat ulama syari'at, mudah-mudahan dapat memperjelas 


permasalahan ini. 
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Hukum Jual Beli Kredit Lewat Pihak Ketiga (Hukum Kredit Bank dan Leasing) 


puji bagi Allah Ta'ala, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul-Nya 
shallallahu “alaihi wa sallam. 

Suatu persoalan yang sering muncul di dunia bisnis adalah jual beli kredit melalui pihak ketiga. 
Kasusnya adalah semacam ini: Sebuah dealer menjual motor kepada Ahmad dengan cara kredit. Namun, 
Ahmad harus membayar cicilan kredit tersebut kepada sebuah bank. 

Praktek jual beli seperti inilah yang banyak dipraktekkan di banyak dealer atau showroom. Juga 
dapat kita temui praktek yang serupa pada beberapa KPR dan toko elektronik. Sekarang, apakah jual beli 
semacam ini dibenarkan? Mari kita simak pembahasan berikut, semoga kita bisa mendapatkan 


jawabannya. 


Yang Harus Dipahami Terlebih Dahulu 


Di awal pembahasan kali ini, kita akan melihat terlebih dahulu praktek jual beli yang terlarang 
yaitu menjual barang yang belum selesai diserahterimakan. 

Perlu diketahui, di antara jual beli terlarang adalah jual beli barang yang belum selesai 
diserahterimakan atau masih berada di tempat penjual. Contohnya adalah Rizki memberi beberapa kain 
dari sebuah pabrik tekstil. Sebelum barang tersebut sampai ke gudang Rizki atau selesai 
diserahterimakan, dia menjual barang tersebut kepada Ahmad. Jual beli semacam ini adalah jual beli 
terlarang karena barang tersebut belum selesai diserahterimakan atau belum sampai di tempat pembeli. 

Larangan di atas memiliki dasar dari sabda Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam dalam hadits 


yang dibawakan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari membawakan hadits tersebut dalam Bab: 


"Menjual bahan makanan sebelum diserahterimakan dan menjual barang yang bukan miliknya." 


Sedangkan An Nawawi dalam Shahih Muslim membawakan judul Bab, 


"Batalnya jual barang yang belum selesai diserahterimakan." 
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Hadits yang menjelaskan hal tersebut adalah: 
(Hadits Pertama) 


Dari Ibnu “Abbas, Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


"Barangsiapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai 


menerimanya." 


Ibnu “Abbas mengatakan, 


"Aku berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya sama dengan bahan makanan." (HR. Bukhari dan 


Muslim) 


(Hadits Kedua) 


Dari Nafi”, dari “Abdullah bin “Umar, Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


"Barangsiapa membeli bahan makanan, maka janganlah dia menjualnya hingga menyempurnakannya 


dan selesai menerimanya." (HR. Muslim) 


(Hadits Ketigal 


Ibnu “Umar mengatakan, 


"Kami biasa membeli bahan makanan dari orang yang berkendaraan tanpa diketahui ukurannya. 
Kemudian Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam melarang kami menjual barang tersebut sampai 
barang tersebut dipindahkan dari tempatnya." (HR. Muslim) 

Dalam riwayat lain, Ibnu “Umar juga mengatakan, 

"Kami dahulu di zaman Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam membeli bahan makanan. Lalu seseorang 
diutus pada kami. Dia disuruh untuk memindahkan bahan makanan yang sudah dibeli tadi ke tempat 
yang lain, sebelum kami menjualnya kembali." (HR. Muslim) 

Dari hadits-hadits di atas menunjukkan beberapa hal: 


1. Terlarangnya menjual barang yang belum selesai diserahterimakan. 


528 


2. Larangan menjual barang yang belum selesai diserahterimakan ini berlaku bagi bahan makanan 
dan barang lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu “Abbas di atas. 
3. Barang yang sudah dibeli harus berpindah tempat terlebih dahulu sebelum dijual kembali 


kepada pihak lain. 


An Nawawi mengatakan, 

"Dalam hadits-hadits di atas terdapat larangan untuk menjual barang hingga barang tersebut telah 
diterima oleh pembeli. Dan para ulama memang berselisih pendapat dalam masalah ini. Imam Asy Syafi'i 
mengatakan bahwa menjual kembali barang kepada pihak lain sebelum diterima oleh pembeli adalah 
jual beli yang tidak sah baik barang tersebut berupa makanan, aktiva tetap (seperti tanah), barang yang 
bisa berpindah tempat, dijual secara tunai ataupun yang lainnya." (Syarh Muslim, 169-170) 

Apa hikmah di balik larangan ini? 


Hal ini diterangkan dalam hadits lain. Dari Thowus, Ibnu “Abbas mengatakan, 


"Rasulullah shallahu “alaihi wa sallam melarang dari jual beli bahan manakan hingga barang tersebut 


telah diserahterimakan." 


Thowus mengatakan kepada Ibnu “Abbas, "Kenapa bisa demikian?" 


Beliau pun mengatakan, "Sebenarnya yang terjadi adalah jual beli dirham dengan dirham, sedangkan 
bahan makanannya ditunda." (HR. Bukhari) (Bukhari: 39-Kitabul Buyu', 54-Bab Masalah Jual Beli Bahan 


Makanan dan Barang yang Ditimbun| 


Hikmah lainnya adalah karena barang yang diserahterimakan kepada pembeli boleh jadi batal. 
Hal ini disebabkan barang tersebut terbakar, rusak terkena air, atau mungkin karena sebab lainnya. 
Sehingga jika pembeli barang tersebut menjual kembali barang tadi kepada pihak lain, ia tidak dapat 
menyerahkannya. 
Sekali Lagi Tentang Riba dalam Hutang Piutang (Riba Oordh) 

Perlu diketahui bahwa yang namanya hutang-piutang adalah salah satu jenis akad yang di 
dalamnya terdapat unsur menolong dan mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkan 


bantuan. Sehingga akad hutang-piutang semacam ini tidak diperbolehkan sama sekali bagi siapa pun 
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untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari hasil hutang piutang seperti ini disebut riba 
yakni riba gordh. 

Contoh riba gordh: Ahmad berhutang pada Rizki sejumlah Rp.1.000.000,-. Kemudian Ahmad 
harus mengembalikan hutang tersebut dengan jumlah lebih yaitu Rp.1.200.000,- dalam jangka waktu 


satu bulan. Tambahan Rp.200.000,- inilah yang disebut riba. 


Para ulama memberi kaedah yang sangat masyhur dalam ilmu figih: 


"Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba." (Lihat Asy Syarh Al Mumthi', 
8/63) 

Perlu diketahui bahwa perbuatan menarik riba adalah perbuatan yang diharamkan dan suatu 
bentuk kezholiman. Kezholiman meniadakan keadilan yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Allah 
Ta'ala berfirman, 

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul- 
Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok 
hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (OS. Al Bagarah: 279) 

Bagaimana jika ada yang mengatakan bahwa orang yang berhutang itu ridho (rela) jika 
dikenakan bunga atau riba? Ada dua sanggahan mengenai hal ini: 

Pertama, ini sebenarnya masih tetap dikatakan suatu kezholiman karena di dalamnya terdapat 
pengambilan harta tanpa melalui jalur yang dibenarkan. Jika seseorang yang berhutang telah masuk 
masa jatuh tempo pelunasan, maka seharusnya orang yang menghutangi memberikan tenggang waktu 
lagi tanpa harus ada tambahan karena adanya penundaan. Jika orang yang menghutangi mengambil 
tambahan tersebut, ini berarti dia mengambil sesuatu tanpa melalui jalur yang dibenarkan. Jika orang 
yang berhutang tetap ridho menyerahkan tambahan tersebut, maka ridho mereka pada sesuatu yang 
syari'at ini tidak ridhoi tidak dibenarkan. Jadi, ridho dari orang yang berhutang tidaklah teranggap sama 
sekali. 

Kedua, pada hakikat senyatanya, hal ini bukanlah ridho, namun mirip dengan dipaksa. Orang 
yang menghutangi (creditor) sebenarnya takut jika orang yang berhutang tidak ikut dalam mu'amalah 
riba semacam ini, dia akan mencegah atau membahayakannya dari mu'amalah lainnya. Ini adalah ridho, 
namun senyatanya bukan ridho. (Lihat penjelasan Syaikh “Abdurrahman bin Nashir As Sa'di -— 


rahimahullah- dalam Figh wa Fatawa Al Buyu', 10) 
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Hati-hatilah dengan riba karena orang yang memakan riba (rentenir) dan orang yang 


memberinya (nasabah), keduanya sama-sama dilaknat. 


Dari Jabir bin “Abdillah, beliau berkata, 

"Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), orang yang menyerahkan 
riba (nasabah), pencatat riba (sekretaris) dan dua orang saksinya." Beliau mengatakan, "Mereka semua 
itu sama."(HR. Muslim) (Muslim: 23-Kitab Al Masagoh, 19-Bab Laknat pada Orang yang Memakan Riba 


dan yang Menyerahkannyal. 


Maksud perkataan "mereka semua itu sama", Syaikh Shafiyurraahman Al Mubarakfury 
mengatakan, "Yaitu sama dalam dosa atau sama dalam beramal dengan yang haram. Walaupun 
mungkin bisa berbeda dosa mereka atau masing-masing dari mereka dari yang lainnya." (Minnatul 
Mun'im fi Syarhi Shohihil Muslim, 64) 

Jadi bukan hanya rentenir saja yang mendapatkan laknat dan dosa, namun orang yang 
menyerahkan riba (yaitu nasabah) juga terlaknat berdasarkan hadits di atas. Nas-alullaha al “afwa wal 


'afiyah. 


Perkreditan Melalui Pihak Ketiga 


Setelah kita mengetahui dua pembahasan di atas, yakni masalah jual beli barang sebelum 
dipindahkan dan praktek riba dalam hutang-piutang, maka kita akan meninjau praktek perkreditan 
mobil, motor ataupun rumah yang saat ini terjadi. Gambarannya adalah sebagai berikut: 

Sebuah dealer menjual motor kepada Ahmad dengan cara kredit. Namun, Ahmad harus 
membayar cicilan kredit tersebut ke bank atau PT. Perkreditan dan bukan dibayar ke dealer, tempat ia 
membeli barang tersebut. 

Kalau kita mau bertanya, kenapa Ahmad harus membayar cicilan tersebut ke bank bukan ke 
dealer yang menjualkan motor padanya? 

Jawabannya: 

Bank ternyata telah mengadakan kesepakatan bisnis dengan dealer tersebut yang intinya: Bila 
ada pembeli yang membeli dengan cara kredit, maka pihak banklah yang akan membayar secara cash 
kepada dealer. Sedangkan pembeli diharuskan membayarkan cicilan kepada bank tadi. Dealer 
mendapatkan keuntungan karena dia mendapatkan uang cash langsung. Sedangkan bank mendapatkan 


keuntungan karena dia menjual barang tersebut dengan harga lebih tinggi, namun dengan cara kredit. 
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Seandainya pembeli itu ngotot untuk membayar kepada dealer, maka pihak dealer akan berkeberatan. 
Pihak dealer menganggap urusannya dengan pembeli telah selesai, sekarang tinggal urusan pembeli 
dengan bank. 

Jika kita melihat, kejadian di atas memiliki dua penafsiran. Masing-masing penafsiran akan jelas 
menunjukkan kesalahan, yaitu terjatuh dalam riba atau dalam jual beli barang yang belum dipindahkan 
(diserahterimakan). 

Penafsiran pertama: 

Misalnya kita anggap kalau harga motor adalah Rp. 15.000.000,- secara cash. Sedangkan secara 
kredit adalah Rp. 18.000.000,-. Jadi, kemungkinan yang terjadi, bank telah menghutangi pada pembeli 
motor sejumlah Rp.15.000.000,- dan dalam waktu yang sama bank langsung membayarkannya ke dealer, 
tempat pembelian motor. Kemudian bank akhirnya menuntut pembeli ini untuk membayar piutang 
tersebut sejumlah Rp.18.000.000,-.. Bagaimana dengan akad semacam ini? 

Ini adalah akad riba karena bank menghutangi Rp.15.000.000,-, kemudian minta untuk 
dikembalikan lebih banyak sejumlah Rp.18.000.000,-. Ini jelas-jelas adalah riba. Hukumnya sebagaimana 
disebutkan dalam hadits yang telah lewat, "Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam melaknat pemakan 
riba (rentenir), orang yang menyerahkan riba (nasabah), pencatat riba (sekretaris) dan dua orang 
saksinya." Beliau mengatakan, "Mereka semua itu sama."(HR. Muslim) 


Penafsiran kedua: 


Bank telah membeli motor tersebut dari dealer dan menjualnya kembali kepada pembeli. Jika 
memang penafsirannya seperti ini, maka ini berarti bank telah menjual motor yang ia beli sebelum ia 
pindahkan dari tempat penjual (dealer) dan ini berarti bank telah menjual barang yang belum sah ia 
miliki atau belum ia terima. Di antara bukti hal ini adalah surat menyurat motor semuanya ditulis dengan 
nama pembeli dan bukan atas nama bank. Penafsiran kedua ini sama dengan penafsiran Ibnu “Abbas 


yang pernah kami sebutkan, 


"Sebenarnya yang terjadi adalah jual beli dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya 


ditunda." (HR. Bukhari) 


Jadi, yang terjadi adalah jual beli rupiah dengan rupiah, sedangkan motornya ditunda. Dengan 
demikian penjualan dengan cara seperti ini tidak sah karena termasuk menjual barang yang belum 


selesai diserahterimakan. 
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Kesimpulan: 

Perkreditan dengan cara ini adalah salah satu bentuk akad jual beli yang haram, baik dengan 
penafsiran pertama atau pun kedua tadi. Wallahu a'lam. 

Alangkah baiknya jika kita sebagai seorang muslim tidak melakukan praktek jual-beli semacam 
ini. Lebih baik kita membeli barang secara cash atau meminjam uang dari orang lain (yang lebih amanah, 


tanpa ada unsur riba) dan kita berusaha mengembalikan tepat waktu. Itu mungkin jalan keluar terbaik. 


Saudaraku, cukup nasehat Nabi shallallahu “alaihi wa sallam berikut sebagai wejangan bagi kita semua. 


"Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti 
padamu dengan yang lebih baik bagimu." (HR. Ahmad. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa 


sanad hadits ini shohih) 


Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pengusaha muslim sekalian. Semoga Allah selalu memberikan kita 


ketakwaan dan memberi kita taufik untuk menjauhkan diri dari yang haram. 


Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush sholihaat. Wa shallallahu “ala Nabiyyina Muhammad wa 'ala 


alihi wa shohbihi wa sallam. 


bkk 


18 Rabi'ul Awwal 1430 H 

Yang selalu mengharapkan ampunan dan rahmat Allah 

Muhammad Abduh Tuasikal 

Sumber : Artikel Kiriman Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal di milis pengusaha-muslim@yahoogroups.com 
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Pembelian Kredit Melalui Bank Syariah 


Praktek Murabahah - Pembelian Kredit Melalui Bank Syariah 


Bermunculannya bank- bank yang berusaha menerapkan praktek syariah merupakan hal yang 
patut kita syukuri. Akan tetapi masih saja banyak praktek-praktek yang mereka lakukan ternyata tidak 
syar'i. Contohnya adalah Sistem Murabahah. Sistem transaksi ini sering dijumpai di bank-bank yang 
mengatasnamakan dirinya "Bank Islam." Banyak kaum muslimin yang terlena dengan embel-embel 
Syariah atau nama-nama berbahasa Arab pada produk-roduknya, sehingga jarang di antara mereka yang 
memperhatikan atau mempertanyakan dengan seksama sistem transaksi yang terjadi. 

Maka menerangkan masalah seperti ini dipandang lebih wajib daripada system-sistem riba yang 
berlaku di bank-bank konvensional, sebab amat sedikit kaum muslimin yang mengetahuinya. Semoga 
bermanfaat. 


SISTEM MURABAHAH 
Oleh:Al Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin 


Murabahah seolah menggenapi "khazanah" praktik-praktik ribawi di sekitar kita. Sistem ini 
awalnya mengadopsi praktik jual beli yang sudah berlaku umum. Namun dengan memosisikan bank 
sebagai lembaga pembiayaan, praktik ini dan yang sejenis —seperti leasing- pun tak lepas dari jerat riba. 

Di antara sistem akad jual beli yang cukup banyak ditemukan pada bank-bank adalah apa yang 
mereka sebut dengan istilah murabahah. Sistem transaksi ini sering dijumpai di bank-bank yang 
mengatasnamakan dirinya "Bank Islam." Banyak kaum muslimin yang terlena dengan embel-embel 
Syariah atau nama-nama berbahasa Arab pada produk-roduknya, sehingga jarang di antara mereka yang 
memperhatikan atau mempertanyakan dengan seksama sistem transaksi yang terjadi. 

Maka menerangkan masalah seperti ini dipandang lebih wajib daripada system-sistem riba yang 
berlaku di bank-bank konvensional, sebab amat sedikit kaum muslimin yang mengetahuinya. 

Istilah tersebut di atas sesungguhnya telah ada dan diulas oleh para ahli figih sejak dahulu. 
Namun kini istilah tersebut dipakai untuk sebuah hakekat permasalahan yang tidak sama dengan apa 
yang dahulu mereka ulas. Di kalangan ahli figih dikenal sebuah transaksi dengan istilah "jual beli 
amanah." Disebut demikian karena seorang penjual wajib jujur dalam menyebutkan harga sebuah 


barang kepada seorang pembeli. 


534 


Transaksi ini ada 3 jenis: 


1. Murabahah 
Gambarannya adalah "Amr —misalkan- membeli HP seharga Rp. 500 ribu lalu dia jual 
dengan keuntungan Rp. 100 ribu —misalkam—. 

2. Wadhi'ah 
Gambarannya adalah seseorang membeli sepeda seharga Rp. 1.000.000,- kemudian 
karena terdesak kebutuhan, maka dijualnya dengan harga Rp. 900.000,- 

3. Tauliyah 
Gambarannya adalah seseorang membeli barang seharga Rp. 10.000,- lalu dijual dengan 


harga yang sama. 


Transaksi-transaksi di atas diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama, kecuali poin satu 


(murabahah) di mana sebagian kecil ulama memakruhkannya. Namun yang rajih adalah boleh dan ini 


adalah pendapat mayoritas ulama. 


Adapun sistem murabahah yang terjadi di bank-bank "Islami", gambarannya sebagai berikut: 


T: 


Calon pembeli datang ke bank, dia berkata kepada pihak bank: "Saya bermaksud membeli mobil 
X yang dijual di dealer A dengan harga Rp. 90 juta. Pihak bank lalu menulis akad jual beli mobil 
tersebut dengan pemohon, dengan mengatakan: "Kami jual mobil tersebut kepada anda dengan 
harga Rp. 100 juta, dengan tempo 3 tahun." Selanjutnya bank menyerahkan uang Rp. 90 juta 
kepada pemohon dan berkata: "Silahkan datang ke dealer A dan beli mobil tersebut." 
Transaksi di atas dilakukan di kantor bank. 
Sama dengan gambaran pertama, hanya saja pihak bank menelpon showroom dan berkata 
"Kami membeli mobil X dari anda." Selanjutnya pembayarannya dilakukan via transfer, lalu 
pihak bank berkata kepada pemohon: "Silahkan anda datang ke showroom tersebut dan ambil 
mobilnya." 

Hukum dua jenis transaksi di atas ini adalah haram sebab pihak bank menjual sesuatu 
yang belum dia terima. 
Sama dengan gambaran sebelumnya, hanya saja pihak bank datang langsung ke showroom 
membeli mobil tersebut dan berkata kepada pihak showroom: "Berikan mobil ini kepada si fulan 
(pemohon)." Sementara, akad jual beli dengan tambahan keuntungan antara pihak bank dan 
pemohon sudah purna sebelum pihak bank berangkat ke showroom. 


Hukum transaksi inipun haram, sebab pihak bank menjual sesuatu yang tidak dia miliki. 
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Hakikat akad ini adalah pihak bank menjual nominal harga barang (90 juta) dibayar 
dengan nominal harga jual (100 juta) dengan formalitas sebuah mobil, dan ini adalah riba fadhl. 

4. Sama dengan yang sebelumnya, hanya saja pihak bank datang ke showroom membeli mobil 
tersebut dan berkata: "Biarkan mobil ini di sini sebagai titipan." Lalu pihak bank mendatangi 
pemohon dan mengatakan: "Pergi dan ambil mobil tersebut di showroom." Hukum akad ini juga 
haram, sebab Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam melarang jual beli barang hingga barang 
tersebut dipindahkan oleh sang pedagang ke tempat mereka sendiri. Maka transaksi di atas 
termasuk menjual sesuatu yang belum diterima. 

5. Seorang pemohon datang ke bank dan dia butuh sebuah barang, maka pihak bank mengatakan: 
"Kami akan mengusahakan barang tersebut." Bisa jadi sudah ada kesepakatan tentang 
keuntungan bagi pihak bank, mungkin pula belum terjadi. Lalu pihak bank datang ke toko dan 
membeli barang selanjutnya dibawa ke halaman bank, kemudian terjadilah transaksi antara 


pemohon dan pihak bank. 


Pada akad di atas, pihak bank telah memiliki barang tersebut dan tidak dijual kecuali setelah 


dipindahkan dan dia terima barang tersebut. 


Hukum transaksi ini dirinci: 
- bila akadnya dalam bentuk keharusan (tidak bisa dibatalkan) maka haram, karena termasuk 
menjual sesuatu yang tidak dia miliki. 
- bila akadnya tidak dalam bentuk keharusan dan bisa dibatalkan oleh pihak penjual atau 
pembeli, maka masalah ini ada khilaf di kalangan ulama masa kini: 
a.Mayoritas ulama sekarang membolehkan transaksi tersebut, sebab tidak mengandung 
pelanggaran-pelanggaran syar'i. Ini adalah fatwa Asy-Syaikh Ibnu Baz, Asy-Syaikh Shalih Al- 
Fauzan dan Al-Lajnah Ad-Da 'imah. 
b.Asy-Syaikh Ibnu “Utsaimin melarang transaksi ini dengan alasan bahwa akad tersebut adalah 
tipu daya menuju riba, dan beliau memasukkan akad ini ke dalam sistem 'inah bahkan lebih 


parah lagi. 


Hakikatnya adalah pinjam meminjam uang dengan bunga, di tengah-tengahnya ada sebuah 


barang sebagai formalitas. Kenyataan yang ada, pihak bank sendiri tidak akan mau dengan cara ini. Dia 


pasti membuat perjanjian-perjanjian, saksi-saksi, dan jaminan-jaminan atas barang tersebut. 
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Gambaran kelima di atas hampir tidak bisa dijumpai di bank-bank yang ada, kecuali dengan 
bentuk keharusan (tidak bisa dibatalkan). 

Maka transaksi di atas juga tidak diperbolehkan dan kita harus berhati-hati dari sistem-sistem 
yang diberlakukan oleh bank manapun. 


(Syarhul Buyu', hal. 90-92) 


Wallahu a'lam bish-shawab. 
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ASURANSI 


Sejarah Asuransi 


Dalam bahasa Arab, asuransi disebut dengan istilah “ta'min”. Ta'min merupakan salah satu 
transaksi baru bagi kaum muslimin. Transaksi semacam ini tidaklah dikenal oleh kaum muslimin, kecuali 
pada abad ke-13 hijriyah, ketika hubungan perdagangan antara timur dan barat menguat paska Revolusi 
Industri di Eropa. 

Transaksi ini dikenal kaum muslimin melalui perwakilan dagang asing yang berada di berbagai 
negeri kaum muslimin. Mereka lantas memasukkan transaksi ini, dimulai dengan ”ta'min bahri” 
(asuransi lautan), untuk kepentingan ekspor-impor. Kemungkinan besar, pakar fikih pertama yang 
menyinggung transaksi ini adalah Muhammad bin Abidin, penulis kitab Raddul Muhtar 'ala ad-Durr al- 


Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Abshar yang merupakan salah satu kitab fikih Mazhab Hanafi. 


Pengertian Asuransi 


Menurut tinjauan bahasa, ta'min berasal dari kata “al-amn” yang bermakna ketenangan hati dan 
hilangnya rasa takut. 

Adapun secara istilah, transaksi ta'min adalah sebuah transaksi yang berisikan kesediaan 
lembaga asuransi untuk menyerahkan kepada nasabah atau orang yang ditunjuk oleh nasabah sejumlah 
uang atau kompensasi materi yang lain pada saat terjadi musibah atau bahaya yang disebutkan dalam 
kesepakatan. Kompensasi ini merupakan timbal balik dari premi yang disetorkan oleh nasabah kepada 
lembaga asuransi. 

Berdasar definisi di atas, bisa kita simpulkan bahwa transaksi ta' min memiliki empat rukun. 

Oo Yang pertama, dua pihak yang mengadakan transaksi, yaitu lembaga asuransi dan nasabah. 

o Kedua, bahaya atau musibah, yaitu peristiwa yang dimungkinkan terjadi pada masa yang akan 
datang. 

o Ketiga, premi, yaitu sejumlah uang yang diserahkan oleh nasabah secara berkala sesuai dengan 
kesepakatan awal. 

o Keempat, kompensasi materi yang jumlahnya boleh jadi telah dipastikan di awal atau 
tergantung besarnya nilai kerugian yang terjadi. Lihat al-Igtishad al-Islami karya Hasan Siri, hlm. 


252-253. 
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Hukum Asuransi dalam Islam 


Di antara bentuk transaksi riba yang telah menjamur di setiap masyarakat di belahan bumi 
manapun ialah asuransi. Oleh karena itu, berikut ini saya nukilkan fatwa-fatwa ulama seputar 
permasalahan asuransi dngan berbagai macam dan jenisnya. Hal ini saya lakukan, karena pada fatwa- 
fatwa berikut telah tercakup berbagai argumentasi masing-masing pendapat dalam masalah ini. 


Edaran Komite Tetap Untuk Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia 


"Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada 
nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya. 

Amma ba'du: 

Sesungguhnya telah terbit dari Hai'ah Kibarul Ulama' (Kerajaan Saudi Arabia, pen.) suatu keputusan yang 
menetapkan akan keharaman "Asuransi Komersial" dengan segala bentuknya. Dikarenakan asuransi 
mengandung kerugian, faktor untung-untungan yang amat besar, dan praktik memakan harta orang lain 
dengan cara yang bathil (tidak benar), dan itu adalah hal-hal yang diharamkan dan dilarang keras oleh 
syariat yang suci ini. Sebagaimana telah terbit dari Hai'ah Kibarul Ulama' tentang bolehnya asuransi 
gotong royong (At-Ta'min at-Ta'awuny), yaitu asuransi yang menampung berbagai sumbangan dari para 
donatur, dan dimaksudkan untuk memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, atau terkena 
musibah, dan tidak ada keuntungan sedikitpun yang diberikan kepada para pesertanya, baik modal atau 
hasil atau keuntungan komersial yang lain apapun bentuknya. Karena, tujuan dari setiap orang yang ikut 
andil padanya hanyalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan membantu 
orang yang sedang membutuhkan, dan tidak bertujuan mencari keuntungan yang bersifat duniawi. Dan 


asuransi jenis ini tercakup oleh firman Allah Ta'ala, 


ABU Lega KP opa 2 SN Co Dea Ka 2 
ola pal le Ionglas Yg sll, oa le Ngaglai, 
"Dan tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam 


perbuatan dosa dan permusuhan." (Os. al-Maidah: 2). 


Dan juga tercakup oleh sabda Nabi shallallahu “alaihi wa sallam, 


asal ge Sl US band 0 Gal, 
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"Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, selama hamba tersebut menolong saudaranya.", 


dan hal ini amatlah jelas, tidak ada permasalahan padanya sedikitpun. 


Akan tetapi, telah muncul pada akhir-akhir ini dari sebagian perseroan terbatas (PT) dan 
perusahaan berbagai upaya untuk mengelabuhi masyarakat dan memutarbalikkan fakta, di mana 
mereka menamakan "Asuransi Komersial" yang jelas-jelas haram dengan sebutan "Asuransi Gotong 
Royong". Dan mereka menisbatkan pembolehan asuransi macam itu kepada Hai'ah Kibarul Ulama', guna 
memperdaya masyarakat dan mempropagandakan perusahaan mereka. Dan Hai'ah Kibarul Ulama' 
benar-benar terlepas dari tindakan tersebut, karena keputusan mereka jelas-jelas membedakan antara 
"Asuransi Komersial" dari "Asuransi Gotong Royong". Sedangkan perubahan nama tidaklah dapat 
mengubah suatu hakikat. Guna menjelaskan kepada masyarakat dan menyingkap penyamaran, serta 
membongkar keduataan, kami menerbitkan edaran ini. 

Semoga shalawat dan salam yang berlimpah senantiasa dikaruniakan kepada Nabi Muhammad, 


keluarga dan seluruh sahabatnya. 


(Majmu' Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, 14/268). 


Keputusan Hai'ah Kibarul Ulama' Kerajaan Saudi Arabia Tentang Asuransi 


"Segala puji hanya milik Allah semata. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi yang tiada 
nabi setelahnya, dan juga kepada keluarga dan setiap orang yang meniti jalannya hingga hari Kiamat. 
Amma ba'du: 

Setelah Majelis Hai'ah Kibarul Ulama' mendengarkan seluruh pemaparan yang telah berlalu, 
kemudian dilanjutkan dengan mendiskusikan berbagai dalil orang-orang yang membolehkan asuransi 
secara mutlak, dan juga berbagai dalil orang-orang yang melarangnya secara mutlak, serta alasan orang- 
orang yang merincinya, yaitu dengan membolehkan sebagian bentuk "asuransi komersial" dan melarang 
yang lainnya. Dan setelah melalui diskusi dan dengar pendapat, Majelis Hai'ah Kibarul Ulama' 
memutuskan dengan suara terbanyak, bahwa "asuransi komersial" adalah haram hukumnya, 
berdasarkan dalil-dalil berikut: 

Pertama: Akad "asuransi komersial" adalah salah satu bentuk akad tukar-menukar barang yang 
berdasarkan pada asas untung-untungan, sehingga sisi ketidakjelasannya/ gharar besar, karena nasabah 
pada saat akad tidak dapat mengetahui jumlah uang yang harus ia setorkan dan jumlah klaim yang akan 


ia terima. Bisa saja ia menyetor sekali atau dua kali setoran, kemudian terjadi kecelakaan, sehingga ia 
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berhak mengajukan klaim yang menjadi komitmen perusahaan asuransi. Dan mungkin juga sama sekali 
tidak pernah terjadi kecelakaan, sehingga nasabah membayar seluruh setoran, tanpa mendapatkan 
apapun. Demikian juga, perusahaan asuransi tidak dapat menentukan jumlah klaim yang harus ia 
bayarkan dan jumlah setoran yang akan ia terima, bila dicermati dari setiap akad secara terpisah. 
Padahal, telah dinyatakan dalam hadits yang shahih dari Nabi shallallahu “alaihi wa sallam larangan dari 


jual beli gharar (yang tidak jelas). 


Kedua: Akad "asuransi komersial" adalah salah satu bentuk perjudian, dikarenakan padanya terdapat 
unsur untung-untungan dalam hal tukar-menukar harta benda, dan terdapat kerugian tanpa ada 
kesalahan atau tindakan apapun, dan padanya juga terdapat keuntungan tanpa ada imbal baliknya atau 
dengan imbal balik yang tidak seimbang. Karena nasabah kadang kala baru membayarkan beberapa 
setoran asuransinya, kemudian terjadilah kecelakaan, sehingga perusahaan asuransi menanggung 
seluruh biaya yang menjadi klaimnya. Dan bisa saja tidak terjadi kecelakaan, sehingga saat itu 
perusahaan berhasil mengeruk seluruh setoran nasabah tanpa ada imbalan sedikitpun. Dan bila pada 
suatu akad unsur ketidakjelasan benar-benar nyata, maka akad itu termasuk perjudian, dan tercakup 


dalam keumuman larangan dari perjudian yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, 


sai Alat Oo saia UUagdll Jas Uya amy AYYYN, CalasY 1 “pantai 3 "JAS Li) | ial Gait LG 
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, perjudian, berkurban untuk berhala, mengundi 
nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntungan." (Os. Al Maidah: 90) dan juga tercakup dalam ayat setelah ayat 


tersebut. 


Ketiga: Akad "asuransi komersial" mengandung unsur riba fadhl (riba perniagaan) dan riba nasi'ah 
(penundaan), karena perusahaan asuransi bila ia membayar ke nasabahnya atau ke ahli warisnya atau 
kepada orang yang berhak memanfaatkan suatu klaim yang lebih besar dari uang setoran (iuran) yang ia 
terima, maka itu adalah riba fadhl, sedangkan perusahaan asuransi akan membayar klaim tersebut 
kepada nasabahnya setelah berlalu tenggang waktu dari saat terjadi akad, maka itu adalah riba nasi'ah. 
Dan bila perusahaan membayar klaim nasabah sebesar uang setoran yang pernah ia setorkan ke 
perusahaan, maka itu adalah riba nasi'ah saja, dan keduanya diharamkan menurt dalil dan ijma' 


(kesepakatan ulama). 
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Keempat: Akad "asuransi komersial" termasuk pertaruhan yang terlarang, karena masing-masing dari 
asuransi ini dan pertaruhan terdapat unsur ketidakjelasan, untung-untungan, dan mengundi nasib. 
Padahal, syariat tidak membolehkan pertaruhan selain pertaruhan yang padanya terdapat unsur 
pembelaan terhadap agama Islam, dan penegakkan benderanya dengan hujjah/ dalil dan pedang/ 
senjata. Dan Nabi shallallahu “alaihi wa sallam telah membatasi rukhshah (keringanan) pertaruhan 
dengan tebusan hanya pada tiga hal: 

Jai gl AA IA AYI Ga Y 
"Tiada hadiah selain pada unta atau kuda atau senjata tajam." Dan "asuransi" tidaklah termasuk salah 


satu darinya, tidak juga serupa dengannya, sehingga diharamkan. 


Kelima: Akad "asuransi komersial" padanya terdapat praktik pemungutan harta orang lain tanpa 
imbalan, sedangkan mengambil harta orang lain tanpa ada imbalan dalam transaksi perniagaan adalah 


diharamkan, dikarenakan tercakup oleh keumuman firman Allah Ta'ala: 


Kia Ka 3 Ye SS UKS UI II JG ia AKI IE Y Naaah cal! Lah 
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara-cara 
yang bathil, kecuali dengan cara perniagan dengan asas suka sama suka di antara kamu." (Os. an-Nisa': 


29). 


Keenam: Pada akad "asuransi komersial" terdapat pengharusan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam 
syariat, karena perusahaan asuransi tidak pernah melakukan suatu tindakan yang merugikan, tidak juga 
menjadi penyebab terjadinya kerugian. Perusahaan asuransi hanyalah melakukan akad bersama 
nasabah untuk menjamin kerugian bila hal itu terjadi, dengan imbalan iuran/ setoran yang dibayarkan 
oleh nasabah kepadanya, sedangkan perusahaan asuransi tidak pernah melakukan pekerjaan apapun 


untuk nasabahnya, sehingga akad ini diharamkan. 


Adapun dalil-dalil yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang membolehkan "asuransi komersial" 
secara mutlak atau pada sebagian macamnya, maka bantahannya sebagai berikut: 
A. Berdalil dengan kaidah "maslahah/ kemaslahatan" tidak dapat dibenarkan, karena kaidah 


maslahat dalam syariat Islam ada tiga bagian: 
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D. 


Bagian pertama: Maslahat yang dibenarkan oleh syariat penggunaannya, dan bagian ini 
dapat menjadi dalil. 

Bagian kedua: Maslahat yang tidak diketahui statusnya, apakah syariat 
meninggalkannya atau menggunakannya, dan inilah yang disebut dengan maslahah 
mursalah, dan maslahah jenis ini merupakan permasalahan yang menjadi ajang ijtihad 
para ulama. 

Bagian ketiga: Masalahat yang telah terbukti bahwa syariat sengaja meninggalkannya, 
dan akad "asuransi komersial" padanya terdapat unsur ketidakjelasan, untung-untungan, 
perjudian, dan riba, sehingga termasuk maslahat yang ditinggalkan oleh syariat, 


dikarenakan sisi kerusakannya lebih besar dibanding sisi kemaslahatannya. 


Hukum asal perniagaan yaitu "mubah", tidak dapat dijadikan dalil pada permasalahan ini, karena 
akad "asuransi komersial" telah terbukti bertentangan dengan dalil-dalil al-Gur'an dan as- 
Sunnah. Sedangkan, pengamalan kaidah "hukum asal perniagaan yaitu mubah" disyaratkan 
tidak ada dalil yang mengubah hukum tersebut, padahal dalil tersebut telah didapatkan, maka 


batallah pendalilan dengan kaidah dasar tersebut. 


Kaidah: 


"Setiap keterpaksaan (darurat) membolehkan hal yang dilarang." Tidak dapat dijadikan dalil di 
sini, karena jalan-jalan mengais penghasilan yang halal jauh lebih banyak berlipat ganda 
dibanding jalan yang diharamkan atas manusia. Sehingga, tidak ada keadaan darurat yang 
dibenarkan secara syariat yang memaksa seseorang untuk melakukan hal yang telah diharamkan 


syariat, yaitu berupa asuransi. 


Tidak dibenarkan berdalil dengan tradisi, karena tradisi bukan termasuk dalil dalam 
mensyariatkan hukum. Tradisi hanya sebagai dasar dalam penerapan hukum, dan memahami 
maksud dari teks-teks dalil dan ungkapan manusia dalam persumpahan, gugatan dan berita 
masyarakat, serta setiap hal yang memerlukan kepada penentuan maksud, baik berupa 


perbuatan atau ucapan. Sehingga, tradisi tidak memiliki pengaruh dalam hal-hal yang telah 
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nyata, dan telah jelas maksudnya. Dan dalil-dalil telah menunjukkan dengan nyata tentang 


larangan dari "asuransi", sehingga tradisi tidak dapat dijadikan pertimbangan. 


Beralasan bahwa akad "aasuransi komersial" termasuk salah satu akad mudharabah/ bagi hasil 
atau yang serupa dengannya tidak dapat dibenarkan. Karena, kepemilikan modal dalam akad 
mudharabah tidak pernah keluar dari pemiliknya, sedangkan iuran/ setoran nasabah dalam 
"asuransi" dengan akad asuransi berpindah dari kepemilikan pemiliknya kepada perusahaan 
asuransi, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan asuransi. Modal dalam akad 
mudharabah akan menjadi hak ahli waris bila pemodal meninggal dunia, sedangkan dalam akad 
asuransi ahli waris -sesuai dengan peraturan perusahaan- bisa saja memiliki klaim walaupun 
orang tua mereka belum sempat membayar selain satu setoran saja, dan bisa saja mereka tidak 
mendapatkan apa-apa, bila orang tua mereka telah menentukan orang yang berhak menerima 
klaim adalah selain penyetor dan ahli warisnya. Dan keuntungan dalam akad mudharabah dibagi 
antara kedua belah pihak dengan persentase tertentu, beda halnya dengan asuransi, 
keuntungan modal dan kerugiannya murni ditanggung perusahaan, sedangkan nasabah tidak 


barhak apa-apa diluar klaim atau klaim dalam jumlah yang tidak tertentu. 


Menyamakan akad "asuransi" dengan hubungan loyalitas (al-muwalaat) menurut ulama yang 
membenarkannya, tidak benar: karena penyamaan itu merupakan suatu giyas dengan adanya 
perbedaan. Dan di antara perbedaan antara keduanya: bahwa akad "asuransi" bertujuan 
mencari keuntungan materi yang sarat dengan untung-untungan, perjudian dan ketidakjelasan. 
Beda halnya dengan hubungan loyalitas (al-muwalaat), tujuan utamanya ialah menjalin 
persaudaraan dalam agama Islam, saling membela, dan bahu-membahu dalam kesusahan, 
kesenangan dan dalam segala keadaan. Adapun keuntungan berupa materi, maka itu 


merupakan tujuan sekunder. 


Menyamakan akad "asuransi komersial" dengan janji yang mengikat menurut ulama yang 
membenarkannya, tidak benar: karena penyamaan itu merupakan suatu giyas dengan adanya 
perbedaan. Di antara perbedaan antara keduanya ialah: bahwa janji memberi piutang atau 
pinjaman, atau menanggung kerugian -misalnya- merupakan tindak sosial semata, sehingga 
memenuhi janji tersebut merupakan hal yang wajib atau salah satu sikap terpuji. Beda halnya 


dengan akad "asuransi", karena sesungguhnya asuransi adalah akad tukar-menukar komersial, 
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yang didasari oleh keinginan mencari keuntungan materi, maka unsur ketidak-jelasan dan 
untung-untungan padanya tidak dapat ditoleransi sebagaimana dalam perbuatan sumbangan 


sosial. 


Menyamakan akad "asuransi komersial" dengan akad memberikan jaminan/ garansi (dhamaan) 
terhadap sesuatu yang belum diketahui, dan menjamin sesuatu yang belum terjadi, tidak benar: 
karena itu juga termasuk giyas dengan adanya perbedaan. Di antara perbedaannya ialah: akad 
jaminan (dhamaan) salah satu bentuk tindak sosial dan bertujuan untuk berbuat baik/ 
membantu semata. Beda halnya dengan "asuransi", karena asuransi merupakan akad tukar- 
menukar komersial, dan tujuan utamanya ialah mendapatkan keuntungan materi. Dan bila di 
kemudian hari muncul sikap baik, maka itu merupakan hal sekunder dan tidak disengaja. 
Padahal hukum-hukum syariat senantiasa dikaitkan dengan tujuan utama, bukan dengan hal-hal 


sekunder, selama hal-hal tersebut bukan merupakan tujuan. 


Menyamakan akad "asuransi" dengan jaminan (dhamaan) terhadap resiko perjalanan, tidaklah 
benar: karena itu juga termasuk giyas dengan adanya perbedaan, sebagaimana halnya alasan 


sebelumnya. 


Menyamakan akad "asuransi komersial" dengan peraturan pensiun, juga tidak benar, dan itu 
juga termasuk giyas dengan adanya perbedaan. Karena uang pensiun adalah suatu hak yang 
telah menjadi komitmen pemerintah kepada rakyatnya. Dan pemerintah dalam penyalurannya 
mempertimbangkan jasa setiap pegawai dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dan 
pemerintah membuat aturan yang mempertimbangkan orang-orang terdekat kepada setiap 


pegawai. 


Dan karena para penerima uang pensiun biasanya adalah orang-orang yang membutuhkan, 
maka aturan uang pensiun tidaklah termasuk dalam hal tukar-menukar harta antara pemerintah 
dan pegawainya. Oleh karena itu, tidak ada kesamaan antaranya dengan akad "asuransi 
komersial" yang merupakan salah satu akad tukar-menukar harta secara komersial dan 
perusahaan asuransi bertujuan darinya memanfaatkan keberadaan para nasabah, dan 
mengeruk keuntungan dari mereka dengan cara-cara yang tidak diizinkan dalam syariat. Karena, 


uang pensiun yang diterima tatkala seorang pegawai telah pensiun merupakan hak yang telah 
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menjadi komitmen pemerintah kepada rakyatnya, dan diberikan kepada setiap orang yang telah 
menjalankan tugas melayani masyarakat, sebagai balasan atas jasanya, dan dalam rangka 
memberikan pertolongan kepadanya sebagai imbalan atas pertolongan yang pernah ia berikan 
kepada pemerintah dalam wujud badan, pikiran, dan banyak waktu luangnya dalam rangka 


memajukan masyarakat. 


Menyamakan sistem "asuransi komersial" dan akadnya dengan sistem al-'agilah tidak dapat 
dibenarkan. Karena itu adalah suatu giyas yang disertai dengan adanya perbedaan. Dan di 
antara perbedaan antara keduanya ialah: dasar kewajiban kerabat lelaki untuk ikut andil 
menanggunng beban diyat (denda) pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau 
sibhul 'amdi ialah adanya jalinan tali persaudaraan dan kekerabatan yang mengharuskan mereka 
semua untuk saling membela, berhubungan, bahu-membahu, dan memberikan bantuan, walau 
tanpa ada imbalan. Sedangkan akad "asuransi komersial" bersifat komersial dan menggunakan 
kesempatan dalam kesempitan, yang murni berasaskan pada sistem imbal balik, tanpa ada 


kaitan sedikitpun dengan kasih sayang dan amal kebaikan. 


. Menyamakan akad "asuransi komersial" dengan akad "security" adalah tidak benar. Karena 
penyamaan ini juga merupakan giyas dengan adanya perbedaan. Di antara perbedaan antara 
keduanya ialah: keamanan bukanlah objek akad pada kedua permasalahan tersebut. Yang 
menjadi objek akad pada asuransi ialah uang setoran dan uang asuransi (klaim). Sedangkan pada 
akad sewa security, yang menjadi objek adalah uang sewa dan kerja petugas keamanan. Adapun 
keamanan itu sendiri adalah hasil dan cita-cita, sebab bila keamanan yang menjadi objek akad, 


niscaya pekerja security tidaklah mendapat upah bila ada dari barang yang ia jaga yang hilang. 


Menyamakan akad "asuransi komersial" dengan akad "penitipan barang" tidak dapat 
dibenarkan. Karena itu juga merupakan giyas dengan adanya perbedaan. Karena, upah dalam 
penitipan barang adalah imbalan atas jasa penerima titipan yang telah menjaga barang di 
tempatnya yang senantiasa ia rawat. Beda halnya dengan asuransi, uang setoran yang 
dibayarkan oleh nasabah, bukan sebagai imbalan atas jasa dari "perusahaan asuransi" yang 
pernah didapatkan oleh nasabah. Uang tersebut tidaklah lain hanya sebagai jaminan atas rasa 
keamanan dan ketentraman. Padahal, mensyaratkan upah pada akan jaminan tidak dibenarkan 


(menurut syariat), bahkan menjadikan akad jaminan terlarang. Dan bila uang klaim dianggap 
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sebagai imbalan atas uang setoran, maka jelaslah bahwa ini merupakan akad tukar-menukar 
yang bersifat komersial, akan tetapi jumlah klaim dan masanya tidak dapat diketahui. Dengan 


demikian asuransi berbeda dengan akad penitipan dengan upah. 


Wabillahit taufig, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, 


keluarga dan sahabatnya (Majmu' Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, 14/277-286, fatwa no. 18047). 


Dari fatwa di atas, jelaslah bagi kita alasan diharamkannya asuransi dengan berbagai macamnya. Dan 
berikut akan saya ringkaskan beberapa alasan yang telah dijelaskan pada fatwa di atas: 

1. Asuransi bukanlah termasuk bentuk perniagaan yang dihalalkan dalam Islam, sebab perusahaan 
asuransi tidaklah pernah melakukan praktik perniagaan sedikitpun dengan nasabahnya. Hal ini 
akan menjadi jelas bila kita kembali menerapkan berbagai hukum hutang-piutang yang telah 
dijelaskan pada kolom di atas. 

2. Asuransi diharamkan karena mengandung unsur riba, yaitu bila nasabah menerima uang klaim, 
dan ternyata jumlah uang klaim yang ia terima melebihi jumlah total setoran yang telah ia 
bayarkan. 

3. Asuransi mengandung tindak kezhaliman, yaitu perusahaan asuransi memakan harta nasabah 


dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Hal ini dapat terjadi pada dua kejadian: 


Kejadian pertama: Apabila nasabah selama hidupnya tidak pernah mengajukan klaim, sehingga seluruh 


uang setorannya tidak akan pernah kembali, alias hangus. 


Tatkala perekonomian dengan basis syariat sedang gencar digalakkan, maka perusahaan- 
perusahaan asuransi pun tidak mau ketinggalan. Mereka rame-rame memikat nasabah dengan berbagai 
produk asuransi syariah. Mereka mengklaim bahwa produk-produk mereka telah selaras dengan prinsip 
syariah. 

Secara global, mereka menawarkan dua jenis pilihan: 
1. Asuransi umum syariah. 
Pada pilihan ini, mereka mengklaim bahwa mereka menerapkan metode bagi hasil/ mudharabah. 
Yaitu bila telah habis masa kontrak, dan tidak ada klaim, maka perusahaan asuransi akan 


mengembalikan sebagian dana/ premi yang telah disetorkan oleh nasabah, dengan ketentuan 
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60:40 atau 70:30. Adapun berkaitan dana yang tidak dapat ditarik kembali, mereka mengklaimnya 


sebagai dana tabarru' atau hibah. 


2. Asuransi jiwa syariah. 


Pada pilihan ini, bila nasabah hingga jatuh tempo tidak pernah mengajukan klaim, maka premi 


yang telah disetorkan, akan hangus. Perilaku ini diklaim oleh perusahaan asuransi sebagai hibah 


dari nasabah kepada perusahaan (Majalah MODAL edisi 36, 2006, hal. 16). 


Subhanallah, bila kita pikirkan dengan seksama, kedua jenis produk asuransi syariat di atas, 


niscaya kita akan dapatkan bahwa yang terjadi hanyalah manipulasi istilah. Adapun prinsip-prinsip 


perekonomian syariat, di antaranya yang berkaitan dengan mudharabah dan hibah, sama sekali tidak 


terwujud. Yang demikian itu dikarenakan: 


0, 
.. 


Pada transaksi mudharabah, yang di bagi adalah hasil/ keuntungan, sedangkan pada asuransi 
umum syariah di atas, yang dibagi adalah modal atau jumlah premi yang telah disetorkan. 

Pada akad mudharabah, pelaku usaha (perusahaan asuransi) mengembangkan usaha riil dengan 
dana nasabah guna mendapatkan keuntungan. Sedangkan pada asuransi umum syariat, 
perusahaan asuransi, sama sekali tidak mengembangkan usaha guna mengelola dana nasabah. 
Pada kedua jenis asuransi syariat di atas, perusahaan asuransi telah memaksa nasabah untuk 
menghibahkan seluruh atau sebagian preminya. Disebut pemaksaan, karena perusahaan 
asuransi sama sekali tidak akan pernah siap bila ada nasabah yang ingin menarik seluruh 
dananya, tanpa menyisakan sedikitpun. Padahal Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam telah 


bersabda, 


dmna Ge eigaal! 3 (ilahi hall 3 Xaml ol 3 )) dia cad Calas YI alua (5 ya! Jl Jan Y 
AYI Jasa) 


Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya." (HR. Ahmad, 


ad-Daraguthny, al-Baihagy dam dishahihkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dan al-Albany). 


Pengunaan istilah mudharabah dan tabarru' untuk mengambil dana/ premi nasabah ini tidak 
dapat mengubah hakikat yang sebenarnya, yaitu dana nasabah hangus. Dengan demikian, 


perusahaan asuransi telah mengambil dana nasabah dengan cara-cara yang tidak dihalalkan. Ini 
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sama halnya dengan minum khamr yang sebelumnya telah diberi nama lain, misalnya minuman 


penyegar, atau suplemen. 


Ang Ale Bil laa AINI Jigar JB JB die AI ay Kadi! Cp Fil ye 
dang dala Cal 9 Sat ol3) Kn) Lgi sea mal yaa (Sial TS Asia Olatual) 

AYI 
Dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiallahu “anhu berkata, Rasulullah shallallahu “alaihi wa 
sallam bersabda, "Sunggung-sungguh akan ada sebagian orang dari umatku yang akan 


menghalalkan khamr, hanya karena sebutan/ nama (baru) yang mereka berikan kepada khamr." 


(HR. Ahmad, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh al-Albani). 


Sungguh perbuatan semacam inilah yang jauh-jauh hari dilarang oleh Rasulullah shallallahu 


“alaihi wa sallam melalui sabdanya, 


dim 3 (Alan Gal otg )) Jamil (siala dil a jasa | gai a ggall En JI La SAY 


JS Ol 9 all Cal Aas 9 Asasi Coal 
"Janganlah kalian melakukan apa yang pernah dilakukan oleh bangsa Yahudi, sehingga kalian 
menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah hanya dengan sedikit rekayasa." (HR. Ibnu 
Baththah, dan dihasankan oleh Ibnu Taimiyyah dan diikuti oleh dua muridnya yaitu Ibnul Oayyim, 


Ibnu Katsir). 


Kejadian kedua: Apabila nasabah menerima uang klaim, dan ternyata uang klaim yang ia terima lebih 
sedikit dari jumlah total setoran yang telah ia bayarkan. Kedua kejadian ini diharamkan, karena 


termasuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala, 


Kia ea 3 Le SUS 03 Ol VI SISA AK ASIN NE 9 Nih oil La 
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara-cara 
yang bathil, kecuali dengan cara perniagan dengan asas suka sama suka di antara kamu." 


Syekh Muhammad bin Ibrahim Alu Syeikh, Mufti Saudi sebelum Syekh Ibnu Baz, mengatakan, 


“Transaksi ta'min itu menyelisihi syariat Islam karena mengandung berbagai hal yaitu: 
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1. Gharar (spekulasi), jahalah (ketidakjelasan), dan khathar (untung-untungan), sehingga transaksi 
ini termasuk memakan harta orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan. 


2. Mirip dengan judi karena dalam transaksi ini terdapat unsur taruhan (untung-untungan). 


Ringkasnya, setiap orang yang merenungkan transaksi ini dengan seksama akan berkesimpulan 
bahwa tidak ada transaksi yang dibenarkan oleh syariat yang selaras dengan transaksi ta'min. Oleh 
karena itu, kerelaan kedua belah pihak dalam hal ini tidaklah teranggap. Kerelaan kedua belah pihak itu 
teranggap jika transaksi yang dilakukan oleh keduanya tegak di atas landasan keadilan yang sesuai 
dengan syariat.” 

Haiah Kibar Ulama' (semacam MUI di Saudi Arabia) juga telah mengeluarkan keputusan no. 55, 
tahun 1397 H, terkait “ta'min tijari” (asuransi yang berorientasi bisnis). Inti dari keputusan tersebut 
adalah sebagai berikut: 

1. Transaksi ta'min tijari itu termasuk transaksi tukar-menukar finansial yang mengandung gharar 
(spekulasi) yang sangat berlebihan. Padahal, Nabi shallallahu “alaihi wa sallam telah melarang 
jual-beli yang mengandung unsur gharar. 

2. Transaksi ta'min merupakan salah satu taruhan karena dalam transaksi ini terdapat unsur 
untung-untungan terkait dengan finansial, kerugian dalam adanya kesalahan, dan mendapatkan 
keuntungan tanpa kompensasi atau ada kompensasi namun sangat tidak layak. 

3. Asuransi termasuk permainan yang mengandung taruhan. Padahal hal semacam ini tidak 
dibolehkan, melainkan yang mengandung pembelaan terhadap Islam, dan ini sudah Nabi batasi 
dalam tiga hal, yaitu taruhan dalam perlombaan panah, pacuan unta, atau pacuan kuda. Adapun 


asuransi tidak termasuk tiga hal tersebut. 


Adapun Majma  al-Fikih Islami yang berada di bawah naungan OKI mengatakan, “Sesungguhnya 
transaksi ta'min tijari dengan premi yang konstan, sebuah transaksi yang dipergunakan oleh berbagai 
lembaga asuransi yang berorientasi kepada bisnis, adalah sebuah transaksi yang mengandung unsur 
gharar yang besar yang membatalkan transaksi. Oleh karena itu, hukumnya adalah haram, menurut 
syariat.” 

Sikap yang senada juga diberikan oleh al-Majma' al-Fikih al-Islami yang berada di bawah 
Rabithah Alam Islami. Al-Majma' mengatakan, “Setelah kajian yang cukup mendalam dan bertukar 
pikiran tentang asuransi, maka secara mayoritas (selain Syekh Mushthafa Zarga) majelis menetapkan 


haramnya asuransi dengan berbagai bentuknya, baik asuransi jiwa, barang dagangan, ataupun jenis 
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harta yang selainnya. Namun, secara aklamasi majelis al-Majma' menyepakati keputusan Haiah Kibar 
Ulama' (Saudi Arabia) tentang bolehnya asuransi kerja sama (ta'min ta'awuni) sebagai alternatif 
pengganti ta'min tijari yang haram sebagaimana di atas.” 
Dalam keputusan penjelas, terdapat enam alasan yang dipergunakan al-Majma' untuk 
mendukung keputusan di atas, di antaranya adalah: 
Alasan pertama. Transaksi ta' min tijari merupakan salah satu transaksi tukar-menukar finansial 
yang mengandung unsur “gambling” (judi -ed) dan gharar (spekulasi) yang keterlaluan. Saat 
transaksi, nasabah tidaklah mengetahui nilai total dari jumlah premi yang harus dia berikan dan 
nilai jumlah kompensasi finansial yang akan dia dapatkan. 

Boleh jadi, dia baru menyerahkan premi sebanyak satu atau dua kali lalu terjadi musibah, 
sehingga dia berhak mendapatkan kompensasi finansial yang telah disanggupi oleh lembaga 
asuransi. Kemungkinan yang lain, musibah tak kunjung terjadi sehingga nasabah menyerahkan 
semua premi namun tidak dapat timbal balik apa pun. 

Demikian pula, pihak lembaga asuransi tidak bisa menetapkan jumlah uang yang didapat 
dan yang harus diserahkan untuk masing-masing transaksi, sedangkan dalam hadits yang shahih 


Nabi shallallahu “alaihi wa sallam melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (spekulasi). 


Alasan kedua. Transaksi ta'min tijari itu mengandung riba fadhl (riba karena ada ketidaksamaan 
antara dua barang yang dipertukarkan) dan riba nasi'ah (riba karena pertukaran tidak dilakukan 
secara langsung). 

Jika pihak lembaga asuransi menyerahkan kompensasi finansial kepada nasabah, ahli 
waris, atau orang yang ditunjuk, lebih besar dari uang yang diterima maka ini adalah riba fadhl. 
Di samping itu, lembaga asuransi menyerahkan kompensasi tersebut tidak secara tunai, 


sehingga ini adalah riba nasi'ah. 


Namun, bila pihak lembaga asuransi hanya menyerahkan kompensasi sesuai dengan total premi 


yang diterima, maka dalam transaksi ini hanya terdapat riba nasi'ah saja. Kedua jenis riba ini 


haram dengan dasar dalil disamping ijma'. 
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Memanfaatkan Uang Asuransi 


Untuk menjawab masalah ini, Syekh Abdullah bin Umar bin Mar'i, seorang ulama dari negeri 
Yaman, pernah ditanya, “Apa hukum asuransi jiwa atau barang?” 

Jawaban beliau, “Asuransi yang tersebar di permukaan bumi ini, termasuk di antaranya di 
tengah-tengah kaum muslimin, meski dengan sangat disayangkan, secara global termasuk asuransi yang 
haram karena di dalamnya terdapat unsur membahayakan pihak lain dan mengambil harta milik orang 
lain dengan cara paksa. Padahal, harta milik orang lain tidak boleh diambil kecuali dengan cara yang 


benar, sebagaimana firman Allah, 
JL Lip AI gal LAS V3 
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan 
yang batil.” (Os. al-Bagarah: 188) 
Ala yyad casan UI 15 yal Ula Jaa Y 

Nabi shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah harta seorang muslim itu halal diambil, 
kecuali dengan kerelaan hatinya.” (Hr. Ahmad , no. 19774: shahih karena memiliki banyak riwayat 
penguat: lihat: Shahih Jami', no. 7662) 

Adapun asuransi kerja sama (ta'awuni), maka dibolehkan. Caranya, sekelompok penduduk atau 
sekelompok orang yang memiliki pekerjaan tertentu saling membantu. Mereka menyerahkan setoran 
harian, bulanan, atau tahunan dalam nominal tertentu pada kas. Uang tersebut diserahkan dengan 
maksud untuk saling bantu dan untuk sedekah. 

Ketika ada yang membutuhkan, maka uang yan terkumpul tersebut disedekahkan kepadanya. 
Transaksi semacam ini dibolehkan oleh banyak ulama, di antaranya adalah Lajnah Daimah para ulama 
Saudi Arabia. 

Adapun asuransi jenis pertama, maka tidak diperbolehkan. Bukan berarti orang yang terkena 
musibah tidak boleh mengambilnya. Akan tetapi, orang tersebut boleh mengambilnya, namun hanya 
sekedar sejumlah premi yang pernah dia setorkan kemudian mengembalikan sisanya. 

Kecuali jika berasal dari negara, sebelumnya negara telah memotong gajimu sebagai premi 
asuransi maka tidak mengapa mengambil lebih dari lebih dari jumlah premi yang pernah disetorkan, 
sebab di dalamnya terdapat gaji yang telah dipotong sebelumnya.” (Bingkisan Ilmu dari Yaman, hlm. 


240) 


Penulis: Ustadz Abu “Ukkasyah Aris Muna 
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Asuransi Syariah (Asuransi Taawun) Vs. Asuransi Konvensional 


Bahaya, kerusakan dan kerugian adalah kenyataan yang harus dihadapi manusia di dunia ini. 
Sehingga kemungkinan terjadi resiko dalam kehidupan, khususnya kehidupan ekonomi sangat besar. 
Tentu saja ini membutuhkan persiapan sejumlah dana tertentu sejak dini. 

Oleh karena itu banyak orang mengambil cara dan sistem untuk dapat menghindari resiko 
kerugian dan bahaya tersebut. Diantaranya dengan asuransi yang merupakan sebuah sistem untuk 
merendahkan kehilangan finansial dengan menyalurkan resiko kehilangan dari seseorang atau badan ke 
lainnya. 

Sisem ini sudah berkembang luas dinegara Indonesia secara khusus dan dunia secara umumnya. 


Sehingga memerlukan penjelasan permasalahan ini dalam tinjauan syari'at islam. 


Asuransi Secara Umum 


Kata asuransi ini dalam bahasa inggris disebut Insurance dan dalam bahasa prancis disebut 
Assurance. Sedangkan dalam bahasa arab disebut at-Ta'mien. Asuransi ini didefinisikan dalam kamus 
umum bahasa Indonesia sebagai perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu akan membayar uang 
kepada pihak yang lain, bila terjadi kecelakaan dan sebagainya, sedang pihak yang lain itu akan 
membayar iuran. (1| 

Demikian juga telah didefinisikan dalam perundang-undangan negara Indonesia sebagai 
perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada 
tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung 
karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum 
pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, 
atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 


dipertanggungkan. (2) 


Sedangkan sebagian ulama syari'at dan ahli fikih memberikan definisi yang beragam, diantaranya: 

1. Pendapat pertama, asuransi adalah perjanjian jaminan dari fihak pemberi jaminan (yaitu 
perusahaan asuransi) untuk memberi sejumlah harta atau upah secara rutin atau ganti barang 
yang lain, kepada fihak yang diberi jaminan (yaitu nasabah asuransi), pada waktu terjadi 
musibah atau kepastian bahaya, yang dijelaskan dengan perjanjian, hal itu sebagai ganti 


angsuran atau pembayaran yang diberikan oleh nasabah kepada perusahaan. (3| 
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2. 


Pendapat kedua, asuransi adalah perjanjian yang mengikat diri penanggung sesuai tuntutan 
perjanjian untuk membayar kepada pihak tertanggung atau nasabah yang memberikan syarat 
tanggungan untuk kemaslahatannya sejumlah uang atau upah rutin atau ganti harta lainnya 
pada waktu terjadinya musibah atau terwujudnya resiko yang telah dijelaskan dalam perjanjian. 
Hal tersebut diberikan sebagai ganti angsuran atau pembayaran yang diberikan tertanggung 


kepada penanggung (pihak asuransi). (4| 


Pendapat ketiga, asuransi adalah pengikatan diri pihak pertama kepada pihak kedua dengan 
memberikan ganti berupa uang yang diserahkan kepada pihak kedua atau orang yang 
ditunjuknya ketika terjadi resiko kerugian yang telah dijelaskan dalam akad. Itu sebagai imbalan 
dari yang diserahkan pihak kedua berupa sejumlah uang tertentu dalam bentuk angsuran atau 


yang lainnya. (SJ 


Dari definisi yang beraneka ragam tersebut terdapat kata sepakat dalam beberapa hal berikut ini: 


Adanya ijab dan gabul dari pihak penanggung (al-Mu'ammin) dan tertanggung (al-Mu'ammin 
Lahu). 

Adanya obyek yang menjadi arahan asuransi. 

Tertanggung menyerahkan kepada penanggung (pengelola asuransi) sejumlah uang baik dengan 
tunai atau angsuran sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang dinamakan premi. 

Penanggung memberikan ganti kerugian kepada tertanggung apabila terjadi kerusakan 
seluruhnya atau sebagiannya. Inilah asuransi yang umumnya berlaku dan ini dinamakan asuransi 
konvensional (al-Ta'mien al-Tijaari) yang dilarang mayoritas ulama dan peneliti masalah 
kontemporer dewasa ini. Juga menjadi ketetapan majlis Hai'ah kibar Ulama (majlis ulama besar 
Saudi Arabia) no. 55 tanggal 4/4/1397 H dan ketetapan no 9 dari Majlis Majma' al-Figh dibawah 


Munazhomah al-Mu'tamar al-Islami (OKI). (6J 


Demikian juga diharamkan dalam keputusan al-Mu'tamar al-'Alami al-Awal lil Igtishad al-Islami di 


Makkah tahun 1396H. (7) 


Kemudian para ulama memberikan solusi dalam masalah ini dengan merumuskan satu jenis 


asuransi syari'at yang didasarkan kepada akad tabarru'at (8) yang dinamakan at-Ta'mien at-Ta'awuni 


(asuransi ta'awun) atau at-Ta'mien at-Tabaaduli. 
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Pengertian Asuransi Ta'awun (at-Ta'mien at-Ta'awuni) 


Para ulama kontemporer mendefinisikan at-Ta'mien at-Ta'awuni dengan beberapa definisi, diantaranya: 


1. 


Pendapat pertama, asuransi ta'awun adalah berkumpulnya sejumlah orang yang memiliki resiko 
bahaya tertentu. Hal itu dengan cara mereka mengumpulkan sejumlah uang secara berserikat. 
Sejumlah uang ini dikhususkan untuk mengganti kerugian yang sepantasnya kepada orang yang 
tertimpa kerugian diantara mereka. Apabila premi yang terkumpulkan tidak cukup untuk itu, 
maka anggota diminta mengumpulkan tambahan untuk menutupi kekurangan tersebut. Apabila 
lebih dari yang dikeluarkan dari ganti rugi tersebut maka setiap anggota berhak meminta 
kembali kelebihan tersebut. Setiap anggota dari asuransi ini adalah penanggung dan 
tertanggung sekaligus. Asuransi ini dikelola oleh sebagian anggotanya. Akan jelas gambaran jenis 
asuransi ini adalah seperti bentuk usaha kerjasama dan solidaritas yang tidak bertujuan mencari 
keuntungan (bisnis) dan tujuannya hanyalah mengganti kerugian yang menimpa sebagian 
anggotanya dengan kesepakatan mereka membaginya diantara mereka sesuai dengan tata cara 


yang dijelaskan. (9) 


Pendapat kedua, asuransi ta'awun adalah kerjasama sejumlah orang yang memiliki kesamaan 
resiko bahaya tertentu untuk mengganti kerugian yang menimpa salah seorang dari mereka 
dengan cara mengumpulkan sejumlah uang untuk kemudian menunaikan ganti rugi ketika 


terjadi resiko bahaya yang sudah ditetapkan. (10) 


Pendapat ketiga, asuransi ta'awun adalah berkumpulnya sejumlah orang membuat shundug 
(tempat mengumpulkan dana) yang mereka danai dengan angsuran tertentu yang dibayar setiap 
dari mereka. Setiap mereka mengambil dari shundug tersebut bagian tertentu apabila tertimpa 


kerugian (bahaya) tertentu. 


Pendapat keempat, asuransi ta'awun adalah berkumpulnya sejumlah orang yang menanggung 
resiko bahaya serupa dan setiap mereka memiliki bagian tertentu yang dikhususkan untuk 
menunaikan ganti rugi yang pantas bagi yang terkena bahaya. Apabila bagian yang terkumpul 
(secara syarikat) tersebut melebihi yang harus dikeluarkan sebagai ganti rugi maka anggota 
memiliki hak untuk meminta kembali. Apabila kurang maka para anggota diminta untuk 
membayar iuran tambahan untuk menutupi kekurangannya atau dikurangi ganti rugi yang 


seharusnya sesuai ketidak mampuan tersebut. Anggota asuransi ta'awun ini tidak berusaha 
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merealisasikan keuntungan namun hanya berusaha mengurangi kerugian yang dihadapi 
sebagian anggotanya, sehingga mereka melakukan akad transaksi untuk saling membantu 


menanggung musibah yang menimpa sebagian mereka. (11) 


Sehingga dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi ta'awun adalah bergeraknya 
sejumlah orang yang masing-masing sepakat untuk mengganti kerugian yang menimpa salah seorang 
dari mereka sebagai akibat resiko bahaya tertentu dan itu diambil dari kumpulan iuran yang setiap dari 
mereka telah bersepakat membayarnya. Ini adalah akad tabarru' yang bertujuan saling membantu dan 
tidak bertujuan perniagaan dan cari keuntungan. Sebagaimana juga akad ini tidak terkandung riba, 
spekulasi terlarang, gharar dan perjudian. (tentang gharar, baca juga artikel Mengenal Jual-Beli Gharar) 

Gambaran paling gampangnya adalah misalnya ada satu keluarga atau sejumlah orang membuat 
shundug lalu mereka menyerahkan sejumlah uang yang nantinya dari kumpulan uang tersebut 
digunakan untuk ganti rugi kepada anggotanya yang mendapatkan musibah (bahaya). Apabila uang yang 
terkumpul tersebut tidak menutupinya, maka mereka menutupi kekurangannya. Apabila berlebih 
setelah penunaian ganti rugi tersebut maka dikembalikan kepada mereka atau dijadikan modal untuk 
masa yang akan datang. Hal ini mungkin dapat diperluas menjadi satu lembaga atau yayasan yang 
memiliki petugas yang khusus mengelolanya untuk mendapatkan dan menyimpan uang-uang tersebut 
serta mengeluarkannya. Lembaga ini boleh juga memiliki pengelola yang merencanakan rencana kerja 
dan managementnya. Semua pekerja dan petugas berikut pengelolanya mendapatkan gaji tertentu atau 
mereka melakukannya dengan sukarela. Namun semua harus dibangun untuk tidak cari keuntungan 


(bisnis) dan seluruh sisinya bertujuan untuk ta'awun (saling tolong menolong). (12) 


Dari sini dapat dijelaskan karekteristik asuransi ta'awun sebagai berikut: 

e Tujuan dari asuransi ta'awun adalah murni takaful dan ta'awun (saling tolong menolong) dalam 
menutup kerugian yang timbul dari bahaya dan musibah. 

e Akad asuransi ta'awun adalah akad tabarru'. Hal ini tampak tergambarkan dalam hubungan 
antara nasabah (anggotanya), dimana bila kurang mereka menambah dan bila lebih mereka 
punya hak minta dikembalikan sisanya. 

e Dasar fikroh asuransi ta'awun ditegakkan pada pembagian kerugian bahaya tertentu atas 
sejumlah orang, dimana setiap orang memberikan saham dalam membantu menutupi kerugian 
tersebut diantara mereka. Sehingga orang yang ikut serta dalam asuransi ini saling bertukar 


dalam menanggung resiko bahaya diantara mereka. 
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e Pada umumnya asuransi ta'awun ini berkembang pada kelompok yang punya ikatan khusus dan 
telah lama, seperti kekerabatan atau satu pekerjaan (profesi). 

e Penggantian ganti rugi atas resiko bahaya yang ada diambil dari yang ada di shundug (simpanan) 
asuransi, apabila tidak mencukupi maka terkadang diminta tambahan dari anggota atau 


mencukupkan dengan menutupi sebagian kerugian saja. (13) 


Perbedaan Antara Asuransi Ta'awun dan Konvensional. (14) 


Dari karekteristik diatas dan definisi yang disampaikan para ulama kontemporer tentang 
asuransi ta'awun dapat dijelaskan perbedaan antara asuransi ini dengan yang konvensional. 
Diantaranya: 

1. Asuransi ta'awun termasuk akad tabarru yang bermaksud murni takaful dan ta'awun (saling 
tolong menolong) dalam menutup kerugian yang timbul dari bahaya dan musibah. Sehingga 
premi dari anggotanya bersifat hibah (tabarru'). Berbeda dengan asuransi konvensional yang 
bermaksud mencari keuntungan berdasarkan akad al-Mu'awwadhoh al-lhtimaliyah (bisnis 
oriented yang berspekulasi yang dalam bahasa Prancis contrats aleatoirs). 

2. Penggantian ganti rugi atas resiko bahaya dalam asuransi ta'awun diambil dari jumlah premi 
yang ada di shundug (simpanan) asuransi. Apabila tidak mencukupi maka adakalanya minta 
tambahan dari anggota atau mencukupkan dengan menutupi sebagian kerugian saja. Sehingga 
tidak ada keharusan menutupi seluruh kerugian yang ada bila anggota tidak sepakat menutupi 
seluruhnya. Berbeda dengan asuransi konvensional yang mengikat diri untuk menutupi seluruh 
kerugian yang ada (sesuai kesepakatan) sebagai ganti premi asuransi yang dibayar tertanggung. 
Hal ini menyebabkan perusahaan asuransi mengikat diri untuk menanggung semua resiko 
sendiri tanpa adanya bantuan dari nasabah lainnya. Oleh karena itu tujuan akadnya adalah cari 
keuntungan, namun keuntungannya tidak bias untuk kedua belah pihak. Bahkan apabila 
perusahaan asuransi tersebut untung maka nasabah (tertanggung) merugi dan bila nasabah 
(tertanggung) untung maka perusahaan tersebut merugi. Dan ini merupakan memakan harta 
dengan batil karena berisi keuntungan satu pihak diatas kerugian pihak yang lainnya. 

3. Dalam asuransi konvensional bisa jadi perusahaan asuransi tidak mampu membayar ganti rugi 
kepada nasabahnya apabila melewati batas ukuran yang telah ditetapkan perusahaan untuk 
dirinya. Sedangkan dalam asuransi ta'awun, seluruh nasabah tolong menolong dalam 
menunaikan ganti rugi yang harus dikeluarkan dan pembayaran ganti rugi sesuai dengan yang 


ada dari peran para anggotanya. 
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Asuransi ta'awun tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan dari selisih premi yang dibayar 
dari ganti rugi yang dikeluarkan. Bahkan bila ada selisih (sisa) dari pembayaran klaim maka 
dikembalikan kepada anggota (tertanggung). Sedangkan sisa dalam perusahaan asuransi 
konvensional dimiliki perusahaan. 

Penanggung (al-Mu'ammin) dalam asuransi ta'awun adalah tertanggung (al-Mu'ammin Lahu) 
sendiri. Sedangkan dalam asuransi konvensional, penanggung (al-Mu'ammin) adalah pihak luar. 

Premi yang dibayarkan tertanggung dalam asuransi ta'awun digunakan untuk kebaikan mereka 
seluruhnya. Karena tujuannya tidak untuk berbisnis dengan usaha tersebut, namun 
dimaksudkan untuk menutupi ganti kerugian dan biaya operasinal perusahaan saja Sedangkan 
dalam system konvensional premi tersebut digunakan untuk kemaslahatan perusahaan dan 
keuntungannya semata Karena tujuannya adalah berbisnis dengan usaha asuransi tersenut 
untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pembayaran premi para 
nasabahnya. 

Asuransi ta'awun bebas dari riba, spekulasi dan perjudian serta gharar yang terlarang. 
Sedangkan asuransi konvensional tidak lepas dari hal-hal tersebut. 

Dalam asuransi ta'awun, hubungan antara nasabah dengan perusahaan asuransi ta'awun ada 
pada asas berikut ini: 

a. Pengelola perusahaan melaksanakan managemen operasional asuransi berupa 
menyiapkan surat tanda keanggotaan (watsigah), mengumpulkan premi, mengeluarkan 
klaim (ganti rugi) dan selainnya dari pengelolaannya dengan mendapatkan gaji tertentu 
yang jelas. Itu karena mereka menjadi pengelola operasional asuransi dan ditulis secara 
jelas jumlah fee (gaji) tersebut. 

b. Pengelola perusahaan melakukan pengembangan modal yang ada untuk mendapatkan 
izin membentuk perusahaan dan juga memiliki kebolehan mengembangkan harta 
asuransi yang diserahkan para nasabahnya. Dengan ketentuan mereka berhak 
mendapatkan bagian keuntungan dari pengembangan harta asuransi sebagai 
mudhoorib (pengelola pengembangan modal dengan mudhorabah). 

c. Perusahaan memiliki dua hitungan yang terpisah. Pertama untuk pengembangan modal 
perusahaan dan kedua hitungan harta asuransi dan sisa harta asuransi murni milik 
nasabah (pembayar premi). 

d. Pengelola perusahaan bertanggung jawab apa yang menjadi tanggung jawab al- 


Mudhoorib dari aktivitas pengelolaan yang berhubungan dengan pengembangan modal 
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sebagai imbalan bagian keuntungan mudhorabah, sebagaimana juga bertanggung jawab 
pada semua pengeluaran kantor asuransi sebagai imbalan fee (gaji) pengelolaan yang 


menjadi hak mereka. (15) 


Sedangkan hubungan antara nasabah dengan perusahan asuransi dalam asuransi konvensional 


adalah semua premi yang dibayar nasabah (tertanggung) menjadi harta milik perusahaan yang dicampur 


dengan modal perusahaan sebagai imbalan pembayaran klaim asuransi. Sehingga tidak ada dua 


hitungan yang terpisah. 


1. 


Nasabah dalam perusahaan asuransi ta'awun dianggap anggota syarikat yang memiliki hak 
terhadap keuntungan yang dihasilkan dari usaha pengembangan modal mereka. Sedangkan 
dalam asuransi konvensional, para nasabah tidak dianggap syarikat, sehingga tidak berhak sama 
sekali dari keuntungan pengembangan modal mereka bahkan perusahan sendirilah yang 
mengambil seluruh keuntungan yang ada. 

Perusahaan asuransi ta'awun tidak mengembangkan hartanya pada hal-hal yang diharamkan. 
Sedangkan asuransi konvensional tidak memperdulikan hal dan haram dalam pengembangan 
hartanya. 

Demikianlah beberapa perbedaan yang ada. Mudah-mudahan semakin memperjelas 


permasalahan asuransi ta'awun ini. Wabillahittaufig. 
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Al- Uguud Al-Maaliyah Al-Murakkabah, Dirasat fighiyah ta'shiliyah wa tathbigiyat, DR. Abdullah 
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SAHAM 


Saham dalam Timbangan Islam 


Alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad 
shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, dan sahabatnya. 

Bersama pesatnya perkembangan sarana informasi dan transportasi maka berkembang pula 
perniagaan umat manusia, baik ditinjau dari objek, model, jangkauan, atau pun kapasitasnya. Di antara 
objek niaga zaman sekarang ialah berbagai surat berharga, dan saham adalah salah satunya. 

Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu 
perusahaan atau perseroan terbatas. Biasanya, saham diwujudkan dalam selembar kertas yang 
menerangkan bahwa pemilik lembar saham ini adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat 
berharga ini. 

Dengan demikian, sebesar penyertaan dana Anda di suatu perusahaan maka sebesar itu pula 
kadar kepemilikan Anda terhadap perusahaan tersebut. Sebaliknya, dapat dipahami pula, bahwa 
idealnya, tanggung jawab Anda atas perusahaan terkait pula dengan besar nilai saham yang Anda miliki. 

Hanya saja pada praktiknya, terdapat banyak hal yang harus Anda perhatikan sebelum Anda 


membeli saham suatu perusahaan 


Macam-macam Saham dan Hukumnya 
Saham dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak 


tagih atau klaim, saham dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis: 


Jenis pertama, saham biasa (common stock) 
Inilah saham yang paling banyak diperjual-belikan di pasar modal dan yang paling sering menjadi 


tema pembahasan di masyarakat. Karakteristik saham biasa (common stock): 

1. Tujuan investor atau pemilik saham jenis ini biasanya adalah ingin mendapatkan pembagian 
deviden (keuntungan usaha perusahaan) atau memperoleh capital gain (selisih harga beli dan jual) 
jika terjadi kenaikan harga. 

2. Pemiliknya paling terakhir dalam mendapatkan bagian deviden dan hak atas harta kekayaan 
perusahaan apabila perusahaan terkait mengalami kerugian atau pailit. 

3. Pemiliknya hanya mendapatkan deviden bila perusahaan berhasil membukukan keuntungan. 


4. Pemegang saham memiliki hak suara dalam RUPS (rapat umum pemegang saham). 
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5. Pemilik saham berhak mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain, dengan cara-cara 


yang dibenarkan dalam. 


Secara hukum dan prinsip syariat Islam, tidak mengapa jika Anda memiliki saham jenis ini. 
Tentunya, dengan mengindahkan beberapa catatan yang akan disebutkan pada akhir tulisan ini. Yang 
demikian itu dikarenakan perserikatan dagang dalam Islam dibangun di atas asas kesamaan hak dan 
kewajiban, dan hal ini benar-benar terwujud pada saham jenis ini. Karenanya, tidak ada keraguan bahwa 
menerbitkan dan memperjual-belikan saham jenis ini adalah halal. (Sug al-Aurag al-Maliyah oleh Dr. 
Khursyid Asyraf Igbal, hlm. 123: Ahkamut Ta'amul fil Aswag al-Maliyah oleh Dr. Mubarak bin Sulaiman 
al-Sulaiman: 1/148) 


Jenis kedua, saham istimewa/preferen (preffered stock) 
Sejatinya, saham preferen ini adalah gabungan antara saham biasa dengan obligasi. Karakteristik 


saham istimewa merupakan gabungan antara karakteristik obligasi dan karakteristik saham biasa. 
Karenanya, selain mendapatkan seluruh hak yang didapatkan oleh pemilik saham biasa, pemilik saham 
jenis ini juga mendapatkan hak-hak yang biasanya diberikan kepada para kreditur dalam obligasi. 
Berikut ini adalah beberapa hak yang membedakan saham preferen dari saham biasa: 
1. Mendapatkan deviden dalam jumlah yang terjamin dan tetap dalam persentase (suku bunga). 
Pemegang saham jenis ini tetap menerima deviden, walaupun kinerja perusahaan merugi. 
2. Mendapatkan prioritas untuk mendapatkan dividen sebelum pemilik saham biasa. 


3. Mendapatkan prioritas dalam hak suara dibanding pemilik saham biasa. 


Para ulama ahli fikih zaman sekarang -sebatas yang saya ketahui- sepakat untuk mengharamkan 
penerbitan dan memperjual-belikan saham jenis ini, dengan beberapa alasan berikut: 

1. Para pemilik saham preferen tidak memiliki kelebihan yang menyebabkannya mendapatkan 
perilaku istimewa ini. Padahal, keuntungan dalam usaha hanya diberikan kepada pamilik 
modal dan atau keahlian, sedangkan pemegang saham preferen tidak memiliki kelebihan 
dalam dua hal itu dibanding pemegang saham biasa. Ibnu Oudamah berkata, "Seseorang 
berhak mendapatkan keuntungan dikarenakan ia memiliki andil dengan modal atau keahlian. 
Dengan demikian, tidak ada alasan untuk memberikan persentase keuntungan yang melebihi 
total modal sekutu pasif. Sehingga, persyaratan semacam ini tidak sah." (Al-Mughni oleh Ibnu 


Oudamah, 7/139) 
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Keuntungan yang diberikan kepada pemilik saham preferen sejatinya adalah riba, karena 
modal mereka terjamin dan tetap mendapatkan keuntungan, walaupun kinerja perusahaan 
merugi. Tidak diragukan lagi, ini adalah kelaliman dan salah satu bentuk pengambilan harta 
orang lain dengan cara-cara yang menyelisihi syariat. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
telah bersabda, 

Gaal Ab 
"Penghasilan/keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian." (Hr. Ahmad, 


Abu Daud, at-Tirmidzi, dan an-Nasai: oleh al-Albani dinyatakan sebagai hadits hasan) 


Tidak heran bila badan fikih di bawah organisasi OKI, yaitu International Islamic Figih Academy, 


dengan tegas menyatakan, 


3 Judi us) Ck aa) GA dala Kailaa Led (5 jliaa agual Jamal BE — Y 

Cui anget ate gl Aini) Ate Leasaai gl en jll Uya ya laa 
"Tidak boleh menerbitkan saham preferen yang memiliki konsekuensi pemberian jaminan atas 
dana investasi yang ditanamkan, atau memberikan keuntungan yang bersifat tetap, atau 


mendahulukan pemiliknya ketika pengembalian investasi atau pembagian deviden." (Sidang 


Ke-7, Keputusan no. 63/1/7) 


Saham Kosong 


Ini adalah salah satu jenis saham yang sepantasnya Anda ketahui, selain kedua jenis yang telah 


dibahas di atas. 


Saham kosong biasanya diberikan atas kesepakatan pemegang saham lainnya kepada pihak- 


pihak yang dianggap atau diharapkan berjasa pada perusahaan. Para penerima saham kosong ini berhak 


mendapatkan deviden dari keuntungan bersih perusahaan. Akan tetapi, saham ini memiliki berbagai 


perbedaan dari saham biasa: 


Saham kosong tidak memiliki nilai nominal yang tertulis pada lembar saham, sehingga 
haknya hanya sebatas mendapatkan dividen. 
Pemegang saham kosong tidak berhak menghadiri RUPS dan juga tidak memiliki wewenang 


untuk campur tangan dalam kebijaksanaan dan arah perusahaan. 


563 


3. Saham kosong bisa dihapuskan, baik secara keseluruhan atau sebagian saja. 


Berdasarkan karakter saham kosong demikian ini, kebanyakan ulama kontemporer melarang 
penerbitan saham kosong, dengan beberapa alasan berikut: 

Alasan pertama. Saham kosong sejatinya adalah salah satu bentuk jual-beli jasa, sehingga 
nominal nilai jualnya haruslah diketahui dan tidak dalam hitungan persentase dari keuntungan yang 
tidak menentu jumlahnya. Dengan demikian, saham kosong ini tercakup oleh keumuman hadits riwayat 


Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berikut: 


JI an US 3 Beat an US lag dale dil elaa ATI Jgn gi 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli 


yang mengandung gharar (unsur spekulasi)." (Hr. Muslim) 


Alasan kedua. Saham kosong sering kali menjadi ancaman masa depan perusahaan dan 


merugikan para pemegang saham. 


Alasan ketiga. Biasanya, saham kosong adalah pintu lebar untuk terjadinya praktik manipulasi, 
suap, dan tindakan-tindakan tercela lainnya. (Sug al-Aurag al-Maliyaholeh oleh Dr. Khursyid Asyraf Igbal, 
hlm. 320--321 dan Al-Ashum was Sanadat wa Ahkamuha fil Fighil Islami, oleh Dr. Ahmad bin Muhammad 
al-Khalil, hlm. 173--174) 


Kapan Anda Halal memperjual-belikan Saham? 

Setelah Anda mengetahui hukum asal penerbitan dan memperjual-belikan ketiga jenis saham di 
atas, tidak sepantasnya Anda menutup mata dari fakta dan berbagai hal yang erat hubungannya dengan 
saham. Dengan demikian, Anda dapat mengetahui hukum masalah ini dengan benar, ditinjau dari segala 
aspeknya. 

Berikut ini, saya ringkaskan berbagai persyaratan jual-beli saham yang telah dijelaskan ulama. 

Syarat pertama. Perusahaan penerbit saham adalah perusahaan yang benar-benar telah 
beroperasi. Saham perusahaan semacam ini boleh diperjual-belikan dengan harga yang disepakati kedua 
belah pihak, baik dengan harga jual yang sama dengan nilai nominal yang tertera pada surat saham atau 


berbeda. 
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Adapun saham perusahaan yang sedang dirintis, sehingga kekayaannya masih dalam wujud 
uang, maka sahamnya tidak boleh diperjual-belikan kecuali dengan harga yang sama dengan nilai 
nominal saham. 

Ditambah lagi, pembayaran hendaknya dilakukan dengan cara kontan. Hal ini dikarenakan setiap 
surat saham perusahaan jenis ini seutuhnya masih mewakili sejumlah uang modal yang tersimpan, dan 
tidak mewakili aset perusahaan. Sehingga, bila diperjual-belikan lebih mahal atau lebih murah dari nilai 
nominal saham, berarti telah terjadi praktik tukar-menukar mata uang dengan cara yang tidak 


dibenarkan. 


Syarat kedua. Perusahaan penerbit saham sepenuhnya bergerak dalam usaha yang dihalalkan 
syariat, karena sebagai pemilik saham, seberapa pun besarnya, Anda adalah salah satu pemilik 
perusahaan tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab Anda atas setiap usaha perusahan sebesar nilai 


saham Anda. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, 


Usa NI de Lai Y3 


"Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Os. al-Maidah: 2) 


Syarat ketiga. Perusahaan terkait tidak melakukan praktik riba, baik pada pembiayaan, 
penyimpanan kekayaan, atau lainnya. Bila suatu perusahaan dalam pembiayaan atau penyimpanan 
kekayaannya menggunakan konsep riba, maka Anda tidak dibenarkan untuk membeli saham 
perusahaan tersebut. 

Sebagai contoh, misalnya suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi perabotan 
rumah tangga. Untuk membiayai usahanya, perusahaan tersebut memungut piutang dari bank ribawi, 
tentunya dengan suku bunga tertentu. Karena itu, Anda tidak dibenarkan untuk membeli saham 


perusahaan semacam ini. Ketentuan ini selaras dengan kaidah dalam ilmu fikih: 


NGANI GE (GAN UNA Ll NS 
"Bila tercampur antara hal yang halal dengan hal yang haram, maka yang lebih dikuatkan adalah yang 
haram."I1) 


Syarat keempat. Penjualan dan pembeliannya dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan 


dalam syariat. Dengan demikian, berbagai hukum yang berlaku pada jual-beli biasa berlaku pula pada 
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jual-beli saham. Misalnya, Anda tidak dibenarkan menjual kembali saham yang Anda beli sebelum 
saham tersebut sepenuhnya diserah-terimakan kepada Anda. Dengan demikian, metode jual-beli saham 
yang ada di masyarakat dan yang dikenal dengan sebutan "one day trading" atau yang serupa adalah 
metode yang tidak dibenarkan. 

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang metode ini: 

Pengusaha berinisial B, misalnya, membeli sejumlah surat saham dari Broker A dengan 
pembayaran terutang, sedangkan surat saham yang telah dibeli tersebut tetap berada di tangan A 
sebagai jaminan atas pembayaran yang terhutang, sehingga B belum sepenuhnya menerima surat 
saham tersebut. Pada penutupan bursa saham di akhir hari, B berkewajiban menjual kembali saham 
tersebut kepada A. Pembayaran antara keduanya pada kedua transaksi tersebut hanya dilakukan 
dengan membayar selisih harga jual dari harga beli. Transaksi semacam ini termasuk transaksi riba yang 


diharamkan dalam Islam. 


Calls PUS Ca) 5 ala 9 ale dil laa dil Joan) JS JB Cage dil oa) Gabe Oa Ye 
CRY dala "0x US Jw sada al Yia pt US Guaal3 "Galic cal JW (A5 ia dan DA 
La ya alalall 3 ad ja ad ya LS JI SES HS alas 


Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhu, ia menuturkan, "Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam bersabda, 
'Barangsiapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai 
menerimanya." 

Ibnu 'Abbas berkata, "Dan saya berpendapat bahwa segala sesuatu barang hukumnya seperti 
hukum bahan makanan." Thawus berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas, 'Bagaimana sehingga bisa 
demikian adanya?" Ia menjawab, "Itu karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual dirham dengan 
dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda (sebatas kedok belaka)." (Muttafagun 'alaih) 

Sebagaimana jual-beli ini juga dapat termasuk jual beli 'inah yang diharamkan dalam Islam. 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 
Aa AAN AK jl AI Jaka Iga AE Himalu SES, AAN WS KESAN SI al 
All II ya sita Ande 2 Ak La El aa aa Siap ya IYA Silel 


"Bila kalian telah (sibuk dengan) mengikuti ekor-ekor sapi (beternak), berjual-beli dengan cara 'inah dan 


meninggalkan jihad, niscaya Allah akan melekatkan kehinaan ditengkuk-tengkuk kalian, kemudian 
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kehinaan tidak akan dicabut dari kalian hingga kalian kembali kepada keadaan kalian semula dan 


bertaubat kepada Allah." (Hr. Ahmad, Abu Daud, dan al-Baihagi: dinyatakan shahih oleh al-Albani) 


Jual-beli 'inah ialah Anda menjual suatu barang kepada orang lain dengan pembayaran terutang. 
Setelah jual-beli ini selesai, Anda kembali membeli barang tersebut dengan pembayaran kontan, dan 
tentunya dengan harga yang lebih murah. 

Pendek kata, saham tak ubahnya barang komoditi lainnya. Dalam proses jual-belinya tetap harus 
mengindahkan berbagai hukum dan asas yang telah digariskan dalam Islam. 

Berikut ini, saya nukilkan fatwa Badan Fikih Islam di bawah Organisasi Rabithah Alam Islami/Liga 


Muslim Dunia (Muslim World League). 


Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam, yang tiada nabi setelahnya, yaitu pemimpin kita sekaligus nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi 


wa sallam, serta kepada keluarga dan sahabatnya. 


Amma ba'du. 


Sesungguhnya anggota rapat al-Majma' al-Fighi di bawah Rabithah Alam Islami, pada rapatnya ke-14, 
yang diadakan di kota Mekkah al-Mukarramah, yang dimulai dari hari Sabtu tanggal 20 Sya'ban 1415 H 
dan yang bertepatan dengan tanggal 21 Januari 1995 M, telah membahas permasalahan ini (jual-beli 
saham perusahaan, pen) dan kemudian menghasilkan keputusan berikut: 

1. Karena hukum dasar dalam perniagaan adalam halal dan mubah, maka mendirikan suatu 
perusahaan publik yang bertujuan dan bergerak dalam hal yang mubah adalah dibolehkan 
menurut syariat. 

2. Tidak diperselisihkan akan keharaman ikut serta menanam saham pada perusahaan-perusahaan 
yang tujuan utamanya diharamkan, misalnya bergerak dalam transaksi riba, memproduksi barang- 
barang haram, atau memperdagangkannya. 

3. Tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk membeli saham perusahaan atau badan usaha yang 
pada sebagian usahanya menjalankan praktik riba, sedangkan pembelinya mengetahui akan hal itu. 

4. Bila ada seseorang yang terlanjur membeli saham suatu perusahaan sedangkan ia tidak 
mengetahui bahwa perusahaan tersebut menjalankan transaksi riba, lalu di kemudian hari ia 


mengetahui hal tersebut, maka ia wajib untuk keluar dari perusahaan tersebut. 
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Keharaman membeli saham perusahaan tersebut telah jelas, berdasarkan keumuman dalil-dalil 
al-Ouran dan as-Sunnah yang mengharamkan riba. Hal ini dikarenakan membeli saham perusahaan yang 
menjalankan transaksi riba sedangkan pembelinya telah mengetahui akan hal itu, berarti pembeli telah 
ikut ambil andil dalam transaksi riba. 

Yang demikian itu karena saham merupakan bagian dari modal perusahaan, sehingga pemiliknya 
ikut memiliki sebagian dari aset perusahaan. Sehingga, pada seluruh harta yang dipiutangkan oleh 
perusahaan dengan mewajibkan bunga atau yang harta diutang oleh perusahaan dengan ketentuan 
membayar bunga, pemilik saham telah memiliki bagian dan andil darinya. 

Hal ini disebabkan orang-orang (pelaksana perusahaan, pen) yang mengutangkan atau 
menerima piutang dengan ketentuan membayar bunga, sebenarnya adalah perwakilan dari pemilik 
saham, dan hukum mewakilkan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang diharamkan adalah tidak 
boleh. 

Semoga salawat dan salam yang berlimpah senantiasa dikaruniakan kepada Nabi Muhammad, 
keluarga, dan sahabatnya. Serta segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam.|2) 

International Islamic Figih Academy, organisasi fikih internasional di bawah naungan OKI 
(Organisasi Konferensi Islam), pada sidangnya yang ke-7, keputusan no. 63 (1/7) juga memfatwakan hal 
yang sama. 

Mungkin Anda berkata, "Bila hukum asal memperjual-belikan saham adalah halal, mengapa para 
ulama menambahkan beberapa persyaratan lain agar suatu saham boleh diperdagangkan? 

Saudaraku, tidak perlu heran, karena saham tidak berbeda dari berbagai harta kekayaan lainnya, 
semisal padi, emas, hewan ternak, dan lainnya. 

Walaupun berbagai harta ini halal untuk Anda perjual-belikan, tetapi tidak berarti Anda dapat 
melakukannya sesuka Anda. Beberapa batasan dan ketentuan harus Anda indahkan, agar peniagaan 
Anda selaras dengan syariat. Karenanya, Anda tidak dibenarkan untuk menukar-tambahkan emas 


dengan emas, apa pun alasan Anda. 


£ La A a F Pa Dan 8: Ie TI d » - & - LD A a 
Sos Nenasi V3 6 pian ie Lesann I gais Yg 4 Sita Mia YI AU AA | grasi Y 

. KN Tea TE Ti Sa . Nana 5 TA MEA dx « & Pd 
Jati USS Un Dg V9 6 yaa Ae Kentang V3 € Jilag Oia YI Gogll 
"Janganlah engkau jual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau 


lebihkan sebagiannya di atas sebagian lainnya. Janganlah engkau jual perak ditukar dengan perak 


melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau lebihkan sebagiannya di atas sebagian lainnya. 
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Serta janganlah engkau jual sebagiannya yang diserahkan dengan kontan ditukar dengan lainnya yang 
tidak diserahkan dengan kontan." (Hr. al-Bukhari dan Muslim) 

Saudaraku, kemewahan dan kemajuan sarana dan prasarana lantai bursa, tempat 
memperdagangkan saham, dan berbagai surat berharga lainnya tidak sepantasnya menjadikan umat 
Islam silau sehingga melalaikan berbagai ketentuan syariat dalam perniagaan. 

Tidak mengherankan bila berbagai hukum yang berlaku di pasar tradisional dengan berbagai 
jenis komoditi perdagangan dan metode transaksinya juga berlaku pada lantai bursa. Hal ini dikarenakan 
berbagai hukum syariat Islam senantiasa dikaitkan dengan inti setiap ucapan dan tindakan, bukan 


dengan penampilan luar dan berbagai hal sekunder lainnya. Wallahu Ta'ala a'lam bish-shawab. 


Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa 


sallam, keluarga, dan sahabatnya. Amiin. 


Penulis: Dr. Muhammad Arifin Badri, M.A. 
Artikel: PengusahaMuslim.Com 


Catatan kaki: 
1. Al-Mantsur fi al-Gawa'id, oleh az-Zarkasyi, 1/50: al-Asybah wa an-Nazhair, oleh Jalaluddin as-Suyuthi, hlm. 
105. 
2. Ensiklopedi Keputusan-keputusan al-Majma' al-Fighi al-Islami, yang bermarkas di kota Mekkah al- 
Mukarramah, hlm. 297, rapat ke-14, keputusan no. 4. 
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Jual Beli Saham, Adakah dalam Islam? 


Perkembangan metode hidup umat manusia pada zaman sekarang telah membawa berbagai 


model perniagaan dan usaha, dan di antara model perniagaan yang telah memasyarakat ialah jual beli 


saham. Dan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa hukum asal setiap perniagaan ialah 


halal dan dibolehkan, maka hukum asal inipun berlaku pada permasalahan yang sedang menjadi topik 


pembahasan kita ini, yaitu jual beli saham. Hanya saja pada praktiknya, terdapat banyak hal yang harus 


diperhatikan oleh orang yang hendak memperjualbelikan saham suatu perusahaan. Berikut, saya 


ringkaskan berbagai persyaratan yang telah dijelaskan oleh para ulama bagi orang yang hendak 


memperjualbelikan saham suatu perusahaan: 


1. 


Perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut adalah perusahaan yang telah beroperasi, baik 
perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, atau jasa atau penambangan atau lainnya. 
Saham perusahaan semacam ini boleh diperjualbelikan dengan harga yang disepakati antara 
kedua belah pihak, baik dengan harga yang sama dengan nilai saham yang tertera pada surat 
saham atau lebih sedikit atau lebih banyak. Adapun perusahaan yang sedang dirintis, sehingga 
perusahaan tersebut belum beroprasi, dan kekayaannya masih dalam wujud dana (uang) yang 
tersimpan, maka sahamnya tidak boleh diperjualbelikan, kecuali dengan harga yang sama 
dengan nilai yang tertera pada surat saham tersebut dan dengan pembayaran dilakukan dengan 
cara kontan. Hal ini dikarenakan, setiap surat saham perusahaan jenis ini mewakili sejumlah 
uang modal yang masih tersimpan, dan bukan aset. Sehingga bila diperjualbelikan lebih mahal 


dari nilai yang tertera pada surat saham, berati telah terjadi praktek riba. 


Perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut bergerak dalam usaha yang dihalalkan oleh 
syariat, dan tidak menjalankan usaha haram walau hanya sebagian kecil dari kegiatan 
perusahaan. Sebab, pemilik saham -seberapapun besarnya- adalah pemilik perusahaan tersebut, 
sehingga ia ikut bertanggung jawab atas setiap usaha yang dijalankan oleh perusahan tersebut. 


Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, 
D Bl SIANG MY IE SY, 


"Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Os. al-Maidah: 2) 


Perusahaan tersebut tidak melakukan praktik riba, baik dalam cara pembiayaan atau 


penyimpanan kekayaannya atau lainnya. Bila suatu perusahaan dalam pembiayaan, atau 
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penyimpanan kekayaannya dengan riba, maka tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk 
membeli saham perusahaan tersebut. Walaupun kekayaan dan keuntungan perusahaan 
tersebut diperoleh dari usaha yang halal, akan tetapi telah dicampuri oleh riba yang ia peroleh 


dari metode pembiayaan atau penyimpanan tersebut. 


Sebagai contoh, misalnya suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi perabotan 
rumah tangga, akan tetapi kekayaan perusahaan tersebut ditabungkan di bank atau modalnya diperoleh 
dari berhutang kepada bank dengan bunga tertentu, menjual sebagian saham perusahaannya, maka 
tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk membeli saham perusahaan tersebut. Hal ini selaras 


dengan kaidah dalam ilmu figih, 


al pdl HE cal pall 3 Jika pesta Il 
"Bila tercampur antara hal yang halal dengan hal yang haram, maka lebih dikuatkan yang haram." (Al- 


Mantsur Fi al-Gawa'id oleh Az Zarkasyi, 1/50 dan Al-Asybah wa an-Nazhoir oleh Jalaluddin As Suyuthy, 
105). 


Berikut beberapa fatwa Komite Tetap untuk Riset Ilmiyyah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia dan 


Badan Figih Islam di bawah Organisasi Rabithah Alam Islami tentang hukum jual beli saham: 


Pertanyaan: 

Apa hukum syariat yang lurus ini tentang jual beli saham perusahaan, misalnya perusahaan 
angkutan umum, perusahaan semen Oasim, perusahaan ikan As-Saudiah dan perusahaan-perusahaan 
lainnya yang telah dibuka oleh negara guna kemanfaatan bangsa dan rakyat? Dan apa hukumnya 
memperjualbelikan saham-saham tersebut secara kontan? Dan bila dibolehkan, maka apa hukumnya 
memperjualbelikannya dengan cara kredit, misalnya seseorang ingin membeli seribu (1.000) lembar 
saham dengan harga SR 160.000,- (seratus enam puluh ribu reyal), dan ia membayar SR 100.000,- secara 
kontan, sedangkan sisanya, yaitu SR 60.000,- (enam puluh ribu reyal) akan dibayar dengan cicilan setiap 


bulan, selama satu tahun, apakah transaksi ini dibolehkan? 


Jawaban: 
Bila saham-saham tersebut tidak mewakili uang tunai, baik secara keseluruhan atau 


kebanyakannya, akan tetapi mewakili aset berupa tanah, atau kendaraan atau properti dan yang serupa, 
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dan aset tersebut telah diketahui oleh masing-masing penjual dan pembeli, maka boleh untuk 
memperjualbelikannya, baik dengan pembayaran kontan atau dihutang dengan sekali pembayaran atau 
dicicil dalam beberapa pembayaran, hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang membolehkan jual 
beli. 

Wabillahit taufig, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi 


Muhammad, keluarga dan sahabatnya (Majmu' Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah 13/321, fatwa no. 5149). 


Pertanyaan: 

Tidak asing lagi bagi Anda, bahwa umat Islam pada masa sekarang ini telah banyak tergoda oleh 
harta kekayaan, terutama di negeri ini -semoga Allah senantiasa menjaganya dari segala petaka- dimana 
perusahaan-perusahaan umum/publik yang menjual sahamnya telah banyak. Demikian juga, orang yang 
ikut andil menanamkan modal padanya banyak pula. Dan kebanyakan mereka tidak mengetahui, apakah 
menanamkan modal padanya haram atau halal. Oleh karenanya, kami mohon fatwa dari Anda, semoga 
Allah membalas kebaikan Anda. Sedikit memberikan info, bahwa perusahaan-perusahaan ini ada yang 
bergerak dalam bidang produksi, layanan umum, perniagaan, misalnya: perusahaan transportasi, atau 
perusahaan semen dan lainnya. Akan tetapi, perusahaan-perusahaan tersebut menyimpan hasil 
keuntungannya di bank-bank, dan mereka mendapatkan bunga darinya, dan bunga tersebut dianggap 
sebagai bagian dari keuntungan, yang kemudian pada gilirannya mereka membaginya kepada para 
nasabah (pemilik saham). Kami mengalami kebingungan dalam hal ini, karenanya kami mengharapkan 


fatwa dari Anda. Semoga Allah membalas jasa Anda dengan kebaikan. 


Jawaban: 
Pertama: Menabungkan uang di bank dengan bunga adalah haram hukumnya. 
Kedua: Perusahaan-perusahaan yang menabungkan uangnya di bank dengan bunga, tidak 


dibolehkan bagi orang yang mengetahuinya untuk ikut andil menanam saham padanya. 


Wabillahit taufig, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, 


keluarga dan sahabatnya (Majmu' Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, 13/409, fatwa no. 7074). 


Pertanyaan: 
Apakah boleh ikut serta menanam modal pada perusahaan-perusahaan dan badan usaha yang 


menjual sahamnya secara terbuka ke masyarakat, sedangkan kami merasa curiga bahwa perusahaan- 
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perusahaan atau badan usaha-badan usaha tersebut melakukan praktik riba dalam berbagai 
transaksinya, sedangkan kami belum mampu untuk membuktikannya? Perlu diketahui, bahwa kami juga 


tidak mampu untuk membuktikannya, kami hanya mendengar hal itu dari pembicaraan orang lain. 


Jawaban: 

Perusahaan atau badan usaha yang tidak menjalankan praktik riba, tidak juga hal haram lainnya, 
boleh untuk ikut serta menanamkan saham padanya. Adapun perusahaan yang menjalankan praktik riba 
atau suatu transaksi haram lainnya, maka haram untuk ikut andil menanam saham padanya. Dan bila 
seorang muslim meragukan perihal suatu perusahaan, maka yang lebih selamat ialah dengan tidak ikut 


menanam saham padanya, sebagai penerapan terhadap hadits berikut, 


Ana Y la elu op laga 


"Tinggalkanlah suatu yang meragukanmu menuju kepada hal yang tidak meragukanmu." (Hadits shahih 
riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzy, dan lain-lain). Dan sabda Nabi shallallahu “alaihi wa sallam 


pada hadits lainnya, 


Aa yag Aina | pal a88 Cile (SI ya 

"Barang siapa menghindari syubhat, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya." (HR. Al- 
Bukhary dan Muslim). 

Wabillahit taufig, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi 


Muhammad, keluarga dan sahabatnya (Majmu' Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah 14/310, fatwa no. 6823). 


Pertanyaan: 

Apa hukumnya menanam saham di perusahaan dan bank? Dan apakah boleh bagi seorang 
penanam modal pada suatu perusahaan atau bank untuk menjual saham miliknya seusai ia 
menanamkannya di kantor-kantor penjualan dan pembelian saham, yang amat dimungkinkan harga 
jualnya melebihi harga saham pada saat ia menanamkannya? Dan apa hukum keuntungan yang didapat 
oleh pemegang saham pada setiap tahun dari keseluruhan saham yang ia miliki? 

Jawaban: 
Menanamkan modal di bank atau perusahaan yang bertransaksi dengan cara riba tidak boleh, 


dan bila penanam modal hendak melepaskan dirinya dari keikutsertaannya dalam perusahaan riba 
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tersebut, maka hendaknya ia melelang sahamnya dengan harga yang berlaku di pasar modal, kemudian 
dari hasil penjualannya ia hanya mengambil modal asalnya, sedangkan sisanya ia infakkan di berbagai 
jalan kebaikan. Tidak halal baginya untuk mengambil sedikitpun dari bunga atau keuntungan sahamnya. 

Adapun menanamkan modal di perusahaan yang tidak menjalankan transaksi riba, maka 


keuntungan yang ia peroleh adalah halal. 


Wabillahit taufig, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, 


keluarga dan sahabatnya (Majmu' Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, 13/508, fatwa no. 8996). 


Fatwa al-Majma' al-Fighy al-Islamy (Badan Figih Islam) di bawah Organisasi Rabithah Alam Islami. 


Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi yang tiada 
nabi setelahnya, yaitu pemimpin kita sekaligus nabi kita Muhammad, dan kepada keluarga, dan 
sahabatnya. 

Amma ba'du: 

Sesungguhnya anggota rapat Al-Majma' al-Fighy di bawah Rabithah Alam Islami pada rapatnya 
ke-14, yang diadakan di kota Makah al-Mukarramah, dan dimulai dari hari Sabtu tanggal 20 Sya'ban 
1415 H yang bertepatan dengan tanggal 21 Januari 1995 M, telah membahas permasalahan ini (jual beli 
saham perusahaan-pen) dan kemudian menghasilkan keputusan berikut: 

1. Karena hukum dasar dalam perniagaan adalam halal dan mubah, maka mendirikan suatu 
perusahaan publik yang bertujuan dan bergerak dalam hal yang mubah adalah dibolehkan 
menurut syariat. 

2. Tidak diperselisihkan akan keharaman ikut serta menanam saham pada perusahaan-perusahaan 
yang tujuan utamanya diharamkan, misalnya bergerak dalam transaksi riba, atau memproduksi 
barang-barang haram, atau memperdagangkannya. 

3. Tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk membeli saham perusahaan atau badan usaha yang 
pada sebagian usahanya menjalankan praktik riba, sedangkan ia (pembeli) mengetahui akan hal itu. 

4. Bila ada seseorang yang terlanjur membeli saham suatu perusahaan, sedangkan ia tidak 
mengetahui bahwa perusahaan tersebut menjalankan transaksi riba, lalu dikemudian hari ia 


mengetahui hal tersebut, maka ia wajib untuk keluar dari perusahaan tersebut. 
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Keharaman membeli saham perusahaan tersebut telah jelas, berdasarkan keumuman dalil-dalil 
al-OGuran dan as-Sunnah yang mengharamkan riba. Hal ini dikarenakan, membeli saham perusahaan 
yang menjalankan transaksi riba sedangkan pembelinya telah mengetahui akan hal itu, berarti pembeli 
telah ikut andil dalam transaksi riba. Yang demikian itu karena saham merupakan bagian dari modal 
perusahaan, sehingga pemiliknya ikut memiliki sebagian dari aset perusahaan. Sehingga seluruh harta 
yang dipiutangkan oleh perusahaan dengan mewajibkan bunga atau yang harta dihutang oleh 
perusahaan dengan ketentuan membayar bunga, maka pemilik saham telah memiliki bagian dan andil 
darinya. Hal ini disebabkan orang-orang (pelaksana perusahaan-pen) yang menghutangkan atau 
menerima piutang dengan ketentuan membayar bunga, sebenarnya adalah perwakilan dari pemilik 
saham, dan mewakilkan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang diharamkan hukumnya tidak boleh. 

Semoga shalawat dan salam yang berlimpah senantiasa dikaruniakan kepada Nabi Muhammad, 
keluarga dan sahabatnya. Dan segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta Alam (Kumpulan Keputusan- 
keputusan Al-Majma' al-Fighy al-Islamy, yang bermarkaskan di kota Makkah Al Mukarramah, hal. 297, 


rapat ke-14, keputusan no. 4). 


Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri 


Artikel: www.PengusahaMuslim.com 
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Hukum Bursa Saham 


Pendahuluan 

Bursa adalah pasar yang di dalamnya berjalan usaha jual beli saham. Berkaitan dengan hasil 
bumi, juga melibatkan para broker yang menjadi perantara antara penjual dengan pembeli. 

Sebab disebut Bursa. Ada yang mengatakan, bahwa disebut sebagai bursa karena dinisbatkan 
kepada sebuah hotel di Belgia dimana kalangan konglomerat dan para broker berkumpul untuk 
melakukan operasi kerja mereka. Atau dinisbatkan kepada sorang lelaki Belgia bernama Deer Bursiah, 
yang memiliki sebuah istana tempat berkumpulnya kaum konglomerat dan para broker untuk tujuan 
yang sama. 

Target bursa adalah menciptakan pasar simultan dan kontinyu dimana penawaran dan 
permintaan serta orang-orang yang hen-dak melakukan perjanjian jual beli dipertemukan. Tentunya 
semua itu dapat menggiring kepada berbagai keuntungan yang sebagian diantaranya akan penulis 
paparkan sebentar lagi. 

Namun di sisi lain juga mengandung banyak sekali unsur penzhaliman dan kriminalitas, seperti 
perjudian, perekrutan uang dengan cara haram, monopoli jual beli, memakan uang orang dengan batil, 
mempermainkan/berspekulasi dengan orang dan masyarakat. Karena disebabkan oleh bursa itu, banyak 
kekayaan dan potensi ekonomi yang hancur terpuruk dalam pelimbahan dalam waktu pendek, persis 


seperti kehancuran akibat gempa bumi atau bencana alam lainnya! 


Macam-macam Transaksi Bursa Efek 
Pertama: Dari Sisi Waktunya 
1. Transaksi instant. Yakni transaksi dimana dua pihak pelaku transaksi melakukan serah terima 
jual beli secara langsung atau paling lambat 2 kali 24 jam. 
2. Transaksi berjangka. Yakni transaksi yang diputuskan setelah beberapa waktu kemudian yang 
ditentukan dan disepakati saat transaksi. Terkadang harus diklarifikasi lagi pada hari-hari yang 


telah ditetapkan oleh komite bursa dan ditentukan serah terimanya di muka. 


Beberapa Dampak Negatif Bursa Saham 
Adapun dampak-dampak negatif dari adanya bursa saham ini tergambar pada hal-hal berikut: 
1. Transaksi berjangka dalam pasar saham ini sebagian besarnya bukanlah jual beli sesungguhnya. 


Karena tidak ada unsur serah terima dalam pasar saham ini antara kedua pihak yang 


576 


bertransaksi, padahal syarat jual beli adalah adanya serah terima dalam barang yang disyaratkan 


ada serah terima barang dagangan dan pembayarannya atau salah satu dari keduanya. 


Kebanyakan penjualan dalam pasar ini adalah penjualan sesuatu yang tidak dimiliki, baik itu 
berupa mata uang, saham, giro piutang, atau barang komoditi komersial dengan harapan akan 
dibeli di pasar sesunguhnya dan diserahterimakan pada saatnya nanti, tanpa mengambil uang 


pembayaran terlebih dahulu pada waktu transaksi sebagaimana syaratnya jual beli As-Salm. 


Pembeli dalam pasar ini kebanyakan membeli menjual kembali barang yang dibelinya sebelum 
dia terima. Orang kedua itu juga menjualnya kembali sebelum dia terima. Demikianlah jual beli 
ini terjadi secara berulang-ulang terhadap satu objek jualan sebelum diterima, hingga transaksi 
itu berakhir pada pembeli terakhir yang bisa jadi sebenarnya ingin membeli barang itu langsung 
dari penjual pertama yang menjual barang yang belum dia miliki, atau paling tidak menetapkan 
harga sesuai pada hari pelaksanaan transaksi, yakni hari penutupan harga. Peran penjual dan 
pembeli selain yang pertama dan terakhir hanya mencari keuntungan lebih bila mendapatkan 
keuntungan saja, dan melepasnya bila sudah tidak menguntungkan pada waktu tersebut persis 


seperti yang dilakukan para pejudi. 


Yang dilakukan oleh para pemodal besar dengan memonopoli saham dan sejenisnya serta 
barang-barang komoditi komersial lain di pasaran agar bisa menekan pihak penjual yang 
menjual barang-barang yang tidak mereka miliki dengan harapan akan membelinya pada saat 
transaksi dengan harga lebih murah, atau langsung melakukan serahterima sehingga 


menyebabkan para penjual lain merasa kesulitan. 


Sesungguhnya bahaya pasar modal semacam ini berpang-kal dari dijadikannya pasar ini sebagai 
pemberi pengaruh pasar dalam skala besar. Karena harga-harga dalam pasar ini tidak sepe- 
nuhnya bersandar pada mekanisme pasar semata secara praktis dari pihak orang-orang yang 
butuh jual beli. Namun justru terpe-ngaruh oleh banyak hal, sebagian diantaranya dilakukan 
oleh para pemerhati pasar, sebagian lagi berasal dari adanya monopoli barang dagangan dan 
kertas saham, atau dengan menyebarkan berita bohong dan sejenisnya. Di sinilah tersembunyi 
bahaya besar menurut tinjauan syariat. Karena cara demikian menyebabkan ketidakstabilan 


harga secara tidak alami, sehingga berpengaruh buruk sekali pada perekonomian yang ada. 
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Sebagai contoh saja bukan untuk menyebutkan secara keseluruhan: sebagian besar investor 
sengaja melempar sejumlah kertas saham dan giro, sehingga harganya menjadi jatuh karena terlalu 
banyak penawaran. Pada akhirnya para pemilik saham kecil-kecilan bergegas menjualnya kembali 
dengan harga murah sekali, karena khawatir harga saham-saham itu semakin jatuh se-hingga mereka 
semakin rugi. Dengan adanya penawaran mereka itu, mulailah harga saham itu terus menurun, sehingga 
para investor besar itu berkesempatan membelinya kembali dengan harga lebih murah dengan harapan 
akan bisa meninggikan harga-nya dengan banyaknya permintaan. Pada akhirnya para investor besarlah 
yang beruntung sementara kerugian besar-besaran harus ditanggung investor kecil-kecilan, sebagai 
akibat dari perbuatan investor besar yang berpura-pura melempar kertas-kertas saham itu sebagai 
ikutan. Hal itupun terjadi di pasar komoditi komersial. 

Oleh sebab itu pasar saham ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ekonom. 
Faktor penyebabnya adalah bahwa pasar ini pada suatu saat dalam dunia ekonomi menyebab-kan 
hilangnya modal besar-besaran dalam waktu yang singkat sekali. Di sisi lain pasar ini bisa menyebabkan 
munculnya para OKB (orang kaya baru) tanpa banyak mengeluarkan keringat. Bahkan pada saat terjadi 
krisis ekonomi berat di dunia, banyak pakar ekonomi yang menuntut agar pasar bursa itu dibubarkan. 
Karena pasar bursa itu bisa menyebabkan hilangnya banyak modal, menggulingkan roda perekonomian 
hingga jatuh ke jurang dalam waktu yang sangat cepat, seperti yang terjadi akibat ben-cana alam dan 


gempat bumi. 


Berbagai Dampak Positif Bursa Saham 
Berbagai sisi positif dari bursa tersebut tergambar pada hal-hal berikut 

1. Bursa saham ini membuka pasar tetap yang mempermudah para pembeli dan penjual untuk 
saling bertemu lalu melakukan transaksi instant maupun transaksi berjangka terhadap kertas- 
kertas saham, giro maupun barang-barang komoditi. 

2. Mempermudah pendanaan pabrik-pabrik dan, perda-gangan dan proyek pemerintah melalui 
penjualan saham dan kertas-kertas giro komersial. 

3. Bursa ini juga mempermudah penjualan saham dan giro pinjaman kepada orang lain dan 
menggunakan nilainya. Karena para perusahaan yang mengeluarkan saham-saham itu tidak me- 
matok harga murni untuk para pemiliknya. 

4. Mempermudah mengetahui timbangan harga-harga saham dan giro piutang serta barang- 
barang komoditi, yakni per-gulatan semua hal tersebut dalam dunia bisnis melalui aktivitas 


penawaran dan permintaan. 
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Baik transaksi instant maupun transaksi berjangka terka-dang menggunakan kertas-kertas 
berharga, terkadang mengguna-kan barang-barang dagangan. 

Yang dimaksud dengan transaksi instant adalah serah terima barang sungguhan, bukan sekedar 
transaksi semu, atau bukan sekedar jual beli tanpa ada barang, atau bisa diartikan ada serah terima riil. 

Sementara transaksi berjangka tujuannya pada umumnya adalah hanya semacam investasi 
terhadap berbagai jenis harga tanpa keinginan untuk melakukan jual beli secara riil, dimana jual beli ini 
pada umumnya hanya transaksi pada naik turun harga-harga itu saja. 

Bahkan di antara transaksi berjangka ada yang bersifat per-manen bagi kedua pihak pelaku. Ada 
juga yang memberikan be-berapa bentuk hak pilih sesuai dengan bentuk transaksi. Transaksi yang 
memberikan hak pilih ini memiliki perbedaan dari transaksi lain, bahwa orang yang mendapatkan hak 
pilih harus membayar biaya kompensasi bila ia menggunakan hak pilih tersebut. 

Mengaplikasikan sistem investasi dalam dunia bursa mem-berikan pengertian lain bagi sistem 
investasi itu tidak sebagai-mana yang dikenal dalam ruang lingkup pembahasan figih Islam. 

Kerjasama investasi dalam figih Islam yaitu: menyerahkan modal kepada orang yang mau 
berniaga dengan menerima seba-gian keuntungannya. Transaksi ini merealisasikan kesempurnaan 
hubungan saling melengkapi antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian berusaha dengan orang 
yang memiliki keahlian berusaha tetapi tidak memiliki modal. 

Kerjasama investasi dalam dunia bursa adalah dengan me-ngandalkan cara jual beli atas dasar 


prediksi/ramalan, yakni pre-diksi aktivitas harga pasar untuk mendapatkan harga yang lebih. 


Kedua: Dari Sisi Objek 
Dari sisi objeknya transaksi bursa efek ini terbagi menjadi dua: 
1. Transaksi yang menggunakan barang-barang komoditi (Bursa komoditi). 


2. Transaksi yang menggunakan kertas-kertas berharga (Bursa efek). 


Dalam bursa komoditi yang umumnya berasal dari hasil alam, barang-barang tersebut tidak 
hadir. Barter itu dilakukan dengan menggunakan barang contoh atau berdasarkan nama dari satu jenis 
komoditi yang disepakati dengan penyerahan tertunda. 

Bursa efek sendiri objeknya adalah saham dan giro. Keba-nyakan transaksi bursa itu 
menggunakan kertas-kertas saham tersebut. 

Giro yang dimaksud di sini adalah cek yang berisi perjanjian dari pihak yang mengeluarkannya, 


yakni pihak bank atau perusa-haan untuk orang yang membawanya agar ditukar dengan sejumlah uang 
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yang ditentukan pada tanggal yang ditentukan pula dengan jaminan bunga tetap, namun tidak ada 
hubungannya sama sekali dengan pergulatan harga pasar. 

Sementara saham adalah jumlah satuan dari modal koperatif yang sama jumlahnya bisa diputar 
dengan berbagai cara berda-gang, dan harganya bisa berubah-rubah sewaktu-waktu tergan-tung 


keuntungan dan kerugian atau kinerja perusahaan tersebut. 


Hukum-Hukum Syari"at Tentang Transaksi Bursa Saham 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa transaksi bursa itu di antaranya ada yang bersifat instant, 
pasti dan permanen, dan ada juga yang berjangka dengan syarat uang di muka. Di lihat dari objeknya 
terkadang berupa jual beli barang komoditi biasa, dan terkadang berupa jual beli kertas saham dan giro. 

Karena transaksinya bermacam-macam dengan dasar seperti ini, sehingga tidak mungkin 
ditetapkan hukum syariatnya dalam skala umum, harus dirinci terlebih dahulu baru masing-masing jenis 
transaksi ditentukan hukumnya secara terpisah. 

Lembaga Pengkajian figih yang mengikut Rabithah al-alam al-Islami telah merinci dan 
menetapkan hukum masing-masing transaksi itu pada pertemuan ketujuh mereka yang diadakan pada 
tahun 1404 H di Makkah al-Mukarramah. Sehubungan dengan persoalan ini, majelis telah memberikan 
keputusan sebagai berikut: 

Pertama: Pasar bursa saham itu target utamanya adalah menciptakan pasar tetap dan simultan 
dimana mekanisme pasar yang terjadi serta para pedagang dan pembeli dapat saling bertemu 
melakukan transaksi jual beli. Ini satu hal yang baik dan berman-faat, dapat mencegah para pengusaha 
yang mengambil kesempatan orang-orang yang lengah atau lugu yang ingin melakukan jual beli tetapi 
tidak mengetahui harga sesungguhnya, bahkan tidak mengetahui siapa yang mau membeli atau menjual 
sesuatu kepa-da mereka. 

Akan tetapi kemaslahatan yang jelas ini dalam dunia bursa saham tersebut terselimuti oleh 
berbagai macam transaksi yang amat berbahaya menurut syariat, seperti perjudian, memanfa-atkan 
ketidaktahuan orang, memakan uang orang dengan cara haram. Oleh sebab itu tidak mungkin 
ditetapkan hukum umum untuk bursa saham dalam skala besarnya. Namun yang harus di-jelaskan 
adalah segala jenis transaksi jual beli yang terdapat di dalamnya satu persatu secara terpisah. 

Kedua: Bahwa transaksi instant terhadap barang yang ada dalam kepemilikan penjual untuk 
diserahterimakan bila syaratkan harus ada serah terima langsung pada saat transaksi menurut syariat, 
adalah transaksi yang dibolehkan. Selama transaksi itu bukan terhadap barang haram menurut syariat 
pula. Namun kalau barangnya tidak dalam kepemilikan penjual, harus dipe-nuhi syarat-syarat jual beli 


as-Salm. Setelah itu baru pembeli boleh menjual barang tersebut meskipun belum diterimanya. 
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Ketiga: Sesungguhnya transaksi instant terhadap saham-saham perusahaan dan badan usaha 
kalau saham-saham itu me-mang berada dalam kepemilikan penjual boleh-boleh saja menu-rut syariat, 
selama perusahaan atau badan usaha tersebut dasar usahanya tidak haram, seperti bank riba, 
perusahaan minuman keras dan sejenisnya. Bila demikian, transaksi jual beli saham tersebut menjadi 
haram. 

Keempat: Bahwa transaksi instant maupun berjangka terhadap kuitansi piutang dengan sistem 
bunga yang berbagai macam bentuknya tidaklah dibolehkan menurut syariat, karena semua itu adalah 
aktivitas jual beli yang didasari oleh riba yang diharamkan. 

Kelima: Bahwa transaksi berjangka dengan segala ben-tuknya terhadap barang gelap, yakni 
saham-saham dan barang-barang yang tidak berada dalam kepemilikan penjual dengan cara yang 
berlaku dalam pasar bursa tidaklah dibolehkan menurut syariat, karena termasuk menjual barang yang 
tidak dimiliki, dengan dasar bahwa ia baru akan membelinya dan menyerah-kannya kemudian hari pada 
saat transaksi. Cara ini dilarang oleh syariat berdasarkan hadits shahih dari Rasulullah a bahwa beliau 
bersabda, "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki." Demikian juga diriwayatkan 
oleh Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang shahih dari Zaid bin Tsabit y, bahwa Nabi a melarang 
menjual barang dimana barang itu dibeli, sehingga para saudagar itu mengangkutnya ke tempat-tempat 
mereka. 

Keenam: Transaksi berjangka dalam pasar bursa bukanlah jual beli as-Salm yang dibolehkan 
dalam syariat Islam, karena keduanya berbeda dalam dua hal: 

a) Dalam bursa saham harga barang tidak dibayar langsung saat transaksi. Namun ditangguhkan 
pembayarannya sampai pe-nutupan pasar bursa. Sementara dalam jual beli as-Salm harga 
barang harus dibayar terlebih dahulu dalam transaksi. 

b) Dalam pasar bursa barang transaksi dijual beberapa kali penjualan saat dalam kepemilikan 
penjual pertama. Tujuannya tidak lain hanyalah tetap memegang barang itu atau menjualnya 
dengan harga maksimal kepada para pembeli dan pedagang lain bukan secara sungguhan, 
secara spekulatif melihat untung rugi-nya. Persis seperti perjudian. Padahal dalam jual beli as- 


Salm tidak boleh menjual barang sebelum diterima. 


Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Lembaga Pengkajian Figih Islam berpandangan bahwa 
para pemerintah di berbagai negeri Islam berkewajiban untuk tidak membiarkan bursa-bursa tersebut 
melakukan aktivitas mereka sesuka hati dengan membuat berbagai transaksi dan jual beli di Negara- 


negara mereka, baiknya hukumnya mubah maupun haram. Mereka hendaknya juga tidak memberi 
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peluang orang-orang yang mempermainkan harga se-hingga menggiring kepada bencana finansial dan 
merusak pere-konomian secara umum, dan pada akhirnya menimbulkan mala-petaka kepada 
kebanyakan orang. Karena kebaikan yang sesung-guhnya adalah dengan berpegang pada ajaran syariat 
Islam pada segala sesuatu. Allah berfirman: 

Artinya,"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia: 
dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari 
jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa." (Al-An"am: 153). 

Allah adalah Juru Penolong yang memberikan taufik, yang memberi petunjuk menuju jalan yang 


lurus. Semoga sha-lawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad. 
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UTANG PIUTANG 


Mugashshah Dengan Ibra' 


Pengertian 

Dalam khazanah ekonomi Islam dikenal istilah "mugashshah". Dalam bahasa Arab, mugashshah 
berarti, A mempunyai utang kepada B sebesar utang B kepada A, sedangkan secara istilah, mugashshah 
adalah dianggap lunasnya utang A kepada B, karena B mempunyai utang kepada A. Jadi, mugashshah 
adalah salah satu cara melunasi utang. Ibnu Jizzi, seorang ulama bermazhab Maliki mengatakan, 


"Mugashshah adalah pemutihan utang dengan utang." 


Beda Mugashshah Dengan Ibra' 

Dalam bahasa Arab, ibra' (pemutihan utang) memiliki makna membersihkan, memurnikan, dan 
menjauhi sesuatu. Adapun secara istilah, ibra' adalah pemutihan kewajiban yang ada di pihak lain. 
Bedanya dengan mugashshah, mugashshah adalah pemutihan utang dengan kompensasi, sedangkan 


ibra' adalah pemutihan utang tanpa kompensasi apa pun. 


Hukum Mugashshah 

Mugashshah itu disyariatkan dengan dalil hadits dan logika. Dalam hadits, Ibnu Umar berkata 
kepada Nabi shallallahu “alaihi wa sallam, “Wahai Rasulullah, tunggu sebentar, aku hendak bertanya. 
Aku menjual unta di Bagi' dan harganya ditetapkan dengan dinar, namun uang yang kuambil berbentuk 
dirham. Terkadang, harganya ditetapkan dengan dirham, namun uang yang kuterima berupa dinar. Aku 


ambil ini dari itu dan kuberikan itu dengan ini. Rasulullah bersabda, 


Suska Ui WAS Al Us Uera'ga yana SA Gb 

"Tidak apa-apa kau mengambilnya, asalkan dengan harga yang berlaku pada hari tersebut, 

dengan syarat sebelum kalian berpisah, semua pihak sudah menerima haknya masing-masing." (Hr. Abu 
Daud, no. 3354: dinilai dhaif oleh al-Albani) 

Hadits ini merupakan dalil tegas yang menunjukkan bolehnya mengganti harga suatu barang 


yang terutang dengan yang lainnya. Logika pun mendukung bolehnya transaksi ini. 


Macam-Macam Mugashshah 


Mugashshah terbagi menjadi dua: 
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e Pertama, ikhtiyariyyah yaitu mugashshah yang terjadi dengan dasar kerelaan dua orang yang 
berutang. 
e Kedua, jabariyyah yaitu mugashshah yang terjadi pada dua buah utang dengan syarat-syarat 


tertentu. 


Menurut mayoritas pakar fikih, untuk mugashshah jabariyyah, disyaratkan adanya kesamaan 
antara kedua belah utang dalam jenis, sifat, jatuh tempo, dan daya kuat utang. Syarat ini tidak berlaku 
untuk mugashshah ikhtiyariyyah. 

Jika dua buah utang berbeda jenis, sifat, jatuh tempo atau yang satu lebih kuat dari pada yang 
lain, maka mugashshah tidak terjadi kecuali dengan kerelaan kedua belah pihak, baik sebab utang itu 


sama ataupun berbeda. 


Obyek Mugashshah 
Obyek mugashshah adalah utang, karenanya mugashshah tidak terjadi antara barang dengan 
barang, dan barang dengan utang, kecuali jika barang tersebut berubah status menjadi utang. Jika sudah 


berubah, maka boleh asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. 


Syarat-syarat Mugashshah 
Menurut Syafi'iyyah, syarat mugashshah adalah sebagai berikut: 

1. Obyeknya adalah utang, sehingga tidak ada mugashshah untuk barang karena mugashshah 
dalam barang berstatus sebagai transaksi tukar-menukar, sehingga dibutuhkan kerelaan kedua 
belah pihak. Adapun dalam utang, merupakan suatu yang sia-sia jika uang pembayaran utang 
kita serahkan lalu dikembalikan seketika. Oleh karena itu, terlarang untuk mengambil harta 
orang yang berutang tanpa kerelaannya, selama dia mengakui kalau dia mempunyai utang dan 
dia akan menunaikan kewajibannya. Orang yang berutang punya hak untuk memilih bentuk 
pelunasan utang yang dia kehendaki. Tidak bisa kita katakan, setelah harta diambil, bahwa 
mugashshah telah terjadi, karena mugashshah hanya dalam utang bukan barang. 

2. Terjadi pada nilai, bukan pada benda yang bisa diganti dengan yang, semisal bahan makanan 
dan biji-bijian. 

3. Utang tersebut bukan dari transaksi salam. Jika kedua utang tersebut adalah transaksi salam 
maka tidak boleh, meski kedua belah pihak rela. Demikianlah yang ditegaskan dalam al-Umm, 


karya Imam Syafi'i. 


584 


4. Jenis utang dan waktu jatuh temponya sama. Jika yang satu berupa utang rupiah namun yang 
kedua adalah utang dolar, maka mugashshah tidak terjadi. 

5. Setelah salah satu pihak menagih utang. Jika belum ada pihak yang menagih utang, maka 
menurut Oadhi Husain, mugashshah tidak terjadi tanpa ada perbedaan pendapat (di antara 
ulama Mazhab Syafi'i). 

6. Tidak terkait dengan harta yang harus disikapi dengan hati-hati. Ibnu Abdis Salam mengatakan, 
"Jika tidak mungkin menerima haknya, maka seorang dibolehkan mengambil haknya kecuali jika 
haknya tersebut pada harta orang gila, anak yatim, dan harta umum milik semua umat Islam." 

7. Tidak ada mugashshah dalam hukum gishash dan hukum had. Jika ada dua orang yang saling 
melakukan gazaf (tuduhan berzina), maka tidak ada mugashshah. Demikian pula, jika ada dua 


orang yang saling melukai, maka masing-masing pihak wajib membayar diyat. 


Berdasar kriteria di atas, maka jika Amempunyai utang kepada B sebesar utang B kepada A, baik 
penyebab utang itu sama seperti antara transaksi salam dan gardh (utang-piutang) atau pun berbeda, 
semisal transaksi gardh dengan kredit barang dan kedua utang tersebut sama jenis, sifat, dan jatuh 
temponya, maka dalam hal ini para ulama Mazhab Syafi'i memiliki empat pendapat. 

Pendapat terkuat menurut Nawawi, dan inilah yang ditegaskan dalam al Umm, adalah 
mugashshah terjadi secara otomatis tanpa memerlukan adanya kerelaan. Alasannya, meminta uang 
kepada pihak lain, namun nominalnya sama dengan utang yang menjadi kewajibannya, adalah sesuatu 


yang sia-sia. 


Mugashshah Dalam Zakat 

Jika ada seseorang yang kaya mengutangi orang yang miskin, lalu mengatakan, “Utang tersebut 
aku tetapkan sebagai bagian dari pembayaran zakatku,” maka ini tidak sah hingga si miskin melunasi 
utang, kemudian orang kaya tersebut kembali menyerahkan uang tersebut kepada si miskin. Demikian 


pendapat terkuat dalam Mazhab Syafi'i. 


Mugashshah Dalam Barang Titipan 

Para ulama Mazhab Hanafi menegaskan bahwa jika A menitipkan barang kepada B, dan A punya 
utang kepada B berupa barang yang sejenis dengan barang titipan, maka tidaklah terjadi mugashshah 
kecuali jika keduanya berkumpul dan mengadakan mugashshah, dalam keadaan barang titipan dipegang 


secara riil. Demikian pula, pendapat Zarkasi dari Mazhab Syafi'i. 
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Mugashshah Dalam Harta Rampasan 

Jika seseorang yang merampas benda milik seseorang mengutangi orang yang dirampas, dan 
utang tersebut berupa barang yang sejenis dengan barang yang dirampas, maka tidak secara otomatis 
terjadi mugashshah, kecuali setelah ada kesepakatan dan barang dipegang di tangan. Demikian 


penegasan para ulama Mazhab Hanafi. 


Penulis: Ustadz Abu 'Ukkasyah Aris Munandar, S.S. 


Artikel: PengusahaMuslim.Com 
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Bunga Piutang Diharamkan 


Pertanyaan: 

Pada liburan musim panas yang lalu, ketika aku berkunjung ke salah seorang kerabatku di 
Amerika, terjadi diskusi antara saya dengan beberapa orang muslim warga asli negara Amerika dan juga 
imigran di sana. Tema diskusi kala itu seputar masalah riba, berbagai transaksi perbankan di sana dan 
bunga bank apakah termasuk riba atau bukan? Riba adalah haram, ini merupakan kesepakatan antara 
kami semua, akan tetapi perbedaan yang terjadi antara kami adalah bunga bank yang bersifat fluktuatif 
(tidak tetap) tiap minggu, atau bulan atau tahun, yang diberikan oleh perbankan di sana, sebagai hasil 
dari infestasi pada seluruh proyek yang dijalankan oleh bank. Apakah bunga itu halal atau haram, atau 


boleh atau termasuk riba atau bukan? 


Jawaban: 
Riba dengan kedua jenisnya: riba nasi'ah dan riba al fadhl diharamkan. Hal ini berdasarkan dalil- 


dalil dari al-Our'an, as-Sunnah dan ijma' ulama, Allah Ta'ala berfirman, 


130 Heh jas Ji Ade tata Uikatat GAN KEY It Sai AG 
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda." (Os. Ali Imran: 


130). 
GOL 2023 adl AM Jt, 


"Dan Allah menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba." (Os. al-Bagarah: 275). 


KAA Uta AN Oh aa bit ol GI Ga GA CNN AN NG UI Gas GG 

(279-278 12 yi!) Al gm 3 Al Cya yan 

"Hai orang-orang yang beriman, bertagwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba yang belum dipungu) 

jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka 
ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." (Os. Al Bagarah 278-279) 

Dan telah tetap dalam hadits shahih, bahwa Nabi shallallahu “alaihi wa sallam, "Melaknati 


pemakan riba (rentenir), orang yang memberikan/membayar riba (nasabah), penulisnya (sekretarisnya), 


dan juga dua orang saksinya". Dan beliau bersabda, "Mereka itu sama dalam hal dosanya". 
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Dan diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu “anhu bahwa Nabi shallallahu 


“alaihi wa sallam bersabda, 


So Langit Yg coban Gale Landa Ii Yg Jay Oia Y) amil LAI Laga Y) 
Aale (ia (. Jalla LI lgia Ian Yg Kota le Leatana DAS Yg (Jap Olla VI Gogl 


"Janganlah engkau menjual/membarterkan emas dengan emas, melainkan sama-sama (beratnya) dan 
janganlah engkau lebihkan sebagian atas lainnya. Dan janganlah engkau membarterkan perak dengan 
perak malainkan sama-sama (beratnya), dan janganlah engkau lebihkan sebagian atas lainnya. Dan 
janganlah engkau menjual sebagian darinya dalam keadaan tidak ada di tempat berlangsungnya akad 
perniagaan dengan emas atau perak yang telah hadir di tempat berlangsungnya akad perniagaan." (HR. 


al-Bukhari dan Muslim). 

Dengan dalil-dalil ini dapat diketahui bahwa bunga yang diberikan kepada nasabah dengan persentase 
tertentu dari pokok tabungan / modal, baik tiap minggu atau bulan atau tahun, semuanya adalah riba 
yang diharamkan, dan dilarang dalam syariat. Hukum ini berlaku baik bunga bersifat fluktuatif (tidak 
tetap) atau bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. 


Sumber: Majmu' Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, 13/395, fatwa no. 5225 


Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, M.A 


Artikel: www.pengusahamuslim.com 
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Pandangan Syariah Tentang Membalik Utang 


Membalik Utang (bagian pertama dari dua tulisan) 


Oalbu dain (membalik utang) adalah suatu hal yang haram, dengan kesepakatan ulama. Yang 
dimaksud dengan galbu dain adalah menambahkan nilai utang yang menjadi tanggung jawab orang yang 
berutang, dengan cara apa pun. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Jika jatuh tempo utang sudah tiba sedangkan orang 
yang berutang sedang dalam kondisi kesulitan membayar utangnya, maka tidak diperbolehkan 
membalik utang, baik dengan transaksi tertentu atau pun tanpa transaksi, dengan kesepakatan seluruh 
kaum muslimin. Bahkan, wajib memberi penangguhan kepadanya. Jika orang yang berutang dalam 
kondisi mampu melunasi utangnya, maka dia berkewajiban untuk segera melunasi utangnya. Jadi, tidak 
ada alasan untuk membalik utang, baik orang yang berutang itu mampu melunasi utangnya atau pun 
sedang dalam kondisi kesulitan.” (Majmu' Fatawa: 29/419) 

Terdapat dalam Mathalib Ulin Nuha Syarh Ghayah al-Muntaha: 3/62, sebuah buku fikih Hambali, 
“Dan pembalikan utang diharamkan sampai batas waktu tertentu terhadap orang yang kesulitan 
membayar utang, dan ulama sepakat dalam hal ini. Syaikh Tagiyuddin (yaitu Ibnu Taimiyah) mengatakan, 
“Orang yang mengutangi diharamkan untuk menolak memberikan tempo, jika orang yang berutang 
memang dalam kondisi sulit. Jika yang mengutangi memberikan ancaman, “Ada dua pilihan, melakukan 
pembalikan utang atau kulaporkan ke pengadilan, lalu orang yang berutang merasa takut jika dipenjara 
karena dia tidak memiliki bukti bahwa dirinya sedang mengalami kesulitan finansial untuk membayar 
utang (padahal sebenarnya dia memang dalam kondisi sulit). Akhirnya, dia memilih untuk melakukan 
pembalikan utang dengan alasan ini. Meski demikian, transaksi ini tetap haram dan tidak wajib dipenuhi, 
dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. 

Dalam hal ini, orang yang berutang berstatus sebagai orang yang dipaksa tanpa alasan yang bisa 
dibenarkan. Barangsiapa yang mengatakan bahwa bolehnya membalik utang dengan trik adalah 
pendapat salah seorang imam, maka dia telah keliru dalam pernyataannya tersebut,” 

Syekh as-Sa'di mengatakan, “Bentuk riba yang paling parah adalah galbu dain, baik dengan cara 
terang-terangan atau pun dengan trik, karena Allah mengetahui kalau itu hanya sekadar trik. Jika jatuh 
tempo utang sudah tiba, maka orang yang berutang berkewajiban untuk membayar utang, jika dia 
mampu. Jika dia tidak mampu, maka orang yang mengutangi berkewajiban memberi penangguhan 


waktu pembayaran.” (Al-Fatawa as-Sa'diyyah, hlm. 353) 
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Oalbu dain adalah istilah yang ada dalam Mazhab Hambali, sedangkan dalam Mazhab Maliki 
diistilahkan dengan “faskh dain bi dain” (pembatalan utang dengan utang). 

Al-Oairawani al-Maliki mengatakan, “Tidak boleh membatalkan utang dengan utang. Misalnya, 
ada orang yang mempunyai utang, lalu utangnya ini diganti dengan utang yang lain yang bertempo.” (Al- 
Fawakih ad-Dawani: 2/101) 

Bahkan, di halaman yang sama, beliau mengatakan, “Faskh dain itu lebih haram lagi, karena hal 
itu termasuk riba jahiliah.” Lebih jauh lagi, para ulama bermazhab Maliki menilainya sebagai bentuk 
yang paling parah untuk jual-beli utang dengan utang, yang hukumnya haram, dan ulama sepakat 


tentang hal ini.” (Lihat: Al-Fawakih ad-Dawani: 2/101) 


Ada dua metode yang digunakan untuk melakukan galbu dain 

Yang pertama, dengan terang-terangan. Orang yang mengutangi berkata kepada orang yang 
berutang, “Ada dua pilihan, kau lunasi hari ini atau ada tambahan pembayaran.” Orang yang berutang 
lalu mengatakan, “Berilah aku tempo dan aku rela memberi tambahan.” Inilah riba jahiliah. 

Metode kedua adalah dengan beberapa trik licik. Di sinilah para pemakan riba berkreasi. Mereka 


menggunakan transaksi yang sekilas tampak halal, dalam rangka melakukan galbu dain. 


Ada beberapa trik yang biasa digunakan: 

Trik pertama. B memiliki utang kepada A sampai jangka waktu tertentu. Ketika telah jatuh 
tempo, B tidak memiliki uang untuk membayar utangnya. A lalu mengatakan, “Kuberi utang padamu 
untuk melunasi utangmu yang pertama.” Lalu, B menerima uang dari A untuk melunasi utangnya yang 
pertama kepada A. Namun, konsekuensinya ada tambahan (riba) untuk pelunasan utang kedua. 
Perbuatan ini termasuk riba, bahkan termasuk dalam firman Allah di surat Ali Imran: 130. Perbuatan ini 
termasuk perbuatan jahiliah. 

Dalam riba jahiliah, saat utang telah jatuh tempo, orang yang mengutangi berkata, “Ada dua 
pilihan, kau lunasi sekarang juga atau ada tambahan pembayaran.” Bedanya, dalam riba jahiliah, mereka 
memberikan tambahan kepada utang dengan terus terang tanpa trik, sedangkan dalam perbuatan di 
atas terdapat penambahan riba pada utang dengan menggunakan trik. (Risalah Mudayanah, karya Ibnu 
Utsaimin, hlm. 14--15) 

Trik kedua. B' mempunyai utang kepada A. Ketika jatuh tempo tiba, A berkata kepada B, “Engkau 
punya dua pilihan, lunasi utangmu saat ini juga atau kau pergi ke tempat C. C akan mengutangimu. Uang 


yang kau terima dari C bisa kau gunakan untuk melunasi utangmu kepadaku.” Sementara itu, sudah ada 
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kesepakatan terlebih dahulu antara A dan C, bahwa masing-masing dari keduanya akan memberi utang 
baru kepada orang yang terlibat utang dengan salah satu dari keduanya. Dengan utang baru tersebut, 
orang yang berutang bisa melunasi utang lamanya. Pada akhirnya, orang yang berutang kembali 
memiliki utang yang wajib dia lunasi kepada pemberi utang yang baru. 

Boleh jadi pula, A berkata kepada B, “Temuilah C, mintalah pinjaman uang (utang) kepadanya.” 
Padahal, sudah ada kesepakatan, atau semi kesepakatan, antara A dan C, agar C memberi utang kepada 
B. Jika B telah melunasi utangnya kepada A, maka dilakukanlah galbu dain, sehingga B memiliki 
kewajiban untuk melunasi utangnya kepada C. Inilah trik dalam galbu dain dengan menggunakan tiga 
pihak (Al-Fatawa as-Sa'diyyah, hlm. 350 dan Risalah Mudayanah, hlm. 15--16). Berdasarkan definisi 
galbu dain di atas, maka dalam trik ini pada utang yang kedua tentu terdapat penambahan. 

Trik ketiga. Ada orang yang mempunyai utang 100 ribu ketika jatuh tempo tiba, sedangkan 
orang yang berutang belum memiliki uang untuk melunasi utangnya. Pemberi utang ingin memberi 
utang sebesar 100 ribu, agar orang yang berutang bisa melunasi utangnya yang pertama. Akan tetapi, 
bunga (riba) seratus ribu yang kedua lebih tinggi daripada bunga seratus ribu yang pertama. Misalnya, 
riba untuk seratus ribu yang pertama adalah 2 persen, maka riba untuk seratus ribu yang kedua adalah 4 
persen, karena menimbang nilai seratus ribu yang kedua. Orang yang berutang menerima hal ini karena 
terpaksa. (Al-Fatawa as-Sa'diyyah, hlm. 352) 

Trik keempat. B memiliki utang kepada A. Ketika jatuh tempo tiba dan A datang menagih utang, 
ternyata B tidak mampu melunasi utangnya sama sekali. Akan tetapi, B memiliki barang yang 
sebenarnya tidak senilai dengan utangnya. A lalu mengambil barang tersebut dan menganggapnya 
sebagai bentuk pelunasan utang B. Setelah itu, barang tersebut kembali dijual oleh A kepada B, dengan 
harga yang lebih besar daripada nilai utang B. Hal ini adalah sesuatu yang tidak boleh, karena barang 
yang diterima A lalu dijual kembali kepada B dinilai tidak ada fungsinya. Hakikat transaksi ini adalah 
pembatalan utang pertama dengan adanya utang kedua, dan utang kedua ini nilainya lebih besar. 


Sehingga, ini adalah riba jahiliah. (Al-Fawakih ad-Dani: 2/102) 


Penulis: Ustadz Abu “Ukkasyah Aris Munandar, S.S. 
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Menjamin Orang yang Berhutang ke Bank, Bolehkah? 
Pertanyaan: 

Saya tahu bahwa berhutang dari bank adalah haram hukumnya, karena itu termasuk riba, akan 
tetapi yang menjadi pertanyaan bukanlah hal ini, yang dipertanyakan adalah apakah orang yang 
menjamin orang lain yang berhutang ke bank perbuatannya tersebut haram? Orang yang menjamin ini 
seumur hidupnya tidak pernah berhutang ke bank, mengenal Allah, menjalankan shalat, puasa, 
mengetahui hukum halal dan haram. Dengan ini saya mohon penjelasan tentang perbuatan tersebut. 
Jawaban: 

Berhutang ke bank dengan bunga hukumnya haram, karena itu adalah riba, dan menjamin orang 
yang berbuat riba tidak diperbolehkan, karena jaminan ini berarti bahu-membahu dalam melakukan 


perbuatan haram, dan pertolongan dalam perbuatan dosa. Dan Allah Ta'ala telah melarang kita dari 


bahu-membahu dalam perbuatan dosa, 
2 BA RN AYI da 1 iga Y3 
"Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Os. al-Maidah: 2). 


Wabillahit taufig, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, 


keluarga dan sahabatnya 
Sumber: Majmu' Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, 13/297, fatwa no. 8420 


Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, M 
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Bahaya Orang yang Enggan Melunasi Hutangnya 


Disusun oleh Muhammad Abduh Tuasikal 


Alhamdulillahi robbil "alamin. Allahumma sholli "ala nabiyyina Muhammad, wa "ala alihi wa 
shohbihi wa sallam. 

Risalah kali ini adalah lanjutan dari risalah sebelumnya. Pada risalah sebelumnya, kami telah 
menjelaskan mengenai keutamaan orang yang memberi pinjaman, keutamaan memberi tenggang 
waktu pelunasan dan keutamaan orang yang membebaskan sebagian atau keseluruhan hutangnya. Pada 
risalah kali ini agar terjadi keseimbangan pembahasan, kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai 


bahaya orang yang enggan melunasi hutangnya. Semoga bermanfaat. 


Keutamaan Orang yang Terbebas dari Hutang 
Dari Tsauban, Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam bersabda, 

"Barangsiapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari tiga hal: (1) sombong, (21 
ghulul (mencuri hasil rampasan perang sebelum dibagikan), dan (3) hutang, maka dia akan masuk 
surga." (HR. Ibnu Majah no. 2412. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shohih). Ibnu Majah 


membawakan hadits ini pada Bab "Peringatan keras mengenai hutang." 


Mati Dalam Keadaan Masih Membawa Hutang, Kebaikannya Sebagai Ganti 

Dari Ibnu "Umar, Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam bersabda, 
"Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka 
hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak 
ada lagi dinar dan dirham." (HR. Ibnu Majah no. 2414. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini 
shohih). Ibnu Majah juga membawakan hadits ini pada Bab "Peringatan keras mengenai hutang." 

Itulah keadaan orang yang mati dalam keadaan masih membawa hutang dan belum juga 
dilunasi, maka untuk membayarnya akan diambil dari pahala kebaikannya. Itulah yang terjadi ketika hari 


kiamat karena di sana tidak ada lagi dinar dan dirham untuk melunasi hutang tersebut. 


Urusan Orang yang Berhutang Masih Menggantung 

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu "alaihi wa sallam bersabda, 

"Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya." (HR. 
Tirmidzi no. 1078. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shohih sebagaiman Shohih wa Dho"if 


Sunan At Tirmidzi) 
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Al "Irogiy mengatakan, "Urusannya masih menggantung, tidak ada hukuman baginya yaitu tidak 
bisa ditentukan apakah dia selamat ataukah binasa, sampai dilihat bahwa hutangnya tersebut lunas atau 


tidak." (Tuhfatul Ahwadzi, 3/142) 


Orang yang Berniat Tidak Mau Melunasi Hutang Akan Dihukumi Sebagai Pencuri 

Dari Shuhaib Al Khoir, Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam bersabda, 

"Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah 
(pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri." (HR. Ibnu Majah no. 2410. Syaikh Al Albani 
mengatakan bahwa hadits ini hasan shohih) 

Al Munawi mengatakan, "Orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan 
akan diberi balasan sebagaimana mereka." (Faidul Aodir, 3/181) 

Ibnu Majah membawakan hadits di atas pada Bab "Barangsiapa berhutang dan berniat tidak 
ingin melunasinya."Ibnu Majah juga membawakan riwayat lainnya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah 
Shallallahu "alaihi wa sallam bersabda, 

"Barangsiapa yang mengambil harta manusia, lalu dia berniat ingin menghancurkannya, maka 
Allah juga akan menghancurkan dirinya." (HR. Bukhari no. 18 dan Ibnu Majah no. 2411. Syaikh Al Albani 
mengatakan bahwa hadits ini shohih). Di antara maksud hadits ini adalah barangsiapa yang mengambil 
harta manusia melalui jalan hutang, lalu dia berniat tidak ingin mengembalikan hutang tersebut, maka 
Allah pun akan menghancurkannya. Ya Allah, lindungilah kami dari banyak berhutang dan enggan untuk 


melunasinya. 


Masih Ada Hutang, Enggan Disholati 

Dari Salamah bin Al Akwa" radhiyallahu "anhu, beliau berkata: 

Kami duduk di sisi Nabi shallallahu "alaihi wa sallam. Lalu didatangkanlah satu jenazah. Lalu 
beliau bertanya, "Apakah dia memiliki hutang?" Mereka (para sahabat) menjawab, "Tidak ada." Lalu 
beliau mengatakan, "Apakah dia meninggalkan sesuatu?". Lantas mereka (para sahabat) menjawab, 
"Tidak." Lalu beliau shallallahu "alaihi wa sallam menyolati jenazah tersebut. 

Kemudian didatangkanlah jenazah lainnya. Lalu para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah 
shalatkanlah dia!" Lalu beliau bertanya, "Apakah dia memiliki hutang?" Mereka (para sahabat) 
menjawab, "Iya." Lalu beliau mengatakan, "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Lantas mereka (para 
sahabat) menjawab, "Ada, sebanyak 3 dinar." Lalu beliau mensholati jenazah tersebut. 

Kemudian didatangkan lagi jenazah ketiga, lalu para sahabat berkata, "Shalatkanlah dia!" Beliau 


bertanya, "Apakah dia meningalkan sesuatu?" Mereka (para sahabat) menjawab, "Tidak ada." Lalu 
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beliau bertanya, "Apakah dia memiliki hutang?" Mereka menjawab, "Ada tiga dinar." Beliau berkata, 
"Shalatkanlah sahabat kalian ini." Lantas Abu Ootadah berkata, "Wahai Rasulullah, shalatkanlah dia. Biar 


aku saja yang menanggung hutangnya." Kemudian beliau pun menyolatinya." (HR. Bukhari no. 2289) 


Dosa Hutang Tidak Akan Terampuni Walaupun Mati Syahid 
Dari "Abdillah bin "Amr bin Al "Ash, Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam bersabda, 


"Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." (HR. Muslim no. 1886) 


Oleh karena itu, seseorang hendaknya berpikir: "Mampukah saya melunasi hutang tersebut dan 
mendesakkah saya berhutang?" Karena ingatlah hutang pada manusia tidak bisa dilunasi hanya dengan 


istighfar. 


Nabi shallallahu "alaihi wa sallam Sering Berlindung dari Berhutang Ketika Shalat 


Bukhari membawakan dalam kitab shohihnya pada Bab "Siapa yang berlindung dari hutang". 
Lalu beliau rahimahullah membawakan hadits dari "Urwah, dari "Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 
"alaihi wa sallam bersabda, 

"Nabi shallallahu "alaihi wa sallam biasa berdo"a di akhir shalat (sebelum salam): ALLAHUMMA 
INNI A"UDZU BIKA MINAL MA"TSAMI WAL MAGHROM (Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat 
dosa dan banyak utang)." 

Lalu ada yang berkata kepada beliau shallallahu "alaihi wa sallam, "Kenapa yang engkau sering 
meminta perlindungan adalah dalam masalah hutang?" Lalu Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam 
bersabda, "Jika orang yang berhutang berkata, dia akan sering berdusta. Jika dia berjanji, dia akan 
mengingkari." (HR. Bukhari no. 2397) 

Al Muhallab mengatakan, "Dalam hadits ini terdapat dalil tentang wajibnya memotong segala 
perantara yang menuju pada kemungkaran. Yang menunjukkan hal ini adalah do"a Nabi shallallahu 
"alaihi wa sallam ketika berlindung dari hutang dan hutang sendiri dapat mengantarkan pada dusta." 
(Syarh Ibnu Baththol, 12/37) 

Adapun hutang yang Nabi shallallahu "alaihi wa sallam berlindung darinya adalah tiga bentuk 
hutang: 

1. Hutang yang dibelanjakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah dan dia tidak memiliki jalan 


keluar untuk melunasi hutang tersebut. 
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2. Berhutang bukan pada hal yang terlarang, namun dia tidak memiliki cara untuk melunasinya. 


Orang seperti ini sama saja menghancurkan harta saudaranya. 


3. Berhutang namun dia berniat tidak akan melunasinya. Orang seperti ini berarti telah bermaksiat 


kepada Rabbnya. 


Orang-orang semacam inilah yang apabila berhutang lalu berjanji ingin melunasinya, namun dia 
mengingkari janji tersebut. Dan orang-orang semacam inilah yang ketika berkata (membuat janji) akan 
mendustakan janji tersebut. (Syarh Ibnu Baththol, 12/38) 

Itulah sikap jelek orang yang berhutang sering berbohong dan berdusta. Semoga kita dijauhkan 


dari sikap jelek ini. 


Kenapa Nabi shallallahu "alaihi wa sallam sering berlindung dari hutang ketika shalat? 


Ibnul Goyyim dalam Al Fawa"id (hal. 57, Darul Agidah) mengatakan, 


"Nabi shallallahu "alaihi wa sallam meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak 
hutang karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat, sedangkan banyak utang akan 
mendatangkan kerugian di dunia." 

Inilah do"a yang seharusnya kita amalkan agar terlindung dari hutang: ALLAHUMMA INNI 
A"UDZU BIKA MINAL MA"TSAMI WAL MAGHROM (Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa 


dan banyak utang). 


Berbahagialah Orang yang Berniat Melunasi Hutangnya 

Ibnu Majah dalam sunannya membawakan dalam Bab "Siapa saja yang memiliki hutang dan dia 
berniat melunasinya." Lalu beliau membawakan hadits dari Ummul Mukminin Maimunah. 

Dulu Maimunah ingin berhutang. Lalu di antara kerabatnya ada yang mengatakan, "Jangan 
kamu lakukan itu!" Sebagian kerabatnya ini mengingkari perbuatan Maimunah tersebut. Lalu Maimunah 
mengatakan, "Iya. Sesungguhnya aku mendengar Nabi dan kekasihku shallallahu "alaihi wa sallam 


bersabda, "Jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi 
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hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi hutang tersebut di dunia". (HR. 
Ibnu Majah no. 2399) 
Dari hadits ini ada pelajaran yang sangat berharga yaitu boleh saja kita berhutang, namun harus 


berniat untuk mengembalikannya. Perhatikanlah perkataan Maimunah di atas. 


Juga terdapat hadits dari "Abdullah bin Ja"far, Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam bersabda, 


"Allah akan bersama (memberi pertolongan pada) orang yang berhutang (yang ingin melunasi 
hutangnya) sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang 


dilarang oleh Allah." (HR. Ibnu Majah no. 2400) 


Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Ketika dia mampu, dia 
langsung melunasinya atau melunasi sebagiannya jika dia tidak mampu melunasi seluruhnya. Sikap 
seperti inilah yang akan menimbulkan hubungan baik antara orang yang berhutang dan yang memberi 


hutangan. 


Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam bersabda, 


"Sesungguhnya yang paling di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang." (HR. 
Bukhari no. 2393) 


Ya Allah, lindungilah kami dari berbuat dosa dan beratnya hutang, mudahkanlah kami untuk 


melunasinya. 


Alhamdulillahilladzi bi ni"matihi tatitmmush sholihaat. Wa shollallahu "ala nabiyyiina Muhammad wa "ala 


alihi wa shohbihi wa sallam. 


Yogyakarta, 6 Shofar 1430 H 


Yang selalu mengharapkan ampunan dan rahmat Rabbnya 


Muhammad Abduh Tuasikal 
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Etika Berhutang 


Etika Berhutang 


Oleh Ustadz Armen Halim Naro Lc 


(11. Hutang tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi si pemberi hutang 


Kaidah fikih berbunyi : “Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”. Hal 
ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan. Sedangkan menambah 
setelah pembayaran merupakan tabi'at orang yang mulia, sifat asli orang dermawan dan akhlak orang 
yang mengerti membalas budi. 

Syaikh Shalih Al-Fauzan —hafizhahullah- berkata : “Hendaklah diketahui, tambahan yang 
terlarang untuk mengambilnya dalam hutang adalah tambahan yang disyaratkan. (Misalnya), seperti 
seseorang mengatakan “saya beri anda hutang dengan syarat dikembalikan dengan tambahan sekian 
dan sekian, atau dengan syarat anda berikan rumah atau tokomu, atau anda hadiahkan kepadaku 
sesuatu”. Atau juga dengan tidak dilafadzkan, akan tetapi ada keinginan untuk ditambah atau 
mengharapkan tambahan, inilah yang terlarang, adapun jika yang berhutang menambahnya atas 
kemauan sendiri, atau karena dorongan darinya tanpa syarat dari yang berhutang ataupun berharap, 


maka tatkala itu, tidak terlarang mengambil tambahan. (6| 


(21. Kebaikan (seharusnya) dibalas dengan kebaikan 


Itulah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam surat Ar-Rahman ayat 60, 
semestinya harus ada di benak para penghutang, Dia telah memperoleh kebaikan dari yang memberi 
pinjaman, maka seharusnya dia membalasnya dengan kebaikan yang setimpal atau lebih baik. Hal 
seperti ini, bukan saja dapat mempererat jalinan persaudaraan antara keduanya, tetapi juga memberi 
kebaikan kepada yang lain, yaitu yang sama membutuhkan seperti dirinya. Artinya, dengan pembayaran 
tersebut, saudaranya yang lain dapat merasakan pinjaman serupa. 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, ia berkata. 

“Artinya : Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu.orang 
itupun datang menagihnya. (Maka) beliaupun berkata, “Berikan kepadanya” kemudian mereka mencari 
yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari 


untanya. Nabi (pun) berkata : “Berikan kepadanya”, Dia pun menjawab, “Engkau telah menunaikannya 
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dengan lebih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan setimpal”. Maka Nabi Shallallahu 


“alaihi wa sallam bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian” (7) 


Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu 'anhu ia berkata. 
“Aku mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam di masjid, sedangkan beliau mempunyai hutang 


kepadaku, lalu beliau membayarnya dam menambahkannya” (8) 


(31. Berhutang dengan niat baik 


Jika seseorang berhutang dengan tujuan buruk, maka dia telah zhalim dan melakukan dosa. 
Diantara tujuan buruk tersebut seperti: 
a. Berhutang untuk menutupi hutang yang tidak terbayar 
b. Berhutang untuk sekedar bersenang-senang 
c. Berhutang dengan niat meminta. Karena biasanya jika meminta tidak diberi, maka digunakan 


istilah hutang agar mau memberi. 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam telah 
bersabda : “Barangsiapa yang mengambil harta orang (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya 
(mengembalikannya), maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa 
mengambilnya untuk menghabiskannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakannya” (9J) 

Hadits ini hendaknya ditanamkan ke dalam diri sanubari yang berhutang, karena kenyataan 
sering membenarkan sabda Nabi diatas (10) Berapa banyak orang yang berhutang dengan niat dan azam 
untuk menunaikannya, sehingga Allah pun memudahkan baginya untuk melunasinya. Sebaliknya, ketika 
seseorang berazam pada dirinya, bahwa hutang yang dia peroleh dari seseorang tidak disertai dengan 
niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan hidupnya dengan hutang tersebut. Allah 
Subhanahu wa Ta'ala melelahkan badannya dalam mencari, tetapi tidak kunjung dapat. Dan dia letihkan 
jiwanya karena memikirkan hutang tersebut. Kalau hal itu terjadi di dunia yang fana, bagaimana dengan 


akhirat yang baga (kekal)? 


(41. Hutang tidak boleh disertai dengan jual beli 


Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam yang mulia telah melarangnya, karena ditakutkan dari 


transaksi ini mengandung unsur riba. Seperti, seseorang meminjam pinjaman karena takut riba, maka 
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kiranya dia jatuh pula ke dalam riba dengan melakuan transaksi jual beli kepada yang meminjamkan 


dengan harga lebih mahal dari biasanya. 


(51. Wajib membayar hutang 


Ini merupakan peringatan bagi orang yang berhutang. Semestinya memperhatikan kewajiban 
untuk melunasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita menunaikan amanah. Hutang 
merupakan amanah di pundak penghutang yang baru tertunaikan (terlunaskan) dengan membayarnya. 
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. 

“Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimnya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (An-Nisa : 58| 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah : “Sekalipun aku 
memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku tidak akan senang jika tersisa lebih dari tiga hari, kecuali yang 
aku sisihkan untuk pembayaran hutang” (HR Bukhari no. 2390| 

Orang yang menahan hutangnya padahal ia mampu membayarnya, maka orang tersebut berhak 
mendapat hukuman dan ancaman, diantaranya. 

a) Berhak mendapat perlakuan keras. 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu berkata. : “Seseorang menagih hutang kepada 

Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam, sampai dia mengucapkan kata-kata pedas. Maka para 

shahabat hendak memukulnya, maka Nabi Shallallahu “alaihi wa salam berkata, “Biarkan dia. 

Sesungguhnya si empunya hak berhak berucap. Belikan untuknya unta, kemudian serahkan 

kepadanya”. Mereka (para sahabat) berkata : “Kami tidak mendapatkan, kecuali yang lebih 

bagus dari untanya”. Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, “Belikan untuknya, kemudian 
berikan kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kalian ialah yang paling baik dalam pembayaran” 

(11) 

Imam Dzahabi mengkatagorikan penundaan pembayaran hutang oleh orang yang 


mampu sebagai dosa besar dalam kitab Al-Kabair pada dosa besar no. 20 


b) Berhak dighibah (digunjing) dan diberi pidana penjara. 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah.: 


“Menunda (pembayaran) bagi orang yang mampu merupakan suatu kezhaliman” (12) 
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c) 


d) 


Dalam riwayat lain Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam bersabda. : 
“Menunda pembayaran bagi yang mampu membayar, (ia) halal untuk dihukum dan (juga) 
keehormatannya”. 

Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Halal kehormatannya ialah dengan mengatakan “engkau 


telah menunda pebayaran' dan menghukum dengan memenjarakannya” (13) 


Hartanya berhak disita 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu 
“alaihi wa sallam. 

“Barangsiapa yang mendapatkan hartanya pada orang yang telah bangkrut, maka dia 


lebih berhak dengan harta tersebut dari yang lainnya” (14| 


Berhak di-hajr (dilarang melakukan transaksi apapun). 

Jika seseorang dinyatakan pailit dan hutangnya tidak bisa ditutupi oleh hartanya, maka 
orang tersebut tidak diperkenankan melakukan transaksi apapun, kecuali dalam hal yang ringan 
(sepele) saja. 

Hasan berkata, “Jika nyata seseorang itu bangkrut, maka tidak boleh memerdekakan, 
menjual atau membeli” (15J 

Bahkan Dawud berkata, “Barangsiapa yang mempunyai hutang, maka dia tidak 
diperkenankan memerdekakan budak dan bersedekah. Jika hal itu dilakukan, maka 
dikembalikan” (16) 

Kemungkinan —wallahu a'lam- dalam hal ini, hutang yang dia tidak sanggup lagi 


melunasinya. 


(61. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang 
berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman 


Karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. 


Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan memperparah keadaan, 


dan merubah hutang, yang awalnya sebagai wujud kasih sayang, berubah menjadi permusuhan dan 


perpecahan. 
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(71. Berusaha mencari solusi sebelum berhutang 


Usahakan hutang merupakan solusi terakhir setelah semuanya terbentur. 


(8). Menggunakan uang dengan sebaik mungkin. 


Menyadari, bahwa pinjaman merupakan amanah yang harus dia kembalikan. 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam bersabda. 


“Tangan bertanggung jawab atas semua yang diambilnya, hingga dia menunaikannya” (17| 


(91. Pelimpahan hutang kepada yang lain diperbolehkan dan tidak boleh ditolak 


Jika seseorang tidak sanggup melunasi hutangnya, lalu dia melimpahkan kepada seseorang yang 
mampu melunasinya, maka yang menghutangkan harus menagihnya kepada orang yang ditunjukkan, 
sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, ia 
berkata, telah bersabda Rasulullah : 

“Menunda pembayaran bagi orang yang mampu merupakan suatu kezhaliman. Barangsiapa 


yang (hutangnya) dilimpahkan kepada seseorang, maka hendaklah dia menurutinya. (18| 


(101. Diperbolehkan bagi yang berhutang untuk mengajukan pemutihan atas 
hutangnya atau pengurangan, dan juga mencari perantara (syafa'at) 
untukmemohonnya. 

Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu “anhu, ia berkata : (Ayahku) Abdullah meninggal dan dia 
meninggalkan banyak anak dan hutang. Maka aku memohon kepada pemilik hutang agar mereka mau 
mengurangi jumlah hutangnya, akan tetapi mereka enggan. Akupun mendatangi Nabi Shallallahu “alaihi 
wa sallam meminta syafaat (bantuan) kepada mereka. (Namun) merekapun tidak mau. Beliau 
Shallallahu “alaihi wa sallam berkata, “Pisahkan kormamu sesuai dengan jenisnya. Tandan Ibnu Zaid satu 
kelompok. Yang lembut satu kelompok, dan Ajwa satu kelompok, lalu datangkan kepadaku. (Maka) 
akupun melakukannya. Beliau Shallallahu “alaihi wa sallam pun datang lalu duduk dan menimbang setiap 


mereka sampai lunas, dan kurma masih tersisa seperti tidak disentuh. (19) 
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(Disalin dari Majalah As-Sunnah Edisi 09/Tahun IX/1426H/2005M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istigomah Surakarta, 
Alamat Jl. Solo-Puwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183) 


Foot Note. 

(6). Al-Mulakhkhashul Fighi, Shalih Al-Fauzan, KSA, Dar Ibnil Jauzi, Cet.IV, 1416-1995, hal. 2/51 
(71. Shahih Bukhari, kitab Al-Wakalah, no. 2305 

(8). Shahih Bukhari, kitab Al-Istigradh, no. 2394 

(9). Shahih Bukhari, kitab Al-Istigradh, no. 2387 

(10). Lihat Fathul Bari (5/54) 

(11). Shahih Bukhari, kitab Al-Istgradh, no. 2390 

(12). Ibid, no. 2400, akan tetapi lafazhnya dikeluarkan oleh Abu Dawud, kitab Al-Agdhiah, no. 3628 dan Ibnu Majah, 
bab Al-Habs fiddin wal Mulazamah, no. 2427 

(13). Ibid, no. 2401 

(14). Ibid, no. 2402 

(15). Fathul Bari (5/62) 

(16). Ibid (5/54) 

(17). HR Abu Dawud, Al-Buyu, Tirmidzi, Al-buyu dan lain-lain 

(18). HR Bukhari, Al-Hawalah, no. 2288 

(19). HR Bukhari, Al-Istigradh, no. 2405 


Sumber : Almanhaj.or.id 
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SUAP DAN HADIAH 


Suap 


Pengertian 

Dalam bahasa Arab, suap diistilahkan dengan “risywah”. Dalam bahasa Arab, risywah bermakna 
upah atau pemberian yang diberikan untuk suatu maslahat. Al-Fayumi mengatakan bahwa risywah 
adalah pemberian seseorang kepada hakim atau yang lainnya supaya (hakim tersebut) memberikan 
keputusan yang menguntungkannya atau membuat orang yang diberi melakukan keinginan orang yang 
memberi. 

Ibnul Atsir berkata bahwa makna risywah adalah alat penghubung terwujudnya kebutuhan 
dengan sikap yang dibuat-buat. Asal-muasal kata “risywah” adalah “rasya'”” yang bermakna tali timba 
yang berfungsi mengantarkan timba sehingga bisa sampai ke air. 

Adapun secara istilah, risywah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang supaya yang 
benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Jadi, makna risywah secara istilah lebih sempit 
dibandingkan makna risywah secara bahasa. Secara istilah, suatu pemberian berstatus risywah ketika 


tujuannya adalah membuat yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. 


Suap Dalam Hukum 

Dalam aturan hukum Islam, suap dan menyuap pejabat untuk mendapatkan suatu pekerjaan 
hukumnya haram, tanpa ada perselisihan ulama dalam hal ini. Bahkan, perbuatan ini termasuk dosa 
besar. 


Allah berfirman, 


Kal! GNI HASI (30 Lama 
“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang suht.” 


(Os. al-Maidah: 42) 


Menurut penjelasan Hasan al-Basri dan Said bin Jubair, yang dimaksud dengan “suht” dalam 


ayat ini adalah suap (risywah). 
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Sl BY Laka IN ah Gea (Ap LAKI ASAM GI Lan Left, JL ata (INN KEY, 
5 3 2 & 


“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang 
batil, serta (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 
sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” 


(Os. al-Bagarah: 188) 


Dari Abdullah bin Amr, 


“Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam melaknat penyuap dan orang yang menerima suap.” (Hr. Abu 


Daud, no 3580, dan lain-lain: Dinilai shahih oleh al-Albani) 


Dalam riwayat yang lain, Nabi shallallahu “alaihi wa sallam melaknat ar-ra'isy, yaitu penghubung 
antara penyuap dan pihak yang disuap (hadits riwayat Hakim, no 7068). Meski hadits ini lemah, namun 
maknanya benar. Orang yang menjadi penghubung antara penyuap dan yang disuap berarti membantu 
orang untuk berbuat dosa, dan ini adalah suatu perbuatan yang terlarang. 

Jadi, meminta suap, memberi suap, menerima suap, dan menjadi penghubung antara pihak 
penyuap dan yang disuap, adalah perbuatan terlarang. 

Akan tetapi, menurut mayoritas ulama, menyerahkan suap demi mendapatkan sesuatu yang 
menjadi hak seseorang atau untuk mencegah bahaya dan kezaliman, adalah sesuatu yang diperbolehkan. 
Dalam kondisi ini, yang berdosa adalah pihak yang menerima suap, bukan yang menyuap. 

Abu Laits as-Samargandi al-Hanafi mengatakan, “Tidaklah mengapa jika ada seseorang yang 
membela diri dan hartanya dengan suap.” 

Ada ulama yang menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa syariat memperbolehkan untuk 
memanfaatkan bahaya demi mencegah bahaya yang lebih besar. Contohnya adalah membebaskan 
tawanan. Sebenarnya, menyerahkan harta kepada orang kafir itu haram, dan hal ini termasuk kategori 
membuang-buang harta. Namun, dalam hal ini, menyerahkan harta kepada orang kafir diperbolehkah 


karena untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Sehingga, tentu lebih layak untuk diperbolehkan jika 
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melakukan hal yang terlarang namun tidak mengandung bahaya untuk mencegah perkara yang lebih 
terlarang. 

Akan tetapi, jika hak yang hendak dipertahankan itu nilainya remeh, maka usaha untuk 
mempertahankannya tanpa dalil syar'i adalah suatu yang diharamkan. Hal ini dikarenakan bahayanya 
lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. 

Jumhur ulama berdalil dengan riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ketika di Ethiopia, Ibnu Mas'ud 


menyuap senilai dua dinar agar bisa melanjutkan perjalanan. 


Beliau mengatakan, 


BII 0 Kadal le SYI UI 


“Sesungguhnya, dosanya ditanggung oleh pihak yang menerima suap, bukan yang menyerahkan suap.” 


Atha' dan Hasan al-Basri berkata, “Seseorang diperbolehkan bersikap pura-pura (pura-pura memberi 


hadiah/suap -pent) untuk membela diri dan hartanya jika dia khawatir dizalimi.” 


Macam-Macam Suap 
Para ulama Mazhab Hanafi membagi suap menjadi empat kategori: 

e Pertama, suap supaya diangkat sebagai hakim dan pejabat (demikian pula, supaya bisa menjadi 
PNS -pent). Suap ini hukumnya haram bagi pihak yang menerima dan yang menyerahkan. 

e Kedua, permintaan suap dari seorang hakim sebelum dia mengambil sebuah keputusan. Suap ini 
juga haram bagi pihak yang menyerahkan dan yang menerima, meski hukum yang dijatuhkan 
adalah hukum yang benar dan adil, karena menjatuhkan hukuman yang adil adalah kewajiban 
seorang hakim. 

e Ketiga, menyerahkan sejumlah harta kepada seseorang dalam rangka mencegah bahaya 
(kezaliman) orang tersebut atau untuk mendatangkan manfaat (yaitu, menerima sesuatu yang 
menjadi haknya -pent). Suap ini hukumnya haram untuk pihak yang menerima saja. 

e Keempat, memberikan sejumlah harta kepada seseorang yang bisa membantu untuk 
mendapatkan hak. Menyerahkan dan menerima harta semisal ini hukumnya boleh karena uang 


yang diserahkan sebagai kompensasi bantuan itu tidak ubahnya sebagaimana upah. 
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Suap untuk Hakim 
Suap untuk seorang hakim adalah haram, dengan kesepakatan seluruh ulama. 

Al-Jashshash mengatakan, “Tidak ada perselisihan tentang haramnya suap untuk hakim karena 
itu termasuk suht yang Allah haramkan dalam al-Ouran, dan seluruh umat Islam pun sepakat akan 
keharamannya. Hal ini diharamkan untuk orang yang menyuap dan yang menerima suap.” 

Dalam kitab Kasysyaf al-OGana' disebutkan, “Seorang hakim diharamkan menerima hadiah. 
Seorang hakim yang meminjam barang orang lain, status hukumnya sebagaimana hadiah, karena jasa 
yang bisa didapatkan dari benda tersebut statusnya sama dengan benda itu sendiri. 

Demikian pula, seandainya seorang hakim mengkhitankan anaknya atau yang lainnya, lalu hakim 
ini diberi hadiah, meski dengan kedok hadiah untuk anak pak hakim. Hal ini diharamkan karena menjadi 
sarana menuju suap. Jika ada yang memberi sedekah (karena pak hakim tersebut miskin -pent), maka 
pendapat yang lebih tepat, status hukum sedekah itu sebagaimana hadiah, meski dalam kitab al-Funun 
termaktub bahwa hakim boleh menerima sedekah.” (Diolah dari Mausu'ah Fighiyyah Kuwaitiyyah pada 


entri “risywah”) 


Penulis: Ustadz Abu “Ukkasyah Aris Munandar, S.S. 
Artikel: www.pengusahamuslim.com 
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Hadiah 


Bolehkah Memberi Hadiah untuk Pejabat? 

Hukum hadiah yang ditujukan kepada pejabat biasa di bahas para ulama ketika membicarakan 
hukum hadiah untuk seorang hakim. Namun ketentuan ini juga berlaku untuk semua pejabat negara, 
anggota DPR dil. 

Dalam Duror al Hukkam fi Syarh Majallah al Ahkam al Adliyyah 13/95-98 disebutkan: 

“Hukum menerima hadiah yang diberikan karena yang diberi hadiah punya jabatan tertentu 
hukumnya adalah haram karena ketika Rasulullah mengetahui ada seorang pegawai baitul mal 
menerima hadiah Nabi berkhutbah di atas mimbar seraya berkata, “Andai dia duduk di rumah ibu dan 
bapaknya, apakah dia akan mendapatkan hadiah?!” (HR. Bukhari) 

Demikian juga ketika Khalifah Umar mengetahui ada seorang pegawai baitul mal yang pulang 
membawa banyak hadiah, beliau menanyainya, “Dari mana kau dapatkan barang-barang ini?” Pegawai 
tersebut mengatakan bahwa itu adalah hadiah. Mendengar jawaban tersebut beliau lantas membacakan 


sabda Rasul di atas dan menetapkan hadiah-hadiah tersebut untuk baitul maal. 


Umar bin Abdul Aziz berkata, 


Sab AR IA USAI SET RN K3 AS TAS USG 2 


“Hadiah adalah hadiah di masa Rasulullah. Sedangkan di zaman kita telah berubah menjadi suap.” 


Dengan pertimbangan tersebut maka tidak diperbolehkan (bagi pejabat, pent) untuk menerima 
hadiah yang bukan berasal dari orang yang telah menjadi teman dan koleganya (sebelum punya jabatan, 
pent). Karena hadiah yang tidak seperti itu adalah suap terselubung. 

Semua hadiah yang diterima para pejabat negara itu hukumnya sama dengan hadiah yang 


diterima oleh seorang hakim. 


Hadiah bisa dibagi menjadi tiga kategori: 
1. Hadiah yang halal untuk penerima dan pemberi. Itulah hadiah yang diberikan bukan untuk 
hakim dan pejabat semisal hadiah seorang teman untuk temannya. Seorang hakim atau pejabat 
negara tidak boleh menerima hadiah jenis pertama ini dari orang lain. Dengan kata lain, 


menerima hadiah yang hukumnya halal untuk umumnya orang. Itu hukumnya berubah menjadi 
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haram dan berstatus suap jika untuk hakim dan pejabat. Hadiah yang jadi topik utama kita saat 
ini adalah hadiah jenis ini. 

2. Hadiah yang haram untuk pemberi dan penerima semisal hadiah untuk mendukung kebatilan. 
Penerima dan pemberi hadiah jenis ini berdosa karena telah melakukan suatu yang haram. 
Hadiah semisal ini wajib dikembalikan kepada yang memberikannya. Hadiah jenis ini haram 
untuk seorang hakim maupun orang biasa. 

3. Hadiah yang diberikan oleh seorang yang merasa takut terhadap gangguan orang yang diberi, 
seandainya tidak diberi baik gangguan badan ataupun harta. Perbuatan ini boleh dilakukan oleh 
yang memberi namun haram diterima oleh orang yang diberi. Karena tidak mengganggu orang 
lain itu hukumnya wajib dan tidak boleh menerima kompensasi finansial untuk melakukan 


sesuatu yang hukumnya wajib. 


Seorang hakim tidak boleh menerima hadiah meski bukan dari orang yang sedang berperkara. 
Seorang hakim (dan pejabat, pent) haram menerima hadiah baik nilainya banyak ataupun sedikit bahkan 
meski barang yang remeh baik setelah menjatuhkan keputusan ataupun sebelumnya. 

Seorang hakim (demikian pula pejabat, pent) tidak boleh meminjam barang, mencari hutang 
atau membeli barang dari seseorang dengan harga kurang dari harga standar. Demikian juga tidak boleh 
menerima suap dari pihak yang benar maupun pihak yang salah dari pihak yang sedang bersengketa. 

Seorang hakim (dan pejabat, pent) wajib memulangkan hadiah kepada orang yang 
memberikannya. Jika hadiah tersebut telah dikomsumsi maka wajib diganti dengan barang yang serupa. 

Jika yang memberi hadiah tidak diketahui keberadaannya atau diketahui namun memulangkan 
hadiah adalah suatu yang tidak mungkin karena posisinya yang terlalu jauh, maka barang tersebut 
hendaknya dinilai sebagai barang temuan (lugothoh) dan diletakkan di baitul maal. 

Pemberian hadiah kepada seorang hakim itu karena posisinya sebagai hakim sehingga hadiah 
tersebut merupakan hak masyarakat umum. Oleh karena itu, wajib diletakkan di baitul maal yang 
memang dimaksudkan untuk kepentingan umum. Namun status barang ini di baitul maal adalah barang 
temuan artinya jika yang punya sudah diketahui maka barang tersebut akan diserahkan kepada 
pemiliknya. 

Jika seorang hakim (atau pejabat, pent) berkeyakinan bahwa menolak hadiah yang diberikan 
oleh orang yang punya hubungan baik dengannya itu menyebabkan orang tersebut tersakiti, maka 
hakim boleh menerima hadiah tersebut asalkan setelah menyerahkan uang senilai barang tersebut 


kepada orang yang memberi hadiah. 
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Seorang hakim (atau pejabat, pent) boleh menerima hadiah dari tiga macam orang: 

1. Dari orang yang mengangkatnya sebagai hakim dan orang yang jabatannya lebih tinggi darinya. 
Namun bawahan tidak boleh memberi hadiah kepada atasannya. 

2. Dari kerabat yang masih berstatus mahram dengan syarat kerabat tersebut tidak sedang 
mendapatkan masalah. Menolak hadiah dari kerabat yang masih mahram itu menyebabkan 
putusnya tali silaturahmi dan ini haram. Namun sebagian ulama mempersyaratkan bahwa 
sebelum diangkat sebagai hakim antara hakim dan kerabatnya tersebut telah biasa saling 
memberi hadiah. 

3. Dari sahabat dan orang-orang yang punya hubungan baik yang telah biasa memberi hadiah 
sebelum hakim ini menjabat sebagai hakim dengan catatan hadiah tersebut nilainya tidak lebih 
dari nilai hadiah sebelum diangkat sebagai hakim. Dalam kondisi ini hadiah bukanlah karena 
jabatan namun karena mempertahankan kebiasaan sehingga tidak dikhawatirkan berfungsi 


sebagai suap. Cukup sekali untuk bisa disebut punya kebiasaan memberi hadiah. 


Syarat yang lain, pemberi hadiah tidak sedang memiliki kasus. Jika pemberi hadiah sedang 
memiliki kasus maka hakim wajib memulangkan semua hadiah karena dalam hal ini sebab hadiah adalah 
jabatan sebagai hakim. Setelah kasus orang tersebut berakhir hakim tetap tidak boleh menerima hadiah 
orang tersebut yang sebelumnya sudah biasa memberi hadiah. 

Jika ada orang yang biasa memberi hadiah sebelum memiliki jabatan namun setelah menjabat 
nilai hadiahnya bertambah maka wajib memulangkan 'tambahan nilai” yang diberikan dikarenakan 
jabatan. Namun jika 'nilai tambahan' tersebut tidak bisa disendirikan maka keseluruhan hadiah wajib 


dipulangkan. 


Misal: 

Sebelum menjabat orang tersebut biasa memberi hadiah kain dari kapas. Tapi setelah menjabat, 
hadiahnya berupa kain sutra. Dalam kondisi ini keseluruhan hadiah wajib dipulangkan karena 'nilai 
tambahannya' tidak bisa dipisahkan. 

Ini berlaku jika harta yang memberi hadiah tidak bertambah banyak setelah orang tersebut 
punya jabatan. Artinya jika “nilai tambahan' tersebut dikarenakan yang biasa memberi hadiah memang 
telah makin kaya maka hakim (atau pejabat tersebut, pent) boleh menerima 'nilai tambah' tadi. 

Ustadz Aris Munandar 


Sumber: ustadzaris.com 
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Hadiah untuk Pekerja Berkedok Parsel, Bolehkah? 

Dari Abu Humaid as-Sa'idi, “Rasulullah mengangkat seseorang dari kabilah al-Azd, yang bernama 
Ibnu Utbiah, sebagai amil zakat bagi Bani Sulaim. Ketika tiba di hadapan Rasulullah, Nabi menyuruh 
seseorang untuk menghitung harta yang terkumpul. Ketika itu, Ibnu Utbiah berkata, “Ini harta untukmu, 
sedangkan yang ini adalah hadiah (untukku, pent).' Nabi lantas bersabda, “Mengapa engkau tidak duduk 


saja di rumah bapak dan ibumu, sehingga engkau diberi hadiah jika engkau memang diberi hadiah! 


Setelah itu, Nabi berkhotbah. Setelah memuji dan menyanjung Allah, beliau bersabda, 


Aam TAK AKN INA UB (AA AAN AG Una Jani Ae Ata JA Usaal ae SA 
As Sal SAH Y AN, Walls GIS G| dian Al Aint Amal Ca Unta SEL Tahi 
Jay AMI Gal Kia al 2063 Sa Ka S3 AN LA Aa La EA Ga 

Dab BU OA 30 ee AI Gan 

"Aku mengangkat seseorang untuk mengerjakan tugas yang Allah bebankan kepada diriku. Lalu 
dia datang dan berkata, “Ini hartamu, sedangkan yang ini adalah hadiah untukku." Mengapa dia tidak 
duduk saja di rumah bapak dan ibunya, sehingga diberi hadiah jika memang dia diberi hadiah? Demi 
Allah, tidaklah ada seseorang yang mengambil harta tanpa alasan yang benar, kecuali pasti dia berjumpa 
dengan Allah dalam keadaan memikul harta tersebut. Sungguh, aku tahu ada seseorang yang berjumpa 
dengan Allah dengan memikul unta yang bersuara, sapi yang bersuara, atau kambing yang mengembek.' 

Kemudian, Nabi mengangkat kedua tangannya sehingga putih ketiaknya terlihat jelas, lantas 
berkata, 'Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan?” Abu Humaid berkata, “Demikianlah yang 
kulihat dengan mata kepalaku, dan kudengar dengan telingaku.” (Hr. Bukhari no. 2597, dan Muslim no. 
4844 dan 4845) 

Ibnu Hajar mengatakan bahwa di antara kandungan hadits di atas adalah bahwa para pekerja 
(pejabat, PNS, karyawan swasta, dan lain-lain, pent) dilarang menerima hadiah dari orang yang dia 
bawahi. 

Hal ini berlaku jika penguasa (instansi, yayasan, dan lain-lain, pent) tidak mengizinkannya. 
Pengecualian ini berdasar pada hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Oais bin Hazim dari Muadz 


bin Jabal. Beliau berkata, “Rasulullah mengutusku ke Yaman, lalu beliau bersabda, Janganlah engkau 
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mendapatkan harta sedikit pun tanpa seizinku, karena harta seperti itu adalah ghulul (pengkhianatan 
terhadap amanah).” 

Al-Muhallab mengatakan bahwa di antara kandungan hadits di atas adalah bahwa hadiah yang 
diambil oleh pekerja tadi diserahkan ke baitul mal. Ini berlaku umum, kecuali untuk harta hadiah yang 
diizinkan oleh penguasa. 

Perkataan beliau tersebut didasari oleh kandungan hadits, yaitu bahwa Ibnu Lutaibah 
mengambil harta yang diambil dengan status sebagai hadiah, dan itu memang yang sesuai dengan 
rentetan kisah.... Meski tidak tegas menunjukkan demikian. 

Perkataan serupa disampaikan oeh Ibnu Oudamah dalam al-Mughni, ketika membahas risywah 
(suap). Beliau berkata, “Pekerja tersebut wajib memulangkannya kepada orang yang memberi. Namun 
tidak salah jika (“hadiah' itu) diserahkan ke baitul mal, karena Nabi tidak memerintahkan Ibnu Lutaibah 
untuk memulangkan hadiah tersebut kepada orang yang memberikannya.” 

Ibnu Mundzir berkata bahwa sabda Nabi “mengapa dia tidak duduk di rumah bapak dan ibunya” 
menunjukkan bolehnya seorang pekerja menerima hadiah dari orang yang biasa memberi hadiah 
sebelum dia memegang jabatan. 

Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Mundzir. Namun jelas pendapat beliau tersebut hanya 
berlaku jika nilai atau kadar hadiah tersebut tetap seperti yang dulu, sebelum si penerima hadiah 
mempunyai jabatan. (Fathul Bari: 20/206) 

Sedangkan an-Nawawi dalam Syarh Muslim menyatakan bahwa di antara kandungan hadits ini 
adalah penjelasan bahwa hadiah untuk para pekerja (karyawan, pejabat, dan lain-lain) adalah haram dan 
merupakan bentuk ghulul (khianat amanah), karena pekerja tersebut berarti telah berkhianat terhadap 
amanah dan kewenangannya. Oleh karena itu, dalam hadits tersebut disebutkan bahwa hukumannya 
adalah memikul hadiah tersebut pada hari kiamat, sebagaimana hukuman untuk orang yang mengambil 
harta rampasan perang sebelum dibagikan. 

Dalam hadits tersebut, Nabi menjelaskan sebab diharamkannya hadiah untuk pekerja, yaitu 
karena hadiah tersebut disebabkan oleh kewenangan yang dimiliki oleh si pekerja. Sebaliknya, hadiah 
untuk non-pekerja (karyawan, pejabat, dan lain-lain) itu dianjurkan. 

Telah dijelaskan bahwa harta yang didapatkan seorang pekerja dengan kedok hadiah, harus 
dipulangkan kepada pihak yang memberi hadiah. Jika tidak memungkinkan, maka diserahkan ke baitul 
mal. (Al-Minhaj: 6/304) 

Syekh Abdul Muhsin al-Abbad mengatakan, “Terdapat beberapa hadits dari Rasulullah yang 


menunjukkan bahwa para pekerja (“ummal) dan pegawai (muwazhzhafin) dilarang mendapatkan harta 
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meski sedikit (dikarenakan kewenangannya, pent), walau dengan kedok hadiah.” (Kaifa Yu'addi al- 
Muwazhzhaf al-Amanah, hlm. 10) 

Jadi, ketentuan di atas berlaku untuk hadiah siswa kepada guru, santri pesantren kepada ustadz 
atau ustadzah, guru kepada kepala sekolah, dan bawahan kepada atasan. Demikian pula, berlaku untuk 
lembaga kepada pegawai atau pejabat instansi yang menaungi atau berada di atasnya. Semisal pabrik 
obat kepada pejabat yang duduk di badan pengawasan obat, pabrik industri kepada pejabat di 
departemen perindustrian, dan seterusnya, baik dengan kedok THR, parsel hari raya, hadiah, dan 


sebagainya. 


Penulis: Ustadz Abu “Ukkasyah Aris Munandar, S.S. 
Artikel: PengusahaMuslim.Com 


HUKUM SEPUTAR SUAP DAN HADIAH 


Oleh Ustadz Armen Halim Naro Lc 


“Permasalahan harta, seakan-akan sebuah permasalahan yang tidak berkesudahan Sebagai 
seorang muslim yang menghadirkan akhirat ke dalam kehidupannya, tentu tidak menganggap 
permasalahan ini sepele atau terlampau menyempitkan ruang geraknya dalam mencari rizki. Sebab 
bagaimanapun juga, kita tetap butuh harta sebagai bekal, dan tetap waspada terhadap fitnahnya. 
Bagaimana tidak, pada saat ini kita menyaksikan, banyak orang tidak peduli lagi dalam mencari rizki, 
apakah dari yang halal atau dari yang haram. Hingga muncul penilaian, bahwa semua kebahagian hidup, 
keberhasilan, atapun kesuksesan ditentukan dan diukur dengan harta “. 

Pada dasarnya, syariat selalu mendorong naluri manusia untuk berusaha, hal itu tidak saling 
bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Imam Mawardi rahimahullah mengelompokkan bidang 
usaha manusia kepada tiga bidang pokok : pertanian, perdagangan, dan industri.(1). Dewasa ini, 
sebagian ulama memasukkan bidang “kepegawaian” menjadi salah satu bidang usaha yang sangat 
berharga bagi kebanyakan manusia, disamping tiga pokok usaha yang telah disebutkan Imam Mawardi 
rahimahullah tersebut. 

Mencari rizki dengan menjadi pegawai negeri maupun swasta adalah sesuatu yang halal. Akan 
tetapi, fenomena yang kita saat ini, tidak jarang seorang pegawai menghadapi hal-hal yang haram atau 
makruh dalam pekerjaannya tersebut. Di antaranya, disebabkan munculnya suap, sogok menyogok atau 
pemberian uang diluar gaji yang tidak halal mereka terima. Bagaimana tinjauan syariat dalam masalah 
ini ? : 
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DEFINISI SUAP, HADIAH DAN BONUS 


Banyak sebutan untuk pemberian sesuatu kepada petugas atau pegawai diluar gajinya, seperti 
suap, hadiah, bonus, fee dan sebagainya. Sebagian ulama menyebutkan empat pemasukan seorang 
pegawai, yaitu gaji, uang suap, hadiah dan bonus.I2) 

Suap, disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa syariat 
disebut dengan risywah. Secara istilah disebut “memberi uang dan sebagainya kepada petugas 
(pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan”. (3 

Hadiah diambil dari kata bahasa Arab, dan definisinya, pemberian seseorang yang sah memberi 
pada masa hidupnya, secara kontan tanpa ada syarat dan balasan”.|4|) 

Adapun bonus, ia memiliki definisi, yang mendekati makna hadiah, yaitu upah diluar gaji resmi 


(sebagai tambahan). (5J 


DALIL TENTANG SUAP DAN HADIAH 


Suap, hukunya sangat jelas diharamkan oleh Al-Our'an dan Sunnah serta Ijma, baik bagi yang 
memberi maupun yang menerima. 


Di dalam Al-Our'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman : 


“Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian lain di antara kamu dengan jalan 
yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 


mengetahui” (Al-Bagarah : 188) 


Dalam ,menafsirkan ayat di atas, al Haitsami rahimahullah berkata : “Janganlah kalian ulurkan 
kepada hakim pemberian kalian, yaitu dengan cara mengambil muka dan menyuap mereka, dengan 
harapan mereka akan memberikan hak orang lain kepada kalian, sedangkan kalian mngetahui hal itu 
tidak halal bagi kalian”.|6) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. 
“Artinya : Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan 
memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah don ditulikanNya 


telinga mereka dan dibutakanNya penglihatan mereka” (Muhammad : 22-23) 
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Abul “Aliyah rahimahullah berkata, “Membuat kerusakan di permukaan bumi dengan suap dan 


sogok.” (7). Dalam mensifati orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman : 


“Artinya : Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak 


memakan yang haram” JAl-Maidah : 42) 


Tentang ayat ini, Hasan dan Said bin Jubair rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya, bahwa yang 
dimaksud adalah pemakan uang suap, dan beliau berkata: “Jika seorang Oodi (hakim) menerima suap, 


tentu akan membawanya kepada kekufuran”.|8) 


Sedangkan dari Sunnah. 

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhu , ia berkata : “Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam 
melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap”.(HR At-Tirmidzi, 1/250: Ibnu Majah, 2313 dan 
Hakim, 4/102-103: dan Ahmad 2/164,190. Syaikh Al-Albani berkata,”Shahih.” Lihat Irwa' Ghalil 8/244| 

Dalam riwayat Tsauban, terdapat tambahan hadits: “Arroisy” (...dan perantara transaksi suap)”. 
(HR Ahmad, 5/279 dalam sanadnya ada Laits bin Abi Salim, hafalannya bercampur, dan Syaikhnya, Abul 
Khattab majhul| 

Hadits ini menunjukkan, bahwa suap termasuk dosa besar, karena ancamannya adalah Laknat. 
Yaitu terjauhkan dari rahmat Allah. Al Haitsami rahimahullah memasukkan suap kepada dosa besar yang 
ke-32. 

Sedangkan menurut Ijma', telah tenjadi kesepakatan umat tentang haramnya suap secara global, 
sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Audamah, (9J Ibnul Atsir, (10) Shan'ani rahimahullah. (11) 

Adapun hadiah, Ia merupakan pemberian yang dianjurkan oleh syariat, sekalipun pemberian itu 
-menurut pandangan yang memberi- sesuatu yang remeh. 

isebutkan dalam hadits, dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wa 
sallam, beliau bersabda : “Wahai, wanita muslimah. Janganlah kalian menganggap remeh pemberian 
seorang tetangga kepada tetangganya, sekalipun ujung kaki kambing”. (HR Bukhari, no. 2566. Lihat 
Fathul Bari, 5/198) 

Juga dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 
“Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencinta”. (HR Bukhari dalam Adabul Mufrad, 


no. 594. Ibnu Hajar berkata,” Sanadnya shahih”) 
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Tentang anjuran saling memberi hadiah, di kalangan ulama telah terjadi Ijima', karena Ia 
memberikan pengaruh yang positif di masyarakat: baik bagi yang memberi maupun yang menerima. 
Bagi yang memberi, itu sebagai cara melepaskan diri dari sifat bakhil, sarana untuk saling menghormati 
dan sebagainya. Sedangkan kepada yang diberi, sebagai salah satu bentuk memberi kelapangan 
terhadapnya, hilangnya kecemburuan dan kecurigaan, bahkan mendatangkan rasa cinta dan persatuan 


dengan sesama. 


PERBEDAAN ANTARA SUAP DENGAN HADIAH 


Seorang muslim yang mengetahui perbedaan ini, maka ia akan dapat membedakan jalan yang 


hendak Ia tempuh, halal ataukah haram. Perbedaan tersebut, di antaranya : 


1) Suap adalah, pemberian yang diharamkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang haram dan 
kotor. Sedangkan hadiah merupakan pemberian yang dianjurkan syariat, dan ia termasuk 
pemasukan yang halal bagi seorang muslim. 

2) Suap, ketika memberinya tentu dengan syarat yang tidak sesuai dengan syariat, baik syarat 
tersebut disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Sedangkan hadiah, 
pemberiannya tidak bersyarat. 

3) Suap, diberikan untuk mencari muka dan mempermudah dalam hal yang batil. Sedangkan 
hadiah, ia diberikan dengan maksud untuk silaturrahim dan kasih-sayang, seperti kepada 
kerabat, tetangga atau teman, atau pemberian untuk membalas budi.(12| 

4) Suap, pemberiannya dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntut- menuntut, 
biasanya diberikan dengan berat hati. Sedangkan hadiah, pemberian terang-terangan atas dasar 
sifat kedermawanan. 


5) Suap -biasanya- diberikan sebelum pekerjaan, sedangkan hadiah diberikan setelahnya. (13) 


HUKUM PEMBERIAN KEPADA PEGAWAI 


Pada dasarnya, pemberian seseorang kepada saudaranya muslim merupakan perbuatan terpuji 
dan dianjurkan oleh syariat. Hanya, permasalahannya menjadi berbeda, jika pemberian tersebut untuk 
tujuan duniawi, tidak ikhlas mengharapkan ridha Allah semata. Tujuan duniawi yang dimaksud, juga 
berbeda-beda hukumnya sesuai dengan seberapa jauh dampak dan kerusakan yang ditimbulkan dari 


pemberian tersebut. 
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Terdapat riwayat yang sangat menarik untuk menggambarkan penmasalahan ini. Dan Abu 
Hamid as Sa'idi Radhiyallahu “anhu, ia berkata :Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam mengangkat salah 
seorang dari suku Azad sebagai petugas yang mengambil zakat Bani Sulaim. Orang memanggilnya 
dengan “Ibnul Lutbiah. Ketika datang, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam mengaudit hasil zakat yang 
dikumpulkannya. 

la (orang tersebut, Red) berkata,” Ini harta kalian, dan ini hadiah,” 

Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Kalau engkau benar, 
mengapa engkau tidak duduk saja di rumah ayah atau ibumu, sampai hadiah itu mendatangimu?” 

Lalu beliau berkhutbah, memanjatkan pujian kepada Allah azza wa jalla , Lalu beliau bersabda : 
“Aku telah tugaskan seseorang dari kalian sebuah pekerjaan yang Allah azza wa Jalla telah 
pertanggungjawakan kepadaku, Lalu ia datang dan berkata “yang ini harta kalian, sedangkan yang ini 
hadiah untukku”. Jika dia benar, mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya, kalau benar 
hadiah itu mendatanginya. Demi Allah , tidak boleh salah seorang kalian mengambilnya tanpa hak, 
kecuali dia bertemu dengan Allah dengan membawa unta yang bersuara, atau sapi yang melenguh, atau 
kambing yang mengembik,” lalu beliau Shallallahu “alaihi wa sallam mengangkat kedua tangannya 
hingga nampak ketiaknya, dan berkata: “Ya Allah, telah aku sampaikan,” (rawi berkata), Aku Lihat 
langsung dengan kedua mataku, dan aku dengar dengan kedua telingaku.” (HR Bukhari, 6979 dan 
Mustim, 1832| 

Karena seringnya orang mempermainkan istilah syariat, sehingga sesuatu yang haram 
dianggapnya bisa menjadi halal. Begitu pula dengan suap. Di-istilahkan dengan bonus atau fee dan 
sebagainya. Maka, yang terpenting bagi seorang muslim adalah. harus mengetahui bentuk pemberian 
tersebut dan hukum syariat tentang permasalahan itu. 

Dalam Pemberian Sesuatu Kepada Pegawai. Terbagi Dalam Tiga Bagian. 

Pertama : Pemberian Yang Diharamkan Memberi. Maupun Mengambilnya.(14 

Kaidahnya, pemberian tersebut bentujuan untuk sesuatu yang batil, ataukah pemberian atas 
sebuah tugas yang memang wajib dilakukan oleh seorang pegawai. 

Misalnya pemberian kepada pegawai setelah ia menjabat atau diangkat menjadi pegawai pada 
sebuah instansi. Dengan tujuan mengambil hatinya tanpa hak, baik untuk kepentingan sekarang maupun 
untuk masa akan datang, yaitu dengan menutup mata terhadap syarat yang ada untuknya, dan atau 
memalsukan data, atau mengambil hak orang Lain, atau mendahulukan pelayanan kepadanya daripada 


orang yang lebih berhak, atau memenangkan perkaranya, dan sebagainya. 
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Diantara permisalan yang juga tepat dalam permasalahan ini adalah, pemberian yang diberikan 
oleh perusahaan atau toko kepada pegawainya, agar pegawainya tersebut merubah data yang 
seharusnya, atau merubah masa berlaku barang, atau mengganti nama perusahaan yang memproduksi, 
dan sebagainya. 

Kedua : Pemberian Yang Terlarang Mengambilnya, Dan Diberi Keringanan Dalam 
Memberikannya. 

Kaidahnya, pemberian yang dilakukan secara terpaksa, karena apa yang menjadi haknya tidak 
dikerjakan, atau disengaja diperlambat oleh pegawai bersangkutan yang seharusnya memberikan 
pelayanan. 

Sebagai misal, pemberian seseorang kepada pegawai atau pejabat, yang ia lakukan karena untuk 
mengambil kembali haknya, atau untuk menolak kezhaliman terhadap dirinya. Apalagi Ia melihat, jika 
sang pegawai tersebut tidak diberi sesuatu (uang, misalnya), maka ia akan melalaikan, atau 
memperlambat prosesnya, atau ia memperlihatkan wajah cemberut dan masam. (15J 

Syaikhul Islam Ibnu Talmiyyah rahimahullah berkata : Jika seseorang memberi hadiah (dengan 
maksud) untuk menghentikan sebuah kezhaLiman atau menagih haknya yang wajib, maka hadiah ini 
haram bagi yang mengambil, dan boleh bagi yang memberi. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wa 
sallam bersabda, “Sesungguhnya aku seringkali memberi pemberian kepada seseorang, lalu ia keluar 
menyandang api (neraka),” ditanyakan kepada beliau,”Ya, Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam. 
Mengapa engkau memberi juga kepada mereka?” Beliau menjawab, “Mereka tidak kecuali meminta 
kepadaku, dan Allah tidak menginginkanku bakhil.” (16J 

Ketiga : Pemberian Yang Diperbolehkan, Bahkan Dianjurkan Memberi Dan Mengambilnya. 

Kaidahnya, suatu pemberian dengan tujuan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala 
untuk memperkuat tali silaturahim atau menjalin ukhuwah Islamiah, dan bukan bertujuan memperoleh 
keuntungan duniawi. 

Di bawah ini ada beberapa permasalahan, yang hukumnya masuk dalam bagian ini, sekalipun 
yang afdhal bagi pegawai, tidak menerima hadiah tersebut, sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari 
tuduhan dan sadduz zari'ah (penghalang) baginya dari pemberian yang haram. 

1) Hadiah seseorang yang tidak mempunyai kaitan dengan pekerjaan (usahanya). Sebelum orang 
tersebut menjabat, ia sudah sering juga memberi hadiah, karena hubungan kerabat atau yang 
lainnya. Dan pemberian itu tetap tidak bentambah, meskipun yang ia beri sekarang sedang 


menjabat. 
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2) Hadiah orang yang tidak biasa memberi hadiah kepada seorang pegawai yang tidak berlaku 
persaksiannya, seperti Oodi bersaksi untuk anaknya, dan hadiah tersebut tidak ada 
hubungannya dengan usahanya. 

3) Hadiah yang telah mendapat izin dan oleh pemerintahannya atau instansinya. 

4) Hadiah atasan kepada bawahannya. 


5) Hadiah setelah ia meninggalkan jabatannya, dan yang lain-lain. 


Demikian penmasalahan hadiah, yang ternyata cukup pelik kita hadapi. Apalah lagi dengan 
perbuatan ghulul? 

Ghulul adalah mencuri secara diam-diam. Perbuatan ini, tentu lebih tidak boleh dilakukan. 
Dalam sebuah hadits disebutkan : 

Dari “Adi bin Amirah Radhiyallahu anhu , ia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam telah 
bersabda : “Barangsiapa yang kami tunjuk untuk sebuah pekerjaan, Lalu ia menyembunyikan sebuah 
jarum atau lebih, berarti Ia telah berbuat ghulul mencuri secara diam-diam) yang harus ia bawa nanti 
pada hari kiamat”. 

Dia (“Adi) berkata : Tiba-tiba seorang laki-laki Anshar berkulit hitam, ia tegak bendiri seakan- 
akan aku melihatnya, lalu ia berkata: “Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, tawarkan pekerjaan 
kepadaku,” beliau bersabda, “Apa gerangan?” Dia berkata, “Aku mendengar engkau baru saja berkata 
begini dan begini,” Lalu beliau Shallallahu “alaihi wa sallam, bersabda, "Saya tegaskan kembali. 
Barangsiapa yang kami tunjuk untuk mengerjakan sesuatu, maka hendaklah ia membawa semuanya, 
yang kecil maupun yang besar. Apa yang diberikan kepadanya, ia ambil. Dan apa yang dilarang 


mengambilnya, ia tidak mengambilnya.” IHR Muslim, no. 1833|) 


SOLUSI SUAP DAN HADIAH YANG HARAM 


Permasalahan suap dan “pemberian hadiah” yang membudaya di masyarakat ini, dikenal di 
tengah masyarakat seiring dan berkelindan dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Perbuatan ini 
merupakan penyakit yang sudah sangat akut. Penyebab utamanya adalah kebodohan terhadap syariat 
Islam yang hanif ini, sehingga banyak perintah yang ditinggalkan, dan ironisnya banyak larangan yang 
dikerjakan. 

Rizki yang didapatkan tidak halal, ia tidak akan mampu mendatangkan kebahagiaan. Ketika satu 


kemaksiatan dilakukan, itu berarti menanam dan menebarkan kemaksiatan Lainnya. Dia akan 
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menggeser peran hukum, sehingga peraturan syariat tidak lagi mudah dipraktekkan. Padahal untuk 


mendapatkan kebahagian, Islam haruslah dijalankan secara kafah (menyeluruh). 


1) 


2) 


3) 


4) 


Kedua : 


Secara singkat, solusi memberantas suap maupun penyakit sejenisnya, terbagi dalam dua hal. 
Pertama : Solusi Untuk Individu Dan Masyarakat. 

Setiap individu muslim hendaklah memperkuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa 
Ta'ala. Takwa merupakan wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat yang terdahulu dan 
yang kemudian. Dengan takwa ia mengetahui perintahNya lalu melaksanakannya, dan 
mengetahui laranganNya lalu menjauhinya. 

Berusaha menanamkan pada setiap diri sifat amanah, dan menghadirkan ke dalam hati besarnya 
dosa yang akan ditanggung oleh orang yang tidak menunaikan amanah. Dalam hat ini, peran 
agama memiliki pengaruh sangat besar, yaitu dengan penanaman akhlak yang mulia. 

Setiap individu selalu belajar memahami rizki dengan benar. Bahwa membahagiakan diri dengan 
harta bukanlah dengan cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dengan 
mencari rizki yang halal dan hidup dengan gana'ah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan 
memberi berkah pada hartanya, dan Ia dapat berbahagia dengan harta tersebut. 

Menghadirkan ke dalam hati, bahwa di balik penghidupan ini ada kehidupan yang kekal, dan 
setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 
Semua perbuatan manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hartanya, dari 
mana engkau mendapatkannya, dan kemana engkau habiskan? Jika seseorang selamat pada 


pertanyaan pertama, belum tentu ia selamat pada pertanyaan berikutnya. 


Solusi Untuk Ulil Amri (Pemerintah). 

1) Jika ingin membersihkan penyakit masyarakat ini, hendakah memulai dari mereka sendiri. 
Pepatah Arab mengatakan, rakyat mengikuti agama rajanya. Jika rajanya baik, maka 
masyarakat akan mengikutinya, dan sebaliknya. 

2) Bekerjasama dengan para da'i untuk menghidupkan ruh tauhid dan keimanan kepada Allah 
Subhanahu wa Ta'ala. Jika tauhid telah lurus dan iman telah benar, maka, semuanya akan 
berjalan sesuai yang diinginkan oleh setiap diri seorang muslim. 

3) Jika mengangkat seorang pejabat atau pegawai, hendaklah mengacu kepada dua syarat, 
yaitu keahlian, dan amanah. Jika kurang salh satu dari dua syarat tersebut, tak mustahil 
terjadi kerusakan. Kemudian, memberi hukuman sesuai dengan syariat bagi yang 


melanggarnya. 
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4) Semua pejabat pemerintah seharusnya mencari penasihat dan bithanah (orang dekat) yang 
shalih, yang menganjurkannya untuk berbuat baik, dan mencegahnya dari berbuat buruk. 


Seiring dengan itu, Ia juga menjauhi bithanah yang thalih. 


Demikian yang dapat dikemukakan dalam permasatalan ini Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala 
memberi kekuatan kepada kaum Muslimin untuk menegakkan agamanya pada kehidupan ini, sehingga 


dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bish showab. 


(Disalin dari Majalah As-Sunnah Edisi 05/Tahun X/1427H/2006M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istigomah Surakarta, 
Alamat Jl. Solo-Puwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183) 


Foot Note. 

(1). Al Hawil Kabir, 19/180. 

(2). Lihat Subulussalam, Shan'ani, 1/216. 

(3). Kamus Besar Bahasa Indenesia, hlm. 720, dan semakna dengan defimsi para ulama. Lihat juga Mukhtarush 
Shihah, hlm. 244 dan Oamus Muhith, 4/336. 

(4). Agrabul Masalik, 5/341,342. 

(5J. Kamus Besar Bahasa Indenesia, hlm. 154. 

(6J. Az Zawajir, Haitsami 1/131, senada dengan yang ditafsirkan al Baghawi, Syarhussunnah, 10/88. 

(71. Ahkamul Our'an, al Gurthubi, 16/208. 

(81. Al Mughni, 11/437. 

(91. Ibid. 

(10). An Nihayah, 2/226. 

(11). Subulussalam, 1/216. 

(12). Ar-Ruh, Ibnul Oayyim, 1/240. 

(13). Lihat pembahasan ini di kitab Hadaya Lil Muwazhzhafin, Dr. al Hasyim, hal 27-29. 

(14). Ibid, hlm. 35-79. 

(15). Bahkan di banyak kejadian, pemberian seperti itu sudah merupakan hal wajib, sampai-sampai mereka tidak 
sungkan dan tidak lagi tahu malu dengan menghardik orang yang tidak memberikan uang kepadanya. 

(16). Majmu' Fatawa, 31/286. Lihat pula pembahasan ini di Fathul Oadir 7/255, Mawahibul Jalil 6/121, al Hawil 
Kabir, 16/283: Nailul Author, 10/259-261. 
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Ijarah (Upah) 
1. PENGERTIAN IJARAH (UPAH) 


Ijarah, menurut bahasa, adalah al-itsabah (memberi upah). Misalnya aajartuhu, baik dibaca 
panjang atau pendek, yaitu memberi upah. Sedangkan menurut istilah figih ialah pemberian hak 


pemanfa'atan dengan syarat ada imbalan. (Fathul Bari IV: 439). 


2. PENSYARYATAN IJARAH 


Allah swt berfirman : 

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka 
upahnya." (OS Ath-Thaalag: 6). 

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada 
kita), karena sesungguhnya orang yang peling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 
orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (OS Al-Oashash: 26). 

"Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidr 
menegakkan dinding itu, Musa berkata, Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." 


(OS Al-Kahfi: 77). 


Dari Aisyah ra, dia berkata "Nabi saw bersama Abu Bakar ra pernah mengupah seorang laki-laki dari Bani 
Dail sebagai penunjuk jalan yang mahir. Al-Khirrit ialah penunjuk jalan yang mahir." (Shahih: Irwa-ul 


Ghalil no: 1409 dan Fathul Bari IV: 442 no: 2263). 


3. HAL-HAL YANG BOLEH DITARIK UPAHNYA 


Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan sesuatu itu yang tetap utuh, maka boleh 
disewakan untuk mendapatkan upahnya, selama tidak didapati larangan dari syari'at. 

Dipersyaratkan sesuatu yang disewakan itu harus jelas dan upahnya pun jelas, demikian pula 
jangka waktunya dan jenis pekerjaannya. 
Allah swt berfirman ketika menceritakan perihal rekan Nabi Musa as: 

"Berkatalah dia (Syu'aib), Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah 
seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu 


cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan) darimu." (OS al-Oashash: 27). 
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Dari Hanzhalah bin Oais, ia bertutur: Saya pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang 
menyewakan tanah dengan emas dan perak. Maka jawabnya, "Tidak mengapa, sesungguhnya pada 
masa Nabi saw orang-orang hanya menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang- 
pematang (galengan), tepi-tepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lalu yang itu musnah dan yang ini 
selamat, dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan tidak ada bagi orang-orang (ketika itu) 
sewaan melainkan ini, lalu yang demikian itu dilarang. Adapun (sewa) dengan sesuatu yang pasti dan 


dapat dijami, maka tidak dilarang." (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1498). 


4. ANJURAN SEGERA MEMBAYAR UPAH 


Dari Ibnu Umair ra bahwa Rasulullah saw bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum 


kering keringatnya!" (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1980 dan Ibnu Majah II: 817 no: 2443). 


5. DOSA ORANG YANG TIDAK MEMBAYAR UPAH PEKERJA 


Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw Beliau bersabda, "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga golongan 
yang pada hari kiamat (kelak) Aku akan menjadi musuh mereka: (pertama) seorang laki-laki yang 
mengucapkan sumpah karena Aku kemudian ia curang, (kedua) seorang laki-laki yang menjual seorang 
merdeka lalu dimakan harganya, dan (ketiga) seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang buruh lalu 
sang buruh mengerjakan tugas dengan sempurna, namun ia tidak memberinya upahnya." (Hasan: Irwa- 


ul Ghalil no: 1489 dan Fathul Bari IV: 417 no: 2227). 


6. PERBUATAN YANG TIDAK BOLEH DIAMBIL UPAHNYA SEBAGAI MATA 
PENCAHARIAN 

Allah swt menegaskan : 

"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri 
menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang 
memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Mulia Pengampun Lagi Maha Penyayang (kepada 
mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)." (AS an-Nuur: 33). 

Dari Jabir Abdullah bin Ubai bin Salul mempunyai dua budak perempuan, yang satu bernama 
Musaikah dan satunya lagi bernama Umaimah. Kemudian dia memaksa mereka agar melacur, lalu 
mereka mengadukan kasus itu kepada Nabi saw. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya: "Dan 
janganlah kamu memaksa budak-budak wanitamu untuk melacur maka adalah Maha Pengampun lagi 


Maha Penyayang." (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 2155 dan Muslim2 IV: 3320 no: 27 dan 3029). 
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Dari Abu Mas'ud al-Anshari ra bahwa Rasulullah saw melarang harga anjing, hasil melacur, dan 
Upah tukang tenung. (Muttafagun 'alaih: Fathul Bari IV: 426 no: 237, Muslim Ill: 1198 no: 1567, “Aunul 
Ma' bud IX: 374 no: 3464, Tirmidzi II: 372 no: 1293, Ibnu Majah II: 730 no: 2159 dan Nasa'i VII: 309). 

Dari Ibnu Umar ra ia berkata, "Nabi saw melarang upah persetubuhan pejantan." (Shahih: 
Mukhtashar Muslim no: 939, Fathul Bari IV: 461 no: 2284, “Aunul Ma'bud IX: 296 no: 3412, Tirmidzi II: 
372 no: 1291 dan Nasa'i VII: 289). 


7. UPAH MEMBACA AL-0UR'AN 


Dari Abdurrahman bin Syibl al-Anshari ra, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, 
"Hendaklah kalian membaca al-Our'an, namun janganlah kamu makan dengan (upah membacaj)nya, 
jangan (pula) memperbanyak (harta) dengannya, jangan kamu berpaling darinya dan jangan (pula) kalian 
berkelebihan dalam (menyikapi)nya." (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 1168 dan al-Fathur Rabbani 
XV: 125 no: 398). 

Dari Jabir bin Abdillah ra, ia berkata : Rasulullah saw pernah pergi menemui kami yang sedang 
membaca al-Our'an, sedang di antara kami ada yang berkebangsaan Arab dan ada pula non Arab. 
Kemudian Beliau bersabda, "Bacalah (al-Our'an): karena setiap (huruf) (pahalanya) satu kebaikan: dan 
akan ada sejumlah kaum yang berusaha meluruskan bacaan al-Our'an sebagaimana dibereskannya gelas 
(yang pecah): mereka tergesa-gesa untuk mendapat balasannya dan tidak mau menangguhkannya." 
(Shahih: ash-Shahihah no: 259 dan “Aunul Ma'bud III: 58 no: 815). 

Ma'na kalimat "Dan akan ada sejumlah kaum yang berusaha meluruskan bacaan al-Our'an ini 
pada mereka yang gigih memperbaiki lafadz dan kata yang terdapat dalam al-Our'an dan memaksa dan 
memperhatikan makharijul huruf dan sifat-sifatnya "Sebagaimana dibereskannya gelas (yang pecah)" 
yaitu mereka berusaha dengan serius memperbaiki bacaan karena riya', sum'ah, prestise, dan populer. 
"Mereka menangguhkannya, yaitu mendambakan pahala di akhirat, namun justeru mereka 
mengutamakan balasan duniawi balasan yang dijanjikan di akhirat. Mereka ittikal (pasrah tanpa iktiyar), 
tidak mau bertawakkal kepada-Nya. Lihat “Aunul Ma' bud III: 59. 

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa ia pernah mendengar Nabi saw bersabda, "Pelajarilah al-Our'an, 
dan dengannya mohonlah kepada Allah surga sebelum satu kaum yang mempelajarinya untuk mencari 
keuntungan duniawi: karena sesungguhnya al-Our'an dipelajari oleh tiga kelompok manusia: (pertama) 
seorang yang senang berbangga diri dengannya, (kedua) seorang yang mencari makan dengannya, dan 
(ketiga) seorang yang membacanya karena Allah ta'ala." (Shahih: ash-Shahihah no: 463 dan Ibnu Nashr 


meriwayatkannya dalam Oiyamul lail hal. 74). 
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Sumber: Diadaptasi dari "Abdul "Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-Wajiz Fi Fighis Sunnah Wal Kitabil "Aziz, 
atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Our"an dan As-Sunnah Ash-Shahihah, terj. Ma"ruf Abdul 
Jalil (Pustaka As-Sunnah), hlm. 681 - 687. 


Dikutip dari : http://alislamu.com/index.php?option-com content&task—view&id-267&Itemid-22 
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Oiradh (Pinjam Meminjam) 
1. KEUTAMAAN OIRADH (PINJAM MEMINJAM) 


Dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda, "Barangsiapa menghilangkan satu kesusahan di 
antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan darinya 
satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan hari kiamat: barang siapa memberi kemudahan kepada 
orang yang didera kesulitan, niscaya Allah memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat: dan 
Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya." (Shahih: 
Mukhtashar Muslim no: 1888, Muslim IV: 2047 no: 2699, Tirmidzi IV: 265 no: 4015, “Aunul Ma'bud XIII: 
289 no: 4925). 

Dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Nabi saw bersabda, "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman 
kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti shadagah 


sekali." (Hasan: Irwa-ul Ghalil no: 1389 dan Ibnu Majah II: 812 no: 2430). 


2. PERINGATAN KERAS TENTANG HUTANG 


Dari Tsauban, mantan budak Rasulullah, dari Rasulullah saw, bahwa Beliau bersabda, 
"Barangsiapa yang rohnya berpisah dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari tiga hal, niscaya masuk 
surga: (pertama) bebas dari sombong, (kedua) dari khianat, dan (ketiga) dari tanggungan hutang." 
(Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1956, Ibnu Majah II: 806 no: 2412, Tirmidzi III: 68 no: 1621). 

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda, "Jiwa orang mukmin bergantung pada 
hutangnya hingga dilunasi." (Shahih: Shahihul Jami' no: 6779 al-Misykah no: 2915 dan Tirmidzi Il: 270 
no: 1084). 

Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah bersabda, "Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan 
menanggung hutang satu Dinar atau satu Dirham, maka dibayarilah (dengan diambilkan) dari 
kebaikannya: karena di sana tidak ada lagi Dinar dan tidak (pula) Dirham." (Shahih: Shahih Ibnu Majah 
no: 1985, Ibnu Majah II: 807 no: 2414). 

Dari Abu Oatadah ra bahwasannya Rasulullah pernah berdiri di tengah-tengah para sahabat, lalu 
Beliau mengingatkan mereka bahwa jihad di jalan Allah dan iman kepada-Nya adalah amalan yang paling 
afdhal. Kemudian berdirilah seorang sahabat, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika 
aku gugur di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan terhapus dariku?" Maka jawab Rasulullah saw 
kepadanya "Ya, jika engkau gugur di jalan Allah dalam keadaan sabar mengharapkan pahala, maju 


pantang melarikan diri." Kemudian Rasulullah bersabda: "Melainkan hutang, karena sesungguhnya 
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Jibril 'alaihissalam menyampaikan hal itu kepadaku." (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1197, Muslim III: 1501 
no: 1885, Tirmidzi III: 127 no: 1765 dan Nasa'i VI: 34). 


3. ORANG YANG MENGAMBIL HARTA ORANG LAIN DENGAN NIAT HENDAK DIBAYAR 
ATAU DIRUSAKNYA 

Dari Abi Hurairah ra dari Nabi saw, Beliau bersabda, "Barangsiapa mengambil harta orang lain 
dengan niat hendak menunaikannya, niscaya Allah akan menunaikannya, dan barang siapa yang 
mengambilnya dengan niat hendak merusaknya, niscaya Allah akan merusakkan dirinya." (Shahih: 
Shahihul Jami' no: 598 dan Fathul Bari V: 53 no: 2387). 

Dari Syu'aib bin Amr, ia berkata: Shuhaibul Khair ra telah bercerita kepada kami, dari Rasulullah 
saw, bahwasannya Beliau bersabda, "Setiap orang yang menerima pinjaman dan ia bertekad untuk tidak 
membayarnya, niscaya ia bertemu Allah (kelak) sebagai pencuri." (Hasan Shahih: Shahihul Ibnu Majah 


no: 1954 dan Ibnu Majah II: 805 no: 2410). 


4. PERINTAH MELUNASI HUTANG 


Allah swt berfirman : 

"Sesunguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 


Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (OS An-Nisaa': 58). 


5. MEMBAYAR DENGAN BAIK 


Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Adalah Nabi saw pernah mempunyai tanggungan berupa unta 
yang berumur satu tahun kepada seorang laki-laki. Kemudian ia datang menemui Nabi saw lalu 
menagihnya. Maka Beliau bersabda kepada para Shahabat, "Bayar (hutangku) kepadanya." Kemudian 
mereka mencari unta yang berusia setahun, ternyata tidak mendapatkannya, melainkan yang lebih tua. 
Kemudian Beliau bersabda, "Bayarkanlah kepadanya." Lalu jawab laki-laki itu, "Engkau membayar 
(hutangmu) kepadaku (dengan lebih sempurna), niscaya Allah menyempurnakan karunia-Nya 
kepadamu." Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang 
terbaik di antara kamu dalam membayar hutang." (Shahih: Irwa-ul Ghalil V: 225, Fathul Bari IV: 58 no: 
2393, Muslim III: 1225 no: 1601, Nasa'i VII: 291 dan Tirmidzi II: 389 no: 1330 secara ringkas). 
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Dari Jabir bin Abdullah ra, ia berkata, "Saya pernah menemui Nabi saw di dalam masjid Mis'ar 
berkata, "Saya berpendapat dia (Jabir) berkata: Di waktu shalat dhuha, kemudian Rasulullah bersabda, 
"Shalatlah dua raka'at." Dan Rasulullah pernah mempunyai tanggungan hutang kepadaku, lalu 
Rasulullah membayar lebih kepadaku." (Shahih: Fathul Bari V: 59 no: 2394, “Aunul Manusia' bud IX: 197 
no: 3331 kalimat terakhir saja). 

Dari Isma'il bin Ibrahim bin Abdullah bin Abi Rabi'ah al-Makhzumi dari bapaknya dari datuknya, 
bahwa Nabi saw pernah meminjam uang kepadanya pada waktu perang Hunain sebesar tiga puluh atau 
empat puluh ribu. Tatkala Beliau tiba (di Madinah), Beliau membayarnya kepadanya. Kemudian Nabi 
saw bersabda kepadanya, "Mudah-mudahan Allah memberi barakah kepadamu pada keluarga dan harta 
kekayaanmu: karena sesungguhnya pembayaran hutang itu hanyalah pelunasan dan ucapan syukur 


alhamdulillah." (Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 1968 dan Ibnu Majah II: 809 no: 2424, dan Nasa'i VII: 314). 


6. MENAGIH HUTANG DENGAN SOPAN 


Dari Ibnu Umar dan Aisyah ra bahwa Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa menuntut haknya, 
maka tuntutlah dengan cara yang baik, baik ia membayar ataupun tidak bayar." (Shahih: Shahih Ibnu 
Majah no: 1965 dan Ibnu Majah II: 809 no: 2421). 


7. MEMBERI TANGGUH KEPADA ORANG YANG KESULITAN 


Allah swt berfirman: 

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. 
Dan, menshadagahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (OS 
al-Bagarah: 280) 

Dari Hudzaifah ra, ia berkata: Saya pernah mendengar Nabi saw bersabda, "Telah meninggal 
dunia seorang laki-laki." Kemudian ia ditanya, "Apakah yang pernah engkau katakan (perbuat) dahulu?" 
Jawab Beliau, "Saya pernah berjual beli dengan orang-orang, lalu saya menagih hutang kepada orang 
yang berkelapangan dan memberi kelonggaran kepada orang berada dalam kesempitan, maka 
diampunilah dosa-dosanya." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1963 dan Fathul Bari V: 58 no: 2391). 

Dari Abul Yusri, sahabat Nabi saw, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa yang ingin 
dinaungi Allah dalam naungan-Nya (pada hari kiamat), maka hendaklah memberi tangguh kepada orang 
yang berada dalam kesempitan atau bebaskan darinya." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1963 dan Ibnu 
Majah II: 808 no: 2419). 
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8. PENUNDAAN ORANG MAMPU ADALAH ZHALIM 


Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda, "Penundaan orang yang mampu adalah 
suatu kezhaliman." (Muttfaagun 'alaih: Fathul Bari V: 61 no: 2400, Muslim III: 1197 no: 1564 “Aunul 
Ma' bud IX: 195 no: 3329, Tirmidzi II: 386 no: 1323, Nasa'| VII: 317 dan Ibnu Majah II: 803 no: 2403). 


9. BOLEH MEMENJARAKAN ORANG YANG ENGGAN MELUNASI HUTANG PADAHAL 
MAMPU 

Dari Amr bin asy-Syuraid dari bapaknya Rasulullah saw bersabda, "Penundaan orang yang 
mampu (membayar) dapat menghalalkan kehormatannya dan pemberian sanksi kepadanya." (Hasan: 
Shahih Nasa'i no: 4373, Nasa'i VII: 317, Ibnu Majah II: 811 no: 2427, “Aunul Ma'bud X: 56 no: 3611 dan 


Bukhari secara mu'allag lihat Fathul Bari V: 62). 


10. SETIAP PINJAMAN YANG MENDATANGKAN MANFA'AT ADALAH RIBA 


Dari Abu Buraidah (bin Abi Musa), ia bercerita, "Saya pernah datang di Madinah, lalu bertemu 
dengan Abdullah bin Salam. Kemudian ia berkata kepadaku, "Marilah pergi bersamaku ke rumahku, saya 
akan memberimu minum dengan sebuah gelas yang pernah dipakai minum Rasulullah saw dan kamu 
bisa shalat di sebuah masjid yang Beliau pernah shalat padanya." Kemudian aku pergi bersamanya (ke 
rumahnya), lalu (di sana) ia memberiku minum dengan minuman yang dicampur tepung gandum dan 
memberiku makan dengan tamar, dan aku shalat di masjidnya. Kemudian ia menyatakan kepadaku, 
"Sesungguhnya engkau berada di tempat di mana praktik riba merajalela, dan di antara pintu-pintu riba 
adalah seorang di antara kamu yang memberi pinjaman (kepada orang lain) sampai batas waktu 
(tertentu), kemudian apabila batas waktunya sudah tiba, orang yang menerima pinjaman itu datang 
kepadanya dengan membawa sekeranjang (makanan) sebagai hadiah, maka hendaklah engkau 
menghindar dari sekeranjang (makanan) itu dan apa yang ada di dalamnya." (Shahih: Irwa-ul Ghalil V: 


235 dan Baihagi V: 349). 
Sumber: Diadaptasi dari "Abdul "Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-Wajiz Fi Fighis Sunnah Wal Kitabil "Aziz, 


atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Our"an dan As-Sunnah Ash-Shahihah, terj. Ma"ruf Abdul 
Jalil (Pustaka As-Sunnah), hlm. 694 - 702. 
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SYIRKAH 


1. PENGERTIAN SYIRKAH 


Syirkah, menurut bahasa, adalah ikhthilath (berbaur). Adapun menurut istilah syirkah (kongsi) 
ialah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih 
keuntungan. Terkadang syirkah ini terbentuk tanpa disengaja, misalnya berkaitan dengan harta warisan. 


(Fathul Bari V: 129). 


2. PENSYARI"ATAN SYIRKAH 


Allah Subhaanahu Wata"aala berfirman: 

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim 
kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih: dan amat 
sedikitlah mereka ini." (AS Shaad: 24). 

"Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara 
perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi 
jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu." (OS 
An-Nisaa": 12) 

Dari Saib Radhiyallahu "Anhu bahwa ia berkata kepada Nabi saw, "Engkau pernah menjadi 
kongsiku pada (zaman) jahiliyah, (ketika itu) engkau adalah kongsiku yang paling baik. Engkau tidak 
menyelisihku, dan tidak berbantah-bantahan denganku." (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1853 dan Ibnu 
Majah II: 768 no: 2287). 


3. SYIRKAH SYAR"IYAH (BENTUK KONGSI YANG DISYARATKAN) 


Dalam kitabnya, as-Sailul Jarrar Ill: 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani rahimahullah menulis 
sebagai berikut, "(Syirkah syar"iyah) terwujud (terealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua 
orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. 
Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di 
antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah 
tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, 


meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka 
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lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syari"at, hal seperti ini tidak 
mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang 


dada." 


Sumber: Diadaptasi dari "Abdul "Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-Wajiz Fi Fighis Sunnah Wal Kitabil "Aziz, atau Al- 
Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Our"an dan As-Sunnah Ash-Shahihah, terj. Ma"ruf Abdul Jalil (Pustaka As- 
Sunnah), him. 687 - 689. 


Sumber : http://alislamu.com/index.php?option-com. content&task-view&id-268&Itemid-22 
Penjelasan Lebih Lengkap tentang SYIRKAH, baca : 
http://www.pengusahamuslim.com/modules/smartsection/item.php?itemid-63 


Syirkah dan Hukum-Hukumnya (Kerjasama Permodalan) 


Penulis: Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih & Prof. Dr. Shalah ash-Shawi 


Syirkah dalam figih Islam ada beberapa macam: di antaranya yang kembali kepada perjanjiannya, 
dan ada juga yang kembali kepada kepemilikan. Dari sisi hukumnya menurut syariat, ada yang disepakati 
boleh, ada juga yang masih diperselisihkan hukumnya. Di sini kita akan mengulas apa yang penulis 


perkirakan amat dibutuhkan oleh seorang usahawan muslim untuk diketahui hukum-hukumnya: 


Definisi Syirkah 


Syirkah dalam bahasa Arabnya berarti pencampuran atau interaksi. Bisa juga artinya 
membagikan sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada. 

Sementara dalam terminologi ilmu figih, arti syirkah yaitu: Persekutuan usaha untuk mengambil 
hak atau beroperasi. Aliansi mengambil hak, mengisyaratkan apa yang disebut Syirkatul Amlak. 


Sementara aliansi dalam beroperasi, mengisyaratkan Syirkatul Ugud (Syirkah Transaksional). 


Disyariatkannya Syirkah 


Syirkah disyariatkan berdasarkan ijma"/konsensus kaum muslimin. Sandaran ijma" tersebut 


adalah beberapa dalil tegas berikut: 


Firman Allah: "...tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam 


yang sepertiga itu..." (An-Nisa: 12) 
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Saudara-saudara seibu itu bersekutu atau beraliansi dalam memiliki sepertiga warisan sebelum dibagi- 


bagikan kepada yang lain. 


Firman Allah: "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, 


maka sesungguhnya seperlima untuk Allah." (Al-Anfal: 41) 


Harta rampasan perang adalah milik Rasulullah dan kaum muslimin secara kolektif sebelum dibagi- 


bagikan. Mereka semua-nya beraliansi dalam kepemilikan harta tersebut. 


Riwayat yang shahih bahwa al-Barra bin Azib dan Zaid bin Argam keduanya bersyarikat dalam 


perniagaan. Mereka membeli barang-barang secara kontan dan nasi'ah. Berita itu sampai kepada 


Rasulullah a. Maka beliau memerintahkan agar menerima barang-barang yang mereka beli dengan 


kontan dan menolak barang-barang yang mereka beli dengan nasi'ah. 


Macam-macam Syirkah 


Syirkah itu ada dua macam: 


Pertama: Syirkah Hak Milik (Syirkatul Amlak). 


Yaitu per-sekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan 


salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah atau warisan. 


Kedua: Syirkah Transaksional (Syirkatul Ugud). 


Yakni akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. 


Macam-macam Syirkah Transaksional 


Syirkah transaksional menurut mayoritas ulama terbagi menjadi beberapa bagian berikut: 


1. 


2. 


Syirkatul "Inan 

Yakni persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan. Yaitu kerjasama antara dua 
orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka 
lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha 
juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga dibagi pula bersama. Syirkah 
semacam ini berdasarkan ijma" dibolehkan, namun secara rincinya masih ada yang 
diperselisihkan. 


Syirkatul Abdan (syirkah usaha). 
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Yakni kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh 
mereka, seperti kerjasama sesama dokter di klinik, atau sesama tukang jahit atau tukang cukur 
dalam salah satu pekerjaan. Semuanya dibolehkan. Namun Imam Syafi"ie melarangnya. Dise-but 
juga dengan Syirkah Shanai wat Tagabbul. 

Syirkatul Wujuh. 

Yakni kerjasama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli 
dengan nama baik mereka. Tak seorangpun yang memiliki modal. Namun masing-masing 
memilik nama baik di tengah masyarakat. Mereka membe-li sesuatu (untuk dijual kembali) 
secara hutang, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama. Syirkah semacam ini juga diboleh- 
kan menurut kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah, namun tidak sah menurut kalangan Malikiyah 
dan Syafi"iyah. 

Syirkatul Mufawadhah. 

Yakni setiap kerjasama di mana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki modal, 
usaha dan hutang piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerja sama hing-ga akhir. Yakni 
kerja sama yang mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha 
dan hutang. Kerja sama ini juga dibolehkan menurut mayoritas ulama, namun dilarang oleh 
Syafi"i. Kemungkinan yang ditolak oleh Imam Syafi"i adalah bentuk aplikasi lain dari Syirkatul 
Mufawadhah, yakni ketika dua orang melakukan perjanjian untuk bersekutu dalam memiliki 


segala keuntungan dan kerugian, baik karena harta atau karena sebab lainnya. 


Beberapa Hukum Syirkatul 'Inan 


Telah dijelaskan sebelumnya dalam definisi syirkah ini, bah-wa artinya yaitu kerja sama dua 


pihak atau lebih dengan modal mereka bersama, untuk berusaha bersama dan membagi keun-tungan 


bersama. Jadi merupakan persukutan dalam modal, usaha dan keuntungan. 


Hukum Syirkatul "Inan 


Syirkah semacam ini dibolehkan berdasarkan ijma". Kalau-pun ada perbedaan, hanya dalam 


beberapa bentuk rincian dan satuannya. Yang telah kami paparkan tentang disyariatkannya bentuk 


syirkah secara umum merupakan dalil disyariatknya Syir-katul "Inan ini secara khusus, karena ia 


termasuk dari jenis kerja sama yang disyariatkan. 
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Rukun-rukun Syirkatul 'Inan 
Rukun-rukun Syirkatul 'Inan ada tiga: 

Rukun pertama: Dua transaktor. Keduanya harus memiliki kompetensi, yakni akil baligh dan 
mampu membuat pilihan. Boleh saja beraliansi dengan non muslim dengan catatan pihak non muslim 
itu tidak boleh mengurus modal sendirian, karena dikhawatirkan akan memasuki lubang-lubang bisnis 
yang diha-ramkan. Kalau segala aktivitas non muslim itu selalu dipantau oleh pihak muslim, tidak 
menjadi masalah. Dan persoalannya akan lebih bebas dan terbuka bila beraliansi dengan sesama muslim. 

Yang patut diingatkan pada kesempatan ini adalah bahwa beraliansi dalam bisnis dan 
berinteraksi seringkali melahirkan ke-akraban dan cinta kasih yang terkadang menyebabkan -dalam 
aliansi muslim dengan kafir- lemahnya pemahaman al-Wala (loyalitas) dan al-Bara" (antipati). Hal itu 
merupakan salah satu lubang bencana. 

Maka seorang muslim terus meninggikan nilai keyakinan-nya dan bekerja agar andilnya dalam 
kerja sama itu menjadi pintu dakwah mengajak ke jalan Allah, dengan kenyataan dirinya seba-gai 
muslim yang jujur dan amanah dalam pandangan pihak kafir, demikian juga dengan sikapnya yang selalu 
menepati janji dan komitmen bersama. 

Rukun kedua: Objek Transaksi. Objek transaksi ini meliputi modal, usaha dan keuntungan. 
Pertama: Modal. 

Disyaratkan dalam modal tersebut beberapa hal berikut: 

e Harus diketahui. Kalau tidak diketahui jumlahnya, hanya spekulatif, tidaklah sah. Karena modal 
itu akan menjadi rujukan ketika aliansi dibubarkan. Dan hal tidak mungkin dilakukan tanpa 
mengetahui jumlah modal. 

e Hendaknya modal itu riil. Yakni ada pada saat transaksi pembelian. Karena dengan itulah aliansi 
ini bisa terlaksana, sehingga eksistensinya dibutuhkan. Kalau saat transaksi tidak ada, maka 
transaksi dianggap batal. 

e Tidak merupakan hutang pada orang yang kesulitan, demi menghindari terjadinya riba. Karena 
dalam hal ini orang yang berhutang bisa tertuduh menangguhkan pembayaran hutangnya agar 
bertambah nilainya. Atau orang yang memberi hutang tertu-duh telah mengorbankan diri 
menuntut orang yang berhutang untuk menambah jumlah hutangnya karena telah 


dikembangkan. 
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Pencampuran modal dan kesamaan jumlahnya bukan merupakan syarat sahnya bentuk 
syirkahini. Akan tetapi garansi terhadap modal yang hangus hanya bisa dilakukan dalam aliansi ini 
dengan adanya pencampuran harta secara hakiki atau secara justifikatif. Caranya, masing-masing 
melepaskan modal dari pe-ngelola dan tanggungjawabnya secara pribadi untuk dimasukkan dalam 
pengelolaan dan tanggung jawab bersama. 

Dan tidak disyaratkan bahwa kedua harta tersebut harus sama jenisnya, sebagaimana yang 
menjadi pendapat madzhab Hanafiyah dan Hambaliyah. Misalnya salah satu pihak meng-operasikan 
modalnya dalam bentuk dolar dan pihak lain dalam bentuk Rupiah. Ketika hendak dipisahkan, kedua 
modal itu dihi-tung dengan dua cara berbeda: 

1. Kalau dalam mengelola bisnis mereka menggunakan kedua jenis mata uang tersebut secara 
bersamaan, masing-masing membawa pulang uangnya baru kemudian keuntungan yang ada 
dibagi dua. 

2. Kalau mereka hanya menggunakan satu jenis mata uang dalam beroperasi, sementara masing- 
masing modal sudah ditukar dengan mata uang tersebut, maka dengan dasar itu juga modal 
mereka telah dipisahkan dan penilaiannya didasari oleh mata uang tersebut menurut nilai 


tukarnya pada hari transaksi. 


Kedua: Usaha. 

Adapun berhubungan dengan usaha, masing-masing pihak bebas mengoperasikan modalnya 
sebagaimana layaknya para pedagang dan menurut kebiasaan yang berlaku di antara mereka. Kalau 
orang yang mengelola modal orang saja bebas mengope-rasikan hartanya, apalagi bisnis patner dalam 
syirkah ini. Karena mengelola modal orang lain hanya merupakan syirkahpraktis, bukan syirkah 
substansial. Sementara dalam kasus ini yang terjadi adalah syirkah praktis dan sekaligus substansial 
secara bersamaan. 

Masing-masing pihak yang beraliansi bisa menyerahkan usaha itu kepada yang lain, namun itu 
dijadikan syarat pada awal transaksi menurut pendapat ulama yang paling benar. Karena hak untuk 
mengoperasikan harta dimiliki oleh mereka berdua. Namun masing-masing pihak juga bisa 
mengundurkan diri dari haknya tersebut untuk diberikan kepada pihak lain, lalu menyerahkan 


operasionalnya kepada orang tersebut, sesuai dengan kepentingan yang ada. 
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Ketiga: Keuntungan. 
Sehubungan dengan keuntungan itu disyaratkan sebagai berikut: 

e Harus diketahui jumlahnya. Kalau jumlahnya tidak dike-tahui, syirkah tersebut dianggap rusak, 
kecuali kalau terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan pem-bagian 
keuntungan dengan cara tertentu, hal itu boleh dilakukan. 

e Harus merupakan sejumlah keuntungan dengan prosen-tasi tertentu. Kalau berupa nilai uang 
tertentu saja, maka syirkah itu tidak sah. Karena ada kemungkinan bahwa aliansi tersebut hanya 
menghasilkan keuntungan kadar itu saja, sehingga tidak bisa dibuktikan syirkah dalam 


keuntungannya. 


Boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara sesama mitra usaha. Tidak disyaratkan 
bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal. Karena keuntungan selain juga ditentukan oleh 
modal, juga ditentukan oleh usaha. Terkadang salah seorang di antara mereka memiliki keahlian yang 
lebih dari yang lain, se-hingga tidak rela bila disamaratakan keuntungan mereka. Itu adalah pen-dapat 
yang dipilih oleh Hanafiyah dan Hambaliyah. 

Rukun ketiga: Pelafalan akad/perjanjian. Perjanjian dapat terlaksana dengan adanya indikasi ke 
arah itu menurut kebiasaan, melalui ucapan dan tindakan, berdasarkan kaidah yang ada bahwa yang 
dijadikan ukuran adalah pengertian dan hakikat sebenarnya, bukan sekedar ucapan dan bentuk 


lahiriyahnya saja. 


Berakhirnya Syirkah ini 

Asal daripada syirkah ini adalah bentuk kerja sama usaha yang dibolehkan (bukan lazim). 
Masing-masing daripada pihak yang bersekutu boleh membatalkan perjanjian kapan saja dia kehendaki. 
Namun kalangan Malikiyah berbeda pendapat dalam hal itu. Mereka menyatakan bahwa kerja sama itu 
terlaksana dengan semata-mata adanya perjanjian. Kalau salah seorang ingin memberhentikan kerja 
sama tersebut, tidak begitu saja dapat dipenuhi. Dan bila ia ingin mengambil kembali hartanya maka hal 
itu harus diputuskan oleh hakim. Kalau hakim melihat sudah selayaknya dijual sahamnya, segera dijual. 
Bila tidak, maka ditunggu saat yang tepat untuk menjualnya. 

Pendapat yang benar menurut kami adalah syirkah itu terlaksana dengan berjalannya usaha, 
dan itu terus berlangsung hingga modalnya selesai diputar. Yakni setelah modal tersebut diputar dan 
kembali menjadi uang kontan. Agar dapat mencegah bahaya terhadap pihak lain atas terjadinya 


keputusan mendadak setelah usaha baru dimulai. 
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Dan satu hal yang tidak diragukan lagi, bahwa dasar dari syirkah ini menurut para ulama figih 
adalah penjaminan dan amanah. Masing-masing dari pihak yang beraliansi menjadi pen-jamin atau wakil, 
sekaligus yang mewakilkan kepada yang lain. la dapat beroperasi dalam apa yang menjadi haknya 
menurut hukum asal, dan juga dalam apa yang menjadi hak pihak lain dengan status sebagai wakil. 
Sementara sudah dimaklumi bahwa wikalah atau penjaminan adalah perjanjian yang juga dibolehkan 
ber-dasarkan kesepakatan ulama. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh memaksa pihak lain untuk 
menuruti apa yang menjadi kei-nginannya di bawah intimidasi. Demikian juga hukum asal dari sistem 
syirkah ini, karena syirkah ini juga harus menggunakan penjaminan agar bisa berjalan, dan juga 
membutuhkan spon-sorship agar bisa bertahan. Wikalah atau penjaminan menjadi syarat dalam sistem 
perniagaan ini, untuk memulainya dan agar tetap bertahan. Kalau penjaminan itu terputus dengan 
pemba-talan dari salah satu pihak, maka hak-hak kepemilikan bagi masing-masing pihak untuk 
mengoperasikan modal pihak lain juga hilang. 

Inilah hukum asalnya. Dan itulah yang menjadi konsekuensi dari berbagai kaidah umum yang 
kalangan Malikiyah sendiri juga tidak membantahnya, sehingga pendapat mereka yang menya-takan 
bahwa syirkah itu berlangsung hanya dengan sekedar adanya transaksi saja menjadi perlu dicermati dan 
dipertanyakan. 

Hanya saja terkadang kita mendapatkan di hadapan kita berbagai pelajaran praktis yang 
mendorong kita untuk kembali meneliti persoalan ini, dan memberikan pertimbangan dan sudut 
pandang terhadap pendapat Malikiyah. Dimisalkan syirkah itu telah dimulai. Masing-masing anggotanya 
telah mulai mempersiap-kan dan mengatur segala sesuatunya. Modal telah mulai dilun-curkan untuk 
membeli berbagai bahan dan kebutuhan dagang. Dan pada umumnya, untuk memulai usaha itu 
membutuhkan kerja keras, banyak tanggungan dan biaya yang besar sekali. Tiba-tiba salah seorang 
pihak yang bekerja sama secara mengejutkan menganggap bahwa pasangannya itu dengan 
menghanguskan modal dalam sekejap dan menuntut untuk berhenti dalam usaha tersebut dan 
meminta ganti rugi serta menerima kembali mo-dalnya dan mengundurkan diri dari syirkah. Dan 
perbuatannya itu bagi pasangannya bisnisnya adalah tindakan yang melumpuhkan bahkan 
menghancurkannya. 

Bagaimana sikap figih Islam terhadap kondisi semacam ini? Di sini figih Malikiyah menunjukkan 
satu sinyal terang yang dapat menerangi jalan, namun tetap korektif dan lentur. 

Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa kerja sama itu harus berlangsung dengan sekedar 
adanya perjanjian. Ganti rugi modal itu persoalannya dikembalikan kepada hakim, dikiyaskan dengan 


hutang. Namun mereka tidak menyatakan bahwa hutang bisa berlaku hanya dengan adanya perjanjian, 
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namun dengan mulainya usaha yang merupakan sebab yang diperkirakan akan berbahaya bagi 
perjanjian. Hal itu seharusnya diberlakukan juga pada syirkah. Wallahu a"lam. 
Syirkah berakhir dengan kematian salah satu pihak yang beraliansi, atau karena gila, karena idiot 


dan sejenisnya. 


Apakah Syirkah itu Batal dengan Habisnya Modal Salah Satu Pihak? 

Apabila modal salah satu pihak yang beraliansi dagang habis sebelum dicampurkan, secara 
hukum atau nyata, syirkah dengan sendirinya batal. Namun kalau modal itu habis setelah itu, itu sebagai 
akibat yang harus diterima oleh syirkah, sehingga tidak langsung terhenti karena sebab itu. Syirkah 
mereka tetap berjalan sebagaimana adanya. 

Bagaimana Cara Memfungsikan Syirkah Agar Dapat Meng-gantikan Posisi Pengembangan Modal 
Berbasis Riba? 

Dunia syirkah adalah dunia yang luas merambati seluruh penjuru ufuk, seluruh penjuru dunia. 
Bentuk dan formatnya bisa bermacam-macam. Sektor dan pola yang tersentuh bentuk usaha ini juga 
bercorak-ragam. Kalau metode pengelolaan dana ini dilirik oleh pengelola dana muslim, berarti ia telah 
menggerakkan diri-nya menuju lembah yang subur, sumber air yang kaya yang tidak habis airnya, tidak 
pernah berhenti memberikan karunianya. Ia bisa menciduk keuntungan darinya sesuka hati dalam 
naungan metodologi rabbani, dalam bingkai ajaran syariat dan memulainya dari niat yang suci, untuk 
meraih tujuan dan target yang mulia. 

Kita akan mengulas berbagai format kerja sama ini sebagai contoh saja, bukan secara 
menyeluruh. Dan kesempatan masih terbuka bagi yang ingin menciptakan format-format lain, selama 


berada dalam rambu-rambu ajaran syariat dan kaidah-kaidahnya yang menyeluruh. 


Syirkah Simultan 
Yakni dengan melayangkan modal para pengelola modal muslim ke dalam sebuah musyarakah 


yang simultan pada ber-bagai proyek yang sudah berdiri atau proyek-proyek yang sedang dalam 
perencanaan. Kerja sama mereka tersebut terlaksana de-ngan bersama-sama menanggung untung 


ruginya acara sama. 


Musyarakah dengan Kriteria Khusus 
Yakni dengan mengarahkan para investor untuk bekerja sama dalam mendanai satu proyek 


tertentu, seperti mengimpor sejumlah komoditi tertentu, atau untuk menyelesaikan proyek 


pemborongan, kemudian hasilnya dibagi-bagikan, untung atau pun rugi. 
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Musyarakah Non Permanen 
Yakni semacam syirkah di mana salah seorang yang terlibat di dalamnya memberikan hak 


kepada pihak lain untuk menem-pati posisinya dalam kepemilikan secara langsung atau secara bertahap 
sesuai dengan persyarakatan yang disepekati dan sesuai dengan karakter usahanya. Yakni dengan cara 
penyusunan kon-sep yang menyisihkan sebagian devisa yang dihasilkan menjadi semacam cicilan untuk 
menutupi nilai konstribusi pihak yang menyerahkan haknya. 

Bentuk syirkah semacam ini diminati oleh kalangan penge-lola yang tidak menginginkan 
berkesinambungannya peran serta pemberi modal terhadap mereka. Mereka berharap bahwa pada 
akhirnya kepemilikan proyek-proyek itu pada akhirnya kembali kepada mereka yang biasanya proyek- 
proyek itu memang tidak memiliki potensi untuk dicampurtangani, seperti mobil, atau sebagian sub 
produksi dalam berbagai pabrik, perum dan lain sebagainya. 

Sebagian perusahan misalnya, ingin menambahkan pada salah satu usahanya sebuah produksi 
lengkap satu komoditi ko-mersial tertentu. Maka seorang investor bisa saja mengadakan negoisasi untuk 
bekerjasama dalam mendanai sub produksi ba-rang tersebut, mengatur produksi dan berbagai biaya 
khusus pada sub produksi barang tersebut secara terpisah. Kemudian baru mengadakan negoisasi 
pembagian keuntungan, dengan menyisih-kan sebagian pemasukan sebagai cadangan menutupi biaya 
proyek tersebut. Dengan demikian, syirkah itu dapat memiliki sub produksi tersebut pada akhirnya. 

Dalam sebuah Muktamar Ekonomi Islam di Dubai tahun 1399 H./ 1976 M., para peserta 
muktamar membahas bentuk jual beli semacam ini. Akhirnya mereka memutuskan bahwa bentuk 
perjanjian usaha yang berakhir dengan penetapan kepemilikan ini terbentuk menjadi salah satu dari 
gambaran berikut: 

Gambaran pertama: 

Pihak investor dengan pengelola bersepakat untuk menetapkan jumlah jatah masing-masing 
ber-kaitan dengan saham dan syarat-syaratnya. Lalu saham-saham investor dijual kepada pengelola 
setelah syirkah berakhir dengan perjanijian baru, dimana si investor berhak menjual sahamnya kepada si 
pengelola sebagai patner usahanya, atau kepada orang lain. Demikian juga yang berlaku bagi seorang 
penanam saham terhadap bank yang mengelola modalnya. Ia berhak menjual sa-hamnya itu kepada 


bank sebagai patner usahanya atau kepada pihak lain. 


Gambaran kedua: 
Hendaknya investor dengan pengelo-lanya bersepakat dalam syirkah itu untuk pendanaan 


penuh atau sebagian sebagai biaya pelaksanaan proyek yang memiliki pros-pek keuntungan. Yakni 
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berdasarkan kesepakatan bank dengan penanam saham lain, di mana pihak bank memperoleh 
prosentase keuntungan bersih yang berbukti secara riil, di samping haknya untuk tetap menyimpan sisa 
dana dari yang telah dikeluarkan, yakni jumlah khusus yang telah disepakati untuk disisihkan (dana 


tertahan) untuk menutupi kekurangan pendanaan bank yang dilakukan oleh pihak bank. 


Gambaran ketiga: 

Ditentukan bagian bagi pihak investor dan pengelola serta penanam saham lain dalam satu cara 
pem-bagian saham yang dapat menggambarkan total harga barang penjualan sebagai objek syirkah 
Masing-masing pihak mendapat-kan jatah keuntungan dari keuntungan yang pasti. Pihak penanam 
modal bisa membeli sejumlah saham yang masih dikuasai bank tersebut setiap tahunnya, sehingga 
saham-saham yang masih di tangan bank itu berkurang sedikit demi sedikit, dan pada akhir-nya pihak 
penanam modal itu dapat memiliki seluruh saham yang ada dan menjadi pemilik tunggal dari syirkah 
tersebut. 

Gambaran pertama jelas dibolehkan berdasarkan kesepa-katan para ulama. Karena perjanjian 
usaha ini mengandung dua akar yang terpisah yang masing-masing secara terpisah hukum-nya 
dibolehkan. Sedangkan keduanya adalah perjanjian syirkah dan perjanjian jual beli, sehingga tidak 
diharamkan dan tidak ada hal yang diragukan. Demikian juga dengan gambaran ketiga yang tidak 
berbeda dengan gambaran pertama, hanya penjualannya saja yang dilakukan secara bertahap, 
sementara dalam gambaran pertama dilakukan secara langsung satu kali saja. Namun kedua-nya tidak 
diragukan kehalalannya, selama penjualan itu dila-kukan setelah selesainya syirkah dengan perjanjian 
terpisah. 

Adapun gambaran kedua, masih diselimuti beberapa keran-cuan. Karena pihak bank telah 
bekerja sama semenjak pertama dengan persyaratan modal itu akan kembali kepadanya dengan 
prosentase tertentu dari keuntungan proyek. 

Yang menyebabkan terjadinya kerancuan tergabungnya dua halsyirkah dan jual beli dalam satu 
perjanjian. Kita tidak menga-takan secara pasti bahwa itu termasuk riba. Karena kalau modal itu hangus, 
berarti menjadi kerugian bersama, bukan menjadi tanggung jawab pengelola saja. Inilah yang 
membedakan secara signifikan antara perjanjian usaha ini dengan peminjaman yang menjadi tanggung 
jawab peminjam saja. Demikian pula halnya ketika terjadi kerugian, kerugian itu ditanggung secara 
bersama. 

Di antara hal yang membedakan perjanjian usaha dengan riba secara signifkan pula adalah 


bahwa permintaan investor untuk meminta kembali modal yang telah diberikannya, tergantung pada 
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keberhasilan proyek dan keuntungan yang didapatkan. Kalau ke-untungan itu tidak terbukti, si investor 
tidak bisa mengambil ke-untungan sedikitpun. Hal itu tidak berpengaruh pada perjanjian usaha syirkah 
yang dilaksanakan di antara kedua belah pihak. Jatah bank tetap ada dalam bentuk saham. Dan 
pemasukannya juga tetap dalam bentuk jumlah tertentu dari keuntungan.Hanya saja kerancuan 
tersebut tetap terlihat kental melalui pencampuradukkan antara dua perjanjian tersebut, demikian juga 
keikutsertaan bank dari semenjak awal dengan persyaratan akan mengambil kembali modalnya secara 
utuh ditambah prosentase keuntungan. Oleh sebab itu demi menjaga kehormatan dasar dan 
menghindari syubhat agar kedua bentuk usaha itu dipisahkan saja, yakni bahwa persoalan jual beli itu 


diserahkan kepada hak pilih kedua belah pihak. 


Hukum-hukum Syirkatul Abdan (Usaha) 

Yakni kerjasama dua pihak atau lebih dalam hasil kerja tangan mereka. 

Seperti kesepakatan para pemilik usaha dan kerajinan untuk menerima pekerjaan dan berserikat 
dalam hasilnya. Di antara contohnya misalnya kesepakatan beberapa orang tenaga medis untuk 
mendirikan poliklinik dan menerima perawatan orang-orang sakit. Masing-masing bekerja sesuai dengan 
spesialisasinya. Kemudian akhirnya mereka membagi keuntungan bersama. Atau kesepakatan 
sekelompok mekanik untuk mengerjakan satu pro-yek perbaikan mobil, masing-masing bekerja sesuai 
dengan ketrampilannya, baru kemudian mereka membagi keuntungan bersama. 


Syirkah ini dinamakan juga syirkah shana'i, syirkah tagabbul dan syirkah “amal. 


Disyariatkannya Syirkatul Abdan 

Para Ahli Figih berbeda pendapat tentang disyariatkannya syirkah semacam ini: "Mayoritas 
ulama membolehkannya, yakni dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah, Se-dangkan Imam 
Syafi'i melarangnya. 

Alasan pendapat mayoritas ulama adalah sebagai berikut: Riwayat Abu Ubaidah Ibnu Abdillah, 
dari ayahnya Abdullah bin Mas"ud diriwayatkan bahwa ia menceritakan, "Saya dan Sa'ad serta Ammar 
melakukan kerja sama pada hari Badar. Namun saya dan Ammar tidak memperoleh apa-apa, sementara 
Sa'ad mem-peroleh dua orang tawanan." 

Nabi membenarkan apa yang mereka lakukan. Imam Ahmad berkata, "Nabi sendiri yang 
mengesahkan kerja sama/ syirkah yang mereka lakukan. " 

Alasan yang diambil oleh Imam Syafi"i adalah bahwa syirkah itu dilakukan tanpa modal harta 
sehingga tidak akan mencapai tujuannya, yakni keuntungan. Karena syirkah dalam keuntungan itu 


dibangun di atas syirkah dalam modal. Sementara modal di sini tidak ada, maka syirkah ini tidak sah. 
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Namun alasan Syafi"i di sini dibantah dengan alasan lain, bahwa tujuan dari syirkah adalah 
memperoleh keuntungan dengan syirkah tersebut. Tidak hanya didasari dengan modal harta, namun 
juga dibolehkan dengan modal kerja saja, seperti dalam sistem penanaman saham. Bisa juga dilakukan 
dengan sistem penja-minan. Yakni masing-masing menjadi penjamin bagi yang lain untuk menerima 
usaha pasangan bisnisnya seperti menerima usa-hanya sendiri. Masing-masing menjadi penjamin dalam 
setengah usaha dari penjaminan pihak lain, dan setengah usaha lain dari hak asli yang dimiliki. Sehingga 


terealisasilah syirkah dari keun-tungan yang dihasilkan dari usaha tersebut. 


Rukun-rukun Syirkah Usaha 


Ada tiga rukun yang dimiliki oleh Syirkah Abdan, sebagaimana syirkah jenis lain: Dua transaktor, 
masing-masing harus memiliki kompetensi beraktivitas. Objek transaksi, yakni usaha dan keuntungan. 
Pelafalan akad/perjanjian. Yakni indika-tor terhadap adanya keridhaan masing-masing pihak terhadap 
perjanjian, dengan serah terima. 

Demikianlah, telah dijelaskan banyak hukum-hukum ten-tang rukun-rukun ini ketika kita 
membahas Syirkatul "Inan. Karena kesemuanya adalah hukum-hukum umum, sehingga tidak perlu 
dibahas ulang dalam kesempatan ini. Kita akan mengulas kembali objek transaksi, karena ada sebagian 
hukum khusus berkaitan dengan syirkah ini. 

Pertama: Usaha. 

Para ulama berbeda pendapat tentang ditetapkannya kesa-tuan usaha sebagai syarat sahnya 
kerja sama ini. Kalangan Hana-fiyah dan Hambaliyah dalam salah satu riwayat pendapat mereka 
berpendapat bahwa kesatuan usaha itu tidak disyariatkan. Karena tujuan dari syirkah tersebut adalah 
memperoleh keuntungan. Tak ada bedanya antara keuntungan dari satu jenis usaha atau dari beberapa 
jenis usaha. Tidak ada alasan sama sekali untuk mene-tapkan kesatuan usaha sebagai syarat sahnya 
syirkahini. 

Berbeda halnya dengan kalangan Malikiyah dan juga kalangan Hambaliyah dalam riwayat lain. 
Mereka menyatakan disyariatkannya kesatuan usaha sebagai syarat sahnya syirkahini. Karena 
konsekuensi syirkah ini adalah bahwa usaha yang diterima oleh masing-masing pihak juga ditekankan 
kepada yang lain. Kalau usaha yang dilakukan berbeda, hal itu tidak mungkin terjadi. Karena bagaimana 
mungkin seseorang akan melakukan usaha yang dia sendiri tidak mampu melakukannya atau tidak 
terampil mengerjakannya? 

Dan dalil terakhir ini dibantah bahwa komitmen seseorang atas suatu usaha tertentu tidak mesti 


dia melakukannya langsung, bisa saja dia mengupah orang, atau ada orang yang membantunya tanpa 
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Upah. Dan di antara hal yang memperjelas lemahnya pen-syaratan ini adalah bila seandainya salah satu 
dari keduanya ber-kata, "Saya menerima saja dan engkau yang bekerja," maka syirkah ini sah padahal 


kerja masing-masing itu berbeda. 


Kedua: Keuntungan. 

Keuntungan dalam syirkah ini adalah berdasarkan kesepa-katan semua pihak yang beraliansi, 
dengan cara disamaratakan atau ada pihak yang dilebihkan. Karena usahalah yang berhak mendapatkan 
keuntungan. Sementara perbedaan usaha dalam syirkah ini dibolehkan. Maka juga dibolehkan juga 
adanya per-bedaan jumlah keuntungan. 

Berdasarkan hal ini, kalau mereka pempersyaratkan usaha dibagi dua (1-1) dan keuntungannya 
1-2, boleh-boleh saja. Karena modal itu adalah usaha dan keuntungan adalah modal. Usaha bisa dihargai 
dengan penilaian kualias, sehingga bisa diperkirakan harganya dengan prediksi kualitasnya, dan itu tidak 


diharamkan. 


Dasar Kerja Sama dalam Keuntungan Pada Syirkah Ini 

Asas kerja sama antar sesama mitra usaha dalam syirkah ini adalah jaminan atau garansi. Karena 
setiap usaha yang diterima masing-masing pihak berada dalam jaminan semua pihak. Ma-sing-masing 
bisa menuntut dan dituntut oleh usahanya sendiri. Karena syirkah ini terlaksana hanya dengan adanya 
jaminan ini. Tidak ada hal yang berarti yang dapat dijadikan dasar tegaknya perjanjian kerja sama ini 
selain jaminan. Seolah-olah syirkah ini berisi jaminan masing-masing pihak terhadap yang lain dalam 
komitmen dan hak yang dimiliki. Kalau mereka bersekutu dalam jaminan, berarti mereka juga harus 
berserikat dalam keuntungan. Mereka berhak mendapatkan keuntungan sebagaimana mereka memukul 
jaminan secara bersama. 

Oleh sebab itu, kalau salah seorang di antara mereka beru-saha sendirian, maka usaha itu 
menjadi milik keduanya. Dengan catatan, pihak yang tidak berusaha bukan karena menolak mela-kukan 
usaha. Kalau ia menolak berusaha, maka mitra usahanya berhak membatalkan perjanjian/kerja samanya. 
Bahkan sebagian kalangan Hambaliyah berpendapat, bahwa ketika salah seorang di antara dua pihak 
yang bermitra usaha itu tidak melakukan usaha tanpa alasan, maka mitra usahanya berhak untuk 
mengambil sen-diri keuntungan dari usahanya tersebut. Karena mereka menja-lankan syirkah usaha 
dengan catatan keduanya melakukan usaha bersamaan. Kalau salah di antara mereka tidak melakukan 
usaha tanpa alasan, maka berarti dia tidak menunaikan syarat kerja sama antara mereka berdua, 


sehingga ia tidak berhak menda-patkan keuntungan sebagai imbalannya. 
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Jaminan dalam Syirkah Usaha 

Para anggota syirkah ini memiliki satu tanggung jawab. Setiap usaha yang dilakukan masing- 
masing, mendapatkan jaminan dari pihak lain. Masing-masing dituntut untuk melakukan usaha. Dan 
masing-masing juga berhak menuntut mitra usahanya untuk mendapatkan keuntungan. Orang yang 
membayar upah misalnya, cukup menyerahkan pembayaran kepada salah satu dari kedua pihak 
tersebut. Kalau uang pembayaran tersebut hangus di tangan salah seorang di antara mereka bukan 
karena faktor keteledoran, maka menjadi tanggungjawab mereka berdua sehingga menjadi keuntungan 
mereka yang hilang. Karena masing-masing di antara mereka menjadi wakil atau penjamin bagi pihak 
lain dalam memegang keuangan atau dalam menuntut keuntungan. Semen-tara sudah jelas bahwa 
tangan seorang penjamin adalah tangan amanah yang hanya bertanggung jawab bila melakukan ketele- 


doran atau melampaui batas. 


Berakhirnya Syirkah Ini 

Syirkah usaha ini berakhir dengan berakhirnya kerjasama dengan berdasarkan kriterianya secara 
umum, misalnya dengan pembatalan oleh salah satu transaktor, atau kematian salah satu dari pihak 
yang bekerja sama, atau karena gila, karena sudah ter-cekal akibat bangkrut terlilit hutang, karena idiot 
dan sejenisnya. 

Dengan kenyataan itu, maka tidaklah logis apa yang dinyatakan oleh kalangan Malikiyah untuk 
diterapkan di sini yaitu bahwa dalam usaha dengan sistem penanaman modal, ben-tuk usaha ini 
berlangsung dengan mulainya usaha. Karena syirkah usaha ini berkaitan erat dengan pribadi para pelaku, 


sehingga tanpa kehadirannya, tidak bisa dibayangkan bagaimana kerja sama ini bisa berjalan. 


Syirkatul Wujuh 


Syirkah wujuh adalah akad yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk membeli sesuatu dengan 
mempergunakan nama baik mereka secara berhutang. Bila menghasilkan keuntungan, mereka bagi 
berdua. 

Syirkah jenis ini mengikat dua orang pelaku atau lebih yang tidak memiliki modal uang. Namun 
mereka memiliki prestige atau nama baik di tengah masyarakat sehingga membuka kesempatan buat 
mereka untuk bisa membeli secara berhutang. Mereka ber-sepakat untuk membeli barang secara 


berhutang dengan tujuan untuk dijual, lalu keuntungannya jual beli itu mereka bagi ber-sama. 
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Sebab Disebut Sebagai Syirkatul Wujuh 

Syirkah ini disebut dengan syirkah wujuh karena para ang-gotanya tidak bisa membeli barang 
dengan hutang bila tidak memiliki prestige (nama baik) di tengah masyarakat. Para anggota kerja sama 
ini sama sekali tidak memiliki modal uang. Namun mereka memiliki koneksi dan prestige yang 
menyebabkan mereka berkesempatan baik membeli dengan hutang. Jah(kehormatan) dan 
wajh(prestige atau nama baik) artinya sama. Dikatakan misalnya, si Fulan memiliki nama baik. Artinya, 


memiliki kehormatan. Oleh sebab itu Allah berfirman: 


"Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat disisi Allah." (Al-Ahzab: 69). 


Disyariatkannya Syirkah Ini 

Para ulama berbeda pendapat tentang disyariatkannya atau tidaknya kerja sama ini. Kalangan 
Hanafiyah dan Hambaliyah membolehkannya secara mutlak. Kalangan Syafi"iyah dan Mali-kiyah 
melarang sebagian bentuk aplikatifnya, namun membo-lehkan sebagian bentuk lainnya. 

Mereka membolehkan kalau kedua pihak tersebut berse-pakat membeli satu komoditi yang 
sama. Mereka melarang apabila masing-masing berhak terhadap apa yang dibeli oleh mitra bisnis kerja 
sama mereka dengan nama baiknya sendiri secara mutlak. 

Alasan mereka yang membolehkanya secara mutlak adalah sebagai berikut: Karena syirkah itu 
mengandung unsur membeli dengan pembayaran tertunda, serta untuk memberikan penjaminan 
kepada pihak lain untuk berjual beli, dan keduanya dibolehkan. Ka-rena umumnya manusia telah 
terbiasa melakukan perjanjian kerja sama usaha tersebut di berbagai tempat tanpa pernah dibantah 
oleh ulama manapun. 

Dalam Badai"ush Shanai" disebutkan, "Dalil kami adalah bahwa umumnya kaum muslimin telah 
terbiasa melakukan kedua jenis usaha tersebut di berbagai masa tanpa ada ulama yang me- 
nyalahkannya." 

Kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah telah membantah pendapat mereka yang melarang syirkah 
ini dengan alasan tidak adanya modal yang bisa dikembangkan, dengan ucapan mereka: "Kalau syirkah 
dengan modal uang dibolehkan untuk mengembang-kan modal tersebut, maka syirkah dengan usaha 
dan nama baik juga disyariatkan dengan tujuan menghasilkan modal uang. Kebutuhan terhadap modal 
uang itu lebih besar dari kebutuhan terhadap pengembangan modal uang yang sudah ada." 

Ini pembahasan yang berkaitan dengan definisi syirkah ini, asal muasal penamaannya sebagai 


syirkah wujuh dan disyariat-kannya syirkah ini. 
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Adapun hukum-hukum lain yang berkaitan dengan kerja sama ini sama dengan bentuk-bentuk 


syirkah lainnya, silahkan me-rujuk kepada pembahasan-pembahasan sebelumnya. 


Syirkatul Mufawadhah 


Definisi Syirkatul Mufawadhah 

Al-Mufawadhah secara bahasa artinya adalah syirkah dalam segala hal. 

Secara terminologis artinya yaitu: Setiap syirkah di mana para anggotanya memiliki kesamaan 
dalam modal, aktivitas dan hutang piutang, dari mulai berdirinya syirkah hingga akhir. Maka masing- 
masing menyerahkan kepada mitranya untuk secara bebas mengoperasikan modalnya, baik ketika ia 
ada atau tidak. Sehingga ia dengan bebas pula dapat mengoperasikan berbagai aktivitas finansial dan 
aktivitas kerja yang menjadi tuntutan se-mua bentuk kerja sama, namun dengan syarat, tidak termasuk 


di dalamnya usaha-usaha yang fenomenal atau berbagai macam denda. 


Definisi Aplikatif 
Syirkatul Mufawadhah adalah sebuah syirkah komprehensif yang dalam syirkah itu semua 


anggoga sepakat melakukan aliansi dalam semua jenis kerja sama, seperti "inan, abdan dan wujuh. Di 
mana masing-masing menyerahkan kepada pihak lain hak untuk mengoperasikan segala aktivitas yang 
menjadi komitmen kerja sama tersebut, seperti jual beli, penjaminan, penggadaian, sewa menyewa, 
menerima tenaga kerja, dan sejenisnya. 

Namun tidak termasuk dalam syirkah ini berbagai hasil sampingan yang didapatkannya, seperti 
barang temuan, warisan dan sejenisnya. Dan juga masing-masing tidak menanggung ber-bagai bentuk 
denda, seperti mengganti barang yang dirampas, ganti rugi syirkah , mengganti barang-barang yang 
dirusak dan sejenisnya. 

Alasan Penamaan Itu 

Para Ahli Figih berbeda pendapat tentang alasan mengapa dinamakan syirkah ini dengan Syirkah 
Mufawadah. 

Ada pendapat bahwa itu diambil dari kata tafwied yang artinya penyerahan. Karena masing- 
masing menyerahkan kepada mitranya untuk melakukan operasional seluruh modal dagang-nya. Ada 
juga yang berpendapat bahwa itu diambil dari kata istifadhah yang artinya menyebar. Karena syirkah ini 
ditegakkan di atas dasar penyebaran dan ekspos seluruh aktivitas. 

Sementara kalangan Hanafiyah menyatakan bahwa arti Mufawadhah adalah penyamaan. Oleh 
sebab itu syarat sahnya ker-ja sama ini adalah adanya kesamaan modal, aktivitas dan hutang piutang. 


Namun pendapat ini lemah. Yang tepat adalah yang pertama. 
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Disyariatkannya Syirkah Ini 

Para ulama kembali berbeda pendapat tentang hukum syirkah ini: Kalangan Hanafiyah, 
Malikiyah dan Hamba-liyah membolehkannya. Sedangkan Imam Syafi'i 5 mela-rangnya. 

Alasan pendapat mayoritas ulama adalah sebagai berikut: 
e Karena syirkah ini menggabungkan beberapa macam bentuk syirkah yang masing-masing dari 
syirkah itu dibolehkan secara terpisah, maka demikian pula hukumnya bila dikombi-nasikan. 
e Karena masyarakat di berbagai tempat dan masa telah terbiasa melakukan bentuk syirkah 
semacam ini tanpa ada pula ulama yang menyalahkannya. 

Sementara alasan Imam Syafi'i melarangnya adalah sebagai berikut: Karena syirkah ini sebentuk 
perjanjian usaha yang me-ngandung penjaminan terhadap jenis hal yang tidak diketahui, dan juga 
jaminan terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Keduanya sama-sama rusak secara terpisah, apalagi bila 
digabungkan. 

Dalil yang dikemukakan Imam Syafi"i ini dibantah bahwa hal yang tidak diketahui itu dimaafkan 
karena timbul sebagai konsekuensi. Sebuah aktivitas terkadang sah bila merupakan konsekuensi, tetapi 
tidak sah bila merupakan tujuan, seperti hal-nya syirkah "inan dan penanam modal. Masing-masing 
syirkah itu juga mengandung unsur penjaminan terhadap dalam pembelian sesuatu yang tidak diketahui, 


namun keduanya dibolehkan ber-dasarkan kesepakatan para ulama. 


Syarat-syarat Syirkah Mufawadhah 

Kalangan Hambaliyah menetapkan syarat sahnya syirkah ini bahwa tidak boleh dimasukkan ke 
dalamnya berbagai hasil sam-pingan dan denda-denda. Kalau keduanya dimasukkan dalam perjanjian, 
syirkah itu batal, karena ada unsur manipulasi. Karena masing-masing akan menanggung kewajiban yang 
lain. Bisa jadi ia akan menanggung sesuatu yang tidak mampu ia lakukan, apa-lagi itu merupakan 
perjanjian yang tidak ada contoh yang menye-rupainya dalam ajaran syariat. 
Sementara kalangan Hanafiyah memberikan syarat bagi sahnya syirkah ini sebagai berikut: 

1. Kesamaan modal, aktivitas dan keuntungan. Maka harus dibuktikan dahulu kesamaan dai awal 
sampai akhir dalam beberapa hal tersebut. Karena menurut mereka al-Mufawadhah itu sendiri 
artinya adalah penyamaan. Kalau kesamaan itu tidak di-miliki salah satu pihak, maka syirkah itu 
batal. 

2. Keumuman dalam syirkah Yakni diberlakukan dalam semua jenis jual beli. Jangan sampai salah 
satu di antara mereka melakukan jual beli yang tidak dilakukan pihak lain. 

3. Agar salah satu pihak yang terlibat tidak memiliki saham dalam syirkah lain, dan tidak juga ikut 


dalam perjanjian syirkah lain, karena hal itu menyebabkan ketidaksamaan. 
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4. Hendaknya dengan pelafalan mufawadhah. Karena mufa-wadhah mengandung banyak 
persyaratan yang hanya bisa diga-bungkan dalam pelafalan itu, atau dengan cara pengungkapan 
lain yang bisa mewakilinya. Namun jarang sekali masyarakat awam yang memahami hal itu. 
Demikianlah. Berkurangnya salah satu dari persyaratan ini menyebabkan syirkah ini berubah 
menjadi syirkah "inan menurut kalangan Hanafiyah. Karena syirkah ini memang sudah mengan-dung 
unsur syirkah "inan bahkan lebih dari itu. Batalnya syirkah mufawadhah, tidak berarti syirkah itu batal 
sebagai syirkah "inan, karena syirkah "inan tidak memerlukan syarat-syarat tersebut. 

Satu hal yang perlu diingat, bahwa kalangan Malikiyah dan Hambaliyah tidak menganggap 
kesamaan dalam modal dan keuntungan sebagai syarat syirkah ini. Mereka membolehkan adanya 


perbedaan dalam kedua hal itu, sebagaimana halnya Syir-katul "Inan. 


Untung Rugi Dalam Syirkatul Mufawadhah 

Para ulama Ahli Figih telah bersepakat bahwa kerugian dalam Syirkah Mufawadhah dan dalam 
seluruh jenis syirkah lainnya harus diukur dengan jumlah modal. Artinya, kerugian itu dibagi-bagikan 
untuk ditanggung bersama sesuai dengan prosentasi modal yang tergabung dalam syirkah. Namun 
mereka berbeda pendapat dalam soal keuntun-gan: 

e Kalangan Hambaliyah membolehkan keuntungan itu dibagikan sesuai dengan persyaratan. 
Mereka tidak membedakan antara syirkah komprehensif dengan yang lainnya. 

e Kalangan Malikiyah mempersyaratkan agar keuntungan disesuaikan dengan jumlah modal. 

e Sementara kalangan Hanafiyah mengharuskan keuntungan dalam Syirkatul Mufawadhah untuk 
disamaratakan, berdasarkan alasan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa modal, keun- 
tungan dan yang lainnya adalah rambu-rambu paling mendasar, dalam syirkah ini dan juga 
dalam syirkah-syirkah lain, menurut mereka. 

Telah pula dijelaskan sebelumnya bahwa pendapat yang terpilih adalah bahwa keuntungan itu 
bisa saja berdasarkan persyaratan. Karena usaha itu adalah salah satu sebab memper-oleh keuntungan. 


Ukurannya bisa berbeda-beda, sehingga harus diukur. 


sk kk 


Penulis: Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih & Prof. Dr. Shalah ash-Shawi 
Sumber: Alsofwah.or.id 
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Fatwa-fatwa ulama tentang jual beli valas (Forex) 


Hukum Jual Beli Valuta (1) 


Oleh : Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin 


Transaksi jual beli valuta (mata uang) disebut sharf dan sharf ini harus ada at Tagabudh (barang 
yang masih dipegang) saat majelis akad. Bila at Tagabudh ini telah terjadi di majelis akad maka hal 
tersebut tidak apa - apa hukumnya. 

Dalam arti, bahwa jika seseorang menukar mata uang Riyal Saudi dengan Dollar Amerika, maka 
hal ini tidak apa - apa sekalipun dia ingin mendapatkan keuntungan nantinya akan tetapi dengan syarat 
dia mengambil dollar yang dibeli dan memberikan Riyal Saudi yang dijual. 


Sedangkan bila tanpa at Tagabudh, maka hal itu tidak sah dan termasuk ke dalam riba nasi"ah. 


(Kitab ad Da?wah, edisi V, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin, Jilid II, hal. 40) 


Hukum Jual Beli Valuta (2) 


Oleh : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz 


Hal itu tidak apa - apa, yakni bila seseorang membeli dollar atau mata uang lainnya lalu 
menyimpannya kemudian menjualnya lagi bila nilai tukarnya naik, tidak apa - apa asalkan dia 
membelinya dari tangan ke tangan (diserahterimakan secara langsung), bukan secara nasi"ah (tempo). 

Membeli dollar dengan Riyal Saudi atau Dinar Irak haruslah dari tangan ke tangan, ketentuan 


pada mata uang ini sama seperti membeli emas dengan perak yaitu harus dari tangan ke tangan. 


WallaHul Musta"an. 

(Fatawa Islamiyyah, dari fatwa Syaikh Ibn Baz, Jilid Il, hal. 364) 

Maraji" : 

Fatwa - fatwa Terkini Jilid 2, Penyusun : Syaikh Khalid al Juraisiy, Darul Hag, Jakarta, Cetakan Pertama, 


Dzulhijjah 1424 H/Februari 2004 M. 
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OBLIGASI 


Obligasi atau surat utang, dalam bahasa Arab, disebut juga dengan istilah “sanadat”. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hlm. 623, obligasi memiliki dua pengertian. 
e Yang pertama, surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat 
diperjualbelikan. 
e Yang kedua, surat utang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu 
yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup 


pembiayaan perusahaan. 


Secara umum, obligasi bisa dibagi menjadi dua, yaitu “sanad dain” atau obligasi utang, dan 
“sanad mugaradhah” atau obligasi dengan sistem mudharabah (bagi hasil). 

Obligasi utang adalah perjanjian tertulis, yang pada transaksi tersebut, pemegang obligasi 
berkewajiban menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang mengeluarkan obligasi dengan 
kompensasi bunga dalam nilai tertentu. 

Tidaklah diragukan bahwa obligasi jenis ini termasuk riba, karena hakikat transaksi ini adalah 
utang yang membuahkan manfaat tambahan. Dengan demikian, menjual dan membeli obligasi ini, serta 
keuntungan yang didapatkan darinya, adalah riba. 

Adapun obligasi jenis kedua adalah surat perjanjian yang diterbitkan oleh bank atau yang 
lainnya. Pemegang surat ini berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah ditentukan, 
dan hasil riil keuntungannya dibagikan dengan sistem musyarakah sesuai dengan kriteria-kriteria khusus 
yang ada pada setiap penerbitan obligasi. Obligasi jenis ini disebut juga dengan obligasi investasi. 

Obligasi jenis kedua ini hukumnya mubah secara syar'i karena statusnya adalah 
mudharabah/giradh (bagi hasil) yang memiliki prinsip tidak ada bunga dari modal yang bisa dipastikan 
setiap bulannya dan pemegang obligasi bisa mendapatkan kerugian sebagaimana merasakan 
keuntungan. 

Secara tegas, Majma' al-Fikih al-Islami, dalam pertemuan rutin Majma' yang diadakan di Jeddah 
pada bulan Jumadil Akhir tahun 1408 H, membolehkan obligasi jenis ini. (Lihat: Al-Igtishad Al-Islami, 
karya Hasan Siri, hlm. 286) 

Tentang obligasi, terdapat keputusan Majma' al-Fikih al-Islami no. 60 sebagai berikut. 

Sesunguhnya, Majelis Majma' al-Fikih al-Islami, dalam muktamarnya yang keenam di Jeddah, 


Arab Saudi, dari tanggal 17--23 Sya'ban 1410 H, yang bertepatan dengan 14--20 Maret 1990 M. 
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Setelah mencermati bahwa definisi obligasi adalah sertifikat berharga yang berisikan komitmen 


pihak pemegang obligasi untuk menyerahkan sejumlah uang yang tertera pada lembaran sertifikat, 


dengan kompensasi mendapatkan bunga dari sejumlah uang yang telah diserahkan sebagaimana 


kesepakatan atau mendapatkan manfaat yang disyaratkan di muka, baik berupa hadiah berbentuk 


barang yang dibagikan dengan menggunakan undian, sejumlah uang yang bisa dipastikan, atau berupa 


diskon obligasi. 


Setelah itu semua, majelis menetapkan sebagai berikut: 


1. 


Obligasi yang berisi kompensasi pemegang untuk menyerahkan sejumlah uang dengan 
kompensasi sejumlah bunga dari total uang tersebut atau mendapatkan manfaat yang 
disyaratkan di awal adalah haram diterbitkan, dibeli, dan dipasarkan dalam hukum agama, 
karena obligasi ini adalah utang ribawi.Ketentuan ini berlaku, baik yang yang menerbitkan 
obligasi tersebut adalah pihak swasta ataupun institusi pemerintahan. 

Hukum ini tidaklah berubah, meskipun obligasi ini disebut dengan sertifikat, obligasi 
investasi, atau obligasi tabungan. Demikian pula, meski bunga ribawi tersebut disebut dengan 
keuntungan atau istilah lainnya. 

Termasuk yang diharamkan adalah obligasi yang memiliki karbon berwarna kuning karena 
obligasi ini, pada hakikatnya, adalah utang yang dijual lebih rendah daripada harga yang tertera 
pada sertifikat obligasi. Pemegang mendapatkan keuntungan dari selisih tersebut karena dinilai 
sebagai diskon obligasi. 

Demikian pula, obligasi yang mengandung hadiah adalah diharamkan. Obligasi ini berstatus 
utang yang mengandung manfaat tambahan yang disyaratkan di awal, atau mengandung 
tambahan bagi sejumlah pemegang obligasi atau sebagian pemegang, namun belum bisa 
dipastikan siapa sajakah mereka. Obligasi ini dilarang, selain karena mengandung riba, juga 
terdapat unsur judi di dalamnya. 

Alternatif pengganti untuk obligasi yang diharamkan untuk diterbitkan, dibeli, dan diedarkan 
adalah obligasi atau “shukuk” yang menerapkan prinsip mudharabah (bagi hasil) untuk suatu 
proyek atau kegiatan investasi tertentu. Artinya, pemegang tidak berhak mendapatkan bunga 
atau manfaat yang bisa dipastikan, namun hanya berhak mendapatkan persentase tertentu dari 


keuntungan yang didapatkan, sesuai dengan jumlah obligasi yang dimiliki. 


Akan tetapi, keuntungan ini tidak bisa didapatkan, kecuali keuntungan tersebut adalah 


keuntungan yang riil. Obligasi semacam ini bisa dinamakan dengan “sanadat mugaradhah”. 
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(Lihat: Taudhih al-Ahkam: 4/467--477) Hal ini, yaitu haramnya bermuamalah dengan obligasi 
dengan berbagai jenisnya kecuali obligasi yang menggunakan prinsip bagi hasil yang syar'i, juga 
merupakan pendapat Syekh Mahmud Syaltut, Dr. Abdul Azizi Khayat, Dr. Ali as-Salus, dan Dr. 
Muhammad Utsman Syabir, dengan alasan bahwa hakikat obligasi adalah memberi utang 
kepada sebuah perusahaan, pemerintah, atau suatu yayasan sampai batas waktu tertentu, 
dengan kompensasi bunga yang tetap dan disyaratkan di awal. Inilah riba nasiah yang 


diharamkan oleh al-Ouran. 


Kaidah dalam masalah ini adalah “al-'ibrah fil “ugud lil magashid wal ma'ani Ia lil alfazh wal 
mabani” (yang menjadi tolak ukur dalam transaksi muamalah adalah maksud dan hakikat sebenarnya, 
bukan sekadar lafal dan kata-kata). 

Untuk perbankan, obligasi adalah salah satu bentuk tabungan yang dimanfaatkan oleh bank 
untuk keperluan investasi, namun ada jaminan bahwa uang tersebut tetap utuh, bahkan ada tambahan 
yang akan didapatkan. Inilah utang produktif ribawi yang banyak dipraktikkan di masa jahiliah, lalu al- 
Ouran dan as-Sunnah mengharamkannya. (Lihat: Al-Khadamat al-Mashrifiyyah, hlm. 501—502, karya Dr. 
Ala'ud Din Za'tari) 


Penulis: Ustadz Abu “Ukkasyah Aris Munandar, S.S. 


Artikel: PengusahaMuslim.Com 
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SEWA 


Transaksi Oper Kontrak 

Dalam keseharian, kita sering menjumpai transaksi berbentuk oper kontrak, baik rumah maupun 
ruko dagang. Apa hukum transaksi ini dalam pandangan para ulama yang berkompenten? 

Masalah ini dibahas oleh para ulama dalam materi pembahasan “badal khuluw”, yang dalam 
tinjauan bahasa Arab bermakna "kompensasi dari pengosongan tempat". 

Adapun secara istilah, didefinisikan dengan “sejumlah harta yang diserahkan oleh seseorang 
sebagai kompensasi untuk orang yang memanfaatkan aktiva tetap, semisal tanah, rumah, dan ruko 


dagang yang merelakan hak pemanfaatan aktiva tetap tersebut”. 


Badal khuluw ini bisa dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut: 
Kategori pertama: pemilik mengambil badal khuluw dari penyewa pada saat transaksi. 

Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama. Ada yang berpendapat bahwa uang yang 
diambil pemilik dalam hal ini adalah diperbolehkan, karena harta tersebut adalah hartanya. 
Dengan demikian, dia bisa menyewakannya sesuka hatinya. Jadi, pada hakikatnya, sesuatu 
yang diambil oleh pemilik adalah uang sewa yang dibagi menjadi dua bagian, ada yang dibayar 
di muka dan ada yang dibayarkan kemudian hari, sedangkan semacam ini diperbolehkan 
dengan sepakat ulama, baik diberi nama upah sewa atau pun badal khuluw. 

Ada juga yang melarang, dengan argumen bahwa ini adalah uang yang tidak beralasan 
dan tidak bisa dibenarkan, sehingga dinilai termasuk memakan harta orang lain dengan cara 
yang batil. 

Pendapat kedua itu kurang tepat karena pemilik mempunyai hak untuk meminta 
tambahan upah dan inilah hakikat badal khuluw dalam kasus ini. Jadi, yang benar adalah 


pendapat yang memperbolehkan. 


Kategori kedua: badal khuluw yang diambil oleh penyewa dari pemilik. 

Kasus ini perlu dirinci menjadi dua. Yang pertama, badal khuluw ini terjadi sesudah masa 
sewa berakhir. Jika demikian, maka penyewa tidak memilik hak untuk menerima badal khuluw, 
karena pemilik boleh saja menyewakan kembali kepadanya atau pun kepada orang lain. 

Akan tetapi, jika penyewa membuat bangunan baru atau tambahan bangunan pada 
tempat yang dia sewa dengan seizin pemilik, maka jika bangunan tersebut bisa dipindah, wajib 


dipindah. Akan tetapi, jika tidak memungkinkan untuk dipindah, maka penyewa bisa meminta 
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ganti kepada pemilik. Terlebih lagi, jika bangunan tersebut akan berkurang nilainya jika 
dipaksakan untuk dipindahkan. 

Yang kedua, badal khuluw sebelum masa sewa berakhir. Terdapat dua pendapat ulama 
dalam kasus ini disebabkan adanya perbedaan pandangan tentang status hukum untuk 
membatalan transaksi sewa yang dilakukan oleh pihak pemilik. 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa itu uang haram, karena pembatalan transaksi 
(igalah) adalah fasakh (sekadar pembatalan, bukan transaksi baru). Adapun pembatalan 
transaksi dalam sewa, jual-beli, dan lain-lain hanya boleh dengan menyerahkan kembali uang 
yang telah disepakati, baik pembatalan terjadi setelah serah-terima barang atau pun sebelum 
serah-terima. Penambahan biaya dalam pembatalan transaksi bahkan dinilai sebagai 
persyaratan yang batil. Jadi, dalam pembatalan transaksi yang dilakukan oleh penyewa tidak 
terdapat penambahan atau pun pengurangan dari biaya yang telah disepakati di awal transaksi. 

Di satu sisi, ulama-ulama Mazhab Maliki dan Abu Yusuf (murid senior Abu Hanifah) 
memperbolehkan. Hal ini karena, dalam pandangan para ulama tersebut, pembatalan transaksi 
(igalah) adalah transaksi baru. Jadi, pemilik boleh menyerahkan uang tambahan, lebih dari 
uang sewa yang sudah diterima, sebagai kompensasi dari pembatalan transaksi yang dia 
lakukan. 

Pendapat yang terkuat adalah pendapat mayoritas ulama. Perselisihan pendapat di atas 
berlaku jika terdapat perjanjian antara penyewa dengan pemilik pada awal transaksi. Akan 
tetapi, jika pemilik dengan suka rela memberikan uang tambahan kepada penyewa, maka 


diperbolehkan. 


Kategori ketiga: badal khuluw yang diterima penyewa dari penyewa baru. 
Inilah yang disebut dalam bahasa keseharian sebagai “oper kontrak”. Badal khuluw 
dalam kondisi ini dirinci menjadi dua. 

e Yang pertama, sesudah masa sewa berakhir. Dalam kondisi ini, badal khuluw tidak 
diperbolehkan karena ini berarti menyewakan milik orang lain tanpa persetujuan 
pemilik. 

e Yang kedua, sebelum masa sewa berakhir. Dalam hal ini terdapat dua pendapat 
ulama. Ulama yang memperbolehkan (semisal Ibnu “Abidin dari kalangan ulama 


Mazhab Hanafi, Syekh “Ilyasy, Zargani, dan Hamusi dari kalangan ulama-ulama 
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Mazhab Maliki, serta sebagian ulama Mazhab Hambali) membawakan beberapa 


alasan: 


1. 


Hal ini sudah membudaya di tengah masyarakat, sedangkan budaya dan 
kebiasaan yang tidak bertabrakan dengan syariat itu diperbolehkan. 
Dalam kondisi ini, badal khuluw adalah hak milik manfaat, bukan hak 
milik pemanfaatan. Orang yang memiliki hak milik pemanfaatan hanya 
boleh memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri, tidak boleh 
menyewakan, menghadiahkan, dan meminjamkan. Adapun pemilik 
manfaat boleh menyewakan, menghadiahkan, dan meminjamkan, 
selain bahwa dia boleh memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. 
Jadi, barang sewaan tersebut bisa dimanfaatkan oleh penyewa atau pun 
orang lain. Sebagaimana penyewa punya hak untuk melepas hak 
sewanya dengan mendapatkan kompensasi dari pihak lain, atau pun 
tidak mendapat kompensasi apa pun. 

Alasan lainnya adalah memperbolehkan menerima badal khuluw 
merupakan kebutuhan yang cukup mendesak, sehingga dengan 


memperbolehkannya menyebabkan hilangnya kesempitan. 


Adapun ulama yang mengharamkan badal khuluw dalam kasus ini, memberikan beberapa alasan: 


1. 


Penyewa tidak memiliki hak untuk menyewakan kecuali dengan seizin pemilik barang, karena 
hal tersebut menyebabkan pemilik terhalangi untuk mengatur hartanya sendiri. 

Alasan ini jelas tidak tepat, karena penyewa hanya menyewakan barang tersebut sehingga 
mendapatkan badal khuluw hanya sampai masa sewa berakhir. 

Mereka juga beralasan bahwa penyewa tidak diperbolehkan menyewakan dengan biaya sewa 


yang lebih mahal daripada biaya sewa yang telah dia bayarkan. 


Beralasan dengan pernyataan di atas jelas bermasalah, karena masalah yang dijadikan dasar 


berargumen tersebut diperselisihkan ulama. Bahkan, pendapat yang benar adalah boleh menyewakan 


dengan harga sewa yang lebih mahal. Inilah pendapat mayoritas ulama dan merupakan pendapat Imam 


Syafi'i, serta inilah pendapat yang dinilai sebagai pendapat yang benar di kalangan ulama Mazhab 


Hambali. Alasan mayoritas ulama adalah bahwa sewa itu hak milik manfaat, sedangkan hukum untuk 


manfaat itu sama persis dengan hukum benda. 
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Adapun ulama-ulama Mazhab Hanafi melarang penyewa menyewakan barang dengan harga 
sewa yang lebih mahal, kecuali jika penyewa pertama telah mengadakan renovasi bangunan atau 


membuat bangunan tambahan. 


Ringkasnya, pendapat yang tepat adalah: penyewa boleh menerima badal khuluw dari penyewa baru 


yang menggantikannya. 


Penulis: Ustadz Abu “Ukkasyah Aris Munandar, S.S. 


Artikel: www.pengusahamuslim.com 
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DENDA 


Di tengah-tengah masyarakat sering kita jumpai berbagai bentuk denda berkaitan dengan 
transaksi muamalah. Seorang karyawan yang tidak masuk kerja tanpa izin akan diberikan sanksi berupa 
pemotongan gaji. Telat membayar angsuran kredit motor juga akan mendapatkan denda setiap hari, 
dengan nominal rupiah tertentu. Seorang penerjemah buku juga akan didenda dengan nominal tertentu 
setiap harinya oleh penerbit, jika buku ternyata belum selesai diterjemahkan sampai batas waktu yang 
telah disepakati. Percetakan yang tidak tepat waktu juga dituntut untuk membayar denda dengan 
jumlah tertentu. Bayar listrik sesudah tanggal 20 juga akan dikenai denda oleh pihak PLN. 

Bagaimanakah hukum dari berbagai jenis denda di atas, apakah diperbolehkan secara mutlak, 
ataukah terlarang secara mutlak, ataukah perlu rincian? Inilah tema bahasan kita pada edisi ini. 
Persyaratan denda sebagaimana di atas diistilahkan oleh para ulama dengan nama syarth jaza'i. 

Hukum persyaratan semisal ini berkaitan erat dengan hukum syarat dalam transaksi dalam 
pandangan para ulama. Ulama tidak memiliki titik pandang yang sama terkait dengan hukum asal 
berbagai bentuk transaksi dan persyaratan di dalamnya, ada dua pendapat. 

Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan- 
persyaratan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pendapat kedua menegaskan bahwa hukum asal 
dalam masalah ini adalah sah dan boleh, tidak haram dan tidak pula batal, kecuali terdapat dalil dari 


syariat yang menunjukkan haram dan batalnya. 


Singkat kata, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua, dengan alasan sebagai berikut: 

a. Dalam banyak ayat dan hadits, kita dapatkan perintah untuk memenuhi perjanjian, 
transaksi, dan persyaratan, serta menunaikan amanah. Jika memenuhi dan 
memperhatikan perjanjian secara umum adalah perkara yang diperintahkan, maka bisa 
ditarik kesimpulan bahwa hukum asal transaksi dan persyaratan adalah sah. Makna dari 
sahnya transaksi adalah maksud diadakannya transaksi itu terwujud, sedangkan maksud 


pokok dari transaksi adalah dijalankan. 


b. Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


“Kaum muslimin itu berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah mereka 


sepakati.” (Hr. Abu Daud dan Tirmidzi) 
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Makna kandungan hadits ini didukung oleh berbagai dalil dari al-Guran dan as-Sunnah. 
Maksud dari persyaratan adalah mewajibkan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib, 
tidak pula haram. Segala sesuatu yang hukumnya mubah akan berubah menjadi wajib 
jika terdapat persyaratan. 

Pendapat inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya, Ibnul 
Oayyim. Ibnu Taimiyyah mengatakan, “Segala syarat yang tidak menyelisihi syariat 
adalah sah, dalam semua bentuk transaksi. Semisal penjual yang diberi syarat agar 
melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dalam transaksi jual-beli, baik maksud 
pokoknya adalah penjual ataupun barang yang diperdagangkan. Syarat dan transaksi 


jual-belinya adalah sah.” 


Ibnul OGayyim mengatakan, “Kaidah yang sesuai dengan syariat adalah segala syarat yang 
menyelisihi hukum Allah dan kitab-Nya adalah syarat yang dinilai tidak ada (batil). Adapun syarat yang 
tidak demikian adalah tergolong syarat yang harus dilaksanakan, karena kaum muslimin berkewajiban 
memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang 
haram atau mengharamkan yang halal. Inilah pendapat yang dipilih oleh guru kami, Ibnu Taimiyyah.” 

Berdasar keterangan di atas, maka syarth jaza'i adalah diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi 
tersebut bukanlah transaksi utang-piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya 


kerugian secara riil. 


Berikut ini adalah kutipan dua fatwa para ulama: 

Yang pertama adalah keputusan Majma' Fikih Islami yang bernaung di bawah Munazhamah Mu'tamar 
Islami, yang merupakan hasil pertemuan mereka yang ke-12 di Riyadh, Arab Saudi, yang berlangsung 
dari tgl 23--28 September 2000. Hasil keputusannya adalah sebagai berikut: 

o Keputusan pertama. Syarth jaza'i adalah kesepakatan antara dua orang yang mengadakan 
transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang 
membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak 
melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. 

o Keputusan kedua. Adanya syarth jaza'i (denda) yang disebabkan oleh keterlambatan 
penyerahan barang dalam transaksi salam tidak dibolehkan, karena hakikat transaksi salam 
adalah utang, sedangkan persyaratan adanya denda dalam utang-piutang dikarenakan faktor 


keterlambatan adalah suatu hal yang terlarang. Sebaliknya, adanya kesepakatan denda sesuai 
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kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi istishna' adalah hal yang dibolehkan, selama 
tidak ada kondisi tak terduga. 

Istishna' adalah kesepakatan bahwa salah satu pihak akan membuatkan benda tertentu 
untuk pihak kedua, sesuai dengan pesanan yang diminta. Namun bila pembeli dalam transaksi 
ba'i bit-tagshith (jual-beli kredit) terlambat menyerahkan cicilan dari waktu yang telah 
ditetapkan, maka dia tidak boleh dipaksa untuk membayar tambahan (denda) apa pun, baik 
dengan adanya perjanjian sebelumnya ataupun tanpa perjanjian, karena hal tersebut adalah 
riba yang haram. 

Keputusan ketiga. Perjanjian denda ini boleh diadakan bersamaan dengan transaksi asli, boleh 
pula dibuat kesepakatan menyusul, sebelum terjadinya kerugian. 

Keputusan keempat. Persyaratan denda ini dibolehkan untuk semua bentuk transaksi finansial, 
selain transaksi-transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang-piutang, karena persyaratan 
denda dalam transaksi utang adalah riba senyatanya. 

Berdasarkan hal ini, maka persyaratan ini dibolehkan dalam transaksi mugawalah bagi 
mugawil (orang yang berjanji untuk melakukan hal tertentu untuk melengkapi syarat tertentu, 
semisal membangun rumah atau memperbaiki jalan raya). 

Mugawalah adalah kesepakatan antara dua belah pihak, pihak pertama berjanji 
melakukan hal tertentu untuk kepentingan pihak kedua dengan jumlah upah tertentu dan dalam 
jangka waktu yang tertentu pula. 

Demikian pula, persyaratan denda dalam transaksi taurid (ekspor impor) adalah syarat 
yang dibolehkan, asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak pengekspor. 

Demikian juga dalam transaksi istishna', asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak 
produsen, jika pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam 
melaksanakan kewajibannya. 

Akan tetapi, tidak boleh diadakan persyaratan denda dalam jual-beli kredit sebagai 
akibat pembeli yang terlambat untuk melunasi sisa cicilan, baik karena faktor kesulitan ekonomi 
ataupun keengganan. 

Demikian pula dalam transaksi istishna' untuk pihak pemesan barang, jika dia terlambat 
menunaikan kewajibannya. 

Keputusan kelima. Kerugian yang boleh dikompensasikan adalah kerugian finansial yang riil atau 
lepasnya keuntungan yang bisa dipastikan. Jadi, tidak mencakup kerugian etika atau kerugian 


yang bersifat abstrak. 
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o Keputusan keenam. Persyaratan denda ini tidak berlaku, jika terbukti bahwa inkonsistensi 
terhadap transaksi itu disebabkan oleh faktor yang tidak diinginkan, atau terbukti tidak ada 
kerugian apa pun disebabkan adanya pihak yang inkonsisten dengan transaksi. 

o Keputusan ketujuh. Berdasarkan permintaan salah satu pihak pengadilan, dibolehkan untuk 
merevisi nominal denda jika ada alasan yang bisa dibenarkan dalam hal ini, atau disebabkan 


jumlah nominal tersebut sangat tidak wajar. 


Yang kedua adalah fatwa Haiah Kibar Ulama Saudi. Secara ringkas, keputusan mereka adalah sebagai 
berikut, “Syarth Jaza'i yang terdapat dalam berbagai transaksi adalah syarat yang benar dan diakui 
sehingga wajib dijalankan, selama tidak ada alasan pembenar untuk inkonsistensi dengan perjanjian 
yang sudah disepakati. 

Jika ada alasan yang diakui secara syar'i, maka alasan tersebut mengugurkan kewajiban 
membayar denda sampai alasan tersebut berakhir. 

Jika nominal denda terlalu berlebihan menurut konsesus masyarakat setempat, sehingga tujuan 
pokoknya adalah ancaman dengan denda, dan nominal tersebut jauh dari tuntutan kaidah syariat, maka 
denda tersebut wajib dikembalikan kepada jumlah nominal yang adil, sesuai dengan besarnya 
keuntungan yang hilang atau besarnya kerugian yang terjadi. 

Jika nilai nominal tidak kunjung disepakati, maka denda dikembalikan kepada keputusan 
pengadilan, setelah mendengarkan saran dari pakar dalam bidangnya, dalam rangka melaksanakan 


firman Allah, yaitu surat an-Nisa': 58.” (Taudhih al-Ahkam: 4/253--255) 
Jadi, anggapan sebagian orang bahwa syarth jaza'i secara mutlak itu mengandung unsur riba nasi'ah 
adalah anggapan yang tidak benar. Anggapan ini tidaklah salah jika ditujukan untuk transaksi-transaksi 


yang pada asalnya adalah utang-piutang, semisal jual-beli kredit dan transaksi salam. 


Penulis: Ustadz Abu “Ukkasyah Aris Munandar, S.S. 


Artikel: www.pengusahamuslim.com 
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MENYIBAK KONTROVERSI ZAKAT PROFESI 


Zakat merupakan ibadah yang sangat memiliki fungsi dan peranan strategis. Di samping zakat 
merupakan bentuk tagorrub (pendekatan diri) kepada Allah, ia juga merupakan sarana penting untuk 
membersihkan jiwa manusia dari noda-noda hati dan sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. 
Sebagaimana zakat juga dapat memberikan solusi untuk menanggulangi problematika krisis ekonomi 
yang menimpa umat manusia. 

Pada zaman kita sekarang, telah muncul berbagai jenis profesi baru yang sangat potensial dalam 
menghasilkan kekayaan dalam jumlah besar. Masalahnya, bagaimana hukum figih Islam tentang zakat 
profesi yang dikenal oleh sebagian kalangan sekarang ini? Apakah itu termasuk suatu bagian dari zakat 
dalam Islam? Ataukah itu adalah suatu hal yang baru dalam agama? Inilah yang akan menjadi bahasan 


utama kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. 


DEFENISI ZAKAT PROFESI 
Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab. 
Profesi tersebut ada dua macam: 
1. Profesi yang dihasilkan sendiri seperti dokter, insinyur, artis, penjahit dan lain sebagainya. 
2. Profesi yang dihasilkan dengan berkaitan pada orang lain dengan memperoleh gaji seperti 


pegawai negeri|1J atau swasta, pekerja perusahaan dan sejenisnya.|I2| 


ISTILAH ZAKAT PROFESI 

Zakat Profesi adalah istilah zakat yang baru pada abad sekarang. Menurut kaidah pencetus zakat 
profesi bahwa orang yang menerima gaji dan lain-lain dikenakan zakat sebesar 2,596 tanpa menunggu 
haul (berputar selama setahun), bahkan pada sebagian kalangan malah tanpa menunggu nishob dan 
haul!!! 

Mereka menganalogikan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian dikeluarkan pada saat setelah 
panen. Disamping mereka menganalogikan dengan akal bahwa kenapa hanya petani-petani yang 
dikeluarkan zakatnya sedangkan para dokter, eksekutif, karyawan yang gajinya hanya dalam beberapa 


bulan sudah melebihi nishob, tidak diambil zakatnya. 
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ZAKAT HARTA YANG SYAR'I 
Kaidah umum syar'i sejak dahulu menurut kesepakatan para 'ulamal|3| berdasarkan hadits 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah wajibnya zakat harta harus memenuhi dua kriteria, yaitu: 


1. Batas minimal nishab. 
Bila tidak mencapai batas minimal nishab maka tidak wajib zakat. Hal ini berdasarkan dalil 


berikut: 


ARA Ula SI SIS Ii) alug Anto Ai laa all Jowo, JB JB dis dil ma) He ye 
5.4 Pn Abi - 2 - “- BO ra 042 - LK 0g L.... PN Ona - 04: LM 
Sob Usoke MU SB gi le Uailg adl 0 Aas Lesi Jgall leale Ulas 
SAI AR HE Ula Gd Las AI sallam IN) Lab ja Kilas Uaash Ugal! Ugal OLS 
Jail ale 
Dari Ali berkata: Rasululullah bersabda: "Apabila kamu memiliki 200 dirham dan berlalu satu tahun maka 
wajib dizakati 5 dirham (perak), dan kamu tidak mempunyai kewajiban zakat sehingga kamu memiliki 20 
dinar (emas) dan telah berlalu satu tahun maka wajib dizakati setengah dinar, dan setiap kelebihan dari 
(nishob) tersebut maka zakatnya disesuaikan dengan hitungannya." (4) 

Catatan Penting: Nishob zakat emas adalah 20 Dinar - 85 gram emas. Dan nishob zakat perak 
adalah 200 Dirham - 595 gram perak|5J. Termasuk dalam hukum emas dan perak juga adalah mata uang 
karena uang pada zaman sekarang menduduki kedudukan emas atau perak, hal ini juga beradasarkan 
fatwa semua ulama pada zaman sekarang, hanya saja telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan 
mereka apakah zakat uang mengikuti nishob emas atau nishob perak atau mana yang lebih bermanfaat 


bagi fakir miskin, tiga pendapat tersebut dikatakan oleh ulama kita, hanya saja pendapat yang terakhir 


insya Allah lebih mendekati kebenaran.|6) 


2. Harus menjalani haul. 
Bila tidak mencapai putaran satu tahun, maka tidak wajib zakat. Hal ini berdasarkan hadits di 


atas: 
ANN Aile UAS AR NE Ja yi La 


Tidak ada kewajiban zakat di dalam harta sehingga mengalami putaran haul. 
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Kecuali beberapa hal yang tidak disyaratkan haul, seperti zakat pertanian, rikaz, keuntungan 
berdagang, anak binatang ternak.|7) 
Jadi, penetapan zakat profesi tanpa memenuhi dua persyaratan di atas merupakan tindakan 


yang tidak berlandaskan dalil dan bertentangan dengan tujuan-tujuan syari'at. 


ZAKAT PROFESI BERTENTANGAN DENGAN ZAKAT HARTA 
Oleh karena itu ditinjau dari dalil yang syar'i maka istilah zakat profesi bertentangan dengan apa 


yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam, dimana antara lain adalah: 


1. Tidak Ada Haul 
Menurut para penyeru zakat ini, zakat profesi tidak membutuhkan haul yaitu bahwa zakat itu 


dikeluarkan apabila harta telah berlalu kita miliki selama 1 tahun. Mereka melemahkan semua hadits 
tentang haul/8J, padahal hadits-hadits itu memiliki beberapa jalan dan penguat sehingga bisa dijadikan 
hujjah, apalagi didukung oleh atasr-atsar sahabat yang banyak sekali.(9) Kalau hadits-hadits tersebut 
kita tolak, maka konsekuensinya cukup berat, kita akan mengatakan bahwa semua zakat tidak perlu 
harus haul terlebih dahulu, padahal persyaratan haul merupakan suatu hal yang disepakati oleh para 


ulama dan orang yang menyelisihinya dianggap ganjil pendapatnya oleh mereka.I10J 


2. Oiyas Zakat Pertanian? 
Dari penolakan haul ini, maka mereka menggiyaskan dengan zakat pertanian yang dikeluarkan 


pada saat setelah panen. Hal ini bila kita cermati ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan sebagai 
berikut: 

b. Hasil pertanian baru dipanen setelah berjalan 2-3 bulan, berarti zakat profesi juga 
semestinya dipungut dengan jangka waktu antara 2-3 bulan, tidak setiap bulan! 

c. Zakat hasil pertanian adalah seper sepuluh hasil panen bila pengairannya tidak 
membutuhkan biaya dan seper dua puluh bila pengairannya membutuhkan biaya. Maka 
seharusnya zakat profesi juga harus demikian, tidak dipungut 2,5 X agar giyas ini lurus dan 
tidak aneh. 

d. Gaji itu berwujud uang, sehingga akan lebih mendekati kebenaran bila dihukumi dengan 


zakat emas dan perak, karena kedua-duanya merupakan alat jual beli barang. 
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MEMBANTAH ARGUMENTASI PENYERU ZAKAT PROFESI 


Para penyeru zakat profesi membawakan beberapa argumen untuk menguatkan adanya zakat 
profesi, namun sayangnya argumen mereka tidak kuat. Keterangannya sebagai berikut: 
1. Dalil Logika 

Mereka mengatakan: Kalau petani saja diwajibkan mengeluarkan zakatnya, maka para dokter, 
eksekutif, karyawan lebih utama untuk mengeluarkan zakat karena kerjanya lebih ringan dan gajinya 
hanya dalam beberapa bulan sudah melebihi nisab.|11) 
Jawaban: 

Alasan ini tidak benar karena beberapa sebab: 

a. Dalam masalah ibadah, kita harus mengikuti dalil yang jelas dan shahih. Dengan demikian maka 
tidak perlu dibantah dengan argumen tersebut karena Allah memiliki hikmah tersendiri dari 
hukum-hukum-Nya. 

b. Gaji bukanlah suatu hal yang baru ada pada zaman sekarang, namun sudah ada sejak zaman 
Nabi, para sahabat, dan ulama-ulama dahulu. Namun tidak pernah didengar dari mereka 
kewajiban zakat profesi seperti yang dipahami oleh orang-orang sekarang!! 

c. Dalam zakat profesi terdapat unsur kezhaliman terhadap pemiliki gaji, karena sekalipun gajinya 
mencapai nishob namun kebutuhan orang itu berbeda-beda tempat dan waktunya. Selain itu 
juga, kita tidak mengetahui masa yang akan datang kalau dia dipecat, atau rezekinya berubah. 
Atau kita balik bertanya, mengapa pertanyaannya hanya petani, apakah jika petani membayar 
zakat, lantas pekerja profesi tidak bayar zakat? Padahal mereka tetap diwajibkan membayar 


zakat, dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. 


2. Dalil Atsar 
Mereka mengemukakan beberapa atsar dari Mu'awiyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Umar bin 

Abdul Aziz dan lain sebagainya tentang harta mustafad.|12) 

Jawaban: 

Pemahaman ini perlu ditinjau ulang lagi karena beberapa alasan berikut|13|: 

d. Atsar- atsar tersebut dibawa kepada harta yang diperkirakan sudah mencapai 1 haul. Yakni 

pegawai yang sudah bekerja (paling tidak) lebih dari 1 tahun. Lalu agar mempermudah urusan 
zakatnya, maka dipotonglah gajinya. Jadi tetap mengacu kepada harta yang sudah mencapai 


nishob dan melampui putaran satu tahun (haul) dari gaji pegawai tersebut.|14| 
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e. Terdapat beberapa atsar dari beberapa sahabat tersebut yang menegaskan disyaratkannya haul 
dalam harta mustafad seperti gaji.(15| 

f. Para ulama sepanjang zaman di manapun berada telah bersepakat tentang disyaratkannya haul 
dalam zakat harta, peternakan, perdagangan. Hal itu telah menyebar sejak para khulafa' rasyidin 
tanpa ada pengingkaran dari seorang alimpun, sehingga Imam abu Ubaid menegaskan bahwa 
pendapat yang mengatakan tanpa haul adalah pendapat yang keluar dari ucapan para 
imam.|(16) Ibnu Abdil Barr berkata: "Perselisihan dalam hal itu adalah ganjil, tidak ada seorang 


ulama-pun yang berpendapat seperti itu." (17J 


ZAKAT GAJI 
Gaji berupa uang merupakan harta, sehingga gaji masuk dalam kategori zakat harta, yang apabila telah 
memenuhi persyaratannya yaitu: 
1. Mencapai nishob baik gaji murni atau dengan gabungan harta lainnya. 


2. Mencapai haul. 


Apabila telah terpenuhi syarat-syarat di atas maka gaji wajib dizakati. Adapun bila gaji kurang 
dari nishob atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati. 
Demikianlah keterangan para ulama kita. (18| 

Dalam Muktamar zakat pada tahun 1984 H di Kuwait, masalah zakat profesi telah dibahas pada 
saat itu, lalu para peserta membuat kesimpulan: "Zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat 
potensial bagi kekuatan manusia untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, 
dokter, arsitek dan sebagainya. Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota muktamar tidak ada 
zakatnya ketika menerima gaji, namun digabungkan dengan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai 
nishob dan haul lalu mengeluarkan zakat untuk semuanya ketika mencapai nishob. Adapun gaji yang 
diterima di tengah-tengah haul (setelah nishob) maka dizakati di akhir haul sekalipun belum sempurna 
satu tahun penuh. Dan gaji yang diterima sebelum nishob maka dimulai penghitungan haulnya sejak 
mencapai nishob lalu wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai haul. Adapun kadar zakatnya 
adalah 2,546 setiap tahun." (19| 

Demikianlah beberapa catatan yang dapat kami sampaikan seputar zakat profesi. Semoga 
keterangan ini membawa manfaat bagi kita semua. Kritik dan saran pembaca sangat bermanfaat bagi 
kami. 


kk 


Penulis: Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi 
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Dipublikasi ulang dari majalah Al Furgon, Gresik 
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FOOTNOTE: 

(1) Faedah: Gaji pegawai adalah halal, berdasarkan argumen-argumen yang banyak, sebagaimana dipaparkan oleh 
Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam Al-Ajwibah As-Sa'diyyah 'anil Masail Kuwaitiyyah hlm. 163- 
164 dan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani sebagaimana dalam kaset "Ligo'at Abi Ishag al-Huwaini 
Ma'a al-Albani" no. 7/side B. Maka barangsiapa yang mengatakan gaji pegawai adalah haram, maka 
hendaknya mendatangkan dalil!!! 

(2) Figih Zakat 1/545 oleh Dr. Yusuf al-Gorodhowi. 

(3) Lihat Al-ljma' hlm. 51-54 oleh Imam Ibnul Mundzir dan al-Igna' fii Masail Ijma' 1/263-264 oleh Imam Ibnul 
Oothon. 

(4) HR. Abu Dawud 1573. Imam Nawawi berkata: "Hadits shohih atau hasan" sebagaimana dalam Nashbu Royah 
2/328. Hadits ini juga diriwayatkan dari banyak sahabat seperti Ibnu Umar, Aisyah, Anas bin Malik, Lihat 
keterangannya secara panjang dalam Irwaul Gholil no. 787 oleh al-Albani. 


(5) Demikian menurut penghitungan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam Syarh Mumti' 6/104 dan Majalis Romadhan hlm. 
77. Adapun menurut Syaikh Ibnu Baz dkk bahwa 20 dinar - 92 gram emas dan 200 Dirham - 644 gram 
perak sebagaimana dalam Fatawa-nya 14/80-83 dan Az-Zakat fil Islam hlm. 202 oleh Dr. Sa'id al-Gohthoni. 
Dan menurut perhitungan Syaikh Ath-Thoyyar dalam Az-Zakat hlm. 91 dan Syaikh Abdullah al-Fauzan 
dalam Fighu Dalil 2/397-398 bahwa 20 dinar - 70 gram emas dan 200 dirham - 460 gram perak. Wallahu 
a'lam. 

(6) Lihat Fatawa Lajnah Daimah 9/257, Majallah Majma' Figih Islami 8/335, Nawazil Zakat hlm. 157-160 oleh Dr. 
Abdullah bin Manshur al-Ghufaili. 

(7) Lihat Az-Zakat fil Islam hlm. 73-75 oleh Dr. Sa'id al-Gohthoni. 

(8) Lihat Figih Zakat 1/550-556 oleh Dr. Yusuf al-Gorodhawi. 

(9) Lihat Irwaul Gholil 3/254-258/no.787 oleh Syaikh al-Albani, Nailul Author 4/200 oleh asy-Syaukani, Nashbur 
Royah 2/328 oleh az-Zaila'i. 

(10) Lihat Bidayatul Mujtahid 1/278 oleh Ibnu Rusyd, Al-Amwal hlm. 566 oleh Abu 'Ubaid. 

(11) Lihat Al-Islam wal Audho' Igtishodiyyah hlm. 166-167 oleh Syaikh Muhammad al-Ghozali dan Figih Zakat 1/570 
oleh Dr. Yusuf al-Garadhawi. 

(12) Lihat Figih Zakat 1/557-562 oleh Dr. Yusuf al-Gorodhowi. 

(13) Penulis banyak mengambil manfaat dari Abhats Fighiyyah fi Aodhoya Zakat Al-Mu'ashiroh 1/280. 

(14) Lihat Al-Muntago 2/95 oleh al-Baji. 

(15) Lihat Al-Amwal hlm. 564-569 oleh Abu 'Ubaid. 

(16) Al-Amwal hlm. 566. 

(17) Al-Mughni wa Syarh Kabir 2/458, 497. 

(18) Lihat Majmu Fatawa Syaikh Ibnu Baz 14/134 dan Majmu Fatawa Ibnu Utsaimin 18/178, Fatawa Lajnah Daimah 
9/281. 

(19) Abhats wa A'mal Mu'tamar Zakat Awal hlm. 442-443, dari Abhats Fighiyyah fi Aodhoya Zakat al-Mua'shiroh 
1/283-284. 
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MULTI LEVEL MARKETING (MLM) 


Multi Level Marketing Dalam Timbangan Syariat 


Di tengah kelesuan dan keterpurukan ekonomi nasional, datanglah sebuah sistem bisnis yang 
banyak menjanjikan kesuksesan dan keberhasilan serta menawarkan kekayaan dalam waktu yang 
singkat. Sistem ini yang kemudian dikenal dengan istilah Multi Level Marketing (MLM) atau Networking 
Marketing. Banyak orang yang bergabung ke dalamnya, baik dari kalangan orang-orang awam ataupun 
dari kalangan para penuntut ilmu, bahkan —dari berita yang sampai pada kami- ada sebagian pondok 
pesantren yang mengembangkan sistem ini untuk pengembangan usaha pesantren. Pertanyaan yang 
kemudian muncul, apakah bisnis dengan model semacam ini diperbolehkan secara syar'i ataukah tidak? 
Sebuah permasalahan yang tidak mudah untuk menjawabnya, karena ini adalah masalah baru yang 
belum pernah disebutkan secara langsung dalam literatur para ulama' kita. 

Namun Alhamdulillah Allah telah menyempurnakan syariat islam ini untuk bisa menjawab 
semua permasalahan yang akan terjadi sampai besok hari kiamat dengan berbagai nash dan kaedah- 
kaedah umum tentang masalah bisnis dan ekonomi. 

Oleh karena itu dengan memohon petunjuk pada Allah, semoga tatkala tangan ini menulis dan 
akal berfikir, semoga Allah mencurahkan cahaya kebenaran-Nya dan menjauhkan dari segala tipu daya 


syaithan. 


Wallahul Muwaffig 


KAEDAH PENTING BAGI PELAKU BISNIS 


Ada dua kaedah yang sangat penting untuk bisa memahami hampir seluruh permasalahan yang 
berhubungan dengan hukum islam, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Ooyyim: 

"Pada dasarnya semua ibadah hukumnya haram kecuali kalau ada dalil yang memerintahkannya, 
sedangkan asal dari hukum transaksi dan mu'amalah adalah halal kecuali kalau ada dalil yang melarang." 


(Lihat I'lamul Muwaggi'in 1/344) 


Dalil ibadah adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: 
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vad Hac Jas Gya 1 alus Ale MUI laa All Jgn JB 1 Calti lie Al ay Ale Ye 
3) sed Loyal dale 
Dari Aisyah berkata: Rasulullah bersabda: "Barangsiapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada 


contohnya dari kami, maka akan tertolak." (HR. Muslim) 


Adapun dalil masalah mu'amalah adalah firman Allah Ta'ala: 

"Dia lah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." (Os. Al Bagoroh: 29) 

Lihat Ilmu Ushul Al Bida' oleh Syaikh Ali Hasan Al Halabi, Al Aowa'id Al Fighiyah oleh Syaikh As 
Sa'di hal: 58. 

Oleh karena itu apapun nama dan model bisnis tersebut pada dasarnya dihukumi halal selagi 
dilakukan atas dasar suka rela dan tidak mengandung salah satu unsur keharaman. Sebagaimana firman 
Allah Ta'ala: 

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Os. Al Bagoroh: 275) 
juga firman Nya: 

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 
jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara 


kamu." (Os. An Nisa': 29) 


Adapun hal-hal yang bisa membuat sebuah transaksi bisnis itu menjadi haram adalah: 


1. Riba 
dal Ja Jl AS Ol Sia ar yaaa Ul gram 3 
Dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Rasulullah bersabda: "Riba itu memiliki tujuh puluh tiga pintu, 


yang paling ringan adalah semacam dosa seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri." (HR. 


Ahmad 15/69/230, lihat Shohihul Jami 3375) 


2. Ghoror (adanya spekulasi yang tinggi) dan jahalah (adanya sesuatu yang tidak jelas) 
US abu 9 Sale Al elu Al Sgp AI JB AS AI may byk Ae 
JA 
Dari Abu Huroiroh berkata: "Rasulullah melarang jual beli ghoror." (HR. Muslim 1513) 
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3. Penipuan 
ca Jaya alus gAale dil ola dil Jgany ya 1 JB dio Al may d0 Al us 
Gaal 1 ala 9 dal dil elun Al Jera) JB, Uiaika ya IG A8 og JAS Udah 
LAS Ya lia 
Dari Abu Huroiroh berkata: "Rasulullah melewati seseorang yang menjual makanan, maka beliau 
memasukkan tangannya pada makanan tersebut, ternyata beliau tertipu. Maka beliau bersabda: 


"Bukan termasuk golongan kami orang yang menipu." (HR. Muslim 1/99/102, Abu Dawud 3435, 
Ibnu Majah 222 


4. Perjudian atau adu nasib 
Firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khomer, berjudi, 
berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbutan syaithan, 


maka jauhilah." (Os. Al Maidah: 90) 


5. Kedloliman Sebagaimana firman Allah: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 


saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil." (Os. An Nisa": 29) 


6. Yang dijual adalah barang haram 


ISPA Ol alay date dil les dil Jang JB 1 JB Lagi dl ay Gaas Gal Ge 
Aisi ptale pa te USIA le Aya 


Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas 
suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia pasti mengharamkan harganya." (HR. Abu 


Dawud 3477, Baihagi 6/13 dengan sanad shohih) 


Lihat Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Zadul Ma'ad Imam Ibnul Goyyim 5/746, Taudlihul Ahkam 
Syaikh Abdullah Alu Bassam 2/233, Ar Roudloh An Nadiyah 2/345, Al Wajiz Syaikh Abdul Adlim Al Badawi (hal: 332) 
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SEKILAS TENTANG MLM 


Pengertian MLM 

Secara umum Multi Level Marketing adalah suatu metode bisnis alternatif yang berhubungan 
dengan pemasaran dan distribusi yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan), yang biasa dikenal 
dengan istilah up line (tingkat atas) dan down line (tingkat bawah), orang akan disebut up line jika 
mempunyai down line. Inti dari bisnis MLM ini digerakkan dengan jaringan ini, baik yang bersifat vertikal 
atas bawah maupun horisontal kiri kanan ataupun gabungan antara keduanya. (Lihat All about MLM 


oleh Benny Santoso hal: 28, Hukum Syara' MLM oleh Hafidl Abdur Rohman, M.A.) 


Kilas Balik Sejarah MLM 

Akar dari MLM tidak bisa dilepaskan dari dengan berdirinya Amway Corporation dan produknya 
Nutrilite yang berupa makanan suplemen bagi diet agar tetap sehat. Konsep ini dimulai pada tahun 1930 
oleh Carl Rehnborg, seorang pengusaha Amerika yang tinggal di Cina pada tahun 1917-1927. Setelah 
tujuh tahun melakukan eksperimen akhirnya dia berhasil menemukan makanan suplemen tersebut dan 
memberikan hasil temuannya kepada teman-temannya. Tatkala mereka ingin agar dia menjualnya pada 
mereka, Rehnborg berkata: "Kamu yang menjualnya kepada teman-teman kamu, dan saya akan 
memberikan komisi padamu." 

Inilah praktek awal MLM, yang singkat cerita selanjutnya, perusahaan Rehnborg ini yang sudah 
bisa merekrut 15.000 tenaga penjualan dari rumah ke rumah dilarang beroperasi oleh pengadilan pada 
tahun 1951, karena mereka melebih-lebihkan peran dari makanan tersebut. Yang mana hal ini membuat 
Rich DeVos dan Jay Van Andel Distrobutor utama pruduk nutrilite tersebut yang sudah mengorganisasi 
lebih dari 2000 distributor mendirikan American Way Association yang akhirnya berganti nama menjadi 


Amway. (Lihat All About MLM hal: 23) 


Sistem Kerja MLM 
Secara global sistem bisnis MLM dilakukan dengan cara menjaring calon nasabah yang sekaligus 
berfungsi sebagai konsumen dan member dari perusahaan yang melakukan praktek MLM. Adapun 
secara terperinci bisnis MLM dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
1. Mula-mula pihak perusahaan berusaha menjaring konsumen untuk menjadi member, dengan 
cara mengharuskan calon konsumen membeli paket produk perusahaan dengan harga tertentu. 
2. Dengan membeli paket produk perusahaan tersebut, pihak pembeli diberi satu formulir 


keanggotaan (member) dari perusahaan. 
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3. Sesudah menjadi member maka tugas berikutnya adalah mencari calon member-member baru 
dengan cara seperti diatas, yakni membeli produk perusahaan dan mengisi formulir 
keanggotaan. 

4. Para member baru juga bertugas mencari calon member-member baru lagi dengan cara seperti 
diatas yakni membeli produk perusahaan dan mengisi formulir keanggotaan. 

5. Jika member mampu menjaring member-member baru yang banyak, maka ia akan mendapar 
bonus dari perusahaan. Semakin banyak member yang dapat dijaring, maka semakin banyak 
pula bonus yang akan didapatkan karena perusahaan merasa diuntungkan oleh banyaknya 
member yang sekaligus menjadi konsumen paket produk perusahaan. 

6. Dengan adanya para member baru yang sekaligus menjadi konsumen paket produk perusahaan, 
maka member yang berada pada level pertama, kedua dan seterusnya akan selalu mendapatkan 
bonus secara estafet dari perusahaan karena perusahaan merasa diuntungkan dengan adanya 


member-member baru tersebut. 


Diantara perusahaan MLM, ada yang melakukan kegiatan menjaring dana masyarakat untuk 
menanamkan modal diperusahaan tersebut, dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar hampir 
seratus persen dalam setiap bulannya. (Lihat Figh Indonesia Himpunan Fatwa MUI DKI Jakarta hal: 285- 
287) 

Ada beberapa perusahaan MLM lainnya yang mana seseorang bisa menjadi membernya tidak 
harus dengan menjual produk perusahaan namun cukup dengan mendaftarkan diri dengan membayar 
uang pendaftaran, selanjutnya dia bertugas mencari anggota lainnya dengan cara yang sama, semakin 
banyak angotanya maka akan semakin banyak bonus yang diperoleh dari perusahaan tersebut. 

Kesimpulanya, memang ada sedikit perbedaan pada sistem setiap perusahaan MLM, namun 
semuanya berinti pada mencari anggota lalu dia bertugas mencari anggota lainnya, semakin banyak 


anggotanya akan semakin banyak bonus yang diperolehnya. 


Hukum Syar'i Bisnis MLM 
Beragamnya bentuk bisnis MLM membuat sulit untuk menghukumi secara umum, namun ada 
beberapa sistem MLM yang jelas keharamannya, yaitu yang menggunakan sistem sebagai berikut: 
1. Menjual barang-barang yang diperjual belikan dalam sistem MLM dengan harga yang jauh lebih 
tinggi dari harga yang wajar, maka hukumnya haram karena secara tidak langsung pihak 
perusahaan telah menambahkan harga barang yang dibebankan kepada pihak pembeli sebagai 


sharing modal dalam akad syirkah mengingat pihak pembeli sekaligus akan menjadi member 
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perusahaan yang apabila ia ikut memasarkan akan mendapatkan keuntungan secara estafet. 
Dengan demikian praktek perdagangan MLM mengandung unsur kesamaran atau penipuan 
karena terjadi kekaburan antara akad jual beli, syirkah sekaligus mudlorobah, karena pihak 
pembeli sesudah menjadi member juga berfungsi sebagai pekerja yang akan memasarkan 
produk perusahaan kepada calon pembeli atau member baru. (Lihat Figih Indonesia hal: 288) 
Calon anggota mendaftar ke perusahaan MLM dengan membayar uang tertentu, dengan 
ketentuan dia harus membeli produk perusahaan baik untuk dijual lagi atau tidak dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan untuk bisa mendapatkan point atau bonus. Dan apabila tidak 
bisa mencapai target tersebut maka keanggotaannya akan dicabut dan uangnya pun hangus. Ini 
diharamkan karena unsur ghoror (Spekulasi) nya sangat jelas dan ada unsur kedloliman 
terhadap anggota. 

Calon anggota mendaftar dengan membayar uang tertentu, tapi tidak ada keharusan untuk 
membeli atau menjual produk perusahaan, dia hanya berkewajiban mencari anggota baru 
dengan cara seperti diatas, yakni membayar uang pendaftaran. Semakin banyak anggota maka 
akan semakin banyak bonusnya. Ini adalah bentuk riba karena menaruh uang diperusahaan 
tersebut kemudian mendapatkan hasil yang lebih banyak. 

Mirip dengan yang sebelumnya yaitu perusahaan MLM yang melakukan kegiatan menjaring 
dana dari masyarakat untuk menanamkan modal di situ dengan janji akan diberikan bunga dan 
bonus dari modalnya. Ini adalah haram karena ada unsur riba. 

Perusahaan MLM yang melakukan manipulasi dalam memperdagangkan produknya, atau 
memaksa pembeli untuk mengkonsumsi produknya atau yang dijual adalah barang yang haram. 
Maka MLM tersebut jelas keharamannya. Namun ini tidak cuma ada pada sebagian MLM tapi 


bisa juga pada bisnis model lainnya. 


Kalau ada yang bertanya: "Okelah, kita sepakat bahwa MLM dengan beberapa model diatas 


telah jelas keharamannya, namun bagaimana sebenarnya hukum MLM secara umum?" 


Saya paparkan disini keterangan dari Syaikh Salim Al Hilali hafidlohullah. (1) Beliau berkata: 


"Banyak pertanyaan seputar bisnis yang banyak diminati oleh khalayak ramai. Yang secara 


umum gambarannya adalah mengikuti program piramida dalam sistem pemasaran, dengan cara setiap 


anggota harus mencari anggota-anggota baru dan demikian terus selanjutnya. Setiap angota membayar 


uang pada perusahaan dengan jumlah tertentu dengan iming-iming dapat bonus, semakin banyak 


anggota dan semakin banyak memasarkan produknya maka akan semakin banyak bonus yang dijanjikan. 
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Sebenaranya kebanyakan anggota MLM ikut bergabung dengan perusahaan tersebut adalah karena 


adanya iming-iming bonus tersebut dengan harapan agar cepat kaya dengan waktu yang sesingkat 


mungkin dan bukan karena dia membutuhkan produknya. Bisnis model ini adalah perjudian murni, 


karena beberapa sebab berikut, yaitu: 


1. 


Sebenarnya anggota MLM ini tidak menginginkan produknya, akan tetapi tujuan utama mereka 
adalah penghasilan dan kekayaan yang banyak lagi cepat yang akan diperoleh setiap anggota 
hanya dengan membayar sedikit uang. 

Harga produk yang dibeli sebenarnya tidak sampai 30 X dari uang yang bayarkan pada 
perusahaan MLM 

Bahwa produk ini bisa dipindahkan oleh semua orang dengan biaya yang sangat ringan, dengan 
cara menyalinnya dari situs perusahaan MLM ini di jaringan internet. 

Bahwa perusahaan meminta para anggotanya untuk memperbaharui keanggotaannya setiap 
tahun dengan diiming-imingi berbagai program baru yang akan diberikan pada mereka. 

Tujuan perusahaan adalah membangun jaringan personil secara estafet dan berkesinambungan. 
Yang mana ini akan menguntungkan anggota yang berada pada level atas (Up Line) sedangkan 
level bawah (down line) selalu memberikan nilai point pada yang berada di level atas mereka. 


(2) 


Berdasarkan ini semua, maka sistem bisnis semacam ini tidak diragukan lagi keharamannya 


karena beberapa sebab yaitu: 


1. 
2. 


Ini adalah penipuan dan manipulasi terhadap anggota. 

Produk MLM ini bukanlah tujuan yang sebenarnya. Produk itu hanya bertujuan untuk 
mendapatkan izin dalam undang-undang dan hukum syar'i. 

Banyak dari kalangan ekonom dunia sampai pun orang-orang non muslim meyakini bahwa 
jaringan piramida ini adalah sebuah permainan dan penipuan, oleh karena itu mereka 
melarangnya karena bisa membahayakan perokonomian nasional baik bagi kalangan individu 


maupun bagi masyarakat umum. 


Dengan berdasarkan ini semua, tatkala kita mengetahui bahwa hukum syar'i didasarkan pada 


maksud dan hakekatnya serta bukan sekedar polesan luarnya, maka perubahan nama sesuatu yang 


haram akan semakin menambah bahayanya karena ini berarti terjadi penipuan pada Allah dan Rasul- 


Nya, (3) oleh karena itu sistem bisnis semacam ini adalah haram dalam pandangan syar'i. 
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Kalau ada yang bertanya: "Bahwasannya bisnis ini bermanfaat bagi sebagian orang." 


Jawabanya: "Adanya manfaat pada sebagian orang tidak bisa menghilangkan keharamannya, 


sebagaimana di firmankan oleh Allah Ta'ala: 


"Mereka bertanya kepadamu tentang khomer dan judi. Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat dosa 
yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (Os. 


Al Bagoroh: 219) 


Tatkala bahaya dari khomer dan perjudian itu lebih banyak dari pada manfaatnya, maka 
keduanya dengan sangat tegas diharamkan. 

Kesimpulannya: bahwasanya bisnis MLM ini adalah alat untuk memancing orang-orang yang 
sedang mimpi disiang bolong menjadi jutawan. Bisnis ini adalah memakan harta manusia dengan cara 


yang bathil, juga merupakan bentuk spekulasi, dan spekulasi adalah bentuk perjudian. 


FATWA TENTANG MLM 


Ini adalah teks fatwa para masyayikh Yordania murid-murid Imam Al Albani, yaitu: Syaikh Ali 
Hasan, Masyhur Hasan Alu Salman, Salim bin "Id Al Hilali dan Musa Alu Nashr. 

Banyak pertanyaan yang datang kepada kami dari berbagai penjuru tentang hukum bergabung 
dengan PT. Bisnis dan perusahaan modern semisalnya yang menggunakan sistem piramida. Yang mana 
bisnis ini secara umum dijalankan dengan cara menjual produk tertentu serta membayar uang dalam 
jumlah tertentu tiap tahun untuk bisa tetap menjadi anggotanya.Yang mana karena dia telah 
mempromosikan sistem bisnis ini maka kemudian pihak perusahaan akan memberikan uang dalam 
jumlah tertentu yang terus bertambah sesuai dengan hasil penjualan produk dan perekrutan anggota 
baru. 

Jawab: 

Bergabung menjadi anggota PT semacam ini untuk mempromosikannya yang selalu terkait 
dengan pembayaran uang dengan menunggu bisa merekrut anggota baru serta masuk dalam sistem 
bisnis piramida ini hukumnya HARAM, karena seorang anggota jelas-jelas telah membayar uang tertentu 
demi memperoleh uang yang masih belum jelas dalam jumlah yang lebih besar. Dan ini tidak bisa 
diperoleh melainkan secara kebetulan ia sedang bernasib baik, yang mana sebenarnya tidak mampu 


diusahakan oleh si anggota tersebut. 
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Ini adalah murni sebuah bentuk perjudian berdasarkan beberapa kaedah para ulama'. Wallahu 
Al Muwaffig. Amman Al Balgo' 26 Sya'ban 1424 H 

Inilah analisis fikih tentang fenomena bisnis MLM. Namun tetap kami katakan bahwa jika ada 
salah satu perusahaan MLM yang selamat dari pelanggaran syar'i yang kami sebutkan diatas, maka 
hukumnya kembali pada kehalalannya karena memang pada dasarnya semua mu'amalah hukumnya 
halal kecuali kalau ada sisi yang mengharamkannya. Akan tetapi ada sebuah tanda tanya besar: "Adakah 
MLM yang seperti itu?" kami tunggu jawabannya dari para pelaku bisnis MLM. 

Akhirnya semoga Allah Ta'ala menjauhkan diri kita dan keluarga kita serta segenap ummat islam 
dari melakukan sesuatu yang haram serta semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan rizgi yang halalan 
Thoyyiban. 

Wallahu a'lam bish showab. Ustadz Ahmad Sabig Abu Yusuf 


Sumber: www.ahmadsabig.com 


Footnote: 


(1) Jangan ada yang berkata bahwa bisa saja hukum ini adalah kesimpulan Syaikh Salim Al Hilali dari MLM yang 
ada di Yordania yang berarti tidak mencakup MLM yang ada di Indonesia, karena dua hal: 
e Ini adalah jawaban beliau atas pertanyaan seputar bisnis MLM yang datang dari seantero penjuru 
dunia. 
e Bahwa MLM semuanya dan dimana saja berawal dari Amway yang pada intinya adalah pemasaran 
produk perusahaan dengan sistem berantai yang membentuk piramida. Dengan dalil bahwa gabaran 
syaikh tentang MLM sama dengan yang ada di Indonesia. 


(2) Bukti bahwa yang diuntungkan dengan sistem MLM adalah up line, sedangkan down line akan selalu dirugikan 
adalah bahwa bentuk piramida ini akan berhenti pada level tertentu yang mana mereka tidak mungkin bisa 
mencari anggota baru lagi, yang dengannya semua bonus dan point yang dijanjikan adalah impian belaka. Dan 
perlu di cermati bahwa dimanapun down line akan selalu lebih banyak dari pada up line. Sebagai sebuah 
gambaran. Apabila ada suatu perusahaan MLM yang mengharuskan setiap anggotanya untuk merekrut lima 
orang anggota lainnya, maka perhitungannya sebagai berikut: 

Tabel Perhitungan pada MLM 

Jika penduduk kota Surabaya berjumlah empat juta orang dan semua penduduk tergabung dalam satu saja 
perusahaan MLM, maka pada level sebelas seorang anggota tidak mungkin lagi mencari anggota baru di kota 
surabaya. Dan ini kayaknya sesuatu yang jauh sekali, karena tidak semua orang kepingin mengikuti program 
MLM, dan anggaplah semuanya tergabung dalam MLM pastilah dalam banyak PT. MLM dan bukan pada salah 
satu saja. Yang ini semua mengharuskan orang pada level delapan atau sembilan tidak bisa lagi mencari 
anggota baru. 

(3) Beliau mengisyaratkan pada sebuah hadits: 


Hi jan Lemah Jaka led yanang ASIN al Uya Lali Cool! Alus 3 ale Al Gala dl Igary JB: JB Al dl aa) GAS ella al Ye 

SAJA 9 Bap agita Jaa 9 Oa NI aga dil Yaraka Ciltial 3 Ya jala gg) LS 
Dari Abu Malik Al Asy'ari berkata: Rasulullah bersabda: "Sungguh sebagian dari ummatku akan minum khomer 
dan mereka menamakannya dengan nama lain serta dimainkan musik dan para biduanita pada mereka. 
Sunguh, Allah akan akan membuat mereka tertelan bumi serta menjadikan mereka sebagai kera dan babi." 
(HR. Abu Dawud 3688, Ibnu Majah 4020 dengan sanad shohih, lihat As Shohihah 1/138) 
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Membedah MLM (Hukum Multi Level Marketing) 


Seiring kemajuan teknologi dan pola pikir manusia dan turun dan jatuhnya agidah dan akhlak 
mereka, maka bermunculanlah beragam perkara baru jerih payah usaha manusia khususnya dalam 
permasalah bisnis. Semuanya dilakukan untuk memakmurkan diri mereka- demikian anggapan mereka- 
tentunya dengan berusaha menghipnotis manusia dengan propaganda dan promosi yang sanggat 
menarik dan menggiurkan tanpa lagi memandang dahulu bagaimana tinjauan syari"at islam yang sangat 
sempurna ini terhadap jenis perkara tersebut. 

Memang demikianlah kondisi sebagian kaum muslimin -kalau tidak dikatakan kebanyakan 
mereka- memandang usaha semata bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin walaupun 
itu sangat fantastis dan tampak seperti mimpi. Hal inipun tidak lepas dari berita wahyu yang 


disampaikan Rasululloh shallallahu "alaihi wa sallam dalam sabdanya: 


"Akan datang kepada manusia suatu zaman (ketika itu) seorang tidak lagi perduli dengan apa yang dia 


dapatkan, apakah dari yang halal atau haram?!"HR Bukhari (2059). 


Berapa banyak seseorang mendzolimi saudaranya hanya dengan dalih harta, bahkan saling 
menumpahkan darah diantara mereka. Memang benar pernyataan Rasululloh shallallahu "alaihi wa 
sallam dalam salah satu haditsnya: 

"Sesungguhnya setiap umat mendapatkan fitnah dan fitnah umat ini adalah harta." (HR Al Timidzi dalam 


sunannya kitab Al Zuhd) 


Fenomena seperti ini memang merupakan ujian yang sulit bagi kaum muslimin ketika iman dan 
tagwa menipis sedangkan ketamakan merupakah salah satu tabiat manusia seperti dijelaskan dalam 


sabda Rasululloh shallallahu "alaihi wa sallam : 


"Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta: pasti ia menginginkan yang ke tiga, sedangkan 
perut anak Adam tidaklah dipenuhi kecuali dengan tanah, dan Allah memberi taubatNya kepada yang 
bertaubat". HR Bukhari (6436), Muslim (1049) 


Apalagi dizaman kiwari ini dimana media komunikasi dan promosi demikian merebak hingga 
kepelosok desa terpencil sehingga bertebaranlah jenis muamalat di masyarakat yang sebelumnya tidak 


diketahui, diantaranya MLM (Multi Level Marketing). 
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Oleh karena itu perlu sekali kita merujuk kepada fatwa para ulama seputar permasalalahan yang 
sekarang sedang semarak ini dengan beragam nama dan teknik pemasaran, walaupun hakikatnya satu 
yaitu membuat jaringan bisnis dengan membentuk jaringan piramida dengan cara anggota pertama 
merekrut beberapa anggota baru yang menjadi kakinya (dalam jaringan tersebut) dan kaki-kaki inipun 
merekrut yang lainnya agar menjadi lapisan dibawahnya dan seterusnya dengan syarat setiap orang 
yang ingin mendapat keanggotaan harus mendaftar dengan membayar sejumlah uang. 

Sebagian jenis usaha ini menggunakan produk nyata seperti obat-obatan atau kosmetik atau 
yang lainnya dan sebagian lainnya tidak menggunakan produk, cukup dengan menyetor sejumlah uang, 
misalnya Rp 3 juta, lalu bila ia dapat merekrut anggota baru baik langsung atau tidak langsung akan 
mendapatkan keuntungan uang tertentu sampai batas tertentu akan mendapatkan bonus keuntungan 
yang sanggat menggoda sekali, seperti kendaraan, naik haji atau umroh atau wisata keluar negeri. 
Sebaliknya bila tidak mampu merekrut anggota baru maka tidak mendapatkan keuntungan tersebut dan 
merugi karena uang keanggotaan tersebut hilang bersama waktu yang ditentukan. 

Yang aneh para anggota bisnis tersebut tidak berfikir bila perusahaannya akan berhenti disatu 
saat dan itu pasti. Lalu bagaimana dengan nasib anggota yang baru masuk menjelang berhentinya 
perusahaan tersebut? 

Nah ternyata cara muamalah seperti ini tidak hanya ada dinegeri ini saja namun juga ada diluar 
negeri, sebut saja di Timur Tengah atau Amerika atau tempat yang lainnya yang semuanya sama 
menjadikan pertambahan pembayaran keanggotaan sebagai tujuan bisnisnya bukan penjualan produk. 

Karena banyak pertanyaan disampaikan kepada para ulama seputar permasalan ini dan 
perlunya merujuk kepada para ulama dalam perkara kontemporer seperti ini, maka perlu disampaikan 
hakekat hukum syariat dan pandangan para ulama berkenaan dengan permasalahan ini, sehingga jelas 


dan gamblanglah sikap seorang muslim terhadap muamalah seperti ini. 


Syeikh Hasan bin Ali bin Abdilhamid Al Atsari -Hafidzahullah Ta"ala- berkata seputar permasalahan 


iniIsize-xx-small» 1: 


"Sesungguhnya (termasuk) kewajiban ulama terpercaya dan para penuntut ilmu yang konsisten, adalah 


mengangkat problematika aktual, atau permasalahan kontemporer, yang masih sulit dipahami oleh 


sebagian kaum muslimin-atau banyak dari mereka, sehingga Allah berfirman: 
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"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu):" Hendaklah 
kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya,"TAli 


Imran:187). 


Sungguh telah banyak datang soal dan pertanyaan seputar bisnis perdagangan -yang baru!!-, 
banyak orang terjerumus ke dalamnya dan yang bertanya hukumnya hanyalah orang-orang shalih: 


sebagaimana Allah berfirman: 


"Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. 


Dan sebagaimana Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam bersabda: 


"Akan datang kepada manusia suatu zaman (ketika itu) seorang tidak lagi perduli dengan apa yang dia 


dapatkan1, apakah dari yang halal atau haram?!"HR Bukhari (2059) dan (2083). 


Sesungguhnya kami benar-benar memuji Allah Ta"ala atas datangnya pertanyaan-pertanyaan semacam 
ini di zaman sesulit ini, karena hal ini menunjukkan -walhamdulillah- adanya benih-benih kebaikan dan 
keimanan yang tertanam kuat di dalam dada banyak orang muslim yang masih ragu -betapapun 


banyaknya propaganda/penggiur dan penyamaran- terhadap muamalah ini!! 


Seandainya setiap muslim menjadikan sabda Nabi shallallahu "alaihi wa sallam (berikut): 


"Kebaikan adalah bagusnya budi pekerti, dan (perbuatan) dosa adalah segala sesuatu yang tertanam di 
dadamu, sedangkan kamu merasa tidak suka jika ada orang lain yang mengetahuinya."IHR Muslim 
(2553)J, sebagai standar acuannya (dalam bermuamalah) dan sebagai pelita hidupnya, tentulah tidak 
akan pernah terjerumus seorangpun -dari mereka- ke dalam lingkaran besar kebingungan dan 


kerancuan: dengan mengatasnamakan lebel Al Din (agama), syari"at, dan label halal!!! 


La Haula Wala Ouwata Illa Billah (Dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Yang 


Maha Agung). 
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Kesimpulan bisnis perdagangan -yang baru ini!- terwujud dengan keikutsertaan (anggotanya) 
dalam aturan pemasaran (marketing) berbentuk jaringan piramid, yaitu setiap anggotanya merekrut dua 
anggota (baru) lainnya, dan setiap orang (dari anggota baru tersebut) merekrut dua anggota (baru) lagi... 
demikian seterusnya!! 

Keanggotaan tersebut dilakukan dengan cara pembayaran yang dilakukan oleh (seorang yang 
ingin menjadi) anggota -dan ini harus dilakukan!- sebagai tanda pembelian produk abstrak (yang tidak 
ada kenyataan wujudnya)! Agar dia dapat masuk dalam program bisnis ini!! 

Sebagai imbalan (dari bisnis ini), apabila dia berhasil merekrut sembilan anggota (baru) lainnya: 
dia akan mulai mendapatkan keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh perusahaan induk!! 

Sedangkan untuk kontinuitas/kelanggengan (!) dalam mendapatkan keuntungan ini (!), (setiap 
anggota) diharuskan terus memperbaharui pembayaran (!!) sebesar uang pendaftaran ulang sebagai 
anggota pada setiap tahunnya!!! 

..dan semakin meluasnya piramid (!) yang bermula dari keikutsertaannya sebagai anggota dan 
sebagai distributor, semakin banyak pula jumlah anggotanya, dan semakin lama jangka waktunya, serta 
semakin besar pula nominal uang keuntungan yang dijanjikan dan diimpi-impikannya2!! 

Semua ini tidak terjamin keselamatannya -sama sekali-: karena hal ini -seperti yang akan datang 
penjelasannya- dibangun di atas pembayaran uang kontan yang jelas (diketahui): untuk mendapatkan 
keuntungan yang jauh lebih banyak: namun tidak ada kejelasannya (tidak diketahui)!! Dan hal ini 
mengandung unsur spekulasi yang tidak terselubung lagi! 

Semoga Allah merahmati seorang Imam besar Al Laits bin Sa"ad -yang berkata- tentang masalah 
ini: ((Seandainya orang-orang yang memiliki pemahaman halal dan haram mencermati masalah ini, 
pastilah mereka tidak akan membolehkannya: karena di dalamnya mengandung unsur spekulasi))! 


(Riwayat Al Bukhari: 23465." 


Demikianlah mutiara ilmu dan hikmah yang perlu kita perhatikan dan fahami. 


Inilah penjelasan Syeikh —Hafizhullahu — semoga dapat menggugah kita untuk lebih berhati-hati. 


Terlampir dibawah ini adalah Fatwa Fatwa Islamic Figih Academy di Raabithoh al-'Alam al-Islami tentang 


BIZNAS, sebuah perusahaan MLM. 


Wabillahi Taufig. 
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Catatan Kaki : 

A ini semua dari pernyataan beliau dan footnotenya diangkat dari pengantar beliau dalam kitab Ta"rief "Ugalaa" 
An Naas Bi Hukmi Mu"amalat Biznaas- Wamaa Syabahahaa Fi Al far"I Aw Al Asaas, cetakan pertama tahun 2003M, 
penerbit Dar Al Janaan dan Daar Al Atsariyah hal 3-8 


1. 1 Sama saja di dalam kenyataan muamalahnya, atau tidak ada keinginannya (untuk bertanya-pent). Maka 
(hendaknya) seorang muslim yang bertagwa bertanya tentang hukum syar"inya (lebih dahulu) sebelum 
dia terjerumus ke dalam muamalah ini atau prakteknya. 

2. 2 Maka motivator utama yang mendorong mayoritas anggota (bisnis marketing ini)! -apalagi para 
distributornya! Atau para pendukungnya!!- adalah janji -atau praduga! dan mimpi-mimpi!!- untuk bisa 
meraih kekayaan -hanya dalam jangka waktu satu tahun saja-!! 

Walaupun (memang) terbukti pada sebagian mereka -dari para perintis (bisnis ini)!- berupa secuil 
(kekayaan) yang bisa mereka rasakan(!): (Akan tetapi) sesungguhnya hal ini tidak akan dirasakan oleh sebagian 
besar -dari anggota yang berposisi di tengah atau di akhir dari sistem piramid bisnis tersebut !-, sedangkan Nabi 
shallallahu "alaihi wa sallam bersabda: 

"Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai 
untuk dirinya sendiri". 

Juga sebagai peringatan bahwa bagian singa jantan -dan betina!- (bagian keuntungan terbesar dan 
dominan) dari uang pendaftaran -seluruhnya- kembali kepada perusahaan induk!!! 

Hal itu (terjadi) karena perusahaan mensyaratkan kepada setiap anggota (!) yang membayar (99) dolar - 
sebagai persyaratan masuk sistem piramid tersebut!!- untuk merekrut 9 orang (lainnya) sebelum perusahaan 
memberikan uang komisi pertama kalinya yang pernah dijanjikan, yang besarnya adalah 55 dolar. 

Ditambah lagi dengan hasil penjualan (produk) kepada 9 orang yang membuat perusahaan itu -dengan 
keadaan seperti ini- mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, jauh di atas beban biaya produksi -yang 
diklaim ada wujud produknya-, yang harganya tidak lebih sama sekali dari (24) dolar -sesuai pengakuan sebagian 
para distributor mereka!!-: yaitu: sama dengan! : 9 x 75 - 675 dolar, dikurangi 55 dolar, sehingga sisanya 620 dolar 
-masih ditambah lagi (75 dolar)-, (dari) uang yang diambil dari anggota pertama tadi -tanpa beban biaya produksi-: 
yaitu: bahwa anggota yang membawa 9 pendaftar (anggota baru lainnya) (!), dia akan mendapatkan 55 dolar, 
sedangkan para pemilik/perintis perusahaan tersebut saat itu juga mendapatkan -setelah dikalkulasi!- untung 
bersih sebanyak 695 dolar. 

Dan yang mengherankan (!) bahwa para pemilik perusahaan (Biznas) ini -di dalam situs mereka- mengakui 
(!) bahwa waktu penyediaan situs khusus bagi para pendaftar baru (!) tidak lebih dari (30) detik saja!! 

Maka apakah praktek semacam ini berhak mendapatkan uang sebanyak itu?! Ataukah ia hanya penipuan 
semata: seperti perkataan orang: (Merubah bentuk untuk bisa makan)!!! (IMuttafagun "alaihil. 


Fatwa Islamic Figih Academy di Raabithoh al-'Alam al-Islami 


Islamic Figih Academi (IFA) dikenal dalam bahasa Arab dengan Majma' al-Figh al-Islami adalah 
satu lembaga resmi yang indefenden dibawah liga muslim dunia (Raabithah al-'Alam al-Islami/muslim 
world league). Al-Majma' al-Figh al-Islami ini beranggotakan sejumlah ulama dan pakar fikih dunia 
pilihan yang berusaha mempelajari dan meneliti permasalahan-permasalahan yang dihadapi kaum 
muslimin. Bentuknya dengan mengeluarkan penjelasan hukum syara kepada mereka1. 

TEKS PENJELASAN ISLAMIC FIOIH ACADEMY (AL-MAJMA' AL FIOH AL ISLAMI) 
SEPUTAR 
(HUKUM SYAR'I TENTANG IKUT SERTA DALAM PT. BIZNAS) 


-Dan perusahaan-perusahaan Multi Level Marketing semisal lainnya-? 
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Alhamdulillah, semoga shalawat dan salam tercurah selalu atas makhlug Allah termulia, juga atas para 
shahabat dan orang-orang yang berloyalitas padanya. 

At Takyiif Al Fighi/Tinjauan Fikih2 terhadap peraturan PT. Biznaas -dan perusahaan-perusahaan 
Multi Level Marketing lainnya- : 
Setelah mempelajari peraturan usaha PT. Biznaas -dan perusahaan-perusahaan Multi Level Marketing 
semisalnya- dengan perantara (bantuan) Badan Urusan Perekonomian dan Keuangan3 di Majma' Al Figh 


Al Islami (Islamic Figih Academy), dapat disimpulkan bahwa: 


PERTAMA: 

Produk yang terdapat pada perusahaan-perusahaan bersistem pirsmida (Multi Level Marketing) 
bukan sesuatu yang dimaksudkan langsung untuk anggotanya4: akan tetapi target utama dan motivator 
utama bergabung (menjadi anggotanya) adalah insentif (komisi/penghasilan) yang akan didapatkan 
anggota (member) tersebut selama menjalani peraturan (bisnis perusahaan) ini. 

Sebagaimana tujuan perusahaan ini adalah membangun jaringan yang (beranggotakan) 
beberapa orang (dalam bentuk skema yang berturut-turut5 berbasis dua orang): sehingga bagian 
dasarnya (downline) terus meluas sampai berbentuk piramid. Orang yang beruntung6 berada di puncak 
piramid yang tersusun dibawahnya tiga level7 dan para anggota level bawah (downline) selalu 
membayar kepada (anggota-anggota terdahulu) yang berada di atas mereka (upline). 

(Produk (yang mereka klaim) adalah sekedar simbol yang tidak ada hakekatnya) :Produk 
tersebut tidak lain hanyalah sebagai kedok bisnis (agar bisa) diterima8 untuk mendapatkan izin 
perundang-undangan9: karena sebagian besar undang-undang negara di dunia ini10 melarang bisnis 
bersistem skema piramida yang setiap anggotanya membayar uang hanya sebagai bukti 
keikutsertaannya saja pada sistem (bisnis ini), tanpa perantara ataupun produk11 yang bisa digunakan. 

Ketika hukum-hukum syariat dibangun di atas tujuan dan hakekat maknanya: tidak di atas lafazh 
dan bentuk simboliknya12, maka produk tersebut (dianggap) tidak ada wujudnya ketika ditinjau secara 
penerapan hukum fikih (At Takyif Al Fighi)13 terhadap PT. Biznas, dan perusahaan-perusahaan lain yang 
mirip dengannya.14 

Berdasarkan hal ini, masalah ini -dalam tinjauan fikih- tidak lain hanya rekrutmen keanggotaan - 
dari beberapa orang- yang dioperasikan oleh perusahaan. Anggota yang berada di posisi bawah 
piramida (downline) dalam hal ini membayar insentif yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang 


berposisi di puncak piramida (upline)! Ditambah lagi dengan uang komisi dari perusahaan: yang 
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propagandanya adalah: (Anda akan rugi besar jika terlambat bergabung bersama kami walau hanya 
sehari saja, semakin lama anda menunggu semakin besar kerugian anda. Bergabunglah sekarang 


juga!)15!! 


KE DUA: 

Seorang anggota tidak mungkin memperoleh pendapatan -(Idengan yakin/- kecuali jika 
terkumpul di bawahnya tiga level16 (anggota lainnya), dan ketiga lapisan terakhir yang tersusun pada 
skema piramida ini (keadaan mereka) selalu berada dalam spekulasi/pertaruhan (al-Mukhotharah) - 
selalu terancam kerugian17-: karena mereka (tiga level tersebut) selalu membayar komisi kepada yang 
diatas mereka dengan besar harapan (setiap orang dari mereka) ingin berada di puncak piramida18! 
Akan tetapi hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan merekrut para anggota baru lainnya agar 
mereka berada di bawahnya lagi, sehingga dengan demikian merekalah (anggota baru tersebut yang 


sekarang -pent) terancam kerugian... dan begitulah seterusnya. 


Terjadinya kerugian adalah (hal) yang mesti terjadi dalam perkembangan skema piramida19. 


Dan tidak (akan pernah) mungkin (terjadi) -kapanpun waktunya- seluruh anggota memperoleh 
keuntungan secara bersama. Yang terjadi adalah hanya sebagian kecil saja dari mereka yang mengambil 
keuntungan dengan mengorbankan mayoritas anggota yang ada. 

Dan sesungguhnya persentase perbandingan terendah antara yang beruntung dengan yang 
beresiko kerugian adalah (1:9) di setiap lapisan piramida tersebut20!! 

Dari sini, jelaslah (sudah) bahwa mayoritas yang terdampak spekulasi/taruhan - selama-lamanya 
— dari seluruh anggotanya adalah yang berada dilapisan terbawah piramida tersebut, dengan (selalu) 
membayar kepada yang di atasnya, dalam keadaan tidak mengetahui21, apakah di bawah mereka 
terbentuk tiga level sehingga mendapatkan insentif?! Ataukah tidak terbentuk? sehingga merugi 


membayar kepada yang berada di atas mereka?! 


Dan tidak diragukan lagi jenis taruhan inilah (yang disebut dengan) perjudian.22 
Maka hakekat al-Oimar (perjudian) -sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah- adalah: 
“Diambilnya harta seseorang dalam keadaan bertaruh/spekulasi: apakah dia akan mendapatkan kembali 


gantinya, ataukah tidak?!”23 
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Dan praktek bisnis semacam ini terbentuk pada hakikatnya dari rangkaian perjudian24: harta 
(yang dijadikan) taruhan tersebut terselubung dalam produk dan diselinapkan dalam harganya25!! 

(Bahkan sesungguhnya) rangkaian perjudian yang ada di perusahaan-perusahaan bisnis 
berskema piramida terintervensi (saling masuk/campur aduk) dengan rangkaian perjudian yang tiada 
batas26. Orang yang beruntung adalah yang terlebih dahulu masuk jaringan27: yang kepadanyalah arus 
pemasukan (uang keuntungan) mengalir dengan derasnya dan terus yang tampaknya tiada habis- 
habisnya -sesuai luasnya jaringan yang ia miliki yang terdiri dari orang-orang yang berada setelahnya 
(downline)-. 

Dan orang yang bertaruh adalah (yang berada) pada lapisan dasar28 (terakhir) yang (selalu) 
berangan-angan untuk terus naik dan terus berkembang jaringannya, dengan bertambahnya orang- 
orang yang setelahnya, yang mereka terus dipenuhi angan-angan untuk bisa mengeruk kentungan tanpa 
perlu bekerja produktif! Maka tiga level yang paling akhir29 adalah selalu berspekulasi (dalam taruhan) 


—selama-lamanya- secara terus-menerus dan dalam setiap saat, seiring berkembangnya piramida. 


Dan inilah makna gimar (judi/taruhan)30. 


Perbedaan antara bisnis MLM dengan samsarah (percaloan)31: 


As samsarah (sywawll) (percaloan) -dalam jual beli- adalah sebuah akad yang mengantar 
perantara (calo/broker) mendapatkan insentif (fee/komisi) sebagai fee atas usahanya sebagai perantara 
dalam kesuksean penjualan atau pembelian barang perniagaan. 

Sedangkan bisnis MLM (Multi Level Marketing) berskema piramida -yang dipraktekkan PT. 
Biznas dan yang semisalnya- adalah sebuah ungkapan dari pemasaran sebuah produk32 untuk 
membangun jaringan yang terdiri dari para anggota -dalam bentuk skema piramida yang berturut-turut-:. 
Setiap anggotanya (upline) berperan sebagai puncak piramida di dalam jaringan tersebut, dan setiap 
anggota barunya (downline) membayar uang-uang komisi kepada yang berada di atasnya dalam jaringan 
piramida tersebut33. 

Atas dasar ini, maka sistem muamalah Biznas34 dan MLM35 berbeda dengan percaloan yang 
sudah dikenal secara fikih dari empat segi utama, yaitu: 

1. Percaloan (broker) tidak disyaratkan padanya membeli produk dagangan dari orang yang dia 
perantarakan36: (akan tetapi) si calo (broker) hanya sebagai perantara antara si pemilik barang (penjual) 


dan si pembeli. 


683 


Adapun sistem bisnis perusahaan-perusahaan MLM, maka pembelian produk dan pemilikan 
markas kerja/bisnis (oleh setiap anggotanya -pent) adalah syarat37 diterimanya seseorang sebagai 
distributor (anggota): maksudnya, bahwa distributor (harus) membayar sejumlah uang supaya ia (bisa 


tetap) menjadi distributor, dan (justru) hal ini adalah kebalikan dari percaloan!! 


1. Sesungguhnya peraturan PT. Biznas tidak membolehkan38 seseorang untuk mendaftarkan langsung 
(anggota baru) yang berada di bawahnya lebih dari dua orang. Lalu orang yang berada pada urutan lebih 
dari dua didaftarkan (dan diposisikan -pent) di bawah anggota terakhir di bawah jaringannya!! 

Dan ini berarti ada beberapa kalangan dari bisnis jaringan ini yang mengambil keuntungan dari 
usaha orang-orang yang berada di atas mereka, dan (terus) menerima komisi dari perusahaan sebagai 
keuntungan hasil distribusi produk yang mereka sama sekali tidak memiliki jerih payah memasarkannya 
(mendistribusikannya)! 

Maka apabila point ini digabungkan dengan yang sebelumnya, jelaslah (sudah) bahwa peraturan 
perusahaan ini adalah melarang distributor yang bukan anggota39 (dari mendapatkan haknya -pent), 
dan memberikan (keuntungan kepada -pent) anggota yang (sudah) bukan (lagi sebagai) distributor40!! 

Dari sini, jelaslah penyelisihan yang dilakukan oleh perusahaan ini, dan jauhnya dari sistem 
percaloan yang sudah di kenal. Perusahaan ini mewajibkan dirinya untuk memberikan keuntungan 
kepada anggotanya -tanpa melihat jerih payah (masing-masing dari) mereka dalam memasarkan 
produknya-. Berbeda halnya dengan percaloan, komisi dihasilkan oleh orang yang memasarkan dan 
menjual (langsung), dan orang yang tidak berusaha (menjual atau memasarkan barang) tidak turut serta 
dalam mendapatkan upah/keuntungan tersebut. 

1. Seorang calo mendapatkan komisi sebagai usahanya dalam memasarkan dan menjual barang untuk 
satu orang, atau sejumlah orang. Dan dia tidak memiliki hubungan sama sekali dengan apa yang telah 
dilakukan oleh pembeli barang tersebut (Isetelahnya|: hubungan terhenti dengan terjadinya transaksi 
jual beli antara calo dan pembeli. 

Adapun MLM ini, maka si pemasar tidak akan mendapatkan komisi (atas pemasarannya) kecuali 
apabila ia (berhasil) memasarkannya kepada para pemasar/distributor (baru) lainnya41. Lalu mereka 
memasarkan (barang tersebut) untuk dipasarkan lagi oleh para pemasar (baru)...maka, ia 
(sesungguhnya) memasarkan untuk orang yang memasarkan kepada orang yang memasarkan kepada 
orang yang memasarkan...begitu seterusnya!! 

Dan ia tidak akan mendapatkan komisi kecuali dengan cara seperti ini, maka (hal ini) tidak ada 


orang yang berada di dalam jaringan piramida tersebut (yang bisa) merasakan maslahat dengan 


684 


memanfaatkan atau menggunakan produk tersebut kecuali dengan cara memasarkannya lagi kepada 


pemasar (baru) lainnya42. 


1. Berdasarkan (kesimpulan di atas bahwa) pemasaran produk adalah bukan maksud utama dalam bisnis 
MLM, akan tetapi hanya sebagai kedok perundang-undangan43 untuk merekrut keikutsertaan 
(memprospek), dan merekrut anggota: agar terbangun jaringan piramida44. (Sehingga) jika sebuah 
produk tidak ada dalam maksud45 dari sebuah pemasaran, maka kuranglah satu rukun (dari rukun- 
rukun) sahnya akad percaloan yang sesungguhnya, yaitu (adanya) barang. 

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa peraturan Biznas dan perusahaan-perusahaan lain yang 


sejenis dengannya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan akad percaloan46. 


FATWA 


Berdasarkan penjelasan yang telah lalu, (Majma' Al Figh Al Islami) mengeluarkan fatwa pada sebuah 
musyawarah bernomor (3/24) tanggal (17 Rabi'ul Akhir 1424 H), yang bertepatan pada (17/6/2003 M) 
sebagai berikut: 
1. Bahwa menjadi anggota di Biznas -dan yang semisalnya dari perusahaan-perusahaan berbasis sistem 
bisnis berjaringan (Multi Level Marketing)- tidak dibolehkan secara syariat: karena hal itu adalah judi47. 
Bahwa peraturan PT. Biznas - dan yang semisalnya dari perusahaan-perusahaan berbasis sistem 
bisnis berjaringan (Multi Level Marketing)- tidak ada hubungannya sama sekali dengan akad percaloan - 
sebagaimana yang telah didakwakan perusahaan tersebut, juga sebagaimana apa yang telah mereka 
usahakan dari perancuan kepada sebagian ulama48 yang (akhirnya mereka) berfatwa dengan 
membolehkan hal ini, karena ini adalah percaloan- dari seputar pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan 
kepada mereka, dan menggambarkan perkaranya kepada mereka tidak sesuai dengan hakikatnya49. 
Dan atas dasar ini: 
(Al Majma') menyarankan kepada semua pihak perizinan untuk mencabut segala bentuk surat perizinan 
perusahaan-perusahaan berbasis sistem bisnis berjaringan (Multi Level Marketing), dan tidak (lagi) 
memberikan segala bentuk surat perizinan apapun untuk praktek semacam ini: kecuali setelah 
mengembalikan perkaranya kepada (Majma' Al Figh Al Islami). Allah Maha Pemberi tawfig 
Tertanda. 


Prof. DR. Ahmad Kholid Ba Bakar 
Penanggung Jawab Majma' Al Figh Al Islami50. 
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Footnote: 


1. Lihat http://www.themwl.org/bodies/default.aspx?d-1&bid-2&I-AR 

2. ? diambil dari kitab Ta'rief “Ugalaa' An Naas Bi Hukmi Mu'amalat Biznaas- Wamaa Syabahahaa Fi Al far'I 
Aw Al Asaas, hal 11-33 dengan komentar Syeikh Ali Hasan dan fatwa ini pernah dimuat dalam majalah as- 
Sunnah edisi 

3. 2 Adalah penerapan teori hukum-hukum fikih ke dalam realita prakteknya. 

4. 3 Semua ilmu (memiliki) kekhususan (tersendiri) -dari satu sisi-, dan ia saling menyepurnakan satu bagian 
dengan bagian lainnya -dari sisi lainnya-: dan setiap ilmu memiliki hukum dan penjelasan tersendiri dalam 
syariat. 

5. Dahulu pernah dikatakan :(Barangsiapa berbicara tentang sesuatu yang bukan bidangnya, dia akan 
membawakan hal-hal aneh)! 

6. 4 Inilah yang benar dan realistis. Jelas ini bukan ditujukan untuk para distributor dari pemilik perusahaan 
itu sendiri!! Penjelasannya dari sisi-sisi berikut ini -—baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya saja-: 


Produk ini -yang ada sekarang (!) adalah beberapa program komputer (saja): tidak lain!!- tidak senilai 

—dengan harga sesungguhnya yang selangit- lebih dari sepertiga uang yang dibayarkan kepada 
perusahaan, sehingga jika uang yang dibayarkan kepada perusahaan -dengan imbalan produk seperti ini- 
adalah dibenarkan syara' (sesuai syariat): maka bagian yang lainnya adalah imbalan keuntungan yang 
dijanji-janjikan -di masa yang akan datang!- sebagai akibat langsung dari hasil perekrutan member 
(anggota) baru: 
Produk (itu sendiri) pada dasarnya bisa digunakan dan dipindahkan oleh siapapun, -dengan biaya yang 
sangat sedikit-: maka adakah orang yang berakal akan ridha (!) dengan membayar uang (99) dolar untuk 
digunakan (!) pada sebuah (produk) yang harga sesungguhnya tidak lebih dari sepertiga uang ini, juga 
(masih) mungkin untuk (terus) digunakan -juga (terus) diduplikat- dengan biaya yang tidak lebih dari 
sepuluh persen uang ini (10x)?! 

Untuk kelangsungan perusahaan ini, dalam penarikan keuntungan uang dari para anggotanya, 
perusahaan meminta (kepada para anggotanya —pent) pembaharuan (keanggotaan) setiap tahunnya, 
(hal itu) dalam rangka memberikan janji lainnya lagi -yang di antaranya- (!) (adanya) perbaikan- 
perbaikan dan tambahan-tambahan program (komputer) (!) yang akan diberikan. Semuanya sama sekali 
tidak ada (hakikatnya !!) (yang diperuntukkan) bagi seluruh anggotanya, yang tujuan mereka -yang 
pertama dan terakhir!- adalah berbisnis demi memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat ganda dari 
(produk) yang diberikan, apalagi dengan uang yang dijanji-janjikan itu! 

Dalam usaha para anggota perusahaan tersebut memprospek orang agar menerima sistem 
bisnis ini, mereka konsentrasi terbesar adalah (mempropagandakan) keuntungan-keuntungan yang akan 
dihasilkan dari bisnis ini, yang berlipat-lipat ganda dan penuh khayalan. Mereka sama sekali tidak pernah 
menyinggung-nyinggung (produk mereka) kecuali hanya sedikit sekali!! Apalagi untuk memperhatikan 


(nasib) para anggotanya!! 
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Bahkan sebagian anggotanya (!) ada yang sama sekali tidak memiliki komputer! Sehingga 
merekapun sama sekali tidak menggunakan (produk) abstrak yang hanya dikira-kira (keberadaannya) 
saja!! (Inilah) bukti yang sangat kuat atas keabstrakan produk tersebut, juga adanya penipuan padanya!! 
Oleh karenanya, kita lihat (produk) tersebut -hakikatnya- adalah abstrak -secara umum -: bahkan sama 
sekali tidak ada wujudnya, atau dalam bentuk titik-titik pengaburan (...) agar bisa memberi kesan kepada 
si anggota -sebagai simpanannya- bahwa itu adalah hasil kerja kerasnya yang dia sangka-sangka!! 
Sebagai contoh, adalah yang telah terjadi beberapa tahun lalu, yang saat itu disebut dengan Al Dolaar Al 
Shorukhi (Bom Dolar)!! 

Dan kenyataan tidak dapat berubah: Mungkin berbeda bentuknya sedikit, untuk menipu dan 
memperdaya orang!! Sesuai dengan zaman, tempat, ataupun (keadaan) orang-orangnya!!! 

Maka, itu tidak lain hanyalah “pembungkus”, Akan tetapi pembungkus yang transparan, tidak menutup 
aurat, dan tidak memperbaiki keadaan!! 

Atas dasar inilah, maka saya (Syeikh Ali Hasan) katakan: 

Seandainya orang yang berkeinginan hag terhadap barang dagangan ini mengetahui (!) -kalau 
memang ada- sebagian hakikatnya: sesungguhnya ia tidak akan meneruskan (keikutsertaannya dalam) 
perusahaan ini, dia akan (segera) memutuskan diri darinya. Jika tidak demikian, dia akan menjadi dungu 
tidak berakal, lalai tanpa menyadarinya... 


Dan orang seperti ini, tidak bisa diberitahu lagi 


Hal lainnya: adalah: 
Adanya wujud manfaat -apapun bentuknya-, tidak menafikan asal keharamannya yang sudah 


lalu (penjelasannya) -dan akan datang (lagi)- dari sisi-sisi pengharamannya: Allah Ta'ala berfirman: 


Lagaii aa SI Uap all li SG) Uagah UB on SAN ce Sig 

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Dalam keduanya itu terdapat 

dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada 
manfaatnya". 

Ayat ini benar-benar sesuai dengan permasalahan yang sekarang kita sedang bicarakan - 


walaupun ditinjau dari sisi lainnya-. Dengan demikian: adanya wujud (produk) -dalam hal ini- adalah 


tidak lain hanyalah sebagai tipu muslihat saja!! 
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5 Dengan pelipatgandaan hasil pengalian bilangan (1) dengan (2), yang hasilnya dikalikan lagi dengan (2), 
kemudian dikalikan (2) lagi... dan begitu seterusnya: 1x2-2x2-4x2-8x2-16x2-32x2-64x2-128... dan 
seterusnya. 

6 Adanya keuntungan (laba) -pada bisnis tersebut- membuatnya bagaikan permainan adu nasib/undian, 
judi, dan gambling/ lotre ... karena hasilnya adalah tidak terjamin sama sekali. Sebagaimana akan datang 
penjelasan dan perinciannya. 

7 Bahkan bisa lebih banyak lagi. 

8 Pada zhahirnya, dan bukan pada hakikatnya! 

9 Atau ghithaa' syar'i (pembungkus syariat)!! Atau kedua-duanya -sekaligus- !!! 

10 Bahkan Amerika sendiri -yang notabene adalah negara yang tidak pernah menjadikan halal dan 
haram sebagai timbangan (dalam bermuamalah!!!- meyakini -dengan sisi pandang sistem perekonomian 
materialistis murni mereka- bahwa bisnis yang dipraktekkan perusahaan-perusahaan seperti ini (!) 


adalah hanyalah kelicikan dan penipuan, tetapi dengan metode yang sudah dipelajari... (dan) dikemas: 


yang membahayakan perekonomian, perorangan, dan masyarakat. 


Dan (terdapat) di situs internet (Departemen Perdagangan Amerika!!) peringatan yang menunjukkan 


dan menerangkan hakikat (bisnis) ini. 


Inilah kopiannya, berikut terjemahnya: 


DON'T GET BURNED... BY A PYRAMID SCHEME! 


TIPS TO AVOID PYRAMID SCHEME 


Avoid any plan that offers commissions to recruit new distributors. 
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Beware of plans that ask you to spend money on costly inventory. 


Be cautious of claims that you will make money by recruiting new members instead of on sales you 


make yourself. 


Beware of promises about high profits or claims about “miracle” products. 


Be cautious about references: they could be “shills” by the promoter. 


Don't pay money or sign contracts in a high-pressure situation. 


Check out all offers with your local Better Business Bureau and state Attorney General. 


(http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/pyramid/index.html) 


Dan terjemah harfiah dari peringatan ini adalah sebagai berikut: 


JANGAN SAMPAI TERBAKAR (UANG ANDA) OLEH BISNIS BERSISTEM PIRAMIDA! 


KIAT-KIAT AGAR TIDAK TERJERUMUS KE DALAM BISNIS BERSISTEM PIRAMIDA: 


Jauhi tawaran apapun yang menjanjikan keuntungan (komisi) besar dengan cara merekrut para 


distributor baru. 


Hindari semua tawaran yang meminta anda untuk mentransfer uang anda pada daftar harga yang 


membebani anda. 
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Hindari klaim-klaim yang menjanjikan keuntungan berupa imbalan keberhasilan anda dalam merekrut 
anggota-anggota baru, sebagai pengganti anda dalam memperoleh hasil penjualan yang anda lakukan 


sendiri. 


Hindari janji-janji yang menawarkan keuntungan-keuntungan tinggi, atau klaim-klaim seputar produk- 


produk luar biasa. 


Hati-hatilah terhadap referensi-referensi yang mereka berikan pada anda, bisa jadi referensi-referensi 


tersebut merupakan (sponsor) yang berpromosi. 


Jangan bayar uang atau menandatangani perjanjian-perjanjian (apapun) ketika (ada) tekanan-tekanan 


(yang memberatkan dari pihak mereka). 


Yakinkan kembali bahwa semua tawaran yang datang kepada anda adalah melalui Biro Bisnis Resmi atau 


Perwakilan Umum di daerah anda (atau Negara anda). 


Saya (Syeikh Ali Hasan) katakan: 


Jika kita kaitkan (peringatan) yang tercantum di sini dengan perihal yang disebutkan PT. Biznas -di 
situsnya- berupa target-target terpentingnya:, yaitu: (Mengembangkan kekuatan teknologi global yang 
mampu melampaui seluruh perbedaan teknologi, dan mempersembahkan kesempatan-kesempatan 
tanpa batas untuk para anggota kami)!! Dan para anggota tersebut (berkumpul atas dasar rasa cinta 
untuk saling membantu (!) sesama mereka, dengan tujuan merealisasikan produk-produk yang semakin 


baik dalam kehidupan ini): 


Anda akan tahu -dengan yakin- betapa benarnya, dan masuk akalnya serta begitu detailnya peringatan 


ini... 


Andapun akan tahu pula bahwa klaim-klaim (adanya) produk adalah kosong belaka, (bagaikan bangunan 


yang) roboh menutupi atap-atapnya!! 


Maka berhati-hatilah... 
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Dan hindarilah... 


Demikianlah Badan Keuangan -di Negara Islam Pakistan - juga telah memberikan peringatan kepada 
segenap manusia agar menghindari diri dari bermuamalah dengan PT. Biznas ini -pada khususnya-: 
karena (perusahaan ini begitu kuat dengan prakteknya yang tidak sesuai syariat, dan penuh penipuan 


tanpa etika budipekerti) -sebagaimana teks perkataan mereka-. 


Lihatlah -dengan sempurna- di internet: http://www.secp.gov.pk/otherlinks/biznas/biznas.com.htm 


11 Yang hakiki dan berwujud: bukan khayalan, atau penipuan, yang setiap orang tahu (!) -dari dalam 


jiwanya!!- bahwa dirinya tidak akan bisa menerimanya. 


Dan klaim atas kehebatan produk abstrak dengan suatu -apapun-, atau (produk tersebut) lain dari yang 
lainnya dengan penelitian -apapun-: adalah klaim-klaim yang (bisa) dibatalkan dengan kenyataan (yang 
ada). (Sehingga) tujuan -awal dan akhirnya- adalah mengeruk keuntungan yang berlipat-lipat ganda, 


bukan untuk menggunakan produk tersebut! 


Maka produk tersebut -bagaimanapun juga- sama sekali bukan target (bisnis ini): maka perhatikanlah! 


12 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -rahimahullah- berkata di (Majmu' Al Fatawa 20/551): “Yang dianggap 


(sah) dalam akad-akad adalah (jika sesuai) dengan -tujuannya”. 


Dan muridnya (yang bernama) Al Imam Ibnul Gayim -rahimahullah- berkata di (Zaad Al Ma'ad 5/813): 
“Yang dianggap (sah) dalam akad-akad adalah (sesuai) dengan hakikat-hakikat dan -tujuannya, tidak 


hanya dengan lafazh-lafazhnya”. 


Beliau juga berkata di (Ighatsat Al Lahfaan min Mashayid Asy Syaithan 1/604-605, dengan tahgig ): 


“Perubahan bentuk hal-hal yang haram dan (pengubahan) nama-namanya -dengan tanpa (adanya) 
perubahan tujuan dan hakikatnya- (justru) menambah kerusakan yang menjadi sebab diharamkan (hal 


tersebut), ditambah (lagi adanya) penipuan terhadap Allah Ta'ala dan RasulNya, penyandaran makar, 
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tipu daya, pemalsuan, dan pengkhianatan terhadap syariat dan agamaNya, dan (seolah-olah) Allah 
mengharamkannya karena (ada) kerusakannya, dan membolehkannya karena (ada kerusakan) yang 


lebih besar lagi”. 


Dan telah saya komentari perkataannya yang agung ini dengan perkataanku -hari itu!!- sama mirip 


dengan yang sekarang kita bicarakan!: 


“Dan ini sebuah kaidah yang agung, komprehensif/general, dan mani'ah (tak terbantahkan). 
Mencukupkan dirimu dari omongan panjang lebar pada banyak kejadian dewasa ini -dan akan terjadi - 
berupa bentuk kamuflase (tipu muslihat) mengatasnamakan Islam! Kita memohon keselamatan dan 
'“afiyahkepada Allah! Kemudian bandingkanlah dengan perkataan -dan keadaan- orang-orang yang 
mengaku-ngaku fagih(pandai dalam agama) di zaman kita sekarang, dan katakanlah: Inna lillahi wa inna 


12 


ilaihi raji'un! 


13 Sebagaimana yang telah lalu, yaitu penerapan teori hukum-hukum fikih ke dalam realita prakteknya. 


14 Seperti (Bom dolar) -tanpa perlu disedihkan (lagi) tentang keberadaannya!-, dan yang sejenisnya dari 


praktek-praktek bisnis bersistem piramida -yang abstrak, tanpa ada hakikatnya-!! 
15 Dan ini sebuah pengakuan yang (sudah) cukup, dan pernyataan yang sempurna untuk mengetahui 
hukum muamalah bisnis perusahaan ini dan perusahaan lain yang semisal dengannya, yang semuanya 


dibangun diatas gharar (ketidak jelasan) yang sepakat diharamkan secara syariat. 


Ulama telah mendefinisikan gharar :yaitu (Segala sesuatu majhul (tidak jelas) di akhirnya, tidak 


diketahui: apakah terjadi ataukah tidak?!) -menurut kesepakatan mereka-. 


Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di Majmu' Al Fatawa (19/283): 


“Dan yang telah ada di Shahih Muslim (1513), dari Rasulullah h &, beliau melarang jual beli gharar, 


mencakup segala sesuatu yang di dalamnya terdapat spekulasi, seperti jual beli buah-buahan sebelum 


masak, jual beli janin (hewan ternak) yang masih di dalam perutnya -dan yang lainnya-.”. 
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Inilah keadaan sistem bisnis PT. Biznas -dengan persis-. Setiap anggotanya membayar (99) dolar -dengan 
yakin-, lalu dia menunggu (!) dengan mengumpulkan anggota-anggota (baru lainnya) (!!) hingga 


berjumlah (9) orang: supaya dia mendapatkan uang pertamanya (!) yang berjumlah (55) dolar! 


Begitulah (seterusnya) -mereka berada dalam angan-angan dan mimpi-mimpi!- semakin anggota 


bertambah banyak dan waktu terus berlalu, semakin besar uang komisi yang akan didapatkan (!)... 
Pertanyaannya adalah: Apakah pengumpulan anggota adalah sesuatu yang yakin (pasti terjadi)?! 
Ataukah hanya prediksi dan kemungkinan saja?! Padahal pembayaran adalah satu hal yang yakin (jelas 
terjadi), sedangkan pendapatannya adalah (hanya) kira-kira!! 


16 Yang dimulai persis dari bawahnya. 


17 Maka judi adalah (taruhan): yang definisinya adalah: segala sesuatu yang setiap orang bertaruh 


(berspekulasi) padanya. Lihat Al Mausu'ah Al Fighiyah (39/404). 


18 Yang (dengan demikian), orang yang paling tinggi selalu mengambil uang dari yang dibawahnya, 


sedangkan yang di bawah bermimpi untuk meningkat sampai puncaknya!! 


Dan begitu seterusnya... 


19 Dan ini harus terjadi!! Khususnya pada lapisan-lapisan bawah yang mulai berkembang (!), dan terus 


bertambah banyak (!): dengan demikian, mereka membayar secara yakin (pasti) untuk mengharapkan 


keuntungan (!) -yang tidak pasti-!!! 


20 Di sini kami ingin mengajukan pertanyaan kepada para pengurus PT. Biznas: 


Bagaimanakah nasib akhir para anggota jika perusahaan ini berhenti, dan tidak mampu lagi memantau 


para anggotanya?! 


Jika mereka menjawab: Tidak akan pernah berhenti! 
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Kita katakan: Ini adalah bertentangan terhadap kenyataan...karena setiap permulaan ada akhirnya!! 


Jika mereka menjawab lagi: Akan berhenti, tapi!! 


Kita katakan: Tapi apa!! Kebanyakan orang merugi untuk keuntungan orang yang sedikit!! 


Inilah ssungguhnya substansi dari (Memakan harta orang lain dengan cara yang batil): padahal Allah 


berfirman: 


694 


Hukum Syar'i Bisnis Multi Level Marketing (MLMJ| 


HUKUM SYAR'"I BISNIS MULTI LEVEL MARKETING (MLM) 
Oleh 
Syaikh Abu Usamah Salim bin led Al-Hilali 


Banyak pertanyaan seputar bisnis yang banyak diminati oleh khalayak ramai. Yang secara umum 
gambarannya adalah mengikuti program piramida dalam system pemasaran, dengan setiap anggota 
harus mencari anggota-anggota baru dan demikian terus selanjutnya. Setiap anggota membayar uang 
pada perusahaan dengan jumlah tertentu dengan iming-iming dapat bonus, semakin banyak anggota 
dan semakin banyak memasarkan produknya maka akan semakin banyak bonus yang dijanjikan. 

Sebenarnya kebanyakan anggota Multi Level Marketing (IMLMJ ikut bergabung dengan 
perusahaan tersebut adalah karena adanya iming-iming bonus tersebut dengan harapan agar cepat kaya 
dengan waktu yang sesingkat mungkin dan bukan karena dia membutuhkan produknya. Bisnis model ini 
adalah perjudian murni, karena beberapa sebab berikut ini, yaitu : 

1. Sebenarnya anggota Multi Level Marketing (MLMJ ini tidak menginginkan produknya, akan 
tetapi tujuan utama mereka adalah penghasilan dan kekayaan yang banyak lagi cepat yan akan 
diperoleh setiap anggota hanya dengan membayar sedikit uang. 

2. Harga produk yang dibeli sebenarnya tidak sampai 306 dari uang yang dibayarkan pada 
perusahaan Multi Level Marketing (MLM). 

3. Bahwa produk ini biasa dipindahkan oleh semua orang dengan biaya yang sangat ringan, dengan 
cara mengakses dari situs perusahaan Multi Level Marketing (MLM ini di jaringan internet. 

4. Bahwa perusahaan meminta para anggotanya untuk memperbaharui keanggotaannya setiap 
tahun dengan diiming-imingi berbagai program baru yang akan diberikan kepada mereka. 

5. Tujuan perusahaan adalah membangun jaringan personil secara estafet dan berkesinambungan. 
Yang mana ini akan menguntungkan anggota yang berada pada level atas (Up Line) sedangkan 


level bawah (Down Line) selalu memberikan nilai point pada yang berada di level atas mereka. 


Berdasarkan ini semua, maka system bisnis semacam ini tidak diragukan lagi keharamannya, karena 
beberapa sebab yaitu : 

1. Ini adalah penipuan dan manipulasi terhadap anggota 

2. Produk Multi Level Marketing (MLMJ ini bukanlah tujuan yang sebenarnya. Produk itu hanya 


bertujuan untuk mendapatkan izin dalam undang-undang dan hukum syar'i. 
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3. Banyak dari kalangan pakar ekonomi dunia sampai pun orang-orang non muslim meyakini 
bahwa jaringan piramida ini adalah sebuah permainan dan penipuan, oleh karena itu mereka 
melarangnya karena bisa membahayakan perekonomian nasional baik bagi kalangan individu 


maupun bagi masyarakat umum 


Berdasarkan ini semua, tatkala kita mengetahui bahwa hukum syar'i didasarkan pada maksud 
dan hakekatnya serta bukan sekedar polesan lainnya. Maka perubahan nama sesuatu yang haram akan 
semakin menambah bahayanya karena hal ini berarti terjadi penipuan pada Allah dan RasulNya (1J, oleh 
karena itu system bisnis semacam ini adalah haram dalam pandangan syar'i. 

Kalau ada yang bertanya : Bahwasanya bisnis ini bermanfaat bagi sebagian orang. Jawabnya : 
Adanya manfaat pada sebagian orang tidak bisa menghilangkan keharamannya, sebagaimana di 
firmankan oleh Allah Ta'ala. 

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah : Pada hakekatnya itu 
terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari 
manfaatnya (Al-Bagarah : 219) 

Tatkala bahaya dari khamr dan perjudian itu lebih banyak daripada menfaatnya, maka keduanya 


dengan sangat tegas diharamkan. 


Kesimpulannya : 
Bisnis Multi Level Marketing (MLM) ini adalah alat untuk memancing orang-orang yang sedang 
mimpi di siang bolong menjadi jutawan. Bisnis ini adalah memakan harta manusia dengan cara yang 


bathil, juga merupakan bentuk spekulasi. Dan spekulasi adalah bentuk perjudian. 


Diterjemahkan dari situs www.alhelaly.com 


FATWA MARKAZ IMAM AL-ALBANI TENTANG MULTI LEVEL MARKETING (MLM) 


Berikut ini adalah teks fatwa Markaz Imam Al-Albani, yang ditanda tangani oleh para masyayaikh 
murid-murid Imam Al-Albani : 

Banyak pertanyaan yang datang kepada kami dari berbagai penjuru tentang hukum bergabung 
dengan PT perusahaan bisnis dan perusahaan modern semisalnya yang menggunakan system piramida. 


Yang mana bisnis ini secara umum dijalankan dengan cara menjual produk tertentu serta membayar 
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uang dalam jumlah tertentu tiap tahun untuk bisa tetap menjadi anggotanya. Yang mana karena dia 
telah mempromosikan system bisnis ini maka kemudian pihak perusahaan akan memberikan uang 
dalam jumlah tertentu yang terus bertambah sesuai dengan hasil penjualan produk dan perekrutan 


anggota baru. 


Jawaban 

Bergabung menjadi anggota PT semacam ini untuk mempromosikannya yang selalu terkait 
dengan pembayaran uang dengan menunggu bisa merekrut anggota baru serta masuk dalam system 
bisnis piramida ini hukumnya haram, karena seorang anggota jelas-jelas telah membayar uang tertentu 
demi memperoleh uang yang masih belum jelas dalam jumlah yang lebih besar. 

Dan ini tidak bisa diperoleh melainkan secara kebetulan ia sedang bernasib baik, yang mana 
sebenarnya tidak mampu diusahakan oleh si anggota tersebut. Ini adalah murni sebuah bentuk 


perjudian berdasarkan beberapa kaedah para ulama. Wallahu Al-Muwaffig. 


Amman al-Balgo' Yordania 


26 Sya'ban 1424H 


Syaikh Muhammad bin Musa Alu Nashr 
Syaikh Salim bin led Al-Hilali 
Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi 


Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman 


Disalin dari Majalah Al-Furgon, Edisi 11 Tahun III/Jumadi Tsani 1425. Penerbit Lajnah Dakwah 
Ma'had Al-Furgon, Alamat Redaksi Maktabah Ma'had Al-Furgon, Srowo Sidayu Gresik-Jatim 
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LAIN-LAIN 


Kekeliruan yang Muncul dalam Fatwa Kontemporer (Nawarzil) 


Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup dakwah para Rasul dengan dakwah Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam dan menjadikan risalah beliau dimenangkan hingga hari Kiamat nanti. Allah ciptakan 
generasi sahabat dan tabi'in yang bertugas menegakkan hujjah kepada manusia. Juga memerintahkan 


mereka untuk menjaga syariat Islam dan ber-tafaguh fiddin (belajar ilmu agama). Allah berfirman: 


1 Id ooh. ya Akh ne LA 4 
Os yS AtiS Ca BESI (7 gali AtS Lag Caaila) | gi 8 
"Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan al-Kitab dan 


disebabkan kamu tetap mempelajarinya.” (Os. Ali Imran: 79) dan berfirman: 


Pn AN El na PA . 3 Bag Mas (an a00. 2 . 14 Oo 48 SArZ IN Ta C1 8 0, Lee Wal KA 
Load Gaal A Negiaial Asia gia AS IS ya A3 YR ABIS Ig ita) U giagall USlag 
Usang aglal agall Isa) IAI aga 

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari 
tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang 


agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, 


supaya mereka dapat menjaga dirinya.” (Os. at-Taubah: 122). 


Dalam ayat yang mulia ini Allah membagi mereka menjadi dua kelompok. Salah satunya 
diperintahkan untuk berjihad di jalan-Nya dan yang lainnya diperintahkan menuntut ilmu agama. Hal ini 
agar kaum muslimin dapat merujuk dan bertanya kepada mereka dalam permasalahan kontemporer 


(nawazil) yang menimpa kaum muslimin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: 


NN 08. : “ - f$ go « 
Cab3Y SK Gl SAN Ust | giaa 
“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.” (OS 


an-Nahl: 43). 
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Syarat Berfatwa dalam Nawazil 
Tidak dipungkiri lagi ijtihad para ulama dalam memberikan fatwa pada masalah kontemporer 
(nawazil) sangat dibutuhkan umat ini. Apalagi permasalahan kontemporer (nawazil) tidak terhingga 
banyaknya. Namun, tentunya tidak berbicara memutuskan permasalahan ini kecuali harus memenuhi 
syarat yang telah ditetapkan para ulama, di antaranya: 
1. Haruslah seorang mujtahid, walaupun tidak muthlak dan dalam sebagian bidang ilmu. 
2. Harus memiliki gambaran jelas dan paham yang benar terhadap permasalahan tersebut. 


3. Bersandar dalam hukumnya kepada dalil syar'i yang mu'tabar. 


Beberapa Kekeliruan yang Sering Ditemui dalam Fatwa Kontemporer 

Para ulama yang memang memiliki syarat untuk berfatwa dalam masalah nawazil terkadang 
keliru walaupun memiliki 3 syarat di atas. Kekeliruan tersebut tentunya bertingkat-tingkat, tidak sama 
ada yang jelas dan ada yang samar. Berikut ini beberapa kekeliruan yang samar dalam fatwa nawazil: 

Penguraian permasalahan ke dalam elemen-elemen pembentuknya dengan memberikan hukum 
khusus satu persatu tanpa melihat hasil yang ada apabila digabung dan disusun. 

Sebagai contoh adalah jual beli murabahah yang tersusun dari tiga akad yaitu akad wakalah, 
akad muwa'adah bi asy-syira' (janji membeli) dan akad jual beli kredit. Ketiga akad ini sah dan 
dibenarkan. Berdasarkan hal ini maka jual beli murabahah adalah akad yang pasti shahih. 

Inilah yang disampaikan orang yang mengesahkan jual beli ini tanpa menengok kepada 
pengertian yang muncul apabila ketiga akad itu disatukan dan bentuk keadaan yang lahir dari hal itu. 

Sedangkan ulama yang melarangnya memandang walaupun jual beli murabahah ini tersusun 
dari tiga akad tersebut, namun keadaan dan faktor pendorong pengadaan dan penyebarannya 
menunjukkan ini tidak lain hanyalah rekayasa riba. Di mana penjual -yaitu bank pembiaya- ingin 
meminjamkan uang kepada pembeli dengan profit (bunga). Demikian juga pembeli ingin meminjam dari 
bank dengan bunga. Barang tersebut hanya dijadikan rekayasa hingga berubah bentuk pinjaman dengan 
bunga kepada yang dinamakan jual beli murabahah. 

Contoh lainnya adalah fatwa sebagaian ulama tentang al-ijarah al-muntahiyah bit-tamlik 
(finance leasing), ketika menyatakan itu adalah akad yang sah, karena tersusun dari ijarah (sewa 
menyewa), jual beli (bai') atau pemberian (hibah). Ijarah jelas disepakati sahnya, kemudian apabila 
ijjarah selesai maka pemilik barang memiliki kebebasan penuh untuk menjual mobilnya atau 
menghibahkannya kepada siapa yang ia sukai. Tidak ada seorangpun yang mampu mencegah pemilik 


dari beraktivitas dalam barang miliknya dengan jual beli atau hibah. 
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Bukan maksud di sini untuk memaparkan pendapat yang membolehkan atau yang melarang 
dalam masalah ini atau yang lain. Maksudnya di sini hanya memberikan peringatan tentang pentingnya 
mengkompromikan antara melihat kepada permasalahan global (an-nazhar al-kulli al-ijmali) dengan 
elemen permasalahan yang rinci secara tersendiri (an-nazhar al-juz'i at-tafshili). Juga menjelaskan 
bahwa mencukupkan dengan salah satu sisi ini saja dapat menjerumuskan pada kesalahan. 

Sudah menjadi kewajiban seorang ahli fikih untuk melihat dengan teliti permasalahan dan akad 
transaksi kontemporer dan memahami hakikatnya, serta meninjau akibat yang ditimbulkannya. 

Berkelit dari realita. Banyak orang berfatwa dalam masalah kontemporer apabila ditanya 
tentang satu masalah tertentu menjawab hukum masalah dengan hukum asal, kemudian 
menyampaikan syaratnya. Padahal realitanya syarat tersebut sangat sulit merealisasikannya. 

Sebagai contoh: sebagian mufti (ahli fatwa -ed.) ketika ditanya tentang hukum finance leasing 
(al-ijar al-muntahiyah bit-tamlik) menjawab, “Itu boleh.” Lalu penanya bertanya lagi, “Namun, mereka 
mengharuskan asuransi.” Maka sang mufti menjawab, “Jangan kamu setuju dengan asuransinya. Ambil 
saja mobilnya tanpa asuransi dan asuransinya tidak mengikat.” 

Orang yang berfatwa ini seharusnya memperjelas gambaran yang ada dalam praktik nyata. 
Semua finance leasing (ijarah al-muntahiyah bit-tamlik) dalam praktik nyatanya berisi asuransi. 

Semestinya ia dapat menjelaskan hukum finance leasing ini dengan menjelaskan syarat- 
syaratnya. Bila syarat-syarat tersebut dilanggar, maka hukumnya begini dan begitu. 

Contoh lain: seorang ditanya tentang hukum kompetisi sepak bola, lalu menjawab, “Pada 
asalnya hal itu diperbolehkan, kecuali bila dibarengi dengan larangan syara'.” 

Lihat jawaban ini, tidak nyambung dengan pertanyaannya, karena pertanyaan tersebut tidak 
lepas dari kenyataan riilnya. Realitanya, kompetisi ini tidak lepas dari pelanggaran syara' berupa 
membuang-buang waktu, membuka aurat, kerusakan akhlak, menghabiskan umur dan membuang- 
buang harta. Ini jelas bertentangan dengan magashid syariat dari banyak sisi. 

Juga pertanyaan ini tidak terjadi sesuai hukum asal, bahkan keadaan dan realita penanya 
bertanya tentang hukum realita yang ada. Seandainya memang pertanyaan tersebut tentang hukum asal 
kompetisi ini, maka orang yang berfatwa setelah menjelaskan hukum asalnya harus menjelaskan realita 
yang ada dan hukumnya. 

Kesimpulannya, seorang mufti untuk menjauhkan hal ini berusaha untuk memperhatikan dua 
perkara: 

1. Menjelaskan bentuk realitanya dan tidak lupa menjelaskan hukumnya: karena tidak menjelaskan 


kenyataan atau berkelit darinya adalah kekeliruan yang berbahaya. 
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2. Menyampaikan hukum asal dengan penjelasan ketentuan dan syarat-syarat yang mencakup 


kemungkinan bentuk-bentuk dari yang telah ada dan akan ada. 


Fatwa yang terpenuhi dua hal ini akan menjadi lebih jelas dan baku. Juga mencakup masa lalu, sekarang 


dan akan datang. 


Permasalahan istilah dan bahasa yang global. Satu keniscayaan dalam hukum terhadap satu 
masalah kontemporer adalah melihat hakikat perkara tersebut dan tidak teperdaya dengan nama dan 
gelarnya: karena hukum syara' hanya berhubungan dengan hakikat dan pengertian, bukan kepada lafadz 
dan susunan kata. 

Memang tidak dipungkiri bermain dengan istilah-istilah syariat menjadi tanda pada banyak 
muamalat yang tidak benar. Buktinya, bila kita lihat seluruh transaksi muamalah yang muncul dari bank- 
bank syariat atau konvensional tidak aka nada di bawah pelayanannya muamalah menggunakan nama 
riba secara terang-terangan. Namun, apakah ini semua menunjukkan seluruh muamalah tersebut 
bukanlah ribawi? 

Kaidah baku dan standarnya adalah menggunakan nama-nama syar'i dalam penamaan seluruh 
perkara sedapat mungkin. Namun, bila tidak ada nama syar'i untuknya, maka wajib memberinya nama 
yang dikenal secara bahasa yang sesuai dan menunjukkan hakikatnya dari sisi pengertian bahasa. 

Tidak cermat dalam melihat perkembangan dan perubahan nawazil. Hal ini karena hakikat 
nawazil terkadang mengalami sedikit perubahan dan pergeseran dan perubahan ini terkadang 
memindahkan hakikat nawaazil seluruhnya dari hakikat sebelumnya. Ini terjadi padahal istilah 
permasalahannya tetap ada pada kedua keadaan ini. Tetap bersandar kepada gambaran permasalah 
pertama pada kejadian tersebut dan berfatwa atas dasar dan sandaran padanya akan melahirkan 
tashawwur yang salah dan kesalahan dalam memahaminya (miss understanding). 

Kalau demikian, sudah seharusnya meng-update informasi bagi orang yang ingin memahami 
kejadian tersebut secara sempurna khususnya di zaman ini. 

Sudah dimaklumi, bahwa fatwa berubah dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan, serta 
adat yang berlaku. Dari sini sudah seharusnya seorang yang berfatwa memperhatikan waktu, tempat, 
kondisi dan keadaan yang berhubungan dengannya serta adat yang berlaku dalam hukumnya terhadap 
satu permasalahan kontemporer. 

Berdasarkan hal ini, maka sudah menjadi kewajiban orang yang berfatwa dalam urusan 


kontemporer untuk menjelaskan bentuk masalah tersebut ketika menjelaskan hukum dan untuk 
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memberikan batasan hukum tersebut dengan bentuk masalahnya secara khusus, serta menjelaskan 
dasar hukumnya. Akan lebih baik lagi bila diberikan tanggal keluarnya fatwa tersebut. 

Sebagai contoh dalam hal ini adalah sikap Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di rahimahullah 
dalam salah satu fatwanya. Beliau rahimahullah menyampaikan bahwa sebagian ulama terdahulu telah 
berfatwa, bahwa seorang wanita apabila wafat dalam keadaan bayi dalam kandungannya masih hidup 
dilarang untuk di operasi (bedah) perutnya untuk mengeluarkan bayi tersebut. Hal ini dengan dasar itu 
termasuk merusak jenazah mayit (al-mutslah). Beliau rahimahullah memberikan komentar dengan 
menyatakan, “Namun pada masa-masa terakhir ini, ketika telah berkembang pesat ilmu bedah dan 
akhirnya membedah perut atau sebagian anggota badan tidak lagi dianggap merusak jasad (al-mutslah). 
Mereka melakukannya terhadap orang yang hidup dengan keridhaan dan keinginannya dengan aneka 
ragam pengobatan. Sehingga, sangat mungkin para ahli fikih terdahulu bila menyaksikan keadaan ini 
tentulah memperbolehkan membedah perut orang hamil karena bayi yang hidup dan pengeluarannya. 
Khususnya, bila selesai masa hamil dan diketahui atau sangat besar kemungkinan selamatnya bayi yang 
lahir. Alasan mereka (melarang) dengan al-mutslah menunjukkan hal ini (Fatawa as-Sa'diyah, hal. 189- 
190). 

Kecondongan mempermudah dan meringankan fatwa tanpa melihat kepada magashid syariat. 
Hal ini terjadi berdasarkan anggapan inilah yang paling pas dengan keadaan manusia di zaman ini, 
disebabkan berpalingnya mereka dari sikap komitmen dengan hukum agama, karena sibuk dengan 
gemerlap kehidupan. Sehingga, dituntut untuk mendekatkan agama ini kepada jiwa-jiwa lemah tersebut 
dan menarik hati-hati yang sakit tersebut. Agar kemudian menerima dan mencari hukum-hukum syara". 
Ini perkara wajib, khususnya pendapat yang mempermudah tersebut mesti memiliki dasar yang 
menguatkannya berupa nash atau giyas atau pendapat imam ahli fikih. 

Di antara contohnya adalah fatwa dari sebagian ulama tentang kebolehan wanita bepergian haji 
dengan teman-teman yang dipercaya tanpa mahram. Fatwa ini nampaknya memberikan kemudahan 
pada manusia, padahal sebenarnya malah sebaliknya dilihat dari terjadinya kepadatan jamaah haji. Hal 
ini akan memunculkan ke-madharat-an bagi sebagian jamaah haji atau kematiannya. Khususnya bila 
mereka orang-orang lemah seperti jompo, orang sakit dan perempuan. 

Dengan demikian, justru kemudahan bagi wanita menuntut pelarangan berhaji tanpa mahram 
yang menjaga dan membelanya. Dengan kata lain, bukankah pelarangan wanita berhaji tanpa mahram 
menjadi sebab meringankan kepadatan dan memperkecil jumlah jamaah haji? 

Kecondongan mempersempit dan melarang tanpa melihat kepada magashid syariat. Hal ini 


terjadi berdasarkan anggapan hal ini lebih hati-hati dan pas utuk keadaan kaum muslimin yang dipenuhi 
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dengan sikap menggampangkan dan tidak ingin mengambil yang dituntut syariat. Sikap condong 
mempersempit dan melarang ini pada akhirnya bisa mengakibatkan bebas dan keluar dari hukum agama. 
Di antara contohnya adalah fatwa sebagian ulama tentang tidak bolehnya melempar jumrah di 
malam hari. 
Ber-hujjah dengan fatwa sekelompok ulama (al-ifta' al-jama'i) dan mencukupkannya, serta 
menjadikannya sebagai dalil yang tidak membutuhkan selainnya. Yang dimaksud dengan al-ifta' al- 
jama'i adalah semua yang dikeluarkan berupa fatwa dan ketetapan dari sebagian al-majami' (konferensi) 


dan lajnah ilmiyah. 


Dalam hal ini ada beberapa poin penting: 

Fatwa yang muncul dari banyak ulama lebih pantas untuk diterima dari fatwa perorangan. Perlu 
dibedakan antara fatwa yang dikeluarkan sebuah lajnah fatwa yang terdiri dari sejumlah mufti dengan 
ketetapan yang keluar dari konferensi dan badan ilmiah dunia. Sebab, fatwa dari konferensi dan badan 
ilmiah dunia tersebut adalah hasil pemikiran fikih yang rangkaian fatwanya disusun dari berbagai 
penelitian, karya tulis dan sensus lapangan. Jelas, ketetapan konferensi dengan tinjauan ini lebih baku 
dan teliti secara fikih dari fatwa sekelompok ulama. Fatwa sekelompok ulama jelas -karena banyaknya 
mereka- memberikan perasaan tenang dan tentram lebih daripada fatwa perorangan. Inilah tiga 
tingkatan fatwa kontemporer, yang tertinggi adalah ketetapan konferensi, kemudian fatwa sekelompok 
ulama, kemudian fatwa perorangan. 

Harus membedakan antara fatwa yang disampaikan mayoritas ulama dengan adanya ulama 
yang menyelsihinya dengan masalah ijma'. Juga mengetahui bahwa fatwa sekelompok ulama tidak 
sampai pada martabat ijma' dalam peran sebagai hujjah dan kesepakatan. 

Kelemahan fatwa sekelompok ulama adalah kadang terjadi karena tekanan tertentu, kemudian 
ia -secara umum- tidak memiliki sarana iklan yang sesuai. 

Terkadang pendapat yang dikeluarkan konferensi (al-majma') adalah pendapat minoritas, 
walaupun dikeluarkan dengan kesepakatan mereka semuanya. Sebab, tidak semua ulama dunia bisa ikut 
serta dalam konferensi tersebut. 

Sebuah gagasan adanya perkumpulan para ulama dunia yang independen tidak di bawah satu 
kekuatan dan tidak di bawah satu pemerintahan. Perkumpulan ini yang akan melihat masalah 


kontemporer umat dan mempelajarinya dengan segala kebebasan dan perhatian yang total. 
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Berhujjah dengan fatwa perorangan dan mengamalkannya serta pasrah kepadanya. Yang 
dimaksud dengan fatwa perorangan (al-ifta' al-fardi) adalah fatwa dan ketetapan yang keluar dari 


seorang ulama. 


Dalam hal ini ada beberapa poin penting: 

Fatwa perorangan adalah penyempurna fatwa sekelompok ulama (al-ifta al-jama'i) dan 
tunasnya. 

Kebenaran terkadang bersama perorangan tidak bersama mayoritas. Ini adalah perkara yang 
sudah ditetapkan oleh syara' dan realita. 

Sebagian mufti tidak dianggap fatwanya, karena dikenal bersikap menggampangkan dan 
mengikuti hawa nafsu. 

Pendapat seorang atau lebih dari mufti kadang tersiarkan dan tersebar hingga orang menyangka 
ini adalah pendapat mayoritas. Padahal, sebenarnya tidak demikian. 

Demikian sebagian kekeliruan yang nampak dalam banyak fatwa kontemporer, semoga menjadi 


pencerahan bagi kita semua. 


Diadaptasi dari kitab Fikih Nawazil, 1/68-77. 


Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi, Lc. 


Artikel: www.PengusahaMuslim.com 
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Tanya Jawab: Berkebun Emas Menurut Tinjauan Syariat 


Pertanyaan: 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu 

Ustadz, and pengasuh milis yang kami cintai, 

Mohon penjelasan tentang hukum berkebun emas, yang akhir-akhir ini marak di indonesia, sebagai 


gambaran investasinya sbb: 

Contoh asumsinya sebagai berikut: Melakukan investasi emas secara rutin sebesar 25 gram 
- Harga asumsi emas 25 gram - Rp 9.000.000 

- Pada saat ini Anda punya tambahan uang Rp 3.750.000 

- Nilai gadai sebesar 8096 dari harga taksir emas 

- Harga Taksir Bank Rp.300.000 pergram 


- Biaya penitipan emas Rp 2500/gram/bulan 


Perlu Anda ketahui, taksiran nilai taksir dan kondisi sebenarnya di bank mungkin berbeda-beda, tapi 


yang terbaik Anda memilih bank yang memberikan: Nilai gadai tinggi, Biaya rendah dan Waktu singkat. 


Mari kita mulai saja perhitungannya: 


Misalkan Anda Beli emas batangan Antam 25 gram, lalu Anda gadaikan dan Anda akan mendapatkan 


dana segar sebesar Rp 6.000.000 

Perhitungannya sebagai berikut: 

Rp 300.000 x 804 - Rp 240.000 x 25gram - Rp 6.000.000 

Anda setor biaya penitipan emas 1 tahun sebesar Rp 2500x25x12 bulan - Rp 750.000 
Lakukan Investasi emas Anda dengan cara: 


Beli emas 25 gram lalu Gadaikan emasnya, dapat dana segar Rp 6jt, lalu tambah Rp 3 jt dana dari 


uang Anda - Rp 9jt lalu beli emas lagi dengan biaya titip Rp 750.000 setahun. 
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Setiap Anda memiliki dana tambahan Rp.3.75 jt lalu ulangi langkah diatas lagi, begitu seterusnya 


sesuai kebutuhan. Kalau sudah lima kali maka posisi akan menjadi seperti ini: 


1. Beli Emas 25 gram -» Rp.bjt, tambah Rp.3 jt dana segar jadi total 


Rp.750rb -» biaya titip 


2. Beli Emas 25 gram -» Rp.fjt, tambah Rp.3 jt dana segar jadi total 


Rp.750rb -» biaya titip 


3. Beli Emas 25 gram -2» Rp.bjt, tambah Rp.3 jt dana segar jadi total 


Rp.750rb -» biaya titip 


4. Beli Emas 25 gram -» Rp.6jt, tambah Rp.3 jt dana segar jadi total 


Rp.750rb -- biaya titip 


5. Beli Emas 25 gram (Emas disimpan) 


Ojt 


Ojt 


Ojt 


djt 


-5 beli emas lagi 


-5 beli emas lagi 


-5 beli emas lagi 


-5 beli emas lagi 


Anda Perhatikan perhitungan di atas bahwa biaya pembelian emas kedua dan seterusnya, 2/3 


modal beli emas adalah dari uang bank. Dan setelah waktu berlalu, misalkan harga emas naik sebesar 30 


persen, jadi emas batangan 25 gram yang Anda miliki sekarang nilainya Rp 12jt. Dan ini saatnya Anda 


panen. 


Langkah memanennya cukup dibalik saja yaitu: Juallah emas nomor 5, maka anda mendapatkan 


dana segar 12 jt, dana segar ini kita pakai untuk menebus 2 emas lainnya. Ulangi sampai semua emas 


ditebus, dan jual semuanya. 


Maka posisinya sebagai berikut: 
Hasil penjualan emas 5 buah x Rp 12 jt - Rp 60jt 
Tebus gadai 4x Rp6jt -Rp24jt 


sisa - 36 jt ——» subtotal1 


Berapa modal anda? 
1. Beli emas pertama- Rp9jt 
2. Beli emas ke2 sampaike5-Rp3jtx4- Rp12 jt 
3. Biaya titip Rp 750rb x4 buah emas - Rp3jt 
Ttotal modal - Rp 24 jt ——» sub total 2 


Keuntungan Panen Emas Anda adalah: sub total 1 — sub total 2 - Rp 36jt-—Rp24jt-12 jt 
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Berikut ini Perbandingan keuntungan metode investasi emas biasa vs metode cerdas kebun emas 
dengan modal awal Rp.24 jt: 

Modal 24jt belikan emas sewaktu harga batangan 25 gram - 9jt, maka per gram berarti 360rb. Rp.24 jt : 
360 rb dapat emas 66.66 gram 

Ketika harga naik 3046 kita jual menjadi Rp 468 ribu/gram: 66.66 “ 468 ribu - Rp.31.196.880 dikurangi 
modal 24 jt - untung Rp 7.196.880 


Sumber: http://www.berkebunemas.net 


Waryanto 


Tanggapan dari rekan milis PM-Fatwa 


Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 


Afwan, mencoba sharing saja... 


"berkebun emas" kebunnya dimana ya? 


Gambaran secara sederhana transaksi investasi emas tersebut adalah sistem beli gadai. 

kita beli emas ditoko emas kemudian kita gadaikan ke bank, setelah terima uang dari bank kita 
belikan emas lagi trus kita gadaikan lagi. Kemudian pada saat harga emas tinggi kita tebus emas tersebut 
dari bank kemudian kita jual. 

Dari sistem tersebut jelas bahwa kita menggadaikan emas. Ini berarti kita utang ke bank dengan 
jaminan emas, adakah bunganya....? 

Tentu saja ada meskipun dengan istilah yang berbeda, namanya bisa biaya sewa, biaya bulanan, 
biaya pemeliharaan, biaya jasa penitipan dan lain-lain (terserah sebutan mereka), bukankah mengambil 
keuntungan dari pinjam-meminjam disebut riba? 

Dari sistem tersebut kita tahu juga bahwa ada sifat spekulasi dalam transaksi tersebut, kalau 
harga emas naik berarti untung, kalau harga emas turun berarti rugi, meskipun kecenderungan harga 
emas naik, tetapi tidak ada yang dapat memastikan akan selalu naik. 


Apakah islam membolehkan spekulasi? 
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Yang pasti diuntungkan adalah bank, karena bank mendapatkan bunga dari transaksi tersebut. 
Dan pemilik emas hanya bisa menanti dari tahun ke tahun mengharap harga emas naik sambil 


menanggung biaya bulanan (bunga) yang harus dibayar. 


Menurut saya kalau mau simpan emas, simpan saja dalam bentuk dinar. 


Wallahu a'lam. 


Wassalamu'alaikum 


Indra 


Jawaban ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri (Pembina Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia) 


Assalamu'alaikum 

Apa yang diutarakan, saudara Indra benar adanya, sejatinya yang terjadi pada bekebun emas 
hanyalah menghutangkan sejumlah emas, atau mengutangkan sejumlah uang dengan memberikan 
sejumlah bunga. Tidak diragukan itu adalah riba. 

Terlebih lagi bila diingat bahwa sejatinya emas dan uang adalah alat tolok ukur nilai barang, dan 
sebagai alat transaksi, dengan demikian bila uang dan emas digadaikan dengan mengambil keuntungan 
maka tidak diragukan itu adalah riba. 

Ditambah lagi "GADAI" hanya ada bila ada piutang, tidak mungkin ada gadai bila tidak ada 
piutang. Karenanya, setiap keuntungan yang didapat dari gadai adalah bunga dan itu HARAM. 

Adapun menggadaikan hewan ternak yang membutuhkan perawatan, maka bila pemilik hewan 
ternak tidak memberi pakan kepada ternaknya, maka pemberi piutang/penerima gadai hewan 
berkewajiban memberi pakan. Dan sebagai gantinya ia dibolehkan mengambil susu, atau menunggangi 
hewan tersebut seharga pakan yang ia berkan, tidak lebih dan tidak kurang. Dengan demikian tidak ada 
keuntungan. 

Kasus berkebun uang ini semakin mengingatkan kita bahwa umat kita benar-benar telah 
mengekor umat Yahudi yang melanggar aturan dan syari'at Allah dengan sedikit tipu daya dan akal- 


akalan. 
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Hasbunallahu wa ni'mal wakil 


Artikel www.PengusahaMuslim.com 


Milis Pengusaha-Muslim di Yahoogroups 


Cara untuk menjadi Anggota Milis: 


Buka http://finance.groups.yahoo.com/group/pengusaha-muslim/join untuk mendaftar sekarang. 


Atau kirim email kosong ke: pengusaha-muslim-subscribe@yahoogroups.com 


Untuk bertanya dan berdiskusi di milis, silakan kirim pertanyaan ke: pengusaha- 


muslim @yahoogroups.com 


Email Konfirmasi Pendataan Anggota: 


Setelah mendaftar, Anda harus mengisi formulir pendataan anggota yang akan kami kirimkan melalui 


email, selanjutnya reply email tersebut agar kami dapat memproses keanggotaan Anda. 


Tujuan pendataan ini adalah agar terbentuk komunitas yang berkualitas dan terjaga dari pihak-pihak 


yang tidak bertanggung jawab. 


Perhatian: 
Periksalah folder BULK/SPAM karena boleh jadi email yang berisi formulir tersebut masuk ke dalam 


folder BULK/SPAM. 
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Syarat Menjadi Anggota Milis: 

1. Beragama Islam. 

2. Mengikuti peraturan dan tata tertib milis ini. 
Milis Pendamping PM-Fatwa: 


Untuk bertanya tentang masalah syariah dan hukum perdagangan, silakan bergabung di milis pm-fatwa. 


Untuk Bergabung, kirim email kosong ke: pm-fatwa-subscribe@yahoogroups.com 


Untuk bertanya, kirim pertanyaan ke: pm-fatwa@yahoogroups.com 
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Mengupas 8 Golongan Penerima Zakat 


Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, 
keluarga dan sahabatnya. 

Dalam dua artikel sebelumnya kami telah membahas syarat-syarat zakat dan panduan zakat 
emas, perak dan mata uang. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema menarik lainnya 
tentang zakat yaitu golongan yang berhak menerima zakat. Semoga bermanfaat. 

Golongan yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan yang telah ditegaskan dalam Al 


Our'an Al Karim pada ayat berikut, 


3 Dra JAN ABI 3 Kebal JANYAN, Ugle Coalalalg LaSUalNg £I' BAN SUSSLaN Vai 
Jas Gal3 ATI) Jaan 

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk (1J orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) amil 
zakat, (4) para mu'allaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk (memerdekakan) budak, (6J orang-orang yang 
terlilit utang, (7) untuk jalan Allah dan (8) untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.” (Os. At Taubah: 


60) Ayat ini dengan jelas menggunakan kata “innama”, ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan 


untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya.I1J 


Golongan pertama dan kedua: fakir dan miskin. 

Fakir dan miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan 
mereka. 

Para ulama berselisih pendapat manakah yang kondisinya lebih susah antara fakir dan miskin. 
Ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa fakir itu lebih susah dari miskin. Alasan mereka 
karena dalam ayat ini, Allah menyebut fakir lebih dulu baru miskin. Ulama lainnya berpendapat miskin 
lebih parah dari fakir.I2| 

Adapun batasan dikatakan fakir menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah adalah orang yang 
tidak punya harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya. Seperti kebutuhannya, misal sepuluh 
ribu rupiah tiap harinya, namun ia sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut atau ia hanya 
dapat memenuhi kebutuhannya kurang dari separuh. Sedangkan miskin adalah orang yang hanya dapat 


mencukupi separuh atau lebih dari separuh kebutuhannya, namun tidak bisa memenuhi seluruhnya.I3| 
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Orang yang berkecukupan tidak boleh diberi zakat 
Orang yang berkecukupan sama sekali tidak boleh diberi zakat, inilah yang disepakati oleh para 


ulama. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu “alaihi wa sallam, 


as BAY 
“Tidak ada satu pun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan.” (4| 


Apa standarnya orang kaya yang tidak boleh mengambil zakat? 
Standarnya, ia memiliki kecukupan ataukah tidak. Jika ia memiliki harta yang mencukupi diri dan 


orang-orang yang ia tanggung, maka tidak halal zakat untuk dirinya. Namun jika tidak memiliki 
kecukupan walaupun hartanya mencapai nishob, maka ia halal untuk mendapati zakat. Oleh karena itu, 
boleh jadi orang yang wajib zakat karena hartanya telah mencapai nishob, ia sekaligus berhak menerima 
zakat. Demikian pendapat mayoritas ulama yaitu ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan salah satu pendapat 


dari Imam Ahmad.IS| 


Apa standar kecukupan? 
Kecukupan yang dimaksud adalah kecukupan pada makan, minum, tempat tinggal, juga segala 


yang mesti ia penuhi tanpa bersifat boros atau tanpa keterbatasan. Kebutuhan yang dimaksud di sini 
adalah baik kebutuhan dirinya sendiri atau orang-orang yang ia tanggung nafkahnya. Inilah pendapat 


mayoritas ulama.(|6) 


Bolehkah memberi zakat kepada fakir miskin yang mampu mencari nafkah? 
Jika fakir dan miskin mampu bekerja dan mampu memenuhi kebutuhannya serta orang-orang 


yang ia tanggung atau memenuhi kebutuhannya secara sempurna, maka ia sama sekali tidak boleh 


mengambil zakat. Alasannya karena Nabi shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 
aka Sya SN YG al laa aa Y 
“Tidak ada satu pun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan dan tidak pula bagi orang yang kuat 


untuk bekerja.”(7J 


Dalam hadits yang lain, Nabi shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


Pa La . - 8 naa 8 & 
Ga da SAY Hal dina! Jas Y 
“Tidak halal zakat bagi orang yang berkecukupan, tidak pula bagi orang yang kuat lagi fisiknya 


sempurna (artinya: mampu untuk bekerja, pen)” (8J 
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Berapa kadar zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin? 
Besar zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin adalah sebesar kebutuhan yang mencukupi 


kebutuhan mereka dan orang yang mereka tanggung dalam setahun dan tidak boleh ditambah lebih 
daripada itu. Yang jadi patokan di sini adalah satu tahun karena umumnya zakat dikeluarkan setiap 
tahun. Alasan lainnya adalah bahwasanya Nabi shallallahu “alaihi wa sallam biasa menyimpan kebutuhan 
makanan keluarga beliau untuk setahun. Barangkali pula jumlah yang diberikan bisa mencapai ukuran 
nishob zakat. 

Jika fakir dan miskin memiliki harta yang mencukupi sebagian kebutuhannya namun belum 
seluruhnya terpenuhi, maka ia bisa mendapat jatah zakat untuk memenuhi kebutuhannya yang kurang 


dalam setahun.|9) 


Golongan kedua: amil zakat. 
Untuk amil zakat, tidak disyaratkan termasuk miskin. Karena amil zakat mendapat bagian zakat 


disebabkan pekerjaannya. Dalam sebuah hadits disebutkan, 


WMA IRI ol pola al Upil patah "jl AINI Jaka 4 JII ARI Y) and AialaN Jas Y 

al Gal! Ula Su le LA Gasa JM AI US Ja 3 dilas 

“Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, 

atau amil zakat, atau orang yang terlilit hutang, atau seseorang yang membelinya dengan hartanya, atau 

orang yang memiliki tetangga miskin kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia 
memberikannya kepada orang yang kaya.” (10| 

Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa imam (penguasa) akan memberikan pada amil 


zakat upah yang jelas, boleh jadi dilihat dari lamanya ia bekerja atau dilihat dari pekerjaan yang ia 


lakukan.I11) 


Siapakah Amil Zakat? 
Sayid Sabig mengatakan, “Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau 


wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah 
orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja 
di kantor amil zakat.”(12| 

“Adil bin Yusuf al “Azazi berkata, “Yang dimaksud dengan amil zakat adalah para petugas yang 
dikirim oleh penguasa untuk mengunpulkan zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. 


Demikian pula termasuk amil adalah orang-orang yang menjaga harta zakat serta orang-orang yang 
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membagi dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka itulah 
yang berhak diberi zakat meski sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kaya.” (13) 

Syeikh Muhammad bin Sholih Al “Utsaimin mengatakan, “Golongan ketiga yang berhak 
mendapatkan zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa 
untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan 
mendistribusikannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka meski mereka sebenarnya 
adalah orang-orang yang kaya. Sedangkan orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk 
mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk amil zakat. Sehingga mereka tidak berhak mendapatkan 
harta zakat sedikitpun disebabkan status mereka sebagai wakil. Akan tetapi jika mereka dengan penuh 
kerelaan hati mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh 
amanah dan kesungguhan maka mereka turut mendapatkan pahala. Namun jika mereka meminta upah 
karena telah mendistribusikan zakat maka orang yang berzakat berkewajiban memberinya upah dari 
hartanya yang lain bukan dari zakat.” (14| 

Berdasarkan paparan di atas jelaslah bahwa syarat agar bisa disebut sebagai amil zakat adalah 
diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya 
sehingga panitia-panitia zakat yang ada di berbagai masjid serta orang-orang yang mengangkat dirinya 
sebagai amil bukanlah amil secara syar'i. Hal ini sesuai dengan istilah amil karena yang disebut amil 
adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu. 

Memiliki otoritas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat adalah sebuah keniscayaan bagi 
amil karena amil memiliki kewajiban untuk mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang 


menolak untuk membayar zakat. 


Golongan ketiga: orang yang ingin dilembutkan hatinya. 
Orang yang ingin dilembutkan hatinya. Bisa jadi golongan ini adalah muslim dan kafir. 
Contoh dari kalangan muslim: 
1. Orang yang lemah imannya namun ditaati kaumnya. Ia diberi zakat untuk menguatkan imannya. 
2. Pemimpin di kaumnya, lantas masuk Islam. Ia diberi zakat untuk mendorong orang kafir semisalnya 
agar tertarik pula untuk masuk Islam. 
Contoh dari kalangan kafir: 
1. Orang kafir yang sedang tertarik pada Islam. Ia diberi zakat supaya condong untuk masuk Islam. 
2. Orang kafir yang ditakutkan akan bahayanya. la diberikan zakat agar menahan diri dari 


mengganggu kaum muslimin.(15| 
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Golongan kelima: pembebasan budak. 
Pembebasan budak yang termasuk di sini adalah: 
(1) pembebasan budak mukatab, yaitu yang berjanji pada tuannya ingin merdeka dengan melunasi 
pembayaran tertentu, 
(2) pembebasan budak muslim, 


(3) pembebasan tawanan muslim yang ada di tangan orang kafir.(16| 


Golongan keenam: orang yang terlilit utang. 
Yang termasuk dalam golongan ini adalah: 
Pertama: Orang yang terlilit utang demi kemaslahatan dirinya. 
Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi: 
1. Yang berutang adalah seorang muslim. 
2. Bukan termasuk ahlu bait (keluarga Nabi shallallahu “alaihi wa sallam). 
3. Bukan orang yang bersengaja berutang untuk mendapatkan zakat. 
4. Utang tersebut membuat ia dipenjara. 
5. Utang tersebut mesti dilunasi saat itu juga, bukan utang yang masih tertunda untuk dilunasi 
beberapa tahun lagi kecuali jika utang tersebut mesti dilunasi di tahun itu, maka ia diberikan 
zakat. 


6. Bukan orang yang masih memiliki harta simpanan (seperti rumah) untuk melunasi utangnya. 


Kedua: Orang yang terlilit utang karena untuk memperbaiki hubungan orang lain. 
Artinya, ia berutang bukan untuk kepentingan dirinya, namun untuk kepentingan orang lain. Dalil dari 


hal ini sabda Nabi shallallahu “alaihi wa sallam, 


Bhs Ad Le33 ga Leah Ulah pg Ca Allasn Jami Ja ASLI UI Jas Uda G| 
“Sesungguhnya permintaan itu tidak halal kecuali bagi tiga orang: yaitu orang laki-laki yang mempunyai 


tanggungan bagi kaumnya, lalu ia meminta-minta hingga ia dapat menyelesaikan tanggungannya, 


setelah itu ia berhenti (untuk meminta-minta). (17| 


Ketiga: Orang yang berutang karena sebab dhoman (menanggung sebagai jaminan utang orang lain). 
Namun di sini disyaratkan orang yang menjamin utang dan yang dijamin utang sama-sama orang yang 


sulit dalam melunasi utang.|18| 
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Golongan ketujuh: di jalan Allah. 


Yang termasuk di sini adalah: 


Pertama: Berperang di jalan Allah. 
Menurut mayoritas ulama, tidak disyaratkan miskin. Orang kaya pun bisa diberi zakat dalam hal 


ini. Karena orang yang berperang di jalan Allah tidak berjuang untuk kemaslahatan dirinya saja, namun 


juga untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Sehingga tidak perlu disyaratkan fakir atau miskin. 


Kedua: Untuk kemaslahatan perang. 
Seperti untuk pembangunan benteng pertahanan, penyediaan kendaraan perang, penyediaan 


persenjataan, pemberian upah pada mata-mata baik muslim atau kafir yang bertugas untuk memata- 


matai musuh.|19| 


Golongan kedelapan: ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal di perjalanan. 

Yang dimaksud di sini adalah orang asing yang tidak dapat kembali ke negerinya. Ia diberi zakat 
agar ia dapat melanjutkan perjalanan ke negerinya. Namun ibnu sabil tidaklah diberi zakat kecuali bila 
memenuhi syarat: (1) muslim dan bukan termasuk ahlul bait (keluarga Nabi shallallahu “alaihi wa sallam), 
(2) tidak memiliki harta pada saat itu sebagai biaya untuk kembali ke negerinya walaupun di negerinya 


dia adalah orang yang berkecukupan, (3) safar yang dilakukan bukanlah safar maksiat.|20| 


Memberi Zakat untuk Kepentingan Sosial dan kepada Pak Kyai atau Guru Ngaji 
Para fugoha berpendapat tidak bolehnya menyerahkan zakat untuk kepentingan sosial seperti 


pembangunan jalan, masjid dan jalan. Alasannya karena sarana-sarana tadi bukan jadi milik individual 
dan dalam surat At Taubah ayat 60 hanya dibatasi diberikan kepada delapan golongan tidak pada yang 
lainnya. 

Begitu pula tidak boleh menyerahkan zakat kepada pak Kyai atau guru ngaji kecuali jika mereka 


termasuk dalam delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam surat At Taubah ayat 60. 


Menyerahkan Zakat kepada Orang Muslim yang Bermaksiat dan Ahlu Bid'ah Orang yang 
menyandarkan diri pada Islam, ada beberapa golongan: 


1. Muslim yang taat dan menjalankan syariat Islam. Maka tidak meragukan lagi bahwa golongan ini 
yang pantas diberikan zakat. Jadi seharusnya zakat diserahkan pada orang yang benar-benar 
memperhatikan shalat dan ibadah wajib lainnya. 

2. Termasuk ahlu bid'ah dan bid'ahnya adalah bid'ah yang sifatnya kafir. Orang seperti ini tidak 
boleh diberikan zakat pada dirinya. Misalnya adalah bid'ah mengakui ada nabi ke-26. 
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3. Ahli bid'ah (yang sifatnya tidak kafir) dan ahli maksiat. Jika diketahui dengan sangkaan kuat 
bahwa ia akan menggunakan zakat tersebut untuk maksiat, maka tidak boleh memberikan zakat 


pada orang semacam itu.|21) 


Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, “Sudah seharusnya setiap orang memperhatikan 
orang-orang yang berhak mendapakan zakat dari kalangan fakir, miskin, orang yang terlilit utang dan 
golongan lainnya. Seharusnya yang dipilih untuk mendapatkan zakat adalah orang yang berpegang 
teguh dengan syari'at. Jika nampak pada seseorang kebid'ahan atau kefasikan, ia pantas untuk diboikot 
dan mendapatkan hukuman lainnya. Ia sudah pantas dimintai taubat. Bagaimana mungkin ia ditolong 
dalam berbuat maksiat.” (221 
Bersambung insya Allah pada pembahasan “Memberi Zakat kepada Kerabat”. 

Diselesaikan di Panggang-GK, 24 Sya'ban 1431 H (05/08/2010) 
Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal 

Artikel www.rumaysho.com 

Dipublikasikan oleh: PengusahaMuslim.Com 
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Zakat untuk Kerabat 


Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, 
keluarga dan sahabatnya. 

Sebelumnya, kita telah membahas delapan golongan yang berhak menerima zakat. Jika di antara 
kerabat ada yang termasuk orang yang berhak menerima zakat (misal fakir dan miskin), apakah 


kerabatnya bisa memberikan ia zakat? Berikut penjelasan selengkapnya. 


Suami Memberi Zakat kepada Istrinya 
Hal ini tidak dibolehkan berdasarkan ijma' ulama (kesepakatan para ulama). Mayoritas ulama 


memberi alasan bahwa nafkah suami itu wajib bagi istri. Sehingga jika suami memberi pada istri, itu 


sama saja ia memberi pada dirinya sendiri.|(1) 


Istri Memberi Zakat kepada Suaminya 
Mengenai hal ini terdapat perselisihan di antara para ulama. Pendapat yang tepat, istri boleh 


memberikan zakat untuk suami. Di antara dalilnya adalah hadits berikut: 


Jok Uk dala Dili ska ol BA C3 Sa alta ol Da Uli Gi 
sa | KUIS ay JB, Aa gala 3) BI yah Jaa , « HI Gs IP» da Kat aa All 
Mas GIA Ul CA TIK santa UE 4 JELANG Pe Sal OR adi! La GT La 


Dalang dala Ah aa» Pai IA, ale Ag CARA ja Pal BANgg AI dala Opal ARYA 


pagile Ay SEA ya Gaal SAN g SIS) LN gabkaa Lal Hk 

Ketika Nabi shallallahu “alaihi wa sallam selesai berkhutbah, sesampainya beliau di tempat 
tinggalnya, datanglah Zainab, isteri Ibnu Mas'ud meminta izin kepada beliau, lalu dikatakan kepada 
beliau, "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, ini adalah Zainab," Beliau bertanya, "Zainab 
siapa?" Dikatakan, "Zainab isteri dari Ibnu Mas'ud." Beliau berkata, "Oh ya, persilakanlah dia." Maka dia 
diizinkan kemudian berkata, "Wahai Nabi Allah, sungguh Anda hari ini sudah memerintahkan shadagah 
(zakat) sedangkan aku memiliki emas yang aku berkehendak menzakatkannya, namun Ibnu Mas'ud 
mengatakan bahwa dia dan anaknya lebih berhak terhadap apa yang akan aku sedekahkan ini 
dibandingkan mereka (mustahig).“ Maka, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Ibnu Mas'ud 


benar, suamimu dan anak-anakmu lebih barhak kamu berikan shadagah daripada mereka."f2| 
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Alasan lainnya, istri tidak punya kewajiban memberi nafkah pada suami. Maka tidak mengapa memberi 


zakat kepada suami seakan-akan ia orang lain.|3| 


Memberi Zakat kepada Orang Tua dan Anak 
Menyerahkan zakat kepada orang tua atau kepada anak yang tidak lagi ditanggung nafkahnya, 


jika mereka termasuk orang yang terlilit utang, budak mukatab (budak yang ingin merdeka dan perlu 
tebusan) atau ingin berperang di jalan Allah, maka itu dibolehkan berdasakan pendapat yang paling 
kuat.I4| 

Sedangkan jika orang tua dan anak tadi itu miskin dan ia tidak bertanggung jawab sama sekali 
dalam memberi nafkah pada mereka, diperbolehkan juga memberi zakat kepada mereka berdasarkan 
pendapat yang lebih kuat dan ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. 

Jadi, hal di atas dibolehkan jika mereka yang diberi zakat itu miskin dan orang yang memberi 


zakat tidak mengambil manfaat sama sekali dari zakat yang telah ia serahkan.(5) 


Memberi Zakat kepada Kerabat 
Boleh menyerahkan zakat kepada kerabat jika memang mereka betul-betul orang yang berhak 


menerima zakat yaitu termasuk delapan golongan sebagaimana yang telah dijelaskan. Bahka,n kerabat 
lebih berhak mendapatkan zakat dari yang lainnya. Karena di situ ada pahala sedekah (zakat) sekaligus 
pahala menjalin hubungan kekerabatan (silaturahmi). 


Dari Salman bin “Amir, Nabi shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


Alang Att (HERI pm jl (33 Ag Ai Gym! le AAA Gu) 
“Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya satu sedekah, sedangkan sedekah kepada 
kerabat pahalanya dua: pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan.” (6| 


Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush shalihaat. 


Diselesaikan di Panggang-GK, 24 Sya'ban 1431 H (05/08/2010) 
Penulis: Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T 
Artikel www.PengusahaMuslim.com 


(1) Lihat Al-Mawsu'ah Al-Fighiyah, 2/8268, index “zakat”, point 178. 

(2) HR. Bukhari no. 1462. 

(3) Lihat Shahih Figh Sunnah, Abu Malik, Al-Maktabah At-Taufigiyah, 2/75-76. 

(4) Majmu' Al Fatawa, 25/90-92. 

(5) Lihat Shahih Figh Sunnah, 2/75. 

(6) HR. An-Nasai no. 2582, At-Tirmidzi no. 658, Ibnu Majah no. 1844. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini 
shahih 
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Mengenal Hukum Uang Kertas 


Ulama ahli figih berbeda persepsi dan sikap menghadapi uang kertas setelah masyarakat secara 
umum menggunakannya sebagai alat jual beli, berikut saya akan menyebutkan secara global pendapat 
mereka: 

Pendapat pertama: Uang kertas adalah surat piutang yang dikeluarkan oleh suatu negara, atau 
instansi yang ditunjuk. Di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini ialah syeikh Muhammad 
Amin As Syangithy rahimahullah, Ahmad Husaini dan penulis kitab Al Fighu "Ala Al Mazahib Al Arba'ah 
(baca Adwa'ul Bayan oleh asy-Syingithy 8/500, Bahjatul Musytaag Fi Hukmi Zakaat al-Auraag, dan al- 
Fighu 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah 1/605). 


Pendapat ini lemah atau kurang kuat, dikarenakan bila pendapat ini benar-benar diterapkan, 
berarti tidak dibenarkan membeli sesuatu yang belum ada atau yang disebut dengan pemesanan atau 
salam, karena menurut pendapat ini akad tersebut menjadi jual-beli piutang dengan dibayar piutang, 


dan itu dilarang dalam syari'at Islam. 


ASI 3 08 Gi Bl) 1 alay Ale AI laa sil 00 1 Lagi dil cm) ya Oa Le 
Ea JI 3 Slali ol5) MIL 


"Dari sahabat Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu “alaihi wa sallam, bahwasannnya 
beliau melarang jual-beli piutang dengan dibayar piutang." (HR. al-Hakim, ad-Daraguthny dan didhaifkan 


oleh al-Albany). 


Walaupun hadits ini dilemahkan oleh banyak ulama, akan tetapi larangan jual-beli piutang 
dengan pembayaran dihutang telah disepakati oleh para ulama (baca Majmu' Fatawa oleh Ibnu 
Taimiyyah 30/264, I'ilamul Muwagi'in oleh Ibnul Gayyim 3/340, Talkhishul Habir oleh Ibnu Hajar al- 
Asgalany 3/26). 


Pendapat kedua: Uang kertas adalah salah satu bentuk barang dagangan. Pendapat ini dianut 


oleh banyak ulama madzhab Maliky, sebagaimana ditegaskan dalam kitab al-Hawi 'Ala ash-Showy (Al- 


Hawi 'Ala ash-Showy Bi Hasyiyati asy-Syarh ash-Shaghir, 4/42-86). Dan di antara yang menguatkan 
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pendapat ini ialah Syaikh Abdurrahman as-Sa'dy rahimahullah (sebagaimana beliau nyatakan dalam 
kitab Fatawa as-Sa'diyyah, hal. 319-324). 

Sebagaimana pendapat sebelumnya, pendapat ini ketika diterapkan dan dicermati dengan 
seksama akan nampak berbagai sisi kelemahannya, di antaranya ialah pendapat ini akan membuka 
lebar-lebar berbagai praktik riba dan menggugurkan kewajiban zakat dari kebanyakan umat manusia. 
Hal ini dikarenakan uang yang berlaku pada zaman sekarang terbuat dari kertas, sehingga - 
konsekuensinya- tidak dapat di-giyas-kan dengan keenam komoditi riba di atas. Sebagaimana halnya 
zakat mal tidak dapat dipungut dari orang yang kekayaannya terwujud dalam uang kertas, berapapun 
jumlahnya, karena kertas bukan termasuk harta yang dikenai zakat, bila tidak dijadikan sebagai barang 


perniagaan. 


Pendapat ketiga: Uang kertas disamakan dengan fulus (yaitu alat jual beli yang terbuat dari 
selain emas dan perak, dan digunakan untuk membeli kebutuhan yang ringan. Biasanya terbuat dari 
tembaga atau yang serupa. Dan biasanya fulus semacam ini pada masyarakat zaman dahulu, berubah- 
rubah pengunaannya, kadang kala berlaku, dan kadang kala tidak), dan pendapat ini walaupun sekilas 
terlihat kuat, akan tetapi perbedaan fungsinya dengan uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang 
menjadikannya pendapat yang lemah. Sebab, fulus digunakan untuk membeli barang-barang yang 
sepele, berbeda halnya dengan uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang. 

Pendapat ketiga ini tidak jauh beda dengan dua pendapat sebelumnya, yaitu memiliki banyak 
kelemahan, di antaranya: pendapat ini tidak selaras dengan kenyataan, sebab uang kertas yang berlaku 
pada zaman sekarang ini berfungsi sebagai alat jual-beli, bukan hanya dalam hal-hal yang remeh dan 
murah, akan tetapi dalam segala hal, sampaipun barang yang termahal dapat dibeli dengannya. Tentu 
fenomena ini menyelisihi fenomena fulus pada zaman dahulu, yang hanya digunakan sebagai alat jual- 
beli barang-barang yang remeh. 

Pendapat keempat: Uang kertas merupakan pengganti uang emas dan perak. Dengan demikian, 
uang kertas yang beredar di dunia sekarang hanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu uang kertas sebagai 
pengganti emas atau perak. Pendapat ini merupakan pendapat kebanyakan ulama figih pada zaman 
sekarang. 

Walau demikian, pendapat ini tidak sejalan dengan kenyataan, sebab uang kertas yang beredar 
di dunia sekarang ini tidak sebagai pengganti emas dan perak, dan juga tidak ada jaminannya dalam 
wujud emas atau perak. Uang kertas berlaku hanya semata-mata diberlakukan oleh pemerintah 


setempat, bukan karena ada jaminannya berupa emas atau perak. 
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Ditambah lagi, pendapat ini tidak mungkin untuk diterapkan, terutama pada saat kita hendak 
tukar menukar mata uang, karena -menurut pendapat ini- kita harus terlebih dahulu menyelidiki, apakah 
asal-usul mata uang yang hendak kita tukarkan, bila sama-sama berasalkan dari uang perak, maka tidak 
dibenarkan untuk melebihkan nilai tukar salah satunya, dan bila berbeda asal-usulnya, maka boleh 
membedakan nilai tukarnya, walau harus dengan cara kontan. 

Pendapat kelima: Uang kertas adalah mata uang tersendiri sebagaimana halnya uang emas dan 
perak, sehingga uang kertas yang beredar di dunia sekarang ini berbeda-beda jenisnya selaras dengan 
perbedaan negara yang mengeluarkannya. 

Pendapat kelima inilah yang terbukti selaras dengan fakta dan mungkin untuk diterapkan pada 
kehidupan umat manusia sekarang ini (bagi yang ingin mendapatkan pembahasan panjang lebar tentang 
permasalahan hukum uang kertas, silakan membaca kitab: Al-Warag an-Nagdy oleh Syaikh Abdullah bin 
Sulaiman al-Mani', Majalah al-Buhuts al-Islamiyyah edisi 1 dan 39, dan Zakaat al-Ashum wa al-Warag an- 
Nagdy oleh Syaikh Shaleh bin Ghanim as-Sadlaan). 

Bila hal ini telah jelas, maka berikut beberapa fatwa Komite Tetap untuk Riset Ilmiyyah dan 


Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, seputar permasalahan jual beli valuta asing: 


Pertanyaan: 

Apakah hukum rriba berlaku pada fulus, dan pada mata uang lira Turky yang 
bergambarkan/berlogokan dengan gambar tertentu, baik yang terbuat dari kertas atau perunggu, 
demikian juga halnya dengan mata uang reyal Saudi Arabia, atau tidak berlaku? Sebagaimana dijelaskan 
dalam kitab-kitab syariat (kitab figih): uang fulus (uang logam) tidak berlaku padanya hukum riba. Dan 
sebagaimana dinyatakan oleh Imam asy-Syafi'i dalam kitab (Al-Umm), “Dan bahwasannya fulus bukanlah 
sebagai alat untuk menghargai barang-barang yang dirusakkan (oleh orang lain), karena fulus tidak wajib 


dizakati, dan tidak berlaku padanya hukum riba." 


Jawaban: 

Pada pertemuan yang telah lalu, Komite Kibarul Ulama telah mengkaji permasalahan uang 
kertas, dan telah menetapkan suatu keputusan dengan cara suara terbanyak, di antara point keputusan 
tersebut ialah: 

Pertama: Kedua macam riba dapat berlaku pada uang kertas, sebagaimana kedua macam riba 
berlaku pada emas dan perak, dan alat jual beli lainnya, seperti fulus. Keputusan ini berartikan sebagai 


berikut: 
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a. Tidak dibolehkan sama sekali untuk memperjual-belikan uang kertas yang sama atau 
dengan uang kertas jenis lainnya dengan cara pembayaran dihutang, misalnya: menjual 
uang dolar Amerika dengan harga lima reyal Saudi atau lebih atau kurang dengan 
pembayaran dihutang. 

b. Tidak boleh menjual-belikan mata uang yang sama dengan cara melebihkan 
sebagiannya di atas sebagian yang lain, baik dengan pembayaran dihutang atau kontan, 
sehingga tidak dibolehkan -misalnya- menjual sepuluh reyal uang kertas Saudi dengan 


harga sebelas reyal uang kertas Saudi. 


c. Boleh memperjual-belikan sebagian uang kertas dengan sebagian uang kertas jenis lain 
dengan cara apapun, asalkan pembayaran dengan cara kontan. Sehingga, boleh menjual 
uang satu lira Suria atau Lebanon dengan uang satu reyal Saudi, baik yang terbuat dari 
logam atau kertas, atau dengan harga lebih murah atau lebih mahal. Dan boleh menjual 
satu dolar Amerika dengan tiga reyal Saudi atau lebih murah atau dengan lebih mahal, 
selama jual-beli tersebut dilakukan dengan cara kontan. Demikian juga boleh menjual 
satu reyal Saudi perak dengan harga tiga reyal Saudi kertas, atau lebih mahal atau lebih 
murah, bila itu dilakukan dengan cara kontan. Karena, yang demikian itu dianggap 
menjual satu jenis uang dengan uang jenis lainnya, dan kesamaan dalam nama akan 
tetapi berbeda hakikat tidak ada pengaruhnya. 

Kedua: Wajib menzakati uang kertas bila nominasinya telah mencapai nishab termurah, baik 
nishab emas atau perak, atau nishab digenapkan dengan uang lainnya atau dengan barang perniagaan, 
selama barang tersebut adalah milik penjualnya. 

Ketiga: Boleh menjadikan uang kertas sebagai modal dalam akad salam/pemesanan dan juga 


dalam serikat dagang. 


Wabillahit taufig, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, 


keluarga dan sahabatnya (Majmu' Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah 13/442, fatwa no. 3291). 


Pertanyaan: 
Sebagaimana yang Anda ketahui, bahwa di antara bentuk perniagaan yang ada di masyarakat, 
terutama yang terjadi sesama mereka sekarang ialah memperjual-belikan berbagai mata uang 


sebagiannya dengan sebagian yang lain. Misalnya, uang dolar dijual dengan uang reyal, reyal dijual 
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dengan poundsterling, dan poundsterling dibeli dengan dinar Kuwait, dan demikian seterusnya. 
Sebagaimana diketahui, bahwa masing-masing mata uang memiliki harga jual dan harga beli dengan 
mata uang lokal, yaitu reyal bagi masyarakat Saudi Arabia. Seandainya kita -misalnya- menginginkan 
menjual uang dolar yang kita miliki ke salah seorang pedagang falas, maka ia akan membelinya dengan 
harga 3,25 (tiga reyal koma dua puluh halalah/sen). Akan tetapi, bila kita hendak membeli darinya uang 
dolar, niscaya ia akan menjualnya kepada kita dengan harga 3,30 (tiga reyal koma tiga puluh 
halalah/sen). Yaitu, antara harga jual dan beli terpaut lima halalah/sen. Melihat transaksi yang berjalan 
semacam ini, kami hendak bertanya kepada Anda tetang beberapa pertanyaan berikut: 
a. Apakah transaksi di atas benar dan boleh menurut syariat, dan apakah kita dapat 
menamakannya dengan jual-beli? 
b. Bila transaksi tersebut boleh, maka apa dalil yang membedakan antara mata uang 
dengan komoditi riba yang -sebagaimana yang Anda ketahui- tidak dibolehkan untuk 


melebihkan salah satunya ketika dibarterkan? 


Jawaban: 

Jawaban pertanyaan A: Transaksi tersebut merupakan transaksi antara dua komoditi riba, dan 
transaksi itu dibolehkan asalkan dilakukan dengan cara kontan, walaupun terjadi perbedaan antara 
keduanya: dikarenakan perbedaan jenis antara keduanya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi shallallahu 


“alaihi wa sallam: 


Sob Gol yaa V3 Kosan Ce Lapan Laki Yg Uas Nia YI MAh ANN | gagii Y 
GAKAI og) Ljalis Lil Ugia Lgngsi Yg cuang Gale lantang Igti Yg (Jia Dia Y) 


Aung 


"Janganlah engkau jual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau 
lebihkan sebagiannya di atas sebaian lainnya. Janganlah engkau jual perak ditukar dengan perak 
melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau lebihkan sebagiannya di atas sebaian lainnya. Dan 
janganlah engkau jual sebagiannya yang diserahkan dengan kontan ditukar dengan lainnya yang tidak 
diserahkan dengan kontan." (HR. Al-Bukhary dan Muslim). 

Dan uang kertas dihukumi sama dengan kedua mata uang: emas dan perak. Dan uang kertas 
yang disebutkan dalam pertanyaan berbeda jenisnya, sehingga boleh untuk dilebihkan sebagian dari 


sebagian lainnya. Karena, setiap mata uang kertas dianggap sebagai satu jenis tersendiri selaras dengan 
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negara yang mengeluarkannya. Akan tetapi, transaksi tersebut harus dilakukan dengan cara kontan: 
dikarenakan Nabi shallallahu “alaihi wa sallam melarang dari memperjual-belikan sebagiannya yang tidak 
hadir ketika transaksi dengan sebagian lainnya yang telah hadir pada saat transaksi berlangsung. Dan 
transaksi ini disebut dengan Ash-Sharfu (tukar-menukar), dan itu adalah salah satu bentuk akad jual-beli. 

Jawaban pertanyaan B: Demikian juga halnya dengan komoditi riba lainnya, seperti gandum, 
sya'iir, kurma, dan kismis, boleh untuk menukarkan di antaranya walau sama jenisnya dengan syarat 
sama timbangannya dan dengan cara kontan pada waktu akad berlangsung. Dan boleh melebihkan 
sebagiannya bila berbeda jenis, asalkan transaksi dengan cara kontan, tidak ada yang ditunda dari saat 
transaksi berlangsung. Dan diharamkan untuk melebihkan sebagiannya, baik akad dilakukan dengan 
kontan atau dihutang bila jenis kedua barang adalah sama, dan haram menunda salah satu barang (yang 
dibarterkan), baik kedua barang sama jenis atau berbeda, demikian juga haram menunda salah satunya, 
kecuali bila salah satu komoditi riba tersebut berupa uang, sedangkan barang lainnya berupa selain uang, 
sebagaimana halnya yang terjadi pada transaksi salam (pemesanan) atau penjualan yang denganbayaran 


dihutang. 


Wabillahit taufig, dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, 


keluarga dan sahabatnya (Majmu' Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah 13/439, fatwa no. 3037). 


Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri 
Artikel: www.pengusahamuslim.com 


725 


Adakah Riba Pada Uang Kertas? 


Kebanyakan ulama', di antaranya yang tergabung dalam ketiga mazhab: Maliki, Syafi'i dan 


Hambali, menegaskan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak karena keduanya adalah alat 


untuk jual beli, dan sebagai alat ukur nilai harta benda lainnya. Dengan demikian, kegunaan emas dan 


perak (dinar dan dirham) terletak pada fungsi ini, tidak hanya pada nilai intrinsik bendanya. (Baca Al 


Mughi oleh Ibnu Gudamah 6/56, As Syarhul Kabir oleh Abul Faraj Ibnu Audamah 12/12, Majmu' Fatawa 


Ibnu Taimiyyah 29/471 dan Al Fatawa Al Kubra 5/391) 


Di antara hal yang menguatkan penjelasan ini ialah fakta sejarah uang dinar dan dirham. Sejarah 


telah membuktikan bahwa nilai ekstrinsik dinar dan dirham bersifat fluktuatif layaknya nilai mata uang 


kertas zaman sekarang. Perubahan nilai uang dinar dan dirham dipengaruhi oleh berbagai faktor 


ekstenal, diantaranya: 


1. 


Banyaknya pemalsuan uang dinar dan dirham. Al Mawardi pada kitabnya Al Ahkaam As 
Sulthaniyah mengisahkan bahwa bersama redupnya kejayaan bangsa Persia redup pula mata 
uang mereka, akibat dari banyaknya pemalsuan mata uang mereka, yang kala itu berupa dinar 
dan dirham. 

Bahkan Ibnu Atsir dalam kitabnya Al Kamil mengisahkan bahwa pada tahun 462 H, pemalsuan 
mata uang merajalela, sehingga Khalifah yang berkuasa kala itu memerintahkan agar 
dicantumkan nama putra mahkota pada setiap mata uang dinar, dan selanjutnya dinar ini 
dikenal dengan dinar Al Amiri. Dan agar tindak pemalsuan uang tidak berkepanjangan, ia 
melarang masyarakat menggunakan mata uang selain mata uang dinar yang baru ini. 

Banyaknya pemotongan uang dinar dan dirham yang kemudian diubah fungsinya menjadi 
perhiasan atau batangan atau lainnya. Tindak kejahatan ini menjadikan mata uang menjadi 
langka sehingga nilainya melambung tinggi. 

Keadaan semacam ini tentu menyusahkan masyarakat, karenanya para ulama' 
melarang/mengharamkan perbuatan ini. Dan bahkan para khalifah sejak dahulu bersikap 
terhadap para pelaku kejahatan ini. Dikisahkan bahwa Marwan bin Al Hakam berhasil 
menangkap seseorang yang memotong-motong (merusak) mata uang dirham. Dan iapun 
menjatuhkan hukuman yang tidak tanggung-tanggung, yaitu berupa potong tangan. 

Gubernur kota Madinah, yang bernama Aban bin Utsman, juga bersikap keras kepada para 
perusak (dinar dan dirham -ed). Ia menghukumi mereka dengan dicambuk sebanyak 30 kali, lalu 


mereka diarak keliling kota. 
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Seusai menyebutkan kisah kedua ini, Al Mawardi dalam kitab Al Ahkaam As Sulthaniyah 
menyatakan: "Apa yang dilakukan oleh Aban bin Utsman adalah tindakan yang tepat, ia tidak 
melampaui batas yang berlaku pada hukum ta'zir. Sedangkan menjatuhkan hukuman ta'zir atas 
tindak pemalsuan ini dibenarkan." 

3. Hukum pasar, yang terwujud pada perbandingan antara penawaran dan permintaan (supply and 


demand). 


Ahli sejarah, diantaranya Ibnul Atsir dalam kitabnya Al Kamil fi At Tarikh mengisahkan bahwa 
pada tahun 329 H, terjadi paceklik, sampai-sampai rumah atau tanah yang sebelumnya seharga 1 dinar, 
hanya laku dijual 1 dirham. 

Ibnu Katsir dalam kitabnya Al Bidayah wa An Nihayah mengisahkan bahwa pada tahun 462 H di 
Mesir terjadi paceklik yang luar biasa. Begitu parahnya paceklik yang terjadi, sampai-sampai penduduk 
setempat memakan bangkai dan anjing. Kala itu, seekor anjing dijual seharga 5 dinar. 

Anda bisa bayangkan, betapa jatuhnya nilai mata uang kala itu, sehingga anjingpun dibeli 
seharga 5 dinar. 

Dengan demikian, tidak ada alasan untuk membedakan antara dinar dan dirham dari mata uang 
kertas yang berlaku sekarang ini. 

Bila anda pikirkan matang-matang, sejatinya faktor utama yang menyebabkan terjadinya 
kekacauan pada mata uang kertas zaman sekarang bukan karena letak nilai jualnya. Akan tetapi pada 
sikap dan ulah umat manusia sendiri. Ambisi umat manusia zaman sekarang telah melebihi segala 
batasan, sampai-sampai uang yang sejatinya menjadi alat ukur nilai kekayaan, turut mereka jadikan 
sebagai komoditi perniagaan. Akibatnya umat manusia kehilangan alat ukur yang baku. Yang tersisa 
hanyalah ambisi dan keserakahan untuk mengeruk keuntungan. Tidak heran bila mereka menempuh 
cara-cara yang tidak terpuji demi melampiaskan ambisi mereka. Tidak jarang mereka merekayasa suatu 
kondisi untuk menjatuhkan nilai mata uang suatu negeri, agar selanjutnya mereka bisa mengeruk 
keuntungan dari bencana yang menimpa negeri tersebut. 

Andai, mata uang yang berlaku zaman sekarang tidak diperdagangkan, kecuali pada batas yang 
sempit, yaitu bila benar-benar ada keperluan dan dengan ketentuan yang telah digariskan dalam syari'at, 
yaitu: 

1. Pembayaran kontan. 
2. Dan dalam jumlah yang sama bila pertukaran antara mata uang yang sama jenis, atau dengan 


pembayaran kontan walaupun berbeda jumlah bila pertukaran antara mata uang yang berbeda 
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jenis, niscaya tidak terjadi kekacauan seperti yang kita alami saat ini. 


Dengan demikian anggapan bahwa bunga perbankan yang ada pada zaman sekarang halal, 
karena sebagai antisipasi terhadap terjadinya perubahan nilai mata uang, tidak benar adanya. 
Perubahan nilai mata uang, baik uang kertas atau uang emas, telah terjadi sejak zaman dahulu kala, 
akibat dari beberapa faktor yang disebutkan di atas dan juga lainnya. 

Untuk membuktikan kepada para pembaca tentang fenomena mata uang dinar dan dirham 
pada zaman dahulu, marilah kita menyimak kisah sahabat Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhuma. 
Dikisahkan, beliau bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Aku biasa berdagang onta 
di daerah bagi'. Aku menjual dengan harga dinar, akan tetapi ketika pembayaran aku menerima 
pembayaran dengan uang dirham. Dan kadang kala sebaliknya, aku menjual dengan harga dirham, akan 
tetapi aku menerima pembayaran dengan uang dinar. Demikianlah, aku menjual dengan mata uang ini, 
akan tetapi ketika pembayaran aku menerimanya atau membayarnya dalam bentuk mata uang lainnya." 
Menanggapi pertanyaan sahabatnya ini, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak 
mengapa engkau melakukan hal itu dengan harga yang berlaku pada hari itu juga, asalkan ketika engkau 
berpisah (dari lawan transaksi) tidak tersisa sedikitpun pembayaran yang harus dibayarkan." (Riwayat 
Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya. Menurut banyak ulama' jalur sanad hadits ini sejatinya hanya berhenti 
pada sahabat Ibnu Umar) 

Kisah ini telah menjadi bukti nyata bahwa nilai mata uang dinar dan dirham bersifat fluktuatif, 
naik dan turun selaras dengan perubahan berbagai faktor terkait. 

Dengan demikian, adanya perubahan nilai mata uang bukanlah alasan berlakunya hukum riba 
pada dinar dan dirham. Akan tetapi alasan berlakunya hukum riba pada keduanya, karena keduanya 
sebagai alat ukur nilai harta kekayaan. Diberlakukannya hukum riba pada keduanya, bertujuan untuk 
menjaga kestabilan hidup umat manusia, sehingga nilai harta kekayaan mereka stabil dan benar-benar 
riil dan selaras dengan hukum pasar yang berlaku pada setiap masa. Sebagaimana dengan hukum ini, 
masyarakat dapat terhindar dari kejahatan dan ambisi segelintir orang yang berjiwa keji, yang berusaha 
mempermainkan kehidupan mereka. 

Ditambah lagi, anggapan bahwa nilai mata uang akan senantiasa turun sejatinya adalah salah 
satu belenggu para rentenir yang dililitkan pada leher masyarakat. Mereka menghembuskan bisikan 
"MADESU": Masa Depan Suram, dengan demikian, masyarakat dengan mudah digiring masuk ke jaring- 


jaring riba. 
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Bila anda cermati dengan seksama, sebenarnya nilai mata uang tidak selalu bergerak menyusut 
turun, akan tetapi bergerak dinamis, naik dan turun. 

Kesimpulan ini semakin kuat dengan fakta yang terjadi dalam dunia figih kontemporer. Dapat 
dikatakan bahwa seluruh ulama' kontemporer atau kalaupun tidak seluruh mereka, maka mayoritas dari 
mereka mengharamkan bunga bank. 

Belum lagi bila ditinjau di sisi lain, yaitu dari jenis transaksi yang mengikat antara bank dengan 
nasabah. Nyata-nyata akad yang mengikat antara mereka sejatinya adalah akad hutang piutang. 

Dalam syari'at Islam, akad hutang piutang digolongkan ke dalam akad sosial, yang biasanya 
bertujuan memberikan uluran tangan kepada orang yang sedang dalam kesulitan. Karenanya, tidak 


dibenarkan adanya bunga atau riba atau keuntungan padanya. 


CA Sada Jia ja GA HJ Kakan gap AA ye Cajili iyaa Can JB Bay cal Me 
sana Callaild $Ay8 (elu Amuna (3d Celunig ls 3 date dil ola Al Jom) Ad Kaya FS 
GOR Lea UI KI ASI IA JI Loan Calon yi sianlol 3 la gan Alai 
Ayam gai Alia g da oil da IA Jah II sa Ga Sami Ol AJI laa ya Uls 

tas! 9 SBI ol) .Uea8 Lag All Siti Gila 


Dari Abu Burdah, ia mengisahkan: "Aku tiba di Madinah, lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam, 
maka beliau berkata (kepadaku): 'Mari singgah ke rumahku, dan akan aku hidangkan untukmu minuman 
di bejana yang pernah digunakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk minum, dan engkau 
dapat menunaikan sholat di tempat yang pernah beliau gunakan untuk shalat." Maka akupun pergi 
bersamanya. Selanjutnya ia menghidangkan untukku minuman dari gandum (sawig), dan kurma. Lalu 
aku menunaikan sholat di tempat ia sholat (musholla dalam rumah-pen). Selanjutnya beliau berpesan 
kepadaku: 'Sesungguhnya engkau tinggal di suatu negeri yang padanya praktek riba merajalela, dan 
sesungguhnya di antara pintu-pintu riba ialah: Seseorang dari kalian memberikan piutang hingga tempo 
tertentu, dan bila telah jatuh tempo, penghutang (debitur) datang dengan uang yang ia hutang sambil 
membawa serta keranjang yang berisikan hadiah. Hendaknya engkau menghindari keranjang beserta 


isinya itu."" (HR Bukhari dan al-Baihagi). 


Dan para ulama' ahli figih telah menuangkan ketentuan ini dalam suatu kaidah yang sangat masyhur, 


yaitu: 
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M3) sea basi ya AS 
"Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba." (Baca Al- 


Muhazzab oleh As Syairazi 1/304, Al-Mughni oleh Ibnu Oudamah 4/211&213, Majmu Fatawa Ibnu 
Taimiyyah 29/533, Ghamzu 'Uyun al-Basha'ir 5/187, As-Syarhul Mumthi' 9/108-109 dan lain-lain) 


Adapun anda merasa berdosa atau tidak merasa bila memungut bunga perbankan, maka itu 
tidak dapat dijadikan dasar hukum. Hukum Syari'at halal dan haram hanya bisa ditentukan melalui study 
terhadap dalil-dalil dari Al @ur'an dan As sunnah, dan bukan melalui perasaan atau persepsi manusia. 
Betapa banyak orang yang berbuat dosa, akan tetapi ia tidak menyadarinya, bahkan sebaliknya ia 


merasa berbuat baik. 


038 


al Gaia Ah LAN SUAN b Apik Ula Gaal (103) VUsel Gasal, AKU Us US 
Aga api pai UB Allan alan Alay Aga) ALL 3 AS adl lala (TOP Vena Cg 


GR Las SUN AKAN IS Lag pipa ad ga Sl (1051 673 Aaluall 
Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi 
perbuatannya" Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang 
mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang kufur 
terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan- 
amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat. 
Demikian balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka 


menjadikan ayat-ayat-Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai bahan perolok-olokan. (Os. Al Kahfi: 103-106) 


Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba-Nya yang senantiasa patuh 


dan taat yang senantiasa berkata: 


Tg nba Waka 3 H5 KA Ag AN 13 IS) Gaga US DS La 
3 A Ir 1 ad 
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"Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar 
Rasul mengadili diantara mereka ialah ucapan: 'Kami mendengar dan kami patuh'. Dan mereka itulah 


orang-orang yang beruntung." (Os. An Nur: 51) 


Wallahu Ta'ala a'alam bisshawab. 


Penulis: Ustadz Muhammad Arifin Badri, M.A. 


Artikel www.pengusahamuslim.com 
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Tarik Menarik Bea Cukai 


Hal ini termasuk dalam firman Allah Ta'ala: 


2 Mo yAL 014 he to IA 04 .. RE , BOR ea @ PANAI Lean -. 3 a -4 
adl Las el AI GAN yana ANN Susana Ud Oo yallas Gaal) le Unpad! Uas) 
“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di 


muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adzab yang pedih.” (Os. Asy-Syuura: 42) 


Pihak bea cukai beserta para pegawainya, baik pemungut cukai, sekretaris, saksi, dan orang yang 
menimbang maupun yang menakarnya, merupakan orang-orang yang mempermulus kezaliman. Bahkan, 
mereka telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Pasalnya, mereka mengambil sesuatu yang bukan 
menjadi haknya dan memberikan kepada orang yang tidak berhak. Oleh karenanya, pelaku cukai ini 
tidak akan masuk surga, karena dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram. Dari manakah orang yang 
mengambil cukai ini akan mengembalikan hak kepada pemiliknya nanti pada hari kiamat? Jika nanti ia 
mempunyai kebaikan, maka kebaikan tersebut akan diambil dan ia masuk dalam kategori sabda 
Rasulullah shalallahu “alaihi wa sallam yang terdapat dalam sebuah hadits yang berbunyi, “Tahukah 
kalian kriteria oarng yang pailit itu?” 

Mereka menjawab, “Wahai Rasulullah, menurut kami orang yang pailit adalah orang tidak mempunyai 
dirham maupun barang lain.” 

Maka, beliau bersabda, “Sesungguhnya orang yang merugi dari umatku nanti adalah orang yang 
datang di hari kiamat dengan membawa pahala shalat, zakat, dan puasa. (Tetapi) ia telah menghina 
orang ini, memukul orang itu, dan mengambil harta orang ini. Maka, orang ini akan mengambil 
kebaikannya, yang ini mengambil kebaikannya, dan yang ini juga mengambil kebaikannya. Jika 
kebaikannya habis sebelum terbayar semuanya, maka dosanya akan dilemparkan kepadanya dan 
akhirnya ia akan dicampakkan ke dalam Neraka.” (HR. Muslim dan lainnya) 

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ali bin Zaid dari Hasan dari Utsman bin Abul Ash, ia 
berkata: Saya mendengar Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Dawud 'alaihissalam adalah 
seorang nabi Allah mempunyai satu waktu untuk membangunkan keluarganya, ia berkata, “Wahai 
keluarga Dawud, bangun dan shalatlah. Karena sesungguhnya pada waktu ini Allah akan mengabulkan 
doa, kecuali bagi para tukang sihir dan Al-'Asysyar (orang yang memungut sepersepuluh harta orang 


,. 


lain). 
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Orang yang memungut cukai dapat disebut Al-'Asysyar (orang yang memungut sepersepuluh 
harta orang lain). Al-Baghawi rahimahullah berkomentar, “Yang dimaksud pelaku cukai adalah orang 
yang mengambil (harta) sebagai cukai dari para pedagang yang melewatinya dengan nama Al-Usyur atau 
zakat.” 

Al-Hafizh Al-Mundziri juga berkomentar, “Adapun saat ini, mereka mengambil cukai dengan 
nama Al-Usyur dan ada yang mengambil cuka tanpa menggunakan nama sama sekali. Bahkan, mereka 
mengambilnya dengan haram dan mereka memasukkan api ke dalam perut mereka sendiri. Hujjah 
mereka terbantahkan di hadapan Rabb mereka. Bagi mereka, kemarahan Allah Ta'ala dan adzab yang 
sangat pedih.” 


As-Siraj Al-Balgini pernah ditanya tentang sabda Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam yang berbunyi: 


kentSa a Up "31 A53 Ta Al 


“(Perempuan yang berzina itu) telah bertaubat dengan taubat yang benar. Sekiranya pemungut cukai 


bertaubat dengan taubatnya (tentu Allah akan mengampuninya)...” (HR. Muslim) 


Apakah yang disebut dengan Al-Makkas (pemungut cuka) itu orang yang sudah dikenal oleh 
banyak orang yang memungut cukai dari barang-barang dagangan atau yang lainnya? 

la menjawab, “Yang disebut Al-Makkas (pemungut cukai) adalah semua yang berlaku seperti 
pemungut cukai dan semua yang melaksanakan caranya yang keji itu. Secara eksplisit, maksud sabda 
Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam tentang pemungut cukai yang dosanya sangat besar adalah 
pemungutnya dan juga yang berbuat seperti perbuatannya. Dari hadits ini jelaslah, bahwa orang yang 
telah memungut cukai akan diterima taubatnya. Dan, orang yang telah mengawali perbuatan buruk 
akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang telah berbuat seperti dirinya selama ia belum 
bertaubat. Jika ia bertaubat, maka ia tidak mendapatkan dosa orang yang melaksanakan perbuatan 
seperti dirinya.” 


Al-Wahidi telah menyebutkan dalam kitab Tafsir-nya tentang firman Allah Ta'ala: 


.. al, Sp Ge ginaY J3 


“Katakanlah, “Tidak sama yang buruk dengan yang baik...'.” (As. Al-Maidah: 100) 
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Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu “anhu bahwasanya ada seseorang yang berkata, “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya khamer adalah daganganku dan ia telah membuatku kaya. Apakah ia bisa 
bermanfaat untukku jika ia aku pergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?” Maka, 
Rasulullah shalallahu “alaihi wa sallam bersabda, “Jika kamu infakkan hartamu itu untuk haji, jihad, dan 
sedekah, maka hal itu di sisi Allah tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk. Sesungguhnya Allah 
hanya menerima yang baik.” Kemudian, Allah Ta'ala membenarkan sabda Rasulullah shalallahu “alaihi 


wa sallam dengan firman-Nya: 


al Ep Gin J3 


“Katakanlah, “Tidak sama yang buruk dengan yang baik...'.” (Os. Al-Maidah: 100) 
Hasan Al-Bashri dan Atha' berkomentar, “Maksudnya, halal dan haram.” 


Dalam hadits tentang seorang wanita yang telah menyucikan dirinya dengan hukuman rajam, 
Rasulullah shalallahu “alaihi wa sallam bersabda, “(Perempuan yang berzina itu) telah bertaubat dengan 
taubat yang benar. Sekiranya pemungut cukai bertaubat dengan taubatnya tentu Allah akan 
mengampuninya atau taubatnya akan diterima.” Pemungut cukai telah melakukan kekejian yang paling 
menjijikan. 

Dengan hadits ini, Lajnah Fatwa Saudi Arabia memutuskan tentang keharaman bekerja sebagai 
pegawai pabean (pemungut cukai) dengan syarat ia mengambil harta banyak orang secara batil. 
Termasuk dalam kategori ini adalah pajak gedung-gedung pencakar langit dan pajak harta peninggalan 
serta bentuk lainnya yang bertujuan mengambil harta orang lain tanpa dasar yang dibenarkan oleh 
syari'at. 

Sementara itu, Ibnu Abdussalam membolehkan bagi pemungut cukai dan sekretarisnya untuk 
mengambil gajinya dengan niat akan mengembalikan kepemilikannya. Kecuali bagi para ulama yang 


menjadi panutan orang-orang. Karena, biasanya orang-orang tidak menenggok niat mereka. 


Pembayaran cukai dan pajak tidak bisa menggantikan kewajiban zakat. 
Para ulama telah mengategorikan para pemungut cukai ini sebagai pencuri dan perampok yang 


ganas, bahkan lebih jelek dan keji. Para ulama menyatakan bahwa orang yang membayar cukai dengan 
niat sebagai zakat adalah perbuatan yang tercela, dan pembayaran tersebut sama sekali tidak bisa 


menggugurkan kewajiban zakat. Sekarang tinggal melihat, siapakah nanti yang akan mampu mengurangi 
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kezaliman, keburukan, dan kerusakan ini. Sebab, meminimalisir keburukan dan kerusakan serta 
memperbanyak kebaikan dan kedamaian merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala, terlebih lagi 
di saat syariat sudah hilang dan terjadi kerusakan setiap saat. Sebagaimana yang dilakukan raja Najasyi 
selalu seorang muslim yang mampu memimpin orang-orang kafir, meskipun pada saat itu ia jauh dari 
negara Islam dan Nabi shalallahu “alaihi wa sallam pun telah memujinya dan menshalatkan jenazahnya 


saat ia meninggal dunia. 


Sumber: Halal Haram dalam Bisnis Kontemporer, Dr. Sa'id Abdul Azhim, Al-Gowam 


Artikel: PengusahaMuslim.Com 


Penulis: Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri —hafizhahullah- 


Artikel: www.PengusahaMuslim.com 


Kategori: Hukum - Hukum Perdagangan 
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Menunda Gaji Pegawai 


Bukhari dan yang lainnya telah meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu 


"anhu yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu “alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Ta'ala berfirman: 


05 AE USB DA GG UROS, DEA ya le UAN IN Op la Ul 
Me 


“Tiga Jenis (manusia) yang Aku akan menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat, yaitu: seseorang yang 
memberi dengan nama-Ku, kemudian berkhianat: seseorang yang menjual orang yang merdeka (bukan 
budak), kemudian memakan uangnya: dan seseorang yang mempekerjakan pekerja dan telah 
diselesaikan pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya.” 

Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu “anhuma dan Thabrani 
meriwayatkan dari Jabi radhiyallahu “anhu serta Abu Ya'la juga meriwayatkan dari Abu Hurairah 


radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu “alaihi wa sa Ilam bersabda: 


aa aa ri 


“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” 


Para ulama telah menganggap bahwa menunda pembayaran gaji pekerja atau tidak 
memberikannya setelah pekerjaan diselesaikan, termasuk dosa besar berdasarkan ancaman yang sangat 
dahsyat ini. Karena, penundaan pembayaran dari orang yang kaya merupakan bentuk kezhaliman, 
sebagaimana yang disebutkan dalam pembahasan ghashab. Di antara bentuk kezalimannya adalah tidak 
memberikan sama sekali hak-hak pekerja, sedang para pekerja tidak memiliki bukti. Bahkan, terkadang 
membebaninya dengan pekerjaan atau menambah waktu kerja (lembur), tapi hanya memberikan gaji 
pokok saja tanpa membayar pekerjaan tambahan atau waktu lembur dengan memanfaatkan 
momentum minimnya lowongan pekerjaan dan kelemahan pihak pekerja. Terkadang pula, terjadi 
penundaan pembayaran gaji dan tidak memberikannya kecuali dengan usaha keras para pekerja dengan 
tujuan agar para pekerja melepaskan haknya dan tidak menuntuk haknya kembali. Atau, ada yang 
bermaksud menggunakan upah pekerja tersebut untuk usahanya dan mengelolanya, sedangkan si 


pekerja yang miskin tersebut tidak memiliki bahan makanan untuk diri dan keluarganya. 
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Termasuk kategori dosa besar adalah melarang orang-orang memanfaatkan sesuatu yang boleh 
digunakan oleh mereka baik secara umum ataupun khusus, seperti: tanah tak bertuan yang siapapun 
boleh memilikinya, jalan, masjid, tanah wakaf untuk orang miskin, dan barang tambang yang tidak 
tampak maupun yang tampak. Maka, bila ada seseorang yang melarang orang lain untuk 
memanfaatkannya, maka hal itu merupakan bentuk dosa besar, karena serupa dengan tindakan 
ghashab. Orang seperti ini, layaknya seseorang yang melarang orang lain untuk memilikinya. Sebab, 
orang yang berhak memanfaatkan sesuatu, maka ia juga berhak untuk memilikinya. Sebagaimana 
menahan hak milik seseorang termasuk dosa besar, maka perbuatan seperti ini pun hukumnya sama. 
Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan Al-Haitsami dalam kitabnya Az-Zawajir 'an Igtirafil Kaba'ir 


(1/263). 


Dalam sebuah hadits disebutkan: 
At aa tan tan taon 
“Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Abu Dawud, 


Nasai dan Tirmidzi, hadits hasan) 


Nasai juga meriwayatkan sebuah hadits yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban yang berbunyi: 


ika AI Gb Upin alga Callay al Ud AB Aa Ul Gal (ya 
“Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati, maka akan mendapatkan pahala. Dan, apa yang 


dimakan oleh burung dan binatang buas, maka itu merupakan sedekah baginya.” 


Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits dari Hasan bin Samurah dari Nabi shallallahu “alaihi wa 


sa Ilam, beliau bersabda: 
2 gi wa Ae Unila Jah Uya 
“Barangsiapa yang memberi tanda di bumi (yang tidak ada pemiliknya), maka bumi itu menjadi 


miliknya.” 


Para ulama telah sepakat bahwasanya orang yang menghidupkan tanah (yang tidak ada 
pemiliknya) merupakan sebab kepemilikan. Kebanyakan dari mereka tidak mensyaratkan adanya izin 


dari hakim. Hanya saja, sebaiknya tanah tersebut jauh dari keramaian, sehingga tidak ada yang 
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memilikinya. Ada yang berpendapat, bahwa barangsiapa yang memberikan tanda atau memberi garis 
pembatas (pada tanah yang tak ada pemiliknya), kemudian ia tidak merawatnya dengan diolah, maka 
sesudah tiga tahun gugurlah kepemilikannya. Jika ada seseorang yang merawat suatu tempat dengan 
prasangka tempat tersebut tidak ada pemiliknya, kemudian datang seseorang yang mengakui bahwa 
tempat tersebut adalah miliknya, maka ada dua pilihan: orang yang meramaikan tempat tersebut 
mengembalikan kepada pemiliknya, setelah ia mengambil bayaran dari pemilik atas apa yang ia lakukan, 
atau kepemilikan tanah tersebut menjadi miliknya setelah ia membayar harganya. Inilah yang terjadi 
pada masa Umar bin Khaththab dan Umar bin Abdil Aziz. Diperbolehkan bagi hakim yang adil untuk 
memberikan kepemilikan seseorang baik dari kepemilikan tanah, pertambangan dan sumur selama di 
dalamnya terdapat kebaikan. Namun, hal ini tidak diperbolehkan jika alasannya karena faktor ia senang 
kepada orang tersebut. Dalam sejumlah atsar disebutkan bahwa Nabi shallallahu “alaihi wa sa Ilam dan 
para Khulafaur Rasyidin serta orang-orang sesudahnya memberikan tanah kepada sekelompok orang. 
Akan tetapi, jika hal tersebut tidak ada manfaatnya dengan tidak dirawatnya tanah tersebut, maka 


pemberiannya tersebut dapat dicabut kembali. 


Sumber: Halal Haram dalam Bisnis Kontemporer, Dr. Sa'id Abdul Azhim, Al-Gowam 


Dipublikasikan oleh: PengusahaMuslim.Com 
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Bila Nilai Uang Berubah 


Misalnya, Pak A berutang pada Pak B sebesar 100 ribu rupiah, dengan jatuh tempo setelah tiga 
bulan. Pada saat berutang, mata uang 5 ribu rupiah senilai dengan satu dollar USA, harga emas ketika itu 
50 ribu per gram. Namun, pada saat utang jatuh tempo, nilai tukar rupiah berubah: 10 ribu rupiah senilai 
dengan satu dollar, dan harga emas per gram adalah 100 ribu rupiah. 

Ketika hendak melunasi utang, apakah Pak A harus menyesuaikannya dengan perubahan nilai 
tukar dollar dengan rupiah dan harga emas di pasaran, ataukah berpatokan dengan jumlah rupiah yang 
dahulu dia terima? Temukan jawabannya dari uraian berikut ini. 

Di masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, uang kertas belum dikenal. Alat pembayaran transaksi 
ketika itu adalah dengan menggunakan emas dan perak. Yang terbuat dari emas disebut dinar, 
sedangkan yang terbuat dari perak disebut dirham. Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas, sedangkan 
1 dirham sama dengan 2,975 gram perak. 

Oleh karena itu, para ulama menetapkan bahwa ketentuan syar'i yang berlaku untuk mata uang 
kertas itu sama persis dengan ketentuan untuk dinar dan dirham. 

Majma' Fikih Islami, yang bernaung di bawah OKI, dalam keputusannya no. 9 yang merupakan 
hasil muktamar Majma' yang ketiga, menegaskan bahwa, "Uang kertas itu dinilai sebagai mata uang dan 
memiliki fungsi sebagai alat pembayaran secara sempurna. Oleh karenanya, berlaku padanya ketentuan- 
ketentuan syar'i yang berlaku untuk emas dan perak, baik dalam masalah riba, zakat, transaksi salam, 
dan ketentuan yang lain." 

Adapun terkait dengan pelunasan utang, muktamar kelima Majma' Fikih Islami yang diadakan di 
Kuwait pada bulan Desember 1988 mengeluarkan keputusan yang ke-42, sebagai berikut: 

"Yang menjadi tolak ukur pelunasan utang yang diterima dengan menggunakan mata uang 
tertentu adalah semisal jumlah uang yang diterima dengan mata uang tersebut, tidak dengan nilai mata 
uang itu, karena utang itu dilunasi dengan yang semisal ketika diterima. Oleh karena itu, tidak 
diperbolehkan mengaitkan utang dalam mata uang tertentu dengan harga mata uang tersebut." 

Penjelasan tentang dalil yang menjadi pijakan dalam masalah ini bisa kita jumpai dalam 
penjelasan salah seorang ulama yang berasal dari Yaman, Syekh Abdullah bin Umar bin Mar'i. Beliau 
pernah mendapatkan pertanyaan sebagai berikut, "Seseorang berutang sejumlah uang, kemudian nilai 
mata uang naik, maka apakah debitur ini harus membayar dengan jumlah pertama ataukah dengan 
jumlah saat mata uang tersebut naik?" 

Jawaban beliau, "Dia harus membayar sesuai dengan jumlah yang diambilnya, sedangkan naik 


atau turunnya nilai mata uang tersebut tidaklah berpengaruh pada utangnya. Misalnya ada orang yang 
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berutang satu juta rupiah. Ketika berutang, nilai satu juta sama dengan USS 150. Kemudian, ketika dia 
hendak membayar utang, nilai satu juta sama dengan USS 100. Maka, kita katakan bahwa dia harus 
membayar satu juta rupiah sebagaimana yang telah diambilnya, sedangkan turunnya nilai mata uang 
tidak teranggap dalam hal ini. 

Disebutkan dalam sebuah hadits dari Ibnu Umar, yang sanadnya lemah tapi maknanya benar 
menurut mayoritas ulama, (yaitu hadits) tentang penukaran mata uang, yang makna hadits tersebut 


adalah, 'Tukar-menukar dinar diperbolehkan jika dengan harga saat itu (yaitu saat diambil). 


Dari potongan hadits ini, para ulama mengambil dua kesimpulan hukum: 

Kesimpulan pertama. Jika dibayar dengan mata uang yang sama dengan saat berutang, maka 
jumlah harus tetap demikian, tanpa menimbang bertambah dan berkurangnya nilai mata uang 
tersebut. 

Adapun, jika seseorang berutang sebesar 100 real saudi (yang saat itu senilai dengan 
200 ribu rupiah), lalu dia akan melunasi utangnya saat nilainya telah berubah, maka dia boleh 
membayar sebesar 100 real itu sendiri atau dengan rupiah senilai 100 real pada saat sekarang. 

Dalam masalah seperti ini, sepatutnya disadari bahwa siapa saja yang membantu orang 
lain dengan mengutanginya, maka dia harus siap menerima risiko pemberian utang tersebut. 
Misalnya, terjadi perubahan nilai mata uang atau yang berutang dalam kesempitan finansial, 
maka orang yang mengutangi harus rela untuk memberi tempo sampai orang tersebut memiliki 
kemampuan untuk melunasi utangnya. 

Persoalan ini telah dijawab sebagaimana jawaban di atas, oleh guru kami Syekh Ubaid 


al-Jabiri, ketika mata uang Yaman jatuh. 


Kesimpulan kedua. Ketika mata uang yang digunakan selama ini tiba-tiba dicabut dari 
peredaran, maka negara berkewajiban untuk menetapkan nilai mata uang yang dicabut tersebut 
saat ini. 

Dahulu, Yaman Selatan menggunakan mata uang dinar dan dirham, sedangkan Yaman 
Utara menggunakan mata uang real. Ketika dinar dan dirham dicabut dari peredaran secara 
resmi, sehingga seluruh Yaman menggunakan Real Yaman, maka orang-orang yang menanggung 
utang dengan dinar melunasinya dengan menggunakan Real, berdasarkan penetapan negara 


untuk nilai dinar yang menjadi kewajibannya. Dalam kondisi semacam ini, pemerintah memiliki 
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peranan penting untuk meniadakan sengketa di antara rakyatnya." (Bingkisan Ilmu dari Yaman, 


hlm. 240--242) 


Hadits yang beliau maksudkan adalah hadits berikut ini. 

Dari Ibnu Umar, "Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tunggu sebentar. Aku hendak 
bertanya. Aku menjual unta di Bagi'. Aku jual dengan dinar, namun aku ambil dengan dirham. Kadang, 
aku jual dengan harga dirham, namun aku ambil dalam bentuk dinar. Aku ambil ini dari itu, dan aku 
ambil itu dari ini." Rasulullah bersabda, "Tidak apa-apa jika engkau mengambilnya dengan harga pada 
hari itu, selama engkau tidak berpisah dengan pembeli dalam keadaan ada uang belum diserahkan.'" (Hr. 
Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim, dinilai shahih oleh Hakim. Lihat Bulughul 
Maram, no. 682) 

Imam Hakim mengatakan, "Shahih menurut kriteria Imam Muslim." Pernyataan beliau ini 
disetujui oleh Imam Dzahabi. Di samping itu, hadits di atas dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, dan dinilai 
hasan oleh as-Subki dalam Takmilah Majmu'. 

Ringkasnya, Syekh Abdullah al-Bassam mengatakan, "Hadits ini berstatus hasan." (Taudhih al- 
Ahkam: 4/297, Maktabah Asadi) 

Jadi, di samping ada yang menilai lemah terhadap hadits ini, sebagaimana yang dikatakan oleh 
Syekh Abdullah al-Mar'i di atas, tidak sedikit pula ulama yang menilai hadits tersebut sebagai hadits yang 
kuat, baik dengan kualitas shahih ataupun dengan kualitas hasan. 

Terkait dengan pelunasan utang dengan mata uang yang berbeda, maka pada asalnya pelunasan 
Utang itu dengan penggunaan mata uang yang sama dengan ketika menerima utang, karena orang yang 
berutang itu tidak memiliki kewajiban kecuali mata uang yang pernah dia terima. 

Termasuk yang terlarang adalah adanya kesepakatan antara pemberi utang dan penerima utang 
agar pelunasan menggunakan mata uang yang berbeda dengan mata uang yang dulu diterima. Terdapat 
keputusan Majma' Fikih Islami berkaitan dengan larangan ini, sebagaimana keputusan no. 75. 

Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan di awal namun semata-mata kerelaan yang melunasi 
utang, maka tidak mengapa, asalkan dengan harga pada hari ini, sebagaimana penjelasan di atas. 

Sebagai solusi, ketika dikhawatirkan bahwa nilai suatu mata uang akan jatuh, maka transaksi 
utang-piutang bisa dilakukan dengan menggunakan mata uang lain yang relatif lebih stabil, dengan emas 
atau perak, bisa juga dengan barang dagangan yang relatif tidak terpengaruh dengan inflasi. Namun, 


pelunasan utang disyaratkan dilakukan dengan barang semisal ketika dulu diterima. 
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Jadi, tidak boleh mengaitkan utang dengan berbagai faktor di luar utang, semisal harga emas 
atau perak, nilai mata lain, tingkat suku bunga, harga BBM, dan lain-lain. Hal ini tidak diperbolehkan, 
dengan dua alasan: 

1. Hal tersebut menyebabkan spekulasi dan ketidakjelasan yang keterlaluan karena kedua belah 
pihak tidak mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga salah satu syarat sahnya 
transaksi, yaitu kejelasan, menjadi tidak terpenuhi. 

2. Jika yang menjadi kaitan utang tersebut harganya cenderung naik, maka akan terjadi 
ketidaksamaan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dibayarkan. Jika ini menjadi 


kesepakatan di awal transaksi, maka terjadilah riba. 


Penulis: Ustadz Abu 'Ukkasyah Aris Munandar, S.S. 


Artikel: PengusahaMuslim.Com 


742 


Bila Zakat Diinvestasikan 


Karena menginginkan zakat benar-benar berfungsi secara efektif, maka ada sebagian kalangan 
yang mengusulkan agar harta zakat itu diinvestasikan. Artinya, harta zakat dari beberapa orang 
dikumpulkan, lalu dimanfaatkan untuk membuat suatu usaha industri. Keuntungan dari kegiatan industri 
ini dibagikan kepada sejumlah orang miskin setiap bulannya, secara rutin. Perlu diketahui, status 
kepemilikan usaha tersebut adalah milik bersama, namun pemilik tidak memiliki kewenangan untuk 
menjual bagiannya dari usaha tersebut. 

Inilah yang disebut dengan menginvestasikan zakat. Yaitu, suatu usaha untuk mengembangkan 
harta zakat dalam jangka waktu tertentu, dengan berbagai metode investasi yang diperbolehkan untuk 
mewujudkan kemaslahatan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Bagaimanakah hukum kreasi 
semacam ini? 

Investasi harta zakat bisa dibagi menjadi tiga kategori, yaitu investasi yang dilakukan oleh 
mustahig zakat (orang yang berhak menerima zakat) setelah dia menerimanya, atau dilakukan oleh 
muzakki (orang yang berkewajiban membayar zakat), atau dilakukan oleh penguasa atau pengganti 


penguasa yang memiliki wewenang untuk mengawasi pengumpulan harta zakat. 


1. Investasi zakat yang dilakukan oleh mustahig 
Para pakar figh menegaskan tentang bolehnya investasi harta zakat yang dilakukan oleh 


mustahig setelah dia menerima harta tersebut. Harta zakat yang sudah sampai ke tangan mustahig 
merupakan milik sempurna bagi mustahig. Karenanya, dia memiliki kewenangan penuh untuk 
mengelola harta tersebut, sebagaimana mengelola harta asli miliknya. Mustahig boleh saja 
memanfaatkan harta tersebut untuk membuat usaha investasi, membeli alat-alat kerja, dan lain-lain. 
Imam Nawawi mengatakan, “Para sahabat kami (para ulama Mazhab Syafi'i) berpendapat 
bahwa gharim (orang yang terlilit hutang) dibolehkan untuk memperdagangkan bagian zakat yang dia 
terima, jika bagian tersebut belum mencukupi untuk melunasi utangnya. Akhirnya, bagian zakat tersebut 


bisa cukup untuk melunasi hutang setelah dikembangkan.” (Al-Majmu': 6/210) 


2. Investasi zakat oleh muzakki 
Masalah ini berhubungan erat dengan apakah zakat wajib segera dibayarkan ataukah tidak. 


Mayoritas ulama berpendapat bahwa harta zakat wajib segera dikeluarkan, jika memang sudah sampai 
nishab dan atau genap satu tahun. Diharamkan menunda-nunda pembayaran zakat dari waktu wajibnya, 
kecuali memang ada alasan yang bisa diterima. 


Inilah pendapat yang lebih kuat karena beberapa alasan. 
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Allah berfirman, 
Palak YAA, 
“Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).” (Os. al- 


An'am: 141) 


Yang dimaksud dengan haknya dalam ayat ini adalah zakat, sedangkan perintah itu harus segera 


dilaksanakan. 


Sha il Ui laa 1 JB Aira die Al ema) Ca jl Op Anie Ul Sala al Us 
Cailk CS ) JA Ji gl Sala HA gl Cal ala Cash Ja ig yuli pemall alu 3 dale 
JAitamai Aya Upi Ca SA Adanaall Uya Dj Call 
Dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ugbah bin “Harits, “Nabi melaksanakan shalat ashar bersama kami, setelah 
selesai beliau segera masuk ke dalam rumah. Tak lama sesudah itu, beliau keluar rumah, lalu ada yang 
bertanya kepada beliau perihal penyebab beliau cepat-cepat pulang ke rumah. Beliau bersabda, 
“Kutinggalkan di rumah emas sedekah. Aku tidak suka emas tersebut bermalam di rumahku, karenanya 
segera kubagikan emas tersebut.” (Hr. Bukhari) 
As-Sarkhasi mengatakan, “Barangsiapa yang menunda pembayaran zakat tanpa alasan yang bisa 


diterima, maka persaksiannya tidak bisa diterima... Dalam zakat terdapat hak fakir. Menunda 


pembayaran zakat berarti menyengsarakan mereka.” (Al-Mabsuth: 3/233) 


3. Investasi zakat oleh penguasa atau badan amil 
Pada asalnya, harta zakat yang sampai ke tangan penguasa atau badan amil yang menggantikan 


tugas penguasa adalah segera dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, para pakar 
fikih kontemporer bersilang pendapat tentang masalah ini. 
Ada yang berpandangan bahwa boleh menginvestasikan harta zakat, baik jumlah harta zakat 
melimpah ataupun bukan. Diantara yang berpendapat semacam ini adalah Syekh Musthafa Zarga. 
Di antara alasan yang membolehkan adalah sebagai berikut: 
Alasan pertama. Memang, pihak-pihak yang berhak menerima zakat sudah ditentukan dalam Os. 
at-Taubah: 60, namun cara pembagian zakat kepada delapan golongan tersebut tidak diatur 
secara baku. Menunda pembayaran zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat hanyalah 


memeneij distribusi zakat, sehingga sah-sah saja secara syar'i. 


744 


Di samping itu, hal ini dikokohkan dengan beberapa hadits yang menunjukkan anjuran 
untuk bekerja, melakukan usaha yang produktif, dan menginvestasikan harta serta tenaga yang 
dia miliki. Semisal hadits dari Anas bin Malik. 

Inti hadits tersebut adalah ada seorang miskin yang barang agak berharga miliknya 
dilelangkan oelh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Barang-barang tersebut akhirnya laku 
seharga dua dirham. Nabi shallallahu “alaihi wa sallam perintahkan agar satu dirham untuk 
membeli makanan dan satu dirham yang lain untuk membeli kapak. Dengan kapak tersebut, 
orang tersebut bisa bekerja mencari kayu bakar lalu menjualnya. 

Setelah lima belas hari, orang tersebut bisa mengumpulkan uang sebanyak sepuluh 
dirham. Sebagiannya untuk membeli baju, dan yang lain untuk membeli bahan makanan. 

Jika penguasa diperbolehkan untuk menginvestasikan harta seorang fakir yang 
kebutuhan pokoknya belum terpenuhi, maka tentu penguasa boleh menginvestasikan harta 
zakat yang menjadi hak fakir miskin sebelum digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, namun hadits tersebut dinilai lemah oleh al- 
Albani dalam Dhaif Sunan Abu Daud no. 360 dan komentar beliau untuk Misykatul Mashabih no. 


1851. Sehingga, hadits tersebut tidak layak digunakan sebagai dalil. 


Alasan kedua. Oiyas dengan investasi zakat yang dilakukan oleh penerima zakat dan dikuatkan 
dengan hadits-hadist yang mendorong untuk mewakafkan harta dan memiliki sedekah jariyah. 
Jika pengelola tanah wakaf diperbolehkan untuk memberdayakan harta zakat demi 
kemaslahatan sasaran wakaf, maka seorang penguasa diperbolehkan untuk memberdayakan 


harta zakat. 


Alasan ketiga. Oiyas dengan pengelola harta anak yatim yang diperbolehkan untuk 
menginvestasikan harta anak yatim. Jika ini saja diperbolehkan, padahal benar-benar hal milik si 
yatim, maka diperbolehkan untuk menginvestasikan harta zakat sebelum diserahkan kepada 
yang berhak menerima, demi kepentingan orang-orang yang berhak menerima zakat. Harta 


zakat tidaklah lebih mulia jika dibandingkan dengan harta anak yatim. 


Alasan keempat. Berdalil dengan logika, meski pada asalnya hal ini tidak diperbolehkan, tetapi 


terdapat kebutuhan mendesak di zaman ini, dan dalam investasi zakat berarti mengamankan 
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sumber-sumber finansial yang permanen untuk memenuhi kebutuhan mustahig zakat yang 


semakin meningkat setiap harinya. 


Di sisi lain terdapat ulama yang melarang invesatasi zakat, semisal Dr. Wahbah Zuhaili. Alasan yang 
digunakan untuk mendukung pendapat ini adalah sebagai berikut: 
Alasan pertama. Investasi zakat dalam bidang industri, pertanian, dan perdagangan 
menyebabkan zakat tidak segera diterima oleh para mustahig karena harus menunggu 
keuntungan yang didapatkan. Singkat kata, hal ini menyebabkan penyelisihan terhadap 


pendapat mayoritas ulama, yang berpendapat bahwa zakat itu harus segera dibayarkan. 


Alasan kedua. Investasi zakat bisa menyebabkan harta zakat amblas, karena yang namanya 


investasi itu boleh jadi untung dan boleh jadi rugi. 


Alasan ketiga. Investasi zakat menyebabkan zakat tidak lagi dimiliki oleh individu. Sehingga, hal 
ini menyelisihi pendapat mayoritas ulama yang menyaratkan pemilikan individu dalam 
pembayaran zakat, karena dalam Os. at-Taubah: 60, Allah menyebutkan orang-orang yang 
berhak menerima zakat dengan menggunakan huruf “lam” yang menunjukkan adanya hak 


kepemilikan bagi yang menerima zakat. 


Alasan keempat. Investasi zakat menyebabkan banyak harta zakat yang habis untuk keperluan 


administrasi penunjang jalannya investasi. 


Ringkasnya, jika kita bandingkan dua pendapat di atas, tampak bahwa pendapat yang lebih kuat 
adalah pendapat ulama yang melarang untuk menginvestasikan harta zakat. Sehingga, zakat bisa 
diserahkan kepada fakir miskin dalam wujud uang tunai, dengan saran agar dijadikan sebagai modal 
usaha, bukan hanya untuk keperluan komsumtif atau dalam bentuk alat yang membantu profesi 
penerima zakat. 

Jika dalam bentuk tunai kita hanya bisa memberi saran, karena begitu harta zakat di terima 
orang miskin tersebut, maka harta tersebut telah menjadi miliknya dan dia mempunyai wewenang 


penuh dalam mengatur dan membelanjakan hartanya sendiri. 


Penulis: Ustadz Abu “Ukkasyah Aris Munandar, S.S. 
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Lika-Liku Korupsi Waktu 


Tg A og 3 0 3 Sat nu 0. - Se Ka Ega Bo go g La Fa “ AN aa & A LN ad 
Dalami Ak gi 3 alah JS Ig Cs sin Galih Ae IN NESI ISI Cadil Cpialaall Jia 
Allah berfirman, yang artinya, “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang 


yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar 


atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Os. Al-Muthaffifin: 1-3) 


Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata, “Muthaffifin adalah orang yang meminta hak 
mereka secara utuh namun mengurangi hak orang lain. Artinya, mereka mengumpulkan dua sifat, yaitu 
'syuhh' dan bakhil. Syuhh adalah menuntut hak secara penuh tanpa ada tawar-menawar, sedangkan 
bakhil adalah tidak mau melaksanakan kewajiban, yang dalam hal ini adalah menyempurnakan takaran 
dan timbangan. 

Contoh yang Allah berikan dalam ayat ini terkait dengan takaran dan timbangan adalah sekadar 
contoh, sehingga bisa dianalogkan dengan hal-hal yang serupa. Sehingga setiap orang yang menuntut 
haknya secara utuh namun tidak mau menunaikan kewajiban dengan baik termasuk dalam ayat di atas. 

Semisal seorang suami yang menuntut agar istrinya memberikan hak-hak suami secara utuh dan 
dengan penuh perhatian, namun giliran hak istri, dia tidak mau menunaikan dan memperhatikannya. 

Demikian pula, kita jumpai sebagian orangtua yang menginginkan agar anak-anaknya 
memberikan hak orangtua dengan utuh, yaitu berbakti kepada orangtuanya dengan harta, badan, dan 
semua bentuk bakti. Akan tetapi, mereka menyia-nyiakan hak anak mereka dan mereka tidak mau 
melaksanakan kewajiban sebagai orangtua. Kami katakana bahwa orangtua ini adalah muthaffif, 
sebagaimana suami model pertama juga muthaffif.” (Tafsir Juz “Amma, hlm. 93--95) 

Demikian pula, seorang pekerja atau pegawai yang menuntut agar mendapatkan gaji yang utuh, 
namun datang dan perginya sangat tidak tepat waktu juga termasuk muthaffif yang Allah tegur dengan 


teguran keras dalam ayat di atas. 


SEA Gpe Ke AA AAN G3 Alka die Hal Gea Ll DE UB KAA gi oa ya 


Dari al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah 
mengharamkan mendurhakai ibu, membunuh anak perempuan, dan mana'a wahat.” (Hr. Bukhari no. 


2408, dan Muslim no 4580) 
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Yang dimaksud “mana'a wahat” adalah tidak mau melaksanakan kewajiban, atau meminta hal 
yang bukan haknya. 

Seorang pegawai yang tidak menunaikan kewajibannya dengan baik, semisal dalam hal disiplin 
waktu, namun menuntut kompensasi yang lebih tinggi daripada pekerjaan yang dilakukan, 
dikhawatirkan termasuk dalam hadits di atas. 

Syekh Abdul Muhsin al-Abbad, pakar hadits dari kota Madinah saat ini, mengatakan, “Setiap 
pegawai dan pekerja wajib menggunakan jam kerjanya hanya untuk mengerjakan pekerjaan yang 
menjadi kewajibannya. Tidak diperbolehkan menggunakan jam kerja untuk urusan lain selain pekerjaan 
yang menjadi kewajibannya. 

Tidak boleh memanfaatkan seluruh jam kerja atau sebagian jam kerja untuk kepentingan pribadi 
atau kepentingan orang lain, jika tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Sesungguhnya, jam kerja 
tidak lagi menjadi milik pegawai atau pekerja tersebut, namun milik pekerjaan dengan kompensasi gaji 
yang didapatkan dari pekerjaan tersebut.” (Kaifa Yu 'addi al-Muwazhzhaf al-Amanah, hlm. 4) 

Al Mu'ammar bin Ali bin al Mu'ammar al-Baghdadi pernah menasihati Nizhamul Mulk, seorang 
menteri di masanya di Mesjid Jami' al-Mahdi. Di antara nasihat beliau, “Telah dimaklumi bersama, wahai 
pemuka Islam, bahwa setiap orang memiliki pilihan tentang apa yang diinginkan dan apa yang akan 
dilakukan. Jika mau maka dilanjutkan, dan jika tidak mau maka berhenti di tengah jalan. 

Adapun orang, dia memiliki jabatan tertentu, sehingga dia tidak memiliki hak pilihan dalam 
keinginan dan tindakan yang akan dilakukannya, karena orang yang memiliki jabatan di pemerintahan 
itu, pada hakikatnya adalah buruh yang telah menjual waktunya dengan kompensasi gaji yang diterima. 

Oleh karena itu, waktu siang hari (jam kerja) tidak bisa dipergunakan seenaknya sendiri. Dia 
tidak boleh melakukan shalat sunnah dan beri'tikaf sunnah (pada waktu jam kerja, pent) sehingga dia 
tidak memikirkan dan mengatur hal-hal yang menjadi kewajibannya. Hal itu dikarenakan, amal-amal 
tersebut bernilai sunnah sedangkan pekerjaan adalah kewajiban yang harus dikerjakan. 

Engkau, wahai pemuka Islam, meski engkau berstatus sebagai menteri namun hakikatnya 
engkau adalah pelayan masyarakat. Negara telah menggajimu dengan gaji yang besar supaya engkau 
menggantikan tugas negara di dunia dan di akhirat. 

Di dunia untuk mewujudkan kebaikan bagi kaum muslimin, sedangkan di akhirat untuk 
menjawab pertanyaan Allah. Engkau akan berdiri di hadapan Allah, lalu Allah akan berkata kepadamu, 
“Telah kuberikan kekuasaan kepadamu untuk mengatur negeri dan rakyat, lalu apa saja yang telah kau 
lakukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan?” (Dzail Thabagat al-Hanabilah, 


karya Ibnu Rajab: 1/43) 
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Sungguh sangat menyedihkan, banyak kaum muslimin yang melalaikan kewajiban ini. Seorang 
pegawai atau pekerja dengan santainya seakan tidak merasa berdosa pulang sebelum jam kerja berakhir 
dan terlambat tiba di tempat kerja, tanpa alasan yang jelas. Demikian pula, seorang guru namun jarang 


masuk kelas untuk menunaikan kewajibannya sebagai pengajar. 


Penulis: Ustadz Abu “Ukkasyah Aris Munandar, S.S. 


Artikel: PengusahaMuslim.Com 
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Biro Jasa 


Dalam bahasa Arab permasalahan hukum biro jasa disebut dengan masalah ta'gib. Gambaran 
permasalahannya adalah kita memiliki keperluan tertentu dengan perusahaan, instansi pemerintah atau 
yang lainnya. Akan tetapi kita tidak mampu menyelesaikan keperluan tersebut secara langsung. 
Akhirnya kita mewakilkan kepada biro jasa untuk menyelesaikan hal tersebut. Kompensasinya kita 
serahkan sejumlah uang kepada pihak biro jasa yang telah kita sepakati dengan pihak biro jasa. 
Bolehkah transaksi semacam ini? 

Transaksi ini adalah bagian dari perkara muamalah yang hukum asalnya ialah halal dan mubah 
sampai ada dalil yang mengubahnya. Dalam transaksi ini tidak terdapat dalil yang melarangnya bahkan 
terdapat dalil yang membolehkannya. Hakekat transaksi ini adalah wakalah (mewakilkan). Wakalah 
adalah transaksi yang dibolehkan dalam banyak dalil. 

Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah usaha biro jasa diperbolehkan. 
Hal ini kita tegaskan mengingat banyak biro jasa yang terjerumus dalam larangan baik mereka sadari 
ataupun tidak. 

Pertama: Tidak menyebabkan orang yang tidak berhak diberi pekerjaan mendapatan pekerjaan 
karena dia menggunakan jasa biro jasa. 

Jika hal ini terjadi maka itulah salah satu bentuk kezaliman karena ada unsur mengistimewakan 
orang yang tidak berhak mendapatan pengistimewaannya. Terlebih lagi jika pekerjaan tersebut adalah 
pekerjaan yang dibuka untuk umum semacam menjadi aparat keamanan, dokter negeri, hakim, guru 
dan yang lainnya. Lowongan pekerjaan semacam ini adalah hak orang yang paling kapabel dalam 
pekerjaan tersebut. Pemerintah memiliki kewajiban hanya mengangkat orang-orang yang layak untuk 
diangkat tanpa melihat siapa yang membawa. Bahkan di antara sebab rusaknya tatanan masyarakat 
adalah posisi-posisi penting sebagaimana di atas diserahkan kepada orang yang tidak layak 
mendudukinya. 

Oleh karena itu, jika memanfaatkan biro jasa itu menyebabkan diangkatnya orang-orang yang 
tidak kapabel maka memanfaatkan biro jasa dalam hal ini menjadi terlarang karena mengandung unsur 
kezaliman dan tidak menghendaki kebaikan untuk masyarakat banyak. 

Kedua: Tidak ada suap untuk aparat terkait 

Jika kita harus menyerahkan sejumlah uang kepada biro lalu biro menyerahan uang tersebut 
kepada aparat atau pejabat terkait agar aparat tersebut melaksanakan apa yang kita inginkan atau 
memberi prioritas pada keperluan kita maka memanfaatkan biro jasa mengurusan izin-izin yang kita 


perlukan hukumnya terlarang karena ada unsur yang terlarang dalam hal tersebut. Suap adalah haram 
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mengingat banyak dalil tentang hal ini, ditambah adanya konsesus ulama dalam hal ini. Amat 
disayangkan persyaratan ini sangat sering dilanggar. 

Ketiga: Pihak yang kita mintai tolong bukanlah pamong atau pegawai negeri yang memiliki 
kewajiban menyelesaikan keperluan kita 

Seorang PNS berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cuma-cuma. 
Dia tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan sampai diberi sejumlah uang oleh anggota 
masyarakat sebagai kompensasi untu pelayanan yang akan dia berikan. Uang untuk keperluan semacam 
ini adalah ghulul/harta yang didapat dari tindakan khianat dan termasuk risywah yang pelakunya 
dilaknat oleh Allah. Uang tersebut dinilai ghulul karena PNS tersebut telah mendapat gaji rutin bulanan 
dari pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada publik. 

Misal seorang aparat kepolisian membuka biro jasa pengurusan mutasi kendaraan bermotor. 
Anggota masyarakat yang memanfaatkan biro ini pelayanannya didahulukan. Sedangkan masyarakat 
yang tidak memanfaatkan biro tersebut urusannya dibuat menggantung dan tidak kunjung berakhir 
kecuali setelah didesak berkali-kali oleh yang bersangkutan. Menurut tinjauan hukum syariat perbuatan 
semisal ini hukumnya haram. 

Jika sebuah biro jasa memenuhi syarat di atas maka itu adalah pekerjaan yang halal tanpa 
diragukan mengikuti kaedah baku dalam masalah ini yaitu hukum asal muamalah adalah halal dan 


mubah. 


(Diolah dari Gawaid al Buyu' wa Faraid al Furu' karya Walid bin Rasyid al Saidan hal 12-14) 
Ustadz Aris Munandar 


Sumber: ustadzaris.com 
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Pandangan Syariat Terhadap Pajak dan Bea Cukai 


Pertanyaan: 


3 AKA Sa eat Jaa GI (SASI B ye a IN) AK ala 
aga Mg Cal palsy CA AN (Ae LS jamil Agan ji Jesami ie Udleai Ada 
Je na Ana Ae ah yaaa 
28 Sa gi saja , al gal GA ya gtsal dali3 all laila 9 pisau al gal aa Alami 

SS Ga ping Y Ol ya Sa abi yitan Ja la Sandhy DI Jamal Say ay jl 


Saya membaca buku al Zawajir “an Igtiraf al Kabair karya Ibnu Hajar al Haitami tentang hukum maks 
(pajak) dan larangan Nabi shallallahu “alaihi wa sallam melakukan hal tersebut. Di sana juga disebutkan 
bahwa pemungut maks adalah manusia yang paling keras siksaannya pada hari Kiamat nanti. 

Di sisi lain, banyak negara yang perekonomiannya mengandalkan bea cukai atas barang impor ataupun 
barang ekspor. Pada gilirannya bea cukai ini oleh produsen dibebankan kepada konsumen sehingga 
harga barang tersebut menjadi lebih mahal. Dari uang bea cukai ini negara mengadakan berbagai proyek 
untuk membangun berbagai fasilitas negara. Saya berharap akan adanya penjelasan tentang hukum 
pajak dan bea cukai serta bekerja di bidang itu. Apakah hukum pajak itu sama dengan hukum maks 


ataukah berbeda?” 


2 BU Aailal Aint (3 3 Ga ce Las 

Jaall 3 « al ya Ya 4 Ya SI Uya SI jalal 3 Sila JII) Ga AS yaa! agan JI Jawa 
Al gal (AL ya eliS Silitiall Cile 3 pahall (Ay yaYI 8Y 3 Led puas yaa CallS gia cal ja Lan 
CAM SAS, Ya Sal ASI ye lang Ale dil ola cai il 


Jawaban dari Lajnah Daimah: 
“Bea cukai atas barang impor atau ekspor itu termasuk maks sedangkan maks adalah haram. 
Oleh karena itu, bekerja di bidang itu hukumnya haram meskipun pajak tersebut dibelanjakan oleh 


negara untuk mengadakan berbagai proyek semisal membangun berbagai fasilitas negara. Hal ini 
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dikarenakan Nabi shallallahu “alaihi wa sallam melarang bahkan memberi ancaman keras untuk 


perbuatan mengambil maks. 

cai ol Aj ora Lala AI Road pm) GA dal OS Sanga Os Al 0 ara Cai MA 

(AI ia GS Karma Lali gl ag Cal SRI dy ai GAN ) 3 JIE alang dal Al (laa 
dggld gal) alua 3 Sani og) Cyaall 

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya tentang dirajamnya wanita dari suku al Ghamidiyyah setelah 

melahirkan anak karena zina. Nabi shallallahu “alaihi wa sallam bersabda tentang wanita tersebut, “Demi 

zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh wanita ini telah bertaubat dengan suatu taubat yang 


seandainya penarik maks (baca: pajak) bertaubat seperti itu niscaya Allah akan mengampuninya.” (HR. 


Ahmad, Muslim dan Abu Daud) 


Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan al Hakim dari “Ugbah bin “Amir, Nabi shallallahu “alaihi wa 
sallam bersabda: 


“Penarik pajak itu tidak akan masuk surga." Hadits ini dinilai sahih oleh al Hakim. 
Cile Jamal! Lai ) 1 Alat Ali agan (Jala Yaa g EN MAA aa JB Ep 
Uspan3 UAN GO yallay Gaal 
AD S5 (al His pel Eli Gal aa KAN 


Dalam al Kabair, adz Dzahabi mengatakan: 
“Pemungut pajak itu termasuk dalam keumuman firman Allah yang artinya, “Sesungguhnya dosa itu 
atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. 


Mereka itu mendapat azab yang pedih.” (Os. asy Syura: 42) 


didi 2 nah IU SALA agenda TAN dai ka dp NE aliaa Jas 
Gaal Jali Cya dasi AM all 9 1 JBS Cppodiiall Asio Cnydng San ya Larday Sh le 
Ag) Saluang Geniig GAtA Uya AAN, oaaLig ANIS, Gaal Galang € Gagal ya 3 

BI ayal Cam YSS 0) AS yi 
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Pemungut pajak adalah termasuk pembantu bagi penguasa zalim yang paling penting. Bahkan pemungut 


pajak itu termasuk pelaku kezaliman karena mereka mengambil harta yang tidak berhak untuk diambil.” 


Adz Dzahabi lantas berdalil dengan hadits dari Buraidah dan 'Ugbah yang telah disebutkan di 
atas. Setelah itu adz Dzahabi mengatakan, “Pemungut pajak itu memiliki kesamaan dengan pembegal 
bahkan dia termasuk pencuri. Pemungut pajak, jurus tulisnya, saksi dan semua pemungutnya baik 
seorang tentara, kepala suku atau kepala daerah adalah orang-orang yang bersekutu dalam dosa. Semua 


mereka adalah orang-orang yang memakan harta yang haram.” Sekian kutipan dari al Kabair. 


(Salih Sip SI gal ISS Yg ): Alai JB 3 lalat Gaal Jl gal JSI ya SB GUY 
188/5 ya 
Dalam pajak terdapat perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar 


padahal Allah berfirman yang artinya, “Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara 


yang tidak benar.” (Os. al Bagarah: 188) 


Helo Ama (dal aga ian Ala (JB AA alang Ale dil elu al ye Kai Lal, 
IR AS gai (AM ASals (AIA Aa gg Ha AS (Sule al ya ASutal yoy ASI) yal 3 ASeLan ul 


Ketika memberikan khutbah di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah ketika haji wada': Nabi 


shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian itu tidak 


boleh diganggu sebagaimana kehormatan hari ini, di negeri ini dan bulan ini.” 


Boi Ag JOIN HMS) Gol Alag al pad KMI Goa gag dil is Cal alas! (lai 
Al ia ... 3 yag Id, 

“Menjadi kewajiban setiap muslim untuk bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan cara-cara 
mendapatkan rezeki yang haram dan memilih cara-cara mendapatkan rezeki yang halal yang jumlahnya 


banyak, Alhamdulillah. Barang siapa yang merasa cukup dengan yang halal maka Allah akan memberi 


kecukupan untuknya. 
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Ae JS j3 Gay Kwang Y Saya ya A3 3" Layak AI Jaan dil Gi Yag) 1 dls dl JB 
3-2/ WI ( UB ec JSI dil Jam So yel db dl Cl Anna 03 Al 

Allah berfirman yang artinya: “Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 
mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan 
barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. 


Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah 


mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (Os. ath Thalag:2-3) 


4 NS (1 yag oya ya AI Jaan dil SH Ye) J3 
Allah juga berfirman yang artinya, “Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah 


menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (Os. ath Thalag:4) 


GAS ab, 
489 / 23 #WADU daslall dial (5 yua 


Demikian yang terdapat dalam Fatwa al Lajnah al Daimah lil Ifta' jilid 23 halaman 489. 


Sumber: http://islamga.com 
Ustadz Aris Munandar 
Diambil dari: ustadzaris.com 
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Jual Beli via Internet 


Umumnya transaksi dilakukan dengan hadirnya dua orang yang mengadakan transaksi dan 
adanya kerelaan kedua belah pihak yang dibuktikan dengan ijab dari penjual dan gobul dari pembeli. 
Seiring perkembangan teknologi, terdapat beberapa alat yang bisa digunakan dari jarak jauh. Ada yang 
dengan suara melalui telepon atau dengan mengirimkan salinan surat perjanjian via faks atau dengan 
tulisan via internet. Apakah transaksi sah meski dua orang yang bertransaksi tidak berada dalam satu 


tempat? Apakah komunikasi yang dilakukan melalui piranti di atas sudah dinilai cukup? 


Analog dengan Kasus di Masa Silam 

Transaksi via tulisan (baca: faks atau internet) bisa dianalogkan dengan transaksi dengan tulisan 
yang ditujukan kepada orang yang tidak berada di majelis transaksi. Kasus semacam ini dibolehkan oleh 
mayoritas ulama karena adanya saling rela, meski kerelaan pihak kedua tidak langsung terwujud. Hal ini 
tidaklah masalah asalkan ada gobul (penyataan menerima dari pihak kedua) pada saat surat sampai 
kepada pihak kedua. Inilah pendapat mayoritas ulama. Tapi ada sebagian ulama Syafi'iyyah yang tidak 
membolehkannya. 

Sedangkan transaksi via suara (baca: telepon) bisa dianalogkan dengan transaksi dengan cara 
saling berteriak dari jarak yang berjauhan. An Nawawi dalam al Majmu' 9/181 mengatakan, “Andai ada 
dua orang yang saling berteriak dari kejauhan maka jual beli sah tanpa ada perselisihan”. 

Para ulama mempersyaratkan adanya kesatuan majelis untuk selain transaksi hibah, wasiat dan 
mewakilkan. 

Ijab dan gobul disyaratkan harus berturut-turut dan tolak ukur berturut-turut adalah kembali 
pada urf (kebiasaan masyarakat setempat). Menurut mayoritas ulama (selain Syafi'iyyah), gobul tidak 
diharus sesegera mungkin demi mencegah adanya pihak yang dirugikan dan supaya ada kesempatan 
untuk berpikir. 

Jika ijab itu via surat maka disyaratkan adanya gobul dari pihak kedua pada saat surat sampai ke 
tangannya. 

Demikian pula disyaratkan adanya kesesuaian antara ijab dan gobul serta tidak ada indikasi yang 
menunjukkan bahwa salah satu pihak yang bertransaksi membatalkan transaksi. 


Menurut mayoritas ulama pihak yang mengeluarkan ijab (pihak pertama) boleh meralat ijabnya. 
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Pendapat Ulama Kontemporer 

Banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa transaksi dengan piranti-piranti modern 
adalah sah dengan syarat ada kejelasan dalam transaksi tersebut. Di antara mereka adalah Syeikh 
Muhammad Bakhit al Muthi'i, Mushthofa az Zarga', Wahbah Zuhaili dan Abdullah bin Mani'. Alasan 
beliau-beliau adalah sebagai berikut: 

1. Berdasar pendapat banyak ulama di masa silam yang menyatakan sahnya transaksi via surat 
menyurat dan jika ijab (penyataan pihak pertama) adalah sah setelah sampainya surat ke tangan 
pihak kedua. Demikian pula mengingat sahnya transaksi dengan cara berteriak. 

2. Yang dimaksud dengan disyaratkannya “kesatuan majelis transaksi' adalah adanya suatu waktu 
yang pada saat itu dua orang yang mengadakan transaksi sibuk dengan masalah transaksi. 


Bukanlah yang dimaksudkan adalah adanya dua orang yang bertransaksi dalam satu tempat. 


Berdasarkan penjelasan tersebut maka majelis akad dalam pembicaraan via telepon adalah 
waktu komunikasi yang digunakan untuk membicarakan transaksi. 

Jika transaksi dengan tulisan maka majelis transaksi adalah sampainya surat atau tulisan dari 
pihak pertama kepada pihak kedua. Jika gobul tertunda dengan pengertian ketika surat sampai belum 
ada gobul dari pihak kedua maka transaksi tidak sah. 

Syeikh Muhammad Bakhit al Muthi'i ditanya tentang hukum mengadakan transaksi dengan 
telegram. Jawaban beliau, telegram itu seperti hukum surat menyurat. Cuma telegram itu lebih cepat. 
Akan tetapi mungkin saja terjadi kekeliruan. Oleh karena itu, ada keharusan untuk klarifikasi dengan 
sarana-sarana yang ada pada saat ini semisal telepon atau yang lainnya. Semisal dengan telegram adalah 
faks. 

Untuk sarana-sarana yang lain maka boleh jadi sama dengan telepon dan telegram dalam 
kecepatan dan kejelasan komunikasi atau lebih baik lagi. Jika sama maka hukumnya juga sama. Jika lebih 
baik maka tentu lebih layak untuk dibolehkan 

Majma' Fighi Islami di Muktamarnya yang keenam di Jeddah juga menetapkan bolehnya 
mengadakan transaksi dengan alat-alat komunikasi modern. Transaksi ini dinilai sebagaimana transaksi 
dua orang yang berada dalam satu tempat asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Akan tetapi tidak 
diperbolehkan untuk menggunakan sarana-sarana ini itu transaksi sharf/penukaran mata uang karena 
dalam sharf disyaratkan serah terima secara langsung. 

Demikian pula transaksi salam karena dalam transaksi salam modal harus segera diserahkan 


begitu setelah transaksi dilaksanakan. 
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Namun menurut Wahbah Zuhalli, jika terdapat serah terima mata uang dalam transaksi sharf 


dan modal dalam transaksi salam bisa diserahkan denga menggunakan sarana-sarana komunikasi 


modern tersebut maka transaksi sah dan hal ini adalah suatu hal yang memungkinkan untuk beberapa 


model transaksi yang baru. 


Syarat yang ditetapkam Majma Fighi adalah sebagai berikut: 


kk 


1. Adanya kejelasan tentang siapa pihak-pihak yang mengadakan transaksi supaya tidak ada salah 


sangka, kerancuan dan pemalsuan dari salah satu pihak atau dari pihak ketiga. 

Bisa dipastikan bahwa alat-alat yang digunakan memang sedang dipakai oleh orang 
dimaksudkan. Sehingga semua perkataan dan pernyataan memang berasal dari orang yang 
diinginkan. 

Pihak yang mengeluarkan ijab (pihak pertama, penjual atau semisalnya) tidak membatalkan 
transaksi sebelum sampainya gobul dari pihak kedua. Ketentuan ini berlaku untuk alat-alat yang 
menuntut adanya jeda untuk sampainya gobul. 

Transaksi dengan alat-alat ini tidak menyebabkan tertundanya penyerahan salah satu dari dua 
mata uang yang ditukarkan karena dalam transaksi sharf/tukar menukar mata uang ada 
persyaratan bahwa dua mata uang yang dipertukarkan itu telah sama-sama diserahkan sebelum 
majelis transaksi bubar. Demikian juga tidak menyebabkan tertundanya penyerahan modal 
dalam transaksi salam karena dalam transaksi salam disyaratkan bahwa modal harus segera 
diserahkan. 

Tidak sah akad nikah dengan alat-alat tersebut (hp, internet dll) karena adanya saksi adalah 


syarat sah akad nikah. 


Penulis: Ustadz Aris Munandar 


Dipublikasi ulang dari ustadzaris.com 
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Hak Kekayaan Intelektual Dalam Islam 


Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi Muhammad, 
kepada keluarga dan sahabatnya. 

Kehidupan umat manusia terus mengalami pergeseran dan perubahan. Demikian juga dengan 
pola pikir dan persepsi mereka tentang suatu urusan, dari hari ke hari, terjadi perubahan dan 
perkembangan. 

Fenomena alam ini bukan hanya terjadi pada satu aspek kehidupan saja, akan tetapi terjadi 
pada seluruh aspek kehidupan mereka, termasuk dalam urusan harta benda dan perniagaan. 

Betapa banyak barang yang pada zaman dahulu, dianggap memiliki nilai ekonomis tinggi, akan 
tetapi sekarang, nilai barang tersebut telah sirna. Masyarakatpun telah memandangnya dengan sebelah 
mata bahkan mungkin saja tidak lagi memiliki nilai ekonomis sedikitpun. 

Sebaliknyapun demikian, betapa banyak barang yang dahulu tidak bernilai ekonomis sedikitpun, 
akan tetapi sekarang barang tersebut bernilai jual tinggi. 

Dahulu, siapakah yang sudi membeli oksigen (udara) dengan harga mahal? Apalagi membeli, 
membayangkannya saja mungkin tidak. Akan tetapi di zaman kita, oksigen telah menjadi barang yang 
dapat diperjual-belikan, dan bahkan memiliki nilai ekonomis tinggi. 

Diantara hal yang dahulu tidak bernilai ekonomis, akan tetapi pada zaman kita bernilai ekonomis 
besar ialah kekayaan intelektual. 

Pada konsep kehidupan zaman dahulu, bila seseorang dengan —dengan izin Allah- berhasil 
menemukan suatu gagasan, atau karya, maka selanjutnya masyarakat dapat menggunakan karya atau 
gagasan tesebut. Mereka menggunakannya tanpa perlu memberi imbalan apapun selain ucapan dan 
doa baik untuk penggagasnya. 

Sering kali, pihak yang mendapatkan keuntungan materi dari karya tersebut bukannya penggas, 
akan tetapi orang-orang yang berprofesi sebagai juru tulis atau yang disebut dengan al warrag atau yang 
semisal dengannya. 

Pada sejarah kehidupan ulama' Islam, sering kali kita menemukan tokoh-tokoh yang mata 
pencahariannya ialah menyalin ulang suatu kitab. Misalnya Malik bin Dinar wafat thn 127 H, beliau 
dikenal sebagai penulis handal, sehingga ia menulis Al Our'an Al Karim dalam 4 bulan. (Siyar A'alam An 
Nubala' 5/364) 

Bahkan Imam Ahmad bin Hambal pernah membeli baju dengan uang yang ia peroleh dari 
menuliskan hadits-hadits yang pernah ia riwayatkan dari Sufyan bin Uyainah. (Siyar A'alam An Nubala' 


11/191-192) 
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Dua kisah ini dapat menjadi petunjuk bagi kita dalam mengenali pandangan masyarakat kala itu 


tentang harta kekayaan. 


Adakah Kekayaan Intelektual Dalam Syari'at? 

Cara pandang umat manusia pada zaman dahulu tentang kekayaan intelektual, maka bukan 
berarti cara pandang itu dapat anda terapkan begitu saja di masa kini. Yang demikian itu dikarenakan 
pada zaman sekarang, cara pandang masyarakat telah berubah. Masyarakat telah memperluas sudut 
pandang mereka tentang arti harta kekayaan. Bila pada zaman dahulu kekayaan hanya terbatas pada 
materi, maka di zaman sekarang kekayaan telah mencakup berbagai hal-hal lain. 

Di zaman sekarang, kekayaan telah mencakup hal-hal non materi, diantaranya kekayaan 
intelektual, hak cipta, rahasia dagang, merek dagang dan lainnya. 

Perubahan persepsi masyarakat semacam ini dalam syari'at Islam dapat diterima, sehingga 
dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan hukum. Kesimpulan ini berdasarkan beberapa alasan 
berikut: 

1. Syari'at Islam datang bukan untuk mengekang urusan hidup umat manusia. Akan tetapi 
Islam datang untuk memfilter aktifitas dan tradisi mereka: yang menguntungkan 
dipertahankan dan disempurnakan, sedang yang merugikan dijauhkan. 

Karena itu, setiap perintah agama pasti manfaatnya lebih besar dari kerugiannya 
dan sebaliknya, setiap larangan agama, pasti kerugiannya melebihi manfaatnya. 
(Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 1/138) Bila demikian adanya, maka pengakuan dan 
penghargaan masyarakat internasional terhadap kekayaan intelektual seseorang, tidak 
bertentangan dengan Syari'at. Karena pengakuan ini, mendatangkan banyak 
kemaslahatan bagi umat manusia. (Oararat Al Majma' Al Fighi Al Islami hal: 192. 

2. Harta kekayaan atau yang dalam bahasa arab disebut dengan al maal —sebagaimana 
ditegaskan oleh Imam As Syafii- adalah: "Setiap hal yang memiliki nilai ekonomis 
sehingga dapat diperjual-belikan, dan bila dirusak oleh orang lain, maka ia wajib 


membayar nilainya, walaupun nominasi nilainya kecil." (Al Umm 5/160) 
Atau: "Segala sesuatu yang bermanfaat atau dapat dimanfaatkan, baik berupa benda atau 


kegunaan benda", sebagaimana ditegaskan oleh Imam Az Zarkasyi. (Al Mantsur fil Oawaid oleh 


Muhammad bin Bahadar Az Zarkasyi As Syafi'i 3/222) 
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Atau: "Segala sesuatu yang kegunaannya halal walau tidak dalam keadaan darurat", 
sebagaimana diungkapkan oleh para ulama' mazhab Hambali. (Syarah Muntahal Iradaat oleh Al Bahuti 
2/7) 

Dengan demikian, sebutan harta kekayaan menurut para ulama' mencakup kekayaan intelektual, 


karena kekayaan intelektual mendatangkan banyak manfaat, dan memiliki nilai ekonomis. 


Dalil Bagi Pengakuan Terhadap Kekayaan Intelektual 
Setelah anda mengetahui bahwa pemahaman tentang harta kekayaan menurut para ulama' 


mencakup kekayaan intelektual, maka berikut beberapa dalil yang menguatkan pemahaman tersebut. 


Dalil pertama: 


Kia Ga 3 8 Bb OS UI SI Jh akta ARUN 1 SE Y Dai Gaal Ka G 
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (Os. An 


Nisa': 29) 


Ayat ini dengan tegas mensyaratkan agar anda tidak menggunakan harta kekayaan orang lain, 
kecuali melalui perniagaan yang di dasari atas asas suka-sama suka. Dan anda telah mengetahui bahwa 
kekayaan intelektual, adalah salah satu bentuk harta kekayaan seseorang. Sudah barang tentu pemilik 
kekayaan intelektual tidak rela bila anda menggandakan hasil karyanya dengan tanpa seizin darinya. 

Sebagaimana tidak diragukan bahwa sebelum seorang menghasilkan buku atau suatu program, 
atau karya seni, telah mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, pikiran, pekerjaan dan tidak jarang 
urusan keluarganya. Semua itu ia korbankan demi menghasilkan karya ilmiah atau program yang 
berguna tersebut. Bila demikian, maka sudah sepantasnya anda memberikan penghargaan yang 
setimpal atas pengorbanannya tersebut. 

Imbalan yang dipungut oleh seorang penulis buku atau pembuat suatu program sama halnya 
dengan upah atau gaji yang didapatkan oleh seorang guru. Keduanya sama-sama telah mengorbankan 
waktu, tenaga, pikiran dan banyak hal demi mewujudkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. 

Pada suatu hari, Ibnu Futhais bertanya kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdil Hakam wafat 
thn: 268 H perihal Ahmad bin Abdurrahman bin Waheb yang tidak sudi membacakan hadits-hadits 


riwayatnya kecuali bila diberi upah. Mendengar pertanyaan itu, Muhamad bin Abdullah bin Abdil Hakam 
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berkata: Semoga Allah mengampunimu, apa salahku bila aku tidak sudi membacakan riwayat-riwayatku 
sebanyak satu halaman kecuali bila kalian membayarku satu dirham? Siapakah yang mengharuskan aku 
untuk bersabar duduk sesiangan bersama kalian, sehingga aku menterlantarkan pekerjaan dan 


keluargaku? (Siyar A'alam An Nubala' oleh Az Zahabi 12/322). 


Dalil kedua: 


AA LAS Nat ala MAAN La Gaal Giaa 3 dale dl laa AI Ugn oo palo oil ye 


Sahabat Ibnu 'Abbas meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Sesungguhnya hal yang 


paling layak untuk engkau pungut upah karenanya ialah kitabullah." (Muttafagun 'alaih) 


Bila anda dibolehkan memungut upah karena mengajarkan bacaan atau hafalan Al Our'an, maka 
lebih layak lagi bila anda memungut upah karena mengajarkan berbagai kandungan ilmu yang tersurat 
dan tersirat padanya, baik pengajaran tersebut anda lakukan secara lisan atau melalui tulisan. 

Anda pasti menyadari bahwa: jerih payah yang anda curahkan guna mengajarkan berbagai ilmu 
yang terkandung dalam Al Our'an lebih besar dibanding yang anda curah untuk mengajarkan bacaannya. 

Bila ini terjadi pada pengajaran ilmu-ilmu Al Gur'an, sudah barang tentu ilmu-ilmu lain yang 
tidak ada kaitannya dengan Al Our'an, lebih layak untuk dibolehkan. 

Tidak heran bila karya tulis Imam Abu Nu'aim Al Asbahani As Syafi'i wafat thn: 430 H, yang 
berjudul: Hilyatul Auliya' wa Thabagatul Ashfiya', semasa hidupnya dijual di kota Naesaabur seharga 400 
dinar. (Thabagaatus Syafi'iyah Al Kubra oleh Tajuddin As Subki 4/21) 


Dan kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al Asgalaani wafat thn: 852 H, di masa hidupnya telah dijual 


seharga 300 dinar, sebagaimana dikisahkan oleh murid beliau As Sakhowi. 


Dalil ketiga: 


S8 Ag) SA Bojo ala Ale AI laa Ci CE JI dio AA ay Sa Cp Ja HE 
Ula ala Us plusll dd La JB al 3 Aale dil laa ATI Jgn ola AI) Lgi Uu 
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AI USS AA ya CAK Ip asi SJ Asi IIS Gi Ubael 1JB ata) KUR) 
Ade Gia Ol Ga Blata Uas GEAR AB 1 LK IA TU AN Ga Slata Ca J3 

LAI Ga Wala USA) SB (BMN aluah il 

Sahabat Sahl bin Saad mengisahkan: Ada seorang wanita yang datang menjumpai nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam lalu wanita itu berkata: "Sesungguhnya aku telah menghibahkan diriku kepada Allah dan 
Rasul-Nya." Mendengar ucapan wanita itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Aku sedang 
tidak berhasrat untuk menikahi seorang wanita lagi." Spontan ada seorang lelaki yang berkata: "Bila 
demikian, nikahkanlah aku dengannya." Menanggapi permintaan sahabatnya itu, Nabi bersabda: 
"Berilah ia mas kawin berupa pakaian." Lelaki itu menjawab: "Aku tidak memilikinya." Kembali Nabi 
bersabda: "Bila demikian, berilah ia mas kawin walau hanya cincin besi (walau sedikit)." Kembali sahabat 
itupun mengutarakan alasannya. Sehingga Nabi shallallahu "alaihi wa sallam bertanya kepadanya: "Surat 
apa saja yang telah engkau hafal?" Lelaki itupun menjawab: "Surat ini dan itu." Akhirnya Nabi shallallahu 


'alaihi wa sallam bersabda: "Aku telah menikahkanmu dengan mas kawin surat-surat Al Our'an yang 


telah engkau hafal." (Muttafagun 'alaih) 


Dan pada riwayat Imam Muslim disebutkan: "Pergilah, sungguh aku telah menikahkanmu 
dengannya, maka ajarilah dia (surat-surat) Al Our'an (yang telah engkau hafal)." 

Bila mengajarkan hafalan Al Our'an memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan sebagai 
mas kawin, maka mengajarkan ilmu-ilmu kandungan Al Our'an lebih layak untuk memiliki nilai ekonomis. 
Apalagi disiplin ilmu lain yang tidak ada kaitannya dengan agama, semisal program komputer atau yang 


serupa. 


Dalil keempat: 


SA ak Jaa an ana Ae 
(aa 9 yi 


Abu Hurairah radhiallahu "anhu menuturkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Umat 


Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka." (Riwayat Abu Dawud, Al Hakim, 


Al Baihagy dan oleh Al Albany dinyatakan sebagai hadits shahih) 
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Tatkala anda membeli suatu karya ilmiah atau program, atau yang serupa, berarti anda telah 
menyetujui persyaratan yang dibuat oleh penulis atau pemilik program atau karya tersebut. Dan 


berdasarkan keumuman hadits ini, maka anda berkewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut. 


Dalil kelima: 


Hala g dala Al Gelam dil Jang Jl JB Ai dil alay KAI Up yan Op dil Me Ye 


Sig AYI Agallg ANIL Gaga A3 Alaika ASAM Ata klu JUN Ge gap ul dal Ia 
alus otg) ASI A33 ol Tam AI Gaal II 


Sahabat Abdullah bin Amer bin Al 'Ash radhialahu 'anhu mengisahkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam bersabda: "Barang siapa mendambakan dirinya dijauhkan dari api neraka, dan dimasukkan ke 
surga, hendaknya ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaknya ia 
memperlakukan orang lain dengan perilaku yang ia suka untuk diperlakukan dengannya." (Riwayat 


Muslim) 


Saya yakin, anda pasti tidak rela dan tidak suka bila hasil jerih payah anda berbulan-bulan atau 
bahkan mungkin bertahun-tahun digunakan orang lain tanpa seizin anda. Apalagi bila anda mengetahui 
bahwa orang itu mendapatkan keuntungan dari hasil karya anda, baik dengan memperjual-belikannya 
atau cara lain tanpa memberikan imbalan sedikitpun atas jerih payah anda. 

Bila demikian adanya, sudah sepantasnya bila anda juga memperlakukan orang lain dengan cara 
yang sama. Demikianlah etika yang diajarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada hadits ini, dan 


dengan cara inilah anda dapat terjauhkan dari siksa neraka. 


Dalil keenam: 

Pengakuan dan penghargaan hak atas kekayaan intelektual menjadi motivator kuat bagi para 
pemikir, ilmuwan dan lainnya untuk menuangkan hasil pikiran mereka dalam tulisan atau karya nyata 
yang berguna bagi kehidupan umat manusia. 

Anda bisa bayangkan, andai umat manusia tidak mengakui adanya kekayaan intelektual, apalah 
yang akan terjadi? Para ilmuwan akan sibuk dengan pekerjaannya sendiri, guna mencukupi 
kebutuhannya. la enggan untuk mengaplikasikan berbagai ilmu, teori dan temuannya, karena sibuk 


mengurusi mata pencahariannya. Tentu keadaan semacam ini sangat tidak menguntungkan. 
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Padahal anda tahu bahwa agama Islam diturunkan guna mewujudkan dan melipatgandakan 
kemaslahatan umat manusia. Dan sebaliknya, Islam juga datang guna menghilangkan dan 
meminimalkan madharat yang mengancam mereka. 

Bila demikian adanya, maka tidak ada alasan untuk tidak mengakui sesuatu yang terbukti 


mendatangkan banyak maslahat dan menyingkirkan banyak madharat. 


Fatwa Ulama 

Kebanyakan ulama' kontemporer dan juga berbagai badan figih internasional juga telah 
menegaskan akan pengakuan terhadap kekayaan intelektual tersebut. Berikut saya nukilkan fatwa 
Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia: 

"Tidak dibenarkan bagi anda untuk menggandakan program-program komputer yang 
pemiliknya melarang untuk digandakan kecuali atas seizinnya. Ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 


'alaihi wa sallam: 


aga g psi ie U gabwall 
Abu Hurairah radhialahu 'anhu menuturkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Umat 


Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka." Dan juga berdasarkan sabda 


beliau shallallahu "alaihi wa sallam: 


Ah Ga Aaglas 9) ala js yah Ula Jan Y 


"Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan darinya." 


Dan juga berdasarkan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: 


dg Gal sed lia HI aa Ya 

"Barang siapa telah lebih dahulu mendapatkan sesuatu yang mubah (halal) maka dialah yang lebih 
berhak atasnya." 

Hukum ini berlaku baik pencetus program adalah seorang muslim atau kafir selain kafir harbi 


(yang dengan terus terang memusuhi umat Islam), karena hak-hak orang kafir selain kafir harbi 


dihormati layaknya hak-hak seorang muslim. 
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Wabillahittaufig, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat dan salam kepada Nabi 
kita Muhammad, keluarga dan seluruh sahabatnya." (Majmu' Fatawa Lajnah Ad Da'imah 13/188, fatwa 
no: 18453) 

Figih Council dibawah Rabithah Alam Islami (Muslim World League) pada sidang rutin mereka 
yang ke-9, yang diadakan di kantor pusatnya di kota Mekkah, pada tanggal 12/71406 H s/d 19/7/1406 H, 


menghasilkan keputusan fatwa yang sama. (Oararat Al Majma' Al Fighi Al Islami hal: 192) 

Setelah anda mengetahui bahwa syari'at Islam mengakui adanya hak atas kekayaan intelektual, 
yang biasanya diwujudkan dalam bentuk karya tulisan, program komputer, karya seni atau lainnya, maka 
sudah sepantasnya bila anda menghormati harta kekayaan saudara anda. Ketahuilah bahwa apapun 
sikap anda terhadap hak-hak saudara anda, maka demikian pulalah saudara anda akan memperlakukan 


anda. 


Dalam pepatah dinyatakan: 


"Sebagaimana anda memperlakukan orang lain, maka demikianlah mereka akan memperlakukan anda." 
Wallahu a'alam bisshowab. 


Ustadz Muhammad Arifin Badri, M.A. 


Artikel www.pengusahamuslim.com 
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Awas Korupsi 


Dari Abu Humaid as Sa'idi, Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


Use JUaadi laa 
“Hadiah untuk para pegawai adalah ghulul (harta yang di dapat dari khianat terhadap amanah, korupsi)” 
(HR Ahmad no 23601). 


Ga» Us alta dalan Ah Gelam AMI gay Ertaka OA Tea Plan up Tone Te 
n AAN Ag As Aa SE GIE ARA Uh Usika LEK Jap (le Aa Silakl 


Dari “Adi bin “Amirah al Kindi, Aku mendengar Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


y Aalaal Aga da So VE US AA Lai Ungian UiaK3 (Jas (le AKis olilartul (ya 


“Siapa di antara kalian yang kami beri amanah dengan suatu pekerjaan lalu dia tidak menyerahkan 
sebuah jarum atau yang lebih bernilai dari pada itu kepada kami maka harta tersebut akan dia bawa 


pada hari Kiamat sebagai harta ghulul (baca:korupsi)” (HR Muslim no 4848). 


Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, Buraidah, Nabi shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


plak GA CA A85 AAN UBS BLEIOA la le #lilahia Cya 
“Siapa saja yang kami pekerjakan lalu telah kami beri gaji maka semua harta yang dia dapatkan di luar 
gaji (dari pekerjaan tersebut, pent) adalah harta yang berstatus ghulul (baca:korupsi)” (HR Abu Daud no 


2943, Dalam Kaifa hal 11, Syeikh Abdul Muhsin al Abbad mengatakan, “Diriwayatkan oleh Abu Daud 


dengan sanad yang shahih dan dinilai shahih oleh al Albani”). 


Dari Musa bin “Ugbah, ketika “Iyadh bin Ghanam diangkat sebagai gubernur Himsh di masa 
Khalifah Umar bin Khatab, sejumlah keluarganya datang menemuinya dengan maksud mengharap 
bantuan Iyadh. Iyadh menyambut mereka dengan wajah ceria, memberi tempat untuk menginap dan 
memuliakan mereka. Mereka tinggal selama beberapa hari. Setelah itu mereka berterus terang meminta 


bantuan. Mereka juga bercerita bagaimana susahnya perjalanan dengan harapan agar mendapat 
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bantuan. Iyadh lantas memberikan kepada masing-masing mereka uang sebanyak sepuluh dinar. 
Mereka semua berjumlah lima orang. Ternyata mereka kembalikan uang sepuluh dinar tersebut. 
Mereka merasa marah dan mencela Iyadh. 

Iyadh lantas berkata, “Wahai anak-anak pamanku, demi Alloh aku tidaklah mengingkari 
hubungan kekerabatan yang ada di antara kita. Aku juga menyadari bahwa kalian punya hak untuk 
mendapat bantuanku serta jauhnya perjalanan kalian sehingga bisa sampai sini. Namun aku tidak punya 
melainkan apa yang sudah kuberikan. Untuk lebih daripada itu aku harus menjual budakku dan barang- 
barang kebutuhanku maka tolong pahamilah keadaanku”. 

Mereka mengatakan, “Demi Alloh kami tidak bisa menerima alasanmu karena engkau adalah 
penguasa separoh negeri Syam (sekarang meliputi Suriah, Yordania, Palestina dan Libanon pent). Masak 


engkau tidak mampu memberi kami ongkos perjalanan pulang yang mencukupi?”. 


Beliau dengan tegas mengatakan, “Apakah kalian menyuruhku untuk mencuri harta Alloh?! 


kasa ji Kab YAI Ol Oa Sami aah Gal OY NA 3 
"Demi Alloh, seandainya badanku dibelah dengan gergaji itu lebih aku sukai dari pada aku berkhianat 
mengambil harta negara meski hanya satu fulus (baca: seratus rupiah) atau aku bertindak melampaui 
batas”. 

Mereka berkata, “Kami sudah bisa memahami kemampuan finansialmu. Sebagai gantinya, 
berilah kami jabatan yang menjadi kewenanganmu. Kami akan melaksanakan tugas sebagaimana para 
pegawai yang lain dan kami mendapatkan gaji sebagaimana yang juga mereka dapatkan. Engkau telah 
mengenal kami dengan baik. Kami tidak akan menyalahgunakan wewenang yang kau berikan kepada 
kami”. 

Beliau berkata, “Sungguh aku adalah orang yang sangat ingin berbuat baik dan memberi jasa 
kepada kepada orang lain. Namun apa jadinya jika sampai berita kepada Umar bahwa aku memberi 
jabatan kepada sejumlah keluargaku. Tak ayal lagi beliau pasti akan menyalahkanku”. 

Mereka berkata, “Bukankah Abu Ubaidah yang mengangkatmu sedangkan engkau masih 
kerabat dekat Abu Ubaidah dan nyatanya Umar menyetujui pengangkatanmu? Seandainya engkau 
mengangkat kami niscaya Umarpun akan setuju”. 

Beliau berkata, “Aku tidaklah sebagaimana Abu Ubaidah dalam pandangan Umar”. Akhirnya 
mereka ngeloyor sambil mencela Iyadh (Shifat al Shofwah karya Ibnul Jauzi 1/669-670, cet Dar al 
Ma'rifah Beirut). 
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Beliaulah “Iyadh bin Ghanam bin Zuhair. Beliau masuk Islam sebelum perjanjian Hudaibiyah. 
Beliaupun menyaksikan Hudaibiyyah bersama Rasulullah. Ketika Abu Ubaidah hendak meninggal dunia. 
Abu Ubaidah mengangkat Iyadh untuk menggantikan jabatannya dan khalifah Umar menyetujui 
keputusan beliau tersebut. 

Beliau adalah seorang yang dermawan. Ada yang mengadukan sifat beliau ini kepada Umar 
dengan tuduhan beliau suka menghambur-hamburkan harta dengan maksud agar beliau dipecat oleh 
khalifah. Mendengar laporan tersebut, Umar malah berkata, “Beliau hanya dermawan dengan hartanya. 
Akan tetapi jika beliau memegang harta Alloh (baca: uang negara) maka tidak akan beliau berikan 
sedikitpun kepada siapapun. Aku tidak akan memecat orang yang diangkat oleh Abu Ubaidah”. Kisah di 
atas menunjukkan benarnya perkataan Umar bin Khattab. 

Beliau meninggal dunia tanpa meninggalkan harta sedikitpun. Beliau meninggal tahun 20 H 


dalam usia 60 tahun. 


Demikianlah kehati-hatian shahabat terhadap korupsi, suatu hal yang langka kita jumpai di zaman ini. 


Benarlah sabda Nabi. 

SY Ob oa le Uti» JB — alang Ale Ai la — KE SYA Ae 
yA Ca IN Taat 4 UAN AI Cg 

Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, “Manusia akan menjumpai suatu masa yang di masa tersebut orang 

tidak lagi memiliki kepedulian apakah dia mendapatkan harta dari jalan yang halal ataukah dari jalan 

yang haram” (HR Bukhari no 2083). 

Menurut Syeikh Abdul Muhsin al Abbad, orang-orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap 
halal dan haram memiliki prinsip bahwa semua harta yang bisa didapatkan itulah harta yang halal. 
Sedangkan semua harta yang tidak bisa mereka dapatkan itulah harta yang haram. Sedangkan dalam 
ajaran Islam halal adalah semua yang dihalalkan oleh Alloh dan rasulNya. Sebaliknya haram adalah 
semua yang diharamkan oleh Alloh dan rasulNya (Kaifa Yu-addi al Muwazhzhaf al Amanah hal 10). 

Jnsala Lada 9) USG Y Ole Usul uyad «Alas LSI Ga Gili La JG UI 
“Sesungguhnya bagian badan manusia yang pertama kali membusuk adalah perutnya. Oleh karena itu, 
siapa yang mampu untuk hanya makan makanan yang halal saja maka hendaknya dia usahakan” (HR 


Bukhari no 6733 dari Jundab bin Abdillah). 


Artikel oleh : Ustadz Aris Munandar, SS 
Sumber : http://ustadzaris.com/awas-korupsi 
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Hukum Menaikkan Penawaran Harga Untuk Menipu (Bai'Un Najisy) 


Bai'un Najisy yaitu menaikkan tawaran harga barang, tetapi ia tidak bermaksud membelinya, 
untuk menipu orang lain yang ingin membeli sehingga ia mau menaikkan tawaran harga tersebut. 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda, 


"Janganlah kalian saling bersaing dalam penawaran barang (untuk tujuan menipu)."( Hadits riwayat Al- 


Bukhari, lihat Fathul Bari,10/484.) 


Tak diragukan lagi, ini adalah salah satu bentuk penipuan. Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 


bersabda, 


"Tipu daya (makar) dan penipuan tempatnya di Neraka."( Lihat Silsilatul Ahadits Ash Shahihah,1057.) 


Banyak kita saksikan, para pemandu suatu acara pelelangan atau para penjaga stan dalam 
pameran mobil atau barang-barang lainnya memakan harta haram disebabkan perbuatan yang mereka 
lakukan. Di antaranya, mereka acap kali melakukan bai'un najisy, memperdaya pembeli. Atau bila 
mereka dalam posisi selaku pembeli, mereka menipu para penjual dan hanya mau membeli dengan 
harga serendah-rendahnya. Berbeda jika mereka selaku penjual barang atau menjualkan barang orang 
lain, mereka akan mengelabui para pembeli dan menaikan harga setinggi-tingginya. Mereka adalah para 


penipu hamba Allah dan para pembawa bahaya. 


(Dari kitab "Muharramat Istahana Bihan Naas" karya Syaikh Muhammad bin Sholeh Al-Munajjid / 


alsofwah) 


http://www.kajianislam.net/modules/smartsection/item.php?itemid-399 
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Hukum Jual Beli Anjing, Kucing dan Darah 


Alhamdulillah wa sholaatu wa salaamu 'ala Rosulillah wa 'ala alihi wa shohbihi wa sallam. 


Mengenai jual beli 3 benda di atas, dapat kita lihat bersama pada beberapa hadits berikut ini. 
Hadits pertama 
Dari Abu Mas'ud Al Anshori radhiyallahu “anhu, beliau berkata, 
"Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam melarang hasil penjualan anjing, penghasilan pelacur dan upah 
perdukunan." (HR. Bukhari dan Muslim) (Bukhari: 39-Kitab Al Buyu', 112-Hasil Penjualan Anjing. Muslim: 


23-Kitab Al Masagoh, 9-Bab Haramnya Hasil Penjualan Anjing, upah perdukunan, upah pelacur, 


penjualan kucing| 


Hadits kedua 

Dari Abu Juhaifah, beliau berkata, 

"Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam melarang hasil penjualan darah, hasil penjualan anjing dan upah 
dari budak wanita (yang berzina). Beliau juga melaknat orang yang mentato dan yang meminta ditato, 
memakan riba dan mewakilkannya, begitu pula tukang gambar (makhluk yang memiliki ruh)." (HR. 
Bukhari) (Bukhari: 39-Kitab Al Buyu', 112-Bab Hasil Penjualan Anjing| 

Hadits ketiga 

Dari Rofi' bin Khodij, beliau mendengar sabda Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam, 

"Sejelek-jelek penghasilan adalah upah pelacur, hasil penjualan anjing dan penghasilan tukang bekam." 


(HR. Muslim) (Muslim: 23-Kitab Al Masagoh, 9-Bab Haramnya Hasil Penjualan Anjing, upah perdukunan, 


upah pelacur, penjualan kucing) 
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Juga dari Rofi' bin Khodij, Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, 


"Hasil penjualan anjing adalah penghasilan yang buruk. Upah pelacur juga buruk. Begitu pula 
penghasilan tukang bekam adalah khobits (jelek)." (HR. Muslim) (Muslim: 23-Kitab Al Masagoh, 9-Bab 


Haramnya Hasil Penjualan Anjing, upah perdukunan, upah pelacur, penjualan kucing) 


Hadits keempat 


Dari Abu Az Zubair, beliau berkata bahwa beliau pernah menanyakan pada Jabir mengenai hasil 


penjualan anjing dan kucing? Lalu Jabir mengatakan, 


"Nabi shallallahu “alaihi wa sallam melarang keras hal ini." (HR. Muslim) (Muslim: 23-Kitab Al Masagoh, 


9-Bab Haramnya Hasil Penjualan Anjing, upah perdukunan, upah pelacur, penjualan kucing» 


Abu Muhammad Ibnu Hazm mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zajar dalam hadits di atas 


adalah larangan keras. (Al Muhalla, 9/13) 


Hadits kelima 


Dari Jabir, beliau berkata, 


"Nabi shallallahu “alaihi wa sallam melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing." (HR. Abu Daud, 


Tirmidzi dan Ibnu Majah) (Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih» 


Itulah beberapa dalil yang menjelaskan jual beli ketiga benda di atas. Jadi, hadits-hadits di atas 


menunjukkan terlarangnya jual beli anjing, kucing, dan darah, sehingga hasil penjualannya tidak halal. 


Apakah Seluruh Jenis Anjing dan Kucing Termasuk Larangan Di Atas? 

Memang ada perselisihan pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama membolehkan hasil 
penjualan anjing yang memiliki kegunaan seperti anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga hewan 
ternak dan menjaga tanaman. Namun sebagian ulama melarang secara mutlak hal ini berdasarkan 


hadits-hadits yang telah disebutkan di atas. 
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Begitu juga dengan kucing, sebagian ulama memperbolehkan jual beli hewan ini karena adanya 
kegunaan untuk memburu tikus, serangga, cecak, kecoak, dan lainnya. Namun berdasarkan hadits-hadits 
di atas di atas ulama lain semacam Ibnul Oayyim dalam Zaadul Ma'ad melarang secara mutlak penjualan 
kucing. 

Jadi, anjing, kucing, dan darah tidak boleh diperjualbelikan. Ketiga benda ini bisa diperoleh 
dengan jalan lain semacam melalui pemberian secara cuma-cuma, tanpa melalui proses jual beli. Begitu 
pula hal ini berlaku untuk donor darah. 

Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, "Para ulama berselisih mengenai apa yang dimaksud 
dengan hasil penjualan darah. Ada yang memaksudkan dengan upah dari tukang bekam. Ada pula yang 
memaksudkan secara tekstual bahwa yang terlarang adalah jual beli darah sebagaimana terlarang pula 
jual beli bangkai, babi yaitu sama-sama haram. Hal ini adalah berdasarkan ijma' (kesepakatan) para 
ulama." (Fathul Bari, 4/427) 

Semoga segenap kaum muslimin yang membaca tulisan ini mendapat pencerahan. Semoga kita 


selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. 


Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush sholihaat. Wa shallallahu “ala nabiyyina Muhammad wa 'ala 


alihi wa shohbihi wa sallam. 


Referensi: 


Al Muhalla, Abu Muhammad Ibnu Hazm, Darul Fikr 

Shahih Figh Sunnah, Abu Malik Kamal bin As Sayid Salim, Al Maktabah At Taufigiyah 

Sifat Perniagaan Nabi shallallahu “alaihi wa sallam, Muhammad Arifin Badri, MA., Pustaka Darul Ilmi 
Fathul Bari, Ibnu Hajar, Dar Al Ma'rifah Beirut 

Syarh Bulughul Marom, Syaikh “Athiyah bin Muhammad Salim, Asy Syamilah 

dearokokak 

Pangukan, Sleam, 12 Robi'ul Awwal 1430 H 

Oleh hamba yang sangat butuh pada ampunan Rabbnya: 

Muhammad Abduh Tuasikal 
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Hukum Pasar Modal dan Bermuamalah dengan Mereka 


Pertanyaan: 
Assalamualaikum, 

4. Apakah transaksi di pasar modal/bursa efek termasuk kategori riba dan atau haram? 

5. Bagaimana hukumnya saya yang bekerja sebagai karyawan di bidang IT sebagai tim 
pendukung pelaksanaan perdagangan tsb? 

6. Kemudian juga jika saya dan teman2 memutuskan keluar atau terkena PHK dan 
bersama-sama membuat perusahaan yang menawarkan jasa untuk pembuatan sistem 
brokerage/perdagangan efek, bagaimana hukumnya, apakah halal atau haram untuk 
menjalankan bisnis pendukung di pasar modal tsb? 

Jawab: 
Oleh : UstadzKholid Syamhudi.Lc. 


Wa"alaikumussalam, 


Transaksi jual beli saham dengan aneka ragam macamnya termasuk jenis jual beli yang penting 
di masa kiwari ini, sehingga bermunculanlah pasar modal atau bursa. Oleh karena itu pertanyaan ini 
sangat mengena dan amat penting bagi seorang muslim untuk dijawab. Seorang muslim harus 
mengetahui mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Secara umum ditinjau dari jenis 
dan kegiatan perusahaan yang mengeluarkan saham, maka terbagi menjadi dua: 

1. Perusahaan yang berkegiatan dalam usaha-usaha mubah seperti perusahaan pertanian, industry 
dan perniagaan apabila tidak ada dalam klausul aturannya harus bermuamalah dengan riba atau 
perkara haram lainnya. Maka diperbolehkan menjadi pemegang sahamnya dan berjual beli 
sahamnya. 

2. Perusahaan yang berkegiatan dalam usaha-usaha haram (dilarang) seperti perusahaan 
perbankan konvensional dan perusahaan yang memproduksi dan atau memperdagangkan 
barang terlarang misalnya pabrik rokok, minuman keras. Maka dilarang menjadi pemegang 
sahamnya dan berjual beli sahamnya. (lihat masalah ini pada kitab al-Fighu al-Muyassarah karya 
Prof. DR. Abdullah ath-Thayaar hal. 24) 

Ini menyangkut permasalahan jual beli saham dari perusahaan secara umum. 
Sedangkan melihat kepada transaksi bursa yang ada maka ada diantaranya yang bersifat instant, 


pasti dan permanent, dan ada juga yang berjangka dengan syarat uang dimuka. Juga bila dilihat dari 
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objeknya terkadang berupa jual beli barang komoditi biasa, dan terkadang berupa jual beli kertas saham 


dan kwitansi piutang. 


Karena transaksinya bermacam-macam dengan dasar seperti ini, sehingga tidak mungkin 


ditetapkan hukum syariatnya dalam skala umum, harus dirinci terlebih dahulu baru masing-masing jenis 


transaksi ditentukan hukumnya secara terpisah. 


Islamic Figih Academy (Majma" al-Figih al-Islami) satu Lembaga Pengkajian fikih dibawah 


Rabithah Al-alam Al-Islami telah merinci dan menetapkan hukum masing-masing transaksi itu pada 


konferensi ketujuh mereka yang diadakan pada tahun 1404 H di kota Makkah Al-Mukarramah. 


Sehubungan dengan persoalan ini, majelis telah memberikan keputusan sebagai berikut: 


Pertama: Pasar modal/bursa saham itu target utamanya adalah menciptakan pasar tetap dan 
simultan di mana bargaining dan demands serta para pedagang dan pembeli saling bertemu 
melakukan transaksi jual beli. Ini satu hal yang baik dan bermanfaat, dapat mencegah para 
pengusaha yang mengambil kesempatan orang-orang yang lengah atau lugu yang ingin 
melakukan jual beli tetapi tidak mengetahui harga sesungguhnya, bahkan tidak mengetahui 
Siapa yang mau membeli atau menjual sesuatu kepada mereka. 

Akan tetapi kemaslahatan yang jelas ini dalam dunia bursa saham tersebut terselimuti 
oleh berbagai macam transaksi yang amat berbahaya menurut syariat, perjudian, 
memanfaatkan ketidaktahuan orang dan memakan uang orang dengan cara haram. Oleh sebab 
itu tidak mungkin ditetapkan hukum umum untuk bursa saham dalam skala besarnya. Namun 
yang harus dijelaskan adalah segala jenis transaksi jual beli yang terdapat di dalamnya satu 
persatu secara terpisah. 

Kedua: Bahwa transaksi instant terhadap barang yang ada dalam kepemilikan penjual untuk 
diserahterimakan bila syaratkan harus ada serah terima langsung pada saat transaksi menurut 
syariat, adalah transaksi yang dibolehkan. Selama transaksi itu bukan terhadap barang haram 
menurut syariat pula. Namun kalau barangnya tidak dalam kepemilikan penjual, harus dipenuhi 
syarat-syarat jual beli As-Salm. Setelah itu baru pembeli boleh menjual barang tersebut 
meskipun belum diterimanya. 

Ketiga: Sesungguhnya transaksi instant terhadap saham-saham perusahaan dan badan usaha 
kalau saham-saham itu memang berada dalam kepemilikan penjual boleh-boleh saja menurut 
syariat, selama perusahaan atau badan usaha tersebut dasar usahanya tidak haram, seperti 
bank riba, perusahaan minuman keras dan sejenisnya. Bila demikian, transaksi jual beli saham 


tersebut menjadi haram. 
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Keempat: Bahwa transaksi instant maupun berjangka terhadap kwitansi piutang dengan sistem 
bunga yang berbagai macam bentuknya tidaklah dibolehkan menurut syariat, karena semua itu 
adalah aktivitas jual beli yang didasari oleh riba yang diharamkan. 

Kelima: Bahwa transaksi berjangka dengan segala bentuknya terhadap barang gelap, yakni 
saham-saham dan barang-barang yang tidak berada dalam kepemilikan penjual dengan cara 
yang berlaku dalam pasar bursa tidaklah dibolehkan menurut syariat, karena termasuk menjual 
barang yang tidak dimiliki, dengan dasar bahwa ia baru akan membelinya dan menyerahkannya 
kemudian hari pada saat transaksi. Cara ini dilarang oleh syariat berdasarkan hadits shahih dari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: 

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.Isize-xx-smalls1" Demikian juga 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang shahih dari Zaid bin Tsabit 
rahimahullah, bahwa Nabi shallallahu “alaihi wa sallam melarang menjual barang di mana 
barang itu dibeli, sebelum pedagang mengangkutnya ke atas punggung kuda merekalsize-xx- 
small-2." 

Keenam: Transaksi berjangka dalam pasar bursa bukanlah jual beli As-Salm yang dibolehkan 
dalam syariat Islam, karena keduanya berbeda dalam dua hal: 

Dalam bursa saham harga barang tidak dibayar langsung saat transaksi. Namun ditangguhnkan 
pembayarannya sampai penutupan pasar bursa. Sementara dalam jual beli As-Salm harga 
barang harus dibayar terlebih dahulu dalam transaksi. 

Dalam pasar bursa barang transaksi dijual beberapa kali penjualan saat dalam kepemilikan 
penjual pertama. Tujuannnya tidak lain hanyalah tetap memegang barang itu atau menjualnya 
dengan harga maksimal kepada para pembeli dan pedagang lain bukan secara sungguhan, 
secara spekulatif melihat untung ruginya. Persis seperti perjudian. Padahal dalam jual beli As- 


Salm tidak boleh menjual barang sebelum diterima. 


Oleh karena itu islamic Figih Academy (Majma" al-Figih al-Islami) berpendangan bahwa para 


penanggungjawab di berbagai negera Islam berkewajiban untuk tidak membiarkan bursa-bursa tersebut 


melakukan aktivitas mereka sesuka hati dengan membuat berbagai transaksi dan jual beli di Negara- 


negara mereka, baiknya hukumnya mubah maupun haram. Mereka hendaknya juga tidak memberi 


peluang orang-orang yang mempermainkan harga sehingga menggiring kepada bencana finansial dan 


merusak perekonomian secara umum, dan pada akhirnya menimbulkan malapetaka kepada kebanyakan 
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orang. Karena kebaikan yang sesungguhnya adalah dengan berpegang pada ajaran syariat Islam pada 


segala sesuatu. Allah berfirman: 


"dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia: dan janganlah 
kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. 


Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertagwa."(Al-An"aam : 153) 


Allah Subhanahu wa Ta"ala adalah Juru Penolong yang memberikan taufik, yang memberi petunjuk 


menuju jalan yang lurus. Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad. 


Demikianlah keterangan lembaga yang berkumpul didalamnya para ulama fikih dunia. 

Dari keterangan ini jelaslah bahwa bursa efek yang ada nampaknya memang tercampuri banyak 
perkara haram, walaupun pada asalnya bursa tersebut sah-sah saja. Dari sini pekerjaan sebagai IT adalah 
pekerjaan yang halal dan tidak termasuk dalam mendukung terselenggaranya kemaksiatan dan 
kemungkaran. Demikian juga bila saudara ingin keluar atau di PHK diperbolehkan membentuk 
perusahaan jasa untuk pembuatan sistem brokerage/perdagangan efek, apalagi bisa mendukung 
pemerintah menertibkan dan tidak member peluang orang mempermainkan harga padanya. 

Demikian jawaban saya mudah-mudahan bermanfaat. 

Wabillahi taufig 

Kholid Syamhudi 

Pimpinan pon-pes Ibnu Abas, Sragen 

Staf redaksi Majalah Assunnah, Solo 

Staf ahli Majalah keluarga "Nikah", Sukoharjo. 

www.ustadzkholid.com 

Catatan kaki: 

1. Haditsini telah disebutkan sebelumnya hal 142 (buku asli). 

2. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya V : 191. Diriwayatkan oleh Abu Dawud 3493. 


Sumber : Milis pm-fatwa (salah satu milis pengusahamuslim.com), untuk bergabung, kirim email kosong 


ke : pm-fatwa-subscribe@yahoogroups.com 
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Uang Tips, Uang Khianat 


Disusun oleh Muhammad Abduh Tuasikal, ST 


Ada cerita: Seorang pekerja yang bekerja di sebuah tempat servis motor. Setiap bulan memang 
dia sudah mendapat gaji dari majikannya. Dan mungkin ada beberapa tunjangan lagi yang dia peroleh. 
Namun suatu saat menservis motor, pelanggan seperti biasa membayar biaya servis kepada majikannya. 
Kemudian pelanggan tadi menemui pekerja tadi dan memberinya uang tambahan (alias uang tips). 

Demikian ceritanya. Apakah memang uang tambahan atau uang tips seperti ini boleh diambil? 
Apakah termasuk uang halal? Atau malah uang khianat? 

Itulah yang akan kami bahas pada posting kali ini. Semoga Allah selalu memudahkan urusan 


hamba-Nya dalam kebaikan. 


Meninjau dalam Kitab Induk Hadits 

Awalnya marilah kita melihat dalam kitab induk hadits. Di dalam Shohih Bukhari yang sudah kita 
kenal, dibawakan bab "Hadayal "Ummal". Begitu pula dalam Shohih Muslim, An Nawawi rahimahullah 
membawakan bab "Tahrimu hadayal "ummal (diharamkannya hadayal "ummal)". Hadaya berarti hadiah, 
bentuk plural dari kata hadiyah. Sedangkan "Ummal berarti pekerja, bentuk plural (jamak) dari kata 


"aamil. 


Hadits Hadayal "Ummal 

Dalam bab tadi dibawakan hadits berikut dan ini adalah lafazh dari Bukhari yang sengaja kami 
ringkas. Perhatikanlah hadits tersebut. 

Dari Abu Humaid As Sa"idiy, beliau berkata, "Nabi shallallahu "alaihi wa sallam mempekerjakan 
seorang pria dari Bani Asad yang bernama Ibnul Utabiyyah untuk mengurus sedekah (maksudnya: zakat). 


Ketika laki-laki tadi datang dari mengurus zakat, dia lantas mengatakan, 


"Ini bagian untuk kalian dan ini hadiah untukku." 


Lalu setelah itu Nabi shallallahu "alaihi wa sallam berceramah di atas mimbar (Sufyan juga 


mengatakan bahwa Nabi shallallahu "alaihi wa sallam naik mimbar), kemudian beliau shallallahu "alaihi 


wa sallam memuji Allah lalu mengatakan, 
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"Mengapa ada pekerja yang kami utus, kemudian dia datang lalu mengatakan, "Ini bagian 
untukmu dan ini hadiah untukku"? Silakan dia duduk di rumah ayah atau ibunya. Lalu lihatlah, apakah 
dia akan dihadiahi atau tidak? Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya. Tidaklah seseorang datang 
dengan sesuatu (maksudnya mengambil hadiah seperti pekerja tadi, pen) kecuali dia datang dengannya 
pada hari kiamat, lalu dia akan memikul hadiah tadi di lehernya. Jika yang dipikulnya adalah unta, maka 
akan keluar suara unta. Jika yang dipikulnya adalah sapi betina, maka akan keluar suara sapi. Jika yang 
dipikulnya adalah kambing, maka akan keluar suara kambing." Kemudian Nabi shallallahu "alaihi wa 
sallam mengangkat kedua tangannya sampai kami melihat warna debu di ketiak beliau. Lalu beliau 
mengatakan, "Bukankah aku telah sampaikan (Beliau menyebutnya sebanyak tiga kali)." (HR. Bukhari no. 
7174) 

Inilah teguran keras Nabi shallallahu "alaihi wa sallam terhadap orang tadi. Dia sebenarnya telah 
mendapatkan upah juga dari beliau shallallahu "alaihi wa sallam. Namun, di samping itu dia 
mendapatkan upah lagi dari orang lain ketika dia memungut pajak yaitu ketika dia melakukan 
pekerjaannya. Inilah upah yang beliau shallallahu "alaihi wa sallam tegur dan tidak suka. Bahkan setelah 


itu beliau menyebutkan keadaan pekerja semacam ini di hari kiamat. 


Uang Tips adalah Uang Khianat 


Ada hadits pula dari Abu Humaid As Sa"idiy. Rasulullah shallallahu "alaihi wa sallam bersabda, 


"Hadiah bagi pekerja adalah ghulul (khianat)." (HR. Ahmad. Sebagian ulama mengatakan bahwa sanad 
hadits ini dho"if semacam Ibnu Hajar di Fathul Bari. Namun, Syaikh Al Albani menshohihkan hadits ini 


sebagaimana disebutkan dalam Irwa"ul Gholil) 


An Nawawi rahimahullah dalam Syarh Muslim (6/304) mengatakan, 

"Dalam hadits ini (hadits Abu Humaid yang pertama tadi) terdapat penjelasan bahwa hadayal 
"ummal (hadiah untuk pekerja) adalah haram dan ghulul (khianat). Karena uang seperti ini termasuk 
pengkhianatan dalam pekerjaan dan amanah. Oleh karena itu, dalam hadits di atas disebutkan 
mengenai hukuman yaitu pekerja seperti ini akan memikul hadiah yang dia peroleh pada hari kiamat 
nanti, sebagaimana hal ini juga disebutkan pada masalah orang yang berkhianat. 

Dan beliau shallallahu "alaihi wa sallam sendiri telah menjelaskan dalam hadits tadi mengenai 
sebab diharamkannya hadiah seperti ini, yaitu karena hadiah ini sebenarnya masih karena sebab 


pekerjaan, berbeda halnya dengan hadiah tadi bagi selain pekerja (atau hadiah karena bukan sebab 
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pekerjaannya, pen). Hadiah yang kedua ini adalah hadiah yang dianjurkan (mustahab). Dalam 
pembahasan yang lalu telah disebutkan mengenai hukum pekerja yang diberi semacam ini dengan 
disebut hadiah. Pekerja tersebut harus mengembalikan hadiah tadi kepada orang yang memberi. Jika 
tidak mungkin, maka diserahkan ke Baitul Mal (kas negara)." 

Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan hal ini dalam 
fatwanya. Beliau mengatakan, 

"Hadiah bagi pekerja termasuk ghulul (pengkhianatan) yaitu jika seseorang sebagai pegawai 
pemerintahan, dia diberi hadiah oleh seseorang yang mempunyai kaitan dengan muamalahnya. Hadiah 
semacam ini termasuk pengkhianatan (ghulul). Hadiah seperti ini tidak boleh diambil sedikitpun 


walaupun dia menganggapnya baik." 


Lalu beliau mengatakan lagi, 


"Tidak boleh bagi seorang pegawai di wilayah pemerintahan menerima hadiah berkaitan dengan 
pekerjaannya. Seandainya kita membolehkan hal ini, maka akan terbukalah pintu riswah (suap/sogok). 
Uang sogok seperti ini amatlah berbahaya dan termasuk dosa besar (karena ada hukuman yang 
disebutkan dalam hadits tadi, pen). Oleh karena itu, wajib bagi setiap pegawai jika dia diberi hadiah yang 
berkaitan dengan pekerjaannya, maka hendaklah dia mengembalikan hadiah tersebut. Hadiah semacam 
ini tidak boleh dia terima. Baik dinamakan hadiah, shodagoh, dan zakat, tetap tidak boleh diterima. 
Lebih-lebih lagi jika dia adalah orang yang mampu, zakat tidak boleh bagi dirinya sebagaimana yang 


sudah kita ketahui bersama." (Majmu" Fatawa wa Rosa"il Ibni Utsaimin, 18/232) 


Sk obokokk 


Inilah penjelasan para ulama mengenai uang tips. Betapa banyak perilaku semacam ini di 
tengah-tengah kita terutama —maaf- pada lingkungan pemerintahan. Misalnya, kita hendak membuat 
KTP, kartu kuning untuk cari kerja, pasti ada saja uang tips. Sebenarnya biaya untuk bayar KTP cuma 
Rp.5000,-. Namun, karena pegawai pemerintahan tadi berisyarat atau memang sudah kebiasaan seperti 
itu, akhirnya dia diberi uang Rp.5000,-, plus hadiah Rp.5000,-. Bukankah perilaku semacam ini sama 
dengan pekerja yang Nabi shallallahu "alaihi wa sallam sebutkan? 

Kita sebagai pegawai atau pekerja, hendaklah mengembalikan uang tersebut kepada orang yang 


memberikan hadiah tadi. Lihatlah saran dari dua ulama di atas. 
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Janganlah khawatir dengan masalah rizki. Mungkin ada yang mengatakan, "Sayang sekali uang 
tips tersebut ditolak." 

Saudaraku, cukup nasehat Nabi shallallahu "alaihi wa sallam berikut sebagai wejangan bagimu. 

"Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi 
ganti padamu dengan yang lebih baik bagimu." (HR. Ahmad. Syaikh Syu"aib Al Arnauth mengatakan 
bahwa sanad hadits ini shohih) 

Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi nasehat bagi setiap pekerja dan pegawai di setiap 
pekerjaannya. Semoga Allah memperbaiki kondisi kaum muslimin. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu 


yang bermanfaat, membuahkan amal yang sholih dan semoga kita selalu diberkahi rizki yang thoyib. 
Pangukan, Sleman, 24 Muharram 1430 H 


Yang selalu mengharapkan ampunan dan rahmat Rabbnya 


Muhammad Abduh Tuasikal, ST 


781 


Hukum Undian Berhadiah (SMS, Kupon Undian, dll.) 


Oleh : Al Ustadz Dzulgornain bin Muhammad Sunusi 
Dalam menguraikan tentang hukum undian diharuskan untuk kembali mengingat beberapa 
kaidah syari'at Islam yang telah dijelaskan dalam tulisan bagian pertama dalam pembahasan ini. Kaidah- 


kaidah tersebut adalah sebagai berikut: 


Pertama : 


Kaidah yang tersebut dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu: 


Rasululloh Shalallahu "alaihi wa sallam melarang dari jual beli (dengan cara) gharor." 


Gharor adalah apa yang belum diketahui diperoleh tidaknya atau apa yang tidak diketahui hakekat dan 


kadarnya. 


Kedua : 


Kaidah syari'at yang terkandung dalam firman Alloh Ta'ala: 


"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, maisir, (berkorban untuk) berhala, 
mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah 
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaithan itu bermaksud 
hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lataran (meminum) khamr dan berjudi 
itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Alloh dan sembahyang: maka berhentilah kamu (dari 


mengerjakan pekerjaan itu)" (A.S Al Ma'idah: 90-91) 


Dan dalam hadits Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu riwayat Al Bukhori dan Muslim, Nabi Shalallahu 


"alaihi wa sallam bersabda: 


" Siapa yang berkata kepada temannya: Kemarilah saya bergimar denganmu, maka hendaknya dia 
bershodagoh." Yaitu hendaknya dia membayar kaffaroh (denda ) menebus dosa ucapannya. (Baca 


Syarah Muslim 11/107, Fathul Bari 8/612, Nailul Author 8/258 dan Aunul Ma'bud 9/54). 


Ayat dan hadits di atas menunjukkan haramnya perbuatan maisir dan gimar dalam mu'amalat. 
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Maisir adalah setiap mu'amalah yang orang masuk ke dalamnnya setelah mengeluarkan biaya dengan 


dua kemungkinan: dia mungkin rugi atau mungkin dia beruntung. 


Oimar menurut sebagian ulama adalah sama dengan maisir, dan menurut sebagian ulama lain gimar 


hanya pada mu'amalat yang berbentuk perlombaan atau pertaruhan. 


Berdasarkan dua kaidah di atas, berikut ini kami akan berusaha menguraikan bentuk-bentuk undian 


secara garis besar beserta hukumnya. 


Macam-Macam Undian 


Undian dapat dibagi menjadi tiga bagian : 


Satu : Undian Tanpa Syarat 
Bentuk dan contohnya : Di pusat-pusat perbelanjaan, pasar, pameran dan semisalnya sebagai 


langkah untuk menarik pengunjung, kadang dibagikan kupon undian untuk setiap pengunjung tanpa 
harus membeli suatu barang. Kemudian setelah itu dilakukan penarikan undian yang dapat disaksikan 
oleh seluruh pengunjung. 

Hukumnya : Bentuk undian yang seperti ini adalah boleh. Karena asal dalam suatu mu'amalah 
adalah boleh dan halal. Juga tidak terlihat dalam bentuk undian ini hal-hal yang terlarang berupa 


kezhaliman, riba, gharar,penipuan dan selainnya. 


Dua : Undian Dengan Syarat Membeli Barang 
Bentuknya : Undian yang tidak bisa diikuti kecuali oleh orang membeli barang yang telah 


ditentukan oleh penyelenggara undian tersebut. 

Contohnya : Pada sebagian supermarket telah diletakkan berbagai hadiah seperti kulkas, radio 
dan lain-lainnya. Siapa yang membeli barang tertentu atau telah mencapai jumlah tertentu dalam 
pembelian maka ia akan mendapatkan kupon untuk ikut undian. 

Contoh lain : sebagian pereusahaan telah menyiapkan hadiah-hadiah yang menarik seperti 
Mobil, HP, Tiket, Biaya Ibadah Haji dan selainnya bagi siapa yang membeli darinya suatu produk yang 
terdapat kupon/kartu undian. Kemudian kupon atau kartu undian itu dimasukkan kedalam kotak-kotak 
yang telah disiapkan oleh perusahaan tersebut di berbagai cabang atau relasinya. 


Hukumnya : undian jenis ini tidak lepas dua dari dua keadaan : 


- Harga produk bertambah dengan terselenggaranya undian berhadiah tersebut. 
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Hukumnya : Haram dan tidak boleh. Karena ada tambahan harga berarti ia telah 
mengeluarkan biaya untuk masuk kedalam suatu mu'amalat yang mungkin ia untung 


dan mungkin ia rugi. Dan ini adalah maisir yang diharomkan dalam syariat Islam. 


Undian berhadiah tersebut tidak mempengaruhi harga produk. Perusahaan 

mengadakan undian hanya sekedar melariskan produknya. 

Hukumnya : Ada dua pendapat dalam masalah ini : 

1. Hukumnya harus dirinci. Kalau ia membeli barang dengan maksud untuk ikut undian 
maka ia tergolong kedalam maisir/gimar yang diharamkan dalam syariat karena 
pembelian barang tersebut adalah sengaja mengeluarkan biaya untuk bisa ikut 
dalam undian. Sedang ikut dalam undian tersebut ada dua kemungkinan: mungkin ia 
beruntung dan mungkin ia rugi. Maka inilah yang disebut Maisir/Oimar. 

Adapun kalau dasar maksudnya adalah butuh kepada barang/produk tersebut 
setelah itu ia mendapatkan kupon untuk ikut undian maka ini tidak terlarang karena 
asal dalam muamalat adalah boleh dan halal dan tidak bentuk Maisir maupuun 
Oimar dalam bentuk ini. 

Rincian ini adalah pendapat Syaikh Ibnu “Utsaimin (Ligoul Babul Maftuh no.48 
soal 1164 dan no.49 soal 1185. Dengan perantara kitab Al-Hawafidz At-Tijaiyah At- 
Taswigiyah), Syaikh Sholih bin “Abdul 'Aziz Alu Asy-Syaikh (dalam muhadhoroh 
beliau yang berjudul "Al Oimar wa Shuwarihil Muharromah), Lajnah Baitut Tamwil 
Al-Kuwaiti(Al Fatawa Asyar'iyyah Fi Masail Al Igtishodiyah, fatwa no.228. Dengan 
perantara kitab Al-Hawafidz At-Tijaiyah At-Taswigiyah), dan Haiah Fatwa di Bank 
Dubai Al-Islamy(dalam fatwa mereka no.102 Dengan perantara kitab Al-Hawafidz 
At-Tijaiyah At-Taswigiyah). 

2. Hukumnya adalah haram secara mutlak. Ini adalah pendapat Syaikh Abdul 
'Aziz bin Baz(Fatawa Islamiyah 2/367-368. Dengan perantara kitab Al-Hawafidz At- 
Tijaiyah At-Taswigiyah),dan Al-Lajnah Ad-Da'imah(Fatawa Islamiyah 2/366-367. 
Dengan perantara kitab Al-Hawafidz At-Tijaiyah At-Taswigiyah), Alasannya karena 
hal tersebut tidak lepas dari bentuk Oimar/Maisir dan mengukur maksud pembeli, 
apakah ia memaksudkan barang atau sekedar ingin ikut undian adalah perkara yang 


sulit. 
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Tarjih 

Yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat pertama. Karena tidak hanya adanya tambahan 
harga pada barang dan dasar maksud pembeli adalah membutuhkan barang tersebut maka ini adalah 
mu'amalat yang bersih dari Maisitr/Oimar dan ukuran yang menggugurkan alasan pendapat kedua. Dan 


asal dalam mu'amalat adalah boleh dan halal. 


Wallahu A'lam. 


Tiga: Undian dengan mengeluarkan biaya. 
Bentuknya: Undian yang bisa diikuti setiap orang yang membayar biaya untuk ikut undian 


tersebut atau mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti undian tersebut dengan mengeluarkan biaya. 

Contohnya: Mengirim kupon/kartu undian ketempat pengundian dengan menggunakan 
perangko pos. Tentunya mengirim dengan perangko mengeluarkan biaya sesuai dengan harga 
perangkonya. 

Contoh Lain: Ikut undian dengan mengirim SMS kelayanan telekomunikasi tertentu baik dengan 
harga wajar maupun dengan harga yang telah ditentukan. 

Contoh lain: Pada sebagian tutup minuman tertera nomor yang bisa dikirim ke layanan tertentu 
dengan menggunakan SMS kemudian diundi untuk mendapatkan hadiah yang telah ditentukan. Apakah 
biaya SMS-nya dengan harga biasa maupun tertentu (dikenal dengan pulsa premium). 

Hukumnya: Haram dan tidak boleh. Karena mengeluarkan biaya untuk suatu yang mu'amalat 
yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu termasuk Oimar/Maisir. 

Demikian secara global beberapa bentuk undian yang banyak terjadi di zaman ini. Tentunya 
contoh-contoh undian untuk tiga jenis undian tersebut diatas sangatlah banyak di masa ini. Mudah- 


mudahan keterangan diatas bermanfaat bagi seluruh pembaca. 


Wallahu Ta'ala A'lam. 


Sumber : Darusalaf.org 
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HUKUM PROMOSI DENGAN MENGGUNAKAN HADIAH 


Oleh 
Syaikh Muhammad bin Ali Al-Kamili 


Pada masa sekarang ini, untuk meningkatkan angka penjualan produk,para produsen melakukan 
penawaran dengan iming-iming hadiah. Corak promosi seperti ini bisa kita dapatkan di pasaran, dengan 
beragam jenis dan kiatnya. Tinjauan fikih sendiri menyikapo promosi dengan iming-iming hadiah ini 
amat terperinci. Karena di balik semaraknya berbagai jenis "hadiah" ini, ternyata terselubung tipu 


muslihat dan perjudian. 


Pandangn Fikih Secara Umum 
Berkaitan dengan hadiahnya tersebut, bisa ditinjau dari dua sudut pandang. 
A. Untuk mendapatkan hadiah atau terlibat dalam undian tersebut, disyaratkan dengan membeli 
produk tertentu. 
1). Hadiah tersebut, tidak semua konsumen bisa mendapatkannya. 
Dengan kata lain, ada yang mendapatkan hadiah tersebut dan ada juga yang tidak. 

Cara promosi berhadiah seperti ini tidak diperbolehkan atau haram. Alasannya, di 
dalamnya mengandung unsur maysir dan gimar. Sebab, setiap konsumen sudah mengeluarkan 
biaya, tetapi tidak mendapatkan kepastian dalam hal mendapatkan hadiahnya. Yakni, tidak 
diketahui siapa yang akan mendapatkan hadiah dan siapa yang tidak. Dari sisi ini juga 
mengandung unsur gharar. 


2 


— 


. Semua Mendapatkan Hadiah 
Metode ini terbebas dari ketidakpastian dan jahalah (tidak diketahui siapa yang akan 
mendapatkan hadiah).Jadi, jika semua konsumen mendapatkan hadiah, maka jenis promosi 
seperti ini diperbolehkan, karena tidak termasuk ke dalam maysir ataupun gimar. Hadiah seperti 
ini termasuk sebagai discount, atau sebagai pemberian secara cuma-cuma (atau Hadiah dalam 
bahasa Arab). 
Dalam promosi menggunakan hadiah ini, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a) Hadiahnya diketahui secara pasti 
b) Tidak ada unsur penipuan atau mengelabui konsumen 


c) Tidak ada penambahan harga jual produk 
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d) Bila ada penambahan harga karena hadiah tersebut, maka pihak produsen harus 
memberitahukannya. 

e) Tidak bersifat memaksa konsumen atau memanfaatkan mereka, karena siapa pun 
ternyata membutuhkan produk yang dimaksud manakala tidak ada hadiahnya. Dengan 
kata lain, harus diberikan pilihan, membayar lebih dan mendapatkan hadiah sekaligus, 
atau membayar dengan harga biasa, tetapi tidak mendapatkan hadiah. 

B. Ditinjau dari segi keberhasilannya 
Yaitu hadiah yang tidak ada kepastian apakah konsumen akan mendapatkan atau tidak. Dari 
sudut pandang ini, maka hadiah tersebut ada dua macam. 

1) Untuk mendapatkan hadiah atau ikut undian diharuskan membayar sejumlah biaya tertentu. 
Jenis pertama ini hukumnya haram, karena termasuk memakan harta orang lain secara batil. 
Dan lagi, setiap orang yang terlibat, ia membayar sama kepada penyedia hadiah, tetapi masing- 
masing tidak memiliki kepastian akan mendapatkan hadiah atau tidak. Demikian inilah bentuk 
maysir atau gimar. 

Di sisi lain, terkadang konsumen berbondong-bondong membeli produk tersebut bukan 
karena memerlukannya, tetapi semata-mata karena hadiah dibalik undiannya. Yang seperti ini 
diharamkan, karena mengandung unsur perjudian. 

Adapun apabila produknya dapat dijual dengan harga yang biasa (tidak dinaikkan), dan 
ternyata konsumen juga membelinya karena membutuhkannya, bukan semata-mata karena 
hadiahnya, maka dalam memandang kasus seperti ini, para ulama berbeda pendapat. 

Pendapat Pertama 

Apabila kemungkinan dari undian tersebut antara untung (mendapatkan hadiah) dan 
selamat (tidak sampai merugi jika tidak mendapatkan hadiah), maka hukumnya diperbolehkan, 
sepanjang konsumen membelinya karena membutuhkannya, baik konsumen itu mengetahui 
tentang adanya undian tersebut maupun tidak. 

Adapun jika konsumen mengetahui tentang undian tersebut, lalu ia membeli produk 
tersebut agar bisa ikut undian, maka hukumnya haram. Sebab, nantinya akan timbul 
kemungkinan beruntung mendapatkan hadiah, atau merugi karena tidak mendapatkan 
hadiah.(15 
Pendapat Kedua 

Memandang bahwa yang lebih utama, undian seperti ini adalah haram. Pendapat ini 


beralasan dengan beberapa hal. 


787 


a) Tujuan ketika membeli produk adalah urusan hati, dan ini tidak bisa diketahui begitu 
saja. 

b) Undian seperti ini merupakan celah yang membawa kepada taruhan atau perjudian 

c) Undian seperti ini lebih sering mengandung unsur gharar, sebab ketika konsumen 
membeli produk, ia merasa mendapatkan hadiah. 

d) Dalam undian seperti ini, juga menimbulkan efek negatif adanya unsur judi. Misalnya 
memicu sifat iri dengki sesama konsumen, dan mengkondisikan konsumen untuk malas 
dan mengharapkan sesuatu yang khayal 

e) Menggiring konsumen untuk membeli produk tersebut, walaupun ia tidak benar-benar 
membutuhkannya, sehingga menimbulkan perbuatan israf dan menyia-nyiakan harta. 


f) Membuka celah untuk melakukan tipu daya dan mengelabui orang lain. 
Tarjihnya, yang lebih utama adalah haram. 
2) Untuk mendapatkan hadiah atau terlibat dalam undian, konsumen tidak dibebankan biaya 
apapun. 
Jenis undian seperti ini dipebolehkan. Sebab, hadiah yang disediakan oleh konsumen 
layaknya pemberian cuma-cuma dan atas kerelaan produsen. Wallahu “alam 


(Diringkas dari Ahkamul I'lanat At-Tijariyyah, Penerjemah Ustadz Muhammad As-Sundee» 


(Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 04/Tahun XI/1428H/2007M. Penerbit Yayasan Lajnah Istigomah 


Surakarta, Alamat Jl Solo-Purwodadi Km 8 Selokaton Gondangrejo Solo» 


Foote Note 
(12. Kaset ceramah Syaikh Shalih Ali Syaikh seputar masalah Al-Gimar wa Shuwaruhu Al-Muharramah 
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TULISAN PENJUAL YANG MENYEBUTKAN BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK 
DAPAT DIKEMBALIKAN DAN DITUKARKAN 

Oleh 

Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-llmiyah Wal Ifta 


Pertanyaan. 

Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-llmiyah Wal Ifta ditanya : Bagaimana pandangan hukum 
syari"at mengenai tulisan yang menyebutkan :"Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dan 
ditukar" yang ditulis oleh beberapa pemilik toko pada faktur penjualan (kwitansi) yang mereka keluarkan. 
Apakah menurut syari"at syarat seperti itu dibolehkan ? Dan apa pula nasihat anda mengenai masalah 


ini ? 


Jawaban 

Menjual barang dengan syarat bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dan 
ditukar adalah tidak boleh, karena syarat tersebut tidak dibenarkan. Sebab, di dalamnya mengandung 
madharat. Selain itu, karena tujuan penjual melalui syarat tersebut agar pembeli harus tetap membeli 
barang tersebut meskipun barang tersebut cacat. 

Persyaratannya ini tidak melepaskannya dari cacat yang terdapat pada barang. Sebab, jika 
barang itu cacat, maka dia boleh mengembalikannya dan menukar dengan barang yang tidak cacat, atau 
pembeli boleh mengambil ganti rugi dari cacat tersebut. Selain itu, karena pembayaran penuh itu harus 
diimbangi dengan barang yang bagus dan tidak cacat. Tetapi dalam hal ini, penjual yang mengambil 
harga penuh dengan adanya cacat pada barang merupakan tindakan yang tidak benar. 

Di sisi lain, syari"at telah memberlakukan syarat-syarat yang sudah biasa berlaku sama seperti 
syarat berupa ucapan. Hal ini dimaksudkan agar pembeli selamat dari cacat, sehingga dia bisa 
mengembalikan barang yang dibeli jika terdapat cacat padanya, karena persyaratan barang dagangan 
bebas dari cacat menurut hukum kebiasaan yang berlaku, berkedudukan sama seperti persyaratan yang 
diucapkan. 

Wabillahit Taufig. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan 


keselamatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu "alaihi wa sallam, keluarga dan para shahabatnya. 
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